KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-1 
Di Surabaya Pada Tanggal 13 Rabiuts Tsani 
1345 H. / 21 Oktober 1926 M. 

1. Hukum Bermazhab 

2. Pendapat Tokoh (Imam) yang Boleh Difatwakan 

3. Memberi Keputusan dengan Pendapat Kedua 

4. Shalat Sunat Sebelum Shalat Jum'at 

5. Zakat untuk Pembangunan Mesjid 

6. Gono-gini (Hasil Usaha Suami-istri) 

7. Pengertian 'R usydan" 

8. Orang Fasik Menjadi Wali Nikah 

9. Pemandu Khotbah Membaca Shalawat dengan Suara Keras dan Panjang 

10. Menterjemahkan Khotbah Jum'at Selain Rukunnya 

11. Membaca Shalawat atau Taradhdhi dengan Suara Keras 

12. Mengucapkan Insya Allah Ketika Khotib Mengucapkan Ittcujullah 

13. Memperbaharui Nisan dalam Kuburan Umum 

14. Memagari Kuburan dengan Tembok dalam Tanah Milik Sendiri 

15. Menghias Kuburan dengan Sutera 

16. Menggambar Binatang dengan Beibentuk Jisim yang Sempurna 

17. Pemberian Kepada Anak dengan Tidak Sepengetahuan Anak yang Lain 

18. Keluarga Mayit Menyediakan Makanan Kepada Penta'ziyah 

19. Sedekah Kepada Mayit 

20. Istri Menjadi Pelayan di Rumah Suaminya dengan Tidak Pakai Upah 

21. Alat-alat Orkes untuk Hiburan 

22. Alat-alat yang Dibunyikan dengan Tangan 

23. Permainan untuk Melatih Otak Seperti Catur 

24. Gerak Badan Seperti Angkat Besi 

25. Pengertian "Lahrvi "dan "Laghwi" 

26. Tari-tarian dengan Lenggak-lenggok 

27. Mengkhitankan Anak Setelah Beberapa Hari dari Hari 

Kelahirannya 
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1. Hukum Bermazhab 

S. Wajibkah bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat mazhab? 

J. Pada masa sekarang, wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari 
empat mazhab yang tersohor dan aliran mazhabnya telah dikodifikasikan 
(mudaunvan). Empat mazhab itu ialah: 

a. Mazhab Hanafi 

Yaitu mazhab Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit, (lahir di 
Kufah pada tahun 80 H. dan meninggal pada tahun 150 H.). 

b. Mazhab Maliki 

Yaitu mazhab Imam Malik bin Anas bin Malik, (lahir di Madinah 
pada tahun 90 H. dan mgninggal pada tahun 179 H.). 

c. Mazhab Syafil 

Yaitu mazhab Imam Abu Abdillah bin Idris bin Syafi'i, (lahir di 
Gazza pada tahun 150 H. dan meninggal pada tahun 204 H.). 

d. Mazhab Hanbali 

Yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, (lahir di Marwaz pada 
tahun 164 H. dan meninggal pada tahun 241 H.)- 
Keterangan, dari kitab: 

1. al-Mizan al-Kubra 1 

> ji yilL 4 ^' cf ^ H & S 

j} c~o U» v-Jb jJL) ciLic- J jJb .S j\ 

/ r p\ jSUji 4 4* ilji. JjVi 

Jika tuanku yang mulia Ali al-Khawash r.h. ditanya oleh seseorang 
tentang mengikuti mazhab tertentu sekarang ini, apakah wajib atau tidak? 
Beliau berkata: "Anda harus mengikuti suatu mazhab selama Anda belum 
sampai mengetahui inti agama, karena khawatir terjatuh pada kesesatan". Dan 
begitulah yang harus diamalkan oleh orang zaman sekarang ini 

2. Al-Fatawa al-Kubra 2 


> o ° - 






ch Ai j 


1 Abdul Wahhab Al-Sya'nmi, al-Mizan al-Kubra, (Mesir. Maktabah Musthafa al-Halabi, tth), 
Cetljuz 1, h. 34. 

2 Ibn Hajar al-Haitami, al-Faicnva al-Kubra al-Fujhiyah, (Beirut Dar al~Fikr, 1403 H/1983 
M), Jilid IV, h. 307. 
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Sesungguhnya bertaklid (mengikuti suatu mazhab) itu tertentu kepada 
imam yang empat (Maliki, Syafi.1, Hanafi, Hanbali), karena mazhab-mazhab 
mereka telah tersebar luas sehingga nampak jelas pembatasan hukum yang 
bersifat mutlak dan pengkhususan hukum yang bersifat umum, berbeda 
dengan mazhab-mazhab yang lain. 

3. Sullam al-Wushul 3 


l3j .“jJifrVl Sip\ \yj\” 'fLj k& iiil Jvs 
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Nabi Saw. bersabda; "Ikutilah mayoritas (umat Islam)". Dan ketika mazhab- 
mazhab yang benar telah tiada, dengan wafatnya para imamnya, kecuali empat 
mazhab yang pengikutnya tersebar luas, maka mengikutinya berarti mengikuti 
mayoritas, dan keluar dari mazhab empat tersebut berarti keluar dari mayoritas. 


2. Pendapat Tokoh (Imam) yang Boleh Difatwakan 

S. Pendapat siapakah yang dapat/boleh dipergunakan untuk berfatwa di antara 
pendapat-pendapat yang berbeda dari ulama Syafi tyyah? 

J. Yang boleh/ dapat dipergunakan berfatwa ialah: 

a. Pendapat yang terdapat kata sepakat antara Imam Nawawi 
dan Imam Rafii 

b. Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja. 

c. Pendapat yang dipilih oleh Imam Rafii saja. 

d. Pendapat yang disokong oleh ulama terbanyak. 

e. Pendapat ulama yang terpandai. 

f. Pendapat ulama yang paling wira t. 
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Muhammad Bahith al-Muthi'i, Sullam al-Wushul Syarak Nihayah al-Sul (Mesir, Bahrul 
Ulum, t.th.), jilid III, h. 921 dan jilid IV h. 580 dan 581. Hadits tersebut tercantum pada 
kitab ini di jilid III adalah sebagai dasar ijma'. Sedang yang tercantum di jilid IV 
merupakan kesimpulan tentang al-istifta'. Hadits di atas selengkapnya: 

.pfii-Vi jijiiu JSbl/i fi\j iS£ pSu, Jp H h\ 


"Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesalan , Jika kamu melihat suatu 
perbedaan , maka wajib bagimu mengikuti al-sawad al-a'zham" (HR. Ibnu Majah dari 
Anas bin Malik). Ibarah ini terdapat pula pada kitab 'Iqd al-Jid fi Ahkam al-Ijtihad 
karya Syekh Ahmad Waliyullah al-Dahlawi, Cairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1965 M, 
h. 13. Dapat dirujuk pula kepada pendapat Fakhruddin Muhammad al~Razi, al - 
Mahshul fi ' llm Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1408H/1988 M), Cet. 
Ke-1, Juz II, h. 535-540. 
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Keterangan , dari kitab: 
1. Ihnah al-Thalibin 4 
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Sesungguhnya yang dijadikan landasan (pedoman) dalam mazhab 
(al-Syafi'i) ketika menentukan suatu hukum dan fatwa adalah (1) yang 
disepakati oleh Imam Nawawi dan Rafi'i, (2) yang ditetapkan oleh 
Imam Nawawi, (3) yang ditetapkan oleh Imam Rafi'i, (4) yang diunggulkan 
oleh mayoritas ulama, (5) oleh orang yang paling alim, (6) oleh orang 
yang paling saleh (wira f). 

Apabila anda bertanya: "Kitab-kitab apakah yang bisa dijadikan pedoman 
untuk berfatwa dari kitab-kitab, syarah, hazvasy (catatan pinggir), seperti 
kitab karya Ibn Hajar, Imam Ramli dan Rafi'i, Syaikh al-Islam al-Khatib, Ibn 
Qasim, al-Mahalli, al-Ziyadi, Syibramullisi, Ibn Ziyad al-Yamani, al- 
Qulyubi dan yang lain? Apakah kitab-kitab mereka ini bisa dijadikan 
pedoman atau tidak? Dan apakah boleh atau tidak berpedoman pada 
individu masing-masing ulama yang telah disebutkan tersebut, apabila 
mereka berbeda pendapat?" 

Jawabnya adalah sebagaimana yang diperoleh dari jawaban al-'Allamah 
Sa'id Ibn Muhammad Sunbuli al-Makki, seluruh kitab-kitab tersebut di 
atas bisa dijadikan pedoman dan rujukan, akan tetapi harus tetap memperhatikan 


4 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, ranah al-Thalibin, (Mesir al-Tijariyah al-Kubra, 
tth.) JUMI, h. 19 
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untuk bisa mendahulukan sebagian dari yang lain. Sedangkan untuk pe ngam alan 
diri sendiri boleh secara keseluruhan. Dalam memberikan fatwa, jika terjadi 
perbedaan ia harus mendahulukan kitab aH-Tuhfah dan cd-Ndiayah dibanding 
yang lain. Jika keduanya berbeda, ia boleh memilih antara keduanya; apabila 
ia memang tidak mampu mengunggulkan salah satunya, namun jika dia 
mampu, ia harus berfatwa dengan yang lebih unggul ( rajih ). 

3. Membuat Keputusan Berdasarkan Pendapat Kedua 

S. Bolehkah hakim memberi keputusan dengan mempergunakan pendapat kedua 
(al-qauluts tsani) dalam masalah Syiqaq (perselisihan antara suami istri)? 

J. Boleh. Hakim diperbolehkan memberi keputusan dengan mempergunakan 
pendapat kedua (al-qaul al-tsam) apabila untuk kemaslahatan suami-istri dan 
tidak ada jalan lain kecuali dengan mempergunakan al-qaul al-tsam tersebut. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Mahalli 'ala al-Minhaf 

.Aiit Jp S lj 'Mj 

Kedua orang pengambil keputusan berhak memisahkan keduanya (suami- 
istri) jika mereka memandang perpisahan tersebut sebagai hal yang benar. 
Menurut (pendapat) yang kedua, dengan mengutus kedua orang pengambil 
keputusan tersebut berarti kerelaan suami istri tidak disyaratkan. Jika pengambil 
keputusan si suami memutuskan perceraian, maka ia bisa memutuskan 
sendiri (tanpa persetujuan suami), tapi tidak boleh lebih dari satu thalaq. 

2. Al-Fawaid al-Makiyyah 6 

Ia memang berhak untuk memberikan fatwa dan keputusan dengan hukum 
yang tidak diunggulkan, karena hajat dan kepentingan umum. 

3 .Al-Tanbih 7 


5 Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, Syarah Mahalli 'ala al-Minhaj pada Hasyiyah al- 
Qulyubi wa “Umairah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1324/2003) Jilid III, h. 308. 

6 Al-Sayyid 'Alawi al-Saqqaf, al-Fatoaid al-Makiyyah, dalam Majmu;ah Sab'ah Ktub 
Mufidah, (Mesir: Musthafa al_halabi), h. 53. 

7 Abu Ishaq 'Alawi al-Syirazi, al-Tanbih dalam Syarah al-Tanbih al-Suyuthi, (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1416/1996, Cet. Ke-1, Jilid H, h. 639. 
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Keduanya pengambil ketetapan hukum dari pihak hakim menurut 
pendapat lain. Maka hakim menyerahkan keputusan berdamai atau bercerai 
kepada mereka berdua tanpa kerelaan suami dan istri. Dan pendapat ini 
adalah yang paling benar. 


4. Shalat Sunat Sebelum Shalat Jum'at 

S. Apakah ada shalat sunnah qabliyah bagi shalat Jum fit? 

J. Ada. Sebelum shalat Jum'at disunatkan shalat sunat qabliyah seperti 
shalat Zhuhur, karena sabda Rasulullah Saw. dalam hadis sahih. 


53 % pU ^ U <Ul\ j\3 :JIS 4* _£j)\ J> jc 

»|5j 


"Dan Abdullah bin al-Zubair berkata, Rasulullah 0 bersabda: “Setiap ada 
shalat fardhu, maka sebelumnya ada shalat sunnat dua raka’at." (HR. Ibn 
Hibban dalam Shahih-nya, Daraquthni dan Thabrani) 


Keterangan, dari kitab: 
1. Fath al-Bari 8 


0&S3 VilSS o£j ^ sSU j* U jgjl Aiii j! 


XX- 


Dalil paling kuat untuk dijadikan pedoman tentang kebolehan shalat 
dua rakaat sebelum Jum'at adalah hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah 
bin Zubair 'Tidak ada suatu shalat (fardhu) pun kecuali sebelumnya (sunnah) 
dilaksanakan ada shalat dua rakaat (shalat sunnah)". 

2. Al-Hawasyi al-Madaniyah 9 


\Zj\ $3 S J» «Sf 


Nabi Saw. pernah melaksanakan shalat empat rakaat sebelum shalat 
Jum'at. 


8 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420/2000), Cet. Ke-1, Jilid 
m, h. 96 

9 Muhammad Sulaiman al-Kurdi, al-Hcnvasyi al-Madaniyah 'ala Syarah Bafiidlml , (Singapura: 
al-Haramain, t.th.). Juz I, h. 327. 
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3. Al-Hawasyi al-Madaniyah 10 


J^) fa Alifr 4jal 4jjl O'dlJdij 
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Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Hibban dari Ayyub dari Nafi': 
Ibn Umar memperpanjang shalat sebelum pelaksanaan shalat Jum'at, dan 
melaksanakan shalat dua rakaat sesudahnya di rumah. Dan ia menceritakan 
bahwa Rasuullah Saw. juga melakukan yang demikian itu. 


(Tentang hadis ini) Imam Nawawi dalam al-Khulasah 11 menilainya sebagai 
hadis shahih sesuai dengan syarat Bukhari. Al-Iraqi dalam Syarh d-Tirmidzi 
berkata: Isnadnya shahih. Al-Hafizh Ibn al-Mulcpn dalam Risalahnya berkata: 
Ismdnya shahih dan tidak ada cacat Hadis ini diriwayatkan pula deh Ibn Hibban 
dalam kitab Shahihnya. 


5. Zakat untuk Pembangunan Mesjid 

S. Bolehkah menggunakan hasil dari zakat untuk pendirian mesjid, madrasah- 
madrasah atau pondok-pondok (asrama-asrama), karena semua itu termasuk 
'Sabilillah "sebagaimana kutipan Imam al-Qaffal? 

J. Tidak boleh, karena yang dimaksud dengan 'Sabilillah "ialah, mereka yang 
berperang di jalan Allah ( sabilillah ). Adapun kutipan Imam al-Qaffal itu 
adalah dha if (lemah). 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Rahmah al-Ummah 12 



Para ulama sepakat atas larangan menggunakan hasil zakat untuk 
membangun mesjid atau mengkafani mayit 


10 Muhammad Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyah ‘ala Syarah Bajadhal, (Singapura: 
al-Haramain, t.th.), Juz I, h. 326 

11 Muhyiddin al-Nawawi, Khulashah al-Ahkam, (Beirut: Da al-Kutub al-Ilmiah, 1428 
H/2000 M), Cet. Ke-1, Jilid II, h. 383 

12 Muhammad al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Tahqiq Muhammad 
Muhyiddin Abd al-Hamid, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t .th.), h. 92 
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2. Al-Tafsir al-Munir (Marah Labid) 13 

& ji' m 4 9^' o> \j$d $ ^ fcj 
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Imam al-Qaffal mengutip dari sebagian ulama fiqh bahwasannya mereka 
memperbolehkan penggunaan hasil sedekah/zakat bagi semua jalur kebaikan, 
seperti pengkafanan mayit, pembangunan benteng dan pembangunan mesjid, 
karena firman Allah 'fi sabMMu 'bersifat umum mencakup keseluruhan. 


6. Gono-gini (Hasil Usaha Suami-istri) 

S. Bolehkah memberi '%ono-gini "(ialah hasil usaha kedua belah pihak suami- 
istri) baik masing-masing mempunyai andil kapital ataupun tidak mempunyai, 
tetapi tidak dapat dibeda-bedakan hasil masing-masing (tercampur menjadi satu). 

J. Muktamar memutuskan: Bahwa memberi "gono-gini" itu boleh 
menurut yang diterangkan dalam Hamisy kitab Syarqazvi 14 : 

Keterangan, dari kitab: 

-m ? & s di ... £ 

cli j* U«£.f diL j* iUSJl S 6j» % 

Jika pernah terjadi persekutuan dalam sejumlah harta, ... maka jika masing- 
masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya 
melakukan usaha bersama, jika memang bisa dibedakan maka masing- 
masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa 
dibedakan maka keduanya berdamai. Jika perkembangan terjadi dari 
harta milik salah satu dari keduanya, maka semua harta menjadi miliknya 
dan pihak lain berhak mendapatkan upah, meskipun terjadi kerugian, 
karena adanya persekutuan. 



I j iSi (£>) 

j KflS JxU oli 


7. Pengertian "Rusydan" 

S. Apakah yang dimaksud dengan kata "Rusyd " dalam firman Allah: 
Rusydan. Apakah yang dimaksud 'Rusyd "itu pandai dalam segala hal? 


13 Muhammad Nawawi al-Jawi, al-Tafsir cd-Munir (Marah Labid), (Mesir: Maktabah Isa al- 
Halabi, 1314 H), Jilid I, h. 344. 

14 Musthafa al-Dzahabi, Taqrir Musthafa al-Dzahabi, dalam Hasyiyah cd~Syarqawi, (Beirut 
Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1226 H), Jilid II, h. 109. 
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J. Yang dimaksud dengan kata "Rusyd" dalam firman Allah Swt. 
tersebut di atas ialah "pandai" dalam mentasharufkan dan menggunakan 
harta kekayaan, walaupun masih hijau dan bodoh dalam soal agama. 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Thabaqat al-Syafi iyyah 15 



Larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah 
dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam beragama. 

2. Tafsir d-Mitrtir 16 


iji jwaj 

S . • £ • < 0 


T<^o/-M#irda]ammena£sirkanfiimanAl]ah 'Jmnamstumrnmlumrusydan" 
(jika menurut kalian mereka telah cerdas-QS. al-Nisa': 6), yakni telah pandai 
dalam mengelola harta tanpa mubadzir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain. 


8. Orang Fasik Menjadi Wali Nikah 

S. Bolehkah seorang yang tidak mengerjakan ibadah shalat menjadi zvali nikah 
anak perempuannya? Apabila tidak boleh, maka siapakah yang berhak menjadi 
wali pernikahan itu? Hakim ataukah lainnya? 

J. Seorang fasik karena tidak mengerjakan shalat fardu atau karena lainnya, 
menurut mazhab, tidak sah menjadi wali menikahkan anak perempuannya. 
Tetapi menurut pendapat kedua (al-cjaul al-tsani ) sah menjadi wali nikah. 
Keterangan, dalam kitab: 


1. Al-Qulyubi 'Alal Mahalli 17 

H 

Menurut mazhab (SyafW, yang pertama) orang fasik tidak boleh menjadi 
wali. Sedang menurut al-Mahalli, pendapat kedua, bahwa orang fasik boleh 


0}\ cH j ® & ‘ r ^i jp tfiij 


15 Abu Bakar Ibnu Umar, Thabayat al-Syafi' iyyah al-Kubra, (Beirut "Alam al-Kutub, t Ih.), 
Jilid 8, h. 47 

16 Muhammad Nawawi al-Jawi, Al-Tafsir al-Munir (Marah Labid), (Mesir: Maktabah 
Isa al-Halabi, 1314 H), Jilid I, h. 140. 

17 Syihabuddin al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qufyubi ‘ala ai-Mahalli, (Barut Dar al-Rkr, 1424/2003 
M), Jilid m, h 228. 
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menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa Islam pertama tidak 
dilarang untuk mengawinkan. 


9. Pemandu Khotbah Membaca Shalawat dengan Suara 

Keras dan Panjang 

S. Bagaimana apabila seorang pemandu khotbah ( protokol khotbah) dengan 
suara keras membaca shalawat antara dua khotbah? Dan apabila shalawatnya 
panjang, apakah berarti memutusku i muwalat antara kedua khotbah itu? 

J. Membaca shalawat antara dua ‘hotbah dengan suara keras itu adalah 
'bidtih hasanah", dan dapat pula memutuskan muwalat apabila shalawat 
itu dianggap panjang menurut kebiasaan (Urf) dikirakan waktunya 
cukup untuk dua rakaat. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Hawasyi al-Madaniyah 18 




Maka diketahui bahwa bacaan Bilal (pemandu khotbah) antara dua 
khotbah... adalah termasuk bidtih hasanah. 


2. Al-Hazvasyi al-Madaniyah 19 

Adapun yang dapat merusak (kesinambungan dua khotbah) di sini 
adalah perbuatan yang dilakukan antara dua khotbah melebihi masa 
waktu melaksanakan shalat dua rakaat dengan melakukan rukun-rukunnya 
saja dan sebawahnya maka dapat merusak kesinambungan. Jika kurang 
dari itu, tidak merusak kesinambungan khotbah. 




3.Fathal-Mu'in 20 


3 jbj .l!> H jl 6U)' 6vj ftjy 

liUj (j Jawal' ->JUJ ‘iS£~ Jib jJ*# 


Dan (harus) ada kesinambungan antara kedua khotbah Jum'at dan antara 
rukurerukunnya serta antara kedua khotbah tersebut dengan shalatnya, dengan 


18 Muhamad Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyah 'ala Syarak Bafadhal, (Singapura:- 
Jeddah: Mathba'ah al-Haramain tth), Juz H h 65. 

19 Muhamad Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyah 'ala Syarah Bafadhal, (Singapura-Jeddah: 
Mathba'ah al-Haramain tth). Juz H, h 64. 

20 Zainuddin al-f> lalibari, Fath d-Mu'in dan al-Bakri Muhammad Syatha ahDimyathi, F aneh d- 
Thdibin (Sngapir a: Maldbah Sulaiman Mari , t.th). Jilid H, h 7071 dan 120. 
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tidak dipisah dalam waktu yang menurut 'urf (kebiasaan) sudah dianggap 
lama. Selanjutnya, yang merusak kesinambungan ( al-muwalah ) di antara 
dua perbuatan diperkirakan selama mengerjakan shalat dua rakaat, bahkan 
dengan melakukan rukun-mkunnya saja Karena itu, mak dalam hal ini tidak 
salah bila dibatasi demikian. Dan pembatasan tersebut merupakan penjelasan 
tentang maksud 'w?/ tadi. 


10. Menerjemahkan Khotbah Jum'at Selain Rukunnya 


S. Bolehkah menerjemahkan khotbah Jum fit selain rukunnya atau beserta 
rukunnya ? Apabila diperbolehkan apakah yang terbaik dengan bahasa Arab 
saja, atau beserta terjemahannya? Apabila yang terbaik beserta terjemahannya, 
apa faedahnya? 

J. Menerjemahkan khotbah Jum'at selain rukunnya itu boleh, sebagaimana 
tersebut dalam kitab-kitab mazhab Syafil. Muktamar ini memutuskan: 
bahwa yang terbaik adalah khotbah dengan bahasa Arab kemudian diterangkan 
dengan bahasa yang dimengerti oleh hadirin. Adapun faedahnya ialah: 
Supaya hadirin mengerti petuah-petuah yang ada dalam khotbah. 

Keterangan, dari kitab: 


1 . Al-Haxvasyi al-Madaniyah 21 


J uSilj Udlil d£s***f $1 S o!) U*i^3 

S i JL # dtji\ lic. u ji5 uiic. u iifjVi 

(i\£\ 


Kedua khotbah dengan bahasa Arab, walaupun seluruh (jamaah) orang- 
orang non Arab demi mengikuti ulama salaf dan khalaf. Ketentuan 
dengan bahasa Arab tersebut (hanya) pada rukun-rukun khotbah dan bukan 
yang lain. Hal ini berarti bahwa di luar rukun khotbah, yakni hal-hal 
yang masih terkait dengan khotbah yang disampaikan tidak dengan 
bahasa Arab, tidak menjadi penghalang adanya kesinambungan khotbah. 


11. Membaca Shalawat atau Taradhdhi dengan Suara Keras 

S. Apakah hukumnya menyerukan 'taradhdhi "(membaca radhiyallahu hnhu) 
atau membaca 'Shalawat "dengan suara keras sewaktu khotib menyebutkan 
nama-nama sahabat atau nama Rasulullah Sazv. ? 


21 Muhamad Sulaiman al-Kurdi, Al-Hawasyi cd-Madcmiyah * ala Syarah Bafadhal, (Singapura- 
Jeddah: Mathba'ah al-Haramain tth.). Juz D, K 64. 
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J. Membaca "shalawat" sewaktu khotib menyebutkan nama Rasulullah Saw. 
dengan suara keras itu hukumnya sunat asalkan tidak keterlaluan, demikian 
pula membaca 'taradhdhi "asalkan tidak keras. Apabila keterlaluan membaca 
"shalawat", hukumnya makruh (asalkan tidak menimbulkan tasywisy). 
Dan apabila sampai menimbulkan tasywisy, hukumnya haram. 
Keterangan, dalam kitab: 

1 . 1 tinatut-Thalibin 22 


&£. oSUlU &CU jh j* £jj 4*- CrAs 

fa &}) .fa ^ % jdbj 4* & 

Sfj .(y^4 Jzf- {j* ilji) Jl>- O^s)! £»j (3*^3 ^5^ (o^)i 

/i ‘<4*. felDl J O^» ^3 % £1^1 jc. g^Jt ££ 

a& SU 0^1 g d .j&td c_ 4 kii 


Disunatkan mendoakan dan menjawab orang yang bersin. Begitu pula 
pada saat khotib menyebut nama dan mensifati Rasulullah Saw. disunatkan 
membaca shalawat dan salam bagi beliau dengan suara keras asalkan 
tidak keterlaluan. Yang dimaksud "dengan suara keras" di sini adalah 
pada saat khotbah berlangsung. Sedang yang dimaksud "asalkan tidak 
keterlaluan" berarti apabila keterlaluan saat membacanya (shalawat dan 
salam), hukumnya menjadi makruh. 

Demikian pula disunatkan membaca "taradhdhi" (radhiyallaahu hnhu) 
bagi para pendengar untuk para sahabat Nabi asalkan tidak keras pada 
saat nama mereka disebut oleh khotib. Namun jika dibaca dengan keras 
tidak lagi disunahkan, karena, itu mengganggu orang lain {tasywisy). 


12. Mengucapkan Insya Allah Ketika Khotib 
Mengucapkan Ittaqullah 

S. Apakah hukumnya pernyataan pendengar khotbah dengan mengucapkan 'Insya 
Allah", sewaktu Jdwtib menyerukan 'Ittacfullah'? 

J. Hukumnya boleh. Asalkan tidak bermaksud menggantungkan takwa 
kepada kehendak Tuhan, karena ta’liq demikian itu berlaku terhadap apa 


22 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Tanah d-Thatibin (Sngapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t. 
th).jilidll,h87. 
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yang akan dikerjakan. Seyogyanya tidak usah menyatakan ta'licj (insya 
Allah), karena bertobat dan bertakwa itu seharusnya dilaksanakan seketika. 
Keterangan, dari kitab: 


1 . Anwar al-TanzU wa Asrar td-Ta'wiP 3 

iVL ’o[ Sbls UiU 4 ••• & oftj & dUS Jfrli jl Sj 

gl^sl i&L 1 Slj dJJ 6St Ol jiL 4i)l 

&s\ S ^ XkL\j ££ 


Imam Baidhawi dalam menafsirkan firman Allah (surat al-Kahfi: 23) 
"Dan jangan sekali-kali kamu menyatakan saya akan melakukan hal 
tersebut besok, (tanpa menyatakan) kecuali jika Allah menghendaki", 
yakni bahwa ia harus melibatkan kehendak Allah dalam arti: "Jika memang 
Allah menghendaki Anda melakukan hal tersebut". Dan tidak diperbolehkan 
mengaitkan suatu tindakan kepada pelaku (saja). Sebab, mengecualikan 
(tidak memperhatikan) kebersamaan kehendak Allah dengan suatu tindakan 
(manusia) itu tidak benar, dan pengecualian (tidak memperhatikan) dengan 
menampakkan kehendak Allah tanpa (memperhatikan) tindakan manusia 
itu tidak sesuai dengan larangan (dalam ayat tersebut). 


13. Memperbaharui Nisan dalam Kuburan Umum 

S. Bagaimana hukumnya memperbaharui nisan dalam tanah kuburan umum? 


J. Memperbarui nisan sebelum mayatnya rusak itu hukumnya boleh. 
Adapun masa rusaknya mayat hingga menjadi tanah, menurut para ahli; 
ada yang berpendapat 15 tahun, ada pula yang berpendapat 25 
tahun, atau 70 tahun, perbedaan tersebut mengingat perbedaan iklim. 

Dan boleh memperbarui sesudah masa rusaknya mayat apabila tidak 
menghalangi untuk dipergunakan penguburan mayat baru, tetapi 
apabila menghalangi maka hukumnya haram. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Nihayah al-Muhtaj 24 


g? y ijr* ^ *sX?? gl ySj 


23 Nasiruddin al-Baidhawi, Anivar d-Tamd wa Asrar d-Ta'wi, (Mesir Mathba'ah Musthafa ah 
Halabi, 1358/1939), Cet Ke-1, Jilid D, h 7. 

24 Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir Mathba'ah Musthafa al-Halabi, 1357/1938), 
Juz DI, h. 40. 
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5, J® &ii i 3? ISJ oijj i^Sj «3UI fj* j J«» 

jJl f Aj ^xlai Ali J»3)l 


Para jamaah (pengiring jenazah) disunatkan berdiri setelah jenazah 
dikubur. Adapun jenazah yang sudah hancur sesuai dengan perkiraan para 
ahli yang sudah berpengalaman tidak diharamkan untuk digali kembali, 
bahkan diharamkan membangun bangunan dan meratakan (mengecor) tanah 
di atasnya jika berada di pemakaman umum, karena itu bisa menghalangi 
orang lain untuk menguburkan (jenazah lain), karena mereka menyangka 
(jenazah yang pertama) belum hancur. 

2. Fath al-Wahhab 25 


^ jjgii 

Tentang keharaman menggali kubur sebelum jenazah hancur. Sedangkan 
setelah hancur maka tidak haram digali kembali bahkan yang diharamkan 
adalah membangun bangunan, meratakan (mengecor) tanah di atasnya agar 
tidak mencegah orang lain menguburkan (jenazah lain) karena menyangka 
(jenazah yang semula) belum hancur. 


14. Memagari Kuburan dengan Tembok dalam Tanah 

Milik Sendiri 

S. Bagaimana hukumnya membangun kuburan dan mengelilinginya 
(memagarinya) dengan tembok pada tanah kuburan milik sendiri? 

J. Membangun kuburan dan memagari dengan tembok di tanah kuburan 
milik sendiri dengan tidak ada suatu kepentingan, hukumnya makruh. 
Keterangan, dalam kitab: 
l.Fath al-Mu'in 26 


y*- j ' dry -A* ^ (a 1!£ j\) JJDJ ^l(iJ ;J>)) 

j£*j j cXL 5IT aSILIj S J^j j».ii jl 

yrj f ^3 j' 0 ' <Ji aIIilI j aILc- *Ui jjt j\ jjj» jiU- 


25 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, 
1422 H/2002 M), Juz I, h. 118. 

26 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Tanah al~ 
ThaHhin (Singapura: Maktabah Sulaiman Mat^i , t .th). Jilid H, h. 120. 
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Makruh hukumnya membangun suatu bangunan di atas kuburan, karena 
adanya hadis sahih yang melarangnya, jika tanpa ada keperluan seperti 
kekhawatiran akan digali dan dibongkar oleh binatang buas, atau diterjang 
banjir. Kemakruhan tersebut jika kuburan itu berada di tanah miliknya 
sendiri. Sedangkan membangun kuburan tanpa satu keperluan sebagaimana 
yang telah dijelaskan, atau memberi kubah di atas kuburan yang terletak di 
pemakaman umum, atau di tanah wakaf, maka hukumnya haram dan harus 
dihancurkan, karena bangunan tersebut akan masih ada setelah jenazahnya 
hancur mengabadikan jenazah setelah kehancurannya. Menurut Imam al- 
Bujairimi: "sebagian ulama 'mengecualikan keberadaan bangunan kuburan 
pada kuburan para Nabi, para syuhada, orang-orang saleh dan lainnya." 


15. Menghias Kuburan dengan Sutera 

S. Bagaimana hukumnya menghias kuburan dengan sutera atau lainnya? 

J. Menghias kuburan selain kuburan Rasulullah Saw. dengan sutera 
(harir) hukumnya haram dan dengan salain sutera hukumnya makruh. 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Tarsyih al-Mustafidin 27 


JS~ a)^S) Aj J \J>- jAC- »>=4) 

.JS. /j aIIc- a!i\ J (aI*SvJ1 


Makruh hukumnya walau bagi seorang perempuan memperindah 
(suatu tempat) kecuali Kabah, seperti kuburan orang saleh dengan selain 
sutera, dan haram jika dengan sutera. (Yang dimaksud selain Kabah), 
bahwa jika itu Kabah, maka boleh menutupinya dengan sutera, demikian 
halnya kuburan Nabi Saw. 


16. Menggambar Binatang dengan Berbentuk Jisim 

yang Sempurna 

S. Bolehkah membuat gambar binatang dengan berbentuk jisim yang 
sempurna? Dan bagaimanakah hukumnya permainan anak-anak (boneka)? 


n Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu’in dan Alawi aI-Saqqaf, Tarsyih al-Musttfdm, (Beirut 
Dar al-Fikir, t. th.), h. 124. 


Solusi Problematika Aktual Hukum J s hem 


15 




J. Membuat gambar binatang dengan berbentuk jisim yang sempurna, 
hukumnya tidak boleh (haram), karena menyerupai berhala. Adapun 
permainan anak-anak (boneka), hukumnya boleh. 

Keterangan, dalam kitab: 
l.Fathal-Mu'in 28 


p ^ jp' O'je»- «jj*» *j?j 

£j*»> jSUy jt y'e j' jb, j' j' jp 0^ 

oJLlS lLo^" \^ ic- 3Il\ A^S'C’ jSl •••• 


Di antara (yang tidak diperbolehkan) adalah, gambar-gambar binatang 
yang lengkap (dalam bentuk) yang memungkinkannya bisa hidup, walaupun 
tidak ada padanannya (dalam realita) seperti kuda bersayap, burung berwajah 
manusia di atas atap, dinding, tirai yang digantung untuk dekorasi, busana 
yang dikenakan, atau bantal yang dipajang, karena semuanya menyerupai 
berhala yang diharamkan. . .. (Namun) boleh menggambar mainan anak-anak 
putri, karena Aisyah pernah bermain boneka di hadapan Rasulullah Saw. 


2. Is'ad al-Rafkj^ 

ya jUJali CAlill k_-iLJ (j >)J \J» S/l j\S jb i] U ‘-riyjj <Jp 'j*^'j 


Para ulama sepakat atas keharusan mengubah sesuatu yang mempunyai 
bayangan (tiga dimensi), kecuali pada mainan anak-anak putri (boneka) karena 
terdapat rukhshoh. 


17. Pemberian Kepada Anak dengan Tidak 
Sepengetahuan Anak yang Lain 

S. Apabila seorang bapak memberikan sesuatu kepada salah seorang anak yang 
taat, apakah pemberian itu dapat dilangsungkan dengan tidak sepengetahuan 
anak yang lain? 

J. Pemberian tersebut dapat berlangsung dengan tiga syarat: 

a. Tidak pada waktu sakit keras sampai ajalnya. 

b. Sudah diterima oleh anak tersebut (anak yang taat) dan, 

c. Tidak diminta kembali sebelum bapak meninggal dunia. 


28 Zainuddin al-Malibari, Fath d-Mu’in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Tanah cd- 
Tha&m (Singapura: Maldabah Sulaiman Mari , t .tti). Jilid m K 361-362. 

29 Muhammad Babashil, Is’ad. al-Rafiq, (Singapura: al-Haramain, t. th.) Juz II, h. 103. 
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Keterangan, apabila pemberian tersebut dilakukan di waktu sakit terus 
ajalnya tiba atau di waktu tidak/belum sakit, tetapi belum diterima 
anaknya (anak yang taat) atau sudah diterima tetapi diminta kembali 
sebelum hak miliknya atas barang itu, maka dalam keadaan seperti 
tersebut, pemberian itu tidak dapat dilangsungkan, kecuali dengan 
sepengetahuan dan seizin saudara-saudaranya yang lain. 

Adapun pemberian dengan maksud menutup sebagian ahli waris 
dengan tidak untuk kepentingan syara' (agama), maka pemberian tersebut 
hukumnya makruh, sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab fiqh. 


18. Keluarga Mayit Menyediakan Makanan Kepada 

Penta'ziyah 

S. Bagaimana hukumnya keluarga mayit menyediakan makanan untuk 
hidangan kepada mereka yang datang berta tziyah pada hari wafatnya 
atau hari-hari berikutnya, dengan maksud bersedekah untuk mayat tersebut? 
Apakah ia (keluarga) memperoleh pahala sedekah tersebut? 

J. Menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari 
ketujuh itu hukumnya makruh, apabila harus dengan cara berkumpul 
bersama-sama dan pada hari-hari tertentu, sedang hukum makruh 
tersebut tidak menghilangkan pahala sedekah itu. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. 1'anah al-Thalibin 30 




Makruh hukumnya bagi keluarga mayit ikut duduk bersama orang- 
orang yang sengaja dihimpun untuk berta'ziyah dan membuatkan makanan 
bagi mereka, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah 
al-Bajali yang berkata: "Kami menganggap berkumpul di (rumah keluarga) 
mayit dengan menyuguhi makanan pada mereka, setelah si mayit dikubur, 
itu sebagai bagian ratapan (yang dilarang)" 

2. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah? x 


J\ odl ^ (ji^) 


30 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Yandt d-Tha&m (Sin^ipura: Maktabah Sulaiman Mari , 
t .th). Jibd D, h. 145. 

31 Ibn Hajar al-Haitami, Al-Fatawa al-Kubra al-Fu)hiyah r (B&nit Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), 
Jili II, h. 7. 
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Beliau (Ibn Hajar al-Haitami) -Semoga Allah mengembalikan barakahnya 
kepada kita- ditanya tentang hewan yang disembelih dan diberi garami 
kemudian dibawa di belakang mayit menuju kuburan untuk disedekahkan 
ke para penggali kubur saja, dan tentang yang dilakukan pada hari ketiga 
kemadan dalam bentuk penyediaan makanan untuk para fakir dan yang lain, 
dan demikian halnya yang dilakukan pada hari ketujuh, serta yang dilakukan 
pada genap sebulan dengan pemberian roti yang diedarkan ke rumah-rumah 
wanita yang menghadiri prosesi tafriyah jenazah Mereka melakukan semua itu 
tujuannya hanya sekedar melaksanakan kebiasaan penduduk setempat, 
sehingga bagi yang tidak mau melakukannya akan dibend oleh mereka dan 
ia akan merasa diacuhkan; 


"Kalau mereka melaksanakan semuanya dengan tujuan mengikuti adat 
dan dengan tujuan sedekah pada selain tradisi yang disebut terakhir, maka 
bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Apakah harta yang telah ditasarufkan, 
itu ikut dibagi pada bagian-bagian harta ahli waris dalam pembagian tirkah, 
walaupun sebagian ahli waris yang lain tidak menyetujuinya? Lalu dari kasus 
menginap bersama keluarga mayit (di rumah mereka) selama sebulan dari 
kematiannya. Sebab, tradisi tersebut, menurut anggapan masyarakat harus 
dilaksanakan seperti wajib; bagaimana hukumnya?" 
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Beliau menjawab: Semua yang dilakukan sebagaimana yang ditanyakan 
di atas termasuk bid'ah yang tercela tetapi tidak sampai haram (makruh); 
kecuali jika prosesi penghormatan pada mayit di rumah ahli warisnya itu 
bertujuan untuk meratapi atau memuji secara berlebihan (rastsa % 

Seseorang yang salah satu melakukan tradisi di atas dengan tujuan 
menangkal gunjingan orang-orang awam dan agar mereka tidak menodai 
kehormatan dirinya, gara-gara ia tidak mau melakukan tradisi di atas, maka 
diharapkan ia mendapatkan pahala. Karena mengambil kesimpulan dari 
perintah Nabi Saw. terhadap seseorang yang batal shalatnya (karena hadast 
saat berjamaah untuk keluar dengan) menutuphidungnya dengan tangan. Para 
ulama mengambil kesimpulan 'Ulat hukum dari perintah Nabi Saw. tersebut, 
yaitu menjaga kehormatan diri dari gunjingan orang awam ketika ia tidak 
melakukan cara itu (yang sudah menjadi kebiasaan). 

Dan tidak diperbolehkan menbiayai tradisi di atas dengan tirkah apabila 
terdapat ahli waris yang ttiahjur 'alaih, atau semua ahli waris sudah pandai- 
pandai (boleh membelanjakan harta sendiri dengan bebas) tetapi sebagian 
dari mereka tidak menyetujuinya. 


19. Sedekah Kepada Mayit 

S. Dapat pahalakah sedekah kepada mayit? 

J. Dapat! 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Al-MuhcdzdzaSfi 2 


(3-waj! 1$*^! sLljjj -u» o! SU <Sjj 

^ lipiti ^ 


Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa ada seseorang bertanya pada Rasulullah 
Saw.: "Sesungguhnya ibuku sudah meninggal, apakah bermanfaat baginya (kalau) 
aku bersedekah atas (nama)nya?". Rasulullah irenjawab: "ya" Orang itu kemudian 
berkata: "sesungguhnya aku memiliki sekeranjang buah, maka aku ingin engkau 
menyaksikan bahwa sesungguhnya aku menyedekahkannya atas (nama)nya" 


20. Istri Menjadi Pelayan di Rumah Suaminya dengan 

Tidak Pakai Upah 

S. Seorang istri rasyidah (dewasa) yang menjadi pelayan di rumah suaminya 
dengan tidak ada perjanjian pemberian upah, apakah ia berhak menerima 


32 Imam Abu Ishaq al-Syirazi, cd-Muhadzab, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, tth.). Jilid I, h. 464 
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upah sepantasnya bila terjadi perceraian? Atau berhak menerima gono-gini? 

J. Istri tersebut tidak menerima upah dan tidak berhak menerima gono- 
gini, apabila istri itu telah msyidah dan tidak ada perjanjian sebelumnya dan 
tidak turut membantu usaha suaminya. Lain halnya jika istri tersebut tidak 
rasyidah, misalnya belum dewasa atau gila, maka ia berhak menerima upah 
sepantasnya dan upahnya menjadi utang yang dibebankan kepada 
suaminya, oleh karenanya maka harta peninggalannya tidak boleh diwaris 
sebelum ditunaikan utang tersebut, begitu pula sebaliknya, apabila suami 
tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai modal dalam 
mata pencaharian istrinya, maka suami tidak berhak menerima upah 
sepantasnya dan tidak menerima gono-gini, hal tersebut sebagaimana 
tercantum dalam kitab-kitab fiqh. 


21. Alat-alat Orkes untuk Hiburan 


S. Bagaimana hukum alat-alat orkes (mazantmir d-lalmi) yang dipergunakan untuk 
bersenang-senang (hiburan )? Apabila haram, apakah termasuk juga trompet 
perang, trompet jamaah haji, seruling penggembala dan seruling permainan 
anak-anak (damenan, Jaiva)? 

J. Muktamar memutuskan bahwa segala macam alat-alat orkes (malahi) 
seperti seruling dengan segala macam jenisnya dan alat-alat orkes lainnya, 
kesemuanya itu haram, kecuali trompet perang, trompet jamaah haji, 
seruling penggembala dan seruling permainan anak-anak dan lain-lain 
sebagainya yang tidak dimaksudkan untuk dipergunakan hiburan. 
Keterangan , dalam kitab: 

1. Ihya' Ulum al-Din 33 


jUJJl 


Dengan pengertian ini maka haramlah seruling Irak dan seluruh 
peralatan musik yang menggunakan senar seperti, 'ud, al-dhabh, rabbab 
dan barith (nama-nama peralatan musik Arab). Sedangkan yang selain 
itu maka tidak termasuk dalam pengertian yang diharamkan seperti 
(membunyikan suara menyerupai) burung elang yang dipergunakan 
oleh para penggembala, jamaah haji, dan pemukul genderang. 


33 Hujjah al-Islam al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din dalam Murtadha al-Zabidi, Ithaf Sadah al- 
Muttcujin, (Beirufc Maktabah Dar al-Fikr, tth.), Juz VI, h. 474. 
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22. Alat-alat yang Dibunyikan dengan Tangan 


S. Bagaimana hukumnya alat-alat yang dibunyikan dengan tangan? 

J. Muktamar memutuskan bahwa segala alat yang dipukul (dibunyikan) 
dengan tangan, sepati rebana, dan sebagainya itu hukumnya mubah 
(boleh) selama alat-alat tersebut tidak dipergunakan untuk menimbulkan 
kerusakan dan tidak menjadi tanda-tanda orang fasiq kecuali kubah, 
yang telah ditetapkan haramnya dalam hadis (nash) . 

Keterangan, dalam kitab: 

1 . IthafSadah al-Muttaqin 34 


(g? jiii 1*^,1 iiilli Slj Sl <2)& 

(Jp Jll di (J| LX3 jjwol ^Jp 
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Seperti kendang dan drum serta semua alat yang dipergunakan 
untuk mengeluarkan suara yang enak dan teratur berirama, kecuali 
yang biasa digunakan oleh peminum minuman keras, karena semua itu 
tidak berhubungan dengan minuman keras dan tidak mengingatkannya, 
tidak membuat kerinduan kepadanya, serta tidak ada keserupaan dengan 
empunya sehingga tidak termasuk dalam pengertiannya (yang diharamkan) 
dan hukumnya menjadi mubah sebagaimana hukum asli. Sesuai 
dengan yang diqiyaskan pada suara burung dan lainnya, maka seyogyanya 
diqiyaskanlah pada suara burung bui bui, semua suara-suara yang 
keluar dari anggota tubuh manusia sesuai dengan kehendaknya seperti yang 
keluar dari tenggorokannya atau dari kendang, drum, rebana dan lainnya. 
Dalam hal ini tidak dikecualikan semua alat-alat hiburan, aneka macam 


gitar dan seruling, karena telah ada larangan dari syara 'terhadapnya. 
2. Ihya' Ulum al-Din 35 


IS& y\j iUl 


34 Murtadha al-Zabidi, IthafSadah cd~MuHaqin, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikir, t th.), Jilid VI, 
h. 474 dan 472 

35 Hujjah al-Islam al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Dirt dalam Murtadha al-Zabidi, IthafSadah al~ 
Muttaqin, (Beirut: Maktabah Dar akFikr, tth.). Juz VI, h. 473. 
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Beliau juga berpendapat; dengan illat ini haram hukumnya memukul 
al-kubah (kendang)? Yaitu suatu alat musik sejenis kendang yang berbentuk 
memanjang, di arah tengah agak tipis, sedang dua sisi ujungnya agak luas. 
Biasanya jenis alat musik ini ditabuh deh waria. Andaikan dalam kendang 
tersebut tidak ada unsur tasyabuh, niscaya hukumnya sama dengan terompet 
yang digunakan jamaah haji atau dalam peperangan. 






23. Permainan untuk Melatih Otak Seperti Catur 


S. Bagaimana hukumnya permainan guna melatih otak seperti main catur 
dan sebagainya? 

J. Segala macam permainan guna melatih otak seperti main catur 
dan lain-lain apabila tidak menimbulkan kerusakan dan tidak dipergunakan 
berjudi, itu hukumnya makruh. Adapun permainan yang bersifat menipu, 
seperti main dadu, main kodok-ula atau beng-jo (tombola) walaupun 
tidak terdapat untung rugi, maka hukumnya haram. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Hasyiyah al-Jamal hla Fath al-Wahab 36 


£s 3 )\ nuid ii&i juii & Su. ol #11 <331*3 

ocJ&i 12^3 j *} a 5> £35 /iii 

Ha U Hjj ^-1^3 H aaULLII ajIc- j} 
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Permainan dadu itu berbeda dengan permainan catur yang dimakruhkan 
jika tidak mempergunakan uang, yaitu dasar permainan catur itu adalah 
perhitungan yang cermat dan olah pikir yang benar. Dalam permainan catur 
terdapat unsur penggunaan pikiran dan pengaturan strategi yang benar. 
Sedangkan permainan dadu berdasarkan spekulasi dan perkiraan yang 
menyebabkan kebodohan dan kedunguan yang maksimal. 

Menurut Imam Raffi, hukum semua bentuk permainan bisa dianalogkan 
pada dadu dan catur, dan segala hal yang berdasarkan pikiran dan hitung- 


36 Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal 'ala Fath al-Wahab, (Beirufc Dar al-Fikr, t th). Jilid V, 
h. 379-380. 
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hitungan, seperti al-Minqalat dan al-Sijah (jenis permainan di Arab) yakni 
permainan dengan membentuk garis dan lobang-lobang untuk mengisi 
bebatuan yang dilakukan dengan perhitungan tersendiri Permainan semacam 
ini tidak haram. Sedangkan semua permainan yang berdasarkan spekulasi, 
hukumnya haram. 


24. Gerak Badan Seperti Angkat Besi 

S. Bagaimana hukumnya gerak badan seperti renang, mengangkat besi 
dan jalan kaki? 

J. Segala macam gerak badan itu hukumnya boleh, asalkan tidak 
menimbulkan kerusakan dan tidak dipergunakan untuk berjudi 
serta bukan menjadi tanda-tanda orang fasiq dan pada umumnya 
berjalan dengan baik tidak membahayakan. 

Keterangan, dalam kitab: 
l.Hasyiyah al-Bajuri 37 


Jij 1 ddE ‘o\ j£$ dis P ‘o\ jsu, 

uf % j p\ jp S L&f 

sf-j (Jp >— 


Demikian halnya semua jenis permainan yang berbahaya hukumnya 
haram jika tidak ada jaminan keselamatan diri, dan halal jika keselamatan 
diri bisa terjamin. Hal serupa tidak serupa pertandingan di atas sapi (karapan 
sapi), hukumnya haram jika disertai dengan imbalan/uang dan halal jika 
tanpa imbalan. Demikian halnya dengan gulat jalan kaki, menyelam, berenang 
berdiri di atas sebelah kala, lomba perahu , permainan catur serta sepak takraw. 


25. Pengertian ” Luhuri "dan ”Lughuri" 

S. Apakah yang diartikan 'Lahzvu "dan 'Laghzvu" dan bagaimana hukumnya 
orang yang mengerjakan? 

J. "Lahwu" dan "Laghwu" ialah: Segala hal yang tidak memberi faedah 
pada orang yang mengerjakannya baik di dunia maupun di akhirat, 
dan tidak ada halangan apa-apa bila dikerjakan, asalkan hal tersebut 


37 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. 
th.). Jilid H, h. 306-307 
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tidak dilar ang oleh agama dan tidak menyebabkan lupa kepada Tuhan, 
apabila demikian maka hukumnya haram. 


Keterangan, dalam kitab: 
l.Hasyiyah al-Shawi hla al-Jalalain 38 

Sebelum surat Fath tentang tafsir firman Tuhan yang artinya: 
'Bahwasanya kehidupan duniawi itu hanyalah la ibu dan lahwu. " 


. 4~Ju JiJti UjiJl \j J UJVj <Jd4 4«i» 4*3 (3*^^ 


Yang disebut dengan al-la 'bu (permainan) adalah, apapun yang dapat 
menyibukkan seseorang tanpa ada manfaatnya sama sekali baik terhadap 
keadaan diri ataupun hartanya. Sedangkan yang disebut dengan al-laghwu 
(senda gurau) adalah apapun yang dapat menyibukkan seseorang sehingga 
melupakan kepentingan dirinya sendiri. 

2. Ihya' Ulum al-Din 39 


€\ j#=jj i \$j &6\ iUi Si 

Hj j 4-jic- m s j 


Nyanyian/tarik suara itu termasuk lahwu yang dimakruhkan, serupa dengan 
perbuatan batil namun tidak sampai haram. Permainan orang-orang Habsy 
dan tarian mereka termasuk lahwu, Rasulullah pernah menyaksikannya 
dan tidak membencinya. Hal ini berarti termasuk lahwu dan laghzvu yang 
tidak dimurkai oleh Allah. 


26. Tari-tarian dengan Lenggak-lenggok 

S. Bagaimana hukum tari-tarian dengan lenggak-lenggok dan gerak lemah gemulai? 

J. Muktamar memutuskan bahwa tari-tarian itu hukumnya boleh meskipun 
dengan lenggang-lenggok dan gerak lemah gemulai selama tidak terdapat 
gerak kewanita-wanitaan bagi kaum laki-laki, dan gerak kelaki-lakian 
bagi kaum wanita. Apabila terdapat gaya-gaya tersebut maka hukumnya 
haram. 

Keterangan, dalam kitab: 


38 Ahmad al-Shawi al-MaHki, Hasyiyah al-Shaui ' ala al-Jalalain, (Mesir. Isa al-Halabi), Jilid IV, h. 79 

39 Hujjah al-Islam al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, (Mesir: Isa al~Halabi, tfh.), Juz U, h. 281. 
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1. IthafSadah al-Muttaqin 40 
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Para ulama berbeda pendapat tentang tarian, sebagian ada yang 
memakruhkan seperti Imam al-Qaffal dan al-Rauyani dalam kitab al- 
Bahr. Demikian halnya menurut Ustadz Abu Manshur, memaksakan tarian bisa 
serasi dengan irama itu hukumnya makruh. Mereka berargumen bahwa 
nyanyian itu termasuk la ibun iva lahwun (permainan dan senda gurau) 
yang dirrtakruhkan. 

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tarian itu hukumnya mubah 
menurut al-Faurani dalam kitab al-Umdah, nyanyian itu pada dasarnya adalah 
mubah demikian pula bermain drum, tarian dan yang semisalnya. 

Menurut Imam al-Haramain, tarian itu tidak haram karena hanya sekedar 
gerakan olah gerak lurus dan goyang, akan tetapi jika terlalu banyak, dapat 
menyebabkan rusaknya kehormatan diri. Pendapat ini senada dengan al-Mahalli 


40 Murtadha al-Zabidi, IthafSadah d-Muttajm, (Bdrut Maktabah Dar al-Rkr, tth.), Juz VI, K 567. 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


25 


dalam kitab al-Dakhair, Ibn al-Imad al-Sahrawardi, Imam al-Rafi'i, sang 
pengarang (al-Ghazali) dalam kitab d-Wasiith yang mantap dengan pendapat 
tersebut, dan Ibn Abi Dam. 

Mereka berargumen dengan dua hal: hadist dan qiyas. Adapun hadistnya 
adalah sebagaimana yang telah lalu dari hadist Aisyah tentang tarian orang- 
orang Habsy, demikian halnya dengan hadis Ali tentang gerak lompatannya 
serta yang dilakukan oleh Ja'far dan Zaid. Adapun qiyasnya adalah, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Haramain (tarian) erupakan 
babarapa olah gerak lurus dan goyang, sama dengan gerakan-gerakan lainnya. 

Menurut sebagian ulama tarian tersebut harus dirinci, jika dalam tarian itu 
ada unsur ketidakopanan dan lemah gemulai, maka hukumnya makruh. 
Jika unsur tersebut tidak ada, maka tarian itu boleh (tidak apa-apa). Inilah 
yang dikutip deh Ibn Abi Dam dari Syeikh Abu Ali bin Abu Hurairah. 

A-Halimi juga mengutip seperti itu dalam kitab Manhajnya. Mereka 
berargumen bahwa dalam tarian itu ada kecenderungan untuk bergaya 
perempuan, padahal orang yang berpura-pura dan bergaya perempuan 
itu telah dilaknat. Kelompok ulama lain berpendapat bahwa tarian yang 
mengandung unsur ketidakopanan dan lemah gemulai, maka hukumnya 
haram. Jika unsur tersebut tidak ada, maka hukumnya tidak haram. 
Demikian yang disampaikan oleh Imam Rafil dalam kitab Syctmh cd-Shagir 
dan beliau meriwayatkan statemen di atas dalam Syarh al-Kabir dari Imam 
Halimi, dan al-Jili meriwayatkan statemen tersebut dalam kitab al-Muharrar. 

2. Mauhibah Dzi al-Fadhl 41 


'UiLill J Allll y* \j y? iwl Jjjd 


"Allah melaknat laki-laki yang bergaya menyerupai wanita, dan wanita 
yang bergaya menyerupai laki-laki. Al-Azizi menyatakan: "Laki-laki dilarang 
menyerupai wanita dalam berpakaian ataupun sikap. Begitu juga sebaliknya 
(perempuan dilarang menyerupai laki-laki), karena hal itu termasuk mengubah 
dptaan Allah Swt 


27. Menglchitankan Anak Setelah Beberapa Hari dari 
Hari Kelahirannya 

S. Bagaimana hukum mmgkhitankan anak sesudah beberapa hari dari hari 
kelahirannya? Boleh ataukah tidak? Sedangkan dalam kitab Khazinatul Asrar 


41 Muhammad Mahfudz al-Tarmasi a 1 -Jawi, Mauhibah Dzi al-Fadhl , (Mesir. ahAmirah al- 
Syaiafiyah, 1326 H), Jilid IV, h 713. 
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diterangkan bahwa mengkhitankan anak sebelum berumur 10 tahun tidak boleh. 

J. Mengkhitankan sesudah beberapa hari dari hari kelahirannya itu 
boleh. Adapun sunatnya adalah sesudah berumur 7 hari atau 40 hari 
atau umur 7 tahun. 


Keterangan, dalam kitab: 
1. Mauhibah Dzi al-Fdhf 2 
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Dalam kitab al-Tuhjiih disebutkan, jika mengakhirkan khitan melampaui 
hari ke tujuh maka dilaksanakan pada hari ke empat puluh (dari 
kelahirannya), kalau tidak maka pada tahun ke tujuh yang merupakan 
waktu diperintahkannya untuk melaksanakan shalat. Adapun yang 
disebutkan dalam kitab Khazimtul Asrar, maka dipahami jika si anak itu lemah 
tidak mampu berkhitan kecuali setelah berumur sepuluh tahun sesuai 
dengan pendapat para pakar.l] 


42 Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir al-Amirah al- 
Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 706. 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-2 

Di Surabaya Pada Tanggal 12 Rabiuts Tsani 
1346 H./9 Oktober 1927 M. 

28. Menerima Gadai dengan Mengambil Manfaatnya 

29. Jual Beli "Sende" 

30. Membeli Barang yang Belum Diketahui Sebelum Akad 

31. Membeli Barang Seharga Rp. 0. 50,-, dengan Menyerahkan 
Uang Seratus Rupiah 

32. Jual Beli Mercon untuk Berhariraya 

33. Memakai Dasi, Celana Panjang, Sepatu, Topi 

34. Memakai Pen dari Emas 

35. Memungut Derma Lalu Mengambil Sebagian untuk Dirinya Sendiri 

36. Menghukum dengan Pekerjaan Berat atau dengan Denda Uang 
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28. Menerima Gadai dengan Mengambil Manfaatnya 

S. Bagaimana hukum orang yang menerima gadai dengan mengambil manfaatnya, 
misalnya, sebidang tanah yang digadaikan, kemudian diambil hasilnya dengan tanpa 
syarat pada waktu akad diadakan demikian itu, baik sudah menjadi kebiasaan atau 
sebelum akad memakai syarat atau dengan perjanjian tertulis, tetapi tidak dibaca 
pada waktu akad, hal demikian itu apakah termasuk riba yang terlarang atau tidak? 
J. Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama): 

a. Haram: Sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente). 

b. Halal: Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut ahli 
hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk syarat 

c. Syubhat: (Tidak tentu jelas halal haramnya) sebab para ahli hukum 
berselisih pendapat. 

Adapun Muktamar memutuskan, bahwa yang lebih berhati-hati 
ialah pendapat yang pertama (haram). 

Keterangan, dari kitab: 

1. Asybah Wa al-Nazha'ir 1 
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j ilii i jiij HjpL\ jvs 


Seandainya sudah umum di masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan 
barang gadai bagi pemberi pinjaman/penerima gadai, apakah kebiasaan 
itu dianggap sama dengan menjadikannya sebagai syarat, sehingga akad 
gadainya rusak? Jumhur ulama berpendapat 'Tidak diposisikan sebagai 
syarat." Sedangkan al-Qaffal berpendapat "Ya (diposisikan sebagai syarat). 


2. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin 2 


. . i>\ ^ 
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Diperbolehkan bagi si pemberi pinjaman untuk memperoleh keuntungan 


1 Jalaluddin al-Suyuthi, Asybah wa al-Nazha'ir, (Mesir Maktabah Mustahafa Muhammad, 
t. th.), h. 86, 

2 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, 
I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t th.), Jilid III, h, 53 
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(sesuatu kelebihan) dari peminjam, seperti pengembalian yang lebih dalam 
ukuran atau sifatnya, dan yang lebih baik pada pinjaman yang jelek, 
asalkan tidak disebutkan dalam akad sebagai persyaratan, bahkan disunatkan 
bagi peminjam untuk melakukan yang demikian itu (mengembalikan 
yang lebih baik lagi dibandingkan barang yang dipinjamnya). 

Adapun peminjaman dengan syarat adanya keuntungan bagi pihak pemberi 
pinjaman, maka hukumnya jasid, sesuai dengan hadis " Semua peminjaman yang 
menarik sesuatu manfaat (keuntungan bagi pemberi pinjaman) maka termasuk riba. " 

Dengan ini diketahui, bahwa rusaknya akad tersebut jika memang 
disyaratkan dalam akad. Sedangkan jika keduanya si peminjam dan 
pemberi pinjaman secara kebetulan (melakukan praktik tersebut), dan tanpa 
disyaratkan dalam akad, maka akad itu tidak rusak (boleh). 


29. Jual Beli "Sende" 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang jual beli 'Sende "yaitu: Menjual barang 
dengan perjanjian sebdwn akad, bahwa barang tersebut akan dibeli lagi dengan harga 
tertentu, sahkah atau tidak jual beli semacam ini? Dan wajibkah pembeli menepati janji? 


J. Jual beli tersebut hukumnya sah, asal perjanjian tersebut tidak dalam 
akad atau tidak di dalam majelis khiyar, dan bagi pembeli wajib menepati 
janji dan jual beli tersebut namanya "bai'ul ‘uhdah" (jual beli dengan janji). 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Tarsyih al-Mustafidin 3 


g, JSk sj^I g 0' flfrl (tp) 

p (Jp p IjpP C/'j c 

(jl p» ijj di p- £)ix2*j p aHj Wi p /j Cp^t (J/* (jl 

Aj kky)\ U £jl ASill T'-P gj P) <3* O' c-Juis 


Ketahuilah! bahwa jual beli bertempo yang terkenal di Hadhramaut 
dan populer di Mekkah dengan sebutan bai 'al-nas, bai' 'uddah wa amanah 
adalah sah jika berlangsung dari muthlaq al-tasharruf (orang yang boleh 
membelanjakan hartanya secara mutlak) dan perjanjian tersebut tidak 


3 Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin ala Fath al-Mu'in, (Beirut Dar al-Fildr, t th.), h. 226. 
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disebutkan dalam akad dan setelahnya, yakni dalam masa khiyar. 

Bentuknya sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Fataiva Ibn Hajar, 
kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sepakat untuk menjual sesuatu, 
dengan catatan jika si penjual kelak datang kembali dengan (membawa uang) 
senilai barang yang telah dijualnya, maka si pembeli harus mengembalikan 
barang tersebut dan mengambil kembali uang penjualan semua. Kemudian 
keduanya melakukan transaksi tanpa mensyaratkan (penjualan kembali 
barang yang sudah dijual tersebut kepada si penjual) pada waktu akad . . . 
Jika kesepakatan itu terjadi di luar akad, maka si pembeli harus menepati 
kesanggupan dan janjinya, dan ketika si penjual memberikan kepada si 
pembeli nilai harga pada waktu yang disyaratkan, maka si pembeli harus 
membatalkan akad jual belinya dan menerima harga (uang dari si penjual). 


30. Membeli Barang yang Belum Diketahui Sebelum Akad 


S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang membeli barang yang belum 
diketahui sebelum akad, seperti: Milk dalam kaleng, bawang merah dalam 
tanah, kelapa dalam sabutnya, sahkah jual beli semacam ini atau tidak? 

J. Jual beli tersebut hukumnya sah! Menurut Imam Syafil, Maliki, dan 
Hanafi, tetapi Imam Syafil dalam Qaul Jadid menganggap tidak sah! 


Keterangan, dalam kitab: 

1. Mirqah Shu'ud al-Tashdiq 4 


jJbj ^ S!f f iii u pA J y\ 5, \j jJm)i jj (£ p u 3) 

diJi ‘jj gp jp cS' ^ 

13 pipi-# hpj j\5 ^ y €\ gSijs 

s/i y s ti’pH \ zpj 


Tentang sesuatu yang tidak disukainya sebelum akad karena khawatir 
adanya tipu daya yang membahayakan, sesuai dengan hadis riwayat 
Muslim: "Bahwa Rasullullah Saw. melarang jual beli al-Gharar" yakni 
jual beli sesuatu barang yang mengandung unsur tipuan. 

Menurut al-Hishni keabsahan jual beli tersebut ada dua pendapat. 
Pertama, sah. Pendapat ini dianut oleh tiga imam mazhab dan sebagian dari 
imam kita, yaitu al-Baghawi dan al-Rauyani. Kedua, menurut qaul jadid jelas 
tidak sah, karena mengandung upaya penipuan. 


4 Muhammad Nawawi al-Jawi, Mirqah Shu'ud d-Tashduj Syarh Sullam al-Taufiq, (Semarang: 
Usaha Keluarga, t. th.), h. 53 
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31. Membeli Barang Seharga Rp 0. 50,-, dengan 
Menyerahkan Uang Satu Rupiah 

S. Bagaimana pendapat Muktamar terhadap orang yang membeli barang 
seharga Rp. 0.50,- (setengah rupiah) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1,- 
(satu rupiah) kemudian ia menerima barang dengan pengembalian Rp. 0,50,-, sahkah 
jual beli tersebut atau tidak? Karena menyerupai jual beli 'Muddujwah "(campuran). 
J. Jual beli tersebut hukumnya sah! Menurut Imam Syafil, dan sebagian 
ulama Maliki. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Syams al-Isyraq 5 


JUjJl 4. dUS fi&o & SliS JVS 

.gjt tiilT g&fJi iiii 


Al-Dasuqi berkata dengan menukil dari gurunya al-'Adawi dan al- 
Dardiri, bahwa sebagian dari ulama memperbolehkan pertukaran tersebut 
dalam satu riyal atau setengahnya atau pula seperempatnya karena darurat, 
sebagaimana diperbolehkan menukar satu riyal dengan uang logam perak 
recehan, demikian pula separuhnya atau seperempatnya karena darurat, 
walaupun kaidah mengarah pada pelarangan. 

2. Al-Umm 6 


fj jXZ& Up JZ& ejuk, &G ‘j 


Seandainya penjual menjual baju kepada seorang pembeli dengan 
harga setengah dinar, kemudian pembeli memberi uang satu dinar, dan si 
pemilik baju kemudian memberinya setengah dinar emas, maka yang demikian 
itu tidak mengapa, karena (penyerahan setengan dinar dari penjual) ini 
merupakan penjualan yang baru, bukan penjualan yang pertama. 


32. Jual Beli Mercon untuk Berhariraya 

S. Sahkah jual beli petasan (mercon-Jawa) untuk merayakan hari raya atau 
Pengantin dan lain-lain sebagainya? 


5 Muhammad Ali al-Maliki, Syams al~lsyraq fi Hukmi al-Ta'ammuli bi al-Arwaq, (Mesir: 
Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1921 M), h. 14. 

6 Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, (Mesir: Mathba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 
1381 H/1961 M), Cet. Ke-1, Jilid III, h. 32. 
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J. Jual beli tersebut hukumnya sah! Karena ada maksud baik, ialah: adanya 
perasaan gembira menggembirakan hati dengan suara petasan itu. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Fath al-Mu'in dan I 'anatut-Thalibin 7 


aj S pC-Ua3j JL\ ijprjj aSjJjM £ 1 *\j 

\JsSfi- dl)3 £ aJ 5^( jp e?' ( (jrP (jri^ 3 


Adapun mempergunakan atau menyalurkannya pada sedekah dan 
berbagai jalur kebaikan, makanan, pakaian dan hadiah yang tidak layak baginya 
maka tidak termasuk mubadzir menurut pendapat yang lebih benar, 
karena dalam hal demikian itu, ia bertujuan baik, yakni ingin memperoleh 
pahala dan bersenang-senang. Oleh karenanya, mereka mengatakan: 'Tiada 
berlebihan dalam kebaikan dan tiada kebaikan dalam berlebihan". 

2. Fath al^arib* 


4j \juCXa ^-«11 Oj^” (j ■* \3) ^>) 

.4jS j aILc. jil*]] a* 1L13 jc. 


Jual beli sesuatu yang tampak riil itu boleh, jika memang memenuhi 
berbagai persyaratan, seperti barang yang dijual itu sud, bisa dimanfaatkan, 
bisa diserahkan dan bagi yang bertransaksi mempunyai kuasa (terhadap 
barang tersebut). 

3. Hasyiyah al-Jamal 9 


3) Aj^jj^ybj ij J) Aj i^O AjI e^o^"l3 


A^\>- Jilj Aay Aj aJsUcLj Ol>-Ud\ 

o\^ 3 \JL» jjdiil (j[u aJlc^ ai3^>- ^JLll 


Dan yang benar dalam Ta lil, bahwa rokok itu bermanfaat sesuai dengan 
tujuan dibelinya yaitu menghisapnya, dan mengingat rokok itu termasuk 
barang mubah karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka 


7 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Tanah aT 
ThaFbin (Sinj^pura: Maktabah Sulaiman Mai'i , t .(h). JiM III, h. 71 . 

8 Ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib dalam Hasyiyah al-Bajuri, (Singapura: Sulaiman 
Mar'i, t. th.), Jilid I, h. 340-341. 

9 Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal ala Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar- al-Fikr, t. th.). 
Jilid III, h. 24. 
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mengkonsumsinya berarti memanfaatkannya dengan cara yang mubah. 

Mungkin penjelasan yang terdapat dalam Hasyiyah al-Syeikh (al-RamH), 
berangkat dari hukum haram. Atas dasar ini, harus dibedakan antara 
yang banyak dan yang sedikit, seperti telah diketahui dari penjelasan 
yang kami sebutkan. Karena itu, ia hendaknya mengkaji ulang. 

4. Hasyiyah Ali al-Syibramalisi 10 

.o £3 «J! 0^— yc. j JIjJlJI ^ 5 j 0 

aj iic. 4^15 


S Ajco 


Dalam suatu pelajaran ada pertanyaan tentang rokok yang terkenal pada 
masa sekarang ini, apakah boleh diperjual belikan atau tidak? Jawabnya adalah 
sah/boleh, karena termasuk barang yang sud dan bermanfaat sama seperti 
memanaskan air danberteduh dengannya (asap-Pen.). 


33. Memakai Dasi, Celana Panjang, Sepatu, Topi 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang orang yang memakai celana 
panjang, dasi, sepatu, dan topi? Sedang orang itu orang Indonesia, haramkah 
demikian itu, karena dianggap meniru orang kafir? 

J. Apabila memakainya itu sengaja meniru orang kafir untuk turut 
menyemarakkan kekafirannya, maka hukum orang itu menjadi kafir 
(dengan pasti). Apabila sengaja (tujuan) orang tersebut turut 
menyemarakkan Hari Raya dengan tidak mengingat kekafirannya, 
maka hukumnya tidak kafir, tetapi berdosa. Apabila tidak sengaja 
meniru sama sekali, tetapi hanya sekedar berpakaian demikian, 
maka hukumnya tidak terlarang tetapi makruh. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Bughyah al-Mustarsyidin 11 


<Ji ^4* o' Jj ftULdl U aJLL^») 

j) jl _u*Jl jULi £3 JJJif J uat) Sl o' ^13 

•e^A4aJl (j Ju l S* J+aij\k- y» ij O' 1*)3 jIjUj £» 


10 Ali al-Syibramalisi, Hasyiyah Ali al-Syibramalisi dalam Syamsuddin al-RamH, Nihayah 
al-Muhtaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1357 H/1938 M), Jilid ffl, h. 381. 

11 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidm, (Mesin Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 
M), h 248. 
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Hasil kesimpulan dari pendapat yang disebutkan oleh para ulama 
tentang berbusana dengan busana orang-orang kafir adalah; Pertama, jika 
dalam berbusana tersebut ada kecenderungan pada agama mereka (kafir) 
dan ingin serupa dengan mereka dalam syiar kekafiran, atau bisa berjalan 
bersama mereka ke tempat-tempat peribadatan mereka, maka ia menjadi 
kafir. Kedua, jika tidak bermaksud yang demikian itu, namun hanya 
bermaksud ingin mirip saja dengan mereka dalam syiar hari raya atau 
bisa bermuamalah dengan mereka dalam muamalah yang diperbolehkan 
maka ia berdosa. Ketiga, jika ia kebetulan saja tanpa tujuan apapun, maka 
hukumnya makruh, sama seperti mengikat selendang dalam shalat. 

34. Memakai Pen dari Emas 


S. Bagaimana hukumnya memakai pen emas? Haram ataukah tidak? 

J. Hukum memakai pen emas adalah haram! Karena termasuk larangan 
memakai bejana dari emas, seperti tempat celak ( mirwad ), demikian ini 
menurut mazhab Syafil, tetapi dalam mazhab Hanafi, terdapat pendapat 
yang memperbolehkannya, oleh karenanya, para pemakai supaya mengikuti 
pendapat tersebut (mazhab Hanafi) supaya terhindar dari hukum haram. 


Keterangan, dalam kitab: 

1. Fath al-Qarib dan Hasyiyahal-Bajuri 12 

jj)0 (j* (JLiuJ) e \Jxr° J Pf" ^j) 

" ** ** * " 

£>\ 0 ii>» jjLoic, i^li S S) gxL\ 

S f U -uiij Uf tiUi y» 

Aj A^aS j\ ya j~J==u £ JUjCUu) J) C-C-S 

H ’Cs. 5t 5^ A^i. 


Dan tidak diperbolehkan di luar keadaan darurat bagi laki-laki dan 
perempuan memakai bejana dari emas dan perak. Di kalangan mazhab 
Hanafi terdapat pendapat yang memperbolehkan penggunaan tempat 
kopi (yang terbuat dari emas dan perak), walaupun pendapat yang lebih 
banyak dijadikan pedoman (mu tamad) di kalangan mereka adalah haram. 

Maka bagi mereka yang diuji harus mempergunakan bejana dari emas 
dan perak tersebut sebagaimana yang banyak terjadi, maka sebaiknya 


12 Ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib dan Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Singapura: 
Sulaiman Mar'i, t. th.). Jilid I, h. 40. 
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ia harus mengikuti (pendapat mazhab Hanafi) agar terhindar dari haram. 

(Maksud tanpa dharurat), jika menggunakan bejana emas dan perak 
seperti mirwad itu suatu keharusan (dharurat) sebagai alat bercelak, agar 
mata menjadi terang menurut keterangan dokter yang ' adi rhoayah (adil 
dalam periwayatan), maka boleh menggunakannya. 


35. Memungut Derma Lalu Mengambil Sebagian 
untuk Dirinya Sendiri 

S. Bolehkah orang yang memungut derma untuk mendirikan mesjid, madrasah, 
atau untuk bantuan kepada fakir miskin dan yatim, mengambil sebagian 
untuk dirinya sendiri? 


J. Boleh! Asal tidak melebihi dari upah sepantasnya atau sekedar mencukupi 
kebutuhannya, apabila orang itu fakir, lain halnya kalau si pemungut derma 
tadi seorang kaya, maka tidak boleh, sebagaimana firman Allah: Apabila 
si orang itu kaya hendaknya menjaga diri ( jangan mengambil) dan apabila 
si orang itu fakir maka hendaknya mengambil sekedarnya secara baik. 

Keterangan, dalam kitab: 


1. Tuhfah al-Muhtaj 13 

ji. jfti r*s ar 51 ffi Via "'K. g $ jsiCi 

g $ jti J\ iy) js &H\ Js! & ju; ol 

* > H * [ 4 " 9 * \*° • y?" 9 $*•'*’** *f 0 1 0 

(3 U>- (jfrCJ* jbj 3 j>X# 

\j> eUj ajjls (jJjj \j£ j iiji) ^ Ji-Jj j Jj5l 

. jLll eji-lj aIIH! ( Jil a!» i)y) -U—J& 


Disamakan dengan wali anak yatim, seperti yang telah dikemukakan, 
orang yang mengumpulkan harta, misalnya untuk membebaskan tawanan. 
Jika ia orang yang miskin maka ia diperbolehkan untuk makan dari harta 
tersebut atau ia boleh mengambil satu di antara dua hal yang paling sedikit, 
yaitu biaya nafkah atau mengambil ujrah al-mitsli (upah standar). 

Menurut al-Syirwani yang demikian itu termasuk pula orang yang 
mengumpulkan harta untuk membantu menyelamatkan orang miskin 
yang terbelit hutang atau orang yang terzalimi yang dirampas hartanya. 
Pendapat tersebut adalah pendapat yang baik dan (memang) harus 


13 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj dalam Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah 
al-Syirwani, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Jilid V, h. 215. 
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seperti itu, sebagai pendorong dan penyemangat dalam perbuatan mulia 
ini. Demikian pendapat Sayyid Umar. Saya (al-Syirwani) berpendapat: 
"Begitu pula orang yang mengumpulkan harta untuk membangun mesjid." 

(Maksud salah satu di antara dua hal), yaitu nafkah dan ujrah al-mitsl 
(upah standar). 


36. Menghukum dengan Pekerjaan Berat atau 
dengan Denda Uang 


S. Bolehkah bagi suatu organisasi pondok mengadakan peraturan yang menghukum 
dengan pekerjaan berat atau dengan denda berupa uang kepada yang melanggarnya ? 

J. Menghukum dengan pekerjaan berat itu boleh! Tetapi menghukum 
dengan denda, tidak boleh! 

Keterangan, dalam kitab: 


1. Tanwir al-Qulub 14 

jyan H : J\i 5' 4 p- ^ dzh\ > jya» 

.Juli jil % i^i)l 3^ 


Ta iir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam syara') adalah 
hukuman bersifat mendidik seperti memenjara, dan memukul yang 
tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan ta %ir dengan mencukur 
jenggot ataupun memungut uang (denda). 

2. Pendapat Muktamar 


f UJU llyis juil Ai-f Jy* £ I 




Peserta muktamar menganjurkan kaum muslimin yang harus 
melaksanakan tatar dengan memungut uang, agar mengikuti pendapat 
Imam Malik (yang memperbolehkannya). 

2. Fatawa al-Kurdi 15 


O-HJl c ^ c ’ ^ 4 JU1I ji-l \ a\j 

& V5 1^5 Jdl ^ g?l ^ 

^ 4 iil j*- J lc- ^ 

^ juiu ji^L cJj 


14 Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, (Beirut Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 356. 

15 Muhammad Sulaiman al-Kurdi, Fatawa al-Kurdi, (Bogor Mak tabah Arafah, t th.), h. 97. 
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Memungut denda uang, maka sepanjang yang saya ketahui tidak 
satupun dari ulama pengikut Syafi'i yang memperbolehkannya. Dengan 
demikian maka memungut denda uang tersebut sama termasuk dengan 
mengambil harta orang lain secara batil. Memang (namun), saya pernah 
membaca denda pungutan dalam sebagian fatwa Ebn 'Allan bahwa pendapat 
yang memperbolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat 
Imam Malik Sebagai dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap 
rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga 
pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras. 

Dan sebagai dalil bagi kebolehan hukuman dengan memungut uang adalah 
hadis al-Nufail: Rasulullah bersabda: "Jika engkau menemukan orang yang 
berburu di dalam wilayah tanah sud Madinah, maka ambillah peralatannya, 
sampai akhir statemen Miyarah."[] 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-3 
Di Surabaya Pada Tanggal 12 Rabiuts Tsani 
1347 H. / 28 September 1928 M. 

37. Ta'liq Talaq Setelah Akad Nikah 

38. Khulu' yang Diperintahkan Oleh Hakim 

39. Hakim Mengawinkan Anak Perempuan dengan Wali Hakim 

Tanpa Ada Bukti 

40. Hakim Mengawinkannya dengan Dua Saksi 

41. Perempuan Dikawinkan oleh Wali Hakim, Sedang Walinya 
Mengawinkannya dengan Lelaki Lain 

42. Lelaki Merujuk Istrinya Sebelum Selesai Iddahnya Tanpa 
Memberitahu, Lalu Istri Sesudah Selesai Iddahnya Kawin dengan Lelaki 

Lain 

43. Bayi Meninggal Sebelum Dipotong Ari-arinya 

44. Air Mandi Tidak Sampai Ke Pantat Mayit 

45. Harut dan Marut Termasuk Malaikat 

46. Nabi Isa Akan Turun Kembali Ke Dunia Sebagai Nabi dan 

Rasul 

47. Mengarak Puncak Kubah (Mustaka) 

48. Membeli Dinar Emas dengan Harga Rupiah/Uang Kertas 

49. Lelaki Beristri Mengaku Tidak Beristri, Supaya Lamarannya Diterima 

50. Thariqah Tijaniyah Beserta Baiat Barzakhiyah 

51. Pembelian Secara Rembus/Inden 

52. Menjual Sebagian dari Zakat yang Sudah Disahkan 

53. Shalat Jum'at Sebagai Pengganti Shalat Zhuhur bagi Wanita 

54. Pemilik Bibit (Bukan Pemilik Tanah) yang Diwajibkan 
Mengeluarkan Zakat 

55. Ayah Nabi Ibrahim a.s. Termasuk Ahli Neraka? 

56. Membangun Bangunan di Atas Tanah Kuburan yang 
Diwakafkan Oleh Wali 

57. Pinjam Sepotong Kain, Lalu Dikembalikan dengan Uang 

58. Mempercayai Hari Naas 
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37. Ta'liq Talaq Setelah Akad Nikah 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang hukum ta 'liq talaq sesudah akad 
nikah berlangsung atas perintah penghulu/naib, sebagaimana berlaku di Indonesia ? 

J. Perintah penghulu/naib untuk mengucapkan ta 'liq talaq itu hukumnya 
kurang baik karena ta liq talaq itu sendiri hukumnya makruh. Walaupun 
demikian, ta1iq talaq itu sah, artinya bila dilanggar dapat jatuh talaqnya. 

Keterangan, dalam kitab: 


1 . 1 hnah al-Thalibin 1 

i3iS3i &&& (g \ isS Sl &$) 

.y>~ (j; -xJii jl jlll» liola jl5)l odi-S jp 0^13 (3^ V 


(Perkataan bahwa sumpah itu tidak terjadi ...) yakni bahwa terlaksananya 
sumpah itu dengan dua macam (asma khusus dan shifat Allah Ta'ala) ini dari 
segi pelanggaran yang menyebabkan adanya kafarat (denda). Adapun dari segi 
terjadinya sesuatu yang disumpahkan maka tidak terbatas pada keduanya, 
namun bisa terjadi pada dengan selain keduanya. Juga seperti sumpah 
untuk memerdekakan dan mencerai yang dikaitkan dengan sesuatu hal, 
seperti ucapan: "Kalau Anda sampai masuk rumah, maka anda terceraikan, 
atau hambaku merdeka." 


2. Fathal-Mu'in 2 

.c£fr51» J jl JJ\j ji\ jp <li\j iUf I ^ & % •£& J&\j 

Sumpah itu hukumnya makruh kecuali dalam baiht (sumpah) jihad, 
menganjurkan pada kebaikan dan kejujuran dalam gugatan (pengadilan). 

3. Syarh al-Mahalli 3 

y*-!} ^ ^ 4W \$4 % : JUS j\j (£j 

Sumpah itu hukumnya makruh sebagaimana firman Allah; "JmganMikantu 


1 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Tanah d-Thatibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th.) 
Jilid IV, h. 310. 

2 Zainuddin al-Malibari, Fath d-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Taruh d~ 
ThaHbin (Singapura: Maktabah Sulaiman Mari, t.th) .Jilid IV, K 315. 

3 Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, Syarah Mahalli dalam Hasyiyah al-Qulyubi wa 
'Umairah, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 274. 
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jadikan (nama) Allah dalam sumpahnya sebagai penghalang ... (al-Baqarah: 224), 
kecuali dalam hal ketaatan, seperti melaksanakan yang wajib dan yang 
sunat, serta meninggalkan yang haram ataupun makruh. Maka dalam 
hal ini sumpah itu merupakan suatu ketaatan. 


38. Khulu' yang Diperintahkan Oleh Hakim 

S. Bagaimana hukumnya "Khulu '"(penebusan talaq) yang diperintahkan deh 
seorang hakim (bukan kehendak yang bersangkutan) kepada orang yang akan 
memutuskan perkawinan agar supaya tidak merujuk kembali? 

J. Hukum " Khulu' " tersebut adalah sah! Apabila perintah hakim itu 
hanya semata-mata anjuran untuk kebaikan. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Irsyad al-Sari* 
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata bahwasannya istri 
Tsabit bin Qais bin Syimas datang kepada Rasulullah Saw. seraya berkata: 
wahai Rasulullah, aku tidak benci terhadap Tsabit baik dalam segi agama 
ataupun fisik. Hanya saja aku takut kufur " maka Rasulullah Saw. batanya: 
"apakah Anda ingin mengembalikan kebunnya padanya?" Istri Tsabit 
tersebut menjawab: "ya" kemudian ia mengembalikan kebunnya padanya. 
Maka Rasulullah Saw. memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya". 

Perintah Rasul Saw. untuk menceraikan istri tersebut bukan merupakan 
perintah yang mewajibkan dan mengharuskan, namun hanya merupakan 
perintah yang bersifat pengarahan ke arah yang lebih benar. 

39. Hakim Mengawinkan Anak Perempuan dengan 
Wali Hakim Tanpa Ada Bukti 

S. Bolehkah seorang hakim mengawinkan dengan wali hakim atas seorang 


4 Syihabuddin Ahmad al-Qisthalani, Irsyad al-Sari Qutyubi wa Umairah, (Beirut Dar al- 
Fikr, t. th.). Jilid IV, h. 274. 
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perempuan yang mengaku bahwa suaminya telah meninggal dunia empat tahun 
yang Mu di Sob, dalam soal ini ia tidak mengemukakan bukti-bukti atau saksi-saksi? 
J. Menurut qaul yang kuat ( mu tamad) hakim tersebut tidak boleh 
mengawinkannya, sebelum ada saksi-saksi atas kebenaran pengaduannya 
atas kematian suaminya, sekalipun dalam persoalan ini terdapat beberapa 
ulama yang memperbolehkannya. 

Keterangan, dalam kitab: 

1 . Bughyah al-Mustarsyidin 5 
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Dan Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah berpedoman, hakim tidak punya 
otoritas untuk mengawinkan wanita yang telah diceraikan oleh suami 
yang mu'ayyan (jelas orangnya) atau telah meninggal setelah terdapat 
ketetapan di depan hakim. Dan dalam kitab Fatawa beliau, (begitu pula) 
Ibn Ziyad dan Abu Qudham, berpedoman hakim boleh menikahkannya, 
bila pembawa berita jujur, karena yang menjadi tolok ukur dalam akad 
adalah ucapan pihak-pihak yang terkait, dan karena perlakuan hakim 
bukan merupakan suatu produk hukum. Begitulah qiyasnya. 

2. Tuhfah al-Muhtaj 6 
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Masalah yang demikian itu, yakni pemenuhan tuntutan si wanita 
dalam perkawinan selama perkawinannya dengan suami tertentu tersebut 
tidak diketahui. Jika tidak, maka dalam perkawinannya oleh hakim tanpa 
wali khusus, sebagaimana pendapat dalam kitab al-Anwar, disyaratkan ada 


5 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesin Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 
M), h. 206. 

6 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj dalam Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah 
al-Syirwani, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Jilid VII, h. 305. 
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penetapan hukum wanita itu telah bercerai dengan suaminya, baik 
suaminya tidak ada di daerah istri tersebut ataupun ada. 

Hal ini sesuai dengan pendapat syaMmn dan merupakan pendapat yang 
bisa dijadikan pedoman hasil dari perdebatan yang panjang, walaupun 
menurut qiyas, sebagaimana yang dianut deh segolongan ulama, adalah 
menerima ucapan wanita tersebut perihal suami yang mu'ayyan (jelas 
orangnya), sesuai pula dengan pendapat al-Qadhi, berdasarkan pendapat 
al-Ashhab, yaitu: 'Tolok ukur suatu akad itu adalah ucapan pihak terkait." 


40. Hakim Mengawinkannya dengan Dua Saksi 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang hakim yang mengaumkan 
seorang perempuan yang mengaku telah berusia 15 tahun dengan mengajukan 
dua orang saksi , padahal paman dan neneknya menerangkan, bahwa usia orang 
perempuan tersebut belum mencapai 15 tahun, dalam hal ini mereka berani 
angkat sumpah, apakah perkawinan itu batal berdasarkan tuntutan pihak paman 
dan nenek tersebut, atau tetap sah berdasarkan perkawinan semula? 

J. Perkawinan tersebut tetap sah! Dan tidak batal, sedang gugatan paman 
dan neneknya tidak dapat diterima karena tidak mencukupi syarat. 
Keterangan, dalam kitab: 


1. Fathul Mu in 7 
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(Dan imtuk kasus yang umumnya diketahui laki-laki, seperti nikah, 
talak dan memerdekakan budak, maka saksinya harus dua orang lelaki), 
tidak cukup satu laki-laki dan dua perempuan, sesuai hadis riwayat Malik 
Dari al-Zuhri: " Telah ada sunnah (ajaran) dari Rasulullah Saw., yaitu sungguh 
beliau tidak memperbolehkan kesaksian oleh perempuan dalam kasus-kasus had, 
nikah dan perceraian." 


41. Perempuan Dikawinkan oleh Wali Hakim, Sedang 
Walinya Mengawinkannya dengan Lelaki Lain 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang perempuan yang 
dikawinkan oleh wali hakim di Jawa, sedang walinya sendiri (wali mujbir) 


i Zainuddin al-Malibari, Fath aLMu'in daJam at-Bakri Muhammad Syatha al-Dcmyathi, landi d- 
ThaMbin (Singapura: Maktabah Sulaiman Maf'ijt.th). JOicl IV,h. 275. 
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berada di Mekkah dan mengawinkannya dengan seorang laki-laki lain (di 
Mekkah), perkawinan manakah yang dianggap sah? 

J. Apabila dapat diketahui waktunya, maka perkawinan yang lebih 
dahulu itulah yang sah! Dan apabila bersamaan waktunya, atau tidak 
diketahuinya mana yang lebih dahulu, maka yang dianggap sah adalah 
perkawinan yang dilakukan oleh walinya sendiri, demikianlah yang 
dipilih oleh Muktamar. 

Keterangan: dalam kitab: 

1. Tuhfah al-Muhtaf 
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Seandainya ada wali yang datang kemudian berkata: "Aku telah 
mengawinkan wanita itu untuk searang lelaki", maka perkataannya itu tidak 
bisa diterima tanpa adanya saksi, karena hakim dalam kasus ini (menikahkan 
seorang wanita ketika walinya tidak ada di daerah terkait) adalah wali, sebab 
menurut qaul al-Ashshah hakim boleh menikahkan sebagai pengganti wali 
yang diperoleh sebab kekuasaannya. Dan wali yang ada di daerah terkait, 
seandainya mengawinkan, kemudian datang wali yang ghaib (tidak ada di 
daerah terkait) seraya berkata: "Aku telah mengawinkan si perempuan 
untuk si dia (laki-laki)." maka wali ghaib tersebut tidak bisa diterima kecuali 
dengan adanya saksi. 




2. Hasyiyah al-Syirwani 9 
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Dan di situ (redaksi Syarh al-Raudh), terdapat petunjuk tashaunvur 


8 

9 


Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj dalam Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah 
al-Syirwani , (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Cet. I, Jilid VII, h. 303-304. 

Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 141 8H/ 1997 M), Cet I, Jilid VII, h. 303-304. 
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al-masalah, yaitu ketika wali mengklaim bahwa saat bepergian dia 
telah menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, sebelum 
pernikahan yang dilangsungkan dengan wali hakim. Dan konsekuensinya 
adalah bila wali tersebut mengklaim telah mengawinkannya sebelum akad 
nikah yang dilakukan hakim, maka klaim wali itu tidak berpengaruh apapun. 


Dan ada kasus yang tersisa, yaitu jika wali mengaku telah mengawinkan 
namun tidak jelas apakah sebelum atau sesudah perkawinan oleh hakim 
atau diketahui waktunya ternyata bersamaan atau salah satu dari keduanya 
lebih dahulu namun tidak dapat dipastikan, atau dapat dipastikan namun 
terlupakan ..., maka jika kedua perkawinan terjadi dalam waktu yang 
bersamaan, seyogyanya mendahulukan perkawinan yang dilakukan 
oleh wali. 


42. Lelaki Merujuk Istrinya Sebelum Selesai 
Iddahnya Tanpa Memberitahu, Lalu Istri Sesudah 
Selesai Iddahnya Kawin dengan Lelaki Lain 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang lelaki yang telah mencerai 
istrinya, kemudian memberitahukan kepada hakim bahwa ia merujuk 
istrinya itu, sebelum selesai iddahnya, tetapi ia tidak memberitahukan kepada 
istrinya bahwa ia telah dirujuk dan tidak menunaikan kewajibannya (sebagai 
suami) seperti memberi perumahan dan nafkah, oleh karena itu kemudian 
sesudah selesai iddah, istrinya kawin dengan orang laki-laki lain, dengan 
kejadian ini suaminya yang pertama mengadu kepada hakim. Sahkah 
perkawinan perempuan tadi (istrinya) dengan laki-laki lain, dengan alasan 
bahwa ia tidak mengerti kalau telah dirujuk? 

J. Apabila suami yang menjatuhkan talaq tadi mempunyai bukti 
(saksi), maka tuntutannya tersebut dapat diterima dan perkawinan 
istrinya dengan laki-laki lain tersebut tidak sah. Apabila tuntutannya 
tersebut tidak ada bukti bahwa ia telah merujuk di dalam iddah 
maka terdapat beberapa kemungkinan: 

a. Apabila tuntutan itu dihadapkan kepada istrinya, sedang si istri 
memungkiri bahwa ia telah dirujuk dalam iddah dan bersedia angkat 
sumpah, maka perkawinan si istri dengan laki-laki lain tadi sah! 

b. Apabila si istri membenarkan tuntutan suaminya, bahwa ia 
telah dirujuk di dalam iddah, maka perkawinan si istri dengan laki- 
laki lain tadi tidak batal, hanya apabila orang laki-laki tersebut 
meninggal dunia atau mencerai, maka istri tersebut lansung menjadi 
istri suami pertama dengan tidak usah menikah lagi dan wajib atas 
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istrinya menyerahkan sejumlah maskawin yang pantas (mahar-mitsil) 
kepada suaminya sebelum orang laki-laki lain yang mengawininya 
tadi meninggal dunia atau mencerainya, karena ia (istri) menghalang- 
halangi hak suami pertama terhadap dirinya. 

c. Apabila tuntutan suami itu dihadapkan kepada orang laki-laki yang 
mengawini istrinya tadi maka bila ia (laki-laki itu) tidak membenarkan 
tuntutan tersebut (merujuk dalam iddah) dan ia bersedia angkat 
sumpah, maka perkawinannya itu hukumnya sah! Dan tuntutan 
suami pertama batal. 

d. Apabila ia (laki-laki lain itu) membenarkan tuntutan suami pertama 
atau tidak membenarkan, tetapi tidak berani angkat sumpah, maka 
perkawinan yang kedua itu menjadi batal, tetapi hanya si istri 
tersebut tidak langsung menjadi istri suami pertama kecuali dengan 
pengakuan istri sendiri, atau dengan sumpah suami pertama apabila 
si istri tidak mau angkat sumpah. Maka dalam hal ini suami kedua 
wajib membayar maskawin yang pantas (mahar mitsil) apabila 
sudah bersetubuh, tetapi apabila belum bersetubuh hanya wajib 
membayar separuh dari maskawin saja. 


Keterangan , Dalam kitab: 
1. Asna al-Mathalib 10 
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10 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asm al-Mathalib, (Beirufc Dar al-Kutub al-Dmiyah 
1422 H/2001 M), Cet. Ke-1, Juz VII, h. 255-256. 
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Jika seorang wanita yang dicerai kawin lagi dengan laki-laki lain sehabis 
masa 'iddahnya, dan suami pertama mengklaim lebih dahulu rujuknya 
dari pada waktu habisnya ‘iddah, maka suami pertama berhak mendakwa 
demikian. Suami pertama boleh pula mendakwa suami kedua 

Jika ia mampu memberikan saksi atas dakwaanya, maka ia berhak 
mengambil kembali istrinya itu dari suaminya yang baru, baik sudah 
disetubuhi atau belum. Namun jika ia tidak mampu memberikan saksi, 
jika ia memulai dakwaannya kepada si wanita, kemudian si wanita itu 
mengakui adanya rujuk, maka pengakuan yang merugikan suami kedua 
itu tidak diterima selama wanita itu masih dalam ikatan pernikahannya, 
karena keterkaitan hak suami kedua itu dengannya. Lalu jika hak suami 
kedua hilang karena kematian, perceraian atau sumpah suami pertama 
dengan sumpah penolakan setelah dakwaan padanya atau sumpah selainnya, 
maka ia harus diserahkan pada suami pertama. Masalahnya sama seperti 
jika seseorang mengaku telah membebaskan budak, lalu ia membelinya 
kembali, maka budak tersebut dihukumi telah merdeka. Dan sebelum 
hak suami kedua hilang, maka wanita itu harus memberi mahr mitsl pada 
suami pertama karena adanya keterhalangan, yakni dengan perkawinan 
kedua tersebut, berarti wanita itu telah menghalangi hak suami pertama 
atas dirinya, sehingga jika hak suami kedua hilang, maka suami pertama 
harus mengembalikan mahr mitsl kepada si istri — 

Jika wanita itu mengingkari rujuk suami pertama, maka suami pertama 
berhak menyumpahnya atas ketidaktahuan wanita itu atas rujuknya agar ia 
menanggung mahr mitsl jika -suatu saat- mengakuinya. Atau bila wanita 
itu enggan bersumpah dan suami pertama sudah bersumpah, -kemudian- 
jika wanita itu mau bersumpah, maka gugurlah dakwaan dari suami 
pertama tersebut. 


2. Hasyiyah al-Syirwani 11 
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n Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirtoani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: t)ar 
al-Fikr, 1418H/1997 M), Cet. I, JiUd I, h. 177. 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


49 




bt b\ iiii} Jitai ii; 5S" o! 


w . 
* a * 


^ Jj* 


Jika suami pertama memulai dakwaan pada suami kedua, lalu ia 
mengingkarinya maka ia bisa dibenarkan dengan sumpahnya. Jika ia 
mengakuinya atau enggan bersumpah, dan suami pertama bersumpah, 
maka pernikahan kedua batal. Dan seketika itu suami pertama belum 
berhak atas wanita tersebut, kecuali dengan pengakuan si wanita atau 
sumpah suami pertama setelah si wanita menolak bersumpah. Dan 
sebab disetubuhi suami kedua, si wanita berhak mendapat mahr mitsl 
darinya bila (terbukti) suami pertama sudah berhak atasnya. Bila belum, 
maka ia (berhak atas) mahar yang disebut dalam akad bila dakwaan 
suami pertama terjadi setelah persetubuhan dengan suami kedua, dan 
separonya bila dakwaan tersebut terjadi sebelumnya. 


43. Bayi Meninggal Sebelum Dipotong Ari-arinya 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang bayi yang dilahirkan terus 
meninggal dunia sebelum dipotong urinya (masyimah). Bagaimanakah caranya 
merawat mayat tersebut? Haruskah memotong urinya terlebih dahulu ataukah tidak? 

J, Urinya tidak usah dipotong bahkan harus dirawat bersama-sama, karena 
uri tersebut hukumnya suci. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Hasyiyah al-Syirwani 12 
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Bagian yang terpisah seperti ari-ari yang terdapat pada bayi, jika 
berasal dari manusia hukumnya suci, sedangkan dari selain manusia 
hukumnya najis. Adapun bagian yang terpisah setelah kematiannya, 
maka hukumnya seperti jenazahnya tanpa ada perbedaan pendapat. 

44. Air Mandi Tidak Sampai Ke Pantat Mayit 

S. Apakah mayat yang air mandi tidak dapat sampai ke pantatnya (masrabah) 
harus ditayamumkan atau tidak? Sebagai mayat yang belum dikhitani? 

J. Pendapat Ibn Hajar apabila pada pantat itu terdapat najis, maka harus 
ditayamumkan dan disembahyangkan. Pendapat itu berbeda dengan 


12 Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah (d-Muhtaj, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1418H/1997 M), Cet. I, Jilid I, h. 318. 
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pendapat Imam Ramli. Tetapi apabila pada pantat tersebut tidak terdapat 
najis maka kedua Imam tersebut sependapat Bahwa harus ditayamumkan 
dan disembahyangkan. Sedang Muktamar memilih pendapat Imam Ibn Hajar. 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Itsmid al-'Ainain 13 
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Mayit yang sulit dibersihkan bagian dalamnya (seperti kulup penis), 
maka cukup ditayamumkan dan dishalatkan. Pendapat ini menurut Ibnu 
Hajar. Sedangkan menurut Muhammad Ramli, mayit tersebut tidak perlu 
ditayammumi dan tidak pula dishalati, namun langsung dikubur. 


45. Harut dan Marut Termasuk Malaikat 

S. Harut dan Marut itu termasuk jenis malaikat, jin, ataukah manusia? 

J. Para ulama dalam hal tersebut berbeda pendapat, tetapi Muktamar 
memilih pendapat yang menyatakan, bahwa Harut dan Marut itu 
dari jenis malaikat yang terjaga dari perbuatan dosa (ma'shum). 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Tanwir al-Qulub u 
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Adapun kisah yang terkenal tentang Harut dan Marut, yang kemudian 
keduanya dijadikan sebagai malaikat yang mengajarkan sihir disertai 
adanya tambahan kebohongan oleh para sejarahwan bahwa keduanya 
telah dihukum dan berubah bentuknya, semuanya itu adalah dusta, palsu 
dan batil , tidak layak untuk diyakini dan didengarkan. 

bukan malaikat maka masalahnya menjadi jelas. Adapun yang wajib 
diyakini adalah bahwa jika keduanya Sedangkan jika memang malaikat. 


13 Ali Bashabrin, Itsmid al-'Ainain dalam Abdurrahman Ba'alawi, Hamisy Bughyah d~ 
Mustarsyidin, (Mesir Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M), h. 42. 

14 Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir d-Qulub, (Beirut Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 85 
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maka pengajaran mereka tentang sihir tidak dimaksudkan untuk diamalkan, 
namun sebagai kewaspadaan dengan memberitahukan hakekatnya dan 
menjelaskan keburukannya serta hukumannya. Oleh karenanya Allah 
mengabarkan (al-Baqarah: 102) bahwa mereka tidak pernah mengajarkan 
sihir kepada siapapun, sehingga mereka sampai berkata: “Kami ini hanya 
sebagai cobaan, karenanya janganlah kamu kafir". 


46. Nabi Isa Akan Turun Kembali Ke Dunia Sebagai 

Nabi dan Rasul 


S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang Nabi Isa a.s. setelah turun 
kembali ke dunia. Apakah tetap sebagai Nabi dan Rasul? Padahal Nabi 
Muhammad Saw. adalah Nabi terakhir. Dan apakah mazhab empat itu 
akan tetap ada pada waktu itu ? 

J. Kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa a.s. itu akan diturunkan kembali 
pada akhir zaman nanti sebagai Nabi dan Rasul yang melaksanakan 
syariat Nabi Muhammad Saw. dan hal itu, tidak berarti menghalangi 
Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi yang terakhir, sebab Nabi Isa a .s. 
hanya akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad Saw. Sedangkan 
mazhab empat pada waktu itu hapus (tidak berlaku). 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Asna al-Mathalib 15 
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Allah berfirman (al-Ahzab: 40) "...akan tetapi Rasulullah dan penutup 
Nabi-Nabi" firman Allah tersebut tidak bertentangan dengan (hadis) yang 
menjelaskan tentang turunnya Isa a.s. di akhir zaman, karena Ia tidak akan 
datang dengan ajaran yang menghapuskan ajaran Nabi Muhammad Saw., 
namun justru akan menetapkannya dan mengamalkannya. 

2. Al-Fatawa al-Haditsiyah 16 


Ut jp \‘p?\ iiij U, 4, 


15 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 
1422 H/2001 M), Cet. Ke-1, Juz VI, h. 252. 

16 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1390 H/1970 
M), Cet. Ke-2, h. 180. 
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Beliau ditanya (mudah-mudahan Allah memberi manfaat terhadap 
ilmu beliau), dengan statemen: Para ulama sepakat bahwa Isa akan 
melaksanakan hukum berdasarkan syariat kita (Islam), maka bagaimanakah 
cara pelaksanaan hukumnya apakah berdasarkan salah satu mazhab 
dari mazhab-mazhab yang ada ataukah berdasarkan ijtihad? Jawabnya 
adalah, bahwa Isa a.s. itu tersudkan dari ikut menjadi tnuqallid terhadap 
imam-imam mujtahid, bahkan ia lebih utama untuk berijtihad sendiri. 


3. Al-Mizan al-Kubra 17 
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Maka lihatlah wahai saudaraku apa yang ada di bawah pohon dan 
cabangnya, rantingnya serta buahnya, maka Anda akan mendapatkan 
semuanya bercabang dari inti syariat,.... sampai keluarnya Imam Mahdi 
yang akan membatalkan amalan yang berdasarkan taklid pada mazhab- 
mazhab yang ada pada masanya seperti telah dijelaskan oleh para ahli 
kasyaf sampai kemudian Isa as. turun, maka bergantilah hukum ke yang 
lainnya dan bahwasannya ia mendapatkan wahyu untuk melaksanakan 
syariat Muhammad Saw. melalui lisan jibril a.s. 


47. Mengarak Puncak Kubah (Mustaka) 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang perayaan dengan mengarak puncak 
kubah (mustaka) apakah hal itu dianggap baik menurut agama ? 

J. Perayaan mengarak mustaka itu hukumnya boleh! Karena tidak 
terdapat larangan dalam agama. Adapun baik dan buruknya tergantung 
kepada mereka yang mengerjakan. Hal tersebut telah maklum bagi 
mereka yang berpengetahuan tentang ilmu fiqh. 


17 Adui Wahhab Al-Sya'rani, cd-Mzan cd-Kubm, (Mesin Musthafa al-Halabi tth),CetI,Juz 1, h. 49. 
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48. Membeli Dinar Emas dengan Harga 
Rupiah/Uang Kertas 

S. Sahkah membeli Dinar emas dengan harga f. 15,- dengan pembayaran 
angsuran setiap hari f. 1,-. ? 

J. Apabila dengan perjanjian pembayaran dengan yang perak, atau tidak 
dengan perjanjian apa-apa, maka hukumnya tidak sah! Karena termasuk 
riba nasai (tempo). Apabila dengan perjanjian pembayaran dengan uang 
kertas, maka hukumnya sah dan tidak termasuk riba. 

Catatan: Demikian itu kata-kata rupiah diartikan rupiah perak, sebagaimana 
pada waktu Muktamar ke-3, tetapi pada masa sekarang rupiah itu berarti uang 
kertas, maka hukumnya tidak riba apabila tidak ada perjanjian lain (pen). 
Keterangan : Dalam kitab: 

1. Syams al-lsyraq u 

'o? fr* = *>• i 
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Maka uang kertas menurut para tokoh mazhab Syafi'i adalah sama 
seperti uang tembaga dalam pemberian hukum sebagai komoditas yang 
nominalnya tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan dengan syarat- 
syarat sebagaimana yang telah disebutkan dengan kebolehan riba 
dalam empat macamnya, ribafadl, riba yad, riba nasai dan riba qardh. 


49. Lelaki Beristri Mengaku Tidak Beristri, Supaya 
Lamarannya Diterima 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang lelaki yang mempunyai 
istri, melamar seorang ivanita dan menyatakan bahwa ia tidak mempunyai 
istri dengan maksud supaya lamarannya diterima. Apakah pengakuannya itu 
berarti mencerai istrinya? 

J. Ucapan dan pengakuan tersebut dianggap sebagai pernyataan cerai 
yang tidak terang (kimyah talaq), sedang terlaksananya perceraian atau tidak 
tergantung kepada niatnya sendiri. 

Keterangan, dalam kitab: 


18 Muhammad Ali al-Maliki, Syams al-Isyraq fi Hukmi cd-Ta'amul bi al-ArwMj, (Indonesia: 
Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah, t. th.), h. 96-97, 
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1. Al-Muhadzab 19 
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Seandainya seseorang yang ditanyai, apakah Anda beristri? dan ia 
menjawab “tidak”, maka jika ia tidak berniat talaq, maka istrinya tidak 
tertalaq, karena ucapannya tidak jelas mengacu pada perceraian. Namun 
jika ia berniat talaq, maka talaq pun jatuh, karena ucapannya memang 
memungkinkan akan perceraian. 


50, Tariqat Tijaniyah Beserta Baiat Barzakhiyah 


S. Apakah tariqat Tijaniyah, apakah tariqah ini mempunyai sanad muttasil 
kepada Rasulullah Saw.? Apakah baiat Barzakhiyah itu dapat dianggap (sah) 
sebagai tariqat yang sah dalam agama Islam, walaupun dilakukan sebagai 
cara sadar (yaqazhah) dan pembaiatnya seorang yang terkenal wali? 
Manakah yang lebih utama, tariqat Tijaniyah ataukah lainnya? 

J. Memang tariqat Tijaniyah itu mempunyai sanad muttasil kepada 
Rasulullah Saw. beserta baiat Barzakhiyah dan dapat dianggap sebagai tariqat 
yang sah dalam Islam. Semua tariqat yang bersendikan keutamaannya, 
baik tariqat Tijaniyah maupun lainnya itu sama. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Hidayah al-Adzkiya 20 




Adapun tariqat semua syekh/ guru tariqah, berdasarkan kepada kitab 
Tuhan (al-Our'an) dan al-Hadis. 


51. Pembelian Secara Remburs/Inden 

S. Bagaimana hukumnya pembelian secara remburs, yaitu pesanan atas 
barang tertentu yang dikirim melalui pos dengan harga tertentu dan 
harus dibayar sebelum menerima dan melihat barang tersebut? 

J. Menurut pendapat yang lebih terang dalilnya ( azhhar ), bahwa 
pembelian secara remburs itu tidak sah! Sedang pendapat kedua 
menyatakan sah. Dengan ketetapan hak pilih bagi pembeli (khiyar) 
atas barang tersebut sekalipun telah sesuai dengan permintaannya. 


19 Imam Abu Ishaq al-Syirazi, cd~Muhadzab , (Mesir. Maktabah Isa al-Halabi, t.th.), Jilid D, h. 82 

20 Zainuddin al-Malibari, Hidayah al-Adzkiya dalam Muhammad Nawawi al-Bantani, 
Kifayah al-Atqiya, (Semarang: Usaha Keluarga, t. th.), h. 27. 
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Keterangan, dalam kitab: 

1. Mughni al-Muhtaj 21 
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Menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa penjualan secara inden 
itu tidak sah. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, penjualan inden itu 
sah, jika disebutkan kriterianya dan jenisnya secara jelas, seperti ucapan si 
penjual: aku menjual padamu budakku yang beretnis Turky atau Persia atau 
Arab dan lainnya. Si pembeli berhak untuk memilih untuk melanjutkan atau 
membatalkan ketika melihat barang yang dipesannya, walaupun ia 
mendapatkannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkannya. 


52. Menjual Sebagian dari Zakat yang Sudah Disahkan 


S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seseorang yang memberikan sebagian 
dari zakatnya berupa padi kepada yang berhak menerimanya dengan berkata, 
'Terimalah pembagian dari zakatku ini, dan sisanya masih ada pada saya " si 
penerima zakat ( mustahuj ) menjawab, 'Kami menerima hak kami dari zakatmu 
dan kami serahkan (wakilkan) kepada saudara untuk menjualkannya. "Kemudian 
ia sebagai wakil menjual seluruh zakatnya. Hal tersebut dapatkah dianggap 
sebagai zakat? Dan bagaimana hukumnya penjualan tersebut? 


J. Penjualan sebagian dari zakat yang sudah diserahkan itu hukumnya 
sah dan dapat dianggap sebagai zakat, sedang sisanya yang belum diserahkan, 
tidak boleh dijual dan belum sah sebagai zakat karena belum diserahkan. 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Fath al-Mu’in dan I tinah al-Thalibin 22 
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Seandainya ada yang berkata pada orang lain: "Ambillah utangku yang 


21 Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ' ala al-Minhaj, (Beirut: Dar 
Fikr, t. th.), Jilid II, h. 26. 

22 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha a)-Dimyathi, l'anah cd- 
Thahbin (Singapura: Maktabah Sulaiman Mari, t th). Jilid H h 182-183. 
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berada di fulan sebagai zakatku untukmu". Demikian itu tidak cukup 
sebagai pembayaran zakat sampai ia berniat setelah barang diserahkan 
kemudian mengizinkan kepada orang yang disuruh tersebut untuk 
mengambilnya. Hal ini karena tidak adanya kesatuan antara yang 
menyerahkan dengan yang, diserahi berdasarkan pendapat yang bisa 
dijadikan pedoman. Yang dimaksud sampai ia berniat , ... cara demikian 
cukup (boleh) karena yang menyerahkan dengan yang diserahi tidak 
satu orang. 


53. Shalat Jum'at Sebagai Pengganti Shalat Zhuhur 

bagi Wanita 


S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang kaum wanita yang mengikuti 
shalat Jum ht. Cukupkah sebagai ganti shalat Zhuhur mereka? Manakah 
yang lebih utama: Shalat Zhuhur berjamaah bersama ivanita atau shalat Jumtit? 

J. Shalat Jum'at bagi kaum wanita itu cukup sebagai pengganti shalat 
Zhuhur, dan bagi katun wanita tidak cantik, tidak banyak aksi dan 
tidak bersolek itu sebaiknya ikut menghadiri shalat Jum'at. 


Keterangan, dalam kitab: 

1. Bughyah al-Mustarsyidin 23 
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Diperkenankan bagi mereka yang tidak berkewajiban Jum'at seperti 
budak, musafir, dan wanita untuk melaksanakan shalat Jum'at sebagai 
pengganti Zhuhur, bahkan shalat Jum'at lebih baik, karena merupakan 
kewajiban bagi mereka yang sudah sempurna memenuhi syarat dan tidak 
boleh diulangi dengan shalat Zhuhur sesudahnya, sebab semua syarat- 
syaratnya sudah terpenuhi secara sempurna. 


54. Pemilik Bibit (Bukan Pemilik Tanah) yang 
Diwajibkan Mengeluarkan Zakat 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang pemilik tanah yang mengolah 
tanah (sawah)nya (bagi hasil) kepada beberapa orang petani dengan aqad 


23 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah d-Mustarsyidm, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 
M), h. 78-79. 
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Muhkabarah (bibit dari pengolah ), hasil yang diperoleh oleh tiap-tiap petani 
(pengolah) tidak sampai ke batas minimal zakat (nishab) akan tetapi jumlah hasil 
yang diperoleh pemilik tanah dari masing-masing petani seluruhnya mencapai 
nishab, bahkan lebih. Apakah ia (pemilik tanah) diwajibkan mengeluarkan zakat 
dari semua hasil yang dimUHd? Atau hanya xvajib mengeluarkan zakat dari hasil 
yang menjadi bagiannya? Ataukah harus dijumlah bersama-sama, hasil yang 
diperolehnya dari hasil yang diperoleh dari para petani (pengolah) seluruhnya? 

J. Pemilik tanah tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Walaupun 
ia memiliki lebih dari nishab, apabila tiap-tiap petani ( hmil) tidak 
menghasilkan sampai nisab sebelum hasil itu dibagi, karena yang 
diwajibkan mengeluarkan zakat itu, ialah orang yang mempunyai 
bibit dan dalam hal tersebut adalah petani ( hmil). 

Keterangan: Sebagaimana telah dimaklumi dalam kitab-kitab fiqh. 


55. Ayah Nabi Ibrahim a.s. Termasuk Ahli Neraka? 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang ayah Nabi Ibrahim a.s. Apakah 
termasuk ahli surga (mukmin) ataukah ahli neraka (kafir)? 

J. Muktamar memutuskan bahwa ayah Nabi Ibrahim as. itu termasuk ahli 
neraka (kafir). 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Fatawi al-Ramli 24 


Uij 3 \j& 'o% 4 S jp (LiJpj siii\ j if$ 1 ti\ oii! 1 


Para tokoh tafsir hadis dan lainnya telah sepakat bahwa ayah Ibrahim 
itu orang kafir, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang namanya. 
Muhammad bin Ishaq, al-Dhahhak, al-Kalby dan Said bin Abdul Aziz 
menyatakan, bahwa nama ayah Ibrahim adalah Azar dan Tarakh, seperti 
Israil dan Y a'qub. 


56. Membangun Bangunan di Atas Tanah Kuburan 
yang Diwakafkan Oleh Wali 

S. Bagaimana hukumnya membangun sebuah bangunan di atas tanah 


24 Syamsuddin Muhammad al-Ramli, Fatawi al-Ramli pada Hamisy Ibn Hajar al-Haitami, al- 
Fawa al-Kubra al-Fiqhtyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), Jilid IV, h. 322. 
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kuburan yang diwakafkan oleh seorang wali pada zaman dahulu, dan luas 
tanah tersebut dapat diketahui dalam buku register pemerintah? 

J. Tidak boleh! Kecuali bagi ahli waris wali tersebut. 

Catatan: Jadi, tanah kuburan tersebut dalam soal di atas, harus dianggap 
milik wali tersebut dan oleh karenanya menjadi milik ahli warisnya (pen). 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Fath al-Mu'in dan Ifinah al-Thalibin 25 
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Seandainya ada seseorang membangun bangunan seperti bentuk mesjid 
dan ia mengizinkan pelaksanaan shalat di dalamnya, yang demikian 
itu tidak mengeluarkannya dari kepemilikannya, sama seperti seandainya 
menjadikan suatu tempat dalam bentuk kuburan dan ia mengizinkan 
untuk dijadikan kuburan. Itu identik dengan seseorang yang menjadikan 
suatu tempat berpola seperti kuburan, dan ia memberi izin untuk dijadikan 
tempat penguburan; itu tidak melepaskan hak kepemilikannya. 


57. Pinjam Sepotong Kain, Lalu Dikembalikan 
dengan Uang 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seseorang yang meminjam sepotong 
kain, kemudian ia mengembalikan uang seharga kain tersebut. Bolehkah hal 
itu dianggap sebagai jual-beli? 

J. Boleh (sah) Karena demikian itu merupakan kinayah jual-beli. 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Al-Qulyubi 26 
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Apa yang jelas pada babnya dan tidak ada peluang hal lain pada 
temanya, maka itu merupakan kinayah pada lainnya. 


25 Zainuddin al-Malibari, Fath d-Mu'rn dan akBakri Muhammad Syatha akDimyathi Fanah d- 
Thdibin (Singapura: Maktabah Sulaiman Mari , t .Ih). Jilid ID, K 161. 

26 Syihabuddin al-Qulyubi, Hasyiyah d-Qulyubi, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub akArabiyah, t 
th.),JilidIQ,h.326. 
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58. Mempercayai Hari Naas 


S. Bolehkah berkeyakinan terhadap hari naas, misalnya hari ketiga atau 
keempat pada tiap-tiap bulan, sebagaimana tercantum dalam kitab Lathaiful 
Akbar? 


J. Muktamar memilih pendapat yang tidak membolehkan. 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Fatawa al-Haditsiyah 27 


j&jj i$Zj U ilt J?\£% % 'j tjJ6 Uj £ jb. 

jp ^ j* S «ii j* oilS ol3 

u/ j 5 * Uj .ofe JUg jpj 6^4 S (USjUj 

j»i .dUS j*; lidi £ J^\ S ji?u 44-3 fjf »Le. ^ 


Barangsiapa yang bertanya tentang hari sial dan sesudahnya maka 
tidak perlu dijawab, melainkan dengan berpaling, menganggap bodoh 
tindakannya dan menjelaskan keburukannya. Semua itu merupakan 
kebiasaan orang Yahudi dan bukan petunjuk orang Islam yang 
bertawakal kepada penciptanya yang tidak pernah menggunakan 
hisab dan bertawakal terhadap Tuhannya serta. Dan hari-hari nestapa 
yang dinukil dari sahabat Ali -karamallahu wajhah- adalah batil, dusta 
dan tidak berdasar, maka berhati-hatilah dari semuanya. [] 


27 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatazoa al-Haditsiyah, (Mesir: Musthaia al-Halabi, 1390 H/1970 
M), Cet. Ke-2, h. 28. 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-4 
Di Semarang Pada Tanggal 14 Rabiuts Tsani 
1348 H. / 19 September 1929 M. 

59. Boleh Mengubur Mayit dalam Peti Dari Pada Menguburnya di 
dalam Kuburan yang Mengeluarkan Air 

60. Maksud "Lupa" di dalam Hapalan al-Qur'an 

61. Mengeluarkan Zakat Penghasilan Tanah dengan Uang 

62. Uang Logam Lebih dari Nishab, Wajibkah Dikeluarkan Zakatnya 

63. Mengeluarkan Zakat Perdagangan Beserta Penghasilan Tanahnya 

64. Padi Ketan Termasuk Hasil Bumi yang Wajib Dizakati 

65. Uang Kertas Dipergunakan untuk Zakatnya Uang Kertas 

66. Menyerahkan Kurbannya Kepada Orang Lain, Lalu Oleh Orang 
Lain Itu Diwakilkan Kepada Orang Lain Lagi untuk Dipotong 

67. Mewakilkan Kepada Orang Fasik untuk Menyembelih Kurban 

68. Penukaran Uang Ringgit Perak dengan Sepuluh Uang Talenan 

(dari Perak) 

69. Penerima Gadai Mengambil Manfaat Setelah Akad Gadai Selesai 

70. Mendirikan Jum'at Kurang dari 40 Orang 

71. Berpuasa Menurut Mazhab Selain Mazhab Syafi'i 

72. Uang Wakaf untuk Pembangunan Mesjid Digunakan untuk 
Membiayai Pekerjaan Bangunan 

73. Memungut Derma untuk Mendirikan Mesjid yang Akan 

Dibangun 

74. Memungut Uang dan Bayaran Sekolah 

75. Lelaki Memakai Suasa (Emas Campuran) 

76. Beramal dengan Maksud Riya Lalu Bertobat 

77. Disuruh Membeli Sesuatu, Lalu Dibelikan Barang Lain 

78. Pakaian di Tangan Penjahit Sampai Lama Sebab Pemiliknya Pergi 

79. Barang Ditarik Kembali Sebab Cicilannya Belum Lunas 

80. Menambah Harga Barang dari Ketentuan 

81. Menggarap Sawah dengan Syarat Membersihkan Padi dan 

Menjemurnya 

82. Menyewa Tanah yang di dalamnya Ada Pohon yang Bertumbuh 

83. Menggarapkan Tanah Orang Islam Kepada Orang Kafir 

84. Membeli Buah-buahan di atas Pohon dalam Waktu yang Ditentukan 
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59. Boleh Mengubur Mayit dalam Peti Daripada 
Menguburnya di dalam Kuburan yang 
Mengeluarkan Air 


S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang kuburan yang mengeluarkan air, 
dan selalu tergenang air sebelum selesai pemakaman mayat. Apakah pemakaman 
mayat dalam kuburan itu termasuk penghinaan kepada mayat? Kalau demikian 
halnya, apakah mayat itu wajib dikebumikan di dalam peti yang dapat mencegah 
masuknya air? Ataukah sama sekali tidak diperbolehkan memakamkan mayat 
di dalam kuburan itu? 


J. Memang benar, bahwa memakamkan mayat di dalam kuburan yang 
mengeluarkan air termasuk penghinaan kepada mayat dan memakamkan 
mayat di dalam peti itu hukumnya boleh (tidak makruh), menurut keterangan 
di dalam kitab Tuhfah, sedang di dalam kitab Itinah diterangkan apabila 
keadaan demikian, maka memakamkan mayat dalam peti hukumnya wajib. 


Keterangan, dalam kitab: 
l. Tuhfah al-Muhtaj 1 
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Sesuai kesepakatan ulama, dimakruhkan mengubur jenazah dalam peti, 
karena termasuk bid'ah, kecuali kalau ada uzur, seperti di tanah yang 
lembab atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan 
menggalinya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa 
terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti, atau jenazah wanita 
yang tidak punya mahram. Dalam hal ini maka tidak dimakruhkan 
menggunakan peti mati untuk kemaslahatan, bahkan bila diperkirakan 
adanya binatang buas, maka hukumnya menjadi wajib. 


2 . 1 'anah al-Thalibin 2 




1 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, (Mesir: Musthafa Muhammad, t. th.), Jilid 
III, h. 194. 

2 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I’anah d-lhalibm, (Semarang: Thaha Putra, t.th.) 
Jilid II, h. 117. 
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Dimakruhkan mempergunakan peti mati kecuali semisal berada di tanah 
yang lembab berair, maka hukumnya wajib. 


60. Maksud "Lupa" di dalam Hapalan al-Qur'an 

S. Para ulama menyatakan, bahwa melupakan hapalan al-Qurtm itu termasuk 
dosa besar. Apakah yang dimaksudkan lupa dalam hal ini, lupa tidak hapal lagi? 
Ataukah lupa hingga tidak dapat membaca? 

J. Yang dimaksud dalam lupa di sini ialah lupa tidak hafal lagi karena 
kelengahannya walaupun masih dapat membaca al-Qur'an. 

Keteranga, dalam kitab: 

1. Al-Fatawi al-Kubra 3 


&i\i\ 0 ^ jcl Di £j\ id\ d\ \i* (Ofr ji) 




• * > 

OO 


Sebagaimana diketahui dari hukum yang telah aku putuskan bahwa 
lingkup dari pengertian lupa adalah hilangnya kekuatan hapalan sekira 
tidak mengingatnya lagi di luar kepala seperti kualitas hafalan sebelumnya 
. . . Adapun yang dimaksud dengan lupa di sini adalah yang disebabkan 
oleh adanya keteledoran. 


61. Mengeluarkan Zakat Penghasilan Tanah 
dengan Uang 

S. Bolehkah mengeluarkan zakat penghasilan tanah dengan uang seharga 
penghasilan itu? 

J. Tidak boleh, dan tidak cukup sebagai zakat, walaupun jumlahnya 
seharga hasil tersebut. 

Keterangan, dalam kitab: 


1. Fath al-Mu'in dan Itmatut-Thalibin 4 

ys % iiy) ^ «JU Jl & % 


3 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fawa al-Kubra al~Fiqhiyah, (Beirut Dar al-Fikr, t. th.). Jilid I, h. 36. 

4 Zainuddin al-Malibari, Fath aFMu'in dan aHBakri Muhammad Syatha aFDimyathi, I'anah d- 
Thatibtn, (Semarang; Thaha Putia, t.th).riMD,h. 193. 
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o&j}\ p uiiai gj&JLii jj£ S/ ^ o' (J. dUui) 

jbl i $y£ % JU 'js, % <£j glliVu *il^]l 


Tidak boleh membayar nilai (uang) pada selain harta dagangan dan 
tidak pula boleh membayar barangnya dalam zakat harta dagangan,... 
artinya tidak diperkenankan bagi orang yang membayar zakat secara 
mutlak membayar uang dari zakat yang terkait dengan barangnya, 
yakni zakat selain harta dagangan. 


62. Uang Logam Lebih dari Nishab, Wajibkah 
Dikeluarkan Zakatnya 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang orang yang memiliki uang logam 
lebih dari batas minimal zakat (nishab), wajibkah ia mengeluarkan zakat? 

J. Tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali bila uang logam tersebut 
diperdagangkan, maka ia diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebagai 
barang dagangan. 

Keterangan, lihat kepetusan Muktamar ke-3 soal nomor 48: 

1. Syams al-Isyraq 5 


plc. ^ &Al£M jaUDl yp 

Uj j&j UJI 'Jp- y* SjUjd *}|l 

Jbl IJj jUujJl Uj} J^JI U ) 3 Jiiajl 


Maka uang kertas menurut para tokoh mazhab Syafi'i adalah sama 
seperti uang tembaga dalam pemberian hukum sebagai komoditas yang 
nominalnya tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan dengan syarat- 
syarat sebagaimana yang telah disebutkan dengan kebolehan riba dalam 
empat macamnya, ribafadl, riba yad, riba nasai dan riba qardh. 


63. Mengeluarkan Zakat Perdagangan Beserta 
Penghasilan Tanahnya 

S. Seorang menyewa tanah, kemudian tanah itu disewakan lagi dengan 
mendapat keuntungan, sebelum disewakan tanah itu ditanami dan hasilnya 
mencapai batas nishab dan telah cukup satu tahun. Apakah ia berkewajiban 
mengeluarkan zakat perdagangan beserta zakat hasil buminya atau salah satu? 


5 Muhammad Ali al-Maliki, Syams al-lsyraq fl Hukmi al-Ta'amuli bi al-Arwcuj, (Indonesia, 
Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah, t. th.), h. 96-97. 


64 Abkam u J Fuqaba 


J. Orang tersebut berkewajiban mengeluarkan zakat perdagangan 
apabila telah sampai masanya satu tahun dan penghasilan tanah 
tersebut apabila telah mencapai nishab, karena ia mempunyai tujuan 
berdagang dan juga wajib mengeluarkan zakat dari hasil bumi karena 
telah mencapai nishabnya. 

Keterangan, dalam kitab: 


1. Asm al-Mathalib 6 


<jj tSj 


\c-jj 

»^J|J gjjj' 


Apabila seseorang menanam tanaman di tanah yang diperjual-belikan, 
maka masing-masing mempunyai hukum tersendiri, maka wajib membayar 
zakat barang pada pertanian dan zakat perdagangan pada tanah garapan. 


64 Padi Ketan Termasuk Hasil Bumi yang Wajib Dizakati 


S. Apakah padi ketan itu termasuk hasil bumi yang dizakati? 

J. Padi ketan termasuk hasil bumi yang wajib dizakati, karena dapat 
dipergunakan sebagai bahan makanan pokok untuk hidup walaupun 
jarang dimakan 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Kasifah al-Saja 7 


jigdu) jyA oUsS^J \j»j ui&j Nj 

Jti jtg o&bU ^4 U <Mj j\S ot 


Tidak wajib zakat kecuali pada kurma, anggur dan segala jenis biji- 
bijian yang bisa dipergunakan untuk bahan makanan pokok, seperti 
gandum dan beras... walaupun yang dipergunakan untuk bahan makanan 
pokok tersebut jarang dimakan 


65. Uang Kertas Dipergunakan untuk Zakat Uang Kertas 

S. Bolehkah uang kertas dipergunakan untuk menjadi zakat uang kertas juga? 
J. Tidak boleh. 


6 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asm al-Mathalib Syarak Raudhah al-Thalib, (Indonesia: 
Menara Kudus, t. th.), Jilid I, h. 384-385. 

7 Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, Kasyifah al-Saja, (Surabaya: Dar al-Dmi, t. th.), 
h. 108. 
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Catatan: Demikian itu apabila uang kertas tersebut dianggap sebagai bukti 
utang (mengingat standarnya adalah uang emas) dan apabila uang 
kertas tersebut dianggap sebagai benda biasa (tidak mengingat 
standarnya dari uang emas) maka tidak diwajibkan mengeluarkan 
zakat, sebagaimana keputusan Muktamar ke-3 soal nomor 48, bahkan 
demikian itu yang dipilih oleh Muktamar sebagai keputusannya pada 
Muktamar ke -5 soal nomor 90 (pen). 


Keterangan, dalam kitab: 

1 . Mauhibah Dzi al-Fadhl 8 


51 oS? 0' >u£j|3 Ajai j\ s-3:> U jjaj pj 


Dan beliau tidak menjelaskan apa yang dikeluarkan, apakah emas 
atau perak? Menurut pendapat yang kuat, ia harus mengeluarkannya 
dalam bentuk perak, kafena yang terkenal adalah bahwa gambaran yang 
tertulis padanya adalah nilai dirham dari rupiah dan real, bukan dinar. 


2. Syams al-Isyracj 9 

fy Hf\ €\ A^JS a3 g ££% jUiiNl 

3Q i£j>- Jfj' l $ CJt ojS aHJ£ oi&ll Jp gjtf- jt 

. jJiDij AjJ$* Aa-jj Aj^$" As-j a3 


Jika Anda mengetahui ini semua bahwa kemungkinan yang kedua 
perihal uang kertas, yakni kemungkinan keberadaannya sama dengan 
fulus (uang logam) merupakan kemungkinan yang lebih unggul dan 
lebih berhati-hati, karena kuatnya dalil atasnya. Adapun yang pertama 
maka karena berdasarkan qiyas dengan satu titik temu atau merdakhrij 
pada kaidah yang mencakupnya, sebagaimana selainnya. Maksud kaidah 


8 Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fdhl, (Mesir. al-Amirah al- 
Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 30. 

9 Muhammad Ali al-Maliki, Syams al-Isyraq fi Hukmi cd-Ta' amali bi al-Arwaq, (Indonesia, 
Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah, t. th.), h. 105. 

10 Maksud kata dalam redaksi ini adalah J£j&\ (emas dan perak). Lihat, Muhammad 
Ali bin Husain al-Makki al-Maliki, Tahdzib al~Furuq wa al-Qawaid al-Saniyah fi al- 
Asrar al-Fiqhiyah dalam Amvar al-buruq fi Anwa al-Furuq, (...: 'Alam al-Kutub, t. 
th.). Juz III, h. 251. (Pen.) 
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tersebut adalah: "Semua benda yang berlaku dimasyarakat sebagaimana 
emas dan perak (sebagai alat tukar), maka di dalamnya ada dua dua 
sudut pandang. Pertama, keberadaannya seperti komoditas (barang). Dan 
kedua, keberadaannya seperti emas dan perak (alat tukar). 


66. Menyerahkan Kurbannya Kepada Orang Lain, Lalu 
Oleh Orang Lain Itu Diwakilkan Kepada Orang Lain 
Lagi untuk Dipotong 


S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang yang menyerahkan 
seekor kambing untuk kurbannya kepada orang lain dengan berkata, 'Ini 
kambing untuk kurban saya ", dengan tidak memakai kata-kata pernyataan 
mewakilkan. Setelah waktunya kurban, orang yang menerima kurban tadi 
menyatakan mewakilkan kepada pembantu pemotong hewan, cukupkah 
hal yang sedemikian itu sebagai kurbannya? 

J. Cara yang demikian itu dianggap cukup sebagai kurbannya 
sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali. 

Keterangan, dalam kitab: 


1. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 11 

i o\jLj\ o jJt> oJla»- <Jli 

jvs ^ \Mp )\ A.d^j i&sy» gu>i 

jbi . jjV» dS3 j J 4 pi oli, 


Seandainya (pemilik kambing) berkata: kambing ini aku jadikan sebagai 
binatang kurban, apakah cukup penentuan dan tujuan dari niat berkurban 
dan sekaligus penyembelihan. Dalam hal ini ada dua pendapat, yang paling 
kuat menurut kebanyakan ulama, bahwa yang demikian itu tidak cukup... 
Imam al-Haramain dan al-Ghazali lebih mengunggulkan pendapat yang 
menyatakan cukup, karena sudah terkandung dalam niat Oleh karenanya, 
maka al-Ghazali berkata: seadainya disembelih dan berkeyakinan bahwa 
binatang itu merupakan kambing potong, atau disembelih oleh pencuri, 
maka niat berkurban tetap terpenuhi. Sedangakan pendapat yang lebih 
sesuai dengan mazhab adalah yang pertama (tidak cukup). 


11 Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, (Cairo: Al-Maktabah al- 
Ilmiah, 1971 M), Jilid VIII, h. 306. 
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67. Mewakilkan Kepada Orang Fasik untuk 
Menyembelih Kurban 


S. Apabila seorang ulama menerima wakil untuk menyembelih kurban bolehkah ia 
mewakilkan kepada orang fasik? Dan cukupkah hal itu dan sah sebagai kurban? 

J. Mewakilkan kepada orang fasik itu boleh! Dan sah sebagai kurban. 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Syarh al-Mahalli 12 


(j f ^ 

(&* JU4j3 jis j£S a gM SUifrl ^J) ^fiui 
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Dan syarat menjadi wakil adalah bahwa orang tersebut diperbolehkan 
(tidak sedang dicabut haknya untuk) mengelola dirinya sendiri, bukan anak 
kedi, orang gila, wanita dan yang masih muhrimnya dalam nikah. Akan 
tetapi pendapat yang benar adalah boleh berpedoman kepada pendapat 
anak kedi dalam perizinan masuk rumah dan menyampaikan hadiah, sesuai 
dengan pendapat ulama salaf. 

Demikian halnya dengan budak wanita yang mengabarkan dengan 
pemberian hadiah, maka budak tersebut boleh disetubuhi. Orang fasik 
hukumnya sama seperti anak kedi. 

Masing-masing dari mereka itu disyaratkan sudah pandai, terpercaya 
dan diduga kejujurannya. Pengertian menyampaikan hadiah mencakup 
undangan untuk pengantin, menyembelih binatang kurban dan membagikan 
zakat. 


68. Penukaran Uang Ringgit Perak dengan Sepuluh 
Uang Talenan (dari Perak) 

S. Bagaimana uang ringgitan dari perak ditukar dengan sepuluh mata uang 
talenan (dari perak juga) dengan perbedaan berat dan kemurnian peraknya, 
bolehkah penukaran tersebut? 

J. Penukaran tersebut di atas termasuk jual-beli 'hiuddu- Ujwah "(campuran). 


12 Jalaluddin al-Mahalli, Syarh Mahalli ' ala Minhaj al-Thalibin pada Hasyryah al-Qulyubi, 
(Indonesia: al-Haramain, t. th.). Jilid III, h. 337. 
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Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hanbali tidak 
boleh. Dan menurut Imam Abu Hanifah, boleh! 


Keterangan, dalam kitab: 
1. Al-Mizan al-Kubra 13 
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Pendapat tiga ulama mazhab adalah tidak boleh menjual sebagian 
dinar yang tidak mumi dengan sebagian yang lainnya. Sedangkan menurut 
pendapat Abu Hanifah diperkenankan untuk memberi barang dagangan 
dengan catatan campurannya sedikit, pendapat yang pertama cukup 
keras dan khusus bagi orang yang sangat saleh, karena melihat dari sisi 
kaidah menjual satu mud kurma ajwah dan dirham. Sedangkan yang 
kedua adalah pendapat yang ringan. 


69. Penerima Gadai Mengambil Manfaat Setelah Akad 

Gadai Selesai 


S.Bolehkan seorang yang menggadaikan tanah dengan memperbolehkan kepada 
orang yang menerima gadai untuk mengambil hasil tanaman sesudah akad 
gadai selesai, padahal tidak ada ketentuan apa-apa di waktu akad atau di 
waktu khiyar? Dan tidak bolehkah diminta kembali? 

J. Hal itu boleh! Dan tidak boleh diminta kembali. 


Keterangan, dalam kitab: 

1. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah u 

>1 
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Jika orang yang menggadaikan memperbolehkan kepada penerima 
gadai untuk mengambil buah-buahan (yang ada pada tanah yang digadaikan), 
maka ia sama sekali tidak boleh menarik kembali ucapannya itu. 


70. Mendirikan Jum'at Kurang dari 40 Orang 

S.Bagaimana pendapat Muktamar mengenai sebuah desa yang penduduknya 
berkewajiban melakukan shalat Jumtit tetapi kurang dari 40 orang atau lebih 


13 Adui Wahhab Al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubm, (Mesir Musthafa al-Halabi, tth.), Cet I, Juz D, h 68. 

14 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatmva al-Kubm al-Fiqhh/ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983), Jilid 
H, h. 280. 
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dari 40 orang tetapi yang dapat membaca al-Fatihah tidak lebih dari 10 orang, 
apakah mereka zvajibjuga mendirikan Jumht? Dan apabila mendirikan Jumht 
apakah boleh bertaqlid kepada Imam Abu Hanijah yang membolehkan mendirikan 
Jumht kurang dari 40 orang? 

J. Apabila tidak dapatnya membaca al-Fatihah itu tidak karena 
malas belajar (i laqshir ) maka mereka wajib mendirikan shalat Jum'at dan 
apabila jumlah mereka kurang dari 40 orang, maka mereka diperbolehkan 
bertaqlid kepada Imam Abu Hanifah dengan ketentuan harus menunaikan 
rukun dan syarat menurut ketentuan Abu Hanifah, tetapi yang lebih utama, 
supaya bertaqlid kepada Imam Muzani dari golongan Madzhab Syafil. 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah 15 




Bahwa orang yang buta huruf (al-Qur'an), jika dikarenakan teledor dari 
belajar maka shalat Jum'at tidak sah, namun jika bukan karena faktor 
keteledoran, maka shalat Jum'at sah dan mereka harus melaksanakannya. 
2. 1'anah al-Thalibin 16 


JS ~ U 4 j, g£aS 0&5 iljS 3 '% 

& jUS JlS» ad 


Maka pendapatnya tidak bertentangan dengan dua qaul qadim dalam 
bilangan. Yang pertama, jumlahnya paling sedikit empat orang sedangkan 
. . . yang kedua, dua belas orang. Bolehkah megikuti salah satu dari dua 
pendapat tersebut? Jawabnya boleh, karena merupakan pendapat imam 
yang telah dibela dan diunggulkan oleh para pengikutnya. 


71. Berpuasa Menurut Mazhab Selain Mazhab Syafi'i 

S. Sahkah berpuasa menurut mazhab Hanafi atau Maliki dengan tidak 
mengetahui syarat, rukun dan batalnya puasa menurut kedua mazhab tersebut? 

J. Tidak sah, karena tidak mengetahui dasar-dasar orang yang diikuti. 
Catatan: Syarat ber taqlid itu ada enam, yaitu: 

1. Harus mengetahui dasar yang dianggap benar oleh imamnya, dalam 
persoalan yang akan diikuti, seperti syarat, rukun, dan kewajiban- 
kewajiban. 


15 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, (Beirut Dar al-Fikr, tth.). Jilid I, h. 273. 

16 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fanah al-Thalibin, (Semarang: Thaha 
Putra, t .th). Jilid II, h. 58-59. 
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2. Harus dalam persoalan yang akan dilaksanakan (bukan yang telah 
dikerjakan). 

3. Tidak mencari-cari keringanan untuk menghindarkan kewajiban. 

4. Imam yang diikuti harus bertitel Mujtahid. 

5. Tidak mencampur-adukkan antara ketentuan satu dengan lainnya dalam 
satu persoalan ( tcificj ). 

6. Hukum yang diikuti tidak bertentangan dengan keputusan hakim 
karena menyalahi dalil nash atau ijma' atau lainnya. Syarat-syarat 
yang tersebut juga diutarakan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Tanwir al- Oulub 17 


J\ j. 'Jsi IZ&\ U iijl jjVl sL 


\j —^d) Aso -uIa T -J' (Jj£su S/ 0^ (3^13 —^d} ^ 1^*3 


o-iijLa (3 jf7=u jl cju&dl SjJLC- JjP *SfJ£s S jl 

£ j&J-» S jf JollHj ...jdi f J^d.13 


. j\ IcLfr) j\ L*ai A1 a51»vJ Aj j «.Lili 


Syarat-syarat bertacjlid (mengikuti pendapat orang lain) ada enam: 

1. Mengetahui dasar pijakan yang dianut oleh imam yang diikuti perihal 
permasalahan yang diikuti seperti syarat-syarat, kewajiban dan yang 
lainnya. 

2. Tacjlid tidak pada masalah yang telah dilaksanakan. 

3. Bukan untuk mencari dispensasi sehingga terhindar dari beban kewajiban. 

4. Imam yang diikuti tersebut harus berlevel mujtahid. 

5. Tidak mencampuradukkan antara satu ketentuan dengan ketentuan 
yang lain (dari imam yang berbeda). 

6. Hukum yang diikuti bukan suatu hukum yang batal bila oleh seorang 
hakim dijadikan sebagai ketetapan hukum, karena bertentangan dengan 
rmsh, ijma ' dan semisalnya. 


72. Uang Wakaf untuk Pembangunan Mesjid 
Digunakan untuk Membiayai Pekerjaan Bangunan 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang uang wakaf guna pembangunan 


17 Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir cd-Qulub f (Beirufc Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 355- 
358. Lihat pula Abdurrahman Ba'alawi, Bugh/ah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 
1371 H/1952 M), h. 9. 
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mesjid digunakan untuk perongkosan upah pekerja pembangunan, bolehkah? 

J. Boleh, karena penggunaan seperti itu telah menjadi kebiasaan yang 
berlaku. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Al-Fatawa al-Kubra 18 
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Ibn Hajar al-Haitami ditanya tentang harta yang diwakafkan tanpa 
diketahui untuk keperluan apa harus dipergunakan, namun populer bahwa 
harta itu merupakan wakaf untuk ini, dan itu berlaku sejak dulu. Apakah 
nazhtr (pengurus) yang belakangan harus mengikuti pola pengurus yang lama? 

Beliau menjawab, harta wakaf tersebut harus dikelola sebagaimana 
kebiasaan orang/pengurus sebelumnya dan dengan catatan tidak ada 
yang mengingkari, seperti untuk keperluan membangun mesjid dan 
lainnya, dalam hal ini harus mengikuti kebiasaan yang maklum sejak 
dahulu sampai sekarang, tanpa ada yang mengingkari. Karena kebiasaan 
yang berlaku sama seperti yang disyaratkan sebagaimana dikatakan 
al-Izz Abdi al-Salam dan lainnya. 


73. Memungut Derma untuk Mendirikan Mesjid 
yang Akan Dibangun 

S. Bolehkah memungut derma untuk mendirikan mesjid yang akan dibangun, 
karena menurut keterangan ulama bahwa wakaf untuk mesjid yang akan dibangun 
itu tidak sah? 


J. Boleh. Adapun tidak sahnya wakaf untuk mesjid yang akan dibangun 
itu disebabkan karena belum adanya obyek yang diwakafinya. Jadi 
permulaannya terputus ( munqathi'azvwal ). 

Keterangan, dalam kitab: 


18 Ibn Hajar al-Haitami, cd-Fatmva cd-Kubm d-Fiqhh/ah, (Beirut Dar al-Fikr, tth), Jilid UI, k 261. 
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1. Syarah al-Bahjah 19 

j\ aZjjJj* jw>-\j {y* Ali*j (^d) \j ^ ua.'» ilyj) 

Jk} .AjIIj liJjj^" oUj j\ j\ Jaljj 

Masalahnya sama (boleh) dengan orang yang mengambil harta/uang 
dari warga utuk membangun sekolah, pondok, sumur dan mesjid. 


74. Memungut Uang dan Bayaran Sekolah 


S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang madrasah yang memungut uang 
pangkal Rp. 5,- misalnya, bagi tiap anak yang masuk dan setiap bulan memungut 
bayaran sekolah sejumlah uang yang ditentukan termasuk juga bulan libur 
seperti bidan puasa dan lain-lain. Halalkah uang tersebut? Dan apakah para 
guru juga mendapatkan pahala dari Allah Szvt. ? 

J. Uang tersebut hukumnya halal, namanya hadiah (pemberian) adapun 
dinamakan uang pangkal itu boleh saja, karena kata-kata istilah itu tidak 
ada halangannya, dan uang bayaran sekolah tiap bulan itu juga halal, bila 
wali murid memakluminya, karena termasuk honor yang sah (jutdah) dan 
para guru mendapatkan pahala, asalkan mempunyai niat berbakti kepada 
Tuhan dan tidak bermaksud memamerkan diri (riya). 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Bughyah al-Mustarsyidin 20 


J jp 
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Boleh meminta honor /bayaran atas rucjyah (pengobatan) dengan hal 
yang diperbolehkan seperti al-Qur'an dan obat untuk menyembuhkan 
pasien dan mengobati hewan. Lalu bila bayaran tersebut telah ditentukan 
jumlahnya maka perkaranya sudah jelas (harus dibayar sesuai ketentuan). 
Dan jika jumlah bayaran tidak ditentukan, maka pihak yang mengobati 
berhak dibayar sesuai dengan tarif umum. 

2. Tuhfah al-Habib 21 


IjP- d-J) jli-siail o\j o^-lL <JlC. o^LaJt 1 *a3 J Isj 


19 Abdurrahman al-Sya'rani, Hasyiyah ‘ala Syarah al-Bahjah, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiah, t. th.). Jilid III. H. 367. 

20 Abdurrahman Ba'aJavvi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Surabaya; al-Hidayah, t ih.), h. 169. 

21 Sulaiman al-Bujairimi, Tuh/uh al-Habib 'ala al-Khatib, (Beirut Dar al-Kutub al-Dmiah, 1424 
H/2003 M), Jilidi, h. 199. 
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Ibn Hajar berpendapat, apabila seseorang (berwudhu untuk ibadah dan 
supaya mendapat kesegaran) berniat ibadah maka ia mendapatkan pahala 
sesuai dengan kadar niatnya, walaupun bercampur dengan tujuan lain, 
asalkan bukan riya dan semisalnya, yang menyamai dengan kadar niat 
ibadah ataupun lebih dominan. Demikian pendapat beliau yang dikutip 
Ali Syibramallisi. Maka berdasarkan pendapat Ibn Hajar tersebut, pahala 
bisa diperoleh secara mutlak di segala keadaan, selama terdapat tujuan 
ibadah, walaupun kadarnya lebih kecil dibanding tujuan lain. 


75. Lelaki Memakai Suasa (Emas Campuran) 

S. Bagaimana hukumnya seorang pria memakai suasa (emas campuran)? 

J. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan: 
boleh dan ada yang mengatakan haram, sedang Muktamar memilih 
pendapat yang mengharamkan. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Hasyiyah al-Bujairimi hla Fath al-Wahhab 22 


aJpUj iUU» p U&\ ty t \p p pj 


Dalam hal ini para ulama berpendapat seandainya bejana emas berkarat 
di mana sekiranya karat tersebut menutupi seluruh permukaan dan bagian 
dalamnya, maka boleh dipakai karena sudah hilangnya unsur kesombongan. 

2. Fath al-Wahhab 2 * 



p ot S) J ( jiL & p 




Dan halal sepuhan tembaga pada mata uang dengan emas atau perak, 
dan bukan sebaliknya. Tidak halal emas dan perak yang disepuh dengan 
tembaga. 


22 Sulaiman al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Kutub 
al-Dmiah, 1424 H/2003 M), Cet. Ke-1, Jilid I, h. 50. 

23 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Surabaya: al-Hidayah, t th.), Juz.II, h. 33. 
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76. Beramal dengan Maksud Riya Lalu Bertobat 

S. Apakah orang yang beramal dengan maksud pamer (riya) kemudian bertobat 
itu masih mendapat pahala? 

J. Apabila tobatnya sesudah selesai beramal, maka ia tidak mendapat 
pahala, tetapi bila tobatnya di tengah-tengah melaksanakan amal, maka ia 
masih mendapatkan pahala. 


Keterangan, dalam kitab: 
1. Ishd al-Rafiq 24 


fSjj CJ& i) iic. <j\i (l$J Ja*s£j) 


Pahalanya terhapus di penghujungnya, ketika ia tetap melakukannya. 
Namun jika ia kembali (bertobat) di tengah melakukan riya maka dia 
mendapatkan pahala, jika memang bertobat dan menyesal. 


77. Disuruh Membeli Sesuatu, Lalu Dibelikan 
Barang Lain 


S. Bagaimana hukum seorang yang disuruh membeli barang kemudian uangnya 
dibelikan barang lain? 

J. Apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan, bahwa yang dimaksudkan 
itu barang tertentu dengan sungguh-sungguh atau ditentukan, maka 
pesuruh tidak boleh membeli barang lainnya. Tetapi apabila diketahui, 
bahwa maksudnya memberi kebebasan sebagaimana biasanya, maka 
pesuruh boleh membeli barang sesukanya. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Al-Syanoani tila Tuhfah 25 


.jJas j p fcyii dJs $ ilL j\sjj u jajS jLj J\s 

tj\j .SLLa oli jJj <5jjA>- liUi 
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Menurut Syeikh al-Ziyady, seandainya ada orang berkata pada orang 
lain "ambillah ini dan pakailah untuk membeli sesuatu". Jika memang 
terdapat indikator yang menunjukkan maksud yang sebenarnya dari 


24 Muhammad Babashil, Is’ad al-Rafiq, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), JuzH, h. 33 

25 Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani ‘ala Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: Dar 
Ihya al-Turats al-Arabi, t. th.). Jilid VI, h. 301. 
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orang yang dimaksud, maka yang disuruh harus membeli barang yang 
diinginkannya. Seandainya yang menyuruh tersebut mati sebelum 
dipergunakan, maka beralih pada ahli waris sebagai hak milik. Namun, 
jika yang menyuruh bermaksud untuk memberikan kebebasan sebagaimana 
kebiasaan yang berlaku pada umumnya, maka yang disuruh tersebut 
boleh mempergunakannya sesuai dengan kanginannya.Demikian pendapat 
Ali Syibrarriallisi. 


78. Pakaian di Tangan Penjahit Sampai Lama Sebab 

Pemiliknya Pergi 


S. Bagaimana hukumnya pakaian yang berada di tangan tukang penjahit atau 
tukang penatu sampai lama karena pemiliknya bepergian? 

J. Apabila tukang penjahit atau tukang penatu telah menerima ongkosnya, 
maka pakaian tersebut hukumnya sebagai barang titipan. Dan apabila 
belum dibayar ongkosnya, maka pakaian itu menjadi gadaian yang 
diperhitungkan atas ongkosnya tersebut. 

Keterangan, dalam kitab: 
l.Hasyiyah al-Bujairimi hla al-Manhaj 26 


> Uf \$z pj j. 
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Pemilik pemandian tidak harus mengganti baju yang diletakkan 
seseorang tanpa memintanya untuk menjaganya sebagaimana yang 
terjadi sekarang ini. Begitu pendapat al-Halabi. Yakni meskipun pemilik 
pemandian tersebut teledor dalam menjaganya. Berbeda jika pemilik 
baju memang memintanya untuk menjaganya dan pemilik pemandian 
menerimanya, maka ia harus menggantinya seperti barang yang hilang 
jika ia teledor, seperti ketiduran atau ditinggal bepergian tanpa meminta 
orang lain untuk menjaganya, meskipun akad sewa tersebut fasid. 

2. Bujairimi 'ala al-Iqna' 27 


pj fli iLJa. *j Z*lij pJj eJfc _>? J zLj 


26 Sulaiman al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimi ala al-Manhaj, (Beirut Dar al-Fikr al-Arabi, t, 
th.). Jilid m, h. 292. 

27 Sulaiman al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimi ala al-Khatib, (Beirut Dar al-Fikrt, th.). Jilid III, 
h. 303. 
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Syeikh 'Izz al-Din pernah ditanya tentang seseorang yang mendapatkan 
titipan sesuatu barang dan berlangsung dalam waktu yang lama, sementara 
ia tidak mengetahui keberadaan pemiliknya dan putus asa setelah berupaya 
mencarinya secara maksiamal, maka beliau menjawab: "Orang tersebut harus 
mentasarufkan titipan tersebut bagi kemaslahatan umat Islam yang paling 
penting, dan harus mendahulukan orang yang dalam keadaan darurat. 


3. ranah al-Thalibin 28 




Yakni, diperbolehkan bagi tukang setrika menahan baju orang lain yang 
ada padanya sebelum mendapat bayaran, karena baju tersebut tergadai 
dengan upahnya. 


79. Barang Ditarik Kembali Sebab Cicilannya Belum Lunas 

S. Bagaimana hukum jual beli dengan cara mencicil, apabila dalam waktu yang 
ditentukan pembayarannya belum lunas, maka barangnya ditarik kembali, 
sedang uang angsurannya pada bulan-bulan yang lalu dianggap sebagai ongkos 
persewaan? 

J. Jual beli tersebut hukumnya sah! Asalkan penarikan kembali tidak 
ditentukan (menjadi syarat) di dalam waktu akad atau di dalam waktu 
khiyar, apabila demikian maka hukumnya tidak sah. 

Keterangan, sebagaimana diketahui dalam kitab-kitab fiqh. 


80. Menambah Harga Barang dari Ketentuan 

S. Apabila seorang wakil (verkoper) untuk menjualkan barang seharga Rp. 55,- 
misalnya, dengan ketentuan ia mendapat persen Rp. 2,-. Kemudian barang 
tersebut dijualnya dengan harga Rp. 60,- (laba Rp. 5,-). Siapakah yang berhak 
menerima keuntungan tersebut. Pemilik barang ataukah wakilnya? 

J. Keuntungan tersebut menjadi hak pemilik barang, bukan hak wakilnya. 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Syarh al-Mahalli Ula al-Minhaj 29 


28 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Tanah al-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, 
tth.) Jilid m, h. 118. 

29 Jalaluddin al-Mahalli, Syarah Mahalli ‘ala Minhaj, (Indonesia: al-Haramain, t. th.). 
Jilid II, h. 432. 
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Seandainya pemilik barang berkata kepada (pesuruhnya): "Juallah barang 
tersebut seharga seratus", maka ia tidak boleh menjualnya kurang dari 
seratus, kecuali bila si pemilik barang tersebut dengan jelas melarang lebih 
dari seratus, maka ia tidak boleh menjualnya lebih dari padanya. 


2. Futuhat al-Wahhab 30 

(yf Jib (f? ^ 

ASjijL (^jjl JjA Ajb (iUi A. O JILS' A^_jjiJ .li-Uj Aliycaj AJJjL Ax O j 
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Dengan demikian dapat dipahami terlarangnya kasus yang banyak 
terjadi tentang usaha seseorang yang cerdik untuk memberi suatu barang, 
kemudian dengan kecerdikan dan pengetahuannya ia bisa membeli 
barang tersebut dengan harga yang lebih murah (dari harga yang telah 
ditentukan oleh yang menyuruhnya), dan mengambil (kelebihan) dari 
harga sepenuhnya untuk dirinya sendiri dengan alasan, bahwa yang 
demikian itu berkat kecerdikannya dan bahwa ia telah menghabiskan 
waktu yang bisa digunakan untuk bekerja. Maka ia harus mengembalikan 
kelebihan tersebut kepada si pemilik uang yang menyuruhnya. Karenanya, 
maka waspadalah karena hal semacam ini banyak terjadi. 


81. Menggarap Sawah dengan Syarat Membersihkan Padi 

dan Menjemurnya 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang orang yang menggarapkan tanahnya 
dengan ketentuan setiap hektar membayar Rp. 10,- kepada petani penggarap 
dan petani penggarap harus membersihan padi dan menjemurnya. Bolehkan cara 
demikian itu? 

J. Tidak boleh, karena pekerjaan membersihkan padi dan menjemur 
itu tidak termasuk pekerjaan menggarap sawah. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Fath al-Qarib 3 ’ 1 


30 Sulaiman al-Jamal, Futuhat al-Wahhab, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t. th). 
Jilid III, h. 348. 

31 Ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib pada Hamisy Hasyiyah al-Bajuri, (Surabaya: al- 
Hidayah, t. th.). Jilid II, h. 26 
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Pemilik tidak boleh menetapkan syarat terhadap pesuruhnya tentang 
sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugasnya yang sebenarnya. 


82. Menyewa Tanah yang di dalamnya Ada Pohon yang 

Bertumbuh 

S. Bagaimana hukumnya membeli pohon yang masih bertumbuh kemudian 
menyewa tanahnya dengan persewaan yang ditentukan, maka bagaimana 
hukum menyewa itu? 

J. Tidak sah! Karena tanah tersebut adalah hak pembeli, bukan hak penjual. 
Keterangan, dalam kitab: 

I. Fath al-Mu'in 32 

fi o! ULiU 

Dan dalam jual beli pohon/ tanaman kurma tanpa tanahnya secara mutlak, 
maka mengikutkan akar, meskipun kering. Jika memang penjual tidak 
mensyaratkan penebangan pohon, yakni mensyaratkan pohonnya dibiarkan 
tumbuh di tempatnya atau tidak memutlakkannya. 

83. Menggarapkan Tanah Orang Islam Kepada 

Orang Kafir 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang muslim menggarapkan 
tanahnya kepada seorang kafir dengan bagi hasil dan benih dari pihak penggarap 
(mukhabamh). Apakah zvajib zakat atas hasilnya bila mencapai nishab? 

J. Tidak wajib zakat! Karena zakat itu diwajibkan kepada pemilik 
benih, sedang ia adalah orang kafir dan kewajiban zakat itu disyaratkan 
harus Islam. 

Keterangan, sebagaimana diketahui dalam kitab-kitab Fiqh. 



( j» a* (rM & &) 
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84. Membeli Buah-buahan di atas Pohon dalam 
Waktu yang Ditentukan 

S. Bagaimana hukumnya membeli buah-buahan di atas pohon (nebas) dalam 
waktu satu tahun, seperti buah jeruk dan sebagainya dengan ketentuan 
mengambilnya tiga kali? 


32 Zainuddin al-Malibari, fijtf i d-Mu’in pada Hatnisy al-Bakri Muhammad Syatha atDLmyathi, 
Tanah d-Thddm, (Semarang: Thaha Putra, t .th). Jilid m h 42-43. 
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J. Pembelian tersebut hukumnya tidak sah karena terdapat sebagian 
buahnya yang belum masak. 

Keterangan, dalam kitab: 

1 . Tuhfah al-Muhtaj 33 

p d[$\ &(&& \j% Pj) 
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(Dan menjual buah-buahan sebelum ada yang matang) dari 
keseluruhannya, jika buah yang belum matang tersebut dijual, walaupun 
buah yang lain yang sejenis dan setempat sudah matang (tanpa disertai 
pohonnya), dan buah-buahan tersebut masih di pohon yang hidup, 
(maka jual beli itu tidak boleh), karena saat belum matang hama -bisa 
saja- akan menyerangnya, karena lemahnya, maka dengan rusaknya buah, 
berarti uang pembayaran tersia-sia tanpa imbal balik, (kecuai dengan syarat 
memetik semuanya) seketika, berdasarkan hadits yang telah disebutkan. 
Sebab hadits tersebut dengan manthuq (redaksional)nya menunjukkan 
larangan jual beli seperti itu secara mutlak. 

p jiZ O. >3 Jj4 'jZ fjy p (p £ %) 
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(Seandainya dijual buah-buahan) atau tanaman yang sudah matang, 
dan termasuk buah-buahan atau tanaman yang jarang tercampur dengan 
yang lain, atau bisa tercampur dan tidak, atau tidak diketahui keadaannya, 
maka penjualannya sah dengan syarat dipetik, ditetapkan di pohon atau 
tanpa syarat apapun, sedangkan buah-buahan atau tanaman yang (biasanya 
matangnya beriringan, dan yang baru tercampur dengan yang sudah 
ada), sekira keduanya tidak dapat dibedakan), (seperti buah tir, ketimun), 
dan semangka, (maka penjualannya tidak sah, kecuali pembeli menyaratkan) 
maksudnya salah satu pihak yang bertransaksi dan pihak yang lain setuju, 
(pemetikan buah) atau tanamannya.!] 


33 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh d-Minhaj pada Hamisy Abdul Hamid al- 
Syirwani, Hasyiyah al-Syinvani, (Mesir Musthafa Muhammad, t ih.). Jilid IV, h. 461 dan 469. 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-5 
Di Pekalongan Pada Tanggal 13 Rabiuts Tsani 
1349 H. / 7 September 1930 M. 

85. Uang Hasil Sewa Kursi untuk Pertunjukan yang Tidak 

Dilarang oleh Agama 

86. Wali Mujbir Mengawinkan Anak Gadisnya yang Sudah 

Dewasa dengan Pemuda yang Sekufu 
87. Maksud Hadis "Anak Zina Tidak Masuk Surga. * 

88. Sembelihan Orang yang Mengaku Muslim, Tetapi Tidak 
Mengerti Ajaran Islam 

89. Macam-macam Kafir 

90. Membeli Emas dengan Uang Kertas 

91. Memakai Sandal yang Diketemukan di Mesjid 

92. Minuman yang Disangka Memabukkan Seperti Bir Cap Kunci 

93. Mengqadha Shalat Wajib 

94. Membeli Rumah dengan Catatan Supaya Diselesaikan 
Sesuai dengan Gambar 

95. Mengawinkan Janda yang Belum Dewasa Oleh Wali Hakim 

96. Suami Pergi Sampai 4 Tahun. 

97. Anak yang Lahir Sesudah Ibunya Ditalaq 

98. Seorang Janda yang Hamil Sebelum Selesai Iddahnya, Sedang 
Ia Tidak Kawin Lagi, Maka Kandungannya Diikutkan Suaminya 

99. Air yang Keluar Sebelum Melahirkan 

100. Perayaan untuk Memperingati Jin Penjaga Desa/Sedekah Bumi 

101. Dalil Bersedekah pada Hari Tertentu, yang Bersumber dari 

Kitab Mathali' al-Daqaiq 

102. Melempar Kendi yang Penuh Air pada Upacara Ketujuh 
dari Umur Kandungan (Tingkeban) 

103. Berdiri Ketika Memperingati Maulud Nabi 

104. Mengubah Bacaan (Selain al-Our'an dan Hadis) dari Ketentuannya 

105. Mengarak Tulisan Muhammad Setiap 12 Rabiul Awwal 

106. Asma Muazhzhamah yang Hurufnya Terpisah-pisah 

107. Perselisihan Seorang Gadis dengan Wali Mujbimya dalam 
Menunjuk Pemuda yang Mengawininya 
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85. Uang Hasil Sewa Kursi untuk Pertunjukan yang 
Tidak Dilarang oleh Agama 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang uang hasil penyewaan kursi atau 
rumah untuk pertunjukan tari-tarian, olah raga dan sebagainya. Halalkah atau tidak? 

J. Halal, asal pertunjukannya tidak dilarang oleh agama, seperti perlombaan 
yang tidak dilarang. 

Catatan: Demikian keputusan Muktamar, sedang pertunjukan yang 
dilarang oleh agama tidak diputuskan oleh Muktamar, karena para 
ulama berselisih pendapat dan tidak ada dalil nash yang tegas yang 
menghalalkan atau mengharamkan (pen). 


86. Wali Mujbir Mengawinkan Anak Gadisnya yang 
Sudah Dewasa dengan Pemuda yang Sekufu 


S. Bolehkah seorang zoali mujbir (mempunyai hak paksa) memaksa anak gadisnya 
yang sudah dewasa untuk dikawinkan dengan pemuda yang kufu (sepadan) 
tetapi ia menolak bahkan ia menyatakan lebih baik mati daripada dikawinkan 
dengan pemuda tersebut, sedang ia sendiri mempunyai pilihan pemuda lain 
yang kufu pula? 

J. Boleh, tetapi makruh, asal tidak ada kemungkinan akan timbul bahaya. 
Keterangan, dalam kitab: 


1. Tuhjah al-Habib 1 
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Adapun sekedar ketidaksukaan wanita tanpa hal yang dharuri (terpaksa), 
maka tidak berpengaruh, (terhadap keabsahan perkawinan), akan tetapi 
dimakruhkan bagi walinya untuk mengawinkannya sebagaimana yang 
ditegaskan dalam kitab al-Umm. Disunatkan meminta izin kepada perawan 
jika memang sudah dewasa berdasarkan hadis Muslim: 'beorang ayah harus 
meminta persetujuan dari anaknya yang masih perawan T Hadis ini dipahami 
sebagai "sunnah" demi menghargai perasaan. 


1 Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib/Hasyh/ah al-Bujairimi, (Btirut Dar al-Kutub al- 
flmiah, 1424 H/2003 M), Cet. Ke-3, Jilid IV, h. 160. 
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87. Maksud Hadis "Anak Zina Tidak Masuk Surga. " 


S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang pendapat yang menyatakan bahwa 
anak dari zina itu, semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah Swt. dan tidak akan 
masuk surga selama-lamanya. Apakah pendapat tersebut benar dan ada dasarnya 
dalam agama. 

J. Pendapat tersebut tidak benar! Bahkan para ulama sependapat (ijmak) 
bahwa setiap orang yang beriman dan beramal saleh, baik pria maupun 
wanita tentu masuk surga, walaupun anak dari zina. Adapun sabda 
Rasulullah Saw.: "Anak zina tidak akan masuk surga ", itu diartikan tidak 
masuk bersama-sama golongan yang masuk surga pertama kali. 


Keterangan, dalam kitab: 

1. Al-Siraj al-Munir hla al-Jami 't al-Shaghir 2 
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Rasulullah bersabda: "Amo/c zina tidak bisa masuk surga”. Menurut al-Munawi, 
bahwa yang dimaksud adalah tidak masuk surga bersama rombongan 
pertama penghuni surga. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam 
surat Fathir: 18. "Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 
lain T Yakni tercegahnya anak tersebut masuk surga bersama rombongan 
pertama penghuni surga dimaksudkan sebagai penjera terhadap ibu dari 
perbuatan zina oleh adanya kasih sayang ibu kepada anaknya. Jika si ibu 
mengetahui tentang ketercegahan anaknya untuk masuk surga, maka ia akan 
menghindari zina dan kemudian berusaha untuk melakukan yang halaL Dengan 
demikian maka yang dimaksud dari hadis di atas mencegah perzinaan. 


88. Sembelihan Orang yang Mengaku Muslim, 
Tetapi Tidak Mengerti Ajaran Islam 

S. Halalkah sembelihan seorang bangsa kita yang mengaku dirinya muslim 
tetapi tidak mengerti ajaran-ajaran Islam dan kadang-kadang bershalat dan 
berpuasa tetapi tidak mengetahui syarat rukunnya, hal mana banyak terjadi? 


2 Ali al-"Azizi, Al-Siraj al-Munir, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1377 H/1957 M), Cet. 
Ke-2, Jilid III, h. 20. 
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J. Halal, asal tidak terlihat tanda-tanda yang menunjukkan kekafirannya 
baik dari kata-kata, perbuatan maupun kepercayaannya. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Tabaqat al-Syafiiyah 3 
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Sesungguhnya suatu daerah jika memang termasuk daerah Islam, dan 
kemudian kita mendapatkan seseorang yang tidak terdapat pada dirinya 
tanda-tanda kekafiran, maka kita boleh memakan binatang sembelihannya, 
dan shalat di belakangnya. Kemudian seandainya kita mendapatkannya 
meninggal dunia, maka kita memandikannya, menshalatinya dan 
menguburkannya di pemakaman Islam. 


89. Macam-macam Kafir 


89. S. Berapa macamkah kafir itu? Dan bagaimanakah batas-batasnya? 

J. Kafir itu ada empat macam, ialah: 

1. Kafir Ingkar; ialah orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali 
dan tidak mengakui-Nya. 

2. Kafir Juhud; ialah orang yang mengenal Tuhan dalam hatinya tetapi tidak 
mengikrarkan dengan lisannya, seperti kafirnya iblis dan orang Yahudi. 

3. Kafir Nifiuj ; ialah orang yang mengikrarkan dengan lisan tetapi tidak 
mempercayai Tuhan dalam hatinya. 

4. Kafir 'Inad; ialah orang yang mengenal Tuhan dalam hatinya dan 
mengikrarkan dengan lisannya, tetapi tidak taat kepada-Nya seperti 
kafirnya Abu Thalib. 

Keterangan, dalam kitab: 


1. Kasyifah al-Saja 4 
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3 Tajuddin bin Ali al-Subki, Thbacjat al-Syafi'iyah al-Kubra, 1413 H, Juz III, h. 419. 

4 Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, Kasyifah al-Saja , (Surabaya: Dar al-Ilmi, t. 
th.), h. 34-35. 
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Kafir itu ada empat macam: 

1. Kafir /nfazr, yakni orang yang tidak mengenal Allah sama sekali dan 
tidak mau mengakui-Nya. 

2. Kafir juhud, yakni orang yang mengenal Allah dengan hatinya, namun 
tidak mau mengakui/ mangikrarkarmya dengan lidahnya, seperti kufurnya 
Iblis dan Yahudi. 

3. Kafir nifiuj, yakni orang yang mau berikrar dengan lisan namun tidak 
mempercayai-Nya dalam hatinya. 

4. Kafir 'inad, yakni orang yang mengenal Allah dalam hatinya, dan 
mengakuinya dengan lidahnya, namun tidak mau melaksanakan 
ajaran-Nya, seperti Abi Thalib. 


90. Membeli Emas dengan Uang Kertas 

S. Bagaimana hukumnya membeli emas dengan uang kertas, dan pendapat 
manakah yang dipilih oleh Muktamar tentang hukumnya uang kertas itu? 


J. Muktamar memilih pendapat yang mengesahkan jual beli dengan 
uang kertas tersebut karma menganggap bahwa uang kertas itu termasuk 
benda, jadi tidak diharuskan persamaan, timbang-terima ( ntutjabadhah ). 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Syams al-Isyraq 5 
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Jika Anda mengetahui ini semua bahwa kemungkinan yang kedua perihal 
uang kertas, yakni kemungkinan keberadaannya sama dengan fulus 
(uang logam) merupakan kemungkinan yang lebih unggul dan lebih 
berhati-hati, karena kuatnya dalil atasnya. Adapun yang pertama maka 


5 Muhammad Ali al-Maliki, Syams al~Isyraq fi Hukrni al-Ta'ammuli bi al-Artvay, (Mesin 
Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1921 M), h. 105. 
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karena berdasarkan qiyas dengan satu titik temu atau men takhrij pada 
kaidah yang mencakupnya, sebagaimana selainnya. Maksud kaidah tersebut 
adalah: "Semua benda yang berlaku dimasyarakat sebagaimana emas 
dan perak (sebagai alat tukar), maka di dalamnya ada dua dua sudut 
pandang. Pertama , keberadaannya seperti komoditas (barang). Dan kedua, 
keberadaannya seperti emas dan perak (alat tukar). Berbeda dengan 
kemungkinan keberadaannya sebagai jaminan utang, karena mungkin hal 
itu merupakan qiyas tanpa titik temu atau mentakhrij pada kaidah yang 
tidak mencakupnya, sebagaimana selainnya. 


91. Memakai Sandal yang Diketemukan di Mesjid 


S. Bolehkah memakai sandal yang diketemukan di mesjid, misalnya karena 
sandalnya hilang? 

J. Tidak boleh! Karena sandal tersebut adalah barang temuan ( liujathah ). 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Bughyah al-Mustarsyidin 6 
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Termasuk luqathah (barang temuan) adalah tertukarnya sandal seseorang 
dengan sandal orang lain kemudian ia mengambilnya, maka ia tidak halal 
memakainya kecuali setelah diumumkannya sesuai dengan persyaratannya, 
atau sudah yakin bahwa si pemiliknya memang telah meninggalkannya. 
Jika diketahui bahwa pemiliknya memang sengaja mengambil sandalnya, 
maka ia boleh menjual sandal orang tersebut dalam rangka dufr (mengambil 
hak) sesuai dengan persyaratannya. 


92. Minuman yang Disangka Memabukkan Seperti 

Bir Cap Kunci 

S. Bagaimana hukumnya minuman yang disangka memabukkan seperti: bir 
cap kunci, bir cap ayam, kinalaraus dan sebagainya. Dan yang biasa digunakan 
sebagai obat beranak, begitu pula air gadung? 

J. Bir cap kunci, bir cap ayam, dan sebagainya. Itu hukumnya tidak 
haram karena belum terang hakekatnya ( mutasyabih ), sabda Rasulullah 
Saw. Yang halal dan yang haram itu sudah terang dan antara 
keduanya terdapat hal-hal yang belum terang. 


6 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin , (Surabaya: al-Hidayah, t th), h. 178. 


86 Ahkamul Fuqaha 




Adapun kinalaraus itu hukumnya haram karena telah terang memabukkan, 
sedang air gadung itu halal karena tidak memabukkan. 

Catatan: Demikianlah keputusan Muktamar dan berdasarkan pedoman 
sabda Rasulullah Saw.: Semua yang memabukkan itu minuman keras 
(Khamr) oleh karenanya bagi orang yang mengetahui bahwa bir itu 
memabukkan maka hukumnya haram baginya (pen). 


93. Mengqadha Shalat Wajib 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang pendapat sementara golongan, bahwa 
salat wajib itu bila ditunaikan pada waktunya, tidak wajib dikerjakan di lain waktu 
(qadha)? Apakah pendapat itu terdapat dalam salah satu mazhab empat? 


J. Para ulama sependapat (ijma') bahwa salat wajib itu harus d itjadha' bila 
tidak ditunaikan pada waktunya 'Tidak ada pendapat yang tidak mewajibkan 
qa dia kecuali pendapat yang salah (batil), yaitu pendapat Ihn Hazm. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab 7 
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Para ulama mw ferfwr telah sepakat, bahwa barangsiapa meninggalkan shalat 
secara sengaja, maka ia harus meng-qadha (menggantinya). Pendapat mereka 
ini berbeda dengan pendapat Abu Muhammad Ali bin Hazm yang berkata: 
bahwa ia tidak perlu meng -qadha selamanya dan tidak sah melakukannya 
selamanya, namun ia sebaiknya memperbanyak melakukan kebaikan dan 
shalat sunah agar timbangan (amal baiknya) menjadi berat pada hari 
kiamat, serta istighfar kepada Allah dan bertobat Pendapat ini bertentangan 
dengan ijmak dan bathil berdasarkan dalil yang ada. 


94. Membeli Rumah dengan Catatan Supaya 
Diselesaikan Sesuai dengan Gambar 

S. Bolehkah membeli rumah yang belum selesai dibangun dengan ketentuan 
supaya diselesaikan sesuai dengan gambar yang telah direncanakan? 


7 Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, (Cairo: AI-Maktabah al- 
Ilmiah, 1971 M), Jilid III, h. 68. 
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J. Tidak boleh (tidak sah sesudahnya/sebelum tetapnya jual-beli, tetapi) 
jika ketentuan itu ditentukan di dalam aqad atau bila membeli yang 
sudah ada dan penjelasannya diperhitungkan dengan ongkos 
sepantasnya maka hukumnya boleh (sah). 

Keterangan, sebagaimana maklum dalam kitab-kitab fiqh. 


95. Mengawinkan Janda yang Belum Dewasa Oleh 

Wali Hakim 

S. Bolehkah mengawinkan janda yang belum dewasa oleh wali hakim atau 
ivali lain (bukan wali mujbir)? 

J. Tidak boleh (tidak sah) sekalipun dengan wali mujbir karena 
persetujuannya (izinnya) tidak dianggap sah (berlaku). 

Keterangan, dalam kitab: 


l.Fath al-Mu'in s 
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Maka janda yang masih kedi dan sudah pandai serta merdeka tidak boleh 
dikawinkan sampai beranjak dewasa, karena izin darinya tidak dianggap sah. 


96. Suami Pergi Sampai 4 Tahun 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang istri yang melahirkan anak 
kemudian suaminya bepergian sampai empat tahun atau kurang, kemudian istri 
tersebut melahirkan lagi seorang anak kedua dan ia menyatakan (ikrar) bahwa ia 
tidak bersetubuh dengan seseorang lelaki baik suaminya sendiri maupun orang 
lain. Apakah anak kedua itu menjadi anaknya suami yang bepergian tersebut? 

J. Bila anak yang kedua itu lahir sebelum lewat enam bulan dari kelahiran 
pertama, maka anak itu menjadi anak kembar, dan menjadi anak dari 
suami yang bepergian tersebut, dan apabila anak kedua itu lahir sesudah 
lewat enam bulan dan ada kemungkinan bersetubuh dengan suaminya 
sesudah kelahiran pertama dan si suami tidak memungkirinya dengan 
angkat sumpah ( li'an ), maka anak itu menjadi anak dari suami tersebut, 
apabila tidak ada kemungkinan bersetubuh dengan suaminya sesudah 
kelahiran pertama dan/atau si suami memungkirinya dengan angkat 
sumpah ( li 'ari), maka kandungan kedua itu hukumnya kandungan zina 


8 Zainuddin al-Malibari, Fcdh d-Mu'in pada Hamisy al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, 
T amii d-ThaHim, (Sematang: Thaha Putra, t .th). Jilid IH, h. 310. 
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dalam arti tidak ada iddah dan boleh dikumpuli, dan juga hukumnya 
kandungan syubhat dalam arti tidak ada had (pidana), tidak ada qadzaf 
(dakwaan zina) dan menghindari persangkaan buruk. 

Keterangan, dalam kitab: 
l.Hasyiyah Al-Bajuri 9 
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Batasan pengertian anak kembar adalah bila di antara kedua anak 
kembar tersebut tidak berselang selama enam bulan, atau berselang kurang 
dari enam bulan. Jika di antara keduanya berselang enam bulan atau lebih, 
maka merupakan dua kehamilan dan bukan dua anak kembar. 

2. Bughyah al~Mustarsyidin 10 
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Maka diketahui bahwa setiap wanita yang hamil dan melahirkan anak, 
yang mungkin nasabnya ditemukan dengan suaminya maka anak itu menjadi 
anaknya, dan suami tersebut tidak bisa mengingkarinya kecuali dengan 


9 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ' ala Fath al-Qarib, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.). 
Jilid H, h. 169. Redaksi ini tidak ditemukan dalam Hasyiyah al-Bajuri ' ala Fath al-Qarib , 
namun subtansinya banyak dicantumkan dalam beberapa kitab fiqh madzhab Syafi'i, 
seperti al~Iqm' dalam pasal tentang Li'an dan Vanah al-Thaliban dalam pasal tentang 
'Iddah berikut ini: 


Dan tidak sah menafikan salah satu dari dua anak kembar ; yaitu di antara kelahiran keduanya 
tidak terpisahkan enam bulan (hijriyah), yakni lahir bersamaan atau kelahiran keduanya 
terpisah waktu yang kurang dari enam bulan. Muhammad al-Syirbini al-Khatib, al-Iqna 
pada Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Juz IV, h. 38. 






Dan habisnya masa wanita hamil ' iddah juga tergantung pada kelahiran anak terakhir dari dua 
anak kembar yang terpisah waktu kurang dari enam bulan (hijriyah). Bila antara keduanya 
terpisah enam bulan atau lebih , maka anak yang kedua merupakan kehamilan lain (bukan 
kehamilan pertama/anak kembar). Abu Bakar al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin , (Beirut: Dar 
al-Fikr, t. th.). Juz IV, h. 48. 

10 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Surabaya: al-Hidayah, t th.), K 249-250. 
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sumpah lihn. Dan jika nasabnya tidak mungkin bertemu dengan suaminya, 
seperti berada di suatu tempat yang secara 'adatnya tidak mungkin terjadi 
pertemuan antara keduanya, maka hukum kehamilannya itu seperti kehamilan 
dari perzinaan dalam hal tidak adanya kewajiban ber ’iddah, boleh menikahi 
dan menyetubuhinya, dan hukumnya seperti syubhat (kehamilan dengan 
selain suami tanpa kesengajaan berzina) dalam hal tidak diberlakukan had 
perzinaan, tuduhan berzina dan menghindari buruk sangka terhadapnya. 


97. Anak yang Lahir Sesudah Ibunya Ditalaq 


S. Apakah anak perempuan yang lahir sesudah ibunya ditalaq itu termasuk 
mahramnya suami yang menalaknya? 

J. Ya. Benar termasuk mahramnya. 

Keterangan, dalam kitab: 
l.Hasyiyah al-Iwadh 'ala al-Iqna' 11 
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Demikian pula anak perempuan dari seorang istri (ibu), jika anak tersebut 
sudah ada sebelum diri si lelaki mengawini ibunya, maka tidak sah 
menyerupakan ibunya dengannya (sebagai musyabbah bih -orang yang 
diserupai- dalam kasus zhihar), karena status mahram anak perempuan 
tersebut baginya baru terjadi setelah ia mengawini ibunya. Jika kehamilan 
terjadi sesudah menikahinya, seperti istri telah diceraikan kemudian nikah 
dengan diri lelaki tersebut, dan kemudian mengandung anak perempuan 
darinya, maka anak tersebut menjadi mahram terhitung sejak keberadaannya, 
sehingga sah mennyerupakan istrinya dengan anak perempuan tersebut. 


98. Seorang Janda yang Hamil Sebelum Selesai 
Iddahnya, Sedang Ia Tidak Kawin Lagi, Maka 
Kandungannya Diikutkan Suaminya 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang janda yang hamil sebelum 
selesai iddahnya , baik dengan perhitungan quru' atau bulan , dan belum 


u Syekh 'Iwadh, Hasyh/ah 'Izvadh ' ala al~Jqm' pada Harrnsy Muhammad ahKhatib al-Syarbini, d- 
Icftia', (Semarang: Thaha Putra, t ih.), Juz H, h 164. Demikian pula keterangan dalam kitab 
a!-QaIaid karangan Syekh Abdullah Baqusyair dan keterangan Imam Kazaruri dalam Harwsy 
Tc^sir Baidkaui, 
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sampai empat tahun dari zvaktu dicerai atau ditinggalkan mati suaminya , sedang 
ia tidak bersuami lagi, dan bahkan mengaku berbuat zina. Apakah kandungannya 
itu masih diUhaqkan (diikutkan) kepada suaminya dan iddahnya diperhitungkan 
sampai dengan melahirkan kandungannya? 

J. Ya. Kandungan tersebut diiUmjkan kepada suaminya (yang mencerai 
atau meninggal dunia) dan 'iddahnya diperhitungkan sampai dengan 
melahirkan anak, asal ia belum bersuami lagi/tidak ada kemungkinan 
bahwa kandungan tersebut dari suami kedua yang sah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Tuhfah al-Muhtaj 12 
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Seandainya suami menceraikan istrinya secara khulu' atau tiga kali, 
dan ia tidak mengingkari kehamilannya, lalu si istri melahirkan dalam 
rentang waktu empat tahun atau kurang, dan belum kawin dengan orang 
lain, atau sudah kawin dengan orang lain, namun tidak memungkinkan 
adanya anak tersebut dari suami yang kedua, maka anak tersebut harus 
diikutkan pada suami yang pertama dan ia berkewajiban memberikan 
perumahan dan nafkah, meskipun istri tersebut berikrar bahwa 'iddahnya 
habis, sebab waktu kehamilan yang paling lama adalah empat tahun 
sesuai dengan penelitian ... Jika suami tersebut menta/atjnya dengan 
talaq raj'i dan lalu si istri melahirkan anak dalam rentang waktu 
empat tahun, maka anak tersebut harus diikutkan sebagai anaknya 
dan ia pun berkewajiban memberi papan dan pangan si istri. Dan 
sesungguhnya wanita tersebut ber 'iddah sampai melahirkan 
sehingga ada ketetapan bagi suami untuk merujuknya lagi. 

2. Asm al-Mathalib u 


12 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj , dalam Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah 
al-Syirwani, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t. th.)/ Jilid VIII, h. 243. Demikian 
pula diterangkan dalam kitab al-Raudh bab "Lamanya Masa Kandungan" dan juga dalam 
kitab Harrdsy Tarsyfldi 
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Apabila suami menceraikan istrinya, baik secara ba'in atau r a j’ i atau 
pernikahan batal meskipun karena Wan, dan si suami tidak mengingkari 
kehamilan, kemudian si istri melahirkan dalam rentang waktu empat tahun 
atau kurang yang terhitung dari kemungkinan bersetubuh beberapa saat 
sebelum terjadinya perceraian ataupun pembatalan nikah, maka anak 
tersebut nasabnya diikutkan suaminya itu, dan 'iddahnya menjadi jelas belum 
habis selama istri tersebut belum menikah dengan orang lain, atau sudah 
menikah lagi namun anak tersebut tidak mungkin berasal dari suami kedua, 
karena adanya kemungkinan anak tersebut dari suami pertama, baik si istri 
mengakui habisnya 'iddah sebelum lahirnya anak itu atau tidak mengakuinya. 
Sebab, nasab merupakan hak anak dan tidak bisa putus oleh pengakuan ibu. 


99. Air yang Keluar Sebelum Melahirkan 

S. Bagaimanakah hukumnya air yang keluar sebelum bersalin? Apakah seperti air 
sakit kencing (salisil baui) karena kadang-kadang keluarnya sampai empat hari? 

J. Apabila air yang keluar itu jernih maka hukumnya seperti air sakit 
kencing dalam hal kenajisannya dan tetap wajib shalat dan lain-lain, baik 
bersambung dengan haid sebelumnya atau terpisah. Apabila yang keluar 
itu darah atau air kuning maka bila terpisah dari haid sebelumnya, 
maka hukumnya adalah haid dengan menetapi syarat-syaratnya. 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Al-Minhaj al-Qawim u 


9 
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Bila wanita hamil melihat darah, kemudian sud kembali misalnya selama 
sehari, kemudian ia melahirkan, maka darah yang keluar setelah persalinan 
merupakan darah nifas, sedangkan sebelum persalinan adalah darah haid. 
2. Bughyah al-Mustarsyidin 15 


13 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asm al-Mathalib Syarah Rrndhah al-Thdib, (Indonesia: 
Menara Kudus, t. Ih.), Jilid III, h. 393. 

14 Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 27. 

15 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Muskarsyidm, (Mesir Musthafa aJ-Haiats, 1371 H/1952 M)), h 32. 
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Darah yang keluar dari wanita hamil disebabkan persalinan sebelum 
lahirnya anak secara keseluruhan, walaupun keluar berulang-ulang dari 
rahim, maka dinamakan darah thakf (persalian) dan hukumnya sama dengan 
darah istihadhah. Maka ia harus menyumbat darah tersebut, bersua dan 
tetap shalat, serta baginya tidak diharamkan segala yang diharamkan bagi 
wanita yang haid, termasuk persetubuhan. Adapun darah yang keluar 
bukan sebab persalinan, maka hukumnya adalah darah haid sesuai dengan 
persyaratannya. Memang begitu, namun jika pertama ia haid, kemudian 
baru bersalin, maka hukum haid diberlakukan pada persalinan, maksudnya 
walaupun ia sudah melewati sehari semalam sebelum persalinan atau 
tidak, sesuai khilafiyah dalam masalah tersebut. 


100. Perayaan untuk Memperingati Jin Penjaga 
Desa/Sedekah Bumi 


S. Bagaimana hukumnya mengadakan pesta dan perayaan guna mmemperingati jin 
penjaga desa (mbahu rekso, Jawa) untuk mengharapkan kebahagiaan dan 
keselamatan, dan kadang terdapat hal-hal yang mungkar. Perayaan tersebut 
dinamakan "Sedekah bumi "yang biasa dikerjakan penduduk desa (kampung), 
karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu kala? 

J. Adat kebiasaan sedemikian itu hukumnya haram. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Futuhat al-Uahiyah 16 
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Orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari 
Bani Hanifah di Yaman, kemudian hal tersebut menyebar di Arab. Setelah Islam 
datang, maka berlindung kepada Allah menggantikan berlindung kepada jin. 
2. Ihya' Ulum al-Din 17 


16 Al-Jamal, Futuhat al-llahiyah ‘ala al-]alalain, surah al-Jin. 

17 Hujjah al-Islam al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din dalam Murtadha al-Zabidi, IthafSadah cd- 
Muttaqin, (Beirut Maktabah Dar al-Fikr, t.fh.). Juz VI, h. 557. 
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Maka tidak boleh mencampurkan kebenaran mumi dengan perkara 
yang dianggap sebagai suatu permainan deh kalangan orang awam, sementara 
bentuk permainan tersebut merupakan bentuk permainan bagi kalangan 
orang khusus, walaupun mereka tidak menilainya sebagai suatu permainan. 


101. Dalil Bersedekah pada Hari Tertentu, yang 
Bersumber dari Kitab Mathaliud Daqaiq 

S. Dalam kitab Mathaliud Daqaiq diterangkan, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 

' Roh orang mukmin pada tiap-tiap malam Jum 'at, hari raya, hari 'Asyura atau 
malam nisfu Sya ban itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya 
dengan berkata: Wahai analku, belas kasihanilah aku, Allah akan memberi rahmat 
kepadamu. Aku tinggal di dalam kuburan yang sempit dan dalam keadaan susah 
yang lama sekali. "Para sahabat bertanya: "Apakah artinya minta belas kasihan? " 
Rasulullah Saw. menjawab: 'Berdoa dan bersedekah itu merupakan hadiah kepada 
orang yang telah meninggal dunia. "Sayyidina Umar r. a. berkata: 'Bersedekah 
sesudah mengubur mayat itu pahalanya berlaku sampai tiga hari dan bersedekah 
dalam tiga hari itu pahalanya berlaku sampai tujuh hari dan bersedekah pada hari 
ketujuh itu pahalanya berlaku sampai empat puluh hari dan bersedekah pada hari 
keempat puluh itu pahalanya berlaku sampai seratus hari dan dari seratus sampai 
setahun dan dari setahun sampai seribu hari. " 

Bolehkah hadis dan atsar tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan 
(hukum sunat) bersedekah untuk arwah orang yang sudah mati? 

Apakah hadis dan atsar tersebut sahih atau dhaifatau maudhu '? 

J. Hadis dan atsar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil, karena 
terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya (maudlu ) dan tidak 
terdapat di dalam kitab-kitab yang sahih, bahkan tidak ada kitab yang 
dinamakan kitab Mathaliud Daqaiq. Hanya salah satu ulama dari Kudus 
menemukan hadis dan atsar tersebut, tertulis dengan tangan pada hamisy 
sesuatu kitab dan akhirnya ditulis: Ih Mathal Ud Daqaiq. Oleh karenanya, 
maka penanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan dari kitab Mathaliud 
Daqaiq, padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa penulisnya dan kitab 
apakah Mathaliud Daqaiq itu. 

Catatan: Hukumnya bersedekah untuk orang yang meninggal dunia 
itu telah tercantum dalam keputusan Muktamar I, soal ke 19 (pen). 
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Keterangan, dari kitab: 


1. Shahih al-Bukhari 18 

Jfl CA jlLy 4AJl aji)! Syf), jlS 'Asrj 5' <^3j 

cJl^> ls ^ I jll* 5' 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ada seseorang bertanya kepada 
Rasulullah: "Sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah bermanfaat 
baginya jika aku bersedekah untuknya "maka Rasulullah menjawab "ya" 
kemudian orang tersebut berkata: "Aku punya tembikar, maka aku ingin 
kau menyaksikan bahzva aku menyedekahkannya untuknya 


102. Melempar Kendi yang Penuh Air pada Upacara 
Bulan Ketujuh dari Umur Kandungan (Tingkeban) 


S. Bagaimana hukumnya melempar kendi yang penuh air hingga pecah pada 
waktu pulangnya orang-orang yang menghadiri upacara peringatan bulan 
ketujuh dari umur kandungan dengan membaca shalawat bersama-sama, dengan 
harapan supaya mudah lahirnya anak kelak. Apakah hal tersebut hukumnya haram 
karena termasuk membuang-buang uang (tabdzir)? 

J. Ya. Perbuatan tersebut hukumnya haram karena termasuk tabdzir. 
Keterangan, dalam kitab: 

1. Hasyiyah al-Bajuri 19 
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Mubadzir dan boros itu sinonim, dalam arti mengelola harta di luar 
pengelolaan yang semestinya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh 
perkataan Imam al-Ghazali dan lainnya, selama tidak menimbulkan sesuatu 
yang terpuji pada masa kini (dunia) dan tidak pula pahala pada masa yang 
akan datang (akhirat). 


103. Berdiri Ketika Memperingati Maulud Nabi 

S. Bagaimana hukumnya berdiri pada waktu membaca maulud Nabi Saw. ? Apakah 
hal itu telah menjadi adat kebiasaan yang ditetapkan oleh agama ( iirufsyar i), 


18 Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut Dar Ihya; al-Turals al-Arabi, 
t*.), Jilid IV, h 13. 

19 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Surabaya: al-Hidayah, t. Ih.), 
Jilid I, h. 366. 
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hingga pelaksanaannya tidak berbeda-beda di segala tempat, atau merupakan 
adat kebiasaan setempat ('urf 'adi), hingga masing-masing tempat mempunyai 
cara sendiri-sendiri ? Manakah yang lebih utama, berdiri atau duduk pada waktu 
membaca maulud Nabi Saw. bagi bangsa Indonesia yang mempunyai tradisi 
duduk sambil menyembah (kedua tangan diletakkan di muka hidung) pada waktu 
menghormati orang-orang yang terhormat? 

J. Berdiri pada waktu memperingati maulud Nabi Saw. itu 'urf syar'i 
yang hukumnya sunat, oleh karenanya pelaksanaannya tidak 
berbeda-beda di segala tempat. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Al-Sharim al-Mubid 20 


Jii- j* (Syg. J\ Jj U Jp £0 t-AM j, 


Berdiri (misalnya ketika membaca maulid Nabi Saw.) walaupun bid’ah 
hukumnya tidak mengapa, karena orang-orang melakukannya itu hanya 
sebagai penghormatan terhadap beliau Saw., sebagaimana dikemukakan 
oleh Ibn Hajar al-Haitami dalam kitabnya al-Fatawa al-Haditsiyah, bahwa 
di mayoritas daerah Islam telah berlaku amal ulama yang tindakan mereka 
diperhitungkan, karena menilai baik tradisi berdiri menghormati Nabi 
Saw. tersebut. Hal itu berdasar atas pandangan al-Nawawi bahwa berdiri 
menyambut ahl al-fadhl (orang mulia) itu termasuk perbuatan sunnah, jika 
dilakukan karena menghormati, bukan karena riya. 

2. Al-Fatawa Haditsiyyah 27 
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20 Muhammad Ali al-Maliki, al-Sharim al-Mubid, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 
1923 M), h. 37. 

21 Ibn Hajar al-Haitami cd-Fatawa al-Haditsn/ah, (Mesir Musthafa al-Halabi 1390 H/l 970 M), h. 80. 
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Sesungguhnya di mayoritas daerah Islam telah berlaku amal ulama yang 
tindakan mereka diperhitungkan, karena menilai baik tradisi berdiri 
menghormati Nabi Saw. tersebut. Hal itu berdasar atas pandangan al- 
Nawawi bahwa berdiri menyambut ahl al-fadhl (orang mulia) itu termasuk 
perbuatan sunnah, jika dilakukan karena menghormati, bukan karena riya. 

Dalam al-Kaukab al-Amvar disebutkan, bahwa sikap berdiri tersebut 
memang bid'ah dan tidak berdasar, namun termasuk bid' ah yang 
baik karena untuk mengagungkan (Nabi Saw.). Oleh karenanya, 
maka berdiri itu disunahkan, seperti keterangan yang telah lewat. 


104. Mengubah Bacaan (Selain al-Qur'an dan Hadits) 

dari Ketentuannya 


S. Bagaimana hukumnya bacaan yang diubah dari ketentuannya, seperti: 
memperpendek yang panjang atau memperpanjang yang pendek dan sebagainya. 
Dalam membaca maulid atau marhaaban - dzHdr, misalnya markhaaaaaban yaa 
nuural ‘aaaini pada saat dilagukan atau Laailaahaa illallaah dan sebagainya? 

J. Apabila yang diubah itu bukan al-Qur'an dan hadits atau nama-nama 
yang dimuliakan menurut agama, maka hukumnya tidak mengapa 
(tidak berdosa). 

Keterangan, dalam kitab: 
l.Ithaf al-Sadah al-Muttaqin 22 
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Sesungguhnya perbedaan metode (bacaan) dengan memanjangkan yang 
pendek dan memendekkan yang panjang, atau berhenti di tengah-tengah 
kalimat, memutus atau menyambung sebagian dari sebagiannya, maka 
cara membaca seperti ini disepakati diperbolehkan dalam syair. Dalam 
al-Qur'an maka tidak diperkenankan membacanya kecuali seperti yang 
diturunkannya, dan yang dipelajari oleh orang-orang sejak dari ulama 
salaf. Maka hukum membaca panjang al-Our'an atau berhenti, menyambung 


22 Murtadha al-Zabidi, Ithaf Sadah al-Muttaqin, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, t.th.), 
Juz VI, h. 557. Demikian pula keterangan dalam kitab al~Khadiqah al~Nadbiyah. 
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dan memutuskannya yang tidak sesuai dengan tuntutan bacaan dan 
tajwid itu haram atau makruh. 

105. Mengarak Tulisan Muhammad Setiap 12 

Rabiul Awwal 

S. Bagaimana hukumnya mengarak tulisan " MUHAMMAD "pada tiap 
tanggal 12 bulan Maulud (Rabi UI Awwal ) ? 

J. Tidak mengapa (tidak berdosa) asal tidak dengan hal-hal yang mungkar 
walaupun sebaiknya tidak perlu diadakan pengarakan. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Tarsyih al-Mustafidin 23 
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(Penting) dari Fatawa al-Suyuthi. Ia ditanya tentang orang yang melaksanakan 
Maulid Nabi di bulan Rabi'ul Awal, bagaimanakah hukumnya dan apakah 
pelakunya mendapatkan pahala? 

Imam Suyuthi menjawab: "Bahwa asal pelaksanaan Maulid Nabi di mana 
orang-orang berkumpul membaca ayat-ayat al-Our'an dan riwayat hadits-hadits 
Nabi serta penyajian makanan yang tidak berlebih-lebihan, semuanya itu 
termasuk bidbh hasanah dan pelakunya mendapatkan pahala, karena dalam 
pelaksanaan tersebut mengandung penghormatan derajat Nabi Saw. ... Apapun 
yang dilakukan dalam pelaksanaan Maulid Nabi tersebut, hendaknya dibatasi 
pada sesuatu yang bisa menyadarkan untuk bersyukur kepada Allah seperti 


23 Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Surabaya: al-Haramain, t th.), h. 325-326. 
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bacaan-bacaan, pemberian makanan dan sedekah sebagaimana yang telah 
disebutkan di atas. Jika mau, maka bisa dengan sesuatu yang mengandung 
pujian-pujian kepada Nabi, tentang kezuhudan dan yang dapat menggerakkan 
hati untuk berbuat kebaikan dan beramal untuk akhirat 

Adapun hal-hal lain yang mengikuti pelaksanaan Maulid Nabi tersebut 
seperti permainan, maka sekiranya terdiri dari hal-hal yang mubah yang bisa 
menimbulkan kegembiraan pada hari pelaksanaan tersebut maka hukumnya 
boleh. Sedangkan yang haram ataupun makruh atau yang bertentangan 
dengan keutamaan, maka hukumnya tidak boleh 


106. Asma Mu 'azhzhamah yang Hurufnya Terpisah-pisah 

S. Bagaimana hukumnya Asma Muhzkzhamah yang hurufnya telah terpisah- 
pisah. Apakah sifat keagungannya masih tetap? 


J. Para ulama berselisih pendapat tentang masih tetapnya keagungan nama- 
nama yang (diagungkan) sesudah dipisah-pisahkan hurufnya. Ada yang 
berpendapat tetap, dan ada pula yang berpendapat hilang keagungannya. 

Keterangan: Dalam kitab: 


1. Al-Fatawa al-Kubra 24 
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Ibn Abdissalam berpendapat, yang terbaik adalah mencuci kertas 
yang bertuliskan asma Allah yang terjatuh di jalan, karena meletakkannya 
di dinding dapat menyebabkannya terjatuh dan terlecehkan ... Menurut 
suatu pendapat, kertas itu cukup diletakkan di dinding. Menurut pendapat 
lain yang disebut al-Zarkasyi, kertas tersebut huruf-huruf tulisannya 
dipisah-pisah dan dibuang, ... Maka pendapat yang ketiga itu adalah 
pendapat yang syadz (menyimpang) yang tidak boleh diikuti. Jika anda 
berkata: "Yang juga menjadi kdemahan juga adalah niscaya huruf-huruf 


24 Ibn Hajar al-Haitami, d-Fatawa d-Kubra d-Fufhiych, (Beirut Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 35-36. 
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tersebut bila telah digunakan untuk menyusun nama agung (asma Allah 
Swt.), maka harus diagungkan. Oleh sebab itu, pemisahannya tidak bisa 
merusak keharusan mengagungkannya." Maka saya jawab: "Pendapat 
seperti itu hanya muncul berdasarkan pendapat yang disetujui al-Subki, 
yaitu niscaya huruf-huruf yang dipisah-pisah hukumnya seperti kata-kata 
mulia, sedangkan kesimpulan pendapat ulama bertentangan dengannya." 


107. Perselisihan Seorang Gadis dengan Wali Mujbimya 
dalam Menunjuk Pemuda yang Mengawininya 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang gadis yang berselisih dengan 
wali mujbimya dalam soal perkawinannya. Ia menunjuk seorang pemuda yang 
kufu (sepadan), sedangkan walinya htenunjuk pemuda lain yang kufu pula, 
kemudian gadis tersebut kawin dengan pemuda yang dipilihnya dengan wali 
hakim. Apakah perselisihan tersebut merupakan permusuhan yang nyata. 
Hingga wali mujbir tidak boleh mengawinkan tanpa izinnya dan penolakan 
wali dianggap sebagai 'udhl (enggan menikahkan) sehingga dapat kawin 
dengan wali hakim? 


J. Perselisihan tersebut tidak boleh dianggap sebagai permusuhan, 
baik lahir maupun batin dan tidak boleh dikawinkan dengan wali hakim. 
Keterangan, dari kitab: 


1. Fath al-Mu’in dan I 'anah al-Thalibin 25 
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Seorang hakim tidak boleh mengawinkan jika wali mujbir (ayah) tidak 
setuju mengawinkan putrinya dengan laki-laki yang sepadan hasil pilihannya 
sendiri, sedangkan si ayah sudah memiliki lelaki lain yang juga kufu 
(sepadan). Walaupun laki-laki pilihan ayah kesepadanannya lebih 
rendah dibandingkan pilihan putrinya. 

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: 'Tidak boleh mengawinkan 


25 Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha abE&myatH dan Tanah 

d-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, t .Ih). Jilid K, h 317. 
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yakni bila si putri menentukan laki-laki yang sepadan kepada 
ayahnya, sedangkan si ayah telah menentukan laki-laki lain untuk 
putrinya itu yang juga sepadan, maka si ayah tidak 'adhl (enggan 
menikahkan), sehingga hakim tidak boleh mengawinkannya, karena 
hak perwaliannya tetap berada di pihak ayah, yang demikian itu, 
karena penilaian ayah di atas penilaian putrinya, sehingga pilihannya 
lebih layak dari pada pilihan putrinya. 

2. Fath al-Mu'in 26 
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Kesaksian yang merugikan seorang musuh itu ditolak bila berasal dari 
musuhnya, dengan permusuhan yang bersifat duniawi, bukan kesaksian 
yang menguntungkannya. Musuh seseorang adalah orang yang susah atas 
kebahagiaannya dan sebaliknya, yaitu orang yang senang atas kesusahannya. 


3. Pendapat Muktamar 


$ £j\j A Si ^ cte j % ^ 0\ u % 


Keengganan wali (ayah) menikahkan putrinya dengan lelaki pilihannya 
sendiri itu semata-mata hanya karena dalam pertimbangannya untuk 
menjaga kemaslahatan putrinya itu, bukan karena memusuhinya.!] 


26 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mum pada Tanah al-IMibm, (Semarang: Thaha Putra, t .th). jilid 
IV, K 289. 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


101 





KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-6 
Di Pekalongan Pada Tanggal 12 Rabiuts Tsani 
1350 H. / 27 Agustus 1931 M. 

108. Shalat Hadiah Oleh Keluarga Mayit 

109. Mencabut Gigi Mayit yang Memakai Emas 

110. Cara Penyelenggaraan Mayit dari Salah Satu Anak Kembar 

yang Melekat 

111. Menyuntik Mayit untuk Mengetahui Penyakit yang Menjalar 

112. Sebab-sebab Mayit Dianggap Keturunan Nabi Ibrahim 

113. Makan di Mesjid yang Lazimnya Membikin Kotoran 

114. Berdoa untuk Memohon Sesuatu yang Tidak Mungkin Tercapai 

115. Tidak Mengetahui Syarat Rukunnya Wudhu, Memasuki Thariqah 

116. Menekuni Membaca al-Qur'an dan Lain-lain Termasuk 
Thariqah Mu'tabarah 

117. Thariqah yang Mempunyai Sanad Muttashil Kepada Nabi Saw. 
Itu Tidak Ada Perbedaannya Satu Sama Lain 

118. Masyaqah yang Membolehkan Mengadakan Shalat Jum'at di 

Beberapa Tempat 
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108. Shalat Hadiah Oleh Keluarga Mayit 


S. Bagaimana hukumnya shalat hadiah yang diselenggarakan oleh keluarga mayat 
pada malam pertama dengan mengundang keluarga dan tetangganya, sesudah 
shalat kemudian dihidangkan makanan dan kemudian bubaran? 

J. Apabila shalat itu shalat sunat muthlacjah dan pahalanya dihadiahkan 
kepada mayat, maka hukumnya tidak mengapa (boleh) dan menurut suatu 
pendapat pahala tersebut dapat sampai dan manfaat kepada mayat. 
Apabila shalat tersebut diniatkan shalat hadiah kepada mayat, maka 
shalat tersebut tidak sah dan hukumnya haram, karena mengerjakan 
sesuatu ibadah yang tidak ada dasarnya (fasidah ) . 

Keterangan, dari kitab: 

1. Tuhfah al-Muhtaj 1 
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Dan tidak sah shalat dengan niat seperti yang dianggap baik oleh kaum 
sufi tanpa dasar sunah sama sekali. Jika memutlakkan shalat lalu berdoa 
sesudahnya dengan sesuatu yang mengandung semisal istihdzah (mohon 
perlindungan) atau istikharah mutlak, maka shalat tersebut boleh saja. 
2. Pendapat Muktamar 


Ajjlj 
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Adapun hadits tentang shalat hadiyah sebagaimana tersebut dalam kitab 
al-Maihi maka tidak diketahui kesahihan perawinya. 2 


109. Mencabut Gigi Mayit yang Memakai Emas 

S. Bagaimana hukumnya mayat yang memakai gigi emas. Apakah wajib 
dicabut atau boleh dikubur bersama gigi emasnya? 

J. Apabila mencabut gigi emas tersebut menodai kehormatan mayat, 
maka hukumnya haram dicabut. Dan apabila tidak, maka bila itu 
seorang laki-laki yang dewasa maka wajib dicabut, bila seorang wanita 
atau anak kecil maka terserah kerelaan ahli warisnya. 

Keterangan, dari kitab: 


1 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, dalam Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah 
al-Syinvani, (Mesir: Musthafa Muhammad, t. th.), Jilid II, h. 238. 

2 Ahmad al-Maihi al-Syaibani, Hasyiyah Syarh Sittin al-Ramli. 
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1. Al-Nihayah al-Muhtaj 3 
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Oleh karenanya, jika seseorang memakai kain sutera misalnya untuk 
menghindari gatal-gatal atau kutu, dan sebab yang memperbolehkan 
pemakaian sutera tersebut ada sampai menjelang ajalnya, maka haram 
mengkafani jenazahnya dalam kain sutera tersebut, berdasarkan larangan 
pemakai sutera secara umum, dan karena habisnya sebab yang 
memperbolehkan dirinya memakai sutera. 


110. Cara Penyelenggaraan Mayit dari Salah Satu 
Anak Kembar yang Melekat 

S. Bagaimana cara penyelenggaraan mayat dari salah satu anak kembar yang melekat? 
J. Apabila mayat tersebut dapat dipisahkan dengan tidak membahayakan 
yang hidup, maka wajib dipotong dan dipisahkan. 

Apabila tidak dapat dipisahkan, maka harus diselenggarakan sedapatnya, 
misalnya; memandikan, mengkafani dan menyalatkan, tetapi tidak boleh 
dikubur, sehingga hancur dan rontok, dan rontokannya harus dikubur. 
Keterangan, dari kitab: 

1 . Al-Tajrid li Nafi al-'Abid 4 
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Demikian halnya kalau wanita hamil dikubur bersama janinnya yang 
masih diharapkan hidup, misalnya sudah mencapai enam bulan atau 
lebih, maka perut wanita tersebut harus dibelah dan janinnya dikeluarkan, 
sebab membelah perutnya itu wajib pula sebelum dikuburkan. Bila sudah 
tidak diharapkan hidup maka tidak perlu dibedah, namun pemakaman 
mayat wanita itu ditunda sampai si janin mati, lalu baru dimakamkan. 
Demikian pendapat al-Ramli. "Ungkapan beliau: "namun pemakaman 
mayat wanita itu ditunda sampai si janin mati." maksudnya meskipun 


3 Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1357 H/1938 
M), Jilid II, h. 447. 

4 Sulaiman al-Bujairimi, Al-Tajrid ti Nafi d-Abid /Hasyiyah d-Bujairimi, (Beirut: Dar al-Kutub 
al-Hmiah, 2005), Cet. Ke-1, Jilid I, h. 298. 
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janin itu telah berubah (membusuk) umpamanya, dan si janin tidak boleh 
dikubur hidup-hidup." Demikian pernyataan Ali Syibramallisi. 


111. Menyuntik Mayit untuk Mengetahui Penyakit 

yang Menjalar 

S. Bagaimana hukumnya menyuntik mayat untuk mengetahui penyakit yang menjalar ? 
J. Menyuntik mayat itu hukumnya haram! Karena menodai kehormatan mayat 


Keterangan, dari kitab: 


1. Mauhibah Dzil al-Fadhl s 
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Maka dimakruhkan mengambil/ memotong rambut mayat dan kukunya 
walaupun kebiasaan setempat mengharuskan untuk menghilangkannya, 
karena bagian-bagian mayat itu terhormat sehingga tidak boleh dinodai 
dengan pengambilan. Oleh karenanya yang dikhitan itu hanyalah bagian 
kulup sesuai dengan pendapat yang sahih dalam kitab al-Raudhah walaupun 
baligh, karena merupakan bagian dari mayat sehingga tidak boleh dipotong 
sebagaimana tangannya yang memang berhak untuk dipotong karena 
mencuri bahan bakar. Dalam al-Anwar dan al- Ubab ditegaskan keharaman 
pemotongan tersebut walaupun harus berdosa dengan mengakhirkan 
(pemakamannya) dan tidak memungkinkan membersihkan bagian yang 
berada di bawah kulup kecuali dengan memotongnya. 


112. Sebab-sebab Mayit Dianggap Keturunan Nabi Ibrahim 

S. Mengapa semua mayat itu dianggap ketun.nan Nabi Ibrahim dalam talcjin di 
mana dinyatakan Nabi Ibrahim itu ayahku bukan Nabi Adam atau Nabi Nuh? 
Padahal bukan semua mayat itu keturunan Nabi Ibrahim? 

J. Hal tersebut karena mengikuti firman Allah S wt. yang artinya: "Harap kamu 
mengikuti agama ayahmu Ibrahim." 

Keterangan, dari kitab: 

l.Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil 6 


5 Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, MauMbah Dd al-FdH, (Mesir. al-Amirah al- 
Syarafiyah, 1326 H), Jilid III, K 409-410. 
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Dalam firman Allah Swt.: (Surah al-Hajj 78): "Dan dia sekali-kali tidak 
menjadikan untuk Anda dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang 
tuamu Ibrahim", sesungguhnya Allah Menjadikan Ibrahim As. ayah mereka, 
karena ia merupakan ayah Rasulullah Saw., dan seperti ayah bagi umatnya, 
di mana ia menjadi sebab kehidupan abadi dan adanya merka dalam 
bentuk yang semestinya di akhirat, atau karena umumnya orang Arab 
adalah keturunan Ibrahim As. sehingga mereka mendominasi selainnya. 

Dalam firman Allah Swt: (Surah al-Nahl 123): "Hendaknya kamu mengikuti 
agama Nabi Ibrahim as. yang lurus", yaitu dalam tauhid dan dakwah dengan 
cara santun menyampaikan dalil-dalil menurut keperluannya dan melalukan 
dialog terhadap setiap orang sesuai tingkat kecerdasannya. 


113. Makan di Mesjid yang Lazim Membikin Kotoran 

S. Bagaimanakah hukumnya makan dalam mesjid yang lazimnya menimbulkan 
kotor? Jika haram apakah disebabkan karena menimbulkan kotor saja atau juga 
karena makan? Jika haramnya karena menimbulkan kotor, apakah wajib dihilangi 
seketika bila ada kotor atau tidak? 

J. Apabila berkeyakinan atau mempunyai perkiraan akan mengotori mesjid 
dengan barang najis maka makan di dalam mesjid itu hukumnya haram. 
Apabila tidak yakin dan hanya membikin kotor dengan sesuatu yang 
tidak najis maka hukumnya kurang baik (khilaf al-aula). Hukum haram 
dan hukum khilaf al-aula disebabkan karena membuat kotor mesjid itu yang 
mengakibatkan kewajiban untuk menghilangkan seketika itu juga barang 
najis tersebut Adapun soal makannya di dalam mesjid itu hukumnya boleh. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Ianah al-Thalibin 7 


6 Nasiruddin al-Baidhawi, Anwar d-TanzH iva Asrar al-Ta'zvO, (Mesir Musthafa al-Halabi, 1358 
H/1939 M), Cet Ke-1, Jilid U, h. 80 dan Jilid l h 472. 

7 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, ranah al-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, 
t.th). Jilid II, h. 262. 
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Dan dari situ (ketidakbolehan keluar hanya untuk keperluan berwudhu 
saat i'tikaf) dipahami, bahwa wudhu di dalam mesjid walaupun airnya 
bertetesan di dalamnya itu boleh, dan karena menetesnya itu bukan hal 
yang dimaksud, maka tidak haram dan tidak makruh. Berbeda dengan 
menumpahkan air musta'mal di dalamnya, maka menurut suatu pendapat 
hukumnya haram dan pendapat lain memakruhkannya, pendapat inilah 
yang mu'tamad (jadi pedoman) selama tidak mengotori mesjid, sebab 
menumpahkan air itu merupakan hal yang dimaksud, berbeda dengan 
air yang menetes dari anggota wudhu. 

2. Fatawa Husain Ibrahim al-Maghribfi 
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Penjamuan dalam mesjid pedesaan itu (yang boleh) dengan memberi 
makanan kering seperti kurma, dan bukan bila makanan itu akan mengotori 
mesjid, seperti masakan dan semangka, bila tidak seperti itu maka haram. 
Kecuali menggunakan alas yang diletakkan di bawah tempat makanannya 
yang sekiranya diduga kuat tidak akan mengotori, maka menurut 
pertimbangan yang kuat hal itu bisa disamakan dengan makanan kering. 


114. Berdoa untuk Memohon Sesuatu yang Tidak 
Mungkin Tercapai 

S. Bolehkah berdoa dengan ayat al-Qurhn untuk sesuatu yang biasanya tidak 
mungkin tercapai di dunia misalnya ayat "Ya Allah semoga Paduka turunkan 
hidangan dari langit kepada kami". Atau ayat "Wahai Tuhanku tunjukkanlah 
Dzat Paduka kepada hamba supaya hamba dapat melihat Paduka Tuhan", 
dengan maksud semata-mata berdoa. Jika boleh, apakah yang berdoa itu mendapat 
pahalanya membaca al-Qur'an? Jika haram manakah yang lebih utama berdoa 
dengan ayat semacam itu dengan maksud membaca al-Qurdn supaya mendapat 


8 Husain Ibrahim al-Maghribi, al -Fatawa Husain Ibrahim al-Maghribi, (Bogor: Maktabah 
'Arafah, t. th.), h. 51. 
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pahala fadhilahnya atau dengan doa karangan sendiri? 

J. Berdoa untuk memohon sesuatu yang tidak mungkin tercapai, baik 
ditinjau dari segi akal pikiran, atau dari segi agama, maupun dari segi 
adat itu hukumnya tidak boleh, sekalipun dengan ayat al-Qur'an, karena 
yang dituju maksudnya tercapainya dan ia tidak mendapatkan pahala 
membaca al-Qur'an sebab tidak diniatkan, tetapi bila diniatkan membaca 
al-Our'an maka hukumnya boleh dan mendapat pahala, bahkan berdoa 
dengan ayat al-Qur'an, itu lebih utama daripada doa karangan sendiri 
asal untuk maksud yang tidak mustahil tercapainya. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Hasyiyah al-Shawi 9 
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Pengertian firman Allah : " Bertakwalah kepada Allah." (QS. al-Maidah, 112), 
yakni bersantunlah dalam memohon kepada-Nya dan jangan mengada- 
ada dengan memohon sesuatu yang menurut kebiasaan tidak mungkin 
terwujud. Sesungguhnya aturan dalam memohon kepada-Nya adalah 
dengan memohon sesuatu yang memang mungkin adanya. Oleh karenanya 
maka para ulama mengharamkan doa-doa memohon sesuatu yang 
menurut kebiasaan yang normal mustahil adanya. 

2. Ithaf al-Sadah al-Muttaqin 10 

£ JUS jil ;3\c Sj b'M. V o? JjVl 

dJT ^Jl 0j'>' o? J&3 dfo jl ^ S05U b\% £3)1 

•W* ot 


(Tata cara berdoa) yang pertama adalah hendaknya yang diminta itu bukan 
merupakan sesuatu yang tidak mungkin terwujud, baik secara rasio maupun 
kebiasaan seperti menghidupkan orang mati, melihat Allah di dunia dan 
turunnya hidangan dari langit, atau malaikat yang memberitakan suatu berita 
dan lain sebagainya yang termasuk hal-hal yang tidak lazim dan hanya dimiliki 
oleh para nabi, kecuali jika yang berdoa itu memang seorang nabi. 


9 Ahmad al-Shawi al-Maliki, Hasyiyah ci-Shawi ‘ala d-]aMam, (Barut Dar al-Kutub al-Dmiah, 
1426 H/2005 M), Jilid lh.423. 

10 Muhammad Murtadha al-Zabidi, Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, (Beirufc Dar al-Kuti±> al- 
Dmiah, 1422 H/2002 M), JUid V, h. 260. 
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115. Tidak Mengetahui Syarat Rukunnya Wudhu, 
Memasuki Thariqah 

S. Bolehkah orang awam yang tidak mengetahui syarat rukun wudhu, shalat dan 
sebagainya, memasuki tharkjah mu’tabarah? Karena biasanya mereka tidak mau 
mempelajari pengetahuan agama sesudah masuk tharkjah. 

J. Boleh, apabila mempunyai keyakinan atau perkiraan bahwa sesudah 
masuk tharkjah akan dapat mempelajari pengetahuan agama, akan tetapi 
bila tidak, seperti tersebut dalam soal, maka hukumnya tidak boleh, 
bahkan lebih dahulu wajib mempelajari dasar-dasar pokok agama 
(ushuluddin). Dan kemudian baru perinciannya (hukum ibadahnya). 


Keterangan, dari kitab: 

1. Kifayah al-Atqiya' rva Minhaj al-Ashfiya' n 
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Demikian halnya tharkjah dan haqiqah wahai saudaraku tanpa disertai 
pengamalan syariat, maka keduanya tidak akan berhasil. Seorang mukmin 
walaupun sudah sangat tinggi derajat dan kedudukannya, dan ia termasuk 
para wali, segala ibadah yang diwajibkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetap 
tidak gugur dari dirinya. Maka barangsiapa menyangka seseorang yang telah 
menjadi wali yang mencapai haqicjah maka syariat tidak berlaku lagi baginya, 
maka ia termasuk orang yang sesat, menyesatkan dan anti tuhan (atheis). 


116. Menekuni Membaca al-Quran dan Lain-lain 
Termasuk Thariqah Mu'tabarah 

S. Apakah menetapi membaca al-Qu/an, membaca DaM al-Khairat dan mempelajari 
kitab Fath al-Qarib atau kitab Kifayah al-Awam itu termasuk tharkjah Mu'tabarah? 

J. Ya. Demikian itu termasuk tharkjah mu labarah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Salalim Fudhala' Syarh Hidayah al-Adzkiya' 12 


11 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Kifayah a}-Aiqiya wa Minhaj cd-Ashftya', (Semarang: 
Usaha keluarga, t. th.), 12. 

12 Muhammad Nawawi al-Jawi, Salalim Fudhala' Syarh Hidayah al-Adzkiya' pada 
Kifayah al-Atqiya wa Minhaj al-Ashfiya, (Semarang: Usaha keluarga, t. th.), 13. 
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Masing-masing dari ulama itu punya thariqah dari tharicfdh-tharkjdh yang ia pilih, 
maka mereka bisa wushul Ilallah, 

Seperti duduknya di tengah masyarakat sebagai guru, memperbanyak wirid- 
wirid seperti puasa dan shalat, 

Seperti melayani masyarakat dan membawa (hasil pencarian) kayu bakar untuk 
disedekahkan hasilnya setelah ditukar dengan uang. 

Syaikh Nawawi bin Umar al-Bantani berkata: "Dan sebagian dari mereka 
memperbanyak wirid-wirid, yakni tugas-tugas ibadah seperti shalat dan puasa 
sunnah, membaca al-Our'an dan tasbih, maka yang demikian ini termasuk 
derajat orang-orang yang memang mengkhususkan diri beribadah dan 
tharicfOh orang-orang saleh. 


117. Thariqah yang Mempunyai Sanad Muttashil 
Kepada Nabi Saw. Itu Tidak Ada Perbedaannya Satu 

Sama Lain 

S. Apakah thariqah Tijaniyah itu termasuk thariqah yang benar dan mu'tabarah? 
Manakah yang lebih utama? Tharicjat Naq$yabandiyah, Syattaniyah, Qadiriyah 
atau lainnya? Apakah perbedaannya thariqah dan syari'ah? 

J. Muktamar ke-3 (lihat soal nomor 50) telah memutuskan bahwa thariqat 
Tijaniyah itu mempunyai urutan langsung ( sanad muttashil) sampai 
kepada Rasulullah Saw. dan merupakan thariqah yang sah dalam agama 
Islam dan semua tharkjah mu'tabarah itu tidak ada perbedaannya satu sama 
lain. Dalam Muktamar ini diputuskan bahwa semua wiridan dari tharujah 
Tijaniyah itu sah (benar) seperti zikirnya, shalawatnya dan istighfamya, 
begitu juga pernyataannya dan syarat-syaratnya yang sesuai dengan 
agama (syura 1 ). Adapun yang tidak sesuai apabila dapat ditakwilkan, maka 
harus ditakwilkan pada arti yang sesuai dengan agama dan terserah kepada 
para yang ahli. Bila tidak bisa dan ternyata bertentangan dengan agama 
dan tidak dapat ditakwilkan, maka hal itu salah, dan tidak boleh diajarkan 
kepada golongan awam supaya tidak tersesat dan menyesatkan. 


m 
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Keterangan , dari kitab: 

1. Al-Fatawa al-Haditsiyah 13 
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Maka dalam kitab-kitab (Syaikh Muhyiddin bin 'Arabi) tersebut terdapat 
tema-tema yang beliau ungkapkan maknanya yang tidak sama dengan makna 
redaksi lahiriahnya, karena berpegangan pada istilah yang ditetapkannya. 
Lalu orang yang mempelajarinya (hanya) memahami makna lahiriahnya 
yang (sebenarnya) tidak dikehendaki (beliau), kemudian ia benar-benar tersesat 
EH sana juga terdapat materi-materi yang bersifat kasyfiyah (diilhami langsung 
oleh Allah) yang terjadi saat dalam keadaan ghaibah dan diluar kesadaran 
dan butuh ditakwil, yang mana (bisa memahami dan tidaknya) tergantung 
pada kekuatan ilmu lahir dan batin (seseorang). Oleh sebab itu, seseorang 
yang mendalaminya sedangkan dia bukan orang yang ilmu lahir dan 
batinnya kuat, maka ia pasti akan memahami makna yang tidak dikehendaki 
beliau, lalu ia akan tersesat dan menyesatkan. Maka menghindar dengan 
sama sekali tidak mempelajari kitab-kitab tersebut itu lebih utama. 


2. Maraqi al-'Ubudiyah Syarh Bidayah al-Hidayah u 
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Syaikh al-Shawi berkata: "Syariat adalah hukum-hukum yang Rasulullah 
Saw. bebankan kepada kita dari Allah Azza wa Jalla berupa hal-hal wajib, 
sunnah, haram, makruh dan mubah. Sedangkan thariyah adalah pengamalan 
kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan, meninggalkan larangan- 


13 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, (Mesir Musthafa al-Halabi, 1390 H/1971 M), h. 311. 

14 Muhammad Nawawi atjawi, Mamcji d-Vbudiydi Syath Bidayah d-Hidayah, (Surabaya; aH-Bdayah, 
t ih.), h. 4. 
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larangan, dan menghindar dari hal mubah yang tidak dibutuhkan, bersikap 
sangat hati-hati seperti dengan nnra'i dan riyadhah antara lain ibadah tengah 
malam, berlapar-lapar dan membisu. 


118. Masyaqqah yang Membolehkan Mengadakan 
Shalat Jum'at di Beberapa Tempat 


S. Apakah arti masyaqqah (kesukaran) yang dapat membolehkan mengadakan 
shalat Jum 'at di beberapa tempat (ta'adud al-Jum'at) dalam satu kota dan 
berapakah jaraknya? Apakah yang diperhitungkan itu jarak antara kedua 
mesjid ( tempat shalat Jum'at), ataukah antara tempat tinggal penduduk yang 
berkewajiban shalat Jum'at dan mesjid? 

J. Masyaqqah ialah kesukaran berkumpulnya penduduk yang 
berkewajiban shalat Jum'at dalam suatu tempat karena berjauhan 
tempat tinggal mereka dari mesjid dengan jarak 1 mil syar'i, yaitu jarak 
24 menit dengan jalan kaki biasa atau jarak 1666,667 meter. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Hawasyi al-Madaniyah 15 
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Ibn Hajar berkata: "Sehingga meskipun andaikan jumlah mereka 
mencapai 80 orang misalnya, mereka sulit berkumpul dan menjadi satu 
di suatu tempat yang disebabkan salah searang saja yang tidak bisa ikut 
shalat di situ. Yakni mereka mudah berkumpul kecuali hanya seorang 
saja yang tidak. Dan sulitnya berkumpul semua tersebut membolehkan 
adanya ta'addud (mendirikan jum'atan lebih dari satu). Maka, standar 
sulit berkumpul seperti keterangan dalam aJ-Tuhj&h adalah dalam beikumpul 
itu akan menimbulkan masyaqqah (kesulitan) yang tidak mungkin dibiarkan. 
Dalam kitab al-'Ubab disebutkan: "Masyaqqah itu dapat terjadi karena 
banyaknya jumlah jamaah, pertikaian di antara mereka, atau jauhnya jarak 


15 Muhammad Sulaiman al-Kurdi, d-Hawosy al-Madaniyah Hasyiyah Ibn Hajar al-Haitami, 
al-Minhaj al-Qawim, (Singapura: al-Haramain, t. th.), Juz U, h. 59. 
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antara masing-masing ujung daerah jum'tan tersebut. Dalam kitab al-I'ab 
Ibn Hajar berkata: "Standar jauh seperti orang yang berada di luar daerah 
jum'atan, artinya orang yang berada di ujung daerah tersebut tidak 
mendengar suara adzan dengan syarat-syarat yang akan disebutkan." 


2. Ttth/ahabHabib 16 

6 £4 $> <£\ aB j. Js ‘rgj&i p 
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Lalu, sulit berkumpul dapat disebabkan karena jumlah yang banyak. 
Dalam kitab cd-Amvar Syaikh Yusuf bin Ibrahim al-Ardabilli berkata: "Atau 
sebab adanya pertikaian antara mereka, atau karena jauhnya batas-batas 
daerah." Maksudnya orang yang tinggal di batas daerah tidak bisa 
mendengar adzan dengan syarat-syarat seperti yang disebutkan al- 
Nawawi dan Ibn Hajar dalam kitab al-'Ubab dan Syarhnya (al-I'ab). 
Dan ungkapan al-Ajuhuri: "Dan termasuk hajat, bila terjadi pertikaian 
di antara penduduk suatu daerah, sementara setiap kelompok dari mereka 
jumlahnya mencapai 40 orang, maka mereka wajib shalat Jum'at. Dan bila 
batas daerahnya berjauhan, sementara orang yang jauh tinggal di daerah 
yang dari situ mereka tidak bisa mendengar suara adzan, dan ketika mereka 
berangkat setelah terbit fajar maka sudah tidak bisa mengikutinya, 
sebab mereka tidak wajib pergi shalat Jum'at kecuali pergi setelah terbit 
fajar. Dalam kondisi tersebut, bila penduduk yang tinggal di tempat 
jauh mencapai jumlah 40 orang, maka mereka dapat mengadakan shalat 
Jum'at dan apabila tidak maka mereka wajib mengerjakan shalat Zhuhur. 
Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tidak disyaratkan mendengar suara 
adzan (Jum'at) bagi penduduk yang berada di dalam daerah, tetapi 
disyaratkan bagi penduduk yang tinggal di luar daerah.[J 


16 Sulaiman al-Bujairimi, Tufyah al-Habib/Hasyiyah al-Bujairimi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 
Jilid 0, h. 195. 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-7 
Di Bandung Pada Tanggal 13 Rabiuts Tsani 
1351 H. 1 9 Agustus 1932 M. 

119. Menjual Barang dengan Dua Harga: Kontan dan Kredit dengan 

Akad Sendiri-sendiri 

120. Memakai Pakaian Santiu bagi Lelaki 

121. Menjual Bayaran yang Belum Diterima 

122. Adzan Jum'at Dilaksanakan dengan Orang Banyak 

123. Menanam Ari-ari dengan Menyalakan Lilin 

124. Binatang Biawak (Seliro) Itu Bukan Binatang Dhab 

125. Muwakkil Memberikan Uang Rp. 10,- Kepada Wakil untuk 
Membeli Ikan. Sesudah Ikan Diterima, Wakil Disuruh Membeli 

ikan itu dengan harga 11,- dalam Waktu Satu Hari 

126. Dalam Akad Nikah Tidak Ada Syarat Mendahulukan Pihak 

Laki-laki atau Perempuan 

127. Menjual Kulit Binatang yang Tidak Halal Dimakan 

128. Tidak Mengetahui Ilmu Musthalah Hadits mengajar Hadis 

129. Lelaki Lain Melihat Wajah dan Telapak Tangan Wanita 
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119. Menjual Barang dengan Dua Harga: Kontan dan 
Kredit dengan Akad Sendiri-sendiri 


S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang barang sesuatu yang dijual dengan 
harga Rp. 5,- kontan dan Rp. 6,- kredit (nas'al), pembelinya memilih harga 
kredit (Rp. 6,-), artinya lebih tinggi Rp. 1,- dari harga kontan. Apakah kelebihan 
tersebut (Rp, 1,-) itu termasuk riba yang dimaksudkan oleh hadits "Setiap hutang 
piutang yang menghasilkan keuntungan itu adalah riba." kemudian dihukuminya 
menjadi haram, sedang jual-beli tersebut hukumnya tidak sah? 

J. Jual beli tersebut di atas hukumnya sah dan tidak termasuk arti "riba" 
dalam hadits tersebut, asal masing-masing dengan akad sendiri-sendiri. 

Keterangan, sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab fiqh. 

120. Memakai Pakaian Santiu bagi Lelaki 

S. Apakah hukumnya memakai pakaian semacam las seperti kain santiu dan 
sebagainya. Haramkah bagi orang laki-laki karena termasuk pakaian sutera 
yang terlarang baginya? 

J. Pakaian tersebut tidak haram karena masih disangsikan kesuteraannya. 
Keterangan, dari kitab: 

1 . Tarsyih. al-Mustafidin 1 
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Pada dasarnya keharaman sutera bagi selain wanita itu tetap berlaku. 
(Namun keterangan tersebut masih) menyisakan kasus ketika suatu kain 
masih diragukan, apakah kain itu sutera atau bukan karena perbedaan 
pendapat para ahli. Seperti las (nama jenis kain) yang saat ini banyak 
dipakai kalangan laki-laki dengan aneka ragam jenisnya. Apakah pada 
kain las tersebut diberlakukan khdafiyah Ibn Hujrum ketika lebih banyaknya 


1 Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, tik), h. 122. 
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kadar sutera dari pada kain yang dicampurinya tersebut masih diragukan. 
Atau dikatakan haram secara mutlak, atau halal secara mutlak? Saya tidak 
berpendapat sama sekali dalam hal tersebut. Namun yang paling tepat 
adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama kita (Syafi'iyah), bahkan 
mayoritas ulama Hanafiyah sebagaimana yang tertera dalam Rad al-Muhtar. 
"Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu hukum asalnya mubah, maka ketika 
terdapat keragu-raguan kembalikanlah pada hukum asal tersebut selama 
tidak ada tiash (ketentuan al-Ourian dan hadis) yang menentangnya Pendapat 
inilah yang dapat mengakomodir masyarakat luas dewasa ini." 


121. Menjual Bayaran yang Belum Diterima 

S. Bagaimana hukumnya menjualbelikan upah (gyji) yang akan diterima pada akhir 
bulan, dijual pada awal bulan dengan harga yang lebih rendah, misalnya gajinya 
Rp. 100,- dijual dengan harga Rp. 80,-. Sahkah jual beli tersebut? 

J. Tidak sah karena belum dapat diterimakan barangnya. 


Keterangan, dalam kitab: 

1. Al-Asybah wa al-Nazhair 2 





(Termasuk hal yang merusak akad adalah) ... Dan tidak tahu barang 
yang dijual itu sedang disewa .... dan sulit menerima barang yang dijual 
tersebut karena dighasab dan semisalnya. 


122. Azan Jum'at Dilaksanakan dengan Orang 

Banyak 

S. Bagaimana hukumnya adaan Jum 'at yang dilaksanakan deh orang banyak 
(lebih dari satu orang)? 

J. Adzan Jum'at yang dilaksanakan pada waktu khatib berada di atas 
mimbar yaitu adzan kedua itu sunahnya dikerjakan oleh seorang. Adapun 
lainnya boleh dikerjakan oleh seorang atau lebih menurut kebutuhan. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Mauhibah Dzi al-Fadhl 3 
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2 Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, (Beirut Dar al-Kutub al-Dmiyah, t th.), h. 
287-288. 

3 Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi d-Fdhl, {Mesir: al-Amirah ah 
Syarafiyah, 1326 H), Jilid III, h. 239. 
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Al-Syafi'i Ra. menegaskan: "Saya suka satu orang yang mengumandangkan 
adzan jika sudah berada di atas mimbar, dan bukan banyak muadzin karena 
Rasulullah hanya mempunyai seorang muadzin." 


123. Menanam Ari-ari dengan Menyalakan Lilin 

S. Bagaimana hukumnya menanam ari-ari (masyimah) dengan menyalakan lilin 
dan menaburkan bunga-bunga di atasnya? 

J. Menanam ari-ari (masyimah) itu hukumnya sunah. AdapUn menyalakan 
lilin dan menaburkan bunga-bunga di atasnya itu hukumnya haram 
karena membuang-buang harta (tabdzir) yang tak ada manfaatnya. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Nihayah al-Muhtaj 4 
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Dan disunahkan menguburkan sesuatu (anggota badan) yang terpisah 
dari orang yang masih hidup dan tidak mati segera, atau dari orang yang 
masih diragukan kematiannya, seperti tangan pencuri, kuku, rambut dan 
darah semisal dari bekam, demi menghormati pemiliknya. 

2. Fath al-Qarib dan Hasyiyah al-Bajuri 5 
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(Yang menyia-nyiakan hartanya), maksudnya membelanjakannya pada 
pembelanjaan yang tidak semestinya. 

(Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi: "pada pembelanjaan yang tidak 
semestinya.") yaitu setiap pembelanjaan yang tidak bermanfaat baginya 


4 Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1357 H/1938 
M), Jilid II, h. 494-495. 

5 Ibn Qasim al-Ghazi dan Ibrahim al-Bajuri, Fath al-Qarib dan Hasyiyah al-Bajuri ala Fath 
al-Qarib, (Beirut Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 380. 
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seketika itu maupun pada waktu mendatang. Maka mencakup perkara 
yang diharamkan seperti di ia gunakan (sebagai biaya) meminum khamr, 
berzina dan membuangnya ke laut atau jalan, dan beberapa kemakruhan 
seperti ia gunakan (sebagai biaya) merokok yang terkenal (sekarang ini; 
pada zaman Syaikh Ibrahim al-Bajuri: Pen.). Sebab, hukum asal merokok 
adalah makruh, maka membelanjakan harta untuk membelinya termasuk 
penyia-nyiaan harta selama merokok tidak ada manfaatnya. 


124. Binatang Biawak (Seliro) Itu Bukan 
Binatang Dhab 

S. Apakah yang dinamakan binatang biawak (seliro) itu? Apakah binatang 
tersebut ialah binatang dhab yang halal dimakan itu? 

J. Binatang biawak (seliro) itu bukan binatang dhab, oleh karenanya 
maka haram dimakan. 


Keterangan, dari kitab: 


1. Hasyiyah al-Qulyubi 'ala Syarh al-Minhaj 6 
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Binatang dhab adalah binatang yang menyerupai biawak yang hidup 
sekitar tujuh ratus tahun. Binatang ini tidak minum air dan kencing satu 
kali dalam empat puluh hari. Betinanya mempunyai dua alat kelamin 
betina, dan yang jantan pun mempunyai dua alat kelamin jantan. 


125. Muwakkil Memberikan Uang Rp. 10,- Kepada 
Wakil untuk Membeli Ikan dan Sesudah Ikan 
Diterima, Wakil Disuruh Membeli Ikan Itu dengan 
Harga 11,- dalam Waktu Satu Hari 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang yang memberikan uang Rp. 
10,- kepada zvakilnya untuk membeli ikan dengan berkata: “ Belilah ikan sesukamu 
dan sesudah kuterima belilah ikan itu dengan harga Rp. 11,- dalam tempo satu 
hari. Bolehkah perwakilan dan jual beli tersebut? 

J. Perwakilan tersebut hukumnya sah tanpa perselisihan dan jual beli antara 
majikan (muwakkil) dan wakilnya bila dengan prosedur (akad) tersendiri, 
maka hukumnya juga sah, karena telah memenuhi syarat-syarat jual beli. 

6 Syihabuddin al-Qulyii?i, Hasyiyah d-Qulyubi 'cda al-Minhaj, (Indonesia: al-Haramain), Jili IV, h- 259. 
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Keterangan, dari kitab: 
1. Tuhfah al-Habib 7 
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Boleh mewakilkan kepada orang lain pada semua jenis transaksi, seperti 
jual-beli, hibah, pembatalan transaksi, pengembalian (barang yang sudah 
dibeli) karena adanya cacat, penerimaan dan menerimakan. 


126. Dalam Akad Nikah Tidak Ada Syarat 
Mendahulukan Pihak Laki-laki atau Perempuan 

S. Manakah yang benar dalam akad nikah? Apakah akad yang berbunyi: Aku 
mengawinkan kamu dengan anak perempuanku ", dengan mendahulukan pihak 
laki-laki ataukah akad yang berbunyi: Aku mengawinkan anak perempuanku 
kepadamu.", dengan mendahulukan pihak perempuan? 

J. Dalam akad nikah itu tidak disyaratkan harus mendahulukan salah 
satu pihak. Jadi mendahulukan pihak laki-laki atau pihak perempuan 
itu sama saja (sah). 

Keterangan, sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab fiqh dan andaikata 
salah satu akad tersebut tidak benar, maka dalam kitab Syarh al-Raudh 
diterangkan: "Kesalahan susunan kata-kata bila tidak merusakkan makna, 
itu seyogyanya disamakan dengan kesalahan i'rab (bacaan huruf terakhir), 
jadi tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah." 

Keterangan, dari kitab: 

1. Asna al-Mathalib 8 




Karena sungguh kesalahan dalam sighat (redaksi akad) selama tidak 
merusak pengertian yang dimaksud, seyogyanya disamakan dengan kesalahan 
dalam tata bahasa, sehingga tidak berpengaruh pada keabsahannya. 

127. Menjual Kulit Binatang yang Tidak Halal Dimakan 


S. Bagaimana hukumnya jual beli kulit binatang yang tidak halal dimakan 
seperti ular, macan dan sebagainya? Apabila hukumnya haram, apakah ada 

1 Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib/Hasyiyah al-Bujuri, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1424 H/2003 M), Cet. Ke-2, Jilid III, h. 134. 

8 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asm al-Mathalib Syardh Raudhah al-Thattb, (Indonesia: 
Menara Kudus, t Ih.), Jilid III, h. 118. 
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jalan yang dapat membolehkannya? 

J. Menjualbelikan kulit binatang yang tidak halal dimakan sebelum disamak 
itu hukumnya tidak sah, karena kulit tersebut masih najis kecuali dengan 
cara pemindahan tangan dari ketentuan (tidak dimaksudkan secara khusus). 

Keterangan, dari kitab: 


1. Hasyiyah al-Syirwani iva al-'Ubbadi 9 Hasyiyah d-Syirwani wa d-'Ubbadi 
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Dan dikutip dari al-'AUamah al-Ramli tentang kebolehan menjual rumah 
yang hanya dibangun dengan kotoran hewan saja. Dari pernyataan beliau 
tersebut bisa dipahami bahwa menjual gerabah atau tembikar yang bahannya 
dicampur dengan abu najis, seperti bejana-bejana tempat air (genteng; Jawa), 
tempayan-tempayan dan alat-alat penuang air. Kejelasan diperbolehkan 
penjualan barang-barang tersebut adalah bahwa niscaya bahan najisnya itu 
merupakan mabi' (barang yang dijual) karena mengikuti bahan yang suri. Dan 
berdasar pendalaman Ibn Qasim, niscaya mabi ' nya hanyalah terbatas bahan 
sucinya saja. Sedangkan bahan najis diambil (pembeli) dengan hukum rncjl 
al-yad 'an al-ikhtishash (memindah hak kuasa khusus atas penggunaan), maka 
bahan najisnya tidak berstatus sebagai mabi', meskipun sebanding dengan 
sebagian harganya. 


128. Tidak Mengetahui Ilmu Musthalah Hadits 
Mengajar Hadis 

S. Bolehkah orang yang tidak mengetahui ilmu Musthalah Hadits memberi 
pelajaran kepada umum tentang hadits-hadits yang tersebut dalam kitab-kitab 
fiqh dan kitab-kitab petunjuk yang terkenal? 

J. Boleh memberi pelajaran dan menafsirkan hadits-hadits yang tidak 
palsu (maudhu') yang tersebut dalam kitab-kitab yang sudah terkenal asal 
penafsirannya sesuai dengan penafsiran ulama yang terkenal. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Fatazva al-Haditsiyah 10 


9 Al-Syirwani wa Ibn Qasim al-'Ubbadi, Hasyiyah d-Syirwani wa d-‘Ubbadi, (Beirut Dari 
Ihya' al-Turats al-'Arabi, t Ih.), Juz IV, h. 236. 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


121 




o/v Sl o?^*" o^ - *■? iu' J5^3 

0^|3 Ji'*'*" j*A*r ^|3 5*^" i»fj Slj jfcic- ^ i>*3 Slj 0^al\ |»ic 

t)^ o! AXC- ibl Cs^'j '~^T^ "3^ o' (3) ^ j' '•Hf JaCj" 3 jj^s (J4 3 

Uj dJi _^-wij dUjo <ioi\»-*)!Uj ILfcj^-j V'i^’ J^' v r > 'i V AiaC-j 

^JSlUlj fUiiM j»*^” JS\5 AjS| 0 _^C-j_j>oJ\ |fcic ^ pi*j jj oij 3 j\»- 'LjS/' 3\j 

^3 ^ ^ N & sJ'jJJ' ^ N ^\ii' JjjL#& 


Ibn Hajar al-Haitami (semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan 
beliau) ditanya tentang seseorang yang mengajar (memberi mauidhah) kaum 
muslimin dengan tafsir al-Our'an dan Hadits, sedangkan ia tidak mengetahui 
ilm u nahwu, bahasa Arab, ilmu ma'cmi dan bayan, apakah ia boleh memberi 
mauizhah dengan tafsir al-Our'an dan hadits? ... Maka Ibn Hajar Ra. 
menjawab: 'Jika mauizhahnya itu menggunakan ayat-ayat torgJnb (dorongan 
beribadah) dan ayat-ayat tarhib (peringatan menghindari maksiat) dan 
semisalnya, dan dengan hadits-hadits terkait tema tersebut, dan 
menafsir(jelas)kannya sesuai dengan pendapat para ulama maka hal itu 
diperbolehkan, meskipun ia tidak menguasai ilmu nahwu dan selainnya. 
Sebab ia adalah pengutip pendapat ulama. Sementara pengutip pendapat 
ulama itu hanya disyaratkan bersifat 'adalah (bukan pelaku kefasikan) 
dan tidak mengembangkan pendapat mereka sama sekali dengan dasar 
pendapat dan pemahamannya sendiri. 


129. Lelaki Lain Melihat Wajah dan Telapak 
Tangan Wanita 

S. Bolehkah seorang pria melihat muka dan jari-jari wanita yang bukan mahramnya 
untuk mengajar agama, misalnya; seorang guru pria dalam madrasah barnt? 

J. Seorang pria boleh melihat muka dan telapak tangan wanita yang 
bukan mahramnya untuk mengajarkan agama dengan memenuhi empat 
syarat yang telah disetujui oleh Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, yaitu: 

a. Tidak menimbulkan fitnah. 

b. Pelajarannya harus mengenai kewajiban wanita. 

c. Tidak ada guru wanita atau mahram. 

d. Pelajaran memerlukan dilaksanakan dengan berhadapan muka. 
Apabila tidak memenuhi keempat syarat tersebut maka hukumnya haram 


10 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatmm d-Haditsh/ah, (Mesir Musthafa al-Halabi, 1390 H/1971 M), K 228. 
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Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Wahhab dan Al-Tajrid li Nafi al-'Abid 11 


pj \j Jl l\ 'J> &fyj l&lii '$h J (fiZj J)y) 

Sl o ji (^1 Jj| ,j oji>- Slj }V^j ^ 

sfpj y^Vt ^ a^3 J c £&)li di \S ;!p £ 
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Tidak diharamkan melihat amrad -anak laki-laki kedi yang ganteng; meril- 
karena . . . (dan karena mengajar) perkara yang wajib atau sunnah. 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Dan karena mengajar."), maksudnya 
adalah mengajar amrad secara mutlak dan mengajar wanita yang bukan 
mahram yang baginya tidak ditemukan pengajar yang sejenis dan mahram 
yang saleh, tidak mungkin diajarkan dari balik tirai dan tanpa khalwat (berada 
di tempat sepi) yang diharamkan. Dalam pernyataan Ibn Hajar al-Haitami 
terdapat kalimat: "Dan sangat jelas bahwa niscaya syarat-syarat ini hanya 
berlaku bagi wanita sebagaimana ijma’ fi'li (konsensus praktik)." demikian 
kutip al-Halabi. "Dan disyaratkan (pula) sifat 'adalah (bukan pelaku kefasikan) 
bagi amrad, wanita, dan pengajar keduanya, seperti halnya amrad yang 
dimiliki-menjadi budak-nya, bahkan lebih utama."demikian ungkapan 
dalam kitab Syarh al-Ramli.U 


11 Zakaria al-Anshari Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Al-Tajrid li Nafi al-'Abid, 
(Beirut Dar al-Fikr al-'Arabi, t th.). Juz IH, h. 328. 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-8 
Di Jakarta Pada Tanggal 12 Muharram 1352 H. / 

7 Mei 1933 M. 

130. Yang wajib Dipelajari Pertama Kali Oleh Seorang Mukallaf 

131. Memberikan Zakat Kepada Salah Seorang Anggota Koperasi 

132. Menyentuh Imam Oleh Orang yang Akan Bermakmum 

133. Wanita Mendatangi Kegiatan Keagamaan 

134. Mengubah Nama Seperti Kebiasaan Jamaah Haji 

135. Keluarnya Wanita dengan Wajah Terbuka dan Kedua 
Tangannya dan Bahkan Kedua Kakinya 

136. Menyewakan Rumahnya Kepada Orang Majusi, Lalu Si Majusi 
Menaruh dan Menyembah Berhala di Rumah Itu 

137. Zakat Ikan dalam Tambak 

138. Pengertian Aman dari Siksa Kubur 

139. Musafir Sebelum Sampai Tempat yang Dituju, Menjalani 

Shalat Jama' Qashar 

140. Kewajiban Zakat bagi Orang yang Memiliki Uang Simpanan 

Sampai Senishab 

141. Merawat Jenazah yang Tidak Pernah Shalat dan Puasa 

142. Mendirikan Mesjid di Luar Batas Desanya 

143. Mendirikan Jum'at di dalam Penj ara 

144. Membaca Allah dalam Shalawat Masyisyiyah 
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130. Yang Wajib Dipelajari Pertama Kali Oleh 
Seorang Mukallaf 

S. Apakah yang wajib dipelajari terlebih dahulu oleh orang mukallaf (aqil baligh)? 
Apakah belajar membaca al-Qu 'ran atau (barzanji). Apakah kitab yang 
berbahasa Arab? Ataukah yang berbahasa daerah yang menerangkan 
kewajiban orang mukallaf? 

J. Yang wajib dipelajari lebih dahulu, ialah belajar kedua kalimah syahadah 
dan mengerti artinya dengan bahasa apa saja. 


Keterangan, dari kitab: 
1. Ihya'Ulumal-Din 1 


aIJlC- Jjli j\£ YJnJje JiUJl ^ 

M lus. h\ s3l H jy & j4 fliS 


Apabila di siang hari seorang laki-laki yang berakal memasuki baligh 
dengan bermimpi (keluar sperma) atau mencapai usia (genap 15 tahun 
qamariyah) misalnya, maka kewajiban pertama baginya adalah belajar 
dua kalimat syahadat dan mengerti maknanya, yakni kalimat la ilaha 
illa Allah, Muhammad Rasulullah. 


2 Maslakal-Atqiyaa ' 'ala Hidayah al-Adzkiyaa ' 2 

jLJjij S lij <j\ di Ji a~j 

jd ju dus oii' o' ^ j4 

Js- j* (j\i\ ’AJcty \j jf &Vl 

-O&l ^ (IliSj (-43 


Adapun perinciannya adalah, bahwa apabila di siang hari seorang laki- 
laki yang berakal memasuki baligh dengan bermimpi (keluar sperma) 
atau mencapai usia (genap 15 tahun cpnariyah) misalnya, maka kewajiban 
pertama baginya adalah belajar dua kalimat syahadat dan mengerti 
maknanya. Dan ia tidak wajib berupaya mengungkap maknanya untuk 


1 Hujjah al-Islam al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, (Mesifc Musthafa al-Halabi, 1358 H/1939 
M), Jilid Ih. 21. 

2 Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari, Masldkal-Atcjiyaa’ 'ala Hidayah al-Adzkiyaa’. 
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kebutuhan dirinya itu dengan memikir, meneliti dan mengurai dalil-dalilnya 
(sendiri), namun cukup baginya (sekedar) mempercayai dan meyakininya 
secara mantap tanpa keraguan sama sekali. Dan yang demikian itu bisa 
diperoleh dengan hanya bertaklid dan mendengar dari orang lain. 


131. Memberikan Zakat Kepada Salah Seorang 
Anggota Koperasi 

S. Apakah boleh memberikan zakat perdagangan koperasi kepada salah seorang 
anggota koperasi (Andil-Hower)? 

J. Apabila koperasi itu sah, maka boleh zakatnya diberikan kepada salah 
seorang dari anggota, seperti zakat itu, bilamana si anggota itu termasuk 
orang yang berhak menerima zakat, karena termasuk salah satu dari delapan 
yang berhak menerima zakat, atau diberikan seluruhnya zakat kalau tidak 
terdapat yang berhak menerima zakat dalam tempat itu selain dia. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Fatawa al-Kubra 3 


q fcz. fy 1X£\ 'X4\ j § M £ 

.> UI SkJ J?\y&\ JU tf'jj 0% j* Jtf\ ’A&l U& j&i 


Demikian pula dikatakan pada ' amil (pihak yang bekerja) dalam akad 
qiradh (bagi hasil) beserta pemilik (modal). Sesunguhnya ia di awal akad 
merupakan wakil dan di akhir akad merupakan kolega. Jika terdapat 
laba maka masing-masing dari keduanya bisa saling memberi zakat meskipun 
berasal dari harta qiradh, baik modal maupun labanya seperti telah dijelaskan. 


132. Menyentuh Imam Oleh Orang yang Akan 
Bermakmum 

S. Bagaimana hukum menyentuh imam oleh orang yang akan bermakmum? 

J. Adapun hukumnya menyentuh semata-mata, maka boleh (mubah) 
tetapi kalau mendatangkan terkejutnya si imam yang sangat, maka 
hukumnya haram, atau terkejut sedikit atau menjadikan sangkaan orang, 
bahwa menyentuh itu sunat atau wajib, maka hukumnya itu makruh, 
kalau meyakinkan ketidak-terkejutnya imam bahkan menyangka 
dapat mengingatkan imam supaya niat menjadi imam, maka hukum 
menyentuhnya itu baik ( mustahab ). 


3 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatam al-Kubra al-Ficjhiyah, (Beirut Dar al-Fikr, 1493 H/1984 
M), Jilid II, h. 37. 
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Keterangan, dari kitab: 


1. Mauhibah Dzi al-Fadhl 4 


jF- 0* <3? ^1) J&, 04^-0 £»•' jp (fyPj) 
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(Dan diharamkan) bagi siapapun (bersuara keras), baik di dalam shalat 
atau di luar shalat (jika mengganggu orang lain), seperti orang yang sedang 
shalat, membaca atau tidur, karena merugikan. Dan kasus ini dikembalikan 
pada pendapatnya orang yang terganggu, meskipun ia orang yang fasik. 
Sebab, terganggu dan tidaknya sesorang hanya diketahui oleh dirinya. 
Keharaman yang disebut penulis itu cukup jelas, namun pendapat kitab al- 
Majmu' dan lainnya menafikannya. Sebab pendapat tersebut seolah jelas- 
jelas menafikan keharaman itu, kecuali bila di/smi'kan (dicarikan titik temunya) 
dengan mengarahkannya pada kasus ketika khawatir akan mengganggu. 

(Ungkapan penulis: "Pada kasus ketika khawatir akan mengganggu.") 
Maksudnya, dan mengarahkan keharaman yang disebut penulis pada kasus 
ketika sangat mengganggu. Dan redaksi kitab al-I'ab menyebutkan: "Semestinya 
ungkapan al-Mapnu': "Dan meskipun mengganggu erang yang di dekatnya." 
itu diarahkan pada gangguan ringan yang ditolelir. Lain halnya dengan 
mengeraskan suara yang bisa membuat orang di dekatnya itu lalai dari 
semaua bacaan al-Qur'annya, maka semestinya hal tersebut haram." 


2. Fathul Mu'in 5 

j :\p oli -P* - ji* fe g sli) jc-tfr j! (pui bj) 


4 Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fadhl , (Mesin al-Amirah al- 
Syarafiya, 1326 H) Jilid H, k 396^397. 

5 Zainuddin al-Malibari, Fath cd-Muin pada Tanah cd-Tha&mi (Singapura* Sulaiman Ma/i, t .Ih). 


Jilid Uh 21. 
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Niat menjadi imam atau berjamaah bagi imam adalah sunah, di luar shalat 
jamaah, supaya mendapat keutamaan berjamaah. Bila ia meniatmya di tengah 
mengerjakan shalat, maka ia mendapat keutamaan itu. Adapun dalam shalat • 
Jum'at wajib baginya niat menjadi imam bersamaan takbiratul ihram. 


133. Wanita Mendatangi Kegiatan Keagamaan 

S. Bagaimana hukum para wanita yang keluar dari rumahnya dengan berpakaian 
rapi dan memakai wangi-taangian mendatangi rapat-rapat keagamaan yang tidak 
termasuk fardhu 'ain? Haram, makruh, ataukah sunat? (Gresik). 

J. Hukumnya haram apabila berkeyakinan mendapat fitnah walaupun 
tidak berpakaian rapi dan tidak memakai wangi-wangian atau tidak 
diizinkan suaminya atau sayyidnya dan termasuk dosa besar. 

Apabila tidak yakin, tetapi menyangka adanya fitnah, maka hukumnya 
haram dosa kecil. Kalau hanya ketakutan fitnah, maka hukumnya 
haram makruh, dan apabila keyakinan tidak adanya fitnah dan tidak 
melalui laki-laki lain, maka hukumnya boleh (mubah). 

Keterangan, dari kitab: 
l.Is'ad al-Rafk] 6 
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Dalam cd-Zjtmjir Ibn hajar al-Haitami berkata: "Keluarnya wanita dari 
rumah dengan memakai parfum dan berhias meskipun seizin suami 
itu dosa besar. Dan agar sesuai dengan kaidah-kaidah madzhab Syafi'iyah 
mestinya hukum itu diarahkan pada kasus ketika nyata-nyata akan terjadi 
fitnah. Sedangkan bila hanya menghawatirkannya saja, maka makruh 
dan bila disertai dugaan kuat akan terjadi fitnah maka haram (namun) 
bukan dosa besar sebagaimana keterangan yang cukup jelas." 

2. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab 7 

ll)i (JUjll 

: di 3 4 J c 4 


6 Muhammad Babashil, Is'ad al-Rafiq 'ala Syarh Sullam cd-Taufiq, (Singapura: al-Haramain, 
t. th.) Juz II, h. 136. 

7 Sulaiman al-Jamal, Futuhat al-Wahhab, (Beirufc Dar al-Fikr t. th.) Jilid I, h. 503. 
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Kaum wanita dimakruhkan mendatangi mesjid yang berisikan jamaah 
laki-laki jika wanita tersebut musytahah (sudah mengundang birahi laki- 
laki) karena khawatir timbulnya fitnah. 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Kaum wanita dimakruhkan 
mendatangi") Maksudnya adalah makruh tahrim (haram) bila tanpa seizin 
suami. Begitu pendapat al-Halabi. . . . Dan baginya haram (keluar rumah) 
tanpa seizin wali, suami, sayyid atau suami dan sayyid bagi budak wanita 
yang bersuami dan disertai kekhawatiran akan timbut fitnah darinya atau 
menimpanya. (Ungkapan beliau lagi "Kaum wanita makruh mendatangi 
mesjid."), maksudnya adalah tempat jamaah, meski tidak bersama jamaah laki- 
laki. Maka penyebutan mesjid dan laki-laki tersebut karena umumnya (saja). 


134 Mengubah Nama Seperti Kebiasaan Jamaah Haji 

S. Bagaimana hukum mengubah nama, sebagaimana kebiasaan para jamaah haji 
yang mengubah namanya di Mekkah atau di Madinah? Apakah sunat atau 
tidak. (Gresik). 

J. Adapun hukumnya mengubah nama, itu adakalanya wajib, apabila 
namanya itu haram, seperti Abdusysyaithan (hamba setan), dan adakalanya 
sunat, apabila namanya itu hukumnya makruh, seperti Himar, Kambing, 
dan adakalanya boleh apabila namanya itu tidak haram, juga tidak 
makruh, diganti dengan nama yang tidak dilarang oleh agama. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Tanwir al-Cjulub 8 

\jjz dsc £ 3 

Mengubah nama-nama yang haram itu hukumnya wajib, dan nama- 
nama yang makruh hukumnya sunah. 



2. Hasyiyah al-Bajuri 9 

(LMtf itoJ! j? 


8 Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir at-Qulub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 234. 

9 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. Ih.), Jilid II, h. 305. 
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Dan disunahkan memperbagus nama sesuai dengan Hadis: " Kamu 
sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama- 
nama bapak kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian". Dimakruhkan nama- 
nama yang berarti jelek, seperti himar (keledai) dan setiap nama yang 
diprasangka buruk ( tathayyur ) penafian atau penetapannya .. Haram 
menamai dengan Abdul Ka'bah, Abdul Hasan atau Abdu Ali (Hamba 
Ka'bah, Hamba Hasan atau Hamba Ali). Menurut pendapat yang lebib 
benar wajib mengubah nama yang haram, karena berarti menghilangkan 
kemungkaran, walaupun al-Rahmani ragu-ragu apakah mengubah nama 
demikian, wajib atau sunah. 


135. Keluarnya Wanita dengan Wajah Terbuka dan 
Kedua Tangannya dan Bahkan Kedua Kakinya 


S. Bagaimana hukum keluarnya wanita akan bekerja, dengan terbuka muka dan 
kedua tangannya? Apakah haram atau makruh? Kalau dihukumi haram, apakah 
ada pendapat yang menghalalkan? Karena demikian itu telah menjadi darurat, 
atau tidak? (Surabaya). 

J. Hukumnya wanita keluar yang demikian itu haram, menurut pendapat 
yang mu’tamad. Menurut pendapat lain boleh wanita keluar untuk jual 
beli dengan terbuka muka dan kedua telapak tangannya, dan menurut 
mazhab Hanafi, demikian itu boleh, bahkan dengan terbuka kakinya, 
apabila tidak ada fitnah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Maraq al-Falah w 

d. 
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10 Hasan al-Syaranbilali al-Hanafi, Maraq cd-Falah Syarah Nur al-ldhah, (Mesir Musthafa 
al-Halabi, 1366 H/1947), h. 45. 
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Menurut pendapat yang paling sahih dan terpilih, seluruh anggota 
badan wanita merdeka itu aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak 
tangannya, baik bagian dalam ataupun luarnya. Demikian pula lengannya 
termasuk aurat. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak 
menganggap lengan tersebut sebagai aurat Menurut salah satu riwayat 
yang sahih, kedua telapak kaki wanita itu tidak termasuk aurat baik 
bagian dalam atau luarnya. Sedangkan rambutnya sampai bagian yang 
menjurai sekalipun termasuk aurat, menurut qaul al-ashshah dan demikian 
yang harus fatwakan. 


2. Hasyiyah al~Bajuri u 
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(Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi: "-Lelaki melihat- wanita lain" Maksudnya 
ke bagian tubuh wanita lain, yaitu wanita yang bukan mahramnya walaupun 
budak. Ungkapan tersebut mencakup wajah dan kedua telapak tangannya. 
Maka haram melihat keduanya walaupun tanpa syahwat atau khawatir 
timbulnya fitnah, menurut pendapat al-sahih seperti yang tertera dalam 
kitab al-Minhaj dan lainnya. . . . Pendapat lain menyatakan tidak haram, 
sesuai firman Allah (al-Nur: 31): " Dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya." yang ditafsirkan 
dengan wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat pertama (haram) 
adalah pendapat yang mu’tamad, dan tidak apa-apa (boleh) mengikuti 
pendapat kedua (tidak haram). Terutama pada masa sekarang ini di mana 
banyak wanita keluar di jalan-jalan dan pasar-pasar. Keharaman tadi 
juga mencakup rambut dan kukunya. 


136. Menyewakan Rumahnya Kepada Orang Majusi, Lalu 
Si Majusi Menaruh dan Menyembah Berhala di Rumah Itu 

S. Kalau orang Islam menyewakan rumahnya pada orang Majusi kemudian 
si Majusi menaruh berhalanya dan menyembahnya dalam rumah itu. Apakah 
penyewaan itu sah? Dan uang sewaannya halal ataukah tidak? (Demak). 


1 1 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.). Jilid II, h. 97. 
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J. Penyewaannya sah dan uang sewaannya halal, dengan tidak ada 
selisih pendapat ulama. Tetapi sewaktu menyewakan mengerti atau 
menduga kalau si Majusi (penyewa) akan menyembah berhala dalam 
rumah itu, maka hukumnya haram, kecuali pendapat Imam Hanafi. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Mu'iri 12 
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Diharamkan juga menjual semisal anggur pada orang yang diyakini atau 
diduga akan manjadikannya minuman keras, atau budak amrad (anak laki- 
laki kedi ganteng) pada orang yang terkenal berbuat lacur dengannya, 
ayam jago untuk disabung, kambing jantan untuk diadu (dengan saling 
membentur kepala) atau sutera yang akan dikenakan oleh laki-laki. 

Demikian halnya haram menjual minyak wangi kepada orang kafir yang 
akan digunakan untuk mengharumkan berhala, atau binatang kepada orang 
kafir yang diketahui ia akan memakannya tanpa disembelih. Sebab menurut 
pendapat al-sahih, orang-orang kafir itu dikenai hukum syariat seperti 
kaum muslimin. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah Ra. Karena itu, 
maka tidak boleh membantu keduanya atau semisalnya dari setiap tasaruf 
yang bisa menjurus maksiat, secara meyakinkan atau dalam dugaan kuat 
Meskipun begitu, jual-belinya tetap sah. 


137. Zakat Ikan dalam Tambak 

S. Bagaimana pendapat Anda sekalian, atas hukumnya orang memelihara 
ikan dalam tambak (kolam), kebiasaan diambil dua kali setahun, maka bagaimana 
caranya memberikan zakatnya? (Demak). 

J. Kalau sewaktu membeli bibit ikan dan tambaknya untuk berdagang, 
yakni sengaja akan dijual lagi dengan keuntungan, maka kewajiban 
memberikan zakat perdagangan itu dalam akhir tahun. Bila membelinya 
kolam itu untuk dimiliki atau menyewa dan membelinya bibit ikan itu 

12 Zainuddin al-Malibari, Fath at-Mu'm dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, 1'anah 
d~ThcMm, (Singapura: Sulaiman Mar% t .th). Jilid IH h, 23-24 
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untuk berdagang, maka hanya berkewajiban membayar zakat tijarahnya 
ikan saja dalam akhir tahun (terhitung mulai membeli bibit). 
Catatan: Tidak diragukan lagi dalam masalah ini, bahwa yang 
diperdagangkan adalah bibit ikan itu, bukan keturunannya. Sedang 
ikan itu, bukan termasuk barang yang wajib dizakati seperti padi 
dan lain-lain. (Pen.) 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Wahhab 13 




Maka kadar zakat yang wajib ditunaikan pada harta yang dimiliki 
dengan mu'awadhah (pertukaran) yang disertai niat berniaga, walapun 
tidak diperbarui dalam setiap pembelanjaannya, seperti membeli, memberi 
mas kawin, memberi dengan imbalan. Bukan iqalah (membatalkan akad), 
mengembalikan barang yang dibeli karena cacat, dan pemberian tanpa 
imbalan, karena tidak adanya mu'awadhah, adalah 2,5 % dari harganya. 

2. Tuhfah al-Muhtaj dsnHasyiyah al-Syirwani 14 
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Suatu barang menjadi komoditas dagang hanya bila niat dagangnya 
bersamaan dengan mendapat barang tersebut dengan cara tukar menukar. 

(Ungkapan kitab Matrv. "Bila niat dagangnya bersamaan . . .") maksudnya 
adalah niat dagang dengan barang ini bersamaan dengan mendapatkannya. 


Sulaiman al-Jamal, Fath al-Wahhab pada Futuhat al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr t th ) 
Jilid D, h. 264-265. 

14 Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syinvani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1418 H/1997 M), Cet. Ke-1, Jilid III, h. 325. 
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dan dimilikinya dengan tukar menukar. Seperti, yang telah dijelaskan, bahwa 
tijarah adalah mengelola harta dengan membelanjakannnya dengan 
seperti akad jual-beli untuk memperoleh keuntungan. Dengan begitu, 
jelaslah bahwa bibit yang dibeli dengan tujuan ditanam, lalu sesuatu yang 
tumbuh ataupun yang dihasilkan darinya diperdagangkan, seperti bibit 
baqm (nama jenis pepohonan/tanaman), itu tidak termasuk komoditas 
perdagangan, baik bibit itu sendiri atau apapun yang tumbuh darinya ... 
Dan bibit tersebut tidak bisa dkjiyaskan dengan pewarna yang dibeli untuk 
(dijadikan) pewarna pakaian bagi orang banyak dengan menarik biaya. 
Sebab tijarah (bisnis) dalam pewarna tersebut adalah dengan pewarna 
yang dibelinya, bukan dari barang yang tumbuh darinya. Berbeda dengan 
usaha bibit di atas, karena kebalikannya. 


138. Pengertian Aman dari Siksa Kubur 

S. Apa yang diartikan aman dalam hadits yang artinya: ", Siapa yang meninggal 
dunia pada hari Jum'at maka ia aman dari siksa hibur. Apakah amannya itu 
hanya pada hari Jum'at itu? Ataukah sampai hari Kiamat? (Pekalongan) 

J. Bahwa amannya itu sampai hari kiamat. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Qathr al-Ghaits 15 


ijiijS' j\jL II ila jlJsj iawkl iillp I » cAk 
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Apabila seseorang mati pada hari Jum'at atau malam harinya, maka siksa 
kubur yang menimpanya hanya sesaat, begitu pula menghimpitnya kubur. 
Kemudian akan berhenti dan tidak terulang lagi sampai hari kiamat. 

2. Al-Dur al-Nadhid 16 


J&6 Jp p •••]=- 4»^ ^ ji? J 
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15 Muhammad Nawai al-Jawi, Qathr al-Ghaits, (Indonesia: al-Haramain, 1427 H/2006 M), 
Cet Ke-1, h, 10. 

16 Al-Harawi, d-Dur al-Nadhid, dan lihat Ahmad bin Muhammad al-Hamawi, Ghamzu Uyun 
al-Bashair, (Beirut Dar al-Kutub al-'Imiyah 1985), Juz IV, h, 72. 
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Kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat, bahwa adzab kubur 
itu memang benar adanya ... Seorang mukmin itu terbagi dua kondisi, 
apabila dia taat maka dia tidak akan memperoleh siksa dan tetap mendapat 
himpitan kubur dan kengeriannya. Jika seorang mukmin itu bermaksiat 
maka dia akan memperoleh siksa dan tetap mendapat himpitan kubur, 
tetapi siksa kubur tersebut akan terhenti sampai hari dan malam Jum'at, 
lalu siksaan itu tidak terulang kembali sampai hari kiamat. Dan jika ia 
mati, pada hari atau malam Jum'at maka ia mendapat siksaan itu sesaat 
dan himpitan kubur, lalu siksaan itu terhenti. Begitu keterangan dalam 
kitab al-Mu'taqadat karya Syaikh Abu al-Mu'in al-Nasafi al-Hanafi. 




o^\ J\ o' j, 


139. Musafir Sebelum Sampai Tempat.yang Dituju, 
Menjalani Shalat Jama' Qashar 

S. Apakah musafir (orang yang bepergian) jauh, kemudian singgah di suatu 
tempat sebelum sampai tempat yang dimaksud, masih boleh menjalankan 
jamak (mengumpulkan shalat) dan cfashar (menyingkat shalat) dalam tempat 
singgahnya tersebut? (Pekalongan) 

J. Boleh jamak dan qashar, asal tidak niat singgah sampai empat hari 
empat malam penuh (selain hari datang dan berangkat). 

Keterangan, dari kitab: 

2. Al-Minhaj al-Qamm 17 
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Dan selesai pula (suatu perjalanan) dengan sampainya pada suatu 
tempat yang diniati oleh seorang mustaqil (orang yang tidak diatur orang 
lain, bukan seperti istri dan budak) untuk bermukim secara mutlak tanpa batas 
waktu, walaupun tempat tersebut tidak layak untuk dihuni atau ia niat mukim 
selama empat hari empat malam penuh, yakni selain hari masuk dan hari 
keluarnya dari tempat tersebut. 

2. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab 18 




17 Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim dalam Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al- 
Jawi, MauhMi Dzi al-Fdhl, (Mesir al-Amirah al-Syarafiya, 1326 H), Jilid ID, h 163-164 
i» Zakaria akAnshari dan Sulaiman al-famal Fath al-Wahhab dan Futuhat cd-Wahhab , (Beirut Dar 
al-Fikr t (h.) Jilid 1, K 601. 
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Syarat (shalat jama’ qashar) yang ketiga adalah di awal perjalanan menuju 
tempat yang telah diketahui, walaupun belum ditentukan. 

Dan redaksi Syarh d-Ramli: 'Dengan ungkapan: "Di awal perjalanannya." al- 
Nawawi mengecualikan setelah awal perjalanan, maka hal itu tidak disyaratkan" 
Sehingga bila ia berniat melakukan perjalanan semasafah cd-qashr (perjalanan 
minimal yang membolehkan qashr shalat; 94 km). Lalu setelah melewati 
tempat yang membuatnya berstatus musafir, ia berniat akan pulang bila telah 
memperoleh tujuannya, atau bermukim di tengah perjalanannya meskipun 
di dekat (tempat asal bepergiannya) selama empat hari dan empat malam, 
maka ia (tetap) mendapat rukhshah sampai menemukan tujuannya atau 
sampai masuknya ke tempat asal ia bepergian. Karena perkara yang 
menjadi sebab rukhshah telah ada baginya, maka hukum tersebut tetap 
berlaku sampai ia merubah niat bepergiannya. 

3. Bughyah al-Mustarsyidin 19 


^ $ x^j\ o $ gj&Si p (j. v zfcs) 
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Jamaah haji yang bermukim di Makkah sebelum wukuf di Arafah selama 
kurang dari empat hari penuh, maka perjalanannya tidak putus, maka pada 
waktu tersebut dia tetap boleh mengambil rukhshah ketika keluar ke Arafah, 
walaupun ia niat bermukim di Makkah setelah pelaksanaan haji Sebab hak 
perjalanannya tidak putus dengan mukimnya di Makkah tadi sampai ia 
mukim dengan waktu yang bisa memutus perjalanannya (empat hari 
empat malam penuh). Demikian menurut pendapat mu'tamad. 


140. Kewajiban Zakat bagi Orang yang Memiliki 
Uang Simpanan Sampai Senishab 

S. Apakah kewajiban zakat orang yang memiliki uang simpanan sampai senishab 
itu hanya dalam tahun pertama? Ataukah tiap tahun sehingga uang itu kurang 


19 Abdurrahman Ba'alawi, Bughych d-Musiarsyidin, (Mesin Musthafa ai-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 76. 
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dari nishab? (Tegal) 

J. Kewajiban zakat, tiap-tiap tahun sehingga uangnya kurang dari nishab. 


Keterangan, dari kitab: 
1. Hasyiyah al-Bajuri 20 
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(Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi: "2,5 %) maksudnya untuk setiap tahun. 
Berbeda dengan biji-bijian, maka zakatnya hanya sekali saja walaupun 
biji-bijian tersebut tetap ada selama beberapa tahun. Karena biji-bijian 
cepat rusak, tidak seperti emas dan perak. 


2. Tuhfcih al-Habib 2 ? 

c-12j _$3 


(Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi: "2,5 %), yakni untuk setiap tahun selama 
masih satu nishab penuh, berbeda dengan biji-bijian yang zakatnya hanya 
setahun sekali, walaupun masih ada selama bertahun-tahun. 


141. Merawat Jenazah yang Tidak Pernah Shalat dan 

Puasa 


S. Seorang yang tak pernah shalat dan puasa selama hidupnya, ia adalah 
putra Indonesia, sewaktu meninggal dunia. Apakah ia dirawat sebagai orang Islam, 
ataukah tidak? (Nganjuk) 

J. Betul harus dirawat sebagai orang Islam, karena dia itu orang Islam 
selama tidak menyatakan kekufuran, dalam perkataan atau perbuatan. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Iqna' 22 
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20 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al~Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. 
th.) Jilid I, h. 272. 

21 Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib 'ala (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1370 

H/1951 M), Cet. Ke-1, Jilid D, h. 292. 

22 Muhammad a! -Khatib al-Syarbini, al-lcpia dalam Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib 
'ala al-Iqna', (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1338 H), Jilid IV, h. 206. 
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Seorang anak kedi lelaki ataupun perempuan atau pula banri dihukumi 
sebagai orang Islam jika sudah terdapat tiga sebab, yang pertama salah 
satu dari kedua orang tuanya telah Islam. 

2. Bughyah al-Mus tarsyidin 23 
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Wajib merawat (jenazah) setiap muslim yang dihukumi/diakui islamnya 
walaupun banyak dosanya, meninggalkan shalat dan lainnya selama 
tidak mengingkarinya. 


142. Mendirikan Mesjid di Luar Batas Desanya 


S. Kalau mendirikan mesjid di luar batas desa sampai kira-kira sejauh 50 meter ( seperti 
mesjid Binangun Sedayu) demikian itu karena mengikuti mata air (sumber air) atau 
karena memudahkan datangnya orang. Walaupun di luar batas, tetapi masih termasuk 
desa itu, apakah boleh mendirikan Jumbt dalam mesjid tersebut? (Banyuwangi) 
J. Betul boleh dan sah mendirikan Jum'at di mesjid tersebut asal tempat 
mesjid itu masih termasuk desa itu, yakni belum diperbolehkan shalat 
qashar di tempat itu, bagi orang yang bepergian (musafir). Apabila tidak 
termasuk desa itu, maka tidak sah mendirikan Jum'at. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin 24 

r. 


j «£ fj Oij S ll 1UL % 

aJ AjII^ l j£- Jjfcl \j j\s 

-fc) . JwsAJ A_j Ajt«^-\ aUlajl j» A_l.\j£- 


Walaupun di tanah lapang yang masih terhitung bagian daerah tersebut, 
seperti di tempat yang belum boleh mengqashar shalat, meski tidak 
sambung dengan bangunan pemukiman. Berbeda dengan tempat yang 


23 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 
H/1952 M)), h. 92. 

24 Zainuddin al-Malibari, Fotfi al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fanch 
al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t .th). Jilid H, h 59. 
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tidak terhitung sebagai bagian daerah tersebut, yaitu tempat yang bepergian 
bisa menjadi sebab bolehnya shalat qashar dari tempat tersebut. 

Menurut Imam al-Adzra'i, kebanyakan penduduk desa meletakkan 
mesjid sedikit di belakang tembok (batas) desa demi menjaga terkena 
najis binatang. Dan ketidakabsahan shalat Jum'at di tempat itu adalah 
kesimpulan sangat jauh dari kebenaran. 

2. Asm al-Mathalib 25 
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Perkataan Abu Thayyib: " Ashhab kita (Syafi'iyah) berpendapat "Bila 
penduduk suatu daerah membangun mesjid mereka di luar daerahnya, 
maka tidak boleh mendirikan shalat Jum'at di mesjid itu karena terpisah 
dari bangunan-bangunan pemukiman." itu diarahkan pada kasus mesjid 
terpisah yang tidak terhitung dari bagian desa. 


143. Mendirikan Jum'at di dalam Penjara 


S. Bagaimam hukum mendirikan Jum'at di dalam penjara yang berada di luar 
batas kota, seperti di Sukamiskin. Adapun yang bersembahyang Jum'at ialah 
para orang hukuman yang berada di penjara itu, yang datang dari berbagai 
tempat. Sahkah Jum'at itu? (Bandung) 

J. Tidak sah Jum'atnya orang yang dihukum selama hidup menurut 
Qaul Azhhar, dan pula tidak sah bagi orang-orang yang dihukum terbatas, 
menurut semua pendapat ulama. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Mughni al-Muhtaj 26 
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Seandainya penghuni kemah berdomisili selamanya di padang pasir 
dan mereka tidak mendengar seruan adzan dari tempat shalat Jum'at, 
maka mereka tidak wajib shalat Jum'at dan (andaikan shalat Jum'at pun) 


25 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asm al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Dmiyah, 1422 H/2001 M), Cet Ke-1, Jilid D, h. 112-113. 

26 Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ‘ala al-Minhaj, (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), Jilid I, h. 382. 
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tidak sah menurut qatd al-azhhar. Karena mereka seperti kalangan nomaden 
(selalu berpindah-pindah) dan tidak memiliki bangunan tempat tinggal. 

144. Membaca Allah dalam Shalawat Masyisyiyah 

S. Bagaimana hukum membaca wirid Masyisyiyah karangan Imam Abdussalam 
Al-Masyisyi, guru Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili dengan panjang alifnya 
Aallah, Aallah, Aallah, dengan berhenti pada tiap-tiap kalimat, tiga kali. 
Sementara orang yang mengerti, bahwa panjangnya hamzah itu untuk bersumpah 
untuk mengharapkan diterimanya doa, menurut hadits yang artinya: "Sementara 
hamba Allah ada yang sewaktu sumpah harus melaksanakan sumpahnya. ", seperti 
dalam Hizib Syadzili berbunyi: Inqatha'at aamaalunaa wa 'izzatika illaa 
minka, wakhaba rajaunaa wahaqqika illaa fiika, tetapi kebanyakan orang 
tidak mengerti, apakah pasti boleh membaca panjang hamzahnya atau tidak? 
Mohon keterangan dari Muktamar, karena para ulama di Martapura telah 
berselisih dalam hal itu (Martapura, Kalimantan Selatan). 

J. Sesungguhnya membaca Aallah, Aallah dalam Shalawat Masyisyiyah 
dengan pendek hamzahnya atau panjang itu hukumnya boleh (jaiz). Apabila 
dibaca panjang, maka hamzahnya yang disambung dengan hamzah ta'rif 
itu untuk bersumpah sebagaimana dalam hadis Muslim yang berbunyi: 
" Aallah maa aradhtu maa'aradhtu illaa wahidatan", maka berkata: "Aallah 
moa aradhtu illa wahidatan", dan siapa yang mendapat ijazah dari guru 
dengan panjang untuk memperkuat doa dengan sumpah, maka harus 
membaca dengan panjang, dan sumpah sebagaimana hadis tersebut 
dalam soal. 

Putusan ini sama dengan jawaban al-'Allamah Syaikh Sa'id bin 
Muhammad al-Y amani, seorang pengajar di Masjidil Haram Makkah.Q 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-9 
Di Banyuwangi Pada Tanggal 8 Muharram 1353 
H. / 23 April 1934 M. 

145. Meminum Minyak Al-Qur'an 

146. Menyewa Tambak untuk Mengambil Ikannya 

147. Menyewa Tambak Milik Pemerintah 

148. Masa Hancurnya Jasad Mayit 

149. Masih Ditemukan Tulang Mayat yang Lama, Setelah Kubur 

Digali 

150. Shalat yang Menghadap Lurus ke Barat Benar (Tidak 
Membelok ke Arah Kiblat) 

151. Mendirikan Mesjid di Wilayah Islam 

152. Mengangkut Mayit dengan Kendaraan yang Ditarik Kuda 

atau Manusia 

153. Menelaah Kitab-kitab Karangan Orang Kafir 

154. Menyewa Perahu dengan Seperenam Pendapatan 

155. Mengamalkan Pendapat yang Bertentangan dengan 

Pendapat Mazhab Empat 

156. Orang Islam yang Menjadi Kristen Sampai Matinya 
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145. Meminum Minyak Al-Qur'an 

S. Bagaimana hukum meminum yang dinamakan minyak al-Qur'an untuk 
memperkuat badan dan untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Apakah 
haram , atau makruh, ataukah sunat, atau boleh (mubah)? (Tuban) 

J. Kalau yang dimaksudkan itu air untuk merendam lafal-lafal al- 
Qur'an sampai hancur, maka hukumnya tidak haram. 

Keterangan, dari kitab: 

1. l'anah al-Thalibin 1 
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Tidak haram meminum air larutan tulisan al-Our'an. Dalam kitab al- 
Mughni dijelaskan, tidak dimakruhkan menulis sesuatu (ayat-ayat) yang 
terdapat dalam al-Our'an ke suatu bejana untuk diminumkan airnya untuk 
penyembuhan. 


146. Menyewa Tambak untuk Mengambil Ikannya 

S. Kalau menyewa tambak ( bolong ) untuk mengambil ikannya dengan 
memancing atau menjaring, si penyewa kadang-kadang mendapat ikan 
banyak dan kadang-kadang tidak mendapat. Apakah menyewanya itu sah 
atau tidak? (Bandung dan Purwokerto) 

J. Tidak sah menyewanya, dan uang sewanya pun tidak halal, karena 
barang itu tidak boleh menjadi hak milik dengan akad sewa. 
Keterangan, dari kitab: 

1 . 1 anah al-Thalibin 2 
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Dan dengan kalimat: "Tanpa berkonsekwensi mengambil barang" 
tidak termasuk pemakaian manfaat barang sewaan yang berkonsekwensi 
mengambil barangnya, seperti menyewa kambing untuk diperah susunya. 


1 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman 
Mar'i, t .th). Jilid I, h. 69. 

2 AI-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman 
Mar'i, t .th). Jilid 111, h. 114. 
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kolam untuk diambil ikannya, lilin untuk dinyalakan dan kebun untuk 
dipetik buahnya. Semua itu tidak sah. Hal seperti ini termasuk cobaan 
yang sudah mewabah dan banyak terjadi. 

2. Al-Anwar li A'mal al-Abrar 3 


;3^U Jllli S O^Vi 5 ^ iSJLLlW ^3 


Dan bila seseorang menyewa balong (tambak) untuk diambil ikannya, itu 
tidak sah; dan bila ia menyewanya untuk membendung air supaya ikan-ikan 
berkumpul di situ, maka boleh. Sebab barang itu (ikan) tidak lasa berpindah 
hak milik dengan akad sewa. 


147. Menyewa Tambak Milik Pemerintah 

S. Tambak (balong) milik Jawatan. Apakah hukumnya persewaannya sama 
dengan yang lalu? (Bandung) 

J. Betul sama dengan ketidaksahnya dan tidak halalnya uang persewaannya. 


148. Masa Hancurnya Jasad Mayit 

S. Berapa tahun hancurnya mayat kecuali Ujbuzzanab? Hingga kuburnya 
boleh digali setelah hancur, untuk ditanami mayat yang lain.? (Surabaya) 


J. Hancurnya mayat tidak dapat dibatasi dengan waktu yang tertentu, 
karena berbeda-beda menurut tempat dan iklimnya, tetapi harus ada ketetapan 
dari orang yang ahli dalam bidang itu, mengingat tempat dan iklimnya. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Wahhab 4 

.4*33 JUj sj$"' J*' lic- 

Diharamkan menggali kubur sebelum mayat di dalamnya hancur sesuai 
dengan pendapat para pakar daerah tersebut setelah mayat itu dikubur. 

2. Al-Umm 5 


jilil JlJi jil pju oli Alit C-Jsi JL». ojJi y£>- (j!* 'Mj 
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3 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I’anah al-Thalibin, ("Singapura: Sulaiman 
Mar'i, t .th). Jilid m, h. 114. 

4 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Beirut Dar al-Rkr, 1422 H/2002 M), Juz 
I,hll8. 

5 Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, (Mesir Mathba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 
1381 H/1961 M), Cet. Ke-1, Jilid I, h. 277. 
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Menurut redaksi kitab al-Umm, jika mayat sudah dikubur maka tidak 
seorangpun boleh menggali kembali kuburannya sampai berlalu suatu 
masa yang menurut pakar daerah tersebut, mayat tersebut telah hilang 
(hancur). Dan hal ini berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah 
lain, biasanya bisa setahun atau lebih. 


149. Masih Ditemukan Tulang Mayat yang Lama, 
Setelah Kubur Digali 

S. Jika menggali kubur, menemui tulang mayat lama, apakah menggalinya boleh 
diteruskan dan ditanami mayat yang baru, atau harus pindah ke tempat lain? 
(Surabaya) 

J. Sesungguhnya hukumnya menggali kubur yang telah lama, apabila telah 
ada tanda-tanda yang kuat, bahwa mayat itu sudah hancur, maka hukumnya 
jcdz (boleh), kemudian kalau menemukan tulang-tulang sebelum sempurnanya 
penggalian, maka harus pindah, tetapi kalau menemukan tulang-tulang itu 
setelah penggalian sempurna, maka tidak wajib pindah, boleh menanam 
mayat baru dan semua tulang-tulang yang terdapat supaya ditanam kembali 
Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Jaunvad 6 

l-Lj 1 p 0^ 4»Ia.C- jjimj Jca-J jjj 

.ajL* SJl jj£j oj^ju j\ y&j 

Seandainya ditemukan sebagian tulang belulangnya sebelum penggalian 
sempurna, yakni belum mencapai kedalaman minimal untuk penguburan, 
maka tanahnya harus dikembalikan lagi, atau setelah penggalian sempurna, 
maka tidak perlu mengembalikan tanahnya kembali. Dan boleh mengubur 
(mayitbaru) bersama tulang (dari mayit lama). 

2. Al-Umm 7 

i y* Oij j\ a 

.j&\ ZA 

Apabila keburu-buru dalam menggali kubur, kemudian mendapatkan 


6 Ibn Hajar al-Haitami, Fath al-Jatmwd, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1391 H/1971 M), 
Cet. Ke-2, Jilid I, h. 245. 

7 Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, (Mesir Mathba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 
1381 H/ 1961 M), Cet. Ke-1, Jilid I, h. 277. 
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mayat atau sebagian dari padanya, maka tanahnya harus dikembalikan 
lagi. Jika mencuat sesuatu dari tulang-tulangnya, maka harus dikembalikan 
ke dalam kubur. 


150. Shalat yang Menghadap Lurus ke Barat Benar 
(Tidak Membelok ke Arah Kiblat) 


S. Apakah hukum orang sembahyang dengan menghadap lums ke barat 
benar, tidak membelok ke arah kiblat, dengan tidak niat mengikuti pendapat 
mazhab Hanafi yang memperbolehkan menghadap Jihah. Dan bagaimana 
hukum makmum pada orang yang menghadap demikian dengan tidak 
mengetahui apakah si imam itu niat mengikuti mazhab Hanafi, atau tidak 
mengerti pula bahwa menghadap demikian itu tidak sah menurut mazhab 
Syafi'i, sahkah sembahyangnya? (Banyumas) 

J. Sah sembahyangnya, bagi orang yang tidak mengerti mencari tanda- 
tanda kiblat yang sah, juga sembahyang makmum yang meyakinkan 
imamnya demikian halnya. Sedang bagi orang yang mengerti mencari 
tanda4anda kiblat, dan dapat menghasilkan maka tidak sah sembahyangnya 
kecuali menghadap ke Kaidah, juga tidak sah sembahyang yang dilakukan 
makmum yang tidak mengerti ketidaksahnya imam. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al-Mustarsyidin 8 


ii giii' ^ % A J sj\\ jp ,Us^i j£ 

U 3 1^5 \ jukll ±y*r_S 


Kondisi cukup menghadap arah (kaidah ke barat saja misalnya) adalah 
saat tidak mengetahui tanda-tanda arah ka'bah. Karena orang yang mampu 
mengetahui ka'bah bila diandaikan bisa dihasilkan dengan berijtihad, 
maka ia tidak cukup menghadap arah saja secara pasti (tanpa khilafiyah). 
Tidak ada yang mendorong ultima yang membolehkan menghadap ke 
arah ka'bah melainkan mereka memandang bahwa menghadap ka'bah 
dengan berijtihad itu sulit dilakukan. 


151. Mendirikan Mesjid di Wilayah Islam 

S. Bagaimana hukum mendirikan mesjid di kepulauan Islam yang penduduknya 
orang-orang Islam untuk melahirkan syiar Islam dan mendirikan jamaah, sunah 


8 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 
H/1952 M)), h. 39-40. 
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ataukah fardhu kifayah? 

J. Sesungguhnya mendirikan mesjid itu hukumnya sunat muakkadah. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Siraj al-Munir* 

.(Ue£ Uj j£\j) \'Jy Igj) Uc fa jvs 

Rasulullah Saw. bersabda: 'Bangunlah mesjid dan jadikanlah sebagai 
tempat shalat berjamaah Perintah Rasululah Saw. ini berpengertian 
sunah muakkad (sangat dianjurkan). 

2. Al-Fataum al-Kubra 10 

aj j&\ y o? ilfj 
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Dengan demikian dipahami bahwa yang wajib dalam membangun 
pagar (mesjid) adalah sekedar sebagaimana yang sangat dibutuhkan 
oleh keadaan yang sangat mendesak saja. Hal ini berarti, bahwa orang 
yang menjadikan bangunan mesjid sama seperti bangunan pagarnya, 
maka ia telah menjauhkannya, karena mesjid tidak sangat memerlukannya 
dan keabsahan shalat pun tidak terikat dengan keabsahan keberadaannya. 


152. Mengangkut Mayit dengan Kendaraan yang 
Ditarik Kuda atau Manusia 

S. Bagaimana hukum mengangkut mayat dengan kendaraan yang ditarik 
kuda atau manusia, seperti mayatnya orang kafir. Apakah itu boleh (mubah) 
mutlak, atau sewaktu ada masyaqqat, atau dilarang (ntamnu'). (Mojokerto) 
J. Sesungguhnya mengangkut mayat dengan kendaraan itu boleh 
(jaiz), tetapi tidak dapat keutamaan seperti mengangkut di antara 
kedua batang kayu yang ditetapkan keutamaannya oleh para ulama. 
Keterangan, dari kitab: 

1 . Al-Minhaj al-Oawim 11 


9 Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, (Mesir, Musthafa al-Halabi, 1377 H/1957 M), Cet. 
Ke-2, Jilid I, h. 24. Hadis di atas diriwayatkan oleh al-'Uqaili, Ibn Abi Syaibah, dan 
al-Baihaqi dari Anas bin Malik. 

10 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatmoa cd-Fiqhn/ah al-Kubra i, (Beirut Dar al-Fikr, 1493 H/1984 
M), Jilid IV, h. 244. 

11 Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj at-Qawim dalam Muhammad Mahfudz al-Tarmasi 
al-Jawi, McaUvbck FM al-FM, (Mesir. al-Amirah al-Syarafiya, 1326 H), Jilid IH, K 328-329. 
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Membawa jenazah di antara dua batang kayu (satu orang di depan 
dan dua orang di belakang) itu lebih baik dibanding dengan cara tarbi' 
(empat orang dengan dua orang di depan dan dua belakang) jika ingin 
meringkasnya ... Dan ketika satu orang di bagian depan yang memikul 
dua ujung kayu lemah, seperti keterangan yang telah disebutkan, yang 
lebih baik hendaknya pembawa jenazah itu lima orang . . . tujuh, sembilan 
atau selebihnya dengan jumlah ganjil sesuai kebutuhan. 


153. Menelaah Kitab-kitab Karangan Orang Kafir 

S. Bagaimana hukum manelaah kitab-kitab karangan orang Kristen , seperti 
Munjid dan lain sebagainya, apakah haram atau tidak? (Jepara) 

J. Tidak boleh menelaah kitab-kitab karangan bukan orang Islam, kecuali 
bagi orang yang mengerti dan dapat membedakan haq dan bathil. 
Keterangan: dari kitab: 

1. Mukhtashar al-Fawaid al-Makkiyah 12 


jjj JUS 5 H Ijr? fclji H &A\ j j\i 

Siji jiljS jlLo dlli J*l* ^ ^ js3l (J*** 
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Dalam al-Fatawa al-Haditsiyah Ibn Hajar al-Haitami berkata: "Tidak 
boleh membaca buku Sirah al-Bakri karena sebagian besar isinya merupakan 
kebatilan dan kebohongan yang bercampuraduk, maka keseluruhannya 
menjadi haram sekira tidak terdapat perbedaan (antara yang batil dan yang 
haq). Dengan demikian dapat diketahui keharaman membaca Nuzhah al- 
Majalis dan semisalnya dari buku-buku yang di dalamnya termuat kebatilan 
yang bercampur dengan lainnya sekira tidak terdapat perbedaan, . . ." Dalam 
Tuhfah al-Muhtaj beliau berkata; "Bagi selain orang yang berpengetahuan 
luas diharamkan membaca kitab seperti Taurat, yang sudah diketahui atau 
diragukan terdistorsi (terubah)." 


12 Alawi al-Saqqaf, Mukhtashar al-Fawaid al-Makkiyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. 
th.), h. 102-103. 
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154. Menyewa Perahu dengan Seperenam 
Pendapatan 

S. Kalau menyewa perahu, bagi para nelayan ( pencari ikan) dengan seperenam 
pendapatan, kemudian si nelayan pinjam beberapa rupiah dari pemilik perahu, 
dengan berjanji: Apabila tidak menyewa perahunya, maka wajib membayar 
pinjamannya seketika. Apa akad demikian itu sah? Atau tidak? Dan apa 
termasuk dalam larangan Nabi Saw. Pinjaman karena mengambil keuntungan? 
Atau tidak? (Jepara) 

J. Tidak sah akad demikian itu, karena tidak ada ketentuan ongkos 
sewanya, maka semua pendapatan menjadi hak milik nelayan, dan wajib 
membayar sewa ongkos perahu menurut yang biasa, dan tidak masuk 
dalam larangan Nabi Saw. "Pinjaman karena menarik keuntungan". 
Sebab di sini yang mendapat keuntungan bukan yang memberi 
pinjaman, tetapi si peminjam. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Fath al-Wahhab 13 

jjJLij JilA-1 AgjidJ AlliS" (/J /pjs Slj) . . . 

' 1 ' 4 ” 1 ' ' l { ' 

•Su. jp Sjlijl (Mj 


. . . dan tidak sah akad sewa menggiling gandum dengan upah sebagian 
tepung dari gandum tersebut seperti sepertiganya, karena tidak 
diketahuinya ketebalan kulit (dalam akad sewa menguliti kambing 
dengan upah kulitnya) dan tidak diketahuinya kadar tepung, serta 
karena tidak mampu membayar upah seketika itu. 

2. Bughyatul Mustarsyidin 14 
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13 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab dalam Muhammad al-Bujairimi, al- 
Tajrid li Nafi al-Abid, (Mesir. Musthafa al-Halabi, 1369 H/1950 M), Jilid IH, h. 167. 

14 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 
H/1952 M)), h. 135. 
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Bila seseorang disewa untuk mengangkut karang dalam kendaraanya 
untuk diantar ke tempat tertentu, kemudian ia menyaratkan supaya 
pemilik barang menghutanginya beberapa dirham sampai ia menjual 
barang tersebut, maka yang jelas demikian itu tidak termasuk pinjaman 
yang diharamkan, walaupun terjadi di tengah transaksi. Sebab, keuntungan 
dalam penyaratan tersebut hanya kembali kepada si peminjam. Karena ia 
sendiri yang menyaratkannya, meskipun meskipun syarat tersebut juga 
menguntungkan bagi pihak yang memberi pinjaman. 


155. Mengamalkan Pendapat yang Bertentangan 
dengan Pendapat Mazhab Empat 


S. Bagaimana pendapat Muktamar, atas pendapat salah satu Sahabat atau 
Ulama yang tidak cocok dengan pendapat ahli Mazhab Empat, bahkan ahli 
mazhab telah menerangkan kelemahan pendapat itu. Apakah boleh menjalankan 
pendapat tersebut? Atau tidak? 

J. Tidak boleh menjalankan pendapat yang bertentangan dengan pendapat 
Mazhab Empat, apabila tidak mengetahui syarat-syaratnya dan segala 
ketentuannya. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Mu'in dan l'anah al-Thalibin 15 
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Apabila orang awam berpedoman pada suatu mazhab, maka ia harus 
cocok dengan mazhab tersebut, jika tidak, maka ia harus bermazhab dengan 
mazhab tertentu dari empat mazhab yang ada dan tidak boleh dengan 
mazhab lainnya, yakni selain empat mazhab. Hal ini jika mazhabnya itu 
memang belum terkodifikasi, jika sudah dikodifikasi maka bdeh, sebagaimana 
dalam al-Tuhfah, redaksinya yaitu: "Boleh bertaklid kepada siapapun dari 
empat mazhab yang ada (Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali), dan juga imam 
mazhab lainnya yang mazhabnya terjaga dalam masalah terkait, dan 
terkodifikasi, sehingga diketahui syarat-syarat dan semua ketentuannya. 


15 Zainuddin al-Maiibari dan al-Bakri Muhammad Syatha aJ-Dimyathi, Fath d-Muin dan Taruk 
d-Thatibin, (Singapura: Sulaiman Mai'i, t .ih). Jilid IV, h. 217. 
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156. Orang Islam yang Menjadi Kristen Sampai 

Matinya 

S. Bagaimana pendapat Muktamar atas orang Islam yang menjadi Kristen 
sampai meninggal dunia belum kembali ke agama Islam. Apakah boleh 
ditanam dalam kuburan Islam atau tidak? 

J. Tidak boleh ditanam dalam kuburan Islam (haram). 

Keterangan, dari kitab: 

1. Mirqah Shu'ud al-Tashdiq 16 



Dan tidak boleh mengubur orang murtad di pemakaman orang Islam, 
karena keluarnya dari golongan orang islam dengan murtadnya.il 


16 Muhammad Nawawi al-Jawi, Minjah Shu’ud al-Tashduf, (Semarang; Usaha Keluarga, t. 
Ih.), h. 15.' 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-10 
Di Surakarta Pada Tanggal 10 Muharram 1354 
H. / April 1935 M. 

157. Puasa Sunat dengan Niat Qadha Ramadhan 

158. Membayar Fidyah Sebab Meninggalkan Kewajiban 

159. Ucapan Seseorang Bahwa: Puasa Itu Hanya untuk Orang yang 
Tidak Mempunyai Makanan 

160. Hukum Tonel dan Pelakunya 

161. Munculnya Perempuan untuk Pidato Keagamaan 

162. Mendengarkan Suara Radio dan Menyimpannya 

163. Lupa Kalau Sedang Junub, Langsung Shalat 

164. Si Junub yang Shalat Karena Lupa Itu, Menjadi Imam 

165. Pengertian "Permusuhan Lahir Batin" antara Suami Istri 

166. Pengertian Sekufu yang Menjadi Syarat Sahnya Nikah Paksa 

167. Pengertian Mampu Membayar Maskawin dengan Tunai 

168. Dalam Akad Nikah Dinyatakan "Kukawinkan Padamu 
Perempuan Pinangarunu". Padahal Lelaki Tidak Pernah 

Meminangnya 

169. Mushalla yang Diwakafkan Tidak Bisa Menjadi Mesjid, Kalau 

Tidak Diniatkan 

170. Kawin yang Dipaksa, Sebab Berbuat Zina 

171. Ongkos Sewa untuk Pasar Malam, Dipergunakan untuk Biaya 

Asrama Yatim Piatu 

172. Orang Shalat di Dekat Kakbah, Harus Benar-benar Menghadap 

Kahah 

173. Pindah dari Thariqah ke Thariqah Lain 

174. Nikah Secara Tahlil dengan Sengaja Akan Dicerai Sesudah 

Bersetubuh 

175. Menyerahkan Zakat kepada Salah Seorang Pezakat 

176. Memindahkan Zakat ke Dalam Batas Kota 

177. Melihat Barang yang Dijual dengan Memakai Kacamata 

178. Bersentuhan Kulit Laki-laki dengan Kulit Perempuan Lain Tanpa 

Beraling-aling 

179. Qadha Shalat dan Puasa Oleh Orang Lain yang Masih Ada 
Hubungan Famili atau Diizini Famili Mayat 

180. Shalat Tarawih Bermakmum Kepada Imam yang Fasik 

181. Hasil Barang Gadaian Dipakai Beramal Saleh 
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157. Puasa Sunat dengan Niat Qadha Ramadhan 


S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang nasehat dari sementara ulama kepada 
murid-muridnya supaya tidak puasa sunat, kecuali dengan niat qadha Ramadhan, 
padahal di antara mereka ada yang berkeyakinan tidak pernah meninggaBam puasa 
Ramadhan, sejakmulai baligh. Apakah nasehat itu benar atau tidak? (Pekalongan) 
J. Orang yang yakin atau menyangka, bahwa ia tidak berkewajiban qadha 
puasa Ramadhan, maka haramlah niat qadha Ramadhan, karena beriseng- 
iseng ibadah, bagi orang yang sangsi, maka boleh niat qadha Ramadhan 
karena salah, (tidak bernazar) maka wajiblah niat qadha. 

Maka dengan keterangan tersebut, apabila nasehat ulama tersebut kaitannya 
dengan keterangan di atas, maka benarlah nasehat itu. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Fatawa al-Kubra al-Fujhiyah 1 
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Dari masalah wudhu ini (kasus orang yang yakin sudah hadats dan ragu 
sudah bersud atau belum, lalu ia wudhu dengan niat menghilangkan hadats 
bila memang hadats, dan bila tidak maka niat memperbarui wudhu, maka 
sah wudhunya) bisa dipahami bahwa jika seseorang ragu punya kewajiban 
meng qadha puasa misalnya, lalu ia niat mengqadhanya bila memang punya 
kewajiban qadha puasa, dan bila tidak maka niat puasa sunnah, maka niatnya 
itu juga sah, dan qadha puasanya berhasil dengan mengira-ngirakan memang 
wajib meng qadha, bahkan bila memang jelas wajib mer\gqadha. Bila tidak, 
maka ia mendapat puasa sunnah seperti halnya dalam masalah wudhu. 
... Dengan demikian diketahui, bahwa yang lebih baik bagi orang yang ingin 
puasa sunnah, maka ia berniat mengqadha puasa wajib bila memang ada 
kewajiban meng qadha, dan bila tidak maka puasa sunnah, agar menghasilkan 
qadha bila memang punya kewajiban qadha. 

2. Al-Minhaj al-Qawim 2 


1 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa cd-Fiqhiyah al-Kubra, (Beirut Dar al-Fikr, 1493 H/1984 
M), Jilid n, h. 90. 

2 Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim pada Muhammad Sulaiman al-Kurdi, Hamisy 
al-Hawasy al-Madaniyah, (Singapura: al-Haramain, 1397 H), Cet. Ke-2, Jilid II, h. 7. 
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Dan harus segera melaksanakan (puasanya) secara bersambung tanpa 
putus, jika memang berbuka tanpa sebab. 


158. Membayar Fidyah Sebab Meninggalkan 

Kewajiban 

S. Kaku orang yang berkewajiban qadha shakt fardhu delapan hari, meninggal 
dunia, di antara ulama memberi petunjuk supaya membayar fidyah empat 
puluh mud, untuk fidyah qadha delapan hari, tetapi di antara ulama lain 
memberi petunjuk supaya berfidyah sejak waktu baligh sampai meninggal 
dunia. Maka mana yang benar di antara dua petunjuk tadi? (Pekalongan) 

J. Adapun yang benar: yaitu petunjuk yang pertama yakni membayar 
fidyah empat puluh mud, karena meninggalkan shalat delapan hari kali 
lima waktu sama dengan empat puluh waktu. Tiap-tiap waktu satu mud. 

Keterangan, dari kitab: 

1. l'anah al-Thalibin 3 


.IjJ» {y* £5 J 


Dalam suatu pendapat yang banyak dianut para ulama dari kalangan 
kita adalah, bahwa ia harus memberi makan satu mud untuk setiap kali 
shalat (yang ditinggalkan). 


159. Ucapan Seseorang Bahwa: Puasa Itu Hanya untuk 
Orang yang Tidak Mempunyai Makanan 

S. Di antara pedagang ada yang tidak puasa Bamadhan sewaktu ditanya ; "Karena 
apa saudara tidakpuasa?" Maka ia menjawab; "Bagaimana saya puasa? Sedang saya 
mempunyai makanan dan minuman yang berlebihan. Puasa itu hanya bagi orang- 
orang yang tidak mempunyai makanan dan minuman. " Apakah orang yang berkata 
demikian itu termasuk orang yang menentang agama atau tidak? (Pekalongan) 

J. Kalau yang mengucapkan demikian itu sengaja merendahkan perintah 
agama, atau memperbolehkan meninggalkan puasa, maka orang 
itu menjadi orang yang menentang agama dan menjadi kafir. Kalau 
tidak sengaja demikian, tetapi hanya sekedar bergurau, maka ucapan 
itu termasuk dosa besar. 


3 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin , (Singapura: Sulaiman 
Mar'i, t .th). Jilid I, h. 24. 
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Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al-Mustarsyidin 4 

(Jika seseorang) dihukum deh hakim kemudian ia merasa jenuh/ dongkol 
dan berkata dengan sikap melecehkan: "Syariat ini tidak ada artinya sama 
sekali", maka ia kafir. 


.y 4=> Ja3 



2. Is'ad al-Rafkj 5 
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Kesimpulan dari kebanyakan redaksi tersebut kembali pada (ketentuan) 
bahwa semua keyakinan, perbuatan atau ucapan yang menunjukkan 
penghinaan atau pelecehan terhadap Allah, kitab-kitabNya, para nabiNya, 
para malaikatNya, syiar-syiarNya, simbol-simbol agamaNya, hukum- 
hukumNya, atau janji baik dan ancamanNya, maka ia telah menjadi 
kafir atau bermaksiat. Kata kufur menjadi khabar kata anna, yakni jika 
si pembicara itu memang berniat melecehkan dan menghina. Jika 
memang tidak berniat melecehkan dan menghina, maka hukumnya 
bermaksiat dengan maksiat yang sangat diharamkan. 


160 . Hukum Tonel dan Pelakunya 

S. Bagaimana hukumnya tonel? Dan bagaimana hukumnya para pelakon 
dalam tonel itu? (Ponorogo) 

J. Kalau dalam tonel itu terdapat munkarat yang dilarang agama Islam, 
seperti ketoprak yang bercampur di antara laki-laki dan perempuan, 
atau ada orang wanita berpakaian berlagak pria atau sebaliknya, maka 
hukumnya haram tidak diridhai Allah, sebagaimana telah dimaklumi 
oleh orang yang mengerti syariat agama Islam 


4 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 
H/1952 M)), h. 248. 

5 Muhammad Babashil, Is'ad al-Raficj, (Singapura: al-Haramain t th.),h.61 
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161. Munculnya Perempuan untuk Pidato Keagamaan 


S. Bagaimana hukumnya orang perempuan berdiri di tengah-tengah lelaki 
lain untuk pidato keagamaan? Boleh ataukah tidak? (Ponorogo) 

J. Muktamar memutuskan bahwa berdiri orang perempuan di tengah- 
tengah lelaki lain, itu haram, kecuali kalau bisa sunyi dari larangan 
agama Islam, seperti dapat menutup auratnya dan selamat dari segala 
fitnah, maka hukumnya boleh (jaiz) karena suara orang perempuan itu 
tidak termasuk aurat, menurut pendapat yang ashshah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Ittihaf al-Sadah al-Muttaqin 6 


j>\^\ jp J&jL\ $ 

iii JjuS .iiii p j^L\ jp. d g#* 4i^4 

USi J: j*\p\ o>o* jp 


"Sesungguhnya telinga Rasulullah Saw. pernah mendengar suara dua gadis 
(jariyah) pembantu wanita ketika beliau sedang tiduran di atas pembaringan." 
Seandainya andaikan dibunyikan gitar di suatu tempat, niscaya beliau 
beranjak dari duduk dari tempat itu karena suara gitar yang terdengar 
ditelinganya. Hal ini menunjukkan bahwa suara wanita tidak diharamkan 
seperti keharaman seruling. Namun suara wanita hanya haram ketika 
khawatir adanya fitnah secara pasti (tanpa khilafiyah). 

2. Syarah al-Sittin 7 


S 5^ Csiii lils cit jdjsL stpl ’jg. % 


Warrita tidak boleh mmgeraskan suara membaca al-Our'an demi menghindari 
timbulnya fitnah, walaupun pendapat yang lebih benar menyatakan bahwa 
suara wanita itu bukan aurat. 


3. Al-Fawa al-Kubra al-Fiqhiyah 8 


.ASUliij Gjll AlipU alpllj 


Yang dimaksud fitnah tersebut adalah perzinaan dan mucjaddimah-nya. 


6 Muhammad Murtadha al-Zabidi, IfJta/ al-Sadah al-Muttaqin, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Dmiah, 1422 H/2002 M), Jilid VI, h 495. 

7 Abdul Karim al-Mathari al-Dimyathi, Syarah al-Sittin, (Singapura: al-Haramain, t. 
th.), h. 109. 

8 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 
M), Jilidi, h. 203. 
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162. Mendengarkan Suara Radio dan Menyimpannya 

S. Bagaimana hukumnya mendengarkan suara radio? Dan bagaimana hukumnya 
menyimpannya? (Ponorogo) 

J. Hukumnya mendengarkan suara radio, itu sebagaimana hukumnya yang 
didengarkannya. Kalau yang didengarkan itu haram maka haramlah 
mendengarnya. Kalau makruh, ya makruhlah mendengarnya, begitulah 
seterusnya, begitu pula menyimpannya. 

Keterangan, dari; 


1 . Majalah al-Hidayah al-lslamiyah 9 

ouit cts £4 oi 

-SM Ss 

^ i&ki iSi 5^ ^ > yj-il 3 ll j kj : J5 0* 
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Sesungguhnya kalimat yang didengar melalui perantara radio adalah 
kalimat carang yang berbicara dan suara orang yang membaca al-Our'an, dan 
bukan gema kalimat seperti yang didengar di gunung-gunung, padang 
sahara, dan lainnya. Dengan demikian, maka yang didengar dari radio itu 
adalah al-Our'an yang sebenarnya ... Dan seperti bacaan al-Our'an yaitu 
selainnya dalam hal niscaya yang didengar itu adalah pembicara itu 
sendiri. Jika nyanyian maka hukumnya sama dengan (mendengar) 
nyanyian, jika ia berbicara tentang hal mubah maka hukumnya mubah 
dan jika berbicara tentang yang haram maka hukumnya pun haram 


163. Lupa Kalau Sedang Junub Langsung Shalat 

S. Apakah wajib cjadha bagi orang junub (hadas besar) lalu sembahyang dan 
lupa kalau ia junub? (Ponorogo) 

J. Kalau sembahyangnya dengan tayamum, di tempat-tempat yang 
diperbolehkan tayamum, maka tidak wajib qadha, tetapi kalau 
sembahyangnya dengan wudhu atau di tempat yang tidak diperbolehkan 
tayamum, maka wajib qadha. 

Keterangan, dalam kitab: 


9 Syaikh Bakhit al-Muthi'i (Mufti Mesir), Majalah al-Hidayah al-lskmm/ah, (Mesir: JumadilUla 
1352 H/ Agustus 1933 M), Jilid I, h. 203 dan Lihat pula, Syaikh Thaha Jib, Majalah al- 
Azhar, (Mesir). 
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1. Hasyiyah al-Bajuri 10 

Ji'* ijil 

ytjbu ^ * U$£? ;5Uii Ujs u iS\ 

:‘Uv 4^'j 
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JJ. iL*i J1433 * ^>.13 UjS \y Ji iUJ 

Bukankah aneh, ada seseorang bepergian bukan bertujuan maksiat yang 
boleh melakukan rukhshah, 


ketika ia umdhu untuk shalat, maka ia harus mengulangi shalatnya kembali, 
dan ia tidak perlu mengulang shalat kembali ketika tayamum dengan debu saja? 

Sebagian ulama menjawab: 

Hukum ini adalah untuk orang junub yang lupa, lalu shalat berkali-kali 
dengan berwudhu, maka sangat jelas, 

bahwa mengadha shalat yang bersucinya dengan xvudhu itu wajib dan ia 
tidak perlu mengulang shalat kembali ketika tayamum dengan debu saja. 

Begitulah ia tayamum berulangkah wahai pemuda. Bacalah buku-buku ilmu 
pengetahuan wahai orang yang terbaik penelitiannya. 

Karena kewajiban mandi (junub) bisa digantikan tayamum, berbeda dengan 
zoudhu dalam kasus tersebut, karena adanya pembeda tertentu (antara keduanya) 
sehingga kasus junub tersebut mempunyai hukum khusus. 


164 Si Junub yang Shalat Karena Lupa Itu, Menjadi Imam 

S. Kalau si junub yang sembahyang karena lupa itu menjadi imam, apakah ia wajib 
memberitaku pada omng-onmgyang turut makmum, sewaktu ia ingat? (Ponorogo) 

J. Kalau bagi si makmum yang tidak masbuy (ketinggalan rakaat) maka si 
imam tidak wajib mengingatkan, tetapi bagi makmum yang masbucj, maka 
si imam wajib memberitahu pada si masbuq, kalau pemberitahuan itu 
sewaktu si masbucj belum salam atau sesudah salam dalam tempo pendek. 


10 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, 
h. 95-96. 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


159 




maka si masbucj harus menyempurnakan dengan satu rakaat dari sujud 
sahwi, kalau pemberitahuan itu setelah salam dalam tempo yang lama, 
maka si masbuq harus sembahyang lagi ( i'addh ). 

Keterangan, dari kitab: 


1. Tanwir al-Qulub n 

.ji Di 1+JSj s^> % j^ji ju^j 


Seandainya imam baru ingat setelah shalat bahwa ia berhadats (seperti 
tidak berwudhu) atau terkena najis dengan najis yang samar, dan imam itu 
tahu bahwa sebagian makmum masbiuj (yang ketinggalan) telah melakukan 
ruku' bersamanya sebelum menyempurnakan Fatihahnya, maka ia wajib 
memberitahu makmum tersebut agar mengulangi kembali shalatnya jika 
memang sudah selesai dan waktunya tidak lama. Jika belum, maka ia harus 
melaksanakan satu rakaat lagi dan sujud sahwi. 


165 . Pengertian "Permusuhan Lahir Batin" antara 

Suami Istri 

S. Apa yang dimaksud dengan bermusuhan antara suami istri yang lahir 
atau yang batin, dalam keterangan ulama bahwa nikah paksa ( ijbar ) itu sah 
apabila di antara kedua mempelai itu tidak terdapat bermusuhan yang lahir. 
Kalau seorang calon mempelai perempuan mengucap: "Kalau saya akan 
dinikahkan dengan si anu, maka saya akan marah karena saya benci sekali 
pada si anu itu." Apakah ucapan yang demikian itu termasuk bermusuhan 
yang lahir, atau sewaktu mengetahui akan dinikahkan. Mu tidak mau makan dan 
minum, ia sangat setuju kalau pernikahannya tidak terlaksana, apakah perbuatan 
demikian itu namanya bermusuhan Cadawah)? Atau tidak? (Tegal) 

J. Yang dinamakan bermusuhan Cadawah) yang lahir, yaitu bermusuhan 
yang diketahui para penduduk setempat, dan bermusuhan Cadawah) yang 
batin yaitu yang tidak diketahui penduduk setempat. Adapun ucapan- 
ucapannya bahwa ia marah dan ia benci sekali, itu termasuk bermusuhan 
Cadawah), dan perbuatan tidak makan dan minum kalau akan dinikahkan, 
itu bukan nama bermusuhan, tetapi sekedar benci saja. 

Keterangan, dari kitab: 


11 Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir cd-Qulub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 166. 
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1 . 1 'anah al-Thalibin 12 
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Pernyataan sekiranya tidak ada permusuhan yang jelas, yakni antara 
keduanya (suami-istri). Jika terdapat permusuhan yang jelas, yakni yang 
tidak tersembunyi dari penduduk setempat, maka si wali tidak punya 
otoritas untuk mengawinkannya, kecuali dengan seizinnya (wanita). Lain 
halnya jika permusuhan itu tidak jelas, yakni tidak diketahui penduduk 
setempat, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena si wali akan 
berhati-hati cdeh adanya celaan terhadapnya dan terhadap yang lain. 

Disyaratkan pula agar antara si istri dan suami tidak terdapat permusuhan 
walaupun tidak nampak jelas. Tidak dipertimbangkannya permusuhan 
yang nampak jelas bagi calon suami, sebagaimana dipertimbangkan pada 
wali, karena permusuhannya tidak nampak jelas akan membuat calon 
suami itu menyakiti si wanita dengan sesuatu yang tidak bisa dibiarkan, 
karena kehidupan bersama antara keduanya. 

2. Futuhat al-Wahhab 13 





Aiii- 31 ijS' 31 ,Js<7 «31^*. 1U 0' 

^ sj'^ 4^- Hj Jg}\ £jp 

003 J !j\^ 141L; SJ35 jki .Ujj^ <•, 14.33: N j» 

.I43N4- <uLLJ\3 l)1 j 3 ^ 4 ^V ^13 .(33^ 

Adapun sekedar rasa bend atau tidak suka si wanita terhadap si pria 
tanpa bahaya, maka hal tersebut tidak berpengaruh apapun. Namun, 


12 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman 
Mar'i, t .th). Jilid III, h. 308. 

13 Sulaiman al-Jamal, Futuhat al-Wahhab ' ala Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr t th ) 
Jilid IV, h. 147-148. 
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dimakruhkan bagi si wali untuk mengawinkannya dengan pria tersebut, 
seperti termaktub dalam kitab al-Umm ... 

Dan disyaratkan bagi sahnya akad, tidak adanya rasa permusuhan yang 
jelas dari pihak wali terhadap si wanita, dengan permusuhan yang diketahui 
penduduk setempat ... Dengan kata permusuhan, maka mengecualikan 
rasa tidak suka, misalnya karena kikir, buta atau buruk rupa(fisik), maka 
hukum mengawinkannya hanya makruh. Dalam Syarh al-Raudh Syaikh 
Zakaria bin Muhammad bin Zakaria al-Anshari berkata: "Tidak perlu 
menyaratkan tidak adanya rasa permusuhan suami, karena kasih sayang si 
wali akan membuatnya tidak mengawinkan dengan musuh si calon istri. 

(Pernyataan Syaikh Zakaria al-Anshari: 'Tidak ada permusuhan antara 
si perempuan.") maksudnya antara dia dan walinya. Maksud permusuhan 
yang tampak adalah yang diketahui penduduk setempat, sedang permusuhan 
batin adalah sebaliknya. 

3. Futuhat al-Wahhab 14 


j» ^ $ jjt sjijJdl 51 gttdl 60 g ) 3 


Dan antara permusuhan dan kebencian itu dibedakan, yaitu permusuhan 
adalah yang mendorong kejahatan fisik, sedangkan kebencian adalah 
permusuhan yang terpendam dalam hati. 


166. Pengertian Sekufu yang Menjadi Syarat Sahnya 

Nikah Paksa 


S. Apa yang dimaksud dengan setingkat (kufu) antara kedua mempelai yang 
menjadi syarat sahnya nikah paksa? Apakah seorang wanita yang patuh 
Cafifah) setingkat dengan lelaki pencoleng, sehingga dapat dinikahkan dengan 
paksa, atau tidak? (Tegal) 

J. Bahwa seorang wanita yang patuh agamanya itu tidak setingkat 
dengan lelaki pencoleng yang berbuat dosa besar. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Wahhab 15 

•iilaC' J— 

Orang fasik itu tidak sepadan/ selevel dengan wanita terhormat. 



14 Sulaiman al-Jamal, Futuhat al-Wahhab ‘ala Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr t. th.) 
Jilid V, h. 358. 

15 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab dalam Muhammad al-Bujairimi, 
al-Tajrid li Nafi al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1369 H/ 1950 M), Jilid IH, h. 353. 
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167. Pengertian Mampu Membayar Maskawin 
dengan Tunai 

S. Apa yang dimaksud dengan mampu membayar maskawin (mahar) dengan 
tunai yang menjadi syarat saknya nikah? Jejaka lelaki yang tidak mempunyai 
pekerjaan dan harta, ia merukah menurut perintah orang tuanya dan sewaktu akad 
tidak mampu membayar maskawin, apakah sah nikahnya ataukah tidak? (Tegal) 
J. Sesungguhnya nikahnya jejaka tersebut dalam soal tidak sah menurut 
pendapat yang mu'tamad oleh Ibn Hajar dan Ramli, tetapi menurut 
pendapat lain sah, demikian itu apabila nikahnya dengan maskawin tunai, 
kalau dengan maskawin tempo (nasiah) maka nikahnya sah dengan tidak 
ada selisih di antara ulama, apabila demikian itu telah menjadi kebiasaan. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Tuhfah al-Habib 16 
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Pernyataannya tentang seseorang tidak mampu membayar maskawin, yakni 
jika dibayar secara kontan dan bukan yang biasa tahutang. 

2. Fatawa Ibn Ziyad 17 


jvs 3 jj 3 ^4-3 uf jUi 
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Dan yang menjadi kitab al-Fatawa adalah, sungguh tidak disyaratkan 
dalam menikahkan gadis secara paksa, si suami berkemampuan membayar 
mahar mitsli, sebagaimana pendapat yang diunggulkan Imam Zakaria, al- 
Bulqini, al-Zarkasyi dan al-Qumathi, serta kesimpulan pendapat al-Nawawi 
dan al-Rafi'i. Menurut pendapatku, sebagaimana yang diunggulkan Ibn Hajar, 
al-Ramli dan lainnya, bahwa dalam pernikahan secara paksa tanpa izin 
si wanita, diharuskan dengan seorang suami yang mampu membayar 
mahar mitsli. Jika si suami tersebut tidak mampu, maka perkawinan itu 
tidak sah. Dengan demikian, maka pendapat penulis kitab al-Fatawa dan 
pendapat yang didasarkan padanya adalah pendapat lemah, maka kajilah! 


16 Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1951 
M), Jilid IH, h. 350. 

17 Dan Ziyad, TaBtis al-Murad pada hamisy Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah cd-Mustarsyidm, 
(Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M), h. 39-40. 
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168. Dalam Akad Nikah Dinyatakan "Kukawinkan 
Padamu Perempuan Pinanganmu", Padahal Lelaki 
Tidak Pernah Meminangnya 

S. Bagaimana orang mengucapkan, dalam akad nikah; aku menikahkan padamu 
akan perempuan pinanganmu, padahal si lelaki (mempelai) tidak pernah 
meminangnya, apakah sah nikahnya t (T egal) 

J. Sah nikahnya apabila telah ditentukan dengan nama atau sifatnya, atau 
dengan menunjuk, atau tidak ditentukan dengan nama atau sifat, tetapi 
kedua yangberakad mempelai dan wali dalam hatinya telah menentukan. 
Adapun ucapan pinanganmu, itu dianggap sia-sia ( lagha ). 

Keterangan: dari kitab: 

1. Fath al-Mu'in 18 


Dan (dalam akad nikah) cukup menentukan (calon mempelai wanita) 
dengan sifat atau isyarat 
2. Tufah al-Muhtaj 19 
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Maka dengan ungkapanku "Dalam sighat," mengecualikan kirnyah dalam 
wanita yang diakadi, seperti bila seorang ayah beberapa wanita berkata: 
"Aku nikahkan dirimu dengan salah satunya, anak perempuanku, atau 
Fatimah, dan keduanya (wali dan mempelai pria) meniati pada perempuan 
tertentu, meskipun bukan yang disebutkan, maka akad nikah tersebut sah. 


169. Mushalla yang Diwakafkan Tidak Bisa Menjadi 
Mesjid, Kalau Tidak Diniatkan 

S. Bagaimana hukumnya tempat yang diwakafkan untuk sembahyang, apakah 
tempat itu menjadi mesjid sebagaimana keterangan dalam ldtab safinah? 

J. Bahwa tempat itu tidak menjadi mesjid apabila tidak diniatkan menjadi 
mesjid. 


18 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Efcmyathi, Tanah 
d-Thatibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t .Ih). Jilid m h. 280. 

19 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj dalam Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah 
al-Syirwani (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid VII, h. 262. 
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Keterangan, dari kitab: 

1. Mughni al-Muhtaj 20 
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Wakaf itu tidak sah kecuali disertai ucapan (dari yang mewakafkan) yang 
memberikan pengertian (pewakaf an) yang dimaksud ... dikecualikan dari 
syarat mengucapan, bila seseorang membangun mesjid di lahan bebas, 
dan ia berniat menjadikannya mesjid, maka bangunan tersebut menjadi 
mesjid tanpa memerlukan ucapan pewakafan. Hal ini sebagaimana pendapat 
Ibn Rif'ah dalam kitab al-Kifayah dengan mengikuti al-Mawardi: "Sebab 
aktifitas membangun disertai niat menjadikannya mesjid sudah mencukupi 
pewakafan dari pengucapan wakaf. Al-Subki memperkuatnya, bahwa lahan 
bebas tersebut tidak menjadi milik seseorang yang membukanya sebagai 
mesjid. Diperlukannya pengucapan wakaf itu untuk mengeluarkan lahan 
dari kepemilikan seseorang. Dan untuk bangunannya diberlakukan hukum 
mesjid karena mengikuti lahannya. Al-Isnawi berpendapat "Dan hukum 
qiya$ kasus tersebut adalah pemberlakuannya pada selain mesjid, yaitu 
sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, dan selainnya. Pendapat al-Rafi'i 
dalam bab Ihya al-Mawat juga menunjukkan demikian. 

2 . 1 hnah al-Thalibin 21 


(3 ^ po 3*> s^Lal) oO ijjfc 0^*53 *— 1:1^ (-5^ (^*)» }'^a^ Aii»33 ^ _j*) 
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(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari "Saya mewakafkannya untuk 
shalat."), yakni jika si pewakaf berkata: "Saya wakafkan tempat ini untuk 


2 ° Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ‘ala al-Minhaj, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1424 H/2003 M), Jilid H, h. 517) 

21 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Vanah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman 
Mar'i, t ,th). Jilid III, h. 160. 
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shalat." Maka ucapan itu termasuk sharih (jelas) dalam kemutlakan wakaf. 

(Ungkapan beliau: "Dan kmayah dalam kekhususannya sebagai mesjid, 
maka harus ada niat menjadikannya mesjid.") Jika ia berniat menjadikan 
mesjid, maka tempat tersebut menjadi mesjid. Jika tidak, maka hanya 
menjadi wakaf untuk shalat saja, dan tidak menjadi mesjid seperti sekolahan. 


170. Kawin yang Dipaksa / Sebab Berbuat Zina 


S. Apakah sah nikah yang dipaksa polisi karena berbuat zina? Atau tidak sah? 
Karena nikahnya itu tidak dengan keinginannya sendiri. (Tegal) 

J. Tidak sah nikahnya, apabila pemaksaannya memenuhi syarat, menurut 
ahli fiqh, atau diperintah hakim, walaupun tidak ditakuti, karena syarat 
sahnya nikah, harus dengan kemauan si calon suami. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Tanwir al-Qulub 22 



Maka si suami harus dalam keadaan bisa memilih Tidak sah pernikahan 
orang yang dipaksa. 

2. Bughyah al-Mustarsyidin 23 
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Jika seseorang diperintahkan hakim untuk fhalacj lalu ia menjatuhkan 
thalaq, maka thahcjnya tidak sah, meskipun hakim itu tidak mmgintimidasinya. 
Dan tidak berbeda antara hakim yang berkemampuan memaksa secara 
fisik atau tidak, karena yang kasus itu termasuk pemaksaan syar’i. 


171. Ongkos Sewa untuk Pasar Malam, Dipergunakan 
untuk Biaya Asrama Yatim Piatu 

S. Apakah ongkos sewa tempat untuk melihat sepak bola atau pasar malam, 
atau ongkos sewa tanah, halal dipergunakan untuk perongkosan asrama 
yatim piatu atau fakir miskin? (Tegal) 

J. Apabila kita menetapkan haramnya sepak bola dan pasar malam atau 
tonil, maka kita menetapkan haramnya uang ongkos sewa tersebut. 


22 Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, (Beirut Dar al-Hkr, 1414 H/ 1994 M), h 31Z 

23 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin , (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 
H/1952 M)), h. 231. 
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walaupun digunakan untuk asrama yatim piatu atau fakir miskin, 
karena mengingat kaidah menjauhi maksiat didahulukan dari mencari 
kebaikan. Lihat keputusan Muktamar ke-10 nomor 160. 


172. Orang Shalat di Dekat Kakbah Harus Benar-benar 
Menghadap Ka'bah 


S. Kalau seseorang bermazhab Syafi'i juga mengerti kewajiban menghadap 
Ka'bah, apakah boleh bersembahyang dengan menghadap jihah, sepati bersembahyang 
menghadap ke barat benar, tidak sedikit ke arah utara? Dan apakah tidak sebaiknya 
mesjid-mesjid yang tidak benar kiblatnya diberi tanda kiblat yang benar. 

J. Kalau orang bersembahyang itu di dekat Ka'bah yang bisa melihat atau 
menyentuh Ka'bah, maka tidaklah sah sembahyangnya bila tidak benar- 
benar menghadap Ka'bah, begitu pula bagi orang-orang yang berkuasa 
ijtihad kiblat dengan tanda-tanda yang sah dan ia sengaja mengikuti 
pendapat yang diperbolehkan menghadap jihah, maka sembahyangnya 
tidak sah. Kemudian Muktamar menyatakan baik memberi tanda kiblat 
yang benar untuk mesjid-mesjid yang kurang benar kiblatnya. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Bughyah al-Mustarsyidin 24 
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(Kasus dari al-Kurdi) Pendapat yang unggul adalah sungguh harus 
menghadap wujud kiblat (ka'bah), walaupun bagi orang yang berada 
di luar Makkah. Maka harus bergeser sedikit dalam shaf yang panjang 
sekiranya seseorang menyangka dirinya telah sejajar dengan kiblat (ka'bah) 
dalam keadaan jauhnya. 


2. Ketetapan Muktamar 25 




Dan mu'tamar menilai baik pemberian tanda pada mesjid yang jauh 
dari Ka'bah dengan tanda yang dapat menunjukkan ke arah wujud kiblat. 


24 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 
H/1952 M)), h. 39. 

25 Ketetapan Muktamar Ke-9, Nomor 150. 
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2. Bughyah al-Mustarsyidin 26 
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Kondisi cukup menghadap arah (ka'bah ke barat saja misalnya) adalah 
saat tidak mengetahui tanda-tanda arah ka'bah. Karena orang yang 
mampu mengetahui ka'bah bila diandaikan bisa dihasilkan dengan 
berijtihad, maka ia tidak cukup menghadap arah saja secara pasti (tanpa 
khilafiyah). Tidak ada yang mendorong ulama yang membolehkan 
menghadap ke arah ka'bah melainkan mereka memandang bahwa 
menghadap ka'bah dengan berijtihad itu sulit dilakukan. 


173. Pindah dari Thariqah ke Thariqah Lain 

S. Apakah boleh bagi murid Thariqah Naqsabandi pindah ke thariqat lain 
seperti syaratnya atau lain-lain? Dan apakah boleh orang ahli tharuph mengusir 
orang-orang dari mesjid untuk dipergunakan tawajuh (menjalankan wirid) dalam 
mesjid itu? (Kroya) 

J. Adapun pindah dari suatu thariqah ke thariqah lain itu boleh asal 
dapat mengikuti semua syarat yang ditentukan. Adapun mengeluarkan 
orang-orang dari mesjid, apabila mesjid itu ditentukan wakafnya untuk 
para ahli thariqah, atau dengan keridhaan orang-orang yang dikeluarkan, 
maka tidak dilarang mengeluarkan itu. Tetapi kalau mesjid itu tidak 
ditentukan wakaf khusus untuk para ahli thariqah, dan tidak dengan 
keridhaan orang-orang yang dikeluarkan, maka hukumnya haram 
mengeluarkan orang-orang itu. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Majmu'ah al- Rasa'il 27 
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26 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 
H/1952 M)), h. 39-40. 

27 Sulaiman al-Zuhdi al-Naqsyabandi, Majmu'ah al- Rasa'il 
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Ketahuilah, sesungguhnya thariqah yang termasyhur dengan sanad 
yang bersambung dari ulama sala/ke khahrf (antar generasi sampai ke Nabi) 
adalah sama seperti empat mazhab yang diterima deh umat Islam (Maliki, 
Hanafi, Syafii dan Hambali). Boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab 
yang lain secara bebas, tanpa tdfiq bagi orang awam. Demikian pula boleh 
berpindah dari satu tharujah ke thakcph lain dengan syarat mampu memenuhi 
segala aturan dan konsisten dengan adab thariqah yang ia masuki. 


Z l'anah al-Thalibin 28 
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Atau seperti syarat khusus misalnya mesjid hanya untuk golongan 
Syafi'i, maka selain mereka tidak boleh shalat dan i'tikaf di mesjid tersebut 
demi menjaga tujuan dari persyaratan tersebut, walaupun syarat seperti 
ini hukumnya makruh. 


3. Mughni al-Muhtaj 29 
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Pendapat yang lebih sahih adalah jika disyaratkan sejak semula 
dalam mewakafkan mesjid, seperti seseorang yang mewakafkan suatu 
tempat untuk dijadikan mesjid dan menyaratkan penggunaanya khusus 
untuk satu golongan seperti Syafi'i, maka mesjid itu menjadi khusus 
hanya untuk mereka. Yakni, persyaratannya itu diikuti, sebagaimana 
dalam kitab al-Muharrar, cd-Raudhah dan asalnya. Maka selain mereka 
tidak boleh shalat dan i'tikaf di mesjid itu. Seperti halnya sekolah dan 
pemondokan, jika dalam pewakaf annya disyaratkan secara khusus hanya 
untuk golongan tertentu saja, maka hanya untuk mereka saja, seperti pendapat 
al-Imam al-Haramain. 


28 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman 
Mar'i, t .th). Jilid ffl, h. 169. 

29 Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1423 
H/2003 M), Cet. Ke-1, Jilid n, h. 522. 
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Sedangkan menurut pendapat kedua, mesjid tersebut tidak dikhususkan 
untuk mereka saja, karena menjadikan sesuatu tempat sebagai mesjid sama 
seperti membebaskannya (menjadi tidak bertuan), sehingga tidak 'Ulat (dasar 
hukum) yang mengkhususkannya untuk kelompok tertentu saja. Menurut 
pendapat kebanyakan ulama, kalau seseorang mengkhususkan suatu 
kuburan untuk golongan tertentu, maka kuburan itu hanya untuk mereka saja. 


174. Nikah Secara Tahlil d mgan Sengaja Akan Dicerai 
Sesudah Bersetubuh 

S. Apakah sah nikah karena tahlil (memperoleh perkembangan pada istri yang 
telah dicerai tiga kali ba'in) dengan sengaja akan dicerai setelah bersetubuh? Atau 
tidak? (Solo) 

J. Sahlah nikahnya, tapi makruh apabila sewaktu nikah tidak dijanjikan 
bercerai di dalam akad, kalau dijanjikan demikian, maka hukumnya 
tidak sah, karena termasuk nikah sementara (mut'ah). 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-Syarcjawi 30 
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Seperti pernikahan muhallil (orang yang menikahi wanita yang sudah 
(Mialacj tiga oleh suami pertamanya) yang menikahinya agar suami pertamanya 
yang itu bisa menikahinya kembali setelah dithalaq (oleh si muhallil) dengan 
persyaratannya. Jika si muhallil tersebut menikahinya dengan syarat telah 
mmyetubuhinya maka ia harus mencerainya, maka pernikahannya menjadi 
batal, karena yang demikian itu termasuk nikah mut 'ah (kawin kontrak). 


175. Menyerahkan Zakat kepac a Salah Seorang Pezakat 

S. Apakah orang yang mengeluarkan zakat, boleh mengambil zakat dari amil 
dengan atas nama peminjam (ghurama')? (Banyuwangi) 

J. Boleh mengambil zakat dari amil, asal ia termasuk salah seorang yang 
berhak menerima zakat. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Mu'in 31 

30 Abduilah aNSyaraawi, Hasuwah al-Syaraazui 'ala al-Tuhfah, (Indonesia: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, t. tfr^ Jilid : I, h. 245. 
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Dan orang miskin itu adalah orang yang punya harta atau pekerjaan 
namun tidak cukup memenuhi kebutuhannya, seperti orang yang butuh 
sepuluh sementara ia hanya mempunyai delapan. 


176. Memindahkan Zakat ke Dalam Batas Kota 


S. Seseorang di dalam batas kota, memberikan zakatnya kepada orang yang di 
luar batas kota, termasuk memindahkan zakat, atau tidak? Dan orang yang 
datang dari bepergian, kemudian sewaktu matahari terbenam pada akhir 
bulan Ramadhan, ia belum datang di tempatnya (di luar batas kota), bolehkah 
ia memberikan fitrahnya kepada mustahicjcjin di tempatnya? (Kudus) 

J. Bahwa menerimakan zakat kepada mustahiq(jin di luar batas kota, bagi 
orang-orang yang berada di kota, itu termasuk memindahkan zakat ke 
lain tempat. Adapun orang yang sewaktu matahari terbenam pada 
akhir bulan Ramadhan belum sampai di tempatnya, maka ia wajib 
memberikan zakat fitrahnya kepada mustahujcfin yang berada di tempat 
ia berada waktu itu termasuk orang yang berkewajiban zakat fitrah, 
karena ia mempunyai kelebihan untuk keperluan sehari semalamnya. 

Apabila ia memberikan zakat fitrahnya kepada mustahiqqin yang 
berada di tempatnya, maka termasuk memindahkan zakat, yang tidak 
sah menurut kebanyakan ulama (jumhur), yaitu Qaul Azhhar dari 
beberapa Qaul Imam Syafi'i Ra., dan sah menurut beberapa ulama 
yang memperbolehkan memindahkan zakat. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al-Mustarsyidin 32 
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31 Zainuddirt al-Malibari, Fath al-Muin dalam al~Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, 
Vanah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t .th). Jilid H, h. 188-189. 

32 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin , (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 
H/1952 M)), h. 105. 
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Pendapat mazhab (Syafi'i) yang unggul tidak boleh memindah zakat 
ke (daerah lain). Sekelompok ulama memilih diperbolehkan pemindahan 
zakat seperti pendapat Ibn 'Ujail dan Ibn al-Shalah. Menurut Ibn 
Makhramah itulah pendapat yang terpilih ketika zakat diberikan kepada 
semisal kerabat Pendapat tersebut dipilih pula deh al-Rauyani. Al-Khaththabi 
menukilnya dari mayoritas ulama, dan Ibn 'Atiq juga berpendapat seperti 
itu. Maka boleh mengikuti mereka itu. 

Menurut salah satu pendapat Imam Syafil yang lebih kuat (al-Azhhar), 
tidak diperkenankan memindahkan zakat (mal) dan fitrah. Dalam kitab 
Tuhfah dan Nihayah terdapat pengecualian untuk tempat yang berdekatan 
dan masih dianggap satu daerah walaupun di luar perbatasan. Al-Qurdi 
dan seorang ulama menambahkan: "Oleh sebab itu, tempat harta mencapai 
haul dan harta itu di situ, maka menjadi tempat pengeluaran zakatnya. Hal 
ini jika si pemilik menetap di suatu tempat, sedangkan ia bepergian dan 
tidak ada harta yang bersamanya, maka boleh menunda zakat hingga sampai 
ke tempatnya. Dan tempat terbenamnya matahari sementara seseorang 
berada di situ, maka tempat itu merupakan tempat zakat fitrahnya. 


177. Melihat Barang yang Dijual dengan Memakai 

Kacamata 


S. Apakah cukup melihat barang yang dijual (mabi') dengan memakai kacamata, 
atau tidak? (Kudus) 

J. Tidak cukup melihat barang yang dijual, apabila dilihat dengan kacamata 
itu mengubah macamnya barang yang dijual daripada dilihat dengan mata 
biasa, dan tidak sah penjualan itu, karena kurang sempurnanya melihatnya. 
Keterangan, dari kitab: 


1. Hasyiyah al-Syarqaivi 33 
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33 Abdullah al~Syarqawi, Hasyiyah al~Syarqmui ' ala Tuhfah abThullab, (Indonesia: Dar al- 
Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Jilid II, h. 16. 
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Cukup melihat barang yang dijual, yakni walaupun melihatnya dari 
lobang dan bukan dari balik kaca seperti peralatan yang disebut dengan 
'uyun (kaca mata). 


178. Bersentuhan Kulit Laki-laki dengan Kulit 
Perempuan Lain Tanpa Beraling-aling 

S. Apakah batal wudhu seseorang yang bermazhab Syafi'i karena menyentuh 
perempuan lain? Karena (Hantam orang tertentu, mengatakan tidak batal? (Boyolali) 
J. Sesungguhnya bersentuhan kulit lelaki dengan kulit perempuan lain 
(tidak mahram) dengan tidak beraling-aling itu membatalkan wudhu, 
menurut madzhab Syafi'i dengan tidak ada selisih di antara ulama Syafi'i 
Keterangan, dari kitab: 


l.Fathal-Mu'in 34 


Dan yang keempat (yang membatalkan wudhu) adalah bertemunya dua 
kulit pria dan wanita, walaupun tanpa syahwat, dan salah satu dari keduanya 
dalam keadaan dipaksa atau menjadi mayat 


179. Qadha Shalat dan Puasa Oleh Orang Lain yang 
Masih Ada Hubungan Famili atau Diizini Famili Mayat 

S. Seseorang meninggal dunia, masih meninggalkan qadha shalat dan puasa 
Ramadhan. Apakah selain putranya boleh mengerjakan cjadha salat atau puasa? 
Kalau boleh apakah putra-putranya juga masih boleh mengerjakan qadha itu, 
walaupun telah dikerjakan oleh orang lain? (Boyolali) 

J. Qadha itu boleh dikerjakan oleh orang lain, apabila masih ada hubungan 
famili atau izin famili. Apabila qadha itu telah dikerjakan, maka tidak 
boleh dikerjakan lagi oleh salah satu putra-putranya, setelah berkeyakinan 
bahwa si mayat itu tidak mempunyai qadha. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Tarsyih cd-Mustafidin 35 
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34 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, 
Tanah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t .th). Jilid I, h. 64. 

35 Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, tth.), h. 122. 
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Bila mengakhirkan ijfldJw (berpuasa sebagai tebusan dari puasa 
yang ditinggalkan sebelumnya) Ramadhan, padahal ia mampu untuk 
melaksanakannya sampai masuk Ramadhan berikutnya, maka harus 
dikeluarkan dari harta warisannya setiap hari (dari hitungan puasa yang 
ditinggalkan) dua mnd, satu mud (6 ons beras) sebagai karena tidak puasanya 
pada waktunya dan satu mud lagi karena menunda qadhanya, jika memang 
tidak ada kerabatnya atau orang lain yang diizinkannya untuk melaksanakan 
qadha tersebut ... Barang siapa meninggal dunia dengan meninggalkan 
hutang shalat, maka tidak perlu diqadha dan membayar fidyah Dan dalam 
satu pendapat, seperti kalangan ulama ahli ijtihad, shalat tersebut boleh 
dirjadha oleh orang lain berdasar hadits riwayat Bukhari dan lainnya. Oleh 
sebab itu, sekelompok imam madzhab kita (Syafi'iyah) memilih pendapat 
tersebut, dan al-Subki melakukannya untuk tnengfladha sebagian kerabatnya 
2. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah 36 


.ilklj ilji Ali (lLi> Slj t\Jai Alic- ^3 (jl3 


Jika tidak ada dugaan bahwa yang meninggal itu punya kewajiban untuk 
mengqadha dan tidak ada keraguan sedikitpun kepadanya, maka niat 
untuk mengqadha tersebut batal. 


180 . Shalat Tarawih Bermakmum Kepada Imam 

yang Fasik 

S. Sahkah salat tarazoih bermakmum pada imam yang biasa meninggalkan 
shalat fardhu? Atau tidak? (Boyolali) 

J. Sah bermakmum pada orang yang demikian, tetapi makruh karena ia 
fasik dengan membiasakan meninggalkan shalat fardhu, dan ia (imam) 
haram mengerjakan shalat seperti tarawih dan lain-lain. 

Keterangan, dalam kitab: 

1. Fath al-Mu'in 37 


<jh^) 


36 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatama al-Kubra al-Fiqhh/ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 
M), Jilid n, h. 90. 

37 Zainuddin al-Malibari, Falh ct-Mu’in pada rmwhaFThaMmJSineapvua: Sulaiman Mart t 
-th). Jilid U, h. 47. 
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Makruh makmum di belakang orang fasik dan pelaku bid'ah. 


2. 1'amh Thalibin 38 


Dan orang yang mempunyai kewajiban qadha shalat fardhu tanpa 
udzur haram shalat sunah, maksudnya besertaan keabsahannya. 


181. Hasil Barang Gadaian Dipakai Beramal Saleh 

S. Kalau membeli tanah dari uang penghasilan barang gadaian, kemudian 
penghasilan tanah diperuntukkan beramal pada orang-orang miskin, apakah 
penghasilan itu haram? Atau tidak? (Boyolali) 

J. Kalau penghasilan dari barang gadaian ( marhun ) itu halal seperti 
gadaian yang tidak dijanjikan dalam akad (lihat putusan Muktamar ke 
IV nomor 69), maka pembeliannya juga sah dan amalnya pada para 
orang miskin juga halal. Sebaliknya, kalau barang gadaian itu haram, 
karena dijanjikan dalam akad, atau mengikuti pendapat mengharamkan, 
yaitu yang lebih berhati-hati (sebagaimana dalam putusan Muktamar 
ke II, jika pembeliannya dengan tempo atau dengan kontan, tetapi si 
penjual telah mengetahui bahwa uang pembeliannya dari uang haram), 
maka juga sah pembeliannya dan amalnya pun halal. Kalau pembeliannya 
kontan dan si penjual tidak mengerti bahwa uang itu haram, maka 
tidak sah pembeliannya dan haram amalnya pada para miskin itu. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Mu'in 39 


(J* - (jla y» (j jSj 
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Jika seseorang membeli makanan yang berada dalam jaminan dan 
membayar dengan uang haram, jika si penjual menyerahkan padanya dengan 
ridhanya sebelum pembayaran harga, maka pembeli halal memakannya, 
atau sesudah pembayaran besertaan si penjual tahu uang itu haram, maka 
juga halal. Jika tidak, maka haram sampai si penjual membebaskannya 
atau si pembeli membayarnya dengan uang halal.U 


38 Abu Bakar bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, remah d-Tha&m, (Beirut Dar al- 
Fikr, t.th). Juz I, h. 23. 

39 Zainuddin al-Malibari, Fath d-Mu'm pada Fandi d-Thatibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, 
t.th). Jilid m, h. 9. 
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182. Lelaki Memulai Salam Kepada Perempuan 

S. Apakah sunnah bagi laki-laki memulai salam kepada orang perempuan, 
apakah tafsilnya? 

J. Sunnah bagi lelaki mulai memberi salam kepada perempuan, apabila si 
perempuan itu istrinya sendiri, atau ada hubungan mahram atau 
jariyahnya, atau nenek-nenek yang telah lanjut, dan tidak menimbulkan 
asmara, atau kepada wanita yang baik-baik perbuatannya. Dan makruh 
mulai salam dengan perempuan yang masih menimbulkan asmara dan 
tidak berombongan, dengan wanita-wanita yang baik perbuatan, dan 
tidak pula disertai para lelaki. Dan boleh mulai salam, apabila pemberi 
salam berombongan dengan lelaki, walaupun si perempuan tidak 
berombongan dengan para wanita yang baik perbuatannya. 
Keterangan, dari kitab: 

1. 1’anah al-Thalibin 1 
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Disunatkan wanita memberi salam kepada wanita lain, mahramnya, 
majikannya, atau suaminya. Demikian juga kepada pria lain, sementara 
si wanita tersebut sudah tua dan tidak menimbulkan syahwat. Dalam 
contoh seperti ini, wajib menjawab salam dari pria tersebut. Adapun jika 
wanita tersebut masih menimbulkan gairah syahwat, sementara tidak ada 
wanita lain yang menyertainya, maka ia haram menjawab salam dari pria 
lain, demikian pula memulai salam. (Bagi laki-laki) makruh menjawab 
salam dari wanita tersebut, demikian pula memulai memberi salam. 

Perbedaannya adalah, bahwa jawaban salam wanita dan memulainya 
dapat membangkitkan gairah laki-laki terhadap wanita tersebut Andaikan 


1 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman 
Mar'i, t .th). Jilid IV, h. 185. Dikemukakan juga dalam Muhyiddin al-Nawawi, al- 
Adzkar dan Abdul Hamid al-Syirwani dalam Hasyiyah al-Syirwani. 
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ada pria memberi salam kepada sekelompok wanita, maka salah satu 
dari mereka harus menjawabnya. Sebab, dalam hal ini tidak dikhawatirkan 
adanya fitnah. 

Jika seorang laki-laki memberi salam kepada wanita yang sudah tua dan 
tidak menimbulkan syahwat, maka wanita tersebut harus menjawab 
salamnya, karena salam pria kepada wanita tersebut hukumnya sunah, 
demikian halnya salam wanita tersebut kepada pria. 

Z Mughni al-Muhtaj 2 


Aj 4^ J; &4\ g* jp i>=4 Sj 




Tidak makruh menjawab salam bagi sekelompok wanita atau yang 
sudah tua karena tidak ada kekhawatiran timbulnya fitnah, bahkan disunatkan 
memulai salam oleh sekelompok wanita tersebut kepada selain mereka, 
dan demikian pula sebaliknya. 


183. Orang yang Telinganya Bersuara Nging 


S. Apakah sebab musababnya telinga bersuara nging? Karena musababnya 
ada yang mengatakan dengan tidak berpedoman, bertahayul dan sangkaan 
jelek terhadap hal itu keterangan yang jelas, agar mohon dapat mengetahui 
yang sebenarnya dan jelas. 

J. Sesungguhya suara "nging" dalam telinga itu Rasulullah Saw. menyebut 
orang yang telinganya bersuara, dalam perkumpulan yang tertinggi (mala' 
al-a’laa) dan supaya ia ingat pada Rasulullah Saw. dan membaca shalawat. 

Keterangan, dari kitab: 

1. M-Siraj al-Munir 3 
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Jika telinga salah seorang kalian berdengung, maka hendaknya ia 
mengingat aku (Rasulullah Saw.) dan membaca shalawat kepadaku 


2 Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 
H/2003 M), Jilid IV, h. 267. 

3 Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, (Mesir, Musthafa al-Halabi, 1377 H/1957 M), Cet. Ke-3, 
Jilid I, h. 156. 
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serta mengucapkan: J* jiiJjijfS Allah akan mengingat yang mengingatku 
dengan kebaikan. Imam al-Munawi berkata, sesungguhnya telinga itu berdengung 
hanya ketika datang berita baik ke ruh, bahwa Rasasulullah Saw. telah 
menyebutkan orang (pemilik telinga yang berdengung) tersebut dengan 
kebaikan di al-Mala' al-A'la (majlis tertinggi) di alam ruh. 


184. Perbedaan antara Al-Our'an dan Hadis Qudsi 

S. Apa perbedaan antara al-Qur'an, hadits Nabi, dan hadits qudsi? Dan 
apa hikmahnya mengingat al-Qur'an itu dari Allah, begitu pula hadits, 
karena Rasulullah Saw. tidak akan berkata, kecuali dari wahyu yang diterimanya? 


J. Perbedaan: Bahwa al-Ourian itu diturunkan dengan lafazh dan artinya, 
yang dapat pahala membacanya, dan manusia tidak dapat meniru menyusun 
seperti itu, walaupun berupa sesurat yang pendek. Adapun hadits qudsi, 
yaitu wahyu yang diterima Rasulullah Saw., tidak dengan perantara 
malaikat menurut kebiasaan, tetapi dengan ilham atau mimpi, adakalanya 
diterima lafazh dan artinya, dan adakala hanya artinya saja. Kemudian 
Rasulullah Saw. menyusun ibaratnya dan dilakukan kepada Allah, 
dan tidak menjadi ibadah membacanya. Adapun hadits Nabawi, yaitu 
yang diwahyukan artinya, dan disusun ibaratnya oleh Nabi, dengan tidak 
dilakukan kepada Allah. Yang termulia dari tiga itu adalah al~Qur / an, 
kemudian hadits cfudsi, lalu hadits Nabawi 


Keterangan, dari kitab: 
1. Tanwir d-QuhdA 
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Perbedaan antara al-Ourian dan hadits cfudsi serta hadits Nabi adalah, 
bahwa al-Oub an diturunkan kepada Nabi Saw. dengan lafazh dan maknanya, 


4 Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub fi Mu'atnalat d-ATkm al-Ghuuub, (Beirut Dar 
al-Rkr, 1414 H/1994 M), h. 475. 
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membacanya dinilai ibadah, dan mengandung mu'jizat yang melemahkan 
semua makhluk untuk bisa membuat padanan surat yang paling pendek 
dari padanya. 

Sedangkan hadits qudsi, diturunkan kepada Nabi Saw. biasanya tanpa 
melalui perantaraan malaikat, namun dengan ilham, atau mimpi Adakalnya 
dengan lafazh dan maknanya sekaligus, dan adakalanya hanya maknanya 
saja, Nabi Saw. yang membuat redaksinya dan kemudian menisbatkannya 
(mengatasnamakan) kepada Allah Swt., membacanya tidak dinilai ibadah 
dan tidak pula mengandung mu'jizat yang melemahkan (sehingga bisa 
saja seseorang menirunya). 

Adapun hadits Nabi, diwahyukan deh Allah kepadanya dengan maknanya 
saja, dan Nabi Saw. yang membuat redaksinya, serta tidak menisbatkannya 
kepada Allah Swt. Yang paling mulia dari ketiganya adalah al-Qur'an 
lalu hadits qudsi. 


185. Shalat Ghaib untuk Mayit yang Berada dalam 

Negerinya 

S. Adakah pendapat ulama yang memperbolehkan shalat ghaib atas mayat 
yang berada dalam negerinya? Atau Tidak? 

J. Memang ada pendapat ulama yang memperbolehkan menyalatkan 
ghaib atas mayat yang berada dalam satu negara sewaktu terdapat 
kesulitan mendatangi, menurut pendapat yang aujah dari Imam Ramli. 
Adapun yang mu'tamad dari Imam Ibn Hajar, tidak boleh. 

Keterangan, dari kitab: 

1. 1’anah al-Thalibin 5 
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Tidak sah shalat jenazah atas mayit yang ghaib yang tidak berada di 
tempat orang yang ingin menyalatinya, sementara ia berada di negeri (daerah) 
di mana mayat itu beuda walaupun negeri tersebut luas, karena dimugkinkan 
mendatanginya. Para ulama menyamakannya dengan qadha bagi orang 
yang berada di suatu negeri sementara ia bisa menghadirinya. ... Yang 


5 At-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Taruh al-Thalibin, (Bdrut Dar al-Rkr, tth.) JiBd H, K 133. 
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menjadi pedoman adalah adanya atau tidak adanya kesulitan untuk 
mendatangi tempat mayat. Jika sekiranya sulit untuk mendatanginya 
walaupun berada di negerinya misalnya karena sudah tua atau sebab yang 
lain, maka shalat ghaibnya sah. Sedangkan jika tidak ada kesulitan, maka 
shalatnya tidak sah walaupun berada di luar batas negeri yang bersangkutan. 
2. Tarsyih al-Mustafidin 6 


j\ t J-ij* C)\j {j* (Jp Sl ^ (3 Ju5p| \j 


Dalam kitab Tuhfah Ibn Hajar al-Haitami berpedoman, bahwa seseorang 
tidak boleh melakukan shalat gaib pada mayat yang meninggal dalam 
satu negeri walaupun besar dan ia ‘udzur karena sakit atau dipenjara. 


186. Organisasi yang Melarang Meminjamkan Hak 
Miliknya Kecuali pada Anggotanya 


S. Apakah boleh perkumpulan (jam'iyyah) menetapkan peraturan melarang 
meminjamkan hak milik berupa alat-alat makan, alat tikar dan lain-lain, 
kecuali kepada anggotanya sendiri? Kalau peraturan itu boleh, maka apakah 
artinya firman Allah dalam surat al-Ma'un yang artinya: " Dan mereka 
menghalangi meminjamkan alat-alat."? 

J. Penetapan peraturan itu boleh, karena dalam pokoknya meminjamkan itu 
hanya sunat, tidak wajib. Adapun firman Allah dalam surat al-Ma'un 
itu telah mansukh (dibatalkan) atau yang dimaksudkan dalam firman 
Allah itu, keseluruhannya yakni; Melarang meminjamkan, berlaku kasar 
terhadap yatim piatu dan tidak mengajukan memberi pertolongan 
kepada orang-orang miskin dan lain-lain. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyahal-Syarqawi7 
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Allah berfirman: "Maka kecelekaanlah bagi orang-orang yang shalat (yaitu) 


6 Alawi al-Saqqal, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, tth.), h. 141. 

7 Abdullah al-Syarqawi, Hasyiyah d-Syarqawi 'ala al-Tuhfah al-ThuUab, (Indonesia: Dar al- 
Kutub al-Ilmiyah, t. th.). Jilid H, h. 90. 
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orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan 
enggan (menolong dengan) barang berguna". 

Ayat ini berlaku di masa awal penyebaran Islam, kemudian kewajibannya 
dibatalkan oleh sabda Raslullah Saw.: " Tidak halal bagi seorang muslim untuk 
mengambil harta saudaranya/orang lain kecuali dengan kerelaannya''. Pendapat 
yang lain menyebutkan, dalam ayat di atas tidak ada petunjuk wajib. Dan 
kata watt (kecelakaan) berlaku untuk semuanya, yakni meninggalkan 
shalat dan sekaligus riya’, atau dipahami pada situasi yang mencelakakan 
orang yang meminjamnya. 


187. Doa dari Nabi dengan Sighat J oma' Diubah Mufrad 


S. Bolehkah mendoakan dengan shighat jamak dalam doa yang dari Rasuhdlah 
Saw. dengan mufrad, seperti "AHaahumma anta mbbi, kemudian dibaca Maahuntma 
anta rabbartaa"? 

J. Sesungguhnya doa-doa yang datang dari syara' dengan mufrad, 
tidak boleh diubah, kecuali kalau doa itu diubah sendiri, maka sunat 
dengan shighat jamak sewaktu orang lain mengamininya. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Minhaj Syarah Muslim 8 
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Pendapat yang dipilih oleh al-Mazari dan lainnya adalah, sebab 
pengingkaran (tidak memperbolehkan) karena ini adalah dzikir dan doa, 
maka harus mengikuti redaksinya secara utuh, dan pembalasan (pahala) 
terkait dengan bunyi lafazh-lafazh dalam doa tersebut Barang kali Allah 
Swt. memang mewahyukan kepada Nabi Saw. redaksi dari kalimat- 
kalimat dari dzikir dan doa tersebut, sehingga mengikuti redaksinya secara 
utuh menjadi suatu keharusan. Pendapat ini adalah pendapat yang baik. 


188. Kentongan dan Bedug yang Dipukul untuk 
Memberitahukan Waktu Shalat 

S. Apakah hukum kentongan yang dipukul untuk memberitahukan waktu- 
waktu shalat fardhu, dipukul sebelum adzan, malah sering dipukul pula setelah 


8 Muhyiddin al-Nawawi, al~Minhaj Syarah Muslim, , (Beirufc Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), 
Juz IX, h. 30. 
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adzan, yang demikian itu tidak memberi bekas dalam hati, selain menyerupai orang 
Yahudi atau Nasrani (walau sekanang ini mereka meninggalkannya). Dan bagaimana 
hukumnya "Bedug" yang dipukul bersama kentongan, tetapi sermgkali dipukul 
bersama-sama dengan adzan, apakah hukumnya seperti kentongan itu? 
Apakah sunah beradzan di tempat yang tinggi seperti menara atau atap 
mesjid? Dan bagaimana hukumnya memukul bedug untuk memberitahukan 
mulai bulan Ramadhan, atau hari raya, atau waktu sahur, dan lain-lain. 
Bagaimana kebiasaan di desa-desa dalam mesjid sering mengganggu, terutama 
orang-orang yang berada di sekitar mesjid? Apakah demikian itu layak bagi 
agama yang suci maka tidak dilarang dan diingkari? 

J. Adapun hukumnya kentongan, telah menjadi berselisih di antara 
pendapat para ulama yang besar-besar, kalau ingin mengetahui 
dalilnya masing-masing haraplah membaca kitab-kitabnya yang telah 
dicetak, kemudian supaya diingat kemaslahatannya dan mafsadahnya, 
serta diperhatikan benar-benar. 

Adapun hukumnya 'bedug", maka tidak ada larangan tentang memukul 
bedug itu, apalagi kalau dengan bedug itu dapat menimbulkan syiar 
agama Islam. Tapi kalau mengganggu orang yang sembahyang atau 
orang yang tidur, maka haramlah bedug itu karena mengganggunya. 

Adapun adzan di tempat yang tinggi, seperti menara atau di atap 
mesjid, maka hukumnya setidak-tidaknya di pintu mesjid. 

Keterangan, dalam kitab-kitab fiqh. 


189. Menyerahkan Kurban Tanpa Wakil 

S. Seorang menerimakan seekor sapi atau uang harganya, kepada Zaid misalnya 
dengan mengucapkan; " Pak Zaid inilah kurbanku dan kurban serumah tanggaku. " 
Apakah Zaid itu menjadi wakil dalam kurban itu atau tidak? 

J. Hukum kurban itu sah dan Zaid menjadi wakilnya kurban itu, tentang 
pembelian, memotong, dan membaginya, (lihatlah) putusan Muktamar 
ke-4 nomor 66. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab 9 
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9 Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, (Cairo: Al-Maktabah al- 
Ilmiah, 1971 M), Jilid VIII, h. 306. 
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Seandainya (pemilik binatang katban) berkata: "Aku jadikan kambing ini". 
Apakah cukup penentuan dan tujuan dari niat berkurban dan menyembelih, 
dalam hal ini ada dua pendapat, dan yang paling benar menurut kebanyakan 
ulama adalah, bahwa yang demikian itu tidak cukup (untuk sah berkurban) ... 
Imam al-Haramain dan al-Ghazali lebih mengunggulkan kecukupannya, 
karena adanya cakupan niat Karenanya, Imam al-Ghazali menegaskan 
seandainya binatang itu disembelih dan si penyembelih meyakininya 
sebagai binatang potong biasa, atau disembelih oleh pencuri, maka sah 
menjadi kurban. Pendapat pertama (yang mengatakan tidak cukup) 
adalah pendapat mazhab (Syafi'i) yang lebih baik. 


190. Memberi Ongkos Pengetam Hasil Pengetaman 

S. Bolehkah memberi ongkos mengetam padi dengan padi hasil pengetamnya 
sebagaimana yang berlaku di tanah air kita? 

J. Tidak boleh memberi ongkos mengetam padi dari padi hasil pengetaman, 
menurut pendapat yang masyhur, tetapi menurut pendapat lain, tidak 
dilarang. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Tsimar al-Yani'ah 'ala cd-Riyadh al-Badi’ah 10 

$ {fa \jd & f>45 

. slTjll Ck <!)' <1)1 

Haram memberikan upah kepada tenaga pengetam dengan biji-bijian 
yang diketamnya. Dan tidak boleh memakan kedelai dan kacang hijau dan 
harus menjauhinya jika diketahui bahwa tanamannya itu masih harus dizakati. 

2. Irsyad al-Sari 11 

jaiSj («-Aiai jp 5* jk H && $$) 
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10 Muhammad Nawawi al-Jawi, Al-Tsimar al-Yani'ah ' ala d-Riyadh al-Badi'ah, (Indonesia: 
al-Haramain, 1427 H/2006 M), h. 55. 

n Syihabuddin Ahmad al-Qisthalani, Jrsyad al-Sari , (Beirufc Dar al-Fikr, t th.). Jilid IV, h. 
177478. 
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Maksudnya, al-Hasan al-Bashri berkata: Kapas boleh dipanen dengan 
upah separahnya. Dipandang sama dengan kapas adalah ushfr (jenis biji 
tanaman bahan minyak), petikan buah zaitun, hasil panen dan lainnya yang 
tidak diketahui, maka sekumpulan ulama tabi'in memandang boleh. Ini juga 
merupakan pendapat Imam Ahmad karena mengenaskan atas hukum 
(firadh, yaitu seseorang mengerjakan suatu pekerjaan dengan upah sebagian 
daripadanya walaupun belum diketahui jumlah keseluruhannya. Ibrahim, 
Ibn Sirin, 'Atha', al-Hakam, al-Zuhri dan Qatadah berpendapat, boleh 
memberikan sebagian kain, yakni memberikan upah sebagian kain tenunan 
kepada penenunnya, sepertiga, seperempat dan sebagainya yang diberikan 
kepada penenunnya itu. Dan sisanya (yang ada) untuk pemilik alat tenun. 


191. Berhukum Langsung dengan al-Qur’an dan Hadis 
Tanpa Memperhatikan Kitab Fiqh yang Ada 


S. Apakah boleh putra-putra sekarang ini memberi hukum agama Islam dengan 
ddU d-Qu/an dan hadits, tidak dari kitab-kitab ficfi, seperti Fath d-Qarib, Minhaj d- 
Qazuim, dan lain-lain dengan alasan menurut firman Allah yang artinya; "Dan 
harap memberi hukum di antara manusia dengan apa yang diturunkan Allah", 
dan yang artinya; "Apakah tidak mencukupi kepada mereka, sesungguhnya aku 
telah menurunkan pada mereka kitab al-Qur'an. "? 


J. Sesungguhnya demikian itu tidak boleh, dan yang berbuat demikian itu 
tidak benar juga sesat dan menyesatkan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Tanwir al-Oulub 12 


Cf-li &J\j jltt 151 JIS} jL& H 5 .I 3 fj 
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Dan barangsiapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka (imam- 
imam mazhab) dan berkata: "Saya beramal berdasarkan al-Qur'an dan 


12 Muhammad Amin al-Kurdi AWrbili, Tanwir al-Qulub fi Mu'ammalah 'Allam al-Ghuyub, 
(Beirufc Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M). 75. 
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hadits", dan mengaku telah mampu memahami hukum-hukum al-Our'an 
dan hadits, maka orang tersebut tidak bisa diterima, bahkan termasuk orang 
yang bersalah, sesat dan menyesatkan, terutama pada masa sekarang ini 
dimana kefasikan merajalela dan banyak tersebar dakwah-dakwah yang 
salah, karena ia ingin mengungguli para pemimpin agama padahal ia di 
bawah mereka dalam ilmu, amal, keadilan dan analisis. 


192. Apakah Negara Kita Indonesia Negara Islam 

S. Apakah nama negara kita menurut syara' agama Islam? 


J. Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan "negara Islam" karena 
telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah 
direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya 

Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al-Mustarsyidin 13 


^ jj&\ Kij oujii as ti v&i & 
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Semua tempat di mana muslim mampu untuk menempatinya pada 
suatu masa tertentu, maka ia menjadi daerah Islam yang syariat Islam berlaku 
pada pada masa itu dan pada masa sesudahnya, walaupun kekuasaan umat 
Islam telah terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka, 
dan larangan mereka untuk memasukinya kembali atau pengusiran 
terhadap mereka, maka dalam kondisi semacam ini, penamaannya dengan 
"daerah kafir harbi" hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak 
hukumnya. Dengan demikian diketahui bahwa tanah Betawi dan 
bahkan sebagian besar tanah Jawa adalah "daerah Islam" karena umat 
Islam pernah menguasainya sebelum penguasaan orang-orang kafir. 


193. Nadzir Mesjid Membeli Tegel Kembang untuk 
Mesjid, dengan Uang yang Diwakafkan untuk Mesjid 

S. Apakah nadzir mesjid bdeh membdi tegel kembang untuk mesjid dengan uang yang 
diwakafkan untuk mesjid? Kalau sudah terlanjur, apakah wajib mengganti uang itu? 


u Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa at-Halabi, 1371 
H/1952 M), h. 254. 
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J. Menurut pendapat yang mu'tatmd, tidak boleh, sedangkan pendapat 
lain memperbolehkan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Fatazm al-Kubra al-Fiqhiyah u 
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Dan Ibn Hajar al-Haitami ditanya tentang seseorang yang wakaf untuk 
perawatan mesjid, bolehkah membelanjakan hasil pengembangan wakaf 
itu untuk mengukir dan menghias mesjid, membayar muadzin dan 
pengelolanya. Maka beliau menjawab: "Tidak boleh membelanjakannya 
mengukir dan menghias mesjid. Demikian pendapat al-Nawawi dalam 
al-Baudhah. Beliau berkata: "Dalam cd-'Uddah al-Rauyani, maksudnya dan 
dalam al-Ham al-Mawardi berpendapat: 'Tidak boleh untuk membayar 
para imam dan muadzin nya, dan boleh untuk pengelolanya." Perbedaannya 
adalah, pengelola untuk menjaga kemakmuran mesjid, sedangkan tugas 
para imam dan muadzin khusus hal-hal yang terkait dengan orang yang 
shalat" Al-Rauyani berkata: 'Tidak diperbolehkan untuk membeli minyak, 
berbeda dengan tikar. Al-Rafi'i berkata: "Barang yang dijadikan alas 
itu menjaga bangunan mesjid, sedangkan manfaat minyak hanya khusus 
untuk orang yang shalat." 

Al-Zarkasyi dan selainnya berkata: "Pendapat yang disampaikan penulis 
al-Tahdzib (al-Baghawi) serta mayoritas ulama yang menyinggung masalah 
ini adalah, tidak boleh membeli minyak, tikar (alas) dan kapur batu yang 


14 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-FUffuyah cd-Kubra, (Beirut Dar al-Fikr, 1493 H/1984 
M), Jilid m, h. 285. 
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. . . Seandainya berwakaf untuk mesjid secara mutlak (tanpa disebutkan 
penggunaannya secara khusus), maka sah. Al-Baghawi berkata: "Wakaf 
tersebut seperti seseorang yang wakaf untuk perawatan masjid. Dan dalam 
al-Jurjaniyat terdapat kutipan dua pendapat Ashhdb al-Syafi'i terkait kebolehan 
menggunakan hasil pengembangan wakaf tersebut untuk mengukir dan 
menghias mesjid, dan pendapat mu'tatnad adalah pendapat pertama. 


194. Memindah Bagian dari Mesjid 

S. Apakah hukumnya memindah alat-alat mesjid, seperti atapnya ke atap 
kamar mandinya? Dan bolehkah mengambil alat-alat mesjid yang telah rusak? 

J. Tidak boleh mengambil alat-alat mesjid dipergunakan untuk lain- 
lainnya, kecuali diperuntukkan mesjid, dan tidak boleh dijual atau 
diberikan orang lain, tetapi kalau sudah rusak dan tidak dapat dipakai, 
maka menjadi hak milik mesjid. 

Keterangan , dari kitab: 

1. Tanah al-Thalibiri 15 
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Tidak boleh menjual barang yang telah diwakafkan walaupun sudah 
rusak . . . Bila sulit untuk dimanfaatkan, kecuali dengan menghancurkannya, 
seperti tidak akan termanfaatkan kecuali harus dibakar, maka terputuslah 
wakafnya, maksudnya dan mauquf 'alaih (pihak yang diwakafi) dalam 
kondisi semacam ini bisa memilikinya sesuai dengan pendapat mutamad. 

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: 'Tidak boleh menjual barang 
yang telah diwakafkan") yakni dan tidak boleh diberikan, berdasar hadits yang 
telah lalu di awal bab. Dan seperti dilarang menjual dan menghibahkannya, 
dilarang mengubah keadaannya, seperti mengubah kebun menjadi rumah. 


2. Fath al-Mu'iri 16 


15 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'ancii al-Thalibin dan Zainuddin al-Malibari, Falh 
d-Mu'in , (Singapura: Maktabah Sulaiman Mari , t .ih). Jilid ID, h. 179-180. 
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Guruku, Ibn Hajar al-Haitami, ditanya tentang mesjid yang dimakmurkan 
dengan peralatan baru sementara peralatan yang lama masih ada. Bolehkah 
memakmurkan mesjid lain yang lama dengan peralatan yang lama tersebut 
atau menjualnya dan menyimpan uang perjualannya. Maka beliau menjawab: 
"Boleh memakmurkan mesjid lama dan baru lain dengan peralatan usang 
tersebut jika sekiranya sudah dipastikan sebelum menjadi hancur peralatan 
itu tidak dibutuhkan lagi. Dan tidak boleh menjualnya sama sekali. 


195. Mengulang Bacaan Alhamdulillah Oleh Khatib 

S. Bagaimana hukumnya khatib yang mengulangi bacaan alhamdulUlah, apakah 
sunah atau makruh? 

J. Bahwa mengulangi bacaan "alhamdulillah" itu dianggap sama dengan 
mengulangi di antara rukun khutbah yang hukumnya tidak dilarang. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-Syarcjawi 17 



Demikian pula boleh mengulang-ulang sebagian rukun-rukunnya 
sebagaimana yang terjadi sekarang ini. 


196. Tddahnya Perempuan yang Belum Sampai Tahun 
Lepas dari Haid yang Lalu 

S. Bagaimana 'iddah seorang perempuan yang dicerai suaminya, lalu ia 
sampai satu setengah tahun tidak haid, karena sakit dioperasi perutnya, 
padahal ia belum sampai tahun lepas dari haid (sinn al-ya'si). Kemudian 
cinta pada lelaki yang ingin menikahinya, apakah boleh kawin setelah ' iddah 
syuhur, ataukah boleh 'iddah menurut pendapat cjaul qadim dengan 'iddah 
sembilan bulan setelah 'iddah tiga bulan? 

J. Tidak boleh kawin (nikah) sebelum iddah tiga sucian atau usia lanjut 


16 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, (Singapura: Maktabah 
Sulaiman Mar'i , t .th). Jilid IH, h. 182. 

17 Abdullah al-Syarqawi, Hasyiyah al~Syarqanh ' ala Tuhfah al-Thullab, (Indonesia: Dar al~ 
Kutub aMmiyah, t. th.), Jilid I, h. 267. 
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sampai tahun lepas dari haid (sinn al-ya'si ) ittifiuj antara pendapat ulama. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Talkhis al-Murad 18 
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Wanita yang darah menstruasinya terputus oleh sebab-sebab yang 
diketahui seperti menyusui, sakit, ketakutan dan tekanan kehidupan 
yang berat, maka menurut pendapat yang ditetapkan dalam mazhab 
adalah bahwa 'iddahnya tiga kesucian, dan wanita tersebut harus bersabar 
(tidak boleh kawin lagi) sampai ia haid kembali atau sudah mencapai 
umur manopaus yaitu 62 tahun, lalu ia ber ' iddah dengan hitungan bulan. 


2. Fath al-Mu'in 19 
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Adapun wanita yang terputus darah menstruasinya karena sebab yang 
diketahui seperti menyusui dan sakit, maka disepakati tidak boleh kawin 
lagi sampai ia berhaid atau manopaus, walaupun tenggang waktunya lama.tl 


18 Ibn Ziyad, Talkhis al-Murad pada Bughyah al-Mustars\/idin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 
1371 H/1952 M), h. 242. 

19 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Tanah al-Thalibin, (Singapura: Maktabah 
Sulaiman Mar'i , t .Ih). Jilid IV, h. 42. 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-12 
Di Malang Pada Tanggal 12 Rabiul Tsani 1356 
H. / 25 Maret 1937 M. 

197. Saksi Diminta Bersumpah Supaya Tidak Berdusta 

198. Sebab Kitab Tasrif an Karangan K. Hasyim Padangan Tidak 
Dimulai dengan Basmalah 

199. Suami berkata: "Kalau Istri Saya Minta Cerai, Saya Cerai 
Saja", Kaitannya dengan Ta'liq Talaq 

200. Membakar Lembaran al-CJur'an yang Terserak-serak 

201. Anak Zina Ilhaq pada Suaminya 

202. Orang Kafir pada Akhir Hayatnya Mengucapkan " Laailaha 

Illallaah" 

203. Menjalankan Apa yang Tersebut dalam al-Qur'an dan 
Hadis, Tanpa Mazhab 

204. Menitipkan Uang dalam Bank 

205. Pakaian yang Berkotoran Darah Nyamuk Menempel pada 
Badan yang Masih Basah 

206. Membaca Manaqib Syaikh Abdul Qadir 

2 07. Menghilangkan Najis dan Hadas Hanya dengan Satu Kali Basuhan 

208. Wali Nikah yang Sudah Mewakilkan Ikut Datang dalam 

Majelis Nikah 

209. Menukar Tanah Wakaf untuk Mesjid dengan Tanah yang 

Lebih Banyak Manfaatnya 

210. Tobat Sesudah Matahari Terbit dari Barat 

211. C ab ang/M W C/Ranting NU yang Tidak Mengerjakan 
Anggaran Dasar NU dengan Tidak Karena Maksud Salah 

212. Mendirikan Jum'at yang Lebih dari yang Dibutuhkan 

213. Mengerjakan Shalat Sunat, Padahal Masih Berkewajiban 

Mengqadha Shalat Wajib 

214. Masyaqat yang Memperbolehkan Jum'at Lebih dari Satu Tempat 
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197. Saksi Diminta Bersumpah Supaya Tidak 

Berdusta 


S. Apakah boleh minta sumpahnya saksi, supaya tidak berdusta dalam 
keterangannya? Gombang) 

J. Tidak boleh menurut madzhab Syafi'i dan boleh menurut pendapat 
ulama dari mazhab Hanafi, apabila disangsikan kebenarannya. 
Keterangan, dari kitab: 
l.Fath al-Wahhab 1 
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Hakim tidak boleh disumpah untuk tidak berbuat zhalim dalam ketetapan 
hukumnya, demikian saksi tidak boleh disumpah dalam kesaksiannya, 
karena tingginya derajat mereka berdua (yang tidak pantas) disumpah. 
2. Al-Fawaid al-Makkiyyah 2 
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Dan dalam al-Dur al-Muntaqa, dari Mu'in al-Hukkanu 'Tara hakim boleh 
mengambil beberapa hal dari beberapa tindakan ini, sampai tidakan 
menahan, menghukum berat penjahat dengan membelenggunya, 
menyumpah, mentalak dan lain sebagainya, serta menyumpah para saksi 
jika ia meragukan mereka. Demikian 'Alim bin 'Ala menyebutnya dalam 
al-Tatarkhaniyah. Dan menyumpah orang yang diduga (berbuat kejahatan) 
karena melihat gerak-geriknya, atau diduga mencuri sehingga pejabat 
atau hakim dapat memenjarakannya. 


198. Sebab Kitab Tasrif att Karangan K. Hasyim Padangan 
Tidak Dimulai dengan Basmalah 

S. Mengapa kitab Tasrifan karangan K Hasyim Padangan tidak dimulai dengan 
Basmalah, tetapi dengan fa' ala yafulu? (Blitar) 


1 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab pada cd-Tajrid li Nafi cd-Abid , 
(Mesir: Musthafa al-Halabi, 1369 H/1950 M), Jilid IV, h. 402.* 

2 Alawi al-Saqqaf, Al-Fawaid al-Makkiyyah, (Mesir. Musthafa al-Halabi, t th.), Cet Ke-1, h. 60. 
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J. Sesungguhnya permulaan dengan Bismillah itu sunah, dan mulai 
dengan Bismillah itu, cukup dengan ucapan walaupun tidak tertulis, 
sebaiknya harus diyakinkan, bahwa si pengarang telah mulai Bismillah 
dengan ucapan yang tidak tertulis, agar si pengarang diyakinkan menjadi 
seorang hidup bahagia atau mati syahid. 

Keterangan, dari kitab: 

1. I’anah al-Thalibin 3 
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Barangsiapa ingin hidup mulia dan matipun mulia, maka ia harus 
mengucapkan basmalah pada setiap permulaan segala sesuatu. 


199. Suami berkata: "Kalau Istri Saya Minta Cerai, Saya 
Cerai Saja", Kaitannya dengan Ta'luj Thalcuj 

S. Bagaimana pendapat Muktamar atas seseorang yang mengadukan pada 
Zaid, umpamanya, " Istrimu minta cerai", kemudian si Zaid berkata, "Apabila 
istri saya demikian, maka saya cerai saja." Apakah si Zaid itu termasuk orang 
yang mengucapkan ta'luj al-thahuj pada istrinya? 

J. Sesungguhnya ucapan si Zaid itu bukan ta'luj al-thalacj, tapi hanya 
ancaman yang tidak memberi kesan apa-apa. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah 4 
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Ibn Hajar al-Haitami ditanya, mudah-mudahan Allah memberi manfaat 
kaum muslimin dengan ilmu dan berkahnya, (Jika seorang suami berkata 
kepada istrinya) "Jika kamu masuk rumah maka kamu terceraikan." apakah 
ucapan suami tersebut termasuk ta'luj (jika si istri benar-benar masuk 
rumah maka ia sungguh terceraikan) atau termasuk laghw (ucapan yang 
tidak berpengaruh apapun), maka beliau menjawab: "Al-Syafi'i menjelaskan 


3 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyafhi tanah al-Thalim, (Beirut: Dar al-Rkr, 1418 H/1997 M), 
Jilidi, h. 4. 

4 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fawa al-Kubra al-Fiqhiydh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 
M), Jilid IV, h. 145. 
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dalam kitab al-Umm : 'Ucapan tersebut adalah janji, maka tidak mempunyai 
dampak apapun. 


200. Membakar Lembaran al-Our'an yang Terserak-serak 

S. Apakah boleh membakar lembaran d-Qu/an yang tersdm korem mengkhawatirkan 
terhina, ataukah tidak? 


J. Boleh, bahkan apabila dengan maksud menjaga kemuliaan al-Qur' an dari 
jatuh ke tempat yang kurang patut atas kemuliaan al-Our'an, atau khawatir 
jatuh ke najis. Kalau tidak demikian maka hukumnya makruh, bilamana 
tidak dengan maksud menghina al-Qur'an. Kalau maksud menghina 
al-Qur'an, maka hukumnya haram, malah bisa menjadikan kufur. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Icfna' dan Tuhfah al-Habib 5 
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Makruh membakar kayu yang pada permukaannya terdapat ukiran 
al-Qur'an, kecuali bermaksud menjaganya, maka tidak dimakruhkan 
sebagaimana yang dipahami dari pendapat Ibn Abdissalam, maka pada 
kondisi iulah pembakaran mushaf-mushaf oleh Usman Ra. dipahami. 

(Ungkapan Syaikh al-Khathib al-Syirbini: "Membakar kayu." Maksudnya 
sekadar contoh. Maka kertas (yang bertuliskan al-Our'an) pun seperti itu pula 
dan haram menginjaknya. Begitu kata al-Qulyubi ... Tidak boleh menyobek- 
nyobek kertas tersebut karena dapat memotong huruf-huruf dan memisah- 
kalimat-kalimatnya. Dan dalam perbuatan tersebut terdapat pelecehan 
terhadap tulisan (al-Our'an). 


201. Anak Zina Ilhcuj pada Suaminya 

S. Seorang istri mempunyai anak perempuan, kemudian suaminya meninggal, 
lalu berzina dengan seorang kafir, setelah dua tahun, mempunyai anak laki-laki, 
apakah si perempuan dan anak lelaki itu saudara sekandung atau tidak? 
(Ampenan). 


5 Muhammad al-Khatib al-Syarbini, al-lqna' dan Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib, 
(Mesir Musthafa al-Halabi, 1338 H), Jilid I, h. 303. 
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J. Sesungguhnya si anak lelaki dan perempuan itu saudara kandung (seibu 
sebapak) karena si anak lelaki itu menjadi anaknya suami yang meninggal, 
sebab lahir sebelum lewat empat tahun dari meninggalnya suami. 
Sebagaimana putusan Muktamar ke 5 nomor 98, yang menerangkan 
dalilnya dengan lengkap: 

Keterangan, dari kitab: 

1. Tuhjah al-Muhtaj 6 


pj (&h gji pj j' ^4jj j>' (Uj'? j3j) 
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Seandainya suami menceraikan istrinya secara khulu' atau tiga kali, 
dan ia tidak mengingkari kehamilannya, lalu si istri melahirkan dalam 
rentang waktu empat tahun atau kurang, dan belum kawin dengan orang 
lain, atau sudah kawin dengan orang lain, namun tidak memungkinkan 
adanya anak tersebut dari suami yang kedua, maka anak tersebut harus 
diikutkan pada suami yang pertama dan ia berkewajiban memberikan 
perumahan dan nafkah, meskipun istri tersebut berikrar bahwa 'iddahnya 
habis, sebab waktu kehamilan yang paling lama adalah empat tahun 
sesuai dengan penelitian ... Jika suami tersebut mentotojnya dengan tolacf 
rafi dan lalu si istri melahirkan anak dalam rentang waktu empat tahun, 
maka anak tersebut harus diikutkan sebagai anaknya dan ia pun 
berkewajiban memberi papan dan pangan si istri. Dan sesungguhnya 
wanita tersebut ber ’iddah sampai melahirkan sehingga ada ketetapan 
bagi suami untuk merujuknya lagi. 

2. Asna al-Mathalib 7 


pj) j| |3 j! j! bj\j ((fral l ? o^) 
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6 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, 
Hasyiyah al-Syirwani (Beirut: Dar ihya' al-Turats al-Arabi, t. th.). Jilid VIII, h. 243. 

7 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asm al-Mathalib, (Indonesia: Menara Kudus, t. 
th.). Jilid ffl, h. 393. 
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Apabila suami menceraikan istrinya, baik secara ba'in atau raj'i atau 
pernikahan batal meskipun karena li'an, dan si suami tidak mengingkari 
kehamilan, kemudian si istri melahirkan dalam rentang waktu empat tahun 
atau kurang yang terhitung dari kemungkinan bersetubuh beberapa saat 
sebelum terjadinya perceraian ataupun pembatalan nikah, maka anak 
tersebut nasabnya diikutkan suaminya itu, dan 'iddah.n'ya menjadi jelas 
belum habis selama istri tersebut belum menikah dengan orang lain, atau 
sudah menikah lagi namun anak tersebut tidak mungkin berasal dari 
suami kedua, karena adanya kemungkinan anak tersebut dari suami 
pertama, baik si istri mengakui habisnya 'iddah sebelum lahirnya anak 
itu atau tidak mengakuinya. Sebab, nasab merupakan hak anak dan 
tidak bisa putus oleh pengakuan ibu. 


202. Orang Kafir pada Akhir Hayatnya 
Mengucapkan "Laailaha Illallaah" 


S. Seseorang yang tidak mengakui hari kiamat dan perintah-perintah agama 
Islam (kafir) dalam akhir umurnya mengucapkan "Laa ilaha iliaUaah". Apakah 
dihukumi menjadi muslim ataukah tidak? (Surabaya) 

J. Tidak dihukumi menjadi orang muslim, karena tidak menyaksikan, 
menurut pendapat yang mu’tamad oleh para ulama yang terakhir, dan 
karena tidak mengakui Nabi Muhammad Saw. sebagai utusan (suruhan) 
Allah menurut intisarinya kitab Raudhah. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Fath al-Mu'in 8 

4L U jp l 'd ji£)l dj 


Adapun orang kafir maka secara pasti (tanpa khikfiyah) ia harus ditalqin 
dua kalimah syahadat yang disertai kata asyhadu (Saya bersaksi), karena kata 
itu juga wajib diucapkannya sebagaimana penjelasannya yang akan datang. 
Sebab, seseorang tidak menjadi muslim kecuali dengan keduanya (syahadatairi). 
2. Irsyad al-'Ibad ila Sabil al-Rasyad 9 


8 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in (Beirut: Dar al-Fikr, t .th). h. 139. 
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Maka ketahuilah, bahwa disyaratkan dalam masuk Islamnya setiap orang 
kafir untuk membaca dua kalimat syahadah, dan tidak hanya dengan lafadz 
asyhadu saja. Menurut cjcnd cd-Azhhar, cukup dongan membaca x£'4*ikSt$i. 

Pendapat ini sesuai dengan pendapat dalam kitab al-Raudhah. 


203. Menjalankan Apa yang Tersebut dalam al- 
Qur'an dan Hadis, Tanpa Mazhab 

S. Bagaimana hukumnya orang yang menjalankan apa yang tersebut dalam 
al-Qur'an dan hadits menurut arti yang tidak sebenarnya, sehingga bertentangan 
dengan empat Mazhab? (Purworejo) 

J. Orang itu tidak benar, sesat dan menyesatkan, sebagaimana putusan 
Muktamar ke 11 nomor 191. 


Keterangan, dari kitab: 
1. Tamvir al-Qulub 10 
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Dan barangsiapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka (imam- 
imam mazhab) dan berkata: "Saya beramal berdasarkan al-Qur'an dan 
hadits", dan mengaku telah mampu memahami hukum-hukum al-Our'an 
dan hadits, maka orang tersebut tidak bisa diterima, bahkan termasuk arang 
yang bersalah, sesat dan menyesatkan, terutama pada masa sekarang ini 
dimana kefasikan merajalela dan banyak tersebar dakwah-dakwah yang 
salah, karena ia ingin mengungguli para pemimpin agama padahal ia di 
bawah mereka dalam ilmu, amal, keadilan dan analisis. 


204. Menitipkan Uang dalam Bank 

S. Bagaimana hukumnya menitipkan uang dalam bank. Kemudian pemerintah 
menetapkan pajak, karena mendapat bunga. Halalkah bunga itu? Bagaimana 


9 Zainuddin al-Malibari, Irsyad al-'Ibad tia Sabil al-Rasyad, (Surabaya: al-Hidayah, t th.), h. 3. 

10 Muhammad Amin al-Kurdi Al-Irbili, Tanwir al-Qulub fi Mu'arnmakh 'Allam al-Ghuynb, 
(Beirut Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M). 75. 
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hukum menitipkan uang dalam bank karena menjaga keamanannya saja, tidak 
ingin bunganya, bolehkan atau tidak? (Jember) 

J. Adapun hukumnya bank danbimganya, itu sama dengan hukumnya gadai 
yang telah ditetapkan hukumnya dalam putusan Muktamar ke 2 nomor 28. 

Keterangan, dari kitab: 

X. Asybah Wa al-Nazha'ir u 
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Seandainya sudah umum di masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan 
barang gadai bagi pemberi pinjaman/penerima gadai, apakah kebiasaan 
itu dianggap sama dengan menjadikannya sebagai syarat, sehingga akad 
gadainya rusak? Jumhur ulama berpendapat: "Tidak diposisikan sebagai 
syarat" Sedangkan al-Qaffal berpendapat "Ya (diposisikan sebagai syarat). 


2. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin 12 
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Si peminjam/si pemberi gadaian boleh memanfaatkan sesuatu yang 
berasal dari orang yang menggadaikan, seperti tambahan pengembalian, 
baik dalam ukuran atau sifat, atau mengembalikan yang lebih baik dari 
yang buruk sebelumnya, tanpa disyaratkan dalam akad, bahkan disunahkan 
yang demikian itu ... Sedangkan pinjaman/ gadaian dengan disertai syarat 
boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, maka yang demikian 
itu bathil sesuai dengan hadis "Semua barang yang digadaikan yang menarik 
sesutau manfaat darinya, maka itu berarti riba". Menurut Imam Ali al- 
Syibramalisy, dimaklumi bahwa ketidakbolehan tersebut jika memang 
disyaratkan di tengah akad transaksi. Sedangkan seandainya mereka 
saling sepakat atas pemanfaatan tersebut, maka tidak dianggap sebagai 
syarat dalam akad dan tidak rusak (boleh). 


11 Jalaluddin al-Suyuthi, Asybah wa d-Nazha'ir, (Mesir: Maktabah Mustahafa Muhammad, 
t. th.), h. 86. 

12 Zainuddin al-Malibari, Fath d-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Omyathi, Tanah al- 
Thdimi, (Sngapura: Sulaiman Mari, t .th). Jilid m, h 53. 
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Adapun hukumnya pajak adalah seperti hukum pajak-pajak yang lain. 
Adapun menitipkan uang dalam bank, karena keamanannya saja, dan tidak 
yakin bahwa uangnya dipergunakan untuk larangan agama, maka hukumnya 
makruh. 


205. Pakaian yang Berkotoran Darah Nyamuk Menempel 
pada Badan yang Masih Basah 


S. Bagaimana hukumnya memakai pakaian yang berkotoran dengan darah nyamuk, 
setelah mandi biasa ( tidak wajib) pakaiannya menempel dengan badannya yang 
masih basah. Apakah dimaafkan karena sulitnya menjaga? Ataukah tidak? (Tuban) 

J. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, menurut Imam Mutawalli 
dimaafkan, tetapi menurut Imam lainnya tidak dimaafkan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. l'anah al-Thalibin 13 


£h\ jis 4x3 ZZjii Ci <Jkl\j 


Para ulama berbeda pandapat tentang memakai baju yang terkena 
darah nyamuk, sementara badannya basah. Al-Mutawalli berkata: "Boleh.", 
dan Syaikh Abu Ali berkata: "Tidak boleh, karena tidak ada kondisi 
darurat untuk mengotori badannya." Dan dengan pendapat ini al-Muhib 
al-Thabari mantap dengan kajiannya. 


206. Membaca Manaqib Syaikh Abdul Qadir 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang orang yang mengundang tetangganya, 
lalu membaca Maruujib Syaih Abdul Qadir Jailani, lalu mengajukan makanan. 
Bagaimana hukumnya, haram, sunah, ataukah makruh? (Tegal) 

J. Adapun membaca Manacpb para wali, itu baik, karena dapat mendatangkan 
kecintaan terhadap para wali. Adapun memberi makanan itu hukumnya 
sunah, kalau dengan maksud memuliakan tamu, dalam hadits dinyatakan, 
yang artinya, "Siapa yang beriman kepada Allah, supaya menghormati tamunya". 

Keterangan, dari kitab: 

1. Misbah al-Anam wa jala' al-Zhulam 14 


13 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, T undi d-Thdibin, (Barut Dar al-Hkr, 1418 H/1997 M), 
Jilidi, h 110. 
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Ketahuilah! Seyogyanya bagi setiap muslim yang mencari keutamaan 
dan kebaikan, agar ia mencari berkah dan anugrah, terkabulnya doa dan 
turunnya rahmat di depan para wali, di majelis-majelis dan kumpulan 
mereka, baik yang masih hidup ataupun sudah mati, di kuburan mereka, 
ketika mengingat mereka, dan ketika banyak orang berkumpul dalam 
berziarah kepada mereka, serta ketika mengingat keutamaan mereka, 
dan pembacaan riwayat hidup mereka. 


207. Menghilangkan Najis dan Hadas Hanya dengan Satu 

Kali Basuhan 

S. Mana yang dipilih Muktamar di antara dua pendapat yaitu pendapat Imam 
Nawaun yang mengatakan, bahzva menghilangkan najis dan hadas cukup dengan 
sebasuhan, ataukah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak cukup? (Blora) 

J. Muktamar memilih pendapat Imam Nawawi, sebagaimana putusan 
Muktamar pertama nomor 2, yaitu pendapat yang lebih menang dalam 
madzhab. 

Keterangan, dari kitab: 

1. 1'anatuh al-Thalibin 15 
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14 Habib 'Alawi al-Haddad, Misbah cd-Anam xva Jeda d-Zhulam, (Istanbul Turki, Maktabah 
al-Haqiqah, 1996 M), h. 90. 

15 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, ranah d-Thalibin, (Mesir al-Tijariyah al-Kubra, t th). 
Jilidi, h. 19. 
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Sesunggvihnya pendapat yang dijadikan pedoman dalam mazhab 
dalam penetapan hukum dan fatwa, adalah yang disepakati oleh Imam 
Nawawi dan Imam Rafi'i, kemudian yang ditetapkan oleh Imam Nawawi, 
dan kemudian yang ditetapkan oleh Imam Rafi'i, kemudian yang diunggulkan 
oleh mayoritas ulama, kemudian yang paling pandai dan yang paling 
wira'i (berhati-hati dalam halal dan haram). 

Apabila Anda bertanya: "Kitab-kitab apakah yang bisa dijadikan 
pedoman untuk berfatwa dan yang lebih dikedepankan dari kitab- 
kitab, syarh, hawasy (catatan pinggir), seperti kitab karya Ibn Hajar, al- 
Ramli dan al-Rafi'i, Syaikh al-Islam, al-khatib, Ibn Qasim, al-Mahali, al- 
Zayadi, Syibramalisi, Ibn Ziyad al-Yamani, al-Qulyubi dan yang lainnya, 
apakah kitab-kitab mereka bisa dijadikan pedoman atau tidak? Dan apakah 
boleh berpedoman pada masing-masing ulama yang telah disebutkan 
apabila mereka berbeda pendapat atau tidak?" 

Jawabnya adalah sebagaimana yang diperoleh dari jawaban cd-’Allamah 
Sa'id Ibn Muhammad Sunbuli al-Makky, seluruh kitab-kitab tersebut 
bisa dijadikan pedoman dan rujukan, akan tetapi harus memperhatikan 
untuk mendahulukan sebagian dari yang lain. Sedangkan untuk amalan 
diri sendiri boleh secara keseluruhan. Adapun dalam memberi fatwa, 
jika terjadi perbedaan ia harus mendahulukan kitab al-Tuhfah dan al- 
Nihayah dibandingkan yang lain. Jika keduanya berbeda maka seorang 
Mufti boleh memilih antara keduanya, jika ia tidak mampu mengunggulkan 
salah satunya. Namun jika mampu, maka ia harus berfatwa dengan yang 
lebih unggul. 


208. Wali Nikah yang Sudah Mewakilkan Ikut 
Datang dalam Majelis Nikah 

S. Seorang wali nikah telah mewakilkan, tetapi turut hadir dalam majelis 
nikah, apakah akad nikah yang dilaksanakan wakil itu sah? Kalau sah, 
bagaimana pendapat Muktamar atas keterangan kitab Kifayatul Akhyar, yang 
menerangkan tidak sah? (Blora) 

J. Akad nikahnya sah, meskipun si wali yang mewakilkan itu turut hadir. 
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Adapun keterangan kitab Kifayah al-Akhyar, itu diartikan apabila si wali 
yang mewakilkan dan hadir itu adalah juga menjadi saksi nikah. 
Keterangan, dari kitab: 


1. Hasyiyah al-Bajuri 16 
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Seandainya si ayah atau saudar? mewakilkan kepada orang lain dalam 
melaksanakan akad (nikah), dan ia hadir bersama orang lain untuk menjadi 
saksi (rangkap fungsi sebagai orang yang mewakilkan dan juga sebagai 
saksi) maka akadnya tidak sah, karena ia ditentukan untuk melaksanakan 
akad bukan sebagai saksi. 


209. Menukar Tanah Wakaf untuk Mesjid dengan Tanah 
yang Lebih Banyak Manfaatnya 

S. Bolehkah bagi nadzir tanah wakaf keperluan mesjid ditukarkan dengan 
tanah yang lebih banyak manfaatnya ? 

J. Haram menukarkan tanah wakaf, menurut mazhab Syafi’i, dan menurut 
mazhab Hanafi boleh, asal dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-Syarqawi 17 
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Menurut kami (Syafi'i) tidak boleh mengganti barang wakaf, berbeda 
dengan kalangan Hanafi. Gambarannya menurut mereka adalah, tempat 
yang akan runtuh kemudian diganti terr ?at lain yang lebih baik setelah 
penetapan hakim yang berpendapat tenta ig keabsahannya. 


210. Tobat Sesudah Matahari Terbit dari Barat 

S. Setelah matahari terbit dari barat. Apakah tobat orang mukmin masih 
diterima? (Wonosobo) 


# Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-'Arabiyah, t. th.), Jilid II, h. 102. 

17 Abdullah al-Syc.rqawi, Hasyiyah al-Syarqaun 'ok al-Tahrir , (Mesir: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, t. th.). Jilid II, h. 178. 
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J. Masih diterima tobatnya orang mukmin, menurut pendapat yang 
mu ’tamad, dan ada qaul yang menyatakan tidak diterima. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Kharidah al-Bahiyah 18 
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Tidak diterima tobat orang kafir kecuali masih kecil kemudian masuk 
Islam, maka tobatnya diterima. Sedangkan orang mukmin yang berdosa, 
menurut pendapat yang kuat, tobatnya diterima. Tobat seseorang tidak 
diterima sejak terbitnya matahari dari barat sampai hari kiamat 

2. Tuhfah al-Murid 19 
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Demikian itu, pintu tobat tertutup manakala matahari terbit dari arah 
barat Maka tobat itu tertutup bagi orang yang tobat menjelang saat terbit 
matahari dari arah barat (saat hari kiamat). 


211. Cabang/MW C/Ranting NU yang Tidak Mengerjakan 
Anggaran Dasar NU dengan Tidak Karena Maksud Salah 

S. Apakah Cabang atau Ranting NU yang tidak mengerjakan anggaran dasar NU 
yang telah ditetapkan itu termasuk orang yang tidak menepati janji? (Klaten) 

J. Bahwa tetapnya menjadi Cabang atau Ranting NU itu setelah 
menerima blesit, apabila setelah menerima ketetapan, maka wajib 
mengerjakan segala anggaran dasarnya, apabila tidak dapat mengerjakan 
yang tidak karena maksud salah, dan tidak sengaja ia akan tidak 
menepati janji, maka tidak berdosa. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Sullam al-Taufiq 20 


18 Ahmad al-Dardiri, Al-Kharidah d-Bahh/ah, (Cairo: Dar al-Bashair, t th.), h. 168. 

19 Ibrahim al-Bajuri, Tuhfah al-Murid 'ala Jauhar al-Tauhid, (Singapura: al-Haramain, t 
th.), h. 122. 

20 Salim Ibn Samir al-Hadrami, Sullam d-Taufkj, (Pekalongan: Maktabah Raja Murah, t 
th.), 49. 
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Dan melanggar janji, ketika menjanjikannya ia berniat melanggarnya. 


212. Mendirikan Jum'at yang Lebih dari yang Dibutuhkan 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang Jum'at yang lebih dari satu dalam 
tempat yang tidak memerlukan Jum'at lebih dari satu, padahal tidak dapat 
diketahui mana yang dahulu, dan para yang berjum'at sebenarnya bermazhab 
Syafi'i, maka bagaimana hukumnya beberapa Jum'at itu? (Bunting) 

J. Tidak sah beberapa Jum'at tersebut, dan wajib mengulangi shalat Jum'at 
dalam tempat yang tidak boleh lebih dari Jum' at yang diperlukan. Adapun 
mendirikan Jum'at yang lebih dari pada yang diperlukan itu hukumnya 
berdosa bagi orang yang mendirikan. 

Keterangan, dalam kitab: 


l.I'anah al-Thalibin 21 
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6? & ji 5* jf cttJjVi ^ dU ^3 oiLMjii fi 4 i 

& 4 ~\ ssfcj «S j? sliih 


Masalah yang ketiga adalah, jika sulit dalam mendahulukan shalat dan 
mengadakannya secara serentak, maka mereka (para jamaah) harus 
berkumpul dan sama-sama mengulangi shalat jika waktu memang masih 
cukup ... 

Apabila (shalat Jum'at) yang banyak itu melebihi kebutuhan, maka shalat 
yang lebih dahululah yang sah, sampai kebutuhan yang dimaksud habis, 
dan sisanya batal. Barangsiapa ragu-ragu apakah termasuk shalat yang 
pertama atau yang terakhir atau apakah Jum'atan yang banyak itu karena 
adanya kebutuhan atau tidak, maka ia harus mengulangi shalat Jum'at . 

2. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah 22 


of *>-!) ji\ 44 


21 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Semarang: Maktabah 
'Alawiyah, t. th.). Jilid II, h. 63. 

22 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatmva al-Fiqhiyah al-Kubm, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 
M), Jilidi, h. 251. 
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Bagi mereka yang mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, mereka wajib 
berkumpul untuk melakukan shalat Jum'at di satu tempat di negeri yang 
bersangkutan jika memang memungkinkan. Jika mereka melanggar 
ketentuan tersebut (mengadakan shalat Jum'at lebih dari satu kali), maka 
mereka berarti telah melaksanakan shalat yang rusak, dan mereka 
pun berdosa serta menjadi fasik, dan kesaksian mereka ditolak. 


213. Mengerjakan Shalat Sunat Padahal Masih 
Berkewajiban Mengqadha Shalat Wajib 

S. Apakah orang berkewajiban qadha shalat fardhu, boleh mengerjakan shalat 
sunat? (Purwokerto) 

J. Kalau meninggalkan shalat fardhu itu karena ada uzur (halangan), maka 
sah dan tidak haram mengerjakan salat sunat, tetapi kalau meninggalkan 
itu tidak karena uzur maka haramlah mengerjakan shalat sunat, tetapi 
sahlah shalatnya, menurut pendapat Imam Ibn Hajar, tetapi menurut 
Imam Zarkasyi tidak sah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. l'anatuth Thalibin 23 


$ j\5 <.\jj iusii iijks j°ji % ol 

\ s £- \a d Ail 


Orang yang ketinggalan melaksanakan shalat wajib tanpa uzur, maka ia 
harus segera mengqadhanya. Ibn Hajar berpendapat, ia wajib memanfaatkan 
semua waktunya untuk melaksanakan qculha kecuali untuk melaksanakan 
sesuatu yang memang merupakan keharusan. Dalam hal ini, ia haram 
melakukan shalat sunah, walaupun hukumnya sah, berbeda dengan pendapat 
Imam Zarkasyi 


214. Masyacjat yang Memperbolehkan Jum’at Lebih dari 

Satu Tempat 

S. Muktamar ke VI di Cirebon telah menetapkan bahwa masyaqqat yang 
memperbolehkan Jum’at lebih dari satu tempat itu, karena sulitnya berkumpul 


23 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Tanah al-Thalibm 'ala Fath dFMu'in, (Beirut Dar al-Fikr, 
1418 H/1997 M), Jilid I, h. 31. 
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dalam satu tempat Jum’at, sebab jauhnya antara tempatnya yang berkunjung 
Jum’at dari tempat Jum’at, sampai perjalanan semil (lihat putusan ke 118). 
Dalam muktamar ini, mengharapkan keterangan lebih lanjut agar dapat 
dipahami dengan baik? (Gresik) 

J. Sesungguhnya yang dihitung ada perjalanan semil syar'i yaitu tempat 
antara para pengunjung Jum'at ( mujammi'in ) dan tempat Jum'at (mesjid) 
bukan antara desa dan mesjid, dan bukan pula antara kedua tempat 
Jum'at (lihat gambar). Maka yang dihitung semil syar'i (1,666 Km) 
yaitu antara A dan D, tidak pula antara C dan D. Apabila antara B 
dan D, telah ada semil syar'i, maka di B boleh mendirikan Jum'at di C, 
perhatikan agar hilang keraguan. 

A B C D 



Batas Desa Tempat Mesjid Lama Mesjid Baru Tempat Batas Desa 


Pengunjung Pengunjung 

Jum’at Jum’at 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-13 
Di Menes Banten Pada Tanggal 13 Rabiuts Tsani 
1357 H. /12 Juli 1938 M. 

215. Shalat Dhuha dengan Berjamaah 

216. Membaca al-Fatihah Oleh Makmum 

217. Shalat Hari Raya di Lapangan 

218. Bermakmum Kepada Golongan Khawarij Kaitannya dengan 
iWafr/Mengulang Lagi Shalatnya 

219. Pengertian "Dharurat" Menurut Syara' 

220. Membeli Padi dengan Janji Dibayar Besok Panen 

221. Menggarapkan Sawah Kepada Orang yang Tidak Mau 
Mengeluarkan Zakatnya 

222. Menyewa Pohon Karet untuk Diambil Getahnya 

223. Pemberian Hadiah untuk Melariskan Dagangannya 

224. Membeli Serumpun Pohon Bambu 

225. Inventarisasi Kantor yang Dibeli dengan Uang Sumbangan 
dengan Maksud Wakaf 

226. Menyumpah Pendakwa yang Sudah Mempunyai Bukti 

227. Memberikan Kepada Sebagian Ahli Waris Tanpa Ijab Qabul 

228. Menyerahkan Padi dengan Maksud Zakat 

229. Kepada Anak Muslim, Orang Tua Bemasehat: "Kamu Harus 
Tetap Pada Agamamu." Dan Kepada Anak Kristen, Bemasehat: 
"KamU Harus Tetap Pada Agamamu." 

230. Pengertian "Balad" dalam Bab Zakat 

231. Berobat untuk Mencegah Hamil 

232. Membaca al-Qur'an dengan Putus-putus untuk Memudahkan 

Mengajar Hijaiyyah 

233. Memasuki Organisasi Islam 

234. Menuduh Organisasi Nahdlatul Ulama Sebagai Sesuatu yang Bid'ah 

235. Perkawinan Perempuan yang Dithalaq Raj'i 

236. Menggambar Binatang dengan Sempurna Anggotanya 
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215. Shalat Dhuha dengan Berjamaah 

S. Bagaimana hukumnya shalat Dhuha dengan berjamaah untuk memperingati 
kelahiran salah satu pembesar pemerintah atau perkawinan. Apakah perbuatan 
demikian itu hukumnya boleh (jaiz)? Ataukah haram? (Tasikmalaya) 

J. Hukumnya berjamaah yang diperuntukkan keperluan tersebut itu 
haram, karena dapat menimbulkan pelanggaran agama, seperti sangkaan 
orang banyak, bahwa jamaah itu, menurut perintah agama, pula tidak 
mendapat pahala. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al-Mustarsyidiri 1 


C>\$ H J aiS $ '% ghlillj jjl £ d, kuil £U: (il v» tfuu) 

jiuii iiiifrij SiL (S 1S1 : jii oi j} 


Diperbolehkan berjamaah misalnya pada shalat witir dan tasbih Dalam 
hal ini tidak dimakruhkan namun juga tidak berpahala ...jika tidak disertai 
dengan sesuatu yang dikhawatirkan seperti adanya gangguan atau timbulnya 
keyakinan di kalangan umum tentang disyariatkannya jamaah tersebut Jika 
tidak disertai hal tersebut maka tidak berpahala dan bahkan haram dan harus 
dilarang. 


216. Membaca al-Fatihah Oleh Makmum 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang pendapat sementara orang 
yang mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca al-Fatihah, karena al- 
Fatihah ditanggung imam. Pula ia berkewajiban mendengarkan bacaan imam, 
menurut firman Allah, yang artinya : "Bila ada pembacaan al-Qur'an, maka kamu 
sekalian harus mendengarkan dengan mengheningkan." Apakah pendapat dan 
jatwa itu benar dan tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw., yang artinya: 
"Tidak sahlah shalatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah"? (Purwokerto) 

J. Kalau yang dimaksud dengan makmum ini, makmum muwafiq (bukan 
masbuij) maka pendapat dan fatwa itu tidak benar, menurut pendapat 
yang sahih dan mazhab Syafi'i, yakni makmum itu harus membaca al- 
Fatihah, demikian itu tidak bertentangan dengan firman Allah yang 


1 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 
H/1952 M)), h. 67. 
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maksudnya supaya mendengarkan dan mengheningkan bila ada bacaan 
al-Our'an, karena yang dimaksudkan dengan firman Allah itu, ialah 
melarang berbicara sewaktu mendengarkan bacaan al-Our'an, atau 
melarang membaca keras di belakang imam, bukan membaca al-Fatihah 
bagi makmum. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Kasyijhh al-Saja Syarah Safinah al-Naja 2 


fujfi t\^j tjL\j Ijpl *$ £ 

Ijjb jL) N 

(Membaca al-Fatihah) wajib di setiap rakaat, baik shalat dengan bacaan 
pelan (Zhuhur dan Ashar), ataupun keras (Maghrib, Isya', Subuh dan Jum'at), 
sebagai imam, makmum ataupun sendirian, sesuai dengan hadis riwayat 
Bukhari Muslim : " Tidak sah shalat orang yang tidak membaca al-Fatihah." 

2. Hasyiyah Tafsir al-Baidhazvi 3 

ja S \2j -oyty h) % Jy 

fj Jte- Ab cf ’} «i, fSS3i gp 

% J-’J» £Ni Ili gj .pib ib jp SVsNi 4 
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Allah Swt berfirman: "Dan apabila dibacakan al-Our'an, maka dengarkanlah 
baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat" (al-A'raf. 
204). Dan ketika yang dimaksud dari perintah untuk memperhatikan 


* Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, Kasyifah al-Saja Syarah Safinah al-Naja, (Surabaya: 
Maktabah al-Hidayah, t. Ih.), h. 54. 

1 Muhyiddin Syekh Zadah, Hasyiyah Tafsir al-Baidhawi, (Turki: ahMaktabah aUslamiyah, t. 
Ih.), Jilid D, h. 293. 
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adalah larangan beibicara dalam shalat, atau membaca keras di belakang imam, 
maka dalam ayat tersebut tidak ada petunjuk larangan bacaan makmum. 
Meskipun begitu, makna lahiriyah ayat tersebut tetap diaplikasikan menurut 
al-Syafi'i Ra v karena menurutnya imam itu disunahkan untuk diam sejenak 
setelah selesai membaca al-Fatihah agar makmum berkesempatan membaca 
al-Fatihah saat diamnya imam tersebut. Selain itu, keumuman firman Allah 
Swt. surat al-A'raf ayat 204 di atas, Nabi Saw. mewajibkan makmum 
diam (yaitu dengan sabda beliau Saw.): "Jika kalian berada di belakangku 
(sebagai makmum), maka jangan membaca apapun kecuali al-Fatihah. Sesungguhnya 
shalat itu tidak sah tanpa menimi al-Fatihah.", dan sabdanya: "Sesungguhnya shalat 
itu tidak sah tanpa membaca al-Fatihah." itu mengkhususkan keumuman ayat 
al-Qur'an tersebut. Sebab, mengkhususkan keumuman al-Qur'an dengan 
hadits itu boleh. Dan dalam bab ini disebutkan, bahwa ulama yang mewajibkan 
membaca al-Fatihah bagi makmum berpendapat "Bahwa ayat di atas itu 
diterapkan pada selain al-Fatihah, makmum bisa membaca al-Fatihah 
ketika imam diam dan menyaingi imam dalam membaca al-Fatihah." 


217. Shalat Hari Raya di Lapangan 

S. Bagaimana hukum shalat hari Raya di lapangan, apabila mesjid tidak muat ? 
(Jakarta) 

J. Sunat shalat hari Raya di lapangan, apabila mesjidnya tidak mencukup, 
itu hukumnya sunat dan sunat pula mengadakan shalat hari Raya di 
mesjid untuk orang-orang yang tidak mampu datang ke lapangan. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Minhajul al-Qazvim 4 


3^ lij Sll cJv&j o £ 3,3^° 0j* <3 3^0 

Jy*<a>- 3 e\j>u3i\ 3 l$i*i AldjU 11 


Disunatkan melaksanakan shalat hari raya di mesjid demi kemuliaan 
mesjid, jika shalat di lapangan maka hukumnya makruh, wanita haid 
berdiri di pintu mesjid, kecuali jika mesjid sudah tidak muat lagi maka 
disunatkan melaksanakannya di lapangan karena mengikuti Rasulullah 
Saw. Dalam keadaan mesjid tidak muat, maka makruh melaksanakannya 
di mesjid. Sama dengan cukupnya mesjid, adanya hujan yang mencegah 


4 rbn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1358 H/1939 
M), Cet. Ke-4, Juz I, h. 400. 
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pelaksanaan shalat di lapangan (yakni tentang kemakruhannya). Secara 
mutlak disunatkan shalat di mesjid al-Haram Mekkah dan Bait al-Maqdis 
(Palestina) karena mengikuti ulama salaf dan khalaf. 

2. Tuhfah al-Muhtaj 5 




Dan ketika Imam shalat di lapangan, maka bagi orang yang shalat di 
masjid karena lemah fisiknya dan orang yang tidak shalat di lapangan 
sunnah menggantikannya mengimami shalat di masjid. 


218. Bermakmum Kepada Golongan Khawarij Kaitannya 
dengan I'adah/Mengulang Lagi Shalatnya 

S. Apakah sah bermakmum kepada orang Khawarij yang tidak mengikuti salah 
satu empat mazhab, yang memberi hukum menurut al-Qur’an dan hadis yang 
diartikan sendiri? Kalau diputus sah, maka bagaimana pendapat Muktamar 
tentang keterangan Imam Shawi, yang artinya: “ Mengamini dari al-Qur’an dan 
Imdis menurut pendapat sendiri, itu menjadi pokok kekufuran? >> Kalau diputus 
sah, apakah si makmum wajib i’adah (shalat lagi) ataukah tidak? (Menggala) 

J. Tidak sah makmumnya dan si makmum wajib i'adah (shalat lagi) 
apabila si imam berbuat bid'ah yang menjadikan kufur, seperti tidak 
mengakui, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Kalau tidak demikian, 
maka sahlah bermakmumnya dan hukumnya makruh tapi haram 
apabila si makmum itu orang terkemuka, karena mengkhawatirkan 
sesatnya para pengikutnya. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Al-Minhaj al-Qawim 6 

eJdij pjJ o&jiu &\ pk. Akk , J^ i p d 
&\\ \ jp \ 

Adapun orang yang kufur dengan bid'ahnya sama dengan orang yang 
mengingkari ke Mahatahuan Allah Swt. dengan hal-hal yang parsial dan 


5 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, 
Hasyiyah al-Syirwani (Mesir: Dar al-Shadr, t. th.), Jilid III, h. 48. 

6 Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj cd-Qawim pada hamisy Muhammad Mahfudz al-Tarmasi, 
Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Sarafiyah, 1326 H), Jilid III, h. 137-138 
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sesuatu yang tidak ada, yang mengingkari kebangkitan dari kubur, dan 
penghimpunan makhkuk di padang mahsyar, begitu pula orang yang 
menganggap Allah Swt. berjizim yang masih diperselisihkan, dan orang 
yang berpendapat Allah Swt. terbatasi dengan arah (yang disinyalir) 
berdasarkan satu pendapat dari imam madzhab empat, maka hukum 
kepada mereka tidak sah, seperti halnya orang-orang kafir. 

2. Al-Minhaj al-Qaxvim 7 




0 

S 


aj fJ (yZ. Jt) (j) 

A'4f < jjf 


Dan keimaman pelaku bid'ah yang tidak sampai kufur dengan bid'ahnya, 
dan bermakmum dengannya meskipun tidak ada selain dirinya, itu 
seperti bermakmum kepada orang fasik, bahkan lebih makruh. Imam al- 
Adzra'i membahas keharaman bermakmum dengan orang tersebut bagi 
orang pandai yang terkenal, karena dapat menyebabkan keterpedayaan orang 
awam dengan bid'ahnya itu. 

3. Pendapat Muktamar 


JiJ 1 jt d J&iiyJiyZ JkJ 1 0 % S) S\j 


Sedang pendapat al-Shawi, tidak bisa dijadikan dalil penetapan kekufuran, 
karena melihat statemen sebelumnya, yaitu: "Mungkin hal itu bisa mengantar 
dirinya pada kekufuran. 


219. Pengertian "Dharurah" Menurut Syara' 


S. Agar tidak menjadi dalil bagi orang-orang yang akan melepaskan nafsu 
dengan menjalankan keinginannya. Apakah yang dimaksud keadaan dharurah 
yang memperbolehkan menjalankan larangan? (Brebes) 

J. Sesungguhnya, yang diartikan dharurah, yaitu urusan yang apabila 
tidak dikerjakan, maka akan binasa atau mendekati binasa. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Asybah zva al-Nazha'ir 8 



7 

8 


Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj d-Qcnvim pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesin al-Amirah 
al-Sarafiyah, 1326 H), Jilid III, h. 137. 

Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut Dar al-Kutub al-Dmiyah, 1403 


H), h. 60-61. 


214 Ahkstm ul Fugaha 



Dharurah dapat menghalalkan larangan dengan syarat kadarnya tidak 
lebih kedi dari pada kadar larangan tersebut. . . . Pengertian dharurah itu 
adalah seseorang mencapai batas bila tidak memakan sesuatu yang dilarang, 
maka ia akan mati atau mendekati mati. Dan kondisi ini membolehkannya 
memakan barang haram. 


220. Membeli Padi dengan Janji Dibayar Besok Panen 

S. Kalau seorang menerimakan uang satu rupiah dengan janji dibayar sekwintal 
pada besok waktu panen, padahal pada waktu panen sekwintal harga dua 
rupiah, apakah itu termasuk akad salam (tempah) ataukah pinjam untuk 
menarik keuntungan? (Indramayu) 

J. Sesungguhnya akad yang demikian itu akad fasid (tidak sah) karena 
kalau dikatakan akad salam, maka menjadi akad salam yang fasid 
karena temponya dianggap tidak tentu yang tidak boleh, menurut 
Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, kalau dikatakan pinjam pun 
tidak tepat, karena tidak dikembalikan dengan sesamanya, karena tidak 
sah akadnya, maka wajib mengembalikan yang diterima. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Asm al-Mathalilf 


.pUll ji-Vl 6* 


Dalam akad pemesanan, maka disyaratkan tempo waktunya diketahui. 

2. Rahmah al-Umtnah w 


u^T & O' 


Disyaratkan dalam jenis yang telah diketahui dengan sifat, kadar dan 
tempo yang telah diketahui. 

3. Yanah al-Thalibin 11 


% 6' jp 


Menghutangi adalah memberi hak milik sesuatu agar dikembalikan 
dengan sesamanya. 


9 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1422 H/2001), Jilid III, h. 134. 

10 Ibn Abdurrahman Muhammad al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf d~Aimmah f 
(Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t .th.), h. 146-147. 

11 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, tanah al-Thalibin , (Beirut Dar al-Fikr, 1418 
H/1997 M), Jilid IH, h. 48. 
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221. Menggarapkan Sawah Kepada Orang yang Tidak 
Mau Mengeluarkan Zakatnya 

S. Bagaimana hukumnya orang yang menggarapkan sawah (bibit dari penggarap) 
pada orang yang tidak mau memberikan zakatnya, apakah orang yang 
menggarapkan itu berdosa karena tidak zakat? (Cilacap) 

J. Bahwasanya orang yang menggarapkan sawah dalam soal itu tidak 
berdosa, karena si penggarap tidak memberikan zakat, asal orang yang 
menggarapkan itu telah menentang (inkar) dan telah manerintahkan kebaikan 
dan menghalangi kemungkaran sekuasanya, kemudian padi yang diterima 
oleh penggarap, masih ada di dalamnya hak para yang berhak menerima 
zakat Cara untuk membersihkannya, supaya yang menggarapkan sawah 
minta izin dari si penggarap akan memberikan zakat padi yang 
diterimanya, lalu ia memberikan zakat kepada mustahicjcjin. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Mircjah al-Shu'ud al-Tashdiq Syarh Sullam al-Taufuf 12 


as; Si iSiji, £ #J\ i$fc jus 
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Tidak ada kontradiksi antara sabda Rasul: " Banmgsiapa melihat kemungkaran 
maka hendaknya ia mencegahnya ..." dan antara firman Allah SWT: “Wahai orang- 
orang yang beriman, jagalah diri Anda; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi 
madharat kepada Anda apabila Anda telah mendapat petunjuk" (al-Maidah: 
105). Karena pengertiannya menurut para pakar adalah: “Jika kalian 
mengerjakannya, maka keteledoran selain kalian tidak akan menyebabkan madharat 
terhadap kalian". Jika memang demikian, maka seseorang tidak dibebani 
kecuali memerintahkan dengan kebaikan dan melarang kemungkaran. Jika 
hal ini sudah dilaksanakan dan orang yang diajak bicara/ diberi dakwah 
tidak mau melaksanakan, maka ia tidak tercela karena kewajibannya 
hanyalah menyuruh kebaikan dan tidak ada keharusan untuk diterima. 
Demikian pemahaman yang disampaikan al-Fasyani. 


12 Muhammad Nawawi al-Jawi, Mirqah Shu'ud al~Tashdiq Syarhah Sullam al-Taufiq, 
(Indonesia: Griya Insan, t. th.). h. 16. 
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2. Fath al-Wahhab 13 

Olj (Ugi* $ j&) jf Sltjll Aj dJliS U (<£U jli) 
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Seandainya ia menjualnya, yakni sesuatu yang masih terkait dengan zakat 
atau sebagiannya sebelum zakatnya dikeluarkan, maka penjualannya 
batal dalam kadar zakatnya. Meskipun ia menyisakan sejumlah kadar zakat 
dalam kasus yang kedua -menjual sebagian- Sebab hak orang-orang yang 
berhak menerima zakat itu mencakup semuanya. Oleh sebab itu, berapa 
pun kadar yang dijualnya, kadar itu merupakan haknya dan hak para 
penerima zakat. 

3. Tuhfah al-Muhtaj u 

££• j* 1 C\j U>jt u ^h\ <DJSj 
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Dan hal tersebut, maksudku yang dibahas al-Subki, ringkasnya adalah: 
"Bila seseorang menyewakan tanah untuk ditanami, dan mengambil upahnya 
dari hasil tanamannya sebelum dikeluarkan zakatnya, maka kasus tersebut 
seperti bila ia membelinya. Maka bagi kaum fakir miskin berhak untuk 
memintanya, karena Sa'i (penarik zakat yang diangkat pemerintah) berhak 
mengambilnya dari pembeli, dan pembeli boleh mengambil kembali uang 
yang sudah diberikan kepada a penanam bila si penanam mampu. Dan cara 
pemilik tanah membebaskan diri dari kadar zakat yang ia terima (dari si 
penanam) adalah dengan meminta izin si penanam untuk mengeluarkan 
zakat tersebut, atau memberi tahu penguasa atau penarik zakat untuk 
mengambil zakat itu darinya. Jika kesulitan, maka ia harus memberikan 
zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya. Saya belum melihat 
ulama lain menerangkan cara tersebut, dan semestinya disebarluaskan. 


13 Syaikh al-Mam Zakariya al-Anshari, Fath d-Wahhdb, (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al- 
Arabiyah, t th.), Juz I, h. 118. 

14 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, 
Hasyiyah al-Syirwani (Mesir: Dar al-Shadr, t. th.), Jilid III, h. 367. 
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222. Menyewa Pohon Karet untuk Diambil Getahnya 


S. Bagaimana hukumnya menyewa pohon karet dengan waktu terbatas , umpama 
sebulan atau setahun untuk diambil getahnya? Apakah sah persewaan itu atau 
tidak? (Tembilahan) 

J. Bahwasanya akad tersebut tidak sah, karena kalau dengan akad jual 
beli maka tidak sah, karena pohon karetnya tidak dibeli, dan juga karena 
dalam tempo terbatas, kalau dengan akad sewa, juga tidak sah, menurut 
pendapat yang ashah, karena barang (getah) tidak dapat dimiliki dengan 
akad persewaan. 

Keterangan, dari kitab: 

1 . Asm al-Mathalib 1 5 
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Dan penjualan bertempo, karena larangan yang diriwayatkan Imam 
Muslim. Yaitu menjual buah kurma atau membatasi penjualan, seperti 
misalnya: "Aku menjual ini kepadamu dalam jangka waktu dua tahun. Jika sudah 
lewat dua tahun, maka tidak ada akad jual beli antara kita Sebab batalnya penjualan 
tersebut, karena penjualan yang dimaksud tidak ada, dan karena adanya 
pembatasan waktu. 

2. Fath al-Mu'in dan tanah al-Thalibin 16 


jjM glil iU* ,JJ- >T -J {gjj\ .JYj J 

jji £1111 J % 


Menyewakan kebun guna memanen buah pepohonan yang tumbuh di 
dalamnya itu tidak sah, karena barang tidak bisa dimiliki dengan akad sewa 
dengan menjadi pokok barang yang diakadi. Al-Taj al-Subki dalam kitab 
Tausyihnya, mengutip pilihan ayahnya, yaitu al-Taqi al-Subki, di akhir 
umurnya yaitu keabsahan menyewa pohon untuk memanen buahnya. Dan 
para ulama jelas-jelas menyatakan keabsahan menyewa kolam atau sumur 


15 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asm al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1422 H/2001 M), Jilid II, h. 31. 

16 Zainuddin al-Malibari dan Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath cd-Mu’in dan Tandi d- 
Thctibin, (Beirut Dar al-Rkr, t th.), Jilid H, K 110. 
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untuk memanfaatkan airnya, karena alasan hajat (dibutuhkan). 

Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Al-Taj al-Subki mengutip 
..." adalah pendapat lemah. 


223. Pemberian Hadiah untuk Melariskan 
Dagangannya 

S. Bagaimana hukum hadiah untuk memajukan perdagangan dengan cara 
menyelipkan kertas yang ditulis nomor atau nama hadiah, tidak semua bungkus terselip 
kertas itu, atau dengan cam lain? Apakah itu bcMi(jat) atau tidak? (Blora) 

J. Penjualannya sah asal telah mencukupi syarat-syarat jual beli yang 
diperlukan, dan hadiahnya pun halal, karena tidak terdapat rugi untung, 
karena hadiah itu, maka tidak termasuk judi. 

Keterangan, dari kitab-kitab fiqh. 


224. Membeli Serumpun Pohon Bambu 

S. Bagaimana pendapat Muktamar atas seorang yang membeli serumpun pohon 
bambu, kemudian tumbuh beberapa bambu di sekelilingnya, apakah yang bertumbuh 
itu hak pembeli ataukah hak mUikpenjual? 

J. Kalau pembeliannya tidak dijanjikan memotong, maka yang bertumbuh 
itu, hak milik pembeli. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Tuhfah al-Muhtap 7 
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Segolongan ulama muta’akhfdurin berbeda pendapat tertang tunas pohon 
yang sudah tumbuh dan yang baru tumbuh setelah (induknya) dijuaL Apakah 
tunas tersebut masuk dalam transaksi penjualan induknya atau tidak. Dan 
pendapat yang kuat menyatakan masuknya dalam penjualan tersebut 


17 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, 
Hasyiyah al-Syirwani (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Jilid IV, h. 502. 
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sekiranya bisa diketahui bahwa tunas itu tumbuh dari induk tersebut, 
baik dari batang atau akarnya, karena ketika memang demikian maka 
sama seperti cabangnya. Berbeda dengan tunas yang tumbuh sesudahnya 
dengan tempat yang berlainan dengan tempat tumbuknya induk yang 
terjual. Karena tunas itu bukan merupakan bagian dari induk tersebut. 


Jika sebuah tunas baru (sudah dipastikan) masuk dalam penjualan induknya, 
maka pembeli berhak membiarkannya tumbuh disitu, seperti induknya. Ibn 
Rifah berpendapat 'Tanaman yang diketahui bisa tumbuh tunasnya sebagai 
pengganti induk, seperti pohon pasang, maka tidak diragukan lagi keharusan 
dibiarkan tumbuh di situ." 

2. Hasyiyah ' Umairah 18 
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Akan tetapi jika di samping induk pohon tersebut tumbuh pohon lain, 
apakah berhak untuk dibiarkan, karena disamakan dengan cabang dan akar, 
atau diperintahkan memotongnya atau dipilah antara pohon yang biasa 
tumbuh berganti dengan yang tidak, atau dibiarkan saja sampai batas umur 
pohon induk tersebut Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan dari 
sebagian ulama mutakhir. Ibn Rif'ah berkata: "Pohon yang diketahui bisa 
tumbuh berganti seperti pisang, maka tidak diragukan lagi keharusan dibiarkan 
tumbuh di situ. 


225. Inventarisasi Kantor yang Dibeli dengan Uang 
Sumbangan dengan Maksud Wakaf 

S. Bagaimana hukumnya inventarisnya organisasi berupa kursi, almari, tikar 
dan lain-lain, yang dibeli dengan uang yang didapat dari para penyokong dengan 
maksud wakaf. Apakah inventaris itu menjadi barang wakaf yang tidak 
diucapkan? Kalau tidak sehingga bolehkah dijual untuk membayar pinjaman 
organisasi tersebut? (K. Faqih, Gresik) 

J. Inventaris itu tidak menjadi wakaf kalau tidak diucapkan oleh hakim 
atau nazhir dengan wakaf. 

Keterangan, dari kitab: 


w Syihabuddin Ahmad al-Barisi 'Umairah, Hasyiyah 'Umairah 'ala syarah cd-Mahalli dalam 
Qulyubi wa 'Umairah, (Cairo: Dar Ihyai al-Kutub al-Arabiyah, t. th.). Jilid II, h. 229. 
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1. Asm al-Mathalib 19 
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Budak yang dibeli -sebagai ganti budak wakafan yang mati- tidak 
menjadi barang wakaf -shighat fashih dari kata ilijl adalah*!*, sampai 


hakim mewakafkannya. Perbedaan antara budak yang dibeli tersebut 
dan bangunan yang ditegakkan dalam perawatan dinding yang hukum 
bangunan wakaf dan pembuatan dindingnya bisa langsung menjadi barang 
wakaf dengan dibangun pada arah lahan wakaf, adalah budak yang diwakafkan 
sama sekali sudah tidak bisa dimanfaatkan, sementara lahan wakaf masih ada 


dan tanah liat serta batu yang digunakan membangun itu hukumnya seperti 
sifat yang mengikuti lahan wakaf. 

Keterangan yang telah disebutkan, yaitu hakim itu menangani pembelian 
dan pewakafannya adalah jika tidak ada mzhir khusus yang mengelola wakaf 
tersebut. Jika ada, maka dia yang menangani keduanya, sebagaimana 
yang dipahami dari pernyataan para ulama tentang pihak yang menangani 
urusan perwakafan. 


226. Menyumpah Pendakwa yang Sudah 
Mempunyai Bukti 

S. Bolehkah pendakwa yang telah mempunyai bukti boleh disumpah? Kalau 
boleh , apakah mma sumpah itu? (Ponorogo) 

J. Betul pendakwa yang mempunyai bukti boleh disumpah dalam 
tujuh perkara, dan sumpahnya dinamakan sumpah istizhhar. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Tuhfah al-Thullab 10 



19 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ikniyah, 1422 H/2001), Jilid IH, h. 474. 

20 Zakaria al-Anshari, Tuhfah al-Thullab pada hamisy al-Syarqawi, (Indonesia: Dar al-Kutub 
al-Islamiyah, t. th.). Jilid II, h. 475-476. 
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Dan sumpah beserta dua orang saksi. Hal ini terjadi pada klaim 
pengembalian barang oleh si pembeli karena cacatnya barang, klaim istri 
atas impotensi suami, klaim luka bagian dalam tubuh dari orang yang 
melukai yang menyatakan bahwa anggota tubuh bagian dalam itu 
memang sudah tidak sehat, klaim kebangkrutan pada diri sendiri ketika 
diketahui ia punya harta, klaim kepada orang yang tidak ada, klaim 
kepada mayit dan semisalnya, dan klaim dalam kasus ketika seorang 
suami berkata kepada istrinya: " Anda tertalak kemarin." lalu ia berkata: 
"Yang kumaksud adalah isrtiku itu tertalak oleh selainku", maka seseorang 
dalam kasus-kasus tersebut harus mendatangkan bukti yang membenarkan 
klaim(dakwaan)nya itu. Kemudian ia harus di sumpah besertaan bukti 
tersebut, karena istizhhar (memperjelas masalah). 


227. Memberikan Kepada Sebagian Ahli Waris Tanpa 

Ijab Qabul 

S. Bagaimana pendapatmu sekalian tentang orang yang memberikan pada 
antara ivaris, tidak dengan ijab cjabul, malah pemberiannya dengan perantara 
yang lain. Sahkah pemberian itu? Atau tidak? Karena di antara ulama memberi 
fatwa sah (Mester comelis). 

J. Bahwa pemberian itu tidak sah, karena belum mencukupi syaratnya. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Mu'in 23 




Hibah adalah pemberian hak milik sesuatu tanpa imbalan apapun, dengan 
ijab seperti perkataan: "aku memberikannya padamu " dan cfabul seperti ucapan: 
"aku terima darimu". 


21 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu’itt (Beirut: Dar al-Fikr, t th). h. 84. 
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228. Menyerahkan Padi dengan Maksud Zakat 


S. Bagaimana pendapat Muktamar atas seorang yang menerimakan padi 
pada Mantri Irigasi yang mewajibkan pada tiap-tiap pemilik tanah satu 
bahu memberikan 30 Kg. Kemudian orang yang memberikan itu dengan 
maksud zakat, sedang si Mantri Irigasi tidak mengerti bahwa pemberian 
itu untuk zakat, tetapi menganggap bahwa pemberian itu adalah padi yang 
diwajibkan pada tiap pemilik tanah, sebagai ongkos pemberian air. Apakah 
yang demikian dianggap mencukupi memberikan zakat? (Banyuwangi) 

J. Tidak mencukupi pemberian untuk zakat, karena terdapat maksud 
lain yang menghalangi. 

Keterangan, dari kitab: 


1 . Vanah al-Thalibin 22 
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Pendapat mereka para ulama yang memperbolehkan memberikan zakat 
kepada orang yang tidak tahu bahwa itu adalah zakat, karena yang menjadi 
ukuran adalah niat pemiliknya, maka hal tersebut adalah ketika tidak 
ada hal yang mengalihkan pengambilan zakat tersebut Sedangkan jika ada, 
seperti si pengambil mengambilnya dengan maksud lain, maka tidak boleh. 


229. Kepada Anak Muslim, Orang Tua Bemasehab "Kamu 
Harus Tetap Pada Agamamu." Dan Kepada Anak Kristen, 
Bemasehab "Kamu Harus Tetap Pada Agamamu." 

S. Kalau seorang Islam memberi nasehat kepada anaknya yang beragama 
Islam, dengan ucapan: " Kamu harus tetap dalam agamamu." Begitu pula 
pada anaknya yang beragama Kristen dengan ucapan yang sama. Apakah si 
ayah itu menjadi kufur dengan ucapannya itu? (K. Faqih, Gresik) 

J. Kalau tidak ada maksud dengan ucapannya itu, ridha akan kekristenannya 
si anak, maka tidak menjadi kufur. Tetapi kalau sengaja ridha atas 
kekristenannya si anak, maka menjadi kufur dan terlepas dari agama 
Islam. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al-Mustarsyidin 23 


22 Al-Bakri Muhammad Syatha ahOrnyaihi, Tanah d-Thahbin, (Beirut Dar ahRkr, t th.), Jilid IV, h 130. 

23 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Indonesia: Syirkah Nur Asia t 
th.), h. 297. 
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Sesungguhnya seorang muslim jika keluar darinya ucapan yang bisa 
membuat kafir, sementara ia tidak mengetahui artinya, atau mengetahuinya 
namun ada indikasi yang menunjukkan ketidakinginannya, atau ragu-ragu, 
maka ia tidak menjadi kafir. 

230. Pengertian "Balad" dalam Bab Zakat 

S. Apa yang diartikan "balad" dalam bab Zakat "Pokok bahan makanan dalam 
balad" Apakah propinsi, atau Karesidenan, Kabupaten, ataukah Kelurahan, 
ataukah Pedukuhan? (Jember) 

J. Yang diartikan dengan balad dan bab Zakat, itu umumnya tempat, 
berupa Kelurahan ataupun pedukuhan atau lainnya. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Mauhibah Dzi al-Fadhl 2i 
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Yang dimaksud dengan al-balad (negeri/ negara) dalam ungkapan redaksi 
pengarang al-Minhaj dan lainnya adalah, semua tempat secara mutlak, 
walaupun tidak berbentuk negeri. Oleh karenanya, Syaikh Zakaria al- 
Anshari dalam al-Manhaj mengungkapkannya dengan kata al-mahd (tempat/ 
daerah). Dan dalam Syarhnya (Fath al-Wahhab), beliau berkata: "Ungkapanku 
dengan kata al-mahal itu maknanya lebih umum dari pada ungkapan al- 
Nawawi dengan kata al-balad." 


231. Berobat untuk Mencegah Hamil 

S. Bagaimana hukum berobat untuk mencegah bunting, karena takut menularnya 
penyakit sesama LEPRA, bolehkah atau tidak? (Mojokerto) 

J. Tidak boleh dan haram, walaupun takut menularnya penyakit, karena 
ketakutannya hanya sangkaan yang belum tentu. 

Keterangan, dari kitab: 


24 Muhammad Mahfudz al-Tarmasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir al-Amirah al-Sarafiyah, 
1326 H), Jilid IV, h. 65. 
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1. Talkhis al-Murad 25 
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Syaikh Ibn Abdussalam dan Ibn Yunus berfatwa bahwa bagi wanita 
tidak halal mengunakan obat pencegah kehamilan walaupun dengan 
persetujuan suami. 

2. Vanah al-Thalibin 26 

.ji- 

Haram penggunaan perkara yang mencegah kehamilan. 


232. Membaca al-Our'an dengan Putus-putus untuk 
Memudahkan Mengajar Hijaiyyah 

S. Bagaimana hukum membaca al-Qur’an dengan diputus-putus seperti alif- 
jathah, lam-jathah, mim-sukun, alam mim nun Jathah, syin-sukun, nas-ra-jathah 
kha-sukun-rah, alam nasirah, apakah termasuk mengubah yang diharamkan? 
Atau tidak? Demikian itu untuk memudahkan mengajar Hijaiyyah. (Jepara) 

J. Bahwasanya membaca al-Qur’an terputus-putus itu boleh, dan tidak 
termasuk mengubah, karena sangat diperlukan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Syarwani 27 

.dUS 

Menurut pendapat yang terakhir, dalam membaca al-Qur’an boleh 
memotong-motong huruf-hurufnya. 
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233. Memasuki Organisasi Islam 

S. Sewaktu kerusakan merajalela dalam daratan dan lautan, dan kefasikan, 
kekufuran tersebar di kota dan desa, juga umat Islam terjepit dalam menjaga 
agamanya untuk menjalankan agama Allah. Apakah wajib atas tiap-tiap umat 
Islam lelaki dan perempuan menjadi anggota organisasi dari organisasi Ahlus 
Sunnah zval Jamaah, untuk dapat mengerjakan amar ma'ruf dengan menjalankan 


25 Ibn Ziyad al-Yamani, Talkhis cd-Murad pada Bughyah cd-Mustarsyidin, (Indonesia: Syirkah 
Nur Asia, t. th.), h. 247. 

26 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, t aneh al-Thalibin, (Beirut Dar atfikr, t th.). Jilid IV. K 130. 

27 Abdul Hamid al-Syiiwani, Hasyiyah at-Syirwani (Beirut Dar al-Fikr, t th.). Jilid I, h. 154. 
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kewajiban organisasi seperti membayar iuran dan lain-lain, ataukah tidak? 
(Semarang) 

J. Bagi orang yang berkeyakinan tidak dapat menjaga agamanya kecuali 
dengan memasuki organisasi Islam, maka wajiblah ia menjadi anggota 
organisasi untuk menjaga agamanya. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Sullam al- Taufiq 28 
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Setiap muslim berkewajiban menjaga keislamannya, serta melindunginya 
dari apapun yang merusaknya dan membatalkannya. 


234. Menuduh Organisasi Nahdlatul Ulama Sebagai 
Sesuatu yang Bid'ah 

S. Bagaimana hukumnya orang yang berkata: "Sesungguhnya Nahdlatul 
Ulama itu bid'ah dan pembikinan baru, karena NU itu tidak terdapat dalam 
zaman Rasulullah Saw. Apakah orang tersebut terlepas dari golongan Islam 
dan menjadi kufur karenanya, ataukah tidak? 

J. Orang tersebut dalam soal, tidak keluar dari golongan Islam, tetapi 
salah pengertian, karena belum paham anggaran dasar NU, sebab NU 
itu berdasar haluan Ahli Sunnah wol Jamaah, sebagaimana tersebut dalam 
anggaran dasar NU, walaupun tidak terdapat nama NU pada zaman 
Rasulullah Saw., karena nama itu sekedar logika yang tidak perlu 
menjadi dasar pertentangan. 


235. Perkawinan Perempuan yang Dithalaq Raj'i 

S. Bagaimana pendapat Muktamar atas seorang yang menceraikan istrinya, 
kemudian sebelum iddah dirujuk, lalu si istri diajak kembali ke rumah lelaki, 
tetapi si istri tidak mau dan menentang, sehingga tujuh tahun, dengan tidak 
diberi nafkah dan rumah, kemudian si istri kawin dengan lelaki lain, lalu si 
lelaki pertama melaporkan pada hakim bahwa ia telah merujuk pada istrinya 
itu sebelum iddah, tetapi si hakim menetapkan sahnya nikah dan menolak 
dakwaan rujuk dengan alasan tidak diberi nafkah dan rumah. Apakah benar 
penetapan si hakim tersebut atau tidak benar? (Lubuhan) 

J. Muktamar memutuskan sebagaimana putusan Muktamar ke II 


28 Al-Sayyid Abdullah bin Thahir, Sullam al-Tauficj pada Mirqah Shu’ud (d-Tashdia, 
(Indonesia: Syirkah Nur Asia, t th.). h. 9. 
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nomor 42 yang tidak mengesahkan pernikahan itu, apabila si lelaki 
dapat mengajukan tanda-tanda yang terang, kalau tidak ada bukti, 
maka sahlah nikahnya, apabila si lelaki yang mulai mendakwa, dan 
si istri tidak mengakui adanya rujuk. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Asm al-Mathalib 29 
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Jika seorang wanita yang dicerai kawin lagi dengan laki-laki lain sehabis 
masa ‘iddahnya, dan suami pertama mengklaim lebih dahulu rujuknya 
dari pada waktu habisnya 'iddah, maka suami pertama berhak mendakwa 

demikian. Suami pertama boleh pula mendakwa suami kedua 

Jika ia mampu memberikan saksi atas dakwaanya, maka ia berhak 
mengambil kembali istrinya itu dari suaminya yang baru, baik sudah 
disetubuhi atau belum. Namun jika ia tidak mampu memberikan saksi, 
jika ia memulai dakwaannya kepada si wanita, kemudian si wanita itu 
mengakui adanya rujuk, maka pengakuan yang merugikan suami kedua 
itu tidak diterima selama wanita itu masih dalam ikatan pernikahannya, 
karena keterkaitan hak suami kedua itu dengannya. Lalu jika hak suami 
kedua hilang karena kematian, perceraian atau sumpah suami pertama 
dengan sumpah penolakan setelah dakwaan padanya atau sumpah selainnya, 
maka ia harus diserahkan pada suami pertama. Masalahnya sama seperti 


29 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asm al-Mathalib, (Beirut Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1422 H/2001), Jilid VII, h. 255-256. 
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jika seseorang mengaku telah membebaskan budak, lalu ia membelinya 
kembali, maka budak tersebut dihukumi telah merdeka. Dan sebelum 
hak suami kedua hilang, maka wanita itu harus memberi mahr mitsl pada 
suami pertama karena adanya keterhalangan, yakni dengan perkawinan 
kedua tersebut, berarti wanita itu telah menghalangi hak suami pertama 
atas dirinya, sehingga jika hak suami kedua hilang, maka suami pertama 
harus mengembalikan mahr mitsl kepada si istri — 

Jika wanita itu mengingkari rujuk suami pertama, maka suami pertama 
berhak menyumpahnya atas ketidaktahuan wanita itu atas rujuknya agar ia 
menanggung mahr mitsl jika -suatu saat- mengakuinya. Atau bila wanita 
itu enggan bersumpah dan suami pertama sudah bersumpah, -kemudian- 
jika wanita itu mau bersumpah, maka gugurlah dakwaan dari suami 
pertama tersebut 
2. Hasyiyah al-SyarcpavP 0 
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Jika suami pertama memulai dakwaan pada suami kedua, lalu ia 
mengingkarinya maka ia bisa dibenarkan dengan sumpahnya. Jika ia 
mengakuinya atau enggan bersumpah, dan suami pertama bersumpah, 
maka pernikahan kedua batal. Dan seketika itu suami pertama belum 
berhak atas wanita tersebut, kecuali dengan pengakuan si wanita atau 
sumpah suami pertama setelah si wanita menolak bersumpah. Dan 
sebab disetubuhi suami kedua, si wanita berhak mendapat mahr mitsl 
darinya bila (terbukti) suami pertama sudah berhak atasnya. Bila belum, 
maka ia (berhak atas) mahar yang disebut dalam akad bila dakwaan 
suami pertama terjadi setelah persetubuhan dengan suami kedua, dan 
separonya bila dakwaan tersebut terjadi sebelumnya. 


236. Menggambar Binatang dengan Sempurna 

Anggotanya 

S. Bagaimana hukum menggambar hewan (hayawan) yang sempurna 
anggotanya dengan potret. Apakah haram atau tidak? Karena menggambar 


30 Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani ‘ala Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: Dar 

al-Fikr, 1418 H/1997 M), Cet.Ke-1, Jilid VII, h. 177. 
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demikian itu hanya mengambil bayangan, ataukah ada selisih pendapat di 
antara ulama yang terhitung menurut ahli fiqh, kalau dikatakan boleh, apakah 
hanya menggambarnya saja? Atau juga memindahkan gambar dari film ke 
kertas? Mengharap keterangan, mudah-mudahan Allah memberi pahala. 

J. Bahwasanya menggambar hewan (hayazvan) yang sempurna anggotanya 
dengan potret, begitu memindahkan gambar dari film ke kertas itu 
hukumnya haram dengan tidak terdapat khilaf yang terhitung. 

Catatan, haram dengan tidak terdapat khilaf yang terhitung, demikianlah 
putusan Muktamar ke Xm, tetapi Konferensi Besar sebagai pengganti 
Muktamar ke XXII, membicarakan putusan tersebut secara mendalam, 
maka bisa mendapatkan khilaf yang terhitung oleh ulama fiqh yang 
mengatakan bolehnya menggambar hewan dengan potret, sebagaimana 
tersebut dalam majalah Nur al-Islam ke 10 jilid pertama. 

Keterangan, dari: 

1. Majalah Nahdhah al-lshlahiyah 31 


Jiy^\ aJL of ds.\ 
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Ketetapan yang menyeluruh adalah, bahwa pengambilan gambar 
dengan tustel (photografi) hukumnya sama persis seperti menggambar 
dengan tangan. Maka haram bagi setiap mukmin mempergunakan tustel 
untuk mengambil gambar dan haram pula menguasakannya kepada orang 
lain untuk mengambil gambar, karena dengan demikian berarti ia telah 
membantu atas pekerjaan yang sangat diharamkan. Disebutkan pula sebagai 
peringatan semoga Anda memahami, bahwa pembicaraan dalam masalah 
gambar ini ada dua tahap, yang pertama perihal pengambilan gambar itu 
sendiri yang diharamkan secara ijmak tanpa rincian apapun. Sebagaimana 
Anda ketahui dari keterangan yang lalu bahwa pengambilan gambar dengan 
tustel itu sama persis dengan menggambar/melukis dengan tangan, keduanya 
tidak ada perbedaan sama sekcili. 


31 Majalah al-Nahdlatul Ishlahiyah, h. 264 
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2. Majalah Nur al-Islam 32 
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Sebagian ulama fiqh berpendapat kebolehan menenun gambar pada baju 
dalam riwayat yang diceritakan al-Juwaini Sebagian ulama lain berfatwa atas 
kebolehan menggambar di atas tanah dan semisalnya. Al-Khaththabi berkata: 
"Orang yang menggambar bentuk-bentuk binatang, yakni membuat lukisannya 
tanpa mempunyai bayangan (bukan tiga dimensi), aku harap ia tidak masuk 
dalam ancaman (yang dinyatakan dalam hadits)." Dan di antara dalil yang 
sah dijadikan sandaran para ulama tersebut adalah bahwa Nabi Saw. 
ketika memberitahukan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah 


yang di dalamnya terdapat lukisan, beliau bersabda: " Kecuali lukisan 
(yang tidak memiliki ruh, seperti pohon dan semisalnya/tidak mempunyai 
bayangan -bukan tiga dimensi-) di baju". Pengecualian ini walaupun terdapat 
dalam rangkaian larangan menggambar, ia memberi pengertian bahwa 
gambar (yang tidak memiliki ruh, seperti pohon dan semisalnya / tidak 
mempunyai bayangan -bukan tiga dimensi-) di baju itu tidak termasuk 
menggambar yang diharamkan ... 

Alat untuk mengambil gambar (tustel) ini belum dikenal di masa penurunan 
wahyu dalam menggambar sesuatu yang tidak mempunyai bayangan. Maka 
ulama yang berpendapat tentang kebolehan menggambar sesuatu yang tak 
mempunyai bayangan di baju, maka tanpa keraguan berarti ia memperbolehkan 
pula menggambar dengan alat tersebut, karena tidak melebihi lukisan 
yang tidak mempunyai bayangan di baju. Sedangkan mengukir di atas 
kertas dengan sesuatu (seperti kanvas) maka dilarang.[] 


32 Majalah Nurul Islam, Vol. 10, Jilid 1. 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-14 
Di Magelang Pada Tanggal 14 Jumadil Ulaa 
1358 H. / 1 Juli 1939 M. 

237. Pengertian "Al-Sawad al-A'zham" dalam Hadis Nabi 

238. Ta'util Hadis ''Di mana Tuhan Sebelum Terjadi Langit dan Bumi." 

239. Pengertian Menyerupai Orang Kafir 

240. Pengertian "Kejelekan" dalam Hadis yang Ada Pada Kitab 

Qurrah al-'Uyun 

241. Diam di Tengah Merajalelanya Bid'ah dan Kezhaliman 

242. Menyimpan Gambar yang Diambil dengan Potret, Lain dengan 
Menggambar Binatang dengan Potret 

243. Memperbaiki Mesjid dan Sesamanya dengan Uang yang 
Dipungut dari Pasar Malam 

244. Memberikan Zakat kepada Yatim Piatu yang Tidak Faqir atau 

Sesamanya 

245. Menjual Zakat Fitrah 

246. Perbedaan antara Balad al-fum'ah dan Balad al-Zakat 

247. Memberikan Zakat kepada Satu Orang Saja 

248. Mengadakan SyirkahlPetsetoan dengan Jenis Barangnya 

249. Pinjam dari Koperasi 

250. Maksud "Jrangkottg, Thethiatt, Cenunuk" 

251. Lelaki Diberi Nafkah oleh Istrinya 

252. Membaca al-Our'an di Gedung Zender Radio 

253. Kitab Taurat, Injil dan Zabur yang Ada pada Tangan Orang 
Kristen dan Yahudi Sekarang 

254. Sebab Diwajibkan Mengikuti Salah Satu dari Empat Mazhab 

255. Orang Perempuan Belajar Naik Sepeda 

256. Asuransi Jiwa 

257. Mengkhususkan Hak Milik untuk Anaknya Tertua 
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237. Pengertian "Al-Sawad al-A'zham" dalam Hadis Nabi 


S. Apakah yang diartikan "< al-Sawad al-A'zham" dalam hadis yang memerintahkan 
supaya mengikuti "Sawad al-A'zham"? Apakah organisasi yang terbanyak 
anggotanya? Walaupun tidak berhaluan Mazhab? Ataukah organisasi 
yang terbesar dalam tempat itu? (Purwokerto) 


J. Yang diartikan "al-Sawad al-A'zham" dalam hadis, mengingat akhirnya 
hadis itu, yang artinya, disertai kebenaran dan yang menjalankannya, 
yaitu golongan yang dalam kebenaran, di antaranya yang menjadi anggota 
organisasi yang berdasar kebenaran. Adapun yang benar dalam ushuluddin, 
yaitu yang mengikuti mazhab Asy'ariyyah dan Maturidiyyah, dan 
dalamfuru'iiyah yang mengikuti salah satu di antara empat mazhab. 


Keterangan, dari kitab; 

1. Sullam al-Wushul Syarh Nihayah al-Sul 1 


is l\ Sipi \yj\ -M jb\ Jvs 


Rasulullah Saw. bersabda: "Ikutlah kalian kepada al-Sawad al-A'zham". Ketika 
mazhab-mazhab yang benar telah punah dengan kematian para imamnya 
kecuali empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) yang pengikutnya 
tersebar luas, maka mengikuti empat mazhab tersebut berarti mengikuti al- 
Sawad al-A'zham, dan keluar dari empat mazhab tersebut berarti keluar dari 
al-Sawad al-A'zham. 

2. Al-Nashaih al-Diniyah 2 


1 


2 


Muhammad Bakhit al-Muthi'i, Sullam al-Wushul Syarah Nihayah al-Sul (Mesir: Bahrul 
Ulum, t.th.), jilid III, h. 921 dan jilid IV h. 580 dan 581. Hadits tersebut tercantum pada 
kitab ini di jilid III adalah sebagai dasar ijma'. Sedang yang tercantum di jilid IV 


merupakan kesimpulan tentang al-istifta'. Hadits di atas selengkapnya: 

£13 iSii ilSu» jc H 0 1 


"Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Jika kamu melihat suatu 
perbedaan , maka wajib bagimu mengikuti al-saivad al-azham (HR Ibnu Majah dari Anas 
bin Malik). Ibarah ini terdapat pula pada kitab 'Iq al-Jidfi Ahkam al-Ijtihad karya Syaikh 
Ahmad Waliyullah abDahlawi, Cairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1965 M, h. 13. Dapat 
dirujuk pula kepada pendapat Fakhruddin Muhammad al-Razi, al-Mashul fi ' Um Ushul 
al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1408H/1988 M), Cet. Ke-1, Juz II, h. 535-540. 
Abdullah Ba'alawi al-Haddad, al-Shaih al-Diniyah , (Semarang: Thoha Putera, t. th.), h. 7 
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Golongan AW al-Sunnah berkat puji Allah Swt. sejak masa pertama 
sampai sekarang, adalah al-sawad al-a'zham (golongan mayoritas). 


3. Al-Yawaqit wa al-Jawahir 3 
•A ;•? 
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Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa yang dimaksud dengan Ahl al- 
Sunnah wa al-Jamaah dalam pemahaman orang-orang sekarang ini adalah, 
Syaikh Abu al-Hasan al-As/ari dan imam sebelumnya seperti Syaikh 
Abu Manshur al-Maturidi. 


238. Ta'wil Hadis ''Di mana Tuhan Sebelum Terjadi 
Langit dan Bumi/' 


S. Apa arti hadis dalam Badai' al-Zuhur dan bagaimana ta'wilnya ? Imam 
Ahmad menceritakan dalam kitab Musnadnya dari 'Amir al-'Uqaili berkata: 
"Saya berkata begini, ya Rasulullah, di mana Tuhan sebelum terjadinya bumi 
dan langit?" Rasulullah Saw. menjawab: "Tuhan berada di awan, di atasnya 
angin dan bawahnya angin pula." (Surakarta) 

J. Sesungguhnya hadis dalam Badai' al-Zuhur itu ada ucapan yang tersirat, 
yaitu 'Arasy; lengkapnya pertanyaan begini: : "Di mana 'Arasy Tuhan?" 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Fatawal al-Haditsiyah 4 
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Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, di manakah 
Tuhan kita sebelum menciptakan makhluk-Nya? Rasulullah menjawab: "Dia 
berada di awan, di bawahnya angin dan di atasnya angin, Dia menciptakan 
‘Arsy-Nya di atas air ..." Dalam Hadis tersebut tentu ada mudhaf yang 
tidak disebutkan, ungkapan sepenuhnya: "Dimanakah Arsy Tuhan kita ..." 


3 Abdul Wahhab al-Sya'rani, Al-Yawaqit wa al-Jawahir, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 
1378 H/1959 M), Jilid I, h. 3. 

4 Ibn Hajar al-Haitami, d-Fatmua d-Haditsiyah , (Mesin Musthafa al-Halabi, 1390 H/1971 M), k 191. 
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239. Pengertian Menyerupai Orang Kafir 

S. Apa yang diartikan sabda Rasulullah Saw.; ", Siapa yang menyerupai golongan, 
maka ia termasuk golongan itu." menyerupai dalam waktu sekarang ini 
bagaimana? Dan bagaimana hukumnya menyerupai orang kafir? (Mister 
Comelis, Jatinegara) 

J. Yang diartikan menyerupai ialah memakai pakaian yang ditentukan 
hanya untuk golongan itu sendiri, j akaian itu baik atau jelek sekalipun, 
seperti memakai lencana Salib (t), dan berpakaian yang menunjukkan 
bahwa itu bukan pakaian orang Islam, juga seperti menutup toko 
pada hari Minggu dan lain sebagainya. 

Adapun hukumnya menyerupai, maka telah diputuskan dalam Muktamar 
II masalah nomor 33. Kemudian ada keterangan dalam kitab Fath al-Bari 
juz X, yang artinya: Sesungguhnya yang dilarang menyerupai, ialah 
menyerupai dalam pakaian dan lain sebagainya bukan menyerupai 
dalam hal yang baik. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-BarP 
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Kesimpulan dari pendapat Syaikh Abu Muhammad Ibn Abi Hamzah 
adalah, pengertian zhahir dari lafal (hadits tersebut) adalah mencegah dari 
menyerupai dalam segala hal. Namun yang dipahami dari dalil-dalil 
lain, yang dimaksud adalah menyerupai dalam atribut, sebagian sifat- 
sifat orang kafir, dan semisalnya. Bukan menyerupai dalam hal kebaikan. 
2. Bughyah al-Mustarsyidin 6 
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5 Ibn Hajar al- / Asqalani, Fath al-Bari, (Beirut Dar al~Fikr, 1420 H /2000 M), Juz XI, h. 521. 

6 Abdurrahman 3a'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin , (Mesir: Musthafa al-Haiabi, 1371 
H/1952 M)), h. 248. 
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Kesimpulan dari pernyataan para ulama tentang memakai atribut 
orang-orang kafir adalah, jika dalam memakai atribut itu karena rasa suka 
kepada agama mereka dan bertujuan untuk bisa serupa dengan mereka 
dalam syiar-syiar kafir, atau agar bisa bepergian bersama mereka ke tempat- 
tempat peribadatan mereka, maka dalam dua hal tersebut orang itu menjadi 
kafir. Namun jika tidak punya tujuan seperti itu, yakni hanya sekedar bisa 
menyerupai mereka dalam syiar-syiar hari raya, atau sebagai media agar 
bisa bermuamalah berhubungan dengan mereka dalam hal-hal yang 
diperkenankan, maka ia hanya berdosa, atau ia secara kebetulan memakai 
atribut orang kafir tanpa bertujuan apapun, maka hukumnya makruh seperti 
mengikat selendang dalam shalat. 


240. Pengertian "Kejelekan" dalam Hadis yang Ada 
Pada Kitab Qurrah al-'Uyun 


S. Dalam kitab Qurrat al-'Uyun dinyatakan: ditulis dalam pintu surga. Kamu 
surga! Dilarang masuk orang yang kikir dan dayyus. Apa dayyus itu, ya 
Rasulullah! Rasulullah Saw. berkata: "Yaitu orang yang mengetahui perbuatan 
kejelekan pada istrinya, tetapi ia diam. "Apa yang diartikan kejelekan? Apakah 
perzinaan saja ataukah yang lainnya seperti bergaul bebas dengan lelaki 
lain? (Pandeglang) 

J. Yang diartikan kejelekan, yaitu perzinaan atau yang dapat menjadikan 
perzinaan, seperti bergaul bebas dan lain-lain. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Al-Siraj al-Munir 7 
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Para pakar ahli fiqh berpendapat, yang dimaksud dengan al-Dayyus 
adalah, suami yang tidak melarang orang lain untuk berzina dengan istrinya. 
Al-Hafani berpendapat "Kedua tafsiran tidak salah, karena masing-masing 
mempunyai dasar." Sebagian ulama yang lain menyamakan istri itu dengan 
para mahramnya dan budak-budak wanita. Menurutku, dari uraian tersebut 
bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-Cfabth (keburukan), adalah 
perzinaan dan hal-hal yang dapat menimbulkan perzinaan. 


7 Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir dan Ta'liq Syekh al-Islam al-Hifni pada hamisynya, (Mesir, 
Musthafa al-Halabi, 1377 H/1957 M), Cet. Ke-3, Jilid II, h. 196. 
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241. Diam di Tengah Merajalelanya Bid'ah dan 

Kezaliman 


S. Termasuk hal yang tidak dapat dirahasiakan lagi, bahzva kemodekn-kemodelan 
agama, dan fitnahan-fitnahan telah merajalela dan tersebar dalam waktu ini, 
maka bagaimana hukumnya ulama kita, yang hanya bermenung di rumah 
tidak menghalangi kemungkaran, hanya diam dan senang makan seadanya, 
sampai meninggal dunia, yakni tidak maju ke muka menjalankan amar ma’ruf 
nahi munkar di desa-desa. Kemudian apakah lebih utama menjadi anggota 
salah satu organisasi Islam seperti NU ataukah tidak? (Ngawi) 

J. Kalau dalam tempat itu telah ada yang tampil beramar ma'ruf nahi 
munkar yang mencukupi, maka hukumnya ulama tersebut dalam 
soal, tidak haram, tetapi kalau tidak ada yang tampil ke muka, atau 
belum mencukupi, maka hukumnya haram. 

Adapun menjadi anggota organisasi Islam, maka lebih utama, bahkan 
ada yang wajib, seperti orang yang berkeyakinan tidak dapat menjaga 
kehormatan agama kecuali dengan menjadi anggota organisasi Islam. 

Keterangan , dari kitab: 

1. Al-Da'wah al-Tammah 8 


{y di 5' C&y & 

J*' Cri 

% & M cf £>' J5Si l*.j) pil $ : jil °d ji 

ii puji d .«jU£i gtfi 


Setiap ahli fiqh yang telah selesai dari kewajiban individualnya (fardhu 
'ain) dan kewajiban kolektif (fardhu kifayah), ia harus keluar menemui 
orang lain yang berada berdampingan dengan daerahnya, baik kalangan 
umum, Arab, Kurdi dan lainnya. Ia harus mengajari mereka tentang agama 
dan ketentuan-ketentuan syariat ... Jika salah seorang telah melaksanakan hal 
ini, maka gugurlah dosa dari warga yang lain. Jika tidak, maka dosa akan 
menimpa segenap warga secara keseluruhan. Bagi orang yang pandai, maka 
dosa itu disebabkan deh keteledorannya tidak mau keluar (mengajari mereka). 
Sedangkan bagi orang bodoh, karena keteledorannya tidak mau belajar. 


8 Abdullah bin Alwi al-Haddad, al-Da'wah al-Tammah wa al-Tadzkirah al-'Ammah f (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 1352 H /1933 M), h. 11. Demikian juga dalam Hujjah al-Islam 
al-Ghazali, Ihya ' Ulumuddin . 
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242. Menyimpan Gambar yang Diambil dengan Potret, 
Lain dengan Menggambar Binatang dengan Potret 


S. Apakah boleh mengambil dalil dengan keterangan dalam kitab Tarsyih al- 
Mustafidin yang artinya: " Dan boleh menyimpan gambar yang diambil dengan 
potret," untuk diperbolehkan menggambar hewan yang sempurna anggotanya 
dengan potret? Dan apakah termasuk menggambar pula orang yang mengecap 
stempel yang mewujudkan gambar hewan? Dan atau menempel papan yang 
terpisah-pisah kemudian merupakan gambar hewan atau tidak? (Gresik) 

J. Tidak dapat untuk dalil, karena yang diterangkan dalam kitab tersebut 
ialah menyimpan bukan menggambar, tentang hukumnya menggambar, 
dengan potret, supaya melihat putusan Muktamar ke XHI masalah nomor 
236, serta peninjauannya dalam Konferensi Besar. Adapun mengecapkan 
stempel gambar hewan, dan menempelkan papan hingga merupakan 
gambar hewan, itu termasuk hukumnya menggambar hewan, yakni 
mewujudkan gambar. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Al-Jawab al-Syafi 9 


1 3 Jjw YjJ * 11 cH 


Menggambar atau melukis itu adalah mewujudkan lukisan, yakni bahwa 
si pelukis mewujudkan lukisan binatang dengan pekerjaan dan karyanya. 


2. Qamus al-Marbawi 0 

Melukis secara etimologi dan terminologi adalah, mewujudkan lukisan 
dan menjadikannya. 

3. Majalah Nahdhah al-Ishlahiyah n 

jj jp aus 

dilii \j4 jlSj 0- jp \'m> 4j l* 

'4j J>4&\ ^ £ j}V» f lidi cp& 3 ^ 


9 Al-Jawab al-Syafi. 

10 Idris Abdul Rauf al-Marbawi, Qamu$ al-Marbawi, (Mesir: Musthafa al-Halabi, i th.), 
Cet. Ke-4, Juz I, h. 

11 Majalah al-Nahdlatul Ishlahiyah, h. 264 
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Ketetapan yang menyeluruh adalah, bahwa pengambilan gambar 
dengan tustel (photografi) hukumnya sama persis seperti menggambar 
dengan tangan. Maka haram bagi setiap mukmin mempergunakan tustel 
untuk mengambil gambar dan haram pula menguasakannya kepada orang 
lain untuk mengambil gambar, karena dengan demikian berarti ia telah 
membantu atas pekerjaan yang sangat diharamkan. Disebutkan pula sebagai 
peringatan semoga Anda memahami, bahwa pembicaraan dalam masalah 
gambar ini ada dua tahap, yang pertama perihal pengambilan gambar itu 
sendiri yang diharamkan secara ijmak tanpa rincian apapun. Sebagaimana 
Anda ketahui dari keterangan yang lalu bahwa pengambilan gambar dengan 
tustel itu sama persis dengan menggambar /melukis dengan tangan, keduanya 
tidak ada perbedaan sama sekali. 

243. Memperbaiki Mesjid dan Sesamanya dengan 
Uang yang Dipungut dari Pasar Malam 

S. Bagaimana hukumnya memperbaiki mesjid atau mendirikan madrasah, atau 
memelihara anak yatim piatu dengan uang yang dipungut dari pasar malam, 
atau pertandingan mm bola dan lain-lain. Apakah itu boleh atau tidak? (Martapura) 
J. Kaku dalam pasar malam itu terdapat yang dilarang agama, maka haramlah 
uang itu, karena itu termasuk uang yang dipungut secara tidak benar, dan 
haram pulalah memperbaiki mesjid dan sesamanya dengan uang itu. 
Keterangan , dari kitab: 

1. Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair 12 

(Jlll Ur jp bt Jju J' jlia j£Vl cH 

£ Jus ceSdi 3 jUiib ej&ij 4^13 *s pv 3 

.AmAS Jijij 

Karena pengertian memakan dongan batil mencakup semua yang diambil 
tanpa hak, baik secara zhalim seperti pinjam tanpa izin pemiliknya, khianat, 
mencuri dan permainan seperti yang diperoleh dengan judi dan mainan. 
Dan hal tersebut akan dijelaskan dengan cara penipuan dan memperdaya 
seperti yang diperoleh dengan akad yang rusak. 


12 Ibn Hajar al-Haitami, Al-Zawajir ' an lqtiraf al-Kabair, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 
M), Juz 1, h. 230. 
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2. Ihya' Ulum al-Diri 13 

(Jajj •' J'* o' <S\ 'i (£3 Jj'i' pL2$\ 

& ^ *-pJ'j j44" ^ \M* ji^-' xZdi p'ji JUj U»\jj j' 'jcytU» j i 
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Bagian yang pertama adalah maksiat, yaitu yang tidak bisa berubah 
posisinya oleh adanya niat ... Seseorang yang membangun sekolah, mesjid, 
atau pondok dengan uang haram dengan niat berbuat kebajikan, maka 
semuanya itu merupakan kebodohan. Niat itu tidak berpengaruh dalam 
mengeluarkannya dari perbuatan aniaya dan maksiat 


244. Memberikan Zakat kepada Yatim Piatu yang 
Tidak Faqir atau Sesamanya 


S. Apakah boleh memberikan zakat pada yatim piatu, karena mereka tidak 
termasuk dalam salah satu dari delapan orang yang berhak menerima zakat? 
(Temanggung) 

J. Boleh (sah) menerimakan zakat pada yatim piatu, apabila mereka 
termasuk dari salah satu delapan orang yang berhak menerima zakat, 
seperti mereka itu fakir miskin dan tidak keturunan Bani Hasyim dan 
Bani Muthalib menurut pendapat yang sahih. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Kifayah al- Akhyar 14 


J\S± \1> JZlZ S Uic &S & JJ fJ (^ji) 

A3 \ Uj>j ^5 SJLjiiH *y\ toJj j) Aji A.«.»jjJ\ ^jA 

o' 'i! psic" A-lUcj j'jdt jjjb l 3 < j^*3 

Jp Ojj (Jaij S'* li^J. 6j4=J 


Anak (yatim) yang masih kecil jika tidak ada yang menafkahinya, 
maka sebagian pendapat menyatakan ia tidak boleh diberi (zakat), karena 
sudah cukup dari bagian ghanimah (rampasan). Menurut pendapat yang 
lebih sahih, ia boleh diberi zakat dan diserahkan kepada perawatnya. Menurut 


13 Hujjah aMslam al-Ghazali, Ihya' Ulunt d-Din, (Mesir Musthafa al-Halabi, 1387 H/1968 
M), Jilid IV, h. 458. 

14 Taqiyuddin al~Husain al-Dimasyqi, Kifayah d - Akhyar , (Surabaya: Dar al-flmi, tth.), Juz 
I, h. 160. 
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saya, perihal ghanimah pada masa sekarang ini sudah tiada lagi di sebagian 
daerah, karena kebobrokan para penguasanya. Karenanya, maka semestinya 
dipastikan kebolehan memberi zakat anak yatim, kecuali jika ia termasuk 
bangsawan (Bani Hasyim), maka ia tidak boleh diberi, walaupun ia juga 
dilarang menerima pembagian dari khumus, menurut pendapat yang sahih. 


245. Menjual Zakat Fitrah 


S. Apakah amil zakat diperbolehkan menjual zakat fitrah kemudian uang 
harganya diterimakan pada yang berhak? 

J. Tidak boleh, kecuali dalam keadaan memaksa, seperti mengkhawatirkan 
menjadi rusak atau kesulitan pengangkutan yang besar. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Anwar li al-a'mal al-Abrar 15 




Imam/penguasa dan penarik zakat tidak diperkenankan menjual 
zakat kecuali karena dharurat, seperti cepat rusak, adanya kekhawatiran 
(keamanan) di jalan, atau memerlukan biaya transportasi. 


246. Perbedaan antara Balad al-Jum'at dan Balad al-Zakat 


S. Apa perbedaan baladul Jum'at dan Baladuz zakat? (Banyuwangi) 

J. Tidak ada perbedaan, karena yang dimaksud dengan balad, itu tempat- 
tempat yang berada dalam lingkungan perumahan, sekira tidak 
diperbolehkan jamak qashar bagi musafir dalam lingkungan itu. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-Syarqawi 16 


jl 14 & J)! 5&J lijfe jfr JlS }j >Vl 'i} 



Yang dimaksud dengan balad adalah tempat atau daerah, yang haram 
memindahkan zakat keluar perbatasan ke tempat/daerah diperkenankannya 
mengqashar shalat. 


15 Yusuf al-Ardabil, Al-Anwar U al-A'md al-Abrar, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t th.), Juz i K 155. 

16 Abdullah al~Syarqawi, Hasyiyah al~Syarqawi ' ala al~Tahrir, (Indonesia: Dar al-Kutub al- 
Islamiyah, t. th-), Jilid II, h. 393. 
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2. Asm al-Mathalib 17 


. sSUji k±’j£ 5 5* ^ f UJ ^ j.^5 


Pengertian balad al-Jum'ah (daerah pelaksanaan shalat Jum'at) adalah 
yang sekiranya diperkenankan pelaksanaan shalat Jum'at di daerah 
yang dibatasi oleh bangunan-bangunan yang berhimpitan, yang tidak 
diperkenankan pelaksanaan shalat qashar. 


247. Memberikan Zakat kepada Satu Orang Saja 


S. Termasuk urusan yang terang, bagi orang yang bermazhab Syafi'i, dalam 
memberikan zakat itu harus kepada delapan orang yang berhak menerima zakat, 
selama mereka ada, tetapi kebiasaan di negeri kita ini memberikan zakat fitrah hanya 
pada orang satu dari salah satu delapan orang, menurut pendapat Imam Ibn 
'Ujail, seperti dalam kitab Fath al-Mu'in, apakah perbuatan demikian itu cocok 
dengan al-Qur'an? Kalau cocok, bagaimam hujjahnya? Kaku tidak, maka dari 
mana pengambilannya Imam Ibn 'Ujail? Padahal kami tidak menyangka bahwa 
Ibn 'Ujail itu seorang yang bodoh tentang apa yang dimaksud al-Qur'an atau 
kekhilafan arti d-Ou/an, mengharap penjelasan dari Muktamar. (Bangkalan) 

J. Sesungguhnya hujjah Imam Ibn 'Ujail, tentang bolehnya memberikan 
zakat pada seorang, yaitu bahwa perkataan al-fuqaha yang isim jinis 
itu termasuk juga satu orang. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Mizan al-Kubra 18 


z\ t 0$s\ &i\ jyasjj 


*Si\ ^ 3 '4-jj ... <££2$ d\z 


Termasuk yang diperselisihan adalah pendapat Imam Tsalatsah, bahwa 
boleh mentasarufkan zakat kepada kepada satu golongan, dari delapan 
golongan yang disebut dalam ayat: "Sesungguhnya zakat itu bagi kaum fakir 
dan miskin." . . . Pertimbangan pendapat pertama adalah, yang dimaksud 
-sighat jama'- dalam ayat itu adalah jenis. 


248. Mengadakan Syirkah/Perseroan dengan Jenis 

Barangnya 

S. Apakah sah mengadakan syirkah (perseroan) dengan perbedaan uang modal 

17 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asm al-Mathalib, (Beirut: . Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1422 H/2001), Jilid I, h. 248. 

18 Abdul Wahhab AISya'rani, okMiam d-Kubm, (Indonesia: Dar alKutub aHslamiyah, t)h.J, Jie H K 14 
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dari masing-masing andilhower (ada yang dengan uang emas, ada pula dengan 
uang perak, berupa rupiahan, tengahan dan lain-lain). Kalau Muktamar berpendapat 
tidak sah, apakah dalam masalah ini ada pendapat ulama yang mengesahkan 
atau tidak ada? (Probolinggo) 


J. Tidak sah menurut mazhab Syafi'i, tetapi menurut salah satu pendapat 
mazhab Maliki dianggap sah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Tuhfah al-Thullab 19 


p Jala- iJL f j (j\j 


(Disyaratkan dalam perseroan itu) hendaknya dua modal itu sama, 
baik dalam jenis maupun sifatnya, sekiranya bila keduanya dicampur 


tidak bisa dibedakan lagi. 

2. Bidayah al-Mujathid zva Nthayah al-Muqtashid P° 


^\j %\j & jgstk arSM H \1> S 61 

5 y» Vy (iUli (jji ll JJi JSC- y 


Adapun jika dua bagian harta itu termasuk yang tidak boleh ditempo, 
seperti perseroan satu pihak dengan dinar dan pihak lain dengan dirham, 
atau dengan dua jenis makanan yang berbeda, maka dalam hal ini pendapat 
Imam Malik berbeda-beda, suatu kali membolehkannya dan dalam 
kesempatan lain melarangnya. 


249. Pinjam dari Koperasi 

S. Bagaimana hukumnya pinjam dari koperasi? (Purwokerto) 

J. Bahwa pinjam dari koperasi atau lainnya, apabila dijanjikan memberi 
bunga (rente) dan janjinya itu dalam akad atau sesudah akad tetapi sebelum 
ada ketetapan pinjam, maka hukumnya haram dengan kesepakatan (mufakat) 
para ulama; karena itu termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan, 
tetapi kalau tidak dengan perjanjian bicara atau tulisan, maka hukumnya 
boleh dengan tidak selisih antara para ulama, kalau dengan perjanjian 
dengan tulisan zonder dibaca, atau tentang bunga itu telah menjadi kebiasaan, 
walaupun tidak dijanjikan, maka hukumnya ada dua pendapat yaitu 
haram, yang kedua boleh. 


19 Zakaria al-Anshari, Tuhfah al-Thullnb pada hamisy Abdullah al-Syarqawi, Hasytyah al~ 
Syarqazvi, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 106. 

20 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujathid zva Nihayah al-Muqtashid f (Beirut Dar al-Kitab al-Arabi, 
1427 H/2006 M) Juz I, h. 550. 
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Keterangan, dari kitab: 

1. Tanah al-Thalibin 21 

^ *Jr $ 'J»3 ^ Uj 6*5 

. . ji£ £ Jj /i l IS} 

Dan di antara riba o/ jfodSW adalah riba d cprdh, yakni semua pinjaman yang 
memberikan manfaat kepada si peminjam, kecuali seperti gadai Menurut kita, 
yang demikian itu tidak haram kecuali disyaratkan dalam akad menghutangi. 
Z Tuhjah al-Muhtaj 22 

»a*j j\ ij, £5 j oi Jlal» UjI Jm Jl JS" 5^ 

.a~A£ ^J3 fliS ojjS j^3 

Dan kesimpulannya adalah, semua syarat yang menafikan konsekuensi 
akad akan membatalkannya jika terjadi dalam akad atau sesudahnya dan 
sebelum /wzum(tetap)nya. Bukan bila mendahului akad, walaupun di 
majlisnya. 

3. Fathul Mu’in dan Tanah al-Thalibin 23 

i)i % ts£i j^i.% ii*. j! 5 jl i. a dft r 

Wj .t\Jai aJ^jJ <iJJi jJikll (j 

a^L * 5v> ji* «jf# j&r 

% \&£l il \£> M gj 61 yyJl 

jl d .Jdi yU $ g3 audi j£ 6' Lrt^ 4?) 

.Slli jjUJl (3 J*/'*» pj <4^ ( Jp Ia3^ 

Diperkenankan bagi kreditur untuk memperoleh manfaat yang diberikan 
debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik ukuran atau sifatnya, 
yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkan yang tidak disyaratkan 
dalam akad, bahkan yang demikian itu disunatkan bagi debitur karena sabda 


21 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Vcmah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 
H/1997 M), Jilid IH, h. 26. 

22 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarak Minhaj d-Thalibin pada Hasyiyah d- 
Syirwani, (Mesir: at-Tijariyah al-Kubra, t th.), Jilid IV, h. 296. 

23 Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath al-Mu'in 
dan Tanah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid LH, h. 64-66. 
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Rasul Saw.: "Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar 
hutangnya." Sedangkan pinjaman yang disertai syarat keuntungan bagi 
pihak yang meminjami, maka merupakan akad fasid (rusak) karena 
hadits: "Semua utang yang menarik keuntungan adalah riba." Termasuk kategori 
ini adalah misalnya menghutangi orang yang menyewa hartanya dengan 
harga lebih karena hutang tersebut, jika persewaan itu menjadi syarat 
menghutangi, karena dalam kondisi seperti tersebut penghutangan itu 
haram secara ijma'. Bila tidak menjadi syarat, maka menurut kita hukumnya 
makruh dan menurut ulama banyak hukumnya haram 

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Maka merupakan akad fasid.") 
Ali Syibramallisi berkata: "Dan telah maklum, josidnya akad tersebut bila 
penyaratan menyewa dengan harga lebih itu terjadi dalam pelaksanaan 
akad menghutangi. Bila kedua pihak menyepakati sewa dengan harga 
lebih itu dan tidak menjadi syarat dalam akad penghutangan, maka akad 
hutang tidak rusak. 

3. Bughyah al-Mustarsyidin 24 




Menurut madzhab Syafi'i, bahwa sekedar tulisan di semua transaksi, 
beberapa pemberitahuan dan pengajuan bukan hujjah syar'i (dalil syara'). 
5. Al-Asybah wa al-Nazha'ir 25 

;3 fe \£*j ...^ & ±y&\ tip fpp £,.13 ISlijl 

S tip Jyj fp 11; Jujl 


Adat yang berlaku di suatu daerah, apakah, adat mereka diposisikan 
sebagaimana syarat, dalam kaidah ini ada beberapa kasus. ... Di antaranya, 
seandainya berlaku adat yang mengharuskan peminjam mengembalikan 
barang yang lebih baik dari yang dipinjamnya. Maka apakah adat itu 
diposisikan sebagaimana syarat, sehingga hukum menghutanginya haram? 
Dalam kasus ini ada dua pendapat, yang lebih sahih adalah tidak diposisikan 
sebagaimana syarat. 


250. Maksud "Jrangkong, Thethian, Cenunuk" 

S. Apa sebenarnya yang dinamakan "jrangkong" menurut dugaan mereka, 
bahwa setelah beberapa hari dari wafatnya, lalu menjadi jrangkong yang berputar- 


24 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidm, (Pekalongan: Syirkah Nur Asia, t Th), K 186. 

25 Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirufc Dar al-Fikr, t th.), h. 67. 
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putar dalam waktu malam di sekitar rumahnya dari rumah tetangganya, kadang- 
kadang dinamakan "Thethian", atau "cecunuk", apakah itu ruhnya si mayat atau 
tulang belulangnya? (Lamongan) 

J. Bahwa itu bukan ruh mayat dan bukan tulangnya, tetapi kalau ada 
yaitu makhluk yang lain. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah Abi Jamrah 26 


'S$i &£$ jfi $ 4? ^ $ 
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Adalah orang-orang Yahudi mengira bahwa nih itu mengitari kuburannya 
selama tujuh hari kemudian pergi Abu Ubaidah berkata, bahwa orang-orang 
Yahudi mengira bahwa tulang belulang orang mati itu akan menjadi semacam 
serangga, kemudian beterbangan. Mereka menamakannya dengan ashshuda. 
Dengan demikian dimengerti, bahwa maksud hadits tersebut adalah tidak ada 
kehidupan bagi serangga yang tumbuh dari mayat 


251. Lelaki Diberi Nafkah oleh Istrinya 

S. Bagaimana pendapat peserta Muktamar tentang seorang lelaki yang istrinya 
bekerja, kemudian si lelaki diberi nafkah oleh istrinya, malahan kadang-kadang 
memerintahkan bekerja pada istrinya, padahal menurut firman Allah yang 
artinya: "Para lelakilah yang berkuasa memberikan segala keperluan para istri, 
bukannya terbalik para istri yang berkuasa memberikan segala keperluan para 
suami" Apakah halal bagi lelaki makan nafkah pemberian istrinya? (Palembang) 

J. Jikalau si lelaki berkeyakinan, atau ada tanda-tanda bahwa si istri 
senang hati untuk memberi nafkah, dan bekerja, maka halal nafkah 
itu, dimakan oleh si lelaki, disamakan dengan mahar yang disebut 
dalam firman Allah, yang artinya: "Jikalau mereka para istri senang hati 
untukmu, maka makanlah mahar itu dengan baik dan tulus", demikian pula 
halal si istri bekerja dengan seizin si lelaki. 

252. Membaca al-Qur , an di Gedung Zender Radio 

S. Bagaimana hukumnya membaca al-Qur'an di zender radio, sedang tempat 
itu dipergunakan pula untuk malahi yang dilarang agama, apakah membaca 

26 Muhammad Ali al-Syinwani, Hasyiyah Mukhtashar Abi Jamrah/]am'u al-Nihayah, 
(Mesir: Isa al-Halabi, t. th.), h. 184. 
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al-Qur'an itu boleh, atau makruh, ataukah haram? Masalah ini telah dibahas 
oleh ulama di Kudus, tetapi akhirnya tazvaqcjuf dan diserahkan kepada 
Muktamar. (Kudus) 

J. Bahwa membaca al-Qur'an dalam gedung zender, itu sama dengan 
membaca al-Our'an di tempat lain, yakni hukumnya merumit perincian di 
bawah ini: 

Apabila si pembaca duduk dalam tempat yang tidak terhina, dan 
pembacaannya terjaga apa yang perlu dijaga, dan mencukupi syarat- 
syaratnya membaca, pula dalam pembacaannya tidak salah, maka 
membacanya boleh, dan yang terdengar benar-benar al-Qur'an, 
mendengarkannya boleh dan mendapat pahala, adapun kalau tidak 
mencukupi syarat-syarat seperti duduk di tempat yang terhina, atau 
melanggar syarat-syarat lain, atau sengaja bacaannya untuk senang- 
senang dan foya-foya maka tidak boleh, kemudian kita menjadikan 
dosanya pembaca yang telah mencukupi syarat-syaratnya, apabila 
al-Our'an itu terdengar dari tempat-tempat yang kurang layak, bagi 
para pendengar harus mendengarkan, apabila ada yang mengganggu 
harus melarang, karena yang terdengar itu nyata-nyata al-Qur'an 
yang terbaca. 

Keterangan, dari: 

1 . Majalah Al-Azhar 27 


\s fa S $ 0 faj pyk S\ 

faj p.\J\ ^\j 

p fy d fa C&j \y^ tfjS aI? dS fa £ 

fa j rfa yfa faicfafe 

jp 'o% yfa 'Sfa s & UfafaHj v% 

o* fa} 4 ‘d ^ 

pLSoJ 5' pfa Cf- J*yk 


Sesungguhnya bacaan al-Qur'an di pusat siaran (studio) itu sama seperti 
dengan bacaan yang lainnya. Y akni hukumnya sesuai dengan rincian berikut 
Jika si pembaca bisa duduk di tempat yang tidak hina, dan bacaannya 


27 Syaikh Thaha Jib, Majalah al-Azhar, (Mesir, t. th.). 
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memperhatikan segala ketentuan yang harus dipeihat 
segala persyaratan bacaan, dan dalam bacaannyj 
maka bacaannya itu boleh dan yang didengar itu; 
mendengarnya boleh dan berpahala. Sedang 
persyaratan, seperti duduk di tempat yang 
satu syarat bacaan, atau bertujuan untuk main-r 
demikian itu tidak boleh. 

Selama si pembaca memenuhi persyaratan dan m etyig fe j ^ Crn-hukum 
tajwid, dan ia memenuhi kriteria yang telah kami paparkan, maka bila 
suaranya didengar di tempat yang tidak diperbolehkan adanya bacaan 
(al-Qur' an), maka hal itu tidak membahayakannya. Bagi yang mendengar 
harus serius mendengarkannya. Jika ada yang mengganggu, maka harus 
dicegah. Sama dengan bacaan al-Qur' an adalah selainnya, bahwa yang 
didengar itu adalah benar-benar orang yang berbicara. 

2. Risalah Bakhit al-Muthi'i 28 

tfii J$j ts$ \ o>j p&Sl -ji b\ 

Ji 


L ,f • 'U i »4 


pk Jjc. > 3 & \Xjp- jSJjaSl Jfi 0' 




b’* 


‘y ’i' t-Mt 1*<? L\ Lv*. 'l \' Az - 




Sesungguhnya kalimat yang didengar melalui perantara radio adalah 
kalimat orang yang berbicara dan suara orang yang membaca al-Qur'an, dan 
bukan gema kalimat seperti yang didengar di gunung-gunung, padang 
sahara, dan lainnya. Dengan demikian, maka yang didengar dari radio itu 
adalah al-Qur'an yang sebenarnya ... Dan seperti bacaan al-Our'an yaitu 
selainnya dalam hal niscaya yang didengar itu adalah pembicara itu sendiri. 
Jika nyanyian maka hukumnya sama dengan (mendengar) nyanyian, jika 
ia berbicara tentang hal mubah maka hukumnya mubah dan jika berbicara 
tentang yang haram maka hukumnya pun haram. 


253. Kitab Taurat, Injil dan Zabur yang Ada pada 
Tangan Orang Kristen dan Yahudi Sekarang 

S. Manakah kitab Samawiyah yang wajib diimankan dari Taurat, Injil dan 
Zabur? Apakah kitab-kitab yang berada di tengah orang-orang Kristen, Katolik 
dan Yahudi sekarang ini? Ataukah tidak? Karena mereka telah mengubah bebempa 


28 Muhammad Bakhit al-Muthi'i, Risalah SyaHdi Bakhit al-Muthi'i pada Majalah al-Hidayah 
al'lslamiyah, (Mesir: Jumadil Ula 1352 H/ Agustus 1933 M), Jilid I, h. 203. 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


247 




kalimatnya. (Malang) 

J. Sesungguhnya kitab Taurat, Injil dan Zabur yang berada di tangan 
orang-orang Kristen, Katolik dan Yahudi sekarang ini bukan kitab 
Samawiyah yang wajib diimankan. 

KeterOngan, dari kitab: 

1. Izhhar al-Hcuj 19 


illlM fj* ^ Uj r U >' ^ 

iit j* >jii cx$t\ S *ija ytii 4 
4$) * ^ iii Jvs gjil 

(Jjj l Ajj>-\ j 4jlk& <— (Ji5_j ... A laflh ^ 

^Jp U jUiiiilj £j4r^ tjj^ <-4 

jp iill X^y \ jJjJl ol^sil (_j jjloJ (iUi (3^ l*la5 0_)*W ‘pl*^ 

Al-Qurthubi dalam kitabnya yang disebut al-Tlam bima fi Din al-Nashara 
min al-Fasad wa al-Auhaam pada bab ketiga berkata begini: "Sesungguhnya 
kitab yang berada di tangan orang Nasrani yang mereka namakan dengan 
Injil, bukanlah Injil sebagaimana Injil yang difirmankan oleh Allah Swt. 
melalui Rasul Saw.: "Dan Dia turunkan Taurat dan Injil sebelum ( al-Qur'an ) 
menjadi petunjuk bagi manusia ... (Ali Imran: 3-4)." Demikian redaksinya 
secara persis. . . . Dan penulis Hidayah al-Hiyara fi Ajwibah al-Yahudi wa al- 
Nashara (Ibn Qayyim al-Jauziyah) berkata: "Sungguh Taurat yang berada 
di tangan orang Yahudi itu sudak terdapat penambahan, distorsi dan 
pengurangan, yang tidak samar lagi bagi orang-orang yang berpengetahuan 
luas. Mereka mengetahui secara pasti Taurat tersebut sudah tidak dalam 
kondisi Taurat asli yang Allah turunkan pada Nabi Musa As. 


254. Sebab Diwajibkan Mengikuti Salah Satu dari 

Empat Mazhab 

S. Mengapa wajib mengikuti salah satu empat mazhab, padahal empat mazhab 
itu mengambil dari al-Qur'an dan hadits? (Palembang) 

J. Kewajiban umat Islam untuk mengikuti salah satu empat mazhab itu, 
karena dikhawatirkan mencampurkan haq dan batil, atau tergelincir 


29 Rahmatullah bin Khalilurrahman al-Hindi, Izhhar al-Haq, (Maroko: al-Dar al-Baidha', t. 
th>), h. 198 dan 200. 
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dalam kesalahan, atau mengambil yang mudah saja. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al- Mustarsyidin 30 


6' *Uic- jp «. ' Jukj Julo 

6« j5ii S ifj 6>Vt> u yiij ot ^a-Jii jS 'n 

. ijdjllH ^ JT Sl jijyL» (jjJy 


Mengikuti mazhab lain, adalah sulit bagi ulama masa kini, apalagi bagi 
kalangan awam ... dan hendaknya tidak mencari-cari dispensasi, dengan 
mengambil masing-masing mazhab pendapat yang paling ringan, dan tidak 
boleh menggabungkan antara dua pendapat yang akan menimbulkan 
suatu kenyataan yang tidak pernah dinyatakan oleh kedua madzhab. 

2. Al-Mizan al-Kubra 31 


(j j*-» 3JL1, jliS 4 lU\ A>rj IJiM 

j-Ai ^ e~o u t_jbxij aijlsji (iiilc- si j^Lj .Si ji <^>"13 3* (3* «oSit 

. j£Jt o-liJI jlc ^Ic-3 JSUJI j. £#ii U> JjVl a^IJI ^ j' 


Adalah yang mulia Ali al-Khawwash, jika ditanyakan oleh seseorang 
tentang mengikuti mazhab tertentu sekarang ini apakah wajib atau tidak, 
maka ia menjawab : " Kamu harus mengikuti suatu mazhab selama kamu belum 
bisa mencapai inti syariat karena khawatir terjatuh pada kesesatan. Dan begitulah 
yang mesti dilakukan orang-orang sekarang ini. " 

3. Al-Fatawa al-Kubra al-Ficjhiyah 32 



(Jjr*" O^viojl jL ^ jfcl jj» jlij JJujNl JuIat-H 


T 






Dan sesungguhnya bertaklid itu tertentu pada empat imam mazhab 
(Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hanbali). Ibn Hajar al-Haitami berkata: "Karena 
mazhab mereka telah tersebar luas, sehingga nampak pembatasan hukum 
mutlaknya dan pengkhususan hukum umumnya, berbeda dengan madzab 
selain mereka. 


4. Sullam al-Wushul Syarh Nihayah al-Sul 33 


30 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah d-Mustarsyidin, (Pekalongan: Syirkah Nur Asia, t Th), h. 9. 

31 Abdul Wahhab Al-Sya'rani, d-Mhan al-Kubm, (Mesir Musthafa al-Halabi, tth.), Cet I, Juz I, h 34 

32 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa d-fkjhiydi al-Kubra, (Bdrufc Dar al-Fikr, 1403 H), Jilid IV, h. 3 07. 
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Rasulullah Saw. bersabda: "Jfcutioft fei/ian kepada al-Sawad cd-A'zham". Ketika 
mazhab-mazhab yang benar telah punah dengan kematian para imamnya 
kecuali empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) yang pengikutnya 
tersebar luas, maka mengikuti empat mazhab tersebut berarti mengikuti al- 
Sawad d-A'zham, dan keluar dari empat mazhab tersebut berarti keluar dari 


al-Sawad al-A'zham. 


255. Orang Perempuan Belajar Naik Sepeda 

S. Bagaimana hukum orang perempuan belajar naik sepeda, apakah itu boleh 
atau tidak? (Barabai) 

J. Sesungguhnya orang perempuan belajar naik sepeda, asal hukumnya 
tidak dilarang, tetapi apabila menimbulkan perbuatan munkar yang 
dilarang syara', sudah tentu menjadi dilarang, kemudian naik sepeda 
bagi orang perempuan itu berbeda-beda karena perbedaan tempat, 
umpamanya menjadi tanda para perempuan jelek, atau pelacur di 
sementara tempat, dan bukan demikian di lain tempat maka ada hukumnya 
sendiri-sendiri. 


256. Asuransi Jiwa 


S. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa dalam waktu sekarang, para yang 
mengasuransikan membayar tiap bulan uang yang ditentukan dalam tempo 
sepuluh tahun umpamanya, apabila orang itu mati sebelum waktu yang 
ditanggungkan, maka di kantor asuransi harus memberi ganti yang telah 
ditentukan untuk para ahli waris, demikian pula apabila telah sampai waktu 
penanggungannya. Apakah demikian itu boleh atau tidak? (Tulungagung) 
J. Sesungguhnya mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor asuransi itu 
hukumnya haram, karena termasuk judi. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i 34 


djr ui jb &h\ \ij 


33 Muhammad Bahith al-Muthi'i, Sullam al-Wuskul Syarah Nihayah al-Sul (Mesir: Bahrul 
Ulum, tth.), jilid III, h. 921 dan jilid IV h. 580- 581. 

34 Baldut, Risalah Syaikh Bakhit pada Majalah Nur al-Islam, (Mesir: Th. Ke-6), Juz I, h. 267. 
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Adapun Asuransi Jiwa maka ia jauh dari akal sehat, sangat membingungkan 
dan aneh. Maka tidak ada perusahaan asuransi yang mampu memperpanjang 
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umur dan menjauhkan takdir. Ia hanya memberikan iming-iming keamanan 
dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh para Dajjal dan tukang. 

Para petugas mereka akan berkata kepada Anda sama seperti pernyataan 
yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang asuransi harta benda 
atau pernyataan yang stjenisnya. Ia akan berkata: “Sesungguhnya ketika aku 
membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak 
mendapatkan apa yang telah aku jaminkan (di perusahaan asuransi) ketika 
aku masih hidup. Dan itu berarti, menadi pemasukan dan pelipur lara bagi 
ahli waris setelah kematianku. Dan jika aku tetap hidup tempo yang telah ditetapkan, 
maka aku berhak memperoleh kenMi semua yang tdah dibayarkan dan keuntungannya. 
Dengan begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begitu 
halnya perusahaan asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariku 
dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikdda sebagaimana 
yang Anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga. Resiko kerugian sangat sedikit, karena 
masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dan 
akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan dirinya, 
sehingga masing-masing pihak beruntung. " 

Kami katakan kepada peserta asuransi tersebut, bahwa semestinya 
setiap yang Anda ucapkan tidak keluar dari suatu transaksi yang mengandung 
klaim denda terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa suatu pengganti 
yang sepadan dengan keuntungan yang mungkin diraupnya. Dan 
semestinya dari dua pihak terdapat pengganti yang pantas sehingga mampu 
mewujudkan keadilan walaupun relatif, sehingga ruh keadilan terwujud. 
Adapun bila salah satu pihak saja yang menanggung kerugian tanpa 
mendapat imbalan baliknya, atau menerima keuntungan tanpa ada tanggung 
jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak ada, bahkan itu merupakan 
gambling dan perjudian. 

Sebagian orang menyatakan: "Kami memberikan kepercayaan penuh 
kepada mereka dan dari mereka mengambil semua yang mereka katakan 
dengan taklid buta (tanpa pertimbangan apapun)." Maka, sesungguhnya 
sekelompok dari mereka telah membingungkan orang-orang dengan 
kekuatan materi dan eksplorasi psikis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Lalu 
mereka berhasil menguasai jiwa orang lain, sehingga orang lain pun 
menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi pemenang terhadap 
orang yang dikalahkannya. 

Jika tidak, maka bila Anda menimbang semua asuransi itu dengan neraca 
akal yang sehat dan hati yang bersih, maka Anda akan mendapatkan 
bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Demikian halnya semua hal 
yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan umum, maka Anda 
akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Sehingga 
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minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudharatannya tidak lepas 
dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan berarti jika 
dibandingkan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah SWT: 
"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya 
itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya 
lebih besar dari pada manfaatnya. " (Al-Baqarah: 219) 

Perundang-undangan Allah Swt yang benar itu mesti berpedoman pada 
adanya keseimbangan antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya 
Idah besar, maka Allah Swt akan menghalalkannya. Sedangkan jika bahayanya 
lebih besar, maka Allah Swt. akan mengharamkannya . 


257. Mengkhususkan Hak Milik untuk Anaknya Tertua 


S. Bagaimana pendapat Anda, ayyuhal mu'tamirun, tentang seorang berumah 
tangga yang menentukan hak miliknya seperti ladang dan lain-lain untuk putra- 
putrinya yang terbesar. Apabila meninggal dunia salah satu dari suami istri, 
atau meninggal keduanya, maka dengan sendirinya dimiliki putra putri yang 
terbesar, bukan ahli ivaris lainnya, dengan tidak ada wasiat atau pemberian lagi, 
kemudian apabila putra putri itu meninggal maka menjadi hak milik putra 
putrinya yang terbesar pula, begitu seterusnya sampai ada tiga/empat keturunan. 
Apakah halal bagi putra putri terbesar itu memilikinya dengan adat yang 
telah berlaku itu? Atau tidak sehingga harus dibagi para ahli waris? 
(Tanjung Raja) 

J. Bahwa barang model itu tidak boleh dimiliki putra putri terbesar itu 
dengan cara demikian, tetapi harus dibagi oleh para ahli waris menurut 
yang ditetapkan agama, itu tidak boleh dilakukan, dan pula tidak boleh 
dilaksanakan kecuali kalau semua ahli waris yang dewasa dapat 
mengizinkan pelaksanaan itu, pula kalau dianggap itu pemberian 
orang tua, syarat-syarat pemberian yang ditentukan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Muin 35 


% (j pj) ... oi (a&jf v4y - %) - (o£ y o 
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Hibah adalah memberikan hak milik sesuatu tanpa pengganti, dengan 


35 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thaiibin, (Singapura: Sulaiman 
Mari, tih.). Jilid DI, h. 142, 147 dan 153. 
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lafal ijab (penyerahan) seperti: "Aku memberikan ini kepadamu". Dan lafal qabul 
(penerimaan) secara langsung seperti: "Aku terima darimu atau aku rela." 
Hibah menjadi terlaksana dengan menerima barang yang dihibahkan. 
Dikatakan juga, makruh bagi orang tua pilih kasih dalam pemberian 
kepada anak, walaupun ke bawah atau cucu dengan adanya anak.[] 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-15 
Di Surabaya Pada Tanggal 10 Dzulhijjah 1359 
H. / 9 Pebruari 1940 M. 

258. Keluarnya Orang Perempuan Bersama Wanita Lain untuk 
Bershalat Hari Raya 

259. Tidak Mau Membeli di Toko Orang Islam 

260. Menjual Padi di Tangkainya 
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258 . Keluarnya Orang Perempuan Bersama Wanita Lain 
untuk Bershalat Hari Raya 

S. Bagaimana hukum keluarnya orang-orang perempuan untuk mendatangi 
shalat Id bersama-sama dengan para wanita yang berbuat baik? Dan apakah 
sah khotbah Id dengan khotib perempuan, ataukah tidak sah? (Gresik) 


J. Disumahkan bagi para perempuan, bershalat Id, berjamaah di rumahnya, 
adapun keluar untuk mendatangi shalat Id di mesjid atau lainnya, maka 
hukumnya sunat bagi perempuan yang tua-tua, dan perempuan yang tidak 
beraksi, atau cantik dengan tidak berpakaian necis dan tidak memakai 
wangi-wangian, serta aman dari fitnah, dan makruh bagi orang-orang tua 
yang pakai wangi-wangian atau berpakaian necis, dan makruh pula bagi 
perempuan yang beraksi atau cantik dengan tidak berpakaian necis dan 
tidak pakai wangi-wangian atau dengan takut fitnah, dan haram bagi orang 
perempuan beraksi atau cantik apabila berpakaian necis atau pakai wangi- 
wangian atau menyangka adanya fitnah, atau dengan tidak seizin lelakinya, 
dan tidak sah khotbah Id dengan khotib perempuan, bahkan haram apabila 
sengaja khotbah syariah atau sengaja menyerupai laki-laki, karena mengajakan 
ibadah yang tidak sah { 'fdsid ) dan disamakan dengan hukumnya azan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fatawa al-Imam al-Nazuawi 1 

j\ CSclZ Ji aJLLJ» 

. eus 4^4 fiS (6t>0 y*. 

Pertanyaan, apakah disunatkan bagi wanita untuk melaksanakan shalat 
hari raya secara berjamaah di rumah mereka dan salah seorang dari mereka 
menjadi imam, atau mahramnya atau anak kedi yang sudah pandai? 

Jawaban, ya demikian itu disunatkan, dan disunatkan mendorong wanita 
untuk melaksanakannya. 

2. Al-Minhaj al-Qawim 2 

• 9^' \S ylSJU *j£=4j 


1 Alauddin Ibn al-Authar, Fatawa al-Imam al-Nawawi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmivah 

1402 H/1983 M), h. 43. ’ ' 

2 Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj aI-Qawim pada al-Haumui al-Madanh/ah, (Mesir: Musthafa 
al-Halabi, 1366 H), Jilid II, h. 57. 
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Disunatkan bagi wanita yang sudah tua untuk keluar melaksanakan 
shalat hari raya secara berjamaah dengan mengenakan pakaian kerja 
kesehariannya tanpa memakai parfum dan membersihkan tubuhnya 
dengan air. Omakruhkan mempergunakan parfum dan make up sebagaimana 
dimakruhkanbagi wanita muda yang cantik untuk menghadirinya. 

3. Fath al-Wahhab dan al-Tajrid li Naf al-'Abid 3 


;ulli 




.uiij jgji oijju lipii p 


Adapun wanita, maka makruh menghadiri jamaah shalat Id bagi mereka 
yang cantik. Maka bagi selain mereka, disunatkan menghadirinya, dan 
membersihkan tubuhnya dengan air, tidak memakai parfum dan keluar 
dengan pakaian kesehariannya. 

Wanita yang sudah tua dan gadis yang tidak cantik boleh menghadiri 
jamaah shalat Id jika tidak berhias. Begitu menurut al-Barmawi. Maka yang 
dimaksud dengan dzmvat cd-hafah (cantik) adalah cantik tubuh dan busananya 
4. Is'ad al-Rafuj 'ala Sullam al-Taufii 7 4 


p j Itj i£jll jfr jLSaiUi \£i\ % Ayj 

j' 5* >3 £ j\5 cjj ji 
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Rasulullah Saw. bersabda: "Laranglah wanita Mim memakai perhiasan dan 
berlagak genit di mesjid. Sesungguhnya Bani Israil tidak dilaknat sampai zvanita- 
zvanita mereka memakai perhiasan dan bergerut ria di mesjid." 

Dalam al-Zawajir Ibn Hajar al-Haitami berkata: "Bahwa sesuai kejelasan 
hadits-hadits ini, perbuatan semacam itu termasuk dosa besar. Dan hal ini, 
semestinya dipahami jika nyata-nyata menimbulkan fitnah. Sedangkah 
sekedar kekhawatiran adanya fitnah maka hukumnya makruh, dan bila 
besertaan dugaan kuat adanya fitnah maka haram yang tidak termasuk dosa 


3 Zakaria al-Anshari dan Muhammad Sulaiman al-Bujairimi, Fath al-Wahhab dan al-Tajrid 
li Nafi al-'Abid, (Mesir. Musthafa al-Halabi, 1369 H/1950 M), Jilid I, h. 427. 

4 Muhammad Babashil, Is'ad al-Rafiq 'ala Sullam al-Taufiq, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-Arabiyah t th.), Juz H, h. 136. 
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besar, sebagaimana cukup jelas. Termasuk dosa besar juga, adalah keluarnya 
wanita tanpa izin dan persetujuan suaminya untuk keperluan yang tidak 
mendesak secara syar'i. 

5. Hasyiyah al-SyirwanP 

j \ JJJS j>y 6'iVl (^Ji ^ ) 

j»lc- ^ oliaS p" p 0^=4 p »Mj f>*" &lr~^ 6'iVl oSljl 
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(Yang diperbolehkan) hanya sekedar bisa didengar sesama jamaah 
wanita, dan tidak bermaksud untuk mengumandangkan azan syar'i. 
Jika seorang wanita mengeraskan suaranya lebih dari itu, atau bermaksud 
mengumandangkan azan syar'i, maka hukumnya haram walaupun di 
sana tidak ada laki-laki lain (bukan mahram). Memang begitu, jika ia bermaksud 
menyerupai laki-laki walaupun tanpa mengeraskan suara, sebagaimana 
cukup jelas. Begitu pula bila ia bermaksud mengumandangkan adzan, 
menurut pendapat yang cukup kuat, karena maksudnya melakukan 
ibadahfasidah (rusak) dan unsur tasyabuh (menyerupai) laki-laki yang ada. 
6. Hasyiyah al-Bajuri 6 


tScd $ & @ ot'ji £«4-1 (oZ&i- $$) 
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(Dua khotbah) seperti khotbah Jum'at dalam rukun-rukunnya dan 
bukan dalam syarat-syaratnya, karena syarat-syaratnya tidak disyaratkan 
di sini Namun, disunatkan memperdengarkan dan mendengarkan khotbah, 
adanya khotbah dengan bahasa arab dan si khotib laki-laki. 


259. Tidak Mau Membeli di Toko Orang Islam 

S. Bagaimana hukum orang Islam yang tidak membantu pada orang Islam, 
umpama: Tidak suka dan senang membeli di toko orang Islam, tetapi membeli 
dari toko orang kafir, apakah itu haram, atau makruh? (Probolinggo) 

J. Sesungguhnya meninggalkan tolong menolong di antara umat Islam 
itu ada yang wajib, yaitu meninggalkan membantu maksiat, sebagaimana 


5 Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani (Mesir: Dar al-Shadir, t. th), Jilid I, h. 467. 

6 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1340 
H/1922 M), Jilid I, h. 235. 
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firman Allah, yang artinya: "Kamu sekalian jangan tolong menolong dalam 
perkara dosa dan menganiaya." Dan ada yang haram, seperti meninggalkan 
membantu atas fardhu ain, seperti tidak membantu pada orang yang 
mendapat bahaya. Dan ada pula yang sunat, yaitu membantu meninggalkan 
membantu dalam urusan yang dibenti syara' agama. Ada pula yang 
makruh, seperti tidak membantu dalam urusan yang dianggap baik oleh 
agama, di antaranya tidak membeli di toko orang Islam, dan ada juga 
yang bertentangan dengan keutamaan (khilafu ai-aula) seperti meninggalkan 
membantu urusan yang utama, juga ada pula yang membantu itu boleh 
(mubah) seperti tidak membantu dalam urusan mubah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Kasyifah al-Saja 7 


Ajici c£j o^ ji i 
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Tolong menolong itu ada empat macam, bahkan Idah ... Dan dari berbagai 
macam pertolongan itu masih tersisa dua, yang sunah, yaitu seperti 
membantu seseorang yang berdiri sendirian dalam shaf dengan menemaninya 
di shaf itu, dan yang haram, yaitu membantu perbuatan haram. 

2. /d-Ibdaa’fii Madhaarri cd-Ibtidaa' 8 

ol jl M jp ^4-Vl ^ yij olSUJl oli ^3 
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Dan di antara kebiasaan-kebiasaan (yang buruk) adalah lebih suka membeli 
dari orang-orang asing dan mengesampingkan anak negeri _ Dan dimakruhkan 
juga, karena dalam pembelian tersebut terdapat manfaat bagi orang asing, 
sementara orang-orang Idam lebih berhak terhadap manfaat itu, dan karena 
orang Islam diperintahkan semampu mungkin untuk membantu saudaranya 
sesama muslim. 


260. Menjual Padi di Tangkainya 

S. Bagaimana hukumnya menjual padi di tangkainya, dijual dengan tempo, atau 
dengan kontrak (salam)? (Pasuruan dan Semarang) 

7 Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, Kasyifah al-Saja 'ala Safinah al-Naja, (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 1343 H) h. 106-107. 

8 Ali Mahfudz, Al-lbdaafn madhaarri cddbtidaa', (Mesir. Dar al-I'tisham, tth.), Cet Ke-7, h. 379. 
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J. Tidak sah menjual padi di tangkainya, dengan tempo atau kontrak. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Tuhfah al-Habib 9 


jl UjJI (_j (jS" (jjj Sj oj3 ^3 juiM ij H Aji 




Kesimpulannya, jika barang yang dijual tersebut tertentu dan tidak 
bercampur dengan selain barang yang dijual, maka dengan menentukannya 
tanpa mengetahui kadarnya secara tepat, dalam arti tidak disyaratkan 
mengetahui ukurannya dengan takaran, timbangan dan meteran. Dan 
jika barang tersebut masih dalam pesanan atau tercampur dengan yang 
lain, seperti satu sha’ (2,751 kg) dari barang tumpukan, maka syaratnya 
adalah mengetahui kadar ukuran dan sifatnya, bukan barangnya. 

2. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 10 


. \i\ H\ yS\ jSn \ 

Tidak sah dalam akad salam (pesan) gandum kecuali sudah terpisah 
dari tangkainya. Demikian halnya semua biji-bijian. 


261. Percekcokan Suami Istri Tidak Bisa 
Didamaikan, Bisa Dianggap Syiqaq 

S. Bagaimana pendapat ayyuhal muktamirun dalam masalah seorang istri 
yang murka dan benci pada suaminya karena si lelaki orang yang kurang baik 
ucapannya, kadang-kadang bisa menjadikan bercekcok di antaranya, telah beberapa 
kali didamaikan tetapi tidak berhasil. Apakah demikian itu dapat dianggap syicjacj? 
Sehingga hakim dapat memberikan hukum syiqaq ataukah tidak? (Ampenan) 

J. Demikian itu ialah nyatanya syicjacj, maka berlakulah hukum syicjacj atas 
kedua suami istri yang tersebut dalam soal, dan bisa diadakan hakamain. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Syarh al-Mahali 11 

9 Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib 'ala Syarah al-Khatib, (Mesir: al-Taqaddum al- 
Ilmiyah, t. th), Jilid ID, h. 5. 

10 Abdurrahman al-Juzairi, Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1 4 22 
H/2002 M), Jilid H, h. 248. 

11 Jalaluddin al-Mahalli, Syarh Minhaj al-Thalibm pada Hasyiyata al-Quh/ubi wa Umairah, 
(Beirut Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), Jilid III, h. 307. 
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Jika pertengkaran sudah amat sengit antara suami istri, dimana keduanya 
terus menerus saling mencad dan memukul ... Apakah mengirim juru 
damai itu wajib atau sunnah? Ada dua pendapat Dalam al-Eaudhah al-Nawawi 
membenarkan yang wajib sesuai makna lahir perintah dalam al-Our'an. 


2. Syarhal-Tahrir 12 

*P-aj) J\i-1 \ j ) a^Ic. (j^ 

I 4 J Aj \1 a j 
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Jika masing-masing dari suami istri saling menuduh kesalahan pihak 
lain padanya, sementara kondisinya samar, maka hakim wajib mengutus 
dua hakam (orang yang dipercaya untuk mengambil keputusan) dengan 
persetujuan pihak suami dan istri, agar mempertimbangan hubungan 
suami istri itu setelah hakam pihak suami bertemu secara empat mata 
dengan suami dan hakam pihak istri bertemu secara empat mata dengan 
istri dan diketahui sumber permasalahannya. Kemudian kedua hakam 
itu mengambil keputusan yang maslahat untuk suami istri tersebut, dari 
damai dan cerai. Allah Swt. berfirman: “ Dan jika kamu khawatir ada 
persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 
laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan..." (al-Nisa': 35) 


262 . Menyusulnya Anggota Perseroan Pada Syirkah 

S. Bagaimana hukumnya menyusul andilhower setelah perseroannya terbentuk 
beberapa bulan? Dan bagaimana hukumnya akad perseroan, sebelum berkumpul 
uang andilnya, sahkah akad itu? (Malang) 

J. Tidak boleh menyusul andilhower, begitu pula tidak sah perseroan sebelum 
kumpul uang andilnya menurut pendapat yang ashah, tetapi menurut 
pendapat yang memperbolehkan (bai’ mu'athah) maka hukumnya boleh. 

Keterangan, dari kitab: 


12 ZaJkariya al-Anshari, Syarh al-Tahrir pada Hasyiyah al-Syarqam 'ala al-Tahrir, (Mesir. Dar 
al-Kutub al-Arabiyah, t th.). Jilid II, h. 273-274. 
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1. Hasyiyah Kamtsari 13 
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Sesungguhnya khilaftyah tentang al-mu'athah (transaksi tanpa ijab (jabul) 
seperti halnya berlaku dalam jual beli berlaku pula dalam transaksi 
harta (lain), seperti persewaan, gadai, hibah dan semisalnya. 


263. Mendatangi Rapat Organisasi atau Mengajar 

S. Mana yang didahulukan, mendatangi rapat-rapat kepentingan Islam, ataukah 
mengajar agama dalam pesantren? (Kendal) 

J. Mendahulukan yang lebih baik dan utama. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Qawaid al-Ahkam fiMashalih al-Anam u 
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Jika berbagai kepentingan ukhrawi mumi berhimpun, jika mungkin 
diperoleh seluruhnya, maka hendaknya diambil semuanya. Jika tidak mungkin 
memperoleh seluruhnya, maka kita ambil yang lebih penting, lalu yang 
lebih penting (setelahnya) dan lebih utama kemudian yang lebih utama 
(setelahnya) ... Jika semuanya sama penting dan utamanya, dan sulit mengambil 
semuanya, maka kita harus memilih di antaranya dan terkadang dengan 
diundi. Terkadang kepentingan-kepentingan ukhrawi itu berbeda-beda 
dalam kesamaan dan perbedaannya. Dalam hal itu tidak ada perbedaan 
antara yang wajib dan yang sunnah. 


264. Shalat di Mesjid yang Dibangun dengan Uang Haram 

S. Apakah sah shalat di mesjid yang didirikan dengan uang haram? (Kebumen) 

J. SaK'shalatnya, tetapi haram dan tidak dapat pahala shalatnya. 
Keterangan, dari kitab: 


13 Al-Kamtsari, Hasyiyah Kamtsari , pada hamisy Yusuf al-Ardabili, al-Amvar li A'mali 
al-Abrar, (Mesin Musthafa al-Halabi, t. th.), Jilid I, h. 209. 

14 Muhammad Izzuddin Ibn Abdissalam al-Sulami, Qaxvaid al-Ahkam fi Mashalih cd- 
Anam, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1421 H/2000 M), Cet. Ke- 1', Juz I, h. 91; 
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1. Ihya' Ulum al-Din 15 
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Adapun mesjid yang dibangun di tanah ghasaban (milik orang lain tanpa 
izin) atau menggunakan kayu ghasaban dari mesjid lain atau milik orang 
tertentu, maka sama sekali tidak boleh memasukinya dan tidak boleh pula 
untuk pelaksanaan shalat Jum' at Bahkan seandainya ada imam yang shalat 
di masjid tersebut, maka makmum hendaknya shalat di belakangnya di 
luar mesjid. Sebab shalat di tanah ghasaban bisa menggugurkan kewajiban 
dan sah menjadi makmum orang yang shalat di tanah ghasaban. tersebut. 
Oleh sebab itu, kita memperbolehkan seseorang bermakmum dengan 
imam yang shalat di tanah ghasaban walaupun si imam berdosa dengan 
berada di sana. 

2. Fath al-Mu'in 16 
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Haram melakukan shalat menghadap kuburan nabi (karena tabarruk/ 
mengagungkan, bukan kebetulan saja) ... dan tidak makruh di tanah gteaban, 
bahkan shalatnya sah, seperti shalat dengan memakai baju ghasaban. 

(Dan ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Di tanah ghasaban.") kata 
itu di'flf Jw/kan pada kata kuburan nabi. Maksudnya haram shalat di situ. 


3. Is'ad al-Rafiq 17 
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Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa membeli baju seharga sepuluh 
dirham, satu dirham di antaranya adalah uang haram, maka Allah Swt. tidak 
akan menerima shalatnya selama ia masih memakai baju tersebut". 


15 Hujjah al-Islam al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1387 H/1968 
M), Jilid II, h. 193-194. 

16 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, 
I'anah al-Thalibin, (Beirut Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), Jilid I, h. 227. 

17 Muhammad Babashil, Is'ad al-Rafiq 'ala Sullam al-Tauftcj, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-Arabiyah t th.). Juz I, h. 87. 
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265. Berdalihkan Dharurat untuk Memperbolehkan 
Keluarnya Wanita dengan Membuka Aurat 

S. Apakah bddi kita mengambil dalU dengan kaidah: "Darurat itu memperbolehkan 
mengerjakan larangan", atau kaidah "apabila urusan itu sempit, maka menjadi 
longgar", untuk mentperbolMan keluarnya perempuan dengan membuka auratnya 
di samping lelaki lain, karena telah menjadi biasa di Indonesia? (Pagaralam) 

J. Tidak boleh menggunakan dalil tersebut, karena menutup aurat 
waktu keluar itu, tidak membahayakan diri, karena dharurat yang 
memperbolehkan menjalankan larangan itu, apabila tidak mengerjakan 
larangan, dapat membahayakan diri, atau mendekati bahaya. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Asybah iva al-Nazha'ir 18 
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Dharurah dapat menghalalkan larangan dengan syarat kadarnya 
tidak lebih kecil dari pada kadar larangan tersebut. ... Pengertian 
dharurah itu adalah seseorang mencapai batas bila tidak memakan 
sesuatu yang dilarang, maka ia akan mati atau mendekati mati. Dan 
kondisi ini membolehkannya memakan barang haram. 


266. Hasil Perkebunan yang Dibeli dengan Uang 

Haram 

S. Bagaimana pendapat Anda sekalian tentang perkebunan yang dibeli dengan 
uang haram, apakah haram pula hasilnya? (Purworejo) 

J. Apabila sewaktu membeli, si penjual mengerti bahwa uangnya itu haram, 
maka halallah perkebunan itu, dan juga hasilnya, tetapi kalau si penjual tidak 
mengerti, maka haramlah perkebunan itu berikut hasilnya, sehingga si 
penjual telah meluluskan (meridhakan) atau dibayar lagi dengan uang halal. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Mu'in 19 


18 Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Dmiyah, 1403 
H), h. 60-61. 

19 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'm pada I'anah al-Thalibin, (Beirut Dar al-Fikr, 1422 
H/2002 M), Jilid III, h. 13. 
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Jika seseorang membeli makanan yang berada dalam jaminan dan 
membayar dengan uang haram, jika si penjual menyerahkan padanya dengan 
ridha nya sebelum pembayaran harga, maka pembeli halal memakannya, 
atau sesudah pembayaran besertaan si penjual tahu uang itu haram, maka 
juga halal. Jika tidak, maka haram sampai si penjual membebaskannya 
atau si pembeli membayarnya dengan uang halal. 


267. Menikahi Perempuan yang Bukan Pinangannya 

S. Bagaimana pendapat Anda sekalian tentang seorang yang menikah dengan 
calon istri, bukan yang dipinang, umpamanya ia meminang putri yang muda 
namanya Aisyah, tetapi si wali mengatakan namanya Fatimah, padahal Fatimah 
itu namanya putri yang tua, kemudian dalam akad nikah si wali berkata: "Aku 
nikahkan padamu dengan anakku bernama Fatimah", lalu si lelaki berkata: 
"Aku menerima nikahnya Fatimah", dengan maksud yang terpenting yaitu yang 
muda, sahkah pernikahan itu? (Kediri) 

J. Tidak sah, karena perbedaan yang dimaksud wali dan calon lelaki. 
Keterangan, dari kitab: 


1. Hasyiyah al-Bajuri 20 

A) ( 4 l+G' j\ 5 1^*3 1 p^«Aj 4j j 
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Dan syarat seorang calon suami adalah mengetahui nama, dan nasab 
calon istri, atau wujudnya, dan halalnya calon istri baginya. Maka calon 
suami yang tidak mengetahui hal-hal tersebut tidak sah nikahnya — 
Dan syarat calon istri adalah halal dinikahi oleh calon suaminya. Maka 
pernikahan dengan calon istri yang semahram (haram dinikah) tidak 
sah hukumnya. Dan calon istri itu sudah tertentu. Maka tidak sah 
pernikahan dengan salah satu dari dua perempuan. 


20 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ' ala Ibn Qasim, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.) Juz II, 
h. 103. 
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268. Jual Kontrak (Penjualan Tempo dengan Janji yang 
Tertentu dalam Tempo yang Tertentu Pula) 

S. Apakah sah jual kontrak (penjualan tempo dengan janji-janji yang tertentu 
dalam tempo yang tertentu pula) apabila salah satu dari pembeli dan penjual 
tidak memenuhi janji, maka diadakan denda yang tertentu? flember) 

J. Penjualan itu tidak sah apabila janji-janji itu dalam akad atau setelah 
akad tapi belum ada ketetapan pe ijualan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Syarah al-Mahali 21 


cA' V'i*" <y jl “cA' <3- b '3j 0“ CA'j) 
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(Dan -Nabi Saw. melarang- dari jual beli dan disertai persyaratan), 
riwayat Abdul Haqq dalam al-Ahkam dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya 
dari kakeknya, dan Abu Dawud serta ulama lain meriwayatkannya dengan 
jalur sanad ini, yaitu: " Tidak halal menghutang dan sekaligus jual beli, dan 
tidak halal persyaratan dan sekaligus jual beli." 

2. Tarsyih al-Mustafidin 22 


<3 03 O. Jki? Js" j Jii 
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Ibn Hajar dan al-Ramli dalam al-Tuhfah dan al-Nihayah berkata: "Sebab 
setiap persyaratan yang menafikan konsekuensi akad itu membatal akad 
tersebut, hanya jika terjadi dalam akad, atau sesudahnya dan sebelum 
luzum (tetap)nya, bukan bila mendahului akad walaupun di majlis akad. 


269. Menyaksikan Gila untul Pembubaran Nikah 

S. Bagaimana pendapat Anda sekalian tentang orang yang berkata: "Tidak sah 
menyaksikan gila untuk pembubaran nikah, kecuali kalau saksi itu dokter." 
dengan tidak mengingat apa yang tersebut dalam kitab fiqh, benarkah perkataan 
itu? Kalau perkataan itu benar, apakah sah penyaksian dokter kafir? (Tegal) 

J. Perkataan itu benar, dan tidak sah penyaksian dokter kafir. 


21 Jalaluddin al-Mahalli, Syarah Minhaj al-Thalifyin pada Hamisy al-Qiityubi dan Umairah, 
(Beirut Dar al-Fkr, 1415 H/1995 M), Jilid II, h. 177. 

22 Alawi al-Saqqaf / farsyih il-Mustafidin, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th.), h. 226. 
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Keterangan, dari kitab: 
1. Mughni al-Muhtaj 23 


(3 (..J a JU a> j»uS\ j>LsJ\ (j 


Disyaratkan bagi saksi tentang aib, mengetahui ilmu kedokteran, 
sebagaimana pendapat yang dikisahkan al-Rafi'I dalam al-Tahdzib. 


270. Adzan Pertama (Sebelum Khotib Naik Mimbar) 


S. Bagaimana hukumnya azan sebelum khotib di atas mimbar (azan pertama ), 
dan bagaimana hukumnya Muraqqi membaca: Ma'asyiml muslimin dan seterusnya, 
dan bagaimana hukumnya mengucapkan "amin" sewaktu khotib mendoa. Apakah 
semua itu sunat atau boleh? Ataukah haram? (Karanganyar) 

J. Adapun adzan pertama, hukumnya sunat, tentang bacaannya Muracjcji 
di dalam soal itu adalah bid'ah hasanah. Adapun ucapan “amin" sewaktu 
khotib membaca doa tidak dengan suara keras, maka hukumnya tidak 
jauh dari sunat 

Lihat putusan Muktamar ke I masalah nomor 2, tentang hukumnya ucapan 
"radhiyallah" dan shalawat sewaktu khotbah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Tanrnr al-Qulub* 4 
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Ketika orang-orang sudah semakin banyak pada masa Khalifah Utsman, 
maka beliau memerintahkan untuk mengumandangkan azan lagi di al- 
Zaura' (tempat yang menjulang tinggi seperti menara di pasar Madinah 
yang berdekatan dengan masjid), dan adzan yang ke dua itu berlangsung 
sampai sekarang. Dan adzan yang kedua itu bukan bid'ah karena telah 
terjadi di masa Khulafaur Rasyidin, sesuai sabda Rasulullah Saw.: "Berpegang 
teguhlah kalian dengan sunnah (ajaranjku dan surtnah Khulafa' al-Rasyidm." (HR. 
Abu Dawud dan selainnya) 


23 Muhammad al-Khathib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, (Beirufc Dar al-Fikr, 1424 
H/2003 M), Jilid IV, h. 420-421. 

24 Muhammad Amin al-Kurdi AHibili, Tanwir al-QuIub fi Mu'ammalah 'Allam al-Ghuyub, 
(Indonesia: mak tabah Dar al-lhya' al-Kutub al-Arabiyah), h. 179. 
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2. Al-Tajrid li Naf al-'Abid 25 

s£ ^d.\ H u f* ^ ^S?) 

Adapun adat yang berlaku pada masa kita sekarang ini yaitu seorang 
murcufli di depan khotib dengan membaca *^\ jp • • • ma ^ a 

diketahui bahwa hal ini adalah bid'ah hasanah. 

3. Fath al-Mu'in dan Fattah al-Thalibin 26 

$jg rtlifr A*lu> jjC- ^ ^jj3 $!3 Oi^*^ 

^k> jjc- jJL> Slj Jl> S -**?” 

jlc-jJ \15jj Oyfl 
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Disunnahkan membaca hamdalah bagi orang bersin dan menjawabnya, 
serta mengeraskan suara shalawat dan salam pada Nabi Saw. tanpa 
berlebihan ketika khotib menyebut nama atau sifat beliau. Guruku (Ibn 
Hajar al-Haitami) berkata; "Dan tidak jauh dari kebenaran kesunnahan 
membaca radhiyallahu 'anh bagi para sahabat tanpa mengeraskan suara. 
Begitu pula membaca amin karena doa khotib. 

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Dan mengeraskan suara.") 
maksudnya dan sunnah mengeraskan suara ketika khotbah. (Ungkapan 
beliau; 'Tanpa berlebihan.") Bila disertai berlebihan, maka dimakruhkan. 
(Ungkapan beliau: "Dan tidak jauh dari kebenaran kesunnahan membaca 
radhiyallahu ‘anh bagi para sahabat.") Maksudnya taradhi orang-orang yang 
mendengar para sahabat disebutkan namanya deh khotib. (Ungkapan beliau: 
"tanpa mengeraskan suara.") berhubungan dengan kata Sedangkan bila 
dengan mengeraskan suara maka tidak disunnahkan, karena menggangu 
orang lain.[] 


25 Sulaiman al-Bujairimi, al-Tajrid li Naf al-'Abid, (Mesir. Musthafa al-Halabi, 1345), Jilid I, 
h. 395-393. 

26 Zainuddin al-Malibari dan Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath al- 
Mu'in dan Tanah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Juz II, h. 86-87. 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-16 
Di Purwokerto Pada Tanggal 26-29 Maret 1946 M. 

271. Memerangi Tentara Musuh yang Sudah Ada di Tengah-tengah Kita 

272. Mengeluarkan Zakat Bagian Sabilillah 

273. Perempuan Berpakaian Seragam Tentara 

274. Mayit Syuhada Dikubur di Tempat Kematiannya 

275. Muslim Masuk Organisasi yang Tidak Berdasar Islam 
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271. Memerangi Tentara Musuh yang Sudah Ada di 
Tengah-tengah Kita 

S. Bagaimana hukumnya kita berperang untuk menolak musuh yang sudah 
menginjakkan kakinya di tanah air kita sebagaimana yang telah terjadi sekarang 
ini? Gombang) 

J. 1. Bahwa berperang menolak penjajah dan para pembantunya 
adalah wajib 'ain atas tiap-tiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan, 
dan anak-anak juga yang sama berada di tempat yang dimasuki 
oleh mereka itu (penjajah atau pembantunya). 

2. Wajib 'ain pula atas tiap-tiap jiwa yang berada di dalam tempat- 
tempat yang jaraknya kurang dari 94 Km. terhitung dari tempat 
mereka itu (musuh). 

3. Wajib kifayah atas segenap orang-orang yang berada di tempat- 
tempat yang jaraknya ada 94 Km. tersebut. 

4. Jikalau jiwa-jiwa yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 di atas 
tidak mencukupi untuk menolaknya maka jiwa yang tersebut di 
dalam nomor 3 wajib membantu sampai cukup. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Tajrid li Naf al-'Abid 1 
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(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Apabila mereka masuk . . .") ini 
merupakan majhum dari ungkapan beliau tadi: "Dan orang-orang kafir masih 
berada di daerah mereka." Demikian menurut guruku -Muhamamd al- 
'Amwasyi-. (Ungkapan beliau: "Misalnya.") berhubungan dengan kata 


1 Sulaiman al-Bujairimi, cd-Tajrid li Naf al-'Abid, (Mesin Musthafa al-Halabi, 1345), Jilid 
IV, h. 251. 
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ijii-j , karena memasukkan kasus bila antara orang-orang kafir dan daerah 

muslimin kurang dari masafah al-qashr -94 km-, maka hukumnya seperti 
mereka telah masuk daerah muslimin, seperti keterangan dalam Syarh cd- 
Ramli. Bisa juga berhubungan dengan kata , karena memasukkan kasus 
bila mereka masuk ke desa muslimin. Benar pula berhubungan dengan kata 
O , karena memasukkan kasus mereka masuk ke daerah kafir dzimmi. 
Renungkanlah! (Ungkapan beliau: "Persiapan mereka."), maksudnya 
persiapan mereka untuk perang. Demikian menurut al-Zayyadi. Yakni 
mereka tidak menyerang secara mendadak. Demikian dalam Syarh al- 
Ramli. . . . (Ungkapan beliau: "Dan perang itu fardhu kifayah bagi orang 
yang jauh.") Semestinya yang dikehendaki dengan ungkapan beliau 
tentang perang itu hukumnya fardhu kifayah bagi orang yang jauh, 
bukanlah secara mutlak ada sebagian dari mereka yang telah berperang. 
Namun yang dimaksud adalah bila selain mereka, yakni muslimin yang 
daerahnya dimasuki tentara kafir dan muslimin di dekat mereka tidak 
mencukupi, maka bagi muslimin yang berada di tempat jauh wajib menolong 
mereka dengan kadar sampai cukup. Bila tidak begitu, maka muslimin 
yang berada di tempat jauh tidak wajib apa-apa. Demikian menurut Ibn 
Qasim al-'Ubbadi. 


Z Hasyiyah al-Bajuri 2 
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(Ungkapan Syaikh Ibn Qaam al-Ghazi "Kondisi kedua.") maksudnya dari 
dua kondisi yang telah lewat. (Ungkapan beliau: "Bila orang-orang kafir 
masuk ke suatu negara dari negara muslimin.") maksudnya sebagai contoh 


2 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Mesir Isa al-Halabi, 1922), Jilid H, h. 269. 
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Maka seperti halnya negara adalah suatu desa dan semisalnya, dan seperti 
halnya negara muslimin adalah negara kafir dzimmi. (Ungkapan beliau: 
"Atau mereka berada di dekat suatu negara muslimin.") maksudnya 
mereka berada dalam radius yang kurang dari masafah al-qashr -94 km-, 
sebagaimana yang diutarakan al-Syams al-Ramli. (Ungkapan beliau: 
"Berperang dalam kondisi tersebut.") maksudnya mulai ketika mereka 
masuk ke suatu negara dari negara muslimin atau berada di dekatnya. 
(Ungkapan beliau: "Fardhu 'ain.") maksudnya bagi penduduk daerah 
tersebut dan penduduk sekitar dalam radius kurang dari masafah al-qashr, 
meskipun penduduk daerah tersebut telah mencukupi, sebab penduduk 
dalam radius kurang dari masafah al-qashr itu seperti hadir bersama 
penduduk daerah yang diserang tersebut, serta bagi penduduk dalam 
radius masafah al-qashr bila dibutuhkan dengan kadar secukupnya untuk 
menyelamatkan mereka dari penjajahan. Maka hukum berperang menjadi 
fardhu 'ain bagi orang yang dekat dari tempat yang diserang dan fardhu 
kifayah bagi yang jauh darinya. (Ungkapan beliau: "Maka wajib bagi penduduk 
negara tersebut.") sehingga anak-anak, kaum wanita, para budak . . . 

3. Fath al-Wahab 3 
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(Dan bila mereka masuk), maksudnya tentara kafir (ke negara kita 
muslimin) misalnya, (maka fardhu 'ain) berperang (bagi penduduknya), 
baik tentara kafir tersebut mungkin melakukan persiapan perang maupun 
tidak, namun setiap orang yang dituju mereka mengetahui bila ia ditawan 
maka akan dibunuh, atau tidak mengetahui bila ia ticM mau menyerah maka 
akan dibunuh, atau kaum wanita tidak aman dari dizinai bila ditawan, (dan 
bagi orang yang berada di radius kurang dari masafah al-Qashr -94 km- 


3 Syaikh al-Islam Zakariya al- Anshari, Fath al-Wahhab pada hamisy Sulaiman al-Jamal, Hasmiah 
cd-Janud daSycpvhManhty d~ThulM i, (Mesir: Musthafa Muhammad t. th.), Juz V, h. 191. 
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darinya), meskipun penduduk daerah tersebut sudah mencukupi, karena 
orang yang berada di radius tersebut seperti orang yang hadir bersama 
mereka, maka berperang wajib baginya, (sehingga bagi seorang fakir, anak, 
yang punya hutang dan budak, tanpa izin) dari orang tua, orang yang 
menghutangi dan sayyid -pemilik budak-, (dan bagi orang yang ada di radius 
tersebut), maksudnya orang yang berada di radius masafah al-qashr, maka 
baginya wajib pergi membantu mereka ketika dibutuhkan, (dengan sesuai 
kebutuhan), karena membela dan menyelamatkan mereka dari penjajahan. 
Maka hukum berperang menjadi fardhu 'ain bagi orang yang dekat dari 
tempat yang diserang dan fardhu kifayah bagi yang jauh darinya. 

4. Raudhah al-Thalibin 4 
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Jihad yang hukumnya fardhu 'ain adalah ketika orang-orang kafir 
menduduki daerah muslimin, atau mendekatinya, berada di gerbangnya 
dengan bertujuan -memasukinya- dan belum memasukinya. Maka hukum 
jihad adalah fardhu 'ain sesuai perincian hukum yang akan saya terangkan 
insya Allah. Menurut Ibn Abi Hurairah dan ulama lainnya jihad tetap bahukum 
makruh. Namun pendapat yang shahih (benar) adalah pendapat pertama. 
Maka bagi penduduk daerah tersebut wajib melakukan pembelaan diri 
dengan alat seadany a ... 

Ketika orang-orang kafir memasuki daerah Islam, maka jihad hukumnya 
fardhu 'ain bagi orang yang dekat dan fardhu kifayah bagi orang yang 
jauh. Berdasarkan pendapat (al-Baghawi) ini, maka hukum orang-orang 


4 Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin , (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1985), 
Cet. Ke-2, Jilid X, h. 214-1215. 
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yang mempunyai udzur -seperti anak-anak, perempuan, orang buta dan 
semisalnya- itu sesuai dengan keterangan yang telah aku sampaikan dalam 
jihad bagian pertama (ketika orang-orang kafir masih berada di daerah 
mereka). Dan dalam kasus ini ada satu pendapat yang menyatakan bahwa 
bagi mereka semua wajib menolong dan bersegera ikut berperang. Dan 
hendaknya pendapat ini untuk mereka yang dekat, yaitu Orang yang ada 
dalam radius masafah al-qashr. Bila penduduk daerah yang serang dan 
daerah yang dekat dengannya sudah mencukupi, maka pendapat al-ashshah 
menyatakan bahwa bagi orang yang berada pada radius di atas masafah 
al-qashr tidak wajib memberi pertolongan, karena bila begitu akan berarti 
mewajibkan jihad bagi seluruh umat Islam. Dan hal itu akan menimbulkan 
kesulitan diluar kebutuhan. 


5. Radd al-Muhtar 5 
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Dan kesimpulannya, setiap tempat yang rawan diserang musuh, maka 
penguasa atau penduduk daerah tersebut wajib menjaganya. Bila tidak 
mampu, maka muslimin yang dekat dengannya wajib membantu mereka 
sampai mampu mengalahkan musuh ... 


(Ungkapan 'Alauddin al-Hashkafi: "Namun fardhu bagi muslim yang 
terdekat, lalu yang terdekat setelahnya.") maksudnya fardhu 'ain bagi mereka. 
Dan dikatakan fardhu kifayah. Dalilnya adalah bila orang yang jauh dari 
musuh telah berperang dan berhasil mengalahkan musuh, maka kewajiban 
berperang bagi orang yang dekat dengannya gugur. Namun, pernyataan ini 
disebutkan Syaikh Munlakhusru di kitab Durar al-Ahkam dalam kasus bila 


5 Ibn Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar, (Beirut Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 
t th.). Jilid IH. h. 219-220. 
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musuh menyerang secara mendadak. Redaksi Durar al-Ahknntnya yaitu: "Dan 
perang itu fardhu 'ain apabila musuh melakukan serangan mendadak di suatu 
perbatasan daerah Islam. Maka hukum berperang menjadi wajib bagi orang 
yang berada didekatnya dalam keadaan mereka mampu. Dan penulis cd- 
Nihayah (al-Husain bin Ali abSighnaqi) mengutip dari kitab al-Dzakhirah 
bahwa fardhu 'ain jihad ketika musuh menyerang itu hanya bagi 
orang yang dekat dengan musuh. Sedangkan orang yang jauh, maka 
hukum berjihad bagi mereka adalah fardhu kifayah. 

Diwajibkan bagi yang lebih dekat dan yang lebih dekat lagi untuk berjihad 
sebagai fardhu 'ain. Menurut pendapat yang lain sebagai fardhu kifayah 
dengan dalil, seandainya yang lebih jauh sudah melaksanakannya, maka 
maksud berjihad sudah terpenuhi dan gugurlah kewajibannya bagi mereka 
yang berada paling dekat. 

6. Al-Hawi al-Kabir 6 
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Bagian yang ketiga, jika musuh memasuki negeri Islam dan mendudukinya, 
maka bagi penduduk negeri fardhu 'ain memeranginya. Jika penduduk 
negeri tersebut tidak punya kemampuan untuk melawan, maka kewajiban 
berperang berlaku bagi seluruh ummat Islam sampai musuh terusir ke 
negeri mereka. Jika penduduk negeri tersebut punya kemampuan untuk 
membela, kewajiban berjihad sebagai fardhu kifayah tetap tidak gugur bagi 
segenap umat Islam selama musuh masih berada di negeri tersebut. 

Namun apakah kewajiban memerangi musuh menjadi kewajiban seluruh 
umat Islam seperti mereka yang berada di daerah perbatasan, ada dua 


6 Al-MaWardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M), Jilid XVIII, h. 
161 - 162 . 
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pendapat Pertama, menjadi kewajiban. Sebab, semua umat Islam itu ibarat 
« 1 * 1 • 1 "1 — 


kewajiban semua umat Idam. Kedua, tidak menjadi kewajiban semua umat 
Islam. Dan hukumnya tetap fardhu kifayah karena penduduk daerah 
perbatasan telah mencukupi untuk melawan musuh. Maka berperang 
bagi mereka hukumnya fardhu 'ain dan bagi selainnya fardhu kifayah. 


272. Mengeluarkan Zakat Bagian Sabilillah 

S. Mohon dipertimbangkan bagaimana hukumnya membagi barang zakat 

kita dalam masa sekarang ini, wajibkah mengeluarkan bagian sabilillah? 

Hubungan dengan keadaan di tanah air kita ini. (Gresik) 

Penjelasan: 

1. Di mana-mana tempat telah diadakan tentara Hizbullah yang bersedia 
untuk berjihad fi sabilillah dengan tidak mendapat kecukupan dari Pemerintah. 

2. Di beberapa tempat telah terjadi pertempuran antara Hizbullah dan pihak 
musuh yang kita sekalian sama mengetahuinya. Umpamanya betul wajib, 
maka bagaimanakah aturan pembagian atau pemberian kepada tentara tersebut? 

J. 1. Bahwa pada waktu sekarang wajib memberikan zakat bagian 
sabil pada Sabilillah yang telah ada di tanah air kita ini, sekalipun 
mereka itu kaya raya. 

2. Hizbullah yang telah ada pada sekarang adalah termasuk dalam 
sabilillah tersebut. 

3. Adapun aturan pemberian barang zakat tersebut adalah sebagai 
berikut: 

a. SabUllah atau Hizbullah tadi harus diberi bilamana mereka itu 
akan berangkat perang atau tinggal di markas pertahanan. 

b. Para warga Sabilillah tersebut yang memang wajib diberi nafkah 
oleh mereka harus diberi bagian dari barang zakat tersebut sampai 
kadar kecukupannya. 

c. Apabila warga Sabilillah tersebut sudah pulang dari peperangan 
atau markas pertahanan, kemudian barang zakat yang telah diterima 
tadi ada kelebihan, sedang pemakaiannya cukup sederhana, maka 
kelebihan itu wajib dikembalikan. 

d. Grang yang wajib zakat boleh menyerahkan barang zakat tersebut 
kepada para nazhir Sabilillah tadi, untuk menerimakan pada mereka. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasytyah al-Bajuri 7 


7 Ibrahim al-Bajuri, Hasyh/ah al-Bajuri, (Mesir: Isa al-Halabi, 1922), Jilid I, h. 295. 
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(Ungkapan Syaikh Ibn Qasim al-Ghazi; "Adapun Sabililah adalah pasukan 
perang.") . . . Dan ungkapan beliau: "Namun mereka adalah sukarelawan 
perang." maksudnya mereka diberi zakat meskipun kaya, karena untuk 
menolong mereka berperang. Dan mereka semua wajib mengembalikan 
zakat yang telah diambil bila tidak berperang, atau asanya setelah petang 
usai, bila memang setelah usai perang terdapat sisa zakat tersebut. 

2. ranah al-Thalibin 8 
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(Walaupun kaya) tetap berhak menerima zakat Yakni pejuang tersebut 
berhak diberi semua yang diperlukan bagi dirinya atau orang yang menjadi 
tanggungannya baik nafkah maupun pakaian dan lainnya, ketika waktu 
berperang tiba Dan redaksi kitab d-Minhaj sekaligus Syarh d-Ramli adalah 
'Jika waktu berperang sudah tiba, maka pejuang itu dan carang yang menjadi 
tanggungannya berhak diberi biaya kebutuhan hidup yang pantas baginya 
dan orang-orang yang wajib dinafkahinya untuk kebutuhan nafkah dan 
pakaian selama pulang pergi, berada di perbatasan dan semisalnya sampai 
berhasil menaklukkan musuh. Meskipun waktunya lama, karena namanya 
sebagai pejuang tetap melekat dan tidak hilang karenanya. 


3. Minhajul Qawim 9 
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8 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1422 H/2002 M), Jilid H, h. 219. 

9 Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim, (Mesir. Musthafa al-Halabi, 1391 H/1942 M), 
h. 110. 
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(-Golongan penerima zakat ketujuh adalah- tentara laki-laki yang suka 
rela) berperang yang tidak mendapatkan gaji dari harta fai' (harta yang 
diperoleh dari orang kafir tanpa peperangan, seperti jizyah, kompensasi 
perdamaian, dan semisalnya). Merekalah yang dimaksud sabilillah dalam 
ayat (QS. al-Taubah: 60). Masing-masing walaupun kaya diberi zakat sebesar 
biaya hidupnya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya berupa nafkah 
dan pakaian selama pulang pergi, dan berada di perbatasan dan semisalnya 
sampai berhasil menaklukkan musuh, meskipun waktunya lama. 


4 Al-Syarh cd-Kdbir 10 
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(Masalah) Golongan penerima zakat ketujuh adalah sabilillah, yaitu 
para pejuang yang tidak mempunyai gaji resmi ... (Pasal) Sabilillah yang 
berhak mendapat bagian zakat ini adala mereka yang tidak mempunyai 
gaji resmi. Mereka hanya berperang secara sukarela ketika mau. Imam 
Ahmad berpendapat: "Mereka berhak diberi biaya pembelian kuda, dan 
pembayar zakat tidak wajib membelikan kuda sendiri, karena kewajibannya 
adalah memberikan zakat. Bila ia membelikan kuda sendiri, maka hanya 
kuda itu yang harus diberikannya. Begitu pula hukum pembelian senjata 
dan kebutuhan hidup seharia-hari. 


5. Minah al-Jalil n 
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10 Abdurrahman bin Muhammad, d-Syarh al-Kabir pada al-Mughni, (Beirut Dar al-Kutub 
al-Arabiyah, 1983), Jilid II, h. 700-701. 

11 Muhammad Ulais, Minah ahfalil li Mukhtashar al-Khalil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 
n, h. 91. 
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(-Pos alokasi zakat adalah- . .. dan orang yang berperang), maksudnya 
orang yang sedang perang atau bertekad ikut perang. Ibn 'Irfah berkata: 
"Orang yang bertekad ikut perang atau perjalanan perang itu bahak diberi 
zakat Yaitu orang merdeka, muslim, baligh, laki-laki dan mampu perang. 
Disyaratkan bukan keturunan Bani Hasyim. Dan penjaga daerah perbatasan 
termasuk kategori orang perang, (dan alatnya), maksudnya alat perang 
yang boleh dibeli dengan harta zakat, bila orangnya fakir. Bahkan (meski 
dia kaya) maksudnya ia mempunyai bekal perang yang cukup. Syaikh 
Khalil berkata demikian karena menyinggung pendapat Isa bin Dinar: 
"Orang yang cukup perbekalan perangnya tidak berhak diberi zakat." 


273. Perempuan Berpakaian Seragam Tentara 

S. Bagaimana hukumnya orang perempuan berpakaian uniform seperti T.R.I. 
(Tentara Republik Indonesia) dan sampai di mana batas-batas perjuangan 
kaum wanita dalam pertempuran? 

J. Perjuangan perempuan dalam soal jika perang itu telah menjadi fardhu 
‘ain atas mereka (perempuan), maka tidak ada batas, yakni sama dengan 
laki-laki, begitu juga tentang latihannya. Hanya saja pasti di tempat 
yang tersendiri dari orang-orang lelaki, sebagaimana mestinya. Mereka 
di waktu latihan atau bejuang, boleh beruniform tentara wanita untuk 
meringankan gerakannya, asal saja pakaian uniform itu menutup aurat. 

Keterangan, dari kitab: 
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12 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu’in pada al-Thalibin, (Beirufc Dar al-fikr, t th.) 
Juz IV, h. 196-197. 
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(Dan apabila mereka memasuki) maksudnya orang-orang kafir 
(suatu daerah kita -muslimin-, maka hukumnya fardhu 'ain) jihad 
(bagi para penduduknya). Maksudnya mereka wajib melakukan 
perlawanan dengan senjata seadanya. 


Cara melakukan perlawanan itu ada dua fase. Pertama, kondisi 
masih memungkinkan mereka untuk berkumpul dan bersiap-siap 
melakukan peperangan. Maka perlawanan semacam ini wajib bagi 
setiap penduduk dengan senjata seadanya, sehingga bagi orang yang 
sebenarnya tidak wajib perang, seperti orang fakir, anak, orang yang 
mempunyai hutang, budak dan perempuan yang kuat, tanpa s ei zin orang- 
orang yang telah disebutkan -orang tua, pihak yang menghutangi, 
majikan dan suami- Dan jihad tanpa izin tersebut diperbolehkan karena 
bahaya besar ini yang tidak mungkin dibiarkan. Kedua, pasukan kafir 
telah mengepung mereka dan kondisi sudah tidak memungkinkan 
lagi untuk berkumpul dan bersiap-siap. Maka, siapa saja yang didatangi 
satu atau segerombolan orang kafir dan yakin bahwa bila ditangkap pasti 
akan dibunuh, maka ia wajib membela diri semampunya, meskipun 
ia termasuk orang yang tidak wajib perang, karena tidak diperbolehkan 
menyerah kepada pasukan kafir. 


2. 1'anah al-Thalihin 13 
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13 Muhammad Syaththa al-Dimyati, Panah al-Thalihin, (Surabaya: al-Haramain, t th ) 
Juz IV, h. 196. 
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(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "melakukan perlawanan 
dengan senjata seadanya.") maksudnya dengan senjata apapun yang 
bisa mereka gunakan, meskipun berupa batu dan tongkat. (Ungkapan 
beliau: "Cara melakukan perlawanan itu ada dua fase.") Maksudnya 
adalah menerangkan cara melakukan perlawanan dan dalam hal ini 
terdapat perinciannya. (Ungkapan beliau: "kondisi masih memungkinkan 
mereka untuk berkumpul/') maksudnya mereka masih mungjdn berkumpul, 
yaitu ketika musuh tidak datang secara tiba-tiba. (Ungkapan beliau: 
"dan bersiap-siap melakukan peperangan.") maksudnya adalah persiapan 
mereka untuk berperang. (Ungkapan beliau: "Maka perlawanan semacam 
ini wajib.") Huruf &■ dalam redaksi tersebut berfungsi ^-mengembangkan 
permasalahan- dan yang lebih utama mestinya diungkapkan dengan 
bentuk fi'il mudhari'. Maknanya dalam fase kondisi semacam ini 
secara mutlak wajib melakukan perlawanan tanpa qayyid -ketentuan- 
apapun. (Ungkapan beliau: "bagi setiap penduduk.") maksudnya 
adalah penduduk daerah tersebut dan orang-orang yang berada di 
radius masafah al-Qashr -94 km-. (Ungkapan beliau: "dengan senjata 
seadanya.") berkaitan dengan kewajiban membela diri bagi mereka. 
(Ungkapan beliau: "sehingga bagi...") maksudnya wajib melakukan 
perlawanan, sehingga bagi orang-orang yang sebenarnya tidak wajib 
jihad. (Ungkapan beliau: "Seperti orang fakir ...") adalah contoh 
orang yang tidak wajib jihad. (Ungkapan beliau: "tanpa seizin orang- 
orang yang telah disebutkan.") maksudnya orang tua, pihak yang 
menghutangi, majikan dan suami meskipun pada redaksi sebelumnya 
tidak disebutkan. (Ungkapan beliau: "karena bahaya besar ini.") 
maksudnya karena bahaya besar ini, yaitu masuknya tentara kafir di 
daerah muslimin. (Ungkapan beliau: "yang tidak mungkin dibiarkan.") 
maksudnya membiarkan serangan pasukan kafir tersebut. 


274. Mayit Syuhada Dikubur di Tempat Kematiannya 

S. Bagaimana hukumnya mayit (syuhada) yang dibawa pulang ke rumahnya masing- 
masing dan ditanam dengan upacara sehingga berbau? 

J. Bahwa orang yang mati syahid dalam medan pertempuran, tidak boleh 
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dibawa pulang ke rumahnya atau ke lain tempat untuk dikubur di tempat 
itu, tetapi wajib dikubur di tempat kematiannya. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyyah Bujairami 'ala Fath al-Wahhab 14 
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Ungkapan al-Ramli: "Mereka boleh memindah jenazah ke pemakaman 
yang tidak seperti itu -yang tidak kondusif, seperti terancam banjir-," 
maksudnya meskipun ke daerah lain agar jenazah terhindar dari 
kerusakan. Hukum demikian bila jenazah tidak mati syahid. Sedangkan 
jenazah yang mati syahid, maka tidak boleh dipindah -dari tempat 
wafatnya-, maksudnya meskipun dekat dengan salah satu dari tiga 
tempat, Makkah, Madinah dan Bait al-Maqdis. Sebab Nabi Saw. telah 
memberi perintah mengembalikan jenazah pahlawan perang Uhud ke 
tempat wafatnya saat dipindah ke Madinah, seperti keterangan dalam 
Syarh al-Ramli dan Hasyiyah al-Rasyidi atas Syarh al-Ramli. 

6. Al-Syarh al-Kabir 15 
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Disunatkan menguburkan syuhada (orang yang mati dalam peperangan 
membela Islam) di tempat terbunuhnya. Imam Ahmad berkata: "Adapun 
para syuhada yang terbunuh itu sesuai dengan hadits riwayat Jabir, bahwa 
Nabi Saw. bersabda: "Kuburkanlah mereka (pejuang) yang gugur di tempat mereka 
meninggal. " Dan hadits riwayat Ibn Majah, bahwa Nabi Saw. memerintah 
bagi mereka yang terbunuh di petang Uhud untuk dikembalikan ke tempat 


14 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Hasyiyah Bujairami 'ala Fath al-Wahhab, 
(Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th.), Juz I, h. 498. 

15 Abdurrahman bin Muhammad, al-Syarh al-Kabir pada hamisy Ibn Qudamah, al-Mughni, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1403 H/1983 M), Jilid II, h. 400. 
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mereka gugur. Mereka yang gugur itu tidak boleh dipindahkan ke tempat 
yang lain kecuali ada tujuan benar sebagaimana pendapat al-Awza'i dan 
Ibn Mundzir. 


275. Muslim Masuk Organisasi yang Tidak Berdasar 

Islam 


S. Bagaimana hukumnya orang Islam yang masuk pada perkumpulan yang 
tidak berdasar Islam, bolehkah atau tidak? Jika tidak boleh, maka bagaimana 
sikap PBNU terhadap anggota yang ada di dalam perkumpulan tersebut? 

J. Bahwa orang Islam yang masuk perkumpulan/partai yang tidak 
berdasar Islam, ditafsil: 

a. Jika sekiranya merugikan Islam maka Haram. 

b. Jika sekiranya menguntungkan Islam maka Baik. 

c. Jika sekiranya tidak merugikan dan tidak menguntungkan Islam maka 

Boleh (Jai z). 

Keterangan, dari kitab: 


1. Qurrah al-'Ain li Syarh Waraqat 16 
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(Dan hal itu) maksudnya sighat amr -kata perintah-, (ketika mutlak 
dan tanpa indikasi) yang membelokkan dari makna wajib, (maka 
diarahkan menunjukkan makna wajib), maksudnya dipahami dengan 
makna wajib. Contoh: " Kalian dirikanlah shalat!" [QS. Al-An'am: 72] 
(Kecuali terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang dikehendaki 
adalah makna sunnah), contoh: "Maka akadi kitabah mereka para budak, 
bila kalian ketahui kebaikan mereka.” [QS. al-Nur: 33]. Sebab, konteksnya 
memastikan tidak berhukum wajib, karena akad kitabah -memerdekakan 


16 Muhammad bin Muhammad al-Rua'aini al-Maliki, Qurrah al-'Ain li Syarh Waraqat 
pada Lathaif al-Isyarat, (Bandung: al-Ma'arif, t. th.) Juz IV, h. 23. 
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budak dengan membayar secara bertahap- termasuk mu'armlah. (atau 
makna mubah), seperti: "Dan ketika kalian sudah bertahallul, maka berburulah." 
[Q5. al-Maidah: 2]. Sebab, berburu adalah salah satu cara bekerja yang 
hukumnya mubah. Dan para ulama telah ijma atas ketidakwajiban 
akad kitabah dan berburu. 


2. Qurrah al-'Ain li Syarh Waraqat 17 
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(Dan adapun hazhar) maksudnya keharaman, (dan mubah, maka 
sebagian ulama ada yang berpendapat, bahwa sungguh segala perkara) 
setelah Nabi Saw. diutus (itu hukumnya haram), maksudnya tetap 
haram, karena keharaman adalah hukum asalnya, (kecuali perkara 
yang diperbolehkan syariat), dan istitsna' ini adalah istitsna' munqathi\ 
Sebab, perkara yang diperbolehkan syariat menurut pendapat ini 
huhum asalnya juga haram. (Oleh sebab itu, apabila dalam syariat 
tidak ditemukan dalil yang memperbolehkannya, maka yang dipedomani 
adalah hukum asalnya) yaitu haram. (Ada pula ulama yang berpendapat 
sebaliknya), maksudnya berlawanan dengan pendapat ini, (yaitu 
sungguh hukum asal dalam segala perkara) setelah Nabi Saw. diutus 
(adalah mubah, kecuali perkara yang diharamkan syariat), maksudnya 
perkara yang diharamkan syariat. Namun pendapat yang shahih adalah 
sungguh hukum asal setiap perkara yang membahayakan adalah 
haram dan hukum asal perkara yang bermanfaat adalah halal. 


3. Mirqah Su'ud al-Tashdicj Syarh Sulam al-Taufiq 18 

i\jji o>i 4 Jj ^ m & j>j\z n (Us) 


17 Muhammad bin Muhammad al-Rua'aini al-Maliki, Qurrah al-'Ain li Syarh Waraqat 
al-Imam al-Harartudn pada Latfwfcd-lsyarat, (Bandung: al-Ma'arif, t. th.) Juz IV, h. 55. 

18 Muhammad Nawawi al-Bantani, Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq, (Bandung: 

Maktabah Nur Asia, t th.), h 16. { 
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(Peringatan.) Tidak ada pertentangan antara sabda Nabi Saw. 
"Barangsiapa melihat kemungkaran, maka rubahlah ... dan firman 
Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian; Tiadalah 
orang yang sesat itu akan membahayakan diri kalian, apabila kalian telah 
mendapat petunjuk." [HR. Muslim]. Sebab maknanya menurut para 
pakar yang pandai menyelesaikan masalah dengan dalil-dalilnya 
adalah: "Apabila kalian telah melaksanakan hukum yang dibebankan 
pada kalian, maka kecerobohan orang lain yang sesat tidak akan 
membahayakan kalian ketika kalian telah mendapat hidayah." [QS. 
Al-Maidah: 105]. Bila demikian, maka termasuk hukum yang dibebankan 
kalian adalah Amr al-Ma'ruf dan Nahi al-Munkar. Ketika dia sudah 
melaksanakannya dan orang lain yang diajak tidak mengikuti, maka 
tidak ada cercaan bagi orang yang telah melaksanakannya. Sebab, ia 
telah melakukan kewajibannya. Dia hanya wajib memerintahkan kebaikan 
dan mencegah kemungkaran, bukan masalah diterimanya.!] 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-20 
Di Surabaya Pada Tanggal 10 - 15 Muharram 
1374 H. / 8 - 13 September 1954 M. 

276. Menerj emahkan Khotbah Jum'at Selain Rukunnya 

277. Presiden Republik Indonesia Adalah Waliyul Amri Dharuri bi 

asy-Syaukah 

278. Mengumumkan Awal Ramadhan/Syawal untuk Umum dengan 

Hisab 

279. Sandiwara dengan Propaganda Islam 

280. Kas Mesjid Dinamakan Baitul Mal 
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276. Menerjemahkan Khotbah Jum'at Selain 

Rukunnya 


S. Bagaimana hukumnya menerjemahkan khotbah Jum'at selain rukunnya? 
Apakah boleh dengan tidak ada khilaf ataukah ada khilaf? Dan kalau tidak ada 
khilaf, maka bagaimana hukumnya orang yang ingkar? (NU Cab. Matraman 
dan Jakarta) 


J. Hukumnya boleh menerjemahkan khotbah Jum'at selain rukunnya 
asalkan tidak panjang dan tidak keluar dari peringatan, dengan tidak ada 
khilaf dalam mazhab Syafi'i. Kalau panjang dan tidak keluar dari 
peringatan, maka menurut satu pendapat bisa memutuskan mmoalat. 
Akan tetapi kalau panjang dan keluar dari peringatan, maka pasti 
menghilangkan muwalat seperti diam. Dan tidak boleh ingkar kepada 
orang yang menerjemahkan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-BujairimP 


p isi u sfe j f syi \jJo & u Z\ L* (t£r>\ 4$ 

i JK 6! dt#! 6S o£i#t ^ ZgA 

£5>X J} (Jjjj <3jA>} j*AC- 


(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Dan yang dimaksud adalah 
rukun-rukun dua khutbah jum'at.") memberi pengertian, bila khutbah 
yang disampaikan selain rukun-rukun dua khutbah jum'at itu dengan 
selain bahasa Arab maka tidak apa-apa. Al-Ramli berkata: "Penerapan 
hukum tersebut bila pemisah -antara rukun-rukun khutbah- dengan 
selain bahasa Arab itu tidak panjang. Bila tidak, maka mempengaruhi 
keabsahan khutbah, karena merusak muwalah (kesinambungan antara 
rukun-rukunnya). Seperti halnya diam di antara rukun ketika diam itu 
panjang, yakni dengan titik temu bahwa selain bahasa Arab itu laghw 
(tidak bergvma) yang tidak dianggap. Sebab bahasa selain Arab itu tidak 
mencukupi untuk khutbah ketika mampu berbahasa arab. Maka bahasa 
selain Arab itu laghw. Demikian kata Ibn Qasim al-'Ubbadi. Namun yang 


1 Sulaiman al-Bujairimi, al-Tajrid ti Nafal-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1345 H), Jilid 
I, h. 389. 
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sesuai qiyas adalah tidak apa-apa secara mutlak. Maka antara selain 
bahasa Arab dan diam dibedakan, yakni bahwa diam itu berpaling dari 
khutbah secara total, sedangkan selain bahasa Arab itu dalam sebagian 
kesempatan mengandung tmu'idah (nasehat). Maka dengan hal itu, selain 
bahasa Arab tidak keluar dari khutbah. Begitu hemat Ali Syibramallisi. 

2 Tukfatul Muhtaj 2 


. U £ €\ 


Adapun seseorang yang melakukan apa yang menurut pendapatnya 
boleh dengan mengikuti pendapat yang benar, maka ia tidak boleh diingkari. 


277. Presiden Republik Indonesia Adalah Waliyul 
Amri Dharuii bisy Syaukah 


S. Sahkah atau tidak Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 
1954, bahzva Presiden RI (Ir. Soekarno) dan alat-alat negara adalah waliyul 
amri dharuri bisy syaukah (Penguasa Pemerintahan secara dharurat sebab 
kekuasaannya)? (NU Cab. Blitar) 

J. Betul, sudah sah keputusan tersebut. 

Keterangan, dalam kitab: 


l.Ihya' Ulum al-Din 3 

o&j 

6 jb ui if & €j AiiUj ^ vSs. && 'j 


' £ - J c jl \akji 
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Dasar yang kesepuluh, seandainya tidak ada orang ivara' (bertakwa) 
dan berilmu untuk diangkat menjadi imam (penguasa pemerintah) 
dalam hal fitnah yang ditimbulkan karena kebijakannya tidak dapat 


2 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarah Minhaj d-Thalibin pada Hasyiyah d- 
Syirwani, (Mesir: at-Tijariyah al-Kubra, t. th.). Jilid IX, h. 218. 

3 Abu Hamid al-Ghazali, Jhya’ Ulum d-Din, (Mesir Muassasah al-Halabi, 1387 H/1968 

M), Jilidi, h. 157. 

♦ 
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dihindari, maka kita memandang sah kedudukannya sebagai imam. 
Sebab kita dihadapkan kepada dua pilihan. Pertama , timbulnya fitnah 
manakala dilakukan pergantian (imam yang zalim), artinya madharat 
yang menimpa umat Islam akan lebih besar dibanding dengan membiarkan 
imam yang tidak memenuhi syarat, di mana syarat tersebut memang 
diperlukan untuk kemaslahatan. Sebab, prinsip kemaslahatan tidak boleh 
dihancurkan karena ingin mencapai kemaslahatan yang sempurna, 
seperti orang yang membangun suatu gedung tetapi menghancurkan 
kotanya. Kedua, membiarkan Negara tanpa imam dan rusaknya tatanan 
hukum, suatu hal yang tidak boleh terjadi. 

Kita memandang sah keputusan hukum cjadhi (hakim) yang zalim 
dalam wilayah kekuasaanya karena memang sangat diperlukan (dalam 
kehidupan mereka). Bagaimana mungkin kita tidak memandang sah 
seorang imam (yang tidak memenuhi syarat) dalam keadaan yang 
sangat dibutuhkan dan karena darurat. 

2. Kifayah al-Akhyar 4 

JaSld 1 \ J «ji> gljSil jlS 

J (jUa U oStj {y* Ji” e\Jai J-Ao 

. ’jlL 1 \i*j 

Imam al-Ghazali berpendapat "Keberadaan syarat-syarat (yang selayaknya 
ada bagi seorang pemimpin) secara lengkap itu sulit ditemukan pada 
masa kita, karena tidak adanya mujtahid mandiri. Dengan begitu maka 
boleh melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan penguasa 
walaupun bodoh atau fasik agar kepentingan umat Islam tidak tersia- 
sia. Menurut al-Rafi'i pendapat ini adalah yang paling baik. 

278. Mengumumkan Awal Ramadhan/ Syawal untuk 
Umum dengan Hisab 


S. Bagaimana hukumnya mengumumkan awal Ramadhan atau awal Syawal 
untuk umum dengan hisab atau orang yang mempercayai sebelum ada 
penetapan hakim atau siaran dari Departemen Agama? Boleh ataukah 
tidak? (NU Cab. Banyuwangi) 

J. Sesungguhnya mengkabarkan tetapnya awal Ramadhan atau awal 
Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah dan 


4 Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni al-Dimasyqi, Kifayah al-Akhyar, (Surabaya: 
Maktabah Ahmad Nabhan, t.th.), Juz H, h. 110. 
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Khulafaur Rasyidin. Sedang pertama-tama orang yang memperbolehkan 
puasa dengan hisab ialah: Imam Muththarif, guru Imam Bukhari. 
Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramadhan atau Syawal 
berdasarkan hisab sebelum ada penetapan/siaran dari Departemen 
Agama, maka Muktamar memutuskan tidak boleh, sebab untuk 
menolak kegoncangan dalam kalangan umat Islam, dan Muktamar 
mengharap kepada pemerintah supaya melarangnya. 


Keterangan, dalam kitab: 

1. Al-Bughyah al-Mustarsyidin 5 


s&\ jl SU\ SSjj, £ .JjS 6u ^3 



i (A Stli) 




(Kasus dari Sulaiman al-Kurdi) Bulan Ramadhan, sebagaimana bulan- 
bulan lain, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan ru'yah atau menyempurnakan 
30 hari tanpa perbedaan, kecuali masuknya Ramadhan yang bisa 
ditetapkan dengan satu orang adil. 

2. Al-Bughyah al-Mustarsyidin 6 


iM jji J1 Jf\ o' cSy. & S? 

N jjli* -Cjiso ^ 

,>3\c 5} ^ ... Jkli j,j£ j? ^ ^ u«^ 

J3S J' jp ^ fcjjll CAlX\ 


(Kasus dari Abdullah bin Umar al-'Alawi al-Hadhrami dan Muhammad 
Sulaiman al-Kurdi) Munjim, yaitu orang yang berpendapat bahwa 
permulaan bulan adalah -dengan munculnya bintang tertentu, dan Ahli 
Hisab, yaitu orang yang berpedoman pada tempat perputaran bulan dan 
kadar perputarannya, boleh mengamalkan pedomannya tersebut Namun, 
andaikan terbukti hari yang mereka puasai itu adalah hari Ramadhan, 
puasa mereka -tetap- tidak mencukupi dari puasa Ramadhan. Mereka itu 
hanya diperbolehkan berpuasa -saja- . . . Meskipun begitu, bila hisab 
bertentangan dengan ru'yah, maka yang diamalkan adalah ru’yah, bukan 
hisab menurut pendapat manapun. 

2. Al-Fatawa al-Kubra al-Ficjhiyah 7 


5 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir. Musthafa al-Halabi, 1952), h. 108. 

6 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir Musthafa al-Halabi, 1952), h. 110. 
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Dan dari bukti-bukti pendapat ulama tersebut bisa disimpulkan, 
bahwa yang menjadi pedoman adalah keyakinan hakim secara mutlak. 
Oleh sebab itu, ketika hakim yang melihat hilal sudah menetapkannya 
dan keputusan hukumnya tidak terbantah, sebab berlawanan dengan 
nash sharih yang tidak mungkin dita'wil , maka keputusan hukumnya 
dibenarkan. 


279. Sandiwara dengan Propaganda Islam 

S. Bagaimana hukumnya sandiwara dengan propaganda Islam? Boleh ataukah 
tidak ? (NU Cab. Banyuwangi) 

J. Hukumnya tidak boleh, kalau di dalamnya terdapat kemungkaran. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Mazvahib al-Saniyah 8 

. f CA p^Llj jSU-l \$\ 

Bila ada halal dan haram (dalam suatu kasus) maka yang haram yang 
dimenangkan. 


280. Kas Mesjid Dinamakan Baitul Mal 


S. Bolehkah kas mesjid yang didirikan oleh Departemen Agama itu dinamakan 
Baitul Mal yang teratur menurut syara', sehingga bisa mempunyai hukum 
seperti hukumnya Baitul Mal? (NU Cab. Kudus) 


J. Kas mesjid tidak bisa dinamakan Baitul Maal yang teratur menurut 
syara', sebab kas tersebut hanya khusus untuk mesjid. Dan Baitul Mal yang 
teratur memang tidak akan dijumpai sampai turunnya Nabi Isa As. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Syarah al-Rahabiydh 9 


jp 6 &£\ AS jp ci S oi> JuSi 



7 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubm, (Beirut Dar al-Fikr, 1403 H), Jilid H, h. 81. 

8 Abdullah Ibn Sulaiman al-Jurhuzi, al-Mawahib al-Saniyah pada al-Asybah wa al-Nazha'ir, 
(Mesir: Amin Abdul Majid, 1955), h. 156. 

9 Muhammad bin Muhammad Sabth al-Maradini, Syarah al-Rahabiydh fi 'Rmi al-Faraidh, 
(Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), Cet. 11, h. 33. 
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Sebab bazfwZ maZ, meskipun merupakan sebab keempat -yang berhak 
menerima waris, yang selainnya adalah hubungan keturunan, pernikahan 
dan pemerdekaan budak-, menurut pendapat al-Ashhah dalam dasar madzhab 
kita -Syafi'iyyah-, namun para ulama muta'akhkhirun sepakat atas syarat 
profesionalitas bcdtuL mal. Pendapat itu pernah dikutip -pula- deh Ibn Suraqah, 
salah seorang ulama mutaqaddimin, dari ulama berbagai penjuru. Padahal 
kita telah putus asa atas profesionalitas baitid mal sampai Nabi Isa As. turun.[] 
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KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR 
SYURIAH 

NAHDLATUL ULAMA 

Di Surabaya Pada Tanggal 16 - 17 Sya'ban 1376 H./ 

19 Maret 1957 M. 

281. Wanita Menjadi Anggota DPR/DPRD 
282. Peninjauan Kembali Hukum Borg dan Gadai 
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281. Wanita Menjadi Anggota DPR/DPRD 

S. Bagaimana hukumnya wanita menjadi anggota DPR/DPRD? Apakah yang 
demikian itu tidak termasuk di dalam hadits yang artinya: "Tidak berbahagialah 
suatu golongan yang menyerahkan urusannya kepada orang perempuan.” 
Karena anggota hanya berhak memberi pertimbangan kepada ketua sidang, yang 
selanjutnya buah pertimbangan itu bisa dijadikan bahan/dasar oleh ketua untuk 
memutuskan sesuatu persoalan? (Syuriah PB NU) 

J. DPR/DPRD adalah badan permusyawaratan untuk menentukan hukum 
(tsubutu amrin li amrin), bukan untuk menentukan qadha ( lizamil hukmi). 
Oleh sebab itu wanita menjadi anggota DPR/DPRD menurut hukum Islam 
diperbolehkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut 

a. 'Afifah. 

b. Ahli dalam hal-hal tersebut di atas. 

c. Menutupi auratnya. 

d. Mendapat izin dari yang berhak memberi izin. 

e. Aman dari fitnah. 

f. Tidak menjadikan sebab timbulnya mungkar menurut syara'. 


Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka haram. 
Dan syuriah dengan kebijaksanaan serta persetujuan PB Syuriah NU 
berhak menariknya. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Mughni al-Muhtaj 1 

JJ& 6') ;i4-j JOf (o^j) 

o^dj I4IC- 'H 6^ 0"*^"' ij. 
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Ketika terjadi perbedaan pandangan dan kontradiksi dalil dalam suatu 
hukum para fuqaha disunnahkan bermusyawarah, sesuai firman Allah 
SWT: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (Ali Imran: 
159). Al-Hasan al-Bashii berkata: "Nabi Saw. itu tidak perlu musyawarah, 
namun beliau ingin menjadikannya sebagai tradisi bagi para juru hukum 


1 Muhammad al-Khathib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, (Mesin Dar al-Kutub al-Arabiyah, 
1329 H), Jilid IV, h. 371. Lihat pula, Tuhfuh al-Muhtaj ( Hasyiyyah al-Syirwani), Jilid X, h. 
136 dan Hasyiyyah al-Qulyubi 'ala Syarh al-Mahalli, Jilid IV, h. 302. 
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... Yang dimaksud dengan al-Fuqaha adalah mereka yang diterima fatwanya, 
maka termasuk orang buta, budak dan wanita. 

282. Peninjauan Kembali Hukum Borg dan Gadai 

S. Mohon ditinjau kembali sekitar masalah bank dan gadai yang sudah diputuskan: 

a. Bagaimana hukumnya bank dan segala bentuk dan macamnya? 

b. Uang renteAnmga yang dipungut oleh bank pegadaian dan lain sebagainya dari 
orang yang mengebankkan itu, bagaimana hukumnya? 

c. Apakah hukumnya seperti NV, CV, Firma dan sebagainya yang mengambil 
iwtg bank dengm ditentukan membayar bunganya kepada bank. Dan kalau tidak 
mau membayarnya tidak diberinya hutang. Apakah hal yang sedemikian 
itu telah sampai ke batas dharurat yang memperbolehkan mahzhurat? 
Dan apakah tulis menulis dalam perjanjian itu sama dengan lafal? (NU 
Cab. Jambi) 

d. Bagaimana hukumnya lotre dengan segala macamnya? (NU Cab. Kota 
Besar Bandung) 

J. Mengenai a, b ialah seperti jawaban Muktamar NU ke 2 di Surabaya, 
Muktamar NU ke 12 di Malang, Muktamar NU ke 14 di Magelang, dan 
Muktamar NU ke 17 di Madiun, tentang masalah gadai, kredit, koperasi 
dan bank. Sedang masalah c, tidak termasuk kaidah dharurat tersebut 
di atas. Dan jawaban itu terdapat tiga paham, yaitu: Pertama paham 
haram, kedua paham halal, dan ketiga paham syubhat Maka Muktamar 
berpendapat bahwa al-ahwath (berhati-hati) adalah paham haram. 

Keterangan, dalam kitab: 
l.Vanah al-Thalibin 2 


lili fr 


Dan di antara riba al fadhl adalah riba al-qardh yakni semua utang yang 
memberikan manfaat kepada si penghutang, kecuali selain dalam bentuk 
gadai. Menurut kita, yang demikian itu tidak haram kecuali disyaratkan 
dalam akad. 

2. Tuhfatul Muhtaj 3 


2 Al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, l’anah al-Thalibin, (Beirufc Dar al-Fikr, 
2002), Jilid III, h. 26. 

3 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfiah al-Muhtaj bi Syarh Mrnhaj al-Thalibin pada Hasyiyyah al- 
Syirwani, (Mesir: at-Tijariyah al-Kubra, t. th.). Jilid IV, h. 296. 
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Kesimpulannya adalah, semua syarat yang bertentangan dengan tuntutan 
aqad akan batal hanya jika terjadi pada saat pelaksanaan acjad atau sesudahnya, 
dan bukan sebelum aqad walaupun di tempat pelaksanaannya. 

3. Fathul Mu'in dan Tanah al-ThaW in 4 


% t£l)\ £ Cr? ^ eM J" 

&L jJ&k jfc j>} ’$ & J?jQgZj=r 

% f \> M 0 i SM 

•s-UliJl iji li-UC- 


’} €\ -adi Ju, $ j£Ut g} ici- iUiii jfc o? os- ^ jvs (!-& ) 

.SUi Stf y: $ eJJS Jp 


Diperkenankan bagi kreditur untuk memperoleh manfaat yang diberikan 
debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik ukuran atau sifatnya, 
yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkan yang tidak disyaratkan 
dalam akad, bahkan yang demikian itu disunatkan bagi debitur karena sabda 
Rasul Saw.: "Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar 
hutangnya. " Sedangkan pinjaman yang disertai syarat keuntungan bagi 
pihak yang meminjami, maka merupakan akad fasid (rusak) karena 
hadits: "Semua utang yang menarik keuntungan adalah riba.” Termasuk kategori 
ini adalah misalnya menghutangi orang yang menyewa hartanya dengan 
harga lebih karena hutang tersebut, jii i persewaan itu menjadi syarat 
menghutangi, karena dalam kondisi seperti tersebut penghutangan itu 
haram secara ijma'. Bila tidak menjadi syarat, maka menurut kita hukumnya 
makruh dan menurut ulama banyak hukumnya haram. 

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari; "Maka merupakan akad jasid.") 
Ali Syibramallisi berkata: "Dan telah maklum, ^zsidnya akad tersebut bila 
penyaratan menyewa dengan harga lebih itu terjadi dalam pelaksanaan 
akad menghutangi. Bila kedua pihak menyepakati sewa dengan harga 


4 Zainuddin al Vlalibari dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath al-Mu’in 
dan l'amh a’ ’i halibin i^Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid DI, h. 64-66. 
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lebih itu dan tidak menjadi syarat dalam akad penghutangan, maka akad 
hutang tidak rusak. 

4. Bughyatul Mustarsyidin 5 


JL a. Sj^. ot &\h\ v ij'L;) 

,, o'* 


(Fatwa masalah dari Abdullahbin al-Husain bin Abdullah Bafaqih). Mazhab 
Syafi'i menyatakan, bahwa sekedar tulisan dalam semua transaksi, ikhbar 
(pemberitahuan) dan pengajuan bukan hujjah syar'iyah ( hujjah menurut 
syari'at). 

5. Al-Asybah wa al-Nazha'ir 6 


»S\E Oy>. j! l ... Jyj £_$ ISUJ1 

-S/ JjL Ji» 


Adat yang berlaku di suatu daerah, apakah adat mereka diposisikan 
sebagaimana syarat, dalam kaidah ini ada beberapa kasus. ... Di antaranya, 
seandainya berlaku adat yang mengharuskan peminjam mengembalikan 
barang yang lebih baik dari yang dipinjamnya. Maka apakah adat itu 
diposisikan sebagaimana syarat, sehingga hukum menghutanginya haram? 
Dalam kasus ini ada dua pendapat, yang lebih sahih adalah tidak diposisikan 
sebagaimana syarat. 

Catatan: Tentang masalah d, yaitu hukum lotre. Lotre adalah bahasa 
asing yang artinya adalah undian atau qur’ah/yanashib. Adapun hukumnya 
apabila surat membeli lotre itu didasarkan atas untung atau rugi, maka 
haram sebab termasuk qimar/ judi seperti surat-surat lotre yang biasa. 

Sedang lotre yang tidak didasarkan untung atau rugi seperti membeli 
barang dengan harga mitsl (sepadan) dengan mendapat kupon berhadiah 
yang akan dilotre, atau bersedekah untuk mendirikan suatu kebaikan, 
seperti madrasah, pondok pesantren, mesjid dan lain sebagainya 
dengan mendapat kupon hadiah uang akan dilotre, maka tidak haram, 
karena tidak termasuk qitmr /)udi dengan cacatan bahwa barang hadiah 
yang akan dihadiahkan itu tidak diambil dari hasil sedekah tersebut. 

6. Hasyiyah al-Bajurf 


5 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al~Mustarsyidin, (Pekalongan: Syirkah Nur Asia, t. 
th.), h. 176. 

6 Jalaluddin al-Suyuthi, cd-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirufc Dar al-Fikr, t th.), h. 67. 

7 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri , (Beirufc Dar al-Fikr, tth.). Jilid D, h. 320. 
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. . . Dari bentuk judi yang diharamkan. Judi adalah semua permainan 
yang masih simpang siur antara untung dan rugi. Seperti permainan 
kertas dan yang lain. 

7. Al-Amradh al-Ijtima'iyah 8 


4juj 




Dan termasuk judi terburuk adalah membeli kupon yang disebut Ya 
Nashib (lotre). Kupon ini haram menurut empat mazhab. [] 


8 Al-Amradh al-Ijtima'iyah, h. 391. 
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KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR 
PENGURUS BESAR SYURIAH 
NAHDLATUL ULAMA KE 1 
Di Jakarta Pada Tanggal 21 - 25 Syawal 1379 H. / 
18 - 22 April 1960 M. 

283. Family Planning (Perencanaan Keluarga) 

284. Menyerahkan Kambing untuk Mendapat Separo Anaknya 

285. Membeli Tanah untuk Ditanami, Kaitannya dengan 
Kewajiban Zakat 

286. Pengurus Panitia Zakat Tidak Termasuk Amil 

287. Pindn (Semacam Bubuk Putih untuk Bumbu) Mengandung 

Otak Babi 

288. Mengawini Anak Tiri 

289. Wali Nikah bagi Anak Hasil dari Wathi Syubhat 

290. Melepaskan Burung di Tanah Airnya bagi Orang yang 

Ihram Haji/Umrah 

291. Iddah Seorang Gadis yang Sudah Lama Tidak Berhaid 

292. Perempuan (yang Dithalaq) Melahirkan Anak Sebelum 

Lewat Empat Tahun 

293. Menunda Zakat untuk Dibagi pada Waktu Paceklik 

294. Ulama di Pemerintahan 

295. Shalat Jamak Qashar bagi Orang yang Bepergian Kurang 

dari Dua Marhalah 

296. Belum Pergi Haji Sebab Tidak Mendapat Kotum 

297. Muslim Kawin dengan Perempuan Kafir 
298. 1'adah Shalat Jum'at dengan Shalat Zhuhur 

299. Maksud Hadits "Meninggalkan Shalat Menjadi Kafir" 

300. Asuransi Jiwa 

301. Membagi Waris Secara Gono Gini 
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283. Family Plantting (Perencanaan Keluarga) 

S. Bagaimana hukumnya membatasi keturunan/merencanakan keluarga (famUy 
planning)? (NU Cab. Situbondo-Banyuwangi) 

J. Kalau dengan 'azl (mengeluarkan air imani di luar rahim) atau dengan 
alat yang mencegah sampainya mani ke rahim seperti kopads/kondom, 
maka hukumnya makruh. Begitu juga makruh hukumnya kalau dengan 
meminum obat untuk menjarangkan kehamilan. Tetapi kalau dengan 
sesuatu yang memutuskan kehamilan sama sekali, maka hukumnya haram, 
kecuali kalau ada bahaya. Umpamanya saja karena terlalu banyak melahirkan 
anak yang menurut pendapat orang yang ahli tentang hal ini bisa menjadikan 
bahaya, maka hukumnya boleh dengan jalan apa saja yang ada. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Asm al-Mathalib 1 

Adapaun al-azl (mengeluarkan sperma di luar rahim) adalah makruh 
walaupun pihak wanita mengizinkan, baik sebagai wanita merdeka maupun 
budak. Karena al-azl tersebut merupakan cara untuk memutus keturunan. 

2. Talkhis al-Murad 2 

o? j* S £\ 


Ibn Abdussalam dan Ibn Yunus berfatwa, sesungguhnya tidak halal 
bagi istri menggunakan obat anti kehamilan walaupun dengan persetujuan 
suami. 


3. Hasyiyah al-Bajuri 3 


Demikian halnya wanita menggunakan sesuatu (seperti alat kontrasepsi) 
yang memperlambat dan memutus kehamilan. Maka hukumnya makruh 
untuk yang pertama dan haram utuk yang kedua. 

4. Pendapat Muktamar 




<Jp jjj&S aU! j* $i\ 




1 Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib , (Kairo: al-Kutub al-Islami, t. th.), Jilid III, h. 186. 

2 Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, Ghayah Talkhis al-Murad min Fatawa Ibn Ziyod, 
(Indonesia: Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 247. 

3 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Mesir Isa al-Halabi, 1922), Jilid H, h. 95. 
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Dan ketika dharurat maka sesuai dengan kaidah fkjhiyah; jika ada dua 
bahaya saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahayanya dengan 
melaksanakan yang paling ringan bahayanya. 


284. Menyerahkan Kambing untuk Mendapat Separo 

Anaknya 


S. Bagaimana hukumnya menyerahkan kambing untuk dipelihara dengan 
janji mendapat separuh anaknya atau tambahannya? (NU Cab. Situbondo) 


J. Hukum akad tersebut tidak sah, sebab anak dan tambahan itu bukan 
dari pekerjaan pemeliharaan tersebut. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Iqna ' 4 


JubJ\ p) UbJjVytj \jbXyCj j\ Ifcifr SjIS 'jA Ali» 

£&» «-» ££ jv Jji £ a fi 

etJIUJI ciukb e-xlc^ a! 1 *j jJak- ^ JolyLH 


p ffssai^ ij J JuaJl 3^ L^aLiJ\ 

cJwaSJli Jiis l^iuauj» JlS 0J3 (jgyv 3 j\uH ^^3j> ^ 


c*^)\ 6^ j-Aiii *t>iM 4^4 eiiuji jp 0 


(Penyempurna) Bila seseorang menyerahkan hewan peliharaan kepada 
orang lain -dengan akad- agar digunakan bekerja, atau agar dipelihara dan 
hasilnya dibagi di antara mereka berdua, maka akad tersebut tidak sah. 
Sebab dalam kasus pertama orang tersebut bisa mengakadi sewa pada hewan 
tersebut, maka tidak perlu mengakadinya dengan akad yang mengandung 
ketidakjelasan, dan dalam kasus kedua hasilnya tidak diperolehkan dari 
kerja si pemelihara. 

Bila ia menyerahkan hewan tersebut -dengan akad- supaya diberi makan 
dengan upah separo air susunya. Lalu orang yang diserahi melaksanakannya, 
maka si pemilik menanggung makanan yang telah diberikan bagi si pemberi 
makan, dan si pemberi makan menanggung separo air susu bagi si pemilik. 
Separo air susu itu merupakan kadar yang disyaratkan baginya, sebab 


4 Muhammad al-Khatib al-Syarbini, d-Iqm' pada Tuhfah al-Habib, (Mesir: Mathba'ah al- 
Taqadum al-Dmiyah, t th.). Jilid DI, h. 176. 
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diperoleh dengan hukum jual beli yang rusak. Dan si pemberi makan 
tidak menanggung hewan tersebut, karena tidak dibandingi dengan 
imbal balik. 

Bila si pemilik berkata: "Kamu beri makan hewan itu dengan upah 
separonya.", lalu si penerima melaksanakannya, maka separo hewan 
yang dijanjikan itu menjadi tanggungan si penerima, sebab diperoleh 
dengan hukum jual beli yang rusak, bukan separo yang satunya. 


285. Membeli Tanah untuk Ditanami, Kaitannya 
dengan Kewajiban Zakat 

S. Apakah berkewajiban bagi orang yang membeli anak ikan untuk dipelihara 
atau bibit tanaman yang tidak ada zakatnya 'ain, atau tanah dengan niat akan 
ditanami atau untuk perusahaan garam (tidak niat akan dijual lagi)? Semua 
ini tentu ingin mendapatkan keuntungan. Apakah itu termasuk tijarah yang 
ditvajibkan zakat dalam akhir tahun, karena demikian itu memutarkan uang 
untuk mendapatkan keuntungan? Kalau termasuk, apakah yang dihitung 
sesudah akhir tahun? (NU Cab. Demak) 

J. Membeli anak ikan untuk dipelihara atau biji untuk ditanam atau tanah 
untuk ditanami /perusahaan garam, kalau membeli tidak niat dijual lagi 
(diperdagangkan), maka tidak termasuk tijarah yang berkewajiban zakat. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-'Alam 5 


jl (3. kjs>j\*Z\ Jli- y» Jo ejU*x)J 0^ Sljl liVj 

.JUil J\yi rjilJ 6' Ji y> Z % $ 


Jika seseorang ingin membeli barang untuk diperdagangkan, maka 
harus ada niat ketika terjadi pertukaran barang pada saat akad atau di 
majelisnya. Dan diharuskan pula pembaruan ruat pada setiap pembelanjaan 
sampai selesainya jual beli dengan modal (sampai modal habis). 


286. Pengurus Panitia Zakat Tidak Termasuk Amil 

S. Apakah pengurus panitia pembagian zakat yang didirikan oleh suatu 
organisasi Islam itu termasuk amil menurut syara’, ataukah tidak? (NU 
Cab. Malang) 


5 Muhammad Abdullah al-Jurdani, Fath al-'Alam hi Syarhi Musrsyid al-Anam, (Mesir: 
al-Amirah, 1323 H), Jiiid II, h. 126. 
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J. Panitia pembagian zakat yang ada pada waktu ini tidak termasuk amil 
zakat menurut agama Islam, sebab mereka tidak diangkat oleh Imam 
(kepala negara). 

Keterangan, dari kitab: 

1 . Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib 6 

ft&f U iLSLz (g)i fu/l 


Yang disebut dengan amil ialah orang yang diangkat deh pemerintah seperti 
sa'i yang menarik zakat, katib pencatat zakat yang diserahkan pemilik 
harta, qasim yang membagikan zakat kepada para mustahuj dan hasyir 
yang mengumpulkan mereka (untuk diberi zakat). 


287. Pincin 7 (Semacam Bubuk Putih untuk Bumbu) 
Mengandung Otak Babi 

S. Bagaimana hukumnya Pincin ( semacam bubuk putih untuk bumbu) menurut 
orang yang meyakinkan bahwa pincin itu mengandung otak babi, sucikah 
atau tidak? (NU Cab. Kediri) 

J. Menurut pendapat yang kuat hukumnya sud, karena mengamalkan 
pada asalnya disamakan dengan jukh (sutra halus yang terkenal dengan 
nama kain laken) yang sudah masyhur dalam perkataan orang banyak 
pembuatannya dicampur dengan gajih babi. 

Keterangan, dari kitab: 

1 . Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin 8 


4*3 4ii> JdAiyoJi 4iJj«J <Jp U C£j 


f. . . 


- tjv) $ 3 ^S) M? o^j% v-juii 5* &jj ifi 

^ a f? ( (J ) 


6 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Mesir: Isa al-Halabi, 1922), Jilid I, 
h. 294. 

7 Mungkin yang dimaksud pincin adalah micin (bubuk putih untuk bumbu masak). 

8 Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Fath al- 
Muin dan I'anah al-Thalibin , (Beirut Dar al-Fikr, 2002), Jilid I,h. 124-125. 
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(Kaidah penting) yaitu sesungguhnya sesuatu yang aslinya suci lalu 
diduga kuat menjadi najis karena pada umumnya barang seperti itu najis, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat yang terkenal dengan istilah dua 
pendapat asi (asal) dan zhahir atau ghalib. Pendapat yang lebih unggul 
adalah sesuatu itu sud berdasarkan hukum asal yang telah diyakini, karena 
lebih kuat dibanding ghalib (pada umumnya) yang berbeda-beda dalam 
beberapa kondisi dan waktu. Kasus dari kaidah tersebut seperti pakaian 
pembuat atau peminum khamr dan . . . jukh . . . 

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Jukh ...") Dalam al-Mughni 
terdapat redaksi, "Ibn al-Shalah pernah ditanya tentang jukh yang populer 
dalam perbincangan banyak orang bahwa ia mengandung lemak babi. 
Maka beliau menjawab: "Jukh tidak dihukumi najis sampai kenajisannya 
terbukti. 


2. Sunan Abi Dazvud 9 




Dari Qabishah bin Hulb dari ayahnya yang mengatakan: "Saya mendengar 
Rasulullah Saw. tatkala ada orang bertanya: "Ada makanan yang saya 
hindari." beliau menjawab: "Janganlah suatu keraguan itu membuat 
dirimu seperti Rahib Nasrani." (HR. Abu Dawud) 


288 . Mengawini Anak Tiri 

S. Apakah boleh mengaunni anak dari istri yang telah dithalaq ( bekas anak 
titinya) yang tidak dipelihara/kwnpul dengan pengaunn? (NU Cab. Pendopo 
SVPM) 

J. Mengawini anak tiri itu tidak boleh, kalau dia sudah pernah bersetubuh 
dengan ibunya. Sebab termasuk mahram yang haram dinikah. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin 10 


jj» u;? f jg gL ( jjj ijuis sij* ) 


9 Sulaiman al-Sijistani, Surum Abi Dawud, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 1950), Cet. Ke-2, 
Jilid DI, h. 480. 

10 Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Fath al- 
Mu'in dan I'anah al-Thalibin, (Beirut Dar al-Fikr, 2002), Jilid IH, h. 335-336. 
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(Dan begitu pula anak perempuannya) ... (bila seseorang pernah 
berse tubuh dengan si istri) 

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Dan begitu pula anak 
anak perempuannya.") ... Maksudnya sebagaimana haram menikahi 
ibu si istri, haram pula menikahi anak perempuannya. 


289. Wali Nikah bagi Anak Hasil dari Wathi Syubhat 

S. Siapakah wali nikah bagi anak yang hasil dari wathi syubhat? Apakah orang 
yang wathi ataukah lainnya? (NU Cab. Situbondo) 

J. Sesungguhnya wali nikah bagi anak perempuan yang hasil dari wathi 
syubhat adalah orang yang wathi itu sendiri. 

Keterangan, dari kitab: 
l.Hasyiyah al-Syarqaxvi n 


j\S 6f j» *sl% % tU && <4 'V && 03 U 0^ 


. A4». £\>- Hj) aA CjjA (jlj 




berbeda jika seseorang dipaksa berzina dengan wanita, maka wanita 
tersebut tidak harus beriddah dan persetubuhan yang terjadi tidak 
menyebabkan nasab (garis keturunan) ... Berbeda dengan seseorang yang 
bersetubuh karena syubhat (keliru dan tidak sengaja) karena adanya 
penetapan nasab dengan persetubuhan tersebut adalah karena berdasarkan 
dugaan orang yang menyetubuhi itu (bahwa yang disetubuhi adalah 
istrinya sendiri). 


290. Melepaskan Burung di Tanah Airnya bagi Orang 
yang Ihram Haji/Umrah 

S. Seorang ihram haji/umrah, wajibkah melepaskan burungnya yang terpelihara 
di tanah airnya (tanah halal)? (NU Cab. Bangkalan) 

J. Mereka wajib melepaskan burungnya yang halal dagingnya dan 
semua hewan wahsyi (liar) yang dimiliki, karena hilangnya hak memilikinya 
sewaktu ihram. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-Bajuri 12 

11 AbduUah al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqaivi 'ala al-Tahrir, (Mesir: Dar al-Kutub al- 
Arabiyah, 1332 H), Jilid II, h. 314. 
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jb^b' L>^-b' tl/4^ j!3 C3. o_>^=*i <j>^ (pc- ^>jj iijs) 

o* jkp ij S_£ Sij r b>/u i£ a£L j&j 1S1 A^ 4 &u jp 

* - " * 0 j, i ^ 


(Ungkapan Syaikh Ibn Qasim al-Ghazi: "Dan haram menguasai hewan 
buruan- ketika ihram-.") Maksudnya sekira hewan itu berada dalam 
pemeliharaannya, meskipun dengan membeli, hibah, menyewa, atau 
meminjam. Maka si pemilik wajib melepasnya ketika dirinya ihram, 
karena hilangnya hak milik dari hewan tersebut disebabkan ihramnya. 
Dan hak milik hewan itu tidak kembali lagi padanya dengan sebab ia 
tohallul dari manasik , kecuali dengan kepemilikan baru. 


291. Iddah Seorang Gadis yang Sudah Lama Udak 

Berhaid 


S. Bagaimana iddahnya seorang gadis yang sampai lama putus/tidak berhaid? 
(NU Cab. Temanggung) 

J. Kalau putusnya haid itu karena illat/salat yang diketahui, maka tidak 
boleh dikawin sehingga suci dari tiga haid, atau telah sampai umur 
putus haid lalu beriddah dengan beberapa bulan (4 bulan 10 hari). 

Dan kalau putusnya haid tidak karena illat /sakit yang diketahui 
hingga bisa iddah lagi, juga tidak boleh kawin hingga berhaid atau 
sampai umur putus darah kemudian menjalankan iddah cjuru' (suci). 
Menurut qaid yang mu'tamad dari madzhab Syafi'i, juga menurut qaul 
cjadim yaitu mazhab Maliki dan Ahmad bin Hanbal, dia supaya menunggu 
selama sembilan bulan untuk mengetahui kekosongan rahimnya. 
Keterangan, dari kitab: 
l.Fathal-Mu'in 13 


jjiuyu (j,j .^\j\ jlyiMb -£*-> jfcj 

.^l\ sli dJtg i \ ' ‘p p j£\ 


12 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Mesir Isa al-Halabi, 1922), Jilid I, h. 330. 

13 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dan l' emak al-Thalibin, (Beirut Dar al-Fikr, 2002), 
Jilid IV, h. 49 dan 50. 

14 Dalam kitab al-Tuhfah dengan redaksi ^)\ jdjS (kosongnya rahim), sehingga redaksi 
} (kosongnya darah) disinyalir oleh Sayyid al-Bakri sebagai kesalahan penulisan. 
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Wanita yang berhenti haidnya setelah sebelumnya berhaid tanpa sebab 
yang diketahui, maka tidak boleh nikah sampai ia haid atau menopause, 
lalu dia beriddah dengan hitungan qur' (suci dari haid) atau bulan. 
Dalam qaul qadim, yang juga mazhab Malik dan Ahmad, wanita itu harus 
menunggu sembilan bulan, lalu beriddah tiga bulan untuk mengetahui 
kosongnya rahim (dari janin), karena masa itu merupakan masa kehamilan 
pada umumnya. Imam Syafi'i menguatkannya dengan penetapan Umar 
Ra. pada hukum tersebut di antara kalangan Muhajirin dan Anshar, serta 
tidak seorang pun yang mengingkarinya. Oleh sebab itu, Sulthan al-ulama 
Izzudin Ibn Abdissalam, al-Baiizi, Isma'il al-Hadhrami berfatwa dengannya, 
dan pendapat itu dipilih al-Bulqini, dan guruku Ibn 2iyad -rnhimalnmuMi-. 
Adapun wanita yang terhenti haidnya karena 'Ulat yang diketahui, seperti 
menyusui dan penyakit, maka wanita tersebut tidak boleh nikah sampai 
haid lagi atau menopause dengan kesepakatan ulama, walaupun dalam 
waktu lama. 


(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibaii 'Imam Syafi'i menguatkannya 
... "), maksudnya beliau mengambil dalil qaul qadim dengan penetapan 
Umar Ra. dengan hukum tersebut. Meskipun begitu, pendapat itu adalah 
pendapat lemah, karena yang dijadikan pedoman adalah qaul jadid. 

2. Talkhish al-Murad 15 


ti i5^J JSL/'J ^ O* ^ 

AJU. Oy**} \J a ^‘ {S > ~ u-AJuJl 


Lihat al-Bakri bin Muhammad Saththa al-Dimyathi, I'anah Thaiibm, (Beirufc Dar al~Fikr, 
t. th.) Juz IV, h. 42. (Pen.) 

15 Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, Ghayah TaUdns al-Murad nun Fatam Ibn Zryod, 
(Mesir: Musthafa al-Halabi!952), h. 242. 
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Wanita yang terhenti darah haidnya karena 'Ulat yang diketahui, seperti 
menyusui, sakit, ketakutan, atau derita hidup, maka hukum yang dimantapkan 
dalam madzhab (Syafi'i) adalah bahwa iddahnya menggunakan qur' (suci 
dari haid). Dan ia harus bersabar (tidak menikah) sampai haid lagi atau 
mencapai usia menopause yaitu 62 tahun, lalu ia beriddah dengan hitungan 
bulan (3 bulan). 


292. Perempuan (yang Dithalaq) Melahirkan Anak 
Sebelum Lewat Empat Tahun 


S. Perempuan (yang dithalacj suaminya ) melahirkan anak sebelum lewat 
entp&i tahun, apdkah anak itu dapat dipertemukan dengan lelaki yang menthalaq 
atau tidak? Demikian pula kalau suami yang mentalaq itu melepaskan anak 
dengan mengucapkan li'an, apakah anak masih tetap menjadi anaknya suami 
yang menthalacj atau tidak? (NU Cab. Situbondo) 


J. Dalam muktamar NU ke 5 dan ke 12 pernah memutuskan semacam 
masalah ini, yakni: Anak tersebut dapat dipertemukan dengan lelaki 
yang menthahuj, kalau istri belum bersuami lagi yang memungkinkan 
anak tersebut dari suami yang kedua. Tetapi kalau suami yang me3ythalaq 
mengucapkan li'an dengan meniadakan anaknya, maka anak tidak 
bisa dipertemukan dengan suami yang menthalaq. 

Keterangan, dalam kitab: 

1 . Bughyah al-Mustarsyidin 16 


% H j Za di ^ 

.«GjUl iji^L 's 3*^ 


Maka kesimpulannya adalah bahwa anak yang dilahirkan dari istri 
seorang suami itu nasabnya ikut kepadanya secara mutlak billa anak itu 
mengkin berasal dari hasil persetubuhannya. Dan nasab anak itu tidak 
bisa temafikan darinya kecuali dengan sumpah li’an. Hukum penafian 
itu terkadang wajib dan terkadang haram. Dan pengakuan zina si istri 
tidak diterima meskipun si suami membenarkannya dan terdapat tanda-tanda 
yang cukup jelas. 

2. Tuhjahal-Muhtaj 17 


16 Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Bandung: Syirkah Nur Asia, t. 
th.), h. 236. 

17 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, pada Hasyiyah al-Syirwani, (Beirufc Dar Ihya al- 
Turats al-Arabi, t th.). Jilid VIII, h. 243. Demikian pula diterangkan dalam kitab al- 
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Seandainya suami menceraikan istrinya secara khulu' atau tiga kali, dan ia 
tidak mengingkari kehamilannya, lalu si istri melahirkan dalam rentang waktu 
empat tahun atau kurang, dan belum kawin dengan orang lain, atau sudah 
kawin dengan orang lain, namun tidak memungkinkan adanya anak tersebut 
dari suami yang kedua, maka anak tersebut harus diikutkan pada suami yang 
pertama dan ia berkewajiban memberikan perumahan dan nafkah, meskipun 
istri tersebut berikrar bahwa 'iddahnya habis, sebab waktu kehamilan 
yang paling lama adalah empat tahun sesuai dengan penelitian ... Jika 
suami tersebut mentahnya dengan talaq raj'i dan lalu si istri melahirkan 
anak dalam rentang waktu empat tahun, maka anak tersebut harus 
diikutkan sebagai anaknya dan ia pun berkewajiban memberi papan dan 
pangan si istri. Dan sesungguhnya wanita tersebut ber 'iddnh sampai 
melahirkan sehingga ada ketetapan bagi suami untuk merujuknya lagi. 


293. Menunda Zakat untuk Dibagi pada Waktu 

Paceklik 


S. Bagaimana menunda zakat untuk dibagi pada waktu paceklik? (NU Cab. 
Situbondo) 

J. Demikian itu haram dan orang yang melakukannya berdosa, kecuali 
kalau karena menunggu kerabat atau tetangga, maka tidak berdosa. Tetapi 
wajib mengganti kalau ada kerusakan karena tertunda. Demikian itu kalau 
tidak terlalu membahayakan mereka yang telah hadir dari para mustnhuj. 
Kalau sudah sampai membahayakan, maka berdosalah menundanya. 
Keterangan, dalam kitab: 


1. Fath al-Mu'in 18 

^ju .oJmj c-ab jlS' J>-' £>& s 'SM' ... ••• (Ukj'S' <— ~j£t) 


Raudh bab "Lamanya Masa Kandungan", dan kitab Hamisy Tarsyikh. 

18 Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath al-Mu'in 
dan l'cmah d-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002, Jilid n, h. 199-200. 
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Pembayaran zakat itu wajib dilaksanakan segera jika mungkin dilaksanakan. 
Bila seseorang menunda, maka berdosa dan menanggung penggantinya 
bila setelaknya rusak. Namun bila ia menunda karena menunggu famili, 
tetangga, orang yang lebih membutuhkan, atau yang lebih saleh, maka 
tidak berdosa namun harus menanggungnya bila terjadi kerusakan. 

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Berdosa.") yakni ketika tidak 
terlalu membahayakan mustahiqqin. Bila tidak begitu, maka ia berdosa 
karena menunda pembayaran zakat. Sebab, menolak bahaya itu wajib, 
maka tidak boleh ditinggalkan dalam rangka memperoleh fadhUah. 

294. Ulama di Pemerintahan 

S. Bagaimana ulama-ulama kita yang menjabat dalam pemerintahan? Apakah 
tidak termasuk dalam sabda Nabi Muhammad Saw.: 


0$ £L£j ptftoZ. $ pZ jUs jll jp J^jll id iUJuil 

fijfcj & 


Artinya: "Para ulama adalah kepercayaan para Rasul atas para hamba Allah 
selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa. Akan tetapi kalau mereka 
bergaul dan berbuat demikian, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada 
para rasul dan para hamba Allah, maka takut dan hindarilah mereka." 

Dalam kitab Majmu’ bahasa Jawa karangan K Sholeh Darat Semarang ditegaskan 
bahwa: "Ulama pejabat pemerintahan adalah orang-orang yang terhina dan 
tertipu", ataukah tidak termasuk dalam hadits tersebut ? (NU Cab. Kudus) 

J. Para ulama pejabat pemerintah itu tidak termasuk dalam hadits dan 
pendapat K. Sholeh seperti tersebut di atas, jika menjabatnya karena 
ada hajat/dharurat /kemaslahatan agama, dan dengan niat yang baik. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Is'ad al-Rafiq 19 


i£\i- % uiiii j* j* fe&j jp oM. H 


19 Muhammad Babashil, Is'ad al-Rafiq ' ala SuUam al-Taufiq, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al- Arabiyah t Ih.), Juz H, h 31 . 
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Dan hendaknya tidak bolak-balik pergi ke sultan dan para penguasa 
dunia lainnya kecuali karenas hajah, dharurah, atau maslahat agama yag 
lebih besar dari pada mafsadahnya, jika disertai niat baik. Pada konteks 
seperti inilah pergaulan para ulama seperti al-Zuhri, al-Syafi'i dan selainnya 
dengan para penguasa dipahami. Bukan dalam konteks mereka mencari 
kepentingan duniawi. Demikian kata al-Samhudi. 


295. Shalat Jamak Qashar bagi Orang yang Bepergian 
Kurang dari Dua Marhalah 

S. Apakah ada pendapat yang terbilang menurut para ulama/imam yang 
memperbolehkan shalat jama' qashar bagi orang yang bepergian kurang dari 
dua marhalah? 


J. Adapun masalah qashar shalat dalam perjalanan yang kurang dari dua 
marhalah , tidak terdapat pendapat yang terbilang yang memperbolehkan. 
Akan tetapi kalau jamak antara dua shalat sewaktu di rumah, memang 
ada pendapat yang terbilang yang memperbolehkan, asalkan ada keperluan 
untuk orang yang tidak menjadikan kebiasaan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Syarh Muslim 20 


o? i* \ di\ & CSij 

j* jC- &\&L\ £1 &.J 1>JJU j* jjgjy* 

• oe' && jt Juii J jfr Q\h\ 


Sejumlah imam berpendapat tentang kebolehan menjamak shalat di 
rumah karena hajah bagi orang yang tidak mergadikannya sebagai kebiasaan 
Itu adalah pendapat Ibn Sirin, Asyhab murid Imam Malik. Al-Khaththabi 
menghikayatkan pendapat tersebut dari al-Qaffal, al-Syasyi al-Kabir murid 
al-Syafi'i, dari Abu Ishaq al-Marwazi dari sekelompok ulama ahli hadis. 
Pendapat itu dipilih pula oleh Ibn Mundzir. 


20 Muhyiddin al-Nawawi, Syarh Muslim, (Cairo: al-Syals, 1390-H), Jilid II, h. 359. 
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296. Belum Pergi Haji Sebab Tidak Mendapat Kotum 

S. Apakah berdosa orang yang sudah mampu haji, tetapi belum pergi haji 
karena tidak mendapat Kotum dari Pemerintah? (NU Cab.Temanggung) 

J. Tidak berdosa, karena belum istitha'ah / mampu pergi haji. 
Keterangan, Dalam kitab: 

1. Al-Mizan al-Kubra 21 


JaJLw i yA O \j»j pli (Jp 


Para ulama sepakat bahwa orang yang sudah berkewajiban haji, lalu 
belum melakukannya dan mati sebelum berkemungkinan melakukannya, 
maka kewajiban haji itu gugur darinya. 

2. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah 22 


jail* AjlSl J-j o\J»j jJu 3 ^-1 


(Pasal) Seseorang yang wajib haji, lalu belum melakukannya dan ia 
mati sebelum berkemungkinan melakukannya, maka kewajiban haji itu 
gugur darinya dengan kesepakatan ulama. 


297. Muslim Kawin dengan Perempuan Kafir 


S. Bagaimana hukumnya lelaki muslim menikahi perempuan kafir, apakah boldi? 

J. Tidak boleh/haram dan tidak sah, kalau perempuan kafir tersebut 
bukan kafir Kitabi yang mumi yang keturunan asli (orang tua)nya masuk 
ke dalam agama tersebut sebelum dinaskh (ubah) dengan kerasulan Nabi 
Muhammad Saw. seperti perempuan murtad. Majusi, Watsani, kafir Kitabi 
yang orang tuanya masuk ke dalam agama itu sesudah dimansukh 
(ubah) seperti anak-anak putri bangsa kita Indonesia. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Tuhfah al-Thullab bi Syarh al-Tahrir dan Hasyiyah al-Syarqawi 23 

( ^ as p o|) ... ct} Lm.) L& (6&0& 


21 Abdul Wahhab al-Sya'rani, cd-Mizan cd-Kubra, (Singapura-Jeddah: al-Haramain, t. th.), 
JuzHh.29. 

22 Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah pada 
d-Mizan al-Kubra , (Singapura-Jeddah: al-Haramain, t. th.), Juz l, h. 125. 

23 Zakaria al-Anshari dan Abdullah al-Syarqawi, Tuhfah al-Thullab bi Syarh al-Tahrir dan 
Hasyiyah al-Syarqawi r (Surabaya: al-Hidayah, t. th.). Juz II, h. 237-240. 
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(Pemikahan-pernikahan yang batal adalah) . . . dan pernikahan seorang 
muslim dengan wanita non muslim selain Utdbiyah mumi, seperti wanita 
penyembah berhala, majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya beragama 
seperti itu ... Apabila wanita itu kitabiyah mumi, yaitu wanita israiliyah, - 
maka wanita itu halal bagi muslimin- selama nenek moyangnya tidak 
memeluk agama israiliyah itu setelah dinaskh (diganti dengan syari'ah lain). 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Nenek moyangnya.") . . . Dan 
redaksi kitab Manhaj al-Thidlab adalah: "Yakni pucuk nenek moyangnya 
-yang masih diketahui, seperti pucuk marga atau klan- tidak diketahui 
memeluk agama itu setelah terutusnya Rasul yang men«sWi(menyalin)nya 
... (Ungkapan beliau: "Setelah dinaskh.") ... Dan sungguh terutusnya 
Nabi kita Muhammad Saw. itu menyalin syari'ah Nabi Musa As. dan Nabi 
Isa As. 


298. 1'adah Shalat Jum'at dengan Shalat Zhuhur 

S. Bagaimana hukumnya i'adah (mengulang lagi) shalat Jum'at dengan shalat 
Zhuhur, karena orang yang berjum'at kurang dari 40 orang yang sempurna? 
(NU Cab. Pendopo SVPM) 

J. Bahwa mengulang shalat Jum'at dengan shalat 2nuhur dianggap 
bagus. Bahkan ada pendapat yang mengatakan sunat, kalau bilangan 
orang yang bershalat Jum'at kurang dari 40 orang, dengan niat taqlid 
pada qaul yang memperbolehkan. 

Keterangan, dari kitab: 
l.Fath al-Mu'in 24 

jl! ja O' (y » jli' ASj 

Hii 5r j4in ^ '&JL\ ijUi gl5 ^4-' o>^4 teli 

Sejumlah ulama benar-benar telah memperbolehkan shalat Jum'at -bagi 
jamaah yang kurang dari empat puluh-, dan pendapat ini kuat Jika mereka 
semua ber tcujlid pada ulama yang berpendapat ini, maka mereka boleh 
melaksanakan shalat Jum'at. Dan jika mereka bersikap hati-hati, lalu 
mereka shalat Jum'at kemudian shalat Zhuhur, maka hal itu baik 


24 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada 1'anah al-TMibin, fBeirut Dar al-Fikr 2002) 
Jilid B, h. 70. 
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2. Al-Wus'ah wa al-Ifadah 25 
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Jika hal tersebut sudah menjadi keputusan maka aku berpendapat, 
sesungguhnya kesimpulan pendapat Imam al-Syafi'i -rahimahullah- tentang 
bilangan jamaah yang mengabsahkan shalat Jum'at ada empat Pendapat 
yang dijadikan pedoman dan merupakan gaul jadid yaitu 40 orang, dan 
tiga pendapat lain yang lemah dalam madzhab. Pertama, 3 orang, termasuk 
imam. Kedua, 4 orang termasuk imam. Ketiga, 12 orang termasuk imam. 
Masing-masing pendapat tersebut disertai berbagai syarat yang telah 
disebutkan. 


Jika hal itu sudah dimaklumi, maka bagi setiap orang yang berakal dan 
mencari ridha Allah Swt. maka tidak boleh meninggalkan shalat Jum'at 
selama masih memungkinkan sesuai (pilihan) pendapat-pendapat tersebut. 
Dan jika shalat Jum'at tidak diketahui memenuhi syarat-syaratnya seperti 
pendapat pertama, yaitu qaul jadid, maka disunatkan mengulangi dengan 
shalat Zhuhur di samping shalat Jum'at karena berhati-hati. 


299. Maksud Hadis "Meninggalkan Shalat Menjadi Kafir" 

S. Apakah orang yang meninggalkan shalat itu sampai menjadi kafir? Sebab 
ada hadits, yang artinya: "Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka 
menjadi kufur yang nyata . " (NU Cab. Pendopo SVPM) 

J. Bahwa orang yang meninggalkan shalat itu tidak sampai menjadi 
kafir, tetapi menjadi fasik dan harus tobat. Adapun arti hadits tersebut 
ditujukan kepada orang yang ingkar atau menganggap halal akan 
meninggalkan shalat. Demikian menurut pendapat kebanyakan ulama 
salaf dan khalaf seperti Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. 


25 Al-Bakri bin Muhammad Syatha, al-Wus'ah wa al-Ifadah pada Sulh al-jama'atain bi 
Jawaz Ta'addud alfum'atain, (Mesir: Mathba'ah al-Miyariyah, 1312 H), h. 25. 
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Keterangan, dari kitab: 

l.Fiqhal-Sunnah 26 


l \'j£ 43 AJg yk=, \*> 16 d4^ 

^ J; ^4 'N d jp iuu 3 *&>*' ,Uc 

j? S ^ >1 J\53 u>5 ^iilii} % &. jJ 4£ p' o£4>£^3 

Jp $£$ ^4 j£. 


Adapun hadits yang telah lewat (" Barang siapa meninggalkan shalat 
dengan sengaja, maka ia telah menjadi kafir secara nyata"), pengertian 
zhahim ya menetapkan kekufuran orang yang meninggalkan shalat dan 
kebolehan untuk dibunuh. Akan tetapi banyak ulama dari kalangan salaf 
dan khalcf, di antaranya Imam Abu Hanif ah, Malik, dan Syafi'i menyatakan 
bahwa orang yang meninggalkan tersebut tidak kafir, namun fasik dan 
disuruh bertobat. Jika tidak mau, maka menurut Imam Malik dan Syafi'i 
serta lainnya, ia harus dibunuh dalam rangka menerapkan hukum had. 
Sedangkan menurut Imam Abu Hanif ah, ia tidak dibunuh namun cukup 
dita'zir (diberi sanksi) dan dipenjara sampai mau shalat. Para ulama 
mengarahkan hadits pengkafiran di atas bagi orang yang mengingkari dan 
menganggap halal meninggalkan (kewajiban shalat). 


300. Asuransi Jiwa 


S. Bagaimana hukum asuransi? Boleh ataukah tidak? (NU Cab. Pekalongan) 

J. Majlis Musyawarah memutuskan seperti yang sudah diputuskan 
oleh Konggres NU ke 14, yakni mengasuransikan jiwa atau lainnya 
di kantor asuransi itu haram hukumnya, karena termasuk judi. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i 27 


& jp pfejj -'V &M j 

Aii\ jAj Nj jUi a5Uu jiUUi \jjb o' 

.^J %JJ J jU4 o' & «AS- 


26 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut; Dar al-Fikr, 1983), Cet. Ke4, Jilid I, h. 81-82. 

27 Muhammad Bakhit al-Muthi'i, Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i pada al-Nahdhah al- 
Islamiyah, h. 471 dan 472. 
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Adapun asuransi harta kekayaan, maka cabangnya banyak sekali, dan 
kita berbicara satu cabang saja yaitu asuransi rumah ... Namun akad asuransi 
rumah ini merupakan transaksi perjudian dan tidak diperselisihkan lagi. Ia 
menyerupai pembelian kupon Ya Nashib (lotre), yang membuat seseorang 
selalu membelinya sepanjang hidup tanpa memperoleh lotre kemenangan. 

Transaksi perusahaan asuransi dengan para nasabahnya menyerupai 
kupon Ya Nashib dari sisi nasabah dijanjikan memperoleh jaminan rumah 
bila terbakar. Asuransi rumah yang merupakan jaminan yang diminati 
itu sering membuat seseorang harus membayar premi selama hidupnya 
kepada perusahaan asuransi sebagai imbal balik dari jaminan, dan sampai 
mati tidak mengalami kebakaran rumah, yang hal itu bisa membuatnya 
memperoleh sejumlah uang jaminan tersebut. 

Dengan begitu, asuransi rumah merupakan perjudian mumi. Sebab 
dua orang yang mumi berjudi ketika melakukan perjudiannya tidak 
mengetahui siapa yang menang, sampai taruhan yang mereka sepakati 
diberikan pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Hal seperti ini 
pula yang terjadi dalam akad asuransi rumah ini. 


Z Risalah SyaMi Bakhit al-Muthi'i 28 

6S ui ufe 0 ^ 14 $ $L\ jp &h\ €\j 

U) cM&\ Alt 6S U 3 ££ 4 j£51 0\ 

jp dh ^ ti jj/i JJ6 JJ5 cx$L%\ 

ig» j 0 iu> j f 

(^i dlljo ^ 4 ) 5^» 3 U>- Jp Aj eJL^l U 

#3 \£as gliij o^Iii jp \fc ^ u J' 


28 Bakhit al-Muthi'i Risw/a/z Syaifcft Bakhit pada Majalah Nur d-Iskm, (Mesir Th. Ke-6), Juz I, K 267. 




318 Ah kamu J Fugaha 



^ JU JSj C&jP&j &$£&£> dU; £«Jj£S» 

J' $i \& % Hj& \$p && u££\ L&j $y*i ui oic^iii 5-^0 
l^Juka JJJ Jo.13 Jj &U 5 al\ 1^4. U*k iil^-3 4JU3 43 ^. jp J4>. ts yl 
Ui J3^U J'oMj 4^33 jUSd^j, 

^ % %\P\ <is u 3 % \^. c^i jd \^ fuui ^ £4-> 

{pii g^3*J I ow oM &> U J>> 03 £ J' ^ 63L4 0V3 4^31^1 

^ Sl U 5 i. f> c^i Vl3 ^ tX> J** %L4^ j) &ii 3 i ^ 
^ ',143 ,\a 3 flj j 45 4313^3^113 Sjaafli &. J S6 p> % u=i ^3! 

0! ^ as Uu U3 . j&V\ j^asji $s u J 441E \iSii3 ;cili ^31 ^ 

pLiS S ll? ^L&t ^ p&pj ;Sdj ^11411 J-llll 133^^ && 

£ J'aUjLj s&li Ju^ji j&£ dili ;> ^p}\ j ^314^1 3& 4^ ( ^k 

0^3 4 ^J\ jiU3 ^111 jsa».^ o\ij^l\ dU 3 6i33 % UpA J 

3* j?$” i ^t£r° pk*ai*) I^lc- 3^a*i! <— dc-i (jli li£*3 \4xaj l 

j 4 s\Si Js^iS^UgaS^ JfefS ^ 4 J\ £Ui U Ui33^j|33i-i 0* 

J ^C- J* <3* ^ 'fZojgsae 

& zy$\ jp 1^4 0 ' 0 ^' ^ilJi 0 U 3 %2 3 ? 3&1 u4% 

j^\j 


Adapun Asuransi Jiwa maka ia jauh dari akal sehat, sangat membingungkan 
dan aneh. Maka tidak ada perusahaan asuransi yang mampu memperpanjang 
umur dan menjauhkan takdir. Ia hanya memberikan iming-iming keamanan 
dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh para Dajjal dan tukang. 

Para petugas mereka akan berkata kepada Anda sama seperti pernyataan 
yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang asuransi harta benda 
atau pernyataan yang sejenisnya. Ia akan berkata: "Sesungguhnya ketika aku 
membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak 
mendapatkan apa yang telah aku jaminkan (di perusahaan asuransi) ketika 
aku masih hidup. Dan itu berarti, menadi pemasukan dan pelipur lara bagi 
ahli ivaris setelah kematianku. Dan jika aku tetap hidup tempo yang telah ditetapkan, 
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maka dai berhak memperoleh kembali semua yang telah dibayarkan dan keuntungannya. 
Dengan begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begitu 
halnya perusahaan asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariku 
dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola sebagaimana 
yang Anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga Resiko kerugian sangat sedikit, karena 
masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dan 
akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan dirinya, 
sehingga masing-masing pihak beruntung." 

Kami katakan kepada peserta asuransi tersebut, bahwa semestinya 
setiap yang Anda ucapkan tidak keluar dari suatu transaksi yang mengandung 
klaim denda terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa suatu pengganti 
yang sepadan dengan keuntungan yang mungkin diraupnya. Dan 
semestinya dari dua pihak terdapat pengganti yang pantas sehingga mampu 
mewujudkan keadilan walaupun relatif, sehingga ruh keadilan terwujud. 
Adapun bila salah satu pihak saja yang menanggung kerugian tanpa 
mendapat imbalan baliknya, atau menerima keuntungan tanpa ada tanggung 
jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak ada, bahkan itu merupakan 
gambling dan perjudian. 

Sebagian orang menyatakan: "Kami memberikan kepercayaan penuh 
kepada mereka dan dari mereka mengambil semua yang mereka katakan 
dengan taklid buta (tanpa pertimbangan apapun)." Maka, sesungguhnya 
sekelompok dari mereka telah membingungkan orang-orang dengan 
kekuatan materi dan eksplorasi psikis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Lalu 
mereka berhasil menguasai jiwa orang lain, sehingga orang lain pun 
menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi pemenang terhadap 
orang yang dikalahkannya. Jika tidak, maka bila Anda menimbang semua 
asuransi itu dengan neraca akal yang sehat dan hati yang bersih, maka 
Anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Begitu 
halnya semua hal yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan umum, 
maka Anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. 
Sehingga minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudharatannya 
tidak lepas dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan 
berarti jika dibandingkan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah 
SWT: " Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: " Pada 
keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya." (al-Baqarah: 219) Syari'ah 
Allah Swt. yang benar itu mesti berpedoman pada adanya keseimbangan 
antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya lebih besar, maka Allah 
Swt. akan menghalalkannya. Sedangkan jika lebih besar bahayanya, maka 
Allah Swt. akan mengharamkannya. 
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301 . Membagi Waris Secara Gono Gini 

S. Mohon ditinjau kembali Keputusan Muktamar NU ke 1 soal nomor 6 
tentang membagi waris secara gono-gini. Apakah itu sudah mengikuti 
ketentuan Allah atau belum? (NU Cab. Kudus) 

J. Sesudah keputusan tersebut dibahas kembali, maka Majlis Musyawarah 
sepakat bahwa memberi gono-gini diperbolehkan dengan jalan 
perdamaian di antara para ahli waris, tidak atas ketentuan dari Allah. 
Sedang perdamaian mereka hendaknya menurut yang diterangkan dalam 
hamisy (pinggir) kitab Syarcjawi bab Syirkah. Sehingga tidak boleh dilakukan 
gono-gini tanpa mendapat persetujuan sebagian ahli waris atau di 
antara ahli warisnya terdapat mahjur. Lihat Ahkamul Fucjaha buku ini, 
soal nomor 6.[] 
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KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR 
PENGURUS BESAR SYURIAH 
NAHDLATUL ULAMA KE-2 
Di Jakarta Pada Tanggal 1-3 Jumaadil Ulaa 
1381 H. / 11 - 13 Oktober 1961 M. 

302. Hukum Land Reform 

303. Haul (Peringatan Wafat Ulama Besar) 

304. Talqin Mayit Sesudah Dikubur 

305. Salam Sesudah Bicara, Mendengar Salam dari Radio dan Salam 
dengan Tambahan "Walaikunna" 

306. Memperdagangkan Barang Waqaf 

307. Kewakafan Alat-alat Mesjid yang Sudah Rusak 

308. Berjabatan Tangan Antara Laki-laki dan Perempuan Tanpa 

Tutup Ketika Baiat 
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302. Hukum Land Refonn 


S. Apakah keputusan diharamkannya land reform kecuali dalam keadaan 
dharurat itu benar atau tidak? 


J. Keputusan tersebut sudah benar. Dan keputusan tersebut diperkuat 
oleh keterangan dari kitab-kitab. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Islam wa Hajah al-Insan Uaih 1 
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Al-Imam Abu Yusuf meriwayatkan, ketika Allah Swt menaklukkan Iraq 
dan Sy am bagi umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, sebagian 
tentara sahabat yang ikut penaklukan menginginkan pembagian tanah dan apa 
yang ada di atasnya bagi mereka yang berhak, yaitu muslimin yang mengikuti 
penaklukan tersebut. Namun Khalifah Umar al-Faruq berpendapat untuk 
membiarkan tanah-tanah tersebut tetap berada di tangan pemiliknya dengan 
syarat mereka harus membayar kharaj (upeti sebagai imbal balik atas 
diperbolehkannya non muslim berdomisili di wilayah setelah ditaklukkan 
muslimin) danjizyah (upeti bagi ncn muslim dzinmti 9ebagai konsekuansi atas tidak 
diperanginya mereka) bagi kepentingan umum umat Islam secara keseluruhan 
Pendapat ini merupakan pertolongan dari Allah Swt kepada Khalifah Umar 
sebagaimana yang biasa Allah Swt berikan kepadanya di berbagai kesempatan 


1 Dr. Muhammad Yusuf Musa, Al-Islam wa Hajah al-Insan Uaihi, (Kuwait: Maktabah 
al-Falah, 1398 H/1978 M), Cet. Ke-3, h. 199-200. 
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... Sesungguhnya fiqh Islam menjaga hak bagi pemiliknya dan memperbolehkan 
penggunaannya sebagaimana yang diinginkan, dan melindunginya dari 
gangguan pihak lain, deraan syarat tidak mengganggu pihak lain dengan 
penggunaan hak tersebut oleh pemiliknya dengan gangguan/bahaya yang 
lebih besar dari batas keleluasaan pemilik hak. Dan hal itu merupakan 
aplikasi dari kaidah: "La dharara wa la dhirara" (Janganlah merugikan diri 
sendiri dan janganlah merugikan pihak lain). Lalu Abu Yusuf berkata: 
"Dalam penerapan kaidah tersebut terdapat pengejawantahan kemaslahatan 
bagi pemilik hak dan orang lain." Beliau lalu berkata lagi: "Sungguh pemilik 
hak itu merupakan penguasa yang tidak diminta pertanggungjawaban atas 
bahaya yang menimpa orang lain akibat penggunaan atas haknya itu." 

2. Al-Islam wa Audha'una al-Siyasiyyah 2 
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(Kemerdekaan Hak Milik) Islam secara mutlak memberi kebebasan 
manusia untuk memiliki tanah, harta yang bisa dipindah dan semua 
harta berharga yang mereka inginkan dalam batas-batas pandangan 
Islam tentang kepemilikan harta. 

Setiap orang berhak untuk memiliki seberapapun jumlah harta yang 
diinginkan dengan beragam bentuk dan macamnya, dengan catatan bahwa 
ia (sebenarnya) hanya memiliki hak guna dan harus mempergunakannya 
sesuai dengan kebutuhannya tanpa berlebihan, dan harus memenuhi hak 
-hak orang lain yang ditetapkan Islam sebagaimana kami jelaskan dalam 
kitab Shadr al-lslam. 


3. Hasyiyah Al-Qulyubi 3 
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2 Abdul Qadir 'Audah, Al-lslam wa Audha'una al-Siyasiyyah, (Bearufc Muassasah al- 
Risalah, 1981), h. 272. 

3 Syihabuddin al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qulyubi, (Mesir Musthafa al-Halabi, 1956), Cet. 
Ke-3, Juz II, h. 156. 
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Di antara paksaan dengan kebenaran adalah paksaan hakim kepada orang 
yang memiliki makanan ketika orang-orang sangat membutuhkan selama 
ia masih memiliki bahan pokok untuk kebutuhan setahun. Guruku berkata: 
"Hal ini terbatas pada makanan saja, maka silakan merujuknya." 


303. Haul (Peringatan Wafat Ulama Besar) 


S. Apakah keputusan Konggres ke-2 Jam'iyyah Thariqah Mu'tabarah tentang 
peringatan wafat (haul) itu termasuk mengikuti Sunnah Rasul Allah dan 
Khulafaur Rasyidin? Apakah keputusan tersebut benar atau tidak? 

J. Sambil membenarkan keputusan tersebut, maka kebiasaan peringatan 
wafat (haul) yang berlaku itu mengandung tiga persoalan: 

a. Mengadakan ziarah kubur dan tahlil. 

b. Mengadakan hidangan makanan dengan niat sedekah dari almarhum. 
Kedua persoalan ini sudah jelas tidak terlarang. 

c. Mengadakan bacaan al-Qur’an dan nasehat agama. Kadang-kadang 
diadakan penerangan tentang sejarah orang yang diperingati, untuk 
dijadikan suri tauladan. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah 4 
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Dan haram meratapi orang mati dengan tangisan seperti penuturan 
al-Nawawi dalam kitab cd-Adzkar, beliau mantap pula dengan hukum 
tersebut dalam kitab al-Majmu', dan dibenarkan al-Asnawi ... Hukum 
haram tersebut diperkuat pendapat Ibn Abdissalam: "Sungguh sebagian 
ratapan itu haram, seperti meratapi (dengan tangisan), karena berarti 
tidak rela dengan takdir Allah Swt., kecuali bila disebutkan manaqib 
(sejarah hidup) orang alim yang wirai atau yang saleh untuk mendorong 
agar mengikuti pola hidupnya, dan berbaik sangka kepadanya. Bahkan 


4 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa cd-Fiqhiyah al-Kubra, (Mesir: al-Maktabah al-Islamiyah, t. 
th.). Jilid II, h. 18. 
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dalam konteks tersebut, meratapi mayit lebih menyerupai amal ketaatan 
karena kebaikan yang muncul darinya. Oleh sebab itu, banyak sahabat 
Nabi Saw. dan ulama selainya selalu melakukannya sepanjang masa 
tanpa ada yang mengingkari. 


304. Talqin Mayit Sesudah Dikubur 


S. Apakah talqin mayit sesudah dikubur itu terdapat dalil dari hadits dan qaul 
ulama yang mu'tabar atau tidak? 

J. Bahwa mentalqinkan mayit yang baru dikuburkan itu terdapat dalil 
dari hadits dan pendapat ulama yang terbilang. 

Imam Nawawi menyatakan bahwa sanad hadis takjin yang diriwayatkan 
oleh Abi Umamah adalah dha’if. Akan tetapi kedlia'j/annya sudah disokong 
dengan hadits-hadits lain, seperti tatsbit (tetap dan tabah dalam menjawab 
pertanyaan malaikat) dan hadits wasiat Amr bin Ash (tentang memberi 
hiburan ketika ditanya malaikat). 

Serta arti hadis " mautakum " dengan orang yang sudah mati menurut 
pengertian hakekat, bukan orang yang akan mati menurut pengertian 
majaz. Menurut mazhab Syafi'i yang kuat bahwa talqin itu hukumnya 
sunat. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah al-Qadhi 
Husain, al-Mutawalli, Nashr al-Muqaddashi, al-Rafi'i dan lain-lain. 
Adapun dalil hadis serta qaul ulama tercantum dalam kitab. 
Keterangan, dari kitab: 


1. Asna al-Mathalib 5 
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(Sub Masalah) Disunnahkan bagi orang yang menghadiri penguburan 


5 Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilimyah, 2001), Jilid I, 
h. 329-330. 
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mayit atau setelahnya berdiri di atas kuburan setelah menguburnya itu, 
memohonkan ampunan (istighfar) dan berdoa kepada Allah untuknya 
... dan men tcdqin mayit ... setelah dikubur dengan talcfin yang ma'tsur 
(dikutip dari rasulullah Saw.). 

Imam Nawawi berkata: "Hadits riwayat al-Thabrani tentang talcjin itu 
dha'if, namun hadits-hadits JadhaU (yang berkaitan dengan amal kebajikan) itu 
ditolelir para ulama. Hadits tersebut telah diperkuat oleh hadits-hadits 
lain yang sahih, seperti: "Is cduu cdlaaha lahu al-tasbiita" (Mohonlah kalian 
kepada Allah Swt. agar mayit tetap dalam keimanan) dan wasiat Amr bin 
Ash yang telah lewat (agar setelah dikuburkan beliau ditemani selama 
kurang lebih waktu penyembelihan onta dan pembagian dagingnya, sehingga 
beliau merasa nyaman)/' 

Sebagian ulama berkata: "Sabda Nabi Saw.: "Laqqinuu mautaakum laa 
ilaaha illallaah." (Bacakanlah laa ilaaha illallah pada orang mati kalian), 
merupakan dalil talqin. Sebab makna hakikat orang mati (dalam redaksi 
hadits tersebut) adalah orang yang sudah mati. Sedangkan talqin yang 
dilakukan sebelum kematian, seperti pendapat para Ashhab yang telah 
lewat itu merupakan makna majaznya. 


2. Dalil al-Falihin 6 


AjljSwul ( JC' ^Jaj (Jli y* cJ&Cih 

y>\ <j\ij .lallai \ Jjij i} .jL 

AjU Jp aI^JUJI \ 1jL»\j jSj J\ Jlij .aj 

Ji\ J*i JlS \ JsCi y\ Aj yi*j Usil 

a!» ilaU-1 Ulj JliJl Alit 

U^a^tL» -*1 Aji t— I i5>jj ly* -^1 »c*Jl 1 g-£.t ». 1 


Pendapat yang menjadi pedoman mazhab al-Syafi'iyah adalah kesunnahan 
talqin setelah penguburan jenazah. Seperti kutipan penulis (al-Nawawi) 
dalam kitab al-Majmu' dari para Ashhab. EH antara ulama' yang jelas-jelas 
yang menyatakan kesunahan talcpn adalah al-Qadhi Husain, al-Mutawalli, 
Nashr al-Mucjaddasi, al-Rafi'i dan selainnya. Al-Qadhi Husain mengutipnya 
dari para Ashhab secara mutlak. Ibn Shalah berkata: "Itulah yang kami 
pilih dan kami amalkan." Al-Sakhawi berkata: "Dan ulama madzhab 


6 Ibn ' Allan al-Shiddiqi, Dalil al-Falihin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. ih.). Jilid m, h. 397. 
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Malildyah sependapat dengan kita atas kesunahan talqin. Dan sebagian 
ulama yang jelas-jelas menyatakan kesunahan talqin dari golongan 
mereka adalah al-Qadhi Abu Bakr al-'Izzi. Ia berkata: "Talqin adalah 
amalan penduduk Madinah, pada shalihin dan orang-orang baik. Dan 
begitu pula yang di amalkan di Cordova (kota di Spanyol) berdasar 
madzhab Malikiyah. Sementara para tokoh ulama Hanafiyah berselisih 
tentang talqin, seperti dalam salah satu kitab mereka al-Muhiih. Begitu 
pula para ulama Hanabilah, mereka berbeda pendapat tentangnya. 
Catatan: Dalam penetapan hukum tersebut ulama Syafi'iyyah berpendapat 
bahwa yang menjadi dalilnya ialah hadis Abi Umamah, tetapi tidak sebagai hadis 
dha'if, melainkan sebagai hadis Hasan ligharih, sebab sudah disokong dengan 
hadis-hadis lain sebagai syahid (al-Jami'). 

3. Tanah al-Thalibin 7 
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(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Dan mentalqin orang 
baligh") ... maksudnya disunnahkan mentalqin orang baligh ... Hal itu 
karena firman Allah Swt.: " Dan berilah peringatan, karena sungguh peringatan 
itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." (al-Dzariyaat: 55). Dalam 
kondisi inilah seorang hamba sangat butuh diperingatkan. 


4. Nihayah al-Muhtaj 8 
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Disunahkan mentalqin mayit mukallaf setelah selesai dikuburkan, berdasar 
hadits: "Sesungguhnya seorang hamba ketika sudah diletakkan di kuburnya 
dan para pengiringnya berpaling pulang , ia mendengar suara alas kaki mereka. 


7 Al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, I’anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah 
al-Kubra, t. th.). Jilid II, h. 140. 

8 Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1938), Jilid 
m, h. 40. 
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Jika mereka sudah pergi, lalu ia didatangi oleh dua malaikat ..." Sempurnakanlah 
hadits ini sampai selesai." 

Mengakhirkan pembacaan takjin setelah ratanya tanah (selesai penguburan) 
itu lebih mendekati waktu si mayit diberi pertanyaan oleh malaikat. Maka si 
pentakfin membacakan untuknya: " Wahai abdullah bin amatilah (Wahai . . . anak 
dari perempuan . . . ). Ingatlah engkau kondisi di saat kamu keluar dari alam 
dunia, yaitu bersaksi bahwa sungguh tiada yang beihak disembah selain Allah 
dan sungguh Muhammad adalah Rasi lullah. Sungguh surga itu nyata, neraka 
itu nyata, kebangkitan dari kubur i* x nyata, hari kiamat pasti akan terjadi 
tanpa diragukan lagi, sungguh Allah Swt. akan membangkitkan manusia 
dari kuburnya, sungguh engkau setuju dengan Allah sebagai Tuhan, Islam 
sebagai agama. Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi, al-Qur'an sebagai 
pemimpin, Kahah sebagai kiblat dan orang-orang mukmin sebagai saudara." 


5. Kanz al-Ummal 9 
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Abu Umamah al-Bahili berkata: "Jika aku mati, maka perlakukanlah 
diriku seperti perlakuan yang Rasulullah Saw. perintahkan kepada kita 
untuk orang-orang mati kami." Rasulullah Saw. memerintah kami, 
beliau bersabda: " Bila seseorang dari kalian mati, maka ratakanlah tanah di 
kuburnya. Lalu hendaknya salah seorang ii antara kalian berdiri di atas 
kuburnya kemudian berkata: "Wahai Fula, putra si Fulanah'. Sungguh si 
mayit akan menjawab Mati akan menjawao: "Berilah aku petunjuk, semoga 
Allah Swt. merahmatimu." , namun kalian (orang-orang yang mentalqin) tidak 
merasa ( tidak mendengar) jawaban si mayit tersebut. Kemudian si pentalcjin 
hendaklah berkata: "Ingatlah engkau kondisi di saat kamu keluar dari alam dunia, 
yaitu bersaksi bahwa sungguh tiada yang berhak disembah selain Allah dan sungguh 
Muhammad adalah hamba dan RasulNya. Sungguh engkau setuju dengan Allah 
sebagai Tuhan , Islam sebagai agama, Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi, al- 


9 Ali bin Hisami ddin rl-Hindi al-Burhanfuri, Kanz al-Uammal fi Sunan al-Aqwal wa 
al-Af al, (Beir _it: Muas ,asah al-Risalah, 1989), Jilid XV, h. 737. 
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Qur’an sebagai pemimpin." Maka (bila kamu berkata begitu, sungguh malaikat 
Munkar dan Nalar saling bertarik tangan seraya berkata: " Mari kita pergi " 


305. Salam Sesudah Bicara, Mendengar Salam dari Radio 
dan Salam dengan Tambahan "Walaikunna" 


S. Bagaimana hukumnya: 

a. Salam sesudah bicara? Contohnya: Saudara-saudara yang terhormat, 
"Assalamu'alaikum. " 

b. Mendengar salam dari radio atau tape recorder/gramaphone? 

c. Salam dengan tambahan "Walaikunna". Jadi berbunyi " Assalamu'alaikum 
Walaikunna Warahmatullahi Wabarakatuh," karena yang hadir terdapat 

wanitanya. 


J. a. Salam yang didahului dengan pembicaraan tidak wajib dijawab 
karena sudah lewat waktunya. 

b. Mendengar salam dari radio wajib menjawab, sebab suara radio 
dianggap sebagai suara asli dari orang yang memberi salam. 
Adapun mendengar salam dari tape recorder/gramaphone tidak 
wajib menjawab, sebab dianggap sebagai suatu benda-benda padat 
yang tidak berakal. 

c. Salam dengan tambahan "Walaikunna" itu tidak sesuai dengan yang 
warid /berlaku dari Nabi Saw. 


Keterangan, dari kitab: 
1. Al-Siraj al-Munir 10 
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Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir, Nabi Saw. bersabda: "Ucapan salam 
itu sebelum berbicara." Al-Azizi berkata: "Hadis itu bisa bermakna; disunahkan 
salam sebelum berbicara, karena salam merupakan penghormatan bagi umat 
ini Al-Nawawi berpendapat "Sunnahnya adalah seorang Muslim memulai 
salam sebelum setiap pembicaraan. 

2. Al-Siraj al-Munir 11 


10 Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Cet. Ke-3, Jilid II, 
h. 363. 

11 Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Cet. Ke-3, Jilid III, 
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Al-Thabrani meriwayatkan dari Ibn Umar Ra. ia berkata: "Nabi Saw. 
bersabda: "Barangsiapa memulai berbicara sebelum salam, maka janganlah kalian 
jawab." Dalam hadits ini terdapat anjuran mengucapkan salam dan 
mencegah dari meninggalkannya. 


3. Dalil al-Falihin 12 


&\ fi=4J£ ftoi r 3uuu {&&& S 4^4 
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Disunatkan bagi yang memulai salam untuk mengucapkan Assakmtu’alaikum 
Warahmatullahi Wabarakatuh. Maka ia sunnah menggunakan dhamir jama' 


( ( L£=4lc/ata s kalian) walaupun orang yang diberi salam hanya satu. 

(-Ungkapan al-Nawawi> "Walaupun orang yang diberi salam hanya satu.") 
Maksudnya baik lelaki atau wanita, dan orang terhormat atau orang biasa. 


306. Memperdagangkan Barang Wakaf 

S. Apakah boleh memperdagangkan barang wakaf 2 

J. Kalau yang dimaksud barang wakaf itu barang hasil dari wakaf untuk 
mesjid yang lebih dari kebutuhan mesjid, maka hukumnya menurut fatwa 
sebagian ulama akhir adalah boleh (tidak dilarang) diperdagangkan. Kalau 
tidak demikian, artinya tnaiujuf ‘aknh bukan mesjid, atau tidak lebih dari 
kebutuhan maucfuf'alaih maka haram diperdagangkan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyh/ah Umairah 13 




h. 344. Lihat keputusan Muktamar dalam masalah soal nomor 162 di buku ini. 

12 Muhyiddin al-Nawawi dan Ibn 'Allan al~Shiddiqi, Riyadh al-Shalihin dan Dalil al-Falihin f 
(Beirut Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IH, h. 335. 

13 Syihabuddin Ahmad al-Barlisy /Umairah, Hasyjyah Qulyubi-Ummrah, (Mesir: Musthafa 
al-Halabi, 1375 H/1956 M), Juz III, h. 110. 
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Bila ada sejumlah harta wakaf tersisa, apakah boleh memperjualbelikannya? 
Para ulama mutaakhkhirun berfatwa dengan memperbolehkannya, bila 
sejumlah harta wakaf itu milik masjid. Bila bukan, maka tidak boleh. 


307. Kewakafan Alat-alat Mesjid yang Sudah Rusak 


307. S. Bagaimana hukumnya alat-alat mesjid yang sudah rusak seperti tikar dan 
pdepahkurma? ' Apakah masih tetap 'kewakafimnya/kemesjidannya, ataukah tidak? 

J. Alat-alat mesjid yang sudah rusak yang tidak patut dipakai lagi kecuali 
dibakar, itu masih tetap hukum kewakafannya, tetapi boleh dijual kalau 
kemaslahatannya hanya dijual, kecuali menurut segolongan ulama. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Mu’in dan Panah al-Thalibin u 
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Diperbolehkan menjual tikar yang diwakafkan untuk mesjid yang 
sudah rusak, dengan hilangnya keindahan dan fungsinya, sedangkan 
kemaslahatnya adalah dengan menjualannya. Begitu pula batang kayu 
mesjid yang patah, berbeda dengan sejumlah ulama dalam keduanya. 

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Diperbolehkan menjual 
tikar yang diwakafkan untuk mesjid.") Dalam kitab al-Tuhfah Ibn Hajar 
al-Haitami berkata: "Maksudnya supaya tidak tersia-sia, karena menghasilkan 
harta -uang- sedikit dari haiga penjualannya yang kembali pada barang wakaf itu 


14 Zainuddin al-Malibari dan Al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyalhi, Fath al- 
Mu'in dan Yanah al-Thalibm,(Be\rat Dar al-Fikr, t th.), Juz IH, h. 180. 
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lebih baik dari, pada menyia-yiakannya. Penjualan tersebut dikecualikan 
dari -larangan penjualan barang wakaf karena tikar dan batang kayu 
tersebut seperti sudah tidak ada." Dalam Matn al-Minhaj al-Nawawi 
menambahkan: "Dan tikar serta batang kayu tersebut tidak layak kecuali 
dibakar." Dalam al-Tuhfah Ibn Hajar berkata: 'Dengan ungkapan: 'Dan 
tikar serta batang kayu tersebut tidak layak . . .", al-Nawawi mengecualikan 
kondisi bila batang kayu itu masih bisa dibuat papan, maka tidak boleh 
dijual tanpa khilafh/ah para ulama." Namun hakim -daerah terkait- harus 
melakukan pertimbangan matang dan menggunakannya dalam perkara 
yang lebih dekat dengan tujuan si pewakaf. Al-Subki berkata: "Sehingga 
bila mungkin digunakan sebagai alat-alat perawatan masjid, maka tidak 
boleh dijual menurut pengkajian yang kuat." Sampai disini pernyataan 
Ibn Hajar. 

(Ungkapan beliau: "Berbeda dengan sejumlah ulama dalam keduanya.") 
Maksudnya dalam kasus tikar dan batang kayu. Mereka membenarkan 
ketidakbolehan menjualnya dengan kondisi tersebut, demi mengabadikan 
-sifat- wakaf dalam kedua barang itu. 


2. Fath cd-Mu'in dan Vanah al-Thalibin 15 

• s 
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Barang wakaf tidak boleh dijual meski sudah rusak . . . Maka bila sudah 
tidak bisa difungsikan, kecuali dengan pemanfaatan yang menghabiskannya, 
seperti tidak akan termanfaatkan kecuali dengan dibakar, maka -sifat- 
wakafnya terputus. Maskudnya maka dalam kondisi seperti ini mauquf 
'alih (pihak yang diwakafi) bisa memilikinya menurut qaul mu’tamad — 
Guruku (Ibn Hajar al-Haitami) pernah ditanya tentang mesjid yang 
direnovasi dengan bahan bagunan baru, dan bahan bangunan yang 


15 Zainuddin al-Malibari dan Al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Fath cd- 
Muin dan Fattah d-Thalibm/B&rut Dai al-Fikr, t th.). Juz m, h. 179-182. 
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lama (tidak digunakan lagi). Maka apakah boleh merenovasi mesjid lain 
yang kuno dengan bahan bangunan yang sudah tidak digunakan itu? 

Maka beliau menjawab: "Boleh merenovasi mesjid lama atau membangun 
mesjid baru yang lain dengan bahan bagunan yang sudah tidak digunakan 
tersebut, sekiranya sudah dipastikan mesjid yang direnovasi dengan 
bahan bagunan baru (dalam soal) tidak membutuhkannya sebelum bahan 
bangunan yang sudah tidak digunakan itu rusak total. Dan tidak boleh 
menjualnya sama sekali. 


308. Berjabatan Tangan antara Laki-laki dan 
Perempuan Tanpa Tutup Ketika Baiat 


S. Adakah pendapat yang memperbolehkan guru tharkjah lelaki berjabat tangan 
tanpa tutup dengan murid-murid perempuan lain ketika baiat? 

J. Tidak seorangpun ulama yang memperbolehkan kecuali kalau muridnya 
itu muhrimnya sendiri. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Mu'in 16 



Dan sekira haram melihatnya, maka haram pula memegangnya, sebab 
memegang itu lebih nikmat. 

2. Tafsir al-Qur'an al-Azhim 17 
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"Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman 
untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, 
tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, 


14 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t th.), h. 98. 

17 Ibn Katsir, Tafsir al-Qur' an al-Azhim, (Kairo: Dar al-Hadits, 1423 H/2003 M), Jilid IV, h. 419. 
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tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki merdu 
dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah 
janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al- 
Mumtahanah: 12) 

Imam Bukhari berkata: ". . . Urwah berkata: "Aisyah Ra. berkata: "Maka 
siapa saja perempuan yang berikrar dengan ketentuan ini (dalam ayat di 
atas), maka Rasulullah Saw. bersabda padanya: "Aku baiat engkau perempuan." 
dengan ucapan. Sungguh demi Allah, dalam baiat itu tangan beliau tidak 
menyentuh tangan mereka, melainkan (hanya) dengan sabda beliau: "Aku 
baiat engkau perempuan atas ketentuan itu." 

3. Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil 18 



Ibn al-Jauzi berkata: 'Jumlah wanita yang mengikuti baiat Rasulullah Saw. 
tersebut pernah saya hitung, yaitu 457 wanita. Dan Rasulullah Saw. sama 
sekali tidak berjabat tangan dengan satu wanita pun (dari mereka). Beliau 
hanya membaiat mereka dengan ucapan saja.U 


18 Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil , (Beirut Dar al-Fikr, 
1979), Juz VII, h. 81-82. 
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KEPUTUSAN RAPAT DEWAN PARTAI 
NAHDLATUL ULAMA 
Di Salatiga Pada Tanggal Jumaadil Ulaa 1381 H J 
25 Oktober 1961 M. 


309. Perempuan Menjadi Kepala Desa 
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309. Perempuan Menjadi Kepala Desa 


S. Bagaimana hukumnya perempuan menjadi Kepala Desa ? Bolehkah atau 
tidak? (Fraksi NU DPRGR Pusat) 

J. Sebenarnya mencalonkan orang perempuan untuk pilihan Kepala 
Desa itu tidak boleh, kecuali dalam keadaan memaksa, sebab disamakan 
dengan tidak bolehnya orang perempuan menjadi hakim. 

Demikianlah menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan yang dilakukan 
oleh ulama salaf dan khalaf. Tetapi mazhab Hanafi memperbolehkan 
dalam urusan harta benda. Sedang Imam Ibn Jarir memperbolehkan 
dalam segala urusan dari apa saja. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Bidayatul Mujtahid 1 
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Demikian pula para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan jenis 
kelamin laki-laki (untuk menjadi hakim). Mayoritas ulama berpendapat, 
jenis kelamin laki-laki merupakan syarat keabsahan hukumnya. Imam 
Abu Hanifah berpendapat, perempuan boleh menjadi hakim dalam 
masalah harta. Imam al-Thabari berpendapat, perempuan boleh menjadi 
hakim secara mutlak dalam hal apapun. Abdul Wahab berpendapat, bahwa 
tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam pensyaratan status merdeka. 

Maka ulama yang menolak hakim perempuan, maka ia menyamakan 
hakim perempuan dengan kepimpinan tertinggi (negara) dan mengiaskan 
perempuan dengan budak karena kehormatannya yang kurang. Ulama 
yang memperbolehkan hakim perempuan untuk masalah harta, maka ia 


1 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujathid wa Nihayah al-Muytashid, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 
2006), Juz n, h. 707. 
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menyamakannya dengan kesaksian perempuan dalam masalah harta. 
Dan ulama yang memperbolehkan hakim perempuan dalam segala hal, 
maka ia menyatakan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah setiap 
perkara yang mudah diputuskan di antara manusia maka hukumnya 
boleh kecuali kepemimpinan tertinggi Negara yang telah dikhususkan 
oleh ijma' (atas ketidakbolehannya). Sedangkan persyaratan merdeka, 
maka tidak ada khilaf di dalamnya. 

2. Al-Mizan al-Kubra 2 


ds Jy £ iUiil ^ 'N 55T J&SU i^N! jjs oJdS 

(jl J*i 3 J 4**<pl3 (j (jl Aji 

<Jy ••■^5’ J**j ^ S)-^-l Ni J£" ^3 J*£* 

iJ-A» JjNl» J eJ SlJ-JI ^ jJj> 

«-jMdt dJllJlj i—ilaiC- a!» (jlillj .c-al^-lj t_fli,'JI 
g*j_pu ^Vi ^ oujjjli oi 441% j&i 4 -jj o'SJ' 
i~4)l jp & .sjjDl JUS & pifij J£j\ J, j&lj 
j\j .z\y\ IjJj fy ^ J\S A 53 p£=»\il jp S p4=A-l «jj &!!)! 

i_itii 3 i jil ^-1 :s) .diliii 5 jJJ ^ ahi:i ysrJ 4 eo jj & eu> 

ojUll *Ui j* ll£.f ol fjj -ii' «jl £js J' £ &ft)t >1311 jp 

Jl»SvJI Jjj (jl^ .^>-j j]I j frLk-aJI Ijul <Lo^J OjJu2l> gjUJl 

A^kkjJU JUS' (JU jj -Oyy olj^l (jlJ<-C- iijl jUj«S' J^vqh,> (j 
oUN jll oUUS £ ( USJiUj ^ Jo AllUb 'N ^5}\j 


Termasuk yang diperselisihkan pada ulama adalah pendapat Imam 
Tsalatsah (Maliki, Syafi'i dan Hanbali), yaitu sungguh seorang perempuan 
tidak sah menangani keputusan hukum, dengan pendapat Abu Hanifah yaitu 
sungguh perempuan itu sah menjadi hakim dalam segala hal yang di 
dalamnya kesaksian perempuan diterima. Menurut beliau kesaksian 
wanita itu bisa diterima dalam segala hal kecuali yang berkaitan dengan 
masalah hukum had-had dan kejahatan (kekerasan) fisik. Begitu pula dengan 
pendapat Muhammad Ibn Jarir al-Thabari yang menyatakan keabsahan 


2 Abdul Wahhab al-Sya'rani, d-Mhan d-Kubm, (Mesir Musthafa al-Halabi, tth.), Cet I, Juz D, K 189. 
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perempuan menjadi hakim dalam hal apapun. 

Pendapat pertama merupakan pendapat ketat. Dan pendapat inilah 
yang berlaku bagi ulama salaf dan khalaf. Dalam pendapat kedua terdapat 
keringanan, dan pendapat ketiga merupakan pendapat sangat ringan. 
Argumen pendapat kedua dan ketiga adalah bahwa sungguh setiap penentuan 
hukum atas perseteruan-perseturuan itu termasuk bab amar ma'rufnahi 
munkar (menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran) dan dalam hal 
ini para tidak menyaratkan jenis lelaki. 

Sementara Rasulullah Saw. sungguh telah bersabda: "Tidak akan pernah 
sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan." Beliau 
bersabda demikian ketika masyarakat mengangkat putri Raja Kisra 
(gelar raja Persia zaman dahulu) sebagai ratu sesudahnya. Para ulama 
ahli kasyf bersepakat atas persyaratan jenis lelaki bagi mursyid yang 
mengajak kepada ridha Allah. Kita tidak pernah mendengar bahwa salah 
seorang perempuan al-salaf al-shalih telah tampil sebagai mursyid yang 
membimbing para murid (untuk zvushul Hallah), karena derajat perempuan 
yang kurang (sempurna). Meskipun ada sebagian yang sempurna dari 
kalangan mereka, seperti Maryam putri Imran dan Asiyah istri Fir'aun. 
Maka kesempurnaan mereka tersebut terkait dengan ketakwaan dan 
agamanya. Tidak terkait dengan penetapan hukum di kalangan masyarakat 
dan menuntun mereka suluk (menapaki) maqam-maqam kewalian.H 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-23 
Di Solo Pada Tanggal 29 Rajab - 3 Sya’ban 1382 
H. / 25 - 29 Desember 1962 M. 

310. Hukum Alkohol 

311. Membangun Gedung Madrasah di Tanah yang Diwakafkan 

untuk Mesjid 

312. Akad Indekost 

313. Wakaf untuk Sekolah Negeri 

314. Terjemah Akad Nikah 

315. Mengambil Bola Mata Mayit untuk Mengganti Bola Mata 

Orang Buta 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


341 



310. Hukum Alkohol 


S. Bagaimana hukumnya benda cair yang dinamakan alkohol? Najiskah 
atau tidak? Kalau najis, maka bagaimana hukumnya minyak wangi yang 
dicampur dengan alkohol. Apakah dimaafkan untuk shalat atau tidak? Kalau 
dimaafkan, apakah memang dimaafkan secara mutlak atau dengan syarat 
telah hancur. Karena kami mengetahui campurannya minyak wangi itu 1.000 
alkohol dan 50 gram wangi-wangian. (NU Cab. Senori Tuban) 

J. Bahwa alkohol itu termasuk benda yang menjadi perselisihan 
hukumnya di antara para ulama. 

Dikatakan bahwa alkohol itu najis, sebab memabukkan. Dan juga 
dikatakan bahwa alkohol itu tidak najis, sebab tidak memabukkan, 
bahwa mematikan seperti racun. Dan Muktamar berpendapat najis 
hukumnya, karena alkohol itu menjadi arak. Adapun minyak wangi 
yang dicampuri alkohol itu, kalau campurannya hanya sekedar menjaga 
kebaikannya, maka dimaafkan. Begitupun halnya obat-obatan. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Mabahits al-Wafiyyahfi Hukmal-A'thar al-Afranjiya 1 
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Pengertian alkohol sebagaimana yang kami dapatkan dari pernyataan 
orang yang mengetahui hakekatnya, yang bisa dirasakan dan yang kami 
lihat dari peralatan industri pembuatannya adalah suatu unsur uap 
yang terdapat pada minuman yang memabukkan. Keberadaannya akan 
mengakibatkan mabuk. Alkohol ini juga terdapat pada selain minuman, 
seperti pada rendaman air bunga dan buah-buahan yang dibuat untuk 
wewangian dan lainnya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan 
yang diproses dengan mempergunakan peralatan khusus dari logam. 


1 Sayyid Utsman al-Batawi, al-Mabahits al-Waftyah fi Hukm al-A'thari al-Afranjiya, beberapa 
naskah tulisan tangan yang didapat dari Perpustakaan Nasional RI, h. 6. 
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Dan yang terakhir ini merupakan alkohol dengan kadar paling rendah, 
sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol dengan 
kadar tertinggi. 

2. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 1 


l>Ujj cA*3l*)\ oVjiuuJl g* (jjl (l^aj) 

. aj #kj&\ gP a& 


Termasuk najis yang di ma'fu (ditoleransi) adalah, cairan-cairan najis 
yang dicampur untuk komposisi obat-obatan dan parfum untuk menjaga 
kualitas keduanya. Cairan tersebut bisa ditoleransi dengan kadar yang 
diperlukan untuk menjaga kualitas. 


311. Membangun Gedung Madrasah di Tanah yang 
Diwakafkan untuk Mesjid 


S. Bolehkah membangun gedung madrasah di dalam tanah yang diwakafkan 
untuk mesjid? (NU Cab. Senori Tuban) 

J. Tidak boleh, apabila diketahui bahwa hal itu benar-benar menyalahi 
janji si waqif. Dan kalau tidak menyalahi maka boleh, asalkan tidak 
bertentangan dengan adat kebiasaan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab 3 



Jika yang mewakafkan menyaratkan sesuatu yang tidak menafikan 
pewakaf an, seperti menyaratkan barang yang diwakafkan tidak boleh 
disewakan, mengutamakannya salah seorang mauquf ' alaih (orang yang 
diwakafi) atau menyamaratakannya, mengkhususkan semacam mesjid 
seperti sekolah dan pondok kaum sufi untuk segolongan tertentu seperti 
golongan madzhab Syafi'iyah (saja), maka syaratnya itu harus dipenuhi 
demi menjaga tujuannya dan melaksanakan persyaratannya. 

2. Tuhfah al-Muhtaj 4 


2 Abdurrahman al-Juzairi, d-Fitjh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut Dar at-Hkr, 1996), 
Cet.Ke-1, Jilidi, h. 22. 

3 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab, (Beirut Dar al-Kutub al- 
' Ilmiah, 1996), Cet Ke-1, Juz I, h. 442. 

4 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyiyata al-Syirwam wa al-'Abbadi, (Beirut 
Dar al-Fikr, 1997), Cet I, Juz VI, h. 298. 
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(Peringatan) Seandainya orang yang mewakafkan itu memberikan 
persyaratan yang bersifat umum, maka harus dipenuhi sesuai dengan 
kebiasaan yang berlaku pada masanya, sebab kebiasaan itu berposisi seperti 
halnya syarat. 


312. Akad Indekost 


S. Dinamai akad apakah akad indekost itu? Contohnya: Bagi orang yang 
bertempat di rumah saya dengan dijamin makan dan minumnya sebulan 
harus membayar seribu rupiah. Apakah itu termasuk akad ijarah (sewa), atau 
bai' (jual beli) atau lainnya? 

J. Sesungguhnya akad tersebut adalah akad ju'alah (menyanggupi) 
yang sah sebagaimana ju'alah memelihara orang sakit. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj al-Thullab 5 : 

oi p J $5 jftfi jp jj£- (£_/) 


(Sub Masalah) Boleh melakukan akad ju'alah untuk menyembuhkan 
penyakit dengan doa (bacaan) yang diperbolehkan, seperti penjelasan 
yang telah lewat, merawat orang sakit dan mengobatinya, meskipun 
hewan. Kemudian apabila seseorang menentukan akad itu dengan batas 
tertentu, seperti (sampai) sehat dan kesehatan itu terwujud, maka si 
pekerja berhak mendapat biaya yang disebutkan dalam akad. Bila tidak 
terwujud, maka ia berhak mendapat biaya standar. 


313. Wakaf untuk Sekolah Negeri 

S. Apakah sah wakaf untuk sekolah negeri? (NU Cab. Senori Tuban) 

J. Bahwa wakaf untuk sekolah negeri itu sah, karena wakaf itu tidak 
disyaratkan nyata-nyata adanya qurbah (mendekatkan diri kepada 
Allah), tetapi juga harus tidak maksiat (durhaka). 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Qarib 'ala Matn al-Abi al-Syuja' 6 

5 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj al-Thullab, 
(Mesir; al-Tijariyah al-Kubra, t th.), Jilid IH, h. 621. 
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Pernyataan cd-Mushcmnif (Abu SyujaO memberikan pengertian bahwa tidak 
disyaratkan tujuan qurbah (mendekatkan diri kepada Allah Swt) dalam 
pewakafan, namun (yang disyaratkan adalah) tidak terdapat kemaksiatan. 


314. Terjemah Akad Nikah 

S. Benarkah terjemah "ankahtuka wa zauwajtuka" dengan bahasa Indonesia 
demikian "saya nikahkan engkau" atau "engkau saya nikahkan", sebab seakan- 
akan adon suami yang dinikahkan oleh wah padahal sebenarnya yang dinikahkan 
oleh wali adalah si perempuan. Demikian pula bagaimana terjemah qabul "qabiltu 
nikahaha", dengan bahasa Indonesia demikian "saya terima nikahnya", sebab seolah- 
olah si perempuan menikahi si lelaki, padahal lelaki menikahi si perempuan? 
(K. Ibrahim Hasan, Palembang) 

J. Bahwa terjemah itu sudah betul, karena si calon suami menikahi si 
perempuan, juga si perempuan pun menikahi si calon suami, menurut 
pendapat yang arjah (lebih kuat) seperti dalam surat al-Nisa' ayat 21, 
surat al-Baqarah ayat 221, 230, 231. 

Keterangan, dari: 

1. Pendapat Muktamar 


£ jU5 gfg) Ji 4^ 11 £ I 


(tr\ ttr- s jiJ\j *Ui)\ 


Para ulama berbeda pendapat tentang pihak yang diakadi, apakah 
suami atau istri atau keduanya. Pendapat yang paling kuat adalah yang 
kedua (istri). -Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa' 21, 
al-Baqarah 221, 231, 230.- 
2. Al-Ou/an 

.f ' 


"Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang 
kuat . " (QS. al-Nisa': 21) 

sii^iiji jjj jij&i. ^ jS- ls*~ 


6 Ibnal-Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib 'ata Matn al-Abi al-Syuja’, (Beirut Dar al-Fikr, t th.). 
Juz O, h. 46. 
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"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang 
musyrik (dengan wamta-ivanita mukmin) sdxkmmetfaberiman. Sesungguhnya budak 
yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka 
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izmNya. 
Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia 
supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. al-Baqarah: 221) 


Lbjdp Lgii li» op jj>- Oaj j *1 jJ- ^ Op 


* T^r 
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" Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang 
lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa 
bagi keduanya ( bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika 
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 
hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. 
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, 
maka rujukdah mereka dengan cam yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cam 
yang ma'ruf (pula), janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, 
karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, 
maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu 
jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, 
dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah 
(al-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkanNya 
itu. Dmbertakxixdah kepada AMi serta ketahuilah bahwasanya /dlah Maha mengetahui 
segala sesuatu. (QS. al-Baqarah: 230-231) 
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315. Mengambil Bola Mata Mayit untuk Mengganti 
Bola Mata Orang Buta 

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang ifta (fatwa) mufti Mesir yang 
memperbolehkan mengambil bola mata mayit untuk mengganti bola mata orang 
buta? Benarkah fatwa tersebut? 


J. Bahwa ifta (fatwa) mufti Mesir itu tidak benar, bahkan haram mengambil 
bola mata mayit, walaupun mayit itu tidak terhormat (ghair muhtaram) 
seperti mayitnya orang murtad. Demikian pula haram menyambung 
anggota tubuh dengan anggota tubuh lain, karena bahayanya buta itu 
tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit. 

Keterangan, dari kitab: 

2. Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad 7 : 


x0S 01 '0 % jp yi-l jlS \S j 
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Adapun (jasad) manusia, maka adanya sama dengan tidak adanya 
sebagaimana yang dinyatakan al-Halabi dalam catatannya atas kitab al-Manhaj, 
walaupun tidak terhormat, seperti orang murtad dan kafir harbi. Karenanya 
maka haram tranplantasi (dengan organ mereka) dan harus dicopot kembali. 

2. Hadits Nabi Saw. 


t\jj) & Cs?j & 

(54-U $ Ij plli jp alilU 


"Dari Aisyah ra., sungguh Rasulullah Saw. telah bersabda: "memecahkan tulang 
orang mati itu sama dengan memecahkan tulangnya ketika masih hidup. " (HR Ahmad 
dalam al-Musnad, Abu Dawud dengan standar sanad Muslim dan Ibn Majah) 







"Dari Ummu Sulam, dari Nabi Saw., beliau berkata: " Memecah tulang orang mati 
itu sama dengan memecah tulangnya ketika masih hidup dalam hal dosanya." (HR 
Ibn Majah dari Ummu Salamah).[] 


1 Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi ' ala Fath al-Jawad, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-'Arabiyah, t. th.), h. 26-27. 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-25 
Di Surabaya Pada Tanggal 20 - 25 Desember 

1971 M. 

316. Mendepositokan Uang dalam Bank 

317. Shalat Birrul Walidaitt 

318. Mengumpulkan Air Susu dari Beberapa Ibu untuk di 

Rumah Sakit 

319. Pembuatan Sajadah dengan Bertuliskan Kalimah Tauhid 

320. Memphoto Orang dengan Tidak Seizin yang Diphoto 

321. Tatswib (ucapan ash-shalatu khairum minannautn) pada 

Shalat Subuh 

322. Memindahkan Kuburan ke Tempat Lain 

323. Menggunakan Tanah untuk Madrasah, Kaitannya dengan 

Wakaf 

324. Anggota DPR Melanggar Baiat 
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316. Mendepositokan Uang dalam Bank 

S. Bagaimana hukumnya mendepositokan uang dalam bank? Bisakah hal 
tersebut dikatakan sebagai qardh atau wadi'ah atau lainnya? 

J. Berdasarkan keputusan Konggres NU ke 12 tahun 1937 soal nomor 
204, keputusan Konggres NU ke 2 tahun 1927 soal nomor 28, maka 
hukum mendepositokan uang kepada bank tersebut ada tiga pendapat, 
yaitu (a) Haram, (b) halal dan (c) Syubhat. 

Dan Konggres berpendapat bahwa yang ahwath (lebih hati-hati/baik 
adalah pendapat yang pertama (haram). 


317. Shalat Birrul Walidain 


S. Di dalam kitab Khazinah al-Asrar ada keterangan tentang shalat Birrul 
Walidain, shalat Waj'uladras dan lain sebagainya. Apakah shalat-shalat tersebut 
baik untuk diamalkan, dan apakah dasarnya kuat? Lagi pula apakah kitab tersebut 
termasuk di antara kitab-kitab yang mu'tamad atau tidak? 

J. Shalat Birrul Walidain, Waj'uladras, Lujadhai'dain dan lain sebagainya, 
adalah tidak sah dan hukumnya haram. 


Keterangan , dari kitab: 
1. Tuhfatul Muhtaj 1 


\$ 3J o* $ ot£Jt dlL oljiDl ^4 % 
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Tidak sah shalat dengan niat-niat yang dianggap baik oleh kalangan 
sufi tanpa adanya dasar hadis sama sekali. Namun jika memutlakkan 
niat salat kemudian berdoa sesudahnya dengan doa yang berisikan 
permohonan perlindungan atau istikharah (meminta petunjuk Allah Swt. 
untuk dipilihkan yang baik) secara mutlak, maka hal tersebut diperbolehkan. 


318. Mengumpulkan Air Susu dari Beberapa Ibu 
untuk di Rumah Sakit 

S. Sebuah rumah sakit mengumpulkan air susu dari beberapa kaum ibu 
(benar-benar susu mereka) untuk dikirimkan kepada bayi-bayi yang dirawat 


1 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyiyata cd-Syinoani wa aU'Ubbadi, (Mesir: 
Mushtafa Muhammad, t.th.). Juz D, h. 238. 
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dalam rumah sakit tersebut. Apakah yang demikian itu dapat menjadikan/ 
menimbulkan mahram radha'? 


J. Pengumpulan susu oleh rumah sakit dari kaum ibu yang diberikan 
pada bayi-bayi yang dirawat dalam rumah sakit tersebut bisa menjadikan 
mahram radha' dengan syarat: 

1. Perempuan yang diambil air susunya itu masih dalam keadaan 
hidup, dan (kira-kira) berusia sembilan tahun qamariyah. 

2. Bayi yang diberi air susu itu, belum mencapai umur dua tahun. 

3. Pengambilan dan pemberian air susu tersebut, sekurang-kurangnya 
lima kali. 

4. Air susu itu harus dari perempuan yang tertentu. 

5. Semua syarat yang tersebut di atas harus benar-benar yakin (nyata). 
Keterangan, dari kitab: 

1. 1'anah al-Thalibin 2 


\i& .iiii ^ ^ 


Lalu makna lahiriah teks Fath al-Mu'in menyatakan (persusuan yang 
menjadikan hubungan mahram) itu cukup dengan sampainya air susu 
perempuan yang menyusui ke dalam perut anak yang disusui lima kali 
tahapan, meskipun air susu tersebut keluar dari tetek (payudara) sekali 
tahapan (saja). Dan yang benar bukan seperti itu. Namun air susu itu 
harus keluar dari tetek lima kali tahapan dan sampai ke perut anak yang 
disusui lima kali tahapan pula. 


2. Al-Mizan al-Kubra 3 


\Si A Lu Jy 

odli S l\y» o\> jS '4p\ fcai 


Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya keharaman 
itu berkaitan dengan susu yang bercampur dengan makanan dan minuman, 
bila diminum oleh baju sebanyak lima kali, baik susu tersebut langsung 
habis atau berdasarkan kebiasaan. 


2 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, 1’anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 
t.th.) Jilid DI, h. 287. 

3 Addul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 
t.th.). Juz II, h. 138. 
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319. Pembuatan Sajadah dengan Bertuliskan 
Kalimah Tauhid 


S. Dapatkah dibenarkan pembuatan sajadah yang dijual kepada umum dengan 
bertuliskan kalimat Tauhid dan sesamanya ? (FBNU) 

J. Membuat/ menjual sajadah yang bertuliskan kalimat Tauhid dan 
sesamanya tidak bisa dibenarkan, karena mumtahan (dihina), sebab 
sajadah itu disediakan untuk alas shalat. 

Keterangan, dari kitab: 

1. 1'anah al-Thalibin 4 


« UI jyii ii ^ Ujt jp Jtfc gh ( jyw iij $2) 

\S J4 yU- $ <> \A . j i n 


,!,1 




(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Dan haram memanjangkan 
kaki.") dengan dibaca raf, di'af/i/kan pada kata pula. Maksudnya 
dan haram memanjangkan kaki -ke arah al-Qur'an-karena mengandung 
penghinaan padanya. Dalam al-Mughni Syaikh al-Khatib al-Syirbini 
berkata: "Dan haram menginjak alas atau kayu yang berukir al-Qur'an, 
seperti dalam kitab al-Amvar, atau berukir sebagian nama-nama Allah Ta' ala. 

2. Al-lqna' fi. Hill Alfazh Abi Syuja’ 5 


... JJJS jl's kiU. jp 


Dimakruhkan menulis al-Qur'an di dinding walaupun milik mesjid, 
pakaian, makanan dan semisalnya. ... Dan haram berjalan di atas alas 
atau kayu yang berukir ayat al-Our'an. 


320. Memphoto Orang dengan Tidak Seizin yang Diphoto 

S. Bagaimana hukum menggambar /memphoto orang dengan tidak seizin 
orang yang digambar /diphoto? (NU Cab. Jombang) 

J. Kalau orang yang digambarkannya itu tidak ridha, maka hukumnya 


4 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, 1'anah al-Thalibin, (Mesir. al-Tijariyah al-Kubra, 
t.th.). Jilid I, h. 69. 

5 Muhammad Khatib al-Syirbini, al-lqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja', (Mesir: Mushtafa al- 
Halabi, 1951), Jilid I, h. 328. 
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haram, karena menyakitkan, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan 
menurut hukum. 


321. Tatszvtb (Ucapan ash-shalatu khairum minannaum) 
pada Shalat Subuh 

S. Masalah tatswib pada adzan Subuh, dalam hadits Sunan Abi Dawud 
dinyatakan pada adzan sebelum Subuh. Sedangkan di Indonesia tidak dilakukan 
adzan sebelum Subuh. Apakah tatswib itu boleh dibaca pada adzan Subuh? 
(Dari Jakarta) 


J. Boleh dilakukan tatswib pada adzan Subuh, bahkan sunat hukumnya. 
Untuk shalat Subuh disunatkan dua adzan. Adzan pertama pada 
sebelum waktu yang berfungsi membangunkan orang tidur, sedang 
adzan kedua ketika sesudah masuk waktunya yang fungsinya mengajak 
orang mengerjakan shalat. Dan kedua adzan Subuh itu disunatkan 
bertatswib, yakni mengucapkan "ash-shalatu khairum minannaum" 
(pahala shalat lebih baik daripada kelezatan tidur). Meskipun kebiasaan 
penduduk Mekkah menentukan tatswib ini untuk adzan yang kedua 
saja, sebab tujuannya untuk membedakan dengan adzan yang pertama. 

Keterangan , dari kitab: 

1. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin 6 
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Dan disunnahkan mengucapkan iqamah secara cepat, adzan secara 
pelan, tarji' (membaca dua kalimah syahadat dengan suara kedi sebelum 
mengucapkannya secara kerasa) dalam adzan . . . dan tatswib dalam adzan 
subuh, yaitu setelah bacaan ;bL2>W j£- ‘J- dan & muadzin mengucapkan 

sebanyak dua kali. Karena adanya redaksi tatswib itu dalam 
hadits riwayat Abu Dawud dan selainnya dengan sartad yang baik, seperti 
dinyatakan oleh al-Nawawi dalam Syarh al-Muhadzab. Beliau berkata: "Baik 
adzan sebelum fajar maupun setelahnya." 

2. 1’anah al-Thalibin 7 


6 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi 
wa 'Umairah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956), Jilid I, h. 123. 
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Disunahkan tatswib tersebut karena hadits sahih tentang kisah Bilal 
yang pernah mengumandangkan adzan subuh, dan dikabarkan kepadanya 
bahwa Nabi Saw. sedang tidur. Lalu Bilal mengucapkan lafal l«f illc fili\ 
'ji'JZ. i%^\ i$tr£ Jal ^at, dan Nabi Saw. pun bersabda: "Jadikanlah tatswib 

itu pada adzan subuhmu." 


322. Memindahkan Kuburan ke Tempat Lain 


S. Bolehkah memindahkan kuburan ke tempat lain, dan mendobelkan kuburan 
di dalam satu tempat? (Dari Jakarta) 

J. Memindahkan mayit dari satu kuburan ke kuburan yang lain, haram 
hukumnya, kecuali karena dharurat. Adapun mendobelkan kuburan 
di satu tempat, boleh hukumnya dengan syarat harus seagama dan 
sama jenis kelaminnya. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin 8 


tJ&j JJilU <ulS jJ6 


Menggali kembali kuburan untuk dipindahkan atau tujuan lainnya, 
hukumnya haram kecuali karena kondisi darurat 
2. I r anah al-Thalibin 9 
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Haram menguburkan dua jenazah yang berbeda kelamin dalam satu liang, 
kecuali antara keduanya terdapat hubungan mahram atau suami istri. 

3. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin 10 



7 Al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, ranah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah 
al-Kubra, t.tii.), Jilid I, h. 236. 

8 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi 
iva 'Umairah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956), Jilid 1, h. 352. 

9 Al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Tanah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah 
al-Kubra, t.th.), Jilid II, h. 118. 

10 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibm Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi 
iva 'Umairah, (Beirufc Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.). Jilid I, h. 400. 
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Dan sekolompok ulama secara jelas menyatakan, bahwa disunahkan 
dua jenazah tidak dikubur dalam satu liang. Pendapat ini sesuai dengan 
pernyataan al-Nawawi dalam kitab al-Raudhah seperti kitab asalnya (al- 
Syarh al-Katrir/al-'Aziz): "Dalam kondisi normal disunnahkan menguburkan 
masing-masing jenazah pada satu liang." Maksudnya mengubur dua 
jenazah dalam satu liang itu hukumnya makruh, kecuali dalam kondisi 
darurat, seperti banyaknya jenazah karena wabah atau selainnya, serta 
sulit mengubur masing-masing dengan liang tersendiri. 


323. Menggunakan Tanah untuk Madrasah, Kaitannya 

dengan Wakaf 

S. Ada panitia Nahdhiyyin mengumpulkan barang atau uang derma untuk 
membeli tanah dan alat-alat pergedungan fi al-ardh al-muhyat laa min al- 
mawat. Kemudian tanah dan gedung itu dipergunakan untuk madrasah dan 
mushalla atau kantor. Akan tetapi tidak ada shighat wakaf dari siapapun dan 
belum ada syarat-syarat dan peraturan mengenai nazhir serta tidak ada 
hubungannya dengan sesuatu yayasan, oleh karena itu: 

a. Apakah tanah dan gedung itu sudah menjadi wakaf. 

b. Siapakah yang berhak membuatfmenjadikan wakafnya dan membuat syarat- 
syaratnya? 

c. Siapakah yang berkompeten menjadi nazhir? 

d. Kalau sebagian dari anggota panitia itu masuk organisasi lain, bolehkah 
tanah dan gedung tersebut dimiliki dan dibuatkan peraturan-peraturan 
atau diawasi oleh mereka yang dari organisasi lain NU? (NU Cab. Semarang) 

J. a. Barang-barang dan gedung-gedung belum menjadi barang wakaf. 

b. Yang berhak membuat/menjadikan barang-barang wakaf dan 
membuat syarat-syaratnya adalah: 

1) YJaqif (orang yang mewakafkan), 

2) Panitia yang mengumpulkan, 

3) Hakim syar'i. 

c. Yang berkompeten menjadi nazhir adalah: kalau waqif menentukan 
maka nazhimya adalah orang yang ditentukan oleh waqif. Kalau 
waqif tidak menentukan, maka nazhimya adalah panitia yang 
mengumpulkan. Kalau panitia itu sudah tidak ada, maka yang 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


355 



berkompeten menjadi nazhir adalah hakim syar'i, kalau tidak 
ada nazhir yang khos. 

d. Tidak boleh sebagian dari anggota panitia yang pindah ke 
organisasi lain, memiliki dan membuat peraturan-peraturan atau 
manazhirnya (barang itu tetap menjadi hak milik NU). 

Keterangan , dari kitab: 


1. Asm al-Mathalib 11 

j jij ( p,4 =>U-l) liij I Stj) 
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Budak yang dibeli -sebagai ganti budak wakaf an yang mati- tidak 
menjadi barang wakaf -shighat fashih dari kata i*i£ adalah il£, sampai 


hakim mewakafkannya. Perbedaan antara budak yang dibeli tersebut 
dan bangunan yang ditegakkan dalam perawatan dinding yang hukum 
bangunan wakaf dan pembuatan dindingnya bisa langsung menjadi barang 
wakaf dengan dibangun pada arah lahan wakaf, adalah budak yang 
diwakafkan sama sekali sudah tidak bisa dimanfaatkan, sementara 
lahan wakaf masih ada dan tanah liat serta batu yang digunakan 
membangun itu hukumnya seperti sifat yang mengikuti lahan wakaf. 

Keterangan yang telah disebutkan, yaitu hakim itu menangani pembelian 
dan pewakafannya adalah jika tidak ada nazhir khusus yang mengelola wakaf 
tersebut. Jika ada, maka dia yang menangani keduanya, sebagaimana 
yang dipahami dari pernyataan para ulama tentang pihak yang menangani 
urusan perwakafan. 


2. Tnhfah al-Muhtaj dan Hawasyai al-Syarwani wa al-'Ubbadi 12 

3^5 USU, 3 ! bj\j aj ^ jJA-} lji 3 &Sj| jn 
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11 Syaikh al-lslam Zakariya al-Artshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Diniyah, 

12 Ibn Hajar al-Haitami, al-Syarwani dan al-'Ubbadi, Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyai al- 
Syarwani wa al-'Ubbadi, (Beirut Dar al-Fikr, 1997), Cet. I, Juz VI, h. 298. 
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Syaikh Abu Muhammad berkata: "Begitu pula bisa menjadi wakaf tanpa 
mengucapkan sighat wakaf, bila seseorang mengumpulkan sumbangan 
(dana dan semisalnya) untuk digunakan membagun zawiyah atau ribath 
(tempat ibadah khusus para sufi), maka sumbangan tersebut langsung 
menjadi wakaf dengan digunakannya membangun (tanpa memerlukan 
sighat wakaf). Sebagian ulama menentang pendapat beliau tersebut 
dengan menyatakan, bahwa pendapat itu beliau kembangkan atas dasar 
riwayat yang lemah. 

(Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: "Atas dasar riwayat yang lemah.") 
Yaitu tidak disyaratkannya pengucapan shighat wakaf secara mutlak, 
dan wakaf cukup dengan pelaksanaan -pembangunan- serta niat saja. 


324. Anggota DPR Melanggar Baiat 

S. Sesuai dengan instruksi PB Syuriah NU tanggal 27 Jumadil Ulaa 1398 H., 
tentang baiat anggota-anggota DPR dari NU kalau mereka sudah menjalankan 
baiat sebagaimana tercantum dalam instruksi tersebut, kemudian umpamanya: 

a. Gerak-gerik atau hal-ihwal mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

b. Tidak selalu berusaha untuk menegakkan syariat Islam dan berlakunya hukum 
Islam, maka bagaimana hukumnya, berdosakah atau tidak? Kalau berdosa, 
apakah termasuk dosa kecil atau besar? 

J. Jikalau mereka melanggar baiat, maka hukumnya berdosa. Sedangkan 
nilai dosanya: 

a. Jikalau yang dilanggar itu persoalan yang mengakibatkan dosa kedi, 
maka dosanya termasuk dosa kedi. 

b. Jikalau yang dilanggar itu persoalan yang mengakibatkan dosa besar, 
maka dosanya termasuk dosa besar.J] 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-26 
Di Semarang Pada Tanggal 10 - 16 Rajab 1399 H. / 
5 - 11 Juni 1979 M. 

325. Al-Our'an Ditulis dengan Huruf/Brayel 

326. Piringan Hitam atau Kaset dari Al-Ourian 

327. Terjemah Al-Qurian oleh Orang yang Bukan Islam 

328. Penggantian Kelamin 

329. Memberi Imbalan Kepada Pengedar Derma 

330. Menambah Kalimah "Abdul Qadir Waliyullah" Sesudah 

Kalimah Thayyibah 
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325. Al-Our'an Ditulis dengan Huruf/Brayel 

S. Apakah al-Qur'an boleh ditulis atau dicetak dengan huruf latin (selain 
huruf Arab rasm Utsman) atau dengan tanda baca lain selain huruf brail? 
Dan apakah sama hukumnya dengan mushaf? 

J. Setelah meneliti dengan seksama ternyata dalam penulisan al-Qur' an 
dengan tulisan selain dengan tulisan Arab termasuk tulisan latin, terdapat 
dua pendapat, yaitu: (1) Pendapat Imam Ibn Hajar adalah haram. (2) 
Pendapat Imam Ramli adalah boleh. 

Catatan: 

a. Pendapat Imam Ramli yang memperbolehkan tersebut di atas 
kalau tidak terjadi perubahan sebagaimana tersebut. 

b. Penulisan al-Qur'an dengan huruf latin ada manfaatnya terutama 
bagi orang yang buta huruf Arab, tetapi bahayanya lebih banyak. 
Antara lain akan mengurangi perhatian terhadap belajar membaca 
dan menulis huruf Arab. 

c. Huruf latin tidak mencukupi bunyi-bunyi huruf Arab. Apabila 
al-Qur'an ditulis dengan huruf latin, maka bunyinya tidak akan 
sama dengan bunyi al-Qur'an yang berbahasa Arab itu dan akan 
mengubah bunyi al-Qur'an dan tulisannya. Sedangkan mengubah 
al-Our'an dilarang (haram). 

Kesimpulan: 

Memperhatikan keterangan tersebut di atas, maka berkesimpulan 
sebagai berikut 

a. Menulis al-Our'an dengan tulisan selain tulisan Arab termasuk 
tulisan latin sudah sepakat antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli 
tentang haramnya, apabila mengubah bunyi dan tulisan al-Our'an. 

b. Apabila tidak mengubah, maka menurut Imam Ibn Hajar hukumnya 
tetap haram. Sedangkan menurut Imam Ramli hukumnya boleh. 
Pendapat Imam Ibn Hajar inilah yang mu’tamad (kuat). 

c. Selanjutnya menurut pendapat Rais 'Am PBNU KH. Bisri Syansuri 
mengenai keterangan dalam kitab Hasytyah al-Qulyubi 1/36 atau 
sesamanya adalah sebagai berikut: 

"Selanjutnya apabila menulis al-Qur'an dengan tulisan bukan 
tulisan Arab dianggap boleh, maka hukumnya sama dengan mushaf 
di dalam hal menyentuh dan membawanya, dan sebaliknya. Selanjutnya 
berkenaan dengan penulisan al-Our'an dengan huruf brail bagi 
orang-orang buta, hukumnya boleh karena hajat. Dan mengenai 
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penulisan al-Qur' an dengan huruf Arab bukan rasm Utsmani terdapat 
tiga pendapat. Dan yang kuat adalah pendapat Imam Malik serta 
Imam Ahmad ialah tidak boleh, sebagaimana keterangan kitab 
ranah al-Thalibin 1/68 (Pen.)." 

Keterangan, dari kitab: 

1. 1'anah al-Thalibin 1 
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Haram menulis al-Qur , an dengan tulisan latin. Saya melihat dalam Fataiva 
al-'Alamah Ibn Hajar, bahwasannya beliau pernah ditanya: "Apakah 
haram menulis al-Qur'an dengan tulisan sebagaimana membacanya?" 
Ibn Hajar menjawab: "Berdasarkan ketetapan dalam kitab al-Majmu', 
penulisan tersebut haram. "Adapun tentang yang dikutip dari Salman 
Ra., bahwa sekelompok orang Persia pernah memintanya menuliskan 
untuk mereka sesuatu dari al-Qur'an. Kemudian Salman Ra. menulis 
surat al-Fatihah dengan bahasa Persia, maka dalam hal ini Ibn Hajar 
menerangkan, bahwa yang ditulis oleh Salman Ra. itu adalah tafsir al- 
Fatihah dan bukan surat al-Fatihah itu sendiri. Dengan demikian, maka 
jelaslah keharaman menulis al-Qur'an dengan tulisan latin. 

2. Hawasyai al-Syarwani wa al-'Ubbadi 2 
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Syeikh Ahmad Ramli berfatwa, boleh menulis al-Qur'an dengan 
bahasa India. Hal ini berarti, boleh juga dengan bahasa Turki. 

3. Tuhfah al-Habib 3 
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1 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Tanah al-Thalibin, (Indonesia: Dar Diya' al-Kutub 
al-'Arabiyah, t.th.). Jilid I, h. 67-68. 

2 Al-Syarwani dan al-'Ubbadi, Hawasyai al-Syarwani wa al-‘Ubbadi, (Mesir: Dar al-Shadir, 
1997), Juz I, h. 154. 

3 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Tuhfah al-Habib, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 
1338 H), Juz I, h. 304. 
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Boleh menulis al-Qur'an dengan selain bahasa Arab. Berbeda dengan 
membacanya, maka tidak boleh selain bahasa Arab. Hal ini mengingat 
bahwa substansi dan penamaannya adalah al-Qur' an itu sendiri. 


4. Hasyiyah Qidyubi 4 
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Dan boleh menulis al-Qur'ari dengan selain bahasa Arab, bukan 
membacanya. Hukumnya sama dengan hukum mushaf, baik dalam 
memegang dan membawanya. 

5. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj al-Thullab 5 
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Imam Syihab al-Ramli pernah ditanya, apakah haram menulis 
al-Qur'an dengan tulisan India atau lainnya? Maka beliau menjawab, 
bahwa tidak haram, karena tulisan itu menunjukkan pada (bunyi) 
lafalnya, dan tidak menimbulkan perubahan dalam pelafalannya, 
berbeda dengan terjemahannya dengan selain bahasa Arab, karena di 
'dalam terjemahan itu terdapat pembahan (pelafalan). 

Dalam redaksi kitab al-Itcjanfi 'Ulum al-Qur'cm karya Imam al-Suyuthi 
disebutkan, apakah haram menulis al-Ou/an dengan tulisan selain Arab? 
Imam al-Zarkasyi menyatakan: "Aku tufa* pernah mendapatkan pendapat 
di kalangan ulama. Hal ini berarti adanya kemungkinan kebolehannya, 
karena orang yang membacanya (al-Qur'an dengan tulisan selain Arab) 
terkadang dapat membacanya dengan baik. Pendapat yang lebih dekat 
pada kebenaran adalah terlarang. Sedangkan pendapat yang lebih sahih 
adalah yang pertama (tidak terlarang). 


4 Syihab uddin al-Qulyubi, Hasyiyah al~Qulubi, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al- 
'Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 36. 

5 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj al-Thullab , 
(Mesir: Musthafa Muhammad, t. th.). Juz I, h. 76. 
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6. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib 6 
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Tafsir ini bukan yang dimaksud di sini, adapun yang dimaksud 
adalah semua benda yang ditulis al-Our'an untuk dipelajari, walaupun 
dalam bentuk pilar, papan tulis atau lainnya. 

7. 1'anah al-Thalibin 7 : 
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Imam Malik pernah ditanya: "Apakah mushaf itu ditulis dengan model 
huruf-huruf sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang?" Beliau menjawab: 
'Tidak, kecuali sesuai dengan model tulisan yang pertama, yakni seperti 
yang ditulis oleh al-Imam sebagaimana yang termuat dalam mushaf 
‘usmani. Abu Umar berkata, dalam hal ini tidak ada perbedaan ulama dari 
kalangan para imam ulama. 


326. Piringan Hitam atau Kaset dari Al-Our'an 

S. Apakah piringan hitam atau kaset (yang merupakan tasjil shaut) dari al- 
Qur'an itu mempunyai kedudukan hukum Qur'aniyah yang sama pula? 


J. Piringan hitam atau kaset yang merekam al-Qur'an adalah bukan 
mushaf, sebab barang-barang tersebut tidak masuk dalam ta'rif Mushaf. 
Selanjutnya mengenai hukum mendengarkan suara al-Our'an yang keluar 
dari piringan hitam atau kaset adalah: 

a. Suara yang didengar dari piringan hitam atau kaset itu sama dengan 
suara al-Qur'an yang didengar dari jamadat (benda mati), maka tidak 
dihukumi al-Our'an. Keterangan ini diambil dari kitab Amvar al-Syuruq fi 
Ahkam al-Shunduq, halaman 31 bahwa Syaikh Abdul Qadir al-Ahdali 
membolehkan mendengarkan piringan hitam dengan istilah laa ba'sa 
bih. Beliau menjelaskan hal ini dengan syairnya: 


4_> Sf Aji oJjLs * . 


6 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ' ala Fath al-Qarib, (Beirut Dar al-Fikr, t Ih.), Juz I, h. 118. 

7 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, 1’anah al-Thalibin, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-'Arabiyah, t.th.), Jilid I, h. 68. 
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Aku pernah ditanya tentang mendengarkan alat musik. 

Maka aku jawab sesuai dengan penelitian, yang demikian itu tidak mengapa. 

b. Pendapat Syaikh Muhammad Ali al-Maliki dalam kitabnya Anwar 
al-Syuruq fi Ahkam Al-Shunduq, halaman 31 setelah beliau memberi alasan- 
alasan secara panjang lebar, akhirnya beliau memberi kesimpulan, 
bahwa merekam al-Qur'an dalam kaset atau piringan hitam dan mengguna- 
kannya itu tidak lepas dari menghina atau merendahkan martabat al- 
Qur'an. Karena itu, merekam al-Qur'an dalam kaset atau piringan hitam 
sebagaimana yang maklum itu hukumnya haram pula mendengarkan 
al-Qur'an darinya. 

c. Menurut qaul mukhtar 'inda al-Hanafiyah sebagaimana tersebut dalam al- 
Fatmrn al-Sya/iyyah, karya Husain Mahluf Juz I, halaman 289: "Mendengar 
ayat sajadah dari burung seperti Beo, menurut pendapat yang terpilih, 
tidak wajib sujud karena bukan bacaan yang sebenarnya, namun sekedar 
kicauan yang tidak dimengerti. Pendapat yang lain menyatakan, wajib 
bersujud karena orang yang mendengarkan itu telah mendengarkan 
firman Allah Swt. walaupun dari burung yang sedang berkicau." 

Keterangan, dari kitab: 


1. 1'anah al-Thalibin 8 
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Dan tidak samar lagi, bahwa mushaf itu adalah nama bagi kertas yang 
tertulis firman Allah Ta’ala. 


2. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarilfi 

Mushaf adalah nama bagi sesuatu yang tertulis firman Allah Swt. 
yang berada di antara dua sampul. 

3. Anwar al-Syuruq fi Ahkam al-Shunduq w 

Aku pernah ditanya tentang mendengarkan alat musik, 

Maka aku jawab sesuai dengan penelitian, yang demikian itu tidak mengapa. 

4. Al-Fatawa al-Syar'iyah 11 


8 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, 1’anah al-Thalibin, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-'Arabiyah, t.th.). Jilid I, h. 66. 

9 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Matn Abi Syuja, (Bandung: Syarikah al-Ma'rif, 
t. th.). Juz I, h. 118. 

10 Muhammad Ali al-Maliki, Anwar al-Syuruq fi Ahkam al-Shunduq, h. 30. 

11 Husain Makhluf, al-Fatawa al-Syar’iyah, Juz I, h. 298. 
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Kalangan Hanafiyah menyatakan, bahwa mendengar ayat sajadah dari 
burung seperti Beo, menurut pendapat yang terpilih, tidak wajib sujud 
karena bukan bacaan yang sebenarnya namun sekedar kicauan karena 
tidak terdapat sifat tamyiz darinya. Pendapat yang lain menyatakan, wajib 
bersujud karena orang yang mendengarkan itu telah mendengarkan 
firman Allah Swt. walaupun dari burung yang sedang berkicau. 


327. Terjemah al-Our'an oleh Orang yang Bukan 

Islam 

S. Bagaimana hukumnya terjemahan/tafsiran al-Qur'an dalam bahasa asing oleh 
orang-orang yang bukan Islam atau orang-orang Islam yang menerjemahkannya 
dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing itu? 

J. Terjemahan atau tafsiran al-Qur'an yang dibuat oleh orang yang tidak 
beragama Islam sangat diragukan kebenarannya. Maka bagi orang awam 
dilarang membaca dan mengutip dari terjemah/ tafsir yang seperti itu. 


328. Penggantian Kelamin 


S. Bagaimana hukumnya penggantian kelamin? 
J. Penggantian kelamin hukumnya haram. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah Shawi ‘ala Tafsir al-Jalalain 12 
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"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan 
angan-angan kosong pada mereka dan mendorong mereka (memotong telinga- 


12 Ahmad al-Shawi, Hasyiyah Shawi ‘ala Tafsir al-Jalalain, (Mesir. Isa al-Halabi, tth.), Juz I, 
h. 214. 
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telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan 
aku mendorong mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar 
mengubahnya." (QS. Al-Nisa: 119) 

Firman Allah Swt: "Lalu mereka benar-benar mengubahnya" Yakni mengubah 
segala sesuatu yang telah didptakan oleh Allah Swt., seperti mengubah 
sifat-sifat Nabi Saw. oleh kalangan Yahudi dan Nasrani, dan mengubah 
kitab-kitab mereka. Termasuk pula mengubah tubuh dengan membuat 
tato dan mengubah rambut dengan menyambungnya. 


329. Memberi Imbalan Kepada Pengedar Derma 


S. Panitia pembangunan sarana keagamaan (seperti mesjid atau madrasah) 
menjanjikan kepada para pengedar (pencari) derma untuk keperluan pembangunan 
tersebut diberikan imbalan, misalnya sepuluh persen dari hasil pengumpulan 
derma itu. Hal yang demikian itu bagaimana hukumnya? Andaikata hal 
itu termasuk ju' alah yang fasidah karena menjanjikan sesuatu yang majhul dan 
bukan miliknya panitia maka bagaimana pekerjaan para pengedar (pencari) derma 
itu? Apakah menjadi cuma-cuma ataukah mereka berhak menerima ujrah mitsil itu 
diambilkan dari hasil derma tersebut? 


J. Akad tersebut termasuk ju'alah fasidah. Dan pencari derma tersebut 
berhak menerima ujrah mitsil dan boleh diambilkan dari hasil derma 
tersebut. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al-Mustarsyidin 13 : 


p m [i & & ^ 4* s c4 && aH 

% W AaaII (3^*11 


(Kasus dari Muhammad bin sulaiman al-Kurdi) Bila ada kapal pecah 
di lautan, dan pemiliknya memerintahkan pada setiap orang yang 
mengeluarkan seberapapun dari muatannya, ia akan mendapat imbalan 
seperempatnya, maka bila maj’ul ' alaih (barang yang dijanjikan) itu 
diketahui oleh ja'il (orang yang dijanjikan imbalan), yakni dengan ia 
lihat sebelum kapal tenggelam, atau si pemilik kapal menyebutkan sifat 
barang tersebut kepadanya, maka akad ju'alah tersebut sah dan ia berhak 


13 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 168-169. 
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mendapat upah yang disebut dalam akad (yang dijanjikan). Bila tidak, 
maka akadnya rusak dan ia berhak mendapat upah standar. 

2 Ahkam al-Fuqaha, Keputusan Muktamar NU Ke-2, soal nomor 35. 

330. Menambah Kalimah "Abdul Qadir Waliyullah" 
Sesudah Kalimah Thayyibah 

S. Bagaimana hukumnya menambah kalimat "Abdul Qadir Waliyullah" 
sesudah kalimah Thayyibah? 

| J. Jawaban masalah ini ada dua redaksi, yang satu dari Tim Perumus, 
sedang yang satu lagi dari Pimpinan Sidang dalam Konggres: 

a. Dari Perumus: Boleh asal tidak dimasukkan dalam rangkaian dzikir. 

b. Dari Pimpinan Sidang: Dzikir yang zvarid /berlaku adalah: Lmilaaha 
illallaah Muhammad Rasulullah. Adapun menyebut menambah 
kalimah Syekh Abdul Qadir Waliyullah boleh.IJ 
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331. Bayi Tabung 


S. Bagaimana hukumnya mengerjakan proses bayi tabung? Bayi tabung 
ialah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil 
mani/sperma laki-laki dan ovum/mani perempuan, lalu dimasukkan dalam 
suatu alat dalam waktu beberapa hari lamanya. Setelah hal tersebut dianggap 
mampu menjadi janin, maka dimasukkan ke dalam rahim ibu. 

J. Hukumnya memproses bayi tabung ditafsil sebagai berikut 

1. Apabila mani yang ditabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim 
wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri, maka hukumnya 
haram. 

2. Apabila mani yang ditabung tersebut mani suami istri, tetapi cara 
mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. 

3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara 
mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan ke dalam 
rahim istrinya sendiri, maka hukumnya boleh. 


NB: 

a. Mani muhtaram ialah mani yang keluar /dikeluarkan dengan cara 
tidak dilarang oleh syara'. Sedang mani bukan muhtaram ialah selain 
yang tersebut di atas. 

b. Tentang anak yang dari mani tersebut dapat Uhacj atau tidak kepada 
pemilik mani, terdapat khdafantara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. 
Menurut Imam Ibnu Hajar tidak bisa dhaq kepada pemilik mani secara 
mutlak (baik keluarnya mani tersebut muhtamm atau tidak), sedangkan 
menurut Imam Ramli anak tersebut bisa ilhaq kepada pemilik mani, 
bila mani tersebut keluarnya termasuk muhtaram. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim 1 1 


jjdkj ^ a jULe.1 iljJLjl ^ ^ u}' (j^- 


Dari Ibn Abbas, beliau berkata: "Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak ada 
dosa yang lebih besar setelah syirik dari pada mani yang ditaruh seorang laki- 
laki (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya." 

2. Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh 2 


1 Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), Juz m, h. 50. 

2 Ali Ahmad al-Juijawi, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh, (Beirut Dar al-Fikr, 1998), Juz H, h. 25. 


370 Abkam ul Fugaba 



^ # Cr* 

Barangsiapa yang beriman kepada Allah Swt. dan hari kiamat, maka 
janganlah sekali-kali berzina dengan istri saudaranya. 

3. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalihin 3 

jui 3$ *cH ty) is* d ^ ^ 

f A? <J-jJ Cr® ialidil-l j.LJaC 

Seandainya ada wanita melahirkan seorang anak yang diketahui bukan 
berasal dari suaminya, besertaan adanya kemungkinan berasal darinya, 
maka si suami itu harus menafikannya, karena tidak adanya penafian 
itu mengandung unsur menemukan nasab anak itu kepadanya. Sementara 
menemukan nasab anak yang tidak berasal darinya itu haram. 

4. Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib* 

js- o& O ) [j j f • U Jc iauii jl»- 0*^ \ Sljill 5' 

vISu- jp iSi aj i5Ji . j^iii ju. ^ 

^ dSP- b'M. **H M Si 


Kesimpulannya adalah, bahwa yang dimaksud dengan mani muhtaram 
(terhormat/tidak haram) itu adalah kondisi keluarnya saja, sebagaimana 
yang diyakini oleh Imam Ramli, walaupun tidak muhtaram ketika masuk. 
Maka seorang wanita wajib ber ’iddah dengan sebab masuknya mani tersebut 
bila ia tertalak sebelum bersetubuh menurut pendapat mu'tamad. Berbeda 
dengan Ibn Hajar, sebab beliau mempertimbangkan mani tersebut 
muhtaram dalam dua kondisinya (saat keluar dari si laki-laki dan saat 
masuk ke rahim si perempuan) sebagaimana yang ditetapkan Syaikhum. 

10. Kifayah al-AkhyarfiHillGhayahal-Ikhtishar 5 

1^111x11 j£' jU- *dj\ 4'S Si KS j*? 1 J (&$) 

(Faidah) Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya 
(beronani) dengan tangan istri atau budak wanitanya, maka hal tersebut 
boleh karena istri dan budaknya itu memang tempat bersenang-senangnya. 


3 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qtdyubi 
wa ' Umairah , (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t th.), Juz IV, h. 32. 

4 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Tuhfah al-Habib ' ala Syarh al-Khatib , (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 1951), Juz IV, h. 37. 

5 Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah aTIkhtishar, 
(Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.). Juz I, h. 478. 
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332. Cangkok Mata 

S. Bagaimana hukumnya cangkok mata? Transplantansi-komea atau cangkok 
mata ialah mengganti selaput mata seseorang dengan selaput mata orang lain 
atau kalau mungkin dengan selaput mata binatang. Jadi yang diganti hanya 
selaputnya saja bukan bola mata seluruhnya. Adapun untuk mendapatkan 
komea/selaput mata ialah dengan cara mengambil bola mata seluruhnya 
dari orang yang sudah mati. Bola mata itu kemudian dirawat baik-baik 
dan mempunyai kekuatan paling lama 72 jam ( tiga hari tiga malam). 
Sangat tipis sekali dapat dihasilkan cangkok kornea dari binatang. 

J. Hukumnya ada dua pendapat: 

1. Haram, walaupun mayit itu tidak terhormat seperti mayitnya orang 
murtad. Demikian pula haram menyambung anggota manusia 
dengan anggota manusia lain, bahaya buta itu tidak sampai 
melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit. 

2. Boleh, disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan 
tulang manusia, asalkan memenuhi 4 syarat: 

a. Karena dibutuhkan. 

b. Tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia. 

c. Mata yang diambil harus dari mayit yang muhaddaraddam. 

d. Antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan 
agama. 


Keterangan, dari kitab: 
1. Ahkamul Fuijaha' 6 


iij j £4 i H j j* jsH i 

j&yp cH -D>j 
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Permasalahan, bagaimana pendapat Anda sekalian tentang fatwa oleh 
Mufti Mesir yang memperbolehkan cangkok bola mata mayat untuk 
dipasangkan ke mata orang buta. Apakah fatwa ini benar apa tidak? 
Muktamar menetapkan, bahwa fatwa itu tidak benar, dan bahkan haram 
mencangkok bola mata mayat meskipun dari orang yang tidak terhormat, 
seperti orang murtad dan orang kafir musuh. Haram pencangkokan 


6 Ahkamul Fuqaha, Keputusan Muktamar NU ke-23 tahun 1962 di Sok) (masalah nomor 315). 
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dengan bagian-bagian tubuh manusia, karena bahaya kebutaan tidak 
melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayat. 


2. Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad 7 

'jik- j fa ^4^' jp ^ j && ^yt-y ojSVl Ui 

{y*** t)y~j 

" Adapun tulang manusia, ketika kondisinya demikian (terdapat alternatif 
menyambung tulang dengan selain tulang najis dan selain tulang manusia) 
maka keberadaannya sama seperti tidak ada, sebagaimana dinyatakan oleh al- 
Halabi dalam penjelasannya atas kitab al-Manhaj. Walaupun bukan orang 
terhormat seperti orang murtad dan orang kafir. Maka haram menyambung 
tulang dengannya dan harus dicabut. " 


3. Hadits Nabi Saw. 


a. Riwayat AisyahRa. 


(a i-li {j>\j SjiS j>\j (j juM o\jj 


"Memecahkan tulang mayat sama seperti memecahkannya ketika masih 
hidup." (HR. Ahmad dalam al-Musnad, Abu Dawud dan Ibn Majjah) 

b. Riwayat Ummu Salamah Ra. 


o~*~ 


(&u l\£) 


" Memecahkan tulang mayat, dosanya sama dengan memecahkannya dalam 
keadaan masih hidup." (HR. Ibn Majjah), hadits hasan. 

2. Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad 8 


\S tfL\ jis 

\lte pia*)\ j\j3uj i3JA? pI SJl N) | _jLst p oj3 1 jj £. 
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Al-Halabi berkata: "Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak 
ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka 
mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah 
mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang 


7 Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi ‘ala Fath al-Jawad, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-' Arabiyah, t th.), h. 26-27. 

8 Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-' Arabiyah, t. th.), h. 26-27. 
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dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas udzur yang 
memperbolehkan tayamum saja. Dan kasus (menambal dengan tulang 
manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai 
dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih 
wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus 
terjadi. Dan al-Madabighi dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap 
atas diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu. 
"Bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang kafir harbi 
seperti orang murtad harus didahulukan, kemudian tulang kafir dzimmi, 
dan baru tulang mayit muslim. 


2. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin 9 

p&\ # 3 » sH $ (%) 


(Dan dipebolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi 
darurat, (memakan manusia yang telah mati), sebab kehormatan orang 
hidup lebih besar -dari orang pada yang telah mati-. 

3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 10 


cH && £SU3 ur ' s ' $3) 

odl &>\ 


(Dan dipebolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi 
darurat, (memakan manusia yang telah mati), ketika ia tidak menemukan 
bangkai selainnya, sebagaimana telah dibatasi oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi 
dalam kitab al-Syarh al-Kabir dan al-Raudhah. Sebab kehormatan orang 
hidup lebih besar -dari orang pada yang telah mati-. 

4 Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin 11 


( jMl ai\ JjLaJ) ^«kmll j) (a «la C- ffTof j!j) 


(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah dan butuh 
menyabungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (karena tidak 
menemukan tulang yang sud) yang layak dijadikan penyambung, (maka 


9 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasytyata Qulyubi 
wa ‘Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t th.), Juz IV, h. 262. 

10 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhlaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 1957), Juz IV, h. 307. 

11 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasytyata Qulyubi 
wa 'Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.). Juz IV, h. 128. 
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ia adalah orang yang ber udzur) dalam hal tersebut. 

5. Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab 12 

(^Usj 'i) p&h j* ji (^-^r) Jji ^ _$)) 

•ui liUi Jj (jji) __^Uall jjwJ ajy j* jjl _yb (e^C-) 

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) dengan qayyid yang saya 
tambahkan, (karena butuh) menyambungnya, (dengan najis) maksudnya 
tulang najis, (yang tidak layak) dijadikan penyambung (tulang selainnya), 
dan redaksi tersebut lebih tepat dari redaksi al-Nawawi: "Karena tidak 
adanya tulang sud.", (maka ia dianggap udzur) dalam hal tersebut, oleh 
sebab itu shalatnya tetap sah besertaan tulang najis tersebut -di tubuhnya-. 

6. Referansi lain 

a. Bujairimi Iqna’ TV /272. 

b. Al-Muhadzdzab 1/251. 


333. Bank Mata 

S. Bagaimana hukumnya Bank mata? Bank Mata ialah semacam badan atau 
yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orang- 
orang yang menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah mati untuk 
kepentingan manusia. 

J. Hukumnya Bank Mata adalah sama hukumnya pencangkokan mata, 
sebagaimana keterangan dan penjelasan di atas. Hal ini sesuai dengan 
kaidah ushulfiqh yang berbunyi: 

Suatu media penetapan hukum itu memiliki status hukum yang sama 
dengan obyek hukum itu sendiri. 13 


334. Cangkok Ginjal dan Jantung 

S. Bagaimana hukumnya cangkok ginjal dan jantung? 
a. Cangkok ginjal ialah mengganti ginjal seseorang dengan ginjal orang lain. 
Ginjal pengganti itu dapat diambil dari orang yang masih hidup atau 
orang yang sudah mati. Pengambilan ginjal dari orang hidup itu mungkin 


» Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab pada al- Tajrid li Naf al- 
'Abid, (Mesir Musthafa al-Halabi, 1950) Juz I, h. 238-239. 
w Izzuddin Ibn Abdissalam, Qawaid al-AMarmfi Mashalih al-Anam, (Damaskus: Dar al- 
Qalam, 2000 M>, Juz I, h. 177. 
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karena setiap orang mempunyai dua ginjal 

b Transplantasi jantung ialah mengganti jantung seseorang dengan jantung orang- 
lain Transplantasi jantung ini hanya dapat dilakukan dan orang yang sudah 
mati saja, karena setiap orang hanya mempunyai satu jantung. 

Kiranya sangat sulit melakukan transplantasi jantung dan ginjal dari binatang. 
Karena dua hal ini dibutuhkan adanya persamaan antara darah yang memberikan 
ginjal atau jantung (donor) dengan orang yang mendapatkan ganti ginjal 

atau jantung tadi. 

J. Hukumnya cangkok ginjal dan jantung adalah sama dengan hukumnya 
pencangkokan mata. (Lihat masalah no. 332) 

335. Lembaga Zakat Hubungannya dengan Amil 

Zakat 


S. Bagaimana kedudukan hukum/status syar’i lembaga zakat yang dibentuk 
oleh pemerintah daerah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan fiqh 
tentang Amil? 

J. Hukumnya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah 
adalah sah, karena pemerintah Indonesia mempunyai hak syar’i untuk 
membentuk Amil. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Mauhibah Dzi al-Fadhl u 

Ui-Sl (wiLiilj 
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Bagian kelima adalah para Amil, mereka antara lain adalah Sa'i yang 
diutus penguasa untuk menarik zakat. Dan pengangkatannya itu wajib. 
Amil zakat adalah orang yang diangkat imam untuk menjadi pegawai 
penarik zakat. 

2. Ihya’ 'Ulum al-Din 15 


jfc us ji && & 


14 Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: Al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), 
Jilid IV, h. 130. 

15 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya ' Ulum al-Din, (Mesir. Muassasah al-Halabi, 1968), Juz I, h. 157. 
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Ajaran pokok kesepuluh -dari sepuluh pokok ajaran yang dibawa Nabi 
Saw.- adalah sungguh bila tidak ditemukan sifat wira'i dan sifat kealiman 
pada orang yang menguasai kepimpinanan Negara, sementara bila 
penurunannya akan menimbulkan fitnah yang tidak bisa dibendung, 
maka kita menghukumi sah kepemimpinannya. Sebab kita dalam berada 
di antara (dua opsi), (i) menyulut fitnah dengan (menurunkan dan) mencari 
penggantinya, maka bahaya yang dialami kaum muslimin lebih besar 
dari pada tidak terpenuhinya syarat kepemimpinan yang ditetapkan 
karena kemaslahatan yang sempurna. Oleh sebab itu, prinsip maslahat 
tidak boleh dirusak demi tercapainya kemaslahatan yang sempurna, seperti 
halnya orang yang membangun istana dan merusak kota, (ii) Kita hukumi 
negara tidak memiliki pemimpin dan rusaknya hukum, dan hal tersebut 
tentu mustahil, sementara kita mengakui keabsahan hukum para 
pemberontak di daerahnya karena sangat dibutuhkan warga selatar, 
maka bagaimana kita tidak menghukumi keabsahan kepemimpinan 
negara dalam kondisi hajat dan darurat? 

3. Kifayah al-Akhyar 16 


$52»$ 



Jlai: dJi j t Suu- S oij S '$ 
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Al-Ghazali menyatakan, adanya syarat-syarat (menjadi penguasa yang 
benar) tersebut sangat sulit di masa kita sekarang ini, sebab tidak ada 
mujtahid yang mandiri. Karenanya, maka boleh melaksanakan semua 
keputusan dari siapapun yang memiliki kekuasaan yang efektif, meski 
bodoh atau fasik, agar kepentingan umat Islam tidak terbengkalai. Imam 
al-Rafi'i menyatakan, pendapat ini adalah pendapat yang baik. 

5. Referansi Lain 

a. Keputusan Muktamar NU ke-20, masalah no. 271. 

b. I'anah al-Thalibin, Juz II, h. 190. 

c. Minhaj al-Qawim, h. 115. 


16 Abu Bakar bin Muhammad al-Hfehni, Kifayah al-Akhyar , (Surabaya: Maktabah Ahmad 
Nabhan, t th.), Juz II, h. 210. 
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336. Memberikan Zakat kepada Mesjid, Pondok, 

Madrasah 


S. Bagaimana hukumnya apa yang berlaku di masyarakat umum dengan 
memberikan zakatnya kepada mesjid, madrasah, panti-panti asuhan, yayasan 
sosial/keagamaan dan lain-lain pembagian tertentu? 


J. Memberikan zakat kepada mesjid, madrasah, pondok pesantren 

dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat: 

1. Tidak boleh, berdasarkan keputusan Muktamar NU ke-1, masalah 
nomor 5. 

2. Boleh berdasarkan kitab Tafsir al-Munir 1/344. Demikian pula para ahli 
fiqh menyatakan boleh menyalurkan zakat kepada segala macam 
sektor sosial yang positif, seperti membangun mesjid, madrasah, 
mengurus orang mati dan lain sebagainya. Pendapat ini dikuatkan 
juga oleh fatwa Syaikh Ali al-Maliki dalam kitab Qurrah al-'Ain, 
73, yang menyatakan: "Praktek-praktek zaman sekarang banyak 
yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana 
Imam Ahmad dan Ishaq yang memperbolehkan penyaluran zakat 
pada sektor di jalan Allah, seperti pembangunan mesjid, madrasah 
dan lain-lainnya. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Bughyah al-Musytarsyidin 17 

S slTjJI 5* \£S S 


Masjid sama sekali tidak berhak menerima zakat. Sebab zakat itu 
penyalurannya tidak boleh kecuali untuk orang muslim yang merdeka. 

ZAl-Mizan al-Kubra 18 


^ d&=Z‘j\ ftllJ jtrjH H a!\ jc. th\ jiSl 


Imam empat mazhab sepakat, tidak diperbolehkan mengeluarkan 
zakat untuk membangun masjid atau mengkafani orang mati. 

3. Murah Labid li KasyfMa'na al-Qur’an al-Majid 19 


17 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin , (Indonesia: ah 
Haramain, t. th.), h. 106. 

18 Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al~Halabi, t. th.). 
Juz II, h. 13. 

19 Muhamad Nawawi bin Umar al-Jawi, Murah Labid li Kasyf Mana al-Qur'an al-Majid, 
(Mesir: Isa al-Halabi, 1314 H), Juz I, h. 344. 
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Al-Qaffal menukil dari sebagian ahli fiqh, mereka memperbolehkan 
penyaluran zakat ke semua sektor sosial seperti mengkafani mayat, 
membangun benteng dan merehab mesjid. Sebab firman Allah Swt.fi 
sabilillah (al-Baqarah: 60) pengertiannya umum mencakup semuanya. 

4. Qurah al-'Ain 20 


£ ^44 JAi3l j£ll 5' 

jp ^ SSU^U oy^j' *&cl jp dfjll ^ jil jid § 

0 

.(jjjcLJ! jyfcUL*]|j 

Sungguh praktek sekarang ini dengan qaul muqabil Jumhur, yang 
menjadi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih 
perihal pengambilan bagian sabilillah yang diperoleh dari zakat wajib 
orang-orang kaya muslim untuk membantu pendirian sekolah-sekolah dan 
lembaga-lembaga keagamaan, maka praktek itu menjadi suatu keharusan. 

3. Al-Fatazva al-Syar'iyah wa al-Buhuts al-Islamiyah 21 

\£\£\ zH\ uSi jus $r$juS\ &uui sirjii ^ $ 

ojllpj (j flljj (3_jUI jjjL-l opy-j (J ’* - ** * - . l3 
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Sungguh termasuk penyaluran ke delapan golongan penerima zakat 
seperti yang tertera dalam firman Allah Swt.: Zakat itu hanya untuk 
orang-orang fakir ... (al-Taubah: 60), adalah untuk sabilillah. Sedangkan 
sabilillah itu mencakup semua sektor sosial, seperti mengkafani mayat, 
membangun benteng, merehab masjid, dan pembekalan prajurit yang 
akan berperang serta lainnya yang memuat kepentingan umum umat 
Islam. Sebagaimana sebagian ahli fiqh telah memasukkan sektor sosial 
tersebut ke dalam kategori sabilillah dan dipedomani Imam al-Qaffal 


20 Ali al-Maliki, Qurrah al-'Ain, h. 73. 

21 Muhamad Mahluf, al-Fatawa al-Syar'iah wa al-Buhuts al-Islamiyah, (Mesir: Musthafa al- 
Halabi, 1965), Jilid I, h, 297, 
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dari kalangan al-Syafi'iyah serta dinukil al-Razi dalam tafsirnya yang 
menjadi pilihan kami dalam berfatwa. 


337. Zakat Tanaman Tebu, Cengkeh dan Sesamanya 

S. Apakah wajib zakat bagi penanam tanam-tanaman yang bukan tanaman 
zakawi (seperti yang sudah dinash) dengan tujuan diperdagangkan, seperti 
tanaman tebu, cengkeh dan sesamanya? 

J. Menanam tanaman yang bukan tanaman zakawi dengan niat 
diperdagangkan, apabila telah memenuhi syarat-syarat tijarah, maka 
wajib zakat seperti zakat barang dagangan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Busyra al-Karim 22 


SS3M\ 


Abu Dawud meriwayatkan tentang kewajiban zakat dari barang yang 
dipersiapkan untuk diperdagangkan. 


2. Haivasyi al-Madaniyah 23 

k o* ^ t» o' 
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Kami telah menetapkan, bahwa barang yang tidak wajib dizakati karena 
dzatnya itu wajib dizakati tijarah, seperti batang kayu, jerami dan tanah. 
Sebab semuanya itu tidak terkena wajib zakat karena dzatnya, sementara 
barang yang tidak terkena wajib zakat karena dzatnya, maka terkena wajib 
zakat tijarah. 


338. Zakat Perhotelan, Pengangkutan 

S. Apakah wajib zakat usaha perniagaan mutakhir (modem) yang bergerak 
di dalam bidang jasa, seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya? 

J. Perniagaan jasa seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya 
adalah termasuk tijarah yang mengandung arti tijarah, maka wajib zakat. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar 2i 


22 Sa'id Ibn Muhammad, Busyra cd-karim, (Singapura: Sulaiman Mari, t th), h. 50. 

23 Sulaiman al-Kurdi, Hawasyi al-Madaniyah, (Mesir Musthafa al-Halabi, 1340H), Juz H, h. 95. 

24 Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, 
(Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t. th.). Juz I, h. 145. 
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Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan maksud 
ketika memperoleh upah akan dijadikannya barang dagangan, maka 
upah tersebut menjadi harta dagangan. Sebab akad sewa merupakan 
mu'awadhah -pertukaran-. 

2. Bughyah al-Musytarsyidin 25 


jui\ j* gSiasii J?V5 u $ p 0^3' J#3t (M) 


(Faedah), kata al-'ardh dengan difathah huruf 'ain dan di sukun ra' nya, 
adalah nama bagi setiap macam harta yang membandingi emas perak. 

3. Referensi lain: 

a. Tuhfah al-Muhtaj, Juz IH, h. 394. 

b. Mauhibah Dzi al-Fadhl, Juz IV, h. 31. 

c. Al-Majmu' Syarh al-Muadzdzab, Juz VI, h. 49. 


339. Peranan Uang Emas/Perak Diganti dengan Uang 
Kertas, Cek, Obligasi, Saham Perusahaan dan Macam- 
macam Surat Berharga 


S. Bagaimana yang berlaku secara umum di bidang keuangan dengan 
digantikannya peranan uang emas/perak oleh uang kertas, cek, obligasi, 
saham-saham perusahaan dan macam-macam kertas berharga? 

J. Uang kertas, cek, obligasi, saham-saham perusahaan dan sesamanya, 
apabila telah mencapai seharga emas satu nishab dan telah haul, maka 
wajib zakat seperti emas. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 26 


ijj\j cLk. \tft to jijjVi jjtrjii byji 


Mayoritas fuqaha berpendapat dengan kewajiban zakat terhadap 
uang kertas, karena peranannya dalam transaksi sama dengan peran 
uang emas dan perak. 


25 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin , (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 100. 

26 Abdurrahman al-Jazairi, al-Ficjh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah , (Beirut Dar al-Fikr, 2004), 
Jilid I, h. 512-513. 
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2. Referensi Lain 

a. Keputusan Muktamar NU ke-5, Masalah Nomor 90. 

b. Mauhibah Dzi al-Fadhl, Juz IV. 


340. Memulai Ihram dari Jeddah 


S. Orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji melalui Jeddah yang akan 
langsung menuju Mekkah , apabila mereka memulai ihramnya dari Jeddah, 
apakah terkena wajib membayar dam bagi mereka? 

J. Mengingatkan bahwa lapangan terbang Jeddah di mana jamaah 
haji Indonesia mendarat, ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai 
miqat, maka apabila para jamaah haji Indonesia (yang berangkat pada 
hari-hari terakhir) akan langsung menuju Mekkah, hendaknya mereka 
melakukan niat ihramnya pada waktu pesawat terbang memasuki 
daerah Qamul Manaazil atau daerah YalanUam atau miqat-miqat yang lain 
(yaitu setelah mereka mendapat penjelasan dari petugas pesawat udara 
yang bersangkutan). Untuk memudahkan pelaksanaannya, dianjurkan 
agar para jamaah memakai pakaian ihramnya sejak dari lapangan 
terbang Indonesia tanpa niat terlebih dahulu. Kemudian niat ihram 
baru dilakukan pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qamul 
Manaazil atau Yalamlam. Tetapi kalau para jamaah ingin sekaligus niat 
ihram di Indonesia, itupun diperbolehkan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Muhadzdzab 27 



Orang yang rumahnya melewati di atas miqat (batas tempat dimulainya 
keharusan berpakaian ihram), maka ia boleh berihram dari miqat tersebut, 
dan boleh juga berihram dari atas miqat tersebut. 


2. Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab 28 

jp yi 6' jus ssu. % % pj ^ ^ jf \s\ dj 


Sedangkan orang yang datang dari suatu daerah dan tidak melewati 
miqat serta tidak pula searah dengan miqat (sebagaimana tertera pula 


77 Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Juz I, h. 203. 

28 Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Kairo: al-Ahsin, t. Ih.), Juz VTI, 
h. 197. 
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dalam al-Qulyubi), maka para ulama kita menetapkan bahwa orang 
tersebut harus berihram pada jarak dua marhalah jauhnya dari Mekkah. 
Demikian karena mengikuti amal Umar bin Khaththab ketika ber miqat 
di Dzati Irqin. 


341. Hukumnya Pemotongan Hewan dengan Mesin 

S. Bagaimana hukumnya pemotongan hewan dengan mesin? 

J. Hukumnya pemotongan hewan dengan mesin adalah halal, kalau 
mesin dan cara pemotongannya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Pemotongnya seorang muslim. 

b. Alat mesin yang dipergunakan untuk penyembelihan tersebut 
memenuhi syarat-syarat penyembelihan syar'i. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Fath al-Wahhab dan Al-Tajrid li Nafal-'Abid 29 

u jX\j\cp\ Ua 5 £1 (lAaS j, £ 
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Dan dalam penyembelihan disyaratkan ada kesengajaan mengarahkan 
tindakannya pada hewan tertentu atau jenisnya. 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Kesengajaan mengarahkan 
tindakannya pada hewan tertentu.") Meskipun prasangkanya salah, 
atau jenisnya meskipun salah sasaran. Begitu menurut al-Halabi. Dan 
maksud kesengajaan mengarahkan tindakannya pada hewan tertentu 
atau jenisnya adalah sengaja mengarahkan tindakannya pada hewan 
tertentu atau seekor hewan dari suatu jenis, meskipun tidak bermaksud 
menyembelih. 

2. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab 30 


yi) ois oSinii jiui £& (ssi^ i&r 0\ S) J^A, (j) 
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29 Zakaria al-Anshari dan Sulaiman al-Bujairami, Fath al-Wahhab dan al-Tajrid li Ncf al- 
Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1345 H), Jilid VI, h. 286. 

30 Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat al- 
Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab , (Mesir. Musthafa al-Halabi, 1345 H), Jilid VI, h. 286. 
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Disyaratkan pada alat pemotongannya harus dalam keadaan tajam 
sehingga dapat melukai/seperti senjata tajam dari besi, bambu, batu, 
emas dan perak, kecuali dari gigi dan kuku, berdasarkan hadits riwayat 
Bukhari Muslim: " Apapun yang bisa mengalirkan darah (binatang sembelihan) 
yang bukan terbuat dari gigi dan kuku, serta disebutkan (ketika disembelih) 
nama Allah Swt. maka makanlah." Dan hukumnya disamakan dengan gigi 
dan kuku, semua jenis tulang. 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Kecuali tulang ...") memberi 
pengertian bahwa penyembelihan cukup pula dilakukan dengan selain 
alat yang telah disebutkan, meski berupa rambut selama tidak dengan 
cara mencekik . . . Dari pernyataannya nanti, yaitu: "Atau alat penyembelih 
itu berupa binatang atau burung pemburu ..." di mana Syaikh Zakaria 
memutlakkannya dan tidak menyaratkan binatang atau burung pemburu 
itu membunuh buruannya dengan cara tertentu. Maka dari kemutlakan 
tersebut bisa diketahui bahwa buruan yang dibunuh binatang atau 
hewan pemburu itu halal, dengan berbagai cara pembunuhan.!] 


31 Mungkin yang dimaksud adalah kata (pencekikan). Pen. 
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342. Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal dengan 
Menggunakan Dasar Hisab 

Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadhan dan awal Syawal 
dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut 
Jumhur al-Salaf bahwa tsubut awal Ramadhan dan awal Syawal itu 
hanya bi al-ru'yah au itmam al-'adad tsalatsim y auman. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyatul Mustarsyidin 1 


Jijli Sh Slj {j* 
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Bulan Ramadhan sama seperti bulan lainnya tidak tetap kecuali dengan 
melihat hilal, atau menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari. 

2. Al-'llm al-Manshur fi Itsbat al-Syuhur 2 


( Jc- 


Para tokoh madzhab Malikiyah berpendapat: "Bila seorang penguasa 
mengetahui hisab tentang (masuknya) suatu bulan, lalu ia menetapkan 
bulan tersebut dengan hisab, maka ia tidak boleh diikuti, karena ijma’ 
ulama salaf bertentangan dengannya." 


343. Kriteria Al-Kutub Al-Mu'tabarah 


Al-Kutubul Mu'tabarahfi Masail al-Diniyah 'indarna ialah kitab-kitab 
'ala Al-Madzhab Al-Arba'ah. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al-Mustarsyidin 3 


Jl S & jp ^1 £1 J2 
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Ibn al-Shalah mengutip z/ma' tentang, tidak diperbolehkan ber taqlid 
selain empat imam mazhab yang ada, meski untuk diamalkan sendiri, 


1 Abdurrahman bin Muhammad Ba'Iawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: ah 
Haramain, t. th.), h. 108. 

2 Taqiyuddin abSubki, al-'Emal~Manshurfi Itsbat al~Syuhur f (Indonesia: Madrasah al- 
Salafiyah al-Sayfi'iyah Tebuireng-tulis tangan/roneo, 1354 H), h. 14. 

3 Abdurrahman bin Muhammad Ba'Iawi, Bughyah al-Musytarsyidin , (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 8. 
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apalagi untuk memutuskan hukum dan fatwa, karena tidak penisbatan 
pendapat tersebut kepada pemiliknya tidak bisa dipercaya. 

2. 1'anah al-Thalibin 4 
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Peringatan. Setiap imam madzhab empat itu menetapi kebenaran, dan 
wajib mengikuti salah satu dari mereka. Siapa saja yang telah mengikuti 
salah satunya, maka ia telah bebas dari tuntutan taklif (telah memenuhi 
tuntutan menjalankan syari'at). Dan seorang muqallid (pengikut) harus 
meyakini keunggulan madzhab yang dianutnya atau kesetaraannya (dengan 
madzhab lain), dan tidak boleh mengikuti pendapat selain mereka dalam 
rangka berfatwa ataupun memutuskan hukum. 


3. Al-Fawaid al-Makkiyah 5 

j* C& yiia U&i f 3I0 W 0 \ p> dfcjj d ^13 
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Dan ketahuilah, sungguh bagi seorang mukallaf yang bukan mujtahid 
mutlak harus menetapi taqlid pada madzhab tertentu dari madzhab imam 
empat. Dia tidak diperbolehkan mengambil dalil ayat-ayat dan hadits- 
hadits (sacara langsvmg), karena firman Allah Ta'ala: "Dan kalau mereka 
menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang 
yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul 
dan ulil Amri)" [Al-Nisa': 83], mereka (ulil amri) tersebut adalah yang ahli ijtihad, 
bukan yang lainnya, seperti diuraikan luas dalam tempatnya. 


344. Memukul Hewan untuk Memudahkan 
Penyembelihan 

Memukul hewan untuk memudahkan pemotongan (disembelih) 
seperti terjadi di rumah pemotongan hewan dengan mesin, hukumnya 


4 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Tanah al-Thalibin, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-'Arabiyah, t.th.). Jilid I, h. 17. 

5 Alawi al-Saqqaf, aTFawaid al-Makkiyah dalam Majmu'ah Sab'ah al-Kutub al-Mufidah, 
(Mesir: Musthafa al-Halabi, t.th.), h. 50. 
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haram, karena termasuk ta’dzib al-hayaxvan. 

Adapun pemotongan (penyembelihan) yang didahului semacam itu, 
jika pada hewan tersebut masih terdapat hayah mustaqarrah, hukumnya 
sah dan madzbuhnya halal. Sedangkan menguliti hewan sesudah dipotong 
(disembelih) tetapi masih bergerak-gerak (belum mati) demikian pula 
memotong dagingnya, hukumnya makruh, tetapi dagingnya tetap halal. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Iqna' 6 
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Seandainya seseorang menusuk pisau ke telinga musang, misalnya 
dan kemudian ia memotong hulqutn (saluran makanan) dan mari' (saluran 
nafas)nya dari dalam kulit agar mendapatkan kulitnya -tanpa tersobek- 
dan hewan tersebut masih dalam kondisi hayat mustaqirrah (hidup secara 
normal), maka binatang sembelihan tersebut halal walaupun perbuatan 
tersebut haram, karena mengandung penyiksaan. 

2. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib 7 


\4iib5 £& 3j ib\ jjj S ^l>- A jUJ H 0 




Dimakruhkan memisahkan kepalanya seketika (memotong sampai 
putus), menambah pemotongan, memecahkan leher, memotong anggota 
tubuhnya, menggerak-gerakkan dan memindahkannya sampai menemui 
ajalnya. 

2. fawahir al-Iklil 'ala Syarh al-'Allamah al-Khalil 8 


^ ^ ^ J*» j*^ ^laSJj 


6 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, cd~lqna dalam Hamisy Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami , 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 297. 

7 Sulaiman bin Muhammad al-Bujakamai, Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami ' ala al-Khatib, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 298. 

8 Shalih Abdissami' al-Azhari, Jawahir al-Udil ' ala Syarh al-'Allamah al-Khalil, (Mesir: Dar 
al-Rasyad al-Haditsiyah, t. th.), Juz I, h. 213-214. 
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Dimakruhkan menyembelih binatang dalam jumlah yang banyak dalam 
waktu yang bersamaan di satu lobang galian bundar, sebab sebagiannya 
tidak menghadap kiblat dan sebagian dari binatang itu melihat sebagian 
yang lain (sedang disembelih), sementara mereka punya rasa kesedihan, 
maka hal itu berarti menyiksanya di lobang tersebut. 

Imam Malik pernah mendengar, para jagal berkumpul di suatu lobang 
galian bundar, mereka mengitari dan melakukan penyembelihan di 
sekitarnya (secara serentak). Maka beliau lalu melarang mereka berbuat 
demikian, dan memerintahkan untuk menghadapkan ke kiblat hewan 
sembelihannya. 

Dan makruh menguliti hewan sebelum kematiannya, sebab merupakan 
penyiksaan, atau memotong bagian tertentu dari tubuhnya setelah 
disembelih sebelum benar-benar mati, sesuai dengan larangan dalam 
hadits yang melarangnya. Hendaknya dibiarkan sampai dingin, maksudnya 
mati, kecuali ikan. Maka menurut Ibn al-Qasim boleh memasukkannya 
ke api sebelum mati. 

Dan makruh sengaja memisahkan kepala dari badan ketika menyembelih, 
karena berarti telah memotongnya sebelum mati. 


345. Fakir/Miskin Menjual Daging/Kulit Kurban 

Futjara, masakin yang menerima pembagian daging/kulit udhhiyah 
lalu menjualnya kepada ghair al-muslim hukumnya sah ma' al-hurmah 
' ala al-mu'tamad. 


Keterangan, dari kitab: 
1. Al-Bashuniy 9 


(J j S 11 X>pyZ>\ {j* JaI jiyii J) gjy 


9 Al-Bashuni, II, h. 201. 
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Dengan adanya persyaratan harus orang Islam, maka tidak boleh 
memberikan apapun dari hewan kurban kepada selain orang Islam. 
Dalam al-Majmu' disebutkan, boleh memberikan kepada kafir dzitnmi 
bagian dari hewan kurban sunnah dan bukan kurban yang wajib. Al- 
Adzra'i merasa heran dengan pendapat tersebut. Menurutnya, tidak 
diperkenankan memberikan kepada orang selain muslim bagian apapun 
dari hewan kurban secara mutlak, baik bersifat sedekah atau hadiah. 
Bahkan, seandainya para fakir muslim mengambilnya sebagai sedekah 
dan orang kaya muslim mengambilnya sebagai hadiah, maka haram 
memberikan sedekah atau menghadiahkan dengan sesuatu apapun dari 
yang sudah diambil oleh orang-orang muslim tersebut kepada orang- 
orang non muslim. Seperti halnya menjual kepada orang non muslim, ... . 
sebagaimana pendapat Syaikh al-Syibramalisi. Dan pendapat itu adalah 
pendapat mu'tamad. 

Berdasarkan uraian tersebut dipahami, bahwa orang fakir dan yang 
mendapatkan hadiah tidak boleh member makan non muslim dengan 
daging kurban tersebut. Pendapat ini dikuatkan argumen, bahwa tujuan 
kurban adalah mengasihi muslimin, dengan memberikan daging kurban 
agar dimakannya, maka mereka tidak boleh memberi kesempatan selain 
mereka untuk ikut memakannya. ... Bagi orang fakir itu diperbolehkan 
untuk membelanjakannya dengan menjual atau lainnya kepada sesama 
muslim saja. Seperti dikatetahui dari keterangan tadi. 

2 . Hazvasyai al-Syarwani xva al-Ubbadi 10 


'i d .L?: jjSl * \J& d d 'iyj 


Pernyataan Ibn Hajar: "Maksudnya kepada orang Islam." artinya bagi 
fakir penerima daging qurban tidak boleh menjualnya kepada non muslim. 


10 Al-Syarwani dan al-Ubbadi, Hawasyai al-Syarwani wa al-Ubbadi , (Mesir: al-Tijariyah 
al-Kubra, t. th.). Jilid IX, h. 328. 
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Begitu pendapat Ibn Qasim. Saya (al-Syarwani) berpendapat: "Pendapat 
ulama yang kuat menunjukkan, bahwa ia juga tidak boleh menjual kulit 
hewan qurban kepada non muslim. Maka, rujuklah kasus ini." 


346. Tugas Dokter Terhadap Pasien 

Apabila pasien dalam keadaan kritis serta tidak mampu, tidak 
mempunyai keluarga yang mampu/bersedia membiayai dan bukan 
muhaddar, maka dokter yang menangani kalau ia muslim wajib 
berusaha untuk merawatnya baik dengan biaya dari dokter itu sendiri 
atau dari yang lain dengan cara wajib ‘ain atau wajib kifayah. 

Keterangan, dari kitab: ■ 


1. Kanz Raghibin dan Hasyiyata Qidyubi wa 'Umairah 11 

J.J) jjtSsii) 

J* ‘J* <!>£ h (Jv) 


Menyelamatkan orang yang dalam keadaan sangat kritis adalah 
fardhu kifayah (kewajiban kolektif) demi menjaga jiwa yang terhormat 
dari kematian. 


Pernyataan al-Mahalli: "Fardhu kifayah." tersebut berlaku terhadap 
orang yang mengerti dan berjumlah banyak. Sedangkan jika sendirian, 
maka fardhu ‘ain. 

2. Bughyah al-Mustarsyidin 12 


jp ;3 U) JJlU £ *£. J jp \c> ^ (i iTlli) 
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(Kasus dari Muhammad Sulaiman al-Kurdi), Yang termasuk hak-hak wajib 
dalam syari'ah bagi setiap orang kaya, yaitu orang yang mempunyai 
kelebihan dari kebutuhan bidup diri dan orang yang wajib dinafkahinya 
selama setahun, adalah memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian, 
memberi barang yang menjaga tubuhnya dari bahaya dalam kadar yang 


11 Al-Mahalli, Qulyubi dan 'Umairah, Kanz Raghibin dan Hasyiyata Qulyubi wa ' Umairah , 
(Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz III, h. 123. 

12 Abdurrahman bin Muhammad Ba'law i, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 253. 
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memperbolehkan tayamum, memberi makan orang yang tidak punya 
makanan, menebus tawanan muslim, begitu pula tawanan kafir dzimmi, 
membangun perbatasan negeri dan mencukupi kebutuhan penjaganya, 
menagani bencana yang menimpa muslimin, dan semisalnya, bila semuanya 
itu tidak tercukupi dengan harta zakat, denda kafarat, wakaf dan harta 
kemaslahatan dari bait al-mal. 


347. Tabanni (Adopsi) 

Mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan, dijadikan, diakui 
sebagai anak sendiri ( waladush shulbi au radha') hukumnya tidak sah. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil 13 


V' 
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Sungguh Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa mengaku orang lain sebagai 
bapaknya, dan ia tahu bahwa orang tersebut memang bukan bapaknya, maka surga 
diharamkan terhadap dirinya." 

2. Ma'alim al-Tanzil 14 


^ <J\j £}} J^3 Aji j jjb ol JJrfs Sf #S\£i Jli 
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Qatadah berkata: "Siapa pun tidak boleh berkata tentang Zaid bin 
Haritsah: "Zaid bin Muhammad." Jika seseorang dengan sengaja mengatakan 
seperti itu, maka ia telah maksiat, dan barang siapa bermaksiat kepada 
Allah Swt. dan RasulNya, maka niscaya ia tersesat dengan kesesatan 
yang sangat jauh." 

Penjelasan: 

Pengangkatan anak tidak bisa menjadikan anak tersebut sederajat dengan 
anak sendiri di dalam nasab, mahram maupun hak waris.H 


13 Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, (Beirut Dar al- Kutub 
al-Dmiyah, 2004), Jilid III, h. 409. 

14 Abu Muhammad al-Baghawi, Ma'alim al-Tanzil pada Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, 
(Beirut: Dar al- Fikr, 1979), Jilid V, h. 230. Redaksi ini merupakan gubahan dari teks 
aslinya yang cukup panjang, dalam penafsiran ayat 5, surah al-Ahzab. 
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348. Keutamaan Dana untuk Naik Haji Ghair al-Wajib 
untuk Membiayai Amaliyah yang Bersifat Sosial 
Kemasyarakatan 

S. Bagaimanakah pandangan Muktamar terhadap keutamaan penggunaan 
dana untuk naik haji ghair al-wajib dibandingkan dengan untuk membiayai 
amaliyah yang bersifat sosial kemasyarakatan? 

J. Pengertian haji ghair al-wajib eperti yang ditanyakan itu, dapat 
berarti haji fardhu kifayah, yaitu apabila yang melakukan haji kedua 
dan seterusnya itu orang yang merdeka, yang mukallaf, dan dapat 
berarti haji sunnah -yaitu apabila yang melakukan hamba sahaya 
(raqiq), anak kedi (yang belum baligh) dan orang gila. 

Sementara itu, amal sosial kemasyarakatan pun ada yang fardhu 
kifayah, ada pula yang sunah. Maka apabila haji ghair al-wajib dan amal 
sosial sama-sama fardhu kifayah atau sama-sama sunah, mengenai mana 
yang lebih utama, ada dua pendapat: 

1. Lebih utama naik haji. 

2. Lebih utama sosial. 


Keterangan, dari kitab: 

1. 1'anah al-Thalibin 1 

oudi ii jp o ^ 4 j 

^ja Jll (ji 

Keduanya (naik haji dan umrah) juga wajib kifayah dilakukan setiap 
tahun bagi orang-orang merdeka dan baligh, agar dapat menghidupkan 
Ka'bah yang mulia ... dan keduanya sunah bagi hamba sahaya, anak- 
anak dan orang gila. 

2. Hasyiyah 'ala al-Idhah fi al-Manasik 2 

lM 13 ' Jl JjS I ^Aj (oltUill jjatl °jAJ IJy) 

^ & cfe (S? 0$ pkk JiSaijii cH aImui sSUji 5 * 

Uyij a! I i JA J-Sait \4liij ^-1 Jojt jjA JJail AjjJall Joj 5? 

^ d' j? 1*1* jLfti Uli oljU*i' 1 j* Alit jjJ 


1 Al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyati, remah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 
tth) Juz H, h. 280 

2 Ibn Hajar al-Haitami, i lasyiyah 'ala al-Idhah fi al-Manasik , (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 5. 
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Pernyataan al-Nawawi, "Dan di antara amal-amal ketaatan yang paling 
besar." dari situ para ulama menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang 
menyatakan bahwa menekuni ilmu lebih utama dari pada shalat sunnah, 
sebab belajar ilmu itu fardhu kifayah dan lebih utama dibanding ibadah 
sunnah. Dan akan diterangkan nanti atas apa yang telah saya sampaikan, 
berdasarkan sedekah wajib -zakat- lebih utama dari pada haji wajib, dan 
sedekah sunnah lebih utama dari haji sunnah. Begitu kesimpulan yang 
ditunjukkan mayoritas redaksi -kitab fiqh- dalam masalah yang dari redaksi 
tersebut dipahami pernyataan al-Ubbadi dalam kitab Ziadahnyet "Sungguh 
haji sunnah lebih utama dari pada sedekah sunah." 

3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Aljazh al-Minhaj 3 
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Sebagaimana telah dijelaskan di bab shalat sunah yang dikutip dari 
al-Qadhi Husain, haji sunnah itu adalah ibadah yang paling afdhal, sebab 
mencakup harta dan badan. Al-Halimi berpendapat "Haji itu menghimpun 
seluruh pengertian ibadah. Maka orang yang berhaji, seakan ia sekaligus 
melaksanakan shalat, berpuasa, beri'tikaf, berzakat, berjuang di jalan Allah 
Swt. Dan berperang. 

4. I'anah al-Thalibin 4 
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Pernyataan Syaikh Zainudin al-Malibari: "Berbeda dengan al-Qadhi." 
Maksud Qadhi Husain adalah haji lebih utama dari pada shalat, begitu 


3 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Jilid I, h. 360. 

4 Muhammad Syaththa al-Dimyati, I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th). Jilid II, 
h. 277. 
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pula lebih utama dari ibadah selainnya. Sebab, haji mencakup -ibadah- 
harta benda dan badan, kita -manusia- telah dipanggil berhaji di saat 
masih -berupa air mani- dalam tulang rusuk -seorang ayah- seperti halnya 
saat itu kita dijanji dengan iman, dan haji mengumpulkan semua subtansi 
ibadah. Maka siapa yang melaksanakannya, seolah ia telah melalaikan 
shalat, puasa, i'tikaf, membayar zakat, bergabung dengan pasukan jihad 
fi sabilillah dan berperang, seperti penjelasan al-Halimi. Al-'Allamah Abd 
al-Ra'uf al-Munawi berkata: "Yang jelas pendapat Qadhi Husain "Haji 
itu ibadah paling utama.", adalah untuk selain ilmu. 

6. Referensi lain: 

a. Hasyiyah al-Sittin, karya al-Matharai, h. 130. 

b. Al-Fatawa al-Kubra, karya Ibn Hajar al-Haitami, Jilid III, h. 143. 

c. Bughyah al-Mustarsyidin, h. 116. 

d. I'anah al-Thalibin, Juz II, h. 284. 


349. Menyembelih Kurban Tidak Dibagikan 


S. Bagaimanakah pendapat Muktamar mengenai menyembelih kurban tidak 
dibagikan, tetapi dibiarkan; yang membutuhkan silahkan mengambil sendiri? 

J. Kurbannya sah. Adapun mengenai membiarkan kurban (tidak 
membagikannya), maka jikalau kurban tersebut qurban mandub, maka 
menurut qaul ashah 'inda al-Syafi'iyyah adalah meninggalkan kewajiban ; 
dan jika kurban tersebut qurban wajib maka hukumnya menurut al- 
Syafi'iyyah adalah meninggalkan kewajiban, dan menurut al-Hanafiyah 
meninggalkan kesunahan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj 5 


Dalam memperoleh pahala, maka cukup dengan sekedar pengaliran 
darah (penyembelihan) disertai niat mendekatkan diri kepada Allah Swt. 
2. Bughyah al-Mustarsyidin 6 

,jJji pii OE u, i* ^jisdi & JtiSii 443 (zfcs) 


Dalam kurban sunah wajib menyedekahkan daging dengan kadar 
yang bisa disebut daging. 


5 Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.). Juz VIII, h. 134. 

6 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 258. 


396 Ahkamul Fuqaha 




3. Fath al-Qarib dan Hasyiyah al-Bajuri 7 

I4J Uii. (jL»Jajj) 

(Dan memberi makan) hukumnya wajib dari kurban sunnah kepada 
orang-orang fakir dan miskin. 

Pernyataan Ibn Qasim al-Ghazi: "Orang-orang fakir dan miskin." 
maksudnya adalah sejenis mereka, meskipun hanya seorang. Maka 
kewajiban itu bisa dicukupkan dengan mentasarufkan daging kurban 
kepada salah seorang fuqara' dan masakin. 


4. Minhaj al-Qawim 8 


dUii ig jjoJ'j Aj i\&y \ ( s ^l jiau 


Dalam kurban sunah, maka harus menyedekahkan kadar yang bisa 
disebut daging ... pengertian menyedekahkan tersebut adalah memberikan 
walaupun tanpa disertai dengan ucapan kepemilikan. 


350. Kurban Bukan dengan Hewan Tetapi dengan Uang 


S. Bagaimana hukumnya kurban bukan dengan hewan, tetapi dengan nilai uang? 
J. Kurban tidak boleh dengan nilai uang. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Riyadh al-Badi'ah 9 


&& fsvic. \&i fiSii 5 j^ii S» t^i\ g* H 


Kurban tidak sah kecuali dengan hewan ternak, yaitu unta, sapi atau 
kerbau dan kambing. Hal ini, karena kurban itu terkait dengan hewan, 
maka dikhususkan dengan ternak sama seperti zakat, sehingga tidak sah 
selain dengan hewan ternak. 


7 Ibn Qasim al-Ghazi dan Ibrahim al-Bajuri, Fath al-Qarib dan Hasyiyah al-Bajuri, (Singapura: 
Sulaiman Ma/i, t th.), Jilid II, h. 301-302. 

8 Ibn Hajar al-Haitami, Minhaj al-Qaunm pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: Al-Amirah 
al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 695. 

9 Muhammad Nawawi bin Umar al-bantani, Riyadh al-Badi'ah, (Mesir. Al-Amirah al- 
Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 695. Lihat pula, Mahfudz al-Termasi, Mauhibah Dzi 
al-Fadhl, Jilid IV, h. 682. 
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351. Menyembelih Kurban di Luar Hari Nahr dan 

Hari Tasyriq 


S. Bagaimana hukumnya menyembelih kurban di luar hari Nahr dan Tasyriq 
dengan alasan agar pembagian dagingnya lebih mengenai sasaran? 

J. Apabila penyembelihan dilakukan di luar hari-hari Nahr dan Tasyriq, 
tidak sah sebagai kurban sunah dan sah sebagai kurban wajib ; tapi dalam 
hal kurban wajib ini, mudhahhinya (orang yang berkurban) berdosa 
dan status kurbannya menjadi kurban qadha. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Kifayah al-Akhyar 10 

o* ’g\% dijSi iJiiiij 
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Disyaratkan beberapa ketentuan dalam penyembelihan hewan kurban: 
1. Penyembelihan, 2. Penyembelih, 3. Waktu penyembelihan, 4. Hewan unta, 
sapi dan kambing dalam berbagai jenisnya, sesuai al-Qur' an dan hadits. 


352. Tidak Menyembelih Kurban untuk Diserahkan 
Kepada Fakir/Miskin Sebagai Modal Usaha yang 
Lebih Produktif 


S. Bagaimana hukumnya tidak menyembelih hewan kurban dan membiarkan 
hidup untuk diserahkan kepada fakir/miskin sebagai modal usaha yang lebih 
produktif? 

J. Tidak boleh membiarkan hewan kurban tetap hidup untuk diserahkan 
kepada fakir /miskin sebagai modal usaha yang lebih produktif. Akan 
tetapi menurut ba'dh al-Hanafiyah, jika hewan ditahan hingga melewati 
ayyamat Tasyriq, maka hewan itu wajib disedekahkan hidup-hidup. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Hasyiyah Qulyubi n 

L?" • t 




o 

a ' 'Z ' ^ 

jj=rj 


10 Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, 
(Indonesia: Dar al-'Ilm, t. th.). Juz II, h. 190. 

11 Oulyubi, Hasyiyah Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' 
al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.). Jilid IV, h. 254. 
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Sebagian ulama memperbolehkan orang yang memperoleh daging 
kurban untuk mengelola (sesudahnya), dengan menjual atau lainnya. 
Pendapat tersebut sangat kuat, jika pihak yang mengambil tersebut dari 
kalangan fakir miskin seperti halnya dalam pengambilan dagingnya. 
Jika bukan kalangan fakir, maka tidak diperbolehkan. Silahkan merujuk 
kembali (permasalahan tersebut). 


353. Kulit Hewan Kurban Dikumpulkan dan Dijual 
untuk Membangun Mushalla, Madrasah 


S. Bagaimana hukumnya kulit-kulit hewan kurban yang dikumpulkan dan 
dijual, kemudian hasilnya untukmembangun mushalla, madrasah dan sebagainya? 
J. Menjual kulit-kulit hewan kurban tidak boleh kecuali oleh mustahicpya 
(yang berhak atas kulit-kulit tersebut) yang fakir /miskin. Sedangkan bagi 
mustahuj yang kaya, menurut pendapat yang mu’tamad, tidak boleh. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Mauhibah Dzi al-Fadhl 12 


jOe j) Slj) 

oljj) J) Ktpy!e\ 


Tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban sunnah, meski hanya 
kulitnya, sesuai hadits: " Barangsiapa yang menjual kulit hewan kurban, maka 
ia tidak memperoleh kurban apapun. " (HR. Hakim, dan beliau sahihkan) 

2. Bughyah al-Mustarsyidin 13 

Bagi orang fakir yang mengambil bagian hewan kurban, maka ia berhak 
mengelola, walaupun dengan menjualnya pada orang muslim, karena ia 
telah memiliki apa yang telah diberikan kepadanya. Berbeda jika yang 
mengambil tersebut dari kalangan orang kaya. 

3. Referensi Lain 

a. Busyral Karim, h. 127. 

b. Fathul Wahhab, Jilid IV, h. 296 dam 299. 

c. Asnal Mathalib, Jilid I, h. 525. 





12 Mahfudz al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl , (Mesir: Al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 
H), Jilid IV, h. 697. 

13 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 258. 
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354. Panitia Zakat yang Dibentuk Kelurahan 

S. Bagaimana pendapat Muktamar mengenai panitia-panitia zakat yang ada: 
panitia yang dibentuk kelurahan misalnya, dapatkah disebutkan amil zakat 
yang berhak juga menerima zakat? 

J. Dapat disebut amil zakat, bila memenuhi persyaratan-persyaratan 
yang antara lain: adanya pengangkatan langsung dari Imam. 
Keterangan, dari kitab: 

I. Hasyiyah al-Bajuri 'alafath al-Qarib u 

Pernyataan Ibn Qasim al-Ghazi, "Amil yaitu orang yang dipekerjakan 
imam ..." maksudnya seperti, Sa'i yang menarik zakat atau Katib yang 
mencatat harta zakat yang diberikan pemiliknya (selaku wajib zakat). 

355. Badan-badan Sosial Mendapat Zakat 

S. Bisakah badan-badan sosial mendapat bagian zakat (bagian sabilillah, misalnya)? 

J. Badan-badan sosial tidak dapat bagian zakat, karena tidak termasuk 
salah satu al-ashnaf al-tsamaniyah (golongan delapan yang berhak 
memperoleh zakat). 

356. Sebagian Zakat Tidak Diberikan Kepada Golongan 

yang Berhak 

S. Dapatkah zakat, atau sebagian zakat tidak diberikan kepada golongan- 
golongan yang berhak, tetapi ditasarufkan untuk kepentingan kemaslahatan- 
kemaslahatan umum yang lain? 

J. Zakat atau sebagian zakat, tidak boleh ditasarufkan untuk kepentingan 
kemaslahatan umum yang lain. 

Namun ada qaul yang dikutip Imam Qaffal yang menyatakan boleh. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil/Tafsir al-Khazin 15 


14 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ' ala Fath al-Qarib , (Singapura: Sulaiman Mari, t th.). 
Jilid II, h. 301-302. 

15 Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil/Tafsir al-Khazin, 
(Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.). Jilid III, h. 240. 


u 


y&j \+4 
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Sebagian ahli fiqh memperbolehkan pengalokasian bagian " sabilillah " 
untuk berbagai sektor sosial, seperti mengkafani mayat, membangun 
jembatan, benteng, mesjid dan lain sebagainya. ... Namun pendapat 
yang pertama (yang tidak memperbolehkannya) adalah yang sahih, karena 
sesuai dengan kesepakatan mayoritas ulama. 


357. Sebagian Zakat Dijadikan Modal Usaha 

S. Dapatkah zakat atau sebagian zakat dijadikan modal usaha bagi panitia- 
panitia atau badan-badan sosial tersebut? 

J. Juga tidak boleh zakat atau sebagiannya dijadikan modal usaha bagi 
panitia-panitia atau badan-badan sosial. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Al-Muhadzdzab 16 

j£- \ & ioifr Q j! Slj Slj 

& JjiSM SU jit i&Siit 

Bagi panitia penarik zakat dan penguasa tidak boleh membelanjakan 
zakat yang diperolehnya, sehingga menyampaikannya kepada (fakir 
miskin) yang berhak. Sebab para fakir miskin itu adalah ahl rusyd (pihak 
bisa mengatur sendiri) yang tidak dikuasainya, sehingga penarik zakat 
dan penguasa tidak boleh membelanjakan harta mereka tanpa seizinnya. 


358. Zakat Fitrah Dijual Oleh Panitia dan Digunakan 
Menurut Kebijaksanaan Panitia 

S. Bolehkah zakat fitrah dijual oleh panitia zakat dan dipergunakan (hasil 
penjualannya tersebut) menurut kebijaksanaan panitia? 

J. Zakat fitrah tidak boleh dijual kecuali oleh mustahuprya. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala fath al-Qarib 17 

16 Abi Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jilid I, h. 236. 

17 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib , (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Jilid I, 
h. 292-293. 
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Fakir dan miskin diberikan zakat sebesar kebutuhan selama umur 
umum manusia (sampai 60 tahun). Maka keduanya harus membeli lahan 
yang digunakannya bekerja dengan zakat yang diberikan. Bagi penguasa 
boleh membelikan lahan itu bagi mereka berdua seperti halnya bagi orang 
yang berperang. Pembelian lahan tersebut bagi orang yang tidak pandai 
bekerja. Sedangkan orang yang pandai bekerja dengan suatu keahlian 
maka diberi zakat untuk membeli peralatan kerjanya, dan orang yang 
pandai berdagang maka diberi zakat untuk membeli barang yang bisa 
diperdagangkannya dengan kadar laba dagangan tersebut bisa mencukupi 
kebutuhannya secara umum. 

2. Referensi Lain 

a. Al-Iqna', Jilid I, h. 200. 

b. Ahkamul Fuqaha soal nomor 245. 



359. Menyelenggarakan Shalat Jum'at di Kantor-kantor 


S. Bolehkan menyelenggarakan shalat Jum'at di tempat-tempat seperti kantor- 
kantor dan sebagainya? 

J. Menyelenggarakan shalat Jum'at di tempat-tempat seperti kantor- 
kantoi, apabila diikuti orang-orang yang tinggal menetap sampai hila ngan 
yang menjadi syarat sahnya Jum'at dan tidak terjadi penyelenggaran 
Jum'at lebih dari satu, maka hukumnya sah. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Bughyah al-Mustarsyidin 18 


18 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 79. 
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Kesimpulan dari pendapat para tokoh ulama adalah, bahwa sebab- 
sebab diperbolehkan shalat Jum'at lebih dari satu itu ada tiga: 1) Tempat 
pelaksanaan shalat sempit sehingga tidak mampu memuat jamaah secara 
umum, 2) Terjadi peperangan antara dua golongan dengan berbagai 
syaratnya, 3) Jauhnya jarak antara batas daerahnya, sehingga suara azan 
tidak terdengar darinya, atau berada di suatu tempat (daerah tersebut) 
yang seandainya keluar (melaksanakan jum'atan) setelah terbit fajar, 
maka tidak menemukannya (telat). Sebab, tidak ada keharusan pergi ke 
Jum'atan kecuali setelah terbitnya fajar. 


360. Menyelenggarakan Shalat Jum'at di Daerah yang 
Ada Mesjid dan Telah Menyelenggarakan Shalat Jum'at 

S. Bagaimanakah hukumnya menyelenggarakan Jum'at di daerah yang telah 
ada mesjid yang menyelenggarakan Jum'at sebelumnya ? 


J. Dalam mazhab Syafi'i, penyelenggaraan Jum'at lebih dari satu 
( ta'addud al-Jum'ah ) yang melebihi hajah hukumnya tidak boleh. Yang 
dimaksud hajah ialah: Sulit berkumpul (' usr cd-ijtbm') antara lain karena 
sempitnya ( dhaiq al-makan) atau adanya permusuhan (' adazvah ), atau 
jauhnya pinggir-pinggir negeri (athraf al-balad). 

Keterangan, dari kitab: 

1. Shulh al-Jama' atain bi Jazoaz Ta'addud al-Jum'atain 19 


\S* £ Jp £ &L\ ilas jp Q\h cjpL ^ 
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Jika Anda tahu, bahwa dasar mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan 
shalat Jum'at lebih dari satu di satu daerah, dan kebolehannya telah diambil 
oleh para Ashhab dari diamnya Imam Syafi'i atas Jum'atan lebih dari satu 


19 Ahmad Khatib al-Minagkabawi, Shulh td-Jama’atain bi Jawaz Ta'addud d-Jum’atain, (Mesir: 
al-Mathba'ah al-Miyariyah, 1312 H), h. 29. 
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di kota Baghdad, dan para Ashhab memahami kebolehannya pada situasi 
para jamaah sulit berkumpul, seperti kesulitan yang terjadi di Baghdad, 
mereka pun tidak memberi ketentuan kesulitan itu yang tidak (pula) 
diperselisihkan, lalu muncul para ulama dan generasi sesudahnya, dan 
setiap ulama menentukan kesulitan tersebut sesuai dengan pemahaman 
mereka, dan al-Sya'rani menyatakan bahwa pencegah Jum'atan lebih 
dari satu adalah kekhawatiran terjadi jum'ah dan hal itu sudah hilang, 
maka kebolehan Jum'atan lebih dari satu itu berdasarkan hukum asal 
tentang pelaksanaan shalat Jum'at Beliau berkata: "Inilah maksud (Nabi 
Saw.) pembawa syari'ah." Beliau berargumen, bahwa bila pendirian shalat 
Jum'at lebih dari satu itu dilarang secara dzatnya, niscaya akan terdapat 
hadits yang menerangkannya, meskipun hanya satu. Sementara tidak 
ada satupun hadits yang menyatakan begitu. Maka hal itu menunjukkan 
bahwa diamnya Nabi Saw. Itu bertujuan member kelonggaran kepada 
umatnya. 

2. Al-Mizan al-Kubra 20 

y% \>js i$j i k i4-i 
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Termasuk yang diperselisihkan adalah pendapat imam madzhab 
empat, yaitu tidak boleh jum'atan lebih dari satu dalam satu daerah, 
kecuali jika penduduknya banyak dan sulit berkumpul di satu tempat. 

3. Bughyah al-Mustarsyidin 21 


£3 'J 6? #J' 

kk» 'J S ,2)0 (JIEaSVj \£Jlc- l$5 


Dan kesimpulan pendapat para imam adalah, sungguh sebab boleh 
mendirikan jum'atan lebih dari satu itu ada tiga, (i) Tempat shalat 
jum'at yang sempit, yakni tidak cukup menampung para jamaah jum'at 
secara umum, (ii) Pertikaian antara dua kelompok masyarakat dengan 
syaratnya, (iii) Jauhnya ujung desa, yaitu bila seseorang berada di satu 
tempat (ujung desa) tidak bisa mendengar adzan, atau di tempat yang 
bila ia pergi dari situ setelah waktu fajar ia tidak akan menemui shalat 
jum'at, sebab ia tidak wajib pergi jum'atan melainkan setelah fajar. 


20 Abdul Wahhab al-Sya'rani, d-Mizan d-Kubra, (Mesir Musthafa al-Halabi, t th.). Juz D, h. 13. 

21 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 79. 
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361. Masalah Cek 


S. Bagaimanakah pandangan Muktamar terhadap masalah cek? 

J. Menggunakan cek dalam mu'amalah/tijarah hukumnya boleh. 
Keterangan, dari kitab: 


1. Takmilah al-Majmu' 22 


o? a*» 'J& (ilLiJi \j»\ 5) 
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Sedangkan cek adalah akta atau kertas dokumen keuangan yang 
pemiliknya bisa meminta pihak yang dikuasakan (semacam Bank) untuk 
mencairkan sejumlah uang sesuai permintaannya, baik dicairkan untuk 
dirinya sendiri, orang lain, atau pembawanya ... berdasarkan kita telah 
melegalkan paper berharga, cek dan wesel untuk menetapkan hak-hak 
(kepemilikan). Kita simpulkan begitu dari dasar yang kuat, yaitu 
perintah Allah Swt. untuk mencatat hutang dalam ayat tentang hutang 
dan laranganNya kepada juru tulis untuk enggan menulisnya. Pada 
masa sekarang ini, tidak seorangpun bisa mengingkari keabsahan hak- 
hak yang tertera dalam dokumen ia buat sendiri ... 

2. Takmilah al-Majmu' 23 


od/i j. ourfi *z\ dj&fy 
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Tanda tangan dan pernyataan tertulis merupakan keterangan yang 
kuat dalam menetapkan hak. Oleh karena itu, setiap 'urf memiliki hukum 
tersendiri, dan setiap masa serta perkembangannya mempengaruhi 
pandangan fiqh atas hukum tulisan. Sebab suatu tulisan (yang diajukan 


22 Takmilah al-Majmu', (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t. th.), jilid XII, h. 176-177. 
» . .., Takmilah al-Majmu', (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t. th.), jilid XII, h. 176. 
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pihak terdakwa) ketika dikukuhkan dengan legalitas dan tandatangan, 
maka ketetapan hukum harus berdasarkan padanya, kecuali bila pihak 
terdakwa itu tertuduh membuat kepalsuan pada tulisan tersebut. 


362. Pembayaran Menggunakan Cek Kosong 


S. Sahkah pembayaran menggunakan cek kosong? 

J. Pembayaran menggunakan cek kosong adalah tidak sah, sebab 
termasuk tsaman majhul. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 24 


jjp ( J]aj UjfcJL»-! Aj \j*j\ aIIj jj 


Dan kedua orang yang bertransaksi harus mengetahui harganya (secara 
tepat) atau hal lain yang fungsinya sama. Seandainya salah satu dari keduanya 
tidak mengetahuinya, maka transaksipun batal menurut pendapat sahih. 


363. Mencairkan Cek Mundur Mendapat Potongan 
Berdasarkan Prosentase 


S. Bagaimanakah hukumnya mencairkan/menguangkan cek mundur dengan 
potongan berdasar prosentase? 

J. Adapun hukumnya mencairkan/ menguangkan cek mundur dengan 
potongan berdasar prosentase itu melihat akadnya: 

a. Kalau dalam akad jual beli, maka hukumnya sah, sebab cek termasuk 
dapat dimanfaatkan ( muntafa ' bih). 

b. Kalau dengan akad qardh, tidak sah, karena termasuk qardh yang 
menarik kemanfaatan / keuntun gan . 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah Mazoahib al-Shamadfi Hall Alfazh al-Zubad 25 




• > > \+ c ' „ 
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Yang bisa dimanfaatkan secara indrawi maupun syar'i, sesuai dengan 
keumuman hadits: " Semua transaksi peminjaman yang menarik keuntungan 


24 Muhammad a 1 -Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Jilid II, h. 78. 

25 Ahmad Fasani, Mawahib al-Shamad fi Hall Alfazh al-Zubad , (Beirut: Dar al-Fikr, t. 
th.). Jilid II, h. 78. 
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(bagi pihak yang memberi pinjaman) manfaat termasuk riba." (HR. Baihaqi, 
dari Ibn Abbas) 

Mengenai Masalah Thalaq 

Muktamar NU yang ke 27 mengusulkan kepada pemerintah agar 
meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang beberapa 
hal yang menyangkut masalah perkawinan dan khususnya mengenai 
perceraian (talaq) bagi yang beragama Islam.d 
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MASAIL DINIYAH 

KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NU 
Di Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan 
Cilacap Pada Tanggal 23 - 26 Rabiul Awwal 1408 
H. / 15 - 18 Nopember 1987 M. 

364. Melakukan Wuquf yang Bertentangan dengan Hasil Hisabnya 

365. Zakat Peternakan Bandeng 

366. Zakat Perkebunan Tebu 

367. Zakat Usaha Perhotelan 

368. Dispensasi Bagi Orang yang Selalu Bepergian 

369. Dasar Penetapan Awal Raoiadhan, Idul Fitri dan Idul Adha 

370. Zakat Hasil Pertanian yang Menggunakan Pupuk 

371. Koperasi Simpan Pinjam 

Pimpinan Sidang Komisi A (Masail Diniyah): 

1. KH. M. Rodli Sholeh . . . Ketua 

2. H. Irfan Zidny MA. ... Wakil Ketua 
Perumus: 

1. Mawawi Abdul Aziz 

2. KH. Shidqy Mudzhar 

3. KH. Amin Sholeh 

4. KH. Abdul Aziz Masyhuri 

5. KH. Abdullah 

6. Dr. KH. Aqil Husain Al-Munawwar 

7. KH. Masyhuri Syahid MA. 

8. KH. Darman Fauzy 
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364. Melakukan Wuquf yang Bertentangan dengan 

Hasil Hisabnya 

S. Seorang hasib melakukan wuqufpada hari yang ditetapkan oleh Kerajaan 
Saudi Arabia, sedang hal ini bertentangan dengan hasil hisabnya. Sahkah 
umqufnya? 

J. Sah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al-Musytarsyidin 1 

Jika terjadi pertentangan antara hasil hisab (hitungan astronomi/ falak) 
dengan ru'yah (melihat bulan secara langsung), maka yang diamalkan 
adalah hasil ru'yah dan bukan hasil hisab menurut semua pendapat. 

2. Referensi lain: 

a. Hasyiyah al-Idhah, h. 153 

b. Mauhibah Dzi al-Fadhl, Juz IV, h. 497. 

365. Zakat Peternakan Bandeng 

S. Orang yang beternak ikan bandeng dengan tujuan bahwa hasil panennya akan 
diambil dan dijual untuk keperluan hidup sebagaimana lazimnya orang berumah 
tangga. 

Setelah delapan bulan sejak awal beternak, maka semua ikan diambil dan dijual 
laku dengan memperoleh uang senilai setengah kilo gram emas. Sesudah 
dibelanjakan barang guna keperluan hidup, kemudin sisa uang senilai lima puluh 
gram emas dibelikan bibit bandeng untuk diternakkan lagi dengan tujuan yang 
sama. 

Apakah peternakan bandeng dengan tujuan dan cara tersebut, wajib dizakati? 
Apabila wajib dizakati, kapan harus dikeluarkan? Kalau wajib dizakati, 
dapatkah diberikan contoh peternakan hewan bukan zakarvi di Indonesia yang 
memenuhi syarat-syarat tijarah? 

J. Tidak wajib dizakati, sebab tidak memenuhi persyaratan zakat 
tijarah. Adapun contoh peternakan hewan bukan zakawi tetapi wajib 
dizakati ialah peternakan bandeng dengan sengaja diperdagangkan 
dan telah memenuhi syarat-syarat yang lain. 




1 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Mesir: Musthafa 
al-HAlabi, 1952), h. 110. 
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Keterangan, dari kitab: 
1. Al-Muhadzdzab 2 


o' U*a>-' Ojlsjil *)l\ »J\ScS} Sj 

jjlicil A^1»J 5 1 jjjiJl JOC- o' {j\U\j ^iLlj ^SiJlj ij'i-^l'j 


Suatu barang tidak menjadi komoditas perdagangan kecuali dengan 
dua syarat: 1) Dimiliki dengan akad yang mengharuskan adanya 'hvad 
(penukar), seperti akad jual beli, persewaan, pernikahan dan khulu', 2) Ketika 
melakukan akad berniat memilikinya dengan tujuan diperdagangkan. 

2. Itsmid al-'Ainain 3 


% ^ U J' ‘4 ^ ^ 

j' 6j& j' Jj; U*» f,U>' iLcj UUi j f: Slj \S±zZ. j'C^jtOi 

JgjliflS’ ciUU yliSJ' ^ 55 Slj oj&jlJi 


Permasalahan, Syailch Sa'id Ba'asyan juga menjelaskan, bahwa mazhab 
Abu Hanifah itu mewajibkan zakat dalam setiap yang tumbuh dari bumi 
kecuali kayu bakar, tebu atau rerumputan dan tidak mempertimbangkan 
nishab tertentu. Dan menurut Imam Ahmad, zakat wajib pada semua yang 
ditakar, ditimbang, atau disimpan untuk makanan pokok, dan menurut 
pendapat Imam Malik harus memenuhi nishab sebagaimana Imam Syafi'L 

2. Referensi Lain 

a. Ahkamul Fiujaha, soal nomor 140 dan 272. 

b. Tuhfah al-Muhtaj, ]uz II, h. 195. 


366. Zakat Perkebunan Tebu 

S. Ada usaha perkebunan tebu di sawah dengan tujuan bahwa hasU panennya 
akan dijual semua untuk keperluan hidup. Setelah tebu berumur 18 bulan, 
maka semua tebu ditebang dan dijual laku dengan memperoleh uang senilai 
setengah kilogram emas. Hasil penjualan tebu ini, apakah ivajib dizakati dan 
apa alasannya? Kalau tidak ivajib dizakati, dapatkah diberikan contoh penanaman 
(pertanian/perkebunan) tanaman bukan zakawi yang memenuhi syarat-syarat 
tijarah? 


2 Abu Ishaq al-Syairazi, d-Muhadzdzab, Mesir: Isa al-Halabi, t. th.), h. 195. 

3 Ali Bashabrin, Itsmid al-'Ainain pada Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al- 
Halabi, 1952), h. 47-48. 
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J. Tidak wajib zakat, karena tidak memenuhi persyaratan tijarah. 
Adapun contoh penanaman tanaman bukan zakawi tetapi dizakati 
ialah tanaman tebu yang ditujukan untuk diperjual belikan. 
Keterangan, dari kitab: 


1. Busyra al-Karim 4 

• a\£&&\La iSjjj 

Dan Abu Dawud meriwayatkan tentang (kewajiban) mengeluarkan 
zakat dari barang dagangan. 

2. Hawasyi al-Madaniyah 5 

h 44 ^ ^ u o' 

$3$ H Uj (jji- S1§ oljjftd' ;jjb £ 


Kami telah menetapkan, bahwa barang yang tidak wajib dizakati karena 
dzatnya itu wajib dizakati tijarah, seperti batang kayu, jerami dan tanah. 
Sebab semuanya itu tidak terkena wajib zakat karena dzatnya, sementara 
barang yang tidak terkena wajib zakat karena dzatnya, maka terkena wajib 
zakat tijarah. 


367. Zakat Usaha Perhotelan 

S. Orang yang membuka hotel dengan modal senilai satu kilogram emas, 
bertujuan agar dari uang hasil sewa hotel dapat dipergunakan untuk 
mencukupi keperluan hidup pengusaha hotel. 

Rata-rata setiap bulan menghasilkan uang sewa senilai empat puluh gram 
emas, dan setiap bulannya uang sewa ini selalu habis untuk keperluan 
hidup dan biaya pemeliharaan/perbaikan hotel. Karena demikian, maka pada 
akhir tahun hanya tersisa uang sewa senilai lima puluh gram emas. Hotel 
yang selalu diperbaiki dengan uang sewa ini, sekarang menjadi bagus dan 
harga jualnya naik menjadi senilai satu setengah kilogram emas. 

Usaha perhotelan dengan cam demikian ini, apakah wajib dizakati pada akhir tahun 
dan apa alasannya? Kalau wajib dizakati, berapa harus dibayar; apakah dari hasil 
sewa saja atau dari/beserta harga hotel. Kalau tidak wajib, dapatkah diberikan 
contoh usaha perhotelan yang mengandung makna tijarah yang wajib dizakati? 

J. Tidak wajib dizakati. Contoh usaha perhotelan dan usaha semisal 


4 Sa'id bin Muhammad Baasan, Busyra al-Karim, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.). 
Juz II, h. 50. 

5 Sulaiman al-Kurdi, Hawasyi al-Madaniyah, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t. 
th.). Juz I, h. 95. 
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yang wajib dizakati ialah usaha perhotelan yang hasilnya pertahun telah 
memenuhi persyaratan tijarah. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Kifayah al-Akhyar 6 

ju SjUcLU U 


c^r fy sgi u iuis ji S1U 


Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan maksud 
ketika memperoleh upah akan dijadikannya barang dagangan, maka 
upah tersebut menjadi harta dagangan. Sebab akad sewa merupakan 
mu'awadhah -pertukaran-. 


2. Mauhibah Dzi al-Fadhl 7 


tlifs SjUoJl AvaiL { jO>yK> K:. a j y>-\ \ill (jj) (ai\J '» j\ KmUS i)jS) 

sjU*SJI JU J>j* j\ 


Pernyataan penulis: "Dan akad sewa untuk diri atau hartanya." 
maksudnya maka bila seseorang menyewakan dirinya dalam rangka 
memperoleh upah untuk digunakan berdagang, maka upah tersebut 
menjadi harta dagangan. 


3. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 8 

<j)is SjUoJl J>vaa> y* jl 4.». aj 3?^ (jk*3 


slTjll Vj\£ ju J»#JI 


Dan barang siapa yang menyewakan dirinya (jual jasa) ataupun 
(mempekerjakan) orang lain dengan memperoleh upah berupa barang 
dengan tujuan berdagang, maka barang tersebut menjadi barang 
dagangan dan wajib zakat. 


368. Dispensasi Bagi Orang yang Selalu Bepergian 

S. Bagaimana pendapat Musyawarah mengenai orang yang hampir selalu 
musafir (sejauh masafah al-qashri), dan mengenai orang yang mempunyai 


6 Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, 
(Beirut Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. ih.). Juz I, h. 145. Lihat Ibn Hajar al-Haitami, 
Tuhfah al-Muhtaj, Juz III, hlm. 394. 

7 Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H) 
Juz IV, h. 31. 

8 Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Jilid VI, h. 31. 
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dua atau lebih tempat tinggal yang berjauhan (sejauh masafah al-qashri), 
namun semuanya dihuni dalam hubungannya dengan rukhshah? 

J. a. Orang yang selalu musafir (sejauh masafah al-qashri), maka 
dalam hal rukhshah qashar shalat, hukumnya lebih utama itmam 
(tidak meng qashar). Dan dalam hal rukhshah ifthar (tidak puasa), 
bila ada harapan dapat mengqadha puasanya di hari lain, maka 
ia boleh ifthar. Tetapi apabila harapan itu tidak ada, maka tidak 
boleh ifthar, demikian pendapat Imam Subki yang didukung 
Imam Ramli; sedang menurut Imam Ibn Hajar al-Haitami, boleh 
ifthar secara mutlak. 

b. Orang yang mempunyai dua atau lebih tempat tinggal yang 
berjauhan (sejauh masafah al-qashri ), apabila sedang berada di 
tempat tinggal yang mana saja, maka hukumnya sama dengan 
orang yang muqim, karena dia tinggal di tempat tinggalnya 
sendiri. Dan apabila sedang pergi dari tempat tinggal yang 
lain maka selama masih dalam perjalanan dia termasuk musafir 
"munsyi al- safar", artinya boleh melaksanakan rukhshah safar, namun 
untuk dapat meninggalkan shalat Jum'at dan boleh berbuka puasa, 
masih disyaratkan bahwa sebelum fajar ia harus sudah keluar dari 
batas desa yang bersangkutan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-QaribP 


(j yfdy d? al-»- ' y» oj*a» d? \j liJjiL 

a jjJi c4 iSiu >isi ^3 j4\ 


Dan terkecualikan dengan ucapanku: "Dan kebolehan mengqashamya 
tidak diperselisihkan." seperti sopir kapal yang melakukan pelayaran 
bersama keluarganya di kapal, dan orang yang selalu bepergian seperti 
Sa’i (pengelana), maka menyempurnakan shalat (tidak meng qashar itu 
lebih utama baginya karena keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya 
seperti Imam Ahmad Ra. 

2. Tuhfah al-Muhtaj 10 


9 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Bandung: Syirkah Ma'arif, t. 
th.). Jilid I, h. 201. 

10 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyiyata al-Syirwani u>a al-'Abbadi, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t. th). Jilid El, h. 73. 
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Imam Subki berpendapat, tidak diperkenankan membatalkan puasa 
bagi orang yang tidak punya harapan di waktu lain untuk meng qadha 
karena terus menerus bepergian. Dan dalam hal itu ada kajian ulang 
yang jelas. Pendapat yang lebih kuat al-awjah adalah kebalikannya. 

3. Fath al-Wahhab 11 


\yu * jp &JL\ Si <j>i Sj 


Salat Jum'at tidak wajib bagi musafir walaupun dalam perjalanan 
pendek, karena ia termasuk orang yang tersibukkan dengan perjalanan 
tersebut dan hal-hal yang terkait dengan perjalanannya. 

4. Tuhfah al-Thullab 12 




5Ju ik 'JL\ iSjte 

AjLs^M AjlgO j\ ;-C«ai jl Ai A juJL-1 


Haram bepergian bagi orang yang berkewajiban Jum'at, walaupun 
untuk tujuan ketaatan (ibadah) setelah fajar hari Jum'at terkait, kecuali 
jika memungkinkan untuk bisa salat Jum'at di tengah perjalanan atau di 
tempat tujuannya, atau akan memperoleh kesulitan tertinggal dari teman 
seperjalanan. 

3. Miraqah Shu'ud al-Tashduj 13 


A*S J» ij y— aj (jh yO-M j\ai\\ jj£:j 

-S' 


Boleh berbuka puasa bagi musafir dalam perjalanan yang jauh sehingga 
boleh meng -qashor shalat, dan sudah keluar dari bangunan-bangunan (batas 
kota) sebelum fajar sebagaimana pendapat yang dianut oleh Imam Ramli. 


369. Dasar Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan 

Idul Adha 

S. Tentang penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha? 


11 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab, (Bandung: Syirkah Ma'arif, 
t th), Juz I, h. 72. 

12 Zakaria al-Anshari, Tuhfah d-Thidlab , (Mesir: Mushtafa al-Halabi, 1340 H), h. 32. 

13 Nawawi bin Umar al-Bantani, Miraqah Shu’ud d-Tashdiq f (Kudus: Menara Kudus, t 
th.), h. 43. 
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J. 1. Bahwa dasar ru'yah al-hilal atau istikmal dalam penetapan awal 
Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha, adalah dasar yang diamalkan 
oleh Rasulullah Saw., Khulafaur Rasyidin dan yang dipegangi 
oleh seluruh ulama Madzhab al-Arba'ah. Sedang dasar hisab falak 
untuk penetapan tiga hal ini, ialah dasar yang tidak pernah 
diamalkan oleh Rasulullah Saw. dan Khulafa al-Rasyidin serta 
diperselisihkan keabsahannya di kalangan para ulama. 

2. Bahwa itsbat al-'am (penetapan secara umum) oleh Qadhi atau 
Penguasa mengenai awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha 
atas dasar hisab tanpa dihasilkan ru'yah al-hilal atau istikmal , 
adalah tidak dibenarkan oleh Mazhab Empat (Hanafi, Maliki, 
Syafi'i, dan Hanbali); (Kitab Fiqh ' ala al-Madzhabil al-Arba'ah). 

3. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyyah yang berhaluan Ahlus 
Sunnah wal Jamaah (Anggaran Dasar pasal 4), yaitu, Jam'iyyah 
yang menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Rasulullah Saw. 
dan tuntunan para sahabat serta ijtihad para ulama Mazhab 
Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). 

4. Bahwa Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 
tanggal 13 - 16 Rabiul Awwal 1404 H./18 - 21 Desember 1983 M. di 
Situbondo telah mengambil keputusan mengenai penetapan awal 
Ramadhan dan Idul Fithri, yang intinya bahwa NU menggunakan 
dasar ru'yah al-hilal atau istikmal. Keputusan ini telah dikukuhkan 
oleh Muktamar NU ke-27 tahun 1405 H/1984 M. 

5. Dan untuk keseragaman di kalangan warga NU dalam melaksanakan 
keputusan dimaksud termasuk dalam hal penetapan mengenai 
Idul Adha, maka Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul 
Ulama tanggal 23 - 24 Rabiul Awwal 1408 H. /15 - 16 Nopember 
1987 M. di Pondok Pesantren Ihya 'Ulumuddin Kesugihan 
Cilacap, Jawa Tengah, telah mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Menegaskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri 
dan Idul Adha oleh Qadli atau Penguasa yang diberlakukan 
kepada masyarakat ( itsbat al-'am ) dapat dibenarkan jika 
berdasarkan ru'yah al-hilal atau istikmal. 

b. NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak 
membedakan Mathla' dalam penetapan awal Ramadhan, 
Idul Fitri dan Idul Adha, yakni ru'yah al-hilal di salah satu 
tempat di Indonesia yang diterima oleh Pemerintah sebagai 
dasar penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha 
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di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda mathla'nya. 

c. Melakukan ru'yah al-hilal untuk penetapan awal Ramadhan, 
Idul Fitri dan Idul Adha adalah fardhu kifayah menurut 
Madzhab al-Arba'ah kecuali Madzhab Hanbali yang berpendapat 
bahwa hukumnya sunah. Pelaksanaan ru'yah al-hilal yang 
diusahakan oleh Pemerintah/Departemen Agama adalah 
sudah cukup sebagai pelaksanaan fardhu kifayah tersebut 
bagi seluruh umat Islam Indonesia. 

d. Lajnah Falakiyah dan Ru'yah PBNU perlu melakukan upaya 
bagi terlaksananya prinsip ru'yah al-hilal atau istikmal antara 
lain dengan cara: 

- Membuat kepastian awal SyaTsan dengan ru'yah al-hilal atau 
istikmal untuk keperluan awal Ramadhan. 

- Melakukan ru'yah al-hilal pada malam 30 Syawal dan 30 Dzul 
Qa'dah, selanjutnya menanyakan hasil ru'yah al-hilal tanggal 01 
Dzul Hijjah kepada Pemerintah. Hal ini dilakukan sebab 
seringkali pemerintah tidak mengeluarkan pengumuman 
penetapan tanggal 01 Dzul Hijjah secara rinci. Kemudian 
hasilnya diumumkan kepada Wilayah dan Cabang NU di 
seluruh Indonesia untuk keperluan Idul Adha segera. 

e. Untuk keperluan memulai puasa Ramadhan, melaksanakan 
Idul Fitri dan menyelenggarakan Idul Adha, maka kepada 
warga NU terutama anggota pimpinan dari tingkat pusat 
sampai dengan tingkat ranting diinstruksikan agar menyimak 
pengumuman dan penetapan Pemerintah/Departemen Agama 
melalui RRI dan TVRI mengenai tiga hal ini. 

Jika pengumuman dan penetapannya berdasarkan ru'yah al- 
hilal atau istikmal, maka warga NU wajib mengikuti dan 
mentaatinya. Tetapi jika pengumuman dan penetapannya 
hanya semata-mata berdasarkan hisab, maka warga NU 
tidak wajib mengikuti dan mentaatinya, selanjutnya mengawali 
puasa Ramadhan, melaksanakan Idul Fitri dan menjalankan 
Idul Adha pada hari berikutnya. 

Sikap demikian ini sesuai dengan pendapat Jumhur al-Salaf, 
sesuai dengan jiwa Keputusan Musyawarah Nasional Alim 
Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1404 H. /1983 M. dan Keputusan 
Muktamar ke-27 tahun 1405 H./1984 M. dan dilindungi Undang- 
undang Dasar 1945, pasal 29, ayat 2. 
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Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al-Musytarsyidin 14 




d 't' 


S 


Bulan Ramadhan sama seperti bulan lainnya tidak tetap kecuali dengan 
melihat hilal, atau menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari. 

2. Al-'llm al-Mantsur fi Itsbat al-Syuhur 15 


gs p Aj «jSuSi vUi-l ^ 111 JVS 

43%. JpcilUl 


Para tokoh madzhab Malikiyah berpendapat: "Bila seorang penguasa 
mengetahui hisab tentang (masuknya) suatu bulan, lalu ia menetapkan 
bulan tersebut dengan hisab, maka ia tidak boleh diikuti, karena ijma' 
ulama salaf bertentangan dengannya." 


370. Zakat Hasil Pertanian yang Menggunakan Pupuk 

S. Pertanian yang menggunakan pupuk relatif lebih berat mu'nahnya 
dari pada pertanian yang menggunakan mu'nah al-sacjyi (biaya pengairan). 
Apakah hasil pertanian yang menggunakan pupuk itu harus dizakati nishf 
al-usyr (5 %) atau (10 %)? 

J. 1. Mu'nah al-saqyi (biaya pengairan) tidak sama dengan biaya pupuk, 
karena air berpengaruh langsung pada hidup atau matinya 
tanaman, sedang pupuk hanya berpengaruh pada kesuburan 
tanaman dan kelipatan hasil produksinya. 

2. Jika sebidang tanah yang diairi dengan biaya tanpa diberi pupuk 

akan menghasilkan gabah sebanyak lima kwintal misalnya, maka 
tanah tersebut jika diairi dengan biaya pengairan dan diberi pupuk 
akan dapat menghasilkan gabah sebanyak sepuluh kwintal atau 
lebih, sedang biaya pupuk yang dipergunakan tentu lebih murah 
dari harga kelipatan gabah yang dihasilkan dengan pupuk 
tersebut, sehingga dengan demikian biaya pupuk tersebut telah 
tertutup oleh harga kelipatan yang dihasilkan. 

Jadi zakat dari tanaman yang diberi pupuk tetap "usyr" (10 %) dan 
bukan "nishful usyr" (5 %). 


14 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Mesir: Musthafa al- 
Halabi, 1952), h. 108. 

15 Taqiyuddin al-Subki, al-'llm al-Mantsur fi Itsbat al-Syuhur, (Indonesia: Madrasah al- 
Salafiyah al-Syafi'iyah Tebuireng-tulis tangan/ roneo, 1354 H), h. 14. 
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Keterangan, dari kitab: 

1 . Tanah al-Thalibin 16 

Sl jii)\ ySljliu J1S\ c^iiJ du\ 5' 

j^ai JU Uj 5 ^ j' j' J'--!!' cxii Uli 

Sesungguhnya biaya pengairan berdasarkan tadah hujan itu tidak 
sama dengan biaya penyiraman dengan hewan. Maka zakatnya sepersepuluh 
(10 %) dan fcukan separuhnya (5 %). Sesuai hadits riwayat Bukhari: 
"Dalam hal (pertanian) yang diairi oleh hujan, mata air atau yang dengan 
akarnya bisa menyerap air disekitamya, maka (zakatnya) 10 %. Sedangkan 
yang diairi dengan suatu peralatan, maka separuhnya (5 %). " 

2. ATIqna' 17 

j' illJLl' isJLu Uli :$&4]jjjJ cilij O'"*)! ai) 
liiJi jp jJuuj cJuai c -Juu 

(Wajib zakat 10%) berdasarkan sabda Rasulullah Saw.: " Dalam 
pertanian yang diairi oleh hujan ataupun mata air atau yang dengan akarnya 
bisa menyerap l ir (disekitamya), maka (zakatnya) 10 %. Sedangkan yang diairi 
dengan peralatan, maka separuhnya 5 %." Hal ini sesuai dengan ijtna' 
seperti kata al-Baihaqi dan lainnya. ' Illat dalam hadits tersebut adalah 
banyak atau sedikitnya biaya pengairan. 

3. Fath al-Wahhab 18 

oUa.^Ji iJju S j i) jSj U jc*j N { ^Cj> (UAyS"U N iji) 
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16 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, l’anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, 
t.th.), Jilid II, h. 161. Lihat pula, al-Fuyudhat al-Rabbaniyah, Himpunan Keputusan 
Muktamar Jam'iyah Ahli Thariqah al-Muktabarah al-Nahdhiyah, masalah 
no. 75. 

17 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, al-Iqna', (Bandung: Syirkah Ma'arif, t. th.). Juz I, 
h. 194. 

18 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab pada Hasyiyah al-]amal, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 246. 
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(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Tidak dengan yang terbanyak 
dari masa hidup buah-buahan dan tanaman, dan masa pertumbuhannya.) 
itu terkait dengan kata yang dibuang, maksudnya tidak dihitung dengan 
yang terbanyak dari dua masa tersebut. Ungkapan beliau: 'Tidak dengan 
hitungan penyiraman.", itu terkait dengan kata yang dibuang, maksudnya 
tidak diprosentase dengan hitungan penyiraman. Tujuan beliau dengan 
ungkapan ini adalah menyanggah dua qaul dha'if yang dihikayatkan al- 
Nawawi dalam kitab Minhaj al-Thalibin. Redaksinya sekaligus Syarh al- 
Mahalli adalah: 


"Dan zakat pertanian yang diairi dengan keduanya, yakni dengan 
dua macam pengairan, seperti hewan pengangkut air dan hujan secara 
sama adalah 3/4, maksudnya dari 1/10, karena mengamalkan kewajiban 
zakat dalam dua macam pertanian tersebut. Bila salah satu pengairan itu 
mendominasi, maka dalam satu pendapat, yang diperhitungkan (untuk 
menentukan zakat) adalah pengairan yang mendominasi itu. Bila yang 
mendominasi itu pengairan dengan hujan, maka zakatnya 1/10, atau 
yang mendominasi itu pengairan dengan hewan pengangkut air, maka 
zakatnya 1/20. Sedangkan menurut qaul al-azhhar kadar zakatnya 6iqisth 
(diprosentase antara keduanya). Dominasi dan taqsith (prosentase) tersebut 
dengan mempertimbangkan masa kehidupan tanaman atau buah-buahan, 
dan pertumbuhannya. Sementara menurut pendapat lain dengan hitungan 
penyiraman. 


4. Tanah al-Thalibin 19 

{Ju* lij J*£**JI <Co-Vj Ajy» U UJJ U <jjl (iS jJci\ 4"43 


(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Sebab perbedaan."), 
maksudnya perbedaan antara pertanian yang diairi tanpa biaya yang 
zakatnya 10% dan yang diairi dengan biaya yang zakatnya 5%. 
(Unkapan beliau: "Besarnya biaya dalam pertanian ini."), maksudnya 
pertanian yang diairi dengan biaya. 

5. Fatawi Zubairi 20 


19 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, 
Uh.), Jilid H, h. 161. 

20 Muhammad Rais al-Zubairi, Fatawa Zubairi pada Qurrah al-'Ain bi Fatmva 'Ulama al- 
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(Bab Zakat Tanaman) Syaikh al-Zubairi Ra. pernah ditanya tentang 
penduduk suatu daerah yang melakukan pemupukan pohon-pohon 
sebagai pengganti dari pengairan, dan bahkan biayanya lebih besar. 
"Apakah pemilik pohon terbebani zakat 10% atau separuhnya (5%), dan 
apakah dimakruhkan memakan buah-buahan karena pemupukan tersebut, 
serta bagaimana jika mereka membajak lahan (sekitar) pohon-pohon 
tersebut sebagai pengganti pengairan, bagaimana hukumnya terkait 
dengan kewajiban zakatnya? Berilah fatwa kami, semoga anda mendapatkan 
imbalan pahala." 

Beliau, 'afallahu ‘anh, menjawab dengan berkata: "Pemupukan dan 
pembajakan lahan tidak merubah kewajiban zakat, lalu wajib zakatnya 
menjadi 5%, dan tidak makruh memakan buah-buahan tersebut. Wallah 
subhanahwata'alaa'lam." 


5. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 21 

aJu5j Ai_y» u VLjJ >*JI (jl*J 4lll A [ ir..ynA\ (Jd 
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Penulis (Abu Ishaq al-Syairazi) -rahimallahu \ anh ta'ala- berkata: "Dan 
zakatnya (kurma dan anggur), 10 % bagi yang diairi tanpa biaya besar, 
seperti dengan air hujan, air sungai, dan air yang diserap oleh akar. 
Dan 5% bagi yang diairi dengan biaya besar, seperti dengan onta-onta 
pengangkut air, alat penyiram tanaman dan semisalnya. Karena hadits 
riwayat Ibn Umar -radhiyallah \ anhuma -: "Sungguh Nabi Saw. mewajibkan 
zakat 10% bagi tanaman yang diairi oleh hujan, sungai, atau tanaman yang 


Haramain, (Mesir: al-Tijariyah ak-Kubra, 193 7) h. 100. 

21 Muhyiddin al-Nawawi, al-Majrmi' Syah al-Muhadzdzab, (Mesir aUmam, t Ih.), Jilid V, h. 445. 
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menyerap air dengan akarnya,- dalam riwayat lain dengan redaksi: ’Atsariyyan" 
yaitu tanaman yang menyerap air yang mengalir disekitamya, dan 5 % bagi 
tanaman yang diairi dengan onta pengangkut air. 

371. Koperasi Simpan Pinjam 

S. Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) apakah boleh? Dan apakah uang administrasi 
termasuk "riba"? Dan apakah wajib zakat? 

J. 1 . Modal yang dikumpulkan oleh KOSIPA dari uang "simpanan pokok" 
dan "simpanan wajib" para anggota koperasi untuk dipinjamkan 
kepada yang memerlukan pinjaman, tidak dapat memenuhi 
ketentuan "syirkah", sebagaimana yang disebutkan dalam kitab- 
kitab fiqh, karena: 

a. Dalam "syirkah" pengumpulan modal itu disyaratkan harus 
ada lafal yang dapat dirasakan sebagai pemberian izin dalam 
perdagangan. Sedangkan dalam "Kosipa" pengumpulan modal 
tersebut dimaksudkan untuk dipinjamkan. 

b. Dalam "syirkah" modal harus sudah terkumpul sebelum dilaku- 
kan syirkah. Sedangkan dalam "Kosipa" biasanya modal baru 
dikumpulkan sesudah disetujui oleh rapat anggota. 

Jadi "akad" pengumpulan modal dalam "Kosipa" tersebut tidak 
sah menurut ketentuan syara. 

2. Uang administrasi yang dipungut oleh Kosipa dari setiap anggota 
Kosipa yang meminjam uang, hanyalah merupakan "istilah lain" dari 
bunga, karena: 

a. Uang administrasi tersebut merupakan "keharusan" yang harus dipenuhi 
oleh setiap orang yang meminjam uang; sehingga pada hakekatnya tidak 
berbeda dengan manfaat yang ditarik oleh yang meminjamkan uang, 
dalam hal ini "Kosipa" dari para peminjam uang. 

b. Besarnya uang administrasi yang dipungut oleh "Kosipa" dari para 
peminjam uang telah ditentukan sesuai dengan besarnya uang yang 
dipinjam, yaitu sekian persen dari jumlah pinjaman sesuai dengan 
keputusan rapat anggota. 

Jadi tanpa memperhatikan apakah syarat pemberian uang admin- 
istrasi sedang berlangsung, atau sebelum akad ataupun sesudah akad, 
atau apakah syarat tersebut berbentuk ucapan atau berbentuk tulisan, 
yang kesemuanya itu memerlukan pembahasan tersendiri, maka 
pungutan uang administrasi tersebut dapat dimasukkan dalam makna 
hadits Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi: 
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“ Semua peminjaman yang dapat menyebabkan adanya sesuatu manfaat, 
maka hukumnya riba." 



3. Oleh karena akad pengumpulan modal dalam "Kosipa" tersebut tidak 
dapat memenuhi ketentuan "syirkah", maka masalah zakatnya dikembalikan 
kepada masing-masing anggota "Kosipa" tersebut. Oleh karena "Kosipa" 
ini telah dilaksanakan di seluruh tanah air Indonesia, maka seluruh 
musyawirin telah bersepakat untuk memberikan jalan keluar yang dapat 
dibenarkan oleh syara' sebagai berikut 

a. "Kosipa" harus diganti bentuknya dengan bentuk "koperasi biasa" 
yang dibenarkan oleh syara'. 

b. Uang yang telah menjadi milik koperasi dapat dipinjamkan kepada 
para anggota tanpa dikenakan uang administrasi dari prosentase 
jumlah uang yang dipinjam. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Manhaj al-Thullab 22 
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Kitab Tentang Syirkah . . . Dan dalam syirkah disyaratkan lafal yang 
menunjukkan izin berdagang ... dan dalam barang yang ddsyirkahkan 
disyaratkan berupa barang mitsl (barang yang diukur takaran atau timbangan 
dan oleh diakadi salam) yang sudah dicampur (dengan barang dari pihak 
lain) sebelum dilakukan akad sehingga tidak bisa dibedakan lagi.il 


22 Zakaria al-Anshari, Manhaj al-Thullab pada Fath al-Wahhab, (Bandung: Syirkah Ma'arif, 
t. th.). Juz I, h. 217. 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-28 
Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak 
Yogyakarta Pada Tanggal 26 - 29 Rabiul Akhir 
1410 H. / 25 - 28 Nopember 1989 M. 

372. Tayamum di Pesawat dengan Menggunakan Kuisi Sebagai Alatnya 

373. Usaha untuk Menangguhkan Haid Supaya Bisa Menyelesaikan 

Ibadahnya 

374. Arisan Haji yang Jumlah Setorannya Berubah-ubah 

375. Haji dengan Cara Mengambil Kredit Tabungan Haji Pegawai Negeri 

376 . Nikah A tara Dua Orang Berlainan Agama di Indonesia 

377. Akad Nikah dengan Mahar Muqaddam Sebelum Akad 

378. Kedudukan Thalaq di Pengadilan Agama 

379. Sebelum Berakhir Masa Iddahnya, Ternyata Rahim Tidak Berisi 

Janin 

380. Memberi Nama Anak dengan Lafal Abdun yang Mudhaf selain 

Nama Allah 

381. Vasektomi dan Tubektomi 

382. Menggunakan Spiral/IUD 

383. Wasiat Mengenai Organ Tubuh Mayit 

384. Tindakan Medis T erhadap Pasien yang Sulit Diharapkan Hidupnya 

385. Menjual Barang dengan Dua Macam Harga 

386. Air Bersih Hasil Proses Pengolahan 

387. Mu'amalah dalam Bursa Efek 

388. Bursa Valuta dan Kaitannya dengan Zakat 

389. Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris 

390. Nama Akad Program Tebu Rakyat Intensifikasi 

391. Hasil dari Kerja Pada Pabrik Bir dan Tempat Hiburan Maksiat 

392. Menghimpun Dana Kesejahteraan Siswa 

393. Mengembangkan Macam-macam Mal Zakawi 

394. Mendayagunakan Harta Zakat dalam Bentuk Usaha Ekonomi 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA 
Nomor: 03/MNU-28/1989 
Tentang 

ITOFAQ HUKUM MENGENAI BEBERAPA MASALAH DINIYAH 

&&$*&&& 

MUKTAMAR NAHDI ATUL ULAMA XXVIII 


Yang berlangsung pada tanggal 26 - 29 Rabiul Akhir 1410 H/25 - 28 Nopember 
1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta 


Memperhatikan: a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; 

b. Penjelasan tentang Pedoman Bahtsul Masail Diniyyah yang 
disampaikan oleh Katib PBNU; 

c. Bahan Muktamar Nahdlatul Ulama XXVIII, khususnya 
bagian Bahtsul Masail Diniyyah; 

Mendengar : a. Laporan Komisi 1 (Masail Diniyyah) Muktamar Nahdlatul 
Ulama XXVIII tentang pembahasan: illat, adillah syari'iyyah 
dan ittifaq atas beberapa masalah diniyyah, yang dilakukan 
dalam permusyawaratan tanggal 27-28 Rabiul Akhir 1410 
H/26 - 27 Nopember 1989 

b. Ittifaq peserta Muktamar Nahdlatul Ulama XXVIII dalam 
sidang pleno tanggal 28 Nopember 1989 atas laporan Komisi 
1 (Masail Diniyyah), maka dengan berdoa: 


U /\ t-kft Ji d 


MENSAHKAN : ITTIFAQ DENGAN ADILLAH SYAR'IYYAH ATAS 
HUKUM DARI BEBERAPA MASALAH DINIYYAH 
DENGAN RUMUSAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR. 

Ditetapkan di Krapyak, Yogyakarta 

Krapyak: 29 Rabiul Akhir 1418 H 
28 Nopember 1989 M 

MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXVIII 

PIMPINAN SIDANG PLENO 


ttd 


ttd 


KH MA. SAHAL MAHFUPH 
Ketua 


H. AHMAD BAGDTA 

Sekretaris 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-28 
Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak 
Yogyakarta Pada Tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H. / 
25-28 Nopember 1989 M. 

TIM PERUMUS KOMISI I MASAIL DINIYAH 
Sub Komisi I/A 

Dr. H. Agil Munawwar MA. (Ketua) 

Dr. H. Abdul Muhith Fattah MA. (Wakil Ketua) 

KH. Munzir Tamam MA. (Anggota) 

KH. A. Aziz Masyhuri (Anggota) 

KH. Drs. Shidqi Mudhar (Anggota) 

KH. Maimun Zubair (Anggota) 

KH. Fauzi (Anggota) 

KH. Abdullah Mukhtar (Anggota) 

KH. Sirazi (Anggota) 

KH. Zainal Abidin (Anggota) 

KH. Asyhari Marzuki (Anggota) 

Sub Komisi I/B 

KH. Masyhuri Syahid MA. (Ketua) 

KH. M. Cholil Bisri (Wakil Ketua) 

Drs. K. A. Masduqi (Sekretaris) 

KH Zainal Abidin (Anggota) 

KH. Drs. Nadjib Hasan (Anggota) 

KH. M. Subadar (Anggota) 

KH. Yazid Romli (Anggota) 

Ustadz A. Yasin (Anggota) 

KH. Amin Mubarok (Anggota) 

KH. Drs. Adzro'i (Anggota) 
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372. Tayamum di Pesawat dengan Menggunakan 
Kursi Sebagai Alatnya 

S. Di pesawat , jamaah haji tanpa wudhu tetapi tayamum dengan menggunakan 
kursi sebagai alatnya. Kemudian mengerjakan shalat dengan duduk dan 
tidak menghadap kiblat? Bagaimana hukumnya? Apakah shalat demikian 
ini termasuk li hurmatil waqti? 


J. Tayamumnya tidak sah, sedangkan kedudukan shalatnya hanya 
semata-mata karena mulianya waktu (li hurmatil waqti). 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab 1 
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Sedangkan hukum permasalahannya, maka menurut madzhab kami, 
tidak sah bertayamum kecuali dengan debu. Pendapat ini adalah yang 
populer di mazhab kami dan telah ditetapkan oleh para Ashhab, serta 
yang tampak jelas pada nash-nash Imam Syafi'i. 

Al-Rafi'i menghikayatkan dari Ibn Abdillah al-Hanathi, dengan huruf 
;U- tanpa titik dan oj, bahwa beliau menghikayatkan kebolehan tayammum 
dengan dzarirah (bedak pewangi), kapur, batu zimikh (warangan), batu 
yang ditumbuk halus, botol kaca yang ditumbuk halus dan semisalnya, 
dalam benda-benda itu terdapat dua pendapat Imam Syafi'i. Pengutipan 
riwayat ini adalah pengutipan yang asing, lemah, syadz (tidak sesuai 


1 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirufc Dar al-Fikr, 19%), 
Juz II, h. 245. 
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kaidah), dan tertolak. Saya menyebutkannya untuk mengingatkan agar 
tidak tertipu dengannya. Dan pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i 
adalah tidak boleh tayammum kecuali dengan debu. Demikian pula 
pendapat Imam Ahmad, Ibn Mundzir dan Dawud al-Zhahiri. Al-Azhar 
dan al-Qadhi Abu Thayyib berkata: 'Itu adalah pendapat mayoritas Fucfdha. " 

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat "Boleh tayammum 
dengan setiap bagian-bagian tanah, hingga dengan batu yang dibasuh." 
Sebagian murid Imam Malik berkata: "Boleh tayammum dengan setiap 
benda yang bersambung dengan tanah, seperti kayu, salju dan selainnya." 
Terkait tayammum dengan garam ada tiga pendapat menurut murid- 
murid Imam Malik. Pendapat pertama menyatakan boleh. 

2 Al-Mapnu' Syarh Muhadzdzab 2 
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Sedangkan hukum permasalahannya adalah jika seorang mukallaf 
tidak mendapatkan air dan debu, misalnya ia dipenjara di tempat yang 
najis, atau berada di tanah yang berlumpur dan ia tidak mendapatkan 
air untuk mengeringkannya, dan kasus lain yang serupa, maka dalam 
hal ini ada empat pendapat seperti yang diriwayatkan Ashhab kita yang 
berbangsa Khurasan: 

1 . Ia wajib shalat seketika itu sesuai keadaannya dan wajib mengulanginya 
jika mendapatkan air atau debu di tempat lain yang kewajiban shalat 


2 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Juz II, h. 303-304. 
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di tempat itu bisa gugur dengan tayammum. Pendapat ini adalah yang 
shahih dan yang ditetapkan banyak Ashhab, atau mayoritas mereka 
dan yang lain menilainya shahih. Pendapat itu tertera secara jelas dalam 
kitab-kitab baru (pada masa al-Nawawi; 631 - 676 H/ 1233 - 1277 M). 

2. Tidak wajib shalat, namun sunnah dan wajib meng qadha, baik sudah 
shalat atau belum. Pendapat itu dihikayatkan dari qaul qadim. Syaikh 
Abu Hamid al-Ghazali dan ulama Irak lain pernah menghikayatkannya. 

3. Haram shalat dan wajib meng qadha. Pendapat ini diriwayatkan Imam 
Haramain serta sekelompok ulama Hurasan dari qaul qadim. 

4. Wajib shalat seketika sesuai keadaannya, dan tidak wajib mengulanginya. 
Pendapat itu juga dari qaul qadim. Dan dalil-dalil beberapa pendapat 
ini akan dijelaskan pada Sub Madzahib al-Ulatm, lnsya' allah ta'aala. 

3. Fath al-Wahhab 3 
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Menghadap ke kiblat dengan dada dan bukan dengan wajah, adalah 
syarat bagi shalat orang yang mampu melaksanakannya. Karena firman 
Allah SWT: "Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. " (QS. al- 
Baqarah: 149-150). Menghadap kiblat tidak wajib di luar shalat, maka 
tentu wajib di dalam shalat. Dan karena hadits riwayat Bukhari-Muslim: 
"Sesungguhnya Nabi Saw. melaksanakan shalat dua rakaat dengan menghadap 
Kiblat." serta hadits: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat."' 
Maka tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat menurut ijma'. Adapun 
orang yang tidak mampu menghadap kiblat, seperti orang sakit yang 
tidak mendapatkan orang lain yang menghadapkannya ke kiblat, atau 
orang yang terikat pada kayu, maka ia wajib shalat sesuai keadaannya 
dan wajib mengulanginya kembali. 

4. Hasyiyah al-Bajuri ' ala Fath al-Qari¥ 


3 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab pada Hasyiyah al-Bujairami 
‘ala al-Manhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Juz I, h. 175-176. 

4 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Bandung: Syirkah Ma'arif t. 
th.). Jilidi, h. 201. 
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Bagi orang yang tidak mendapatkan dua alat bersud yaitu air dan 
debu, maka ia wajib shalat fardhu demi menghormati waktu dan wajib 
mengulanginya kembali jika mendapatkan salah satu dari keduanya. 

5. Referensi Lain 

a. Al-Tsimar Al-Yani'ah, h. 24. 

b. Kifayah al-Akhyar, Juz I, h. 54 - 55. 

c. Kanz al-Raghibin dan Hasyiyah Qulyubi, Juz I, h. 144. 

d. Al-Syarcfawi 'ala al-Tahrir, Juz I, h. 174. 

e. Al-Idhah, hlm. 86. 

/. Rahmad al-Ummah, h. 20. 

g. Al-Madzahib al-Arba'ah, Juz I, h. 160. 

h. Al-Mizan al-Kubra, Juz I, h. 132. 

i: Maraq al-Falah Syarh Nur al-ldhah, h. 30 (al-Hanafi) . 
j. Kifayah al-Mathalib al-Rabani, h. 105 (al-Maliki). 


373. Usaha untuk Menangguhkan Haid Supaya Bisa 
Menyelesaikan Ibadahnya 


S. Bagaimana hukumnya usaha menangguhkan haid dengan maksud agar 
dapat menyelesaikan ibadah haji, dan bagaimana pula hukum hajinya? 

J. Usaha menangguhkan haid tersebut boleh, asal tidak membahayakan, 
dan hukum hajinya sah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad 5 

Dan kesimpulan dalam Fatawa al-Qimath adalah boleh menggunakan 
obat-obatan untuk mencegah haid. 

2. Qurrah al-Ainfi Fatawa al-Haramain 6 


y; p u ;ijs \l\ 


5 Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, Ghayah al-Talkhish fi Fatawa Ibn Ziyad pada 
Bughyah al-Mustarsyidin, (Beirufc Dar al-Fikr, t th.), h. 247. 

6 Muhamad Ali al-Maliki, Qurrah al-Ain fi Fatawa al-Haramain, (Beirut: Dar al- Fikr, 
2004), h. 30. 
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Jika wanita memakai obat untuk mencegah haid atau memenguranginya, 
maka hukumnya makruh bila tidak menyebabkan keturunan terputusnya 
atau memenguranginya. 

3. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba ’ah 7 

J4 S >l&l f 'J S f S ^ 


jl .L*au>- 

cuIIjCL^I li} \J* 1 4j o Slj lva u> » 0^ 

^ ©JlaJI Aj Ajli . Alij jj Aj Z\j5 

ciU3 ( J^uCL* 0 sjl ol^JJ J^yfr ^ AjI 

$£**)! £ SjiSUji 5^ 


Adapun jika darah haid itu keluar di luar siklusnya disebabkan oleh 
obat-obatan, maka menurut pendapat kuat ulama Malikiyah adalah 
darah tersebut tidak dinamakan haid. Maka si wanita wajib puasa dan 
shalat dan wajib meng qadha puasanya karena kehati-hatian. Sebab ada 
kemungkinan darah itu adalah haid dan 'iddahnya tidak habis dengan 
sebab keluarnya darah tersebut. Hal ini berbeda dengan kasus wanita 
yang memakai obat yang menghentikan haidnya di luar waktu siklus 
biasanya, maka ia dianggap sud dan 'iddahnya habis sebab haidnya terhenti. 
Semuanya atas dasar seorang wanita tidak boleh mencegah atau memajukan 
haid bila hal itu membahayakan kesehatannya, sebab menjaga kesehatan 
itu hukumnya wajib. 


4. Referensi Lain 

a. I'anah al-Thalibin, Juz IV, h. 39. 

b. Al-Syarqawi 'ala al-Tahrir, Juz O, h. 320. 

c. Al-Idhah, hlm. 387. 


374. Arisan Haji yang Jumlah Setorannya 
Berubah-ubah. 

S. Bagaimana kedudukan arisan haji yang jumlah uang setorannya berubah- 
ubah dan bagaimana hukum hajinya? 


7 Abdurrahman al-Juzairi, al~Fiqh ' ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1990), Juz IV, h. 16. 
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J. Pada dasarnya arisan dibenarkan, sedangkan arisan haji karena 
berubah-ubah ONHnya maka dalam hal ini terdapat perbedaan 
pendapat, tentang hajinya tetap sah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah Qulyubi 8 

\jj3 fj&A J$" { y» i\y»\ U»-\j (jlj i (Jjj d' (^/*) 


Perkumpulan populer (semacam arisan) di kalangan wanita, di mana 
salah seorang wanita mengambil sejumlah tertentu (uang) dari peserta 
setiap jumatnya dan memberikannya kepada salah seorang dari mereka 
secara sampai wanita yang terakhir, maka tradisi demikian itu boleh, 
seperti pendapat al-Wali al-Iraqi. 

2. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh cd-Minhaj 9 

Jli* ojUc- (aiju S ,> : SJy) \c^i. JjLli5_y> aly) 

j lili; jLli ijs ilf j* jp qL*ji 


(Ungkapan al-Ramli: "-Akad Iqradh- yaitu memeberi hak milik sesuatu."), 
maksudnya dalam arti syara'. (Ungkapan beliau: "Dongan mengembalikan 
gantinya.") Redaksi kitab Manhaj al-Thullab adalah: "Dengan syarat 
pengembalian barang yang semisalnya." Dan mungkin cd-Syarih -al-Ramli- 
mengungkapkannya dengan kata "ganti" supaya nanti beliau berpijak pada 
qanl rajih yang akan datang, yaitu dalam pinjaman barang mitsli (barang yang 
nilainya diukur dengan takaran atau timbangan), si peminjam harus 
mengembalikan barang yang sama persis dan dalam pinjaman barang yang 
mutaqannvam (barang yang nilainya diukur dengan harga) ia harus 
mengembalikan barang bentunya sama. Sementara menurut qaul trnrjnh 
dia harus mengembalikan barang yang sama persis dalam pinjaman barang 
mitsli dan harus mengembalikan sejumlah harganya dalam pinjaman barang 
muUujcmmm. 

4. Referensi Lain 

a. Hasyiyah al-Syarqawi, Juz I, h. 460. 


8 Oulyubi, Hasyiyah Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi iva 'Umairah, (Mesir: Musthafa al- 
Halabi, 1956), Juz II, h. 258. 

9 Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhiaj ila Syarh al-Mmhaf, (Mesir. 
Musthafa al-Halabi, 1938), Juz IV, h. 215. 
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375. 

Haji Pegawai Negeri 

S. Bagaimana kedudukan hukum haji dengan cam mengambil Kredit Tabungan 
Haji Pegawai Negeri dengan borg (jaminan) dan angsuran dari gajinya? 

J. Hukum hajinya sah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-Syanpwi 10 


Orang yang tidak mampu, maka tidak wajib haji, akan tetapi jika ia 
melaksanakannya, maka hajinya sah. 

2. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Mirihaj 11 










Maka hukumnya mencukupi (ijza') haji orang fakir dan setiap orang 
yang tidak mampu selama dalam dirinya terkumpul sifat merdeka dan 
mukallaf, seperti bila orang sakit memaksakan diri shalat Jum'at. 


376. Nikah Antara Dua Orang Berlainan Agama di 

Indonesia 

S. Bagaimana hukumnya nikah antara dua orang yang berlainan agama di 
Indonesia ini? 


J. Hukum nikah demikian tidak sah, sebagaimana telah diputuskan 
dalam Muktamar NU tahun 1962 dan Muktamar Thariqah Mu'tabarah 
tahun 1968. 


Keterangan, dari kitab: 
1. Hasyiyah al-Syarqauh n 



3L g-jISgj&S 



10 Ibrahim al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi ‘aia al-Tuhfah, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th). 
Juz I, h. 460. 

11 Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Mirihaj, (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 1938), Juz III, h. 233. 

12 Ibrahim al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tuhfah, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th). 
Juz II, h. 237. 


434 Ahkamul Fuqaha 




'j, J*~ o'Cr^' 1^4^ S/J jliS aJJSJ JUSi' 

J*3 sj*^J c^-4^1 ispjN j»* ajU^JI Ji J^S piJLUU ^J>J 

% % fg$\> 6^. uii oi f^lii ^ ^in jU gj\ fc igr)s 

jus ju \<s cik. (£&i>:i Uju») '£& (cLsr og) % j- 

oijjui (^>is^3i &■ k' f- ^ ' k *** <>? !PJ' <3^ j* oiwfl»t*JVj 

(Sik (4*!>i3 44$ <— Iffci c_J!£lM ^jljl 5ji 

p ^ = * ?~ Jilj pk^i e£j' k|3 j^>3 oJ-4 (4^ S& pj ^jS/ f ^UJ 13 
ftji (j^l jJ 4 gjai aiS $ gjki jlis <3 op fo N lc.1^3 

kj^j ji SU % \k 6^ 6i*- o$t k& f^ksJ i& k£ jt &$i c^! 
kjs j, f^i fk op> ui (^ tp\p\p) gy (y\) ps\ jiUskjU 
j&% i Hfj; u ji Su % ( jjdi j#o| ^jZjJujy p pi\ 

jp) % 'p U, JJpVl kjjjijSlU, ijk^j j^kl ,Jj®£ ki ISI Q 
(S>il)t) iSf (3) U^3 4 (^idi i»jl!L j&ijiatj &£j» 

$ Atjji $ (UUii^ ^' op ^ p\ 'j d£^j sjjji liSij O» hU)»j 

^3^- £jj_ ^/aS U Jl^aSil UJb]j >>■ J*I?1 & jL£l£jail>- 

(>S|. jo (J; JiSli]!}) a^Uj jk c£} j, j/ kkj <3>^' 

S/i A-£ jk? S/) K^cy jta£ j' ^3* Alyi jLc-i j4i j 4»^3 £g5j j\ <£$pS 
ji Sij) a 3» j&\ u gSu^ ijii ili. jsssi u gSu Ki yt Z% (fSc/i 
^ pUk S (^H slSJi) ji (Sj) gUES/l kjl dSir ;> QU3 laii 

i^i Aik ^ Hy% S fjitr 

(Pernikahan-pernikahan yang batal adalah) . . . dan pernikahan seorang 
muslim dengan wanita non muslim selain kttabiyah mumi, seperti wanita 
penyembah berhala. Majusi atau salah satu dan kedua orang tuanya beragama 
seperti itu karena firman Allah SWT: "Dan janganlah kamu nikahi wanita- 
wanita musyrik sebelum mereka beriman ..." (QS. al-Baqarah: 221) dan 
karena memenangkan hukum haram dalam kasus yang terakhir (salah satu 
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dari kedua orang tuanya beragama seperti itu). Dan terkecualikan dengan 
kata "muslim" orang kafir. Namum dalam kitab al-Kifayah disebutkan 
tentang keabsahan pernikahan perempuan penyembah berhala untuk 
laki-laki kitabi itu terdapat dua pendapat. Apakah perempuan penyembah 
berhala halal dinikah bagi lelaki penyembah berhala? Al-Subld berkata: 
"Semestinya haram bila kita berpendapat mereka dikhitabi dengan furu' 
syari'ah. Bila tidak, maka tidak halal dan tidak haram." 

Apabila wanita tersebut kitabiyah mumi, yaitu wanita Israiliyah, maka 
wanita itu halal bagi kita muslimin, Allah Ta'aala berfirman: "(Dan dihalalkan 
mengawini) wanita-wanita yang memiliki kehormatan di antara orang-orang 
yang diberi al-Kitab sebelum kamu ..." (Q5. al-Maidah: 4), maksudnya mereka 
halal. Yang dimaksud dengan al-Kitab adalah Taurat dan Injil, bukan 
seluruh kitab sebelum keduanya, seperti shuhuf (lembar-lembaran) Nabi 
Syits, Nabi Idris, Nabi Ibrahim - alaihimussalam-. Sebab, kitab-kitab itu 
tidak diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang 
diturunkan kepada para nabi tersebut hanyalah maknanya saja. Menurut 
pendapat lain, karena kitab-kitab itu hanya berisi hikmah-hikmah dan 
nasehat-nasehat, bukan hukum dan syari'ah. 

Hukum tersebut berlaku selama nenek moyangnya tidak memeluk 
agama Israiliyah itu setelah dinaskh (diganti dengan syari'ah lain). Baik 
sebelum dinaskhnya itu diketahui secara yakin atau diragukan, karena 
mereka berpegangan dengan agama tersebut semasa agama itu masih 
benar. Bila tidak, maka perempuan itu tidak halal karena gugurnya 
keutamaan agama tersebut 

Atau perempuan itu bukan Israiliyah maka halal karena ayat yang 
telah lewat (Q5. al-Maidah: 4), bila diketahui nenek moyangnya masuk 
agama tersebut sebelum penyalinannya, meskipun setelah didistorsi bila 
mereka terhindar dari agama yang teriah didistorsi. Bila tidak, maka 
tidak halal karena gugurnya kemuliaan keutamaan agama tersebut dan 
karena mengambil hukum yang terberat dalam kasus ketika mereka 
diragukan memeluk agama tersebut sebelum disalin dengan syari'ah 
lain atau sebelum didistorsi. Ungkapanku (Syaikh Zakaria al-Anshari) 
itu merupakan maksud ungkapan kitab asal (Tarujih al-Lubab karya Abu 
Zahah al-'Iraqi, 762-826 H/1361-1423 M). 

Maka wanita Yahudi dan Nasrani halal dengan syarat yang telah 
disebut dalam wanita Israiliyah dan selainnya. Demikian pula wanita 
pengikut Musa al-Samiri dan wanita Nasrani sekte Sabi' ah, bila ushul al- 
dinnya sesuai dengan Yahudi dan Nasrani, meskipun furu' nya berbeda. 
Bila ushul al-dirmya berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, maka keduanya 
haram. Perincian hukum inilah yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam 
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kitab Mukhtashar al-Muzani. Pada perincian itulah keterangan mutlak 
beliau, yaitu di satu tempat halal dan di tempat lain tidak halal, diarahkan. 

Sementara orang yang pindah dari suatu agama ke agama lain, seperti 
Yahudi atau penyembah berhala memeluk agama Nasrani, redaksi itu 
lebih umum dari pada redaksi kitab asal: "Orang Yahudi pindah ke 
Nasrani dan sebaliknya. ", maka hanya keislamannya yang diterima. 
Sebab ia mengakui kebatilan agama yang ditinggalkan dan pernah mengakui 
kebatilan agama barunya. 

Dan seorang wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki non muslim, 
baik wanita tersebut merdeka atau budak dengan kesepakatan ulama. 
Sedangkan wanita murtad tidak halal bagi siapapun. Tidak halal bagi 
laki-laki muslim karena dia wanita non muslim yang tidak dibiarkan 
(seperti non muslim asli) dan tidak halal bagi laki-laki non muslim sebab 
masih adanya hubungan Islam padanya. 

2 Al-Muhadzdzab 13 


^ J f&i 0' jj£ Sl ij fMj £ J»o 

^ ‘j, 'jks dlL fc o' 

&h\ ch, ciiL y p 

JUl' g H’J£. I & 


Pemeluk agama Yahudi dan Nashrani setelah terjadinya perubahan, 
maka lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita merdeka mereka dan 
tidak boleh menyetubuhi budak wanita mereka dengan memilikinya, 
sebab mereka telah memeluk agama batil, seperti muslim yang murtad. 
Pemeluk agama Yahudi dan Nashrani yang tidak mengetahui bahwa 
mereka memeluknya sebelum terjadinya perubahan atau sesudahnya, 
seperti Nasrani bangsa Arab, seperti Tanukh, Bani Taghlib dan Bahra', 
maka tidak sah menikahi wanita merdeka mereka dan tidak pula boleh 
menyetubuhi para budak mereka dengan memilikinya. Karena hukum 
asal dalam masalah /arjz adalah haram, yang tidak bisa dihalalkan ketika 
terdapat keraguan. 


3. Referensi Lain 

a. Al-Umm, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, juz V, hlm. 7. 

b. Ahkamul Fucjaha, soal nomor 297 pada Keputusan Konferensi 


13 Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut Dar al-Fikr, t. th.). Juz II, h. 44. 
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Besar Syuriah NU, Tahun 1960. 

c. Al-Faidhat al-Rabbaniyah, Ketetapan Jam'iyyah Thariqah Al- 
Mu'tabarah NU, h. 81 - 82. 

d. Keputusan NU Jawa Timur, h. 67. 

e. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz H, h. 44. 

/. Tanwir al-Qulub, h. 342. 


377. Akad Nikah dengan Mahar Muqaddam 
Sebelum Akad 


S. Sahkah akad nikah dengan mahar mucjaddam (terlebih dahulu) sebelum akad? 
J. Sah, baik akad nikahnya maupun maharnya. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Bughyah al-Musytarsyidin 14 

<$ diii j£\ aJai iSf Jl\ p S?u Agpkl (J> 

J) jikli JIS 
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cJui g-WaJL AJaj jUl j Aji j>Ui o 3 . Ja .fi. > 


(Kasus dari Muhammad bin Abu Bakr al-Asykhar al-Yamani), seorang 
pria menyerahkan harta kepada wanita pinangannya. Lalu ia mengklaim 
pemberian itu dengan tujuan sebagai mahar, dan wanita itu mengingkarinya, 
maka wanita tersebut dibenarkan bila penyerahan itu terjadi sebelum 
akad nikah. Bila tidak, maka si pria yang dibenarkan. 

Saya (Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi) berkata: "Dalam kitab 
al-Tuhfah Ibn Hajar berpendapat sama dengan Syaikh Muhammad bin 
Abu Bakr." Dan dalam al-Fatawa beliau berkata: "Dan Abu Makhramah 
membenarkan si pria secara mutlak." Dari perkataan mereka: "Wanita 
tersebut dibenarkan." diambil kesimpulan, bila si pria bisa mengajukan 
bukti atas klaimnya tadi, maka bukti itu diterima. 


2 Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-'Airi 15 

s «p . a * jJj , \ . a*W J*j 'iU S j\ Jj^l jLS J) 


14 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Beirut: Dar al- 
Fikr, t. th.), h. 214. 

15 Zainuddinal-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada l'anah al-Thalibin, 
(Beirut Dar al-Fikr, 2002), Juz III, h. 355. 
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Bila seseorang melamar wanita, kemudian ia mengirim atau memberi 
sejumlah harta kepadanya sebelum akad nikah tanpa disertai pernyataan 
apapun, dan ia tidak bermaksud member secara cuma-cuma, kemudian 
terdapat ketidakmauan menikah dari pihak wanita ataupun pihak lelaki 
itu, maka si lelaki boleh mengambil lagi pemberiannya, seperti penjelasan 
sekelompok ulama muhaqqiqun. Seandainya lelaki tersebut memberikan 
harta, lalu si wanita mengklaimnya sebagai hadiah, sementara si lelaki 
menyatakannya sebagai mahar, maka si lelaki yang dibenarkan dengan 
sumpahnya. 


3. Al-Fatawa al-Ficjhiyah al-Kubra 16 

J* jUf ' JA jui' ^ i£i. pu&h csz. gz. (j xLj) 
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Syaikh Ibn Hajar al-Haitami pernah ditanya, tentang seorang pria 
yang melamar wanita, lalu keluarga wanita menerimanya, lalu pria itu 
memberi mereka harta yang disebut jihaz (pengikat). "Apakah wanita 
yang dipinang itu berhak memilikinya? Mohon jelaskan kepada kami 
masalah tersebut." 


Lalu beliau menjawab: "Sungguh yang menjadi pedoman adalah niat 
si pria. Bila ia memberi dengan niat sebagai hadiah, maka wanita pinangannya 
berhak memilikinya, atau dengan niat sebagai bagian dari mahar, maka 
dihitung sebagai mahar. Bila bukan dari jenis mahar atau dengan niat 
memintanya lagi bila tidak berhasil menikah, atau tanpa niat apapun, 
maka si wanita pinangannya itu tidak bisa memilikinya dan si pria bisa 
memintanya kembali. 

4. Referensi Lain 

a. Tuhjah al-Muhtaj, Juz VII, h. 378. 


16 Ibn Hajar al-Haitami, al-Faiawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Mesir: al-Maktabah al-lslamiyah, 
t. th), Juz IV, h. 111. 
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b. Kanz al-Raghibin/Syarh al-Mahalli, Juz IH, h. 254. 

c. Asm al-Mathalib, Juz III, h. 301. 

d. Al-Bujairimi ' ala cd-lqm ’, Juz IH, h. 392. 

e. Al-Syarqaun, Juz I, h. 264. 


378. Kedudukan Thalaq di Pengadilan Agama 


S. Bagaimam kedudukan thalcuj di Pengadilan Agama dan kaitannya dengan 
thakuj di luar Pengadilan Agama, baik mengemi hitungan thakuj dan penetapan 
iddahnya? 

J. 1. Apabila suami belum menjatuhkan thakuj di luar Pengadilan Agama, 
maka thakuj yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung 
thalaq yang pertama dan sejak itu pula dihitung 'iddahnya. 

Z Jika suami telah menjatuhkan thakuj di luar Pengadilan Agama, maka 
thakuj yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan 
thakuj yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu iddah 
raj'iyyah. Sedangkan perhitungan ' iddahnya dimulai dari jatuhnya 
tholaq yang pertama dan selesai setelah berakhirnya 'iddah yang 
terakhir yang dihitung sejak jatuhnya thakuj yang terakhir tersebut. 

3. Jika thakuj yang di depan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis 
masa 'iddah atau di dalam masa ‘iddah bain, maka thakupya tidak 
diperhitungkan. 

4. Jika thakuj di depan Hakim Agama itu dilakukan karena terpaksa 
( mukrah ) atau sekedar menceritakan thalaq yang telah diucapkan, 
maka tidak diperhitungkan juga. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain 17 


^ $ J (ui^ UjJ <j 


Sungguh talak seorang suami yang tidak terpaksa, mukaUaf, maksudnya 
baligh dan berakal, hanya terjadi pada wanita yang selain tertalak bain, 
meski wanita yang tertalak raj'i yang belum habis 'iddahnya. Maka talak 
tidak terjadi pada wanita yang terkhulu' dan tertalak raj'i yang telah habis 
'iddahnya. 


17 Zainuddinal-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada l'anah al-Thal ib in, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Juz IV, h. 4. 
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2. Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain 18 



'Iddah itu wajib karena berpisah dengan suami yang masih hidup . . . 
yang telah menggaulinya, ... walupun telah yakin dengan kebersihan 
rahim (dari sisa sperma). 


3. Tuhfah al-Muhtaj 19 
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Seandainya suami berkata: "Kamu saya thalaq, kamu saya thalaq, 
kamu saya thalaq." atau "Kamu saya thalaq thalaq thalaq.", dan di 
antara kalimat thalaq yang berulang-ulang tersebut terdapat pemisah 
dengan diam yakni lebih dari sekedar bernafas dan gagap berbicara, 
atau pemisah dengan pembicaraan si suami atau pembicaraan si istri, 
... maka terjadi thalaq tiga, meski si suami bermaksud menjadikan 
pengulangan itu sebagai pengukuhan. Sebab, kemungkinan hal itu 
jauh disertai adanya pemisah. 


4. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain 20 

j\ laJJa j* <C*s*-P I ASittlja.* £ Jaj <3b oj^*' (jp _ji 
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Seandainya terhimpun dua 'iddah seorang suami pada istrinya, seperti 
ia menyetubuhi istrinya yang ditalak raj'i secara mutlak, atau yang ditalak 
bain dengan persetubuhan syubhat, maka cukuplah 'iddah yang terakhir 
dari kedua iddah itu. Si wanita itu lalu ber' iddah sejak usai persetubuhan 
dan sisa 'iddah pertama masuk pada 'iddah kedua. 

5. Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain 21 


18 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, (Beirut 
Dar al-Fikr, t. Ih), h. 328. 

19 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Beirut 
Dar al-Fikr, t. th). Jilid Vffl, h. 52-53. 

20 Zainuddinal-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada Tarsyih al-Mustafidin, 
(Beirut Dar al-Fikr, t. th.), h.347. 

zi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, (Beirut 
Dar al-Fikr, t.th), h. 321. 
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0 


Talak tidak terjadi dari orang terpaksa sebab kekhawatiran yang 
sesuai pada kondisi dirinya. Kekhawatiran itu berbeda-beda sesuai 
dengan perbedaan derajat manusia, sehingga suatu pukulan ringan 
di depan orang banyak itu merupakan paksaan bagi orang-orang 
yang mempunyai muruah (harga diri tinggi), dan bukan paksaan bagi 
selain mereka. Pelecehan bagi orang yang berpangkat itu merupakan 
paksaan dan makian bagi orang yang mempunyai muruah merupakan 
paksaan pula. Parameternya adalah apapun yang mudah dilakukan 
mukrah (orang yang dipaksa), dengan fathah huruf nya, itu tidak 
termasuk paksaan, dan yang sebaliknya termasuk paksaan. 

6. Bughyah al-Musytarsyidin 22 


y; £lL}R JjULM ol* j»*j C-JaJJo! Jli (t£ i) LU») 

Ji o^ diiijV# o-ulai j\ JjU ye-j&izJ} h J -OaS j)j 

^ jllS 


(Kasus dari Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya) Bila pada 
seorang suami ditanyakan: "Apakah kamu mentalak istrimu? T .alu si 
suami menjawab: "Ya.", maka bila si penanya bermaksud agar si suami 
mentalak, maka jawaban tersebut merupakan talak yang sharih. Bila ia 
bermaksud menanyakan talak yang sudah terjadi, atau maksudnya 
tidak diketahui, maka jawaban itu merupaka ikrar talak. Bila si suami 
benar-benar mentalak, maka sah talaknya, dan bila belum maka tidak. 

7. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain 23 


r’-}-* 0j 1/?^ Jj^UaJU pjCb <0A>-U (JlJS S) jls li) (^1 

0S3I Jli 0^» <Jl>- J*». j) !j Sj OJJyj 


22 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 224. 

23 Zainuddinal-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada l’anah al-Thalibin, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Juz IV h.10-11. 
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Adapun bila ada yang mengatakannya (Apakah kamu mentalak istrimu?) 
dengan maksud bertanya, lalu si suami menjawab: "Ya.", maka jawaban 
itu merupakan ikrar talak, dan secara hukum zhahir talak itu sah bila ia 
berbohong dan tidak sah dalam urusan antara dirinya dan Aliah bila ia 
jujur. 


Dan bila ditanyakan kepada suami yang telah mentalak: "Apakah kamu 
mentalak istrimu tiga kali?" Lalu ia menjawab: "Saya mentalak.", dan 
yang ia maksud adalah talak satu, maka ia dibenarkan dengan sumpahnya. 

8. Bughyah al-Musytarsyidin 24 


jj g fS jki (i fc) 


(Kasus dari Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi) Seandainya hakim 
memerintahkan suami untuk mentalak istri, lalu ia mentalaknya, maka 
talaknya tidak sah, meki si hakim tidak menakut-nakutinya . 


379. Sebelum Berakhir Masa Iddahnya, Ternyata 
Rahim Tidak Berisi Janin 


S. Apabila sebelum berakhir masa iddahnya, bahwa rahim diketahui dengan 
teknologi kedokteran ternyata tidak berisi janin dari mantan suaminya, 
bagaimana kedudukan iddahnya? 

J. Kedudukan 'iddahnya tidak berubah sebagaimana yang telah 
ditentukan oleh msh syara', walaupun rahimnya diketahui kosong 
dari janin, sebab tujuan 'iddah itu bukan hanya semata-mata untuk 
mengetahui kekosongan rahimnya dari janin, tetapi ada unsur 
ta'abudnya dan rasa duka cita. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-t^arib 25 


p* jyjo 44^'j u^jj jp j' j' ^j 9 

ji-Aj p oij «'•sji' • vj4j Jsi^j ^ ?*'j^' Jj~^>- ^>-'3 sj^ 

(‘Iddah) itu untuk mengetahui bersihnya rahim wanita (dari janin). 


2 * Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 231. 

25 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al~Bajuri ' ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.). Jilid II, 
h. 173. 
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untuk beribadah, atau untuk berbelasungkawa (atas kematian) suaminya. 
Dan yang dominan adalah tujuan ibadah, buktinya tidak cukup 'iddah 
hanya dengan satu masa sud antara dua haid besertaan rahim wanita 
sudah bisa suci dengan lewatnya masa itu, dan juga terbukti dengan 
kewajiban ‘iddah wafat walaupun si suami belum menyetubuhinya. 

2. Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain 26 


j\ jl ixS~ ®aC- S^") 







'Jcfeia/t itu wajib karena bercerai dengan suami yang masih hidup dan 
telah menyetubuhinya, baik perceraian karena talak, atau perusakan akad 
nikah disebabkan semisal adanya cacat, atau rusak karena semacam li'an, 
... meski telah diyakini bersihnya rahim dari janin, seperti wanita kedi 
yang belum mungkin disetubuhi, wanita yang telah manopaus, dan wanita 
yang talaknya dikaitkan atas keyakinan kebersihan rahimnya, maka setelah 
melahirkan dan melewati masa enam bulan wanita tersebut tertalak dan 
wajib ‘iddah karena mumi menjalankan ajaran Allah ( ta'abbudi ). 


3. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain 27 

jkj jl fyi J e 1^*11 1^*3 eJw» oJjJl C£j 

Sui .u jrjj jc j jf 5r ssuc. S u i^u>i 


Iddah secara syar'i adalah masa penungguan oleh wanita untuk mengetahui 
kebersihan rahimnya atau untuk tujuan ta'abbud (beribadah), yang secara 
istilahi merupakan sesuatu yang pengartiannya tidak bisa dirasionalisasikan, 
baik bersifat ibadah mumi ataupun lainnya atau untuk berbelasungkawa atas 
kematian suaminya. Iddah semula disyaratkan untuk menjaga keturunan 
dari ketercampuran (dengan bibit dari lelaki lain). 


4. Al-Asybahwaal-Nazha'ir 28 

C£j 'o^Fr C £j (S** ( JjNl) fuil jl*3l (JLUi») 


26 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 328. 

27 Zainuddinal-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada l'anah al-Thalibin, 
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.). Juz IV h.37-38. 

28 Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 268. 
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Ketentuan. 'Idelah itu beberapa macam: 

1. Mumi bertujuan mengetahui bersihnya rahim, yaitu ‘iddah wanita hamil. 

2. Mumi ta'abbud (ibadah), yaitu ‘iddah wanita yang mati suaminya dan 
belum sempat menyetubuhinya, ‘iddah wanita yang ditalak dengan 
keyakinan rahimnya memang sedang bersih dari kehamilan, 'iddah 
wanita yang disetubuhi suami yang masih kedi dan belum produktif, 
dan ‘iddah wanita kedi yang belum bisa hamil sama sekali. 

3. Mempunyai dua tujuan (mengetahui bersihnya rahim dan ta'abbudi) 
dan yang dominan adalah tujuan pertama. Yaitu 'iddah wanita yang 
mungkin hamil dari suami yang produktif. Baik 'iddahnya dengan 
masa sud antara dua haid atau dengan hitungan bulan. Sebab tujuan 
mengetahui bersihnya rahim lebih dominan dari nilai ta’abbuddtnya 
dengan waktu ‘iddah yang diperhitungkan. 

4. Mempunyai dua tujuan (mengetahui bersihnya rahim dan ta'abbudi ) 
dan yang dominan adalah tujuan kedua. Yaitu 'iddah wanita yang 
berkemungkinan hamil dari kematian suaminya dan masa sucinya 
telah lewat di tengah-tengah bulan. Sebab, hitungan khusus masa 
'iddahnya didominasi oleh nilai ta'abbudi. 

5. Referensi Lain 

a. Mughni al-Muhtaj, Juz El, h. 383. 

b. Hasyiyah Qulyubi, Juz 4, h. 41. 

c. Fath al-Mu'in pada l'anah al-Thalibin, juz III, h. 38 

d. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Iqna, Juz IV, h. 25. 

e. Tuhfah al-Muhtaj, Juz II, h. 230. 

/. Bughyah al-Mustarsyidin, h. 236. 


380. Memberi Nama Anak dengan Lafal Abdun yang 
Mudhaf selain Nama Allah 

S. Bagaimana hukum memberi nama anak dengan lafal Abdun yang 
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dimudhafkan kepada lafal selain Allah? 

J. Memberi nama dengan kata Abdun yang dimudhafkan kepada selain 
Allah, hukumnya adalah haram, karena menimbulkan tasyrik. Kalau 
dimudhafkan kepada Nabi ( abdun nabi) hukumnya makruh, menurut 
pendapat yang kuat. Ada pendapat dari Ibn Ziyad yang mengatakan 
bahwa memberi nama abdun nabi dan sesamanya itu tidak haram, 
apabila tidak dimaksudkan sebagai penghambaan yang sebenarnya. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-f^arib 29 


tjpz 4\ jlJ\ u zz j zz sLiiii yjlj 

^ tzJs\ zz %0\ gjus' aylli jus jz 
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Dan haram memberi nama dengan Abdul Ka'bah (hamba Ka'bah), 
atau Abdul Hasan atau pula Abdu Ali. Demikian halnya semua nama 
yang digandengkan dengan kata Abdu (hamba) kecuali terangkai dengan 
nama-nama Allah Swt., karena mengesankan kesyirikan, seperti yang 
tertera dalam Syarh al-Ramli, kecuali nama Abdul Nabi, maka hukumnya 
makruh menurut pendapat mu'tamad. Berbeda dengan yang tertera 
dalam Hasyiyah al-Rahmani yang mengharamkan penamaan Abdul Nabi. 


2. 1'anah al-Thalibin 30 

p\j\ % ui. 43 % fa u Jc. zz iiLj 
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29 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.). Jilid II 
h. 314. 

30 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, 1'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra 
t.th.). Jilid II, h. 337. 
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(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Begitu pula Abdul Nabi.") 
Maksudnya begitu pula haram memberi nama dengan Abdul Nabi, 
yakni karena mengesankan kesyirikan, maksudnya Nabi sama dengan 
Allah dalam hal beliau memiliki hamba-hamba. Hukum haram yang 
telah disebutkan itu pendapat mu'tamad versi Ibn Hajar. Sedangkan 
pendapat mu'tamad versi al-Ramli adalah boleh. Redaksinya yaitu: "Dan 
seperti halnya haram member nama dengan Abdul KaTtah, haram pula 
Abdul Nabi menurut pendapat yang disampaikan mayoritas ulama. 
(Namun) al-Aujah (yang kuat) adalah boleh, apalagi bila menghendaki 
penghambaan yang panntas- dinisbatkan kepadabeliau Saw.. 

(Ungkapan beliau: "Dan Jarullah."), maksudnya begitu pula haram 
memberi nama dengan Jarullah (Tetangga Allah), begitu pula Raficjullah 
(Teman Allah), sebab mengesankan kesyirikan. Dan haram pula memberi 
nama dengan Abdul Kakbah, Abdul Hasan, Abdu Ali. Begitu pula setiap 
nama penghambaan yang dlidhafahkan -dirangkai- dengan selain nama- 
nama Allah Swt., seperti Abdul 'Uzza, Abdu Manaf. Hal itu karena 
mengesankan kesyirikan. Dalam kitab Hasyh/ah al-Bajuri terdapat teks: 
"Dan haram memberi nama dengan Abdul 'Athi dan Abdul 'Al, sebab 
keduanya tidak terdapat dalil naqlinya. Padahal nama-nama Allah Swt. 
itu tauqifi (mumi dari Nabi Saw.)." 


3. Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad 31 

Jp cSl jsj £g&\ iJ \l\ % yj- H g* tji . lli (SLu) 

% o? j& 4' <>' j# 4 
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M jLj p 3i> \S 4>sS\ Aj & p iy je 

^ $3 44 


(Masalah) Penamaan dengan Abdid Nabi (Hamba Nabi) dan semisalnya 
itu tidak haram, kecuali bila maksudnya adalah pengertian kehambaan 
sebenarnya. Bagi para murid tarekat yang menisbatkan diri kepada para 
guru yang dekat dengan Allah Swt., sudah lumrah bila salah seorang 
dari mereka berkata: "Saya hamba Tuan Guru ..." Dan mereka dengan 
ucapan itu tidak lain hanyalah menghendaki kemuliaan gurunya saja. 


31 Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, Ghayah al-Talkhish fi Fatawa Ibn Ziyad pada 
Bughyahal-Mastarsyidm, (Singapura-Jeddah: al-Haramain, t. th.), h. 254. 
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bukan hakikan penghambaan yang hanya milik Allah Swt. saja. 

Demikian halnya tidak haram, seandainya ada seseorang bertanya: 
"Siapa namamu?", lalu ia menjawab: "Hambamu, Muhammad.", dengan 
maksud menjaga etika, sebagaimana umumnya. 

Begitu pula ucapan: "Tuanku adalah Fulan.", sebab dalam hadits 
disebutkan: " Berdirilah untuk menghormati tuan kalian.", dan Sahabat 
Umar pernah berkata: "Abu Bakar itu tuanku, dan memerdekakan 
tuanku.", maksudnya Bilal -radhiyallahu 'anhum-. 

4. Referensi Lain 

a. Tanwir al-Qulub, h. 249. 

b. Hasyiyah al-Syarwani, Juz DC h. 373 

c. Hasyiyah al-Jamal 'ala Fath al-Wahhab, Juz V, h. 266. 


381. Vasektomi dan Tubektomi 


S. Apabila vasektomi dan tubektomi dapat direhabilitasi, bagaimana hukumnya? 


J. Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, kalau 
mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak. Karenanya 
sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan 
kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau 
menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Clarib 32 

^ .u.! ^ azi: y jii i l-p. ju aji <5 


Begitu pula menggunakan obat yang menunda atau memutus kehamilan 
sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya), maka dimakruhkan dalam 
kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua. 

2. Nihayah al-Muhtaj 33 


'i jlii ^ 5 )\ jc. 14& jai £$ i\jl s]p\j Jijll jukll liT 


32 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.). 
Jilid II, h. 95. 

33 Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Beirut 
Dar al-fikr, t. th.). Juz VIII, h. 443. 
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"Adapun penggunaan obat seorang pria dan wanita untuk mencegah 
kehamilan, maka Syaikh Izzuddin telah ditanyakan tentang hal itu. Lalu 
ia jawab: "Bagi wanita hal itu tidak boleh." Makna lahiriah jawaban itu 
adalah mengharamkan. Al-Imad bin Yunus berfatwa dengan hukum 
haram. Kemudian Syaikh Izzuddin ditanya bila kedua suami istri yang 
merdeka saling menyetujui untuk menghindari hamil, "Apakah boleh 
mengkonsumsi obat untuk mencegahnya setelah sud dari haid?" Beliau 
jawab: "Tidak boleh." Sampai disini ungkapan beliau. Dan terkadang 
bisa disanggah: "Cara tersebut tidak melebihi 'azl, dan dalam cara itu 
hanya menutup adanya keturunan secara zhan (prasangka). Sedangkan 
zhan sama sekedi tidak selevel dengan kenyataan." Berdasar pendapat 
yang mencegah, bila antara obat yang mencegah kehamilan secara total 
dan obat yang mencegahnya sementara waktu dibedakan hukumnya, 
maka pembedaan itu cukup kuat. Dalam Syarh al-Tanbih karya al-Balisi 
terdapat pertimbangan semacam ini." 


4. Ghayah Talkhish al-Murad min F a tawa Ibn Ziyad 34 

(JUjiImiI j|j>- aLs e>\&- JsUJiM 


Dan kesimpulan dalam Fatawa a\-Qimath adalah boleh menggunakan 
obat-obatan untuk mencegah haid. 


2. Pendapat Muktamar 

(JlSj diiy» 4 jc*j L» (jjj ij li (jjj y-iJI o> -^3 
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34 Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, Ghayah d-Tdkhish fi Fatawa Ibn Ziyad pada 
Bughyah d-Mustarsyidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 247. 
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Sungguh al-Syibramallisi membedakan antara obat yang mencegah 
kehamilan secara total dan obat yang mencegah sementara waktu. Ia 
menyatakan keharaman yang pertama, dan yang kedua dinyatakan 
mubah sama dengan 'azl (mengeluarkan sperma di luar vagina). Al- 
Ramli secara jelas mengutip dari al-Zarkasyi, bahwa penggunaan obat 
yang mencegah kehamilan sebelum mani keluar saat persetubuhan 
umpamanya, itu maka tidak tercegah. Begitu pula menggunakan obat 
yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak 
hamil selamanya), maka dimakruhkan dalam kasus pertama dan diharamkan 
dalam kasus kedua. Dan ketika terdapat kondisi darurat, maka berlaku 
kaidah fiqhxyah , " Jika dua mafsadah bertentangan, maka yang diperhatikan 
adalah yang paling berbahaya dengan melakukan yang kecil resikonya." 
3. Referensi Lain 

a. Hasyiyah Syibramallisi, Juz VHI, h. 416. 


382. Menggunakan Spiral/IUD 


S. Bagaimana hukumnya menggunakan spiral (IUD) dalam KB mengingat 
caranya dengan melihat aurat? 


J. Pada dasarnya menggunakan spiral (IUD) itu hukumnya boleh, sama 
dengan 'azl, atau alat-alat kontrasepsi yang lain, tetapi karena cara 
memasangnya harus melihat aurat mughallazhah, maka hukumnya haram. 
Oleh karena itu harus diusahakan dengan cara yang dibenarkan oleh 
syara', seperti dipasang oleh suaminya sendiri. Masalah ini telah dibahas 
dalam buku PBNU "Membina Kemaslahatan Keluarga" (hlm. 92-95). 
Keterangan, dari kitab: 

1. Sulam al-Taufiq 35 


^ 3^3 Ol^Vl jj JfiSW ^ 
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Dan di antara maksiat mata adalah laki-laki melihat perempuan rum 
mahram, begitu pula perempuan melihat laki-laki non mahram, dan melihat 


35 Abdullah Ba'lawi, Sulam Taufiq pada Mirqah Su'ud al-Tashdia, (Indonesia: CV. Karya 
Insan, t th.), h. 66. ■ 
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aurat. Oleh sebab itu, laki-laki haram melihat bagian tubuh perempuan 
non mahram selain istrinya. Bagi perempuan haram membuka bagian 
tubuhnya di depan orang yang haram melihatnya. Bagi laki-laki dan 
perempuan haram membuka bagian tubuh antara pusar dan lutut di 
depan orang yang bisa melihatnya, meski sejenis dan semahram selain istri. 


2. Kanz al-Raghibin Syarh Mitthaj al-Thalibin 36 


> o 

o 




Dan bila haram melihat, maka haram menyentuh, karena menyentuh 
lebih kuat nikmatnya dari pada melihat. 

3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 37 


% dj jJ\j j&\ ^ jilis u J (j) 

^ 0j jJoIJ gli#) JLij jlaSJlS s4-U-\ 
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Dan ketahuilah, bahwa penjelasan tentang keharaman melihat dan 
menyentuh itu sekiranya tidak ada keperluan. Sedangkan ketika dalam 
keadaan perlu, maka melihat dan memegang itu boleh untuk bekam, 
cantuk dan pengobatan, sekalipun di vagina, karena adanya keperluan 
yang mendesak. Sebab pengharaman dalam kondisi seperti itu akan 
menyulitkan. Oleh karenanya, laki-laki boleh mengobati wanita dan 
sebaliknya, namun harus di depan mahram, suami, ataupun perempuan 
lain yang terpercaya. Hal ini bila kita memperbolehkan laki-laki menyendiri 
bersama dua wanita, dan ini merupakan pendapat yang rajih (unggul). 

4. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Clarib 38 


y>3 ^jjpr b\ J J gjj J i) jy 


-Kebolehan dokter laki-laki melihat tubuh perempuan dalam rangka 
pengobatan, itu bila- di depan mahram, suami, atau pemilik budak. 


36 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata 
Qalyubi iva 'Umairah, (Surabaya: Dar Nasyr al-Mishriyah, t. th.), Juz III, h. 211. 

37 Muhammad al~Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj , 
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.). Juz III, h. 133. 

38 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut. Dar al-fikr, t. th.). Jilid II, 
h. 102. 
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Maksudnya atau di depan seorang perempuan bila kita memperbolehkan 
seorang laki-laki menyendiri dengan dua wanita. Itu adalah pendapat 
yan rajih (unggul) selama kedua wanita itu merupakan orang yang 
terpercaya. Sebab, masing-masing dari keduanya akan merasa malu 
melakukan perbuatan mesum di sesamanya. 


5. Kasyifah al-Saja 39 

V 3 jks\ JiiU sfi %. jMJi 

iiljT jJLl 


Ketahuilah, bahwa wanita itu boleh melihat seluruh anggota tubuh 
suaminya, sebagaimana sebaliknya. Memang begitu, namun bila suami 
melarang istri melihat auratnya, maka istri tidak boleh melihatnya, tidak 
sebaliknya. Maka suami secara pasti boleh melihat aurat istri, sebab 
ia memiliki hak menikmati tubuh istri, sedangkan istri tidak memiliki 
hak menikmati tubuh suami. Namun suami makruh melihat kemaluan 
istrinya, baik qubul atau duburnya., bila tidak terdapat hajat. Dan melihat 
bagian dalam kemaluan istri hukumnya lebih makruh. 


383. Wasiat Mengenai Organ Tubuh Mayit 

S. Sahkah wasiat mengenai organ tubuh mayit untuk diberikan dan dicangkokkan 
kepada orang yang memerlukan mengingat di antara sahnya wasiat adalah 
umjud mutlaq al-milk? 

J. Hukum wasiat tersebut tidak sah (batal), karena tidak memenuhi 
syarat-syarat wasiat yang antara mutlaq al-milki. Menurut syara' organ 
mayit itu hak Allah bukan milik seseorang. Adapun pecangkokan 
organ tubuh manusia ada yang membolehkan dengan syarat: 

■ Karena diperlukan, dengan ketentuan tertib pengamanan. 

■ Tidak ditemukan selain organ tubuh manusia itu. 

Masalah ini telah dibahas pada Munas Alim Ulama NU di Kaliurang 
pada tahun 1981, bisa dirujuk ke masalah Nomor 334. 

Keterangan, dari kitab: 


39 Muhamad Nawawi bin Umar al~Jawi, Kasyifah al-Saja, (Semarang: Toha Putra, 
t. th.),h.50. 
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1. Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain 40 


Cr? J» jSij 
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Dan barang yang diwasiatkan disyaratkan merupakan barang mubah 
yang bisa dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Maka sah wasiat 
janin (hewan atau budak) bila lahir dalam keadaan hidup, atau janin 
yang lahir dalam keadaan mati, dan menjadi tanggung jawab seseorang, 
yaitu anak budak perempuan yang dilukai. Berbeda dengan janin hewan 
ketika lahir dalam keadaan mati karena dilukai, sebab wasiat dengannya 
batal, dan tanggung jawab orang yang melukai dalam kasus ini yaitu 
berkurangnya harga induknya menjadi milik ahli waris (bukan orang 
yang diwasiati). 


2. Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jaivad 41 
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Al-Halabi berkata: "Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak 
ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka 
mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah 
mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang 
dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas udzur yang 
memperbolehkan tayamum saja. Dan kasus (menambal dengan tulang 
manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai 
dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih 
wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus 
terjadi. Dan al-Madabighi dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap 
atas diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu: 


40 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, (Beirut 
Dar al-Fikr, tth), h. 279. 

41 Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-'Arabiyah, t. th.), h. 26-27. 
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"Bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang kafir harbi 
seperti orang murtad harus didahulukan, kemudian tulang kafir dzimmi, 
dan baru tulang mayit muslim. 

3. Mughrii al-Muhtaj ilaMa'rifah Alfazh al-Minhaj 42 

Si tlM $ j $ (%) 

j* &j\ ^ 


(Dan dipebolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi 
darurat, (memakan manusia yang telah mati), ketika ia tidak menemukan 
bangkai selainnya, sebagaimana telah dibatasi oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi 
dalam kitab al-Syarh al-Kabir dan al-Raudhah. Sebab kehormatan orang hidup 
lebih besar -dari orang pada yang telah mati-. 

4. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin 43 


j* jLfipl Si J ilj 


Baginya, yaitu orang dalam kondisi darurat, boleh memakan mayat 
manusia, karena kehormatan orang hidup lebih besar dari kehormatan 
orang mati. 

5. Al-Muhadzdzab 44 


j* jS\ gi\ Si aJ o!3 


Jika seseorang terpaksa dan (hanya) menemukan mayat manusia, 
maka ia boleh memakannya. Sebab, kehormatan orang hidup lebih kuat 
dari kehormatan orang mati. 

6. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin 45 

S* Si *?-&»■! 3 sj^==*'i 

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah dan butuh 
menyabungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (karena tidak 
menemukan tulang yang suci) yang layak dijadikan penyambung, (maka 


J ?j) 


jiiJ) 


42 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 1957), Juz IV, h. 307. 

43 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata 
Qulyubi wa 'Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 
128. 

44 Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut: . . t. th.), Juz I, h. 251. 

45 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi 
wa ' Umairah , (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz IV, h. 128. 
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ia adalah orang yang berudzur) dalam hal tersebut. 


7. Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib 46 

4,l*ac 3 «LiJasI 4 jlaSJI ^jx- UT 


Dan pendapat al-Aujah (yang lebih kuat) seperti makna lahir pernyataan 
para ulama, adalah tidak menilai keutamaan mayit, ketika sama-sama 
Islam dan terjaga (tidak boleh dibunuh). 


8. Ahkamul Fuyaha' 47 
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^ Al*Jl jjjl ^Jc- J_5 cJlDl Ol^> oJt-UL« ^Jc- JoJj S/ 


Permasalahan, bagaimana pendapat Anda sekalian tentang fatwa oleh 
Mufti Mesir yang memperbolehkan cangkok bola mata mayat untuk 
dipasangkan ke mata orang buta. Apakah fatwa ini benar apa tidak? 
Muktamar menetapkan, bahwa fatwa itu tidak benar, dan bahkan haram 
mencangkok bola mata mayat meskipun dari orang yang tidak terhormat, 
seperti orang murtad dan orang kafir musuh. Haram pencangkokan 
dengan bagian-bagian tubuh manusia, karena bahaya kebutaan tidak 
melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayat. 


384. Tindakan Medis Terhadap Pasien yang Sulit 
Diharapkan Hidupnya 


S. Tindakan medis terhadap pasien yang dinilai sudah sulit diharapkan hidup, 
dengan tujuan atau berakibat meninggalnya pasien secara perlahan-lahan. 
Bagaimana hukumnya? 

J. Tindakan medis demikian ini hukumnya haram. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al-Musytarsyidin 4S 

i) ^ ^ ’&l dJ-jjj fe) {Ji iilS) 


46 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Tuhfah al-Habib ' ala Syarh al-Khatib, (Beirut Dar 
al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 323. 

47 Ahkamul Fuqaha, Keputusan Muktamar NU ke-23 tahun 1962 di Solo (masalah nomor 315). 

48 Abdurrahman bin Muhammad Ba'Iawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Mesir: 
Musthafa al-Haalabi, t. th.), h. 245. 
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(Kasus dari Muhammad bin Abu Bakar al-Asykhar al-Yamani) 
Seseorang ditikam, dan isi perutnya dikeluarkan, lalu dibiarkan sehari 
semalam. Kemudian didatangkan dokter untuk mengobatinya. Ia 
berkata: "Isi perutnya tidak bisa mungkin dimasukkan (ke perut 
lagi) karena sudah kering." Lalu ia memotongnya. Setelah beberapa 
hari si korban tersebut meninggal. Maka bila ia sengaja memotongnya 
dan tahu bahwa tindakannya itu secara umum bisa membunuh, dan 
si korban tersebut mati karena dua tindakan (tikaman dan pemotongan 
isi perut), atau ia memotongnya tanpa izin dari si koiban yang kamil 
(diperhitungkan dalam hukum), dan wali korban yang naqish (tidak 
diperhitungkan dalam hukum), maka bagi masing-masing penikam 
meski dalam keadaan mabuk karena memberatkan hukum baginya, 
sebab ia dihukumi mukallaf, dan bagi si dokter pandai yang jarang 
melakukan malpraktik maupun tidak, hukuman qishash dengan 
syaratnya. Dan izin ahli waris tidak dipertimbangkan (dalam kasus ini). 
2. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qari¥ 9 
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Dan dalil dalam masalah jinayah (kriminal) sebelum ijma’ adalah 
firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." dan hadits shahih 
Bukhari dan Muslim: "Jauhilah tujuh perkara yang membuat binasa." Lalu 
ditanyakan: "Apakah tujuh perkara itu wahai Rasulullah?" Beliau 
bersabda: "Menyekutukan Allah Ta'ala, sihir, membunuh jiwa yang 
diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak ..." 

3. Referensi Lain 


49 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-fikr, t. th ), 
Jilid II, h. 199-200. 
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a. Fath al-Wahhab, Juz II, h. 128. 

b. I'anah al-Thalibin, juz IV, hlm. 110 - 119. 

c. Al-Mahalli, Juz IV, h. 96 dan 102. 

d. Kifayah al-Akhyar, Juz II, h. 201 . 

e. Tuhfah al-Muhtaj, Juz IH, h. 205. 

/. Tarsyih al-Mustafidin, h. 367. 


385. Menjual Barang dengan Dua Macam Harga 

S. Bagaimana hukumnya menjual barang dengan dua macam harga yang berlainan 
antara cash dan kredit, antara kredit berjangka pendek dan berjangka panjang? 


J. Menjual barang dengan dua macam harga jika dilakukan dalam suatu 
akad, hukumnya tidak boleh/tidak sah. Tetapi jika dilakukan dengan 
akad mustaqil (akad yang terpisah), hukumnya boleh/ sah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Tuhfah al-Muhtaj 50 
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(Dan Rasulullah Saw. melarang dua jual beli dalam satu akad), 
diriwayatkan al-Tirmidzi dan dis/iaMikannya. Yaitu bila seseorang berkata: 
"Aku jual padamu seharga 1000 kontan, dan seharga 2000 kredit setahun. 
Maka silahkan beli dengan harga yang kamu dan aku kehendaki, atau 
yang dikehendaki Fulan.", karena ketidakpastian harga. Berbeda dengan: 
"... seharga 1000 kontan atau seharga 2000 kredit setahun." dan dengan 
ucapan: "... separonya seharga 1000 dan separonya lagi seharga 2000." 


2. Fath al-Wahhab 51 

lai (<jk*^) puj Jl5j i\jj (jid ^ (jc*d) (j) 
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(Dan Nabi Saw. melarang dari dua jual beli dalam satu akad), diriwayatkan 
al-Tirmidzi dan selainnya, ia berkata: "Hadits ini shahih hasan." Seperti 
ucapan: "Aku jual padamu barang ini seharga 1000 kontan, atau seharga 


50 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyiyata al-Syinoani wa al-'Abbadi, (Mesir: 
al-Tijariyah al-Kubra, t. th), Jilid IV, h. 294. 

51 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab pada Hasyiyah al-Bujatrami 
'ala al-Manhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Juz I, h. 175-176. 
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2000 kredit setahun. Maka silahkan beli dengan harga yang kamu atau 
si fulan kehendaki." Ketidakabsahannya itu karena ketidakpastian harga. 


386. Air Bersih Hasil Proses Pengolahan 


S. Dinilai ma' al-mutlaq apabila air bersih hasil proses pengolahan tetapi 
mempunyai kelainan baik rasa , bau ataupun warna. 


J. Air tersebut pada prinsipnya nasih termasuk air mutlak, karena 
proses kimiawinya tidak menguoah kemutlakan air tersebut, selama 
perubahannya tidak terlalu berat. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-CZarib 52 
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Apabila perubahan itu tidak mencegah kemutlakan nama air, seperti bila 
perubahannya itu dengan benda suci dalam kadar sedikit, atau dengan 
benda yang sifatnya sama dengan sifat-sifat air (rasa, warna dan bau), 
yang dikira-kira berbeda dengannya dan tidak sampai mengubahnya, maka 
perubahan itu tidak mencabut sifat bisa mensudkannya, maka air itu suci 
yang bisa mensucikan selainnya. 

2. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain 53 
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Air mutlak adalah air yang disebut dengan nama air tanpa ikatan nama 
tertentu, (air teh, gula, kopi dan sebagainya), meski berasal dari resapan 
uap air suci yang dididihkan, atau yang - ampurannya rusak, atau terikat 
dengan nama tempatnya, seperti air laut 

3. Kifayah al-Akhyar 54 




52 Ibn Qasim al-Ghazi, Fath cd-Qarib pada Hasyiyah al-Bajuri, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.), Jilid 
I, h. 33-34. 

53 Zainuddinal-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada l'anah al-Thalibin, 
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.). Jilid I, h.27. 

54 Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, 
(Semarang: Toha Putra t th.), Juz I, h. 10. 
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Maka bila air berubah dengan perubahan sedikit, maka menurut pendapat 
al-Ashshah air itu sud dan mensudkan, sebab kemutlakan namanya masih 
tetap. 


387. Mu'amalah dalam Bursa Efek 


S. Bagaimana kedudukan mu'amalah dalam Bursa Efek dan kaitannya dengan zakat? 

J. Setelah melakukan pembahasan dengan seksama maka Muktamar 
Nahdlatul Ulama ke 28 berpendapat bahwa, ternyata mu'amalah 
dalam Bursa Efek (Pasar Modal) itu terdapat praktek gharar. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Mauhibah Dzi al-Fadhl 55 

\4%S H iL, 


Dan mengunggulkan bagian pertama itu yang utama, karena diketahui 
secara nyata bahwa yang maksud oleh dua orang yang bertransaksi itu 
adalah kadar yang dimaklumi dari nominal yang dikandung oleh uang 
kertas itu dan bukan kertas itu sendiri. 


2. Kifayah al-Akhyar 56 
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Dan Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung tipu daya. 

3. Kifayah al-Akhyar 57 
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55 Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 
H) Juz IV, h. 29. 

56 Abu Bakar bin Muhanunad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-lkhtishar, 
(Damaskus: Dar al-Khair, t. th.). Juz I, h. 234. 

s? Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-lkhtishar, 
(Semarang: Toha Putra, t. th.), Juz l, h. 195. 
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Dan menjual barang yang ditetapkan kriterianya dalam tanggungan 
(terpesan) itu boleh, dan menjual barang yang tidak ada di tempat serta 
belum dilihat itu tidak boleh. 

Apabila yang dimaksud adalah salam (pesan) maka akan dijelaskan 
nanti. Dan apabila penjualan barang yang tidak ada di tempat akad dan 
belum di lihat oleh pembeli dan penjual atau salah satu dari keduanya, 
semakna dengan barang yang tidak ada di tempat akad, barang yang 
ada di tempat akad namun beleum dilihat, maka keabsahan jual beli 
barang semacam itu ada dua pendapat. Pertama, sah. Dalam cjaul qadim 
dan qaul jadid Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa jual beli tersebut sah. 
Imam Tsalatsah, sekelompok Imam madzhab Syafi'i pun berpendapat 
begitu, dan mereka berfatwa dengannya. Di antaranya al-Baghawi dan 
al-Rauyani. Dalam Syarh al-Muhadzdzab al-Nawawi berkata: "Pendapat 
ini disampaikan mayoritas ulama sahabat dan tabiin. Wallahu A'lam. 
Saya berkata: "Al-Mawardi mengutipnya dari mayoritas murid Imam Syafi'i. 
Beliau berkata: "Imam Syafi'i menjelaskannya dalam enam tempat." 
Mereka beThujjah dengan suatu hadits, hanya saja hadits tersebut lemah, 
yang dinilai lemah oleh al-Daruduthni dan al-Baihaqi." Wallahu a'lam. 

Sementara al-qaul al-jadid al-azhhar dan dijelaskan Imam Syafi'i dalam 
enam tempat menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah, karena 
merupakan jual beli barang yang masih samar/ simpangsiur. 


388. Bursa Valuta dan Kaitannya dengan Zakat 

S. Bursa Valuta apakah mu'amalah dan bagaimana zakatnya? 

J. Bursa valuta termasuk mu'amalah tijariyyah yang berarti masuk 
dalam babul ba'i, dan zakatnya sebagaimana lazimnya zakat tijarah 
yang telah memenuhi syarat. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Mauhibah Dzi al-Fadhl 58 





Q&2\ $jj\ ti J&L\j 


58 Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H) Juz 
IV, h. 29. 
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Ulama-ulama modem berbeda pendapat tentang uang kertas (valuta). 
Menurut Syaikh Salim bin Sumair dan Habib Abdullah bin Sumaith, 
uang kertas, tersebut termasuk kelompok duyun (utang) sesuai dengan 
nominal yang dikandung oleh kertas tersebut yang ditransaksikannya. 
Sedangkan menurut Syaikh Muhammad al-Anba'i dan Habib Abdullah 
bin Abi Bakar, bahwa uang kertas itu seperti uang (logam) cetakan. 

Semuanya berpendapat, bahwa bertransaksi dengan uang kertas itu 
sah, dan wajib zakat sesuai nominal yang dikandungnya menurut Syaikh 
Salim bin Sumair dan Habib Abdullah bin Sumaith, dan wajib zakat 
sebagai barang dagangan menurut Syaikh Muhammad al-Anba'i dan 
Habib Abdullah bin Abi Bakar. 


389. Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris 


S. Apakah Hak Cipta menghasilkan uang atau nilai ekonomi selama dalam 
waktu yang ditetapkan menurut Undang-undang Hak Cipta, bagaimanakah 
kedudukannya dalam Hukum Waris, sedangkan harta mayit yang lain sudah 
lama dibagi waris; dan bagaimana pula kaitannya dengan zakat? 

J. Kedudukan Hak Cipta dalam hukum waris adalah termasuk tirkah 
sekalipun harta almarhum yang lain sudah lama dibagi. Adapun 
kaitannya dengan zakat adalah seperti halnya mal (harta) biasa. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah Qulyubi 59 







(Harta pusaka) adalah yang ditinggalkan oleh mayit, walaupun dengan 
sesuatu sebab atau bukan berupa harta seperti ikhtishash (barang 
yang tidak bisa dimiliki namun boleh digunakan seperti pupuk 


ss Qulyubi, Hasyiyah Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Unutirah, (Mesir: Musthafa al- 
Halabi, 1956), Juz III, h. 135. 
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kandang dan semisalnya), atau walaupun dalam bentuk khamr yang 
kemudian berubah menjadi cuka setelah kematiannya, atau had 
menuduh zina, atau buruan yang masuk dalam jaring yang telah 
dipasang sebelum kematiannya. 

2. l'anah al-Thalibin 60 




‘f\ ,J\Ja \J» j)\ 


Harta pusaka adalah peninggalan mayit berupa harta atau hak. 

3. Referensi Lain 

a. Futuhat al-Wahhab/Hasyiyah al-Jamal, Juz IV, h. 403. 

b. l'anah al-Thalibin, Juz m, h. 155 dan h. 223. 


390 . Nama Akad Program Tebu Rakyat Intensifikasi 

S. Program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) yang berlaku di daerah-daerah 
tertentu (lihat lampiran) termasuk akad apa? Dan bagaimana penghasilan 
dari padanya? 

Praktek Penyelenggaraan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) 
Program Penyelenggaraan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) melalui 
proses: 

1. Langkah pertama adalah membentuk kelompok Prosesnya beberapa 
petani yang lokasi tanahnya mendapat giliran untuk ditanami 
tebu, berkumpul untuk bersepakat membentuk kelompok, yang 
.strukturnya ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Ketua kelompok 
berfungsi untuk mewakili anggota kelompoknya dalam segala urusan 
yang berkaitan dengan pihak luar. 

2. Langkah berikutnya adalah mengurus izin penanaman kepada 
instansi yang terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua kelompok 

3. Setelah mendapat izin. Ketua kelompok dapat mengajukan kredit 
pembiayaan tanaman dan biaya hidup, yang telah diatur melalui 
SK Bupati kepada KUD, yang pembayarannya setelah selesai 
penebangan. 

4. Hasil gula petani digiling di pabrik gula yang telah ditentukan. 
Pabrik gula dalam hal ini berfungsi menjual jasa penggilingan 
kepada petani, yang bagi hasilnya; pabrik gula kurang lebih 38 %, 


60 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Tanah al-Thalibin , (Mesir: aMijariyah al-Kubra, 
tth.). Juz m, h. 223. 
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sedang petani kurang lebih 62 % (ada kemungkinan menurut 
rendemen). 

5. Hasil gula petani yang 98 % dijual kepada DOLOG dengan harga 
yang ditentukan. Sedang 2 % dapat diambil dalam bentuk natura. 

6. Penjualan gula petani kepada DOLOG diwakili dan dikoordinir 
oleh KUD kemudian uang diserahkan kepada masing-masing 
kelompok (diwakili oleh ketuanya) setelah memenuhi kewajiban 
kelompok, antara lain membayar utang, membayar biaya tebang 
dan lain-lain. 


J. TRI termasuk akad ijarah, muzara'ah, mukhabarah, dan tidak termasuk 
wakalah. Oleh karena itu pelaksanaan TRI seperti tersebut dalam 
pertanyaan (soal) termasuk mu' untalah fasidah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Wahhab 61 


) jia5\ j. (oSUj Sjf UiS > VJ*) J (llij) 


Dan akad penghutangan itu rusak sebab syarat menarik keuntungan 
bagi pihak yang meminjami, seperti pengembalian dengan kelebihan, 
baik dalam ukuran atau sifatnya. Seperti mengembalikan barang utuh 
dari hutangan yang pecah. 




2. Futulwt al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab 62 

pj d jiui j* d f. J&J 


sui bu y: 


Dan dimaklumi bahwa rusaknya penghutangan tersebut bila pemyaratan 
itu terjadi dalam akad. Namun bila pihak penghutang dan pihak yang 
menghutang) bersepakat terhadap persyaratan yang dimaksud, dan 
tidak terjadi penyaratan dalam akad, maka akad penghutangan itu sah. 


3. Fath al-Wahhab 63 

\ |»bui SjV2*j) a S\S jl j\S (^ua> ^U) 


61 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Indonesia: Dar Ihya' al-kutub al-'Arabiyah, t. 
th.). Juz I, h. 192. 

62 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirufc 
Dar al-Fikr, t. Ih.), Juz I, h. 192. 

63 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Indonesia: Dar Ihya' al-kutub al-'Arabiyah, t. 
th.), Juz I, h. 247. 
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Tidak sah menyewakan rumah atau hewan dengan ongkos berupa 
perawatan dan memberi makan rumput, kata dengan disukuri atau 
dibaca fathah huruf nya, karena ketidaktahuan pada ongkos sewa. Maka 
bila pihak yang menyewakan telah menyebut ongkos sewa tertentu dan 
diluar akad mengizinkannya untuk dibelanjakan dalam perawatan atau 
pemberian makan rumput, maka akad sewa tersebut sah. 

4. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qari¥ 4 
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Dan tanpa paksaan dengan selain kebenaran. Maka tidak sah akad 
jual beli seseorang yang terpaksa tanpa kebenaran dalam hartanya. Bila 
paksaan itu dengan kebenaran maka sah. Seperti ia tertuntut menjual 
hartanya untuk melunasi hutang, lalu hakim memaksanya. 


391. Hasil dari Kerja Pada Pabrik Bir dan Tempat 
Hiburan Maksiat 


S. Bagaimana hukum hasil kerja pada Pabrik Bir dan tempat hiburan "maksiat", 
dan bagaimana pula hukum menjariyahkan/amal untuk tempat ibadah? 

J. Hasil dari kerja Pabrik Bir dan tempat hiburan "maksiat", adalah 
tidak dibenarkan oleh syariat Islam, dan menjariyahkan/amal untuk 
tempat ibadah tidak diterima. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 65 
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64 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ' ala Fath aI-Qarib, (Beirut Dar al-fikr, t. th.), Jilid I, 
h. 352. 

65 Muhammad al-Khatib al~Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 19 57), Jilid D, h. 337. 
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Dan tidak sah menyewa seseorang untuk mengajar Taurat, Injil, sihir, 
perbuatan mesum, ilmu perbintangan (perdukunan), meramal, mengkhitan 
anak kedi yang belum kuat dikhitan atau orang dewasa dalam cuaca 
sangat panas atau dingin, melubangi telinga meski telinga wanita, 
meniup seruling, meratapi kematian, membawa minuman keras, bukan 
(sah menyewa orang) untuk menumpahkannya, tidak sah menyewa 
orang untuk melukis hewan-hewan dan semua yang diharamkan. Dalam 
kitab al-Tanbih Syaikh Abu Ishaq al-Syairazi menilai nyanyian termasuk 
perkara yang diharamkan. Dan hal itu perlu dikaji ulang yang telah aku 
sebutkan dalam kitab Syarhnya. Dan tidak boleh mengambil upah untuk 
semuanya itu seperti mengambil uang dari penjualan bangkai. 

3. Jkya 'Ulum d-Din 66 

3 iiiji jl jjuaS jl 'Cffj 0^*°^ j*» *H <Ul\ J'j 
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Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa memperoleh harta dari pekerjaan 
dosa, lalu ia pergunakan untuk menyambung kerabat, meyedekahkannya, 
atau membelanjakannya di jalan Allah Swt., maka Allah Szot. akan menghimpun 
semua itu, lalu melemparkannya ke neraka." 


392. Menghimpun Dana Kesejahteraan Siswa 

S. Bagaimana hukum menghimpun dana untuk kesejahteraan siswa yang 
boleh jadi sebagian siswa tidak memanfaatkan hasilnya, sementara itu juga 
dipergunakan untuk keperluan yang tidak langsung dengan kebutuhan 

siswa? 

J. Menghimpun dana untuk kesejahteraan siswa yang boleh jadi sebagian 
siswa tidak memanfaatkan hasilnya, dan juga dipergunakan untuk 
keperluan yang tidak langsung dengan kebutuhan siswa adalah 
tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan syarat-syarat yang 
telah disepakati/ditentukan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Siraj al-Munir 67 

66 Abu Hamid al-Ghazali, Utya' ‘Ulum al-Ditt, (Beirufc Dar al*Fikr, 1995), Jilid II, h. 81. 

67 Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Jilid DI, h. 406. 
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Orang-orang muslim itu terikat dengan persyaratan mereka yang 
diperbolehkan syari'ah. Al-'Alqami berkata: "Al-Mundziri berkata: 
"Keterikatan ini dalam persyaratan yang diperbolehkan, bukan yang 
fasidah (rusak), yaitu termasuk bab perkara yang diperintahkan untuk 
dipenuhi dengan akad-akad." Yakni akad tentang hutang-piutang, yaitu 
akad yang disanggupi seseorang untuk dilaksanakannya. 


2. Fath al-Mu’in dan I'anah al-Thalibin 68 
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Dan dhfiyaskan dengan pengampu anak yatim dalam kewenangan 
yang telah disebutkan, yaitu orang yang menghimpun harta, untuk 
pembebasan tawanan misalnya, maka bila fakir, ia boleh memakan dari 
sebagian harta tersebut. 

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Misalnya", maksudnya 
pembebasan tawanan bukan suatu cjayyid (ketentuan), namun seperti 
halnya pembebasan tawanan adalah perbaikan benteng pertahanan, 
penggalian sumur, atau pendidikan anak yatim. 

3. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an 69 
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" Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu ..." (QS. al- 
Maidah: 1) al-Zajjaj berkata: "Makna ayat itu adalah penuhilah akad 
Allah Swt. yang diwajibkan terhadap kalian, dan akad kalian antara 
yang satu dengan yang lain." 


393. Mengembangkan Macam-macam Mal Zakawi 


S. Dapatkah mal zakawi itu dikembangkan macam-macamnya mengingat 


68 Zainuddin al-Malibari and Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan 
I'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid II, h. 73-74. 

69 Muhammad al-Qurthubi, al-]ami' li Ahkam al-Qur'an, (Kairo: Dar al-SyaT?, t. th.) 
Cet. ke-2. Jilid VI, h. 33. 
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sekarang ini lapangan usaha ekonomi semakin luas? 

J. Sesuai dengan ketentuan kutub al-fiqh, maka mal zakazvi tidak dapat 
dikembangkan macam-macamnya, kecuali dengan cara menjadikan 
tijarah. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Wahhab 70 





(Dan) zakat yang wajib dikeluarkan (dalam harta yang dimiliki dengan 
cara tukar-menukar) besertaan (dengan niat berbisnis), meski tidak diulang- 
ulang dalam setiap pembelanjaan, (seperti membeli, memberi mahar), hibah 
dengan imbal balik, dan menerima sewa, bukan seperti ujalah (mengurungkan 
akad), pengembalian barang karena cacat dan hibah tanpa imbal balik, karena 
tidak adanya unsur tukar-menukar, adalah sejumlah 2J5 % dari harganya 


2. Al-Muhadzdzab 71 
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Barangsiapa wajib zakat dan mampu untuk mengeluarkannya, maka 
tidak boleh menundanya, sebab zakat merupakan suatu hak yang harus 
disalurkan kepada sesama manusia, yang mana tuntutan penyalurannya 
tertuju padanya, maka ia tidak boleh menundanya, seperti barang titipan 
ketika pemiliknya meminta kembali. Bila ia menundanya, sementara ia 
mampu untuk membayarnya seketika, maka ia menanggungnya. 


394. Mendayagunakan Harta Zakat dalam Bentuk 

Usaha Ekonomi 

S. Agar kehidupan ekonomi mustahiq itu lebih meningkat bagaimana 
mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi? 

J. Mendayagunakan harta zakat (mal) dalam bentuk usaha ekonomi 


70 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H) / Juz I, h. 194. 

71 Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid IV, h. 164. 
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untuk meningkatkan kehidupan ekonomi itu boleh dengan seizin 
lebih dahulu dari mustahiq itu sendiri. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab 72 
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Bagi petugas penarik zakat dan penguasa tidak boleh mengelola harta 
zakat yang mereka dapat, sehingga menyampaikannya kepada yang 
berhak. Sebab, para fakir adalah golongan orang-orang cakap yang tidak 
dikuasai orang lain. Maka tidak boleh mengelola harta mereka tanpa 
seizinnya. 


Rekomendasi Kepada PBNU 

1. Untuk membentuk LAJNAH BAHTSUL MASAIL DINIYAH yang 
bersifat permanen dengan tujuan untuk membahas masalah-masalah 
yang tmuqufdan masalah-masalah wacfi’ah yang harus segera mendapat 
kepastian hukumnya. 

2. Agar mengembalikan lambang NU kepada asli dengan tanpa tulisan NU. 

3. Agar merealisasikan Keputusan Muktamar ke 27 tentang thalaq di 
Pengadilan Agama bagi umat Islam. 

4. Agar menghubungi Pemerintah c.q. Departemen Agama untuk 
menjelaskan kepada jamaah haji bahwa shalatnya di pesawat itu 
hanya semata-mata untuk menghormati waktu. 

5. Perlu menyebarkan informasi secara mendalam dan teliti mengenai 
Bursa Efek/Pasar Modal (Saham maupun Obligasi) sehingga dapat 
diketahui dan dipahami bahwa dalam muamalah ini terdapat gharar. 

6. Perlu dilakukan ikhtiyar untuk menata TRI sedemikian rupa sehingga 
pelaksanaannya terwujud saling ridha antara muta'aqidain (dua orang/ 
pihak yang mengadakan transaksi) dengan tidak menyalahi ketentuan 
syariat.!] 


72 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Juz n, h. 303-304. 
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KEPUTUSAN MUNAS AUM ULAMA 
NAHDLATUL ULAMA 
Di Bandar Lampung Pada Tanggal 16 - 20 
Rajab 1412 H. / 21 - 25 Januari 1992 M. 

395. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul 
Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama 

396. Masalah Bank Islam 

397. Asuransi Menurut Islam 
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395. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam 
Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Yang dimaksud dengan kitab adalah al-kutub al-mu'tabarah, yaitu kitab- 
kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunah wal 
jamaah (rumusan Muktamar NU ke XXVII). 

2. Yang dimaksud dengan bermazhab secara qauli adalah mengikuti 
pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup mazhab tertentu. 

3. Yang dimaksud dengan bermazhab secara manhaji adalah bermazhab 
dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang 
telah disusun oleh imam mazhab. 

4. Yang dimaksud dengan istinbath adalah mengeluarkan hukum syara' dari 
dalilnya dengan qawa'id ushuliyyah dan qawa’id fiqhiyyah. 

5. Yang dimaksud dengan qaul adalah pendapat imam mazhab. 

6. Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama mazhab. 

7. Yang dimaksud dengan taqrir jama'i adalah upaya secara kolektif 
untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qaul/wajah. 

8. Yang dimaksud dengan ilhaq ( ilhaq al-masail bi nazha'iriha) adalah 
menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh 
kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab 
(menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi"). 

9. Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk 
membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa "judul" masalah 
maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pula hasil pembahasan 
awal dengan maksud dimintakan tanggapan. 

10. Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu 
Bahtsul Masail oleh PB Syuriah NU, Munas Alim Ulama NU atau 
Muktamar NU. 

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM 

L PROSEDUR PENJAWABAN MASALAH 

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka 

bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan 

mengutamakan bermazhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur 

penjawaban masalah disusun dalam mutan sebagai berikut: 

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana 
terdapat hanya satu qaul/wajah, maka dipakailah qaul/wajah sebagaimana 
diterangkan dalam ibarat tersebut. 
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2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di 
sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan tacjrir jarrn'i 
untuk memilih satu cjaul/wajah. 

3. Dalam kasus tidak ada satu qaul/ivajah sama sekali yang memberikan 
penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul-masail bi mzha'iriha 
secara jatna'i oleh para ahlinya. 

4 Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin 
dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath , jania'i dengan prosedur 
bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya. 

H. HIRARKI DAN SIFAT KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL 

I. Seluruh keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU yang diambil 
dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik 
diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya 
mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan. 

2. Suatu hasil keputusan bahtsul masail dianggap mempunyai kekuatan 
daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah 
NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar. 

3. Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Muktamar 
adalah: 

a Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan 
sebelumnya dan/ atau, 

b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai 
dampak yang luas dalam segala bidang. 

IH. KERANGKA ANALISIS MASALAH 

Terutama dalam memecahkan masalah sosial, Bahtsul Masail hendaknya 
mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus 
tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut 

1. Analisa Masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai 
faktor): 

a. Faktor ekonomi, 

b. Faktor budaya, 

c. Faktor politik, 

d. Faktor sosial dan lainnya. 

2. Analisa Dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh 
suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai 
aspek), antara lain: 

a. Secara sosial ekonomi, 

b. Secara sosial budaya. 
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c. Secara sosial politik, 

d. Dan lain-lain. 

3. Analisa Hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan 
latar belakang dan dampaknya di segala bidang). Di samping putusan 
fkjh / yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan 
Islam dan hukum positif. 

a. Status hukum (al-ahkam al-khamsah / sah - batal), 

b. Dasar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, 

c. Hukum positif. 

4. Analisa Tindakan, Peran dan Pengawasan (apa yang harus dilakukan 
sebagai konsekuensi dari fatwa di atas). Kemudian siapa saja yang 
akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu hendak 
dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan 
sesuai dengan rencana. 

a. Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan 
sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah). 

b. Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran 
masyarakat melalui berbagai media massa dan forum seperti 
pengajian dan lain-lain). 

c. Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat). 

d. Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, 
lingkungan dan seterusnya). 

B. PETUNJUK PELAKSANAN 
L PROSEDUR PEMILIHAN QAUL/WAJAH 

1. Ketika dijumpai beberapa qaul/wajah dalam satu masalah yang sama, 
maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat. 

2. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan: 

a. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang 
lebih kuat. 

b. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar NU 
ke I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih: 

1. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al- 
Rafi'i). 

2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja. 

3. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja. 

4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. 

5. Pendapat ulama yang terpandai. 

6. Pendapat ulama yang paling zvara'. 
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n. PROSEDUR ILHAQ 

Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, 
maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhaq al- 
masail bi mzha'iriha secara jama'i. Iihaq dilakukan dengan memperhatikan 
mulhaq bih, mulhaq ilaih dan zvajhul ilhaq oleh para mulhicj yang ahli. 

ffl. PROSEDUR ISTINBATH 

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhacj karena tidak adanya 
mulhaq bih dan wajhul ilhaq sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan 
istinbath secara jama'i, yaitu dengan .mempraktekkan qawa’id ushuliyyah 
dan qawa'idfiqhiyyah oleh para ahlinya. 

396. Masalah Bank Islam 

1. Para musyawiiin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga 

bank konvensional sebagai berikut: 

a. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan 
riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. 

b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank dengan 
riba, sehingga hukumnya boleh. 

c. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya syubhat (tidak indendk 
dengan haram). 

Pendapat pertama dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut: 

a. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya 
haram 

b. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram Akan tetapi boleh 
dipungut sementara sebelum beroperasinya sistem perbankan yang 
Islami (tanpa bunga). 

c. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram Akan tetapi boleh 
dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (hajah rajihah). 

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut 

a. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga 
produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. 

b. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan 
riba, hukumnya halal. 

c. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank 
hukumnya boleh. 

d. Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya 
terlebih dahulu secara umum. 

2. Mengingat warga NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan 
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nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya 
suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina yang memenuhi 
persyaratan-persyaratan sesuai dengan keyakinan kehidupan warga 
NU, maka dipandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem 
perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa bunga 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan 
yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki. 

b. Perlu diatur: 

1. Dalam penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip: 

a) Al-Wadi'ah (simpanan) bersyarat atau dhaman, yang digunakan 
untuk menerima giro ( current account) dan tabungan ( saring 
account) serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang menganut 
sistem yang sama. 

b) Al-Mudharabah. Dalam prakteknya, bentuk ini disebut investment 
account (deposito berjangka), misalnya 3 bulan, 6 bulan dan 
sebagainya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam: 

1. General investment account (GIA). 

2. Special investment account (SIA). 

2. Penanaman dana dan kegiatan usaha: 

a. Pada garis besarnya ada 3 kegiatan, yaitu: 

■ Pembiayaan proyek. 

■ Pembiayaan perdagangan perkongsian. 

■ Pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, 
profit sharing dan sebagainya. 

b. Untuk proyek ftnandng System yang dapat digunakan antara lain: 

1. Mudhabarah muqaradhah. 

2. Musyarakah syirkah. 

3. Murabahah. 

4. Pemberian kredit dengan Service change (bukan bunga). 

5. Ijarah. 

6. Bai' al-dain, termasuk di dalamnya bai' al-salam. 

7. Al-Qardh al-hasan (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa Service 

change). 

8. Bai' bi tsaman aajil. 

c. Untuk acpiten partidpation, bank dapat membuka LC {Letter of 
Credit) dan pengeluaran surat jaminan. Untuk ini dapat ditempuh 
kegiatan atas dasar 

1. Wakalah. 

2. Musyarakah. 
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3. Murabahah. 

4. Ijarah. 

5. Sewa -beli. 

6. Bai' cd-salam. 


7. Al-Bai' d-aajil. 

8. Kafalah (garansi bank). 

9. Warking capitd financitig (pembiayaan modal kerja) melalui 
purshase order dengan menggunakan prinsip murabahah. 

d. Untuk jasa-jasa perbankan ( banking Service) lainnya, seperti 
pengiriman dan transfer uang, jual beli valuta dan penukarannya 
dan lain-lain, tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip tanpa 
bunga. 


397. Asuransi Menurut Islam 

Pengertian Asuransi dan Macam-Macamnya 

1. Definisi Asuransi 
Menurut KUHP Pasal 246: 

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana 
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, 
dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian 
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena 
sesuatu yang tak tertentu." 

2. Macam-Macam Asuransi 

a. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi 
kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda 
miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap 
mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa: 

■ Kehilangan nilai pakai atau 

■ Kekurangan nilainya atau 

■ Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. 
Sifat Asuransi Kerugian 

Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung 
kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan 
tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan. 

b. Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan 
nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau 
matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali uang 
dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak 
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termasuk perjanjian asuransi kecelakaan (yang masuk dalam 
asuransi kerugian) berdasarkan pasal I. a. Bab I. Staatbload 1941 
- 101 . 

Sifat Asuransi Jiwa (yang mengandung SAVING) 
Penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang 
diperjanjikan, kepada tertanggung: 

1. Kalau tertanggung meninggal dalam masa berlaku perjanjian, 
atau, 

2. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluannya 
suka rela. 

c. Asuransi sosial, ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada 
masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu: 

■ Asuransi kecelakaan lalu lintas (Jasa Raharja). 

• Asuransi TASPEN, ASTEK, ASKES, ASABRI. 

Sifat Asuransi Sosial 

1. Dapat bersifat asuransi kerugian. 

2. Dapat bersifat asuransi jiwa. 

U. Hukum Asuransi 

1. Asuransi Sosial 

Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut: 

1.1. Asuransi sosial tidak termasuk akad mu'awadhah, tetapi merupakan 
syirkah ta'azvuniyah. 

1.2. Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya 
ditanggung oleh Pemerintah, dan kalau ada untungnya 
dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. 

2. Asuransi Kerugian 

Asuransi kerugian diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

2.1. Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi 
obyek-obyek yang menjadi agunan bank. 

2.2. Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena 
terkait oleh ketentuan-ketentuan Pemerintah, seperti asuransi 
untuk barang-barang yang diimpori dan diekspori. 

3. Asuransi Jiwa 

Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan- 
ketentuan sebagai berikut: 

3.1. Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur saving 
(tabungan). 
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3.2. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung 
berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung 
(perusahaan asuransi). 

3.3. Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik 
pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/ dihalalkan 
oleh syariat agama Islam. 

3.4. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama 
antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang 
telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak 
penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat 
darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat 
mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya 
dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban 
menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya. 

3.5. Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat 
membayar uang premi, maka: 

3.5.1. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur 
oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran 
uang premi berikutnya. 

3.5.2. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung 
dinyatakan tidak putus. 

3.5.3. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan 
hangus oleh pihak penanggung. 

3.5.4. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal 
dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah 
uang simpanannya, sedang pihak penanggung berkewajiban 
mengembalikan sejumlah uang tersebut. 

4. Para musyawirin mendukung dan menyetujui berdirinya Asuransi 
secara Islam. 


5. Sebelum tercapainya cita-cita terwujudnya Asuransi Islam, hendaknya 
sistem perasuransian yang ada sekarang ini diperbaiki dengan 
menghilangkan unsur-unsur yang terlarang, sehingga tidak 
bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam. Untuk itu perlu diatur 
langkah-langkah seperti yang ada pada komisi bank.[] 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-29 
Di Cipasung Tasikmalaya Pada Tanggal 1 
Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M. 

398. Transplantasi Organ Babi untuk Manusia 

399. Kontrasepsi dengan Vaksin yang Bahan Mentahnya Sperma Lelaki 

400. Menitipkan Sperma Suami dqn Indung Telur ke Rahim 

Perempuan Lain 

401. Melontar Jumrah pada Hari Tasyriq Sebelum Tergelincir Matahari 

402. Intervensi Pemerintah dengan Menentukan UMR 

403. Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari di Luar Rumah 

404. Akad TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) 

405. Menggusur Tanah Rakyat untuk Kepentingan Umum 

406. Mencemarkan Lingkungan 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA 
Nomor: 02/MNU-29/1994 

Tentang 

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI AHKAM/ 
MASAIL DINIYAH 

MUKTAMAR KE-29 NAHDLATUL ULAMA 


Memperhatikan: 


a. Khuft>ah Iftitah Pelaksana RaisAam Pengurus Besar Nalxilatul 
Ulama; 

b. Penjelasan tentang Materi Ahkam/Bahtsul Masail 
yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; 

c. Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai 
aspek kehidupan masyarakat seringkali mendesakkan 
pembahan dan pergeseran yang menyangkut tatanilai dan 
pandangan yang dianut. Untuk itu, dalam fungsinya 
sebagai pembimbing umat, Nahdlatul Ulama dituntut 
untuk senantiasa dapat memberikan respon yang positif 
dan kreatif. 

d. Bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama sebagai lembaga 
aspirasi dan Jam'iyyah menyadari sepenuhnya perlunya 
memperhatikan segala perkembangan masyarakat, baik 
mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi serta 
pembinaan dan kesejahteraan umat 

e. Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung 
dalam Muktamar NU ke-29 di Pondok Pesantren Cipasung, 
Singapama, Tasikmalaya, Jawa Barat 

f. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam Sidang Pleno 
Komisi Ahkam/Masail Diniyah Sabtu tanggal 29 Rabiul 
Akhir 1415 H/3 Desember 1994. 


Mengingat : a. Ittifaq peserta Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama dalam 

sidang pleno tanggal 1 Rajab 1415 H/4 Desember 1994, atas 
laporan Komisi Ahkam/Masail Diniyyah, 
b. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 
22 Desember 1993 Nomor 2055 /BL01 /XII/ 1993 tentang 
Penetapan Pesantren Cipasung, Singapama, Tasikmalaya, 
Jawa Barat sebagai tempat penyelenggaraan Muktamar 
ke-29 Nahdlatul Ulama 


Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan keridhaan Allah Subhanahu 
wa Ta'ala, 
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MEMUTUSKAN: 


Menetapkan 

Pertama : Mengesahkan hasil-hasil Keputusan Sidang Komisi Ahkam/ 

Masail Diniyah seperti yang tertera dalam lampiran 1, 
lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4; 

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

periode 1994-1999 untuk memimpin dan mengkoordinasikan 
usaha dan ikhtiar dalam rangka melaksanakan keputusan- 
keputusan tersebut di atas. 

Ditetapkan di: Cipasung, Tasikmalaya 

Tasikmalaya: 2 Raiab 1415 H 
5 Desember 1994 M 

PIMPINAN SIDANG PLENO XXVIII 
ttd ttd ttd 


KH Ma'ruf Amin DR. H. S Agil Almunawwar, MA Prof. H. Chatibul Umam 
Ketua Wakil Ketua Sekretaris 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-29 
Di Cipasung Tasikmalaya Pada Tanggal 1 Rajab 1415 
H. / 4 Desember 1994 M. 

TEAM PERUMUS KOMISI AHKAM: 

I. Prof. KH. Chatibul Umam . . . Ketua 

2. Dr. KH. Aqiel Al-Munawar, MA — Wakil Ketua 

3. KH. Aziz Masyhuri . . . Sekretaris 

4. KH. Ghozali ... Wakil Sekretaris 

5. KH. Shidqi Mudzhar ... Anggota 

6. KH. Adzro'ie . . . Anggota 

7. KH. Abdullah Mukhtar ... Anggota 

8. KH. Asyhari ... Anggota 

9. KH. Adnan Iskandar ... Anggota 

10. KH. Mas'udy ... Anggota 

II. KH. Tgk. Nuruzzahri ... Anggota 

12. KH. Utsman Hasyim ... Anggota 

13. KH. Farihin ... Anggota 

14. K.M. Ardani ... Anggota 

15. K. Yasin Asmuni ... Anggota 

16. KH.M. Najib Mohammad ... Anggota 

17. K. Romadlon Chotib ... Anggota 

PIMPINAN SIDANG KOMISI I (MA S Al L DINIYAH) 

Prof. KH. Chatibul Umam ... Ketua 
KH. Aziz Masyhuri . . . Sekretaris 
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398. Transplantasi Organ B'abi untuk Manusia 

S. Sebuah penelitian ilmiah berhasil dipertahankan dalam forum ujian 
disertasi doktor di Universitas Airlangga. Hasil penelitian itu adalah bahwa 
tulang rawan babi efektif untuk mengganti gigi manusia. Sementara hasil 
pengujian tim klinis RS. Dr. Sardjito Yogyakarta membuktikan bahwa katup 
jantung babi paling sesuai sebagai pengganti katup jantung manusia. 
Bagaimana hukum transplantasi organ babi (khinzir) untuk menggantikan 
organ sejenis/lainnya pada manusia? 

J. 1. Transplantasi gigi dengan organ babi dan sejenisnya, hukumnya 
tidak boleh. Sebab masih banyak benda lain yang bisa digunakan 
sebagai pengganti dan karena belum sampai pada tingkat 
kebutuhan yang mendesak. 

2. Transplantasi dengan organ babi untuk menggantikan organ 
sejenisnya pada manusia, hukumnya tidak boleh, kecuali jika 
sangat diperlukan dan tidak ada organ lain yang seefektif organ babi 
tersebut. Maka hukumnya boleh menurut pendapat Imam Ramli, 
Imam Isnawi dan Imam Subki. Adapun menurut Imam Ibn Hajar, 
orang yang menerima transplantasi tersebut harus ma'shum. 

Pengertian TRANSPLANTASI 

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris to transplant, yang berarti 
to movefrom one place to another, bergerak dari satu tempat ke tempat 
lain. Adapun pengertian menurut ahli ilmu kedokteran, transplantasi 
itu ialah pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat 
lain. Yang dimaksud jaringan di sini ialah kumpulan sel-sel (bagian 
terkecil dari individu) yang sama mempunyai fungsi tertentu. 

Yang dimaksud organ ialah kumpulan jaringan yang mempunyai 
fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai 
fungsi tertentu, seperti jantung, hati, dan lain-lain. 

Pembagian TRANSPLANTASI 

Melihat dari pengertian di atas, kita bisa membagi transplantasi 
itu pada dua bagian: 

1. Transplantasi jaringan seperti pencangkokan comea mata. 

2. Transplantasi organ seperti pencangkokan ginjal, jantung, dan 
sebagainya. 

Melihat dari hubungan genetik antara donor (pemberi jaringan 
atau organ yang ditransplantasikan) dan resipien (orang yang menerima 
pindahan jaringan atau organ), ada 3 macam pencangkokan: 
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1. Auto transplantasi, yaitu transplantasi di mana donor resipiennya satu 
individu. Seperti seorang yang pipinya dioperasi, untuk memulihkan 
bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dalam 
badannya sendiri. 

2. Homo tnmspalantasi, yakni di mana transplantasi itu donor dan resipiennya 
individu yang sama jenisnya, (jenis di sini bukan jenis kelamin, tetapi 
jenis manusia dengan manusia). 

Pada homo trasplantasi ini bisa terjadi donor dan resipiennya dua 
individu yang masih hidup; bisa juga terjadi antara donor yang 
telah meninggal dunia yang disebut cadaver donor, sedang resipien 
masih hidup. 

3. Hetero transplantasi ialah yang donor dan resipiennya dua individu 
yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya adalah 
hewan sedangkan resipiennya manusia. 

Pada auto transplantasi hampir selalu tidak pernah mendatangkan 
reaksi penolakan, sehingga jaringan atau organ yang ditransplantasikan 
hampir selalu dapat dipertahankan oleh resipien dalam jangka waktu 
yang cukup lama. Pada homo transpalantasi dikenal 3 kemungkinan: 

1. Apabila resipien dan donor adalah saudara kembar yang berasal dari 
satu telur, maka transplantasi hampir selalu tidak menyebabkan reaksi 
penolakan. Pada golongan ini hasil transpalantasinya serupa dengan 
hasil transpalantasi pada auto transplantasi. 

2. Apabila resipien dan donor adalah saudara kandung atau salah satunya 
adalah orang tuanya, maka reaksi penolakan pada golongan ini 
lebih besar dari pada golongan pertama, tetapi masih lebih kecil 
dari pada golongan ketiga. 

3. Apabila resipien dan donor adalah dua orang yang tidak ada 
hubungan saudara, maka kemungkinan besar transplantasi selalu 
menyebabkan reaksi penolakan. 

Pada waktu sekarang homo transpalantasi paling sering dikerjakan 
dalam klinik, terlebih-lebih dengan menggunakan cadaver donor, karena: 

1. Kebutuhan organ dengan mudah dapat dicukupi, karena donor 
tidak sulit dicari. 

2. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, terutama 
dalam bidang immunologi, maka reaksi penolakan dapat ditekan 
seminimal mungkin. 

Pada hetero transplantasi hampir selalu menyebabkan timbulnya reaksi 
penolakan yang sangat hebat dan sukar sekali diatasi. Maka itu 
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penggunaannya masih terbatas pada binatang percobaan. Tetapi 
pernah diberitakan adanya percobaan mentransplantasikan kulit babi 
yang sudah diiyophilisasi untuk menutup luka bakar yang sangat luas 
pada manusia. 

Sekarang hampir semua organ telah dapat ditransplantasikan, 
sekalipun sebagian masih dalam taraf menggunakan binatang percobaan, 
kecuali otak, karena memang tehnisnya amat sulit. Namun demikian 
pernah diberitakan bahwa di Rusia sudah pernah dilakukan percobaan 
mentransplantasikan "kepala" pada binatang dengan hasil baik. 
Keterangan, dan kitab: 

1. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab 1 


'i) pUc j* Ji (j£%) J ’}j) 

(iJJi (j (j\c~) jjli (jJsjil 

AWlat j^3^ i_5 ji 

Sui (Sj& S siy) IfcfoijJj ^ ... 

l£*>- aj 3^ Jj ^Ll jj j\ gu>? ili 0§ a£I^ 

Js3l p&u % S 5i r^-l jrf jlijfe Jvs tglll 
k&3£ tf\j 44kii iiuJi ^3 !>& JS* 

AjUyvu jjkft Ajj^ j^C- JaJjL» 


(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) dengan qayyid yang saya 
tambahkan, (sebab butuh) menyambungnya, (dengan najis) maksudnya 
tulang najis, (yang tidak layak) dijadikan penyambung (tulang selainnya), 
dan redaksi tersebut lebih tepat dari redaksi al-Nawawi: "Karena tidak 
adanya tulang suci.", (maka ia dianggap udzur) dalam hal tersebut, oleh 
sebab itu shalatnya tetap sah besertaan tulang najis tersebut -di tubuhnya-. 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshaii "Sebab butuh menyambungnya."), 
seperti terdapat aib pada anggota tubuh atau semisalnya. Begitu menurut 
Syaikh Barmawi. Dan menjahit luka dengan benang najis ... 

(Ungkapan beliau: "Maksudnya tulang najis."), maksudnya meski 
najis mughalazhah. Begitu menurut Syaikh Barmawi. 


1 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t. Ih.), Jilid I, h. 416-417. 
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(Ungkapan beliau: "Yang tidak layak dijadikan penyambung tulang 
selainnya."), maksudnya sama sekali tidak layak di waktu hendak 
menyambungnya. Sehingga bila ada tulang lain yang layak, dan tulang 
najis ini lebih layak, atau lebih cepat lekatnya, maka tidak boleh menyambung 
dengan tulang najis tersebut. Berbeda dengan al-Subki yang menyatakan: 
"Dan bila seorang pakar berkata: "Sungguh daging manusia itu tidak 
bisa tertambal kecuali dengan tulang semacam anjing.", maka kondisi 
tersebut dinilai kuat sebagai udzur (boleh menambal dengannya)." Al- 
'Allamah al-Khatib mengikuti pendapat itu dan al-'Allamah al-Zayyadi 
menetapkannya. Bila najis selain mughalazah bertentangan dengan najis 
mughalazah, maka cukup jelas diprioritaskan najis selain mughalazah 
meski sembuhnya agak lambat, dan najis mughalazah sembuhnya cepat. 

2. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifdh Alfazh al-Minhaj 2 


(^feUaJl JjmJ <J| £*•&>•' 3 J Jj) 

JllS ^ (^) JJlI») a! S l 'di lj &- i jii JiSj o j\ 

jiC- pla «u Sl). Sl (^£^li O' »3 hM (J*' ••• 

j*l£M Aj oij (%) ... jic- a!| ^,Vi j\5 Uf Jr 

(Jp 3«-'3 ( 4 ^ 3 ) 3 ^ fo* - di p 3' 


(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah misalnya, 
dan butuh disambung, (dengan najis karena tidak ada tulang suci) yang 
layak) dijadikan penyambung, atau ada namun seorang pakar berkata: 
"Sungguh tulang sud tersebut tidak berguna.", dan ia menyambungnya 
dengan tulang najis, (maka ia dianggap udzur) dalam hal tersebut, oleh 
sebab itu shalatny a tetap sah besertaan tulang najis tersebut -di tubuhnya-, 
karena kondisi darurat . . . Dan bila seorang pakar berkata: "Sungguh daging 
manusia itu tidak bisa tertambal kecuali dengan tulang semacam anjing.", 
maka kondisi itu dinilai kuat sebagai udzur -boleh menambal dengannya- 
seperti hemat al-Isnawi, . . . (dan bila tidak begitu), maksudnya bila ia 
menyambungnya dengan tulang najis dalam kondisi terdapat tulang 
sud, atau tidak butuh menyabungnya, maka penyambungan itu haram 
karena keteledorannya, dan (wajib) baginya (mencopot tulang najis itu), 
dan ia dipaksa mencopotnya (bila tidak khawatir bahaya yang nyata). 


2 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.). Jilid I, h. 190-191. 


486 Ahkamul Fuqaha 




3. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj 3 

tUalii jjSj jJiiM j* ij jJc- (£1 (a!££ jSj) 

Ali ( ijAJM ^U^JI ( ^AUall -aJLaJ) Aj aJsl>j jl ki i. 1 . ' <ui>S JjjML JJJi 

p Oij (i' ^UaJl 'ii A£-p A-lyJl' UT A^jAl Slj Aii Aj">Up ^»£i 

* * ** I .. \p ^ 't • ?<jr 


(Dan bila seseorang menyambung tulangnya), maksudnya ketika 
butuh menyambungnya karena pecah dan semisalnya, (dengan najis), 
maksudnya tulang najis, meski najis mughalazah. Dan sama dengan hal 
tersebut, bahkan lebih, adalah meminyaki dengan minyak najis mughalazhah, 
atau mengikat dengan ikat najis mughalazah, (karena tidak ada tulang 
suci), yang layak dijadikan penyambung, (maka ia dianggap uzdur ) dalam 
penyambungan dengan tulang najis tersebut Maka shalatnya sah beserta 
tulang najis itu karena kondisi darurat. Dan ia tidak wajib mencopotnya 
ketika menemukan tulang sud, seperti dalam kitab al-Raudhah. Maksudnya 
meski tidak khawatir bahaya, berbeda dengan sebagian ulama mutaakhkhirin. 

6. Hasyiyah al-Rasyidi \ ala Fath al-Jawad 4 


\S o 43 $ 2 ll JZj l\ J \1 

& piLji 3 % £2 i p jij a£ 3\ jsrl 

f-vS j'i-b jp *gAjdl 6^\i 

(jUJ' fs $5» aS^Jir 


Al-Halabi berkata: "Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak 
ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka 
mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah 
mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang 
dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas udzur yang 
memperbolehkan tayamum saja. Dan kasus (menambal dengan tulang 
manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai 
dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih 
wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus 


3 Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah d-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 19 67), Jilid II, h, 21. 

4 Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi ' ala Fath al-Jaivad, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-'Arabiyah, t th.), h. 26-27. 
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terjadi. Dan al-bAadabighi dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap 
atas diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu: 
"Bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang kafir harbi 
seperti orang murtad harus didahulukan, kemudian tulang kafir dzimmi, 
dan baru tulang mayit muslim. 

4. Referensi Lain 

a. Tuhfah al-Muhtaj, Juz IH, h. 125. 

b. Asm cd-Mathalib Syarh Raudh cd-Thalib, Juz I, h. 172. 

c. Hasyiyah Qulyubi xva ' Umairah , Juz I, h. 182. 


399. Kontrasepsi dengan Vaksin yang Bahan 
Mentahnya Sperma Lelaki 

S. Sebuah rekayasa laboratoris telah mampu menghasilkan vaksin yang bahan 
mentahnya adalah sperma laki-laki. Vaksin tersebut dimanfaatkan untuk proses 
pengebalan (imunisasi), agar wanita yang telah memperoleh injeksi vaksin tersebut 
diharapkan tidak hamil. 

Dalam rangka menyukseskan program KB, bolehkah melakukan kontrasepsi 
(menghambat kehamilan) dengan menggunakan cara tersebut? 

J. Melakukan kontrasepsi (menghambat kehamilan) dengan cara imunisasi 
menggunakan injeksi vaksin yang bahan mentahnya sperma laki- 
laki adalah boleh, karena sifat isticfdzar (menjijikkan) sudah luntur 
dan sudah hilang. 

Catatan: Tidak boleh mengeluarkan air sperma dengan cara yang 
tidak muhtaram. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-QarikP 


o jLj J (uy % &$) 


(Ungkapan Syaikh Ibn Qasim al-Ghazi: "Dan bukan karena 
menjijikkannya."), maksudnya keharaman mengkonsumsinya bukanlah 
karena menjijikkannya. Ketentuan ini untuk mengecualikan mani dan 
semisalnya, yaitu ingus dan ludah seperti yang akan disebutkannya. 


5 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib , (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). 
Jilid I, h. 103. 
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Sebab, meski air mani haram dikonsumsi, namun karena menjijikkannya. 
Maka air mani tidak najis, dan keharaman mengkonsumsinya itu bila 
keluar dari tempat keluarnya. 


2. Tuhfah al-Thullab dan Hasyiyah al-Syarqawi 6 

i'Iklij?) pS S <!>g 1>UJ) (d% 6ij) 

(I* jSl U (dUS J£\ O s i) ... il ojlliillj aj i)jU5 (f l>i i>\^ 

( 


b\$dl|3 (j£pdll IL. ijy) 


(Dan bila) minuman yang tidak memabukkan itu (suci, maka bila 
membahayakan) pada orang yang mengkonsumsinya seperti racun, (atau 
secara umum menjijikkan seperti ingus, maka haram) mengkonsumsinya 
karena bahaya dan menjijikkannya . . . (Bila hal itu tidak ada), maksudnya 
unsur yang membuatnya haram, (maka halal). 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Unsur yang membuatnya 
haram."), yaitu ada 4, yaitu memabukkan, menjijikkan, membahayakan 
dan najis. 

4. Referensi Lain 

a. Al-Syarqawi, Juz II, h. 332. 

b. Al-Majmu', Juz H, h. 556. 

c. Hasyiyah al-Syarwani 'ala al-Tuhfah, Juz VIH, h. 241. 


400. Menitipkan Sperma Suami dan Indung Telur ke 
Rahim Perempuan Lain 

S. Pasangan suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang 
anak. Namun ternyata kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung 
seorang bayi. Tetapi dengan kemajuan teknologi modem, keinginan pasangan 
tersebut dapat diwujudkan dengan cara menitipkan sperma suami dan indung 
telur istri ke rahim perempuan lain dengan akad sewa. 

a. Bagaimana hukum menyewakan rahim untuk kepentingan tersebut di atas? 

b. Kepada siapa nisbah anak tersebut dalam hal nasab, kewalian, hukum waris 
dan hadhanah? 


6 Zakarita al-Anshari dan Abdullah al-Syarqawi, Tuhfah al-Thullab dan Hasyiyah al- 
Syarqawi, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t. th). Juz II, h. 451. 
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J. a. Tidak sah dan haram. 

b. 1. Dalam hal nasab, kewalian, waris dan hadhanah tidak bisa 
dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibn Hajar, 
karena masuknya tidak muhtaram. 

2. Yang menjadi ibu secara syar'i adalah: 

2.1. Apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak 
memungkinkan camp' lr dengan indung telur pemilik rahim, 
maka yang menjadi i i anak tersebut adalah pemilik indung 
telur. 

2.2. Jika dimungkinkan adanya percampuran indung telur dari 
pemilik rahim, maka ibu anak itu adalah pemilik rahim 
(yang melahirkan). 

Keterangan, dari kitab: 

1. Tafsir al-Qur’an al-'Azhim 7 


y> j^r=o yC- aIaj \Ij J ki- j * ai yj jllc- \j5ls- UjaSl y 
y» pikc- i Juu y* li JVa $§ ^11\ jC- tiJJU y> jC- 

^ ^ (fj 4>, 


Dan Abu Bakr bin Abi al-Dunya berkata: "'Ammar bin Nashr bercerita 
kepadaku: "Baqayyah bercerita kepadaku, dari Abu Bakr bin Abi Maryam, 
dari al-Haitsam bin Malik al-Tha'i dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Tidak 
ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh 
spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya ." 

2. Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh 8 

’* & Ji Cf' tSjJJ 

Dan diriwayatkan dari Rasulullah Saw.: " Barangsiapa yang beriman 
pada Allah Swt. dan hari kiamat, maka jangai sekali-kali mengalirkan spermanya 
(berzina) di tanaman (istri) saudaranya. " (h i Ibn Syaibah) 

3. Hasyiyah 'Ali Sibramallisi 'ala Nihayah al-Muhtaf 

^>1 trJA i\'Ja\ dJjf €\ iJjS) 

% a 'i ji. c%£.\j fdi h\j\ 


7 Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, (Beirut: Dar al-Fikr, t th,), Jilid DI, h. 327. 

8 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafhtiih, (Beirut Dar al-Fikr, 1998), Juz D, h. 25. 

9 Ali Syibramal] si, Hasyiyah 'Ali Sibramallisi pada Nihayah al-Muhtaj, (Beirut: Dar al- 
Fikr, t th.), h. 431 . 
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(Pernyataan Syaikh Syamsuddin al-Ramli: "Begitu pula bila seorang 
lelaki mengusap penisnya.") memberi pemahaman bahwa bila seorang 
wanita melahirkan segumpal daging atau darah, lalu oleh wanita merdeka 
atau wanita budak lain dimasukkan ke rahimnya, lalu berkembang hidup 
dan terus hidup sehingga ia melahirkannya berupa bayi, maka bayi itu 
tidak menjadi anak bagi wanita kedua itu, dan si wanita budak tidak 
menjadi mustauladah lelaki yang menyetubuhi, bila wanita yang disetubuhi 
adalah seorang budak. Sebab bayi itu tidak berasal dari mani si lelaki 
yang menyetubuhi dan mani si wanita budak, namun dari si lelaki yang 
menyetubuhi dan perempuan yang disetubuhi -wanita pertama-. Maka 
ia adalah anak mereka berdua. 

4. Hasyiyah al-'Ubbadi 10 


aj ,Jil UT oijjl 'JS Hj AjjUc- (a)UJ \xL\j tiy) 

aSL KjSjo iii J \$f aJU. gc. &jjd\ jiS o!j 

ui £ Jjsf 3* Jiiu fi jii >4 j 


iii- (ioiS !>(£* isL 


(Pernyataan Ibn Hajar al-Haitami: "Dan waktu memasukkan mani.") 
berbeda dengan kitab Nihayah al-Muhtaj, redaksinya yaitu: "Dan waktu 
memasukkan mani itu tidak berdampak apapun, seperti yang fatwa al- 
Walid -Syihabuddin al-Ramli-, meski al-Mawardi mengutip pendapat 
Ashhab Syafi’i tentang pertimbangan waktu keluar dan masuknya mani. 
Sebab mereka terang-terangan berkata: "Bila seorang laki-laki bercebok 
dengan batu, lalu keluar mani. Lalu oleh seorang perempuan lain yang 
mengetahui peristiwa tersebut mani itu dimasukkan dalam rahimnya, 
atau si lelaki itu mengeluarkan mani di rahim istrinya, kemudian si 
istri melakukan lesbi (hubungan seksual sesama jenis), umpamanya 
dengan anak perempuan si lelaki itu, kemudian si anak perempuan 
itu melahirkan bayi, maka nasab bayi itu ditemukan pada si lelaki itu. 

5. Hasyiyah al-Bujairatni 'ala al-Khatib 11 


10 Ahmad bin Qasim al-'Ubbadi, Hawasayi al-Ubbadi pada Hawasyai al-Syanvani wa al- 
'Ubbadi, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.). Jilid IX, h. 328. 

11 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamai, Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami ' ala al-Khatib, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Jilid IV, h. 298. 
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Al-hasil, maksud sperma muhtaram (terhomat) adalah saat keluarnya 
saja, menurut yang dipedomani al-Ramli, meskipun tidak muhtaram saat 
masuk (ke vagina wanita lain). 

6. Referensi Lain 

a. Faidh al-Qadir Syarh al-Jami ’ al-Shaghir, Juz VI, h. 211 . 

b. l'anatuth Thalibin, Juz IV, h. 38. 

c. Hasyiyah al-Syarwani, Juz VIII, h. 231 . 

d. Al-Bajuri, Juz H, h. 26, 181dan 172. 

e. Al-Bujairimi 'alal Khatib, Juz IV, h. 38. 

f. Bughyatul Mustarsyidin, Juz, h. 238. 

g. Tuhfatul Muhtaj, Juz VII, h. 299 dan 303. 

h. Asnal Mathalib, Juz VII, h. 389. 

i. Nihayatul Muhtaj, Juz VEH, h. 421. 

j. Fathul Wahhab, Juz I, h. 247. 

k. Al-Bujairimi 'alal Manhaj, Juz IV, h. 178. 

l. Al-Muhadzdzab, Juz I, h. 349. 

m. Tafsir al-Razi, Juz X, h. 28. 

n. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII, h. 681. 


401. Melontar Jumrah pada Hari Tasyriq Sebelum 
Tergelincir Matahari 

S. Salah satu sebab dari tragedi "jamarat" di Mina beberapa waktu lalu karena 
adanya asumsi di kalangan masyarakat umum bahwa mdontar jumrah harus 
dilakukan setelah zawalusy syamsi. Sementara itu, jumlah hujjaj yang bertambah 
terus tiap tahun tidak dapat diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang 
cukup. Tragedi jamarat terjadi, karena semua orang hendak melontar jumrah 
setelah zawal, sementara tempat melontar jumrah tidak cukup luas untuk 
menampung jumlah hujjaj yang begitu besar, sehingga terjadilah desak- 
desakan. Bagaimana hukum melontar jumrah Qabl al-zawal? 

J. Hukum melontar jumrah qabl al-zawal terhitung sejak terbit fajar adalah 
diperbolehkan menurut Imam Rafi'i yang didukung oleh Imam Isnawi. 
Qaul tersebut dinilai dha'if, namun boleh diamalkan. 

Keterangan, dari kitab: 
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1. Tuhfah al-Muhtaj 12 

i' ’& iiat» f uyt jiyii # ^ yy 
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Kemantapan al-Rafi'i dengan kebolehan melempar jumrah <jaW al-zawal 
(sebelum matahari condong ke barat) seperti al-Imam al-Haramain itu 
pendapat dha'if (lemah), meski dipedomani oleh al-Isnawi dan ia kira 
pendapat itu adalah pendapat populer dalam mazhab. Maka berdasar 
pendapat dha'if tersebut, semestinya boleh melempar jumrah mulai fajar. 


2. Syarh Bafadhal 13 

oiuc-l \j tgfty ffaj jjffa Jrfj 


Dan menurut satu pendapat, sah melempar jumrah qabl al-zawal bagi 
orang hadhir (yang tinggal di makkah) besertaan hukum makruh. Al- 
Rafi'i mantap dengan pendapat itu dan ia nilaimu 'famad. 


3. Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtashar al-Khatib 14 

SjS 4Xij <0\j O jljt j>cl\ ill) t_i A5Jj 

^1 O y~ = *i (j' 14 y**» 


Waktu melempar jumrah 'aqabah itu dimulai tengah malam hari 
kurban, berbeda dengan melempar jumrah pada hari tasyriy (11, 12, 13 
Dzu al-Hijjah), maka waktu masuknya dengan matahari condong ke 
barat dengan kesepakatan Imam mazhab empat. Imam al-Haramain 
dan al-Rafi'i memperbolehkan pelemparan jumrah hari tasyricj pada qabl 
al-zawal (sebelum matahari condong ke barat), dan al-Isnawi menilainya 
mu’tamad. Pendapat itu adalah pendapat dha'if. 


4. Tanah al-Thalibin 15 


€\ jli) iii} 401 fa S Sfa p Zfaj ^4 Q 


12 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah cd-Muhtaj pada Hawasyai al-Syinvani wa al-'Ubbadi, (Mesir: 
al-Tijariyah al-Kubra, t. th), Jilid IV, h. 138. 

13 Bafadhal, Syarh Bafadhal pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: Al-Amirah al-Syarafiyah, 
1326 H), JiHd IV, h. 831. 

14 Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtashar al-Khatib 
pada 'Umdah al-Abrar , (Makah : Musthafa al-Amirah, i th.), h. 22. 

is Muhammad bin Syaththa al-Dimyati, Tanah al-Thalibin r (Mesin al-Tijariyah al-Kubra, 
t. th) Juz n, h. 307. 
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Dan pendapat mu'tamad adalah boleh melempar jumrah (hari tasyriq 
yang belum dilempar pada waktunya) di malam harinya pula, dan boleh 
melemparnya qabl al-zawal. Bahkan, al- Rafi'i mantap dengannya dan al- 
Isnawi mengikutinya. Al-Isnawi berkata: 'Tendapat yang populer adalah 
boleh melempar jumrah masing-masing hari qabl al-zawal , maka waktu 
melempar jumrah masuk dengan terbitnya fajar. 

5. Bughyah al-Mustarsyidin 16 
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(Faidah) Dalam al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra Ibn Hajar al-Haitami 
berkata: "Bagi orang yang bisa membaca suatu kitab dan tidak punya 
keahlian berfatwa maka tidak boleh berfatwa, kecuali dalam hal yang 
diketahui dari madzhabnya dengan pengetahuan yang mantap, seperti 
kewajiban niat dalam wudhu dan batalnya wudhu sebab menyentuh 
penis. Memang begitu, namun bila ia mengutip untuk orang awam suatu 
hukum dari seorang mufti lain atau dari kitab terpercaya, maka boleh, 
namun ia sebagai pengutip (saja), bukan mufti. 


5. Syarh al-Mahalli 'ala jam' al-Jawami' 17 
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(Dan yang keempat dari pendapat tentang berfatwa) adalah bagi muqallid 
-bukan mujtahid- boleh berfatwa, (meski ia tidak mampu) mampu men tafri’- 
menggali hukum dari nash imam madzhabnya- dan men tarjih -menilai unggul 
suatu pendapat dari selainnya-, (sebab ia merupakan pengutip), hukum yang 
difatwakan dari imamnya, meski ia tidak menjelaskan pengutipannya 
dari imam tersebut. Hal seperti ini terjadi di masa-masa belakangan ini. 


6. Al-Fawaid al-Makkiyah 18 


16 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 7. 

17 Al-Mahalli, Syarh al-Mahalli 'ala Jam ' al-Jawami' pada Hasyiyah al-'Aththar, (Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.). Juz II h. 438. 

18 Alawi al-Saqaf, al-Fawaid al-Makkiyah pada Sab'ah Kutub Mufidah, h. 44 dan 61. 
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Demikian halnya boleh mengambil dan mengamalkan untuk diri sendiri 
qaul-qaul, riwayat-riwayat dan wajh-wajh dha'if, kecuali dengan muc/abil al- 
shahih. Sebab, pada umumnya dalam muqabil al-shahih itu adalah pendapat 
yang fasid (rusak) dalam merupakan pendapat yang rusak atau tidak benar. 
Dan boleh berfatwa dengan muqabil al-shahih dalam pengertian memberi 
petunjuk. 

7. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari 19 
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Dan dalam kesunnahan melempar jumrah hari nahr (10 Dzu al-Hijjah) 
setelah zawal, Atha' dan Thawus tidak sepakat. Mereka berdua berkata: 
'Tidak boleh melempar jumrah sebelum zawal secara mutlak. Ulama 
madzhab Hanafiyah memberikan dispensasi boleh melempar jumrah 
pada hari nafr (12 dan 13 Dzul al-Hijjah) sebelum zawal. Dan Ishaq berkata: 
"Jika seseorang melempar jumrah sebelum al-zawal, ia harus mengulangi 
kembali, kecuali pada hari ke tiga, maka akan mencukupinya (sah)." 

8. Referensi Lain 

a. Itsmid al-'Ainain, h. 69. 

b. Al-Tsimar al-Yani'ah, h. 72. 

c. Al-Hawasyi al-Madaniyah, Juz H, h. 260. 

d. Syarh Muslim, Juz V, h. 678. 

e. Al-Majmu’, Juz VIA, h. 282. 

f. Tarsyih al-Mustafidin, h. 172. 


REKOMENDASI UNTUK PBNU 

Berkenaan dengan keputusan Dor al-lfta li Haiat Kibar al-Ulama Kerajaan 
Arab Saudi perihal waktu pelaksanaan lempar jumrah. Demi untuk 
menjaga keselamatan (perlindungan jiwa) jamaah haji Indonesia, 
hendaknya PBNU mengupayakan agar pemerintah Arab Saudi 
memperbolehkan dan memberi kesempatan kepada jamaah haji Indonesia 
untuk melempar jumrah sebelum zawal (tergelincir) matahari. 

Hal ini mengingat: 


19 Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari , (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1989), Juz I, h. 576. 
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1. Fatwa ulama fiqh mazhab Syafi'i (Ibn Hajar al-Haitami dan lain- 
lain) yang memperkenankan pelaksanaan jumrah sebelum z awal. 

2. Para petugas Arab Saudi sering kali mendatangi para jamaah di 
maktabnya masing-masing untuk melarang pelaksanaan lempar 
jumrah sebelum zazool. 

402. Intervensi Pemerintah dengan Menentukan UMR 

S. Seiring dengan meningkatnya proses industrialisasi di negara kita, akhir- 
akhir ini muncul banyak sekali masalah perburuhan seperti pemogokan, PHK, 
demonstrasi buruh memprotes masalah itu biasanya muncul dikarenakan 
sistem upah di negara kita belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan minimum 
para buruh. Sebab lain, adalah karena para pemilik pabrik tidak menerapkan 
UMR (Upah Minimum Regional) yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara 
benar, sehingga muncul konflik antara buruh dan pengusaha. Sementara itu 
konsep fiqh mengenai perburuhan belum begitu jelas, bahkan parsial. 

a. Bagaimana konsep fiqh mengenai hubungan perburuhan, khususnya mengenai 
pengupahan? 

b. Tepatkah Pemerintah melakukan intervensi dengan menentukan UMR (Upah 
Minimum Regional) tersebut? 

c. Bila terjadi gejolak, maka diadakan islah di antara kedua belah pihak, sedangkan 
pemerintah yang menjadi hakimnya dengan syarat-syarat yang telah ada? 

J. a. Konsep fiqh mengenai upah buruh ada dua macam, yaitu: 

1. Ujrah Musamma yang ditentukan oleh kesepakatan kedua belah 
pihak (majikan dan buruh). 

2. Ujrah Mitsl yang disesuaikan dengan upah standart umum. 

b. Pemerintah dalam menentukan UMR adalah: 

1. Menurut fumhur tidak boleh. 

2. Menurut pendapat yang dha'if boleh, dan wajib diikuti apabila 
adamaslahah'ammah. 

c. Bila terjadi gejolak, maka diadakan islah antara kedua belah pihak. 
Sedangkan pemerintah yang menjadi hakim dengan syarat-syarat 
yang telah ada. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Badai' al-Shanai'fi Tartibal-Syarai' 20 


20 Mahmud bin Ahmad al-Kasani, Bada' i al-Shana'ifi Tartib al-Syarai', (Beirut: Dar al- 
Kutub al-'Arabiyah, t. th.). Jilid IV, h. 179. 
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Adapun syarat keabsahan, maka keabsahan akad ijarah (persewaan) 
ini mempunyai beberapa syarat, sebagiannya terkait dengan pelaku akad. 
. . . Adapun syarat yang terkait dengan pelaku akad adalah kerelaan kedua 
pelaku akad, karena firman Allah SWT: "Wahai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kamu." (QS. 
al-Nisa': 29). Ijarah adalah tijarah. Sebab tijarah adalah menukar harta dengan 
harta lain, dan ijarah demikian itu. Oleh karenanya, budak yang diizini 
berbisnis boleh melakukan akad ijarah, padahal ia tidak boleh melakukan 
akad melainkan dengan cara tijarah. Maka bisa disimpulkan bahwa ijarah 
adalah tijarah. Maka tijarah masuk dalam cakupan nash al-Qur'an. Dan 
Nabi Saw. bersabda: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan 
hatinya. " Maka akad ijarah tidak sah besertaan dengan paksaan, gurauan, 
dan kesalahan (ketidak sengajaan). Sebab, hal-hal tersebut menafikan 
kerelaan pelaku akad, maka mencegah keabsahan ijarah. 


2. Fath al-'Alam bi Syarh al-A'lam bi Ahadits al-Ahkam 21 
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21 Zakaria al-Anshari, Fath al-'Alam bi Syarh al-A'lam bi Ahadits al-Ahkam , h. 432. 
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Diriwayatkan dari Artas Ra., pada masa Rasulullah Saw. di kota Madinah 
al-Musyarrafah pemah terjadi kenaikan harga-harga barang: "Maka 
tetapkanlah standar harga barang bagi kami wahai Rasulullah Saw.! 
Lalu beliau bersabda: ", Sesungguhnya Allah Swt. adalah Dzat Yang Maha 
Menetapkan harga, Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang 
Maha Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah Swt. tanpa 
seorangpun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman yang 
terkait darah (jiwa) dan harta." (HR. Abu Dawud dan selainnya, al-Tirmidzi 
dan Ibn Hibban mens/uz/zz/ikanny a) . 

Dalam hadits itu terdapat pengharaman penetapan harga, meski saat 
kondisi harga-harga sedang naik. 'Ulat dalam hadits tersebut adalah 
merugikan pedagang bila harga ditetapkan murah, dan merugikan pembeli 
bila harga ditetapkan tidak murah. Sedangkan penyebutan (kezaliman) 
darah dan harta merupakan contoh, maka selain keduanya itu sama (Nabi 
Saw. juga mengharap selamat dari tuntutan kezaliman yang terkait dengan 
selain darah dan harta). 


3. Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi' 22 
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Penguasa tidak berhak menetapkan harga bagi masyarakat sesuai sabda 
Rasulullah Saw.: "Janganlah kalian menetapkan harga, sesungguhnya hanya 
Allah Swt. Dzat Yang Maha Menetapkan harga, Dzat Yang Maha Memegang 
dan Maha Melepas." Selain itu, karena harga suatu barang itu adalah hak 
pihak yang bertransaksi, maka ketentuan harga diserahkan kepadanya. 
Maka penguasa tidak boleh mencampuri haknya, kecuali bila terkait dengan 
keadaan bahaya bagi masyarakat umum, sesuai apa yang kami jelaskan. 


4. Al-Mughni 23 

llij U jp jj jp 

Dan bagi penguasa tidak boleh menentukan harga bagi masyarakat. 
Namun (membiarkan) masyarakat memperjualbelikan harta mereka sesuai 


22 Ali al-Marghinani, al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi', (Beirut: al-Maktabah al- 
Islamiyah, t. th.), Jilid IV, h. 94. 

23 Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, (Beirut dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Jilid 
IV, h. 303. 
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pada harga yang dipilihnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. 
5. Raudhah al-Thalibin iva 'Umdah al-Muftin 24 
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Bagian kedua tentang larangan-larangan yang tidak menimbulkan 
kerusakan ... di antaranya adalah penetapan harga. Han itu haram di 
setiap waktu menurut pendapat al-shahih. Pendapat kedua menyatakan 
penetapan harga itu boleh di saat harga barang sedang mahal, bukan di 
saat sedang murah. Jika penguasa sudah menetapkan harga di saat harga 
sedang mahal, lalu ada yang melanggarnya, maka ia berhak dihukum. 

5. 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi DaunuP 5 ' 
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Al-'Allamah Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Abadi dalam 
menjelaskan hadits ini mengatakan: "Hadits itu dan hadits-hadits lain 
yang senada dijadikan dalil bagi keharaman penetapan harga, dan bahwa 
penetapan harga merupakan tindakan zalim. Hal ini mengingat, bahwa 
masyarakat merupakan pihak yang menguasai harta, dan penetapan harga 
merupakan pembatasan kewenangan. Sementara penguasa diperintahkan 
melindungi kemaslahatan umat Islam. Tidaklah pandangannya tentang 
kemaslahatan pembeli dengan memurahkan harga itu lebih utama dari 
pada pandangannya tentang kemaslahatan penjual dengan meninggikan 


:4 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: al- 
Maktab al-Islami, t. th.). Jilid III, h. 211. 

25 Muhammad Syamsul Haq Abadi, 'Aun dMaljud Syarh Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al- 
Kutub al-'ILmiyah, 1415 H), Jilid IX, h. 230. 
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harga. Ketika terdapat kontradiksi antara dua hal tersebut, maka mereka 
harus diberi kesempatan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk 
kepentingan diri mereka sendiri. Mewajibkan pemilik barang dagangan 
untuk menjualnya dengan harga yang tidak sesuai kehendaknya, itu 
bertentangan dengan firman Allah SWT: " Kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ..." (QS. al-Nisa': 29). 
Pendapat inilah yang dianut Jumhur ulama. 

6. Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Icjna' 26 
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(Dan al-Syaikh -Ibri Taimiyah- mengharuskan mereka), maksudnya 
para pelaku akad jual beli untuk melakukan (pertukaran dengan tsaman 
al-mitsl -harga standar-, dan sungguh hal itu tidak diperdebatkan, sebab 
merupakan kemaslahatan publik karena hak Allah Ta'ala, dan kemaslahatan 
publik tidak tidak akan sempurna kecuali dengan pertukaran dengan 
harga standar tadi, seperti halnya jihad . . . 

7. Tuhfah al-Ahxvadzi 'ala Syarh al-Tirmidzi 27 

1 ‘Sjjj 

Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa penguasa berhak menetapkan 
harga. 

8. 'Aridhah al-Ahzvadzi fi Syarh al-Tirmidzi 28 
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26 Manshur bin Yunus al-Bahuti, Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna', (Beirut Dar al-Fikr, 1982), 
Jilid III, h. 187. 

77 Abu al-'Ala al-Mubarakfuri, Tuh/ahal-Ahwaibi 'rkSyarhd-Tmvdd, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
'Ilmiyah, t th.), Jilid IV, h. 452. 

28 Ibn al-'Arabi, Tuh/vh al-Ahwathi ‘da Syarh d-Trnndd, (Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. 
th.), Jilid VI, h. 54. 
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Penetapan harga pada masyarakat itu (boleh) jika dikhawatirkan 
pelaku pasar akan menafsirkan ketaatan kaum muslimin (dengan penafsiran 
yang negatif). Semua ulama berdasarkan zhahir hadits, yaitu tidak 
memperbolehkan penetapan harga pada siapapun. Namun yang benar, 
adalah penetapan harga itu (boleh). Parameternya adalah berdasarkan 
undang-undang yang tidak memuat kezhaliman terhadap pihak-pihak 
yang terkait, dan undang-undang itu tidak diketahui kecuali dengan 
memperhatikan waktu dan fluktuasi situasi dan keadaan masyarakat. 

Apa yang disabdakan Nabi Saw. (yang melarang penetapan harga) 
itu benar dan yang dilakukannya merupakan ketetapan hukum. Namun, 
hal itu berlaku bagi suatu komunitas masyarakat yang beriman teguh 
dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sedangkan komunitas 
yang bermaksud untuk memangsa sesama anggota masyarakat dan 
mempersulit mereka, maka pintu Allah Swt. sangat luas dan hukumNya 
terus berjalan. 

9. Referensi Lain 

a. Hasyiyah al-Syarwani, Juz VII, h. 17. 

b. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Abi Ya'la. 

c. Nihayah al-Muhtaj, Juz El, h. 473. 

403. Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari di Luar 

Rumah 

S. Angkatan kerja wanita mendominasi pekerjaan yang tidak banyak memerlukan 
keahlian. Jumlah mereka juga sangat besar. Di pabrik yang bekerja dengan 
mesin besar dan full time (24 jam), berlaku pembagian sift (giliran) setiap 8 jam, 
termasuk malam hari. Sift malam hari mengundang kerawanan, khususnya bagi 
pekerja wanita. Bagaimana hukumnya mempekerjakan wanita pada malam hari 
di luar rumah? 

J. Hukumnya mempekerjakan wanita pada malam hari di luar rumah, 
hukumnya adalah haram, kecuali: 

1. Aman dari fitnah dan mendapat izin dari suami dan atau wali, 
maka hukumnya boleh. 

2. Diduga terjadi fitnah, maka hukumnya haram dan dosa. 

3. Takut terjadi fitnah, maka hukumnya makruh. 

Keterangan, dari kitab: 

1. 'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari 29 

29 Badruddin al-'Aini, 'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari, (Mesir al-Muniriyah, t. th.). 
Juz XX, h. 218. 
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Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar al-Khaththab, bahwa Nabi 
Saw. bersabda: " Jika istri salah seorang dari kalian meminta izin pergi ke 
mesjid, maka janganlah melarangnya." (HR. Bukhari). Keserasian hadits ini 
dengan judul bab yang dibuat Imam Bukhari (Bab Permintaan Izin Istri 
kepada Suaminya untuk Pergi ke Masjid dan ke Selainnya), adalah 
wanita tersebut pergi ke masjid, dan perginya ke selain masjid dengan 
di^ryoskan padanya. Persyaratan bagi kebolehan pergi mesjid dan luar 
mesjid bagi seorang wanita adalah aman dari fitnah. 


2. Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq 30 
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Dalam kitab al-Zawajir Ibn Hajar al-Haitami berkata: "Sesuai dengan 
kejelasan hadits-hadits ini, maka (keluarnya wanita dari rumah) termasuk 
dosa besar. Agar pernyataan ini sesuai dengan kaidah-kaidah kita (madzhab 
Syafi'i), maka harus dipahami dalam keadaan jika memang benar-benar 
akan terjadi fitnah. Sementara jika hanya sekedar terdapat kekhawatiran 
terjadinya fitnah, maka hukumnya makruh. Sedangkan jika disertai 
dengan dugaan kuat adanya fitnah, maka hukumnya haram, namun 
bukan dosa besar. 


3. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab 31 
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30 Muhammad Salim Bafadhal, Isad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq, (Surabaya: al-Hidayah, t. 
th.). Juz VI, h. 125. 

31 Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat al- 
Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 416-417. 
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Dimakruhkan wanita datang ke mesjid berjamaah dengan laki-laki, 
jika wanita tersebut mempesona karena khawatir timbulnya fitnah. 

(Penyataan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Dimakruhkan wanita datang.") 
maksudnya, makruh tahrim jika si suami tidak mengizinkan. Demikian 
menurut al-Halabi ... Haram bagi wanita tanpa izin wali, suami, tuan 
atau keduanya bagi budak wanita yang sudah bersuami, dan dalam 
keadaan khawatir timbulnya fitnah dari atau yang membahayakannya. 

(Pernyataan beliau: "Dimakruhkan wanita datang."), maksudnya 
datang ke mesjid tempat berjamaah walaupun tidak ada laki-laki di sana. 
Penyebutan mesjid dan kaum laki-laki hanya berdasar kebiasaan saja. 

4. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin 32 
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Dan di antaranya, jika keluarnya itu untuk mencari nafkah dengan 
berdagang, meminta atau bekerja ketika suami melarat -tidak mampu 
memberi nafkah-. 


(Pernyataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Dan di antaranya.") 
maksudnya adalah dari beberapa hal yang memperbolehkan wanita 
keluar rumah . . . (Dan pernyataan beliau: "Atau meminta.") maksudnya 
adalah meminta nafkah, maksudnya mencari nafkah dengan cara mencari 
sedekah. 


5. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam 33 
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Sungguh z/w» (dugaan kuat) tentang mafsadah dan bahaya tidak bisa 
diposisikan sebagai mafsadah dan bahaya tersebut. Sebab, hukum asal 
adalah diperbolehkan mengupayakan kebaikan dan menolek bahaya, 
serta tanpa memandang konsekuensi eksternal (kharijiyah). Kecuali 
ketika suatu maslahat menyebabkan mafsadah dari sisi hilah (rekayasa) 


31 Zainuddin al-Malibari dan Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan 
I'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid II, h. 73-74. 

33 Abu lshaq al-Syatibi, al-Muwafacjat fi Ushul al-Ahkam, (Kairo: al-Madani, t.th ). Juz D, 
h. 265. 
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atau dari sisi tolong-menolong, maka maslahat tersebut dicegah (tidak 
diperbolehkan) dari kedua sisi ini, bukan dari hukum asalnya. 

6. Referensi Lain 

a. Tuhfah al-Muhtaj, Juz II, h. 252. 

b. Nihayah al-Muhtaj, Juz H, h. 140 

c. Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, Juz I, h. 203. 

404. Akad TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) 

S. Menurut Inpres 9/75 berlaku sistem TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi). Pemilik 
tanah memperoleh uang tunggu, sedangkan bagi hasil dikeluarkan setelah 
penetapan rendemen. Tapi, pada kenyataannya proses penetapan rendemen 
tersebut dilakukan secara sepihak, yakni oleh pemilik pabrik gula, sementara 
petani sendiri seringkah dirugikan. 

a. Bagaimana hukum akad TRI? 

b. Sahkah penetapam bagi hasil dengan cara tersebut? 

J. 1. Hukum akad TRI ada yang fasidah sesuai dengan keputusan 
Muktamar ke-28, masalah soal nomor 390, di samping itu dalam 
pelaksanaannya di lapangan terjadi ikrah (pemaksaan) terhadap 
peserta TRI. 

Tetapi juga ada yang tidak fasidah, yaitu petani hutang modal ke 
bank atau pihak lain, kemudian tebunya digilingkan ke pabrik 
gula tersebut dengan akad ijarah, menurut kebanyakan Hanabilah 
dan satu qaul dari Hanafiyah. Namun pendapat tersebut 
dinyatakan dha'if oleh Ibn Qudamah. Dengan catatan harus ada 
lembaga yang membantu petani untuk mengontrol penetapan 
rendement, penimbangan dan lain-lain, guna menghilangkan 
unsur gharar. 

2. Penetapan bagi hasil dengan cara tersebut hukumnya sah sesuai 
dengan jawaban di atas. 

Catatan: Tentang hukumnya Qardh tafsil seperti dalam Ahkamul Fuqaha. 

PRAKTEK PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI 

Program Penyelenggaraan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) melalui proses: 

1 . Langkah pertama adalah membentuk kelompok. Prosesnya beberapa 
petani yang lokasi tanahnya mendapat giliran untuk ditanami tebu, 
berkumpul untuk bersepakat membentuk kelompok, yang strukturnya 
ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Ketua kelompok berfungsi 
untuk mewakili anggota kelompoknya dalam segala urusan yang 
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berkaitan dengan pihak luar. 

2. Langkah berikutnya adalah mengurus izin penanaman kepada 
instansi yang terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua kelompok. 

3. Setelah mendapat izin. Ketua kelompok dapat mengajukan kredit 
pembiayaan tanaman dan biaya hidup, yang telah diatur melalui SK 
Bupati kepada KUD, yang pembayarannya setelah selesai pendiangan. 

4. Hasil gula petani digiling di pabrik gula yang telah ditentukan. 
Pabrik gula dalam hal ini berfungsi menjual jasa penggilingan 
kepada petani, yang bagi hasilnya; pabrik gula kurang lebih 38 
%, sedang petani kurang lebih 62 % (ada kemungkinan menurut 
rendemen). 

5. Hasil gula petani yang 98 % dijual kepada DOLOG dengan harga 
yang ditentukan. Sedang 2 % dapat diambil dalam bentuk natura. 

6. Penjualan gula petani kepada DOLOG diwakili dan dikoordinir 
oleh KUD, kemudian uang diserahkan kepada masing-masing 
kelompok (diwakili oleh ketuanya) setelah memenuhi kewajiban 
kelompok, antara lain membayar hutang, membayar biaya tebang 
dan lain-lain. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Anwar li A' mal al-Abrar 34 
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Disyaratkan bagi upah itu bukan merupakan sesuatu yang dihasilkan 
oleh pekerjaan yang dilakukan buruh. Jika seandainya menyewa tukang 
jagal untuk menguliti kambing dengan upah kulitnya, atau tukang 
giling roti untuk menggiling gandum dengan upah sepertiga atau satu 
sha' (2,751 kg) tepung yang digilingnya, atau wanita tukang menyusui 
dengan upah sebagian dari budak yang menyusui padanya setelah masa 
sapih, atau pemetik buah-buahan dengan upah sebagian dari buah yang 
dipetiknya, atau untuk menenun pakaian dengan upah separuh dari 
pakaian tersebut, maka semua persewaan itu fasid dan buruh berhak 


34 Yusuf al-Ardabili, al-Anwar li A'rrud al-Abrar, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.). Jilid 
I, h. 590. 
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mendapatkan upah standar. 

2. Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil 35 
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Sesungguhnya ijarah itu rusak jika penyuruh menjadikan bagian baju 
yang ditenunnya itu sebagai upah menenun, karena tidak diketahui 
(ukurannya). Begitu pula tidak boleh mengupah dengan sebagian kulit 
dari binatang yang dikulitinya. Pada kitab cd-Ju'l wa al-ljarah dalam kitab 
al-Mudaivnah Imam Malik berkata: "Dan kamu tidak boleh menyewa 
seseorang untuk menyamak kulit hewan, pekerjaannya, atau menenun 
pakaian dengan upah separahnya jika sudah selesai, karena ia tidak 
mengetahui bagaimana (berapa) hasilnya. Karena yang tidak diperbolehkan 
adalah menyewanya dengan upah tersebut. Sampai di sini perkataan 
beliau. Maka ini adalah upah yang tidak diketahui. Nabi Saw. bersabda: 
" Barangsiapa yang menyewa buruh, maka ia beritahukanlah dia upahnya 


3. Badai' al-Shanai'fi Tartib al-Syarai' 36 
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Jika seseorang menyewa orang lain untuk menggiling satu qafiz 
(+27,817 kg) gandum untuk dijadikan roti dengan upah seperempat dari 
tepungnya, atau untuk memeras satu qafiz simsim dengan upah sebagian 
dari minyaknya, maka hal ini tidak boleh. Karena si buruh mendapat 
untung dengan pekerjaannya berapa penggilingan dan pemerasan itu. 
Berarti ia bekerja untuk dirinya sendiri ... sebagian ulama kita (madzhab 
Hanafiyah) di kota Balkha, yaitu Muhammad bin Salamah dan Nashr 
bin Yahya memperbolehkan ijarah semacam ini. 


35 

Ibn Abdurrahman al-Maghribi, Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil , (Beirut: Dar 
al-Nasyr, 1398 H), Jilid V, h. 390-399. 

36 Mahmud bin Ahmad al-Kasani, Bada'i al-Shana'ifi Tartib al-Syarai', (Beirut: Dar al~ 
Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid IV, h. 192. 
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4 Al-Mughni 37 
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Bagian ketiga adalah menyewakan lahan tanah dengan sebagian hasilnya 
secara menyeluruh yang belum ditentukan, seperti setengah dan sepertiga, 
maka menurut pendapat al-manshush (yang dijelaskan) dari Imam Ahmad 
hal ini boleh. Pendapat itu adalah pendapat mayoritas Ashhab Hanabilah. 
Sementara Abu al-Khaththab memilih bahwa ijarah itu tidak sah. Pendapat 
itu juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Pendapat ini 
merupakan yang shahih insyaallah seperti hadits-hadits tadi yang melarang 
tanpa ada penentangnya. Sebab, ijarah tersebut adalah ijarah dengan 
upah yang tidak jelas, maka tidak sah. Seperti menyewakannya dengan 
upah sepertiga dari hasil tanah yang lain. 

Adapun pendapat Imam Ahmad yang memperbolehkannya itu, maka 
harus dipahami untuk kasus muzara'ah (menyerahkan lahan kepada 
orang yang menanaminya dengan hasil dibagi kedua pihak) dengan 
lafal ijarah. Karenanya, maka hukumnya adalah hukum muzara'ah. 


5. Referensi Lain 

a. Kasyf al-Qina ' , Juz IH, h. 525. 

b. Al-Mudaumanah al-Kubra, Juz III, h. 390. 

c. Jawahir al-Iklil, Juz II, h. 185. 

d. Al-Hidayah, Juz IH, h. 271. 

e. Raudlah al-Thalibin, Juz IV, 251. 

/. Nihayah al-Muhtaj, Juz V, h. 268. 


405. Menggusur Tanah Rakyat untuk 
Kepentingan Umum 

S. Pembangunan ternyata banyak menimbulkan ekses. Di antaranya yang 
cukup serius dan merugikan kepentingan rakyat, adalah penggusuran tanah 


37 Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t 
th.). Juz V, h. 249. 
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untuk kepentingan pembangunan. Dalih penggusuran tersebut biasanya 
untuk kepentingan umum. Tetapi, tak jarang diktum kepentingan umum 
itu adalah selubung saja untuk menutupi kepentingan beberapa oknum 
tertentu. Hal ini diperparah lagi oleh kenyataan bahwa ganti rugi penggusuran 
biasanya tidak sesuai dengan yang dikehendaki rakyat. 

a. Bagaimana hukum menggusur tanah rakyat untuk kepentingan umum? 

b. Bagaimana cara terbaik untuk menentukan ganti rugi penggusuran menurut fiqh? 

J. a. Hukum penggusuran tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum 
(dl-maslahah ci- ’antmah) boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya 
oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh syara’ 
dan dengan ganti rugi yang memadai. 


b. Cara yang terbaik dalam menentukan ganti rugi penggusuran tanah 
menurut fiqh ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan 
dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Ahkam al-Sulthaniyah 38 
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Ketika Umar r.a diangkat sebagai Khalifah dan jumlah penduduk 
semakin banyak, ia perluas mesjid Nabawi dengan membeli rumah dan 
dirobohkannya. Lalu ia menambah perluasannya dengan merobohkan 
(bangunan) penduduk sekitar mesjid yang enggan menjualnya. Beliau 
lalu memberi harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Beliau 
membangun dinding yang pendek kurang dari tinggi manusia, dan 
memasang lampu-lampu di atasnya. Beliau adalah orang yang pertama 
kali membuat dinding untuk mesjid. 


38 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-halabi, 1966), Cet. 2, h. 162. 


508 Ahkam ul Fuqaha 




Ketika Utsman r.a. diangkat sebagai khalifah, ia lalu membeli rumah- 
rumah (untuk perluasan mesjid Nabawi). Beliau mengambil rumah- 
rumah penduduk dan menetapkan harganya. Mereka lalu berdemo di 
kediamannya. Beliau lalu berkata: " Sungguh kesabarankulah yang membuat 
kalian berani terhadapku, sungguh hal ini pernah dilakukan Umar terhadap 
kalian, dan kalian menyetujuinya". Lalu beliau memerintah memenjarakan 
mereka, sampai Abdullah bin Khalid bin Asad berbicara kepadanya, dan 
ia melepas mereka kembali. 

2. Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-Haramain 39 
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Bila mesjid sudah sempit tidak muat lagi dan membutuhkan perluasan, 
sedangkan di sampingnya terdapat tanah wakaf atau milik seseorang, 
maka boleh menjual tanah wakaf itu untuk perluasan mesjid tersebut 
walaupun pemilik wakaf atau tanah tersebut menentangnya. Menurut 
pendapat masyhur, boleh memaksa penjualan dan kemudian membeli 
tanah lain dengan hasil penjualan tanah wakaf itu. Sama dengan perluasan 
mesjid adalah perluasan jalan dan kuburan bagi umat Islam. 

Adapun memperluas sebagian dari ketiganya (mesjid, jalan dan kuburan 
umum) dengan sebagian lainnya, maka dalam kitab ££, sungguh diambil 
kesimpulan hukum boleh dari ungkapan al-SyarUt pada ungkapan al- 
mushannif. "Dan syarat pihak yang mewakafkan itu harus diikuti, bila 
syarat tersebut boleh.", yaitu ucapan beliau: "Sungguh wakaf yang 
menjadi hak milik Allah, maka sebagiannya boleh digunakan untuk 
menolong sebagian yang lain." Hanya saja di sebagian Syarh terdapat 
kejelasan, bahwa mesjid tidak boleh dirobohkan untuk perluasan jalan. 
Berbeda mengubur jenazah di mesjid karena sempitnya kuburan. Sebab 


» Muhammad Ali al-Maliki, Qurrah al-'Ain bi Fatmva ' Ulama al-Haramain, (Mesir: al- 
Tijariyah al-Kubra, 1937), h. 259. 
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mesjid tetap eksis pada kondisinya. 

3. Hasyiyah 'Ali Syibrarmllisi 'ala Nihayah al-Muhtaf 0 
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Ada pertanyaan tentang kasus yang sering terjadi di kota kami, tentang 
orang-orang pemerintahan yang menyerukan pemotongan beberapa ruas 
jalan dengan ukuran tertentu: "Apakah hal itu boleh? Apakah termasuk 
perkara yang menghasilkan kemaslahatan umum umat Islam, maka 
wajib bagi penguasa, lalu orang-orang kaya muslim atau tidak?" 

Jawabannya adalah: "Yang jelas hal itu boleh, bahkan wajib bagi 
penguasa sekira menghasilkan kemaslahatan. Yang jelas kewajiban itu 
dibebankan bagi penguasa, dan ia wajib membayar biayanya dari bait al- 
mal. Bila hal itu tidak mudah dilakukan karena kezaliman pegawainya, 
maka biaya itu dibebankan pada orang-orang kaya muslim. 

4. Mazvahib al-Jalilfi Syarh Mukhtashar Khalil 41 
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Sungguh yang termasuk pemaksaan syar’i adalah pemaksaan pada 
seseorang yang punya rumah bergandengan dengan mesjid dan dibutuhkan 
untuk perluasannya, agar menjual rumahnya untuk keperluan perluasan 
mesjid. Begitu pula orang yang memiliki tanah bergandengan dengan 
jalan umum. Ibn Rusyd berfatwa dengan hukum itu, dan ber hujjah 


40 Ahmad bin Qasim al-'Abbadi, Hawasyi Ibn Qasim al-'Abbadi pada Hawasyai al-Syirwani 
wa al-'Abbadi, (Beirufc dar Ihya a-Turats al-'Arabi, t. th.). Juz VI, h. 216. 

41 Ibn Abdurrahman al-Maghribi, Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil, (Beirut Dar 
al-Nasyr, 1398 H), Jilid V, h. 390-399. 


510 Ahkamul Fugaha 




atas fatwanya dengan (i) pendapat Sahnun: "Orang yang memiliki tanah 
bergandengan dengan jalan yang dihantam sungai dan masyarakat 
tidak mempunyai jalan selain tanah itu, maka si pemiliknya dipaksa 
untuk menjual jalan yang berada ditanahnya itu demi kepentingan 
masyarakat, dengan harga yang dibayarkan penguasa dari bait al-mal, 
(ii) dengan tindakan Utsman Ra. Yang memperluas Masjid Nabawi, 
dan (iii) dengan pendapat Imam malik dan selainnya, yaitu ketika 
harga makanan mahal, dan sangat dibutuhkan, maka penguasa harus 
memerintahkan pemiliknya untuk menjualnya ke pasar. 

5. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam 42 
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... sesungguhnya kepentingan umum itu didahulukan di atas kepentingan 
khusus, berdasarkan dalil pelarangan pembelian barang sebelum sampai 
pasar, penjualan barang orang kota ke orang pedalaman (yang buta harga) 
dan kesepakatan ulama salaf terhadap jaminan yang harus ditanggung 
oleh tukang (jika terjadi kerusakan) besertaan hukum dasar bagi mereka 
adalah amanah. ... sekiranya yang khusus itu tidak mengalami bahaya. 

6. Hasyiyah al-Dasucji ' ala al-Syarh al-Kabir 43 
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Adapun jika dipaksa untuk menjual dengan pemaksaan yang halal, 
maka penjualannya sah sebagaimana pemaksaan menjual tanah untuk 
perluasan mesjid, jalan umum atau kuburan. 

7. Al-Dur al-Mukhtar 44 
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Boleh mengambil tanah, rumah atau toko yang berada di samping 
mesjid yang sempit bagi jamaah dengan ganti rugi harga secara paksa. 


42 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, (Kairo: al-Madani, 1969), Juz H, h. 257. 

43 Ibn 'Irfah al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1%9), Jilid m, h. 6. 

44 Muhammad bin Ali al-Hashkafi, al-Dur al-Mukhtar pada Rad al-Muhtar, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1386 H), Jilid IV, h. 379. 
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7. Madkhal al-Fiqh al-'Amm 45 

J 3%f && $$ & # h&i $£&] 3 

aIaIj ,Jp 1 j^fc. S^jWvJl 

ji fcu. c^s isi ^ya» ^ jA <2$ j4 »$*I *«$ e.^'3 

Sg Z\ jp gA jjjSj a^ 

A>-li-l JJX- jy* i__jl>- 


Contoh kedua adalah pengambilan hak milik demi kepentingan umum. 
Agama Islam memperbolehkan pengambilan hak milik tanah yang 
berdampingan dengan mesjid secara paksa jika si pemilik enggan 
menjualnya. Sementara mesjid sudah sempit bagi para jamaahnya dan 
mereka membutuhkannya. Seperti halnya para ulama memperbolehkan 
kasus semacam itu untuk perluasan jalan umum ketika masyarakat 
sangat membutuhkannya, dengan memberikan (ganti rugi) harga yang 
sepadan dengan harga tanah yang diambil hak miliknya. Bahkan para 
fuqaha juga telah menjelaskan, bahwa boleh mengambil satu sisi dari 
mesjid untuk keperluan perluasan jalan umum ketika dibutuhkan. 


406. Mencemarkan Lingkungan 

S. Industrialisasi yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, ternyata 
rnembaiva ekses yang cukup serius, dan dampaknya juga merugikan kepentingan 
rakyat banyak, yakni biasanya hanya mengejar keuntungan sendiri, serta 
melupakan kewajiban untuk menangani dampak limbah yang ditimbulkan oleh 
pabrik. 

a. Bagaimana hukum mencemarkan lingkungan? 

b. Bagaimana konsep Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan? 

J. a. Hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, 
apabila menimbulkan dharar, maka hukumnya haram dan termasuk 
perbuatan kriminal (jinayat ). 

b. Konsepsi Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan 
adalah: 

1. Apabila ada kerusakan, maka wajib diganti oleh pencemar. 

2. Memberikan hukuman yang menjerakan (terhadap pencemar) 


45 Musthafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal d-Fiqhi al-'Amm, (Damaskus: Alif Ba al-Adib, 
1968H), Jilid I, 248. 
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yang pelaksanaannya dengan amar ma'rufnahi munkar sesuai 
dengan tingkatannya. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Tafsir al-Kabir/Mafatih al-Ghaib 46 


Slj“ (cl jju Sj“ JUS J\S 

&& $ j* C^!3 ju.il g; ”1J1JS 

l5fj .^Jil JA*. & J# £3 JjUSj Ail^lj AC.ljjf ^ ^ gii 

jp «L^>l (jl Jju J^isil» jJo“ ijy 

(jifKjjl (3^-' cjAUJ' 


Allah Swt. berfirman: "Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka 
bumi, sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya ..." (QS. Al-A'raf: 56). Firman 
Allah Swt. "Dan janganlah kalian membuat kerusakan ." adalah larangan 
membuat kerusakan apapun dalam barang yang wujud, dan larangan 
dalam barang yang wujud berarti larangan pula dalam segala macam 
dan jenisnya. Sehingga larangan tersebut mencakup larangan membuat 
kerusakan pada lima perkara ini (jiwa, harta, nasab, agama dan akal). 
Sedangkan firman Allah Swt.: "(Sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya." 
bisa berarti yang dimaksud adalah setelah Allah Swt. membuat baik 
bentuk semulanya pada bentuk yang cocok bagi kepentingan makhluk 
dan sesuai dengan kemaslahatan para mukallaf. 

2. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an 47 


t. r? , 


i!T >3 !V!5 ^ j£i\ j, JjiJB Vf jus &\ j\s 

'J&\ 'j«h\ H j ;dt ij^s H JiUJji j % jijfti 


Dalam firman Allah Swt.: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di 
muka bumi, sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya ..." (QS. Al-A'raf: 56) di 
dalamnya terdapat satu permasalahan, yaitu bahwa Allah Swt. telah 
melarang semua tindakan pengrusakan, sedikit ataupun banyak setelah 
perbaikan, sedikit atau banyak. Menurut pendapat yang sahih, larangan 


46 Muhammad al-Razi, al-Tajsir al-Kabir/ Mafatih al-Ghaib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 
Juz XIV, h. 139. 

47 Muhammad bin Abi Bakar al-Qurthubi, al-)ami' li Ahkam al-Qur'an, (Kairo: Dar al- 
Kutub al-'Arabi, 1967), Jilid VII, h. 226. 
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itu berlaku secara umum. Sementara menurut al-Dhahhak artinya yaitu: 
"Janganlah kalian mencemari air tertentu, dan janganlah memotong pohon 
yang berbuah." 

3. Al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah 48 


jy* oX> Uli jUlij Jp Sl (jUU'j ^ 

jailii o' sL 


Ungkapan /a dharara wala dhirara, maksudnya adalah secara umum 
tidak berdosa melakukan tinadkan yang merugikan bagi seseorang atas 
sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau 
manfaat, dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan 
saudaranya sesama muslim. 

4. Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz al-Daqa’iq 49 


j j ggtai & ’sm. & PP & jp k* >4 % 

ilc- PrP j'jd-b ^2aj illJi j N ollx« 

1 tiJGi il y j aSIU j_y<5 0' 


Dan bila seseorang ingin membangun dapur api di rumahnya untuk 
selalu membuat roti seperti yang ada di toko-toko, atau penggilingan 
untuk menggiling tepung, atau penumbuk untuk tukang setrika, maka 
hal itu tidak boleh karena mengganggu para tetangga dengan gangguan 
jelas yang tidak dapat dihindari. Sedangkan menurut qiyas, hal tersebut 
semestinya boleh, sebab merupakan pemberdayaan pada harta miliknya 
sendiri. Namun hal tersebut harus ditinggalkan berdasar pada istihsan 
demi kepentingan (umum). 

5. Al-Kharraj 50 


ZJ V& a5> J }L J 3UZ & j (JA1) D' piHJ Sf} 

■{gZ j' '■•j; " **'* Jpo yA j\5 jij sil <p> AA3 


Tidak halal bagi orang muslim sengaja (memasuki tanah) milik orang 
muslim lainnya ataupun milik kafir dzimmi dengan maksud ingin 
menenggelamkan sawahnya dan dengan tujuan untuk menimbulkan 


48 Abdullah bin Sulaiman, al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fatva’id al-Bahiyah pada al- 
Asybah wa al-Nadzair, (Indonesia: dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 114. 

49 Utsman bin Ali al-Zaila'i, Tabyin Haqaiq Syarh Kanz al-Daqa'iq, (Pakistan: Maktabah 
Imdadiyah, t. th.), Jilid III, h. 196. 

50 Abu Yusuf, al-Kharraj, (Beirufc Dar al-Ma'rifah, 1979), h. 99. 
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kerusakan padanya. Sungguh Rasul Saw. telah melarang tindakan yang 
merugikan orang lain. Sungguh beliau bersabda: " Terlaknat orang yang 
membahayakan seorang muslim ataupun selainnya." 

6. Al-Ahkam al-Sulthaniyah 51 


p j' <J~j j) 


Apa bila seseorang membangun penggilingan atau mempekerjakan 
tukang pandai besi dan tukang setrika di rumahnya (sehingga mengganggu 
tetangga), maka hal itu tidak dilarang. 

7. Majma' al-Dhamanat 52 


SjW - j^' C-IfcAS ojjl ya» - jlUl Jjj\i JuL^a»- j O' -i'j' e)4j 

0j\>- oaiU^i>- (3>“' j' Aji o' S/ ifjj Oj*-^ 

d'*- ^ J*j o'j*-i '-w»'* 6^ 'M 

jjc- o'-^ ? 6^ V'i'4 _ til S/j'» j'U' jijl» kJL^i 


Jika seseorang ingin membakar panenan (jerami) di tanahnya, lalu ia 
menyalakan api dan kemudian menjalar ke tanah tetangganya sehingga 
membakar tanamannya, maka ia tidak harus bertanggungjawab. Kecuali 
ia mengetahui, bila ia membakar sawahnya maka api akan menjalar ke 
tanaman tetangganya. Sebab, jika ia sudah mengetahui maka berarti ia 
sengaja membakar tanaman orang lain. ... Begitu pula seseorang yang 
memiliki tanaman kapas di tanahnya dan tanah orang lain bergandengan 
dengannya. Lalu orang lain itu menyalakan api dari sisi tanahnya sendiri 
dan menjalar ke bagian kapas, maka ganti rugi kapas adalah kewajiban 
bagi orang yang menyalakan api. Sebab ketika ia sudah mengetahui 
bahwa apinya akan menjalar ke kapas itu, berarti ia sengaja membakarnya. 

8. Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Tauficj 53 


jJj j^-' s'M:!} O? j'jf"j 0^'j^' o?j 

r j3j A ju ^ ji ### 4$ t>u* 6u? 33 \jiir 


51 Abu Yala al-Farra', al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Surabaya: Ahmad Nabhan, 1974), h. 301-302. 

52 Ghanim bin Muhammad al-Baghawi, Majma ' al-Dhamanat , (Beirut Dar al-Kitab al- 
Islami, t.ih), h. 390. 

53 Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al- 
Taufxq> (Indonesia: CV. Karya Insan, t th.), h. 79. 
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Dan di antara maksiat badan adalah durhaka terhadap orang tua, 
melarikan diri dari medan pertempuran, memutus tali persaudaraan, 
dan mengganggu tetangga dengan gangguan yang nyata walaupun orang 
non muslim yang berhak memperoleh keamanan, seperti non muslim 
musata'man dan mu'ahad, berdasarkan sabda Nabi Saw.: " Barangsiapa 
yang beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir, maka janganlah mengganggu 
tetangganya." Begitu penuturan al-Ramli. 


9. Ihya' 'Ulum al-Dirf 4 

a % S \&j ... sf/\ g 

d J' 'jJ J P 4 oji' 


"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104). Dalam ayat ini 
terdapat perintah wajib. ... Dalam ayat itu terdapat penjelasan pula 
bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan fardhu kifayah bukan 
fardhu 'ain, dan ketika ada sekelompok umat yang melakukannya, maka 
gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Sebab Allah Swt. tidak berfirman: 
"Dan jadilah kalian semua sebagai orang yang menyuruh perkara baik. " 

10. Referensi Lain 

a. Hasyiyah al-Jamal, Juz V, h. 196. 

b. Tafsir Ibn Katsir, Juz II, 222. [] 


54 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' ‘Ulum al-Din, (Beirufc Dar al-Fikr, 1995), Jilid m, h. 131-132. 
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HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH 
NASIONAL ALIM ULAMA 
NAHDLATUL ULAMA TENTANG 
MASAIL DINIYAH WAQI’IYYAH 
16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M 
Di Ponpes QOMARUL HUDA 
Bagu, Pringgarata Lombok Tengah 
Nusa Tenggara Barat 


407. Menyelenggarakan Shalat Jum'at Dua Angkatan 

408. Menyelenggarakan Shalat Jum'at Tanpa Mustauthinin dan 

Mucjimin 

409. Pemindahan Komplek Makam 

410. Nikah Mufah 

411. Bai'ud Daitt (Jual Beli Piutang) 

412. Bai'ul 'Inah (Jual Beli Barang Yang Berasal Dari Berhutang 
Kepada Pemberi Hutang) 

413. Memanfaatkan Tanah Jaminan, Selama yang Berhutang Belum 

Melunasi 

414. Mencetak dan Menerbitkan Karya Tulis Orang Lain 

415. Pernikahan Pengidap HTV/AIDS 

416. Penggunaan Insulin Bagi Penderita Kencing Manis 

417. Kloning Gen pada Tanaman, Hewan dan Manusia 

418. Demonstrasi dan Unjuk Rasa 

419. Pembebasan Tanah Rakyat Dengan Harga yang Tidak Memadai 
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KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA 

TAHUN 1418 H/1997 M 
Nomor: OOl/Munas/1997 
Tentang 

ITTIFAQ HUKUM MENGENAI BEBERAPA MASALAH DINIYAH 

WAQI’IYYAH 





MUSYAWARAH NASIONAL 
LATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M 

Khutbah If titah Rais Aam PBNU pada pembukaan Munas 
dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 H/17 Nopember 
1997; 

Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas 
Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997. 

c. Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas NU 
tahun 1997; 

d. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang 
Komisi A Masail Diniyah Waqi'iyyah. 

Mengingat a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART NU 

bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d. 7; 

b. Surat Keputusan PB NU Nomor: 167/A.n.e/VII 1997 
tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustus 1997; 

MEMUTUSKAN 

Mengingat 1. Mengesahkan Hasil Sidang Komisi A, tentang Ittifaq 

Hukum Mengenai Beberapa Masalah Diniyah Waqi'iyyah, 
seperti terlampir; 

2. Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 
serta perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan 
keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai 
dengan amanat Munas. 

Lombok: 19 Rajab 1418 H 
20 Nopember 1997 M 

. MUSYAWARAH NASIONAL 

NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M 
PIMPINAN SIDANG PLENO 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 


KH MAKRUF AMIN DR. H. AQIL SIRADJ, MA 


518 Ahkam uJ Fuqaha 



MUNAS NAHDLATUL ULAMA 
16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M 
Di Ponpes QOMARUL HUDA 
Bagu, Pringgarata Lombok T engah 
Nusa Tenggara Barat 

Pimpinan Sidang 
Masail Diniyah Waqi'iyyah 

KH. A. Aziz Masyhiiri Ketua 

KH. Ghazali Masruri ....... Sekretaris 

Pendamping 

I. KH. M. Rodli Sholeh 
2.. KH. Dr. Nahrowi Abd. Salam 

1. KH. Yusuf Amin 
1. KH. Drs. Dawam Anas 
5. KH. Imron Hamzah 

Anggota Tim Perumus 
1. KH. Drs. Masduqi Mahfudz 

2. KH. Drs. Safruddin Syarif 

3. KH. Nadhif Zuhri 

4. KH. A. Wahid Zuhdi 

5. KH. Drs. Ahmad Ansori 

6. KH. Subadar 

7. KH. Drs. Siddiqi Muhdar 

8. KH. Drs. Hasyim Abbas 

9. KH. Abdullah Mukhtar 

10. KH. Anang Manshur 

II. KH. Cholil Anwar 

12. KH. Drs. Sanusi Nasution 

13. KH. A. Waris Ilyas 
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407. Menyelenggarakan Shalat Jum'at Dua Angkatan 

Kesadaran umat Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya 
dewasa ini dirasakan semakin meningkat. Hal ini antara lain ditandai 
dengan syiar agama yang kian semarak, dan membludaknya mesjid-mesjid 
dalam shalat Jum'at. Penyelenggaraan shalat Jum'at tidak hanya di 
pemukiman, tapi juga di perkantoran, pertokoan dan kawasan industri. 

Namun hal ini belum sepenuhnya diimbangi oleh penyediaan sarana 
dan prasarana ibadah yang cukup memadai, serta masih terdapatnya 
faktor-faktor kondisional yang menyebabkan tidak terpenuhinya hasrat 
untuk menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Para karyawan 
pabrik kaca, misalnya, tidak dapat secara bersama-sama melaksanakan 
shalat Jum'at karena ada proses yang tidak dapat ditinggal sama sekali. 
Ada pula pertokoan yang tetap buka saat shalat Jum'at, sehingga tidak 
memungkinkan pramuniaga prianya secara serentak meninggalkan 
tugasnya. Hal ini bisa diatasi dengan menyelenggarakan shalat Jum'at 
secara bergantian, bertahap, atau shalat Jum'at dalam dua shif (angkatan). 

S: Bolehkah menyelenggarakan shalat Jum'at kedua dan seterusnya oleh 
orang-orang yang bekerja di tempat yang tidak mungkin ditinggalkan 
sama sekali pada hari Jum'at itu karena menjaga produksi dari kerusakan. 

J: Taaddud Jum'at berbeda dengan Jum'atan dua shif/ angkatan atau 
lebih ( insya al-jum'ah ba'da al-jum'ah). 

Ta'addud Jum'at ialah berbilangnya penyelenggaraan jamaah Jum'at 
dalam satu masa di suatu tempat, dan hukumnya boleh dengan 
syarat-syarat tertentu sebagaimana keputusan Muktamar NU di 
Situbondo, Nopember 1984, dalam masalah nomor 359. 

Adapun Jum'atan dua shif/angkatan atau lebih ( insya al-jum’ah 
ba'da al-jum’ah) yang artinya penyelenggarana shalat Jum'at lebih 
dari satu di suatu tempat, maka hukumnya tidak sah. 

Jalan Keluar 

a. Karyawan seperti itu wajib berikhtiar seoptimal mungkin agar 
dapat menunaikan jum'atan shif f pertama. 

b. Sebaiknya ditugaskan kepada karyawati untuk menjaga produksi 
agar karyawan dapat menunaikan shalat Jum'at. 

c. Dalam hal ikhtiar tersebut bila tidak berhasil maka kewajiban 
shalat Jum'at menjadi gugur dan wajib menunaikan shalat Zhuhur 
dan dianjurkan berjamaah. Jika ada udzursya/i di dalam meninggalkan 
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shalat Jum'at demikian ini dengan mengganti shalah Zhuhur 
hukumnya tidak berdosa. Tetapi jika tidak ada udzur syar'i, 
hukumnya berdosa. 


Rekomendasi: 


Kepada Pemerintah dan para produsen/pengusaha agar memberikan 
jaminan kebebasan kepada para karyawan untuk menjalankan 
agamanya, dan melaksanakan shalat Jum'at. 


Keterangan, dari kitab: . 

1. Al-Minhaj al-t^awim 1 


jbj jj£ tAl jjz c»\ 


Adapim selain makmum, maka tidak boleh mengganti imam shalat 
jum'at (ketika si imam hadats di tengah-tengah shalat), karena serupa 
dengan membentuk salat Jum'at setelah salat Jum'at yang lain (dalam 
satu masa secara serentak di tempat yang sama). Dan hal tersebut tidak 
tidak diperbolehkan. 

2. Tanwir al-Qulub 2 


4-sIc- jJ \j eJj w ^ iij ^JL>- ... 

eSju« £• 4Za\ ( Jp J A^>- 

Sl JjjjJi ij 4jufTj iiLfr ejju plij Jijji 

'ot'j as 6% d ^4 


... sehingga jika sudah datang hari Jum'at, maka beliau Saw. tidak 
melaksanakan salat Jum'at kecuali di mesjidnya Saw. dan beliau Saw. 
meskipun sangat ingin memberikan kemudahan kepada umatnya tidak 
memberi dispensasi untuk mendirikan shalat Jum'at di banyak mesjid, 
atau shalat bersama orang yang bisa datang kepadanya di awal waktu, 
dan mendirikan shalat jumat kedua, ketiga dan seterusnya bagi mereka 
yang tidak bisa datang (di awal waktu). Padahal cara itu lebih mudah 
bagi mereka seandainya memang diperkenankan. 

3. Hasyiyah al-Syarwani 3 


1 Ibn Hajar al-Haitami, Minhaj al-Qamnt pada al-Hawasyi al-Madaniyah, (Mesir; Musthafa 
al-Halabi, 1340 H), Juz n, h. 50. 

2 Muhammad Ain al-Irbili, Tanwir d-Qulub, (Surabaya: Syirkah Bugkul Indah, t. th.), K 189. 

3 Abdul Hamid al-Syirwani, Hawasyi al-Syirwani pada Hmoasyai al-Syirwani wa al-'Abbadi, 
(Beirufc Dar al-Fikr, t. th.). Jilid II, h. 406. 
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( _ r sJu jp A ^^ =a i 


Adapun kebiasaan yang berlaku, yaitu menghidangkan roti bagi 
bagi orang yang menyuruhnya membuat roti dan memberikan upah 
seperti biasanya, maka kesibuka nnya dengan roti itu tidak menjadi 
udzur (meninggalkan shalat jum'at), namun ia wajib mengikuti shalat 
jum'at walaupun dapat menyebabkan kerusakan roti itu selama pemilik 
roti tidak memaksanya untuk tidak mengikuti. Maka dalam hal ini ia 


tidak berdosa. 

4. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba' ah 4 


Para ulama Syafi'i berpendapat, barangsiapa yang ketinggalan shalat 
Jum'at karena sesuatu udzur atau lainnya, maka disunatkan untuk shalat 
Zhuhur berjamaah. 


408. Menyelenggarakan Shalat Jum'at Tanpa 
Mustauthinin dan Muqimin 

Di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, banyak kantor, 
pertokoan, kawasan industri dan kompleks perumahan yang 
menyelenggarakan shalat Jum'at. Jamaah shalat Jum'at terdiri dari para 
pegawai /karyawan atau orang-orang yang tidak tergolong penduduk 
asli atau berdomisili di tempat tersebut (mustauthin). Kalau pun ada 
mustauthin jumlahnya sedikit. 

S: Bagaimana hukum shalat Jum'at tanpa mustauthin dan muqimin atau ada 
mustauthin, tetapi tidak mencukupi syarat, seperti yang terjadi di hotel- 
hotel dan restauran-restauran di kota Jakarta dan Surabaya? 

J: Shalat Jum'at tanpa mustauthin dan muqimin atau dengan mustauthin 
dan muqimin, tetapi tidak memenuhi syarat, hukumnya tafshil : 
a. Tidak sah, menurut mayoritas ulama Syafi'iyyah. Sementara Imam 
Syafi'i sendiri dalam qaul qadim yang dikuatkan oleh al-Muzanni 
memandang sah bila jumlah jamaah itu diikuti mustauthin minimal 4 
orang. 


4 Abdurrahman al-Juzairi, d-Ficjh 'ala al-Madzahib al-Arba' ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 19%), 
Jilidi, h. 382. 
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b. Imam Abu Hanifah mengesahkan secara mutlak. 
Keterangan, dari kitab: 


1. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 5 
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Menurut mayoritas ulama, tidak sah shalat Jum'at bagi budak dan 
musafir, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengesahkannya. 

2. Risalah Bulugh al-Umniyah fi Fatazva al-Nawazil al-'Ashriyah 6 


Uiajl (j (jjlj Ji ijdjS O' (Jp iji jU Jj 



Bahkan guruku, al-Bakri bin Muhammad Syaththa, dalam catatan 
atas kitab I'anah al-Thalibinnya berkata: "Sungguh Imam Syafi'i punya 
dua qaul qadim tentang jumlah jamaah shalat Jum'at pula. Salah satunya 
adalah minimal empat orang. Pendapat ini dikutip oleh pengarang kitab 
al-Talkhish dan dihikayatkan al-Nawawi dalam Syarh al-Muhadzdzab. 


3. Al-Muhadzdzab 7 
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Di antara syarat jumlah jamaah tersebut adalah, mereka terdiri dari 
laki-laki, merdeka dan menetap di suatu tempat. Adapun perempuan, 
budak dan musafir, maka shalat Jum'at tidak menjadi sah dengan kehadiran 
mereka, karena mereka tidak berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at 
sehingga shalat itu pun tidak menjadi sah dengan kehadiran mereka, 
sama seperti anak-anak. Apakah shalat Jum'at itu sah dengan jamaah 
terdiri dari para muqimin (penduduk) yang tidak menetap. Dalam hal 
itu terdapat dua wajh ; Abu Ali bin Abi Hurairah berpendapat: "Shalat 


5 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Jilid IV, h. 382. 

6 Muhammad Ali al-Maliki, Risalah Bulugh al-Umniyah fi Fa t aura al-Nawazil al-'Ashriyah 
pada Irnrah al-Duja Syarh Tanwir al-Hija Nadzm Sajhiah al-Naja, (Mesir: Musthafa al- 
Halabi, 1952), h. 232. 

7 Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab pada al-Majmu', (Beirut. Dar al-Fikr, 1996), 
Jilid IV, h. 420. 
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Jum'at dengan mereka itu sah karena mereka berkewajiban shalat Jum'at, 
sehingga shalat itu menjadi sah, sama seperti para penduduk tetap." 


4. Al-Ficjh al-Islami wa Adillatuh 8 __ t __ 
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Dan jumlah minimal jamaah Jum'at menurut Abu Hanifah dan Muhammad 
dalam pendapat al-Ashah adalah tiga orang selain imam, walaupun mereka 
itu musafir dan orang sakit, karena minimal jumlah jamak yang sahih 
itu adalah tiga. 


409. Pemindahan Komplek Makam 


Dengan berbagai macam alasan, dewasa ini makin banyak kompleks 
makam atau makam seseorang dipindah ke tempat lain. 

S: Bagaimana hukum pemindahan kompleks makam dan makam seseorang ke 
tempat lain? 

J: Pemindahan kompleks makam dan makam seseorang ke tempat 
lain hukumnya tafshil: 

a. Pemindahan makam ke tempat lain haram hukumnya, kecuali 
menurut mazhab Hanafi. 

b. Memindah mayat seseorang dari makamnya ke tempat lain menurut 
mazhab Syafi'i hukumnya haram, kecuali karena darurat. Sedangkan 
menurut mazhab Maliki hukumnya boleh dengan syarat: 

1) . Tidak terjadi perusakan pada tubuh mayat; 

2) . Tidak menurunkan martabat mayat; 

3) . Pemindahan tersebut atas dasar maslahat. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Hasyiyah al-Syarqaxm 'ala al-Tahrir 9 

iji JT o' jjO; Sj 

\ * * f o J a , ✓ « t ^ y T t' ' )\ • > f t o m i 1 1 
iSji y>-\ 

Menurut kami (mazhab Syafi'i) tidak boleh mengganti barang wakaf, 
berbeda dengan ulama Hanafi. Gambarannya menurut mereka adalah. 


8 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 
Jilid II, h. 275. 

9 Al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir , (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabiyah 
al-Kubra, 1332 H), Jilid U, h. 170. 
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ada suatu tempat yang nyaris runtuh, lalu diganti dengan tempat lain 
yang lebih bagus setelah ada keputusan hakim yang mengabsahkan 
penggantian itu. 

2. Fath al-Wahhab 10 


ejs-j JEJ aJS jJu ij>L\ jil Hc- jJl 


Haram membongkar kuburan sebelum mayat hancur sesuai dengan 
pendapat para pakar tentang tanahnya setelah penguburannya, untuk 
dipindahkan ataupun lainnya, seperti mengkafani dan menyalati. Sebab 
dalam hal itu terdapat perusakan terhadap kehormatan mayat. Kecuali 
karena darurat, seperti dikuburkan tanpa disucikan dengan dimandikan 
atau tayamum, sedangkan mayat itu termasuk orang yang harus disudkan. 

3. Nihayah al-Zain 11 


fuij j\ j Ifci aB J*f i j$\ eJT 513 


Seandainya tanahnya berupa pekuburan yang diperuntukkan umum, 
yaitu tanah yang kebiasaan pemakaman penduduk daerah itu di situ, 
maka haram mendirikan bangunan di atasnya dan harus dirobohkan. 

4. Al-Ficjh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 12 


<\ju ; ji jJi (jli ... jjxL <3. aJ aJlAJ (j^=0 \ 4 ii\j 


Ulama Maliki berpendapat, boleh memindahkan mayat sebelum dan 
sesudah dikubur dari satu tempat ke tempat lain dengan tiga syarat; 
pertama mayat tidak pecah (rusak) ketika dipindah, kedua tidak sampai 
menodai kehormatannya, yaitu memindahkannya dengan cara yang di 
dalamnya terdapat penghinaan baginya, ketiga kepindahannya karena 
suatu maslahat. ... Jika satu syarat dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, 
maka haram memindahkannya. 


Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab pada Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, 
(Mesir al-Tijariyah al-Kubra, t th.). Jilid II, h. 211. 

Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 155. 

12 Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut Dar al-Fikr, 1996), 
Jilid I, h. 505-506. 
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410. Nikah Mut'ah 


Secara lughawi nikah mut'ah berarti d-damm wa d-jam (penggabungan 
dan pengumpulan) atau d zoath'u (persetubuhan). Secara istilahi nikah 
adalah ikatan perjanjian ('aqd) yang telah ditetapkan Allah untuk 
melegitimasi pemilikan seorang laki-laki atas upaya istimta terhadap 
wanita yang bukan mahramnya. Selain ibadah, nikah merupakan 
wujud sikap ia' awuti antara individu, pendirian lembaga keluarga 
dan sarana reproduksi. 

Jumhur fuqaha berpendapat, ada 4 macam nikah fasidah (rusak, 
tidak sah), yakni nikah syighar (tukar menukar anak perempuan atau 
saudara perempuan tanpa mahar), nikah mut'ah (dibatasi dengan 
waktu tertentu yang diucapkan dalam 'aqd), nikah yang dilakukan 
terhadap seorang wanita yang dalam proses khitbah (pinangan) laki- 
laki, dan nikah muhallil (siasat penghalalan menikahi mantan istri 
yang dithalaq bain). Namun ada juga yang menghalalkan nikah 
mut'ah, dengan dasar surat al-Nisa' ayat 24 yang artinya: "Maka istri- 
istri yang telah kamu nikmati [campuri] di antara mereka, berikanlah al-ujr 
[ biaya kontrak] kepada mereka." Selain itu dasar penghalalannya adalah 
hadits Nabi Saw. yang meriwayatkan, ketika perang Tabuk para sahabat 
diperkenankan menikahi wanita dengan sistem kontrak waktu. 

Ada titik singgung antara nikah mut'ah dan nikah biasa. Pertama, 
pada nikah mut'ah, batas waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan 
kedua belah pihak. Kedua, pada nikah biasa, dikenal istilah thalaq 
(cerai) untuk mengakhiri ikatan pernikahan. 

S: Nikah mut'ah bila dikaitkan dengan titik singgung waktu yang diperpanjang 
melalui kesepakatan kedua belah pihak dan titik singgung mengakhiri ikatan 
pernikahan melalui thalaq pada pernikahan biasa, mengingat semakin maraknya 
prostitusi, perselingkuhan, dipersulitnya poligami dan kemampuan ekonomi 
yang semakin meningkat dan memicu meningkatnya hubungan seksual di 
luar nikah, bagaimana hukum nikah mut'ah tersebut? 

J: Nikah mut'ah menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya 
mazhab empat, hukumnya haram dan tidak sah (batal). 
Keterangan, dari kitab: 


1. Al-Umm 13 

'y (J j' fj^ cij Ji 


13 Al-Syafi'i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Jilid V, h. 86. 
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Demikian halnya semua nikah yang ditentukan berlangsungnya 
sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (temporer), 
maka nikah tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun thulcuj 
antara kedua pasutri. 

2. Fatazva Syar'iyah wa Buhuts Islamiyah 14 
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Pertanyaan: "Seseorang kawin dengan akad dan saksi untuk masa 
tertentu, maka bagaimanakah hukum perkawinan ini menurut syarii." 

Jawaban: "Nikah temporer ini batal secara syar'i. Seperti pendapat 
Jumhur ulama madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Dan dalam 
kitab Minah al-Jalil disebutkan, nikah yang ditentukan untuk masa 
tertentu itu dirusak, meskipun setelah lewan masa itu, dan pernikahan 
tersebut termasuk nikah mut'ah. Dalam al-Mughni karya Ibn Qudamah 
disebutkan: "Bila ada lelaki mengawini perempuan untuk dicerai pada 
waktu yang telah ditentukan, maka perkawinannya tidak sah karena 
syarat itu mencegah kelanggengan perkawinan, maka serupa dengan 
nikah mut'ah." 


3. Rahmah al-Ummah 15 


oJw* 
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Para ulama bersepakat, bahwa nikah mut'ah itu tidak sah tanpa ada 
perselisihan pendapat antara mereka. Bentuknya adalah, seseorang 
mengawini perempuan untuk masa tertentu dengan berkata: "Aku 
mengawini kamu untuk masa satu bulan, satu tahun dan semisalnya." 


14 Hasanain Muhammad Makhluf, Fatawa Syar’iyah wa Buhuts Islamiyah, (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 1965), Jilid II, h. 7. 

15 Abu A bd illah al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah pada al-Mizan al-Kubra, (Beirut: Dar al- 
Kutub al-lslamiyah, 1965), Juz II, h. 39. 
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Perkawinan ini tidak sah dan telah dihapus oleh ijma' para ulama masa 
lalu dan sekarang. 

4. Referensi Lain 

a. Vanah al-Thalibin, Juz III, h. 278 - 279. 

b. Al-Mizan al-Kubra, Juz II, h. 1 13. 

c. Al-Syarwani ‘ala al-Tuhfah, Juz VII, h. 224. 


411. Bai'ud Dain (Jual Beli Piutang) 


Si A berhutang pada B. Perjanjian hutang-piutang tersebut dikuatkan 
dalam akte perjanjian hutang-piutang. Karena mendesaknya kebutuhan, 
sebelum jatuh tempo oleh B, akte perjanjian hutang-piutang itu dijual 
kepada C. Berdasarkan akte perjanjian hutang-piutang itu C menagih 
kepada si A. 

S: Bagaimana hukum jual beli hutang-piutang (bai' al-dain)? Misalnya si A 
berhutang kepada si B. Perjanjian hutang-piutang dikuatkan dalam akte 
perjanjian hutang-piutang. Karena terdesak kebutuhan, sebelum jatuh tempo, 
akte perjanjian hutang-piutang tersebut dijual kepada si C. Berdasarkan 
akte perjanjian tersebut si C menagih kepada si A? 

J: Jual beli hutang-piutang (bai' al-dain) seperti tersebut di atas hukumnya 
boleh, jika nilainya sama. Dan jika nilainya berkurang, hukumnya 
tidak boleh. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Iqna’fi Hill Alfazh Abi Syuja' 16 
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Sah menjual hutang dengan selain hutang kepada orang lain yang 
tidak pirnya kewajiban atasnya, seperti Bakar menjual kepada Umar 
hutang senilai seratus yang menjadi kewajiban Zaid dengan nilai seratus 
pula. Pendapat ini diunggulkan dalam al-Raudhah, berbeda dengan al- 
Minhaj yang tidak mengesahkannya. 

2. Bughyah al-Mustarsyidin 17 


16 Muhammad Khatib al-Syirbini, al-kjna' fi Hill Alfazh Abi Syuja', (Beirut: Dar al-Fikr, 
1415 H), Juz I, h. 280. 

17 Abdurrahman bin Muhammad Ba'Iawi, Bughyah cd-Musytarsyidin, (Mesir: Musthafa 
al-Halabi, 1952), h. 131. 
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(Kasus dari Muhammad Sulaiman al-Kurdi) Tidak sah menjual hutang 
bertempo dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah dari jenis hutang 
tersebut secara kontan kepada orang yang menghutangi, baik berupa 
barang ribawi atau selainnya. Seperti akad shulh (damai) dari 10 yang 
ditempo pada 5 secara kontan. Sebab, ia menjadikan kekurangannya 
sebagai imbal balik dari pembayaran kontannya dan hal itu tidak halal. 

3. Al-Mizan al-Kubra 18 

gd% g$' Jpj d&y 
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Dan begitu pula para ulama sepakat atas keharaman najsy (menawar 
dengan bertujuan agar orang lain menawarnya dengan harga yang lebih 
dari semestinya) dan atas bai' al-kali' bi al-kali', yaitu keharaman menjual 
hutang dibeli dengan hutang. Inilah sebagian kasus yang disepakati 
ulama yang aku temukan. 

4. Referensi Lain 

a. Sullam al-Tauficj, h. 53. 


412. Bai'ul 'Inah (Jual Beli Barang Yang Berasal Dari 
Berhutang Kepada Pemberi Hutang) 

Si A berhutang suatu barang kepada B, seharga Rp. 100.000,00. Setelah 
menerima barang itu, A menjual barang tersebut kepada B seharga 
Rp. 75.000,00. 

S: Bagaimana hukum menjual barang yang berasal dari berhutang kepada 
yang memberinya hutang (bai' al-' inah)? 

J: Imam Asy-Syafi'i dan ulama mazhab berpendapat bahwa hukum bai’ cd- 
'inah sah, namun makruh tanzjh. Sedangkan imam Abu Hanifah, Imam 
Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkan. 
Keterangan, dari kitab: 


18 Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.). 
Juz n, h. 72. 
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1 . Al-Mizan al-Kubra 19 


&\£s\ <3y o^3 

dJJi jVj>- 


Dan termasuk yang diperselisihkan ulama adalah pendapat Imam 
Syafi'i tentang keabsahan bai'u al-'inah (menjual kembali barang yang 
sudah dibeli secara berhutang kepada pemilik barang semula yang 
menghutanginya) besertaan hukum makruh, ... serta pendapat Imam 
Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, tentang ketidakbolehannya. 


2. Al-Amvar li A'rml al-Abrar 20 
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Jual beli 'inah tidak termasuk larangan-larangan yang diharamkan 
dan bukan yang dimakruhkan, jika tidak dibiasakan. Pengertian jual beli 
'inah adalah seseorang menjual sesuatu secara kredit, dan menyerahkannya 
kepada pembeli, lalu ia membelinya lagi secara kontan dengan harga 
yang lebih murah dari harga awal. 


3. Hadits Abu Dazvud 
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"Dari Ibn Umar, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 
"Jika kalian melakukan jual beli secara 'inah, mengambil ekor sapi (sibuk 
membajak sawah), rela dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah 
Swt. akan menimpakan kehinaan terhadap kalian yang tidak akan dicabunNya 
sampai kalian kembali ke agama kalian." (HR. Abu Dawud). 


413. Memanfaatkan Tanah Jaminan, Selama yang 
Berhutang Belum Melunasi 

Si A berhutang kepada B sejumlah uang, dengan agunan/jaminan 
sebidang tanah. Selama A belum mampu melunasi hutangnya, B berhak 
menanami tanah A. 

S: Bagaimana hukum memanfaatkan sebidang tanah agunan /jaminan selama 


19 Abdul Wahhab al-Sya'rani, d-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.). Juz O, 
h. 70. 

20 Yusuf al-Ardabili, d-Amvar li A’ mal al-Abrar, (Mesin Musthafa al-Halabi, t th.). Jilid 1, h. 229. 
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orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya? 

J: Menggunakan kemanfaatan agunan oleh pihak penerima gadai, 
hukumnya haram, sebab barang agunan hanya, sekedar borg 
(jaminan), kecuali dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian 
perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan ( rahin ). 

Keterangan, dari kitab: 

1. Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir 21 
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Dan seperti penyaratan pemanfaatan barang barang gadai bagi pihak 
yang menghutangi, atau niscaya tambahan-tambahan barang gadai seperti 
buah dari suatu pohon dan anak dari seekor kambing ikut digadaikan, 
maka akad gadai dan syarat tersebut tidak sah. Begitu penjelasan Syaikh 
Zakaria al-Anshari dala Syarh Manhaj al-Tkullab. 

2. Fath al-Mu'in 22 
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Dan akad gadai itu sah, yaitu menjadikan suatu barang yang boleh 
diperjualbelikan sebagai agunan hutang yang akan dilunasi dari barang 
tersebut ketika tidak bisa melunasinya. Maka tidak sah menggadaikan 
barang wakaf dan budak umm walad (budak wanita yang melahirkan 
anak majikannya). ... Akad gadai tidak sah dengan sebab persyaratan 
yang merugikan pihak yang menggadaikan atau yang menerima gadai. 
... Dan seperti menyaratkan pemanfaatan barang yang digadaikan bagi 
pihak yang menerima gadai (pemberi hutang). 


3. Fath al-Mu'in 23 
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21 Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqam 'ala al-Tahrir, (Mesir: Dar al- 
Kutub al-'Arabiyah al-Kubra, 1332 H), Juz U, h. 123. 

22 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Tanah al-Thalibin, (Mesin al-Tijariyah al- 
Kubra, t.th.), Jilid IV, h. 37-38. 

23 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Tanah al-Thalibin, (Beirut Dar al-Fikr, 
t.th.). Jilid H, h. 370. 
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Syaikh Masyayikhim al-'Allamah al-Muhaqqiq al-Thanbadawi berkata 
tentang hukum kasus ketika pihak penghutang bemadzar memberi 
penghasilan sebidang lahan yang digadaikan bagi pihak pemberi hutang 
selama hutang tersebut masih dalam tanggungannya: "Pendapat yang 
aku lihat dari generasi akhir madzhab Syafi'i bangsa Yaman adalah 
kejelasan atas keabsahannya. Sebagian ulama yang berfatwa demikian 
adalah Syaikh al-Islam Muhammad bin Husain al-Qimath dan al- 
Allamah al-Husain bin Abdirrahman al-Ahdal." 


4. Bughyah al-Mustarsyidin 24 
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(Kasus dari Muhammad bin Abi Bakr al-Asykhar al-Yamani) Bila 
seseorang menggadaikan tanah dan ia memperbolehkan pihak penerima 
gadai atau yang lainnya untuk mengambil penghasilannya selama hutang 
belum terbayar, maka kebolehan tersebut habis dengan meninggalnya 
pemilik tanah. Maka sejak itu pihak penerima gadai atau orang lain 
tersebut harus bertanggungjawab atas penghasilan tanah tersebut. 


5. Al-Asybah wa al-Nazha’ir 25 
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Bila sudah umum di masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan 
barang gadai bagi penerima gadai, apakah kebiasaan itu dianggap sama 
dengan menjadikannya sebagai syarat, sehingga akad gadainya rusak? 
Jumhur ulama berkata: "Tidak diposisikan sebagai syarat." Sedangkan 
al-Qaffal berpendapat: "Ya (diposisikan sebagai syarat). 


24 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah cd-Musytarsyidin, (Bandung: Syirkah 
Nur Asia, t. th.), h. 178. 

25 Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Dmiyah, 
1403 H), h. 67. 
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414. Mencetak dan Menerbitkan Karya Tulis 

Orang Lain 

Belakangan ini banyak karya ilmiah ulama masa lalu diterbitkan 
kembali baik dalam bahasa aslinya maupun terjemahan. 

S: a. Bagaimana pandangan Islam tentang hak cipta atas karya ilmiah yang 
dihasilkan seseorang? 

b. Bolehkah karya ulama masa lalu diterbitkan tanpa sepengetahuan ahli 
waris mu'allif/mushanifnya atas dasar al-wijadah atau dengan dalih 
agar lebih bermanfaat? 

J: 1. Hak cipta dilindungi oleh hukum Islam sebagai hak milik dan 
dapat menjadi tirkah bagi ahli warisnya, sebagaimana keputusan 
Muktamar Nahdlatul Ulama ke 28 di Krapyak Yogyakarta tahun 
1989, maslah nomor 389. 

2. Mencetak dan menerbitkan karya tulis pihak lain hukumnya 
haram, kecuali ada izin dari pemilik hak/pengarang/penulis 
atau ahli waris atau pemegang kuasa atas hak cipta tersebut. 

3. Apabila pemilik hak/pengarang/penulis atau ahli waris atau 
pemegang kuasa atas hak cipta sudah tidak ada, maka hak cipta 
karya tulis tersebut menjadi hak kaum muslimin untuk kemaslahatan 
mereka secara umum. 


Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Fatawa al-Haditsiyah 26 


(jij jju AXa Slj ... U SlJ Slj 

ili. JS j. J jtfujl i Ji ISI % jjl23 H ij 

££ & jp jtgfy jh % 


Dan harus diusahakan memperoleh kitab-kitab yang dibutuhkan, 
sebisa mungkin dengan membeli, atau jika tidak mungkin maka dengan 
menyewa atau meminjam. Dan hendaknya tidak melakukan penyalinan 
kecuali jika memang tidak mungkin bisa dihasilkan tanpa menyalinnya 
kembali. ... Dan tidak boleh menyalin kecuali dengan izin pemiliknya, 
karena peminjaman secara mutlak tidak mencakup (izin) penyalinan, 
kecuali si pemilik berkata: "Silakan manfaatkan buku itu sebagaimana 


26 Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 163. 
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yang Anda inginkan." Dan boleh menyalin kitab yang diwakafkan bagi 
orang yang bisa memanfaatkannya. 

2. Bughyah al-Mustarsyidin 27 

li ytf-j oJlaM 0^5 fiUll ^uLLJl 


(Kasus dari 'Alawi bin Saqqaf bin Muhammad al-Ja'fari al- Alawiyun 
al-Hadhramiyun) Jika seseorang mengambil harta dari seseorang yang 
menguasainya tanpa izin, dan ia putus asa untuk mengetahui pemiliknya, 
maka harta itu diberikan ke bait al-mal, lalu untuk kepentingan umum 
umat Islam, keamanan jalan dan semisalnya. 

3. Madkhal al-Fiqh al-'Amm 28 


liS \Zs£ Oi s~ sP ^ ^ 3 

Olc- Sy Si u Si Sy£-\ <4^!) 6^ ^4^ 



uf 


Dan pembagian ini tidak sesuai dengan pengertian harta menurut 
pandangan syara' yang menjadi landasan pembahasan kita. Fiqh yang 
kita anut telah membedakan antara harta dan hak milik. Maka hak dan 


manfaat-manfaat dianggap sebagai hak milik yang bisa dinikmati. Bukan 
sebagai harta yang bisa dijadikan obyek berbagai akad, kecuali yang 
dikecualikan sebagaimana uraian sebelumnya. 

4. Hasyiyah Qulyubi 29 


& ££ % ju jlp 
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(Harta pusaka) adalah yang ditinggalkan oleh mayit, meski dengan 
sesuatu sebab atau bukan berupa harta seperti ikhtishash (barang yang 
tidak bisa dimiliki namun boleh digunakan seperti pupuk kandang dan 
semisalnya), atau meski dalam bentuk khamr yang kemudian berubah 
menjadi cuka setelah kematiartnya, atau had menuduh zina, atau buruan 


27 Abdurrahman bin Muhammad Balawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Mesir: Musthafa 
al-Halabi, 1952), h. 159. 

28 Musthafa Ahmad al~Zarqa, Madkhal al-Fiqh al-'Amm , (Damaskus: Dar al-Fikr, t. 
th.), h. 232. 

29 Syihabuddin Al~Qulyubi, Hasyiyah Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, 
(Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956), Juz III, h. 135. 
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yang masuk dalam jaring yang telah dipasang sebelum kematiannya. 

5. Tanah al-Thatibin 30 

<JU # cidi &L U %'p 

Harta pusaka adalah peninggalan mayit berupa harta atau hak. 


415. Pernikahan Pengidap HIV/AIDS 

Penyakit Aids (Aajuired Immune Defkiency Syndrome) adalah kumpulan 
gejala akibat menurun/hilangnya daya tahan/kekebalan tubuh. Penyebab 
AIDS adalah kuman HTV ( Human Immuno Deficiena/ Virus). Dewasa ini 
AIDS sudah menjadi masalah sosial dan kemanusiaan, karena sifatnya 
yang mematikan dan belum diketemukan obat untuk menyembuhkannya 
dan vaksin untuk mencegah penularannya. 

Karena virus HTV dapat berada dalam darah, cairan vagina dan 
sperma, maka penularan dan penyebaran dapat terjadi melalui: 

a. Sexual (hubungan kelamin); 

b. Parentercd (melalui alat tusuk/ suntik), darah dan produk darah yang 
tercemar HIV; 

c. Perinatal (dari ibu hamil pengidap HIV kepada bayi yang 
dikandungnya) . 

Sebagian besar (90 %) penularan HIV terjadi secara seksual, selebihnya 
terjadi secara parenteral dan perinatal. Berbeda dengan penyakit lain, 
pengidap HIV/ AIDS tidak dapat disembuhkan, karenanya menurut 
perhitungan medis pengidapnya pasti mati. Hanya saja, dari HIV 
menjadi AIDS melalui beberapa stadium dalam kurun waktu yang 
cukup lama, yang memungkinkan penularannya kepada orang lain. 

S; a. Bagaimana hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS, baik dengan sesama 
pengidap maupun bukan? 

b. Bagaimana cara memandikan jenazah pengidap HIV/AIDS? 

c. Mengingat belum diketemukannya obat penyembuh, beban psikologis 
penderita dan kemungkinan penularannya, bagaimana hukum euthanasia 
(tindakan mengakhiri hidup) pengidap HIV/AIDS? 

J: a. Pernikahan pengidap HIV/AIDS dengan sesama pengidap 
maupun bukan, hukumnya sah namun makruh, 
b. Jenazah pengidap HIV/AIDS tetap dimandikan sebagaimana 


30 Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin , (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 
t.th.), Jilid III, h. 223. 
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biasa dengan memperhatikan petunjuk dokter/ ahlinya. Jika 
dikhawatirkan terjadi penularan, maka ditayammumi. 
c. Hukum euthanasia (tindakan mengakhiri hidup) ialah haram. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Asm al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib 31 

I4L I S jjj 1411^ Ji o'i.J ^4--? 


Begitu pula bagi wali wanita boleh memfaskh (merusak) akad nikah 
dengan sebab penyakit kusta dan lepra yang sudah lama diderita 
suami. Sebab mereka bisa menerima aib dengan masing-masing 
kedua penyakit itu dan sebab aib penyakit tersebut bisa menjalar 
kepada si wanita dan keturunanya. 


2. Hadits Nabi Saw. 




Nabi Saw. bersabda : " Larilah dari penderita lepra seperti larimu dari singa.” 

3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 32 


jjjii yt J 13 flSil dj fVt a JV5 


4JL» 


Js ... # 


Dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i berkata: "Adapaun lepra dan 
kusta, maka sungguh masing-masing dari keduanya bisa menular 
kepada suami (atau ke istri) dan anak. ... Adapun anak, maka sedikit 
sekali yang selamat dari (penularan) penyakit tersebut. 

4. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 33 


jjp j\ ... jl fclUI (aJ^»X- J Jjl5 

&i\ \^4-j (^) fij 


(Dan jenazah yang sulit dimandikan) sebab tidak ada air atau selainnya, 
seperti terbakar atau terkena racun binatang ... atau dikhawatirkan 


31 Zakaria al-Anshari, Asm al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, (Kairo: Dar al-Kitab al- 
Islami, t. th.). Jilid III, h. 176. 

32 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.). Jilid III, h. 203. 

33 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.). Jilid I, h. 358. 
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orang yang memandikannya tertulari -semisal racun dari tubuh jenazah- 
dan tidak mungkin menjaga diri -darinya-, maka (jenazah itu ditayammumi) 
secara wajib, karena merujryaskan pada mandi jinabah. 

5. Al- Hawasyi al-Madaniyah 34 


(a ( ji 3 > jJJu < 14^3 


Dan sekiranya sulit untuk memandikan jenazah, yaitu akan 
membuatnya rontok -bila dimandikan-, maka jenazah itu wajib 
ditayammumi. 

(Ungkapan penulis: "Yaitu akan membuatnya rontok."), maksudnya 
seperti sebab luka bakar, digigit binatang beracun atau dikhawatirkan 
orang yang memandikannya tertulari -semisal racun dari tubuh jenazah- 
dan tidak mungkin menjaga diri -darinya-. 

6. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin 35 


(j* (yi 


(Masa -pembayaran diyat- pembunuhan jiwa dimulai dari keluarnya) 
ruh, (dan -masa pembayaran diyat dari selain pembunuhan jiwa dimulai- 
dari -permulaan- terlukai). 


7. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Aljdzh al-Minhaj 36 

... pi&i jk dkk j# di 3 j, 

1^5 ( U* 0^1) 0) (j^Si iii) 4 jlUJI j (>j) 


Dalam pembunuhan al-'amd -secara sengaja- disyaratkan pembunuhan 
itu merupakan kezaliman dari sisi pembunuhan itu menghilangkan ruh. 
Berbeda dengan pembunuhan yang bukan merupakan kezaliman ... 
(Dan pembunuhan itu), maksudnya kesengajaan membunuh seseorang 
(adalah bermaksud melakukan tindakan) jahat, (pada tubuh seseorang 
dengan alat yang bisa membunuh) secara pasti (atau pada umumnya). 


34 Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1366 H), 
Juz II, h. 71. 

35 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata 
Qulyubi wa 'Umairah, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid IV, h. 156. 

36 Muhammad ai-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj , 
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IV, h. 4 dan 5. 
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8. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaf 7 

Jljj iAii j* C?f '-7 > °y^ Ji 
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Dan -termasuk syarat pembunuhan syibh al-'amd seperti membunuh 
dengan cambuk atau tongkat kedi- sakitnya tidak parah dan sampai mati. 
Maka bila dalam kasus itu terdapat sebagian hal tersebut maka kasus itu 
merupakan pembunuhan 'amd -secara sengaja-. Sebab pembunuhan itu 
pada umumnya bisa membuat orang terbunuh. . . . (Dan bila seseorang 
memenjara korban dan mencegahnya dari makanan dan minuman) atau 
salah satunya, (dan) dan mencegahnya pula dari (mencari) makanan, 
minuman atau salah satunya (sehingga mati) dengan sebab pencegahan 
itu, (maka bila telah lewat) baginya (suatu masa yang orang semisalnya 
bisa mati), maksudnya orang seperti korban yang dipenjara itu, (dalam 
masa itu secara umum karena kelaparan atau kehausan, maka kasus itu 
merupakan pembunuhan 'amd -secara sengaja-), karena begitu jelasnya 
tujuan membunuh dengan tindakan pencegahan tersebut. 


416. Penggunaan Insulin Bagi Penderita Kencing Manis 

Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup manusia, maka 
kebutuhan hidup manusia terhadap insulin semakin bertambah. Karena 
secara alami, dengan bertambahnya usia, maka fungsi pankreas akan 
semakin menurun. Dengan menurunnya fungsi pankreas, maka menurun 
pula fungsi insulin yang dapat dihasilkan tubuh manusia. Dengan 
menurunnya insulin dalam tubuh manusia, maka kemampuan tubuh 
manusia untuk memecah gula dalam darah akan semakin turun. Pada saat 
itulah manusia terkena penyakit yang disebut kencing manis (diabetes 
melitus), dan memerlukan suntikan insulin. 

Pernah dicoba membuat insulin dari ekstraksi pankreas sapi. Namun 
hasilnya kurang menggembirakan, meskipun gennya cocok dengan 
sapi. Dari seekor sapi, hanya dihasilkan insulin 1/2 cc saja, yang 
berarti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang sekali suntik 


37 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.). Jilid V, h. 14 dan 15. 


538 Ahkamul Fuqaha 




Percobaan pembuatan insulin dari pankreas kera, menunjukkan gennya 
tidak cocok dengan manusia. Akhirnya dicoba membuat insulin dengan 
ekstraksi pankreas babi, dan ternyata hasilnya selain gennya cocok 
dengan manusia, jumlah cc-nya pun mencukupi. 

Mula-mula insulin dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam 
bakteri. Dalam waktu 24 jam, dari satu gen menghasilkan milyaran gen. 
Kini insulin dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam ragi. 
Karena organisme ragi lebih kompleks dari bakteri, maka hasilnya 
lebih baik. Dari satu gen pankreas babi yang diklon dalam ragi pada 
tabung fermentor kapasitas 1.000 liter dihasilkan 1 liter insulin. Insulin 
dari bahan dan proses seperti itulah yang kini beredar di seluruh dunia. 

S: Bagaimana hukum penggunaan insulin yang terbuat dari pankreas babi 
guna penderita kencing manis (diabetes melitus)? 

J: Hukumnya boleh , jika tidak ditemukan obat lain dari bahan yang sud. 
Keterangan, dari kitab: 


1. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 38 

oUUa g* aA JX\ Js. dj 

Adapun berobat dengan bahan-bahan najis selain khamr itu boleh. 
Hal ini berlaku pada seluruh jenis najis selain yang memabukkan. Ini 
adalah pendapat al-Madzhab, al-Manshush dan Jumhur ulama memastikannya 
(sebagi keputusan hukum tunggal). 

3. Al-Iqna'fi Hill Alfazh Abi Syuja' 39 

% s 9j\'M 0& Jljit j' M dj 

<&. ;ua iuji p M dj j*\&\ & 
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Dan adapun perintah Nabi Saw. kepada orang-orang suku 'Urainah 
agar meminum air kencing unta, maka hal itu untuk tujuan pengobatan. 


38 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Jilid IX, h. 45-46. 

39 Muhammad Khatib al-Syirbini, al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja’ pada Tuhfah al-Habib, 
(Beirut Dar al-Fikr, t. th.). Juz I, h. 313-314. Ibarah ini beliau sampaikan pula dalam 
kitab Mughni Muhtaj. Bukan merupakan kesimpulan Muktamirin. Lihat, Muhammad 
Khatib al-Syirbini, Mughni Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj (Beirut Dar al-Kutub al- 
'lltniyah, t. th.), Juz I, h. 233. (Pen.) 
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Sementara pengobatan dengan obat najis itu boleh ketika tidak menemukan 
obat suci yang bisa menggantikannya. Dan Adapun sabda Nabi Saw.: 
"Allah Swt. tidak menjadikan kesembuhan umatku dalam obat yang Ia haramkan 
bagi mereka.", maka dipahami untuk khamr (saja). 


2. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 40 

<Jp Wj» Wjs>- \ { jJ^- ^ j^suj 
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Dan semua najis yang telah berubah bentuk menjadi hewan itu sud, 
seperti darah telor yang telah berubah menjadi anak ayam, menurut qaul 
yang menganggapnya najis, meski ulat dari anjing. Sebab, sifat hidup itu 
mempunyai dampak nyata dalam menghilangkan najis. Oleh karenanya, 
maka najis itu hilang karena hilangnya sifat hidup. Selain itu, karena 
ulat itu lahir dalam diri anjing, bukan berasal darinya. 


3. Al-Icjm fi Hill Alfazh Abi Syuja’ 41 

<iJJi (j j J-uSjil £iLs<sd ^ p l a C- y» iiUti- A „U C - ^oj jJj 

AjU» 

Dan bila seseorang menyambung tulangnya karena dibutuhkan, dengan 
tulang najis yang selainnya tidak layak untuk dijadikan penyambung, 
maka ia dianggap udzur dalam hal itu. Oleh karenanya, shalatnya sah 
besertaan tulang tersebut (berada di tubuhnya). 


4. Al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah 42 

'yS- p_*lj Jl" y} ji Ujjt \^oy> j\ A^JiS c3\»- y»j 

ZyLy iis'f ) Mii jjj 


Barangsiapa mengkhawatirkan keselamatan diri atau sakit yang bisa 
menyebabkan kematian, atau semisalnya dari semua perkara yang bisa 
menyebabkan boleh bertayammum, dan ia (hanya) menemukan barang 
haram namun tidak memabukkan, seperti bangkai meski dari binatang 
najis mughallazhah, maka ia wajib memakan atau meminumnya. 


40 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.). Jilid I, h. 83. 

41 Muhammad Khatib al-Syiibini, al-lqna’ fi Hill Alfazh Abi Syuja’, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1995), Jilid I, h. 443. 

42 Abdullah bin Sulaiman al-Juihuzi, al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah pada 
al-Asybah wa al-Nadzair, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t th.), h 117. 
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417. Kloning Gen pada Tanaman, Hewan dan Manusia 

Istilah klon atau cfonc berasal dari bahasa Yunani yang artinya pemangkasan 
(tanaman). Istilah ini semula digunakan untuk potongan/pangkasan 
tanaman yang akan ditanam. Kini, dalam term ilmu pengetahuan kloning 
bibit unggul secara efektif dan efisien, berarti sebuah rekayasa genetika 
untuk mereproduksi makhluk organik secara aseksual (tanpa diawali 
proses pembuahan sel telur oleh sperma, tapi diambil dari inti sebuah sel). 
Saat ini aplikasi kloning sudah mencakup bidang yang cukup luas, yakni 
kloning gen (kloning pada bakteri dan sel dalam kultur jaringan), kloning 
tanaman (buah, sayuran dan bunga) dan kloning hewan (katak, tikus dan 
domba). Manfaat kloning gen bagi kehidupan antara lain adalah untuk 
memperoleh hormon pertumbuhan, insulin, interferon, vaksin, terapi gen 
dan diagnosis penyakit genetik Sedangkan kloning tanaman dan hewan 
sangat bermanfaat untuk mengembangbiakkannya yang digunakan 
sesuai kebutuhan manusia. 

Kloning hewan pertama kali dicoba pada tahun 1950an pada katak. 
Kini selain pada tikus, kera dan bison, juga pada domba yang cukup 
menghebohkan. Kloning bison dilakukan dari sel bison yang sudah 
mati (fosil bison). Sedangkan kloning domba dilakukan dari sel domba 
yang masih hidup. Secara teoritik, kloning manusia ( human cloning) 
juga bukan hal yang mustahil, baik dari sel manusia yang masih hidup 
maupun yang sudah mati, karena prosesnya tidak berbeda dengan 
kloning hewan. Untuk kloning manusia, sebagaimana kloning hewan, 
selain sel yang akan dikloning, harus ada ovum (sel telur) dan rahim. 
Tanpa ovum, tidak bisa dikloning. Dan tanpa rahim, sel yang dikloning 
pada ovum itu akan mati. 

Kloning manusia ada dua cara. Cara pertama, sel langsung dikloning 
pada ovum. Setelah terjadi pembelahan, diambil satu langsung ditanam 
dalam rahim. Proses seterusnya seperti kehamilan pada umumnya. Cara 
kedua hampir sama dengan proses bayi tabung. Pertama-tama dilakukan 
pembuahan sperma atas ovum (sel telur) di luar rahim. Setelah terjadi 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


541 



pembelahan (sampai maksimal 64 pembelahan), ditanam dalam rahim, 
sel intinya diambil dan diganti dengan sel inti manusia yang akan diklonmg. 
Prases selanjutnya adalah sebagaimana kehamilan biasa. Namun demikian, 
baik melalui cara pertama maupun kedua, manusia hasil kloning tak akan 
persis sama dengan manusia yang dikloning, karena juga dipengaruhi oleh 
sperma (bagi cara kedua), ovum dan kondisi ibu yang mengandungnya. 
Kloning manusia juga dapat dilakukan untuk menghindarkan seseorang 
dari penyakit. Caranya, hasil pembuahan yang terdeteksi mengandung 
suatu penyakit diambil sel intinya kemudian diganti dengan sel lain yang 
sehat. Kemudian hasil pembuahan itu ditanamkan dalam rahim. 

S: Bagaimana hukum kloning gen tanaman , hewan dan manusia? 

J: a. Pemanfaatan teknologi cloning gen pada tanaman diperbolehkan, 
karena hajat manusia untuk kemaslahatannya. 

b. Kloning gen pada hewan diperbolehkan dengan catatan dilakukan 
dalam rangka kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat. 

c. Adapun kloning gen pada manusia hukumnya haram. 

1) . Proses tanasul (berketurunan) harus melalui pernikahan secara 

syar'i. 

2) . Bisa mengakibatkan kerancuan nasab. 

3) . Penanamannya kembali ke dalam rahim tidak dapat dilakukan 

tanpa melihat aurat besar. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahha¥ 3 
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(Dan wajib bagi pekerja -dalam akad muscuph; penyiraman buah anggur 
dan kurma dengan hasil panennya dibagi antara kedua pihak) ketika 
dimutlakkan, (pekerjaan yang dibutuhkan buah) untuk kualitas dan 
perkembangannya, (dari yang berulang-ulang), maksudnya pekerjaan 
yang berulang-ulang, (setiap tahun, seperti menyiram dan membersihkan 
sungai), maksudnya saluran air dari lumpur dan semisalnya, (memperbaiki 


43 Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat 
al-Wahhab , (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h, 526-527. 
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ajjajin -galian tempat air- di sekitar pohon), yang menjadi tempat air di 
sekitar pohon agar diserapnya. Ajjajin itu diserupakan dengan beberapa 
wadah baju yang dibasuh, bentuk jama’ dari kata Z\L\ (dan mengawinkan) 
kurma. 


(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Mengawinkan kurma."), yaitu 
meletakkan mayang kurma jantan dalam mayang kurma betina. 

2. Shahih Muslim 44 
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Dari Anas Ra., sungguh Nabi Saw. melewati kaum yang sedang 
mengawinkan kurma. Lalu beliau Saw. bersabda: " Seandainya kalian tidak 
melakukannya niscaya kurma itu akan baik." Anas Ra. berkata: 'Ternyata 
kurma itu berbuah dengan buah muda jelek (yang saat kering berkualitas 
jelek pula)." Lalu Nabi Saw. melewati mereka kembali dan bersabda: 
"Apa yang terjadi pada kurma kalian ?" Mereka menjawab: ", Aku melakukan 
ini dan itu (sesuai anjuran Nabi Saw.)." Nabi Saw. bersabda: " Kalian lebih 
mengetahui urusan dunia kalian." (HR. Muslim) 


3. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab 45 
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Dan dalam kitab al-Mishbah ... Dan menurut satu pendapat, yang 
dimaksud adalah mengawinkan hewan itu sendiri. Itu adalah pendapat 
yang lemah. Sebab, sungguh reproduksi hewan itu dianjurkan demi 
kemaslahatan manusia, maka tidak dilarang karena dzatnya, agar menolak 
kontradiksi dalil, namun karena unsur eksternal. 


4. Tarsyih al-Mustafidin 46 


J3- 1 Jp^i 


Dan dimakruhkan mengawinkan keledai pada kuda, maka diharamkan 
mengawinkan kuda pada sapi, karena besarnya alat kelamin. 


5. Tuhfah al-Muhtaj 47 


44 Muslim al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirufc Dar al-Jail, t. th.). Juz VIII, h. 95. 

45 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab , (Mesir: 
al-Tijariyah al-Kubra, t th.). Jilid El, h. 68. 

46 Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin , (Beirut: Dar al-Fikr, t. th-), h. 365. 
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(Perlu diingat), telah dijelaskan, sungguh memasukkan air mani ke 
rahim hukumnya seperti persetubuhan, dengan syarat mani itu muhtaram 
(halal) saat dikeluarkan dan saat dimasukkan ( ke rahim), yaitu saat 
memasuknya itu mempunyai keserupaan dengan persetubuhan. 

6. Tafsir Jalalain 48 

dbJjii) jji&l £ -A* 'o? *13j Cr*^ 
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(Barang siapa mencari di balik itu) dari para istri dan budak wanita, 
seperti beronani dalam menggauli mereka, ( maka mereka itulah orang- 
orang yang melampaui batas.") [QS. al-Mukminun: 7] yang melewati batas 
pada perbuatan yang tidak halal bagi mereka. 

7. Yas'alunaka 'an al-Din wa al-Hayat 49 
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Sungguh kasih sayang kebapakan dan keibuan tidak akan terwujud 
dalam hal yang terkait dengan keturunan, kecuali jika keturunan ini 
terwujud dan menjadi hidup dengan cara alami yang seperti biasanya. 
Mereka yang membuka pandangan pada semacam metode asing dan 
kabur ini, yang bisa mengakibatkan ru tulinya wujud sebuah keluarga, 
menyampur nasab, dan meremehkan prinsip-pinsip keutamaan, dan 
tiang kehormatan dan kemuliaan. 

8. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an 50 


47 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyiyata al-Syirwani wa cd-'Abbadi, (Mesir: 

al-Tijariyah al-Kubra, t. th), Jilid VII, h. 303. 

46 Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, Tafsir jalalain pada al-Futuhat al- 
Ilahiyat, (Mesir: Isa al-Halabi, t. th), Jilid III, h. 184. 

49 Ahmad al-Syarbasyi, Yas'alunaka 'an al-Din wa al-Hayat, (Beirut Dar al-Jail, t. th), Jilid 
II, h. 220. 

50 Muhammad al-Qurihubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, t. 
th.). Juz V, h. 39. 
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Dan adapun pengebirian bagi manusia merupakan musibah. Sebab 
sungguh saat seseorang dikebiri, maka rusaklah hati dan kekuatannya, 
kebalikannya hewan. Dan terputus keturunannya yang diperintahkan 
dalam sabda Nabi Muhammad 'alaih al-Salam:" Saling nikahlah kalian maka 
kalian akan memiliki keturunan. Sebab sungguh aku beromba-lomba banyaknya 
pengikut dengan kalian pada umat-umat lain." 

9. Al-Siraj al-Munir 51 




<*gfc MjpiiOJI# 


Dari Sa'id bin Hilal al-Laitsi, sungguh Nabi Saw. bersabda: "Nikahlah 
kalian dan perbanyaklah keturunan, sungguh aku bangga dengan sebab kalian 
pada umat-umat lain pada hari kiamat." (HR. Baihaqi) 


418. Demonstrasi dan Unjuk Rasa 

Akhir-akhir ini terjadi banyak demonstrasi, unjuk rasa, pemogokan 
dan bahkan pengrusakan fasilitas umum (kerusuhan). Motif dan 
tujuannya beragam, tapi intinya tidak puas atas kebijakan, sikap atau 
tindakan suatu lembaga /instansi, dan mencari keadilan. 

S: a. Bolehkah mencari keadilan melalui demonstrasi? Sampai batas manakah 
demonstrasi dibenarkan Islam? 

b. Bagaimana hukum orang/massa membuat kerusuhan? Bagaimana 
pula hukum tokoh/otak penggerak kerusuhan? Bagaimana hukum 
merusak fasilitas umum termasuk sarana ibadah? 

J: Demonstrasi dan unjuk rasa yang bermuatan amar ma'ruf nahi tnunkar 
untuk mencari kebenaran dan demi tegaknya keadilan itu boleh selama: 

1. Tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. 

2. Sudah tidak ada jalan lain seperti menempuh musyawarah dan lobi. 

3. Apabila ditujukan pada penguasa pemerintah, hanya boleh dilakukan 
dengan cara ta'rif (menyampaikan penjelasan) dan al- wa’zhu (pemberian 
nasihat). 

Keterangan, dari kitab: 


si Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir , (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Jilid II, h. 173. 
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1. Ihya 'Ulum al-Din 52 
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Telah kami jelaskan, bahwa memerintah kebaikan itu mempunyai 
beberapa tingkatan. Pertama memberi pengertian, kedua memberi nasehat, 
ketiga berbicara kasar, keempat mencegah secara paksa agar mau melakukan 
kebaikan dengan memukul dan memberi hukuman. Adapun cara yang 
diperbolehkan dari cara-cara itu dalam menghadapi penguasa yaitu dua 
cara pertama. Sedangkan mencegah dengan kekerasan, maka tidak boleh 
dilakukan rakyat terhadap penguasa karena dapat menyulut fitnah, 
menimbulkan gelombang keburukan, dan lebih banyak bahaya yang 
timbul darinya. Adapun berbicara kasar, misalnya seperti ucapan: "Hai 
orang yang zalim. Hai orang yang tidak takut Allah Szvt." dan semisalnya, 
jika perkataan itu bisa menimbulkan fitnah yang keburukannya bisa 
menimpa pihak lain, maka tidak diperbolehkan. Namun, jika ia hanya 
mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka boleh dan bahkan sunnah. 


Dan sungguh kebiasaan ulama salaf adalah berani menghadapi bahaya 
dan secara terang-terangan mengingkari perkara munkar tanpa peduli 
dengan bencana yang menimpa dirinya dan siap menantang berbagai 
macam siksaan. Sebab mereka tahu bahwa semuanya merupakan kesyahidan. 

2. Al-Zmvajir 'an lytiraf al-Kabair 53 



52 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939), Jilid II, h. 
337. 

53 Ibn Hajar al-Haitami, al-Zawajir 'm Iqtiraf al-Kabair, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950), 
Cet. ke-1, Juz II, h. 156. 
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Dan al-Nasai meriwayatkan: "Barangsiapa melihat kemungkaran kemudian 
ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)nya, maka ia telah terbebas (dari 
dosa kewajiban memberantas kemungkaran). Dan orang yang tidak mampu 
mengubahnya dengan tangannya, dan kemudian mengubahnya dengan lisannya, 
maka ia pun telah terbebaskan. Dan orang yang tidak mampu mengubahnya 
dengan lisannya, lalu ia mengubahnya dengan hatinya (tidak menyetujuinya) 
maka ia pun telah terbebaskan pula. Dan yang terakhir itu adalah iman yang 
paling lemah." 


3. Al-Jami' al-Shaghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir 54 
aJuL i p jl® AjULL® jli I 
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"Barang siapa melihat kemungkaran, maka ia harus mengubahnya dengan 
tangan (kekuasaan)nya. Lalu jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Lalu 
jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah iman yang paling 
lemah. (HR. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Muslim, Ashhab 
Sunan al-Arba'ah), dari Abu Sa'id, (shahih). 


419. Pembebasan Tanah Rakyat Dengan Harga yang 

Tidak Memadai 

Dewasa ini banyak terjadi pembebasan tanah milik rakyat, baik 
oleh pemerintah maupun oleh swasta yang disokong pemerintah, 
baik untuk kepentingan umum maupun untuk bisnis semata, misalnya 
untuk kawasan perumahan. Biasanya ganti rugi yang ditawarkan 
tidak memadai, karenanya rakyat menolak. Namun biasanya juga 
dengan berbagai cara, akhirnya rakyat terpaksa menyerahkan tanahnya 
dengan ganti rugi yang tidak memadai, dan pindah entah kemana. 

S: a. Bagaimana hukum pembebasan tanah semacam itu? 

b. Jika pemerintah ikut terlibat, siapakah pejabat pemerintah/orang-orang 
yang bertanggung jawab di hadapan Allah? 

c. Bagaimana hukum keuntungan yang diperoleh dari usaha semacam 
itu? Dan bagaimana hukumnya jika keuntungan yang diperoleh digunakan 
untuk membangun sarana ibadah? 


54 Abdurrahman al-Suyuthi, al-}ami' al-Shaghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir, Juz E, h. 32 7. 
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d. Bagaimana hukum tinggal di kawasan perumahan yang dibangun di 
atas tanah dengan pembebasan seperti itu? 

J: a. Pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa 
kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim karena 
termasuk bai' al-mukrah dan hukumnya haram serta tidak sah. 
Apabila pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah 
untuk kepentingan umum yang dibenarkan menurut syctra', dengan 
harga yang memadai, maka hukumnya boleh sekalipun tanpa 
kesepakatan. 

b. Yang bertanggungjawab adalah semua pejabat instansi pemerintah 
yang terkait. 

c. Keuntungan tersebut hukumnya haram Bila dimanfaatkan untuk 
membangun sarana ibadah juga tetap haram. 

d. Hukumnya tafshil: 

1. Apabila pihak yang menempati bangunan itu mengetahui 
bahwa prosedurnya haram, maka hukumnya haram juga. 

2 Jika tidak mengetahui prosedur tersebut, maka hukumnya boleh. 
Keterangan, dari kitab: 


1. Fath al-Wahhab 55 
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Tidak sah akad seseorang yang dipaksakan dalam hartanya tanpa 
hak, karena tidak ada kerelaannya sesuai dengan firman Allah Swt.: 
Kecuali harta-harta itu adalah harta perniagaan yang keluar dari persetujuan 
dari kalian." (QS. al-Nisa': 29). 

2. Rahmah al-Ummah 56 


'y» 51 jp JajIj 


Para Imam sepakat atas sungguh jual beli itu sah dari orang baligh, 
berkehendak sendiri, dan bebas membelanjakan hartanya. 

3. Al-A$ybah wa al-Nazhair 57 


55 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Pada al-Tajrid li Naf al-'Abid, (Mesir: Musthafa al- 
Halabi, 1950), Jilid II, h. 174. 

56 Abu AbdiUah al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah pada al-Mizan al-Kubra, (Beirut: Dar al- 
Fikr, t. th.). Juz I, h. 158. 

57 Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Indonesia: Dar al-Kutub al- 
Islamiyah, 1403 H), h. 67. 
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Tindakan penguasa atas rakyatnya itu terbatasi dengan maslahat. 

4. Al-Asybah voa al-Nazhair 58 
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Ketika tindakan penguasa dalam hal yang terkait kepentingan umum 
itu harus didasarkan pada maslahat, maka secara syar'a perintahnya itu 
tidak berlaku kecuali sesuai dengannya. Dan jika bertentangan, maka 
tidak berlaku. Oleh karenanya. Imam Abu Yusuf dalam kitab al-Kharraj 
dari bab Ihya al-Mawat menyatakan: "Dan seorang penguasa tidak boleh 
mengeluarkan apapun dari tangan seseorang kecuali dengan hak yang 
sudah tetap serta ketahui." 


5. Al-Ahkam al-Sulthanh/ah 59 
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Ketika Umar r.a diangkat sebagai Khalifah dan jumlah penduduk 
semakin banyak, ia perluas mesjid Nabawi dengan membeli rumah dan 
dirobohkannya. Lalu ia menambah perluasannya dengan merobohkan 
(bangunan) penduduk sekitar mesjid yang enggan menjualnya. Beliau 
lalu memberi harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Beliau 
membangun dinding yang pendek kurang dari tinggi manusia, dan 
memasang lampu-lampu di atasnya. Beliau adalah orang yang pertama 


58 Ibn Najim al-Mishri, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Makkah: Nizar Musthafa al-Baz, 1997), 
Jilid I, h. 124. 

59 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1966), h. 162. 
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kali membuat dinding untuk mesjid. 

Ketika Utsman r. a. diangkat sebagai khalifah, ia lalu membeli rumah- 
rumah (untuk perluasan mesjid Nabawi). Beliau mengambil rumah- 
rumah penduduk dan menetapkan harganya. Mereka lalu berdemo di 
kediamannya. Beliau lalu berkata: "Sungguh kesabarankulah yang membuat 
kalian berani terhadapku, sungguh hal ini pernah dilakukan Umar terhadap 
kalian, dan kalian menyetujuinya". Lalu beliau memerintah memenjarakan 
mereka, sampai Abdullah bin Khalid bin Asad berbicara kepadanya, dan 
ia melepas mereka kembali. 

6. Tahqiq al-Asybah wa al-Nazhair li Tajuddin al-Subki 60 




Dan barangkali maksud al-Rafi'i dengan kutipan kesepakatan para 
sahabat dan ulama setelahnya itu adalah sungguh Umar Ra. pernah 
membeli beberapa rumah dari pemiliknya untuk perluasan mesjid. 
Begitu pula Utsman Ra. Sementara para sahabat pada masa beliau berdua 
masih banyak dan tidak pernah dikutip riwayat yang mengingkari hal 
tersebut. 


7. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 61 


Adapun pemaksaan dengan hak (kebenaran), maka akad jual belinya 
sah, sebab memposisikan persetujuan syara' pada posisi persetujuan 
pelaku akad. 


8. Hasyiyah al-Dasuqi ' ala al-Syarh al-Kabir 62 
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(Ungkapan Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Dardiri: "Dengan 
paksaan yang haram."), maksudnya bila pelaku akad dipaksa menjual 
dengan paksaan yang halal, maka akad jual belinya lazim -tetap-, seperti 


60 Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad ' Aud , Tahqiq pada al-Asybah wa al- 
Nazha'ir li Tajuddin al-Subki, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), Jilid I, h. 116. 

61 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 3. 

62 Ibn 'Irfah al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir , (Beirut: Dar al-Fikr, 
1969), Jilid IH, h. 6. 
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memaksanya menjual rumah untuk perluasan mesjid, jalan umum, atau 
kuburan. 


9. Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufuf 3 
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Dan di antara maksiat perut adalah memakan riba ... atau harta yang 
diambil oleh aparat penguasa secara zalim ketika jual beli. 

10. Ihya 'Ulum al-Din 64 
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Bagian pertama adalah maksiat. Dan maksiat itu tidak akan berubah 
dari posisinya (sebagai hal yang diharamkan) disebabkan niat (baik). ... 
atau seseorang membangun sekolahan, mesjid atau pondokan dengan 
uang haram dengan bermaksud melakukan kebajikan, maka semua itu 
adalah kebodohan, dan niat tidak akan berpengaruh mengeluarkan 
tindakan itu dari keberadaannya sebagai kezaliman, kejahatan dan maksiat. 


11. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin 65 

• t 

9 
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Seandainya seseorang mengambil sesuatu yang diduga halal dari 
orang lain dengan cara yang diperbolehkan, sementara pada hakikatnya 
sesuatu itu merupakan sesuatu yang haram, maka bila lahiriah orang 
yang diambil sesuatunya itu baik, maka si pengambil tidak akan dituntut 
di akhirat, bila tidak maka ia akan dituntut. 


(Pernyataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Bila tidak maka ia akan 


63 Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al- 
Taufiq' (Bandung:Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 65. 

64 Abu Hamid al-Ghazali, Jhya' ' Ulum al-Din, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939), Jilid IV, 
h. 65. 

65 Zainuddin al-Malibari dan Muhammad Syaththa al-Dimyathi, fath al-Mu'in dan 
I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Jilid III, h. 13. 
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dituntut.")/ maksudnya bila lahiriah orang yang diambil sesuatunya itu 
tidak baik dan saleh, yakni lahiriahnya lacur dan suka berkhianat, maka 
si pengambil akan dituntut di akhirat. Sedangkan di dunia, ia tidak akan 
dituntut sama sekali karena ia mengambil sesuatu tersebut dengan cara 
yang diperbolehkan.il 


* 
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KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL 
AL-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH 
MUKTAMAR XXX NU 

DI PP. LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR 
TANGGAL 21 s/d 27 NOPEMBER 1999 

420. Penetapan Awal/Akhir Bulan Dengan Rukyat Internasional 

421. Doa Bersama Antar umat Beragama 

422. Wali Hakim Dalam Pernikahan 

423. Perempuan Di Masa Iddah Naik Haji 

424. Puasa Hari 'Arafah 

425. Budi Daya Jangkrik 

426. Jual Beli Ulat, Cacing, Semut Untuk Makanan Burung 

427. Lomba Dengan Pemungutan Uang 

428. Hak Atas Tanah 

429. Anggota DPR/MPR Beragama Non Islam 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA 

NOMOR: 005/MNU-30/11 / 1999 
TENTANG 

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH 

MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA 

Menimbang a. Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai 

aspek kehidupan masyarakat seringkah mendorong 
perubahan dan pergeseran yang menyangkut tata-rrilai dan 
pandangan yang dianut Nahdlatul Ulama dalam fungsinya 
sebagai pembimbing umat, dituntut untuk senantiasa 
memberikan respon untuk senantiasa positif dan produktif. 

b. Muktamar Nahdlatul Ulama mencermati sepenuhnya 
untuk memperhatikan segala perkembangan yang 
terjadi di masyarakat baik mengenai masalah-masalah 
agama. Sosial-ekonomi, budaya dan lainnya; 

c. Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung 
dalam muktamar XXX Nahdlatul Ulama di Ponpes 
Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo, Kediri, 

Memperhatikan: a. Amanat Presiden Republik Indonesia pada pembukaan 

Muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 13 Sya'ban 
1420H/21 Nopember 1999 M. 

b. Khutbah Iftitah Rais Aam PB Nahdlatul Ulama pada 
pembukaan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 
13 Sya'ban 1420H/21 Nopember 1999 M.; 

c. Laporan hasil-hasil sidang Pleno Komisi Bahtsul Masail 
Ad-Diniyah Al-Waqi'i yah Muktamar XXX NU tanggal 17 
Sya'ban 1420H/25 N opember 1999 M.; 

Mengingat 1. Keputusan Muktamar XXX Nomor 001 /MNU-30/1 1/1999 

tentang Peraturan Tata-tertib Muktamar XXX Nahdlatul 
Ulama; 

2. KeputusanMuktamarXXXNomor003/MNU-30/ll/1999 
tentang Keorganisasian Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. 

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa 

Ta'ala; 
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MEMUTUSKAN: 


Menetapkan 

Pertama : Mengesahkan hasil-hasil Keputusan Sidang Komisi Bahtsul 

Masail Ad-Diniyah Al-Waqi / iyyah seperti tersebut dalam 
lampiran keputusan ini; 

Kedua Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

periode 1999-2004 dan segenap perangkatnya dan jajarannya 
untuk memimpin dan mengkoordinasikan usaha dan ikhtiar 
dalam rangka pemasyarakatan dan pelaksanaan keputusan- 
keputusan tersebut. 

Ditetapkan di: Kediri 

Pada tanggal: 17 Sva'ban 1420 H 
26 Nopember 1999 M 


MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXX 
PIMPINAN SIDANG PLENO X 

ttd ttd 


KH M. Irfan Zidnv MA 
Ketua 


Prof. DR, K H, Said Agil Husin Aimunawwar, MA 
Sekretaris 
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TIM PERUMUS BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL- 
WAQITYAH MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA 
DI PP. LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR 
TANGGAL 21 S/D 27 NOPEMBER 1999 

1. KH. A. Aziz Masyhuri ... Ketua 

2. KH. Irfan Zidni, MA. ... Wakil Ketua 

3. KH. Drs. Ghazali Masruri ... Sekretaris 

4. KH. Drs. Hasyim Abbas ... Wakil Sekretaris 

5. KH. Abdullah Mukhtar ...Anggota 

6. Drs. Ki Sanusi Solomon Nasution ... Anggota 

7. TGK. Syamsul Hadi, MA. ... Anggota 

8. KH. Makmun Muhammad Murai ... Anggota 

9. Drs. Moch. Damory Harahap ... Anggota 

10. KH. Sidqi Mudhar ... Anggota 

11. KH. A. Subadar ... Anggota 

12. KH. A. Luthfi A. Hadi ... Anggota 

13. KH. Drs. Syafruddin ... Anggota 

14. KH. Moh Yasin Asmuni ... Anggota 

15. KH. M. Ardani ... Anggota 

16. KH. Abdul Wahid Zuhdi ... Anggota 

17. KH. Najib Hasan ... Anggota 

18. KH. Asep Burhanuddin ... Anggota 

19. KH. Miftahul Akhyar ... Anggota 

20. KH. Abdul Matin ... Anggota 

21. TGK. Samaun Risyad ... Anggota 

22. KH. Ahmad Farichin ... Anggota 

23. KH. M. Najib Muhammad ... Anggota 

24. KH. Mujtaba, MA. ... Anggota 

25. KH. Amri Syafruddin ... Anggota 

26. KH. Dr. Masyhuri NaimMA. ... Anggota 
PIMPINAN SIDANG KOMISI 
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-WAQFIYAH 
MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA 
KH. M. Irfan Zidni, MA. ... Ketua 
KH. Drs. A. Ghozalie Masruri ... Wakil Ketua 
KH. Abdul Aziz Masyhuri ... Sekretaris 
KH. Masyhuri Syahid, MA. ... Anggota 
KH. Drs. Hasyim Abbas ... Anggota 
KH. Masduqi Mahfud ... Anggota 
KH. Yusuf Muhammad ... Anggota 
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420. Penetapan Awal/Akhir Bulan Dengan Rukyat 

Internasional 

A. Diskripsi Masalah 

Visibilitas Mal yang terjadi dengan melihat Mal memperbantukan indera 
mata ( ru'yah d-hilal) merupakan pilihan utama dalam pemikiran jumhur 
fiujaha bila akan menetapkan awal /akhir bulan Qamariyah. Cara lain bila 
mengalami kegagalan adalah dengan metode istikmal. Hisab astronomi 
(perhitungan falakiyyah ) ditempatkan sebagai pendukung, guna 
memperkirakan waktu konjungsi {al-ijtima') dan kadar ketinggian hilal 
di atas ufuk. Konsekuensi dari metode hisab astronomi adalah berlakunya 
peta mathla' secara lokal (pemegara). Penetapan mathla’ hanya berlaku 
lokal negara setempat bisa dipahami dari perintah Rasulullah Saw. 
kepada pejabat Amir kota Mekkah saat beliau menunaikan ibadah 
haji. (HR. Abu Daiuud dari Husein bin al-Haris al-Jadaliy). 

Masyarakat akhir-akhir ini sering dikacaukan oleh seruan berhari 
raya Idul Fitri berpedoman pada hari raya Idul Fitri di Saudi Arabia. 
Baru-baru ini yayasan Al-Ihtikam merayakan hari raya Idul Adha juga 
mengikuti Idul Adha di Saudi Arabia. Kedua cara tersebut bermaksud 
melegalisir ru'yah d-hRd negara Saudi Arabia sebagai rukyat internasional. 

B. Pertimbangan Hukum 

1. Lokasi kepulauan Indonesia juga berbeda mathla' nya dengan Saudi 
Arabia. 

2. Ru'ya h al-hilal yang gagal terjadi di seluruh Indonesia, bisa saja 
berhasil dilakukan di negara lain, termasuk Saudi Arabia karena 
saat terbenam matahari selisih 4 (empat) jam lebih belakang dibanding 
waktu standar Indonesia. 

3. Kriteria imkan al-ru'yah hasil kesepakatan MABJMS adalah: 

a. Ketinggian hilal dua derajat; 

b. Umur bulan minimal delapan jam saat konjungsi. 

4. Ibn Abidin dalam kitab Radd al-Mukhtar juz II, hlm. 393 dalam 
substansi uraiannya menempatkan mathla' negara setempat sebagai 
acuan pokok penetapan awal/ akhir bulan Qamariyah, utamanya 
bulan Dzul hijjah. 

C. Pertanyaan 

Bagaimana hukum menetapkan awal bulan Qamariyah khususnya 
Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijjah berdasarkan ru'yah d-hdd internasional 
untuk pedoman beribadah di Indonesia? 
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D. Jawaban 

Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia 
tidak dibenarkan mengikuti rukyah al-hilal internasional karena tidak 
berada dalam kesatuan hukum (al-balad al-wahid). 


Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari 1 


<2&yd\ % jii y j ki & 'Si iLvsi. 
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Yang kedua (dari khilafiyah tentang ru'yah al-hilal) yaitu pembanding 
pendapat pertama, bila hilal terlihat di suatu daerah, maka seluruh 
penduduknya (harus mulai berpuasa). Pendapat ini masyhur di kalangan 
ulama Maliki. Namun Imam Ibn Abdil Barr meriwayatkan ijtna’ ulama 
yang berbeda denganya. Ia berkata: "Ulama sepakat, bahwa terlihatnya 
hilal itu tidak dapat dijadikan pedoman bagi daerah yang jauh (dari 
tempat terlihatnya hilal tersebut). 

Al-Qurthubi berkata: "Guru-guruku berkata: "Ketika ru'yah al-hUal tampak 
secara pasti di suatu tempat, lalu hal itu diberitakan kepada penduduk 
selain daerah tersebut dengan kesaksian dua orang saksi, maka mereka 
wajib berpuasa." Sementara Ibn al-Majisyun berkata: "Mereka tidak wajib 
berpuasa karena kesaksian itu kecuali bagi penduduk daerah yang di sana 
syahadah itu berlaku, kecuali hilal itu telah tetap menurut pemimpin tertinggi 
negara, maka mereka semua wajib berpuasa. Sebab, bagi pemimpin tertinggi 
negara beberapa daerah itu hukumnya seperti satu daerah. Sebab keputusan 
hukumnya berlaku dalam semua daerah kekuasaannya." 


421. Doa Bersama Antar Umat Beragama 

A. Diskripsi Masalah 

Adanya krisis (moneter, kepercayaan, keimanan) yang melanda 

1 Ibn Hajar a!-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari , (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 
Jilidi, h. 619. 
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bangsa Indonesia dewasa ini, menuntut bangsa Indonesia untuk 
meningkatkan persatuan dan kesatuan. Di antara usaha-usaha yang 
dilakukan adalah mengadakan doa bersama antar berbagai umat 
beragama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha). 

B. Pertanyaan 

a. Bagaimana hukum doa bersama antar berbagai umat beragama 
yang sering dilakukan di Indonesia? 

b. Mohon dijelaskan batas-batas kerjasama antar umat beragama yang 
diperbolehkan oleh syari'at agama Islam? 

C. Jawaban 

a. Tidak boleh, kecuali cara dan isinya tidak bertentangan dengan 
syari'at Islam. 

D. Dasar Pengambilan Hukum 

1. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab 2 




Dan wajib bagi kita (muslimin) mencegah non muslim menampakkan 
kemungkaran di hadapan kita, seperti memperdengarkan ucapan mereka 
kepada kita: "Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan." 


2. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab 3 

ilw Uj JUS J&\ jp S 


Dan tidak boleh mengamini doa non muslim karena doanya tidak 
diterima sesuai dengan firman Allah Swt.: " Dan doa (ibadah) orang-orang 
kafir itu, hanyalah sia-sia belaka." (QS. al-Ra'du: 14) 

3. Hasyiyah al-Bujairami ' ala al-Khatib 4 


dj Jiii &d\ J (J&\ pjl) 


Ungkapan Syaikh Muhammad ai-Syiibini al-Khatib: ("Haram mengasihi 
dengan non muslim."), maksudnya menyukai, dan simpati dengan hati. 


2 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirut 
Dar al-Fikr, t. th.), Jilid V, h. 226. 

3 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab , (Beirut. 
Dar al-Fikr, t. th,), Jilid m, h. 119. 

4 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamai, Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami ' ala al-Khatib , 
(Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951), Jilid IV, K 245. 
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Adapun pergaulan lahiriah, maka hukumnya makruh. ... Sedangkan 
bergaul untuk menolak bahaya atau mengambil keuntungan dari mereka, 
maka tidak haram. 


4. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 5 

li-ljjill J®' ^j) 

[YT piJl \ NAr 5 d-*»* JUj jli USaJl Jj 

Jklc. Sj (\L) jjU< ^ fbjif' V J J®^ (Ojb^aS: Sj) 

jL$j j^r Jj M llc. djj£zj jj dUi #^=4 0>' 

Jla^] ^^al» l^lll» 5>**^ ^4 1^13 

i&j J&\ Jfei $ ffi#» & uf jL^cS jp 5% 0\ % [<• 

^usSj/L teS 44^1 uf jUS jis j; 


(Dan non muslim dzimmi -yang dijamin keamanannya oleh pemerintah 
Islam- tidak dilarang mengikuti istisqa' -permintaan hujan-), sebab 
mereka berhak mencari rezeki, sedangkan anugerah Allah Swt. sangat 
luas. Terkadang Allah Swt mengabulkan harapan mereka dalam rangka 
istidraj (melalaikan) dan membuat mereka tamak pada dunia. Allah Swt. 
berfirman: "Nanti Kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur (ke 
arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui." [QS. al-A'raf: 182/ al- 
Qalam: 44]. 

(Dan mereka tidak boleh berkumpul), yakni non muslim dzimmi dan 
selainnya (dengan kita muslimin) di tempat shalat istisqa’ kita, dan tidak 
pula saat pergi -menuju tempat istisqa'-. Maksudnya hal itu makruh, dan 
mereka harus dibedakan dari kita umat Islam di suatu tempat. Sebab, 
mereka adalah musuh-musuh Allah Swt., karena terkadang mereka 
akan tertimpa suatu adzab dengan sebab kekufurannya, maka adzab itu 
akan mengenai kita pula. Allah Swt Berfirman: "Dan takutlah pada siksaan 
yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu." 
[QS. al-Anfal: 25]. Tidak boleh mengamini doa mereka sebagaimana 
pendapat al-Rauyani, karena doa mereka tidak akan diterima. Sebagian 
ulama ada yang berpendapat, bahwa doa mereka bisa saja dikabulkan 
sebagaimana dikabulkannya doa Iblis agar ditundak kematiannya. 


5 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t th.), Jilid I, h. 323. 
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5. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdmb 6 

5' 3JU)I J*l fij^L £jj fiUlill c-sfclli ^ (^/) 

'oFf^ <>? Oj^j ^ ij 6^4^- 6j*^J 
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(Sub Masalah) tentang berbagai mazhab ulama perihal non m uslim 
ikut keluar untuk istisqa'. Telah kami paparkan, bahwa mazhab kami - 
Syafi'iyah- menyatakan mereka dilarang keluar bercampur dengan orang- 
orang Islam dan mereka tidak dilarang dari keluar dengan mebedakan 
diri dari orang-orang Islam. Dengan ini al-Zuhri, Ibn al-Mubarak dan 
Abu Hanifah berpendapat Dan Makhul berkata: 'Tidak mengapa mereka 
keluar (ikut istisqa'). 

6. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdmb 7 




- l'! I >' 
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Dan dimakruhkan non muslim ikut keluar untuk istitscja', mengingat 
mereka adalah musuh-musuh Allah Swt., maka tidak boleh menjadikan 
mereka sebagai media tawasul kepada Allah Swt. Jika mereka hadir dan 
membedakan diri ari umat Islam, maka mereka tidak boleh dilarang. 
Sebab, mereka datang untuk mencari rezeki. 

7. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab 8 


J'* H j JM '3 


Dan suatu pendapat menyatakan boleh mengamini doa non muslim, 
bahkan sunnah jika misalnya ia berdoa agar dirinya mendapat hidayah 
dan agar kita mendapat pertolongan. 


Jawaban 

b. Batas-batas kerjasama antar umat beragama yang diperbolehkan oleh 
syari'ah Islam yaitu sepanjang kerjasama itu menyangkut urusan duniawi 
yang ada manfaatnya bagi umat Islam seperti perdagangan dan pergaulan 
yang positif. 


6 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. 
th.). Jilid V, h. 72. 

7 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. 
th.), Jilid V, h. 66. 

8 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: al- 
Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 119. 
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Dasar Pengambilan Hukum 

1. Murah Labid li KasyfMa' ani al-Qur'anal-Majid 9 


«AUS $ USiW ifeilSj 


Yang kedua, bergaul dengan baik di dunya secara lahiriah (saja). Dan 
hal itu tidak terlarang. 

2. Hasyiyah cd-Bujairami 'ala al-Khatib 10 

€\j JsL 'Jtfg feuil ^ QiS3l Sji £,*) Siji 


Ungkapan Syaikh Muhammad al-Syixbini al-Khatib: ("Haram mengasihi 
dengan non muslim."), maksudnya menyukai, dan simpati dengan hati. 
Adapun pergaulan lahiriah, maka hukumnya makruh. ... Sedangkan 
bergaul untuk menolak bahaya atau mengambil keuntungan dari mereka, 
maka tidak haram. 


422. Wali Hakim Dalam Pernikahan 

A. Diskripsi Masalah 

Mengikuti perkembangan kondisi politik di tanah air pasca Pemilu 
1999 ini, kiranya perlu segera ada sikap dan konsep yang jelas dari PBNU, 
mengenai masailah yang sangat prinsip bagi kaum muslimin, yaitu 
masalah "wali hakim" dalam pernikahan, apabila Presiden RI dijabat 
oleh seorang perempuan. 

Dalam hal ini NU telah menetapkan sejak Bung Kamo, bahwa 
presiden RI adalah wali al-amri cd-dharuri bi al-syaukah agar mengesahkan 
pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim. 

B. Pertanyaan 

a. Apakah wali hakim dalam pernikahan berada di tangan Presiden 
atau Menteri Agama saja? 

b. Bila di tangan Presiden, apakah wanita sah menjadi wali hakim? 

C. Jawaban 

a. Wilayah Hakim dalam pernikahan berada di tangan Presiden dan 
aparat yang ditunjuk Presiden. 


9 Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Futuhat Murah Labid li KasyfMa’ ani al-Qur'an 
al~Majid, (Mesir: Isa al-Halabi, t. th.), Juz I, h. 94. 

10 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamai, Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami ' ala al-Khatib , 
(Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951), Jilid IV, h. 245. 
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D. Dasar Pengambilan Hukum 


1. Al-Mughni/al-Syarh al-Kabir 11 
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Kami tidak mengetahui khilaf di antara ahli ilmu tentang bahwa sulhtan 
mempunyai wilayah (hak menjadi wali) untuk menikahkan seorang wanita 
ketika tidak ada walinya, atau ketika mereka enggan menikahkannya. Dan 
dengan itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu 'Ubaid dan Ashhab al- 
Ra'yi berpendapat. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw.: "Maka Sulthan adalah 
wali bagi wanita tang tidak ada walinya . "... Sulthan dalam hal ini yaitu penguasa 
tertinggi negara, hakim atau orang yang mereka berdua beri mandat 
menagani urusan tersebut. 


2. 1'anah al-Thalibin 12 
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(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Yang dimaksud."), yakni 
sulthan adalah orang yang memiliki kekuasaan, baik umum atau khusus 
... sungguh yang dimaksud dengan sulthan adalah semua orang yang 
mempunyai kekuasaan dan hak perwalian bagi wanita, baik secara umum 
seperti penguasa tertinggi negara, atau secara khusus seperti hakim dan 
orang yang dijadikan wali untuk pelaksanaan akad nikah. 


3. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib 13 
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Lalu hakim, baik yang umum atau yang khusus, seperti qadhi (pengulu), 
orang yang dijadikan wali untuk pelaksanaan akad pernikahan atau untuk 
akad ini secara khusus. 


11 Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turals al-'Arabi, t. th.). Juz VII, h. 13. 

12 Muhammad Syaththa al-Dimyati, I'anah al-Thalibin, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al- 
' Arabiyah, t. th) Jilid III, h. 314. 

13 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Qarib, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. 
th.). Jilid H, h. 106. 
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Jawaban 

b. Sah karena kelembagaan Presiden sebagai wilayah 'ammah. 


Dasar Pengambilan Hukum 

1. Al-Tajrid li Naf al-'Abid 14 
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(Pernyataan Syaikh Zakari al-Anshari: "Wanita tidak boleh melakukan 
akad nikah.")/ maksudnya adalah ia tidak mempunyai wewenang 
melakukan akad nikah. Yang dimaksud dengan akad adalah salah satu 
unsurnya, yaitu ijab atau qabul. Al-Halabi berpendapat: "Kecuali jika ia 
memegang jabatan tertinggi negara, maka ia boleh menikahkan wanita 
selain dirinya, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri seperti sulthan 
tidak boleh mengakadi untuk dirinya sendiri. 


2. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib 15 
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(Ungkapan Syaikh Ibn Qasim al-Ghazi: 'Dan tidak boleh menikahkan 
selain dirinya."), yakni dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan 
perempuan lain, tidak dengan hak perwalian atau perwakilan, karena 
hadits: "Perempuan tidak boleh mengawinkan wanita lain, dan tidak boleh pula 
mengawinkan dirinya sendiri." ... Memang begitu, namun bila seorang 
perempuan menjabat sebagai pimpinan tertinggi Negara, semoga Allah 
Swt. melindungi kita darinya, maka keputusan hukum-hukumnya berlaku, 
seperti pendapat 'Izzuddin bin Abdissalam dan selainnya. Dan qiyasnya 
yaitu sah ia menikahkan perempuan selainnya dengan kekuasaan umumnya. 


14 Sulaiman al-Bujairami, al-Tajrid li Naf al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950), Jilid 
III, h. 337. 

15 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Jilid 
II, h. 104. 
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423. Perempuan Di Masa Iddah Naik Haji 


A. Diskripsi Masalah 

Seorang perempuan sedang menjalani 'iddah karena ditinggal mati 
suaminya. Sementara itu secara ekonomis mampu melaksanakan ibadah 
haji dan secara akomodatif sudah mendaftarkan diri naik haji. 

B. Pertanyaan 

Apakah wanita dalam 'iddah boleh menunaikan ibadah haji? 

C. Jawaban 


Wanita dalam masa 'iddah pada dasarnya tidak boleh menunaikan 
ibadah haji, kecuali sebab udzur syar'i seperti: 

a. Kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya. 

b. Ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke 
tahun depan tidak menguntungkan. 

c. Haji tahun tersebut dinadzarkan. 

Selain itu didapat qaul yang membolehkan tanpa syarat. 

Dasar Pengambilan Hukum 
1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al^arib 16 
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Ya memang begitu, namun seorang wanita boleh keluar rumah untuk 
menunaikan haji atau umrah jika memang sudah berihram sebelum 
kematian suami atau terjadinya perceraian, meski tanpa seizinnya dan 
tidak khawatir ketinggalan. Sedangkan jika ia berihram setelah kematian 
suami atau setelah bercerai, maka ia tidak boleh keluar selama masa 
'iddah meski nyata-nyata ketinggalan (haji atau umrah). Jika ia sudah 
melewati masa 'iddah, maka ia harus menyempurnakan kembali hajinya 
atau umrahnya jika memang masih ada waktu. Dan jika waktunya sudah 
habis, maka ia bertahallul dengan melaksanakan umrah dan wajib rnengfjadha 
dan membayar dam atas ketertinggalannya. 

2. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 17 


16 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘ ala Fath al-Qarib, (Singapura: Sulaiman Mari, t. 
th.). Jilid II, h. 177. 
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Atau bila suami mengizinkan istrinya pergi haji, umrah, berdagang, 
mencari halal suatu kezaliman dan semisalnya mengembalikan budak 
yang minggat dan perjalanan untuk memenuhi kebutuhannya, lalu ia 
wajib ‘iddah di tengah perjalanannya, maka ia boleh kembali ke tempat 
semula dan melanjutkan perjalanan. Sebab dalam mengurungkan perginya 
itu terdapat masyaqah (beban), terutama bila sudah jauh dari daerahnya 
dan khawatir terputus dari rombongannya. Akan tetapi, yang lebih afdhal 
adalah pulang dan kembali ke rumah semula, serta menjalani 'iddahnya, 
seperti kutipan al-Nawawi dan al-Rafi'i dari Syaikh Abu Hamid. Dan 
dalam perjalanannya ia menjalani sudah menjalani 'iddah. Dengan kata 
mengecualikan kasus bila 'iddah wajib dijalankan sebelum keluar dari 
rumah, maka ia tidak boleh keluar rumah tanpa khilafh/ah ulama. 


3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 18 
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(Sub Masalah) Bila seorang wanita berihram haji atau qiran (haji dan umrah 


17 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.). Jilid III, h. 404-405. 

18 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.). Jilid II, h. 405. 
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secara serentak) izin suami, atau tanpa izin, lalu suami mencerainya 
atau meninggal dunia, maka jika wanita itu khawatir ketinggalan haji 
seperti sempitnya waktu, maka ia harus keluar berhaji dengan sambil 
menjalani ‘iddah, karena lebih dahulu ihramnya. Jika tidak khawatir 
ketinggalan haji mengingat waktunya masih luas, maka ia boleh keluar 
untuk berhaji. Dan jika wanita itu berihram setelah suami mencerainya 
atau ia mati dengan mengizinkan istrinya berihram sebelum mencerainya, 
atau ia ihram haji, umrah atau keduanya tanpa seizin suami, maka wanita 
itu tidak boleh keluar, baik khawatir ketinggalan waktu berhaji atau tidak, 
karena batalnya izin suami sebelum ihram dengan adanya perceraian 
atau kematian pada kasus pertama, dan tidak adanya izin suami pada 
kasus kedua. Jika 'iddah selesai, maka ia boleh menyempurnakan haji atau 
umrah jika waktunya masih. Jika tidak, maka ia bertahallul dengan ritual 
umrah, harus meng qadha dan membayar dam ketertinggalan hajinya. 

4. Hawasyi al-'Abbadi 19 
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(Ungkapan Ebn Hajar al-Haitami: "Dan segera menunaikan haji Islam"), 
dengan ungkapan itu mengecualikan kasus bila wanita yang sedang 
'iddah itu telah menadzarmya dalam waktu tertentu, atau seorang dokter 
adil memberitahu padanya, bahwa bila ia menunda hajinya maka ia akan 
menderita lumpuh, maka ia harus menunaikan haji islam -wajib- itu 
dalam kondisi seperti ini. Bahkan pergi hajinya itu lebih penting dari 
pada keluarnya untuk memenuhi hajat yang penjelasannya telah lewat. 

5. Takmilah al-Majmu’ 20 
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Jika wanita bepergian dan suaminya meninggal dunia ketika si istri 


19 Ibn Qasim al-'Abbadi, Hawasyai al-'Abbadi pada Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut Dar Ihya' al- 
Turats al-'Arabi, t. th.). Juz VIII, h. 264. 

20 Bakhit al-Muthi'i, Tabnilah al-Majmu’, (Beirut Dar al-Fikr, 19%), Jilid VD, h. 172-173. 
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masih dalam perjalanan, maka ia harus kembali ke rumah jika belum 
meninggalkan bangunan (batas daerah). Jika ia sudah meninggalkan 
bangunan tersebut, maka ia boleh memilih antara kembali lagi ke rumah 
atau melanjutkan perjalanan, karena ia telah berada di suatu posisi yang 
telah diizin kan, yaitu perjalanan tersebut. Maka kasus itu serupa dengan 
seandainya ia telah berada di tempat yang jauh ... seandainya ia telah 
ihram haji setelah kematian suaminya, dan khawatir ketinggalan haji, 
maka ia boleh melanjutkannya karena masyaqah dalam ihramnya. 


6. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab 21 
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(Atau bepergian dengan izin suami) untuk keperluan dirinya atau 
keperluan suami, seperti haji, umrah, berdagang, mencari halal suatu 
kezaliman dan mengembalikan budak yang minggat, atau bukan untuk 
keperluan diri dan suaminya, seperti piknik dan ziarah, maka 'iddahnya 
wajib di perjalanan . . . 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "maka wajib ‘iddah di tengah 
perjalanan. ...") beliau diam dari kasus bila 'iddahnya wajib sebelum 
bepergian. Dalam kitab Raudh al-Thalib terdapat redaksi: "Maka ia tidak 
boleh bepergian." Dalam Syarhnya -Asna al-Mathalib-, Syaikh Zakaria 
bin Muhammad bin Zakaria al-Anshari berkata: "Menurut satu pendapat 
ia boleh memilih (melanjutkan atau kembali ke rumah). Sebab, ia akan 
mengalami kerugian dalam pembatalan perjalanannya. Berbeda dengan 
perjalanan pindah rumah, sebab ongkosnya menjadi tanggungan suami. 
Al-Rafi'i berkata: "Itu merupakan makna lahiriah nash Imam Syafi'i." 
Dan al-Bulqini berkata: "Bahkan nash sharih." 


424. Puasa Hari ‘Arafah 

A. Diskripsi Masalah 

Waktu di Indonesia lebih cepat kira-kira 4-5 jam dari waktu Saudi 


21 Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat al- 
Wahhab, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t th.), Jilid II, h. 464-465. 
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Arabia. Dengan demikian, waktu sahur atau buka puasa bagi muslimin 
di Indonesia lebih cepat kira-kira 4 - 5 jam. 

B. Pertanyaan 

Puasa sunnah hari 'Arafah bagi kaum muslimin yang tidak sedang 
melakukan ibadah haji, apakah karena peristiwa umquf ataukah karena 
kalender hari 'Arafah? 

C. Jawaban 

Puasa yang dilakukan adalah karena yaumu 'Arafah yaitu pada 
tanggal 9 Dzulhijjah berdasarkan kalender negara setempat yang 
berdasarkan rukyat. 


D. Dasar Pengambilan Hukum 

1. Fath al-Wahhab 22 
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Pada hari Arafah disunahkan berpuasa, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah 
bagi selain orang yang sedang melaksanakan haji. Karena hadits riwayat 
Muslim: " Puasa pada hari Arafah bisa menghapus (dosa) setahun yaitu tahun 
yang sebelum dan sesudahnya." 


2. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab 23 
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Para ulama sungguh telah berkata: "Hari raya fitri itu bukan berarti 
awal Syawwal secara mutlak, (namun) adalah hari di mana orang-orang 
sudah tidak berpuasa lagi, demikian halnya hari nahr adalah hari orang- 
orang menyembelih kurban, dan begitu pula hari Arafah adalah hari 
yang menurut orang-orang tampak sebagai hari Arafah, meski tangal 9 


22 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 145. 

23 Sulaiman bin Manshur al~Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: 
al-Tujjariyah aI~Kubra, t. th.). Jilid II, h. 460. 
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dan 10 Dzul Hijjah, mengingat hadits: "Berbuka (tidak puasa lagi) yaitu 
hari orang-orang tidak berpuasa dan Idul Adha adalah hari orang-orang 
menyembelih kurban." HR. Tirmidzi, dan ia shahihkan. Dalam riwayat 
Imam Syafi'i ada hadits: "Hari Arafah adalah hari yang telah dimaklumi 
oleh orang-orang." 

Barang siapa melihat hilal sendirian atau bersama orang lain dan ia 
bersaksi dengannya, lalu kesaksiannya itu ditolak, maka ia harus wuquf 
sebelum orang-orang, tidak boleh wukuf bersama mereka, dan fucjujhya 
mencukupi (sebagai rukun haji). Sebab yang menjadi pedoman perihal 
waktu masuk dan keluarnya hari Arafahadalah keyakinannya sendiri. 

3. Fath al-Mu'in 24 
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Disunahkan dengan sunnah muakkad berpuasa hari Arafah bagi selain 
orang yang haji, karena puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun 
yang sedang dijalaninya dan setahun sesudahnya. Seperti dalam hadits 
riwayat Muslim. Hari Arafah adalah tanggal sembilan Dzulhijjah. 


425. Budi Daya Jangkrik 

A. Diskripsi Masalah 

Di zaman modem sekarang ini, perkembangan DPTEK semakin pesat. 
Di antara perkembangan tersebut adalah membudidayakan jangkrik 
untuk berbagai keperluan. 

B. Pertanyaan 

a. Bagaimana hukum budidaya jangkrik? 

b. Bagaimana hukum jual beli jangkrik? 

C. Jawaban 

a. Budidaya jangkrik hukumnya boleh. 


D. Dasar Pengambilan Hukum 

1. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 25 


V && » jjt A£ * & u ’$ 4 ^ l !5S 'i - 


24 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut Dar al-Fikr t 
th.), h. 170. 

25 Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr 
19%), Jilidi, h. 382. 


570 Ahkamul Fugaha 



l&i) fijis £ uis'f y S&lgJ d u 


Oa-lj 


Ulama madzhab Malikiyah - Tidak terdapat pertentangan di antara 
mereka tentang keharaman memakan barang berbahaya. Maka tidak 
boleh makan serangga yang membahayakan, dengan (hanya terdapat) 
satu pendapat. Sedangkan jika suatu kaum sudah terbiasa memakannya, 
tidak membahayakan mereka, dan mereka menerimanya, maka menurut 
pendapat masyhur ulama Malikiyah maka serangga yang membahayakan 
itu tidak haram. 


2. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 26 
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Adapun jangkrik itu haram menurut ashshah al-wajhain (pendapat 
yang paling shahih dari dua pendapat ashhab) seperti kumbang. Dan 
Allah, Maha Sud Dia, adalah Dzat Yang Maha Mengetahui. (Cabang 
Kasus) Tentang mazhab-mazhab ulama perihal serangga ... Imam Malik 
berkata: "Serangga itu halal, karena firman Allah Swt.: " Katakanlah ! 
"Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang 
diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali jika makanan itu 
bangkai , ... " (QS. al-An'am: 145) 


3. Al-Mughni 27 



Dan kami (madzhab Hanabilah), memiliki pendapat bahwa ulat itu 
adalah hewan sud dan boleh membudidayakannya untuk memiliki 
barang yang keluar darinya, sama seperti binatang ternak. 


Jawaban 

b. Hukum jual beli jangkrik khilaf; 

1) Madzhab Maliki dan Mazhab Hanafi mensahkan hukum jual belinya. 

2) Menurut ashah al-wajhain dari mazhab Syafi'i, hukumnya haram. 

Dasar Pengambilan Hukum 

1. Al-Ficjh al-Islami wa Adillatuh 28 


26 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut Dar al-Fikr, 
19 %), Jilid XI, h. 16. 

27 Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi, al-Mughni, (Mesir: Hijr, 1992), Jilid IX, h. 391. 
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Dan sah jual beli hewan serangga dan binatang melata, seperti ular 
dan kalajengking jika bisa dimanfaatkan. . . . Dan parameternya menurut 
mereka (ulama Hanafiyah) adalah, semua yang mengandung manfaat 
itu halal menurut syara’. Maka boleh menjualbelikannya. Sebab, semua 
makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia, 
dengan dalil firman Allah Swt.: " Dialah , yang menjadikan segala yang ada 
di bumi untuk kamu ..." (QS. al-Baqarah: 29) 


2. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab 29 
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(Dan yang kedua dari syarat barang sah diperjualbelikan adalah 
bermanfaat), . . . (maka tidak sah jual beli serangga). 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Bermanfaat.") ... Maka tidak 
sah menjualbelikan barang yang tidak bermanfaat secara tersendiri, 
meski bisa dimanfaatkan dengan dirangkai pada parang lain seperti 
akan dijelaskan dalam contoh dua biji gandum. Sebab, tidak adanya 
manfaat suatu barang itu adakalanya karena terlalu sedikit, seperti dua 
biji gandum, dan adakalanya karena hinanya, seperti serangga. 

3. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 30 
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Adapun jangkrik itu haram menurut ashshah al-wajhain (pendapat 
yang paling shahih dari dua pendapat ashhab) seperti kumbang. 


28 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami iva Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 
Jilid IV, 329 

29 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat d-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: al- 
Tujjariyah al-Kubra, t. th.). Jilid III, h. 24-25. 

30 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab , (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Jilid XI, h. 16. 
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426 . Jual Beli Ulat, Cacing, Semut Untuk 
Makanan Burung 

A. Diskripsi Masalah 

Di masyarakat terjadi jual beli barang yang diharamkan, dan itu 
terjadi ma'ruf sekarang, benda itu diharamkan, yaitu jual beli ulat, 
cacing, semut, ular makanan burung, bahkan harganya sangat mahal. 
Itu sudah jelas niatnya membeli ulat, semut atau ular, bukan ongkos 
menangkap atau ongkos membungkus barang. 

B. Pertanyaan 

Bagaimana hukum jual beli barang tersebut (ulat, cacing, semut 
dan ular) untuk makanan burung? 

C. Jawaban 

Hukumnya terdapat khilaf (beda pendapat) di kalangan ulama. 
Ada yang mengharamkan, karena dianggap hina. Dan ada yang 
membolehkannya, karena ada unsur manfaatnya. 


D. Dasar Pengambilan Hukum 


1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh 31 

g iS gd\j jjl\j jis 33 u % V43 
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Dan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang 
dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka 
memperbolehkan jualbeli barang-barang najis, seperti bulu babi dan 
kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat 
larangan memperjual-belikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, 
bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jualbeli 
binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan.Dan 
parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) adalah, semua yang 
mengandung manfaat yang halal menurut syara.’, maka boleh menjual- 
belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan 


31 Wahbah al-Zuhaili, Al~Fiqh al-lslami wa Adillatuh , (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 
Jilid IV, 181-182. 
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untuk kemanfaatan manusia. 


2. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 32 

i»uj a!> U Ji" 5^ dlli 


Dan begitu pula sah jualbeli serangga dan binatang melata, seperti 
ular dan kelajengking ketika bermanfaat. Dan parameternya menurut 
mereka (ulama Hanafiyah) dalam hal itu adalah semua yang mengandung 
manfaat yang halal menurut syara.', maka boleh menjualbelikannya. 
Sebab, semua benda itu didptakan untuk kemanfaatan manusia. 

3. Referensi Lain 

a. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, h. 446. 

b. Al-Tajrid li Naf al-'Abid, Juz H, h. 78 


427. Lomba Dengan Pemungutan Uang 


A. Pertanyaan 

Lomba dengan menarik uang pendaftaran untuk hadiah, apakah 
termasuk judi? 

B. Jawaban 

Lomba dengan menarik uang saat pendaftaran dari peserta untuk 
hadiah termasuk judi. Sedangkan yang bukan untuk hadiah tidak 
termasuk judi. 

Solusi yang ditawarkan untuk penyelenggaraan lomba berhadiah: 

a. Uang pendaftaran tidak menjadi hadiah. 

b. Hadiah diperoleh dari sumber lain (sponsor). 

c. Jenis yang dilombakan tidak termasuk dalam larangan syari'at seperti 
ketrampilan dalam perang, jalan cepat, memanah, menembak, balap 
kuda dan lain-lain. 


C. Dasar Pengambilan Hukum 

1. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Oarib 33 

jiisJt J y,} ... % p il; J Oij 


32 Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh ' ala al-Madzahib al-Arba'ah , (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Jilidi, h. 382. 

33 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib f (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. 
th.). Jilid n, h. 310. 
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& A? 

Dan jika kedua pihak yang berlomba mengeluarkan hadiah secara 
bersama, maka lomba itu tidak boleh ... dan hal itu, maksudnya judi 
yang diharamkan adalah semua permainan yang masih simpangsiur 
antara untung dan ruginya. 

Z Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq 34 
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(Setiap kegiatan yang mengandung perjudian) Bentuk judi yang disepakati 
adalah hadiah berasal dua pihak disertai kesetaraan keduanya. Itulah yang 
dimaksud al-maisir dalam ayat al-Qur'an. [QS. Al-Maidah: 90]. Alasan 
keharamannya adalah masing-masing dari kedua pihak masih simpang 
siur antara mengalahkan lawan dan meraup keuntungan -atau dikalahkan 
dan mengalami kerugian-. Jika salah satu pemain mengeluarkan haidah 
sendiri untuk diambil darinya bila kalah, dan sebaliknya -tidak diambil- 
bila menang, maka pendapat al-Ashah mengharamkannya pula. 


3. Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-t^arib 35 
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Dan boleh menjanjikan hadiah dari selain kedua peserta lomba balap 
hewan, seperti penguasa atau pihak lain. Seperti penguasa berkata: ", Siapa 
yang menang dari kalian berdua, maka aku akan memberi sekian dari hartaku, 
atau ia memperoleh sekian jumlah dari bait al-mal." Dan seperti pihak lain 
itu berkata: "Siapa yang menang dari kalian berdua, maka ia berhak mendapat 
sekian harta dariku." Karena pernyataan itu merupakan penyerahan harta 
dalam ketaatan. 


« Muhammad Salim Bafadhal, Is’ad al-Rafiq Syarh Sulam aI-Taufiq, (Indonesia: Dar Ihya al- 
Kutub al-'Arabiyah, t. th.). Juz H, h. 102. 

35 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Qarib, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.). 
Jilid n, h. 309. 
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4. Minhaj al-Thalibin 36 

^jp j£) ajlm Vj*jb aJu2?ILJI^ i—jIsS" 


Kitab tentang lomba balap dan lomba membidik. Keduanya sunah 
dan boleh mengambil hadiah dari keduanya. Lomba membidik itu sah 
dengan panah. Begitu pula tombak pendek, tombak, melempar dengan 
batu, manjanui (alat perang pelempar batu jaman kuno), dan semua yang 
bermanfaat dalam peperangan menurut madzhab Syafi'iyah. 


428. Hak Atas Tanah 


A. Diskripsi Masalah 

Si A telah bertahun-tahun, bahkan turun temurun menempati tanah 
negara. Belakangan datang si B kepada si A dan memintanya untuk 
mengosongkan tanah tersebut, karena permohonan pada pemerintah 
untuk memiliki tanah tersebut dikabulkan. Untuk meyakinkan si A, si B 
memperlihatkann bukti kepemilikan tanah yang sah. 


B. Pertanyaan 

Manakah yang berhak atas tanah tersebut? 


C. Jawaban 

Yang lebih berhak atas tanah tersebut adalah orang yang lebih dulu 
menguasai tanah tersebut dengan menunjukkan alat bukti yang sah. 

D. Dasar Pengambilan Hukum 


1. Bughyah al-Mustarsyidin 37 



36 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin pada Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah 
Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.). Jilid IV, h. 311. 

37 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Bandung: 
Syirkah Nur Asia, t. th.), h.289. 
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(Kasus dari Syaikh Abdullah bin al-Husain bin AbdiUah Bafaqih 
dan Syaikh Muhammad bin Abi Bakr al-Ayskhar al-Yamani). Bila 
seseorang membuka sebidang lahan dan telah menguasainya selama 
bertahun-tahun, lalu ada orang lain yang mengklaim seluruh lahan - 
adalah miliknya- dan al-muhyi (orang yang membuka lahan itu) 
menguasai sebagian lahan miliknya tanpa hak, maka bila ia bisa 
mengajukan bukti sejarah pembukaan lahan yang menyatakan bahwa 
lahan dan termasuk yang diklaim adalah miliknya, yang ia warisi 
dari nenek moyangnya misalnya, dan bukan termasuk lahan bebas, 
bahkan terdapat tanda-tanda pernah dikelola serta penguasaannya 
atas lahan itu tidak diperselisihkan, atau si terdakwa mengakuinya 
atau menolak bersumpah lalu si pendakwa mau bersumpah dengan 
sumpah al-mardudah (yang diberikan kepadanya setelah si terdakwa 
menolak bersumpah), maka menjadi jelas bahwa penguasaan si al- 
muhyi adalah suatu kecerobohan, namun ia tidak berdosa karena 
udzur (atas ketidaktahuannya). . . . 

Namun jika terbukti bahwa lahan tersebut adalah lahan bebas, 
maka si al-muhyi berhak memiliknya, karena ia telah menguasainya. 


2. Bughyah al-Mustarsyidin 38 
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38 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Bandung: 
Syirkah Nur Asia, t. th.), h.167. 

39 Mungkin maksudnya adalah kata sjU- (Jawa), seperti dalam redaksi kasus lain dari 

Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya dalam bab al~Aman wa al~Hudnah wa a\- 
Jizyah. Lihat, Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin , 
(Indonesia: al-Haramain, t. th.), h.254. 
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(Kasus dari Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya) Seluruh 
tanah dihukumi sebagai tanah Islam karena pemah dikuasai umat Islam 
pada awalnya, meski kemudian sesudah itu dikuasai non muslim, dan 
mereka melarang umat Islam tinggal di situ. Seperti halnya mayoritas 
tanah di pulau Jawa yang hukumnya masih berhukum lahan bebas. 
Maka ketika tanah itu dibuka oleh seorang muslim, bukan selainnya 
meski non muslim dzimmi, yang diizini oleh penguasa, maka ia berhak 
memilikinya. Baik tanah itu diketahui belum pemah dibuka sama sekali, 
atau diragukan dan tidak terdapat bekas-bekas pengelolaannya. Dan 
begitu pula bila seorang non muslim membuka lahan tersebut sebelum 
dikuasai oleh umat Islam, atau setelahnya dan belum pemah dimiliki 
oleh seorang muslim sebelum dikelola non muslim itu, atau setelah dikelola, 
seperti ketika pengelolaannya diragukan, apakah bersifat Islam atau 
bersifat Jahiliyah, dan belum pemah dimiliki siapa pun. Bila tidak, maka 
tanah itu menjadi milik orang yang menguasainya, meski non muslim, 
meski kita hukumi ketidakabsahan pembukaan lahan itu olehnya karena 
Jawa merupakan wilayah Islam. Sebab, penguasaan lahan merupakan 
tanda hak milik, dan hukum asalnya adalah dilakukan dengan cara yang 
benar, kecuali ada yang merusaknya. 

3. Fath al-Mu'in 40 
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Maka bila seorang saksi bersaksi bagi salah satu dari dua pihak yang 
berseteru dalam barang yang sedang mereka kuasai, atau dikuasai pihak 
ketiga, atau tidak dia dikuasai siapa pun, tentang hak milik mulai dari 
setahun lalu sampai sekarang, dan saksi lain bersaksi bagi satu pihak 
berseteru lainnya, tentang hak milik pada barang itu semenjak lebih dari 
setahun lalu, seperti dua tahun lalu sampai sekarang, maka diunggulkan 
saksi pihak yang waktu hak miliknya lebih lama. Sebab saksi itu menetapkan 
kepemilikan pada waktu yang tidak ditentang pihak lainnya itu. 

4. Hasyiyah al-'Ibn Qasim al-'Abbadi 41 


40 Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu’in pada Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar al- 
Fikr, t. th.), h. 413. 

41 Ibn Qasim al-Ubbadi, Hasyiyah al-‘Ubbadi pada Hawasyai al-Syanoani um al-’Ubbadi, 
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(Kasus), seseorang menguasai suatu raz^a/j (bagian harta dari bait al- 
mal yang diberikan penguasa pada orang tertentu seperti qadhi, mufti, 
muadzin dan semisalnya) yang ia beli, lalu ia mati. Kemudian seseorang 
menguasainya dengan perintah penguasa. Maka, apakah ahli waris boleh 
menggugatnya? 

Jawab: "Bila razqah sampai pada penjual pertama dengan cara syar'i, 
yakni penguasa memberikan razqah itu kepadanya pada saat razqah itu 
berupa lahan bebas, maka penjual itu memilikinya. Maka ia sah menjualnya 
dan pembeli bisa memiliki darinya. Bila si pembeli mati, maka razqah itu 
menjadi milik ahli warisnya, dan orang lain tidak boleh menguasainya 
dengan perintah penguasa atau selainnya. 

5. Referensi Lain 

a. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib, Juz III, h. 199. 


429. Anggota DFR/MPR Beragama Non Islam 

A. Pertanyaan 

Bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan 

kepada orang non Islam? 

B. Jawaban 

Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada 

orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat, yaitu: 

a. Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam 
secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan. 

b. Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk 
menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan 
khianat. 

c. Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Islam itu nyata 
membawa manfaat. 


(Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IX, h. 328. 
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Catatan: Orang non Islam yang dimaksud berasal dari kalangan ahl 
al-dzimmah dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif. 


C. Dasar Pengambilan Hukum 

1. Al-Quran Al-Karim 

(MN ILSl !> jp & 

"Dan Allah Swt. sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir 
untuk memusnahkan orang-orang beriman." (QS. al-Nisa': 141) 

2. Tuhfah al-Muhtaj dan Haivasyi al-Syarwani 42 
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(Dan tidak diperbolehkan meminta bantuan orang kafir dalam 
memerangi bughat -pemberontak-), baik kafir dzimmi atau yang lainnya, 
kecuali kita diharuskan begitu. 

(Pernyataan kitab matn -Minhaj al-Thalibin-, "Dan tidak diperbolehkan 
. .."), maksudnya hal tersebut haram, demikian pendapat Ibn Qasim al- 
'Abbadi. Sementara teks kitab Mughni al-Muhtaj dan Nihayah al-Muhtaj 
adalah, "Peringatan. Menurut zhahir pendapat para ulama, meminta 
bantuan orang kafir itu tidak diperbolehkan walaupun dalam keadaan 
darurat. Namun, Abu Sa'id al-Mutawalli dalam kitab al-Tatimmah terang- 
terangan menjelaskan kebolehan meminta bantuan orang non muslim 
dalam keadaan darurat. 


3. Hawasyi al-Syirwani 43 
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Jika suatu kepentingan mengharuskan penyerahan sesuatu yang tidak 


42 Ibn Hajar al-Haitami dan Abdul Hamid al-Syirwani, Tuhfah al-Muhtaj dan Hasyiyah al- 
Syirwani pada Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th). 
Jilid IX, h. 72-72. 

43 Abdul Hamid al-Syirwani, Hawasyi al-Syirwani pada Hawasyai al-Syarwani wa al-'Ubbadi, 
(Beirut Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz IX, h. 73. 
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bisa dilaksanakan oleh orang lain dari kalangan umat Islam atau tampak 
adanya pengkhianatan pada si pelaksana dari kalangan umat Islam dan 
aman berada di kafir dzimmi, maka boleh menyerahkannya padanya 
karena darurat. Namun demikian, bagi pihak yang menyerahkan, harus 
ada pengawasan terhadap orang kafir tersebut dan mampu mencegahnya 
dari adanya gangguan terhadap siapapun dari kalangan umat Islam. 

4. Kanz al-Raghibin dan Hasyiyah al-Oulyubi 44 
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(Dan tidak diperbolehkan meminta bantuan orang kafir dalam memerangi 
bughat -pemberontak-), karena haram menguasakan orang kafir terhadap 
umat Islam. 

(Pernyataan Imam Nawawi: "Dan tidak diperbolehkan meminta.") 
Maka meminta bantuan kepada orang kafir itu hukumnya haram, kecuali 
karena darurat. 


5. Al-Ahkam al-Sulthaniyah 45 
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Kementerian itu ada dua macam, wuzarah tajwid (kementerian pengkonsep) 
dan wuzarah tanfidz (kementerian pelaksana). Adapun wuzarah tajwid 
adalah bila seorang penguasa tertinggi negara mengangkat seorang 
menteri yang bertugas menggantikan dirinya dalam mengatur segala 
urusan sesuai dengan pertimbangannya sendiri dan melaksanakan 
semaksialnya. 


6. Al-Ahkam al-Sulthaniyah 46 
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Sedangkan wuzarah tanfidz, maka kekuasaannya lebih lemah dan 
persyaratannya lebih sedikit karena pertimbangannya terbatas pada 
pendapat imam dan pengaturannya. 


44 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata 
Qulyubi xva ‘Umairah, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.). Jilid IV, h. 156. 

45 Al-Mawardi, cd-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1966), h. 22. 

46 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1966), h. 25. 
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REKOMENDASI KOMISI 
BAHTSUL MASAIL AL-DINIYAH AL-WAQI'YAH 


1. Mendesak Pemerintah cq. Departemen Pendidikan Nasional dan 
Departemen Agama agar sekolah diliburkan selama bulan puasa. 

2. Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Departemen 
Agama RI, serta Mahkamah Agung agar meninjau kembali Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991). 

3. Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI agar mempertimbangkan 
hukum agama Islam dalam menjatuhkan pidana atas pelaksanaan 
muhakkam dalam perkawinan tanpa wali kerabat. , 

4. Korpri pada unit-unit instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan 
gaji PNS terkait dengan zakat/ zakat fitrah. 

5. Departemen Agama agar menfasilitasi terbentuknya majlis fatwa 
yang on line, mudah terjangkau masyarakat luas dan terkoordinasi 
dengan baik. 

6. Lajnah Bahtsul Masail PBNU supaya menyelenggarakan Bahtsul 
Masail tingkat Nasional setiap tahun sekali, utamanya diselenggarakan 
di wilayah-wilayah luar Jawa. 

7. Departemen Agama RI agar menjelaskan kembali tentang peraturan 
perundang-undangan yang menyangkut hukum-hukum agama Islam 
seperti keabsahan talak di luar Peradilan Agama. 

8. Pelayanan/penyelenggaraan ibadah haji. 

Hendaknya PBNU menghubungi Pemerintah RI cq. DEPAG RI untuk: 

a. Mengadakan perbaikan/peningkatan mutu SDM petugas haji 
(TPHI, TPIH dan TPHD). 

b. Meniadakan pemotongan atas ONH bila calon jamaah haji terpaksa 
menunda ibadah haji sampai tahun berikutnya. 

c. Membenarkan tanazul apabila jamaah haji wanita belum dapat 
melaksanakan thawaf ifadhah berhubung dengan menstruasi. 

d. Menjelaskan kepada jamaah haji bahwa tayamum di pesawat 
tidak sah, sedangkan kedudukan shalatnya hanya semata-mata 
untuk menghormati waktu ( lihurmah al-waqti). Sesudah sampai 
di bandara King Abdul Aziz, shalatnya wajib diulangi ( i'adah ) 
menurut Imam Syafi'i. Sebab ketiadaan air itu merupakan 
halangan yang jarang terjadi. Sedang sesuatu yang jarang terjadi 
itu seperti tidak ada. Maka kewajiban mengulangi shalat tanpa 
wudhu itu tidak gugur. 

e. Memberikan kesempatan kepada jamaah haji gelombang kedua 
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yang menjadikan Yalamlam sebagai Micjat Makaninya. Oleh sebab 
itu, jamaah haji supaya memakai pakaian ihram sebelum sampai 
di miqal (Yalamlam) tanpa niat ihram, dan kalau pesawat akan 
memasuki kawasan Yalamlam, baru melakukan niat ihram. 

f. Mengupayakan agar Pemerintah Saudi Arabia memberi kesempatan 
kepada jamaah haji Indonesia gelombang kedua yang menjadikan 
bandara King Abdul Aziz sebagai micfat makaninya, untuk melakukan 
niat ihram dari sana. 

g. Melempar jumrah pada hari-hari Tasyriq dilakukan setelah 
tergelincir matahari. Namun bagi yang punya keperluan /hajat 
yang sangat mendesak diperbolehkan melempar sebelum 
tergelincir matahari, dengan ketentuan keluar dari Mina 
dan dilakukan sesudah tergelincir matahari. 


Ditetapkan di: Kediri 

Pada tanggal : 16 Syaban 1420 H/24 Nopember 1999 


MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXX 
PIMPINAN SIDANG KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH 

AL-WAQI'IYYAH 

ttd ttd 


KH. M. Irfan Zidnv, MA . KH. A. Aziz Masyhuri 
Ketua Sekretaris 
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Tentang: 
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KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
NAHDLATUL ULAMA 

Tahun 1423 H/2002 M 
NOMOR: 002 / Munas / 7 / 2002 
TENTANG 

MASAIL WAQITYYAH UBUDIYYAH/MUAMALAT 

yj M 

Mengingat: a. Keputusan Muktamar 30 NU tahun 1999 di Lirboyo Kediri; 

b. Surat Keputusan PBNU No. 274/A.IL03d/7/2002 tanggal 
1 Dzulhijjah 1422/13 Pebruari 2002, tentang pembentukan 
Panitia Munas dan Konbes; 

c. Tatakerja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 1985. 
Memperhatikan: a. Khutbah Iftitah Rais AamPengurus Besar Nahdlatul Ulama pada 

pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi 
Besar, tanggal 14 Rabiul Akhir 1423 H/25 Juli 2002 M; 

b. Laporan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada 
pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi 
Besar, tanggal 14 Rabiul Akhir 1423 H/25 Juli 2002 M; 

c. Pemandangan Umum para peserta Munas tanggal 15 
Rabiul Akhir 1423 H/26 Juli 2002 M; 

d. Permusyawatan yang berlangsung pada komisi masail 
Waqi'iyyah Ubudiyy ah /Muamalat; 

e. Sidang pleno pengesahan komisi-komisi Munas Nasional 
Alim Ulama tanggal 17 Rabiul Akhir 1423 H/28 Juli 2002 M; 

MEMUTUSKAN: 

Pertama: Mengesahkan hasil-hasil Sidang Komisi Masail Waqi'iyyah Ubudiyy ah/ 
Muamalat; pada Musyawarah Nasional Alim Ulama tanggal 17 Rabiul 
Akhir 1423 H/28 Juli 2002 M, seperti terlampir dalam keputusan ini; 
Kedua: Mengamanatkan kepada Pengurus B sar Nahdlatul Ulama serta perangkatnya 
di seluruh Indonesia untuk melaks makan keputusan ini dengan sebaik- 
baiknya dan penuh tanggung jaw ab, serta disampaikan kepada pihak- 
pihak yang terkait sesuai dengan amanat Munas. 

Jakarta: 17 Rabiul Akhir 1423 H 
28 J u 1 i 2002 M 

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
PIMPINAN SIDANG PLENO 
ttd ttd 

KH M. Irfan Zidny MA Prof. Drs. K H. A. Ghozali Masroeri 

Ketua Sekretaris 
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430. Mabit Mina di Muzdalifah 

A. Deskripsi Masalah 

Sejak beberapa tahun belakangan ini, jumlah jama'ah haji secara 
terus menerus bertambah dan tampaknya akan terus demikian sesuai 
dengan semakin bertambahnya jumlah umat Islam di dunia dan 
bertambahnya kemampuan ekonomi serta kemudahan atas transportasi. 
Dalam jumlah sekitar 2 (dua) jutaan, beberapa tempat penyelenggaraan 
manasik seperti Sa'i antara Shafa dan Marwa, tempat mabit di Mina, 
dan tempat melempar batu (jamarat) semakin tidak mampu menampung 
luapan jama'ah. Bukan hanya itu, akan tetapi kesulitan dan kecelakaan 
yang membawa korban jiwa hampir selalu terjadi khususnya di tempat 
melempar batu. Usaha perbaikan dan perluasan tempat-tempat tersebut 
oleh pemerintah Arab Saudi tampaknya semakin terbukti tidak mampu 
menyelesaikan masalah dan bahkan terkesan telah sampai ke jalan 
buntu. Yang paling mencolok adalah bahwa ketentuan Mabit di Mina 
selama hari-hari melempar jumrah terpaksa harus dijalani di Muzdalifah. 
Sementara kita tahu, bahwa bagaimanapun Muzdalifah bukan Mina. 

B. Pertanyaan 

a. Bagaimana hukumnya Mabit Mina tetapi dijalankan di Muzdalifah? 

b. Jika hal itu dimasukkan dalam kondisi keterpaksaan (darurat), 
bagaimana jika yang darurat menjadi norma yang terabaikan? 

c. Adakah jalan keluar yang bisa ditawarkan oleh para ulama terhadap 
semakin terbatasnya tempat-tempat pelaksanaan ibadah (manasik) 
haji di satu pihak dan semakin bertambahnya jama'ah haji di lain fihak? 

C. Jawaban 

Pengertian mabit Mina, bukan berarti bertempat tinggal dan tidur 
di Mina, oleh karenanya orang yang berhaji bisa saja bertempat tinggal 
dan tidur di luar Mina (misalnya Muzdalifah, Makkah dan lain-lain) 
asalkan ia melaksanakan mabit di Mina. 

Hukum mabit Mina, secara syar'i jika dilaksanakan di Mina pada 
malam-malam tasyriq (11-13 Dzulhijjah) pada waktu antara ghurub al- 
syams hingga terbit fajar dalam tempo selama mu'dham al-lail (sekurang- 
kurangnya separo malam lewat sebentar/lahzhah) misalnya berkemah 
di Muzdalifah, Makkah, dan lain-lain, maka wajib melaksanakan 
mabit di Mina dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Dan jika tidak 
melaksanakannya maka ia diwajibkan membayar dam. Menurut Imam 
al-Rafi'i hukum mabit Mina sunnah, karena itu bagi jama'ah haji yang 
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bertempat tinggal di luar Mina, misalkan berkemah di Muzdalifah 
dan Makkah, maka sunnah melaksanakan mabit Mina dengan ketentuan- 
ketentuan tersebut, dan jika tidak melaksanakannya, maka sunnah 
membayar dam. 

D. Dasar Pengambilan Hukum 

1. Nihayah al-Zain 1 


i4r* ‘U*JV3 3 ... <fS ojJ ji fS $ 

(Jp Slj Hj \j£j ‘(J-Ill pa*A Aji Aj^llll ,jj ^Ul (JtJ 

juali' 


Yang kedua dari wajib haji adalah mabit (bermalam) di Muzdalifah. 
Kewajiban mabit di tempat tersebut cukup sesaat (sebentar) dari 
sebagian waktu setelah tengah malam. Jika seseorang meninggalkan 
Mudzdalifah sebelum waktu tengah malam, ia wajib kembali. Jika ia 
tidak kembali sampai terbit fajar maka ia wajib membayar dam . . . 

Yang ketiga, mabit di Mina di ketiga malam hari-hari tasyriq, dan 
kewajiban mabit di tempat ini adalah pada sebagian besar malam, 
dan hal ini bisa terpenuhi bila orang bermalam lebih dari separoh 
malam, sekalipun hanya sebentar. 

2. Kifayah al-Akhyar 2 
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Mabit pada malam hari di Mina itu diperselisihkan. Ada yang 
mengatakan wajib dan pendapat itu dishahihkan oleh al-Nawawi, 
karena Rasulullah Saw. melakukan mabif di Mina, sedangkan beliau 
bersabda: " Ambillah dariku manasik kalian." Pendapat lain mengatakan: 
mabit di Mina adalah sunnah. Pendapat inilah yang disebutkan oleh 
al-Syaikh Abu Syuja' dan dishahihkan al-Rafi'i. Dan dengan pendapat 


1 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 192. 

2 Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, (Makkah: Mak tabah al- 
Tujjariyah, 1995), Juz I, h. 219-220. 
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itu sebagian ulama memastikan (tanpa khilafiyah), seperti mabit di 
Mina pada malam 'arafah. 

Rekomendasi 

1. Menghimbau kepada Pemerintah Arab Saudi untuk membangun 
fasilitas mabit Mina secara vertikal. 

2. Menghimbau kepada Pemerintah Republik Indonesia agar 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji dengan 
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya 
memberikan bimbingan kepada jamaah haji terhadap problem mabit 
Mina agar mereka dapat melaksanakan mabit secara yakin dan sah. 

431. Badai Haji Bagi yang Meninggal Sebelum Wukuf 

A. Deskripsi Masalah 

Pelaksanaan badai (orang yang mewakili) haji yang selama ini 
dilaksanakan adalah bagi mereka yang umumnya sudah meninggal 
dunia di tanah airnya. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh keluarga 
atau orang yang dipercayainya. 

B. Pertanyaan 

Hukum orang meninggal sebelum menyempurnakan rukun- 
rukun hajinya: 

a. Bagaimana kelanjutan hajinya? 

b. Siapa pelaksananya? 

c. Dari mana biayanya? 

d. Kapan pelaksanaannya? 

C. Jawaban 

Apabila orang yang meninggal tersebut sudah istujrar (berkewajiban 
haji) dan ia memiliki harta peninggalan (tirkah), maka ahli warisnya 
wajib menghajikannya. Apabila tidak memiliki harta kekayaan (tirkah), 
maka sunnah bagi ahli waris menghajikannya. 

Cara menghajikannya: 

a. Menurut qaul adzhar, harus dimulai dari awal (ihram). Adapun 
menurut qaul qadim, boleh dengan meneruskan rukun-rukun 
haji yang belum dilaksanakan. 

b. Untuk pelaksanaan hajinya, dilakukan pada tahun seketika itu 
pula (fauran), jika tidak memungkinkan bisa dilaksanakan pada 
tahun-tahun berikutnya. 
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D. Dasar Pengambilan Hukum 

1 . Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj 3 
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(Macam yang kedua -dari dua macam ishitha'ah/i nampu haji- adalah 
mampu melaksanakan haji tidak secara langsung, namun (dengan 
dilaksanakan orang lain. Maka seseorang yang mati) dalam kondisi 
tidak murtad (dan mempunyai tanggungan haji) wajib yang sudah 
tetap, meski disebabkan nadzar. Yakni ia mungkin melakukannya setelah 
mampu melaksanakannya sendiri atau dilaksanakan orang lain, dan 
kematian itu terjadi setelah separo malam hari nahr -Idul Adha-, serta 
telah lewat kemungkinan melempar jumrah, thawaf dan sa'i bila orang 


3 Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 1938), Jilid V, h. 245. 
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yang haji masuk -Makkah- setelah wukuf, lalu ia mati, maka ia berdosa, 
meski seorang yang masih muda dan rombongannya belum pulang. Dan 
(wajib menghajikannnya), al-Nawawi menambahi redaksi kitab al- 
Muharrar pada ungkapan beliau (dari tirkahnya), dan biaya haji itu 
harus diambil darinya seperti hutangnya dilunasi dari tirkah tersebut. 
Baik yang membelanjakan tirkahnya adalah ahli waris, orang yang 
diwasiati atau hakim. Dan umrah ketika telah menjadi tanggungan 
maka seperti haji dalam hukum yang telah ditetapkan, meski ia tidak 
mewasiatkannya. Bila ia tidak meninggalkan tirkah, maka bagi ahli 
warisnya surtnah menghajikannya, baik menghajikan sendiri maupun 
dengan penggantinya. Bagi orang lain boleh -pula-menghajikannya, 
meski ahli waris tidak mengizinkan, dan dengan hajinya mayit pun 
bebas dari tanggungannya. Haji berbeda dengan puasa yang harus 
mendapat izin dari ahli waris dengan keberadaan puasa sebagai 
ibadah badaniyah mumi, berbeda dengan haji. 

Dalil dalam masalah tersebut adalah hadits shahih, yaitu seorang 
perempuan berkata pada Nabi Saw.: "Wahai Rasulullah, Sungguh 
kewajiban kepada Allah atas hambaNya yang terkait haji telah menjadi 
beban ayahku yang sudah tua sekali, yang tidak mampu menaiki 
kendaraan. Apakah aku boleh menghajikannya?" Rasulullah Saw. 
menjawab: "Ya. " Dan hadits shahih yang menyatakan bahwa seorang 
perempuan berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh Ibuku telah mati 
dan belum pernah haji sama sekali, apakah aku boleh menghajikannya?" 
Rasulullah Saw. menjawab: "Hajikanlah sebagai ganti darinya." Dan 
seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh saudariku telah 
b emadzar haji dan mati sebelum melaksanakannya. Apakah aku boleh 
menghajikannya?" Rasulullah Saw. menjawab: "Ya." Beliau bersabda: 
"Maka lunasilah hak Allah, sebab hak Allah lebih berhak dilunasi." Maka 
Rasulullah Saw. menyamakan haji dengan hutang yang tidak akan 
gugur dengan kematian, maka dalam haji harus diterapkan -pula- 
hukum hutang. 

2. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 4 
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4 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr t 
th.). Jilid VII, h. 135. 
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(Sub Masalah): Bila orang yang tengah mengerjakan haji bagi dirinya 
sendiri meninggal dunia di saat mengerjakannya, bolehkah orang lain 
menggantikan untuk (melanjutkan) hajinya? Dalam hal ini ada dua 
pendapat yang masyhur; Yang lebih shahih adalah dari qaul jadid, yaitu 
tidak boleh. Sebagaimana dalam shalat dan puasa. Sedangkan menurut 
qaul qadim boleh, dikarenakan dalam ibadah ini dimungkinkan untuk 
digantikan orang lain. Berdasarkan qaul jadid amaliah haji yang sudah dijalani 
menjadi batal, namun pahalanya tidak, dan wajib menghajikannya dengan 
mengambilkan biaya dari harta warisannya, jika ibadah haji sudah berketapan 
dalam tanggungannya, dan jika hajinya merupakan sunnah yang tidak 
bisa dilaksanakan kecuali pada tahun ini, maka tidak wajib. Adapun 
berdasarkan qaul qadim, terkadang seseorang mati sedangkan waktu 
untuk mengambil (niat) ihram masih ada, dan terkadang orang meninggal 
dunia sedangkan waktu mengambil (niat) ihram sudah habis. Jika masih 
ada waktu untuk mengambil (niat) ihram, maka penggantinya memulai 
(niat) ihram haji dan xmquf di 'Arafah jika almarhum belum wuquf, namun ia 
tidak wajib rra^jikaalmarhum sudah xvuquf, dan ia tinggal melaksanakan 
amalan yang selanjutnya. Sehingga tidak menjadi masalah terjadinya niat 
ihram dalam bulan-bulan haji, karena ia mendasarkan ihramnya, atas ihram 
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(orang lain), yakni ia memulai dari ihramnya. Dan bila waktu (mengambil 
niat) ihram sudah habis, maka apakah ia harus ihram? Ada dua pendapat; 
Pertama, dan ini juga merupakan pendapat Ishaq, hendaknya ia 
mengambil (niat) ihram 'umrah, kemudian thawaf dan sa'i. Maka hal itu sudah 
mencukupi untuk (mengganti) thawaf haji dan sa'rnya, tanpa perlu melakukan 
mabit dan melempar jumrah, karena kedua amalan ini bukan bagian dari 
amalan 'umrah, namun keduanya harus diganti dengan membayar dam. 
Adapun pendapat kedua, dan ini yang lebih shahih dan dipastikan oleh 
kebanyakan ulama sebagai penjabaran atas qaul cjadim, bahwa orang yang 
mewakili/ menggantikan harus mengambil (niat) ihram haji, lalu meneruskan 
amalan yang belum dikerjakan, adapun larangan mengambil (niat) ihram 
haji di luar bulan-bulan haji adalah jika ia memulai (dari awal). Sedangkan 
yang (dijalankan) ini bukan permulaan, namun didasarkan pada ihram 
yang sudah terjadi pada bulan-bulan haji Berdasarkan pada pendapat ini, 
jika orang meninggal dunia dalam waktu antara dua tahallul, maka 
(pengganti /wakilnya) mengambil niat ihram, namun tidak terlarang 
memakai pakaian dan memotong (kuku atau rambut), namun bagi wanita 
tetap haram sebagaimana seandainya a mayit masih hidup. Semua ketentuan 
ini adalah jika ia meninggal sebelum (melaksanakan) dua tahallul. Adapun 
jika ia meninggal setelah (melakukan) keduanya maka tidak boleh digantikan 
tanpa ada perbedaan pendapat, karena amalan yang tersisa bisa ditutup 
dengan membayar dam. Al-Rafi'i menyatakan, sebagian orang salah 
paham menerapkan khilaf dalam kasus ini, dan itu adalah kekeliruan. 

3. Referensi Lain 

a. Al-'Aziz Syarh al-Wajiz, Dar al-Kutub al-'Ilrniyah, 1417 H, Juz III, 
h. 232-233. 

b. Hidayah al-Salik ila al-Madzahib al-Arba'ah fi al-Manasik, Dar al- 
Baya'ir al-Islamiyah, 1414 H, Juz I, h. 227. 

c. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Kairo, Dar al- 
Istiqamah, 1374 H, Juz I, h. 329. 

d. Al-Fatawa al-Fuihiyah, al-Kubra, Juz VI, h. 137. 

e. Raudhah al-Thalibin, Juz II, h. 304. 

432. Zakat Profesi 

A. Deskripsi Masalah 

Deskripsi masalah UU. RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. 
Pasal 11 (ayat 2) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup 
"hasil pendapatan dan jasa". Pendapatan itu mancakup gaji, honorarium. 
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dan sebagainya. Jasa memasukkan jasa konsultan, notaris, doktor, biro 

travel, pergudangan, komissioner, dan lain-lain. Jenis usaha meliputi 

perhotelan, hiburan, industri, kontraktor, dan lain-lain. 

B. Pertanyaan 

a. Apakah hasil pendapatan kerja dan jasa yang halal patut 
dipandang terkena beban zakat menurut syariat? 

b. Sekira terbeban zakat bagaimana penggolongan ke dalam mal 
zakawi dan berapa ketetapan standar nishab yang harus dipedomani? 

c. Tepatkah bila kadar zakat atau gaji PNS dipotong langsung per 
bulan oleh Badan Amil Zakat tertentu? 

C. Jawaban 

a. Pada dasarnya, semua hasil pendapatan halal yang mengandung 
unsur mu'awadhah (tukar-menukar) baik dari hasil kerja profesional/ 
non profesional maupun hasil industri jasa dalam segala bentuknya 
yang telah memertuhi persyaratan zakat antara lain, mencapai 
jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah dikenakan kewajiban zakat. 
Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan 
tersebut lantaran tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta 
terus-menerus untuk memperoleh keuntungan). 

b. Hasil pendapatan kerja dan jasa (yang telah memenuhi persyaratan) 
dalam konteks zakat digolongkan zakat tijarah yang berpedoman 
pada standar nishab emas. 

c. Tidak boleh. Kalaupun dipahami bahwa gaji wajib dizakati, 
pemotongan gaji tersebut tetap belum sah diperhitungkan sebagai 
pembayaran zakat, sebab perhitungan maupun kadar kewajibannya 
pada akhir tahun bukan dari gaji bruto dan belum diterima oleh 
pemiliknya. 


D. Dasar Pengambilan Hukum 

1. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj 5 


> f 


<gj \& «s fi\ % ojuai u%) 




5 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 398. 
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gd\ 6^ ot u s>fc.i u jt iSu ji iii: aj 

_^4lH 1 j^) kjy^ tilii J^S Uf l^js^P- aI*4j Sl ^1 (^3 Ajarf-^fr jl 

A^yliL J^) ^jai* ^ ^} jj\>c)J 0|3 i^*d ^4^ o **& 

l^d\ oUyldl $% % Jtti Q iiiill dS ld} 


hJ 3^V ^3*»u)i <Jt£&-uu?j 

(Suatu barang bisa menjadi komoditas tijarah manakala niat tijarahnya 
disertai usaha mendapatkannya dengan cara tukar menukar) yang mumi, 
yaitu yang rusak dengan sebab rusaknya barang imbalan, seperti jual beli, 
baik yang dengan ganti barang atau uang, dihutangkan ataupun kontan, 
karena berkumpulnya niat tijarah dengan praktiknya Termasuk barang yang 
dimiliki dengan cara pertukaran adalah hibah yang diterima dengan 
imbal balik atau yang diakadi damai, meski dalam kasus pembunuhan 
-diyat dam-, upah atas penyewaan diri atau hartanya, barang atau jasa yang 
ia sewa, yakni ia menyewa manfaat suatu barang dan ia sewakan dengan 
maksud tijarah. Atau -pertukaran- yang tidak mumi, yaitu pertukar an- 
yang tidak rusak karena rusaknya imbalan, sebagaimana hal itu al- 
Nawawi sebutkan dengan ucapannya (demikian pula mahar dan imbalan 
pengganti dalam khidu'). Dua-duanya bisa menjadi tijarah bila disertai 
dengan niat dagang (menurut pendapat al-ashshah), karena keduanya 
merupakan barang yang dimiliki dengan jalan pertukaran. Karenanya dalam 
hal barang yang dimiliki karena menjadi mahar atau imbalan pengganti 
dalam tftidu' bisa terjadi syufah. Namun menurut pendapat kedua tidak 
bisa, karena mahar dan imbalan pengganti dalam khulu' bukan akad 
pertukaran yang mumi. Al-Nawawi dalam al-Majmu' memastikan bahwa 
yang benar adalah pendapat pertama. 

2. Tanah al-Thalibin 6 


3 uii! o§ £ ji U jc ;3Uj iL 
JuLa j L» C£j A^j\jui\ (j')! JU)i <jJJi ijjij 

\4Lili iLLij jJjz S \j> c£j j ki ai 

5 ^ asj <a~a£ jjf jiiii «ji^ 531^1 & 5^ o» 


6 Muhammad Syaththa ai-Dimyati, Tanah d-Thalibin , (Beirufc Dar al-Fikr, 1997) Jilid E, h. 
173. 
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Ketahuilah bahwa zakat tijarah memiliki enam syarat sebagai 
tambahan atas syarat dalam zakat emas dan perak. Pertama, kepemilikan 
harta tersebut melalui pertukaran meski tidak bersifat mumi. Yang 
demikian karena pertukaran ada 2 jenis; bersifat mumi, yaitu yang 
menjadi rusak karena rusaknya barang imbalannya, seperti menjual 
dan membeli. Dan bersifat tidak mumi, yaitu yang tidak menjadi 
rusak dengan sebab rusak imbalannya, seperti akad nikah. Syarat kedua, 
dibarengi dengan niat tijarah begitu terjadi pertukaran, di dalam 
transaksi itu sendiri atau di tempat transaksi. Yang demikian itu karena 
sesuatu yang dimiliki dengan jalan pertukaran adakalanya dimaksudkan 
untuk tijarah dan adakalanya untuk maksud lain, karenanya harus 
ada niat yang membedakannya jika ia tidak memperbaharui niatnya 
dalam setiap pengelolaannya setelah membeli dengan seluruh modalnya. 


3. Al-Mauhibah Dzi al-FadhP 

diJSjUojUcJI ajal iSli (-JU j kJci &y) 

sLSS Ub>T 513 Ji f-S & $ -i& ju 

ji j^sji ^ 41 4I u ^ ^ £33! \& 

plc J ' 4 llij 115 c££l» 4^3 0 i 3 V* 4^3 ^31 


(Ungkapan penulis: "Dan menyewakan diri atau hartanya."), 
yakni jika seseorang menyewakan dirinya dengan suatu imbalan 
dengan maksud tijarah, maka imbalan tersebut menjadi harta tijarah. 
Ibn Hajar al-Haitami dalam Thuhfah al-Muhtaj mengatakan: "Harta 
itu terbagi 2 macam; benda dan manfaat. Jika seseorang menyewakannya, 
maka jika upahnya berupa mata uang kontan atau dengan dihutang 
langsung atau bertempo, maka padanya berlaku perincian hukum. 
Atau berupa barang, maka jika ia menghabiskannya atau berniat 
menyimpannya, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Dan jika meniati 
tijarah padanya, maka zakat tijarah terus berlaku padanya, dan ini 
berlangsung setiap tahun. 


7 Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1362 
H), Jilid IV, h. 31. 
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4. Minhaj al-Qawim 8 

\j ,jjJ' C£j \«e*£- (3j^=u o' £?'j") 

(J^L>£3 jjC- jl \^j\ A&» j' ^_ai) v'j^ 

ji Uj .wJ'j ^ jj*j *&. u (»3!>Ut .pjJi 

i^o °ja i*j Si ^ 6 oij S'* ^-4*? % j' 
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(Keempat, kepemilikan terjadi dengan cara pertukaran) yang 
bersifat mumi, yaitu pertukaran yang rusak karena rusaknya barang 
imbalan, seperti jual beli dan hibah dengan imbalan, menyewakan diri 
atau hartanya, atau barang yang ia sewa, atau tukar menukar yang tidak 
bersifat mumi, semisal maskawin, imbalan pengganti dalam khulu' dan 
perdamaian (dalam kasus) pembunuhan. Berbeda dengan harta yang 
dimiliki tanpa pertukaran, semisal warisan, hibah mumi, berburu, hutang 
dan harta yang dimiliki melalui pembatalan akad, atau pengembalian 
barang karena cacat, maka tidak ada zakat padanya, sekalipun dibarengi 
dengan niat tijarah, karena barang itu tidak dianggap sebagai sebab tijarah, 
karena tidak adanya pertukaran. 

4. Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyi al-Syinvani 9 


jJJu U ££) A r :^> l ISI 1 U%) 

*4?j j' S& j' ^ <j£ j' j' Jz&i (i\s£) 'i'Ajc. iULL 

SjlicJl til SjWcJl (jl 

*^j>- J^' ij*-^ p!} dj*“ 

ji ^ jdlj && £U|1J JU jc j>i ju. ^ i5 p «jp r£.V\ 

> u jfc Sa> y £S j t I ji5 >±& o£ U£l , Olj ^j 

®^»T U ojllf (^cJl a)U jl J)y) 

(jU o^\£J lijl i]\ja jl J uLtf j 


8 Ibn Hajar al-Haitami, Minhaj al-Qawim pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah 
al-Syarafiyah, 1362 H)Jilid IV, h. 31-33. 

9 Ibn Hajar dan Abdul Hamid al-Syirwani, Tuhfah d-Muhtaj dan Hawasyi al-Syirwani 
pada Hawasycti al-Syarwani wa al-'Ubbadi, (Beirut Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IH, h. 295-2%. 
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(Suatu barang dapat diperuntukkan tijarah bila niat tijarahnya 
dibarengi dengan usaha mendapatkannya dengan cara pertukaran) 
mumi, yaitu yang rusak sebab rusaknya imbalan, (seperti membeli), 
baik dengan ganti barang atau uang, hutang hal -yang wajib dilunasi 
ketika ditagih- ataupun hutang mu'ajjal -yang wajib dilunasi ketika 
sampai waktu tertentu-, dan seperti menyewakan diri atau hartanya. 
Termasuk di antaranya adalah ia menyewa suatu manfaat dan 
menyewakannya dengan maksud tijarah. Maka dalam hal apabila 
orang menyewa tanah untuk disewakan kembali dengan maksud 
tijarah, lalu telah lewat masa setahun namun belum disewakannya, 
maka ia terkena wajib zakat tijarah. Lalu ia hitung tanah itu dengan 
harga sewa standar selama setahun dan ia keluarkan zakat harga 
sewa tersebut, meski ia tidak mendapatkannya. Sebab telah lewat 
masa setahun pada harta tijarah yang dimilikinya. Sementara harta 
itu terbagi dua jenis; benda dan manfaat barang. Jika tanah tersebut 
disewakan, maka jika ongkos sewanya kontan, hutang hal atau 
hutang muajjal, maka padanya berlaku hukum yang telah disebutkan. 

(Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: "Dan seperti menyewakan diri 
atau hartanya . . .), redaksi dalam kitab Mughni al-Muhtaj dan Nihayah 
al-Muhtaj: "Termasuk harta yang dimiliki dengan cara pertukaran 
adalah upah atas penyewaan diri atau harta seseorang, barang yang 
disewanya atau manfaat barang yang disewanya, yakni ia menyewa 
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suatu manfaat dan menyewakannya dengan maksud tijarah." 
Sampai di sini redaksi dua kitab tersebut. 

Demikian pula dalam kitab al-Ubab dan Syarhnya, hanya saja al- 
Nawawi dan Ibn Hajar mengganti kata -jasa- dengan oSunJt 
(barang produktif/ alat kerja). Dan -redaksi itu disebut- dalam kitab 
Raudh al-Thalib dan Syarhnya kecuali ucapan mereka: "Yakni . . ." 

Ibn Qasim al-'Abbadi Berkata: "Ungkapan beliau: "Barang yang 
disewanya." 'athaf pada kata UiS, artinya termasuk harta yang 
dimiliki dengan jalan pertukaran adalah upah dari barang yang ia 
sewa. Demikianlah makna yang jelas dari redaksi ini yang terkadang 
menjadi samar -bagi sebagian orang-, maka renungkanlah! 

Dan Ali Syibamallisi berkata: "Ungkapan al-Ramli -dalam Nihayah 
al-Muhtaj di atas: "Atau manfaat barang yang disewanya.", kajilah 
perbedaan antara redaksi ini dengan redaksi sebelumnya. Sebab, 
meski akad sewa terjadi pada barang, namun berkaitan dengan 
manfaatnya. Kadang dikatakan: "Perbedaannya jelas". Karena 
maksud ucapan beliau: "Barang yang disewanya." adalah upah yang 
diambil dari manfaat barang yang disewanya, yakni ia menyewakan 
barang yang disewanya dengan upah beberapa dirhatn, maka dirham 
tersebut merupakan harta tijarah. Dan maksud ucapan beliau: "Atau 
manfaat ..." adalah manfaat itu sendiri." Sampai di sini ungkpan Ali 
Sibramallisi. Maka maksud perkataan mereka: "Atau manfaat ..." 
adalah makna yang disampaikan al~Syarih -Ibn Hajar- dengan 
ungkapannya: "Termasuk di antaranya adalah ia menyewa ..." 

433. Wakaf dengan Uang Kontan/Cash 

A. Diskripsi Masalah 

Kelaziman mewakafkan yang selama ini dilakukan adalah wakaf 
berupa tanah darat/ empang atau harta/bangunan yang tidak bergerak. 

B. Pertanyaan 

Bagaimana pandangan syariat Islam tentang masalah wakaf dengan 
uang cash (kontan) termasuk cara pemanfaatannya? 

C. Jawaban 

a. Menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan 
sebagian Hanafiyah), wakaf dengan uang kontan/cash hukumnya 
tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf. Adapun 
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menurut sebagian Hanafiyah diperbolehkan, 
b. Mengenai tata cara pemanfaatannya dengan menjaga dan 
melestarikan nilainya seperti investasi melalui mudharabah dan 
semisalnya. 


D. Dasar Pengambilan Hukum 

1. Al-Fatawa al-Hindiyah /al-Fatazva al-'Alamkariyah 10 


UM 'N} *> j&Z 'N U J*j \S\j 
... Sljdlj Jy £ 

j\ g-V ^i J . 3 ,J*5 .jVji-U dMi \ ^SjUu 
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Adapun mewakafkan harta yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali 
dengan menghabiskannya semisal emas, perak, makanan dan minuman, 
maka menurut pendapat mayoritas fiujaha tidak boleh. Yang dimaksud 
emas dan perak adalah dinar dan dirham, bukan perhiasan. Demikian 
dalam kitab Fath al-Qadir. Menurut satu pendapat di suatu tempat, 
para fuqaha mengakui hal itu dan difatwakan boleh. Ditanyakan: 
"Bagaimana caranya?" Pemilik pendapat itu menjawab: "Dirham- 
dirham itu dihutangkan kepada para fakir, lalu ia ambil lagi. Atau 
diberikan dengan diakadi mudharabah dan orang itu menyedekahkan 
keuntungannya. Gandum dihutangkan pada para fakir, lalu mereka 
tanam dan diambil lagi dari mereka. Pakaian dan baju diberikan 
kepada mereka agar mereka pakai ketika membutuhkan, kemudian 
diambilnya." Begitu dalam al-Fatawa al-Attabiyah. 

2. Raudhah al-Thalibin zva 'Umdah al-Muftin 11 


\&! j&l ftb Jyp\ 


Sjajjl j ^jC' J Ajtiuii SiuaJL* j\ 0J0U 

Aj\ ff jE jisJl jJl IJ 'N ^iuLj ^ jc 


10 Nizhamuddin al-Balkhi, dkk v al-Fatawa al-Hindiyah/al-Fataiva al-'Alamkariyah, , (Mesir: 
al-Amiriyah, 1314 H), Juz n, h. 362-363. 

11 Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: Dar al- 
Kutub al-'Ilmiyah, t th.). Jilid VI, h. 378. 
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Rukun wakaf kedua adalah barang yang diwakafkan. Yaitu setiap 
benda tertentu yang dimiliki dengan hak milik yang bisa dipindahkan, 
punya faidah dan manfaat yang bisa disewakan. Dengan kata 
(benda), kami kecualikan suatu manfaat, dan wakaf yang disanggupi 
dalam tanggungan. Dengan kata (tertentu), kami kecualikan 
wakaf salah satu dai dua budak seseorang. Dengan kata s%iii (yang 
dimiliki), kami kecualikan benda yang tidak dimiliki seseorang. 
Dengan kata jiai (yang bisa dipindahkan), kami kecualikan umm 
al-walad (budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya) dan 
alat-alat permainan. Sedangkan yang kami maksudkan dengan kata 
(faidah) adalah buah, susu dan semisalnya, dan kata && (manfaat) 
adalah menempati, memakai dan semisalnya. Ungkapan ucapan kami 
$ jikli (yang bisa disewakan) tersebut mengecualikan makanan dan 
semisalnya. 

3. Raudhah al-Thalibin xva 'Umdah al-Muftin 12 


J$\ ^ utj £ iiaULli 

p \JL\ ;#f fujfi df' ^3 e^3 




Masalah keenam, tentang wakaf dirham dan dinar terdapat dua 
pendapat seperti menyewakan keduanya, jika kita memperbolehkan 
menyewakanya maka sah wakafnya untuk disewakan, dan sah wakaf 
perhiasan untuk dipakai. Al-Imam al-Haramain meriwayatkan, para 
ulama menyamakan dirham yang dibuat perhiasan dengan wakaf 
budak kecil. Namun beliau sendiri ragu-ragu dalam hal tersebut. 


4. Al-Mughni 13 

^ 3 s $\ 3 js* ^ a, ^ s U 3 ) Jvs Ssi 


12 Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin , (Beirut: Dar al- 
Kutub al-'Einiyah, t. th.), Jilid VI, h. 380. 

13 Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Emiyah, 1994), Juz V, h. 382. 
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Masalah. Abu al-Qasim, yaitu Umar bin al-Husain bin Abdullah 
al-Khiraqi: "Barang yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan 
menghabiskannya seperti emas, perak, makanan dan minuman, 
maka wakafnya tidak boleh." Termasuk dalam bagian itu adalah barang 
yang tidak dimungkinkan dimanfaatkan besertaan benda itu masih 
ada, semisal dinar, dirham, makanan, minuman, lilin dan semisalnya, 
maka tidak sah mewakafkannya menurut mayoritas fuqaha dan ulama, 
kecuali satu riwayat dari Imam Medik dan al-Auza'i tentang wakaf 
makanan, bahwa hal itu hukumnya boleh. Akan tetapi murid-murid 
Imam Malik tidak meriwayatkannya, dan pendapat itu tidak benar. 
Sebab, wakaf adalah membekukan asal dan membatasi alokasi hasilnya. 
Sementara itu, barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan 
menghabiskannya itu tidak mengandung unsur seperti itu. Menurut 
satu pendapat, dirham dan dinar itu sah diwakafkan berdasarkan 
pendapat ulama yang mengesahkan penyewaannya. Dan pendapat 
itu tidak sah. Sebab, manfaat -yang dimaksud dalam persewaannya- 
itu tidak menjadi hal pokok yang darinya harga barang itu muncul. 
Oleh sebab itu, manfaatnya tersebut tidak ditanggung dalam kasus 
ghasab. Maka tidak boleh mewakafkan barang tersebut, seperti wakaf 
pohon untuk menjemur pakaian, wakaf kambing untuk menginjak- 
injak lumpur dan wakaf lilin untuk dijadikan hiasan. 


434. Penyakit Antraks 

A. Diskripsi Masalah 

Baru-baru ini ada kasus seseorang meninggal dunia karena terserang 
penyakit berbahaya (antraks) dan dia seorang muslim. Menurut penelitian 
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medis, penyakit yang menyerang orang tersebut (antraks) termasuk 
jenis penyakit berbahaya dan bisa menular kepada yang menyentuhnya. 


B. Pertanyaan 

Apakah mayit yang mengidap penyakit antraks harus dimandikan 
dan dirawat sebagaimana aturan syariat terhadap mayit sehat, dan 
bagaimana cara memandikan dan menguburnya? 


C. Jawaban 

Jenazah yang meninggal dunia akibat penyakit antraks tetap 
harus dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikubur sebagaimana 
aturan syariat. Sedang cara memandikannya dengan mempergunakan 
peralatan yang bisa mencegah penularan penyakit tersebut. Sementara 
untuk penguburannya tidak harus di tempat terpisah asal dianggap telah 
bisa mencegah akibat penularannya. 

D. Dasar Pengambilan Hukum 


1. Al-Mauhibah Dzi al-Fadhl 14 
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14 Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl , (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1362 
H), Jilid 13, h. 443. 

15 Mungkin yang dimaksud adalah kata: &, jj (tidak dishalati), seperti redaksi dalam 

kitab Minhaj al-ThaMbin. Lihat al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin pada Mughni Muhtaj Ua 
Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Kutub al- / Dmiyah, t. th.), Juz D, K 50. (Pen.) 
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(Ungkapan penulis: "Dengan syaratnya."), maksudnya tayamum. 
Yaitu tidak menemukan air secara nyata atau menurut syari'ah. 
Disyaratkan pula sucinya kafan sampai selesai dishalati. Maka bila 
seseorang mati sebab terkena bangunan roboh atau semisalnya, 
seperti jatuh di sumur atau laut yang dalam dan sulit dikeluarkan 
dan disucikan, maka ia tidak dishalati karena tidak syaratnya tidak 
terpenuhi. Ini adalah yang dikutip al-Nawawi dan al-Rafi'i dari al- 
Mutawalli, dan mereka berdua menetapkannya. Dalam al-Majmu' al- 
Nawawi berkata: "Sungguh dalam hal itu tidak terdapat khilaf." 
Namun sekelompok muhaqqiqin menentangnya. 

Syaikh Muhammad Khatib al-Syirbini dalam kitab Mughni al- 
Muhtaj berkata dari mengutip sebagian ulama mutaakhkhirin: "Dan 
tidak ada alasan meninggalkan menyolatinya. Sebab, perkara yang 
mudah tidak gugur karena perkara yang sulit, dan karena hadits 
shahih -muttafaq 'alaih-: "Dan bila kalian aku suruh dengan suatu 
perkara maka laksanakanlah semampu kalian." Dan karena maksud 
menyolatinya adalah mendoakan dan menolong si mayit. Al-darimi 
dan selainya mantap atas sungguh mayit yang sulit dimandikan itu 
tetap dishalati. Al-Darimi berkata: "Bila tidak, maka semestinya sungguh 
orang yang terbakar dan menjadi abu, atau dimakan binatang buas 
tidak dishalati. Dan aku tidak tahu seorang ulama pun dari madzhab 
Syafi'i yang berpendapat demikian." Al-Adzra'i menjelaskan secara 
panjang lebar mengenai masalah ini. Dan hatiku lebih condong pada 
pendapat sebagian ulama mutaakhkhiriti itu. Namun pendapat yang 
ku terima dari guru-guruku. 


2. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj 16 

j i t\z>\ Aiiaj jjju ijfj) 
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(Dan jenazah yang sulit dimandikan) sebab tidak ada air atau selainnya, 
seperti terbakar atau terkena racun binatang dan bila dimandikan akan 
rontok, atau dikhawatirkan orang yang memandikannya tertulari -semisal 
racun dari tubuh jenazah- dan tidak mungkin menjaga diri -darinya-, 
maka (jenazah itu ditayamumi) secara wajib, karena digzyaskan pada 


16 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj , (Mesir: 
al-Tujjariyah al-Kubra, t th.). Jilid I, h. 358. 
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mandi jimbah. Dan tidak boleh dimandikan karena menjaga jasadnya 
agar dimandikan sesuai kondisinya. Dan bila sebulum penguburan 
ditemukan air dalam kasus ketika jenazah ditayamumi karena tidak 
adaanya air, maka ia wajib dimandikan. 

3. Al-Fiqh 'ala d-Madzahib al-Arba'ah 17 
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Dan tayamum bisa menggantikan memandikan mayit karena 
tidak ada air atau karena tidak dimungkinkan dimandikan, semisal 
orang mati tenggelam dan dikhawatirkan tubuhnya akan rontok jika 
dimandikan dengan digosok atau jika dituangi air tanpa digosok. 
Adapun jika (tidak dikhawatirkan) akan rontok bila sekedar dituangi 
air, maka tidak boleh ditayamumi, namun harus dimandikan dengan 
cara dituangi air tanpa digosok. 

4. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 18 
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(Sub Masalah) Penulis -Abu Ishaq al-Syairazi- dan para Ashhab 
berkata: "Apabila tidak dimungkinkan memandikan mayit karena 
tidak ada air atau karena korban kebakaran, yang jika dimandikan 


17 Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Jilidi, h. 476. 

18 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1992), Jilid V, h. 137. 
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akan jenazah akan rontok, maka tidak boleh dimandikan, namun 
ditayamumi." Tayamum ini hukumnya wajib, karena berfungsi 
menyucikan tanpa terkait membersihkan najis. Karenanya wajib 
beralih pada tayamum ketika tidak ada air, seperti mandi jambat. 
Kalau jenazah itu mati karena sengatan binatang berbisa, yang sekira 
bila dimandikan akan rontok atau berbahaya bagi yang memandikannya, 
maka jenazah harus ditayamumi karena alasan yang telah kami 
sebutkan. 

Al-Imam al-Haramain, al-Ghazali dan ulama lain dari Khurasan 
menyebutkan, jika pada jenazah ada luka yang bernanah, di mana 
jika dimandikan dikhawatirkan mempercepat hancurnya jenazah 
setelah dikuburkan, maka tetap wajib memandikannya, karena 
semua orang akhirnya akan hancur. Begitu perincian madzhab kita. 

Ibn al-Mundzir meriwayatkan pendapat dari Imam al-Tsauri dan 
Imam Malik tentang jenazah yang dikhawatirkan bila dimandikan 
menyebabkan dagingnya rontok, dan orang-orang tidak mampu 
memandikannya: "Cukup dituangi air." Sedangkan menurut Imam 
Ahmad dan Ishaq, jenazah itu ditayamumi. Dan Ibn al-Mundzir 
berkata: "Dengan pendapat ini aku berpendapat." 

5. Irsyad al-Syari Syarh Shahih al-Bukhari 19 
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19 Shihabiddin Ahmad al-Qusthalani, Irsyad al-Sari bi Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1992), Jilid V, h. 137. 

20 Mungkin yang benar tanpa huruf seperti redaksi dalam Fath al-Ban. Lihat, Ibn Hajar 
al~'Asqalani, Fath al-Bari, (Beirut: 1379 H), Juz X, h. 160. 
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( Menjauhlah dari orang berpenyakit kusta, seperti kamu menjauh) 
maksudnya menjauhmu (dari singa). Huruf U adalah mashdariyah. 
Hadits tersebut dijanggalkan besertaan hadits yang telah lewat, yaitu 
Nabi Saw. makan bersama penderita kusta, dan beliau Saw. bersabda: 
"Karena percaya dan tawakal kepada Allah." Kejanggalan itu dijawab 
dengan: "Sungguh yang dimaksud dengan menafikan penularan 
penyakit adalah bahwa suatu penyakit tidak menular sebab wataknya. 
Karena menafikan keyakinan orang jahiliyah yaitu bahwa penyakit- 
penyakit itu bisa menular tanpa disandarkan kepada Allah, seperti 
keterangan yang telah lewat. Maka Nabi Saw. membatalkan keyakinan 
mereka dan makan bersama penderita kusta untuk menjelaskan 
kepada mereka bahwa Allah Swt. adalah dzat yang membuat sakit 
dan menyembuhkannya. Dan beliau Saw. mencegah mereka untuk 
mendekat penderita kusta untuk menjelaskan bahwa sebab-sebab ini 
yang Allah berlakukan sebagai adat bisa memunculkan musabbab 
(akibat)nya. Maka dalam pencegahan beliau Saw. terdapat penetapan 
sebab-sebab dan dalam tindakan beliau terdapat isyarat bahwa sebab- 
sebab itu tidak bisa bereaksi sendiri. Namun Allah yang bila berkehendak 
maka Ia cabut kekuatan sebab-sebab itu dan bila berkehendak Ia tetapkan 
kekuatannya, lalu bereaksi.[] 
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HASIL KEPUTUSAN 

MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-XXXI 

Di Asrama Haji Donohudan Boyolali Solo - 

Jawa Tengah 

29 Nopember - 01 Desember 2004 M 
16 - 18 Syawal 1425 H 
Tentang: 

MASAIL Al-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH 


435. Penyuapan dalam Penerimaan PNS 

436. Masalah Hukuman Bagi Produsen dan Pemasok 
Psychotropika dan Narkotika 

437. Penetapan Nasab Berdasarkan Tes DNA 

438. Melegalkan Lokalisasi Pelacuran 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA 
NOMOR: VI/MNU-31/XII/2004 
TENTANG 

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-WAQITYYAH 
NAHDLATUL ULAMA 

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA 

Menimbang : a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi 
dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas 
masalah-masalah keagamaan yang sedang dan atau 
telah dihadapi masyarakat dari sudut pandang ajaran 
Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah 
menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi 
pedoman hukum bagi warga Nahdlatul Ulaira dan masyarakat 
pada umumnya dalam menjalankan tugas hablu minallah 
dan hablu minannas; 

b. Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyyah 
Diniyyah Islamiyyah perlu secara terus menerus 
memperjuangkan berlakunya faham Ahlussunnah wal 
Jamaah menurut salah satu madzhab empat; 

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a 
dan b tersebut di atas Muktanar XXXI perlu menetapkan 
Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah; 

Mengingat : a. Keputusan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama Nomor 
1 /MNU-31 /XI /2001 tentang Peraturan Tata Tertib Muktamar 
XXXI; 

b. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama. 

Memperhatikan: a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

pada pembukaan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama 
tanggal 15 Syawal 1425 H/28 Nopember 2004 M; 

b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi 1 A Bidang 
Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah yang disampaikan 
pada Sidang Pleno IX Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama 
pada tanggal 18 Syawal 1425 H/l Desember 2004 M; 

c. Ittifak Sidang Pleno IX Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama 
pada tanggal 18 Syawal 1425 H/l Desember 2004 M; 
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Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridha Allah SWT: 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA 

TENTANG BAHTSUL MASAIL DINIYYAH WAQTIYYAK 


Pasal 1 


Pasal 2 


Pasal 3 


Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh 
keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul 
Masail Diniyyah Waqi'iyyah sebagai pedoman dalam 
memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut 
f aham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab 
empat dan pedodam hukum bagi warga Nahdlatul Ulama 
dan masyarakat pada umumnya dalam menjalankan tugas 
hablu minallah dan hablu minannas; 

Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul 
Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail 
Diniyyah Waqi'iyyah ini; 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah 
Pada tanggal :18 Syawal 1425 H/l Desember 2004 


MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG PLENO IX 


ttd 


ttd 


Drs. KH. A. Hafizh Utsman 
Ketua 


Drs. H» Taufig R. Abdullah 
Sekretaris 
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435. Penyuapan dalam Penerimaan PNS 


A. Pertanyaan 

a. Bagaimana hukum memberi dan menerima sesuatu agar diterima 
sebagai PNS dan semacamnya? 

B. Jawaban 

a. Pemberian sesuatu untuk menjadi PNS dan semacamnya adalah 
risywah (suap). Pada dasarnya risywah itu hukumnya haram, 
kecuali untuk menegakkan kebenaran atau menolak kebatilan, 
maka tidak haram bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima. 

C. Dasar Pengambilan Hukum 

Al-Oui^an 




"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." 
(QS. al-Baqarah: 188) 


Al-Sunnah 


i\jj) M JJuf U*\ d iljj i ^ g ^ j» 
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"Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa yang kami karyakan untuk suatu pekerjaan 
dan telah kami tentukan gaji untuknya, maka apapun yang ia ambil selebihnya 
adalah pengkhianatan. " (HR Abu Daud dari Buraidah, hadits ke 2554) 


c\Cov ^ <JVS jj jjd' ^ 
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"Dari Abdullah bin 'Amr ra. ia berkata: "Rasulullah Saw. melaknat 
orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap." (HR Tirmidzi, 
hadits ke 1207, Abu Dawud, hadits ke 3109, Ibn Majah, hadits ke 2304, 
dan Ahmad, hadits ke 6246) 
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Al-Aqwal al-Ulama: 

1. Raudhah al-Thalibiti wa 'Umdah al-Muftiri 1 
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(Sub Masalah) Telah kami jelaskan bahwa tindakan suap menyuap 
hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan hadiah pada beberapa 
kondisi itu boleh. Karenanya dituntut membedakan antara substansi 
kedua hal itu besertaan kerelaan si pemberi pada keduanya. Adapun 
perbedaannya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, disebutkan oleh Ibn 
Kajj, bahwa sungguh suap adalah bila si penerimanya disyaratkan 
memutuskan hukum yang tidak benar, atau mencegah keputusan hukum 
yang benar, sedangkan hadiah adalah pemberian bersifat mutlak. 
Kedua, dalam kitab Ihya ' Ulum al-Din al-Ghazali berkata: "Harta diberikan 
adakalanya untuk maksud ukhrazw, yaitu pemberian yang dimaksud 
untuk taqarrub dan sedekah. Dan adakalanya untuk tujuan duniawi 
yang adakalanya berupa harta, yaitu pemberian dengan syarat imbalan 
atau mengharap imbalan. Dan adakalanya berupa perbuatan. Jika 
perbuatan tersebut merupakan perbuatan haram atau perbuatan yang 
sifatnya wajib 'ain, maka pemberian itu adalah suap. Jika perbuatan 
tersebut bersifat mubah, maka pemberian itu adalah ijarah atau ju'alah. 
Dan adakalanya pemberian itu dimaksud untuk tujuan pendekatan 
atau mencari simpati dari pihak yang diberi. Dalam hal ini jika yang 
dimaksud sekedar pribadi orangnya, maka itu adalah hadiah, namun 
jika yang dimaksud agar menjadi sarana melalui kedudukan si penerima 


1 Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: Dar al- 
Kutub al-'Ilmiyah, t. th.). Jilid VIII, h. 128-129. 
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untuk tujuan dan maksud tertentu, maka jika kedudukannya berupa 
keilmuan atau keturunan, maka itu adalah hadiah, akan tetapi jika 
kedudukannya berupa keputusan hukum atau suatu pekerjaan, 
maka itu adalah suap. 


2. Nihayah al-Zain 2 
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Menerima suap hukumnya haram Suap adalah sesuatu yang diberikan 
kepada hakim agar ia memberikan putusan hukum yang menyalahi 
kebenaran atau agar ia mencegah terjadinya putusan hukum yang benar. 
Dan demikian pula hukumnya memberikan suap (yakni haram), karena 
hal tersebut sama saja membantu perbuatan maksiat. Adapun jika 
seseorang memberi suap dengan tujuan agar hakim memberikan putusan 
hukum dengan benar, maka hukum memberikannya boleh, meski 
hakim diharamkan secara mutlak mengambil pemberian atas putusan 
hukumnya. Baik yang diberikan kepadanya diambil dari bait al-mal 
atau bukan. Hakim boleh mengambil gaji atas keputusan hukumnya, 
karena hal tersebut membuatnya sibuk dari bekerja untuk memenuhi 
kebutuhannya. 

3. Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq 3 
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Barangsiapa memberikan suap kepada hakim, atau memberikan 


2 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah d-'Ain, 
(Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2008), h. 419. 

3 Muhammad Salim Bafadhal, is'ad at-Raficj Syarh Sulam d-Taufiq, (Singapura: al- 
Haramain, t. th.). Juz II, h. 100. 
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hadiah kepadanya, maka jika dimaksudkan agar hakim memberi putusan 
hukum yang menguntungkannya dengan cara yang tidak benar, atau 
ia jadikan sarana untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi 
haknya, atau ia maksudkan untuk menyakiti sesama muslim, maka si 
penyuap dan si pemberi hadiah menjadi fasiq sebab pemberiannya 
itu, begitu pula penerima suap atau hadiah sebab mengambil suap 
atau hadiah itu, dan begitu pula dengan perantaranya sebab usahanya, 
walaupun setelah pemberian suap tersebut tidak terjadi putusan hukum. 
Atau (ia memberikan suap) dimaksudkan agar hakim memberi putusan 
hukum yang menguntungkannya secara benar, atau dimaksudkan 
mencegah kezaliman atau dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu 
yang menjadi haknya, maka yang menjadi Jasicj hanya yang mengambil 
(suapnya) saja, sedangkan yang memberi tidak berdosa karena terpaksa 
agar bisa mendapat haknya dengan jalan apapun. 

Pertanyaan 

b. Bagaimana hukumnya gaji yang proses pengangkatannya karena 
risywah (suap)? 

Jawaban 

b. Masalah gaji PNS yang penerimaannya melalui risywah (suap), 
ada dua pendapat menurut Muktamirin: 

Pendapat pertama, hukumnya haram, karena: 

1) Ada keterkaitan sebab dan akibat antara risywah (suap) dan gaji. 

2) Gaji yang diterima bukan termasuk ujrah (upah), tetapi irzaq, 
ihsan, atau musamahah (tunjangan/insentif), sehingga gaji yang 
diterima tidak terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan, tetapi 
terkait dengan pengangkatan yang prosesnya melalui suap. 

3) Pengangkatannya dianggap tidak sah atau batil, sehingga gajinya 
juga tidak sah/batil. 

Pendapat kedua, hukumnya halal, karena: 

1) Tidak ada keterkaitan antara risywah (suap) dan gaji, sebagaimana 
tidak adanya keterkaitan antara haramnya mencuri sajadah dan 
sahnya shalat di atas sajadah curian itu. 

2) Pengangkatan untuk menjadi PNS itu dianggap sah. 

Dasar Pengambilan Hukum 


Al-Our'an 


J|j»l ^ v*t£=»34 Jj ijfajj JJajJlj (*5 ouj ]jJS^3 Sfj 
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UJI 


"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." 
(QS. al-Baqarah: 188) 


Aqwal al-Ulama' 

1. Al-Asybah wa al-Nazha'ir 4 


yt JIS .fe- \cX*\J\ \U uiJU- ISI llh 5 (h\L) 

.4* jys S jrjt :Zjci\ JIS X&\ ui)U 


(Penutup) Putusan hukum seorang hakim bisa dibatalkan, jika 
bertentangan dengan nash (al-Qur' an dan hadits), ijma' atau qiyas jali 
(jelas). Al-Qarafi berpendapat "Atau jika menyalahi kaidah umum." 
Dan ulama madzhab Hanafi berpendapat: "Atau berupa hukum 
yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. 

2. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj 5 


^ 'J. uiij ^ jJii JJS jp ^ isuji aj Uj 

^ \gp 5314-5/» 0'^ 


Tradisi yang berlaku pada pemberian pemerintah kepada untuk 
orang yang menjadi imam shalat jamaah itu bukan termasuk sebagai 
ijarah (upah pekerjaan), tetapi merupakan irzaq, ihsan atau musamahah 
(tunjangan, insentif, atau kebijakan). Berbeda dengan ijarah yang 
merupakan mu'awadhah (transaksi pertukaran). 

3. Al-Mubdi'fi Syarh al-Muqni' 6 


.a^SU> pjJL pijl ^ S \S dUl yji SU 

^ Ji ^ u 6%) 


4 Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir , (Mesir: al-Tijariyah al-kubra, t. 
th.), h. 94-95. 

5 Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj f (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 1938), Jilid V, h. 288. 

6 Ibn Muflih al-Hanbali, al-Mubdi' fi Syarh al~Muqni', (Beirut al-Maktab al-Islami, 1980), 
Jilid X, h .7, 
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Karenanya tidak boleh mengangkat seseorang untuk menjabat 
sebagai Qadhi ketika tidak besertaan ketidaktahuan atas keahliannya 
memutuskan hukum, seperti halnya tidak boleh mengangkatnya 
menjadi Qadhi besertaan mengetahui ketidaklayakannya. Dan penguasa 
menentukan daerah hukumnya, semisal Kufah dan sekitarnya, atau 
wilayah semisal Baghdad dan sekitarnya, agar ia mengetahui wilayah 
kerjanya sehingga memutuskan hukum wilayah tersebut dan tidak 
memutuskan hukum di luar wilayahnya. 

4 Shahih Muslim bi Syarh al-Nawaun 7 


J\i JaaJLi jloJ\ ^ 

J jls 4SUJ1 ^4 H Jvs 'J* jULl \#3L\ 

L^>lc <Jp <3*-?^' ijp (j' 43 ' (3^^^ 

y\ jls - 4 'ps Sy4>- J {p p Jpp 'SU 4y4d\ 4 f JIX 
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Sungguh shalat di rumah ghasaban itu sah yang menggugurkan 
kewajiban, namun tidak berpahala. Abu Manshur berkata: "Saya 
melihat ulama kita (madzhab Syafi'i) di Khurasan berbeda pendapat. 
Di antara mereka ada yang berpendapat shalatnya tidak sah." Ia 
berkata: "Dalam kitab al-Kamil guru kami (Abu Nashr bin Shabah) 
menyebutkan, seyogyanya shalat tersebut sah dan ia berpahala atas 
shalat itu. Maka pelakunya mendapat pahala atas shalatnya namun 
bermaksiat karena bertempat di rumah ghasaban. Maka jika kita tidak 
menghalangi keabsahan shalatnya maka kita juga tidak menghalangi 
pahalanya." Abu Manshur: "Ini merupakan qiyas menurut riwayat 
ulama yang mengabsahkannya." Wallahu a'latn. 

5. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 8 


J- d^i Z-iyic £sr" G'* oi* 


7 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Naiuawi, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1978), Jilid n, h. 58-59. 

8 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.). Jilid I, h. 295. 
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Jika orang yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual 
beli melakukan transaksi jual beli, maka transaksi jual belinya tetap 
sah. Begitu pula seluruh transaksi yang dilakukannya, karena larangan 
bertransaksi di atas karena alasan eksternal di luar transaksi, sehingga 
tidak menghalangi keabsahannya, seperti (hukum) shalat di dalam 
rumah hasil ghasaban. 


6 . 1'anah al-Thalibin 9 

5^ ojyjz JjU. yj>- y 

,3^- (Jc-Viill ajUAS y- ks*^- 

XyaiuS\ jIjJI <3 


Adapun redaksi kitab Mughni al-Muhtaj serta kitab asalnya (. Minhaj 
al-Thalibin ) yaitu: "Jika orang yang tidak diperbolehkan melakukan 
transaksi jual beli melakukan transaksi jual beli, maka transaksi jual 
belinya tetap sah. Begitu pula seluruh transaksi yang dilakukannya, 
karena larangan bertransaksi di atas karena alasan eksternal di luar 
transaksi, yaitu menyibukkan diri dari shalat Jum'at, sehingga tidak 
menghalangi keabsahannya, seperti (hukum) shalat di dalam rumah 
hasil ghasaban. 

7. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid IH, h. 164. 


436. Hukuman Bagi Produsen dan Pemasok 
Psychotropika dan Narkotika 

A. Pertanyaan 

a. Apakah sumber hukum tentang sangsi ta'zir atas produsen dan 
pemasok psychotropika dan narkotika? 

B. Jawaban 

a. Sumber hukumnya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, atsar shahabat 
dan al-ljma'. 

C. Dasar Pengambilan Hukum 


9 Muhammad Syaththa al-Dimyati, Tanah al-Thalibin, (Beirut Dar al-Fikr, 1997) Jilid IV, 
h. 188. 
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Al-Qur'an 



. ' 4* J* w 'f > j " * s * S- O 

^ ojfl* ^13 
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" Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur, dan pukul mereka. Kemudian 
jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." 
(Q.S. al-Nisa': 34) 


1. 1'anah al-Thalibin 10 

^1)1} aj U} a^ j, J^i) 

jJ 13) fcT & aI 3 Uf S^llf Slj A^ li. S yis jp 


Jg^ll jp A^ tfS&A % vjgjl £1$ (ifit ... oj3& 


(Pasal tentang ta'zir). Yakni dalam rangka menjelaskan hal-hal 
yang mengharuskan berlaku dan terjadinya ta'zir. Secara bahasa ta'zir 
bermakna memberi pendidikan etika, sedangkan menurut syara' 
bermakna memberi pendidikan etika atas perbuatan dosa yang tidak 
terdapat ketentuan had (hukumanjnya dan tidak ada ketentuan denda 
(kafarah) nya. Demikianlah yang disimpulkan dari ungkapan Syaikh 
Zainuddin al-Maliabri. Dalil hukumnya sebelum ijma' adalah firman 
Allah: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur, dan pukul mereka. Kemudian 
jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." 
(QS. al-Nisa' 34) 

(Dalam ayat ini) Allah Swt. membolehkan memukul ketika terjadi 
pelanggaran. Ketentuan ini berfungsi sebagai petunjuk untuk 
diberlakukannya hukuman ta'zir. 


Al-Sunnah 

J jlS aJ & 0 ^\ J USoi. 

jlii jsSil p 


10 Muhammad Syaththa al-Dimyati, Tanah al-Thalibin , (Beirut: Dar al-Fikr, tth.) Jilid IV, h. 
166. 
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Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Abui ' Umais 
telah menceritakan kepada kami, (ia) dari Iyas bin Salamah bin Al-Akwa' 
dari ayahnya: la berkata, Nabi Saw. bersabda: Seorang tokoh kaum musyrikin 
mendatangi Nabi Saw. ketika beliau sedang dalam suatu perjalanan, orang 
tersebut mendekati para sahabat dan melakukan hasutan, lalu pergi. Maka 
Nabi Saw. bersabda: "Carilah orang tadi dan bunuhlah." Maka iapun dibunuh 
dan hartanya dijadikan pampasan perang. (HR. Bukhari) 

1. Tabshirah al-Hukkamfi Ushul al-Aqdhiyat wa Manahij al-Ahkam 11 


i M j ‘yLj AiS <Jy ^ 

S oI$i j, j. JiJSj 

^\>U £ 4AJl j, SiJ 


(Pasal) Dan fa'zir tidak terbatas dengan tindakan dan ucapan 
tertentu, karena sungguh Rasulullah Saw. pernah menta'zz'r dengan 
cara mendiamkan (tidak mengajak bicara). Hal itu berlaku bagi tiga 
orang sahabat yang disebut Allah dalam al-Qur'an al-Karim, mereka 
didiamkan selama 50 hari tanpa ada seorang pun yang mengajak 
berbicara. Kisah mereka itu masyhur dalam hadits-hadits shahih. 
Rasulullah Saw. pernah menta'zir dengan cara mengasingkan, maka 
beliau Saw. memerintak mengeluarkan kaum waria dari Madinah 
dan mengasingkannya. 


Atsar Shahabat 


1. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 12 

$£> O' -Oii oJju ^jA i)jg jJJc- J ij 

Ijsit» J?&)l ^ 5 Ulc 'j$ jOr 

^>-j ^453 l 3 jJi»! '^3 


11 Ibn Farhun al-Ya'mari, Tabshirah al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyat iva Manahij al-Ahkam , 
(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001) Juz H, h. 219. 

12 Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah , (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Jilid V, h. 249. 
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Sepeninggal Rasulullah Saw. para sahabat senior pernah menta'zir 
dengan cara memukul, memenjara dan menghukum mati. Dalam 
sebuah riwayat shahih disebutkan bahwa Umar ra. mengumpulkan 
tokoh ulama dari kalangan sahabat (semoga Allah melimpahkan 
keridhaan kepada mereka) dan bertukar pendapat dengan mereka 
tentang hukuman bagi orang yang melakukan sodomi, maka mereka 
menfatwakan agar diberikan hukuman mati dengan cara dibakar. 
Ini termasuk gambaran terdahsyat dalam masalah ta'zir. Dan riwayat 
shahih juga menyatakan bahwa Ali ra. mendapati seorang laki-laki 
sedang berduaan dengan seorang perempuan yang melakukan perbuatan 
mesum namun tidak sampai melakukan hubungan badan, maka Ali ra. 
memberikan hukuman cambuk sebanyak seratus kali. 

2. Tabshirah al-Hukkamfi Ushul al-Acjdhiyat wa Manahij al-Ahkam 13 


VLWwal Kjatui J\5 AiIL)\ Aj oSjj 1 
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Demikian pula tindakan para sahabat sepeninggal Nabi Saw. 
Kami sebutkan sebagian keterangan yang terdapat haditsnya yang 
sebagiannya merupakan pendapat ulama kita (madzhab Maliki) dan 
sebagian lain merupakan pendapat di luar madzhab. Di antaranya 
adalah Umar ra. memerintahkan sanksi boikot berbicara kepada Dhabigh 
yang menanyakan al-Dzariyaat (angin yang menerbangkan debu) dan 
ayat lain yang semisalnya, serta menganjurkan orang lain mendalami 
ayat-ayat mutasyabbih al-Qur'an. Umar ra. menjatuhinya hukuman 
pukulan yang menyakitkan dan mengasingkannya ke Basrah atau 
Kufah, serta memerintah agar memboikot berbicara dengannya, sehingga 
tidak ada seorang pun yang berbicara dengannya sampai ia bertobat. 


13 Ibn Farhun al-Ya'mari, Tabshirah al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyat wa Manahij al-Ahkam, 
(Beirut Dar al-Kutub al-'Einiyah, 2001) Juz H, h. 219. 
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Lalu penguasa daerah setempat menulis surat pada Umar ra. tentang 
tobatnya, lalu Umar ra. memperbolehkan orang-orang berbicara kembali 
dengannya. Di antaranya adalah Umar ra. pernah menggundul kepala 
Nadir bin Hajjaj dan mengasingkannya dari-Madinah ketika ia membuat 
kaum wanita tergoda karma syair-syairnya dan dikhawatirkan terjadi 
fitnah karenanya. 


Al-Ijma' 

1. Al-Ijma' 14 


jya» g* g\ g&y u jf u jyi # jy i 6? jp 


Para ulama bersepakat, bahwa sungguh bila seseorang berkata 
kepada orang lain: "Hai kafir!", atau "Hai Nasrani!", maka ia wajib 
diberi ta'zir, dan tidak ada hukuman had baginya. 


2. Majmu’ah al-Fatawa 15 

Jc>- Sl Q fcjj*-** ^3 

3^-® J«3 
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Dan sungguh para ulama telah sepakat, bahwa hukuman ta'zir 
itu disyariatkan pada setiap maksiat yang tidak terdapat hukuman 
had dan hukuman kaffarah padanya. Maksiat ada dua macam, yaitu 
meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Barangsiapa 
tidak melaksanakan kewajiban padahal mampu melaksanakannya, 
maka ia adalah orang yang bermaksiat yang berhak dihukum dan 
dita'zir. Wallahu subhaanahu a'lam. 


Pertanyaan 

b. Bolehkah menjatuhkan hukuman mati kepada produsen dan 
pemasok psychotropika dan narkotika dalam pandangan Islam? 

Jawaban 

b. Hukumnya boleh, karena sudah jelas pemasok psychotropika 
dan narkotika menimbulkan mafsadah yang besar. 


14 Ibn Mundzir, cd-Ijma', (Qatar: Riasah al-Mahakim al-Syar'iyah wa Syuun al-Diniyah, 
1987), h. 113. 

15 Ibn Taimiyah, Majmu'ah al-Fatawa, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), Jilid XIV, Juz XXVIII, h. 
351-359. 
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Dasar Pengambilan Hukum 
Al-Qur'an 


j' '3^4 O' 4 03*^3 -”^>-33 OjjjGtfr i $! ’fr Lljl 
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" Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal 
balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka 
di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q5. Al-Maidah: 33) 

Al-Sunnah 


14 ? o3)\j U?j^i ^ Jj-*3 ^ c-ii* s|§ Aiil djLj oJLl jlS \ jJuS 
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"Dari Dailami Al-Himyari, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah 
Saw.: "Ya Rasulallah, kami tinggal di negeri yang bersuhu udara dingin 
dan kami mengatasinya dengan cara kerja berat dan kami membuat minuman 
dari gandum ini untuk menambah kekuatan kami dalam bekerja dan mengatasi 
dinginnya suhu di negeri kami." Beliau Saw. menjawab: “ Apakah menyebabkan 
mabuk?" Aku menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Jauhilah!" Kata Dailami: 
"lalu aku mendekat tepat di hadapan beliau Saw., dan hal tersebut aku tanyakan 
kembali kepada beliau. Maka beliau menjawab: "Apakah memabukan?" Aku 
menjawab: "Ya." Sabda beliau: "Jauhilah!" Aku berkata: "Orang-orang tidak 
meninggalkannya." Beliau menjawab: "Jika mereka tidak meninggalkannya, 
maka perangilah mereka!" (HR. Ahmad, dan Abu Dawud) 


Aqwal al-Ulama 

1. Al-Fiqh al-lslami wa Adillatuh. 16 


16 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-lslami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), Juz 
VII, h. 518. 
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Barang siapa kejahatannya di muka bumi tidak bisa tercegah kecuali 
dengan hukuman mati, maka ia harus dihukum mati. Seperti pemecah 
belah persatuan muslimin, pengajak bid'ah agama ... dan Nabi Saw. 
pernah memerintah hukuman mati pada seorang lelaki yang segaja 
berbohong, Dailam al-Himyari pernah bertanya kepada beliau Saw. - 
hadits riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya al-Musnad- tentang orang 
yang tidak mau berhenti minum arak, pada perintah beliau Saw. yang 
keempat, beliau Saw. bersabda: " jika mereka tidak meninggalkannya, maka 
perangilah mereka!" 

Kesimpulannya: Bahwa diperbolehkan menjatuhkan hukuman 
mati sebagai kebijakan bagi orang-orang yang biasa melakukan 
tindak kriminal, para pecandu minuman keras, para pengajak tindak 
kejahatan, pengganggu keamanan negara dan semisalnya. 


437. Penetapan Nasab Berdasarkan Tes DNA 

A. Pertanyaan 

Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam 
ilhacj al-Nasab sebagaimana al-Qiyafah ? 

B. Jawaban 

Bisa untuk menafikan Uhcuj al-Nasab, namun belum tentu bisa untuk 
menentukan ilhaq al-Nasab. 


C. Dasar Pengambilan Hukum 
Al-Sunnah 
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"Dan Aisyah Ra. ia berkata: "Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam'ah 
berselisih tentang seorang anak lelaki. Kata Sa'ad: "Ya Rasulallah , ini anak 
saudara laki-laki saya 'Utbah bin Abi Waqqash. Ia telah berpesan kepadaku 
bahwa bocah tersebut adalah anaknya. Lihatlah kemiripan bocah ini. Akan 
tetapi Abd bin Zam'ah berkata: "Bocah ini saudara laki-laki saya wahai Rasulallah, 
ia dilahirkan dari hubungan badan ayahku dengan budak wanitanya." Lalu 
Rasulullah Saw. meneliti kemiripannya, maka beliau melihat anak itu sangat 
mirip dengan 'Utbah, lalu beliau bersabda: "Anak ini saudaramu wahai Abd 
bin Zam'ah, seorang anak adalah milik orang yang berhubungan badan di 
tempat tidur, sedangkan bagi orang yang berzina mendapat kerugian, dan 
pakailah tirai darinya wahai Saudah binti Zam'ah. Sejak saat itu Saudah 
tidak pernah melihat anak itu lagi." (HR. Bukhari) 
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"Dari A'isyah Ra., ia berkata: "Sungguh Nabi Saw. mengunjunginya 
dengan keadaan suka cita, guratan kegembiraan nampak di wajah beliau. 
Lalu beliau bersabda: "Tidakkah kamu tadi melihat Mujazzir ( seorang ahli 
nasab) memandang Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu berkata: 
"Kaki-kaki ini memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain." 

Abu Isa (Tirmidzi) berkata: "Ini merupakan hadits hasan shahih." Dan 
sungguh Ibn 'Uyainah meriwayatkan hadits ini dari al-Zuhri dari Urwah 
dari Aisyah, dengan tambahan: "Tidakkah kamu melihat Mujazzir melintas 
di depan Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid saat kepala mereka tertutup 
dan terlihat kakinya. Lalu ia berkata: "Sesungguhnya kaki-kaki ini memiliki 
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kesamaan antara satu dengan yang lain." 

Demikianlah Sa'id bin Abdirrahman dan lebih dari seorang perawi 
menceritakan hadits ini kepada kami, dari Sufyan bin Uyaynah, dari al- 
Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dan inimerupakan hadis shahih, sebagian 
ulama telah menjadikan hadits ini sebagai hujjah dalam masalah cjiyafah. 
(HR. Tirmidzi) 


Aqwal al-Ulama 

1. Tharaiq al-Hukm fi al-Syar'iyah al-Islamiyah 17 


« +% 4 . 


‘Si l 5' NJ Sj uii ££ ^ 

.od/i jai j 


Terkadang hasil penelitian laborat bisa memberi manfaat, hanya 
saja detail dan kebenaran secara pasti masih menjadi bahan diskusi, 
dikarenakan kemiripan golongan darah antara seseorang dengan orang 
lain merupakan hal yang bisa saja teijadi, di samping masih terbukanya 
kemungkinan kesalahan hasil analisa laborat dan terjadinya pemalsuan. 
Oleh karena itu penggunaan sarana ini hanya untuk meniadakan 
hubungan garis keturunan saja, dan tidak untuk digunakan dalam 
menetapkan hubungan garis keturunan ( nasab ). 

Z Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh ™ 


p jp \'xpu zM ? ‘J ftoj 4* spp b\ 

j* \'p 4xp\ spi yidVi j& fJj ^ & 4«uf 

djas a,o^=dii'y> joid gf jp Jju ^ 'ji. 


Kemungkinan paling maksimal dalam hal tersebut adalah bahwa 
andaikan Rasulullah Saw. tidak meyakini informasi ahli nasab, tentu 
beliau menganggapnya sebagai larangan, asumsi, perkiraan, dan 
taksiran, dan tentu akan sering dalam tidak tepat dalam beberapa 
kesempatan, meski bisa tepat dalam kesempatan lain. Maka ketika 
beliau Saw. membiarkan dan tidak menolaknya, maka pembahasan 


17 Shalih Ali Nashir, dkk, Tharaiq al-Hukm fi al-Syar'iyah al-Islamiyah, h. 350. 

18 Abdul Malik al-J uwaini / Imam Haramain, al-Burfumfi Ushul al-Ftijh, (Beirut Dar al-Kutub 
al-'Ilmiyah, 1997) h. 188. 
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tentang nasab itu berdasarkan teori qiyafah. Maka penerimaan ahli 
nasab dari kajian tersebut bisa menunjukkan, bahwa cjiyafah adalah 
dasar penentuan nasab, dan demikian yang mungkin dalam masalah 
tersebut. 

3. Al-Thurucf al-Hukmiyahfi al-Siyasah al-Syari'ah 19 

Ja\j SjrjA-l Jjktf AsUill Ja\ (jl ^Jsal)\j 

jSUSW Ji b‘J& tgp \ siiviil ^H\ jp 


j# «w aus j* gtj oVsWij 

Ali p. ps a !> tl» 

Yang dimaksud adalah sungguh ahli qiyafah itu seperti pakar 
bidang tertentu, juru taksir, juru pembagi, dan semisalnya dari orang- 
orang yang berpedoman pada perkara yang bersifat kasat mata dan 
bisa dilihat mereka. Dalam hal tersebut mereka memiliki tanda-tanda 
yang secara khusus diketahui mereka, yaitu kemiripan, perbedaan, 
taksiran, dan ukuran luas. Yang lebih mendalam dari hal itu adalah 
orang-orang yang berkumpul untuk melihat hilal, ketika satu atau 
dua orang di antara mereka melihatnya, maka diputuskan dengan 
informasi satu atau dua orang tadi, tanpa informasi dari selainnya. 

4. Takmilah al-Majmu' 20 

Jp Ulc-iy oJlilVj l^Slil cJLIS' \jS> aI jiili 5' Jp 

.X»-Ij -iij j&\ £ 5l*ia3 OolS” (jjj -lajbl jSI 

J-uSli C£j\ ££>iH stoilj JniSM vi4i. 

<ipi*0 3J giaSj Aljili ££;jJL)l t .w Mi 1— p-taU JjcoJI 

\g\ % tjScr jd jp bis oij pfli 5' liSU} ... psJ-\ iii 
a!^ ili jjsS jf Slj d jb i& jjis bii 

OolS" li). Jyui ^Jo <j)l <^jLUI 3J UasnJi# ^ 

ol v r-% "J" ceb\ ^V\ - 0 \ r j % j > 

19 Ibn Qayyim al-Jauziyah, d-Thuruq ai-Hukrrdyah fi aTSiyasah d-Syandh, (Kairo: Dar al-Hadits, 
2000), h. 139. 

20 Bahkit al-Muti'i, Takmilah al-Majmu', (Beirut: Dar ai-Fikr, t th.). Jilid XV, h. 311-312. 
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Berdasarkan pada sebab-sebab mengetahui (nosab seseorang) 
pada zaman kita ini telah begitu luas dan kaidah-kaidahnya berpijak 
pada sebab-sebab yang lebih detail dan dasar-dasar yang lebih kokoh, 
sekalipun pada sebagian kasus tidak bisa memberikan hasil pasti. 
Terkadang ilmu modem menggunakan teori qiyafah ketika penelitian 
medis tidak memberikan hasil. Qiyafah merupakan salah satu cabang 
ilmu kedokteran syar'i, atau merupakan landasan nyata kedokteran 
syar'i. Bagi orang yang membaca buku-buku kedokteran syar'i yang 
berbahasa Arab atau selain Arab, maka ia akan mendapat kejelasan 
tentang keabsahan hukum penentuan nasab berdasar pendapat pakar 
qiyafah ini ... 

Dan perlu perhatikan, bahwa penelitian sempel darah di sini, 
meski berpijak pada dasar-dasar ilmiah, akan tetapi sifatnya hanya 
untuk menafikan hubungan darah, bukan untuk menetapkannya. Ia 
hanya dapat menyatakan: "Ini bukan bapaknya.", dan tidak dapat 
menyatakan: "Ini bapaknya." Sebab, terkadang seorang bapak punya 
golongan darah (yang bersambung dengan golongan darah) anak 
yang diklaim sebagai anak orang lain, namun hal ini bisa dimentahkan. 
Maka si pendakwa berkata: "Jika golongan darah si anak adalah O, 
sedangkan golongan darah ayah yang didakwa (bukan sebagai bapaknya) 
adalah AB dan si ibu adalah B, maka para ahli medis menghukumi 
secara pasti bahwa orang ini bukan ayah bagi anak tersebut. Namun 
jika golongan darahnya sama dengan golongan darah si anak, maka 
para ahli medis menyatakan: "Kemungkinan dia adalah bapaknya, 
dan kemungkinan bapaknya adalah orang lain." berdasarkan pada 
qiyafah yang paling bagus, yaitu mengenali bagian-bagian anggota 
tubuh semisal kedua tangan, kaki, dan ciri-ciri wajah. 

5. Takmilah al-Majmu' 21 


4% o* s C' S 

AiljLSL U -feJuC- p511 pl» 


21 Bahith al-Muti'i, Takmilah al-Majmu’, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Jilid XVII, h. 410. 
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dua perempuan bersaudara, lalu tertukar dalam berhubungan badan 
pada masa sucinya dari haid, dan si perempuan melahirkan anak 
yang mungkin berasal dari dua lelaki itu, dalam penentuan nasab 
anak itu), sungguh bisa memakai kedokteran syar'i untuk menganalisa 
golongan darah dua lelaki (si suami dan si lelaki lain) tersebut dan si 
ibu. Jika terjadi kekaburan golongan darah bagi kedua lelaki itu, maka 
digunakan teori cfiyafah. 


6. Badai' al-Shanai'fi Tartib al-Syarai' 22 

jt 
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(Dalam kasus budak perempuan yang dimiliki dua orang lelaki, 
lalu melahirkan anak dan kedua pemilik mengklaimnya sebagai anak 
darinya, maka menurut madzhab Hanafi anak itu adalah anak kedua 


22 Mahmud bin Ahmad al-Kasani, Bada’ i al-SIuma'i fi Tartib al-Syarai', (Beirut: Dar al- 
Kutub al-'Ilmiyah, 1978), Jilid IV, h. 58-59. 
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mereka berdua dan si ibu menjadi umm al-mustauladahnya. Sedangkan 
menurut Menurut Imam Syafi'i, anak itu adalah hanya anak salah 
satu dari mereka). Karena sungguh syariat menerima pendapat 
seorang pakar qiyafah dalam menentukan nasab. Sebab diriwayatkan, 
seorang ahli qiyajah lewat di depan Usamah dan Zaid ketika keduanya 
berada di bawah selendang bersabut yang menutupi wajah mereka, 
sementara kaki mereka terlihat. Lalu ahli qiyafah itu berkata: "Kaki- 
kaki ini memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain." Ketika 
mendengar hal itu Rasulullah Saw. bergembira sehingga terlihat 
keceriaan tersimpul di wajahnya. Maka Rasulullah Saw. mengakui 
pendapat ahli qiyafah, karena beliau tidak membantahnya, bahkan 
beliau tetapkan dengan memperlihatkan kegembiraannya. 

Dan kita (madzhab Hanafiyah) memiliki dalil ijma' sahabat. 
Sebab diriwayatkan, bahwa peristiwa tersebut pernah terjadi di masa 
Khalifah Umar bin al-Khatththab Ra. Lalu beliau menulis surat pada 
Syuraikh yang berisi: "Mereka berdua telah membuat samar (kasus 
ini), maka samarkan (kasus ini) bagi mereka. Anak itu adalah anak 
mereka, dia mewarisi (harta) mereka dan mereka mewarisinya." 
Peristiwa itu dihadiri para sahabat dan tidak dikutip ada seseorang 
yang mengingkarinya, maka menjadi ijma'. Mengingat sebab hak 
nasab anak tersebut adalah berdasarkan hukum asal kepemilikan 
(atas ibunya), dan kepemilikan itu ada pada mereka berdua. Maka 
dengan kadar kepemilikan tersebut, bagian nasabnya menjadi tetap, 
lalu menjalar (ke keseluruhan anak tersebut) karena darurat nasab 
tidak bisa dibagi-bagi. Maka tetaplah nasab anak itu dari masing-masing 
mereka berdua secara sempurna. 

Adapun kegembiran Nabi Saw. dan tidak adanya bantahan dan 
pengingkaran dari beliau, maka kemungkinan bukan karena beliau 
menerima informasi ahli qiyafah sebagai hujjah, namun karena hal 
lain, yaitu orang-orang kafir mencela nasab Usamah Ra. dan mereka 
meyakini metode qiyafah. Ketika seorang ahli qiyafah menyatakan hal 
tersebut, maka gembiralah Rasulullah Saw. karena nampak sudah 
kesalahan pendapat mereka berdasar metode yang menjadi hujjah 
menurut mereka. Maka kegembiraan beliau pada hakekatnya disebabkan 
hilangnya celaan mereka pada Usamah karena metode yang menjadi 
dalil hilangnya celaan menurut mereka sendiri. Dan riwayat yang 
bersifat kemungkinan tidak layak dijadikan hujjah. 
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7. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 23 
■» ... 4j*)A 5 jLuaijl <j \ _j)ll 
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Ulama madzhab Hanabilah berpendapat, dalam habisnya masa 
iddah dengan melahirkan bayi disyaratkan tiga hal: . . . 

Dan maksud ahli qiyafah yaitu orang yang mempunyai keahlian 
n*iengidentifikasi kemiripan anak dengan bapaknya. Ini adalah yang 
takari para Fuqaha. Barangkali di masa kita sekarang ini tes darah 
menggantikannya. Maka jika dimungkinkan mengetahui golongan 
d^rah anak dari golongan darah sang bapak, maka bagus. Dan jika 
bisa diketahui kemiripannya dengan salah satu dari kedua lelaki 
g bersetubuh dengan ibunya (dalam kasus seorang wanita yang 
menikah di masa ‘iddah dan melahirkan seorang anak yang mungkin 
dinisbatkan pada kedua lelaki itu), atau pendapat para ahli qiyafah 
berbeda dalam kasus ini, maka bagaimanapun si ibu harus menjalani 
masa ‘iddah selama masa tiga kali haid, terhitung setelah melahirkan. 


438. Melegalkan Lokalisasi Pelacuran 

A. Pertanyaan 

Bagaimana hukumnya melegalkan lokalisasi sebagai upaya taghyir 
al-Munkarat atas PSK, penjudi, pemabok, gay dan sebagainya? 

B. Jawaban 

Hukumnya haram, karena: 

1. Melegalkan lokalisasi tersebut bukan taghyir al-munkarat, bahkan 
membenarkan, menolong dan melestarikan kemaksiatan. 

2. Upaya taghyir al-munkarat justru dengan cara penutupan tempat- 
tempat maksiat dan memberikan hukuman kepada para pelakunya. 

C. Dasar Pengambilan Hukum 

23 Abdurrahirtan al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1996), Jilid IV, h. 461. 
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Al-Qur'an 
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" Katakanlah : “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 
Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, 
berbuat ibniklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh 
anak-anak kamu karena takut kemiskinan, ’Kamiukan memberi rezeki kepadamu 
dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbudtan-perbudtan 
yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan 


sesuatu yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya 
kamu memahami " (QS. Al-An'am: 151) 

0 &" j4ij ^ jJI 

"Dan janganlah kalian mendekati zina, sungguh zina adalah perbuatan 
keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32) 

'<u>l o] '-ST ijS3lj jNi Jp jJ~ jp ijijUSj 
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"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. al-Maidah: 2) 

Al-Sunnah 


* ^ > '• - 




"Afcu (Abu Sa’id) mendengar Rasulullah Saw. bersabda: ", Barangsiapa di 
antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan 
tangannya, lalu jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya, lalu jika tidak 
mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah iman terlemah . " (HR. Muslim) 
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Aqwal al-Ulama 

1. RuhaRMa'anifi Tafsir al-Qur' an al-' Azhiiri 24 
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" Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji.”, maksudnya 
zina. Sedangkan pemakaian kata jama' bisasaja untukmengungkapkan 
betapa kejinya perbuatan itu, atau karena begitu banyak orang yapg 
melakukannya, atau untuk mencegah berbagai macamnya. Oleh sebab 
itu maka dibuat badai darinya Firman Allah: " Baik yang terang-terangan 
maupun yang tersembunyi.", yakni yang dilakukan secara terang- 
terangan di warung-warung sebagaimana menjadi dri orang-orang 
yang bejat moralnya, ataupun dilakukan secara tersembunyi dengan 
menjadikannya sebagai teman, seperti kebiasaan kaum terhormat. Tafsir 
tersebut diriwayatkan dari Ibn Abbas, al-Dhahhaq, al-Suddi. Pendapat 
lain menyatakan, yang dimaksud adalah semua maksiat. 

2. Qawa'id al-Ahkamfi Mashalih al-Anam 25 


^ js ^\ jsiSj 225 

j^iii 5* jy gig iii j&i j\ ju & 
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Bobot beberapa wasilah (perantara) tindakan yang bertentangan 
dengan syari’ah itu berbeda-beda sebab perbedaaan kehinaan tujuan 
dan bahayanya. Maka perantara tujuan yang paling hina merupakan 


24 Mahmud al-Alusi, Ruh d-Ma'anifi Tafsir d-Qur’an al-'Azhim, (Bdrufc Dar al-Fikr, 1994), 
jilid V, h. 80-81. 

25 Izzuddin Ibn Abdissalam, Qawa'id d-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Kairo: Dar al-Syarq, 
1968), Jilid I, h. 126-127. 
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perantara paling hina dari pada perantara-perantara lainnya. Oleh 
sebab itu, perantara ketidaktahuan tentang dzat dan sifat Allah lebih 
hina dari pada perantara ketidaktahuan tentang hukum-hukumNya. 
Perantara pembunuhan lebih hina dari pada perantara perzinaan. 
Perantara perzinaan lebih hina dari pada perantara makan dengan 
jalan yang tidak benar. Menolong pembunuhan dengan mencegah 
makan dan minum lebih jahat dari pada menunjukkan pembunuhan 
... Dan semakin kuat suatu perantara dalam mengantarkan pada 
suatu bahaya, maka dosanya lebih besar dari pada dosa pengantar 
bahaya yang lebih rendah darinya. 


3 . Al-Tasyri' al-Jim'i al-Islami 26 
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Jp j £ J4& J&\j oUll\ 


Dan usaha mengubah kemaksiatan hanya bisa dilakukan pada 
maksiat yang secara alamiah bisa ditafsirkan secara fisik. Adapun 
perbuatan maksiat lisan dan hati maka secara fisik tidak mampu 
diubah. Begitu pula setiap maksiat yang hanya ada di diri dan batin 
dan hati pelaku maksiat. 

4. Ahkam al-Sulthaniyah 27 
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Adapun perbuatan-perbuatan munkar seperti zina, berbagai jual 
beli yang rusak, dan yang dilarang syari'ah disertai persetujuan dua 
pelakunya, jika perbuatan itu menurut kesepakatan ulama adalah haram, 
maka wali al-ftisbah (pihak berwajib) harus mengingkari dan melarangnya. 
Kebijakan hukumannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan 
tingkat bahayanya. 

5. Ihya 'Ulum al-Din 28 


26 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' al-Jim'i al-Islami, (Beirut: Muass&sah al-Risalah., 
1992) Jilid i K 506. 

27 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa ai-HaJaH 6), h, 253 . 
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Rukun ( hisbah/amr al-ma'rufmhi al-Munkar) yang keempat adalah 
proses hisbah itu sendiri. Proses hisbah memiliki beberapa tingkatan 
dan etika. Pertama mencari kemunkaran, lalu memberitahukannya 
(pada pelakunya), mencegah, memberikan wejangan dan nasehat, 
mencerca dan berkata dengan kasar, merubahnya dengan kekuatan, 
mengancam dengan pukulan, membuktikan ancamannya dan benar- 
benar memukul, menghunus senjata, kemudian berupaya meraih 
kesuksesan dalam hisbah dengan meminta bantuan pertolongan dan 
bala tentara. 


Ditetapkan di: Boyolali - Solo 

Pada tanggal : 18 Syawal 1426 H / 1 Desember 2004 M 
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28 Abu Hamid al-Ghazali, fltya' 'Ulum al-Din, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939), Jilid II, h. 
324. 
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KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
NOMOR: 01/MUNAS/VII/2006 
TENTANG BAHTSUL MASA'IL DINIYYAH WAQITYAH 

MUSYAWARAH NASIONAL 
ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA 

Menimbang : a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi 
tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk 
membahas masalah-masalah yang berkembang di 
masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang 
menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut 
salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pe- 
doman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang 
demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat; 

b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau 
Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak 
di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, 
pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang 
yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah, 
perlu secara terus menerus melakukan perbaikan 
dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya 
dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut 
faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah 
satu madzhab empat; 

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada 
huruf a dan b tersebut di atas. Musyawarah Nasional 
perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Diniyyah 
Waqi'iyah; 

Mengingat : a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama 
Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas 
Alim Ulama Nomor II/MAUNU/ 1401 /4/1983 
tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926; 

b . Keputusan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama 
Nomor: 137a/A.II.3 /7/2006 tentang Jadwal 
Acara dan Peraturan Tata Tertib Musyawarah 
Nasional Pasal 8 dan pasal 5 Anggaran Dasar 
Nahdlatul Ulama. 
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Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah 
Nasional Alim Ulama tanggal tanggal 3 Rajab 
1427 H/28 Juli 2006 M; 

b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi 
Waqi'iyyah yang disampaikan pada Sidang 
Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama 
Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H/ 
27-30 Juli 2006 M; 

c. Ittifak Sidang Pleno Musyawarah Nasional 
Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 
2-5 Rajab 1427 H/ 27-30 Juli 2006 M; 

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridha Allah Swt.: 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM 
ULAMA NAHDLATUL ULAMA TENTANG BAHTSUL 
MASAIL DINIYYAH WAQTIYAH; 

Pasal 1 Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh 

keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-Hasil Bahtsul 
Masail Diniyyah Waqi'iyah sebagai pedoman dalam 
memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut 
faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu 
madzhab empat, dan mewujudkan tatanan masyarakat 
yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat; 

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul 

Ulama untuk mentaati segala Hasil-Hasil Bahtsul Masail 
Diniyyah Waqi'iyah ini; 

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; 

Ditetapkan di : Surabaya 

Pada tanggal : 5 Rajab 1427H/30 Juli 2006 M 

MUSYAWARAH NASIONAL 
ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA 

PIMPINAN SIDANG PLENO 
ttd ttd 

Drs. KH. A. Hafizh Utsman Drs. H. Masrur Ainun Naiih 

Ketua Sekretaris 
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439. Meresmikan Tempat Ibadah Agama Non Muslim 

A Deskripsi Masalah 

Dalam- kehidupan keberagamaan yang heterogen sikap tasamuh' 
(toleran) antar umat beragama menjadi sebuah keniscayaan. Islam pun 
menghargai nilai-nilai toleransi terhadap pemeluk agama lain dalam 
koridtor dan batas yang telah ditentukan. 

Akan tetapi, umat Islam tetap wajib menjaga serta memelihara 
keutuhan iman tanpa tercemari keyakinan, agama lain, terkait dengan 


1 a fjMamSsj KjTapT»! gaji tg a) gg| bT* 7; jjigfcjrj USraj ia KjfgTffiJi «TjMfa ggg f») |T5 


tindak kekufuran dan, kemusyrikan. 
B. Pertanyaan 


Bagaimanakah hukum seorang muslim meresmikan tempat ibadah 
agama lain? 

C Jawaban 

Meresmikan tempat ibadah agama lain pada dasarnya adalah haram. 
Bahkan bisa menjadi kufur bila disertai ridha terhadap kekufuran. 
Kecuali bagj seorang muslim yang terpaksa (makrah) dalam pandanya 
syar'i sedangkan harinya tetap beriman- 
D. Dasar Penetapan 




ol Jfc ^3U5. 


■ > a 


"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam- berbuat dosa dan pelanggaran, dan 
bertakwalah kamu> kepada Allah Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya. " 
(QS. Al-Maidah: 2) 

1. Ahkamal-Ou/an 1 


Jli: 4&I iS? Jp \^Jsr jGjlk» i 91 (Jfc ij&JlaS 



Dan Firman Allah Swt.; "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran," adalah larangan menolong orang selain kita (umat 
Islam) dalam berbuat maksiat kepada Allah Swt. 


1 Ahmad bin Ali al-Razi abjashash, Ahkam al:Qur'an, (Beirut Dar al-Ihya' abTurats al- 
'Arabi, t th.), Jilid H, h. 296. 
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2, Tafsir al~Qur'an al-Azhim 2 


JjW' Jp cjh ^ 04^5^5^' jfc % 





itb| 


Ds® Fumat». AJlate Swt : 
dan: pelanggaran. 



d)0sa(&&lta*afficu 

3% 4lw* q * 


J^-^% M* 'S; 


"Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari 
akhirat saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah 
dan RasulNya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau 
saudara-saudara ataupun keluarga mereka. " (QS. AI-Maidah: 2) 




"Burangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman ( dia mendapat 
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap 
tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi orang yang melapangkan 
dadanya untuk kekafiran, maka, kemurkaan Allah menimpanya dan baginya 
azab yang besar." (QS. Al-Nahl: 106) 


Al-Suamah. 

$$ ^ ya? % <is m d a & 4 3* 




• ' .f 

'>C 


"Diriwayatkan dari Abu Hvrairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 
" Janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan bila 
kamu berjumpa dengan mereka di jalan maka desaklah mereka ke tempat yang 
lebih sempit. " (HR. Muslim) 


2 Ismail bin Umar/Ibn al-Kateir, Tafsir al~Qur'an al-Azhim, (Beirufc Dar ai-Fikr, t th-), 
JHUSJIlT. 
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1. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim 3 

jjJa iJ/jN GUwal j\5 <£~io\ (Jl JjjjS ^u2j lilj^ i)jS 

’&jh -jC- O»- 6jSjlaJ 6^ ta) Ai** 9 ' $> 


fSc-\ <u|3 ojJ>j (j^y'] ^ l jk=C^j £_"p-^s 


Sabda Rasulullah Saw.: "Dan bila kalian berjumpa dengan mereka di 
jalan maka desaklah mereka ke tempat yang lebih sempit." Menurut Ashhab 
al-Syafi'i, bila orang-orang Islam sedang lewat di jalan, maka orang- 
orang kafir dzimmi tidak diberi jalan di tengah, tapi dipinggir. Sedangkan 
bila jalannya sedang tidak penuh maka tidak apa-apa (mereka berjalan 
di tengah). Para Ashhab mengemukakan bahwa peminggiran tersebut 
sekiranya tidak menjatuhkan orang dzimmi itu ke dalam jurang, terbentur 
tembok atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. 


Aqwal al-Ulama 

1. Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam 4 

\ jj£ f Uli i# & y.]&\ JotiN jlLi\ 

gUJJlj jju UglM j* 


Contoh yang ketiga puluh enam; Membiarkan maksiat, semuanya 
adalah mafsadah. Namun ketika tidak mampu melawannya dengan 
kekuasaan maupun lisan, maka boleh membiarkannya. 


2. Al-Iqna' 5 

Mi. i# ii * >jus fj£ bu. 

jllslll aJSJI^- <ji j. J-a ji J-J oli j3 -Sl -5^ 

Jp (Ji ^UaJl (Jl 5^ 

oi ULij 


3 Muhyiddin al-Nawawi, al~Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut Dar al-Ihya' al-Turats 
al-'Arabi, t. th.), Juz XIV, h. 147. 

4 Izzuddin bin Abd al-Salam, Qawa r id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Beirut : Dar al-Kutub 
al-Ilmiyah, t. th.). Juz I, h. 77. 

5 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, cdAcpn dan Syekh Sulaiman bin Amr Ibn Muhammad al- 
Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairami ' ala al-Iqna', (Beirut Dar al-Fikr, 1995), Jilid IV, h. 291-292. 
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L,jLj €\j Jilu jpj) &J\ <j\ (jt j\ &jz yj.) &$ 

% ’J>k=b\ £S?- j* ^ j f &£ 'jfe-j 

jj IJaUS AlJaJliS- e^sajij j! C-o\5” I tiUi <j aVj^ 3 ^j^=» 

A l j\y^ j\ <^>-jj£- U^Iaj <J& j) U Aj jJ elSl^*j 


Penutup. Haram mengasihi orang kafir, berdasarkan Firman Allah 
Swt. " Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman . 
kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang 
menentang Allah dan RasidNya. " Bila dikatakan: "Dalam bab al-Walimah 
(resepsi pernikahan) telah dijelaskan bahwa bergaul dengan orang-orang 
kafir adalah makruh." Maka saya jawab, bahwa maksud bergaul itu 
hanyalah secara lahiriah, sedangkan kasih sayang merupakan gejolak 
hati. Bila dikatakan lagi: 'Tidak mungkin seseorang menolak gejolak hati." 
Maka saya jawab: "Hal itu bisa dilakukan dengan memutus sebab-sebabnya, 
seperti dikatakan: "Berbuat jahat itu bisa memutus tali kasih sayang." 

Perkataan al-Khatib al-Syirbini: "Haram mengasihi orang kafir." 
Maksudnya adalah rasa suka dan gejolak hati. Sedangkan hukum 
pergaulan lahir saja adalah makruh. Dan redaksi dari Syarh Imam 
Ramli adalah: "Dan haram mengasihi mereka (orang kafir)." maksudnya 
adalah gejolak hati yang bukan karena kekufuran. Bila tidak, maka 
kufur. Baik gejolak hati itu kepada orang tua, anak, atau yang lainnya. 
Dan dimakruhkan bergaul dengan mereka secara lahiriah, walaupun 
dengan saling tukar menukar hadiah, demikian menurut kajian yang 
kuat, selama tidak bisa diharap keislaman mereka. Dan hukumnya 
disamakan pula seperti tadi, bagi dua orang yang semisal berhubungan 
kerabat atau tetangga. 

2. Al-Bahr al-Raiq 6 



JU J» f\S 61 Jl* 

yiajCj 


Al-Tharasusi berpendapat: "Bila seseorang berdiri karena 
mengagungkan diri orang kafir dan kekufurannya maka ia kufur. 
Sebab, rela dengan kekufuran adalah kekufuran (pula), maka 
bagaimana bisa kekufuran menjadi (dinilai) agung?" 


6 Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakr, al-Bahr al-Raiq 
Syarh Kanz al-Daqaiq, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.). Juz V, h. 124. 
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438. Daur Ulang Air Mutanaj jis 

A. Deskripsi Masalah 

Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan umat manusia. 
Sedangkan pasokan sumber air bersih yang layak dikonsumsi seringkali 
kurang mencukupi kebutuhan, terutama pada musim kering. Untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut ada upaya mendaur ulang air muiamjiis 
(yang terkena najis), untuk menjadi air bersih yang layak dikonsumsi 
dengan upaya rekayasa manusia, dengan proses kimiawi. Artinya atas 
rekayasa menusaa secara kimiawi air mutmyjis berubah menjadi air bersih 
dengan menghilangkan dri-ciri mutamjjis sebelumnya, yang mencakup 
wama,bau, dan rasa. 

B. Pertanyaan 

Apakah air mutamjjis yang telah berubah menjadi air bersih secara 


! &ii*wrrar* Kirai ri n *Tvt mttWsPRS n ssmsim. 


C. Jawaban 

Air mutamjjis yang telah berubah menjadi air bersih secara kimiawi 
(yang hilang perubahan warna bau dan rasanya), tersebut dapat 
dihukumi tbahir muthahhir apabila volume hasil air yang diproses 
itu mencapai batas minimal dua qullah. 

D. Dasar Penetapan 
Al-Sunnah 


p S» jdt 51? & *ji>t 4*5 jia j» 4,535 gpi & J55 33 

ifcj 

tjcli aU 3I Ijili Jjl jytj J>\ jlS 


o? ljW*5 j\ U 


"Dari Ibn Umar Ra ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah Saw. ditanya 
tentang air yang ada di tanah tandus dan air yang berulangkah didatangi 
binatang buas dan binatang ternak. Kata Ibn Umar ra. Ras ulull ah Saw. 


menjawab: "Bila air sebanyak dua cjullah, maka tidak membawa najis." 
Berkata Abdah: " Muhammad bin Ishatj berkata: "Satu qulldh sama dengan 
satu tempayan, dan (ukuran) yang diambil untuk air minum. " Berkata Abu 
Isa (Tirmidzi): " Itu pendapat al-Syafi'i, Ahmad dan lshaq. Mereka berpendapat: 
"Bila air mencapai dua qullah, maka ia tidak menjadi najis oleh apapun, 
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selama bau atau rasanya tidak berubah. Mereka juga menyatakan: " Satu 
qullah itu sekira-kira lima girbah air. ' n (HR Tirmidzi) 

U iSJcS 5j % J ^ Ji» j\l i;u\ \£. 

(U.U 5:1 ;ijj) Aijlj ^ 

"Dari Abu Umamah al-BahUy m ia berkata: " Rasululah Saw telah ber sabda: 
"Sesungguhnya air tidak bisa ternajisi deh apapun, kecuali yang mempengaruhi 
bau, rasa dan warnanya . " (HR Ibn Majah) 

2. Aqwal al-Ulama: 

a. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 8 

OoV <jl* jJai e\l}\ 's\j\ \aj <jliu illl <j\i; 

>T :u 4 au; 0I3S *_i ^ jSiiii jjj: jg jij Jiau 

Jij -iij jL ji 

S'Pijdi f'-* J'j Oi Jki gsd> o?j^'3*J or^' fdl ’P (^Hl) 

g 31^ ids 4J, S53 I^T jf Sas L£ i oS' fiji <->% % 'J$> 

3! gji ) 0 jJa\ ^p, ip Jj jki^i «*> 3 * j 3 ot ^ J'3 o& dd 

A-*— ij>\ <Jp ^4!» 

441 oV jd '1*3 ^ N M 

^ P\ j'j 013 P& <i'j *P* 3 ' 

>L 34^ p U4S34 gg $ g^i 3^ ^ «Jd' 03M 0' 43^ ^jSU- 
' 4 * St 'jJfT 53^=4 5 k 3 ^*k tP J' 3 j 

*J&> \^3^iiJi 4 iSi £$ 44^i Jlllj' a$$ 23^3 &iS 
P gjitl o& p£ *U &i >J &3 % & o£ 

p\ 4 ii \j A, i\lL $jL\ do~U Ifl is J-4d 


7 Dua yaitu ± 190 Bter i^au ^ cm 1 Lihat Mustafchafa D&i td-Tadzhib fi 

Adillah Mant Ghayah wa aI-Taqrib, (Damaskus: Dar Ib Katsir, 1996) Cet Ke-6 h. 13. 

8 Muhyiddin al-Nawawi, al~majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirufc Dar al-Fikr, 1317 H), Juz I y 
h. 190-191. 
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Penulis (Abu Ishaq al-Syirazi) berkata: "Bila ingin mensucikan air 
yang terkena najis, hendaknya diperhatikan terlebih dahulu; bila najisnya 
disebabkan perubahan pada air tersebut, sedangkan volumenya lebih 
dari dua qullah maka air tersebut bisa sud, bila (i) perubahannya hilang 
dengan sendirinya, atau (ii) dengan cara ditambahi air baru, atau (iii) dengan 
dibuang sebagiannya. Karena kenajisannya disebabkan perubahan dan 
perubahan tersebut telah hilang." 

Penjelasan: Bila perubahan air najis telah hilang dan airnya lebih 
dari dua qullah maka dipertimbangkan dahulu; (i) bila hilangnya perubahan 
disebabkan penambahan air baru, maka tanpa khilaf, air tersebut menjadi 
sud, baik air baru itu sud atau najis, sedikit atau banyak, dituangkan atau 
bersumber dari (tempatjnya. (ii) Bila perubahannya hilang sendui, yakni tidak 
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dilakukan rekayasa apapun padanya, yaitu perubahannya hilang karena 
terkena sinar matahari, angin, atau lewatnya waktu, maka menurut 
al-Madzhab air tersebut suci, dan demikian pula menurut mayoritas 
ulama. Al-Mutawalli meriwayatkan pendapat Abu Said al-Ushtukhri 
yang menyatakan, bahwa air tersebut tidak menjadi suci. Sebab, ia 
sudah menjadi najis sehingga tidak bisa sud dengan sendirinya. Namun 
pendapat ini tidak berarti apa-apa (tidak menjadi masalah), mengingat 
sebab ke«fl/isannya adalah perubahan. Bila perubahan itu hilang 
maka air tersebut menjadi sud kembali berdasarkan sabda Nabi Saw.: 
"Bila air telah mencapai dua qidlah maka ia tidak najis." (iii) Bila perubahan 
kondisi air hilang karena dibuang sebagian, maka tanpa terdapat khilaf, 
air itu menjadi stici, namun dengan syarat volume sisa air setelah 
pembuangan sebagiannya masih mencapai dua qullah. Bila yang 
tersisa kurang dari dua qullah, maka tanpa terdapat khilaf air tersebut 
tidak kembali sud. Hilangnya perubahan kondisi air dengan membuang 
sebagiannya, bisa digambarkan, sekira airnya banyak dan tidak 
terkena angin, kemudian saat air berkurang, angin bisa masuk 
dan menguranginya. Begitu pula bila terkena matahari, sehingga air 
tadi bisa menjadi bagus. 

Kemudian bila perubahan kondisi air tadi sudah hilang dan telah 
kita hukumi suci, lalu air tersebut berubah lagi, maka ia tetap suci, dan 
perubahan (kedua) tidak mempengaruhi kesuciannya. Sebab, air tersebut 
adalah air sud yang berubah bukan karena najis yang mengenainya. 
Maka, air tersebut tetap suci seperti halnya air yang belum pernah 
terkena najis sama sekali. Demikian penuturan penulis kitab al-Hami 
(al-Mawardi). Keterangan ini cukup jelas dan tidak samar lagi. Wallahu alam. 

Penulis berkata: "Bila air itu dimasuki debu atau kapur (gamping: 
Jawa) sehingga perubahannya hilang, maka dalam hal ini ada dua 
qaul. Dalam al-Umm Imam Syafi'i berkata: "Air itu tidak bisa menjadi 
sud. Sebagaimana tidak bisa menjadi suci pula bila air itu diberi kapur 
barus atau misk kemudian bau najisnya hilang." Namun dalam Harmalah 
ia mengatakan: "Air itu bisa menjadi sud." Dan ini merupakan pendapat 
al-Ashah, sebab perubahannya sudah hilang. Seperti halnya bila 
perubahannya hilang sendiri atau karena ditambah air baru. (Debu 
atau kapur/ gamping) ini berbeda dengan kapur barus dan misk, 
sebab bisa jadi perubahan baunya masih ada. Air yang ditambahi 
kapur barus dan misk tidak menjadi suci dikarenakan dominasi bau 
kapur barus dan misk mengalahkan perubahan baunya tadi." 
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Penjelasan: Kedua qaul ini masyhur. Penulis menyebutkan, bahwa 
salah satunya terdapat < MamalAJntm > sedangkan, yang satu lagi dalam 
riwayat Harmalah. Demikian dikatakan pula oleh: al-Mahamili dalam 
d-Mttjmu ! . AhQadhi Abu Thayyib beikaia: "Kedua qaul ini: dikutip oleh 
Hamalah ; <fon juga oleh akMUzani ddam ! a/^mi?a/*^S^fc■r. /, SyaikhAbu 
Hrinid dan akMawardi beikata: "Kedua cjauL ini di kutip deh al-Muzani 
dalam kitabnya aL-fami' ah-JSahir, dari ahSyafTii" Penulis kitab al-Syamil 


" Dalam 

"Airita menjadi suci"' Sementara 
suri." Begitu 
'Air itu tidak 


dalam- riwayat Hamtalah ia berkata: 

menjadi suci" Maka kutipannya; ini berbeda dengan kutipannya (sendiri) 
dalam al-Majtnu', kutipan penulis al-Muhadzdzab, 
ulama dari Hamtalah yang menyatakan, bahwa air tersebut menjadi 
suri; 




bahwa ia mengutip dua cjaul dari’ al-Syafi'i. Maka kutipannya dalam 
kitab cd-Tajrid dari Harmalah tadi benar dan (benar pula) kutipan para 
Ashhab. Kemudaan para penulis kitab fiqh, berbeda pendapat tentang 
manakah yang lebih shahik dari dua qaul tersebut? Penulis: dalam kitab 
al-Muhadzdizab ini, dan dalam al-Tattbih, begitu pula gurunya^ ai-Qadhi 
Abu Thayyib, Abu al-Abbas, al-Jurjarti alrSyasyi, dan yang lain, 
membenarkan riwayat yang menyatakan bahwa: air tersebut menjadi 
suri. Itu adalah pendapjat pilihan. 

b. Hasyiyaft al-Qulyubi wa ' Umairah f 

» gz m isi %) 

Ij^tt y ^ {g** 0 < 3 ^ 0 ^' 

«.Uli {(f*?’ £$) *ll£» *ij- i J>^c3Si £*& (Jjl p. ij'jlll jij 

Jp ^ *^i %£■“ *** » £l : i UU ejjzj jd' tioudL- (^jLiklir) O^jtaU 

Jlj i ftil Jjk’ y*- tj?i (< .*£> °jJu, Jlj (jU) 40^1 4 ^j 


9 Jalaluddin ai-Mahalli, Syarah Minhaj al-Thalihin pada Hamisy al-Qulyubi dan Umairah , 
(Surabaya: al-Mishriyah, t. ttt); Jilid I, h. 21-22. 
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(Air dua qullah tidak menjadi najis karena terkena najis), berdasar 
hadits; “jika air mencapai dua qullalh maka ia tidak membawa najis. " Hadits 
ini dishahihkan oleh Ibn Hibban dan yang lain. Dalam riwayat Abu 
Daud dan riwayat yang lainnya, dengan sanad shahih: “Sesungguhnya 
air dua qullqh itu tidak menjadi najis. " Itulah maksud sabda Nabi Saw. 
“Tidak membawa najis, " Yakni menolak dan tidak menerimanya. (Jika 
najis tersebut membualnya berubah) yakni membuat berubah air 
dua qullah itu (maka ia menjadi najis), berdasarkan hadits riwayat Ibn 
Majah dan selainnya "Air tidak menjadi/ najis oleh sematu kecuali yang 
dapat mempengaruhi bau rasa dan warnanya"' (Jdka perubahan dengan 
sendirinya itu hilang) yakni bukan karena tercampur dengan sesuatu. 



air lain) yang digabungkan, (maka ia menjadi suci). Sebagaimana yang 
hilang adalah sebab najisnya, (atau karena misk dan za'Jaran), dan cuka, 
yakni bau najis hilang lantaran misk, warna najis hilang karena za'Jaran 
dan rasa najis hilang karena cuka, (maka air itu tidak) menjadi suci. 
Sebab masih diragukan, apakah perubahan air itu hilang atau 
tertutupi? Bahkan yang z/w/ur adalah tertutupi. 

Ungkapan al-Mahalfc "Y akni bau najis hilang ..." Memberi pengertian, 
bahwa salah satu sifat tidak bisa menutupi yang lainnya. Oleh sebab 
itu, bila bau najis hilang dengan cuka atau za'Jaran, maka air tersebut 
suci . 10 Begitu pula yang lainnya. Ungkapannya tadi juga memberi 
pengertian bahwa dalam najis taqdiri hanya diandaikan perkara 
yang sesuai dengan sifat yang ada. Air najis berbeda dengan air 


10 Mungkin yang tepat adalah tidak suci. Sehingga redaksinya bukan jjfc tetapi 


yang suci dengan beratnya perkara najis. Begitu dikatakan, dan di 
situ ada pembahasan mendalam. Ungkapan al-Mahalli: "Sebab 
masih diragukan, ..." Guruku berpendapat: "Keraguan itu terjadi 
bila misalnya, bau misk tercium. Bila tidak, sekira baunya dan bau 
najis sama-sama samar, maka air tersebut suci menurut al-Mu'tamad. 


441. Tanggungjawab Pihak 
Asuransi atas 5 isa Kredit Rumah 


A. Deskripsi Masalah 

Perusahaan asuransi yang bergerak di bidang jasa semakin banyak 
bermunculan, seiring dengan semakin banyaknya orang yang merasa 
perlu jaminan atas kemungkinan resiko yang akan menimpanya. 
Untuk memperoleh jaminan dari perusahaan asuransi, seseorang 
diharuskan membayar kepadanya sejumlah dana tertentu (premi), 
baik secara kredit maupun kontan. 

Transaksi penjaminan asuransi terkadang juga menyertai trasnsaksi 
kredit Rumah Sederhana dan Sehat (RSS). Dalam transaksi penjaminan 
asuransi tersebut terdapat perjanjian, bahwa pihak perusahaan asuransi 
akan menanggung resiko untuk melunasi sisa kredit rumah manakala 
debitur meninggal dunia. Akan tetapi, jika debitur tidak meninggal 
dunia, ia tidak memperoleh sesuatu apa pun dari jumlah dana (premi) 
yang telah dibayarkan. 

B. Pertanyaan 

Apakah sah menurut hukum Islam, sistem penjaminan perusahaan 
asuransi untuk menanggung pembayaran sisa kredit, manakala debitur 
asuransi meninggal dunia? 

C. Jawaban 

Akad atau transaksi asuransi dei gan jaminan dalam bentuk 
pembayaran sisa kredit, manakala debitur asuransi meninggal dunia, 
adalah haram dan tidak sah. Sebab akad atau transaksi asuransi tersebut 
mengandung unsur gharar (tipuan/ketidakjelasan), qimar (ketidakpastian), 
dan riba. 

D. Dasar Penetapan 


Al-Oiirian 

O 1 l yl A= »d 'i/ ]j 


idli 


650 Ahkamul Fuqaha 



© lirj Oj ‘j&Uif ijiui •}> }&; ^ 


" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu . " 

(QS. Al-Nisa': 29) 

1. Ma'alim al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil 11 


p fev .l ; i jl4= »l5 ^ 


Dan firman Allah Ta'ala: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil" dengan 
jalan haram, yaitu riba, perjudian, ghasab, mencuri, khianat, dan lainnya. 
Dan dalam satu versi, dengan jalan akad-akad yang fasid." 


fJjVTj ^UsVfj^JTj Loj ip; oyf ^ 




"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 
termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah: 90) 


Al-Sunnah 

jj— ^ 5^ *j£jk { j^- 

"Dari Abu Hurairah, sungguh Rasulullah Saw. telah melarang praktik jual beli 
(dengan) lemparan dan jual bdi yang mengandung ketidakjelasan. " (HR. Ahmad) 
1. A-Minhaj Syarh Shahih Muslim 12 

<ajS L r’^ C/? 

Vjso&cj» js- Yj£ J j\JL« j4~~* 

*di ^ dUUi £*) diL f* j3 Uj jp N U} 


11 Ibn Mas'ud al-Baghawi, Ma’alim al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil, (Beirufc Dar al-Ma'rifah, t. 
th.), Cet. ke-2. Jilid I, h. 417. 

12 Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut:: Dar al-Ihya' al-Turate 
al-'Arabi, t. th.), Cet. ke-2. Juz X, h. 156. 
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g&j Jj Ja^ g#j <jj 

% §*£ ^ j> ^ jw* U& i-U j% jp«5^ & P>J *f$ 

y \S| *2§ ^uto ^ul jy.£ d\ AM iS| u£ ^Si J*s J^4 
^ ^ ^\Hj| gl jj$\ cH y» M $ %> 4^ j*ili «dn 
.\^jj $\Ui j* 4 j$\ 0 § &£ 5 ^ 1 a^ 4l}>JJ 3*& 5% 

Dan pelarangan jualbeli gharar (yang mengandung ketidakjelasan) 
mempakan prinsip penting dari beberapa prinsip dalam kitab tentang 
jualbeli. Karenanya> Imam Muslim mendahulukannya {dari pada yang 
lainnya). Jualbeli gharar mencakup banyak kasus, sepati jualbeli budak 
yang melarikan diri> barang yang tidak ada, barang yang tidak diketahui, 
barang yang tidak bisa diserahterimakan, barang yang belum dim iliki 
secara sempurna oleh penjual, ikan yang masih dalam air banyak> air susu 
yang masih dalam tetek (belum diperah), janin yang masih di kandungan, 
sebagian barang tumpukan tanpa kadar yang jelas, sepotong pakaian 
dari beberapa pakaian, seekor kambing dari beberapa kambing, dan 
semisalnya. Semurnya merupakan jualbeli yang tidak sah, sebab mengandung 
ketidakjelasan tanpa adanya hajat {yang melegalkannya) . Ada pula 
sebagian ketidakjelasan yang diperbolehkan dalam praktik jualbeli. 
Seperti ketidakjelasan pondasi rumah, jualbeli kambing yang sedang 
hamil, dan kambing yang dalam tetekrtya ada air susunya, maka semuanya 
sah. Sebab, pondasi itu mengikuti bagian rumah yang tampak, dan 
sebab hajat mengharuskan begitu. Sebab, tidak mungkin melihatnya. 
Demikian pula pada janin dan air susu kambing. 


J3>\ £ M ^ & 

^ 13 » jr jiSj 

"Dari Abdullah bin llmar, sungguh Nabi Allah Saw. telah melarang 
khamr, perjudian, permainan dadu, dan ndmemm keras dari jagung (produksi 
Etopia)." Dan beliau bersabda: "Segala (minuman) yang Memabukkan adalah 
haram. " (HR. Abu Dawud) 

Aqwal al-Ulama 

1. Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 13 : 


13 M^aitwflad Bukhait al-Muthi'i, Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab , (Jeddah: 
Maktabah al-Irsyad, t th.) Jilid Xin / h. 470-471. 
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^jj (a^4\ ^ &h \) &jA z$J\ jJg ( t ) (*0h $ &h\) 
Sfi\ i4i\ •■• «Si g«b jp 4=4' j> oU»4' #8 Ji tt>is 4i:4M 
j£l Aj»i -< ^ ^ u a^ 6u4^' -n o-d j& fyl. 

^Uisj N U 4 J <j Ail^ay j_^C- Aji -i jlMl Jp jl*| A--y jliij Aji —Y 

jj4-^ a^j_ 4 f£U -v ujji -1 A^jij 4.13^1 ^ -0 %iili 

. Aj^-jj Ajjl vaj . i i N — A 


Ditinjau dari segi bentuk dasarnya asuransi dibagi menjadi dua 
macam: (1) al-Ta'min al-Tabadduli al-Ta'awuni (Asuransi Kolektif), (2) 
Al-Ta'min U al-Qishti (Asuransi Premi). Kita batasi pembahasan pada 
jenis kedua saja. Sebab, inilah yang masih diperselisihkan. Asuransi 
jenis ini dijalankan oleh perusahan asuransi dengan berdasar asas 
niaga. Perusahan asuransi menentukan harga rumah yang diasuransikan 
dan bersepakat dengan nasabah (yang masing-masing punya ketentuan 
sendiri) yang dijamin untuk diberi ganti rugi. Yakni dengan membayar 
sejumlah harta sebagai asuransi dari musibah, ketika benar-benar 
terjadi musibah maka mereka akan diberi sejumlah harta tertentu. 
Asuransi semacam ini memiliki banyak varian, sesuai dengan resiko 
yang mungkin dihadapi seseorang, dan bisa diklasifikasikan menjadi 
tiga varian: (a) Asuransi pribadi, temasuk di dalamnya asuransi jiwa, 
(b) Asuransi properti, (e) Asuransi tanggungan sosial. Terkait asuransi 
dan berbagai variannya, pendapat para ulama terbagi menjadi tiga ... 
Pendapat pertama mengharamkannya dengan beberapa pertimbangan, 
yaitu: (1) Jaminan dalam asuransi merupakan kesanggupan pada 
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hal yang belum pasti terjadi. (2) Menguasai harta orang lain dengan 
cara-cara yang tidak benar. (3) Mengandung unsur taruhan, judi atau 
setidaknya nmenyerupai judi. (4) Ketidakjelasan dan ketidakpastian, 
sehingga tidak layak dengan standar akad (yang diperbolehkan). (5) 
Bertentangan dengan aturan warisan dan wasiat. (6) Mengandung unsur 
riba. (7) Mayoritas persyaratannya fasid (rusak menurut hukum). (8) 
Tidak terdapat tuntutan ekonomi yang mengharuskannya. 

2. Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asyirah u 


j jp jUi a fi lip OolSJI Jalijl 

(o?> ^ jp ;S\yJl Ujli 

iiJu Aii % eo \5 jp J^ii 

't" * ' ' # 0 

\ 4 Ajta ^ jpULs^t ^-3-Aj -xSj 

^3 ' 5 / ^3 

zJ&lS 1 u 0^ «te U41 aJ^ A^ij julij 

^13 03^ N a^ Uj JI 3 UUI ^ 

* * 0 


Asuransi niaga atau model premi tetap merupakan transaksi fasid 
(gugur dalam hukum). Sebab akad ini bergantung pada spekulasi 
kecelakaan dan ketidakpastian, yang terkadang terjadi dan terkadang 
tidak. Maka transaksi ini secara subtantif sama dengan judi. Ada lima 
sebab yang mengharamkannya, yaitu: (1) Riba, dengan sebab adanya 
tambahan pembayaran premi tanpa imbal balik. (2) Gharar atau 
ketidakpastian yang cukup kuat, sebab akad ini berdasarkan pada 
spekulasi yang simpangsiur dan belum wujud. (3) Perjudian. Terkadang 
seorang nasabah (pemengang polis) baru membayar premi sekali 
dan mengalami kecelakaan sekali (sudah bisa mengajukan klaim). 
Terkadang ada pula yang sudah lunas membayar semua premi, namun 


14 Wahbah al-Zuhaili, Al-Mii'anuMi d-M&yah d-Mu'asyirah, (Damaskus: Dar al-Rkr, 2008) , Get 
ke-6, h. 127-128. 
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sia-sia belaka (tidak bisa mengajukan klaim karena belum mengalami 
kecelakaan). Terkadang perusahaan bangkrut, sebab menanggung sejumlah 
klaim yang tidak sebanding dengan premi yang ia terima, yang disebabkan 
gharar atau ketidakjelasan (dalam akad ini). ( 4 ) Potensi kerugian besar, 
karena ketidakjelasan obyek akad. Selain itu, juga mengadung unsur 
perjudian. Sebab mempertaruhkan keselamatan jiwa dan harta sampai 
batas waktu yang tidak ditentukan. ( 5 ) Jahalah (ketidakjelasan), sebab 
jumlah nominal premi yang harus dibayar oleh nasabah tidak diketahui 
secara pasti oleh kedua belah pihak. Begitu pula kompensasi yang harus 
dikeluarkan oleh perusahaan. Bahkan jahalah atau ketidakjelasan ini 
tampak sekali dalam jumlah premi yang dibayar oleh nasabah dan masa 
terjadi terjadinya resiko. 

3.Al-Mu'atnalah al-Maliyah al-Mu'asyirah 1S : 

jSy 4 fci cxM $jh diai 

f £ \J 4 Ifci oUlil sUL aytao ^ ;>dl j gLUdl 

j ipty 1 -iil ^£3 ^ 1^*11 >j^l ^ ^3 ( r >w /*\n0 

(^VA/aVTAA) ^\c- 

£ ( r \wv/*\nv) f t &£Lll 

dj 5 l\ <iuj\ ^ j 353 (f\wy*>ivr) 

> 5 . jp jjii ifJ lo>a i~li A& £jl*§l» oUkll ^ £$/<-> (f M 

% *sudi di- Stj y: n s> s g sjti 

j jdi 43 ou jjj gkb jp £,ud\ 4^3 sjui-i jdi 4*3 

53 ^' ^ u ^ a£$ £>ud\ 
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£ 3^13 «3&li cJs & jj jLs» &&& cH A\ 3* 0^1 3! 


15 Wahfeah al-Zuhaili, AI-Mu-rnmldi d-Ma Myah d&U'&syirsk, (Damaskus: Dar ai-Fikr, 2008) , Cet 
ka 4 K 26 a- 26 i 
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"0 -* 

Memang ada rumusan kolektif ‘dan komparatif yang menyatakan 

berdasarkan asas dan metode berbagai macam jenis asuraftsi. Kendati 
begitu, pengharaman asuransi niaga muncul dalam Muktamar ‘Ulama 
Islam ke-2diKaipo tahun 1385 ‘H., MuktamarUlamaHam ke-7;juga'di3<aiFO 

Fiqh al-lslami I^thahd J AlamaUhtami'dd Makkah th.1398 M./19!78 M., 
Keputusan Majlis Haiah Kibar al-Waria di Kerajaan Arab Saudi, thil 357 

1413 H. /1993 M. dan Keputusan Majma' aUFitfkttlb^ No. 9 

(9/2) F/E Rumusan haram itu mengingat asuransi niaga merupakan 
akad fasid. Sebab, asuransi niaga dibangun atas dasar spekulasi resiko 
yang kadang terjadi dan kadang tidak. Maka secara subtantif asuransi 
niaga merupakan judi. Tidakbisa dfisategofikan dan disamakan pula 
dengan transaksi mudharabah. Sebab, dalam transaksi mudharabah 
pemilik modal menanggung sendiri resiko kafannya, yang terjadi 
sebaliknya pada asuransi. Dalam mudharabah, bila pemilik modal mati, 
maka ahli waris hanya mendapat harta yang telah dibayarkannya. 
Berbeda dengan asuransi, ahli waris berhak menerima sejumlah 
klaim nominal yang amat besar. Dalam karakteristik akad asuransi 
tidak terdapat kemungkinan kerugian, berbeda dengan mudharabah. 
Keuntungan dalam mudharabah terukur dalam prosentase yang tidak 
terbatas pada nominal tertentu (hal ini berbeda dengan keuntungan 
dalam akad asuransi). Asuransi niaga ini juga tidak bisa disamakan 
dengan akad kafalah atau dhaman (tanggungjawab) sebab kesalahan, 
merusak, atau menguasai (hak Orang lain). Sebab, kafidah adalah 
menggabungkan tanggungjawab pada tanggungjawab lain dalam 
hutang yang sudah tetap dan pasti. Sedangkan hutang dalam asuransi 
niaga bersifat belum tetap, belum jelas dan belum pasti. 

442. Masa Tangguh Atas Ma fqud 
(Orang yang Hilang Kabarnya) 

A. Deskripsi Masalah 

Bencana Alam yang beruntun menimpa Indonesia menimbulkan 
permasalahan tersendiri. Misalnya, seseorang menjadi tmftjud (hilang 
kabarnya), tidak diketahui di mana keberadaaannya, kapan akan 
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kembali, dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. 


khususnya istri yang perlu mendapat kepastian untuk menikah dengan 
laki-laki lain. Demikian pula bagi ahli waris dalam kepastian untuk 
mendapatkan warisannya. Sebab, ji 



ternyata ia datang kembali. 


B. Pertanyaan 

1. Berapa lamakah masa tangguh atasseorang mafqud bagi istrinya untuk 
menikah dengan laki-laki lain? Begitu pula bagi ahli waris untuk 
mewarisi harta peninggalannya? 

2. Bagaimanakah bila seseorang yang mttfqud itu kemudian datang 
kembali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lairi? Begitu pula 
setelah hartanya dibagikan kepada ahli waris? 

C. Jawaban 

1. Masa tangguh bagi istri dan ahli waris atas seorang mafqud diperinci 
sebagai berikut 

a. Masa tangguh atas secarang mafqud bagi istri untuk boleh menikah 
dengan laki-laki lain, terdapat tiga pendapat, yaitu: 

1) Sampai terdapat kepastian si mafqud meninggal dunia. 

2) 4 tahun dan 4 bulan 10 hari (masa 'iddah wafat). 

3) Sesuaikeputusan hakim, baik karena J&sfch maupun pelanggaran 
ta'l iqthalaq. 

b. Masa tangguh atas seorang waa/^wc/bagjahli warisuntukmewarisi 
harta peninggalannya, terdapat dua pendapat, yaitu: 

1) Sampai terdapat kepastian simdfqud meninggal dunia. 

2) Sampai meninggalnya mayoritas orang-orang yang seusia 
dengan orang yang mafqud itu. 

2. Apabila si mafqud datang kembali, maka: 

a. Bila istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain, maka dalam 
hal ini terdapat dua pendapat: 

X) Istri tersebut tetap menjadi istri suami yang baru. Sebab, 
pernikahannya riengansi mo^ud sudah terputus dengan 
faskh atau keputusan hakim. 

2) Suami mempunyai dua opsi, yaitu: (1) Menarik istrinya 
yang telah menikah dengan laki-laki lain. Atau (2), merelakan 
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istrinya menjadi istri suami yang baru dengan kompensasi 
mahar mitsil yang harus dibayar suami baru tersebut kepadanya. 

b. Bila harta warisannya sudah dibagi ahli waris, maka mereka 
wajib mengembalikannya ataupun menggantinya, bila harta warisan 
yang diterimanya telah habis. 


D. Dasar Penetapan 
Al-Our'an 


U jJlju <Sl lyJUtj mL>-I ^Jfcj ^j>- ^ l,4sa,v ll oJL L p 'Ij 

'&\*0\ l>UTj |£Jbf 


"Janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk bercujad nikah, sebelum 
habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang 
ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyantun." (QS. Al-Baqarah: 235) 


1. Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Aayi al-Qur'an 16 

e JuLc ^£-U==uJI SJLiP i jyig gSj jUS 

Jag i' jlS IfcjJuUjj pisaaAu l e jiU*]' ol^D' eJX- 

ijH jus iiii ^ ^ <^i 4^1 

i t/lpj yji.1 OjU^AJ 

j 0' ys JiUJ [?rt ; yJl] 

J** ^ ^ f-^ ^ 

Agllf j aI4-I 


Maksud Allah Swt. dengan firmanNya: "Janganlah kamu ber'azam 
(bertetap hati) untuk beraqad nikah." adalah jangan kalian sahkan akad 
nikah wanita yang masih dalam masa 'iddah. Lalu kalian tetapkan 
wanita tersebut antara kalian dan mereka para wanita, dan kalian 
nikahi dia sebelum habis masa iddahnya. Firman Allah Swt.: "Sebelum 
habis 'iddahnya." adalah sehingga wanita itu sampai pada batas habis 


16 Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan 'an Ta’wil Aayti al-Qur'an, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 527. 
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masa 'iddahnya, yang telah dijelaskan Allah Swt dengan firmanNya: 
" Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan 
meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan 
dirinya (ber'iddah) empat bidan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah: 234). Allah 
telah menyebutkan batas masa 'iddah dalam al-Qur'an. Artinya, 
bagi sepasang calon pengantin, si calon mempelai laki-laki tidak boleh 
menikahi calon mempelai perempuan yang masih dalam masa 'iddah. 
Lalu ia berkeinginan mengikatnya dengan tali pernikahan, kecuali 
ia telah menghabiskan masa 'iddahnya. Maka seketika itu pula batas 
waktu 'iddah yang Allah tetapkan dalam al-Qur'an telah habis. 



yr»* :UjjI Ojj ^43 Ojbjfr 


" Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan 
meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan 
dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234) 




"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki." 

(QS. Al-Nisa': 24) 


Al-Sunnah dan al-Atsar 


V j g} JP 0' ^ J* & y**- 0*' (f' 

jl aIo JL» <jp 


", Dari Ibn Umar r. a. ia berkata: "Nabi Saw. telah melarang orang menjual 
jualan orang lain, dan melarang orang meminang pinangan orang lain 
sehingga orang tersebut membatalkan pinangannya lebih dulu atau ia 
mengizinkannya. " (HR. Ashhab al-Sittah, dan ini redaksi Bukhari) 


fejj cjSJj &\ JVS 0' 

f* - L ** J (*-» i* CH 


" Dari Said bin al-Musayyab, sungguh Umar bin al-Khattab ra. berkata: 
"Wanita yang kehilangan suaminya, lalu ia tidak mengetahui keberadaannya, maka 
ia menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani masa iddah empat 
bulan sepuluh hari, kemudian ia halal (menikah lagi)." (Riwayat Malik) 
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1 . Tanwir al-Hawalik Syarh al-Mutawatha' v 

V* Ji-jo p jf V 45 I& fUiil j£i d4-j> Oij JUU jlS 

U P 513 15jo* elfe iuu j\s t^J} Jj^v 

jp jis 5jj^ jaat di^Sij euu Jvs 

JVS Asl^l Jjf V5 |\ju 2> J ^ 'S» jjty %3 JVS $ g5 

<— jlc- V ^sliaj |IJU\ J cJVi v_j\Ja«kl Jj JJLc- J dUU 

l$»Jj l$> O* ^ tio-JJi# U L) 4j^U? IJLL JkSj 42 j * s*-j 

duu jvs iyi i^k otr jjS/v ji 1 ^ jtJ ;3 j! 

jj 5 a«Jl jj 1 j»A J J} (.■ r -» * . ■» , < - La IjjJ 


Imam Malik berkata: "Jika ia menikah setelah selesai masa 'iddahnya, 
kemudian suami barunya itu melakukan hubungan badan dengannya 
ataupun tidak, maka tidak ada jalan bagi suami pertama untuk kembali 
padanya." Imam Malik berkata: "Demikianlah ketentuan masalah ini 
menurut kami. Namun jika suami lama menemui sang istri sebelum 
terjadinya pernikahan yang kedua, maka dialah yang lebih berhak 
terhadap istrinya." Imam Malik berkata: "Saya mendapati para ulama 
mengingkari riwayat yang dikatakan oleh sebagian ulama berasal 
dari Umar bin al-Khattab, ia berkata: "Suami pertama boleh memilih, 
meminta mahar yang telah diberikan kepada istrinya atau memilih 
istrinya." Imam Malik berkata: "Dan telah sampai kepadaku, bahwa 
Umar bin al-Khattab berkata tentang wanita yang mendapat talak 
dari suaminya yang tidak ada di tempat (sedang pergi), kemudian 
si suami meruju'nya, namun pernyataan ruju'nya tidak sampai ke pihak 
istri, sementara yang sampai kepadanya hanya talaknya saja, kemudian 
si wanita itu telah menikah lagi: "Sungguh bila suami kedua telah 
melakukan hubungan badan dengannya ataupun belum, maka tidak 
ada jalan bagi suami pertama yang telah menjatuhkan talak untuk 
kembali pada istrinya." Imam Malik berkata: "Riwayat ini yang paling 
aku sukai dari beberapa riwayat yang telah aku dengar tentang kasus 
ini dan tentang mafqud." 


17 Abdurrahman al-Suyuthi, Tanwir al-Hawalik Syarh al-Mutawatha', (Mesir: Isa al-Halabi, 
t. th.), Juz U, h, 95. 
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Aqwal al-Ulama 

1 .Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin ls 


jJ oi (j-^ai) 

ej]j p£=»li- (Jl jJ -aIj Jj <3^ Oi ^ jl£=»\il 

4jy» J-U- <Jp kJtiji jllj £^*- £& jl >\ (jjj I4|i^ <CJUajlj 

ls^ jl5 &te ji ji i£L ^ a!i_$$i jjJ-i 

Aj l^>Cc>-i llVj jlj olijll 5 JX- JO*j jLS Cfcir? pJjJUlj 

£&Jl) s$-l iiu N} ^ Jj f\ $ £jiil 


Pasal tentang suami yang pergi dari istrinya. Jika tidak terputus 
beritanya, maka status pemikahannnya tetap berlanjut. Dan hakim 
memberikan nafkah untuk si istri yang diambilkan dari harta suaminya, 
bila memang hartanya terdapat di daerah tempat tinggal si istri. Jika 
tidak ada, maka hakim menulis surat kepada hakim di tempat suami 
berada untuk menuntutkan hak si istri. Jika beritanya terputus, dan tidak 
bisa dipastikan tentang kondisinya, sehingga ia diduga mati, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat; (1) Qaul Jadid al-Azhhar menyatakan, wanita 
tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai terbukti 
kematian atau talaknya, dan kemudian ia menjalani masa 'iddahnya. (2) 
Qaul Qadim menyatakan, wanita tersebut menunggu selama 4 tahun, 
kemudian menjalani masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya 
(4 bulan 10 hari), kemudian sudah diperbolehkan menikah. Hujjah yang 
disampaikan para ulama atas qaul jadid adalah, bahwa budak wanita 
yang melahirkan anak seorang sayyid yang mafqud tidak merdeka 
dan hartanya tidak boleh dibagi. Selain itu, hukum asal dalam masalah 
ini adalah si suami pertama masih hidup dan pernikahan masih sah. 


2. Raudhah al-Thalibin wa ' Umdah al-Muftin 19 

fj $ <J^ <J± 'J$> tSi 

J lilit ££ llil ty ^Stt »4 q#jc5 ute; 


18 Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 4 Umdah al-Muftin, (Beirut: al-Maktab 
al-Islami, t. th.), Cet. ke-2, Jilid VIII, h* 400. 

19 Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah' al-Thalibin wa ' Umdah al-Muftin, (Beirut: al-Maktab 
al-Islami, t th.), Cet. ke-2, Jilid Vm, h. 402-403. 
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jL2l S Uasi-1 Ull~» tiU jl p.ff=»4-' ^)l 'H 6 (J^ <J)^ C^ - 

1| <j&' &©' ^ 14^' 'i*3 u^J' p *&r% p=^ 

»>IK i& lili 0I3 UjTS Uf 4=J-li Jili |>l£ ASjiJU ’fk=L\ lili uli 

5JV5 lllil 4-1 ^ C^=J oji jUJ^l Jj^l £U=i *%1 jiS VIUU3 

ojj Ji y p ligg^ 1 U*f gi 31- JJ&13 3^131 


u&s j$\ ji y ^ fe\y\ j && ^\l\ 0 I 3 4\ {ps p 

d\ 60 jd-L S^iljl 0 ' J& &\ U 4 >i gfr ^Ij&l gP jnii} 

Aj (_£A»i 4 ^ i 3*£' 0 ^ o - U j - . ...^ _/4-* A^_* J^-Uj 0 ' l 8^3 

ol H? pgc- j’ 4*' 9 1 aj\ 6 £j A^j sSUj ju 3- jc-j 

(j*^Ua*j p£=>^ Ji _/4^ (_j v=^ ^Ajji <j^” 

qU=u Uli fil) \SjTs Uf jd-l 5 s=J U&if gfe «j&l ^U=»i 

jj$ la> (Jwi Ijij pl glaj li) |1 j Ut^^wa ^3j J jii 3 $-* ( 3 ^^ 

J/l ^ 1 Jil ^ 1 * ^ jil gUi-j *fe £3 Ai' 
ciiUg d^£*S 1 5j >Jud\ 'J$> % iil; j\ Jjd\ «Jj^l jpj ag^ 

&*M ? ii jc fcj* j&l f l jj^l Jtf 


3ISJI 3? Ai Ooi^ pjjJUi 3I C-^laJ iij A*jHl 


3? p 3 "^ ®*li Oit^f {$2*1 Oi ^jJo jUj ^jAaJI 


Kasus keenam dari khilaf tentang mafcjud. Bila suami yang menghilang 
muncul, maka bila kita menggunakan qaul jadid, maka bagaimanapun 
si wanita tetap menjadi istrinya. Bila si wanita sudah menikah lagi, 
maka suami pertama (mafqud) tidak boleh bersetubuh dengannya, 
sampai si wanita menghabiskan masa 'iddah dari suami kedua. Bila 
kita menggunakan qaul qadim, maka terdapat beberapa riwayat: 

1) Dari Abu Ali bin Abu Hurairah dan al-Thabari, menyatakan bahwa 
hukumnya sama dengan seperti di atas (qaul jadid). Sebab, kita telah 
meyakini kesalahan dalam menghukumi mati suami pertama. Seperti 
halnya orang yang menghukumi berdasarkan ijtihad, lalu ia temukan 
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nash yang berlawanan dengannya. Riwayat ini yang lebih shahih 
dari dua riwayat yang ada, demikian menurut al-Rauyani. 

2) Bila kita menghukumi dengan terjadinya perceraian (nikah si istri 
dan suami pertama) secara dhahimya saja, maka hukumnya seperti 
yang telah kami sebutkan (qaul jadid). Sementara bila kita menghukumi 
dengan terjadinya perceraian (nikah si istri dan suami pertama) 
secara dhahir dan batin, maka pernikahan suami pertama batal, 
seperti kasus faskh sebab suami tidak mampu memberi nafkah. Bila 
si istri sudah menikah lagi, maka ia tetap menjadi istri suami kedua. 
Demikian pendapat Ibn Ishaq. 

3) Diriwayatkan pula dari ibn Ishaq, bila suami pertama muncul, sedangkan 
si wanita sudah menikah lagi, maka ia tidak dikembalikan kepadanya. 
Namun bila belum menikah lagi, maka ia dikembalikan kepadanya, 
sekalipun hakim telah memutuskan perceraian antara keduanya. 

4) Si istri tidak dikembalikan pada suami pertama, tanpa khilaf. 

5) Dari al-Karabisi, dari Imam Syafi'i -rahimahumaUah ta'ala- menyatakan, 
suami pertama mempunyai dua opsi, yaitu antara (i) mengambilnya 
dari suami kedua, atau (ii) membiarkannya tetap menjadi istri suami 
kedua, dan ia mengambil kompensasi mahar mitsli (dari suami kedua). 
Dasar hukumnya adalah riwayat tentang Umar ra. yang pernah 
memberi keputusan hukum demikian. Dalam riwayat al-Qadhi 
Husain terdapat tambahan riwayat Umar ra. tersebut, yaitu: "Bila 
suami pertama menfaskh pernikahan si istri dan suami kedua (lalu 
mengambil kembali istrinya tersebut), maka ia harus memberi 
kompensasi sebesar mahar mitsli kepada suami kedua." 

6) Pernikahan suami pertama terhapus, tanpa terdapat khilaf di kalangan 
ulama. Tetapi bila suami pertama muncul, maka apakah pernikahan 
suami yang kedua dihukumi batal? Dalam kasus ini terdapat dua 
wajah (pendapat Ashhab Syafi'i). (i) Al-Ashhah menyatakan tidak 
batal, namun suami pertama memiliki dua opsi yang telah kami 
sebutkan tadi (dalam riwayat kelima), (ii) Bila kita menggunakan pendapat 
yang membatalkan akad nikah suami kedua, maka (a) apelkah kita 
hukumi pernikahan tersebut sah secara hukum? Kemudian saat suami 
pertama muncul, menjadi batal? Ataukah (b) dengan kemunculannya, kita 
hukumi batal pernikahan kedua tersebut sejak awal? Maka dalam 
kasus ini terdapat dua pendapat ashhab. Maka berdasarkan pendapat 
kedua (b), bila dalam pernikahan kedua sudah terjadi persetubuhan antara 
suami kedua dan si istri, maka suami kedua wajib memberi mahar mitsli 
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kepada suami pertama. Bila belum, maka ia tidak harus memberi apa-apa 
Sementara menurut pendapat pertama (a), maka suami pertama 
wajib memberi mahar musamma (yang disebutkan dalam akad) atau 
separonya kepada suami kedua. Dan bila suami pertama muncul, 
sedangkan si istri telah menikah lagi dan kemudian meninggal 
dunia, maka apakah yang menjadi ahli warisnya suami pertama? 
ataukah suami kedua? Maka kasus ini, bisa diselesaikan dengan 
keenam riwayat (riwayat 1 sampai riwayat 6) ini. 

Kasus ketujuh dari khilaf tentang rmfifud. Bila si wanita sudah menikah 
lagi sesuai dengan ketentuan qaul qadim, dan ia melahirkan seorang 
anak yang dimungkinkan dari suami kedua. Kemudian suami pertama 
muncul, namun ia tidak mengklaim anak tersebut sebagai anaknya, 
maka anak tersebut dihukumi sebagai anak suami kedua. Sebab, dengan 
melewati masa empat tahun, terbukti sudah bersihnya rahim istri dari 
air mani suami pertama. 

3.Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari 20 


gii' 'Sg ’k> Si lj i jJi\ £ 4>jll Jvs j) k} 

cJU- jvs ^ sl* J\ £ 

yrj ^ fjj 'S k» J-* 3-^' J?} 

&1S) ily dj\3jZ}\ V±J» Ji. ju Jdy. jvs J- >' 


jjj ^jl ij >A iy ^yuul' o 'J»' (j JjfcjJ» og (^.afl J' aU 

yLc* ^ 6)j$' 

l ^va3 -j' J* 

(y? 0^3 'A £ > *' “ *•'* c*'3 JU-C' (jp' 

M e> £ ^ k&' 0? jp <^'3 J3^3 «yfe *^3 

5i jp lid VjiiSvj Oli-- g^1 ^ jJJ sVSjiv ;lp l£jj V^l jc$ 

'SI ^1 JVSJ O'JjJ' oiij ai> 33 o^k 


20 Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirufc Dar al-Kutub al- 
Iimiyah, t. th.), Jilid DC, h. 538. 
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Ungkapan Imam al-Bukhaii "Al-Zuhri berkata tentang seorang muslim 
yang menjadi tawanan perang, yang masih diketahui tempatnya: "Istrinya 
tidak boleh menikah lagi dan hartanya tidak boleh dibagi. Bila sudah 
hilang beritanya, maka baginya diterapkan hukum mafqud." Ibn Abi 
Syaibah meriwayatkan kisah tersebut secara muttasU (bersambung) dari al- 
Auza'i, ia berkata: "Aku bertanya kepada al-Zuhri tentang tawanan di 
daerah musuh, kapan istrinya boleh menikah lagi?" Ia menjawab: "Ia 
tidak boleh menikah lagi selama masih mengetahui suaminya masih hidup. 
Ada pula riwayat lain dari al-Zuhri yang menyatakan: "Hartanya dibekukan 
(tidak diwariskan) dahulu, begitu pula istrinya (tidak boleh menikah dengan 
orang lain) sampai keduanya selamat (dari tawanan) atau mati. Adapun 
ungkapan Imam al-Bukhart "Maka baginya diterapkan hukum mafqud." 
sebab, pendapat al-Zuhri tentang wanita yang kehilangan kabar suaminya 
adalah ia harus menunggu selama empat tahun (untuk boleh menikah 
lagi)." Pendapat al-Zuhri tersebut diriwayatkan pula oleh Abd al-Razzaq, 
Sa'id bin Manshur, dan Ibn Abi Syaibah dari Umar ra. dengan sanad- 
sanad yang shahih. Salah satunya adalah riwayat Abd al-Razaq, dari 
al-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, yang menyatakan Umar ra. dan 
Utsman ra. pernah memutuskan hukum demikian. Dengan sanad 
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shahih, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibn Umar ra. dan Ibn 
Abbas ra., keduanya berkata: "Istri mafqud harus menanti empat tahun." 
Riwayat ini ada pula yang berasal dari Utsman ra. dan Ibn Masud ra., 
dan dari sekelompok tabi'in semisal al-Nakha'i, Atha', al-Zuhri, Mahkul 
dan al-Sya^i. 

Mayoritas tabi'in sepakat, bahwa masa tangguh dihitung sejak si 
istri melaporkan kasusnya kepada hakim, dan sepakat ia menjalani 
'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, setelah lewatnya masa empat 
tahun tersebut. Mereka juga sepakat, bila wanita itu telah menikah 
(lagi), lalu suami pertama muncul, maka ia diberi pilihan antara istri 
atau menerima kompensasi maharnya. Mayoritas mereka berpendapat: 
"Bila ia memilih mahar, maka suami kedua yang menanggungnya." 
Mayoritas mereka juga tidak membedakan berbagai kondisi rmfqud, 
kecuali riwayat Said al-Musayyab tadi. 21 

Namun Malik Ra. membedakan antara suami yang hilang dalam 
peperangan, maka masa tangguhnya adalah yang telah disebutkan 
(4 tahun, 4 bulan dan 10 hari). Sementara suami yang hilang di luar 
peperangan, maka tidak diberi masa tangguh. Namun si istri harus 
menunggu lewatnya umur yang di duga kuat suaminya tidak akan 
hidup melebihi umur itu. Ahmad dan Ishaq berkata; "Suami yang 
menghilang dari istri, lalu beritanya tidak diketahui, maka tidak ada 
masa tangguh bagi istrinya. Yang diberi penangguhan hanya suami 
yang hilang di peperangan, di lautan atau yang semisalnya." Ada 
pula riwayat dari Ali Ra.: "Bila istri kehilangan suami, maka ia tidak 
boleh menikah sampai suaminya datang atau meninggal dunia." 
Demikian yang diriwayatkan Abu Ubaid dalam bab nikah. Abd al- 
Razzaq berkata: "Telah sampai kepadaku riwayat dari Ibn Mas'ud 
Ra., ia sepakat dengan Ali Ra. mengenai wanita yang kehilangan 
suami, bahwa ia menunggu selamanya." Abu Ubaid meriwayatkan 
juga dengan sanad hasan, dari Ali Ra.: "Bila si wanita menikah lagi, 
maka statusnya tetap sebagai istri suami pertama, baik suami kedua 
telah melakukan persetubuhan dengannya atau belum." Said bin 
Manshur meriwayatkan, dari al-SyaTu: "Bila ia nikah, lalu sampai 


21 Yaitu riwayat yang disebutkan Ibn hajar dalam awal bab berupa: 



"Bila ia hilang di medan pertempuran, maka istrinya menunggu setahun, dan bila hilang 
bukan di medan pertempuran, maka menunggu empat tahun.” Lihat Ibn Hajar al-'Asqalani, 
Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, awal bab Hukm al-Maftudfi Ahlih wa Malih. Penerjemah. 
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padanya berita suami pertama masih hidup, maka ia dipisahkan dari 
suami kedua, dan menjalani 'iddahnya. Lalu bila suami pertama juga 
meninggal dunia, maka ia juga menjalani 'idelah dari suami pertama 
dan berhak mewarisi hartanya." Dalam riwayat al-Nakha'i disebutkan: 
"Wanita tersebut tidak boleh menikah lagi sampai ada kejelasan berita 
suaminya." Ini pendapat fuqaha Kufah, al-Syafi'i dan sebagian ahli 
hadits. Namun Ibn al-Mundzir memilih penangguhan, berdasarkan 
kesepakatan 5 orang sahabat atas hal itu. Wallahu a'latn. 

4 . Tuhfah al-Muhtap 2 


£^'j) j' jr*j) 

* AjS_^ jl (As'^ia Ajjj») Ajj»j Api^ ^jlaj 

Jjj ^1» Aj jJLnj jL5 AhjJb «Jju j\ 

j5 jLiS Aiijj llsa 'J Jj ffj SsjJ. 'J ilu 0% Aj ji-f U, j! aj Ni 

A-JlC- jjl LJpL Aj jj (JjlC’ (JjtC Lfcy'ji-l 

aJL«\». _y>o J A^mjJL A>jjil (.ai .<iU Ju p { •f?"/) 'j*Us 

»jJLi Oi>- £^j' (jijjAJ pj-LUi (jj) ^ 'ij 

Ic-UjI UbJutJ (^>-Joj elijJ UX*j p) aJuJ Lj JvSjij *^Ls (jj>. 

Jli-1 sH j&f I4SS g$\ ojjii'j eUL fUJJ 


(Suami yang menghilang) karena pergi atau sebab lain (dan terputus 
beritanya, maka istrinya tidak boleh menikah lagi sampai diyakini) yakni 
diduga kuat berdasarkan hujjah, seperti berita luas atau dinyatakan mati 
secara hukum (kematian atau talaknya) atau semisalnya, seperti murtadnya 
sebelum atau sesudah terjadi persetubuhan dengan syaratnya, kemudian 
si istri menjalani iddah. Sebab, hukum asalnya adalah si suami masih 
hidup dan pernikahan tetap sah secara yakin. Sehingga hal ini tidak 
bisa hilang kecuali dengan berita yang yakin pula atau yang disamakan 
dengannya. Juga mengingat, hartanya tidak bisa diwaris, dan budak 
perempuan yang melahirkan anaknya tidak dihukumi merdeka. Maka, 
demikian pula hukum yang berlaku bagi istrinya. Meskipun begitu, bila 
ada orang adil, walaupun adil dalam periwayatan, yang memberitakan 


22 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hawasyai ai-Syarwani wa al-‘Abbadi, (Beirut 
Dar al-Kutub al-llmiyah, 1996), Cet ke-1, jilid X, h. 456-457. 
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salah satu kematian atau talaknya), maka secara hukum batin ia boleh menikah 
dengan laki-laki lain dan -namun- tidak di akui secara hukum zhahirP 
Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Dan diijiyaskan 
pula pada kasus tersebut, hilangnya seorang istri -untuk suami yang 
akan menikahi- semisal saudara perempuannya, atau akan menikahi 
wanita kelima bila tidak ingin mentalak istrinya yang hilang itu. 24 
(Dan dalam qaul qadim, ia harus menunggu selama empat tahun), 
menurut satu versi: empat tahun itu dihitung sejak raibnya si suami. 
Sementara menurut versi al-Ashhah, dihitung sejak ada keputusan 
dari hakim, maka waktu yang berlalu sebelumnya tidak di hitung. 
(Kemudian ia menjalani 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, 
lalu boleh menikah) setelahnya. Demikian karena mengikuti putusan 
hukum Umar r.a. dalam kasus tersebut. Penggunaan acuan empat tahun, 
mengingat masa tersebut merupakan batas maksimal masa kehamilan. 


5. Syarh al-Mahalli bi Hamisy Hasyiyyah al-Qulyubi zva 'Umairah 25 : 

Aj^jaJU (li>^) °)j) 

'i y» <jj) Uhjl Jc) (^jj) 

0^ -Ajy <j\j jJj jjJLC- OJj ya 

'i *-=a:kl (j „UalM ^Jp pjjJUi ( Jp ^3 

>_£ jp ;\l j/ni £i£=u ^'i jini ^ J&J lio vij^: 

d a ai Jj'ji Jrfj utuj i>us piJ-t 
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(Bila istri mafijud menikah setelah ia menunggu empat tahun dan 
menjalani 'iddah, kemudian terbukti) kalau suaminya (mati) ketika 
diputuskan cerai, (maka sah) pernikahannya (berdasarkan qaul jadid) 
(dalam pendapat al-Ashah) karena secara nyata tidak ada hal yang mencegah 
keabsahannya. Sementara menurut pendapat kedua tidak sah, karena 


23 Sehingga bila hakim mengetahui pernikahan tersebut, maka ia harus memisahkan 
keduanya. Lihat al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qulyubi, (Beirufc Dar Ihya al-Kutub al-Dmiyah, 
t. Ih.), Juz IV, h. 52. (Pen). 

24 Lihat, Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz VII, h. 148. (Pen). 

25 Jalaluddin al-Mahalli, Syarh al-Mahalli bi Hamisy Hasyiyyata al-Qulyubi wa 'Umairah, 
(Surabaya: Dar Nasyr al-Mishriyah, t. th.). Jilid IV, h. 51. 
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ketika akad berlangsung tidak terdapat kepastian terbebasnya akad tersebut 
dari hal yang mencegah keabsahannya. Bila terbukti suami pertama 
masih hidup setelah istrinya menikah lagi, maka berdasarkan qaul qadim 
ia masih tetap berstatus sebagai istri suami pertama, sebagaimana pendapat 
qaul jadid. Sebab jelas-jelas terjadi kesalahan hukum. Namun suami 
pertama belum boleh bersetubuh dengannya sampai ia menjalani 'iddah 
dari suami kedua. Menurut versi lain, ia tetap menjadi istri suami kedua, 
karena status pernikahan suami pertama sudah terhapus. Hal ini 
berdasarkan hukum pernikahan istri dan suami kedua tersebut sah secara 
zhahir dan batin. Sedangkan menurut versi lain, suami pertama diberi 
hak pilih antara mengambil istri dari suami kedua atau membiarkannya 
dengan suami kedua dan mengambil mahar mitsil darinya. Hal ini 
didasarkan pada keputusan hukum Umar r.a. dalam kasus tersebut 
yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi. 

443. Asas Pembuktian Terbalik 

A. Deskripsi Masalah 

Berbagai tindakan atau kebijakan yang terindikasi merugikan negara 
yang berarti korupsi sering terjadi. Isu penyusutan pendapatan negara 
yang tidak realistis dan pembengkakan belanja negara yang tidak 
obyektif sering mencuat di permukaan dan menjadi pembahasan. Sehingga, 
negara terus menumpuk hutang dan semakin banyak rakyat dalam 
kemiskinan. Sedangkan kekayaan yang dimiliki oleh sebagian para 
pejabat pemerintah dan para koleganya melebihi kewajaran jika diukur 
dari berbagai sumber pendapatan yang sah. 

Kekayaan yang melebihi batas kewajaran yang dimiliki oleh mereka 
itu menimbulkan kecurigaan, mungkin diperolehnya dari perbuatan 
korupsi? Namun, kecurigaan itu tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum 
karena belum ada bukti dari saksi. Karenanya, ada upaya melakukan 
asas pembuktian terbalik, di mana pemilik harta kekayaan yang tidak 
wajar itu diminta untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya. 
Jika tidak berhasil membuktikannya, maka harta kekayaannya itu dijadikan 
barang bukti bahwa mereka memperolehnya dari korupsi. 

B. Pertanyaan 

Apakah hukum Islam dapat menerima asas pembuktian terbalik? 
C Jawaban 

Hukum Islam dapat menerima asas pembuktian terbalik dalam 
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kedudukan sebagai qarinah (indikasi). 


D. Dasar Penetapan 
Al-Our'an 


Up' x* L*y i^oj t) t i j Jdj £)J oiAlI Lf.llji 


"Hai orang-orang yang beriman, bila datang kepadamu orang fasiq 
membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak 
mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang menyebabkan 
kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6) 

Al-Sunnah, al-Atsar dan Ijma' 


& 


"Dari i&n Abfofls ra., sungguh Nabi Saw. bersabda: "Andai setiap orang 
diberi (kebebasan) atas dakwaannya, niscaya mereka akan menuntut darah 
onmglain dan harta bendanya Namun, hak sumpah (untuk menyangkalnya) 
diberikan kepada terdakwa." (Muttafaq 'alaih) 

1. Al-Minhaj, Syarh Shahih Muslim 26 


&J\ $\y\j J JUa JLU ^\Sl M & 

ijiU aIIc- ^ ^ tsr^ ^ jsi'jj <ij (a*!*- jp 

(J aIih^J 

SjfcG’J (3 (jiLlJI t-jls'W?! Sjf i «|st 

0"^" j' ^ Oi {f ®^?j j' {f ■»■ 

^ Jp d*" fy c/^ 

Ss sXi i d ^ £>Ut r J£d ->x.iy ^ 5^15 do J-i \jjbj >JI 
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26 Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats 
al-'Arabi, t. th.), Cet. ke-2, Juz XII, h. 2-3. 
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% gJl\j $\£\j 0 *U* y Jti U &L ^kci 0^ jj ^ ii>S 
C&L U4i5\^ iKUi ^Hll d) ^Sj 43U 5^5 of 6^ cP^j' 0#=^ 


Sabda Nabi Saw.: "Andaikan setiap orang diberi (kebebasan) dengan 
dakwaannya , niscaya mereka akan menuntut darah orang lain dan harta 
bendanya. Namun, hak sumpah (untuk menyangkalnya) diberikan kepada 
terdakwa." Dalam riwayat lain disebutkan: "Sungguh Nabi Saw. telah 
memutuskan hukum dengan sumpah bagi terdakwa." Hadits ini 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih mereka, 
dengan status marfu' dari riwayat Ibn Abbas, dari Nabi Saw. Hadits 
tersebut diriwayatkan pula oleh Ashhab al-Sunan dan selainnya. . . . 
Sementara dalam riwayat Baihaqi dan ulama lain, dengan sanad yang 
hasan atau shahih, terdapat tambahan redaksi dari Ibn Abbas, dari 
Nabi Saw.: "Andaikan setiap orang diberi (kebebasan) dengan dakwaannya, 
niscaya mereka akan menuntut darah orang lain dan harta bendanya. Namun, 
bukti harus ditunjukkan oleh pendakwa dan hak sumpah diberikan bagi 
terdakwa yang mengingkarinya." Hadits tersebut merupakan kaidah 
pokok dalam kaidah hukum syari'at. Di dalamnya terdapat kaidah, 
tuntutan seseorang tidak dapat diterima hanya berdasarkan dakwaannya. 
Namun ia harus mengajukan bukti atau mendapat pengakuan dari 
terdakwa. Maka, bila terdakwa dituntut bersumpah (mengingkari 
dakwaannya), ia boleh melakukannya. Nabi juga telah menjelaskan 
hikmah dari tidak diterimanya tuntutan yang hanya berdasarkan dakwaan. 
Sebab, andaikan diterima, niscaya semua orang akan menuntut darah dan 
harta orang lain dan diterima. Di lain sisi, terdakwa tidak mampu 
melindungi harta dan jiwanya (dari tuntutan tersebut). Sementara 
pendakwa bisa melindunginya dengan adanya bukti. 


2. Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah 27 

i %* $ * 9 ^ S s' 0 £ 

5jl>wa5 \j ijejfr ^ l£=e*>- \jjbj o 3 3 ^ 


27 Ibn Qayyim al-Jauziyah, d-Thunuj d-Hubrriyah fi d-Sh/asah d-Syaniyah, (Beirut Dar Ihya' al* 
Uluin,t.th),h.l2-13. 
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Nabi Saw. pernah memutuskan hukum dengan petunjuk lauts (tanda- 
tanda penguat) dalam kasus qasatnah 28 dan memperbolehkan pendakwa 
melakukan sumpah lima puluh kali dan kemudian berhak atas (diyat) 
jiwa korban. Ini contoh lauts dalam kasus pembunuhan. Dalam surah 
al-Maidah terdapat lauts kasus harta, dalam surah Yusuf terdapat lauts 
kasus kehormatan dan semisalnya. Umar ra. dan para sahabat telah 


28 Qasamah adalah sumpah (pendakwa) dalam kasus pembunuhan. Lihat, Abu Bakar 
bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994) h, 470. (Pen). 
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menghukum rajam seorang wanita hamil tanpa memiliki suami atau 
sayyid (majikan pemiliknya). Begitu pendapat Malik dan Ahmad 
dalam riwayat yang lebih shahih dari dua riwayat mereka, dengan 
berdasarkan qarinah (bukti-bukti) zhahir. Tanpa ada yang menentang, 
Umar dan Ibn Mas'ud pernah pula mewajibkan had disebabkan bau 
khamr dari mulut seseorang, atau dari muntahan khammya, dengan 
berdasar qarinah zhahir. Para ulama dan khalifah selalu memutuskan 
hukum potong tangan bila barang curian ada di tangan tersangka. 
Qqrinah ini dinilai lebih kuat dari pada bukti dan pengakuan tersangka. 
Sebab, keduanya merupakan berita yang mungkin benar dan tidak. 
Sementara adanya barang curian di tangan tersangka merupakan bukti 
kuat yang tidak samar lagi. 

Apakah seseorang yang melihat korban pembunuhan dan orang 
di dekatnya yang memegang pisau ragu, bahwa orang itu pembunuhnya? 
Apalagi bila diketahui terdapat permusuhah antara keduanya. Oleh 
sebab itu, mayoritas ulama memperbolehkan wali korban bersumpah 
lima puluh kali bahwa orang itu telah membunuh korban. Selanjutnya 
Malik dan Ahmad berpendapat, pelaku dihukum mati. Sementara 
menurut al-Syafi'i, ia dihukum dengan diatnya. Begitu pula ketika 
kita melilhat seseorang yang terbuka kepalanya, yang mana hal itu bukan 
kebiasaannya, dan melihat orang lari di depannya yang membawa 
sorban, sementara dia sudah memakai sorban lain, maka kita pasti 
memutuskan bahwa sorban yang dibawa itu adalah milik orang tadi. 
Kita tidak bisa memutuskan, bahwa sorban itu milik orang yang 
membawa lari yang telah kita pastikan dia mengambilnya dengan 
cara zalim dan ghasab, yakni dengan qarinah zhahir yang jauh lebih 
kuat dari pada bukti dan pengakuannya. Bukankah keputusan hukum 
dengan penolakan hak sumpah terdakwa hanyalah kembali pada 
qarimh zhahirah saja? Yang mana darinya kita ketahui secara jelas, 
andaikan pendakwa tidak benar, niscaya terdakwa akan menolak 
dakwaanya dengan sumpah. Lalu ketika terdakwa menolak untuk 
bersumpah, maka penolakannya itu menjadi qarinah zhahirah yang 
menunjukkan kebenaran pendakwa. Maka qarimh zhahirah didahulukan 
dari pada hukum asal, yakni tidak adanya tanggungjawab terdakwa. 
Cukup banyak pula qarinah dan tanda lain yang lebih kuat dari 
pada penolakan sumpah, dan kenyataan membuktikan demikian. 
Maka, bagaimana boleh mengabaikan kesaksian qarinah dan tanda- 
tanda itu? 
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Contoh kasusnya adalah perintah Nabi Saw. kepada al-Zubair agar 
menghukum paman Huyai bin Akhtab karena membelanjakan harta 
Huyai tanpa sepengetahuannya dan mengaku telah menghabiskannya. 
Lalu Nabi Saw. bersabda: "Waktunya singkat, sedangkan hartanya 
lebih banyak dari (dihabiskan dalam waktu) itu." Maka dua hal ini, 
yaitu banyaknya uang dan singkatnya waktu untuk menghabiskannya 
menjadi petunjuk yang sangat kuat. 

Aqwal al-Ulama' 


1. Al-Bahjahfi Syarh al-Tuhfah 29 
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Dalam kitab Ahkam Ibn Sahi disebutkan, bila pada tersangka ditemukan 
sebagian barang curian dan menurut pengakuannya barang tersebut 
dia beli, namun tidak terdapat buktinya, maka yang disita hanyalah 
barang yang ada ditangannya. Bila ia tidak dikenal, maka penguasa 
harus menahan dan mengintrogasinya. Bila ia dikenal suka melakukan 
pencurian, maka harus ditahan sampai mati di dalam penjara. Demikian 
keterangan Ibn Sahi. Pendapat senada diriwayatkan oleh Ibn Yunus dari 
Muthrif, Ibn al-Majisyun dan Ashbagh. Pendapat yang sama telah 
dikemukakan pula oleh Malik, dalam pendapatnya: "Yang dibenarkan 
adalah ucapan orang yang ghasab." Ungkapan Ibn Sahi: "Maka yang 
disita hanyalah barang yang ada ditangannya ..." Ini semata-mata 
didasarkan pada pendapat masyhur, bukan berdasarkan pada pendapat 


29 Abu al-Hasan al-Tasuli, al-Bahjahfi Syarh al-Tuhfah, (Dar Rasyad al- Haditsiyah, 1991), 
Jilidi, h. 282. 
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yang telah disebutkan dalam bab ghasab, yakni tindakan yang diambil 
adalah mewajibkan tersangka untuk bertanggungjawab (menanggung 
kerugian) dengan hanya berdasarkan pada dakwaan saja, apalagi dari 
kenyataan sebagian barang curian ada di tangannya. Dan yang 
dibenarkan adalah ucapan orang yang dicuri barangnya. Ungkapan Ibn 
Sahi: "Sampai mati . . ." Keputusan hukum serupa telah diambil oleh Umar 
bin Abd Aziz, yang menyatakan: 'Tersangka pencurian dipenjara sampai 
mati." Dalam at-Tabshirah Ibn Farhun al-Ya'miri berpendapat "Yakni 
bila dia tidak mau mengakuinya." 


2. Al-Dur al-Mukhtar bi Hamiy Rad al-Muhtar 30 
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Al-Tharasusi menyebutkan dalam salah satu karyanya: "Penyitaan harta 
oleh kepala pemerintahan kepada para pemiliknya tidak diperbolehkan, kecuali 
para pegawai bait al-mal (kas negara). Hal ini berdasarkan tindakan Umar 
ra. yang pernah mencekal Abu Hurairah ra." Kisah itu terjadi ketika ia 
menjabat gubernur Bahrain. Kemudian Umar ra. menonaktifkannya 
dari jabatan tersebut, dan menyita hartanya sebesar dua belas ribu. Saat 
Umar ra. memintanya untuk berdinas lagi, kemudian dia menolak. (HR. 
Hakim dan selainnya). Yang dimaksud al-Tharasusi dengan pegawai 
bait al-mal adalah para penarik dana. Termasuk pula pegawai pencatatnya 
ketika mereka ikut-ikutan menggunakan dananya secara berlebihan. 
Sebab hal tersebut menjadi dalil atas korupsi mereka. Disamakan pula 
dalam hukum tersebut, para pencatat wakaf dan pengurusnya ketika 
mereka menggunakan harta wakaf secara berlebihan, mempermainkan, 
dan membagun berbagai gedung. Maka, hakim boleh menyita harta 


30 Muhammad bin Ali/Alauddin al-Hashkafi, al-Dur al-Mukhtar pada Rad al-Muhtar, (Beirut 
Dar al-Fikr, t. th.). Jilid V, h. 625. 
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mereka dan menunaikan dari jabatannya. Gila terbukti mereka meraupnya 
dari wakaf tertentu, maka harta tersebut dikembalikan kepada wakaf 
itu. Bila tidak, maka diserahkan ke bait al-mal. 

Catatan: 

Sidang mengamanahkan kepada PBNU untuk membahas sisa masalah 
yang belum sempat dibahas dengan mengadakan Bahtsul Masail, selambat- 
lambatnya dua minggu setelah Munas dan Konbes NU 2006. 
Ditetapkan di : Surabaya 

Pada tanggal : 30 Juli 2006 

PIMPINAN SIDANG PLENO 
KOMISI BAHTSUL MASAIL DINIYYAH WAQI'IYYAH 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 


KH. DR. M. Masyhuri Na'im, MA KH. Arwani Faishal 

Pendamping 


ttd ttd 

KH. Drs. Ghozalie Masroeri KH. A. Malik Madani, MA 

. ttd 

KH. Ahmad Sadid Jauhari 


TIM PERUMUS: 

Ketua, merangkap anggota: 

KH. DR. M. Masyhuri Na'im, MA 
Sekretaris merangkap anggota: 
KH. Arwani Faishal 

Anggota: 

KH. Drs. Ghazalie Masroeri 
KH. A. Malik Madani, MA. 

KH. A. Sadid Jauhari 
KH. Yasin Asmuni 
KH. Muhammad Ardani 
KH. Moh Aniq Muhammadun 
KH. Busro Musthofa 


(PBNU) 

(PBNU) 

(PBNU) 

(PBNU) 

(PBNU) 

(PWNU JATIM) 
(PWNU JATIM) 
(PWNU JATENG) 
(PWNU JATENG) 
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KEPUTUSAN LANJUTAN BAHTSUL MASAIL 
KOMISI BAHTSUL MASAIL Al-DINIYYAH 
A1-WAQI'IYYAH MUNAS ALIM ULAMA 
Di Gedung PBNU Jakarta 
Tanggal 21-22 Rajab 1427 H/ 

16-16 Agustus 2006 M 

444. Kuis Berhadiah 

445. Sumpah Dengan Terjemah Qasam 

446. Face Off (Rekontruksi Wajah) 

447. Infotainment; Mengungkap Kejelekan Orang 

448. Trafficking (Perdagangan Manusia) 
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444. Kuis Berhadiah 


A. Deskripsi Masalah 

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi telah menimbulkan 
banyak manfaat dan banyak masalah. Di antaranya, semakin maraknya 
suguhan kuis berhadiah melalui media televisi, radio, media cetak 
dan telpon seluler, untuk dijawab dengan menggunakan fasilitas 
telpon, termasuk SMS (Short Message Service/Layanan Pesan Singkat). 

Kuis berhadiah tersebut menjadi sarana bisnis bagi pihak penyelenggara 
dengan menetapkan harga pulsa melebihi tarif biasa dengan iming- 
iming hadiah. 


B. Pertanyaan 


Bagaimanakah hukum kuis berhadiah yang dijawab melalui fasilitas 
telpon, termasuk SMS dengan harga pulsa melebihi tarif biasa? 

C. Jawaban 

Hukum kuis berhadiah yang dijawab dengan telpon atau SMS 
dengan harga pulsa yang melebihi tarif biasa adalah haram. Sebab, 
terdapat unsur maisir (gambling/ taruhan) bila penyelenggara mengambil 
keuntungan dari akumulasi harga pulsa tersebut. Lebih-lebih hadiahnya 
diambilkan dari akumulasi harga pulsa tersebut. 


D. Dasar Penetapan 
Al-Oudan 


1 « Jj (j-Lli l)* _ • jp ♦ 



"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi Tnanusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219) 


0 'Wln £Z\ uli \p& 'o>J \ 



"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah termasuk 
perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan." (QS. al-Maidah: 90) 
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o* 4 Sj’ojT o' o4a^J ^ My. Lo] 

J^a 

O Oj^ (^' s^LjaJt ^3 4)1 J') 


-W * f * r •* , 


"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan 
dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah 
kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah: 91) 


Al-Sunnah 



"Dari Abdullah bin Umar, sungguh Nabi Allah Saw. telah melarang khamr, 
perjudian, permainan dadu, dan minuman keras dari jagung (produksi Etopia)" 
Dan beliau bersabda: "Segala (minuman) yang memabukkan adalah haram.” 
(HR. Abu Daud) 


Aqwal al-UIama 

1. Lisan al-Arab 31 


$ 0-3 }$ & & OJ && jus 

jis JUS y>3 ^idu * c&\ O' 

t( y- J' 4 «i, ivtc. 


Tentang tafsir ayat al-Quran al-'Aziz: "Mereka bertanya kepadamu 
tentang khamrdan judi. "(Al-Baqarah: 219) Imam Mujahid berkata: "Segala 
sesuatu yang mengandung qimar (taruhan) adalah maisir fyadi, meskipun 
permainan anak-anak dengan buah juz. Diriwayatkan dari Ali Kw., 
ia berkata: "Permainan catur seperti judi orang non Arab". Maksudnya 
Ali Kw. menyamakan bermain catur dengan maisir. Yaitu permainan 
dengan qidah (batu yang bisa digunakan untuk menyalakan api) 32 
dan semisalnya. Atha' berkata: "Maisir adalah permainan dengan batu 
api dalam wadah apapun " 


31 Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar al-Shadir, t. th.) Jilid V, h. 299. 

32 Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar al-Shadir, t. th.) Jilid II, h. 554. (Pen). 
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2. Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna' 33 

•fcol \j \ld\ j&\ o'ft f>ci ... oU>3l £Uall jp fjIS oSIJi, 

yvjuJi)! 3» (3 S* t- «*J (jjl c!»*!)! tiUi ( Ai* j Jfe = » >j ^3 £cA1«£} 

(3? 3' 3* 33*]! >3 (2r? V*3 4jl%»-b cl^ aJ^ J*l l£3^ 

J£\ jSI Vp\ d\ y J|3 f» U iLi U>j^f 


Tertolak pula kesaksian (seseorang yang selalu mendengarkan 
hal-hal haram . . . Maka alat permainan itu hukumnya diharamkan, 
baik membuat, menggunakan, dan menjadikan pekerjaan. Begitu 
pula permainan yang mengandung taruhan, dan permainan tersebut 
sudah berulangkali ia lakukan). Apapun jenis permainannya. Permainan 
yang mengandung taruhan itu termasuk kategori maisir yang telah 
Allah Ta'ala perintahkan untuk dihindari. Maka yang selain qimar, 
yaitu permainan yang ‘iwad- hadiah-nya diambil dari kedua belah 
pihak atau dari salah satunya, maka permainan tersebut ada yang haram, 
seperti permainan dadu dan catur. Hanya saja permainan dadu lebih kuat 
kadar keharamannya, karena adanya nash yang menerangkannya. 

3. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib 34 


p _3*-^3 3 Yy J$" >j jlliJl V»*^3* ( 


Firman Allah Swt. yang diungkapkan oleh al-Khatib: "Dan perjudian." 
(Al-Maidah ayat: 90) maksudnya adalah permainan judi, yaitu 
setiap permainan yang mengandung spekulasi untung rugi. 


4. Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh 35 

isi!» ^jsy, kfi fSLrji aj# 3>- jjj ii «j ysji\ \Z \ 3 

jp C>LS$\ Jp Jt/'"’® o_j^> ,3 ? aJUs 

^ dUi 3^ SUalj yir j 1 2}& a!^ 

olcjlUll 35 ajjIj 3^3 tal£>-l ^lill 30 


33 Manshur bin Yunus al-Bahuti, Kasyaf al-Qina' 'm Matn al-lcpia', (Beirut Dar al-Fikr, t. th.). 
Jilid VI, h. 424. 

34 Sulaiman al-Bujairami, Hasyiyyah al-Bujairami ‘ala al-Khatib, (Beirut Dar al-Fikr, 1995), 
Jilid II, h. 384. 

35 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-lslami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid VII, 
h. 4981-4982). 


680 Ahkamul Fugaha 



Cyi O^aM 4a-£ 

Taruhan dengan berbagai macam variannya, termasuk yanasib 
(undian) maka sudah diharamkan oleh Islam. Sebab, perjudian 
termasuk penyakit buruk yang dapat melemahkan kekuatan fisik 
dan pikiran seseorang tanpa keuntungan yang dinilai baik oleh syari'at. 
Bahkan menjadikan orang lemah dan malas. Sebab, perjudian merupakan 
upaya memperoleh penghasilan tanpa bersusah payah dan bekerja. 
Apalagi, juga dapat menimbulkan kedengkian mendalam di antara 
manusia, menyulut api permusuhan dan pertikaian yang tidak berujung. 
Sehingga perjudian digambarkan oleh Al-Qur'an al-Karim sebagai 
perbuatan keji yang termasuk dari perbuatan setan." 


$£± 11 




445. Sumpah Dengan Terjemah Qasam 


A. Deskripsi Masalah 

Sumpah ( qasam ) dapat dilakukan untuk mengukuhan pernyataan 
atau pengakuan, di samping juga untuk mengikat suatu perjanjian 
termasuk yang terkait dengan pelaksanaan tugas atas jabatan yang 
akan diemban. Sumpah semacam ini kemudian disebut dengan sumpah 
jabatan. 

Demikian pula saksi di Pengadilan. Ia diharuskan bersumpah sebelum 
memberikan kesaksiannya. Dalam kebiasaan yang berlaku di Indonesia, 
sumpah jabatan dan sumpah kesaksian yang dilakukan oleh pemeluk 
agama Islam menggunkan terjemah kalimah qasam, yakni; "Demi Allah". 
Secara lafdzi, terjemahan kalimah qasam itu bukan hakikat kalimah qasam, 
tetapi secara maknawi tentu sama dengannya. 

B. Pertanyaan 

Apakah sumpah dengan terjemah dari kalimah qasam itu termasuk 
qasam dengan segala akibat hukumnya? 

C. Jawaban 

Sumpah dengan terjemah dari kalimah qasam termasuk kategori qasam 
berikut segala akibat hukumnya. Sebagaimana mengucapkan syahadat, li'cm 
dan talak dengan selain bahasa Arab. 

D. Dasar Penetapan 
Al-t^uPan 
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"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak disegaja, 
tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja 
(untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyantun." (QS. Al-Baqarah: 225) 




^ ydJb i)T 'j 


"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 
disengaja, tetapi Dia menghukum <amu disebabkan sumpah-sumpah yang 
kamu sengaja." (QS. Al-Maidah: '69) 

Aqwal al-Ulama 

1. Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib 36 


ouk uij oulii $ 6ul)i ^4 ^1) 

UyU O-dull oW (3 ^ ((jlSjjfL» O)*) 

< 0 * ji &.U. 0i3 j) Jy jis dU> $ 


(Sub masalah. Sah Wan dengan bahasa 'ajam -selain Arab-, meskipun 
bagi orang yang mampu berbahasa Arab). Sebab, li'an adalah sumpah 
atau kesaksian, sementara keduanya bisa dilakukan dengan berbagai 
bahasa. (Maka, bila Qadhi-hakim- tidak bisa berbahasa Arab, maka 
harus terdapat dua penerjemah). Tidak harus empat penerjemah, 
meskipun dalam kasus li'an seorang suami yang menuduh istrinya 
melakukan zina. Sebab, fungsi penerjemah hanyalah mengalihbahasakan 
kepada Qadhi, seperti halnya ucapan selainnya. Apabila Qadhi dapat 
berbahasa Arab, maka penerjemah tidak diperlukan lagi. 


2. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin 37 

j\ <_?*■* ^Ss-? o'i iljydl oij (j lili l (jj^ajj) 

^ ^ j» ^ ^ ^ ^ j p ^ £ j ^ 


(Sah) mengucapkan li'an (dengan bahasa 'ajam) meskipun bagi 
orang yang mampu berbahasa Arab. Sebab, yang dominan dalam 
li'an adalah subtansi sumpah atau kesaksiannya, sementara keduanya 
bisa dilakukan dengan berbagai bahasa. Dan terjemah syahadah, li'an 


36 Zakaria al- Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, (B eirut: DarakKutubal- 
Islami, t ih), Jilid IH, h 381 

37 Jalaluddin al-M halli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin, (Beirut Dar al~Nasyr al- 
Mishriyah, t th.), Juid TV, h JS. 
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dan ghadab 38 harus bisa dipahaminya. 
3. Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj 39 


j 13 Oi oUJJi ^ ij£ u ^1 (aL^U) 6^JJ' (£^3) 

^ ^ a ^ ^ o ^ ^ ^ 0 ^ „ 

A-O^X-l 1 0^ 

jbuj\ jy^ast- & y*a £j >\j sSjl^Jl lijAJU AjliJ "V 4 j| (a»j 

4--£3 <iiJo 5 y> A? 


(Dan sah) mengucapkan /fan dan gadz/ (dengan bahasa 'ajam), 
maksudnya selain bahasa Arab dari berbagai bahasa, jika orang 
yang mengucapkan memahami terjemah ti'an dan ghadab yang diucapkannya. 
Meskipun dia bisa berbahasa Arab, sebagaimana dalam sumpah dan 
kesaksian. (Dan bagi orang yang bisa berbahasa Arab terdapat satu 
pendapat lain), yaitu li'annya yang diucapkan dengan selain bahasa 
Arab tidak sah. Sebab, li'an dengan bahasa Arab saja yang warid-berasal 
dari Nabi-. Segolongan ulama mendukung pendapat tersebut. Selain 
itu, disunahkan menghadirkan 4 orang yang memahami bahasa li'an 
tersebut dan diwajibkan menghadirkan dua penerjemah bagi Qadhi 
yang tidak memahaminya. 

4. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 40 

3^ CXrii (j"^ C£j (a~*^ui)\j) ioyUI Aa jfu> ^ (jtjJJI {jjt+aj 'j) 

jS \\ 3 ss^lii j\jl i\y* oiiiiu 1 1*3 Isvii 


(Dan sah) mengucapkan li'an dengan disertai kemampuan berbahasa 
Arab, (dengan bahasa ‘ajam), yaitu bahasa selain Arab. Sebab, subtansi 
li'an adalah sumpah atau kesaksiannya, sementara keduanya bisa dilakukan 


38 Maksud Li'an di sini adalah kata yang termuat dalam tuduhan zina dari seorang suami 
kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan yang terakhir dengan ucapan: "Maka laknat 
Allah menimpaku bila aku termasuk orang-orang yang berbohong atas tuduhan zinaku 
kepadanya. Sementara ghadab adalah kata yang termuat dalam pembelaan diri seorang istri 
dari tuduhan zina suaminya yang diucapkan sampai lima kali dan yang terakhir dengan 
ucapan: "Maka ghadab -murka- Allah menimpaku apabila dia termasuk orang-orang 
yang jujur atas tuduhan zinanya kepadaku. Lihat, Zakaria al-Anshari, Asm* al-Mathalib 
Syarh Raudh al-Thalib, (Beirut Dar al-Kitab al-Islami, t th.), Juz d, Ll 383. (Pen). 

39 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, (Beirut Dar al-Kutub al-flmiyah, 
1996), Jilid X, h. 393. 

40 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughm al-Muhtaj Ha Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Beirut Dar 
al-Rkr, t tk), JiBd UI, h. 479, 
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dengan berbagai bahasa. Dan orang 'ajam yang mengucapkan Wan harus 
memahami terjemah syahadah, li'att dan ghadab- yang diucapkannya-. 


446. Face Off (Rekontruksi Wajah) 

A. Deskripsi Masalah 

Face off dalam istilah medis adalah upaya merekontruksi wajah 
yang rusak karena suatu musibah agar kembali seperti semula. Face 
off tersebut merupakan penemuan teknologi kedokteran yang dilakukan 
dengan sistem bedah dan bila perlu dengan mengganti bagian wajah 
yang rusak dengan bagian tubuh lainnya. 

B. Pertanyaan 

Bagaimanakah hukum Face off (merekontruksi wajah) agar kembali 
seperti semula? 

C. Jawaban 

Merekontruksi wajah agar kembali seperti semula hukumnya boleh. 

D. Dasar Penetapan 


Al-Qur'an 


U5& i 

Liiji lil j-lj- j~>- J-Si 4ii\ ^ • J p OSAj 4ii\ , 


"Dan aku (setan) pasti akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan 
angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga- 
telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan 
aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), Mu benar-benar mereka mengubahnya. 
Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka 
Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (Q5. Al-Nisa': 119) 


Al-Sunnah 


4JJI 

CT ^ j'*. 4A)I jU- 

< Zi i^4 Cj ijlii 


"Diriwayatkan dari 'Abdullah: "Allah melaknat wanita yang menato 
dan wanita yang minta ditato, wanita yang mencukur alisnya, dan wanita 
yang meratakan gigi supaya bagus, mereka ivanita-wanita yang mengubah 
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ciptaan Allah Ta'ala. Tidaklah aku tidak melaknat onmg yang telah dilaknat 
oleh Nabi Saw. Dalam Kitab Allah hal itu disebutkan: 'Apa yang diperintahkan 
Rasul kepadamu maka lakukanlah, dan apa yang ia cegah, tinggalkanlah." 
(Muttafaq 'alaih dan ini redaksi Bukhari) 

Aqwal al-Ulama 

1. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari 41 
j' IjaU- gjJl yg j&u o'Jlil jjfs 'J 

Oj£=*> y& *^j jzjj^ ^ <j9^ 

SJki'j Jj-w o y*j j' ^r" |«-*y 

'j*as>- j' jj4=aj c-i^JU tyojii <2 jO£’ j' 'L>JS, j\ jl 

(J\i5 a!)' yg jbj Jl »jy u j' iljJaii 

‘djjt j' »^d|3 ^ AfiSl 'jjjSai' Aj jja^r U filii yg ^yijJLdj j\S 

jji-'ill 'aa> j «J i fj"j j_jsr4-* ^-4jj j' oAjlj ^-^>1 jl j 

jf Vjli jf br l!pj ^ 'M U ^ Jsi4 4^J' j\5j ;lpr 

% <4ej £jj" g% £ii dii 4^4 j? ^J'ji 

jA'j& 'jliaj*!' t >3 6r 0> jL&-' j\sj dUa jfr 

fj=v» cr^-^ ti £*j oi % £jj" 0% jj^ &'jj Jj OjS^i £p>' 
a!»3J' ^ £i xC3 g% 'M u^'j j^'j J&' j^j 'jls 

col$j iitSlc ^Jp cuL>-S AjVy»l oij^ Cx? -^3 

u sty dip jlJ dj\is \i^-i Ji sfp cJiis jui\ £& 

^USJI a& ^ iili Jil ^ jf i ll> j\Sj 

Al-Thabari berkata: "Bagi seorang wanita tidak diperbolehkan 
merubah sedikitpun dari asal kejadiannya yang telah didptakan oleh 
Allah baginya. Baik dengan cara menambahi atau menguranginya 
untuk mempercantik diri. Tidak boleh hal itu dilakukannya karena 
suami maupun orang lain. Seperti seorang wanita yang kedua alisnya 


4 1 Ibn Hajar al-Asqalani r Fath al-Bari Syarh Shahih aFBukhari, (Barut Dar al-Rkr, t th). Jilid X, K 462. 
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bersambung, kemudian ia hilangkan tengah-tengahnya agar terlihat 
terpisah ataupun sebaliknya. Seorang wanita yang mempunyai gigi 
tambahan kemudian ia cabut, atau gigi yang panjang kemudian ia 
potong. Atau mempunyai jenggot, kumis, atau rambut di bawah bibir, 
kemudian ia hilangkan dengan cara mencabutnya. Begitu pula seorang 
wanita yang berambut pendek atau jelek, kemudian ia sambung atau ia 
perindah dengan rambut orang lain. Semuanya termasuk larangan 
merubah dptaan Allah." Al-Thabari berkata- "Larangan tadi mengecualikan 
hal-hal yang membahayakan dan membuatnya sakit. Seperti seorang 
wanita yang mempunyai gigi tambahan atau gigi panjang yang 
mengganggunya ketika makan, atau memiliki jari berlebihan yang 
membuatnya sakit, maka ia boleh memotongnya. Dalam hal ini laki- 
laki sama hukumnya dengan wanita. Al-Nawawi berkata: "Larangan 
nirrnsh (mencabut rambut wajah) mengecualikan wanita yang mempunyai 
jenggot, kumis atau rambut di bawah bibir. Maka, mencabutnya tidak 
diharamkan, bahkan disunahkan. Menurut hematku (Ibn Hajar al~ 
'Asqalani), kemutlakan pendapat al-Nawawi tersebut terbatasi dengan 
izin suami dan sepengetahuannya. Bila tidak, maka tidak diperbolehkan, 
sebab akan menipu orang lain ( tadlis ). 42 Sebagian ulama madzhab 
Hanbali berpendapat: "Bila mencabuti rambut wajah telah menjadi 
trend unggulan wanita-wanita jalang, maka tidak boleh dilakukan. 
Jika belum, maka makruh tanzih (lebih baik dihindari). Sementara dalam 
satu riwayat (madzhab Hanbali) disebutkan: "Menghilangkan rambut 
wajah itu diperbolehkan dengan izin suami, kecuali jika menyebabkan 
tadlis, maka hukumnya tetap haram." Mereka berpendapat pula: 
"Seorang wanita diperbolehkan melakukan huff (mengerik habis rambut 
yang tumbuh di wajahnya), tahmir ( memerahkannya), nacjsy (mewarnainya), 
dan tathrif (meruncingkan jari-jari) atas seizin suaminya. Sebab 
semuanya termasuk hiasan. Al-Thabari telah menyebutkan riwayat dari 
jalur Abu Ishaq, dari istrinya, bahwa ia menemui Aisyah ra. di saat masih 
remaja dan masih mengagumi kecantikan, kemudian ia berkata: 
"Ada seorang wanita mengerik habis (rambut) keningnya untuk 
suaminya." Kemudian Aisyah ra. merespon: "Hindarilah penyakit 
semampumu." Sementara Al-Nawawi berpendapat: "Berhias dengan 
semua yang telah disebutkan tadi boleh hukumnya kecuali huff 
(mengerik habis rambut yang tumbuh di wajahnya). Sebab, hal itu 
termasuk nimash (mencabut rambut wajah)." 


-Seperti seorang lelaki yang akan meminangnya. (Pen). 
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2. Asm al-Mathalib Syarh Randh al-Thalib 43 

y.JL U >33) >1)1 £1 ('.!*£) 0) 

j&i £ gAUl ^Jd} U^i 

> Sjj\Ulj >lj)l >J| Jg J&\ Sd^j^l dy) 

a£^I 0^4 ^ l^SJ ^ f N a!£ ty>! 


(Dan) haram (mengkritingnya) rambut (dan menata ulang gigi), 
yakni meluruskan dan menipiskan, dikarenakan akan menipu dan 
menimbulkan salah penilaian dalam keasliannya. Dan juga karena 
larangan dalam hadits yang telah lewat 44 untuk kasus yang kedua. 

(Ungkapan Ibn al-Muqri: "Dan menata ulang gigi.")/ kecuali orang 
yang menata ulang gigi untuk menghilangkan keburukan, seperti 
menata ulang gigi tambahan, dan gigi yang tumbuh jauh dari yang 
lainnya, maka tidak haram karena tujuannya adalah memperindah 
bentuknya. 

3. Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab 45 


(^4 'i) jJic- > (^>1 f ) Ji (j£» <J> j3j) 

jlS Aju» jruaZS (lili <_} (j JX-) ^fcUaJl {y» 3* (iy£-) 

'J 0^3 pUjil Uw gZ)i 143 iSi SljS iijL; N} && j, 

!3» & (cJ <M) Ui ^ 553 ^ (Sfc?) ^ (^3) 

A=JI3i > *L£ r ;3j ,±^ 

(Dan andaikan seseorang menyambung tulangnya) dengan qayyid 
-batasan- yang saya tambahkan dengan imgkapan saya -(karena butuh) 
menyambungnya (dengan najis) dari tulang lain, (yang tidak bisa) 
disambung dengan (selainnya), ungkapan saya tadi lebih baik dari 
pada ungkapan al-Nawawi:"Karena tidak menemukan tulang yang 


43 Zakaria al-Anshari, Asm al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, ( Beirut; DarakKutubal- 
Bmiyah, t th) Jilid t K 491. 

44 Lihat, Zakaria al-Anshari, Asm al-Mthalib Syarh Raudh al-Thalib, (Beirut Dar al-Kitab 
al-Islami, t. th.). Jilid I, h. 172. 

45 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab, (Beirut Dar al- Kutub al- 
Hmiyah, 1418 H), JilkU h 89. 
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suci." (maka dianggap udzur) dalam hal tersebut. Maka shalatnya dengan 
sambungan tulang najis tersebut hukumnya sah. Dalam kitab al- 
Raudhah, sebagaimana kitab asalnya, al-Nawawi berkata: "Dan ia tidak 
wajib mencopotnya ketika menemukan pengganti tulang yang suci." 
Imam al-Subki dengan mengikuti pendapat Imam Haramain dan 
selainnya berkata: "Kecuali bila mencopotnya itu tidak mengkhawatirkan 
timbulnya bahaya." (jika tidak) yaitu dengan menemukan tulang lainnya 
yang bisa digunakan sebagai penyambungnya dan tidak najis dari 
selain tulang manusia, (maka wajib) baginya (mencopotnya), meskipun 
sudah menyatu dengan daging, (apabila ia terhindar) sebab mencopotnya 
(dari bahaya sejauh yang membolehkan tayamum dan belum mati). 
Sebab, ia dinilai ceroboh membawa najis yang mungkin dihilangkan." 
4. Al-Fiqh al-Islatni iva Adillatuh* 6 


g pL*. 0& j* j* iii jiS 

jJa i 5* £j\ gdb\ .> 5' 4? 

5J 3' jjac. 0' J 
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"Boleh memindah anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang 
ke tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang, manfaat 
yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibanding 
bahayanya. Disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk 
anggota badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, 
mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat, atau menghilangkan 
bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau 
gangguan fisik." 

5. Al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar’ah wa Bait al-Mal* 7 


3j>- I4JJU jj t W6 (3 

J4i iyfy ^ Ui 3 JU^\ ll*) Jfr'} 5^3? 


o!wa5 aJI J jjNl -WxaJl 5V 


46 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fujh al-lslami wa Adillatuh, (Beirut Dar al-Fikr, 1. 1 h.) Jilid VIII, h. 5124. 

47 Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashshal fi Ahkam cd-Mafah wa Bait al-Mal , (Beirut Muassasah 
al-Risalah, t. th.) Jilid III, h. 410. 
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Ajjil)! 11* jOljb j# SI/ 5, o\fi!i)l slfc ^ f V£.l j* ;{^J| 
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Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka, 
atau anggota badannya yang luar, akibat luka bakar, luka robek, atau 
penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan 
karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia boleh 
menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh 
ditempuhnya, meskipun akan mengarah pada mempercantik dan 
memperelok diri. Sebab, tujuan utamanya menghilangkan cacat. Bahkan, 
andaikata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri 
dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf 
diperbolehkan. Sebab kecenderungan perempuan mempercantik 
wajahnya diperbolehkan. Dalam fiqh madzhab Hanbali ada keterangan: 
"Bagi perempuan boleh mencukur (rambut) wajah, mengikisnya sampai 
habis, mempercantik dan memerahkannya." 


447. Infotainment; Mengungkap Kejelekan Orang 

A. Deskripsi Masalah 

Beberapa televisi menayangkan secara rutin berbagai jenis acara 
infotainment, seperti Cek & Ricek, Kroscek, Gossip, Go Show, KiSS, 
Kabar-Kabari, dan sebagainya. Demikian pula beberapa radio tidak 
ketinggalan untuk menyiarkan acara yang serupa. Acara tersebut 
seringkali mengungkap serta membeberkan kejelekan seseorang, dan 
bahkan mengarah kepada penyebaran fitnah. Akan tetapi, acara-acara 
tersebut justru telah menarik interes banyak pemirsa dan pendengar, 
apalagi menyangkut kehidupan para selebriti. 

B. Pertanyaan 

Bagaimanakah hukum menayangkan, menyiarkan, menonton 
atau mendengarkan acara televisi, radio atau lainnya yang mengungkap 
serta membeberkan kejelekan seseorang? 

C. Jawaban 

Pada dasarnya menayangkan, menyialkan, menonton atau mendengarkan 
acara apa pun yang mengungkap serta membeberkan kejelekan seseorang 
adalah haram. Kecuali didasari tujuan yang dibenarkan syariat din 
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hanya dengan cara itu tujuan tersebut dapat tercapai. Seperti memberantas 
kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, 
meminta pertolongan dan meminta fatwa hukum. 

D. Dasar Penetapan 


Al-Our'an 


% \jli£ % oJjT ci (g 

o' j*5C*aju v-=ju 


"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah 
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 
Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang 
sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." 
(QS. Al-Hujurat 12) 

1. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an^: 


£)l ,>4=3 u»- 1 ^ a]j5 

jlSj N o' uf <J. jstL pz N eidl oH 

ji&ii f\> o4di fi. j£f iiii uS» : 


Tentang firman Allah Swfc "Adakah seorang di antara kalian yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati?" (al-Hujurat: 12). Allah 
mengibaratkan ghibah (mengunjing) dengan memakan mayat. Sebab, 
mayat tidak mengetahui tubuhnya dimakan, seperti halnya orang yang 
digunjing tidak mengetahui gunjingan tentang dirinya. Ibn Abbas 
mengatakan: "Allah membuat perumpamaan ini untuk ghibah, sebab 
memakan tubuh mayat hukumnya haram dan menjijikkan. Begitu pula 
ghibah, hukumnya dalam agama haram dan menjijikkan bagi manusia. 


48 Muhammad al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an , (Kairo: Dar al-Sya'b, t. th.) Cet ke- 
2, Jilid XVI, h. 334- 335, 
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Lojj J-ftj ^ jjlji OtjJlj 


0 duui'lSjj 

"Dam orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa 
kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul 
kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzab: 58) 

Al-Sunnah 


J15 j&f AjLjj &I \p feaJI U 'ojj'd jls $ S&i J 

u 5 ^ <M JiS Jj 5 i \j> ,jA j 5^ o} ^-4 [3®' J *5 e^4=u u> iiu.\ 2)350 

. o > / »t • i. > s* , i -r 't 

Jj 13 ( jj£==u 1J 41xXC'\ -L03 J ^jaJ> 


"Dan Abw Hurairah, sungguh Rasulullah Saw. telah bersabda: "Apakah 
kalian mengetahui apakah hakikat ghibah itu?" Para sahabat menjawab: "Allah 
dan RasulNya lebih mengetahui. Beliau bersabda: "Penuturanmu tentang 
saudaramu dengan hal yang ia benci." Lalu ditanyakan pada beliau: "Apakah 
meskipun apa yang saya tuturkan itu memang kenyataan dari saudaraku?" Nabi 
menjawab: "(Ya.) Meskipun kenyataannya saudaramu seperti apa yang kamu 
ucapkan, maka kamu telah menggunjingnya. Dan jika saudaramu tidak seperti 
yang kau ucapkan, maka kamu telah berdusta terhadapnya. " (HR. Muslim) 

49 

1. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim 


<1)1 <3$ <J vjH (j JT o! (JjJ 5 <L*J|) ^ il ji 

dis && i\$\ gL jli (a% 13 <ui P Sjz U ks 

i5 5i o4^1 jifj U, Ai^c. ^ iaj 

i- r >U»u/\ ilLj liUSj ol^l> U*J ^<4^3 (-i JkUl 

jf il ^13 gUdilt j] 0 ? fkui USil 

^5 jp jii jl *o& ^ ij&Aj&tf AiUii Jc S 3 J 

ilc- »>43^ Jiij ijjji j»-°4 J jAJ <—> 13 -®^ J* 


49 Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim , (Bdrut Dar aMhya' al-Turats 
al-'Arabi, t. th.), Cet. ke-2, Juz XVI, h. 142. Lihat pula Muhyiddin al-Nawawi, Riyadh 
al-Shalihiti, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 199 7), h. 432-433. 
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Tentang sabda Rasulullah Saw.: "Ghibah adalah penuturanmu tentang 
saudaramu dengan hal yang ia benci." Lalu ditanyakan pada beliau : "Apakah 
meskipun apa yang saya tuturkan itu memang kenyataan dari saudaraku?" 
Nabi menjawab: "(Ya.) Meskipun kenyataannya saudaramu seperti apa yang 
kamu ucapkan, maka kamu tdah menggunjingnya. Dan jika saudaramu tidak seperti 
yang kau ucapkan, maka kamu telah berdusta terhadapnya." Diungkapkan 
£&, dengan fathah huruf iU nya dan tanpa tasydid, artinya: "Saya 

membicarakan tentang kebatilan seseorangnya. Makna ghibah adalah 
menuturkan seseorang ketika tidak ada dirinya dengan hal yang tidak 
disukainya. Sedangkan makna asal buht adalah mengucapkan kebohongan 
(kebatilan) seseorang di hadapannya. Kedua-duanya sama-sama haram 
Namun, terkadang ghibah diperbolehkan dengan tujuan yang dibenarkan 
syari'at. Tujuan yang dibenarkan syariat itu ada enam macam, yaitu: 
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1) Mengadukan kezaliman. Maka, seseorang yang dizalimi boleh 
mengadu kepada penguasa, hakim dan selainnya dari orang-orang 
yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan, untuk memperoleh 
keadilan dari pihak yang menzaliminya. Maka ia boleh berkata: 
"Fulan telah menzalimiku, atau telah membuatku begini." 

2) Meminta pertolongan untuk mencegah kemungkaran dan mengarahkan 
orang yang bermaksiat pada kebenaran. Maka dalam hal ini 
seseorang boleh berkata pada orang yang ia harap kemampuannya: 
"Fulan telah bertindak begini, maka cegahlah!" dan semisalnya. 

3) Memohon fatwa. Seperti bertanya kepada Mufti: "Fulan, ayahku, 
saudaraku, atau suamiku, telah menzalimiku. Apakah hal itu boleh 
dilakukannya? Dan bagaimana jalan keluarku darinya dan cara 
melawan kezalimannya?" dan ucapan yang semisalnya. Hal ini boleh 
karena dibutuhkan Pengaduan yang lebih baik adalah dengan berkata: 
"(Bagaimana) dengan seseorang, suami, orang tua, dan anak yang 
begini?" Meskipun begitu, menyebutkan identitas orangnya secara 
jelas tetap diperbolehkan berdasarkan hadits tentang Hindun dan 
ucapannya, "Sungguh Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir." 

4) Memperingatkan orang Islam dari bahaya. Hal ini bisa terjadi 
dalam beberapa kasus. Di antaranya, (i) mengkritik perawi hadits, 
saksi, dan para penulis. Semua ini diperbolehkan berdasarkan Ijma'. 
Bahkan hukumnya wajib karena menjaga syari'at. (ii) Ketika anda 
melihat seseorang akan membeli barang yang cacat atau budak yang 
suka mencuri, zina, mabuk dan semisalnya, maka anda boleh 
menyebutkan hal itu kepada pembeli tersebut bila ia tidak 
mengetahuinya. Namun bukan bertujuan menyakiti orang lain 
dan membuat kerusakan, (iii) Bila anda lihat seorang pelajar fiqh 
seringkah menemui orang fasik atau ahli bid'ah untuk berguru 
kepadanya. Dan anda khawatir ia akan membahayakannya, maka 
anda harus menasehatinya dengan membuka kedoknya karena 
bertujuan memberi nasehat. (iv) Ketika ada seseorang yang memegang 
jabatan dan tidak menggunakannya secara profesional, karena 
kurang berkompeten atau kefasikannya. Kemudian ada seseorang 
yang mengadukannya kepada atasannya agar mengetahuinya Sehingga 
ia tidak tertipu dengannya dan bisa menjalankan tugas dengan benar. 

5) Ketika ada seseorang yang memamerkan kefasikan dan bid'ahnya, 
seperti meminum khatnr, merampok, menarik pungutan liar dan 
melakukan berbagai tindak kriminal. Maka boleh menyebutkan 
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tindak kriminal yang dipamerkannya, bukan yang lainnya kecuali 
ada sebab lain (yang memperbolehkannya. 

6) Menyebut identitas. Ketika seseorang terkenal dengan julukan seperti 
si rabun, si pincang, si juling, si bunting dan semisalnya, maka boleh 
menyebut identitasnya dengan julukan tersebut. Namun haram 
menyebut julukannya karena menganggap remeh. Bila mungkin 
menyebut identitasnya dengan selain julukannya maka lebih 
utama. Wallahu A'lam. 

Aqwal al-Ulama 


1. Ihya 'Ulum al-Din 50 
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50 Abu Hamid al-Ghazali, l^lCum^-C^^ei rut: Dar al-Rkr, 19^), Jilid AL K 131-13Z lihat 
pula, Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Muhgni cd-Muhtoj , (Beirut Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, t* th.). Jilid IV, h. 22 dan Muhammad bin Salim Bafadhal, Is'ad al-Rafuj, (Surabaya: 
al-Hidayah, t th.). Juz D, h. 50. 
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Keterangan tentang mkhsah-rukhsah yang memperbolehkan ghibah. 
Ketahuilah, bahwa rukhsah yang memperbolehkan menyebut kejelekan 
orang lain adalah gharadh shahihfi syar'i (tujuan yang dibenarkan syari'at), 
yang tidak bisa diraih tanpa menyebut kejelekannya itu. Maka, hal 
itu menafikan dosa ghibah. Rukhsah tersebut ada enam macam, yaitu: 

1) Mengadukan kezaliman. Oleh sebab itu, seseorang yang menyebutkan 
seorang qadhi (hakim) telah melakukan kezaliman, tidak adil dan 
telah menerima suap, maka ia adalah orang yang telah melakukan 
ghibah dan maksiat bila bukan seorang yang dizalimi. Sementara bagi 
seseorang yang dizalimi oleh seorang qadhi, ia boleh mengadukannya 
ke penguasa dan mengatakan kezalimannya. Sebab, ia tidak mungkin 
menuntut haknya tanpa menyebutkan kezaliman qadhi tersebut. 
Nabi Saw. bersabda: "Sungguh orang benar berhak mengajukan 
tuntutannya. Beliau bersabda lagi: "Penundaan orang yang mampu 
melunasi hutangnya adalah kezaliman." Beliau bersabda pula: 
"Penundaan penemu barang (orang lain dalam mengembalikan 
kepada pemiliknya) menghalalkannya untuk diberi sanksi dan 
dicela kehormatannya." 

2) Meminta pertolongan untuk mencegah kemungkaran dan mengarahkan 
orang yang bermaksiat pada kebenaran. Seperti diriwayatkan, bahwa 
sungguh Umar ra. pernah melewati Utsman ra., atau dalam versi 
lain melewati Thalhah ra., kemudian ia ucapkan salam, namun tidak 
dijawabnya. Lalu hal itu ia adukan kepada Abu Bakar ra.. Kemudian 
beliau mendatanginya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan 
pengaduan Umar ra. tadi tidak dinilai sebagai ghibah menurut para 
sahabat. Begitu pula ketika sampai kabar kepada Umar ra., bahwa 
sungguh Abu Jandal yang berada di Syiria telah kecanduan khamr, 
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kemudian Umar ra. menuliskan surat kepadanya: 

" Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Haa Miim. Diturunkan kitab ini (al-Quran) dari Allah yang Maha Perkasa 
lagi Maha Mengetahui. Yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi 
keras hukumanNya. Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan (yang berhak 
disembah) selain Dia. Hanya kepadaNya (semua makhluk)kembali ..." 
(QS. Al-Mu'min: 1-3) 

Kemudian Abu Jandal bertaubat Umar ra. pun tidak menilai pengaduan 
kasus itu kepadanya sebagai ghibah. Sebab tujuannya adalah agar ia 
mengingkari perbuatan Abu Jandal tadi. Kemudian nasehat Umar ra. 
pun bisa diterimanya, bukan nasehat dari orang lain. Hal ini 
diperbolehkan karena adanya tujuan yang benar. Apabila tujuannya 
bukan demikian, maka pengaduan tersebut hukumnya haram. 

3) Memohon fatwa. Seperti pertanyaan seseorang kepada Mufti: 
"Ayahku, istriku, atau saudaraku telah berbuat jahat kepadaku. Maka, 
bagaimana jalan keluarnya?" Namun yang lebih baik adalah dengan 
cara ta'ridh (menyamarkan identitas), dengan berkata: "Apakah 
pendapatmu tentang seseorang yang telah dizalimi oleh ayah, istri 
atau saudaranya?" Meski demikian, menjelaskan identitas dengan 
sekedarnya (seperti tadi) hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan 
riwayat dari Hindun binti 'Utbah, sungguh ia pernah berkata kepada 
Nabi Saw.: "Sunguh Abu Sufyan (suaminya) adalah orang yang 
sangat pelit. Ia tidak mencukupi nafkahku dan anakku. Apakah 
aku boleh mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya?" Lalu 
Nabi menjawab: "Ambillah harta yang mencukupi dirimu dan anakmu 
dengan bijaksana . " Hindun telah menyebutkan kepelitan dan kezaliman 
Abu Sufyan kepada diri dan anaknya, dan Nabi Saw. pun tidak 
mencegahnya. Sebab tujuannya adalah meminta fatwa. 

4) Memperingatkan orang Islam dari bahaya. Oleh sebab itu, bila anda 
lihat seorang ahli fiqh seringkah menemui seorang ahli bid'ah atau 
orang fasik, dan anda khawatir bid'ah dan kefasikannya akan 
menularinya, maka anda boleh menceritakan bid'ah dan kefasikannya 
kepada ahli fiqh itu, bila memang motif anda adalah kekhawatiran 
menularnya bid'ah dan kefasikannya. Bukan dengan motif lain. Kasus 
ini merupakan kasus yang rawan. Sebab, terkadang motif yang timbul 
adalah kedengkian dan setan membujuknya dengan kedok kasih sayang 
kepada sesama. Begitu pula ketika ada seseorang akan membeli 
budak. Sementara anda tahu budak tersebut suka mencuri, berbuat 
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fasik, atau aib yang lain. Maka anda boleh menyebutkan hal itu kepada 
pembeli tersebut. Sebab, diam anda akan membahayakan pembeli, 
sedangkan komentar anda akan membahayakan budak itu. Maka 
pembeli lebih berhak dibela. Begitu pula seorang Muzakki (seorang yang 
ditugaskan meneliti privasi seorang saksi), ketika ia ditanya tentang 
privasi seorang saksi, maka ia boleh menyebutkan kejelekannya, bila 
memang diketahuinya. Orang yang diminta pertimbangan tentang 
urusan pernikahan dan penitipan amanah, maka ia boleh memberi 
informasi yang diketahuinya dengan tujuan mengharapkan kebaikan 
orang yang meminta pertimbangannya. Tidak dengan tujuan 
mencelanya. Bila ia yakin orang yang meminta pertimbangannya 
itu akan mengurungkan nikahnya dengan hanya diomongi: "Wanita 
itu tidak pantas bagimu." Maka hanya itu yang harus disampaikannya 
dan hal itu sudah cukup. Apa bila ia yakin orang tersebut tidak akan 
mengurungkan niatnya kecuali dengan keterangan jelas tentang aib 
wanita tersebut, maka ia boleh menjelaskannya. Sebab, Rasulullah Saw. 
pernah bersabda: "Apakah kalian menahan diri untuk menyebutkan 
orang yang jahat? Bukalah kedoknya, sehingga orang-orang mengetahui. 
Sebutlah dia dan kejahatannya sehingga orang-orang bisa menjaga 
diri darinya." Para sahabat berkata: "Ada tiga orang yang tidak ada 
ghibah bagi mereka, yaitu kepala pemerintahan yang zalim, ahli 
bid'ah dan orang yang memamerkan kefasikannya." 

5) Seseorang yang terkenal dengan suatu julukan yang berasal dari 
aibnya. Seperti si pincang, si rabun. Maka orang yang mengatakan: 
"Abu Zanad meriwayatkan dari si pincang, Sulaiman meriwayatkan 
dari si rabun." dan semisalnya tidaklah berdosa. Sebab, para ulama 
pun telah melakukannya dikarenakan tuntutan menyebut identitas 
seseorang. Juga dikarenakan, andaikan orang yang bersangkutan tahu, 
maka ia tidak mempermasalahkannya setelah sebelumnya ia memang 
sudah terkenal dengan julukannya itu. Meskipun begitu, bila ditemukan 
penggantinya, dan bisa menyebutkan identitasnya dengan ungkapan 
lain, maka lebih utama. Oleh sebab itu, untuk orang yang buta dijuluki 
orang yang bermata hati, karena menghindari nama yang kurang baik. 

6) Seseorang yang memamerkan kefasikannya. Seperti bencong, germo, 
peminum khamr dan perampok. Yakni orang-orang yang memamerkan 
kejelekannya, yang tidak malu dan biasa saja dicela. Bila anda 
menyebutkan kejelekan mereka, maka tidak berdosa. Rasulullah 
Saw. bersabda: "Siapa saja yang menanggalkan jilbab rasa malu dari 
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dirinya, maka tidak ada ghibah baginya." Umar ra. juga berkata: "Orang 
jahat tidak memiliki kemuliaan." Maksudnya adalah orang yang 
memamerkan kefasikannya. Bukan orang yang menyembunyikannya, 
sebab ia harus dijaga kehormatanya. Al-Shalt bin Tharif berkata: 
"Aku bertanya pada al-Hasan: "Seorang jahat yang memamerkan 
kejahatannya, adakah penuturanku tentang kejahatannya termasuk 
ghibah ?" Ia menjawab: "Tidak. Ia tidak punya harga diri." Al-Hasan 
berkata pula: 'Tiga macam orang yang tidak ada ghibah bagi mereka, 
yaitu budak hawa nafsu, orang fasik yang memamerkan kefasikannya, 
dan pemimpin yang zalim." Maka ketiga-tiganya sama-sama 
memamerkan kejahatannya dan bahkan terkadang membanggakannya. 
Maka bagaimana mungkin mereka benci dengan kejahatannya, 
sementara mereka ingin memamerkannya? Meskipun begitu, apabila 
seseorang menyebutkan kejahatan selain yang dipamerkan mereka, 
maka ia berdosa. 'Auf berkata: "Saat aku menemui Ibn Sirin aku 
menjumpai al-Hajjaj disampingnya. Kemudian Ibn Sirin berkata: 
"Allah Maha Bijaksana dan Maha Adil, yang akan menghukum al- 
Hajjaj atas orang yang ia gunjing, sebagaimana Ia akan menghukum 
orang yang mengunjing al-Hajjaj. Ketika besok anda bertemu Allah, 
maka dosa terkecil yang anda lakukan akan menjadi lebih berat 
dari pada dosa terbesar yang pernah dilakukan al-Hajjaj." 


2. Riyadh al-Shalihin 51 

Ji J^\ jJl jp ... yC-l iL 


Ketahuilah! Sungguh ghibah itu diperbolehkan dengan tujuan yang 
dibenarkan syari'at, yang tidak bisa dicapai melainkan dengan cara 
ghibah. Tujuan yang dibenarkan syari'at ada enam macam ... yang 
kedua adalah meminta pertolongan dalam mencegah kemungkaran 
dan mengarahkan orang maksiat pada kebenaran. 


3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 52 



51 Yahya al-Nawawi, Riyadh al-Shalihin. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), Juz h. 
432-433. 

52 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfadz al-Minhaj. 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Juz IV h. 22. 
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Dalam Zawaid al-Raudhah al-Nawawi berkata: "Ghibah diperbolehkan 
karena enam alasan." Dan ia sebutkan semuanya. Sementara oleh ulama 
lain keenam sebab itu dikumpulkan dalam seuntai syair, ia berkata: 
Julukan, pencari fatwa, kefasikan yang dipamerkan, 

Kezaliman, memperingatkan bahaya dan membasmi kemungkaran 

Maksudnya, maka diperbolehkan menyebutkan orang lain dengan 
keenam sebab itu saja, kecuali terdapat sebab lain yang memperbolehkan 
menggunjing orang lain. Dalam Ihya' al-Ghazali berkata: Kecuali yang 
memamerkan maksiat adalah seorang alim yang menjadi panutan, 
maka tidak boleh menggunjingnya. Sebab, ketika masyarakat mengetahui 
kesalahannya, mereka akan mudah melakukan dosa pula." 

4.Subulal-Salanfi 3 
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53 Muhammad al-Shan'ani al-Amir, Subw/ al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Adillah 
al-Ahkanu (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz IV, h. 192-194. 
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Keharaman ghibah telah menjadi hal maklum dalam agama dan 
disepakati para ulama. . . . Allah telah memposisikan ghibah seperti 
halnya memakan mayat manusia, dan hadits tentang larangan ghibah 
yang sangat banyak cukup menunjukkan keharamannya yang besar. 
Ketahuilah! Sungguh para ulama telah mengecualikan enam perkara 
dari ghibah, yaitu: 

1) Mengadukan kezaliman. Maka, orang yang dizalimi boleh berkata: 
"Fulan telah menzalimiku dan mengambil hartaku, atau dia orang yang 
zalim." Namun apabila ucapannya tersebut dalam rangka mengadu 
kepada orang yang mampu menghilangkan atau memperingan 
kezalimanya. Dalilnya adalah ucapan Hindun ketika mengadukan 
Abu Sufyan kepada Nabi Saw.: "Ia lelaki yang kikir." 

2) Meminta pertolongan untuk membasmi kemungkaran. Yaitu dengan 
mengadukan kepada orang yang diduga kuat mampu membasminya. 
Maka si pengadu boleh berkata: "Fulan telah berbuat demikian atas 
orang yang tidak memamerkan maksiat." 

3) Meminta fatwa. Yaitu seseorang berkata kepada Mufii: "Fulan telah 
menzalimiku dengan begini, maka bagaimana jalan keluarnya?" 
Dalilnya adalah ia tidak mungkin lepas dari kezaliman yang 
menimpanya kecuali dengan menyebutkan faktanya. 

4) Memperingatkan muslimin dari bangga diri. Seperti mengkritik para 
rawi, para saksi dan orang yang ingin mengajar dan memberi fatwa 
tanpa keahlian yang cukup. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw.: "Inilah 
anggota suku yang terburuk!" (HR. Bukhari), dan Sabda Nabi Saw.:" 
Mu'awiyah orangnya melarat." Yaitu saat Fahimah binti Qais meminta 
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izin bertemu dan musyawarah kepada beliau Saw., dan menyebutkan 
bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm melamarnya, 
kemudian beliau berkata: "Mu'awiyah orangnya melarat, tidak punya 
harta. Sedangkan Abu Jahm tidak pernah menurunkan tongkat dari 
pundaknya (ringan tangan). Menikahlah dengan Usamah (saja) . . ." 

5) Menyebut orang yang memamerkan kefasikan atau bid'ah. Seperti 
para penarik pungutan liar dan pejabat yang zalim Maka diperbolehkan 
menyebutkan kesalahan yang dipamerkan mereka, bukan yang lainnya. 
Dalilnya telah disampaikan yaitu: "Sebutkanlah si penjahat ..." 

6) Menyebut identitas orang dengan julukan dari aibnya. Seperti si mata 
satu, si pincang, si rabun. Namun tidak dimaksud meremehkan dan 
menggunjingnya. 


Keenam sebab tersebut oleh Ibn Syarif telah dikumpulkan dalam 
syairnya: 

Cercaan yang tidak termasuk ghibah ada enam macam, 

Pengadu kezaliman, penyebut identitas, pemberi peringatan, 

Bagi tukang pamer kefasikan, pencari fatwa, 

Dan pencari pertolongan dalam membasmi kemungkaran. 

5. Siraj al-Thalibin 54 
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(Peringatan) Al-'Allamah Ibn Hajar dalam kitab al-Zawajir menilai 
ghibah dan mendiamkannya karena menyetujui dan membiarkannya 
sebagai dosa besar. Ia berkata: "Penilaian ghibah sebagai dosa besar adalah 
pendapat mayoritas ulama. Maka penilaian tersebut berkonsekuensi pada 
mendiamkannya karena menyetujui dinilai juga sebagai dosa besar. 
Kemudian saya lihat al-Adzra'i terang-terangan mengatakan hal tersebut. 
Namun meskipun begitu, bila seseorang tidak mampu mencegahnya, 
maka ketika mampu ia harus memisahkan diri dari orang yang sedang 
ghibah." Suatu versi pendapat yang menyatakan bahwa ghibah adalah 
dosa kecil merupakan pendapat yang lemah atau kekeliruan. 


54 Muhammad Ihsan Dahlan, Siraj al-Thalibin, (Mesir: musthafa al-Halabi, 1955), Cet. 
ke-1. Jilid I, h. 380. 
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6. Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami 55 

^'-“4* J*' 'G t Jj&ju U j yu onl] J>3 5^ iSjj 

j' v^=4 ^ 6^=4 ^ (^ Jj miliki eLill J £?_>>• <5i* 

... iijyijl UiUt j| aJuiTlJl ojU-^j «uliJl (wjiS'ji :>jJl>- Jjf- U^jU- 

^ o' o'-^i J$3 Aiu^Jji 5i jjij o' dUi jjo UlSlljj 

4 3^4 O'j u>r % Visvs % u;i^ ^3 UHi 6>=S & o'j^ 6j^ us 

Or? N 0 j O - *** -- * - ' Oj Ajl^ 

\ JJs 0^“ o' di (J'j^- O^ O'j ^ Nj Jj^l' 

pJ A^ji^u ejA*J Ajll^fr j\Jij O'-vO* 4jlj jj jGLj ^JjS O' (Jp (j"^' 

aOISLJI ajOuaJJ S-v^-j Ijj aIaj 


Ketika setiap orang berhak mengatakan apa yang diyakininya 
sebagai kebenaran dan membelanya dengan ucapan maupun tulisan, 
maka kebebasan berbicara tersebut tidaklah secara mutlak. Namun, 
ucapan dan tulisannya terbatasi agar tidak sampai keluar dari etika 
dan akhlak al-karimah ataupun berseberangan dengan syari'at. . . . Setelah 
itu bisa kita simpulkan, Syar'iat Islam memperbolehkan setiap orang 
untuk mengatakan kemaunnya tanpa berbuat kotor. Maka ia tidak 
diperbolehkan mencerca, menggunjing, menuduh zina dan berbohong. 
Ia harus mengajak orang lain mengikuti pendapatnya dengan hikmah, 
maui'dhah hasanah dan perdebatan santun. Tidak memamerkan ucapan 
kotor dan memulainya. Ia juga harus menghindar dari orang-orang yang 
bodoh. Maka tidak perlu diperdebatkan lagi, bahwa orang yang bertindak 
demikian akan mampu mengajak orang lain untuk mendengar dan 
mempertimbangkan pendapatnya. Lebih-lebih (menjaga) hubungannya 
dengan orang lain akan tetap terjaga. Begitu pula hubungan segolangannya 
akan bersatu padu dan mampu meraih kemaslahatan umum. 


448. Trafficking (Perdagangan Manusia) 

A. Deskripsi Masalah 

Trafficking adalah proses perdagangan manusia yang unsur pokoknya 


55 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' al-]inai al-Islami, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 
2003), Jilid I, h. 29-30. 
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adalah eksploitasi. Seperti eksploitasi seksual, kerja paksa tanpa upah, 
pembunuhan untuk pengambilan organ tubuh dan lainnya. Sehingga 
bisa terjadi pada tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri. 
Meskipun semua rekrutmen tenaga kerja tidak selalu mengalami 
dampak negatif trafficking. 

Rekrutmen tenaga kerja yang mengandung unsur trafficking bisa muncul 
dalam bentuk-bentuk sebagai berikut 

1 . Informasi palsu tentang pekerjaan, pemalsuan dokumen resmi, seperti 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor dan izin keluarga. 

2. Pembiayaan yang tidak wajar, transportasi tidak resmi atau 
penyelundupan, perjalanan yang berbahaya, mempekerjakan tanpa 
upah, dan waktu menunggu di penampungan. 

3. Kondisi (tipe) pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan 
atau kesepakatan verbal (palsu) dengan pekerja, penempatan pada 
majikan baru di Negara tujuan tanpa persetujuan pekerja. Atau 
melalui penipuan dan paksaan fisik, penyekapan paksa, penahanan 
tanda pengenal dan dokumen perjalanan, resiko kesehatan dan 
keselamatan, kurangnya perlindungan dan bantuan sosial-hukum. 
Tidak melibatkan kedutaan atau kurangnya pelayanan yang diberikan 
kedutaan. 

4. Aksi pemalakan dan pemerasan melalui pelayanan dengan biaya 
tinggi oleh petugas bandara dan imigrasi, penukaran uang, dan 
sebagainya. 

B. Pertanyaan 

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang trafficking (proses 
perdagangan manusia) yang meliputi perekrutan, penerimaan, 
penampungan, pengiriman, dan penyerahan dengan menggunakan 
ancaman kekerasan, penyidikan, penyekapan, pemalsuan, penjeratan 
melalui hutang atau jasa kebaikan dan sebagainya? 

2. Bagaimanakah hukum mencegah trafficking dan melindungi para 
korbannya bagi semua pihak? 

C. Jawaban 

1. Hukum trafficking yang meliputi berbagai cara biadab sebagaimana 
pertanyaan di atas adalah haram secara keseluruhan. 

2. Hukum mencegah trofficking dan melindungi para korbannya bagi 
semua pihak adalah wajib. 

D. Dasar Penetapan 
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AMJur'an 

$ 4 j n’^ j tCjT oli} ♦ 



"Dan sungguh telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezkidari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra':70) 



&&M4 oUf* 


" Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan 
pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kalian 
hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa 
mereka, maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 
(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu." (QS. Al-Nur: 33) 


Jbji. M oj M I \J$j O'jliitj Jf\ ji- 1 J,j [£ % \yjf\ £ 1 J,j [£$ 



“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksaNya." 
(QS. Al-Maidah: 2) 


pijjl (J'jJjJlj «LlIJlj f » }\j 4ill jje"* (j O jl-' s,* > N Ctj 

tfjj 'f'hjJ LaJ L^l vJUaJI Aj^SJI #ji» ^ Tsjj O 


"Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) 
orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak 
yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini 
(Makkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi 
Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau" (QS. Al-Nisa: 75) 

Al-Sunnah 
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UI liSi 4JJ» jl3 jli $ ^p\ gP & s^ji c^l 0^ 
(jj^-U lji^-1 >>U-<I j^-jj J5 ld ^U J>jj j^C- ^ ^ J^-j 

(j>\) ii-U» O^J (jjjliyJI oljj) s^l * }?*! (4j 


. - i ^ J 


"Dari Abw Hurairah Ra., dari Nabi Saw. ia bersabda: “ Allah berfirman: 
"Ada tiga golongan di mana Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat, 
yaitu: Seseorang yang diberi amanah dengan sumpah atas namaKu kemudian 
ia ingkari, seseorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan hasil 
penjualannya, dan seseorang yang menyewa orang lain, lalu mempekerjakannya 
namun tidak ia berikan upahnya." (HR. Bukhari, Ibn Majjah dan Ahmad) 


i} 5 b i} «, j} SI ^ Cf- 

ii 'S’&i Jjj 4JJl JZJ* ibjfe» Jj>> J Jwad J^3l Ojj <UjL| 

4 i)i olc. u -^=4 J-*- 4 * 4 ^ J 4 -^i 5 b Jl jj?^' 5 b 

(jjtf 3 iuUj ilui ^)uils' 


"Dan Ibn Mas'ud ra., dari Nabi Saw., beliau berkata: ", Sungguh kejujuran 
itu menunjukkan pada kebaikan, dan sungguh kebaikan itu menunjukkan 
surga. Dan sungguh seseorang bertindak jujur sehingga ia tercatat orang 
yang sangat jujur di sisi Allah. Sungguh kebohongan itu menunjukkan 
pada kejahatan, dan sungguh kejahatan itu menunjukkan neraka. Dan 
sungguh seseorang berbohong sehingga ia tercatat sebagai pembohong besar 
di sisi Allah. " (HR. Al-Sittah, Malik dan Ahmad) 


4iri \jfc Ili f£ $ djj'J Sh m & JV5 j>\ 

pjA AjLjj &\ ijli lift oU $ «Jjjjiit fl> ^ lli Oli JUS 4^1 4^) 
0)3 jlJ pl_^>- ^4^* ji-C-l i ) _yjJ l_jlU l.ii <jjl OjjJ^-9l ('b 1 *" JIj 

b fi=ubl>'j (UJly. 1 ) (^=>^ fi= 4 lc- f> & 

(^lij iji^ii Jij3) ili jtf** 


"Dari Ibn Umar Ra. ia berkata, ketika berada di Mina, Nabi Saw. bersabda: 
"Apakah kalian tahu, hari apa ini?" Para sahabat menjawab: " Allah dan 
RasulNya lebih mengetahui." Beliau bersabda: ", Sungguh ini hari mulia. 
Apakah kalian tahu, daerah apakah ini?" Para sahabat menjawab: "Allah dan 
RasulNya lebih mengetahui." Beliau bersabda: ", Sungguh ini daerah mulia. 
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Apakah kalian tahu, bulan apakah ini?" Para sahabat menjawab: " Allah dan 
RasulNya lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Sungguh ini bulan mulia." 
(Kemudian) beliau bersabda: "Sungguh jizva, harta , dan harga diri sebagian dari 
kalian itu kemuliaan bagi sebagian yang lain, sebagaimana kemuliaan hari 
kalian ini, di daerah mulia kalian ini." (HR. Bukhari dan Muslim) 


Aqwal al-Ulama 

1. Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam 56 


ufW jJhi USsJuL 

14^ {jji J)*} y» Ifcjic- 1-dlj j\ IjjLL* 

ju jsl 31 ju j<rt ^ siii; ^ ulu 

olyt ^ jjji- jp JS jJ Ufl . lc - LLfcj 

jji (jji 4-;! C- yPj*aXa J Iji) Ij 


Ketika kita mengikuti metode ini (menimbang dosa dengan mengukur 
mfl/sadfl/i-bahaya-nya pada dosa besar yang telah terdapat nashnya, 
untuk menentukan apakah dosa tersebut termasuk kategori dosa 
besar atau kecil) 57 , maka terkadang mafsadah sebuah wasilah (perantara) 
suatu dosa besar sama dengan ekses negatif dosa besar yang lain atau 
lebih. Sebab, seseorang yang menyekap perempuan muhshanah (bersuami) 
untuk dizinainya, atau menyekap seorang muslim yang ma'shum (terjaga 
dari dosa; nabi) untuk diserahkan kepada orang yang hendak 
membunuhnya, maka kedua tindakannya itu adalah dosa besar yang 
mafsadahnya lebih besar dari pada memakan harta riba dan harta anak 
yatim. Sementara memakan harta riba dan harta anak yatim telah 
dirnsh (sebagai dosa besar). Begitu pula andaikan seseorang membuka 
kelemahan muslimin (kepada pihak musuh), yang mengakibatkan 
mereka terkalahkan, wanita dan anak-anaknya tertawan dan harta 
mereka terampas, maka tindakannya itu lebih besar mafsadahnya 
daripada melarikan diri dari barisan perang. Padahal, melarikan 
diri dari barisan perang dirnsh (sebagai dosa besar), tidak seperti 


56 Ibn Daqiq al-'Id, Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, Uh.), Jilid IV, h. 171-172. 

57 Lihat Ibn Daqiq al-'Id, Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam, dalam Mas' alah 
Ikhtilaf al-Nas fi al-Kaba'ir. Penerjemah. 
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dosa membuka kelemahan muslimin ini. 
2. Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq 5g 


ISUll JtS Jup (tf^) O'T ll5j (>' f'^0 

Cj*j& $ f Cr* ^ f 

\5l jj^ii $£1 ftifiii JtS SJ6 ^ fej ^6?^ $f 5fe S5 l1m 

{ jpjC\ jJu ilsiuj C^ ^\j iyy^j> j\ aZzc. ^L5 a^i*j jl 

iL^6 *& & fOl\ jil £)>» &l JlS l# 

IjJfc ^yvO^J USlll Jj* (_j Jlj (_^Uau»Ji5! Jj U^ - 


Dan termasuk dosa besar, (mempekerjakan orang merdeka sebagai 
pelayan) dan menjadikannya budak. Ketika hal itu terjadi (dengan 
paksaan) kepadanya. 

Nabi Saw. bersabda: "Tiga orang yang shalatnya tidak diterima Allah. 
Yaitu orang yang menguasai-memimpin- suatu kaum, sementara mereka 
membencinya. Orang yang melaksanakan shalat setelah habis waktunya. 
Dan orang yang memperbudak orang yang telah dimerdekakannya." (HR. 
Abu Daud) 

Al-Khattabi berkata: "Sabda Nabi Saw.: "Memperbudak orang yang 
telah dimerdekakannya" bisa berarti memerdekakannya dan kemudian 
merahasiakan atau mengingkari kemerdekaanya. Dan hal ini lebih 
bahaya dari yang setelahnya. Atau menahan setelah memerdekakannya, 
kemudian mempekerjakannya sebagai pelayan secara paksa. 


Ibn al-Jauzi berkata: "Orang merdeka adalah hamba Allah. Maka 
siapa saja yang berbuat jahat kepadanya, maka musuhnya adalah 
majikannya (Allah)." Seperti tercantum dalam karya al-Qasthalani. 

Dalam kitab al-Zawajir Ibn hajar berkata: "Penilaian tentang 
perbudakan orang merdeka sebagai dosa besar begitu tegas dari 
hadits ini. Dan hal itu merupakan kesimpulan yang terang." 


Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 22 Rajab 1427 H /16 Agustus 2006 


58 Muhammad Salim Bafadhal, Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam aL-Taujty, (Surabaya: al-Hidayah, 
t th.). Juz VI, h. 125. 
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PIMPINAN SIDANG PLENO LANJUTAN 
KOMISI BAHTSUL MA S Al L DINI YY AH WAQITYYAH 


Ketua Ketua 

ttd ttd 

KH. DR. Masyhuri Na'im, MA KH. Ma'ruf Amin 


Ketua 

ttd 

KH. DR. Maghf ur Utsman 

TIM PERUMUS: 

Ketua, merangkap Anggota: 

KH. DR. Masyhuri Na'im 
KH. Ma'ruf Amin 
KH. Hafizh Utsman 
KH. DR. Maghfur Utsman 

Sekretaris merangkap Anggota: 
KH. Arwani Faishal 

Anggota: 

KH. Ahmad Sadid Jauhari 
KH. Cholil Nafis, MA. 

KH. Hasyim Abbas, SHI. 

KH. Yasin Asmuni 

KH. Muhammad Ardani 

KH. M. Aniq Muhammadun 

KH. Busyro Musthofa 

KH. Kholil Anwar 

KH. Hasanuddin Imam 

KH. Tamyiz Muharrom 

KH. Ahmad Ishomuddin, M. Ag. 


Sekretaris 

ttd 

KH. Arwani Faishal 


(PBNU) 

(PBNU) 

(PBNU) 

(PBNU) 

(PBNU) 

(PBNU) 

(PBNU) 

(PBNU) 

(PWNU JATIM) 

(PWNU JATIM) 

(PWNU JATENG) 
(PWNU JATENG) 
(PWNU JABAR) 

(PWNU JABAR) 

(PWNU YOGYAKARTA) 
(PWNU LAMPUNG) 
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HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-XXXII 
Di Asrama Haji Sudiang Makassar 
Tanggal 7-11 Rabi'ul Akhir 1431 H / 

22 - 27 Maret 2010 M 
Tentang: 

MASAIL AL-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH 

449. Transaksi Via Alat Elektronik 

450. Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah 

451. Sadap Telpon 

452. Menunda Penguburan Jenazah 

453. Mengumpulkan Jenazah Muslim dan 
Non Muslim Dalam Satu TPU (Tempat Pemakaman Umum) 

454. Pencurian Ikan di Laut 

455. Batas Minimal Usia Nikah 

456. PernyataanS/zig/iaf Ta'licj Talak 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA 
NOMOR: V/MNU-32/III/2010 
TENTANG 

BAHTSUL MASA'IL DINIYYAH WAQTIYAH 
NAHDLATUL ULAMA 

& ri 

MUKTAMAR Ke-32 NAHDLATUL ULAMA 

Menimbang : a. 

masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang 
menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut 
salah satu madzhab empat agar dapat menjadi 
pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat 
yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan 
umat; 

b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan 
atau Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak 
di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, 
pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai 
bidang yang mengarah kepada terbentuknya Khaira 
Ummah, perlu secara terus menerus melakukan 
perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 
khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam 
yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah 
menurut salah satu madzhab empat; 

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf 
a dan b tersebut di atas Muktamar Ke- 32 perlu 
menetapkan Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Wacji'iyyah; 

Mengingat : a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama 
Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas 
Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401 /4/1983 
tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926; 

b. Keputusan Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama 
Nomor : I/MNU-32/III/2010 tentang Jadwal 
Acara dan Peraturan Tata Tertib Muktamar Ke 
32 Pasal 13 ayat (3) dan pasal 5 Anggaran Dasar 
Nahdlatul Ulama. 


Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi 
tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk 
membahas masalah-masalah yang berkembang di 
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Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar 
Ke-32 Nahdlatul Ulama tanggal tanggal 7 R. 
Akhir 1431 H/23 Maret 2010 M; 

b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi 
Waqi'iyyah yang disampaikan pada Sidang 
Pleno VII Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama 
pada tanggal 11 RAkhirl431 H/27 Maret 2010 M; 

c. Ittifak Sidang Pleno VII Muktamar Ke-32 
Nahdlatul Ulama pada tanggal 11 R. Akhir 
1431 H/27 Maret 2010 M; 

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridla Allah Swt.: 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-32 NAHDLATUL 
ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL DINIYYAH 
WAQI'IYAH; 

Pasal 1 Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud 

oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil- 
hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqiiyah sebagai 
pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran 
Islam yang menganut foham Ahlussunnah wal Jamaah 
menurut salah satu madzhab empat, dan mewujudkan 
tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan 
demi kesejahteraan umat; 

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul 

Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail 
Diniyyah Waqiiyah ini; 

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; 

Ditetapkan di : Asrama Haji Sudiang Makssar 

Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1431 H/27 Maret 2010 M 

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG PLENO VII 

ttd ttd 

Drs. KH. Hafizh Utsman Drs. H. Taufik R. Abdullah 

Ketua Sekretaris 
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449. Transaksi Via Alat Elektronik 


A. Deskripsi 

Kemajuan teknologi dan informasi telah mengantarkan pada pola 
kehidupan umat manusia yang lebih mudah. Sehingga merubah pola 
sinteraksi antar anggota masyarakat. Pada era teknologi dan informasi 
ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola 
transaksi bisnis, baik berskala kecil maupun besar. Yaitu perubahan 
dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis 
elektronika! Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah Electronic 
Commerce, umumnya disingkat E-Commerce. 

Kontrak elektrik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui 
sistem elektronik. Maka jelas, kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan 
melalui internet semata. Tetapi dapat juga dilakukan melalui medium 
facsimile, telegram, telex, dan telpon. Kontrak elektronikal yang 
menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan 
rukun jualbeli (bai'), seperti sighat, ijabqabul, dan syarat pembeli 
dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam hal transaksi 
elektronikal ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, 
identifikasi pihak yang berkontrak, pembayaran, dan ganti rugi akibat 
kerusakan. Bahkan, akad nikah pun sekarang telah ada yang menggunakan 
fasilitas telpon atao Cybernet, seperti yang terjadi di Arab Saudi. 

B. Pertanyaan 

1. Bagaimana hukum transaksi via elektronik, seperti media telpon, e- 
mail, atau Cybernet dalam akad jual beli dan akad nikah? 

2. Sahkan pelaksanaan akad jual-beli dan akad nikah yang berada di majlis 
terpisah? 

3. Bagaimana hukum melakukan transaksi dengan cara pengiriman SMS 
dari calon pengantin pria yang berisi tentang catatan pemberian kuasa 
hukum (zvakakih) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut? 

C. Jawaban 

1. Hukum akad jualbeli melalui alat elektronik sah, apabila sebelum 
transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi' (barang yang 
diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, 
serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya. 
Sedangkan hukum pelaksanaan akad nikah melalui alat elektronik 
tidak sah, karena: (a) kedua saksi tidak melihat dan mendengar 
secara langsung pelaksanaan akad; (b) saksi tidak hadir di majlis 
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akad; (c) di dalam akad nikah disyaratkan lafal yang sharih (jelas). 
Sedangkan akad melaini alat elektronik tergolong kinayah (samar). 

2. Pelaksanaan akad jual-beli meskipun di majlis terpisah tetap sah. 
Sedangkan pelaksanaan akad nikah yang berada di majlis terpisah 
di majlis terpisah tidak sah. 

3. Hukum melakukan akad /transaksi dengan cara pen giri man SMS 
dari calon pengantin pria berisi catatan wakalah (pemberian kuasa 
hukum), kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut hukumnya 
sah, namun dengan syarat aman dan sesuai mjs al-amri (kenyataan). 


D. Dasar pengambilan hukum 
Aqwal al-Ulama 

1. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj 1 


j*J £sj) j' ^ g) (^sj N AjI 

S oS' jlj jl UIj Ujbai-I j\ (jlailiUJi 

^ ^ 

Ajjj ijJail (3} i_j *\j jl <3 ^ (Jj jiaj jl AaJsj 


(Dan menurut qaul al-Azhhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah 
fiuja'-san anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat- 2 (jual 
beli barang ghaib ), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang 
bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai 
alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang 
tersebut ada dalam majlis akad dan telah disebutkan kriterianya secara 
detail atau sudah terkenal secara luas -mutawatir-, seperti keterangan 
yang akan datang. Atau terlihat di bawah cahaya, jika cahaya tersebut 
menutupi warna aslinya, seperti kertas putih. Demikian menurut kajian 
yang kuat. 


2. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib 3 

5^ (3^==« ^ C£j t\ 'jj y* £ 55 -^ jj aJ 1—^11 y+j y^ q jli , 


1 Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t. th.), Juz El, h. 415-416. 

2 Lihat, Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab , 
(Beirut: Dar al-Fikr, t th.), Juz El, h. 42. 

3 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami ' ala al-Khatib , (Beirut Dar 
al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 262. 
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Jc> lillc- ?133 H ^ ^ 3^.3 4/^ (^ 

j ^ <llc- jA U (3^A>- 

Muhammad Syaubari al-Khudhri berkata: 'Termasuk padanan kasus 
tercegah melihat mabi' -barang yang dijual- adalah melihat mabi dan balik 
kaca. Cara demikian tidak mencukupi syarat jual beli. Sebab, standarnya 
adalah menghindari bahaya ketidakjelasan mabi', yang tidak bisa dipenuhi 
dengan cara tersebut. Sebab, secara umum barang yang terlihat dari balik 
kaca terlihat beda dari aslinya. Demikian keterangan dari syarh al-Ramli." 

3. Futuhat al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab 4 

iifr Sjirf. j» \La suii j. u <$f ( JiSSn j* o*. ji* u £$) 

^ pJli jl 


(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Maka -dalam jual beli- 
diperhitungkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan."), atau yang 
bersubtansi sama dari ungkapan yang memanifestasikan kerelaan, 
seperti tulisan atau sesamanya, seperti isyarat orang bisu. Demikian 
penjelasan Barmawi. 

4. Syarh al-Yaqut al-Nafis 5 


oAP i £ sjUJlj 

jiui 1^3 jju-jji J' 0^13 


Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah subtansinya, bukan 
bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks dan telegram dan 
semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan. 

5. Hasyiyah al-Bujairami ' ala al-Khatib 6 


j$i jiiJi ^3 0^1 $ 

J^3 >Jl3 £JJl lid g^iili ^ J g ... (j&! jj J) ^ 


4 Sulaiman bin Manshur al~Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab , (Beirut 
Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 8. 

5 Muhammad bin Ahmad al-Syatiri, Syarh al-Yaqut al-Nafis, Juz II, h. 22. 

6 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib , (Beirut 
Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 396-387. 
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Ungkapan al-Khatib al-Syirbini (Dan hafal), maksudnya hafal • 
ucapan wali istri dan suami. Maka tidak cukup hanya mendengar 
ucapan mereka dalam tempat gelap. Sebab, suara yang satu dengan 
yang lainnya itu mirip. Bagi dua orang saksi nikah sebaiknya juga 
menghapal jam akad untuk menentukan nasab anak (dari pasangan 
tersebut). Ungkapan al-Khatib al-Syirbini (Bahkan lebih dari enam 
syarat) ... Dan bagi masing-masing dari dua saksi nikah disyaratkan 
mampu mendengar, melihat, menghafal dan mengetahui bahasa 
dua orang yang berakad. 


6. Hawasyai al-Syarwani zva al-'Abbadi ' ala al-Tuhfah 7 

jp & Jit cjs ^ i (^j) 

la 'J Aj\5SsJVj ... aIsJI ^ (aj\I$vJU) j A*a 

5]j5) Uijte- Ijy jJdi gl» 

J^laj lUa SaUS* Aj «OUj'ill o, jjb g (^J\ 


(Dan sah) jual beli dari selain orang yang sedang mabuk, yang 
tidak mengerti. Sebab ia tidak termasuk orang yang sah niatnya, seperti 
keterangan dalam bab Talak yang akan datang, (dengan sighat kinayah) 
beserta niat ... Menulis yang tidak pada zat cair dan udara termasuk 
kinayah. Maka jual beli dengannya disertai niat hukumnya sah. 
Meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majlis akad. 
Maka ia harus segera menerima akad tersebut ketika mengetahuinya, 
dan khiyar mereka berdua berlaku sampai bubarnya majlis penerimaan 
-qabul- akad. (Ungkapan Ibn Hajar "dan menulis ...") Dan sama 
dengannya, berita via teknologi kabel -telpon- yang dikembangkan 
pada zaman sekarang ini. Maka akad dengannya termasuk kinayah 
menurut kajian yang kuat. 


7. Hasyiyah al-Bujairami ‘ ala al-Khatib 6 

Jibaj A»>l£=u Aj USlll OjU- Oj * ^ (J" ^ OjUcj 


7 Ibn Hajar al-Haitami, al-Syarwani , Tuhfah al-Muhtaj wa Hasyiyah al-Syarwani, (Beirufc 
Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 221-222. 

8 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib, (Beirut; Dar 
al-Fikr, t. th.), Juz m, h. 395. 
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Dan ungkapan Ali Sibramalisi, "Sementara bila isyarat orang buta 
hanya dipahami oleh orang pintar saja, bukan selainnya, maka sama 
dengan kinayah. Maka pernikahan orang buta tersebut sah dengan 
isyarat atau tulisannya, ketika udzur mewakilkannya. Bagi kita, tidak 
ada nikah yang sah dengan kinayah melainkan dengan tulisan dan 
isyarat orang buta ketika hanya orang pintar saja yang mampu 
memahaminya. Mafhumnya, andaikan ia mampu mewakilkan akad 
dengan penulisan atau isyarat yang hanya dipahami oleh orang pintar 
saja, maka akad nikahnya harus diwakilkan. Sebab, meskipun hal itu 
termasuk kinayah, namun pada hakikatnya adalah kinayah dalam 
mewakilkan. Sementara akad mewakilkan bisa sah dengan kinayah. 
Demikian penjelasan Ali Sibramalisi. 

8. Sunan al-Daruquthni 9 


J £jjl\J 0\ iiSj\ j, j M JVS dJ\S LSSfc ^ 

jlall eljj) 'U— lj J <«— — C&-\ 


" Dari ‘Aisyah, ia berkata: Nabi bersabda: ", Dalam nikah harus ada empat 
orang, yaitu wali, calon suami, dan dua orang saksi." Abu al-Khashib tidak 
diketahui. Namanya adalah Nafi' bin Maisarah. (HR. Daruquthni) 

9. Referansi Lain 

a) Hasyiyah al-Bujairami ' ala al-Manhaj, Juz XI, h. 476 

b) Al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Tharkj al-Akhirah al-Mustajhdah min 
Kalam al-'Allamah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, edisi Ali 
bin Hasan Baharun, h. 246. 

c) Syarh al-Yaqut al-Nafis, h. 356, karya Muhammad bin Ahmad bin 
Umar al-Syatiri. 

d) Muhgni al-Muhtaj ila Ma'rijah Alfazh al-Minhaj, Juz IH, h. 186. 

e) Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib, kaiya Sulaiman bin Muhammad al- 
Bujairami Juz III, h. 398. 


9 Ali bin Umar al-Daruquthni, Sunan al-Daruquthni, (Beirut Dar al-Ma'rifah 1966), Jilid 
m, h. 224. 


718 Ahkamul Fugaha 




f) Bahts li Ba'dh al-Nawazil al-Ficjhiyah, Juz XII, h. 1-3. 

g) Al-Majmu', Juz IX, h. 167-169. 

h) I’anah al-Thalibin, Juz III, h. 103. 

i) Hasyiyah al-Jamal, Juz XIII, h. 259. 

448. Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah 

A. Deskripsi 

Indonesia telah menetapkan Undang-undang nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang legalitas 
Perbankkan Syariah. Ciri utama Perbankan Syariah adalah berdasarkan 
bagi hasil antara pemilik harta sebagai shahib al-mal atau nasabah dan 
pihak bank sebagai pengelola atau mudharib. Dengan kesepakatan 
nisbah (prosentase bagi hasil) sesuai kesepakatan para pihak. Dalam 
kesepakatannya, biasanya antara 70 % banding 30 %, 65 % banding 
35 %, atau 60 % banding 40 %. 

Ironisnya, pembagian bagi hasil itu selalu stabil dan di bawah 
prosentasi bunga bank konvensional. Antar satu bank dengan bank 
lainnya meskipun sama dalam memberikan nisbah-nya tetapi dalam 
praktiknya hasilnya berbeda. Menurut praktiknya, sistem audit, 
administrasi, dan penghitungannya masing-masing Perbankan 
Syariah berbeda. 

B. Pertanyaan 

1. Bagaimana hukum penghitungan dan pembagian keuntungan 
bagi hasil perbankan yang tidak diketahui oleh pihak nasabah 
padahal dalam akad telah disebutkan nisbahnya? 

2. Bagaimana hukumnya, jika penghitungan atau audit keuangannya 
tidak menggunakan sistem yang Islami? 

C. Jawaban 

1. Hukum penghitungan dan pembagian keuntungan bagi hasil 
perbankan berdasarkan prosentase nisbah tanpa sepengetahuan 
pihak nasabah tidak sah. Sedangkan akad mudharabahnya tetap sah. 

2. Hukum penghitungan atau audit keuangan yang tidak menggunakan 
sistem Islami tidak sah. 

D. Dasar pengambilan hukum 
Aqwal al-Ulama 
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1. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid w 

^ '^k 0' ** ^ Jp ^ 
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Dan para ulama seantero kota sepakat, sungguh ‘amil tidak boleh 
mengambil laba yang menjadi bagjannya melainkan dihadiri oleh pemilik 
modal dan kehadiran pemilik modal merupakan syarat pembagian harta 
dan pengambilan bagian laba oleh 'amil. Sungguh dalam hal tersebut 
tidak dicukupkan dengan mendatangkan saksi maupun selainnya. 

Pendapat yang dimenangkan pada beberapa hukum kasus susulan. 
Para ulama berbeda pendapat saat 'amil mengambil laba yang menjadi 
bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal, kemudian harta atau 
sebagiannya tersebut hilang. 

2 Referensi Lain 

a) Muhgni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Juz IX, h. 278-279. 

b) Al-Mughni Syarh al-Kabir, ]uz V, h. 14. 


451. Sadap Telpon 

A. Deskripsi 

Akhir-akhir ini telah marak di masyarakat komunikasi menggunakan 
telpon, sehingga memudahkan untuk melakukan pembicaraan antar 
pihak Pada saat yang sama melalui telpon dapat mengintip pembicaraan 
orang lain, baik melalui rekaman maupun secara langsung disadap. 
Penyadapan dapat dilakukan oleh siapapun dengan mudah, mulai 
dari alat yang sederhana sampai dengan alat yang super canggih. Yang 
marak di negeri kita adalah sadap yang dilakukan oleh para penegak 
hukum, seperti Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) untuk sarana penegakan 
hukum. Penyadapan adalah mengintip dan mengintai pembicaraan 
orang lain melalui telpon untuk mengetahui isi pembicaraan orang lain 
yang dimaksud, baik dalam rangka tujuan baik maupun untuk tujuan jahat 


10 Ibn Rusydi al-Hafid, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (Mesir: Musthafa al- 
Babi al-Halabi wa Auladih, 1975), Juz H, h. 241. 
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B. Pertanyaan 

1 . Bagaimana hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan 
orang lain melalui sadap telpon? 

2. Sahkah saksi atas perbuatan dengan cara memutar rekaman telpon 
yang disadap? 


C. Jawaban 

1. Hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang 
lain melalui sadap telpon pada dasarnya haram, karena termasuk 
tajassus (mencari-cari kesalahan orang). Kecuali untuk kepentingan 
pelaksanaan amar ma'rufnahi munkar dan ada ghalabah al-zhan 
(dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan. Bahkan wajib jika tidak 
ada cara yang lain. 

2. Tidak sah sebagai bayyinah (alat bukti hukum), tetapi sah sebatas 
untuk bukti pendukung. 


D. Dasar pengambilan hukum 
Aqwal al-Ulama 

1. Jami'al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an n 

\jl^i j ^ jp 
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Dan firman Allah Swt.: " Janganlah kalian mencari-cari aib orang lain." 


u Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami d-Bayan fi Ta'wil d-Qur'an, (Beirufc Muassasah 
al-Risalah, 2000), Jilid XXII, h. 304. 
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maksudnya adalah Allah Swt. berfirman: "Janganlah sebagian dari kalian 
mencari-cari aib sebagian yang lain. Akan tetapi cukuplah dengan 
urusannya yang tampak, yang dengannya kalian puji atau kalian cela. 
Bukan atas rahasia-rahasianya yang tidak kalian ketahui." Dan pendapat 
para ahli ta'wil senada pula dengan ta'wil yang saya sampaikan. 
Menyebutkan ulama yang berpendapat demikian. Ali bercenta kepadaku: 
"Abu Shalih bercerita kepadaku, Mu'awiyah bercerita kepadaku, dari 
Ali, dari Ibn Abbas berkaitan dengan firman Allah Swt.: Janganlah kalian 
mencari-cari aib orang lain.", ia berkata: "Allah telah melarang seorang 
mu'min mencari-cari kesalahan mukmin lainnya." Al-Harits bercerita 
kepadaku, al-Hasan bercerita kepadaku, Waraqa bercerita kepadaku, 
semuanya dari Ibn Abi Najih, dan Mujahid tentang firman Allah Swt.: 
"Janganlah kalian mencari-cari aib orang lain." ia berkata: "Ambillah aibnya 
yang tampak oleh kalian dan tinggalkan aib yang telah Allah tutupi." Bisyr 
bercerita kepadakku, ia berkata: "Yazid bercerita kepadaku, ia berkata: 
"Sa'id bercerita kepadaku, dari Qa tadah: "Firman Allah Swt.: " Hai orang- 
orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka ( kecurigaan ), karena 
sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari aib orang 
lain. " Apakah kalian tahu hakikat tajassus atau tajsisl Yaitu kamu meneliti 
atau mencari-cari aib saudaramu supaya melihat rahasianya." 

2. Tuhfah al-Muhtaj 12 




M % ujiij jisir oii 


Dan tidaklah seseorang berhak melakukan penelitian, mencari- 
cari dan menerobos rumah-rumah orang lain berdasarkan prasangka. 
Meski demikian, jika menurutnya diduga kuat terjadi maksiat 
walaupun dengan indikasi jelas, seperti informasi dari orang yang 
terpercaya, ia boleh bahkan wajib menelitinya bila kesempatannya 
segera hilang, seperti pembunuhan dan zina. Bila kesempatan itu 
masih panjang, maka tidak diperbolehkan. 

3. Referensi Lain 

a) I'anah al-Thalibin, Juz IV, h. 248. 

b) Tuhfah al-Muhtaj, Juz X, h. 248. 


12 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj wa Hasyiyah al-Syarwani, (Beirut: Dar al-Fikr, 
t. th.). Juz IV, h. 221-222. 
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452. Menunda Penguburan Jenazah 

A. Deskripsi 

Pengurusan jenazah hukumnya fardhu kifayah, dan anjuran Rasulullah 
Saw. dalam hal ini adalah disegerakan. Namun, kadangkala pada praktiknya 
muncul beberapa masalah karena berkenaan dengan kepentingan studi, 
penyelidikan hukum atau adat Seperti penyelidikan terhadap pembunuhan, 
pelatihan medis untuk operasi bedah dan di beberapa daerah kota 
Bandung dengan mengakhirkan pemandian jenazah dikarenakan 
takut munculnya hadats dan najis berkali-kali. Program kedokteran 
sedang berencana melakukan pengawetan jenazah untuk kepentingan 
studi, di mana pihak calon jenazah telah berwasiat dan disetujui 
oleh keluarganya untuk menjadi bahan latihan tenaga medis. Kemudian 
setelah meninggal dunia, jenazahnya tersebut diawetkan dalam 
batas waktu tertentu untuk bahan latihan para calon dokter. Setelah 
digunakan untuk latihan, kemudian jenazah tersebut dirapikan 
kembali dan dilakukan prosesi penguburan jenazah sebagaimana 
mestinya menurut ajaran Islam. Dengan demikian, otomatis hal ini 
menimbulkan masalah tertundanya penguburan jenazah, baik karena 
otopsi, pengawetan jenazah atau karena ikut adat setempat. 


B. Pertanyaan 

1. Bagaimanakah hukum mengakhirkan penguburan jenazah, baik 
karena tujuan otopsi, studi dan mensucikan jenazah? 

2. Bolehkan membedah jenazah setelah lama diawetkan untuk 
kepentingan studi? 

3. Berapa lama batas mengakhirkan penguburan jenazah? 

C. Jawaban 

1. Mengakhirkan penguburan jenazah pada dasarnya tidak 
diperbolehkan kecuali; (a) untuk mensucikan jenazah berpenyakit 
menular yang menurut dokter harus ditangani secara khusus; (b) 
untuk dilakukan otopsi dalam rangka penegakan hukum; (c) 
untuk menunggu kedatangan wali jenazah dan atau menunggu 
terpenuhinya empat puluh orang yang akan menyolati dengan 
segera selama tidak dikhawatirkan ada perubahan pada jenazah. 
Adapun mengakhirkan penguburan jenazah untuk keperluan studi 
hanya boleh dilakukan pada jenazah kctfir harbi, erang murtad dan zmdkj. 

2. Membedah jenazah setelah lama diawetkan untuk kepentingan 
studi dibolehkan dalam kondisi darurat atau hajat. 
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3. Batas mengakhirkan penguburan jenazah adalah sampai khauf 
al-taghayyur (kehawatiran perubahan kondisi jenazah) atau sampai 
selesainya kebutuhan di atas. 

D. Dasar Pengambilan Hukum 


Aqwal al-Ulama 

1. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj 13 
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(Dan tidak tunda) pelaksanaan shalat jenazah (karena memperbanyak 
orang yang menyolatinya) berdasarkan hadits shahih : "Bersegeralah 
kalian dengan urusan jenazah." Dan boleh menanti walinya sebentar 
selama tidak dikhawatirkan perubahan kondisinya. Peringatan. Ungkapan 
al-Nawawi tersebut meliputi dua kasus. Pertama, ketika sebelum 
shalat jenazah telah hadir beberapa orang, maka yang belum hadir 
tidak perlu ditunggu. Meskipun demikian, al-Zarkasi dan ulama 
selainnya berpendapat "Bila mereka belum mencapai 40 orang, maka 
ditunggu sebentar agar mencapai jumlah tersebut Sebab, jumlah jamaah 
40 orang ini dianjurkan dalam menyolati jenazah. Dalam kitab Shahih 
Muslim, terdapat riwayat dari Ibn Abbas, bahwa sungguh beliau 
menunda shalat jenazah karena menanti jumlah jamaah 40 orang. 
Disebutkan hikmahnya adalah tiada berkumpul 40 orang jamaah melainkan 
salah seorangnya adalah wali Allah. Dan hukum 100 orang sama dengan 
40 orang, seperti kesimpulan yang diambil dari hadits tadi. 

2. Al-Fkjh al-lslami wa Adillatuh 14 





-U£- J oJJb 



13 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah t. th.). Jilid II, h. 51. 

14 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-lslami wa Adillatuh, (Beirut:: Dar al-Fikr, t., th.), Juz 
III, h. 521-522. 
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Berdasarkan pendapat (Syafi'iyah dan Malikiyah) yang memperbolehkan 
(pembedahan mayit karena menelan harta) ini, maka diperbolehkan 
melakukan otopsi (operasi) pada tubuh mayit dalam kondisi darurat 
atau dibutuhkan, untuk kepentingan pendidikan kedokteran, mengetahui 
sebab kematian, menetapkan pidana atas tersangka kasus pembunuhan 
dan kepentingan pidana semisalnya. Yaitu ketika otopsi (operasi) 
tersebut menjadi satu-satunya jalan dalam mengungkap kasus kriminalitas 
berdasarkan dalil-dalil wajibnya penegakan keadilan hukum. Sehingga 
seseorang tidak terzalimi berdasarkan suatu asumsi (saja) dan seorang 
penjahat tidak bisa berkelit dari hukuman yang setimpal. 

3. Kasyifah al-Saja Syarh Safinah al-Naja 15 


Jjijj j ^ i -r“ J £ % 
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Tidak wajib mengkafani jenazah kafir harbi, murtad dan kafir zindiq, 
yaitu orang yang tidak berpegangan pada syariat dan mempunyai 
asumsi langgengnya kehidupan dunia. Menurut suatu pendapat kafir 
zindiq adalah orang yang tidak beriman pada akhirat dan pada 
keesaan Sang Pencipanya. Mereka tidak wajib dimakamkan (seperti 
pada umumnya), bahkan boleh melepas anjing pada jenazah mereka 
(agar memakannya). Namun yang lebih utama adalah menutupi 
mereka dengan tanah supaya bau busuk jenazah tidak mengganggu 
orang lain. Bahkan ketika terbukti mengganggu, maka wajib ditutupi 
dengan tanah. 

4. Referensi Lain 

a) Fiqh al-Nawazil, Juz II, h. 46-47. 


15 Muhammad Nawawi al-Bantani, Kasyifah al-Saja, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), h. 96. 
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451. Mengumpulkan Jenazah Muslim dan Non Muslim 
Dalam Satu TPU (Tempat Pemakaman Umum) 

A. Deskripsi 

Konsekuensi logis dari semakin banyaknya populasi penduduk 
adalah sempitnya lahan tanah, terutama di kota-kota besar, sehingga 
sulit menemukan banyak lahan kosong untuk menjadi tempat pemakaman 
umum. Dampaknya, muncul fenomena di mana tanah yang dikhususkan 
untuk kuburan semakin sulit dan sempit. Hal ini mendorong beberapa 
pemerintah daerah/kota mengalokasikan sebidang tanah khusus 
untuk kuburan atau yang disebut TPU (Tempat Pemakaman Umum). 
Di TPU ini sering terjadi penguburun suatu jenazah di tempat jenazah 
lainnya yang sudah lama dikuburkan. Sehingga terjadi penumpukan 
jenazah baru dengan jenazah yang lama yang sudah hancur dalam 
satu lobang kuburan. Baik antara sesama muslim maupun antara jenazah 
muslim dengan non muslim di satu tempat. 

B. Pertanyaan 

1. Bagaimanakah hukum mencampurkan jenazah baru dengan yang 
sudah hancur dalam satu liang kubur, baik antara sesama muslim 
atau dengan non muslim? 

2. Bagaimana hukum mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan 
non muslim dalam satu area Tempat Pemakaman Umum? 

3. Apa dhcavabith (batasan) berkumpul dan tidak berkumpul satu lobang? 

C. Jawaban 

1. Mencampurkan jenazah baru dengan yang sudah hancur (tulang- 
tulangnya) dalam satu liang kubur, baik antara sesama muslim 
atau dengan non muslim hukumnya tafshil. (1) Jika yang dikubur 
sesama muslim atau yang lama non muslim sedang yang baru 
muslim hukumnya boleh. (2) Jika yang lama muslim dan yang 
baru non muslim hukumnya tidak boleh kecuali darurat. (3) Jika 
masih ada tulang-belulangnya, hukumnya tidak boleh kecuali 
penggalian tanah sudah mencapai batas layak untuk mengubur. 

2. Mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non muslim 
dalam satu area Tempat Pemakaman Umum tidak diperbolehkan 
kecuali dalam keadaan darurat. 

3. Batasan berkumpul adalah sekira ada dua jenazah atau lebih 
dimakamkan dalam satu liang tanpa hajiz (batas pemisah yang 
layak), seperti dinding, papan, tanah dan lain-lain. 
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D. Dasar Pengambilan Hukum 
Aqwal al-Ulama 

1. Hasyiyyah al-Bujairami ‘ala al-Khatib 16 
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(Dan tidak diperbolehkan memakamkan dua jenazah) pada 
pemakaman pertama kalinya (dalam satu liang kubur). Namun 
dalam kondisi normal masing-masing jenazah dibuatkan satu liang 
kubur, karena ittiba '-mengikuti sunnah-. Oleh sebab itu, andaian ada 
dua jenazah yang dikumpulkan dalam satu liang kubur dan mereka 
sejenis, seperti dua jenazah laki-laki dan dua jenazah perempuan, maka 
hukumnya makruh menurut al-Mawardi dan haram menurut al- 
Sarkhasyi. Dalam kitab al-Majmu' al-Nawawi hanya menguap pendapat 
al-Sarkhasyi tersebut dan menambahkan: "Ungkapan mayoritas 
ulama, y T)ua jenazah tidak boleh dimakamkan dalam satu liang kubur." 
Namun al-Subki menentang pendapat yang mengharamkannya, dan 
nanti akan disampaikan penguat pendapat yang mengharamkannya 
tersebut, (kecuali karena dibutuhkan), maksudnya dalam kondisi 
darurat seperti pendapat Ibn Hajar dan al-Ramli. Seperti banyaknya 
jenazah dan kesulitan membuat liang kubur untuk masing-masing 
jenazah. Maka diperbolehkan mengumpulkan dua, tiga jenazah atau 
lebih dalam satu liang kubur sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula - 
boleh mengkaf aninya- dengan satu kain, karena ittiba' dallam korban 
perang Uhud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. j 

2. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj al-Thullab 17 | 


« Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, timjyytti d-Bujammti 'akdKhatib, (Beirufc Dar 
al-Fikr, i th.), Juz U, h. 307-308. 
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Jenazah muslim tidak boleh dimakamkan dalam pemakaman non 
muslim bila masih ditemukan pemakaman lainnya, dan tidak boleh 
sebaliknya (jenazah non muslim dimakamkan dalam pemakaman 
muslim). Apabila jenazah muslim dan non muslim bercampur maka 
dimakamkan pada pemakaman sendiri-sendiri, seperti keterangan yang 
telah lewat. Dan diperbolehkan membuat pemakaman kafir harbi atau 
ahli dzimmah setelah tidak terpakai menjadi pemakaman muslimin dan 
masjid. Sebab masjid Nabi Saw. pun begitu. Demikian penjelasan dalam 
Syarh al-Ramli. 


3. Hasyiyyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim 18 
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(Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi dalam satu kubur), maksudnya 
adalah dalam satu syaqq atau lahd , 19 dan setiap jenazah harus 
disendirikan dalam satu syaqq atau lahd meskipun dalam satu lubang 
kuburan. Maka yang dikehendaki dengan redaksi "kubur" di sini 
adalah lahd atau syaqq, bukan satu lobang kubur yang biasa dikenal. 


4. Mauhibah Dzi al-Fadhl 20 
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Bila penggali kubur menemukan tulang mayit sebelum sempurna 
penggaliannya, maka ia wajib menutupnya kembali selama tidak 


17 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj al- 
Thullab , (Beirut Dar al-Fikr, t. th.), Juz II, h. 201. 

18 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim, (Beirut Dar al-Fikr, t th.). Juz I, h. 270. 

19 Syaq adalah galian di tengah-tengah dasar kubur seperti bentuk sungai atau untuk 
meletakkan jenazah. Sedangkan Lahd adalah galian ke arah kiblat di dasar kubur 
yang cukup untuk meletakkan jenazah ke arah kiblat. Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyyah al- 
Bajuri 'ala Ibn Qasim, (Beirut Dar al-Fikr, t th.). Juz I, h. 265-266. (Pen.) 

20 Mahfud al-Termasi, Muhibah Dzi al-Fadhl, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Juz II, h. 465. 
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dibutuhkan (dan bisa menggali di tempat lain). Atau menemukan 
setelah penggaliannya selesai, maka ia harus menyingkirkannya dan 
memakamkan mayit yang lain (yang baru). Bila area makam sempit, 
yaitu tidak mungkin memakamkan mayit baru kecuali di atas tulang 
tersebut (mayit lama), maka menurut makna zhahir ungkapan ulama: 
"menyingkirkannya" adalah haram memakamkannya di situ, selama 
tidak ada dibutuhkan. Dan hal itu tidak jauh dari kebenaran, sebab 
lebih menyakitkan bagi mayit. 


5. Kasyf al-Qina' 'an Matn al-Iqna' 21 
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(Dan wajib memisahkan makam alih' dzimmah - non muslim- dari 
makam muslim dengan pemisah yang jelas, seperti saat masih hidup. 
Bahkan setelah mati, pemisahan tersebut lebih utama). Yaitu ahli 
dzimmah tidak boleh memakamkan satu jenazah pun di pemakaman 
muslim. Hendaknya pemakaman mereka dijauhkan dari pemakaman 
muslim, dan secara zhahir hukum ini wajib, supaya pemakaman 
muslim dan pemakaman non muslim tidak menjadi satu. Sebab, 
tidak boleh memakamkan non muslim di pemakaman muslim. (Dan 
semakin jauh) pemakaman mereka (dari pemakaman muslim, maka 
semakin baik pula hal tersebut), karena menghindari mafsadah. 


6. Tuhfah al-Muhtaj 22 
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21 Manshur bin Yunus al-Bahuti, Kasyf al-Qina' ‘an Matn al-lqna’, (Beirut Dar al-Fikr, t th.). 
Juz ffl, h. 129. 

22 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hawasyai al-Syirwani iw Jbn al-Qasim al- 
'Abbadi, (Beirut Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t th.). Juz HI, h. 173. 
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(Dan dua jenazah tidak dimakamkan dalam satu liang kubur), 
baik satu lahd maupun syaqq tanpa bangunan pemisah antara mereka 
berdua. Maksudnya, disunahkan tidak mengumpulkan dua jenazah 
dalam satu lahd maupun syacjcj. Maka bila dua jenazah tersebut 
sejenis, atau berlainan jenis meskipun masih belum terbukti, seperti 
dua khuntsa -banci- ketika keduanya mempunyai hubungan mahram, 
suami istri atau budak majikan, maka hukumnya makruh. Bia tidak 
demikian maka hukumnya haram. Maka penafian dalam ungkapan 
al-Nawawi tadi terkadang bermakna makruh dan terkadang bermakna 
haram. Sementara pendapat dalam kitab al-majmu’ yang mengharamkan 
pengumpulan antara ibu dan anaknya dalam satu liang kubur adalah 
pendapat yang lemah. Dan diharaman pula memasukkan jenazah pada 
liang kubur jenazah lain, meskipun sejenis sebelum semua jasad jenazah 
pertama membusuk. Kecuali tulang ekor, sebab tidak bisa membusuk. 


7. Referensi Lain 

a) Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj, Juz IV, h. 338. 

b) Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz I, h. 847. 

c) Tuhfah al-Muhtaj, Juz III, h. 172. 


454. Pencurian Ikan di Laut 

A. Deskripsi Masalah 

Acapkali kita mendengar banyak pencurian kekayaan laut Indonesia 
oleh nelayan luar negeri, misalnya ikan yang dicuri oleh nelayan 
asing di tempat dekat perbatasan. Bahkan nelayan kita mencuri 
ikan di laut negara tetangga Indonesia. 

B. Pertanyaan 

1. Apakah hal ini disebut pencurian sebagaimana definisi sariqah ? 

2. Apakah hukum batas negara menjadi hukum dalam ketentuan 
hak milik? 

3. Bagaimana status hukum ikan curian tersebut? 

C. Jawaban 

1. Pencurian itu tidak termasuk sariqah syar'an (pencurian menurut 
syariah), tetapi hukumnya haram karena melanggar kesepakatan 
antar negara. 

2. Batas negara tidak dapat menjadi ketentuan hukum kepemilikan. 
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tetapi dapat menjadi ketentuan hukum dalam hak kekuasaan negara. 
3. Ikan tersebut boleh dirampas oleh negara sebagai ta'zir mal (dalam 
konteks kekuasaan negara). 


D. Dasar Penetapan 

1. Futuhat al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab 23 

’Jrlj U*>! $\ '4% ijh dill ^\ii\ ja ([y) 

}\ JU % Istfj ) % \ %y4-4’j4 
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l^SvJw« lij A .o.fl.1 11 

(Sub Masalah) Termasuk yang sudah jelas adalah hukum ikan di 
kolam-kolam, hewan buruan darat dan laut serta kekayaan alam keduanya, 
pepohonan dan buah-buahan hutan, yang tidak boleh dicegah, dikuasai, 
diberikan kepada pihak lain oleh pemerintah, walaupun sebatas irfac\ - 
memberi kewenangan memanfaatkan-, dan tidak poleh mengambil 
harta atau gantinya dari orang yang telah menguasainya. Dan fenomena 
semacam ini sudah umum terjadi,^ la haula toa la c/uunoata illa billah. 
Meskipun begitu, kekayaan alam yang telah disebutkan tadi bisa dimiliki 
dengan mengikuti kepemilikan lahan, ketika seseorang memiliki lahan 
tersebut seperti penjelasan yang telah lewat. 

2. Faidh al-Qadir 24 

jj dj% 44 J 4A (tfk>4 j? 


(Sabda Nabi Saw. Orang-orang Islam itu menetapi janji-janji mereka) 
yang diperbolehkan syariat. Maksudnya mereka konsisten dengan 
perjanjian dan memenuhinya. Ungkapan huruf jp mengisyaratkan 

ketinggian derajat mereka dan predikat Islam bagi mereka itu 
menunjukkan bahwa janji mereka harus dipenuhi dan anjuran untuk 
memenuhinya. 

3. Tasyri' al-Jina'i al-Islami 25 


23 Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t, th.), Juz III, h. 573. 

24 Al-Munawi, Faidh al-Qadir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz VI, h. 353. 
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Dan setiap gunting, padang sahara, sungai, laut, lahan, pulau dan 
udaranya ke atas, yang mengikuti wilayah negara Islam itu termasuk 
wilayah negara Islam. 

4. Tasyri' al-Jina'i al-IslamP - 6 


y» s|g Jly J*j Sili-I J} <J\Db "H-^3 

'MJ *jW (?£■“*■' ' ijls L» _^»-T ji A^Ju* 1_J (3 

( jUic-1 ililj AC-Uji-1 (j tlUU tl$^jy*xU A.l<b lall' oUlli-1 (3 Ij^a 


Saya berpendapat: "Dan bukti diperbolehkannya memberi sanksi 
harta dalam sebagian kasus adalah hadits al-Nufail, yaitu sabda 
Nabi Saw.: "Siipc saja yang berburu di tanah haram Madinah, maka rampaslah 
perlengkapannya . . . sampai akhir pendapat Syaikh Miyarah. Dan ketika 
hal ini dalam kasus kriminal menetapkan ta'zir, maka bagaimana menurut 
anda dalam kasus meninggalkan jamaah?" Wallahu A'lam bi al-Shawab. 

5. Bughyah al-Musytarsyidin 27 
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25 Abdul Qadir al-'Audah, Tasj/rf al-Jina'i al~lslami, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 
t. th.), Juz I, h. 327. 

26 Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, Qurrah al-Ain, h. 96-97. 

27 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin , (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 91. 
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(Kasus dari al-Kurdi). Wajib mematuhi perintah Imam -kepala 
pemerintahan- dalam setiap hal yang menjadi kewenangannya. Seperti 
penyerahan zakat harta zhahir. Maka bila ia tidak memiliki kewenangan, 
yaitu dalam hak-hak yang bersifat wajib atau sunah, maka boleh 
memasrahkannya kepada Imam atau mengalokasikannya sendiri 
kepada yang berhak. Apabila perintahnya itu mubah, makruh atau 
haram, maka tidak wajib mematuhinya, seperti pendapat al-Ramli. 
Namun dalam kitab al-Tuhfah Ibn Hajar meragukannya, kemudian 
ia cenderung mewajibkannya dalam setiap perintah Imam meskipun 
haram, namun secara lahir saja. Dan perintah yang selain haram, 
apabila terdapat kemaslahatan umum, maka wajib dipatuhi secara 
lahir dan batin. Apabila tidak maka wajib dipatuhi secara lahir saja 
pula. Standar wajib dan mubah tersebut berdasarkan pada keyakinan 
pihak yang diperintah. Sedangkan ungkapan ulama: "Secara lahir." 
maksudnya adalah sesorang tidak berdosa bila tidak mematuhinya. 
Dan maksud ulama: "Secara batin." Adalah ia berdosa bila melanggarnya. 
Demikian pendapat Ibn Hajar. Saya sendiri berkata: "Al-Syarqawi 
berkata: "Kesimpulannya, sungguh wajib mematuhi perintah imam 
secara lahir dan batin, dari setiap perintah yang tidak haram dan 
makruh. Perkara yang wajib -dengan perintahnya- menjadi lebih 
kuat, yang sunah menjadi wajib. Begitu pula perkara mubah bila terdapat 
kemaslahatan, seperti menghisap rokok bila kita memakruhkannya 
karena mengandung kerendahan bagi orang-orang yang berkepribadian 
luhur. Dan penguasa sudah memerintahkan pegawainya untuk 
mengumumkan ketidakbolehan menghisap rokok di pasar-pasar dan 
kedai-kedai kopi. Kemudian banyak orang yang tidak mematuhi dan 
tetap menghisapnya. Maka mereka tergolong orang yang telah melakukan 
maksiat. Pada zaman sekarang hukum menghisap rokok adalah haram 
karena perintah penguasa. Apabila penguasa memerintahkan suatu 
perkara kemudian ia mencabutnya, meskipun belum pernah dilakukan 
-oleh siapa pun-, maka hukum mematuhi perintah tersebut tidak gugur. 
Demikian pendapat al-Syarqawi. 
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6. Tuhfah al-Muhtaj 2 8 
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Dan ungkapan ulama: "Wajib mematuhi perintah penguasa dalam 
kebijakan harga barang, apabila kita memperbolehkannya, seperti versi 
pendapat dha'if- lemah-. Meski begitu, pendapat yang kuat menyatakan, 
bahwa sungguh perintah penguasa yang tidak memuat kemaslahatan 
publik hukumnya tidak wajib dipatuhi kecuali secara lahir saja ... 
Maka bisa diketahui, ungkapan ulama: "Apabila kita memperbolehkannya." 
merupakan ketentuan atas kewajiban mematuhi perintahnya secara 
lahir. Bila tidak kita perbolehkan, maka tidak wajib pula dipatuhi, kecuali 
bila dikhawatirkan akan memicu fitnah, seperti yang telah maklum. 


7. Referensi Lain 

a) Hayiyata Qulyubi wa 'Amirah, Juz IX, h. 461. 

b) Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siasah al-Syari’ah, karya Ibn Qayyim 
al-Jauziyah, h. 266-279. 


455. Batas Minimal Usia Menikah 


A. Deskripsi Masalah 

Terjadi di beberapa daerah di Indonesia, anak lelaki kedi yang masih 
berumur 10 tahun dan masih duduk di bangku kelas IV SD, dikawinkan 
dengan anak perempuan yang masih kecil pula secara agama (syarT), 
tetapi tidak didaftarkan ke kantor KUA. Perkawinan itu dilakukan 
untuk menggantung (mengikat) agar kelak dewasa tidak berjodoh 
dengan orang lain. Hal ini disebut Kawin Gantung. Perkawinan itu 
diselenggarakan secara sah dan mengadakan resepsi (walimah). Kedua 
pengantin kedi didandani sebagaimana tradisi pengantin dalam walimah. 

Pelaksanaan akad nikah dalam kawin gantung itu, ada yang secara 
langsung dengan ijab dan qabul yang diucapkan pengantin pria kecil 
didampingi pengantin perempuan kedi, ada pula yang ijab dan qabul nya 
diwakilkan kepada pria dewasa. Setelah selesai akad nikah, kedua 
pengantin dilarang berkumpul hingga menginjak usia dewasa. Seperti 


28 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Hamisy Hawasyai al-Syarwani wa Ibn al- 
Qasim al-'Ubbadi, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.). Juz III, h. 173. 
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anak-anak lainnya, mereka juga kembali masuk sekolah seperti sebelumnya. 
Setelah keduanya dewasa dan memiliki kesiapan berumahtangga maka 
mereka dinikahkan kembali (tajdid al-nikah) dengan didaftarkan ke 
Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal dalam UU Perkawinan dan 
UU Perlindungan Anak, anak di bawah umur 16 tahun tidak boleh 
dikawinkan. Dan pelanggaran terhadap UU itu dikenai sanksi pidana. 

B. Pertanyaan 

1. Bagaimana hukumnya melakukan kawin gantung? 

2. Berapa batas usia pernikahan, baik bagi pria atau wanita? 

3. Apakah kawin gantung memiliki akibat hukum sebagimana nikah 
pada umumnya, seperti kewajiban nafkah, kewajiban bagi istri taat 
kepada suami, halalnya bersetubuh, hak waris jika salah satunya 
meninggal, dan sebagainya? 

4. Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang diulang ( tajdid 
al-nikah)? 

C. Jawaban 

1. Kawin gantung hukumnya sah jika terdapat maslahah dan ijab 
qabul dilakukan oleh wali mujbir serta memenuhi syarat dan rukun 
nikah lainnya. 

2. Menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam 
Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia Migh. 

3. Kawin gantung belum memiliki akibat hukum sebagaimana nikah 
pada umumnya, kecuali dalam hak waris dan pemberian nafkah 
menurut sebagian ulama. Sedangkan bersetubuh menunggu sampai 
kuat disetubuhi. 

4. Hukum tajdid al-nikah adalah boleh. Akan tetapi menurut Yusuf 
al-Ardabili tajdid al-nikah dihukumi sebagai ikrar bi al-thakcj (pengakuan 
cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi 'adad al-thalaq 
(bilangan talak). 


D. Dasar Penetapan 

1. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim 29 

Igl . C . [U??] (oji* 


jjy>- c >U) 

1 " ■" * * * 
i cJu 


» Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Ihya' al- 
Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz IX, h. 206. 
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(Bab Kebolehan Ayah Menikahkan Gadis Kecil) [1422]. Dalam bab 
tersebut terdapat hadits Aisyah ra., ia berkata: "Rasulullah Saw. menikahiku 
di usia 6 tahun, dan bersetubuh denganku saat aku berusia 9 tahun. 
Dalam riwayat lain -disebutkan-: "Rasulullah Saw. menikahi Aisyah 
saat dia berusia 7 tahun." Hadits ini sangat jelas dalam menerangkan 
kebolehan seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil 
tanpa persetujuannya. Sebab ia belum dianggap mampu memberi 
persetujuan. Dan kakek sama hukumnya dengan ayah -dalam hal ini-, 
menurut kita ulama madzhab Syafi'iyyah. Adapun wali selain ayah 
dan kakek, maka mereka tidak boleh menikahkan gadis kedi tadi menurut 
pendapat al-Syafi'i, al-Tsauri, Malik, Ibn Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, 
dan Abu 'Ubaid. Dan ketahuilah bahwa al-Syafi'i dan Ashhabnya 
berpendapat, ayah dan kakek disunahkan agar tidak menikahkannya 
sampai ia mencapai baligh, dan sunah meminta persetujuannya agar 
tidak memasukkannya dalam kekuasaan suami, sementara ia membencinya. 
Pendapat mereka ini tidak bertentangan dengan hadits Aisyah. Sebab, 
yang dikehendaki mereka adalah bahwa si ayah atau si kakek sebaiknya 
tidak menikahkannya, sebelum ia mencapai usia baligh saat tidak 
terdapat kemaslahatan nyata yang dikhawatirkan akan hilang karena 
menunda pernikahannya, seperti hadits Aisyah. Oleh sebab itu, 
disunahkan memperoleh suami tersebut, sebab seorang ayah diperintahkan 
untuk mengupayakan kemaslahatan bagi anaknya, maka ia tidak 
boleh membiarkan kemaslahatan itu lenyap. 


2. Al-Fiqh al-Islatni wa Adillatuh 30 


30 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , (Beirut: Dar al-Fikr, t., th.), Juz IX, 
h. 171. 
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Anak kedi Adapun tentang anak kedi, maka Jumhur ulama, termasuk 
para Imam madzhab empat, bahkan Ibn Mundzir menilainya sebagai 
Ijma’, boleh menikahkannya kepada suami yang sekufu' . . . Pernikahan 
Nabi Saw. dengan Aisyah ra. itu saat dia masih kedi. Karena ia berkata: 
"Nabi Saw. menikahi ku, sementara aku masih gadis kecil berusia 6 
tahun, dan beliau menyetubuhiku saat aku berusia 9 tahun dan -yang- 
menikahkan ayahnya, yaitu Abu Bakar -radhiyallah 'anhuma-. Nabi 
Saw. pernah pula menikahkan putri pamannya. Hamzah, dengan Ibn 
Abi Salamah di saat keduanya masih kecil. ... Atsar Sahabat. Ali ra. 
telah mengakadi anaknya, Umi Kultsum di saat masih kecil dengan 
'Urwah bin al-Zubair. 'Urwah bin al-Zubair telah menikahkan putri 
saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya -yang lain- di 
saat keduanya masih kedi. Seorang sahabat laki-laki telah menikahkan 
putri kedinya dengan Abdullah bin al-Hasan bin Ali, dan diperbolehkan 
oleh Ali -radhiyallah 'anhuma-. Seorang sahabat wanita pernah menikahkan 
putri kecilnya dengan Ibn al-Musayyab bin Nakhbah dan suaminya, 
Abdullah bin Mas'ud ra. memperbolehkannya. 

3. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh 31 



oBl jJ& 3* 6 j^=4 0' (^'3") Oh 0' 0' 


31 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Juz IX, 
h. 174. 
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Dan begitu pula dalam menikahkan gadis kecil ulama Syafi'iyah 
menyaratkan terdapat kemaslahatan. Dalam kebolehan seorang 
ayah menikahkan putrinya yang masih kecil maupun yang sudah 
besar tanpa sepertujuannya terdapat 7 syarat. Yaitu (1), tidak perdapat 
permusuhan nyata antara ayah dan putrinya tersebut, (2) menikahkan 
dengan suami yang sekufu', (3) menikahkan dengan mahar mitsl (mahar 
standar), (4) mahar berupa mata uang negara, (5) suami bukan orang 
yang tidak mampu membayar mahar, (6) tidak menikahkan dengan 
orang yang merepotkannya, seperti orang buta dan seorang kakek 
pikun, dan (7) putrinya tersebut belum wajib haji, karena terkadang 
suaminya akan mencegah naik haji, sebab kewajiban haji bersifat 
tarakhkhi -longgar-, sementara putrinya bermaksud segera melaksanakan 
kewajiban hajinya. Dan anak laki-laki kecil boleh menikah dengan 
perempuan lebih dari satu. 

4. Syarh al-Syihab 32 
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32 Ibn Hajar, Syar/z al-Syihab , Juz VII, h. 490. 

33 Demikian yang tercatat dalam Keputusan Muktamar. Ibara/z senada tercatat pula 
dalam Tuhfah al-Muhtaj. Lihat, Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah Muhtaj pada Hatoasycd al- 
Syirwani zva aWAbbadi, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.) Juz VII, h. 391, yaitu: 
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Dan dari ketentuan ketika akad terjadi berulang-ulang, maka yang legal adalah akad 
pertama, serta dari materi yang terdapat dipermulaan Kitab Talak , yaitu sungguh 
ucapan suami pada wali istrinya: "Nikahkanlah aku (padanya)!", merupakan Jdnayah 
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Apakah hukum memperbarui akad nikah? Apakah boleh atau 
tidak? Ya, hal itu boleh dan tidak mengurang bilangan talak. Sebab, 
kecocokan semata-mata dari suami atas bentuk akad kedua, misalnya, 
bukan merupakan pengakuan atas rusaknya akad nikah yang pertama, 
bahkan tidak termasuk kinayah -dari perusakan akad pertama-. Hal 
tersebut sudah jelas, sebab hanya termasuk memperbarui tuntutan 
kepada suami dalam rangka mencari keluwesan atau kehati-hatian. 

5. Al-Anwar 34 


(JjSh jJiiJt *Uu (Jp (jliiLa LLfcj iljSUdl (j J (_a)U JU JuLfr 

M jtr* j — <— aJ' 
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Dan andaikan suami melakukan akad nikah sirri dengan mahar 
seribu, dan akad secara terang-teranan dengan mahar dua ribu, dan 
mereka berdua -suami dan wali mempelai wanita- sepakat atas 
keabsahan akad pertama, maka maharnya tetap seribu. ... Andaikan 
seorang suami memperbarui akad nikah istrinya, maka ia wajib membayar 
mahar lagi. Sebab, akad baru tersebut merupakan pengakuan cerai 
dan mengurangi bilangan talak. Dan dalam akad baru yang ketiga 
kalinya ia membutuhkan tahlil -istri sudah dinikahi orang lain, lalu 
ditalak dan habis masa 'iddahnya. 

6. Referensi Lain 

\)Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj, Juz IV, h, 245. 

2 )Qurrah al-'Ain, h. 164. 


dari rusaknya akad nikah pertama, berbeda dengan ucapannya: "Nikahkanlah dia 
(istrinya)!", maka ucapan itu merupakan ucapan sharih dari rusaknya akad nikah 
pertama, disimpulkan bahwa sekedar suami kebetulan mempraktekkan bentuk akad 
kedua misalnya, itu bukan merupakan pengakuan atas rusaknya 'ishrnah (keabsahan 
akad) pertama, bahkan bukan merupakan kinayah darinya. Hal itu sangat jelas dan 
tidak temafikan oleh materi yang akan disampaikan sebelum Pasal Walimah, yaitu bila 
si suami berkata: "Ucapan yang kedua adalah memperbarui lafal, bukan akad.", maka 
ucapannya itu tidak diterima. Sebab, kasus tersebut terjadi dalam dua akad yang dalam 
akad kedua tidak terdapat unsur upaya memperbarui akad pertama yang disetujui 
oleh suami. Maka hukum asalnya adalah berkonsekwansi pada semua mahar (wajib 
diberikan suami kepada istri), dan kita hukumi terjadi satu talak karena akad kedua 
menuntut si istri untuk menjadi istri secara lahiriahnya. Sementara dalam kasus tajdid 
al-nikah ini, yang ada hanyalah upaya suami untuk memperindah akad atau kehati- 
hatian saja. Maka kajilah kasus itu. (Pen.) 

34 Yusuf al-Ardabili, al-Anivar, (Maktabah al-Tujjariyyah, t. th.), h. 88. 
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456. Pernyataan Shighat Ta'liq Talak 

A. Deskripsi Masalah 

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI dan tertera dalam buku 
nikah, bahwa bagi pelaksanaan akad nikah dilakukan pembacaan 
shighat ta'licj talak dan menandatanganinya. Dalam praktiknya, adakalanya 
penghulu dan pihak mempelai pria sepakat untuk membacanya lalu 
menandatanganinya setelah pelaksanaan akad nikah, dan ada pula 
praktiknya yang tidak membaca shighat ta'licj itu, tetapi dengan pernyataan 
yang ditandatangani oleh mempelai laki-laki bahwa ia telah membacanya. 

B. Pertanyaan 

1. Apakah shighat ta'licj talak yang tidak dibacakan, tetapi dengan pernyataan 
yang ditandatangani itu otomatis terjadi sesuai dengan isinya, dan 
dikenai sangsi jika melanggar ta'licj nya? 

2. Bagaimana hukum meninggalkan membaca atau menandatangani 
shighat ta'licf yang merupakan perintah ulil amr? 

C. Jawaban 

1. Tidak terjadi ta'liq talak dan tidak dikenai sanksi. 

2. Boleh meninggalkan membaca atau menandatangi shighat. 

D. Dasar Penetapan 
1. Kanz al-Raghibin 35 
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(Dan andaikan seorang suami yang tidak bisu menulis talak), 
seperti ia menulis: "Istriku adalah wanita yang tertalak." (dan ia tidak 
berniat mentalaknya, maka tulisan talak tersebut tidak berdampak 
apapun). Penulisan talak yang dilakukannya bisa jadi karena mencoba 
ballpoin, tinta atau yang lainnya. Dalam satu pendapat dinyatakan, 
tulisan merupakan sighat sharih seperti halnya ungkapan lisan, yang 


35 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin pada Khasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Beirut: 
Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t. th.) Juz UI, h. 329. 
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berdampak terjadinya talak. (Dan bila dia meniati tulisannya sebagai 
talak, maka menurut pendapat al-Azhhar, terjadi talak). Sebab tulisan 
merupakan satu metode untuk menyampaikan kehendak seseorang 
seperti halnya ungkapan lisan, dan faktanya telah besertaan niat. 
Sementara menurut pendapat kedua tidak terjadi talak. Sebab menulis 
adalah pekerjaan, dan sebuah pekerjaan tidak pantas dijadikan kinayah 
talak. . . . Apabila seorang suami yang tidak bisu mengucapkan tulisan 
talaknya, maka terjadi talak. Kecuali apabila ia bermaksud membacanya 
-saja-. Maka menurut pendapat al-Asbhah klaimnya diterima secara 
hukum lahir saja. 


2. Bughyah al-Mustarsyidin 36 
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(Kasus dari al-Kurdi). Wajib mematuhi perintah Imam -kepala 
pemerintahan- dalam setiap hal yang menjadi kewenangannya. Seperti 
penyerahan zakat harta zhahir. Maka bila ia tidak memiliki kewenangan, 
yaitu dalam hak-hak yang bersifat wajib atau sunah, maka boleh 
memasrahkannya kepada Imam atau mengalokasikannya sendiri 


3 « Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 91. 
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kepada yang berhak. Apabila perintahnya itu mubah, makruh atau 
haram, maka tidak wajib mematuhinya, seperti pendapat al-Ramli. 
Namun dalam kitab al-Tuhfah Ibn Hajar meragukannya, kemudian 
ia cenderung mewajibkannya dalam setiap perintah Imam meskipun 
haram, namun secara lahir saja. Dan perintah yang selain haram, 
apabila terdapat kemaslahatan umum, maka wajib dipatuhi secara 
lahir dan batin. Apabila tidak maka wajib dipatuhi secara lahir saja 
pula. Standar wajib dan mubah tersebut berdasarkan pada keyakinan 
pihak yang diperintah. Sedangkan ungkapan ulama: "Secara lahir." 
maksudnya adalah sesorang tidak berdosa bila tidak mematuhinya. 
Dan maksud ulama: "Secara batin." Adalah ia berdosa bila melanggarnya. 
Demikian pendapat Ibn Hajar. Saya sendiri berkata: "Al-Syarqawi 
berkata: "Kesimpulannya, sungguh wajib mematuhi perintah imam 
secara lahir dan batin, dari setiap perintah yang tidak haram dan 
makruh. Perkara yang wajib -dengan perintahnya- menjadi lebih 
kuat, yang sunah menjadi wajib. Begitu pula perkara mubah bila terdapat 
kemaslahatan, seperti menghisap rokok bila kita memakruhkannya 
karena mengandung kerendahan bagi orang-orang yang berkepribadian 
luhur. Dan penguasa sudah memerintahkan pegawainya untuk 
mengumumkan ketidakbolehan menghisap rokok di pasar-pasar dan 
kedai-kedai kopi. Kemudian banyak orang yang tidak mematuhi dan 
tetap menghisapnya. Maka mereka tergolong orang yang telah melakukan 
maksiat. Pada zaman sekarang hukum menghisap rokok adalah haram 
karena perintah penguasa. Apabila penguasa memerintahkan suatu 
perkara kemudian ia mencabutnya, meskipun belum pernah dilakukan 
-oleh siapa pun-, maka hukum mematuhi perintah tersebut tidak gugur. 
Demikian pendapat al-Syarqawi. 

3. Referensi Lain 

a) Syarh al-Yacjut al-Nafis, karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri, 
h. 356. 

Ditetapkan di : Makassar 
Pada tanggal : 27 Maret 2010 

PIMPINAN SIDANG 
ttd ttd 

Drs. KH. Saifuddin Amsir KH. Cholil Nafis. MA 

Ketua Sekretaris 
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BAHTSUL MASAIL 
AL-DINIYYAH 
AL-MAUDHU'IYYAH 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-29 
Di Cipasung Tasikmalaya Pada Tanggal 1 Rajab 
1415 H. / 4 Desember 1994 M. 

(Al-Masail a -Mudhu'iyyah) 

1. Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Kehidupan 

Kebangsaan dan Kenegaraan 

2. Pandangan NU Mengenai Kepentingan Umum (Maslahah 

'Ammah) dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara 

3. Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap 
Lingkungan Hidup 

TIM PERUMUS KOMISI A 
(Masail Mudhu'iyyah) 

KH. Ma'ruf Amin . . . Ketua 
KH. Amin Shaleh . . . Wakil Ketua 
KH. Yusuf Muhammad . . . Sekretaris 
Abdul Mun'im Saleh . . . Wakil Sekretaris 
Prof. DR. KH. Syech Hadi Permono, SH. MA. . . . Anggota 
Drs. Hasyim Abbas . . . Anggota 
H. Irfan Zidni, MA . . . Anggota 
H. Z. Ahmad Noh . . . Anggota 
KH. Afifuddin Muhajir . . . Anggota 
Drs. H. A. Malik Madani, MA. . . . Anggota 
H. Cholil Anwar . . . Anggota 
Cholis Fuad Ahmad . . . Anggota 
Drs. Lalu Sahimun Faisal, MA. . . . Anggota 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA 
Nomor 02/MNU-29/1994 

Tentang 

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI AHKAM/ 
MASAIL DINIYAH 

d *. Jn & 

MUKTAMAR KE-29 NAHDLATUL ULAMA 

Memperhatikan: a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama; 

b. Penjelasan tentang Materi Ahkam/Bahtsul Masail yang 
disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; 

c. Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai 
aspek kehidupan masyarakat seringkali mendesakkan 
perubahan dan pergeseran yang menyangkut tatanilai dan 
pandangan yang dianut Untuk itu, dalam fungsinya sebagai 
pembimbing umat, Nahdlatul Ulama dituntut untuk 
senantiasa dapat memberikan respon yang positif dan 
kreatif. 

d. Bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama sebagai lembaga 
aspirasi dan Jam’iyyah menyadari sepenuhnya perlunya 
memperhatikan segala perkembangan masyarakat, baik 
mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi serta 
pembinaan dan kesejahteraan umat. 

e. Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung 
dalam Muktamar NU ke-29 di Pondok Pesantren Opasung, 
Singapama, Tasikmalaya, Jawa Barat. 

f. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam Sidang Pleno 
Komisi Ahkam/Masail Diniyah Sabtu tanggal 29 Rabiul 
Akhir 1415 H/3 Desember 1994. 

Mengingat : a. Ittifaq peserta Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama dalam 

sidang pleno tanggal 1 Rajab 1415H/4 Desember 1994, atas 
laporan Komisi Ahkam/Masail Diniyyah, 

b. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 
22 Desember 1993 Nomor 2055/BL01/Xn/1993 tentang 
Penetapan Pesantren Opasung, Singapama, Tasikmalaya, 
Jawa Barat sebagai tempat penyelenggaraan Muktamar ke- 
29 Nahdlatul Ulama. 

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan keridhaan Allah Subhanahu 
wa Ta'ala 
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1. Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap 
Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan 
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I. MUKADDIMAH 


1. Negara Republik Indonesia terbentuk melalui proses pertumbuhan 
dan perjuangan panjang putra-putra bangsa yang penuh pengorbanan. 
Di dalam proses yang panjang itu, para ulama dan zu’ama sebagai 
bagian dari bangsa ini telah ikut meletakkan dasar-dasar kehidupan 
kebangsaan Indonesia yang bersatu, terjalin dalam pengelompokan 
yang berdasar kesukuan dan kedaerahan. Di masa perjuangan melawan 
penjajahan, Islam telah mendorong sikap dan wawasan keindonesiaan 
dan terus mengembangkannya dalam perjuangan kemerdekaan hingga 
proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang melahirkan bangsa 
Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu atas berkat rahmat 
Allah Swt. 


2. Dalam proses yang panjang itu, Islam dan umat Islam di kawasan 
nusantara ini, telah memberikan peran aktifnya berupa amal-amal 
nyata, membentuk manusia yang beriman, berakhlak karimah, 
cerdas dan terampil, membangun kehidupan keluarga dan masyarakat 
secara baik. Lebih dari itu bahkan melawan dan menolak penjajah, 
kemudian mempersatukan manusia dan komunitas dalam suatu keluarga 
besar menjadi satu bangsa, dan pada akhirnya memproklamasikan 
kemerdekaan bangsa dan negara hingga kemudian mempertahankan 
serta mengisi kemerdekaan itu. 

3. Peranan aktif tersebut disumbangkan oleh Islam dan umat Islam 
di Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang 
didasari semangat: 

a. Mengemban tugas "kekhalifahan" -sebagaimana firman Allah: 


(4 Jfl?- u} -2^3 
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Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." (QS. al-Baqarah: 30) 

b. Menegakkan ' adalah , sebagaimana firman Allah: 

jf ’J j *k 'ov'jj * 

as 0 j 

i?&/ , i lL; \jj& oii o* 


Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang 
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun 
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya 
atau miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan 
jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan." (QS. al-Nisa': 135) 

c.Memakmurkan bumi Allah, sebagaimana firman Allah: 


\~y.y ^ ajjLilzSk tpj 



Artinya: "Dia telah mendptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 
kamu pemakmumya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian 
bertobatlah kepada-Nya." (QS. Hud: 61) 

d. Melaksanakan kewajiban "dakwah" dalam rangka amar ma'ruf 
nahi munkar sebagaimana firman Allah: 


*■ * LS? iA-Z&J \j iSSLi-li Jej— JJ 


Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan (agama) Tuhanmu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 
yang baik". (QS. al-Nahl: 125) 


J* jj bx/^> 
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Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang 
munkar, dan beriman kepada Allah." (QS. Ali Imran: 110) 

Dengan demikian, negara Indonesia bagi umat Islam Indonesia wajib 
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dipelihara dan dikembangkan. Indonesia adalah bangunan yang kita 
ikut membentuknya sejak awal. 

4. Nahdlatul Ulama telah menegaskan hubungan antar agama dan 
negara dan memposisikan tanggung jawab sebagai umat beragama 
(Islam) dengan tanggung jawab sebagai warga negara (Indonesia) 
secara jelas dan proporsional. Konsep kembali ke khittah 1926, dan 
pandangan Nahdlatul Ulama tentang Pancasila serta faham tri ukhuwah 
secara terpadu: Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah dan 
Ukhuwah Basyariyah merupakan pedoman dasar yang dirasakan 
sangat gayut atau relevan bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa 
dan bernegara bagi warga Nahdlatul Ulama. 

II. UNIVERSALITAS ISLAM SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN 
WAWASAN KEBANGSAAN 

1. Nahdlatul Ulama meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang bersifat 
universal dan merupakan amanat Allah yang dapat dilaksanakan bagi 
seluruh kehidupan manusia di wilayah manapun di muka bumi. 

2. Universalitas Islam merupakan "kekuatan bagi umat Islam" untuk 
membangun manusia dan masyarakat di mana saja di muka bumi ini, 
dalam corak perbedaan kondisi dan budaya masing-masing bangsa. 
Universalitas Islam mungkin saja memunculkan "penampilan yang 
berbeda" dalam pelaksanaan atau penerapan ajaran Islam sejalan dengan 
keberadaan dan adanya perbedaan adat dan ahwal ijtima’iyyah. 

3. Kerangka pemikiran tersebut membuka sikap lapang dada dan toleransi 
dalam menyikapi berbagai kenyataan sosial bangsa Indonesia, yang 
berupa norma-norma kemasyarakatan, adat istiadat, kesadaran hukum 
dan sikap khas kemajemukan bangsa Indonesia merupakan perwujudan 
dan nilai itu sejalan dengan ikhtiar mengisi muatan Islam terhadap 
berbagai hal di atas. Pengemasan budaya lokal dengan muatan ajaran 
Islam dan pembudayaan dan pentradisian ajaran Islam dalam kehidupan 
masyarakat sungguh menjadi sangat strategis dan besar andilnya dalam 
membangun dan membimbing masyarakat Indonesia. 

4. Untuk itu, upaya menumbuhkembangkan pemahaman yang sesuai 
dengan kondisi masyarakat dan memelihara tradisi keagamaan dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia merupakan langkah dan sekaligus 
sarana yang strategis dalam mempertemukan keyakinan keagamaan 
dan wawasan kebangsaan. 

m. KETERLIBATAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PEMBENTUKAN 
KEBANGSAAN INDONESIA 

1. Keterlibatan Nahdlatul Ulama, sejak masih menjadi "kekuatan kultural" 
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2 . 


yaitu ketika berbentuk kelompok orang yang memiliki kesamaan 
pemahaman dan tradisi keagamaan -sampai dengan menjadi "kekuatan 
struktural"- yaitu setelah berbentuk organisasi dengan segala kegiatan 

Keterlibatan yang tercermin dari wujud komitmen tersebut dapat 
kita lihat dalam berbagai rangkaian kegiatan: 

a. Dalam ikut membentuk dan mengangkat harkat dan martabat 
manusia di kawasan nusantara ini, dan mendorongnya untuk 
senantiasa mengupayakan kehidupan yang sejahtera lahir dan 
batin, kehidupan yang manfaat dan maslahat di dunia dan akhirat. 

b. Berperan aktif mempersiapkan kemerdekaan dan meletakkan 
dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. 

c. Ikut serta melawan dan menolak penjajahan, dengan menetapkan 
"Resolusi Jihad", yang kemudian melahirkan perlawanan rakyat 
secara frontal, dalam pertempuran "antara hidup dan mati" pada 
10 November 1945. 

d. Menegaskan kedudukan Pemerintah Republik Indonesia (dengan 
semua perangkatnya) dari segi syar'i, Nahdlatul Ulama mendukung 
serta mempertegas Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas 
tahun 1954 sebagai: 


resminya- merupakan petunjuk yang sangat nyata a ari Kornitmeiuiyd 
terhadap kesadaran kfhidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 




Artinya: Pemegang kekuasaan yang darurat dengan sebab mempunyai 
kekuatan. 1 


Hal ini dilandasi kesadaran dan tanggung jawab NU terhadap 
adanya "pemegang kekuasaan (pemerintahan)" bagi kebutuhan 
pengaturan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. 

e. Ikut serta mengisi dan membangun masyarakat di wilayah Indonesia 
melalui kiprahnya dalam berbagai bidang kehidupan; keagamaan, 
politik kenegaraan, sosial-kemasyarakatan, pendidikan dan amr 
ma'rufnahi munkar yang merupakan perwujudan dari sikap kritis 
dan tanggungjawabnya sebagai warga bangsa terhadap perjalanan 
hidup negerinya. 


1 Pemberian gelar pada Ir. Soekarno sebagai Presiden Indonesia 

berdasarkan keputusan Konferensi Alim Ulama di Gpanas 1954, bukan hasil keputusan 
Muktamar NU. NU hanya menguatkan keputusan Konferensi Alim Ulama yang 
juga dihadiri oleh para ulama lintas golongan, lihat masalah Nomor: 277. 
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f. Rangkaian ikhtiar yang terus menerus untuk menghasilkan titik 
keseimbangan antara dua tuntutan, yakni tuntutan menjaga 
universalitas Islam dan tuntunan setempat dan sesaat yang lebih 
bersifat partikularistik, yang antara lain berupa kewajiban untuk 
senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa 
Indonesia. 


IV. WAWASAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN DALAM 
PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA 

1 . Nahdlatul Ulama menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara 
-di mana sekelompok orang yang oleh karena berada di wilayah geografis 
tertentu dan memiliki kesamaan, kemudian mengikatkan diri dalam satu 
sistem dan tatanan kehidupan merupakan "realitas kehidupan" yang 
diyakini merupakan bagian dari kecenderungan dan kebutuhan yang 
fitri dan manusiawi. Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah 
perwujudan universalitas Islam yang akan menjadi sarana bagi upaya 
memakmurkan bumi Allah dan melaksanakan amanatNya sejalan 
dengan tabiat atau budaya yang dimiliki bangsa dan wilayah itu. 

2. Kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya merupakan langkah 
menuju pengembangan tanggung jawab kekhilafahan yang lebih 
besar, yang menyangkut "kehidupan bersama" seluruh manusia 
dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan 
dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan di akhirat. 

3. Dalam kaitan itu, kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun 
atas dasar prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan 
musyawarah. Dengan demikian maka pemerintah (umara') dan ulama 
-sebagai pengemban amanat kekhilafahan- serta rakyat adalah satu 
kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam 
mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut. 

4. Umara' dan ulama dalam konteks di atas, merupakan pengemban tugas 
khilafah dalam arti menjadi pengemban amanat Allah dalam memelihara 
dan melaksanakan amanatNya dan dalam membimbing masyarakat 
sebagai upaya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang 
hakiki. Dalam kedudukan seperti itu, pemerintah dan ulama merupakan ulil 
amri yang harus ditaati dan diikuti oleh segenap warga masyarakat. 
Sebagaimana firman Allah: 


4 op /s Jjtj Jjiy T •>*'* oy]' ^ 
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Ou/ an) dan Rasul (Surmahnya), 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang Demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baikakioatnya. (QS. al-Nisa': 59) 

Ayat ini memberikan pedoman dasar kepada kita mengenai beberapa 
prinsip dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sebagai berikut 
Pertama, bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan 
ketaatan yang mutlak. 

Kedua, bahwa ketaatan kepada ulil amri merupakan ketaatan yang 
bersilat tidak mutlak dan tergantung apakah perintah dan kebijaksanaannya 
sejalan dengan perintah Allah dan RasulNya. 

Ketiga, bahwa ulM amri haruslah terdiri atas arang-arang yang mengemban 
amanat Allah. 

Keempat, bahwa rakyat memiliki hak untuk melakukan kontrol dan 
memberikan koreksi terhadap ulil amri dengan menggunakan cara- 
cara yang baik, sebagaimana pernyataan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq 
Ra. dalam khutbah pelantikannya: 


oii 513 cLlid $ c 4j a & J&i i# k 
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^3 ain u jlsu iiii n» y ac-ju S ^ 
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" Wahai saudara-saudara. Saya telah dipilih menjadi pemimpin, padahal 
saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Kalau saya berbuat baik 
(benar), maka dukunglah dan bantulah saya. Kalau saya berbuat salah, maka 
luruskanlah saya. Kebenaran (kejujuran) adalah amanat (yang harus 
dilaksanakan) dan kedustaan adalah pengkhianatan (yang harus dihindari). 
Orang lemah di antara kalian saya pandang sebagai orang kuat dan akan 
saya berikan haknya (yang belum didapatnya) dan orang kuat di antara 
kalian saya pandang sebagai orang lemah dan akan saya ambil "hak" dari 
mereka (untuk diserahkan kepada yang sebenarnya berhak), Insya Allah. 
Jangan ada seorang pun di antara kalian meninggalkan jihad (perjuangan) 
karena tidak ada kelompok yang meninggalkan jihad kecuali mereka akan 
tertimpa kehinaan dari Allah. Taatilah saya, selama saya taat kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Kalau saya bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka 
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tidak ada kewajiban taat kepada saya. Demikianlah, bergegaslah melakukan 
shalat. Semoga Allah senantiasa merahmati kalian". 2 

Kelima, kekuatan penentu dalam setiap kemungkinan terjadinya 
perselisihan adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya. 

Keenam, bahwa dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan adanya 
lembaga yang memiliki kebebasan dari (kemungkinan) tekanan dari 
rakyat dan/ atau ulil amri, agar dapat memberikan keputusan yang 
adil. 

V. WAWASAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PLURALITAS 
BANGSA 


1. Nahdlatul Ulama sepenuhnya menyadari kenyataan tentang kemajemukan 
(pluralitas) masyarakat Indonesia dan meyakininya sebagai surmatullah. 
Pluralitas masyarakat yang menyangkut kemajemukan agama, etnis, 
budaya dan sebagainya, adalah sebuah kenyataan dan rahmat dalam 
sejarah Islam itu sendiri sejak zaman Rasulullah. 


2. Islam memberikan jaminan dan toleransinya dalam memelihara 
hubungan bersama dengan meletakkan nilai-nilai universal seperti 
keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kehidupan 
bersama, dengan tidak mengingkari adanya perbedaan dalam hal 
tertentu. Dalam wawasan yang demikianlah Nahdlatul Ulama 
meletakkan tata hubungan dan tiga bentuk ukhuwah di atas. 

3. Untuk menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tengah kenyataan 
adanya pluralitas masyarakat tersebut, dengan memahami firman 
Allah: 





Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa." (QS. al-Hujurat: 13) 

Nahdlatul Ulama menerapkan tiga macam pola keterpaduan tata 
hubungan dengan sesama manusia, yaitu: 

a. Tata hubungan antara sesama manusia yang berkait dengan keagamaan 
(keislaman), yang lazim disebut dengan "Ukhuwah Islamiyah". Ini 


2 Ibn al-Atsir, al-Kamil fi al -Tarikh, Juz II, h. 224. 
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merupakan persaudaraan sesama muslim, yang tumbuh dan 
berkembang karena persamaan akidah/keimanan, baik di tingkat 
nasional maupun internasional. Tata hubungan ini menyangkut 
dan meliputi seluruh aspek kehidupan, baik aspek ibadah, mu atnaMi, 
munakahat dan mu'asyarah (hubungan keseharian) yang pada 
akhirnya akan mendptakan dan menumbuhkan persaudaraan yang 
hakiki. 

b. Tata hubungan antara sesama manusia yang berkait dengan ikatan 
kebangsaan dan kenegaraan, yang lazim disebut dengan "Ukhuwah 
Wathaniyah". Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal 
yang bersifat mu'cmudah (kemasyarakatan, kebangsaan/kenegaraan) 
di mana mereka sebagai warga negara memiliki kesamaan derajat, 
kesamaan tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan 
dalam kehidupan bersama. 

c. Tata hubungan antara manusia yang tumbuh dan berkembang 
atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, yang lazim 
disebut dengan "Ukhuwah Basyariyah". Tata hubungan ini menyangkut 
dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan martabat 
kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan 
damai. 

4. Di dalam penerapannya. Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah 
merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian secara seksama dan 
dengan penuh kearifan, la harus dipandang sebagai pola tata hubungan 
yang saling membutuhkan dan saling mendukung, harus diwujudkan 
serentak dan tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain. Sikap 
mempertentangkan antara keduanya akan merugikan, baik bagi 
kehidupan umat Islam di Indonesia maupun kehidupan berbangsa. 

5. Sikap yang sehat yang harus diterapkan dalam hubungannya dengan 
Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah tersebut adalah: 

a. Sikap akomodatif, dalam arti kesediaan menampung berbagai 
kepentingan, pendapat dan aspirasi dari berbagai pihak. 

b. Sikap sdektif, dalam arti, adanya sikap cerdas dan kritis untuk memilih 
kepentingan yang terbaik dan yang ashlah (lebih memberi maslahat) 
serta anfa' (lebih memberi manfaat) dari beberapa pilihan/altematif 
yang ada. 

c. Sikap integratif, dalam arti kesediaan menyelaraskan, menyerasikan 
dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi tersebut, 
secara benar, adil dan proporsional. 

d. Sikap kooperatif, dalam arti kesediaan untuk hidup bersama dan 
bekerja sama dengan siapapun di dalam kegiatan yang bersifat 
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mu’armlah (hubungan sesama manusia), bukan yang bersifat ibadah. 

6. Lebih dan itu, ukhuwah memang tidak hanya memerlukan keseragaman 
tetapi juga memerlukan kesediaan untuk "bersatu dalam 
keanekaragaman". Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ketiga 
bentuk ukhuwah tersebut hendaknya dilakukan secara proporsional, 
seimbang dan menurut tuntunan syariat. 

VL PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG DASAR 
NEGARA PANCASILA 

1 . 

yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman dalam 
hidup bernegara. 

2. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pancasila, Nahdlatul Ulama 
telah menegaskan pandangannya yang jelas dan jernih, tercantum 
dalam "Deklarasi hubungan Pancasila dan Islam", hasil keputusan 
Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983, sebagai berikut: 

a. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara RepubUk Indonesia 
adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat 
menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan 
kedudukan agama. 

b. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 
29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mercerminkan 
tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. 

c. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari'ah meliputi 
aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. 

d. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan 
upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya. 

e. Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut di atas, Nahdlatul Ulama 
berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila 
dan pengamalannya yang mumi dan konsekuen oleh semua pihak. 

VII. TANGGUNG JAWAB NAHDLATUL ULAMA TERHADAP 
KEHIDUPAN BERBANGSA DI MASA MENDATANG 

1 . Umat Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama, sejak semula memandang 
Indonesia sebagai "kawasan amal dan dakwah".* Indonesia adalah 
bagian dari bumi Allah, dan (karenanya) merupakan lahan dari ajaran 
Islam yang universal itu (Kaffatan linnas dan Rahmatan lil ’alamin). 


* Lihat putusan Bdhtsul Masail cd-Dinhfyah al-Wacfi'iyyah, nomor masalah 192 (Muktamar 
XI, tahun 1935 di Banjarmasin). 


Dalam kaitannya dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 
Nahdlatul Ulama memandang bahwa Pancasila adalah konsep bersama 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


757 




2. Indonesia dalam berbagai kondisinya, adalah rahmat yang sangat 
besar dari Allah Swt., yang wajib disyukuri seluhur-luhumya, dengan 
melestarikannya, mengembangkannya dan membangunnya sepanjang 
zaman. Segala kekurangan dan kelemahannya diperbaiki, dan segala 
kebaikannya ditingkatkan dan disempurnakan untuk mencapai "Baldatm 
Thayyibatun wa Rabbun Ghafur", negara adil dan makmur di bawah 
maghfirah (ampunan) Allah Swt. 

3. Dalam menyongsong masa depan, Nahdlatul Ulama bertekad untuk 
selalu berperan besar dalam meningkatkan kualitas umat, baik secara 
perorangan maupun secara kelompok. Dengan itulah umat Islam mampu 
memenuhi peran dan tanggung jawab sebagai mayoritas bangsa, 
sebagai khalifah Allah di bumi dan sekaligus sebagai hamba yang 
harus selalu mengabdi dan beribadah kepadaNya. Untuk itu, tugas 
Nahdlatul Ulama pada masa kini dan masa mendatang adalah: 

a. Sebagai ''kekuatan pembimbing spiritual dan moral umat dan bangsa 
ini", dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara -politik, 
ekonomi, sosial, budaya dan iptek- untuk mencapai kehidupan yang 
maslahat, sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, dunia dan akhirat. 

b. Berusaha akan dan terus secara konsisten menjadi "Jam'iyah diniyah/ 
organisasi keagamaan" yang bertujuan untuk ikut membangun 
dan mengembangkan insan dan masyarakat Indonesia yang 
bertakwa kepada Allah Swt., cerdas, terampil, adil, berakhlak 
mulia, tenteram dan sejahtera. 

c. Berperan aktif memeperjuahgkan pemerataan sarana peiikehidupan 
yang lebih sempurna demi mewujudkan keadilan sosial yang 
diridhai Allah Swt. 

d. Menjadikan warga Nahdlatul Ulama dan seluruh warga bangsa 
Indonesia sebagai warga negara yang senantiasa menyadari tanggung 
jawabnya dalam membangun Indonesia secara utuh, menegakkan 
keadilan dan kebenaran, memelihara kemanusiaan dan kejujuran 
serta melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. 

e. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, 
mandiri, terbebas dari penjajahan dan penganiayaan oleh siapapun 
dalam bentuk apapun, sehingga nilai kebenaran, keadilan dan 
kemanusiaan, serta ajaran Islam yang lain, dapat dimasyarakatkan 
dan disatukan dengan dan dalam kehidupan bangsa Indonesia. 
Indonesia adalah wilayah atau bagian dari bumi Allah, yang menjadi 
tempat kaum muslimin menghambakan dirinya kepada Allah 
Swt., dengan penuh ketenangan dan keleluasaan, dalam seluruh 
aspek kehidupan. 
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2. Pandangan NU Mengenai Kepentingan Umum 
(Maslahah 'Ammah) dalam Konteks Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara 


^ (Jp pMUlj e^UaJj} gfuJUjl 46 4ji) ili-l 
(-Ji <-lj p 4 *;* a)T (jjJUJJ 


n S- 4 - 


I. MUKADDIMAH 


1. Diturunkannya syariat di tengah kehidupan umat manusia adalah 
untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan (kemaslahatan) 
umat manusia di dunia dan di akhirat. 



Artinya: "Kami mengutus Anda hanya bertujuan memberi rahmat bagi 
alam semesta". (Q S. Al-Anbiya': 107) 


(Hjpl cxrf 


Artinya: "Sungguh al-Qur'an itu benar-benar sebagai pemberi petunjuk 
dan rahmat bagi orang-orang mukmin". (QS. Al-Naml: 77) 

Oleh sebab itu, agar keamanan dan kesejahteraan (kemaslahatan) 
umat manusia di dunia dan di akhirat dapat terwujud maka segala 
ikhtiar yang dilakukan umat manusia di muka bumi harus selalu 
sejalan dengan tuntunan syariat. 

2. Untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia serta merespon 
berbagai dinamika kehidupan, maka setiap pengambilan keputusan 
harus memenuhi kriteria kepentingan umum ( maslahah 'ammah) yang 
dibenarkan oleh syara. 

3. Penggunaan maslahah 'ammah sebagai tolok ukur dan pertimbangan 
untuk menetapkan suatu kebijaksanaan sangat diperlukan untuk 
menghindari kemungkinan penggunaan maslahah 'ammah tidak 
pada tempatnya, seperti untuk menuruti hawa nafsu, kesewenang- 
wenangan dan menuruti kepentingan pribadi atau kelompok tertentu 
dengan menggunakan dalih untuk kepentingan umum. Dengan 
menggunakan maslahah 'ammah sebagai pertimbangan untuk menetapkan 
setiap kebijakarv maka setiap kebijakan yang ditetapkan tidak akan 
menimbulkan kerugian atau menyalahi kepentingan umat manusia 
secara luas. 
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II. Keadaan dan Masalah 

1. Dalam suasana pembangunan yang berkembang sangat dinamik 
dewasa ini, selalu ditemukan istilah kepentingan umum. Meskipun 
disadari bahwa tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah untuk 
mendptakan kesejahteraan masyarakat luas dan dilakukan dengan 
sebanyak mungkin menyediakan sarana dan fas il it a s untuk kepentingan 
umum, diakui atau tidak, ternyata dalam pelaksanaan pembangunan, 
batasan untuk kepentingan umum ini sering menjadi tidak jelas dan 
tidak sesuai dengan pengertian yang sesungguhnya. Kepentingan 
umum akhirnya berkembang dalam perspektif yang beragam; ada 
kepentingan umum menurut versi pengambil keputusan (umara), 
atau kepentingan umum menurut "selera" sebagian kedi kelompok 
masyarakat, dan kepentingan umum yang dipersepsi oleh masyarakat. 
Kenyataan yang demikian membawa akibat dan dampak negatif 
dalam pembangunan. Pemakaian alasan "untuk kepentingan umum" 
tanpa berpedoman pada maslahah ‘ammah yang dibenarkan oleh syara' 
akan melahirkan bentuk penyimpangan terhadap hukum syariat dan 
tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok masyarakat lemah 
oleh golongan masyarakat yang kuat. 




Artinya: "Maka tegakkanlah hukum di antara manusia secara benar dan 
janganlah Anda mengikuti hawa nafsu, yang akan menjerumuskan Anda 
pada kesesatan, jauh dari jalan Allah. ”(QS. Shad: 26) 




Artinya: "Maka siapa saja yang bertindak tirani dan memilih kehidupan 
dunia, maka neraka jahim layak untuk menjadi tempat tinggalnya." (QS. 
al-Nazi'at: 27-29) 





Artinya: " Andaikan kebenaran mengikuti keinginan mereka, niscaya langit, 
bumi dan segala isinya akan binasa/rusak/hancur." (QS. al-Mu'minun: 71) 
2. Kedudukan maslahah 'ammah sebagai dasar pertimbangan pengambilan 
kebajikan perlu diaktualisasikan sebagai landasan untuk menyikapi 
masalah sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Penggunaan 
maslahah 'ammah dirasakan sudah menjadi kebutuhan untuk memperkaya 
dan melengkapi landasan pembuatan keputusan dan kebijaksanaan 
dari berbagai kasus sosial yang berkaitan dengan dalih kepentingan 
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‘khususnya dalam pslaksanaan pembangunan yang sering 
terjadi selama ini-. ' 

3. Untuk menghindari kemudharatan dan dampak negatif pembangunan, 
maka maslahah 'ammah dipandang penting dijadikan acuan untuk 
menyamakan persepsi tunggal terhadap wujud dan makna kepentingan 
umum dalam konteks pembangunan. Dengan maslahah 'ammah berarti 
masyarakat telah merealisasikan tujuan syariat. 


III. Pengertian dan Ruang Lingkup 

1. Maslahah 'ammah adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat 
dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madharat yang 
terkandung di dalam, baik yang dihasilkan dari kegiatan jalbul manfa’ah 
(mendapatkan manfaat) maupun kegiatan daful majsadah (menghindari 
kerusakan). 

2. Maslahah 'ammah harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya 
lima hak dan jaminan dasar manusia (d-ushul al-khamsah), yang meliputi: 
keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), 
keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan 
hak milik. 


-w>UL» t/* 3 * liAii 

fy+ak» ( Jc- iJaiUUJl AprLwallU J 

^ ylll 




Artinya: " Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan tentang penarikan 
manfaat dan penolakan bahaya. Dan yang kami maksud dalam statemen ini 
bukan makna tersebut. Sebab penarikan manfaat dan penolakan bahaya adalah 
tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisir tujuan mereka. Tetapi yang 
kami maksud dengan "maslahah" adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan 
hukum (syara). Tujuan hukum bagi manusia itu ada lima; yaitu memproteksi 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin 
terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "maslahah". Sedangkan 
semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan tersebut itu disebut 
kerusakan ( mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga maslahah. " 3 


3 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfn, (Beirut Dar al-Kutub al-Hmiyah, t tk) h. 174. 
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3. Maslahah 'ammah harus benar-benar untuk kepentingan umum, tidak 
untuk kepentingan khusus (perorangan). Adapun sesuatu yang membawa 
manfaat dan meniadakan madharat hanya menguntungkan atau untuk 
kepentingan pihak-pihak tertentu bukanlah termasuk maslahah 'ammah. 

4. Maslahah 'ammah tidak boleh mengorbankan kepentingan umum lain 
yang sederajat apalagi yang lebih besar. 

5. Maslahah 'ammah harus bersifat hacjicfiyah (nyata) dan tidak wahmiyah 
(hipotesis). Karena itu, untuk menentukan maslahah 'ammah harus 
dilakukan melalui kajian yang cermat atau penelitian, musyawarah 
dan ditetapkan secara bersama-sama. 

6. Maslahah 'ammah tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, 
ijma' dan qiyas. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil dengan 
dalih untuk kepentingan umum tetapi bertentangan dengan landasan 
tersebut di atas harus ditolak. 


IV. Prinsip-Prinsip Kepentingan Umum (Maslahah * Ammah ) dalam 
Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara 

1. Syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan 
kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi 
acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum 
mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang 
keyakinan, golongan, warna kulit dan tidak bertentangan dengan 
syariat Islam (Our'an, hadits, ijma' dan qiyas). Maslahah 'ammah ini 
adalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan, 
kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum. 

Artinya: "Kami utus Anda (Muhammad), hanya untuk memberi rahmat 
bagi alam semesta". (QS. al-Anbiya': 107) 

2. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peranan 
warga masyarakat, warga bangsa dan lembaga keagamaan menjadi 
sangat menentukan dalam proses perumusan apa yang dimaksud 
dengan kemaslahatan umum. Dalam hubungan ini, maka prinsip 
syura sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an wa amruhum syura 
baindhum (urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka) menjadi 
sangat strategis. 



i y* liij j^J jmJij 


Artinya: "... dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan 


762 Ahkamul Fuqaha 



3. 


4. 


5. 


mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah di internal mereka sendiri. " (QS. Al-Syura: 38) 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang latar belakang 
agama masyarakatnya berbeda-beda, umat Islam seharusnya mampu 
mengartikulasikan prinsip-prinsip kemaslahatan yang digariskan 
oleh ajaran agamanya dalam bahasa sekaligus menurut argumentasi 
masyarakat. Dengan demikian maka prinsip-prinsip keagamaan 
yang pada mulanya (dianggap) bersifat terbatas bisa menjadi milik 
bersama, milik masyarakat, bangsa dan umat manusia. 

Jika proses syura , di mana kemaslahatan umum ditentukan, harus 
melalui lembaga perwakilan, maka secara sungguh-sungguh harus 
diperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut; 

a. Orang-orang yang duduk di dalamnya benar-benar menghayati 
aspirasi kemaslahatan umum dari segenap rakyat yang diwakilinya, 
terutama lapisan dhu'afa' dan mustadh'afin. 

b. Untuk mengkondisikan komitmen moral dan politik orang-orang 
yang duduk dalam lembaga perwakilan seperti tersebut di atas, 
perlu pola rekruitmen yang memastikan mereka datang dari rakyat 
dan ditunjuk oleh rakyat dan bekerja /bersuara untuk kepentingan 
rakyat. 

c. Secara struktural, lembaga perwakilan tempat persoalan bersama 
dimusyawarahkan dan diputuskan, benar-benar bebas dari 
pengaruh ataupun tekanan pihak manapun yang dapat mengganggu 
tegaknya prinsip kemaslahatan bagi rakyat banyak. 

Kemaslahatan umum yang telah dituangkan dalam bentuk kebijakan- 
kebijakan atau undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat 
( majlis istisyari ) merupakan acuan yang harus dipedomani oleh 
pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekuen. Prinsip 
tasharuful imam manutun bil maslahah harus dipahami sebagai prinsip 
keterikatan imam dalam setiap jenjang pemerintahan terhadap 
kemaslahatan yang telah disepakati bersama. 




Artinya: "Tindakan penguasa terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan". 

^yA AjyJ« a1c^)1 £y* ‘tiy-A J \jj 


Artinya: "Dan Imam Syafi'i berkata: "Posisi penguasa terhadap rakyat, itu 
laksana kedudukan ivali (pelindung) terhadap anak yatim". 4 


4 Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Bmiyah, t. 
th.), h. 121. 
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6 . 


7. 


Sementara itu rakyat secara keseluruhan, dari mana kemaslahatan 
dirujukkan dan untuk siapa kemaslahatan harus diwujudkan, wajib 
memberikan dukungan yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis 
secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus 
(legislatif), lembaga pemerintahan sebagai pelaksana (eksekutif), 
maupun lembaga peradilan sebagai penegak hukum (judikatif). 
Dalam mewujudkan maslahah 'ammah harus diupayakan agar tidak 
menimbulkan kerugian orang lain atau sekurang-kurangnya memperkecil 


kerugian yang mungkin timbul karena upaya menghindari 

kerusakan harus diutamakan daripada upaya mendatangkan maslahah 

j ijS) . 


3. Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap 
Lingkungan Hidup 


I. MUKADDIMAH 

1. Untuk memenuhi tugas-tugas kekhilafahan manusia di muka bumi, 
Allah Swt. telah mendptakan makhluk dptaan yang beraneka ragam 
dan terhampar di muka bumi untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. 
Lingkungan alam merupakan salah satu dptaan yang secara langsung 
menjadi hajat kebutuhan umat manusia dalam menjalani kehidupan 
dan mempertahankan eksistensinya. Karena itu, kehidupan umat 
manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan alam lingkungannya. 
Terdapat hubungan saling mempengaruhi antara perilaku kehidupan 
umat manusia dengan kondisi alam lingkungan. 

2. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia tidak bisa 
hanya diwujudkan dengan membangun "aspek manusianya saja", 
melainkan juga harus diikuti dengan "membangun" alam lingkungan 
yang menjadi sumber penghidupan. Karena itu, pemeliharaan dan 
peningkatan kualitas lingkungan hidup harus inheren dengan usaha 
pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup umat manusia. Kesadaran 
terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari kesadaran manusia 
untuk memenuhi tuntutan agama. Sebagaimana firman Allah: 


<Jj1 






Artinya: "Dialah yang mendptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 
kamu sebagai pemakmumya, karena itu mohonlah antpunan-Nya , kemudian 


764 Ahkamul Fuqaha 



bertobatlah kepadaNya." (QS. Hud: 61) 

3. Yang kini menjadi persoalan, sejalan dengan pertumbuhan umat manusia 
dan perkembangan pembangunan, mulai sering muncul problem 
lingkungan hidup. Lingkungan hidup kemudian banyak memperoleh 
perhatian karena sudah menyangkut kondisi pemukiman, lingkungan 
kerja, pencemaran udara, tanah dan air. Pencemaran menurut Undang- 
Undang No. 4 tahun 1984 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk 
hidup atau zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan 
dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau 
proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat 
tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak 
dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Meningkatnya 
masalah yang muncul dari soal lingkungan hidup seiring dengan 
pesatnya industrialisasi dan pengguna produk berteknologi tinggi. 
Demikian juga perkembangan masyarakat di negara-negara berkembang 
juga sering menimbulkan masalah lingkungan hidup akibat kemiskinan 
yang memaksa mereka merusak lingkungan alam karena tuntutan 
hidup. Frekuensi, ruang lingkup dan kualitas masalah yang berkaitan 
dengan lingkungan hidup dari waktu ke waktu terus meningkat. 
Kondisi seperti itu telah diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya: 

^ilit <jj$ il} 4 aLSS\y(b 




Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. 
al-Rum: 41) 

Al-fasad (kerusakan) yang timbul akibat ulah manusia itu dapat 
berupa kekeringan, kematian, banyaknya kebakaran, banjir dan 
tercabutnya berkah serta banyaknya bencana. 

4. Dalam prakteknya ternyata ajaran agama dan ketentuan hukum yang 
mengatur masalah lingkungan hidup belum sepenuhnya dilaksanakan 
oleh tokoh-tokoh agama, meskipun ajaran dan ketentuannya cukup 
mampu mengatasinya. Ajaran agama dan perangkat aturan formal 
seakan-akan menjadi sebuah pesan moral yang tidak efektif dan tidak 
memiliki kekuatan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat 
yang berkesadaran lingkungan. 

5. Lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi pandangan hidup dan 
isu global dari masyarakat dunia. Bisa dipahami jika masalah lingkungan 
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hidup menjadi isu dan perhatian masyarakat dunia karena dewasa 
ini ada gejala terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibat 
pelaksanaan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek 
lingkungan alam dan perilaku manusia yang tidak mendukung usaha 
pelestarian lingkungan hidup. 

6. Melihat permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi umat manusia 
dewasa ini, dan demi kelangsungan kehidupan umat manusia di 
masa mendatang, maka Nahdlatul Ulama memandang perlu masalah 
lingkungan hidup dijadikan fokus perhatian umat manusia, terutama 
masyarakat Indonesia. Dalam rangka itu, perlu ada pengkajian dan 
pemikiran mengenai fatwa agama yang menjelaskan bagaimana 
implikasi hukumnya bagi umat manusia yang melakukan perusakan 
terhadap lingkungan hidup. 

II. PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG LINGKUNGAN 
HIDUP 

1. Lingkungan hidup merupakan karunia Allah Swt. dan menjadi bagian 
tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan 
hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat 
manusia. Kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap 
kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggungjawab menjaga 
dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggungjawab 
manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. 
Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat 
manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar. Sebagaimana 
firman Allah: 

^(JaL> l.'i' Ai ~ U \Sjj 

Artinya: "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua (alam) ini dengan 
sia-sia." (QS. Ali Imran: 191) 

2. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran al-Our'an 
dan al-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, 
yakni konsep kemakhlukan yang sama-sama patuh dan tunduk 
kepada al-Khaliq. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh 
konsesi dari Maha Pencipta untuk memperlakukan alam semesta 
dengan dua macam tujuan. Pertama, al-intifa' (pendayagunaan), baik 
dalam arti mengkonsumsi langsung maupun dalam arti memproduksi. 
Kedua, al-i'tibar (mengambil pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi 
dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan 
antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif 
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(istilah) maupun berakibat destruktif (ifsad). Intifa' terhadap kekayaan 
alam yang tersedia, banyak disampaikan ayat al-Qur'an, seperti surat 
al-Nahl ayat 10-11: 


» r t 
<a-fi 



-J vPLr* ‘ 


4 p 'X, .Ulii, 


<# ^ 




4 oj o>i)T jL, ^ j C^Vij ^ jLJTj gJT * 




Artinya: " Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit untuk Anda. 
Sebagian air itu menjadi minuman dan sebagian yang lain (berfungsi) sebagai 
penyubur pepohonan (di tempat yang subur) itulah Anda menggembala 
ternak. Dengan air itu Dia menumbuhkan tanaman (pertanian); Zaitun, 
kurma, anggur dan segala jenis buah-buahan. Sungguh yang demikian itu 
benar-benar menjadi pertanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 
berkenan berfikir". (QS. al-Nahl: 10-11) 




PP ^ (j£ X djy 


ij)j t-K> 15 jj 


*Xle> 


Artinya: " Dan Kami turunkan air yang diberkati (banyak manfaatnya) dari 
langit, lalu dengan air itu Kami tumbuhkan pohon-pohon dan biji-biji tanaman 
yang diketam. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang 
yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami). Dan 
dengan air itu Kami hidupkan tanah yang mati (kering-kerontang), seperti itulah 
terjadinya kebangkitan kembali (pada hari kiamat nanti)". (QS. Qaf: 9-11) 


;UT &!*=> u jLp 

* ^ ^ V 




Artinya: "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan (berpikir serius) 
makanannya. Sungguh Kami benar-benar telah menuangkan air (dari langit). 
Kemudian Kami belah bumi ini dengan sungguh-sungguh, lalu Kami 
tumbuhkan biji-bijian di bumi itu; anggur, dan sayur-sayuran, Zaitun dan 
pohon kurma (menjadi) kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta 
rerumputan, untuk kesenangan kalian dan binatang-binatang ternak 
kalian." (QS. 'Abasa: 24-32) 

Demikian juga banyak hadis Nabi yang menganjurkan upaya 
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pelestarian lingkungan hidup dan memandang upaya pelestarian 
lingkungan hidup sebagai ibadah yang memperoleh pahala di 
akhirat, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ahmad: 


[4^1 Ju J^>- fyj O' ijijj isSte \i\j 


Artinya: "Jika kiamat telah tiba, dan di antara salah seorang di antara kalian 
ada tanah lapang, dan ia mampu bertindak untuk menanaminya, maka tanamilah, 
sebab dia alam mendapatkan pahala dengan tindakannya itu." (HR. Ahmad) 

3. Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, 
maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian 
dari amanah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan- 
tujuan baik dan dengan cara yang sebaik-baiknya pula. Maka atas 
dasar itu Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa hubungan antara 
kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung 
implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Manusia dituntut 
memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dan sebaliknya, 
diharamkan merusak, menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan 
hidup untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. 

4. Lingkungan hidup menurut pandangan Nahdlatul Ulama bukan 
saja merupakan masalah yang berdimensi muamalah, melainkan 
juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat 
dan keterkaitannya dengan tugas-tugas sebagai makhluk di muka 
bumi. Dari sudut pandangan ajaran agama telah banyak ajaran 
tentang lingkungan hidup. Ajaran agama Islam tentang prinsip 
keseimbangan dan hidup bersih merupakan doktrin ajaran agama 
yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam. Demikian juga 
ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. 

5. Nahdlatul Ulama berpandangan, bahwa tindakan pencemaran 
lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) 
yang dalam prinsip ajaran Islam harus dihindari dan ditanggulangi. 
Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan 
manusia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan 
hidup. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan 
para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai 
melanggar syariat Allah dan bertentangan dengan hukum Sebagaimana 
firman Allah: 
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Artinya: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu, Muhammad), ia berjalan 
di muka bumi untuk bertindak merusak di bumi (ini) dan menghancurkan 
tanaman dan binatang-binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai 
kebinasaan. " (QS. al-Baqarah: 205) 

Dan firman Allah: 



oj 


J ijJ— “ilj 


Artinya: " Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah 
Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika betul 
kalian orang yang beriman". (QS. al-A'raf: 85) 


Dalam konteks yang berbeda-beda, al-Our'an menyatakan terjadinya 
al-fasadfiTardh (kerusakan di muka bumi) karena beberapa sebab: 

a. Perbuatan fisik yang menyimpang dari kewajaran dan tanggung 
jawab, yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, baik 
karena tindakan militer (peperangan) maupun tindakan lainnya. 

b. Perbuatan maksiat, karena tindakan atau anjuran kemaksiatan 
kepada Allah akan selalu membawa dampak pada kerusakan di 


bumi. 

m. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH UNTUK 
MENANGGULANGI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP 


Menghadapi masalah lingkungan hidup yang telah menjadi persoalan 
dalam kehidupan umat manusia sehari-hari, dan berpedoman pada 
pandangan dasar Nahdlatul Ulama dalam melihat masalah lingkungan 
hidup, maka Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama memandang perlunya 
ditegakkan sejumlah prinsip dan sikap-sikap yang tegas dalam menyelesaikan 
setiap masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Prinsip dan 
langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Masalah lingkungan hidup harus dipandang bukan lagi hanya merupakan 
masalah politis atau ekonomis saja, melainkan juga menjadi masalah 
teologis (diniyah), mengingat dampak kerusakan lingkungan hidup 
juga memberi ancaman terhadap kepentingan ritual agama dan 
kehidupan umat manusia. Karena itu, usaha pelestarian lingkungan 
hidup harus dipandang dan disikapi sebagai salah satu tuntutan agama 
yang wajib dipenuhi oleh umat manusia, baik secara individual maupun 
secara kolektif. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan 
rusaknya lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai perbuatan 
maksiat (munkar) yang diancam dengan hukuman. 

Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan 
baik udara, air dan tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan 
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adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat) dan kalau 
terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar. 


«.u oJe- o oU^ Jp ^ ti^'3 3!3? ^3 33^ ^ s 3^ 

jOiiii oi ^ 33 ^ % ^ ^3 o* 


Ungkapan "la dharara wala dhirara", maksudnya adalah secara umum tidak 
boleh melakukan tindakan yang merugikan bagi seseorang atas sesuatu yang 
berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau manfaat, dan 
siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama 
muslim. 5 




Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah 
Tuhan memperbaikinya. (QS. al-A'raf: 56) 

cor i'm o?; Vi & & ju5 jd: 


Artinya: "Ai/a/z Ta'a/a melarang perusakan di bumi, dan yang paling berbahaya 
adalah perusakan setelah adanya perbaikan. Sebab, jika segala sesuatu berjalan 
secara benar, kemudian terjadi tindakan perusakan setelaknya, tentu hal itu 
paling membahayakan bagi numusia. " 6 


p 4 di % 


Artinya: "Dari Nabi Saw. ia bersabda: "Janganlah salah seorang di antara 
kamu kencing di air yang diam (tidak mengalir), kemudian mandi darinya." 7 
Berhubung pencemaran lingkungan termasuk perbuatan maksiat 
yang tak ditentukan besar kecilnya dan bentuk hukumnya, maka ia 
termasuk dalam kategori jarimah ta'zir sehingga penetapan hukumnya 
diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan kerusakan yang 
ditimbulkan. 


2. Pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pembangunan bidang 
industri, perlu dijamin kelangsungannya. Namun demikian, pembangunan 
bidang industri harus dapat menghindari pengaruh sampingan yang 


5 Abdullah bin Sulaiman, al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah pada al- 
Asybah wa al-Nadzair, (Indonesia: dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 114. 

6 Ibn al-Katsir, "Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, (...: Dar Thayyibah, 1999), Juz III, h. 429. 

7 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya' al- 
Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz, III, h. 197. 
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dapat merugikan umat manusia secara luas, baik dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang, atau paling tidak dapat menekan pengaruh 
negatif seminim mungkin. Jika muncul kebutuhan untuk kepentingan 
pembangunan yang menuntut dilakukannya eksploitasi alam, maka 
harus ada jaminan bahwa hai itu benar-benar mengandung manfaat 
dan maslahah bagi kepentingan umat manusia dan tidak mendatangkan 
mafsadah di kemudian hari. 

3. Sebagai bangsa yang ingin mengejar ketertinggalan dan merebut 
kemajuan, pembangunan iptek merupakan kebutuhan yang harus 
terpenuhi. Tetapi pembangunan iptek yang kita kehendaki adalah 
iptek yang bukan bebas nilai ( value free) yang seolah-olah berada 
sendirian di ruang hampa. Industrialisasi dapat dipandang sebagai 
perwujudan dari konsesi taskhir (penguasaan) kekayaan alam seperti 
yang dijanjikan Allah dalam kitab suci, tetapi industrialisasi yang kita 
inginkan adalah yang bertanggungjawab kepada Allah yang memberi 
kekayaan alam dan kepada kesejahteraan serta martabat umat manusia. 
Isyarat dari industrialisasi seperti itu adalah dinamik tetapi efisien, 
produktif tetapi tidak ceroboh, kreatif tanpa keserakahan dan rasional 
tanpa kehilangan hati nurani. 

4. Kegiatan dakwah Islamiah seharusnya juga diarahkan untuk 
mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan 
hidup. Perlu dilakukan penyadaran secara terus menerus bahwa 
tanggung jawab penyelamatan lingkungan hidup merupakan bagian 
integral dari konsep kekhilafahan manusia di muka bumi secara 
utuh. Dalam konteks ini para ulama dan tokoh masyarakat seyogyanya 
menempatkan diri sebagai teladan dan panutan dalam pembangunan 
lingkungan hidup. Materi dakwah yang mengetengahkan pesan- 
pesan agama, seperti pengertian dosa, maksiat, haram dan sejenisnya 
juga harus ditujukan kepada para perusak lingkungan. Demikian 
juga pengertian tentang pahala, amal jariyah, wajib dan sejenisnya, 
harus disampaikan bagi orang yang berikhtiar dan melakukan kegiatan 
pelestarian lingkungan hidup. 

5. Pola hidup yang boros (dalam arti yang luas) dan rakus sehingga 
orang harus mengurus kekayaan alam secara berlebih-lebihan dan 
tidak bertanggung jawab dengan dalih untuk pembangunan atau 
kepentingan ekonomi merupakan kenyataan hidup yang harus 
ditolak, baik karena alasan agama maupun pertimbangan sosial. 
Sebaliknya perlu ditumbuhkan kesadaran untuk mengembangkan 
pola hidup yang hemat dan sederhana serta berorientasi pada masa 
depan dan menjamin keselamatan hidup umat manusia dan alam. 
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6. Perlu dilakukan upaya sinkronisasi kegiatan pembangunan dengan 
usaha pengembangan lingkungan hidup. Selain itu juga perlu ada 
pendekatan sosial budaya kepada masyarakat melalui pendidikan, 
penerangan dan bimbingan yang menjelaskan tentang lingkungan 
hidup, manfaat lingkungan hidup serta mafsadatnya jika lingkungan 
hidup tidak dilestarikan. 

7. Untuk membentuk kesadaran dan sikap hidup masyarakat yang 
bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup diperlukan pendekatan 
secara yuridis dengan mendptakan peraturan perundang-undangan 
dan penegakan peraturan tersebut secara tegas dan konsisten.il 
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Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 
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tahun 1997. 
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amanat Munas. 
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4. Nasbul Imam dan Demokrasi 


1. Menurut pandangan Islam, pada hakikatnya kekuasaan adalah amanat 
Allah yang diberikan kepada seluruh manusia yang kemudian oleh 
manusia hanya boleh diberikan kepada pihak lain yang ahli untuk 
mengemban dan memikulnya. 

o'^T Jp iSUVi lU>> bj 


"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan 
bumi." (QS. al-Ahzab: 72) 




"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya." (QS. al-Nisa': 58) 

2. Bahwa keahlian memegang amanat kekuasaan menyaratkan 
kemampuan, kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa 
memihak kepada pemberi amanat. 

3. Proses pengangkatan kepemimpinan negara sebagai pengemban dan 
pemikul amanat kekuasaan menurut Islam dapat dilakukan dengan 
beberapa alternatif /cara yang disepakati oleh rakyat sepanjang tidak 
bertentangan dengan syari'ah. 

4. Menurut wacana faham Aswaja, bahwa membangun negara /imamah 
adalah wajib syar'i, hal tersebut didasarkan kepada dalil seperti di 
bawah ini: 


Dalil dari nash al-Qur'an sebagai berikut: 

i J&k o! g-llif lS]3 gii! i ol $4 oj ♦ 


"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. al-Nisa': 58) 


4 Ol* (Jjlj \jLgia\j ijil* OidJI 


J** 


9 - vllj'j ^>4 Oj~f.p oj 2^ jj 


j 
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Lalu jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah ( al-Qur'an ) dan Rasul (sunnah)Nya, 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.'' (QS. al-Nisa: 59) 

Dalil dari nash hadis sebagai berikut: 


(jLULi iljj) ili LzS oli Ouj UL& 3 oU 


“ Barangsiapa yang meninggal, tanpa pernah melakukan baiat (janji loyal 
pada pemimpin), ia mati secara jahiliyah." (HR. Muslim) 


jijiki jvi jj Sufti 61 


"Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah masa kehancurannya. Nabi 
ditanya seseorang: “Bagaimana caranya menyia-nyiakan amanat itu?" 
Rasulullah menjawab: “ Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada yang 
bukan ahlinya." (HR. Bukhari) 


(SjIS J\ i\jj) fiail \l\ 


"Jika ada tiga orang bepergian, maka hendaklah mereka memilih salah seorang 
di antara mereka untuk menjadi pemimpin." (HR. Abu Dawud) 

5. Negara dimaksud harus dibangun di atas nilai-nilai luhur keislaman 
yang antara lain meliputi: al-'adalah (keadilan), al-amanah (kejujuran), 
al-syura (kebersamaan). 

6. Untuk merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut diperlukan wujudnya 
pemerintahan yang demokratik, bersih dan berwibawa. 

7. Untuk melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan 
adanya kesadaran dan keinginan yang kuat dari rakyat untuk bersama- 
sama melahirkannya. 

8. Negara yang demokratik yang merupakan perwujudan syura dalam Islam 
menuntut para pemimpinnya bukan saja bersedia untuk dikontrol, tetapi 
menyadari sepenuhnya, bahwa kontrol sosial merupakan kebutuhan 
kepemimpinan yang memberi kekuatan moral untuk meringankan beban 
dalam mewujudkan pemerintah yang adil, bersih dan berwibawa. 

9. Mengamanatkan kepada PBNU untuk: 

a. Rumusan yang substansial ini supaya dituangkan dalam rumusan- 
rumusan yang utuh. 

b. Terus mengupayakan pengembangan studi/zr/Zj siyasah 'alaAhlussunnah 
wal Jama'ah. 
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Memperhatikan: 

a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam PBNU pada 
pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 
H/17 Nopember 1997 

b. Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim 
Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997 
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Pertama : 

Mengesahkan Hasil Sidang Komisi B, tentang al-Huquq 
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seperti terlampir. 

Kedua : 

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul serta 
perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan 
keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan 
amanat Munas. 

Lombok 19 Raiab 1415 H 

20 Nopember 1994 M ' 

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
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Sekretaris 

ttd 

ttd 
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5. Al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam 
(Hak Asasi Manusia Dalam Islam) 


Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi 
yang sangat tinggi. Bahkan al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan 
dan pengutamaan manusia. Firman Allah Swt.: 






", Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. al-Isra': 70) 

Dengan demikian manusia memiliki hak al-karamah dan hak al-fadhilah. 
Apalagi misi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, di mana kemaslahatan/ 
kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. 

Elaborasi (pengejawantahan) misi di atas disebut sebagai ushul al-khams 
(lima prinsip dasar) yang melingkupi hifzh al-din, hifzh al-nafs wa al'irdh, 
hifzh al-aql, hifzh al-nasl dan hifzh al-mal. 

Hifzh al-din: memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk 
memelihara agama dan keyakinannya (al-din). Sementara itu Islam juga 
menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat 
lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan 
larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama lainnya. 

Hifzh al-nafs wa al-'irdh: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa 
(nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam 
hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar 
(hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, 
bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. 

Hifzh al-'aql: adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, 
kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian 
dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya 
perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman 
keras dan lain-lain. 


Hifzh al-nasl: Merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap 
individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan 
keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. 
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Free sex, zinah menurut syara' , homoseksual, adalah perbuatan yang 
dilarang karena bertentangan dengan hifzh al-nasl. 

Hifzh al-mal: dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta 
benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil 
hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, 
monopsoni dan lain-lain. 

Lima prinsip dasar ( al-huquq al-insaniyyah) di atas sangatlah relevan 
dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). 
Di samping itu. Islam sebagai agama tauhid, datang untuk menegakkan 
kalimah Laa ilaaha Malkah, tiada Tuhan selain Allah. Suatu keyakinan 
(cujidah) yang secara transendental, dengan menisbikan tuntutan ketaatan 
kepada segenap kekuasaan duniawi serta segala perbudakan manusia 
dengan berbagai macam jenis kelamin, status sosial, warna kulit dan 
lain sebagainya. Keyakinan semacam ini jelas memberikan kesuburan 
bagi tumbuhnya penegakan HAM melalui suatu kekuasaan yang demokratis. 

Oleh karena itu, MUNAS Alim Ulama merekomendasikan kepada 
PBNU agar rumusan-rumusan HAM yang bersifat substansial ini, 
menjadi sebuah konsep yang utuh untuk memperjuangkan terwujudnya 
al-huquq al-insaniyyah (HAM) secara aktif dan sungguh-sungguh di bumi 
Indonesia.!] 
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KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M 
Nomor: 004/Munas/ll/1997 
Tentang 

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM 


MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NU 
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M 


Memperhatikan: 


Mengingat 


a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam PBNU pada 
pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 
H/17 Nopember 1997 

b. Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim 
Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997 

c. Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas NU 
tahun 1997. 

d. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi 
A (KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM). 

a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART 
NU bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d.7; 

a. Surat Keputusan PB NU Nomor. 167/An.04.e/VDI/1997 
tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustusl997. 

MEMUTUSKAN: 


Menetapkan 

Pertama : Mengesahkan Hasil Sidang Komisi A, tentang Kedudukan 

Wanita dalam Islam, seperti terlampir. 

Kedua Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul serta 

perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan 
keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan 
amanat Munas. 


Lombok: 19 Rajab 1415 H 
20 Nopember 1994 M 

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M 
PIMPINAN SIDANG PLENO 
Ketua Sekretaris 

ttd ttd 
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6. Kedudukan Wanita Dalam Islam 


J* & 


MUQADDIMAH 


Wanita dalam Islam mendapat tempat yang mulia, tidak seperti 
dituduhkan oleh sementara masyarakat, bahwa Islam tidak menempatkan 
wanita sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat. 
Kedudukan mulia kaum wanita itu ditegaskan dalam banyak hadis, di 
antaranya: 


(fiii i\jj) cJ 4si\ 


" Surga berada di bawah telapak kaki Ibu (HR. Muslim) 1 

p JV5 jz p S j\3 ^ jil £ ju* & *cp\ J1 Jij ;\f 


"Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw.. Kemudian bertanya: "Siapakah 
manusia yang paling berhak untuk dihormati?", Nabi menjawab:" Ibumu", 
kemudian siapa Wahai Nabi?, "Ibumu" jawab Nabi lagi, "kemudian siapa lagi 
Wahai Nabi?:" Ibumu" kemudian siapa Wahai Nabi? "bapakmu", jawab Nabi 
kemudian." (HR. Bukhari Muslim) 


Islam memberikan hak wanita yang sama dengan laki-laki untuk 
memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa dan 
negara. Ini ditegaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis antara lain sebagai 
berikut: 





cA$ 




“Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan 
sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka 
diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab." (QS. al-Mukmin: 40) 


o"! Cr? 

X 


j {Jj\ j! a ^»1 p 'P V (jl f-HJ p-frl 


" Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman ): 


1 Abdurrauf al-Munawi, F aidh al-Qadir, (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'i, 1988), Juz I, 
h. 966. 
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"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang beramal di 
antara kamu , baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah 
turunan dari sebagian yang lain." (QS. Ali Imran: 195) 



"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik." (QS. al-Nahl: 97) 


t£*XSAiil\ J p . ' j i J I j y'*» - A iw» V» 1- . ’ -1 1 .1. - 1 1 J £)J 


O» J* 1 ^i llj I^li J 1 ya Hj d'yaJtj 


@ !>tj ,*i X\ ^r^=»'0iTj 


* / 


"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan 
yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki 
dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan 
perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki 
dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, 
laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. AI-Ahzab: 35) 


■Sjfc Jj jtf-f l\jj) jifjJi jJUi 5i 


"Sesungguhnya perempuan itu laksana saudara kandung laki-laki." (HR. 
Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi) 


(^Ojj 1 \j >|3 j) 


" Manusia itu sama dan setara laksana gigi sisir." (HR. Ahmad dan Abu 
al-Zubair) 

Ayat dan hadis di atas adalah sebuah realita pengakuan Islam terhadap 
hak-hak wanita secara umum dan anugerah kemuliaan dari Allah Swt. 
Persoalan yang muncul kemudian bahwa sekalipun Islam telah mendasari 
penyadaran integratif tentang wanita tidak berbeda dalam beberapa hal 
dengan laki-laki, pada kenyataannya prinsip-prinsip Islam tentang 
wanita tersebut telah mengalami distorsi. Kita tidak bisa menutup mata 
bahwa masih banyak manusia yang mencoba mengingkari kelebihan 
yang dianugerahkan Allah Swt. kepada wanita. 
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Pengaruh kultur yang masih bersifat patrilineal dan kenyataan pada 
tingkat perbandingan proporsional antara laki-laki dan wanita ditemukan 
bahwa laki-laki (karena kondisi, sosial dan budaya) memiliki kelebihan 
atas wanita. Yang pada gilirannya telah menafikan atau mengurangi 
prinsip-prinsip mulia tentang wanita yang kemudian menjadi prinsip- 
prinsip yang kemudian tidak diperhatikan. Oleh karena itulah maka di 
tengah-tengah arus perubahan yang menggejala di berbagai belahan 
dunia yang pada prinsipnya menuntut kembali hak-hak sebenarnya dari 
wanita, maka umat Islam perlu meninjau dan mengkaji ulang anggapan- 
anggapan yang merendahkan wanita karena distorsi budaya, berdasarkan 
prinsip-prinsip kemuliaan Islam atas wanita. 

Harus diakui bahwa memang ada perbedaan fungsi laki-laki yang 
disebabkan oleh perbedaan kodrati/fitri. Sementara di luar itu ada 
peran-peran non kodrati dalam kehidupan bermasyarakat yang masing- 
masing (laki-laki dan perempuan) harus memikul tanggungjawab bersama 
dan harus dilaksanakan dengan saling mendukung satu sama lain. 
Sebagaimana firman Allah Swt.: 


JUi Jl 


"Dan orang-orang laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) 
penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang 
ma'ruf, mencegah dari yang mungkar..." (QS. al-Taubah : 71) 

Peran domestik wanita yang hal itu merupakan kesejatian kodrat 
wanita seperti; sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak- 
anak mereka, hamil, melahirkan, menyusui, dan fungsi-lain dalam keluarga 
yang memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki. Firman Allah Swt.: 



"Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki 
dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki." (QS. 
As-Syura :49) 

Dan Islam pun telah mengatur hak dan kewajiban wanita dalam hidup 
berkeluarga yang harus diterima dan dipatuhi oleh masing-masing (suami 
istri). 

Akan tetapi ada peran publik wanita, di mana wanita sebagai anggota 
masyarakat, wanita sebagai warga negara yang mempunyai hak bernegara 
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dan berpolitik, telah menuntut wanita harus melakukan peran sosialnya 
yang lebih tegas, transparan dan terlindungi. 

Dalam konteks peran-peran publik menurut prinsip-prinsip Islam, 
wanita diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan 
konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas 
untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut. 

Dengan kata lain bahwa kedudukan wanita dalam proses sistem 
negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat 
majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas 
dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran, sekaligus 
tanpa melupakan fungsi kodrati wanita sebagai sebuah keniscayaan. 

Partisipasi wanita dalam sektor non kodrati merupakan wujud 
tanggungjawab NU dalam ikut memprakarsai transformasi kultur, 
kesetaraan yang pada gilirannya mampu menjadi dinamisator pembangunan 
nasional dalam era globalisasi dengan memberdayakan wanita Indonesia 
pada proporsi yang sebenamya.[] 
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KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M 
Nomor: 005/Munas/ll/1997 
Tentang 

REKSADANA 




MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NU 
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M 


Memperhatikan: 


Mengingat 


a. Khutbah .Iftitah Pelaksana Rais Aam PBNU pada 
pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 
H/17 Nopember 1997 

b. Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim 
Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997 

b. Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas 
NU tahun 1997. 

c. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi 
B (REKSADANA). 

a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART 
NU bab XIX Pasal 51 ayat ls.d.7; 

b. Surat Keputusan PB NU Nomor: 167/AIL04.e/Vni/1997 
tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustusl997. 

MEMUTUSKAN: 


Menetapkan 

Pertama : Mengesahkan Hasil Sidang Komisi B, tentang REKSADANA, 

seperti terlampir. 

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul serta 

perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan 
keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan 
amanat Munas. 


Lombok: 19 Raiab 1415 H 
20 Nopember 1994 M 

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M 
PIMPINAN SIDANG PLENO 

Ketua Sekretaris 


ttd 


ttd 
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7. Reksadana 

I. MUKADDIMAH 

Menghadapi globalisasi pada abad 21 umat Islam dihadapkan pada 
realitas dunia yang serba cepat dan canggih. Tak terkecuali di dalamnya 
masalah ekonomi dan keuangan. Produk-produk baru dikembangkan 
untuk menarik dana dari masyarakat. Namun bagi umat Islam, produk- 
produk tersebut perlu dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan 
konvensional yang netral terhadap nilai dari ajaran agama. 

Salah satu produk yang tengah dikembangkan saat ini di Indonesia 
adalah Reksadana, yang diluar negeri dikenal dengan "unit trust" atau 
"mutual futid " . Reksadana adalah sebuah wahana di mana masyarakat 
dapat menginvestaSikan dananya dan pengurusnya (fund manager) dana 
itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar 
bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal 
dengan modal minimal yang relatif kedi dan resiko yang sedikit. 

Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian 
nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan 
pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun 
swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat 
berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan 
material. 

Namun bagi umat Islam reksadana merupakan hal yang perlu 
diteliti, karena masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan 
ajaran Islam. Misalnya investasi reksadana pada produk-produk yang 
diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, judi, pornografi dan 
jasa keuangan non syariah. Di samping itu mekanisme transaksi antara 
investor dengan reksadana, dan antara reksadana dengan emiten 
(pemilik perusahaan) harus diklasifikasikan menurut hukum Islam. 

II. PANDANGAN SYARIAH TERHADAP REKSADANA 

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam Reksadana terdapat hal- 
hal yang bertentangan dengan syariah baik dalam segi akad, operasi, 
investasi, transaksi maupun pembagian keuntungan. Namun demikian 
dalam reksadana konvensional tersebut terdapat pula mu'amalah yang 
dibolehkan dalam Islam seperti jual beli dan bagi hasil (mudhambah/qirad). 
Dalam hubungan ini terdapat banyak kemaslahatan seperti memajukan 
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perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, 
meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. 

Atas dasar pandangan di atas maka Reksadana sepanjang produk- 
produk yang dihasilkan tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan 
oleh Islam dapat dibenarkan oleh syariah sesuai dengan prinsip yang 
diajarkan oleh Islam yaitu semua perjanjian atau transaksi yang dilakukan 
oleh umat Islam dibolehkan oleh syariah sepanjang tidak menghalalkan 
yang haram atau mengharamkan yang halal sebagaimana tertuang 
dalam hadis: 

£ jif j\ ia3j> % JjV 

sjisj i \jj) p. &juh\ 

( *•*- 0 ^ > t'' 

U*- 

"Perjanjian itu boleh bagi orang Islam kecuali perjanjian yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang Islam itu wajib 
memenuhi syarat-syarat yang mereka kemukakan kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." (HR. Abu 
Dawud, Ibnu Majah dan Turmudzi dari Amr bin Auf). 

Berdasarkan hadis tersebut maka segala macam akad dapat disamakan 
dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Sebagaimana 
disebutkan dalam al-fiqh al-Islami wa Adillatuh yang berbunyi: 

<*j ji. 'cu Sl JJLfr js" juj 

Dan dupyaskan terhadap syarat-syarat yang, sah semua akad yang 
tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah . 2 

Dan atas dasar hadis tersebut maka jumhur ulama sepakat bahwa 
pada prinsipnya setiap muamalah dibolehkan oleh syara' selama tidak 
bertentangan dengan syariah, sebagaimana dituangkan dalam sebuah 
kaidah yang berbunyi: 

JM u 3* i* j ^ j 

Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan 
dengannya adalah boleh, selama tidak dilarang oleh syariah atau 


2 Wahbah al-Zuhaili, al-Fitfh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.). Juz 
IV, h. 556. 
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bertentangan dengan syariah . 3 


III. MASALAH-MASALAH POKOK YANG BERKAITAN DENGAN 
REKSADANA 


Di antara masalah-masalah yang perlu memperoleh perhatian antara lain: 


A. Kelembagaan 

Reksadana dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang 
berbentuk Badan Hukum. Islam sendiri sejak lama telah mengenal Badan 
Hukum. Karena itu Badan Hukum tidak bebas taklif, sebab Badan Hukum 
tersebut pada hakikatnya merupakan gabungan dari para pemegang 
saham yang masing-masing terkena taklif. Badan Hukum dinyatakan 
oleh para ulama sebagai syakhsiyyah hukmiyyah atau syakhsiyyah i'tibariyyah, 
sebagaimana dijelaskan: 







j*\ J3 


Bahwa fiqh Islam mengakui syakhsiyyah hukmiyah atau i'tibariyyah 
(badan hukum ). 4 

JA U t^\ 

oiyjij l\j 1 

O gj ZA zLzki *r ^!5 

J&\ AA\ gg 

\i cf- \S &»\ at aijiM a* 


Fiqh Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai 
syakhsiyyah i'tibariyyah atau syakhsiyyah mujarradah melalui pengakuan 
terhadap lembaga-lembaga umum seperti Yayasan, Perhimpunan, 
Perusahaan dan Mesjid. Dengan adanya syakhsiyyah yang menyerupai 
kepribadian manusia dalam hal kelayakan memiliki dan mempunyai 
hak dan kewajiban serta mempunyai tanggung jawab tersendiri secara 
umum terlepas dari tanggung jawab anggota . 5 


3 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), Juz 
IV, h. 555. 

4 Musthafa Ahmad Zarqa, al-Madkhal al-fiqh al-'Am, juz III hlm. 256. 

5 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-lslami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.). Juz 
IV, h. 368. 
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B, Hubungan Investor dan Lembaga 

Hubungan investor dan lembaga dilakukan melalui aqad qiradh / 
mudharabah, tasarrufini dibenarkan sebagaimana dijelaskan: 


t J L S .Sj . . . XQ^oa «GjllLi 3*^® • • • 


Seorang memberikan hartanya kepada yang lain untuk dijadikan 
modal dagang dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi 
antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui. ... 
Penduduk Iraq menyebutnya dengan mudharabah, ... sedang penduduk 
Hijaz menyebutnya dengan qiradh . 6 

C. Saham Reksadana 


Saham Reksadana dapat dijual belikan karena saham merupakan 
harta milik investor yang nilainya dapat diketahui secara jelas dan 
sudah menjadi kebiasaan di kalangan para pengusaha. Penjelasan hal 
tersebut dapat diMhat antara lain: 

e Aj''! 4 jU>- A»a>. 

Jika salah seorang membeli bagian temannya dalam perkongsian, 
maka hukumnya boleh karena membeli milik orang lain . 7 

jiu&l gZi br (J&\i euAlUt <LM) t^\ 

§ o-iui oSuui & £M\j u, gjjsu&j] Uj 0~\ sw>\ 3 

i3j ^JUJl oSUU^I sl>MS O-vA» 

(Ciubi 141.3) j\£ £ bu.3 «oSuudi 


Kaidah fiqh "sesuatu yang tetap berdasarkan atas kebiasaan sama yang 
tetap menurut nash", cukup untuk membuka pintu ta'acjud (transaksi) dan 
mutlak bebas bagi pihak-pihak yang berakad untuk menghindarkan kesulitan 
dan kesempitan dalam muamalah antar sesama manusia pada saat 
wilayah muamalah mahyah semakin meluas dan semakin berkembang bentuk 
dan macam kegiatannya, khususnya dalam hal kontrak atau akad (salah 
satunya adalah sarikat saham ). 8 


8 Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.). Juz V, h. 15-16. 

7 Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut; Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.). Juz V, h. 35. 

8 Samir 'Abd al-Hamid Ridhwan, Asivaq al-Auraq al-Maliyah, h. 258. 
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D. Kegiatan Investasi 

Dalam melakukan kegiatan investasi reksadana dapat melakukan 
apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi 
yang tidak halal adalah perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan 
minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain. 

Dalam melakukan transaksi reksadana tidak dibolehkan melakukan 
tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung gharar atau ikhtisar 
atau tindakan spekulasi lainnya seperti najasy (penawaran palsu) seperti 
dalam hadis: 

j\S "H iifrj ... aIIc- 'H 

aJl C- (jAl* ... ( 3 ^ ^ 

" Darinya (Ibtt Umar), ia berkata: "Rasulullah Saw. melarang najasy 
(menawar sesuatu bukan untuk membeli tapi untuk menaikkan harga) - 
Muttafaq 'Alaih-. ... Dan darinya (Abu Hurairah), ia berkata: " Nabi Saw. 
melarang jual beli orang kota kepada orang kampung sebelum sampai ke kota 
dan janganlah kamu melakukan najasy ..." (Muttafaq 'Alaih) 9 

Manajer investasi dapat melakukan kegiatan investasi akad mudharabah 
apabila telah memperoleh ijin dari investor pada waktu investor 
melakukan perjanjian investasi. 

a fJ u j vj tjl 6' j?\y& & j*udi $ 

jdi46 


Ketahuilah bahwa 'amil dalam qiradh dilarang melakukan akad qiradh 
pada orang lain dengan harta/modal qiradh selama pemilik modal tidak 
memberi izin dari dengan izin yang sahih dan jelas . 10 


JSu- 4 pte Hj &\ 4* j* Si jult ^ 1>j <Mj 


Jika pemilik harta mengizinkan ('amil) memberikan harta kepada 
orang lain untuk akad mudharabah, maka hukumnya boleh. Demikian 
Ahmad bin Hanbal menyebutkannya secara jelas dan saya tidak mengetahui 
khilafiyah dalam kasus tersebut . 11 

Produk-produk reksadana sepertti spot, forward, swap, option, dan 
produk-produk lainnya yang bisa dilakukan perlu memperoleh penelitian 
dan pengkajian untuk menjadi bahan pertimbangan apakah produk- 


9 Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, Subul al-Salam, (. . .: Dar al-Hadits, t th.), Juz D, h. 24-30. 

10 Abu Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz VII, h. 815. 

11 Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t th.). Juz V, h. 29. 
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produk tersebut dibenarkan oleh syariah atau tidak. 


IV. URGENSI REKSADANA SYARIAH 

Reksadana adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang tidak dapat 
dihindari karena reksadana akan menghimpun dana dari umat untuk 
berinvestasi di reksadana dan hal ini tidak mungkin dapat dicegah. Di 
sisi lain umat Islam harus dapat bersaing dalam bidang ekonomi dalam 
rangka mempersiapkan diri menyongsong era globalisasi. 

Sementara itu kegiatan reksadana yang ada sekarang masih banyak 
mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam baik 
yang menyangkut akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan 
maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Untuk itu perlu ditumbuhkan 
reksadana syariah yang kegiatannya mengikuti prinsip-prinsip syariah 
dalam bidang muamalah maliyah. 

Adanya reksadana syariah merupakan upaya untuk memberi jalan 
bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan 
cara yang bathil seperti disebutkan dalam Al-Qur'an: 

M 't i \jx <_j.$ 




" Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan perniagaan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. al-Nisa': 29) 

Di samping merupakan sesuatu kelaziman dalam kehidupan sosial 
bahwa sebagian orang yang memiliki harta seringkali tidak cakap untuk 
mengembangkannya dan sebaliknya orang yang memiliki kemampuan dalam 
berbisnis tidak memiliki modal sehingga antara kedua belah pihak dapat 
saling menunjang sebagaimana dijelaskan di dalam kitab al-Baijuri dalam 
kaitannya dengan qiradh yang berbunyi: 

ju S S jdi Co-u cH M-'j 

cP' Ji j} J ijV» 


Dalil atas qiradh adalah ijma’ dan kebutuhan (hajat), karena kadang- 
kadang pemilik harta tidak cakap mengelolaannya dan ada orang yang 
tidak pirnya harta tapi pandai mengelola. Maka pihak pertama butuh 
memperkerjakan pengelola dan pihak kedua butuh pekerjaan. 12 * 
Selain itu reksadana syariah juga diharapkan dapat menjadi sarana 


«Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘ ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.) ( Juz 
II, h. 21. 
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untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi 
yang sesuai dengan syariah khususnya bagi umat Islam. 

V. Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, untuk 
merintis berdirinya Reksadana Syariah sebagai wahana bagi warga 
NU untuk melakukan investasi dan untuk membantu warga yang 
memerlukan permodalan.!] 
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KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL 
AL-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH 
MUKTAMAR XXX NU 

DI PP. LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR 
TANGGAL 21 s/d 27 NOPEMBER 1999 

8. Respon Islam Terhadap Demokrasi 

9. NU dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil 

10. Ahlussunnah wal Jamaah dan Perkembangan Sosial- 

Budaya 

11. Islam dan Kesetaraan Gender 
12.Pemulihan Perekonomian Nasional Berorientasi Pada 
Kepentingan Rakyat 

13. Syariat Islam Tentang Status Uang Negara, Acuan Moral 
untuk Menegakkan Keadilan dan Mencegah Penyalah' 
Gunaan Wewenang (KKN) 

TIM PERUMUS 

1. Prof. DR. KH. Said Agil Husin Al-Munawwar, MA (PBNU), 
Ketua Merangkap Anggota 

2. KH. Fakhruddin Masturo (Sukabumi-JABAR), 

Wakil Ketua Merangkap Anggota 

3. Dr. KH. Muhammad Machasin, MA (Yogyakarta), 
Sekretaris Merangkap Anggota 

4. Dr. KH. Hasan Manshur Nasution, MA (SUMUT), Anggota 

5. KH. A. Aminuddin Ibrahim LML (JABAR), Anggota 

6. Drs. KH. Masdar F. Mas’udi (PBNU), Anggota 

7. KH. Afifuddin Muhajir (Situbondo-JATEM), Anggota 

8. Drs. KH. Jazuli Nur Lc (JATIM), Anggota 

9. KH. A. Ibnu Ubaidillah Syathori (Cirebon-JABAR), Anggota 

10. Drs. KH. Lalu Mustajab (NTB), Anggota 

11. Drs. KH. Muhammad Rofangi Msi (Yogyakarta), Anggota 

12. Dr. Hj. Zaitunah Subhan (JATIM), Anggota 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA 
Nomor: 06/MNU-30/1999 

- ■ .. i' ■ 

Tentang 

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHUTYYAH 

o** ^ ^ 

MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA 


Menimbang : . a. Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai 
aspek kehidupan masyarakat seringkali mendorong 
perubahan dan pergeseran yang menyangkut tata-nilai dan 
pandangan yang dianut Nahdlatul Ulama dalam fungsinya 
sebagai pembimbing umat, dituntut untuk senantiasa 
memberikan respon untuk senantiasa positif dan produktif. 

b. Muktamar Nahdlatul Ulama mencermati sepenuhnya 
untuk memperhatikan segala perkembangan yang 
terjadi di masyarakat baik mengenai masalah-masalah 
agama. Sosial-ekonomi, budaya dan lainnya; 

c. Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung 
dalam muktamar XXX Nahdlatul Ulama di Pon. Pes. 
Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo, Kediri. 


Memperhatikan: a. Amanat Presiden Republik Indonesia pada pembukaan 
Muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 13 Sya’ban 
1420H/21 Nopember 1999. 

b. Khutbah Iftitah Rais Aam PB Nahdlatul Ulama pada 
pembukaan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 
13 Sya’ban 1420H/21 Nopember 1999; 

c. Laporan hasil-hasil sidang Pleno Komisi Bahtsul Masail al- 
Diniyah al-Maudhu'iyyah Muktamar XXX NU tanggal 
17 Sya'ban 1420H/25 Nopember 1999; 


Mengingat : 1. Keputusan Muktamar XXX Nomor 001 /MNU-30/ 11/ 1999 

tentang Peraturan Tata-tertib Muktamar Muktamar XXX 
Nahdlatul Ulama; 

2. Keputusan Muktamar XXX Nomor 003/MNU-30/1 1 /1999 
tentang Keorganisasian Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. 


Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa 
Ta'ala 
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MEMUTUSKAN: 


Menetapkan 

Pertama : Mengesahkan hasil-hasil Keputusan Sidang Komisi Bahtsul 

Masail ad-Diniyah al-Maudhu'iyyah seperti tersebut 
dalam lampiran keputusan ini; 

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

periode 1999-2004 dan segenap perangkatnya dan jajarannya 
untuk memimpin dan mengkoordinasikan usaha dan ikhtiar 
dalam rangka pemasyarakatan dan pelaksanaan keputusan- 
keputusan tersebut 

Ditetapkan di: Kediri 

Pada tanggal* 17 Syaban 1415 H 
25 Nopember 1999 M 

MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXX 
PIMPINAN SIDANG PLENO X 

ttd ttd 


KHM. Irfan ZidnvMA Prof, DR K. PL Said Agil Husain Al-Munawwar, MA 
Ketua Sekretaris 
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8. Respon Islam Terhadap Demokrasi 

1. Demokrasi kini merupakan salah s^tu sistem tatanan kenegaraan 
ideal yang didambakan oleh seluruh negara di dunia, terutama setelah 
runtuhnya Imperialisme-Kolonialisme usai Perang Durua H. Demokrasi 
secara harfiah berarti pemerintahan rakyat 0 as-siyadah li al-ummah). 
Dalam istilah ilmu politik, demokrasi adalah sistem pemerintahan di 
mana penguasa harus mempertanggungjawabkan kebijakannya 
kepada rakyat y ang dilaksanakkan secara tidak langsung oleh wakil- 
wakil yang dipilih melalui pemilihan umum yang kompetitif, bebas 
dan jujur. Demokrasi merupakan hasil pengalaman dan pemikiran 
orang Barat sejak Abad ke-15 dalam merespon kekuasaan monarci absolut, 
dan teokrasi yang otoriter, tiran, totaliter, dan aristokratis. Dalam 
prakteknya demokrasi kini diterapkan dalam bentuk kelembagaan 
trias politica yang memisahkan kekuasaan menjadi badan legislatif, 
eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan didasarkan pada Undang undang 
yang disusun oleh rakyat dan dilaksanakan oleh kelompok yang 
diangkat oleh rakyat serta pelaksanaannya dikontrol oleh rakyat 
melalui wakil-wakilnya. Partisipasi politik rakyat diwujudkan dalam 
kebebasan berpendapat dan menyalurkan aspirasi termasuk kebebasan 
berkumpul (berserikat) dan mendirikan partai politik untuk kemudian 
berkompetisi secara jujur dan bebas dalam pemilihan umum. 

2. Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara 
negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu 
persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa 
hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial 
dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi 
sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah 
sebagai amanah dan penegak keadilan. Sebagaimana firman Allah 
dalam surat al-Nisa: 58, dan hadis Nabi: 


jp (♦jiJcLlS Si Jj' \ ciS :JV5 ^LUlI ji 

S j iiU' l^jlj Uum 'j! 'j j\3 j!u 

(ool . ‘ .-a Jlia- «JJ jlbU» o \jj) Igjup 


" Dari Abu Dzar, berkata "Saya berkata, wahai Rasulullah mengapa tidak 
engkau pekerjakan aku untuk diangkat menjadi pejabat?" Dia Berkata, "lalu 
beliau memukul dengan tangannya pada pundakku, kemudian beliau 
bersabda: " Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan jabatan itu 
merupakan amanat, dan pada hari kiamat merupakan kehinaan dan 
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penyesalan, kecuali bagi yang mengambilnya secara benar menunaikan 
kewajiban dalam amanat tersebut." (HR. Muslim dalam Shahihnya dan 
Ahmad bin Hanbal dalam Musnodnya). 

Oleh karena itu, pemerintahan harus dilaksanakan dengan sebaik- 
baiknya menerapkan dasar-dasar sebagai berikut : 
a .Al-Syura (musyawarah): pengambilan keputusan dengan mengikut- 
sertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, 
baik secara langsung maupun melalui perwakilan. (QS. Ali Imran: 
159 dan al-Syura: 38) 

b .Al-Musawa (Kesetaraan /Equality); pandangan bahwa setiap orang 
mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi 
karena kesukuan, ras, agama, jenis kelamin, kedudukan, kelas sosial 
dan lain-lain (QS. al-Hujurat : 13) 

c. Al-' Adalah (Keadilan/ Justice): menetapkan suatu keputusan baik 
berupa hukum, peraturan maupun kebijakan sesuai dengan hakikat 
kebenaran obyektif tanpa didasari pandangan dan kepentingan 
subyektif dan tidak bertentangan dengan al-Mabadi' al-Khamsah 
(QS. al-Nisa: 135 dan al-Maidah: 8) 

d. Al-Hurriyah (Kebebasan/ Freedom): adanya jaminan bagi setiap orang 
untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung 
jawab dan al-akhlaq al-karimah (QS. al-Taubah: 105). Prinsip-prinsip 
tersebut merupakan dasar dari praktek-praktek yang dilakukan 
Rasulullah Saw. dalam memimpin masyarakat seperti tertuang 
dalam "Piagam Madinah", serta tercermin dalam pengangkatan 
para al-Khulafa al-Rasyidun dan praktek kepemimpinan mereka. 

3. Dalam urusan negara, karena tidak mungkin seluruh anggota masyarakat 
terlibat langsung dalam bermusyawarah, maka dibuat lembaga 
perwakilan sebagaimana ahl al-hall zva al-'acfdi. Lembaga perwakilan 
terdiri dari orang-orang yang terpilih, mempunyai watak dan sikap 
jujur, terpercaya, cerdas, cakap dan komunikatif sehingga benar-benar 
mampu menjalankan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat 
dalam menyusun undang-undang maupun mengontrol pemerintah. 
Untuk terpilihnya wakil-wakil yang mereka percayai melalui pemilihan 
umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia. 

4. Ruang lingkup kekuasaan politik dan legislasi dari kekuasaan rakyat, 
lembaga perwakilan maupun pemerintah tetap harus didasarkan pada 
pokok-pokok ajaran agama dan mengikuti sistem penetapan hukum 
keagamaan yang baku; yakni: 

a. Menyangkut ajaran, hukum dan aturan yang sudah ditetapkan 
secara pasti ( qath'i ) dalam nash al-Qur'an dan Sunnah Rasul, 
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kewenangan legislasi lembaga-lembaga tersebut dibatasi dengan 

b. 

kewenangan legislasi sepanjang mengikuti sistem ijtihad dan 
metode istinbath al-ahkam yang absah dan valid. 

c. Sementara menyangkut hal-hal kenegaraan dan kemasyarakatan yang 
tidak terkait dengan masalah keagamaan; seperti sistem dan model 
pemerintahan, maka penetapan dan penerapannya tergantung pada 
pilihan dan kesepakatan rakyat atau wakil rakyat, namun substansinya 
tetap mengacu pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai dasar 
kemanusiaan. 

5. Pemerintahan dalam suatu negara (al-lmamah) merupakan sunnatullah 
yang mesti terwujud secara sya/i maupun 'aqli untuk menjaga kedaulatan, 
mengatur tata kehidupan, melindungi hak-hak setiap warga negaranya 
dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Kebijakan yang dibuat oleh 
peme 

berorientasi pada kemaslahatan umum (Tasharruf al-imam 'ala al- 
raiyyah manuth bi al-maslahah). Kekuasaan dan kewenangan pemerintah 
selain mengandung amanah rakyat juga mengandung amanah 
ketuhanan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah 
Swt., sehingga apapun bentuknya dan bagaimanapun keadaannya 
harus didasari oleh rasa tanggungjawab ketuhanan dan dilaksanakan 
sesuai dengan tuntunan moral keagamaan. 

9. NU dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil 

1. Dari berbagai aktifitas diskusi, seminar dan lokakarya selama menjelang 
Muktamar NU ke-30 ini muncul berbagai usulan perubahan misi NU 
ke depan. Yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat relijius 
yang demokratis dan berkeadilan. Gagasan dan gerakan tersebut muncul 
merupakan hasil pergumulan pemikiran dan pergumulan dengan realitas 
politik belakangan ini, yang dinilai bahwa pengembangan demokrasi 
dan iqamatuh al-haq (penegakan kebenaran) sebagai tugas yang tidak 
bisa dihindari, karena itu segenap kajian gerakan dan perhatian 
diarahkan kesana. 

Pengembangan demokrasi membutuhkan basis sosial yang kuat, 
karena itu penguatan terhadap civil society (masyarakat sipil), dalam 
arti bebas, mandiri, dan bertanggungjawab. Masyarakat sipil dirumuskan 



ketetapan nash yang ada. 

Menyangkut hal-hal yang termuat dalam nash al-Our'an dan Sunnah 
Rasul secara zhanny (i interpretable ) atau hal-hal baru yang berada 
Haiam lincrln m kraeamaan, maka lembaga-lembaga tersebut mempunyai 


798 Ahkamul Fugaha 



sebagai masyarakat etis yang menjunjung kesetaraan, menghargai 
kebebasan, terdapat saling kepercayaan (public trust), kesukarelaan, 
persaudaraan, keswadayaan dan kemandirian, terutama dalam 
berhadapan dengan negara dan kekuatan kapital. Prinsip-prinsip 
tersebut merupakan habitat yang sangat penting bagi tumbuhnya 
mentalitas dan tatanan politik yang demokratis. Walaupun demikian 
konsep masyarakat sipil bukanlah konsep yang utopis, sebab hakikat 
masyarakat sipil telah ada di Indonesia, persoalannya hanya posisi 
yang lemah ketika berhadapan dengan negara yang punya kekuatan 
kapital. 

Dalam usaha pengembangan demokrasi lebih lanjut, masyarakat sipil 
perlu diberdayakan karena beberapa alasan: 

Pertama, sebagai pengembangan visi etis dalam kehidupan masyarakat. 
Ini terutama berhubungan dengan masyarakat modem industrial 
yang individual dan materialistik, dengan adanya visi etis yang 
ditawarkan civil society tersebut bisa kita tumbuhkan solidaritas sosial, 
rasa saling percaya dan tanggungjawab sosial seseorang, sehingga 
bisa mencegah timbulnya despotisme dan barbarisme sosial. Karena 
tiadanya visi etis tersebut bisa kita lihat, selama ini penyelesaian 
masalah cenderung menggunakan kekerasan. 

Kedua, pengembangan civil society ini penting untuk penyebaran 
pandangan dan sikap kesetaraan antara berbagai individu dalam 
masyarakat maupun antar kelompok, karena itu dalam hal ini civil society 
menawarkan prinsip kewarganegaraan. Dalam prinsip ini semua warga 
memiliki status, hak dan kewajiban yang sama, tanpa membedakan ras, 
ideologi, suku dan agama, hal ini bisa saja mengeliminir terjadinya 
konflik yang diakibatkan karena ikatan primordial. 

Ketiga, pengembangan civil society ini semakin mendesak untuk 
menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan negara. Karena 
lemahnya partisipasi masyarakat selama ini adalah karena terlalu 
dominannya peran negara. Bahkan dengan gagasan integralitasnya 
dengan sengaja negara menafikan keberadaan masyarakat sipil. 
Upaya membentuk keseimbangan antara negara dan masyarakat sipil 
ini merupakan langkah penting dalam pengembangan demokrasi. 
Mengingat pluralnya kenyataan masyarakat ini, maka masyarakat 
sipil sangat menekankan pentingnya pluralitas dalam kehidupan sosial 
dan politik, karena itu menolak semua primordialisme sektarianisme 
dan fanatisme. Dalam politik kenegaraan, dengan tegas prinsip-prinsip 
primordialisme baik berdasarkan etnik, kelas atau agama ditolak, dan 
masyarakat sipil mengetengahkan prinsip kewarganegaraan. Dalam 
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prinsip ini semua warga punya kedudukan, hak dan kewajiban yang 
sama, tidak ada diskriminasi. Dengan demikian masyarakat sipil yang 
hakiki hanya mungkin tumbuh subur dalam habitat sosial semacam 
itu, karena itu dalam mengupayakan proses redemokrasi itu upaya 
penguatan civil society (masyarakat sipil) menjadi prioritas saat ini. 
Prinsip kemasyarakatan yang disyaratkan oleh masyarakat sipil tersebut 
belum sepenuhnya terwujud, sebaliknya posisinya sangat lemah, 
sebab pada rezim orde baru seluruh kekuatan politik berada di tangan 
negara, semantara masyarakat tidak punya akses ke politik, sehingga 
tidak bisa berpartisipasi dalam mengambil kebijakan publik. Akibatnya, 
kebijakan publik yang ada sama sekali tidak menyentuh aspirasi 
mereka. Karena menolak oposisi dan kritik, dengan dalih negara 
dalam negara integralistik, yang bersifat kekeluargaan tidak perlu ada 
oposisi karena akan mengancam keselarasan negara, semua kepentingan 
individu dan kepentingan masyarakat telah dicakup dalam kepentingan 
negara. Ini merupakan wujud dari negara integralistik, yang dengan 
sendirinya berwatak otoriter. 

2. Istilah madani yang diintrodusir Islam modernis sempat beredar luas, 
bahkan kalangan non Islam dengan gampang ikut memakai istilah 
ini, walaupun tentu saja mereka tidak mengerti makna yang terkandung 
di dalamnya, yang mendiskriminasi mereka, sebagai warga kelas kedua, 
istilah itu kelihatan gampang diucapkan, sebenarnya sebagai suatu istilah 
tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah di dalamnya penuh 
distorsi terhadap konsep civil society, sehingga sulit untuk direhabilitasi. 
Karena itu kalangan NU memakai terjemahan masyarakat sipil, suatu 
istilah yang dipakai dalam wacana masyarakat dan negara sejak awal 1980 
an. Lebih jauh lagi distorsi terhadap praktek, yang akhirnya masyarakat 
dan sistem politik yang akan dihasilkan juga akan berbeda dan 
bertentangan dengan konsep masyarakat sipil yang semestinya. Inilah 
tantangan bagi pengembangan masyarakat sipil saat ini. 

3. Apa yang diperjuangkan masyarakat sipil bukan istilah atau sekedar 
konsep, tetapi prinsip-prinsip yang intinya memberikan peluang yang 
sama pada warga masyarakat dan warga negara tanpa diskriminasi. 
Gerakan tersebut harus konsisten diperjuangkan, karena hanya dengan 
cara itu kita bisa membangun sistem sosial yang kokoh dan sistem 
politik yang demokratis yang menghormati hak-hak semua elemen 
yang tercakup sebagai warga negara. Maka dengan demikian gagasan 
dan gerakan bagaimanapun bagusnya yang melawan prinsip tadi harus 
ditolak, sebab hal itu akan meruntuhkan pondasi demokrasi yang telah 
diupayakan. 
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Penerimaan konsep tersebut memang menghendaki transformasi 
yang sangat mendasar dalam memahami ajaran atau doktrin agama. 
Karena konsep masyarakat sipil, sepenuhnya berangkat dari kemaslahatan 
manusia, maka setiap warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama 
maupun golongan berkedudukan sama. Hal ini juga mengandaikan 
pandangan yang individualis terhadap sesama warga masyarakat, 
bukan komunalis, primordialis, manusia harus dipandang sebagai 
dirinya sendiri, bukan berdasarkan suku, golongan atau agamanya. 
Hal itu juga perlu mengubah pandangan mereka tentang politik, dakwah 
dan hubungan antar agama. Hal ini membutuhkan reinterpretasi 
terhadap ajaran agama yang selama ini ada, karena banyak yang 
tidak sejalan dengan prinsip ini. 

10. Ahlussunnah wal Jamaah dan Perkembangan 

Sosial-Budaya 

1. Manusia merupakan makhluk yang didptakan Allah Swt. dalam bentuk 
sempurna <fii ahsarti tacjzoiim, QS. al-Thin: 4). Manusia diberi akal budi 
dan hati nurani untuk mengemban fungsi kekhalifahan, yaitu mengatur 
kehidupan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. (QS. al- 
Baqarah: 30-34 dan al-An'am: 165) 

2. Sejarah kehidupan yang dibangun manusia telah menghasilkan peradaban, 
kebudayaan dan tradisi sebagai wujud karya dan karsa manusia dalam 
memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup yang dihadapi, dalam 
lingkungan negara atau wilayah tertentu, suatu bangsa atau suku, 
membangun kebudayaan serta peradabannya sesuai dengan prinsip 
dan nilai serta pandangan hidup yang diperoleh dari ajaran agama 
atau faham yang dianut. Peradaban, kebudayaan dan tradisi selalu 
mengalami perubahan, berupa kemajuan dan kemunduran yang 
semua itu ditentukan atas dasar relevansinya dengan kehidupan dan 
kemanusiaan. Pertemuan antara berbagai peradaban, kebudayaan 
dan tradisi merupakan kenyataan dan dialektika sejarah yang 
mengakibatkan terjadinya saling mempengaruhi, percampuran, 
perbenturan atau pencaplokan sesuai dengan daya tahan dan daya 
serap masing-masing. Peradaban hingga sekarang, termasuk Islam 
yang muncul sejak awal abad ke-7 Masehi dan perkembangannya 
di bumi Indonesia merupakan salah satu kenyataan sejarah tersebut. 

3. Salah satu faktor penentu berkembangnya peradaban Islam adalah 
faham dan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal 
Jamaah sebagai pemahaman keagamaan (manhaj al-fikr) dengan metode 
yang komprehensif, memadukan antara wahyu dan akal yang mencakup 
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seluruh aspek kehidupan mengandung prinsip moderasi (tawassuth), 
menjaga keseimbangan (tawazun), dan toleransi (tasamuh). Metode 
pemahaman dan pemikiran ( matihaj al-fikr) ini lahir dan proses dialektika 
sejarah pemikiran dan gerakan yang intens. Dengan mengikuti tuntunan 
wahyu dan tuntutan akal secara proporsional yang sesuai dengan 
fitrah kemanusiaan dan hukum kehidupan (sunmtuUah). Ahlussunnah 
wal Jamaah menghindari pertentangan politik dan fanatisme kelompok 
yang masuk dalam pemahaman keagamaan. Dengan prinsip dan 
watak dasarnya itu Ahlussunnah wal Jamaah diterima dan berkembang 
di semua lapisan masyarakat, ikut berperan mewujudkan kehidupan 
yang penuh kedamaian dalam wahana kebangsaan dan kenegaraan 
bersama peradaban, kebudayaan dan tradisi lain. 

4. Sebagai metode pemahaman dan pemikiran keagamaan yang fitri, 
Ahlussunnah wal Jamaah mengaktualisasikan din dalam pengembangan 
peradaban, kebudayaan dan tradisi yang konstruktif (al-amr bi al- 
ma'ruf) serta mencegah perubahan yang destruktif ( al-nahy 'an al- 
munkar) atas dasar prinsip moralitas keagamaan dan kemanusiaan. 
Paradigma yang dibangun dalam sistem peradaban dan kebudayaan 
adalah tegaknya moralitas keagamaan dan harkat kemanusiaan 
(makarim al-akhlacj), tegaknya hak-hak asasi manusia yang lima (al- 
Mabadi' al-khamsah: hifzh al-din, hifzh al-rnfs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl, 
hifzh al-tnal) demi terwujudnya kemaslahatan di muka bumi. 

5. Dengan prinsip menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta 
( rahmatan lil 'alamin), Ahlussunnah wal Jamaah memandang realitas 
kehidupan secara inklusif dan substantif. Ahlussunnah wal Jamaah 
tidak mau terjebak dalam klaim kebenaran dalam dirinya secara mutlak, 
juga tidak dalam kelompok-kelompok lain karena memandang suku, ras 
dan budaya karena perbedaan pendapat dan faham golongan serta 
kelompok merupakan suatu yang niscaya. Pluralitas (kemajemukan) 
dalam hidup merupakan rahmat yang harus dihadapi dengan sikap 
ta'aruf, membuka diri dan melakukan dialog secara kreatif untuk 
menjalin kebersamaan dan kerjasama atas dasar saling menghormati 
dan saling membantu. Ahlussunnah wal Jamaah memandang sikap 
eksklusifitas yang mengaku (mengklaim) kebenaran hanya miliknya 
sendiri dan memandang pihak lain salah, apalagi memaksakan 
pendapatnya kepada orang lain, merupakan refleksi sikap otoriter 
dan pada gilirannya akan mengakibatkan perpecahan, pertentangan 
dan konflik yang membuat kerusakan dan kesengsaraan. 

6. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai metode pemahaman dan pemikiran 
yang dirumuskan dalam wacana keagamaan dalam penjabarannya secara 
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praktis masih banyak terjadi khilafiyah dan mengalami distorsi, baik 
oleh para penganutnya maupun di kalangan orang luar. Pemahaman 
yang memadukan antara wahyu dan akal, teori kasb, serta tekanan ajaran 
zuhud ('uzlah), qana'ah dan sebagainya telah disalah pahami yang 
kemudian diasumsikan menjadi penyebab kemunduran karena 
tumbuhnya sikap determinisme dan kepasrahan dalam menghadapi 
kehidupan keduniaan. Padahal ajaran akidah itu lebih bersifat penataan 
hubungan hamba dengan Tuhan, sementara pemahaman dan praktek 
ajaran fiqih dengan sistem bermazhab merupakan metode realistik 
dalam memahami dan mengamalkan hukum agama secara hati-hati. 
Sedangkan pendalaman dan praktek tasawuf merupakan pemenuhan 
tuntutan batin (intuisi) manusia untuk membentuk moralitas kesalehan 
secara substantif. Pemahaman yang bersifat substantif dan komprehensif 
demikian didasarkan pada metode ilmiah yang tidak mengabaikan 
peran akal, sehingga tidak bisa disamakan dengan kebatinan yang 
bersifat spekulatif semata. Ahlussunnah wal Jamaah mendorong manusia 
untuk menjadi pribadi muslim yang saleh, kreatif, dinamis dan inovatif 
agar mampu menjalankan fungsi kekhalifahan dengan tulus demi 
pengabdian kepada Allah semata. Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan 
manusia untuk berusaha dan berkarya membangun peradaban dan 
kebudayaan yang maju, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia 
dengan mendayagunakan potensi intelektualitas dan intuisinya secara 
maksimal dan bertanggung jawab, sebagai amal saleh yang menentukan 
nilai dirinya dihadapan Allah Swt. 


7. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengembangkan kebudayaan 
dan peradaban didasari sikap yang berimbang dan menjaga kesinambungan 
antara yang sudah ada dan mengambil hal yang baru. Budaya lama 
yang masih relevan terus dijaga dan dilestarikan, sementara budaya baru 
diterima, setelah dilakukan penyaringan dan penyesuaian (al-muhafazhah 
'ala al-qadim al-shalih xva al-akhdzu M jadid al-ashlah). Terhadap peradaban 
dan kebudayaan modem yang datang dari Barat, pada dasarnya 
Ahlussunnah wal Jamaah memandang sebagai hasil inovasi dan kreativitas 
manusia atas dasar rasionalisme dalam menjawab tantangan yang 
dihadapi dalam bentuk nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Semua yang ada dalam peradaban dan kebudayaan modem berupa 
etos kerja, kedisiplinan, orientasi ke depan, dorongan penggunaan 
rasio dan kreativitas serta penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
canggih merupakan warisan kemanusiaan yang membawa manfaat 
untuk kesejahteraan hidup manusia. Sebagai warisan kemanusiaan 
yang terbuka, Ahlussunnah wal Jamaah memandang peradaban dan 
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kebudayaan modem dapat dimanfaatkan sepanjang tidak mengakibatkan 
bahaya dan tidak bertentangan dengan sendi-sendi dasar akidah dan 
syariat Islam. 

11. Islam dan Kesetaraan Gender 

Islam, pada dasarnya, adalah agama yang menekankan spirit keadilan 
dan keseimbangan (tcnuazim) dalam berbagai aspek kehidupan. Relasi gender 
(perbedaan laki-laki dan perempuan yang non kodrati) dalam masyarakat 
yang cenderung kurang adil merupakan kenyataan yang menyimpang 
dari spirit Islam yang menekankan pada keadilan. 

Terdapat tiga bidang masalah yang menjadi halangan terciptanya 
"hubungan gender" yang lebih adil, yaitu bidang yang berkaitan dengan 
teologi (pandangan agama), kebudayaan (persepsi masyarakat), dan 
politik. 

1. Di bidang teologi, terdapat penafsiran keagamaan terhadap ayat atau 
hadis yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender, sebaliknya 
malah bias pada laki-laki. Dalam penafsiran ini, perempuan didudukkan 
pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Sumber dari penafsiran 
ini antara lain adalah kata "qaivwamun" dalam surat Al-Nisa: 34, serta 
hadis "Lan yufliha qaumun wallaw amruhum imra'atan". Kadua ayat dan 
hadis itu ditafsirkan menurut referensi Islam yang menegaskan 
kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan. . Dari sudut 
penafsiran ini pula, terdapat pemahaman mengenai dua wilayah 
yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berada di 
wilayah publik atau wilayah muamalah, sementara perempuan berada 
di wilayah domestik atau rumah tangga. 

2. Di bidang kebudayaan, terdapat apa yang disebut kebudayaan patriarkhi, 
yaitu kebudayaan yang "memapankan peran laki-laki untuk melakukan 
apa saja dan menentukan apa saja, disadari atau tidak". Sebaliknya 
kaum perempuan berada pada posisi subordinat, yakni tunduk pada 
laki-laki. Perempuan juga dianggap hanya layak berada di wilayah 
domestik, sesuai dengan pandangan perempuan sebagai teman di 
belakang atau di balik wilayah publik yang ditempati laki-laki. 

3. Di bidang politik terdapat praktek-praktek politik yang mendiskriminasikan 
perempuan. Di setiap instansi formal, kehadiran perempuan sangat 
marginal. Akibat ketidakterwakilan perempuan sangat marginal. Akibat 
ketidakterw akilan perempuan dalam pusat-pusat "kekuasaan", maka 
pengambilan keputusan sering mengabaikan isu yang menjadi perhatian 
kaum perempuan, baik itu dalam sektor politik atau sosial. Perempuan 
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hanya menjadi obyek dari sistem politik yang dibangun secara sepihak 
oleh kaum laki-laki. 

Untuk mengatasi ketiga masalah itu, diperlukan upaya terus-menerus 
untuk (a) menafsirkan ulang beberapa nuktah dalam pemahaman keagamaan, 
(b) untuk melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias 
laki-laki (kebudayaan patriarkhi), (c) untuk merombak praktik-praktik politik 
yang mendiskriminasi perempuan. 

Berikut ini adalah ringkasan pandangan yang muncul dalam halaqah 
berkaitan dengan ketiga hal itu: 

1 . Menafsirkan ulang beberapa nuktah dalam pemahaman keagamaan. 

Karena adanya perkembangan-perkembangan dalam masyarakat 
yang menuntut terciptanya keadilan gender, maka penafsiran kembali 
paham keagamaan yang bias laki-laki merupakan keharusan yang tak 
bisa dielakkan. Dalam kaitan ini, beberapa hal perlu dilakukan: 

a. Menggunakan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis untuk 
memahami ayat atau hadis yang berkaitan dengan soal gender. Penafsiran- 
penafsiran dalam khazanah fiqih yang bias laki-laki hendaknya dilihat 
sebagai cerminan dari kondisi sosial tertentu yang masih mendudukkan 
laki-laki pada posisi dominan. Ketika kondisi sosial dan kebudayaan 
berubah, dan tuntutan terciptanya sistem sosial dan kebudayaan berubah, 
dan tuntutan terciptanya sistem sosial yang adil (bebas dari diskriminasi 
gender) muncul, maka penafsiran atas ayat dan hadis itu juga harus 
mempertimbangkan penafsiran baru sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. 

b. Sesuai dengan prinsip keadilan gender serta prinsip umum Islam 
mengenai keadilan, maka diskriminasi atas perempuan dalam posisi 
publik tidak bisa dibenarkan. Kepemimpinan perempuan merupakan 
hak yang dimiliki oleh perempuan, serta dengan hak yang sama juga 
dimiliki oleh laki-laki. Ayat tentang kedudukan laki-laki sebagai 
"qaxvwam" dalam al-Nisa': 34 hendaknya diletakkan dalam konteks 
hubungan domestik dalam rumah tangga, sehingga tidak bisa digunakan 
untuk menghalangi hak perempuan atas posisi-posisi publik. 

c. Penafsiran atas ayat dan hadis yang berhubungan dengan gender 
tidak hanya dianggap sebagai bagian dari "agama" itu sendiri, 
tetapi memerlukan ijtihad yang kedudukannya adalah relatif, dan 
tergantung pada perkembangan masyarakat yang terus berubah. 

d. Dibutuhkan penafsiran agama yang lebih sesuai dengan prinsip 
keadilan dan kemaslahatan gender untuk mengatasi diskriminasi 
atas perempuan di berbagai sektor kehidupan. Dengan kata lain, 
kebutuhan untuk membangun fiqh al-nisa' yang membela hak-hak 
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perempuan kian mendesak, searah dengan tuntutan terciptanya 
sistem sosial yang adil dan demokratis. 

e. Islam sejak awal telah menunjukkan komitmen yang besar untuk 
memberdayakan martabat perempuan lewat pemberian wewenang 
tasharruf atau transaksi ekonomi. Hal ini karena Islam sadar bahwa 
terpuruknya martabat perempuan antara lain disebabkan oleh lemahnya 
kedudukan ekonominya dalam masyarakat Pemberdayaan perempuan 
juga harus dimulai dari pemberdayaan ekonominya, oleh karenanya 
menuntut pemberian ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk 
masuk ke wilayah publik. 

2. Melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias 
laki-laki. 

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam kaitan ini adalah: 

a. Pandangan mengenai perempuan yang hanya layak menempati 
wilayah domestik, sementara laki-laki berhak atas wilayah publik, 
hendaknya dilihat sebagai hasil sosialisasi masyarakat yang berlangsung 
selama ini. Pandangan itu bukan sesuatu yang sifatnya alamiah yang 
bermula dari perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, tetapi 
dibentuk sendiri oleh masyarakat Oleh karena itu, jika keadaannya 
berubah, pembagian yang tidak adil seperti itu juga bisa diubah sesuai 
dengan kebutuhan terciptanya hubungan gender yang lebih adil dan 
seimbang. 

b. Perbedaan biologis karena kelamin yang berbeda adalah perbedaan 
alamiah yang tetap dan sudah begitu adanya ( given ). Tetapi pembagian 
tugas antara perempuan sebagai penjaga wilayah domestik dan laki- 
laki sebagai penjaga wilayah publik adalah bersifat sosial yang 
sifatnya berubah terus menerus. Mencampuradukkan antara 
perbedaan tugas sosial sebagai fakta alamiah dengan perbedaan 
tugas sosial sebagai fakta kebudayaan harus dihindari. 

c. Pandangan tentang perempuan yang tidak layak menduduki al- 
imamah al-'uzhma (kepemimpinan puncak: Presiden, misalnya) sebetulnya 
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat modem. 
Dalam masyarakat modem, kepemimpinan bukan masalah "pribadi" 
(azza'amah al-syakhsiyyah), tetapi sudah merupakan sesuatu yang 
terlembaga (nizham). Oleh karena itu yang menjadi tantangan ke depan 
adalah: bagaimana membangun struktur kepemimpinan dan politik 
yang lebih mengedepankan aspek-aspek feminitas atau keperempuanan 
yang bersandar pada nilai-nilai kasih sayang, solidaritas, keseimbangan, 
dan kedamaian ( non-violence ). Di sisi lain: bagaimana membangun 
sistem politik yang meminimalisir ekses nilai-nilai maskulinitas atau 
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kelelakian yang bersandar pada kekerasan, dominasi, dan pemisahan 
yang ketat antara wilayah domestik dan publik. 

3. Merombak praktik-praktik politik yang mendiskriminasikan perempuan 
Dalam kaitan ini, hal-hal yang harus dilakukan adalah: 

a. Membangun sistem sosial dan politik yang demokratis dan beban dari 
diskriminasi gender, dengan mengedepankan lima prinsip berikut: 
(a) persamaan (musawah atau etjuality), (b) keadilan (' adalah atau justice), 
(c) kebebasan ( hurriyydh atau freedom), (d) menghindari penggunaan 
kekerasan ( exduding the use ofjbrce), dan (e) berkemampuan ( abcfudrah ). 

b. Hendaknya ada semacam "tindakan pembahasan" [affenmtive adion) 
atas kaum perempuan dengan memberikan peluang yang lebih banyak 
lagi kepada perempuan untuk menduduki posisi-posisi dalam 
pengambilan keputusan, seperti di DPR/MPR. 

c. Menonjolkan penggunaan kekerasan dalam menangani masalah- 
masalah politik mengakibatkan ekses yang kurang diperhatikan, 
yaitu jatuhnya perempuan sebagai korban utama dari penggunaan 
kekerasan itu. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan dalam politik 
tanpa pertimbangan yang rasional dan tetap tidak bisa dibenarkan 
dalam keadaan apapun. 

12. Pemulihan Perekonomian Nasional Berorientasi 
Pada Kepentingan Rakyat 

Pemulihan Ekonomi Berorientasi Kerakyatan 

Urgensi dan matra pengembangan ekonomi yang berorientasi pada 

kepentingan mayoritas rakyat. 

1. Terma (al-musthalah) ekonomi kerakyatan sebenarnya tidak dikenal 
dalam teori ekonomi. Terma ini muncul dari pemerintahan Indonesia 
sebagai responden terhadap krisis ekonomi ( azmah ujtishadiyah) yang 
tengah terjadi, barangkali yang dimaksudkan terma ini merupakan 
gabungan dua teori antara kapitalisme dan sosialisme. Krisis ekonomi 
itu sendiri timbul karena sistem pemerintahan ( nizhamul hukmi) yang 
sangat sentralistik serta akibat campur tangan yang terlalu besar dari 
pemerintahan orde baru ke dalam perekonomian hingga mekanisme 
pasar tidak dapat berfungsi secara efektif. 

2. Prasyarat untuk pemulihan ekonomi adalah pemerintahan yang bersih 
dan baik (clean and good govemance). Dari pemerintahan yang seperti 
itu sangat dimungkinkan akan terdptanya penataan dan penguatan 
institusi sehingga mendorong mekanisme pasar bekerja secara sehat. 
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Supaya ekonomi pasar benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, maka 
harus ditunjang oleh undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah, 
seperti undang-undang tentang persaingan sehat. 

3. Ekonomi kerakyatan yang melibatkan masyarakat menengah ke bawah 
dengan berbagai usaha dalam skala menengah dan kedi ternyata lebih 
tahan terhadap goncangan resmi global (azmah ujtishad ‘alamiyah) untuk 
itu perlu dibantu pemerintah lewat kredit bank, juga perlu diberikan 
Hak Guna Usaha (HGU) secara temporer kepada petani yang kurang 
lahan dengan memanfaatkan tanah negara untuk tanaman jangka 
pendek, atau usaha peternakan kedi dan industri rumah tangga dengan 
membayar sewa atau bagi hasil dengan pemerintah daerah. Pembangunan 
koperasi {hai' ah ta'awuniyyah) tetap perlu. Untuk meningkatkan daya 
saing industri kecil, harus terus didorong pembentukan dan 
pengembangannya dalam bentuk koperasi yang sehat dan mandiri 
yaitu koperasi yang efisien dan didasarkan prinsip-prinsip koperasi. 

4. Berbagai strategi sinergis (khutazvat mutasanidah) terhadap para pelaku 
ekonomi harus direncanakan secara terintegrasi (muwahhadah) baik antara 
pemerintah pusat dan daerah; antara pemerintah daerah dan antar 
departemen sektoral; dan harus terdapat sinergi ( sanud ) pula antar pelaku 
ekonomi baik dalam wewenang pemerintah (BUMN dan BUMD), swasta 
nasional serta domestik. Prioritas (al-aulamyah) pemberian kredit terhadap 
pengusaha swasta tidak hanya didasarkan pada bank teknis saja tetapi 
juga harus dilihat sampai berapa jauh penyerapan tenaga kerja dan 
keterlibatan kegiatan usaha ke belakang maupun ke depan. 

Relevansi dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Berbasis Pertanian 
Pengembangan ekonomi berbasis pertanian, yang diharapkan dapat 

menjadi tulang punggung ekonomi nasional ke depan. 

1. Pengalaman krisis moneter dan ekonomi menunjukkan bahwa sektor 
pertanian merupakan salah satu sektor yang masih memiliki nilai 
positif dalam pertumbuhan GDP walaupun nilainya kecil. Hal ini 
memberikan gambaran bahwa sektor pertanian memiliki ketangguhan 
dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional. Untuk mendorong 
pertumbuhan sektor pertanian, perlu adanya peningkatan anggaran 
pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan. Selain itu juga 
perlu diantisipasi dengan meningkatkan dukungan modal pada usaha 
kecil/menengah serta pengembangan investasi di sektor agrobisnis 
dengan berorientasi pada permintaan pasar domestik maupun ekspor. 

2. Guna lebih menumbuh-kembangkan ekonomi kerakyatan, hal mendasar 
yang perlu mendapat perhatian adalah kecilnya kepemilikan aset petani, 
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yaitu kurang dari 0,5 hektar. Untuk itu perlu adanya penataan kembali 
tentang pemanfaatan aset lahan melalui reformasi agraria yang dapat 
menjamin hak petani dalam memanfaatkan lahan yang dimiliki mencapai 
skala ekonomis. 


3. Untuk mengembangkan sektor pertanian tetap menjadi fokus utama 
dalam orientasi kebijaksanaan pembangunan nasional maka diperlukan 
adanya dua prasyarat utama, yaitu: 

a. Dilaksanakannya demokrasi di bidang ekonomi yang mendorong 
berjalannya mekanisme pasar secara sehat, dimana sistem subsidi 
pada sektor pertanian dan pangan harus diarahkan pada kelompok 
masyarakat tertentu, tidak memberikan subsidi secara umum 

b. Dikembangkannya demokrasi di bidang politik sebagai landasan 
kebijaksanaan yang lebih sehat. Pertumbuhan ekonomi seharusnya 
berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diperbarui 
dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di tempat. SDM 
dari NU yang masih berbasis massa kaum petani, harus diperhatikan 
dan diperkuat. 

4. Sumberdaya yang tersedia memungkinkan pesantren mengembangkan 
agrobisnis. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melibatkan pesantren 
untuk berfungsi sebagai lembaga ekonomi rakyat melalui pendekatan 
agrobisnis terpadu tanpa harus mendegradasi misi pesantren. Pelibatan 
ini harus dimulai dengan pemetaan terhadap 'keunggulan' masing- 
masing pesantren. 


Masalah-Masalah Dasar di Balik Krisis Ekonomi Indonesia 

1 . Krisis ekonomi di Indonesia merupakan krisis kombinasi antara sosial, 
ekonomi dan politik. Ketika krisis ekonomi pertama kali menerpa, saat 
itu pemerintah Indonesia entah disengaja atau tidak telah memperbodoh 
rakyat dengan mengungkapkan suatu data pendukung yang menunjukkan 
kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Ternyata data itu tidak valid. 

2. Kini upaya pemulihan ekonomi masih mengandung optimisme, karena : 

a. Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat lagi karena regional Asia 
Tenggara pulih. 

b. Simpati dukungan luar negeri terhadap Indonesia masih tinggi. 

c. Kekayaan alam Indonesia masih cukup besar. 

d. Ada potensi ekspansi pajak (peningkatan pembayaran pajak) 
antara lain jika pajak diturunkan. 

e. Capital outflow akan ditarik kembali, jika ada pemerintah yang kredibel. 

f. Mobilitas sosial secara vertikal harus didasarkan pada prestasi 
bukan KKN. 
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g. Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN. 

h. Berangkat dari adanya optimisme itulah, NU harus melakukan 
reeksposisi visinya ( i'adatin nazhar wa al-tsabat ) tentang kebijakan 
pembangunan ekonomi pasca orde baru. 

13. Syariat Islam Tentang Status Uang Negara, Acuan 
Moral untuk Menegakkan Keadilan dan Mencegah 
Penyalah-Gunaan Wewenang (KKN) 

1. LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 
Kehidupan beragama pada tataran ritual dengan segala sarana dan 
prasarananya seperti mesjid, majlis-majlis ta'lim, madrasah dan perayaan- 
perayaan hari besar dan upacara keagamaan Islam, menunjukkan tingkat 
perkembangan yang sangat pesat. Demikian pula jamaah haji Indonesia 
tercatat yang terbesar di antara negara-negara Islam di dunia dibayar 
dengan biaya perjalanan yang relatif paling mahal. 

Namun demikian, realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara rata-rata menunjukkan prestasi yang secara keseluruhan sangat 
mengecewakan. Semarak kehidupan beragama seperti disebut di atas terbukti 
sama sekali tidak punya korelasi positif terhadap peningkatan kualitas akhlak 
dan moralitas umat dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 
Ketimpangan-sosial antar kelompok kuat yang sangat kecil jumlahnya 
dengan mayoritas terbesar masyarakat dari hari ke hari semakin menajam. 
Konflik horizontal dan kekerasan berdarah antar kelompok yang mengganas 
dalam tahun-tahun terakhir dengan latar belakang kesukuan, agama dan 
etnis, merupakan anak sah dari ketimpangan tadi. 

Dalam bidang pengelolaan pembangunan dan sumberdaya juga 
terjadi hal yang tidak kalah buruknya. Disamping salah urus dan inefisiensi 
dengan tingkat rata-rata 30% di hampir semua sektor, Indonesia masih terus 
menduduki peringkat teratas di Asia dan ketiga di dunia dalam bidang 
korupsi. Runtuhnya rezim orde baru yang telah dibangun dengan biaya 
material, sosial maupun kemanusiaan yang sangat mahal dengan penjagaan 
yang ekstra ketat selama lebih 30 tahun oleh seluruh kekuatan tentara, 
birokrasi hanya terjadi karena rontoknya legitimasi rakyat akibat demoralisasi 
dalam praktek korupsi para pejabat negara yang sungguh sangat luar biasa. 

Ungkapan paradoksal "korupsi telah mengakar kuat pada budaya 
Bangsa Indonesia" sejak lama telah tidak mampu menggugah kesadaran 
ironis umat dan pemimpinnya yang kesemuanya adalah orang-orang 
yang justru mengaku taat beragama. Uang negara yang pada hakekatnya 
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bersumber dari keringat rakyat dan dari pengelolaan alam dan bumi Allah di 
mata penguasa tidak Idah dari "harta tak bertuan" atau bahkan "harta mereka 
sendiri" semata-mata karena mereka adalah pihak yang merasa berhak 
mengatasnamakan "negara". 

Mengapa dirinya sebagai personifikasi kuasa negara hampir semua 
pejabat/penguasa merasa "berhak" mengungkapkan wewenang yang 
ada di tangannya untuk menjarah uang negara sebanyak yang mereka 
bisa. Itu semua terjadi dari hari-kehari dari semua level dan semua lini, 
sebagai suatu yang dianggap biasa dan tanpa perasaan dosa baik terhadap 
Tuhan maupun terhadap rakyatnya. Skandal Bank Bali dan kasus rekapitulasi 
dunia perbankan yang melibatkan uang negara ratusan triliun rupiah 
hanyalah contoh soal paling mutakhir tentang bagaimana korupnya 
penguasa Indonesia selama ini dan betapa ceroboh dan gegabah mereka 
terhadap uang Allah, "uang negara". 

II. DASAR PEMIKIRAN 

Islam sebagai al-din dan sekaligus al-daulah di samping mengatur 
hubungan manusia dengan Allah, Islam juga sangat berkepentingan 
meletakkan basis-basis etika dan moral pada hubungan manusia 
dengan sesama dalam lembaga politik dan kekuasaan yang bernama 
negara ( al-daulah ). Seperti diketahui masalah ketidakadilan dan kezaliman 
yang paling massif dan universal adalah kezaliman yang dilakukan oleh 
negara. Semua ikhtiar memerangi kezaliman dan menegakkan keadilan 
tanpa menyentuh negara adalah sia-sia. Bahwa dalam sejarah, negara 
selalu dipakai oleh penguasa untuk menindas rakyat itulah tantangan 
kemanusiaan paling besar yang dengan dalih apapun (sekularisme?) 
agama dan Islam tidak boleh lari dari padanya. 

Sementara itu, ketika orang bicara tentang negara yang jadi pokok 
bahasan selalu saja berkisar pada isu-isu tentang kedaulatan, bentuk 
pemerintahan, proses rekruitmen pemegang kekuasaan, kekuasaan/ 
birokrasi (yang dibiayai dengan uang negara) bagi kemaslahatan segenap 
rakyatnya. Rezim apapun yang hadir dalam kehidupan suatu negara, 
juga negara kita Indonesia, kredibilitas dan akseptabilitas di mata rakyat 
dan dunia internasional, akan sangat ditentukan oleh dua hal tadi yang 
kesemuanya berbasis atau berkaitan dengan soal "uang". 

Maka wajib bagi kita semua, terutama kalangan ulamanya untuk 
dapat meletakkan prinsip-prinsip moral keagamaan perihal sesuatu yang 
sangat fundamental ini, "keuangan negara". Dari mana bersumber; siapa 
pemilik sesungguhnya; untuk siapa/apa harus ditasaruikan; apa tanggung- 
jawab negara/ pemerintah dalam hal ini; dan apa wewenang rakyat. 
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Mengacu pada ajaran Zakat, satu-satunya rukun Islam yang berdimensi 
sosial sekaligus kekuasaan, sebagaimana dicontohkan oleh pemerintahan 
Rasulullah Saw. dan Khulafa' al-Rasyidin R.a. di Madinah, maka mutlak 
diperlukan penegasan kembali prinsip-prinsip syariat (moralitas) Islam 
berkenaan dengan soal "uang negara" sebagai berikut: 


III. PRINSIP PRINSIP SYARIAT ISLAM TENTANG KEUANGAN NEGARA: 

1. Bahwa sebagai pembawa amanat Allah, amanat keadilan ( al-'adalah ) 
dan kemaslahatan segenap rakyat ( mashalih al-ra'yah ) negara/ 
pemerintah berkewajiban menegakkan ketertiban umum, melindungi 
keamanan seluruh rakyat, dan menegakkan keadilan bagi kemaslahatan 
semua pihak, tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa, golongan 
maupun keyakinan agamanya. Allah berfirman: 


jjuft; i J ^ Crt iSj$ Lgjjkf ijlp J oj 


"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat 
kepada yang berhak dan apabila kalian memerintah maka memerintahlah 
berdasarkan dengan keadilan." (QS. al-Nisaa': 59) 

Kaidah fiqih mengatakan: 








"Seluruh kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyat haruslah selalu 
berdasar kepentingan mereka." 

Acuan dasar dari kepentingan rakyat adalah hak-hak mereka yang 
dalam syariat Islam sekurang-kurangnya meliputi 5 (lima) hak induk: 

a. Perlindungan hidup dan keselamatan jiwa raga (hifzh al-nafs), 

b. Perlindungan hak meyakini dan menjalankan agamanya (hifzh al-din), 

c. Perlindungan keselamatan, perkembangan dan pendayagunaan 
akal budi (hifzh al-'aqli), 

d. Perlindungan hak atas harta benda atau kekayaan yang diperoleh 
secara sah (hifzh al-mal), 

e. Perlindungan hak keturunan (hifzh al-nasl j. 1 

Perlindungan dan jaminan hak ini juga berlaku bagi non muslim yang 
sepakat untuk hidup bersama sebagai satu umat/bangsa, sebagai 
mu'ahid atau dzimmy. 

Rasulullah bersabda: 


jj-1 jl aiSUS (jjs <uJS" jl jajc . iljl IjLfeCi jilb ^1 3I0I Juli Co 


1 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), h. 174. 
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"Barangsiapa yang menyakiti orang dzimmy maka sama saja dengan 
menyakitiku ; ... Ketahuilah barangsiapa yang menzalimi orang mu'ahid, atau 
mengurangi hak-haknya, atau membebani suatu yang tidak mampu 
dipikulnya, atau mengambil suatu tanpa kerelaan hatinya (menjarah), maka 
saya (Nabi)lah yang akan menghadapinya nanti da hari kiamat ... (HR. Abu 
Dawud dan al-Baihaqi) 


2. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan di atas secara khusus pemerintah 
harus melakukan pemberdayaan dan perlindungan hak-hak rakyat yang 
lemah (baik fisik, sosial, ekonomi, politik dan budaya) dari eksploitasi 
dan agresi kelompok kuat. Negara /Pemerintah manapun yang tidak 
menunjukkan komitmen pada keadilan dan perlindungan rakyat 
lemah, dalam pandangan Islam adalah batal, tidak legitimate. 

Allah berfirman : 


O (Jlp 


" Tahukah engkau siapakah (orang/negara) yang mendustakan agama? Yaitu 
yang tidak peduli terhadap anak yatim dan tidak secara sungguh-sungguh 
memecahkan persoalan makan (dan kebutuhan pokok hidup lainnya: sandang, 
papan, kesehatan, pendidikan) bagi orang-orang miskin." (QS. al-Ma'un: 1-3) 
Rasulullah bersabda: 


oVj 3) dicaSj ij»\ ih\ ijujS Si 


" Allah tidak menyucikan suatu kaum yang pihak lemahnya tidak bisa 
memperoleh hak dari pihak kuatnya, dalam kondisi pihak yang lemah itu 
tidak membuat resah pihak yang kuat." (HR. al-Thabrani) 

Peranan pelindung bagi yang lemah terhadap pihak yang kuat ini, 
ditegaskan secara jelas oleh khalifah Rasul pertama. Abu Bakar Ra. 
dalam pidato pelantikannya sebagai berikut: 



* b rn £ ^ o * S Z ** o > •. -J c £ 


“Dan rakyat lemah di sisiku adalah pihak yang kuat, sehingga aku mengambilkan 
haknya untuknya, dan rakyat yang kuat di sisiku adalah pihak yang lemah, 
sehingga aku mengamini hak (orang lain) darinya." 2 


2 tt>n al-Atsir, d-Kamil fi al-Tarikh, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Dmiyah, 1987), Jilid II, h. 194-195. 
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3. Bahwa dalam rangka tegaknya amanat di atas (kemashlahatan umum dan 
pemberdayaan kelompok lemah). Allah memberikan kewenangan kepada 
pemerintah untuk, atas nama Allah, memungut uang dari mereka yang 
mampu sebagai sumber utama keuangan negara. (Dalam istilah syariat, 
pajak atas warga negara muslim disebut "zakat" dan bagi warga negara 
non muslim disebut "jizyah"). 

Allah Swt. berfirman: 


11 jjk 4l)l £)l lyJLnj JLll 


"Tidak tahukah mereka bahwa yang berhak menerima tobat manusia hanyalah 
Allah (bukan para pendeta), demikian pula yang berhak memungut sedekahnya 
(bukan raja/penguasa) (QS. al-Taubah :104) 

Karena Allah tidak memungut pajaknya sendiri, maka pemerintahlah 
yang diberi wewenang untuk itu; sekali lagi atas mandat dari Allah, 
bukan karena kewenangan yang melekat pada dirinya: 



Ambillah dari harta mereka yang mampu sedekah zakat untuk mensucikan 
mereka dan mengembangkan kehidupan mereka... (QS. al-Taubah: 103) 


^ 'Z} 'Z j 'Z 

lir*- ijjjl v^biull 'Zj 

£ J* 
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"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 
kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan 
oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar 
(agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, 
sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 
Keadaan tunduk." (QS. al-Taubah: 29) 


Sayyidina Ali berkata: 


UsUjJ' jJLjUo 3 \si\yk (Jipi oj&J tjl\ ijijj u !»3 


"Dengan bersedia membayar pajak/jizyah, maka orang non muslim 
memiliki hak yang sama atas harta mereka maupun jiwa mereka seperti 
yang dimiliki oleh orang-orang atau warga negara muslim." 

Tujuan sosial dari perintah di atas dan semua kebijakan sosial ekonomi 
dalam Islam, seperti dikatakan oleh al-Qur'an, adalah untuk: 
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"Agar rezefci A//a/i tidak hanya berputar-putar di kalangan orang-orang 
kaya saja." (QS. al-Hasyr: 7) 

4. Dengan demikian dalam pandangan Islam, uang negara pada hakekatnya 
adalah uang Allah yang diamanatkan kepada pemerintah/ negara, bukan 
untuk penguasa melainkan untuk ditasarufkan bagi sebesar-besarnya 
kemaslahatan seluruh rakyat, tanpa diskriminasi apapun. Setiap rupiah 
dari uang pajak (juga setiap titik kekuasaan yang dibiayai dengan uang 
pajak) harus dipertanggungjawabkan kepada Allah (di akhirat nanti) dan 
dipertanggung jawabkan kepada rakyat (di dunia). 

Rasulullah Saw. bersabda: 


(dgUdit :%) u & ain 56 fjk 


"Berikanlah hak-hak penguasa, karena sesungguhnya Allah adalah Dzat 
yang meminta pertanggungjawaban dari setiap perkara yang Allah jadikan 
mereka penguasa (pada perkara itu)" (HR. Bukhari) 

Rasulullah Saw. bersabda: 


" 5J " Cti ® y > * 9*" £♦. • d 9 ^ ® • 4 x 
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"Tidak seorang manusia yang Allah jadikan penguasa rakyat kemudian ia 
mati pada hari kematiannya dalam keadaan mencurangi rakyatnya, kecuali 
Allah haramkan baginya surga." (HR. Muslim) 

Perkataan Sayyidina Umar bin Khaththab Ra.: 


> > o-'»-*, 
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"Sesungguhnya aku menempatkan diriku dari harta Allah pada kedudukan 
wali anak yatim. Jika aku memerlukan maka aku ambil sebagiannya, dan jika 
aku tidak memerlukannya, maka aku menjaga diri (tidak mengambilnya)." 3 

5. Dalam pandangan Islam, uang negara yang sebagian besar dari pajak 
sebagai uang Allah, haruslah ditasharufkan sejujur-jujurnya sesuai 
dengan petunjuk Allah, yakni bagi kemaslahatan segenap rakyat, 
dengan memprioritaskan kaum fakir miskin, apapun agama, warna 
kulit maupun sukunya. 

Firman Allah Swt.: 


3 Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirufc Dar al~Kutub al-Ilmiyah), h. 121. 
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", Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allafyang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. " (QS. al-Taubah: 60) 
Rasulullah Saw. bersabda kepada Mu'adz bin Jabal selaku gubernur 
Yaman: 


• !X --2- • «'.*• f • i I i 5S-- . ‘I' -i , s? 


"Beritahukan kepada rakyat , bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) pada 
mereka yang diambil dari mereka yang mampu dan diberikan kepada mereka 
yang tidak mampu (fuqara' sebagai prioritas)" (HR. Muslim). 

Tentang hak warga negara non-muslim untuk menerima keuntungan 
dari pajak (zakat) umat Islam yang dikelola negara, mengacu pada 
firman Allah Swt.: 


O* (ji J a (^jb 3 ^ cb ^ 


JuL 

"Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap 
orang-orang (non-muslim) yang tidak memerangi kalian karena agama dan 
tidak mengusir kalian dari negeri kalian; sungguh Allah menyukai orang- 
orang yang berbuat adil." (QS. al-Mumtahinah: 8) 

6. Berdasarkan prinsip di atas, warga negara muslim khususnya dan 
warga negara umumnya baik yang duduk di Pemerintahan maupun di 
Parlemen (DPR/DPRD) secara moral-keagamaan wajib mengacukan 
penggunaan (pentasharufan) uang negara dalam APBN/ APBD bagi 
kepentingan ashnaf delapan di atas dengan definisi dari cakupan yang 
disesuaikan (dikontekstualkan) dengan kondisi dan situasai masyarakat 
yang terus berkembang. 

7. Merupakan kewajiban seluruh rakyat, langsung maupun melalui wakil- 
wakilnya, khusunya para ulama untuk melakukan kontrol sosial (amar 
ma'ruf dan nahi munkar) secara terus-menerus di semua tingkatan 
dari desa sampai pusat agar tidak satu rupiahpun dari uang negara 
sebagai milik Allah (dan kekuasaan yang dibiayai dengan uang itu) 
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diselewengkan untuk kepentingan pribadi penguasa atau disalah- 
gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan melawan tuntutan 
kemaslahatan dan keadilan bersama. 


Allah Swt. berfirman : 

d-U’S J J* o- Cfttf 

ljiL£= L* „ 


"Telah dikutuk orang-orang kafir dari bani Israil melalui lisan Dazuud dan 
Isa putra Maryam, disebabkan mereka selalu durhaka dan melampaui batas: 
Mereka satu sama lain tidak mau saling mengoreksi dan mengkritik kemungkaran 
yang mereka perbuat, sungguh sangat buruk yang mereka lakukan." (QS. 
Al-Ma'idah: 78-79) 


Rasulullah Saw. bersabda: 

A.JJL i p jls ajULLi p jli «Xj » 


- • i 


J' 


(filij (JjUJl iljj) eiJSj 


"Barangsiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan 
tangan; jika tidak mampu dengan lisan; jika tidak juga mampu; dengan hati. 
Posisi terakhir itulah selemah-lemah iman." (HR. Bukhari dan Muslim) 


Dalam kitab Adab al-Dunya wa al-Din, al-Mawardi menyampaikan 
sabda Rasulullah Saw.: 


UjU JLi % i pj \Wjif p^AJ&jj pi\ -d 6J- 'di\ oj* jlj; N 

,1^ p IZ p£Z gj S IjSiS tSli UjUi-f jUj 

j Sbj jjSjkJlj aSIaIU ij— . pj ky»UL» 


"Umat ini senantiasa dalam kebaikan di bawah kekuasaan Allah dan 
perlindunganNya selama para ulamanya tidak mendebat penguasanya, yang 
saleh tidak menganggap baik yang keji, dan yang baik tidak mendebat yang 
jahat. Jika mereka telah melakukannya, maka Allah akan menarik kekuasaannya, 
kemudian Allah kuasakan atas mereka penguasa yang angkara murka, lalu ia 
akan menimpakan siksa yang buruk pada mereka, dan akan membuat mereka 
kelaparan dan kefakiran serta memenuhi hati mereka dengan rasa ketakutan". 4 [] 


4 Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al-Din, (Dar Maktabah al- 
Hayah, t.th), h. 83. 
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TENTANG 

MASAIL AL-MAUDHUTYYAH AL-SIYASIYYAH 


14. Hutang Negara 

15. Hukuman Bagi Koruptor 

16. Money Politik dan Hibah kepada Pejabat 

17. Melawan Kedzaliman dengan Pengorbanan Jiwa 
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4. KH. Malik Madani (Anggota) 

5. KH. Mas Subadar (Anggota) 

6. KH. Ahmad Dairani (Anggota) 

7. KH. Ahmad Farihi (Anggota) 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 819 



KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
TAHUN 1423 H/2002 M 
Nomor: 001/Munas/2002 
Tentang 

MASAIL AL-MAUDHU'IYYAH AL-SIYASIYYAH 

: - V 

Mengingat ; a. KeputusmMuktamar 30 NU tahun 1999 di Lirboyo Kediri; 

b. Surat Keputusan PBNU No. 274/A.H03d/7/2002 tanggal 1 
Dzulhijjah 1424/13 Pebruari 2002 tentang’ Pembentukan 
Panitia Munas dan Konbes; 

b. Tatakerja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 1985. 

Memperhatikan: * a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan 
Konferensi Besar, tanggal 14 Rabiul Akhir 1423 H / 25 Juli 2002; 

b. Laporan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada 
pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi 
Besar, tanggal 14 Rabiul Akhir 1423 H/ 25 Juli 2002; 

c. Pandangan Umum para peserta Munas tanggal 15 
Rabiul Akhir 1423 H/ 26 Juli 2002; 

c. Permusyawaratan yang berlangsung pada Komisi Masail 
al-Maudhu'iyyah al-Siyasiyyah; 

d. Sidang pleno pengesahan komisi-komisi hasil Munas 
Alim Ulama tanggal 17 Rabiul Akhir 1423/28 Juli 2002; 

MEMUTUSKAN: 

Pertama : Mengesahkan hasil Sidang Komisi Masail Waqi'iyyah Siyasiyah, 

pada Musyawarah Nasfcnal AEm Ulama tanggal 17 Rabiul Akhir 
/ 1423 H/28 Juli 2002, seperti terlampir dalam keputusan ini; 

Kedua : ^ Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 

serta perang-katnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan 
keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung 
jawab, serta disampaikan kepeda pihak-pihak yang terkait 
sesuai dengan amanat Munas; 

Jakarta: 17 Rabiul Akhir 1423 H 
28 Juli 2003 M 

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
PIMPINAN SIDANG PLENO XXVIII 

ttd ttd 

KH M, Irfan Zidnv, MA Drs. KH. A. Ghozalie Masroerie 
Ketua Sekretaris 
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14. Hutang Negara 

A. Deskripsi Masalah 

Sampai saat ini Negara kita masih belum bisa keluar dari krisis 
ekonomi. Untuk menutupi anggaran, terpaksa negara terus meminjam 
ke sana ke mari, sehingga sampai kini hutang negara telah mencapai 
angka 2.100 milyar US $. Artinya, jika hutang negara dibagi rata di 
antara penduduk, maka setiap kepala termasuk bayi yang baru lahir, 
harus menanggung beban hutang masing-masing sekitar 6-7 juta 
rupiah. Sementara kita tahu bahwa tidak sedikit di antara uang 
hutang tersebut dikorup oleh para pejabat. 

Aturan main soal hutang piutang termaktub dalam al-Qur'an 
surat al-Baqarah ayat 282, hal ini sebagai indikator betapa seriusnya 
urusan hutang piutang tersebut, bukan sepanjang hidup di dunia 
saja, tapi sampai akherat kelak. 

Sebagai bahan bahasan, panitia Munas dan Konbes menyelenggarakan 
seminar tentang masalah tersebut. 

B. Pertimbangan Hukum 

a. Pemerintah sebagai pelaksana wewenang negara adalah wakil kita, 
atau memegang mandat untuk mengurus keperluan rakyat dan 
melindungi hak-haknya. Kemaslahatan rakyat adalah acuan utama 
seluruh kebijakan dan kerja negara-pemerintah, sesuai kaidah fiqh 
"Tasarruf al-imam 'ala raiyyah manuth bi al-mashlahah". 

b. Berkaitan dengan beban hutang, Nabi Muhammad Saw., diriwayatkan, 
tidak berkenan menshalatkan jenazah yang masih mempunyai 
hutang (HR Bukhari). Pahala ahli kubur akan ditangguhkan sampai 
hutangnya dilunasi. (HR. Turmudzi). Pada hari kiamat nanti 
hutang itu sudah dibayar dengan pahala kebaikan, jika pahalanya 
sudah habis sementara penagih masih antri, maka dosa piutang 
akan dipikul kepada yang mempunyai hutang (HR. Bukhari). 

c. Allah Swt. akan membebaskan semua dosa orang yang mati syahid, 
kecuali masalah hutang (HR Muslim, Riyadhush Shalihin, Kitab Jihad) 

C. Pertanyaan 

a. Benarkah hutang negara sebagai hutang pribadi warga? 

b. Siapakah yang bertanggungjawab untuk membayarnya? 

c. Apabila seseorang meninggal dunia sementara hutang negara 
belum dibayar, apakah berhak dishalati? 
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D. Jawaban 

a. Yang bertanggungjawab membayar adalah negara, dengan 
rincian sebagai berikut: 

1) Terhadap hutang negara yang dipakai untuk kemashlahatan 
rakyat banyak, maka negara membayarnya dengan dana kas 
negara. 

2) Terhadap hutang negara yang dikorup oleh para pejabat dan 
kroninya, maka negara membayarnya dengan dana yang ditarik 
kembali dari orang-orang yang mengkorupnya. 


E. Dasar Pengambilan Hukum 


1. Al-Fatazva 1 


j)3 ‘fft Slj ^ i!f 

v jfb fjj ^ j! J°'P> gij ^ ^ 

jiiill* .Alt (jklb OJO JI*i OlC- ily UVj pi 

n ^ ^ ^ jf oudu Sj ^ \si f ;^i 

Ajli-lo- JjJJu jjl .^IL» j\ 4C-U? 'J j { JoyJu 

4 & p» N i!f p A^U-j Ai^u; uSi]\ uf j^dli ^ id u 


Adapun hutang mayit, maka jika ia memiliki udzur dalam menunda 
pelunasan hutangnya sampai meninggal dunia, maka tidak ada 
perbedaan pendapat di kalangan ulama muslimin bahwa tidak maksiat 
dan tidak menanggung dosa. Jika ia bermaksiat dalam menunda 
pelunasan hutangnya, maka ia berdosa dengan sebab penundaan 
tersebut. Jika ia berhutang untuk perbuatan maksiat, maka ia berdosa 
dengan dua maksiat, dan jika ia berhutang untuk sesuatu yang wajib 
atau mubah, dan ia tidak teledor dalam menunda (pembayaran) maka 
ia tidak berdosa. Adapun sabda Nabi Saw.: " Diri seorang mukmin 
tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi." Pengertian tergantung di 
itu dua macam. Pertama, tergantung dengan hukuman dan siksaan. 


1 Izzuddin bin Abdissalam, al-Fatawa, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), h.104. 
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Yang demikian ini tidak berlaku pada seorang muslim pun, ketika ia 
tidak berdosa dengan hutang dan menunda pelunasannya. Yang seperti 
ini mustahil terjadi pada pribadi Nabi Saw., karena beliau tidak berhutang 
kecuali untuk ketaatan atau sesuatu yang mubah. Kedua, dirinya 
tergantung dengan hutang tersebut. Dalam arti pahala-pahala amal 
kebaikannya diambil untuk mengganti hutang-hutangnya dalam hal- 
hal yang mubah, sebagaimana ketika di dunia ia menjual rumah dan 
budaknya (untuk melunasi hutang), dan dia tidak berdosa. 

Jawaban 

b. Jika yang dimaksud adalah warga negara biasa, ia tetap dishalati, 
tetapi jika yang dimaksud adalah pejabat negara yang mengkorup 
uang negara, para ulama -sebagai pewaris Nabi / zvaratsah al-anbiya- 
hendaknya meneladani Rasulullah Saw untuk tidak menshalati. 


Dasar Pengambilan Hukum 

1. Badzl al-Majhudfi Hall Abi Dazvud 2 

j alli J 1 J$) gUUll ( U&-) 
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<llc- iJLig 0 ' J-UJ' j? pti ilsVl S/ j' jp 

J) (JU (Sj4j j0>- 
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2 Ahmad al-Saharanfuri al-Hindi, Badzl al-Maflmd fi Hall Abi Daumd, (Beirufc Dar a-Kutub 
aMmiyah, t. th.) Jilid VI, Juz 12, h. 284-285. 
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(Musaddad telah menceritakan kepada kami dari Yahya) bin Said 
al-Qaththan (dan Bisyr bin al-Mufadhdhal, keduanya telah bercerita 
pada mereka), yaitu Musaddad atau orang-orang yang bersamanya 
dalam majlis penyampaian hadits, (dari Yahya bin Sa'id al-Anshari, 
dari Muhammad bin Yahya bin Hibbban dari Abu Amrah dari Zaid 
bin Khalid al-Juhani, sungguh seorang sahabat Nabi Saw.), saya belum 
meniliti namanya, akan tetapi dalam riwayat al-Imam Ahmad disebutkan: 
"Salah seorang pemberani dari sahabat Nabi Saw." (mati pada hari 
Khaibar), maksudnya dalam perang Khaibar. (lalu para sahabat 
menyampaikan hal itu), maksudnya berita kematian dan mengenai 
urusan menyolatinya (pada Rasulullah Saw., lalu beliau Saw. menjawab: 
"Shalatilah teman kalian.” Maka berubahlah roman muka para sahabat) 
karena penolakan beliau Saw., (Lalu beliau) Rasulullah Saw. (menjelaskan: 
" Sesungguhnya teman kalian ini telah berbuat curang dalam perjuangan di 
jalan Allah) yakni terkait dengan harta yang diperoleh dari peperangan, 
karenanya aku tidak mau menyolatinya." Atas dasar ini para fuqaha 
menyatakan: "Jika seorang pendosa besar yang tetap dalam perbuatan 
dosanya mati, maka para ulama atau tokoh yang menjadi panutan 
boleh tidak menyolatinya, namun ia perintahkan orang lain menyolatinya. 
(Maka kami pun memeriksa barang bawaannya, lalu kami temukan 
suatu kharaz dari orang Yahudi yang nilainya tidak lebih dari dua dirham). 
Dalam kitab al-Qamus al-Fairuz Abadi berkata: "Dan kharazah dengan 
huruf r a' yang berharakat, bermakna intan dan yang telah terangkai. 
Zaid bin Khalid al-Juhani menisbatkan kharaz itu kepada kaum Yahudi 
karena diambil dari mereka dan tidak dimiliki orang Madinah. Maka 
dengan hal itu diketahui bahwa barang tersebut berasal dari ghulul 
(kecurangan/korupsi). 

2. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim 3 


jp o Sl ji\ oij 


Dan sungguh orang-orang terkemuka tidak boleh menyolati 
jenazah orang-orang/as/^, sebagai peringatan bagi yang lainnya. 


Jawaban 

c. Mengingat beban negara yang sudah demikian beratnya dan 
kenyataan bahwa hutang negara banyak yang dikorup oleh para 


3 Al-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 
H), Juz VII, h. 47. 
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pejabat dan kroninya, serta manfaatnya untuk rakyat pun tidak 
jelas, maka tidak dibenarkan menambah hutang baru. Kecuali jika 
benar-benar memaksanya ( dharurat ;), maka kebijakan itu boleh diambil, 
dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh syarat-syarat 
sebagai berikut: 

1) Hutang harus ditasharrufkan untuk membiayai program/ 
proyek yang benar-benar memenuhi hajat hidup rakyat banyak, 
khususnya yang lemah. 

2) Harus ada jaminan kontrol yang benar-benar keras untuk 
menghindari terjadinya penyelewengan. 

3) Harus dilakukan dengan pesetujuan rakyat, melalui lembaga 
yang benar-benar mewakilinya. 

4) Tidak boleh diikuti oleh oleh persyaratan-persyaratan yang 
dapat merugikan atau mengurangi kedaulatan negara. 


Dasar Pengambilan Hukum 

1. Al-Asybah wa al-Nazha'ir 4 
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Kebijakan kepala pemerintahan bagi rakyat harus berdasarkan 
kemaslahahatan. 


15. Hukuman Bagi Koruptor 

A. Deskripsi Masalah 

Korupsi atau jelasnya pencurian uang negara dan rakyat di 
negara kita Indonesia baik yang dilakukan secara terang-terangan 
atau terselubung sejak Republik ini berdiri tetap saja berlangsung. 
Bahkan nilainya semakin menggelembung, berlipat ganda. Akibatnya 
sangat merugikan bangsa dan negara. Rakyat jadi miskin, negara 
hampir bangkrut. Kekayaan dan aset negara terkuras dan tergadaikan. 
Dari data hasil survei lembaga Internasional PERC, Indonesia adalah 
negara terkorup di Asia dan menempati nomor satu. Padahal, 
Indonesia berpenduduk mayoritas Islam. 

B. Pertanyaan 

a. Bagaimana definisi atau konsep syariah mengenai korupsi? 


4 Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir , (Mesir: Maktabah al-Tujjariyah, 
t th.), h. 107. Lihat pula, Zainuddin Najiirw al-Asybah wa d - Nazha'ir, (Makkah: Maktabah 
Nizar Musthafa, 1997), Jilid I, h. 163. 
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b. Apakah dengan dikembalikannya uang hasil korupsi tersebut, 
seseorang akan terbebas dari tuntutan hukum; baik hukum negara 
maupun hukum syariat Islam? 

c. Untuk mencegah berlangsungnya korupsi, jenis hukuman apa 
yang setimpal bagi koruptor tersebut, sehingga mereka jera dan 
bagi yang berniat akan korupsi juga merasa takut akan akibatnya 
baik dari dirinya, maupun keluarganya? 

C. Jawaban 

a. Dalam pandangan syariat, korupsi merupakan pengkhianatan berat 
( ghulul ) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan 
dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian 
(sariqah), dan perampokan ( mhb ). 


D. Dasar Pengambilan Hukum 

1. Is'ad al-Rafiq Syarh Matn Sulam al-Taufiq 5 
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(Dan) di antara dosa besar adalah ( sariqah -pencurian-), dengan 
dibaca fathah huruf sin dan kasrah huruf ra'nya. Yaitu mengambil 
harta -yang bukan miliknya) secara sembunyi-sembunyi. Menurut 
kesepakatan para ulama perbuatan pencurian termasuk dosa besar. 
Dalam al-Zawajir Ibn Hajar al-Haitami menyatakan: "Itu merupakan 
pernyataan yang sangat jelas dari beberapa hadits, semisal hadits: 


5 Abdullah bin Husain Ba'alawi, Is'ad al-Rafiq Syarh Matn Sullam al-Taufiq, (Singapura: 
al-Haramaian, t. th.), Juz II, h. 97. 
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"Seorang pezina tidak melakukan perzinahan dalam kondisi ia beriman dan 
seorang pencuri tidak melakukan pencurian dalam kondisi ia beriman." 
Dalam riwayat lain dengan redaksi: "Jika ia melakukan hal tersebut 
maka ia telah menanggalkan hukum Islam dari dirinya. Jika ia bertobat 
maka Allah menerima tobatnya." Dan hadits: "Allah melaknat seorang 
pencuri yang mencuri sebiji telur sehingga menyebabkan tangannya 
dipotong, dan yang mencuri seutas tali sehingga tangannya dipotong ." Al- 
A'masy menjelaskan: "Para sahabat Nabi menilai harga telur (helm 
baja untuk perang) dan tali (kapal) sampai tiga dirham. Dan beberapa 
hadits lain yang cukup banyak. Ibn Hajar menjelaskan: "Yang jelas 
sungguh tidak ada perbedaan dalam hal pencurian itu merupakan 
dosar besar, antara pencurian yang mengakibatkan hukuman potong 
tangan dan yang tidak, jika yang diambil memang tidak halal 
baginya. Semisal ia mengambil tikar masjid, maka hukumnya haram, 
akan tetapi tidak mengakibatkan hukuman potong tangan, karena ia 
memiliki bagian hak dalam tikar masjid itu. Kemudian saya melihat 
al-Imam al-Harawi secara jelas menyatakan hal tersebut." 

2. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an 6 
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Para ulama berkata: "Perbuatan khianat (korupsi) merupakan 
bagian dari dosa besar berdasarkan ayat ini. 7 Dan hadits yang telah 


6 Muhammad bin Abi Bakar al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Beirut Dar al- 
Kutub al-Bmiyyah, t.th.), Jilid III, h. 166 . 

7 Maksudnya Surah Ali 'Imran ayat 151, yaitu; 

0*5 

" Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat 
ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu." (Pen.) 
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kami sebutkan dari riwayat Abu Hurairah Ra.; "Sungguh ia akan 
memikul hutangnya di lehernya." Rasulullah Saw. Sungguh telah 
bersabda tentang Mid'am (seorang budak): "Aku bersumpah demi Dzat 
yang jiwaku ada dalam kekuasanNya. Sungguh selendang selimut yang ia 
ambil di hari peperangan Khaibar yang merupakan harta pampasan perang 
yang diambil oleh pegawai pembagian harta, akan menyalakan api neraka 
baginya." Setelah mendengar penjelasan itu lalu ada yang datang 
kepada Raisulullah Saw. menyerahkan satu atau dua utas tali sandal, 
lalu beliau Saw. bersabda: " Seutas tali dan dua utas tali sandal dari itu 
dari api neraka." Hadits itu diriwayatkan Imam Malik dalam kitab al- 
Muwaththa'. Maka sumpah Nabi Saw. dengan kaliamat: "Demi Dzat 
yang jiwaku ada alam kekuasanNya." dan penolakannya menyolati orang 
yang telah melakukan pengkhianatan (korupsi) merupakan dalil atas 
parahnya perbuatan tersebut, begitu besar dosanya, ia termasuk dosa 
besar yang terkait dengan hak-hak orang lain dan di dalamnya harus 
diberlakukan qishash terkait amal kebajikan dan amal jeleknya. 


Jawaban 

b. Pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman. 
Karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara 
pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat 
(hak adami). 

c. Hukuman yang layak baginya adalah potong tangan sampai 
dengan hukuman mati. 


Dasar Pengambilan Hukum 

1. Futuhat al-Wahhab bi Taudih Syarh Manhaj al-ThullabP 
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J4^_ j} 


Imam Malik berkata: 'Jika pelaku tindak pencurian merupakan orang 
kaya, maka ia menanggung pengembaliannya, dan jika ia bukan orang 
kaya, maka tidak harus. Dan Hukuman potong tangan tetap berlaku 
pada semua kondisi. Bila ia mengembalikan harta curian ke tempat 
penyimpanan (semula), maka tidak menggugurkan hukuman potong 
tangan dan tanggungjawab mengembalikannya. 


8 Muhammad bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudih Syarh Manhaj al-Thidlab, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Juz V, h. 151. 
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2.Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh 9 



Dan kesimpulannya adalah sungguh boleh menghukum mati sebagai 
kebijakan bagi orang-orang yang sering melakukan tindakan kriminal, 
pecandu minuman keras, para penganjur tindak kejahatan, dan pelaku 
tindakan subversif yang mengancam keamanan negara dan semisalnya. 

3. Referensi Lain 

a) Bughyah al-Mustarsyidin, Bab al-Shiyal. 

b) Al-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil, Kitab al-Sariqah, karya 
Muhammad bin Yusuf al-'Abdari al-Mawaq, Beirut: Dar al- 
Fikr, Juz VI, h. 37. 

c) Al-Fatawa, karya 'Izzuddin bin Abdissalam. 

d) Syarh Fath al-Qadir, Juz V, h. 364. 

e) Al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilafmin Madzhab Ahmad, 
Juz XI, h. 279. 

f) Tharh al-Tatsrib fi Syarh al-Taqrib, Juz VII, h. 264. 

g) Hasyiyah al-Jamal 'ala al-Manhaj, Juz V, h. 364. 

16 . Money Politik dan Hibah Kepada Pejabat 

A. Deskripsi Masalah 

Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara 
(KPKPN) yang telah diumumkan kepada publik banyak pejabat negara 
kita di semua lembaga negara maupun perusahaan pemerintah (BUMN), 
yang asal kekayaannya berasal dari "hibah" untuk menghindari kesan 
bahwa hasil kekayaan tersebut didapat dengan cara melanggar hukum. 

Sementara itu, kita juga melihat semakin maraknya praktek apa yang 
disebut money politics (politik uang), yakni sebuah hibah atau pemberian 
(berupa uang atau materi lainnya) yang dilakukan oleh seseorang kepada 
pihak lain dalam rangka meraih jabatan atau tender proyek tertentu. 

B. Pertanyaan 

a. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap tindakan money 
politics ? 


9 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), Juz 
VII, h. 518. 
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b. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap status hibah pejabat 
tertentu? 

C. Jawaban 

a. Money politics sebagai pemberian (berupa uang atau denda lainnya) 
untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan 
yang adil dan obyektif. Dalam pandangan syariat Islam hal itu 
merupakan suap (risywah) yang dilaknat oleh Allah Swt. baik yang 
memberi ( rasyi ) ataupun yang menerima (murtasyi), maupun yang 
menjadi perantara ( raisy ). 


D. Dasar Pengambilan Hukum 

1. Fatawa al-Subki 10 
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Dan kesimpulan dari pendapat para ulama tentang harta yang 
diberikan para penguasa kepada para tokoh masyarakat, pejabat, hakim, 
penguasa pemerintahan, dan orang-orang yang mengemban 
tanggungjawab urusan kaum muslimin, bisa merupakan suap atau 
hadiah. Adapun suap hukumnya haram secara ijma' baik bagi yang 
menerima maupun yang memberi. Baik diambil untuk diri sendiri atau 
sebagai wakil orang lain. Demikian juga ketentuan pada yang memberi 
suap. 

Pemberian tersebut wajib dikembalikan pada pemiliknya dan 
tidak boleh dimasukkan ke dalam bait al-mal, kecuali pemiliknya 


10 Ali bin Abdul Kafi al-Subki, Fatawa al~Subki , (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.), Juz I, h. 204. 
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tidak diketahui sehingga menjadi seperti status al-mal al-dhai' 11 . 
Menurut ihtitml (kemungkinan) sebagian fuqaha mutaakhkhirin, harta 
tersebut diserahkan ke bait al-mal. Maksud suap yang kami sebutkan 
di atas adalah segala sesuatu yang diberikan dalam rangka menolak 
kebenaran atau menghasilkan kebatilan. Jika harta itu diberikan 
sebagai perantara untuk mendapatkan putusan hukum suatu hak, 
maka hukum haram berlaku bagi penerimanya dalam kasus begitu. 
Adapun orang yang tidak memberikan suap, maka jika ia tidak 
dapat memperoleh haknya kecuali dengan jalan memberikan suap, 
maka diperbolehkan menyuap. Namun jika ia mampu mendapatkan 
haknya tanpa memberi suap, maka tidak diperbolehkan. Demikian 
juga status hukum pemberian yang didasarkan pada kekuasaan atau 
jabatan, maka secara mutlak haram bagi penerimanya. 

2. Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar 12 


■Ajjj U «J lij 


Dan dalam kitab al-Mishbah, kata risywah (suap) -dengan dibaca 
kasrah huruf ra'nya- bermakna harta yang diberikan oleh seseorang 
kepada hakim atau selainnya supaya memberikan keputusan yang 
menguntungkannya, atau mendorongnya agar memutuskan hukum 
yang sesuai dengan keinginannya. 


Jawaban 

b. (1) Hibah yang diterima oleh pejabat, status hukumnya adalah, 
karena di samping terkait dengan sumpah jabatan yang diucapkannya 
juga dapat mengandung makna suap (risi/wah) maupun bisa bermakna 
korupsi (ghulul). 

(2) Dalam hal hibah atau hadiah yang diberikan oleh orang yang 
sebelumnya sudah biasa memberi dan jumlahnya pun tidak lebih 
besar dari biasanya, maka hukumnya mubah (boleh). 


11 Yaitu harta tersebut dipasrahkan ke bait al-mal agar dijaga bila masih diharapkan 
pemiliknya diketahui, dan dibelanjakan sesuai pos pembelanjaan bait al-mal bila 
sudah tidak diharapkan lagi diketahui pemiliknya. Demikian bila pegawai bait al- 
mal bisa dipercaya. Bila tidak, maka diserahkan kepada orang yang terpercaya agar 
dibelanjakan pada pos pembelanjaan harta bait al-mal bila si penemu harta tersebut 
tidak mengetahui pos pembelanjaan bait al-mal Bila mengetahuinya maka ia 
belanjakan sendiri. (Pen.). Lihat, Hasyiyah al-Syirwani pada Hawasycd Tuhfah al-Muhtaj bi 
Syarh alMinhaj, (Mesir. al-Tijariyah al-Kubra, t th. ). Juz VI, h. 333. 

12 Ali bin Abdul Kafi al-Subki, Fatawa al-Subki, (Beirut Dar al-Fikr, 1979), Juz V, K 362. 
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Dasar Pengambilan Hukum 

1. Fatawa al-Subki 13 
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Adapun hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk 
menumbuhkan rasa cinta dan simpati, maka jika hadiah diberikan 
oleh orang yang tidak biasa memberi pada seseorang sebelum ia 
memangku suatu jabatan, maka hukumnya haram, namun jika dari 
orang yang sudah terbiasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia 
mendapatkan jabatan, maka jika ia memberi lebih (dari biasanya), 
maka statusnya sama dengan jika si pemberi tidak terbiasa memberi 
hadiah kepadanya. Namun jika tidak lebih dari ukuran yang biasa 
diberikan, maka jika ia memiliki lawan sengketa, hukumnya tidak 
boleh, dan jika ia tidak memiliki lawan sengketa (pada suatu kasus), 
maka ia boleh mengambil sebatas ukuran yang biasa diterimanya 
sebelum menjabat, namun lebih utama tidak mengambilnya. Hukum 
larangan kepada seorang hakim untuk mengambil hadiah lebih kuat 
dari pada pejabat lain. Karena hakim adalah wakil dari syara', maka 
sudah seharusnya bila ia berjalan sesuai dengan hukum syara'. 

2. Al-Mughni 14 
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Bila seorang hakim menerima suap atau hadiah yang tidak boleh 
diterimanya, maka ia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. 
Sebab, ia mengambilnya tanpa jalan yang benar, seperti barang yang 
diperoleh dengan akad fasid (yang rusak). Dan dimungkinkan untuk 


13 Ali bin Abdul Kafi al-Subki, Fatawa al-Subki , (Beirut Dar al-Ma'rifah, t th.), Juz I, h. 205. 

14 Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.). Juz X, h. 118. 
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menyerahkannya ke bait al-mal, karena Nabi Saw. tidak memerintah 
Ibn Lutbiyah mengembalikan suap/hadiyah kepada pemiliknya. 

Jawaban 

c. Sedang status uang atau benda hibah/hadiah sebagaimana dimaksud 
dalam poin (a) di atas, diambil alih oleh negara untuk kemaslahatan 
rakyat. 


Dasar Pengambilan Hukum 

1. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an ls 
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Termasuk ghulul (khianat/ korupsi) adalah hadiah yang diterima 
oleh para pegawai, adapun hukumnya terkait aib yang akan dibuka 
kelak di akhirat, sama dengan status hukum orang yang melakukan 
ghulul. Abu Dawud dalam kitab Sunannya dan Muslim dalam kitab 
Shahihnya meriwayatkan hadits dari Abu Humaid al-Saa'idy bahwa 
Nabi Saw. memperkerjakan seorang lelaki dari suku al-Azdi yang 
disebut dengan Ibn Lutbiyah, untuk mengurus zakat. Kemudian ia 


15 Muhammad bin Abi Bakar al-Ourihubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Beirut Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah, t.th.),Juz UI, h. 168. 
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datang dengan berkata: "Ini untuk kalian, sedang ini dihadiahkan 
orang kepada saya." Maka Rasulullah Saw. berdiri menuju mimbar 
seraya mengucapkan puja dan puji ke hadirat Allah, selanjutnya 
bersabda: "Bagaimana amil yang kami tugaskan, dia datang seraya 
berkata: Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan orang untuk saya." Coba ia 
duduk saja di rumah ibunya atau ayahnya, lalu melihat, apakah ada yang 
akan memberi hadiah kepadanya ataukah tidak? Tidak seorangpun di antara 
kalian yang datang dengan mengambil sebagian harta tersebut kecuali ia 
akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawanya, jika yang ia bawa 
berupa onta maka ia punya rugha' (suara onta), atau sapi maka ia punya 
khuwar (suara sapi), atau kambing maka punya tai'ar (suara kambing). 
Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sehingga kami melihat 
kedua dasar ketiaknya, sambil bersabda: "Ya Allah, bukankah telah aku 
sampaikan? Ya Allah , bukankah telah aku sampaikan (hukum yang benar)?" 

Abu Dawud meriwayatkan dari Buraidah, dari Nabi Saw. 
bersabda: "Barangsiapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan dan 
telah kami tentukan gaji untuknya, maka apapun yang ia ambil selebihnya 
adalah pengkhianatan." Ia juga meriwayatkan hadits dari Abu Mas'ud 
al-Anshari Ra., ia berkata: "Rasulullah Saw. pernah mengutusku 
untuk menarik zakat, lalu beliau bersabda: "Berangkatlah wahai Abu 
Mas'ud, dan jangan sampai nanti di hari kiamat aku bertemu kamu 
sedangkan seekor onta zakat yang mempunyai suara ada di punggungmu, 
yang telah kamu korupsi." Kata Abu Mas'ud: Kalau begitu saya tidak 
mau berangkat. Beliau Saw. menjawab: "Kalau begitu aku tidak memaksamu . " 

2. Idhah al-Ahkam li Ma Ya'khudz al-'Ummal wa al-Hukkam 16 
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16 Ibn Hajar al-Haitami, Idhah al-Ahkam li Ma Ya'khudz al-'Ummal wa al-Hukkam , h. 119. 
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Masruq berkata: "Jika seorang hakim memakan hadiah, maka ia 
telah memakan barang yang diperoleh secara haram, dan jika ia 
memakan harta suap, maka suap itu akan mengantarkannya ke batas 
kekufuran (dengan makna yang telah lewat). 17 Dan keberadaaan 
pemberian hadiah itu baru berlangsung setelah mendapat jabatan 
menunjukkan bahwa hadiah itu diberikan karena jabatan tersebut. 
Maka haram sebagaimana suap. Ia boleh menerima hadiah dari 
orang yang terbiasa memberinya sebelum ia menjabat, namun 
sunnah menghindar darinya. Jika ia merasa bahwa hadiah tersebut 
diberikan saat terdapat kasus (yang terkait dengan pemberi), maka 
hukumnya haram. Penyuapan dalam suatu hukum dan penyuapan 
pegawai (pemerintah) itu haram tanpa khilaf lAama. Allah Swt berfirman: 
"Mereka suka memakan harta yang berasal dari haram . " [QS. al-Maidah: 
46] Kata Ka'ab: "Suap dapat membuat orang bijak menyesal, dan 
membutakan mata hakim." Pelaku suap itu terlaknat, kecuali jika ia 
menyuap demi mencegah kezaliman dari dirinya, seperti pendapat 
sekelompok ulama salaf. Dan ketika haram menerima hadiah, maka 
wajib baginya mengembalikan pada pemiliknya. Namun mungkin 
menyerahkannya ke bait al-mal, sebab Nabi Saw. tidak memerintah 
Ibn Lutbiyah mengembalikan suap kepada pemiliknya. 


17. Melawan Kezaliman dengan Pengorbanan Jiwa 

A. Deskripsi Masalah 

Pada masa perang kemerdekaan ada salah seorang putra Indonesia 
terbaik telah berhasil menghancurkan tempat penyimpanan amunisi pihak 
musuh dengan sengaja meledakkannya dan ia pun ikut tewas bersama 
para petugas penjaga tempat amunisi tersebut Sekilas menurut pemikiran 
kita, bahwa tindakan demikian itu termasuk bunuh diri. Tetapi pandangan 
pemerintah tidak demikian. Ia dianggap salah satu pahlawan nasional 
dan diberi suatu penghargaan, ia adalah Mohammad Toha dari Bandung 
Selatan. Sekarang tindakan demikian itu lebih sering dilakukan orang 
terutama oleh para pejuang kemerdekaan Palestina menghadapi 
Agresi Israel ( la'natulldhi alaihim ajma'iin ) yang dikepal dengan sebutan 
bom bunuh diri. / 


B. Pertimbangan Hukum 

a. Telah kita maklumi bersama bahwa bom burjuh diri ( intihar ) itu 


17 Mungkin makna kufur ni'mat . (Pen.) 
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sebagai perbuatan yang diharamkan; karena motifnya adalah frustasi 
(putus asa) dalam menghadapi hidup. 

b. Menipu adalah perbuatan haram, kecuali di dalam perang. (HR. 
Muttafaq 'alaih) 

c. Motivasi yang mendorong seseorang melakukan bunuh diri adalah 
frustasi (putus asa) dalam menghadapi hidup ini. Sedangkan 
pengorbanan dalam rangka perjuangan melawan kezaliman 
adalah mati syahid (istisyhad). 

C. Pertanyaan 

a. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap tindakan pengorbanan 
jiwa. Apakah tindakan pengorbanan jiwa termasuk mati konyol 
atau termasuk mati syahid? 

b. Dalam modus operandi (peristiwa) apa saja tindakan pengorbanan 
jiwa diperbolehkan oleh Islam? 

D. Jawaban 

T: Bagaimana pandangan syari'at Islam terhadap tindakan 
pengorbanan jiwa, bahkan sampai mati untuk memperjuangkan 
hak-hak dasar ( al-dzaruriyah al-Khams) yang sah? Dan pengorbanan 
jiwa apa saja yang diperbolehkan oleh Islam? 18 

J: Bunuh diri dalam Islam adalah diharamkan oleh agama dan 
termasuk dosa besar, akan tetapi tindakan pengorbanan jiwa sampai 
mati dalam melawan kezaliman, maka dapat dibenarkan bahkan 
bisa merupakan syahadah, jika; 

1) Diniatkan benar-benar hanya untuk melindungi atau memperjuangkan 
hak-hak dasar ( al-dharuriyyat al-khams) yang sah, bukan untuk maksud 
mencelakakan diri (ahlak al-nafs). 

2) Diyakini tidak tersedia cara lain yang lebih efektif dan lebih ringan 
resikonya. 

3) Mengambil sasaran pihak-pihak yang diyakini menjadi otak dan 
pelaku kezaliman itu sendiri. 

E. Dasar Pengambilan Hukum 

1. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an 19 

18 Demikian tercatat dalam Hasil Keputusan Munas Alim Ulama NU di Pondok Gede 
Jakarta. Mungkin teks pertanyaan ini merupakan hasil perubahan dari teks pertanyaan 
sebelumnya, sebab beberapa pertimbangan tertentu. Seperti yang kadang terjadi dalam 
forum Bahtsul Masail. (Pen.) 

19 Muhammad bin Abi Bakar al~Qurthubi, cd-Jami' li Ahkam cd-Quran, (Beirut Dar al-Kutub 
aHlmiyyah, tth.). Juz III, h. 140-141. 


836 Ahkamul Fvqaha 




jysit jui ja v >' i jy 4 iuiiit <_&ii 

J4j« 0' J& S :GjUlfc j» >443 *5t £1 f_\% £ 

Aji ^fr=a~i pj (jli 4A*<a)\i- Aoj AU to^i A*£ (J S" lij p;^?* " jp k*-J 

ON &J1 C^U-J •Sl+lll ISI :JlSj j* dUli fjs 

A*«*Aj jAlJl Cf'-i (jA"^ a]_j 5 c£, 

[{•Y 4 JJl «Li?y> 

Afrl^ j! *Ju£ jp j! £U jp jy ' j*£ 0' di :$tx* £\ jv lj 

iif «6 jp cSlj 5 ' cDljli giej^'J o? 3 ^' 

jsJ} ji&L a!\ & jp ^5 jOp jj &£$ _*£} aJc. j£ ‘J> 

oi ^ ^4 !»H oj4^" jj cf^ # JIS ji j' ^ 

j£* Jij ij* .drfjt 5 i C»A^I j£ oj53 j£iii g|3 d oWlii 

^ J^iuj jlJ j^+e>\ lili 44jaJl j<>- <> { J^j <jUs> y* ^iUai 

g&J j£lt 6»^ .S : jlS .OUSis i!» :4 j^i l^oil 6^ #ft JrfJt jp j^i 

<J\i 4 Ai>-xib AjL 1>- ^L> cU vQp LU iU-*Ul L^U-iSj 

.odl gij :^3 Ijkii 4 ^ ii^Ll ^ J^Lb :6yA^' 

%J& £li 4 Ai\ JLU ^oJoS oi^y 

oi ctUli jjj ^ 3 j . jsS ^illd : iS JI3 

^ • JI3 ojJLfcj UI3 4 ^y^S ^ giL-jj jlUajNl Ax^ ^ A^l Uj-^) 

pl® j? (J>- j^l^® jLUajSli ja J >-j ^^ii A^i-I gj j' 4} l^ (^^ji 

O^lli LiUail IjJCi llLUut U jlaj tiilUi jii (iJJlS" JjS 
4j\j\ ^3 ^liJI ^3 .ijid j^ JUiil fa 4 4,\ji 4&\ 

.jllc-1 ililj tlLliw?! ^ ( jU li^33 

411^3 y >5 6 ^r^' Ur^ J^J jp V'3 J^3 j/ jJ : o-^' 0 ^ 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 837 



^=o (jli 3^ l)S" 'M «_glj (iJi Jo ^j C=a j j*J 

glT 0 i* iiali js~ Q A..g£j <j°'j£- ajN t»J35»Jo J 4 J 

<Ui jNj lojlj»- Jjgj ^Lj Aa^I^ JiL* 'j» ^J->- ^Jg. gg.l-—«-L] Aj »J lsA3 

Aj*iL^> jlJjCJj g>lij} oJuA23 ( 3 ^ o!j -oj»^' (j^*J < Jp AjlaJL» 

aJLaS diH* dy^lli *£>&>& 'S'j .%]£■ <j> 

gCj«jlU Aj ijil' ^jl» lSaJI i_A>ydJl pli-Ul jA^=J\ 0$£yj aIi' j'gc^i 

asT 5 * u> ji [nn\ fcjSH] ^1 g* g#i.i ain gi M 33 £ 

\ A-lJij j JU Ijj Ajill £Jui ,jjJI £JuJl 

Aj (ja «o' j^dui jjc. | « ^~ a > - 53^=4 6 ' && jpj 

<ju5 aaji J\j .na^dJ' oia^s Jpi j gir j^s <ja- ml» igij j aia gjM' j* 
j^\ j»)* ,3» diJi g' dijt^i u Jp 3^13 gc- Aii^ iJ> 33*^V j-*3 
M J*h\ S**\ : j\5 d m Cgb Cf- ufe g?' & ’&pr cigj A 3 ['V £U#I 

.aJlIa» jjl>- gUaJu* -CjE- g>- A «l^ 3 . 1 plif-ra" (gilasi' . j .«d- gj oJj 


Ulama berbeda pendapat tentang kenekatan seseorang di medan 
perang dan menyerang musuh sendirian. Al-Qasim bin Mukhaimarah, 
al-Qasim bin Muhammad dan Abdul Malik dari kalangan ulama kita 
(madzhab Malikiyah) berkata: "Tidak mengapa seseorang sendirian 
menghadapi pasukan musuh yang cukup banyak jika ia memiliki 
kekuatan dan niatnya ikhlas karena Allah semata. Jika ia tidak memiliki 
kekuatan maka termasuk bunuh diri. Dan suatu pendapat menyatakan: 
"(Meski ia tidak memiliki kemampuan) namun jika ia mencari 
kesyahidan dan niatnya ikhlas, maka silahkan melakukannya, karena 
yang diincar cuma salah satu dari musuh. Demikian itu ada dalam 
firman Allah Swt.: "Di antara manusia ada yang menjual jiwanya demi 
untuk mendapatkan keridhaan Allah." (QS. Al-Baqarah: 207)." 

Ibn Khuwaizin Mindad berkata: "Adapun jika seseorang berani 
menyerang musuh yang berjumlah seratus, sejumlah tentara musuh, 
sekelompok pencuri, penyerang dan pemberontak, maka untuk hal ini 
ada dua kondisi: Jika ia mengetahui dan menduga kuat dirinya akan 
menewaskan musuh yang diserangnya dan ia selamat, maka hal itu 
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bagus. Demikian pula jika ia mengetahui dan menduga kuat ia akan 
mati, namun akan bisa membuat mereka kalah, kacau atau menimbulkan 
akibat yang menguntungkan kaum muslimin, maka hukumnya juga 
boleh. Telah sampai kepadaku kisah pasukan kaum saat melawan 
pasukan Persia (Iran), kuda-kuda kaum muslimin lari ketakutan 
dikarenakan gajah. Maka salah seoarang anggota pasukan bertekat 
membuat patung gajah dari tanah liat sehingga kudanya menjadi tenang 
dan terbiasa melihat gajah. Maka ketika berperang kudanya tidak 
takut lagi pada gajah sehingga berani menghadapi pasukan gajah 
menyerangnya. Lalu ia diingatkan: "Sungguh hal itu akan membuatmu 
terbunuh." Lalu ia menjawab; 'Tidak mengapa saya terbunuh tapi kaum 
muslimin mendapat kemenangan." Begitu pula dalam perang Yamamah 
ketika Bani Hanifah bertahan di suatu kebun. Salah seorang pasukan 
muslimin berkata: "Letakkan aku dalam perisai, lalu lemparkan aku 
kepada mereka." Kemudian para pasukan lain melakukannya dan ia 
melawan musuh sendirian serta berhasil membuka pintu kebun tersebut." 

Saya (al-Qurthubi) berkata: 'Termasuk kasus serupa, diriwayatkan 
bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Saw.: "Bagaimana 
pendapat anda jika saya terbunuh dalam peperangan di jalan Allah 
dalam keadaan sabar dan mencari pahala?" Beliau menjawab: "Engkau 
mendapat surga." Lalu laki-laki itu menceburkan diri di tengah-tengah 
musuh sehingga terbunuh. Dalam riwayat Shahih Muslim dari Anas 
bin Malik, sungguh pada hari perang Uhud Rasulullah Saw. terpojok 
seorang diri, dalam pasukan tujuh orang dari Anshar dan dua orang 
dari Quraisy. Ketika musuh mendekatinya, beliau bersabda: " Siapa 
yang bisa mengenyahkan mereka dariku? Dan ia mendapat surga.", atau; " 
"Dia menjadi sahabatku di surga." Lalu salah seorang dari sahabat 
Anshar itu menyerang maju sampai terbunuh. Hal tersebut terus 
berlangsung sehingga ketujuh orang tersebut mati. Lalu beliau Saw. 
bersabda: " Kami belum memberi petunjuk teknik berperang kepada para 
sahabat kami." Begitu riwayatnya, kata liiiH dengan sukun huruf fa' 
dan kata dengan dibaca fathah huruf ba' nya, yang berarti: "Kami 

belum memberi petunjuk teknik berperang kepada para sahabat kami." Dan 
diriwayatkan dengan dibaca fathah huruf /a'nya dan dibaca raf huruf 
iw'nya (berarti: " Para sahabat kami tidak membela kami.") Argumennya, 
riwayat itu kembali kepada para sahabat yang lari meninggalkan 
Nabi Saw. Wallahu a'lam. 

Muhammad bin al-Hasan berpendapat "Seandainya satu orang 
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melakukan penyerangan kepada seribu musuh dengan sendirian, maka 
hal itu tidak mengapa jika ia dapat mengharap keselamatan diri atau 
mengalahkan musuh. Namun jika tidak demikian, maka hukumnya 
makruh. Karena berarti ia menjerumuskan diri sendiri dalam kematian 
yang tidak memberi manfaat pada kaum muslimin. Jika tujuannya adalah 
membangkitkan keberanian kaum muslimin dalam melawan musuh 
sehingga mereka mau meniru tindakannya, maka hal itu tidak jauh dari 
kebenaran diperbolehkannya. Karena ada manfaatnya bagi kaum 
muslimin dari satu sisi. Adapun jika tujuannya untuk menimbulkan 
ketakutan pada musuh dan supaya musuh mengetahui militansi 
muslimin dalam membela agamanya, maka hal itu tidak jauh dari 
kebenaran diperbolehkannya. Ketika dalam tindakannya itu terdapat 
keuntungan bagi pasukan muslimin, lalu ia mati demi kemuliaan agama 
Allah dan menghina kekafiran, maka hal itu merupakan kedudukan mulia 
yang mendapat pujian dari Allah bagi para mukminin sebagaimana dalam 
firmanNya: "Sungguh Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, 
jiwa-jiwa mereka." (QS. Al-Taubah: 111) Dan ayat-ayat lainnya yang 
menyebut pujian Allah kepada mereka yang rela mengorbankan jiwanya. 

Hukum tersebut seharusnya berlaku pula pada hukum amr ma'ruf 
nahi munkar. Yaitu ketika seseorang mengharap keuntungan bagi agama, 
lalu ia mengorbankan diri untuk hal itu sampai mati, maka ia berada 
di jajaran tertinggi derajat para syuhada. Allah Swt. berfirman: "Suruhlah 
(manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan mungkar 
dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguh demikian itu 
termasuk hal-hal yang diwajibkan. " (QS. Luqman: 17) Ikrimah meriwayatkan 
dari Ibn Abbas Ra., dari Nabi Saw., sungguh beliau bersabda: 
" Syuhada ' yang paling utama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan 
seseorang yang menyuarakan kebenaran kepada penguasa zalim sehingga ia 
membunuhnya." 

2. Tafsir al-Fakhr al-Razi 20 


& 'fkLf 5' (f J J ( JjSll) aIIc- pjL£-’j±- jilH lli. jlij 
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20 Muhammad bin Umar al-Fakhr al-Razi, Tafsir al-Fakhr al-Razi, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.). 
Juz V, h. 149. 
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Sebagian ulama yang tidak menyetujui ayat: 

&&\ ji^ajti^Slj 

"Dam janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam 
kebinasaan." (QS. Al-Baqarah: 195) 

di ta'ml dengan ketidakbolehan nekat maju berperang ketika tidak 
bermanfaat dan kemungkinan besar hanya membahayakan diri saja, 
berpendapat: "Kematian semacam ini tidak haram." Ia mengajukan 
beberapa argumen atas pendapatnya itu. 

Pertama, diriwayatkan sungguh seorang lelaki kaum Muhajirin 
menyerang barisan musuh, kemudian pasukan muslimin berteriak 
memperingatkan dan ia tetap menjerumuskan diri pada kematian. 
Maka Abu Ayyub al-Anshary berkata: "Kami lebih tahu tentang ayat 
ini, dan ayat ini hanya turun terkait dengan kami. Kami senantiasa 
menemani Rasulullah Saw., membelanya dan ikut bersama beliau 
dalam berbagai pertempuran. Ketika Islam telah menjadi kuat dan 
pengikutnya bertambah banyak, kami kembali kepada keluarga dan 
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harta kami dan membuat perdamaian. Maka yang dimaksud binasa 
dalam ayat itu adalah diam diri bersama keluarga, mengurusi harta 
dan meninggalkan jihad." 

Kedua, Imam Syafi'i meriwayatkan, sungguh Rasulullah Saw. 
menyebut surga, lalu seorang dari Anshar bertanya: "Bagaimanakah 
menurut anda wahai Rasulullah! Jika saya terbunuh dalam keadaan 
sabar dan mencari pahala?" Beliau Saw. menjawab: " Kamu mendapat 
surga." Lalu ia menceburkan diri dalam kelompok musuh, sehingga 
musuh membunuhnya di hadapan Rasulullah Saw.. Dan seorang dari 
Anshar melepas baju perang yang ia pakai setelah mendengar Nabi 
Saw. menyebut surga, kemudian ia menceburkan diri ke dalam barisan 
musuh, lalu mereka membunuhnya. 

Ketiga, diriwayatkan sungguh seorang lelaki kaum Anshar tidak ikut 
serta dalam peperangan melawan bani Mu'awiyyah. Lalu ia melihat 
burung berputar-putar di atas sahabat yang terbunuh. Lalu ia berkata 
kepada beberapa orang yang bersamanya: "Saya akan maju menyerang 
musuh, sampai mereka membunuhku, dan aku tidak akan berpaling dari 
tempat para sahabatku terbunuh." Lalu ia melakukannya. Lalu para 
sahabat menceritakan hal itu kepada Nabi Saw., dan beliau Saw. 
menyampaikan ungkapan yang indah tentang sahabat Anshar tersebut. 

Keempat, diriwayatkan sungguh sekelompok orang mengepung 
sebuah benteng, lalu ada seseorang nekat melawan sampai mati. Lalu 
ada komentar: "Ia telah menjerumuskan diri pada kebinasaan." 
Kemudian berita itu sampai kepada Umar bin al-Khattab Ra. yang 
langsung berkata: "Mereka bohong! Bukankah Allah Swt. berfirman: 
"Di antara manusia ada yang menjual jiwanya untuk mendapatkan ridha 
Allah." (QS. Al-Baqarah: 207). 

Dan bagi ulama pendukung ta'wil di atas, semestinya menjawab 
argumen-argumen ini dan berkata: "Sungguh kami hanya mengharamkan 
menceburkan diri dalam barisan musuh ketika tidak bisa mengharap 
kekalahan musuh. Adapun jika kekalahan musuh bisa diharapkan, 
maka kami juga memperbolehkannya. Maka kenapa kalian katakan 
pengertian seperti ini ada dalam peristiwa-peristiwa tersebut?" 

3. Referensi Lain 

a) Ruh al-Maani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim, karya Mahmud al-Alusi, 
Beirut: Dar al-Fikr, Juz H, h. 77-78. 

b) Tafsir al-Qur’an al-'Azhim, karya Ibn Katsir, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 
Juz I, h. 235-236.1] 
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HASIL KEPUTUSAN 

MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXXI 
Di Asrama Haji Donohudan Boyolali-Solo 
Jawa Tengah 29 Nopember - 1 Desember 2004 M/ 
16 - 18 Syawal 1425 H 

Tentang 

MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHUTYYAH 


18. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam 
Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama 

19. Memotifasi Wakaf 

20. Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA 
Nomor: V/MNU-31/2004 
TENTANG 

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHUTYYAH 
NAHDLATUL ULAMA 

^}\ ^)\ ^ 

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA 

Menimbang : a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi 
dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas 
masalah-maslah yang berkembang di masyarakat dari sudut 
pandang ajaran Islam yang menganut faham Alussunnah 
wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat agar dapat 
menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat 
yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat; 

b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai perkumpulan atau 
Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang 
agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan 
ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada 
terbentuknya Khaira Ummah, perlu secara terus menerus 
melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 
khidmahnya dengan berdasarkan faham Alussunnah 
wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat; 

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a 
dan b tersebut di atas Muktamar XXXI perlu menetapkan 
Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Maudhu'iyyah; 

Mengingat a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 

002 /MNU-27/ 1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama 
Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang pemulihan 
Khitthah Nahdlatul Ulama 1926; 

b. Keputusan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama Nomor 
1 /MNU-31 /XI/2004 tentang Jadwal Acara dan Peraturan 
Tata Tertib Muktamar XXXIc. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 
Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama. 

Memperhatikan: a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

pada pembukaan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama 
tanggal 15 Syawal 1425 H/28 Nopember 2004; 

b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi 1 B Bidang 
Bahtsul Masail Diniyyah Maudhu'iyyah yang disampaikan 
pada Sidang Pleno IX Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama 
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pada tanggal 18 Syawal 1425 H/l Desember 2004 M; 

c. Ittifak Sidang Pleno IX Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama 
pada tanggal 18 Syawal 1425 H/l Desember 2004 M; 

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridha Allah Swt.: 

MEMUTUSKAN: 


Menetapkan: 


Pasal 1 


Pasal 2 


Pasal 3 


KEPUTUSAN KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL 
ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL DINIYYAH 
MAUDHU'IYYAH 

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksudkan oleh 
keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul 
Masail Diniyyah Maudhu'iyyah sebagai pedoman dalam 
memperjuangkan berlakunya ajaran' Islam yang menganut 
faham Alussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab 
empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis 
dan berkeadilan demi kesejahteraan umat; 

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar dan warga Nahdlatul 
Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail Diniyyah 
Maudhu'iyyah ini; 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di :Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah 
Pada tanggal : 18 Syawal 1425 H/l Desember 2004 M 


MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG PLENO IX 

ttd ttd 


Drs. KH. A. Hafizh Utsman 
Ketua 


Drs. H. Taufia R. Abdullah 

Sekretaris 
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18. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam 
dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama 

A. Penjelasan Umum 

1. Yang dimaksud dengan "kitab" adalah kutub al-madzahib al-arba'ah, 
yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah 
Ahlussunnah wal Jama'ah. 

2. Yang dimaksud madzhab secara qauli adalah mengikuti pendapat- 
pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup salah satu al-Madzahib 

al-Arba'ah. 

3. Yang dimaksud dengan bermadzhab secara mcmhaji adalah bermadzhab 
dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum 
yang telah disusun oleh imam madzhab dari al-madzahib al arba'ah. 

4. Yang dimaksud dengan istinbath jama'i adalah mengeluarkan hukum 
syara' dari dalinya dengan qawaid ushuliyah secara kolektif. 

5. Yang dimaksud dengan qaul dalam referensi madzhab Syafi'i adalah 
pendapat Imam Syafi'i. 

6. Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama madzhab Syafi'i. 

7. Yang dimaksud dengan taqrir jama'i adalah upaya secara kolektif 
untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qaul/ 
wajah dalam madzhab Syafi'i. 

8. Yang dimaksud dengan ilhaq (ilhaq al-masa'il bi nazhairiha) adalah 
menyamakan hukum suatu kasus /masalah serupa yang telah 
dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat 
yang sudah "jadi"). 

9. Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk 
membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa "judul" masalah 
maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pola hasil pembahasan 
awal dengan maksud dimintakan tanggapan. 

10. Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil 
suatu bahtsul masail oleh PB Syuriyah NU, Munas Alim Ulama 
NU atau Muktamar NU. 

B. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam 
I. Kerangka Analisa Masalah 

Dalam memecahkan dan merespon masalah, maka bahtsul masail 
hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah, antara 
lain sebagai berikut: 

1. Analisis Masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari 
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berbagai faktor: 

a. Faktor ekonomi, 

b. Faktor politik, 

c. Faktor budaya, 

d. Faktor social, 

e. Faktor lainnya. 

2. Analisis Dampak, (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh 
suatu kasus yang dicari hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek 
antara lain: 

a. Aspek sosial ekonomi, 

b. Aspek sosial budaya, 

c. Aspek sosial politik, 

d. Aspek lainnya. 

3. Analisis hukum, (dampak bahtsul masail tentang suatu kasus 
setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di 
segala bidang) di samping mempertimbangkan hukum Islam juga 
mempertimbangkan hukum yuridis formal. 

a. Status hukum (al-Ahkam al-Khamsah), 

b. Dasar dari ajaran /Ahlussunnah wal Jama'ah, 

c. Hukum positif . 

II. Prosedur Penjawaban Masalah 

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka 
bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan 
mengutamakan bermadzhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur 
penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: 

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari 
kutub al-madzahib al-arba'ah dan di sana terdapat hanya satu pendapat 
dari kutub al-madzahib al-arba'ah, maka dipakailah pendapat tersebut. 

2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan 
di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan taqrir 
jama’i untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat 
dilakukan sebagai berikut: 

a. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan /atau 
yang lebih kuat. 

b. Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Muktamar 
ke I (1926 M), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih: 
1. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan 

al-Rafi'i), 
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2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi, 

3. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i, 

4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, 

5. Pendapat ulama yang terpandai, 

6. Pendapat ulama yang wara', 

c. Untuk madzhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan 
menurut madzhab yang bersangkutan. 

3. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, 
maka dilakukan prosedur ilhaq al-masail bi nazhairiha secara jama'i 
oleh para ahlinya. Uhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq, 
mulhaq bih dan ivajhu al-ilhaq oleh para mulhiq yang ahli. 

4. Dalam kasus tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan 
istinbath jama'i dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh 
para ahlinya. Yaitu dengan mempraktekkan qowaid ushuliyah oleh 
para ahlinya. 

C. Hirarki dan Sifat Keputusan Bahtsul Masail 

1 . 

luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling 
membatalkan. 

2. Suatu hasil keputusan bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul 
Ulama dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi 
setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama 
tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar. 

3. Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Muktamar 
adalah: 

a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan 
sebelumnya dan atau 

b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai 
dampak yang luas dalam segala bidang. 

4. Mukatamar sebagai forum tertinggi di Nahdlatul Ulama, maka 
Muktamar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas. 

D. Kerangka Analisa Tindakan 

Kerangka analisa tindakan, peran dan pengawasan efektifitas hasil 
bahtsul masail (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari 
bahtsul masail, siapa yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan 
di mana hal itu hendak dilakukan serta bagaimana cara sosialisasi 
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Seluruh keputusan bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama 
yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan 
ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di 



mekanisme pemantapan agar semua berjalan sesuai dengan keputusan) 

maka perlu memperhatikan aspek-aspek berikut ini: 

1. Aspek politik (berusaha agar hasil bahtsul masail dapat dijadikan 
sebagai sarana mempengaruhi kebijakan pemerintah), 

2. Aspek budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran 
masyarakat terhadap hasil-hasil bahtsul masail melalui berbagai 
media massa dan forum (seperti majlis ta'lim dan sebagainya), 

3. Aspek ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat), 

4. Aspek sosial (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan 
hidup dan lain sebagainya). 

Catatan: 

1. Merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk tim kecil 
yang mengkaji tentang kriteria kutub d-mu'tabarah dan menginventarisir 
kutub al-mu'tabarah serta menyusun jenjang kitab-kitab dalam madzahib 
al-arba'ah. 

2. Para Muktamirin menolak untuk memberlakukan HERMENEUTIKA 
sebagai metode penafsiran terhadap teks agama (al-Qur'an dan 
al -Hadits). 

3. Para peserta Muktamar NU ke XXXI sepakat bahwa seluruh draf 
tentang WAKAF dan PENDIDIKAN disetujui dan dirokemendasikan 
menjadi program kerja. 

Tim Perumus 

Ketua : KH. Syafruddin 

Sekretaris : H. M. Cholil Nafis, Lc, MA 

Anggota : 1. Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA 

2. Prof. Dr. Khotibul Umam 

3. Prof. Dr. Mahasin 

4. Prof. Dr. Nasaruddin Umar 

5. KH. Muhibul Aman Aly 

6. KH. Syarifuddin Ya'qub 

7. KH. Abdul Ghafur 

8. Abd. Muqshid Ghazali, M.Ag. 

9. Ridwan, M.Si 

10. Miftahur Rahim 

11. KH. Ghazali Masroeri 

12. KH. Ahmad Roziqin 

13. KH. Zakaria 
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19. Wakaf 


Wakaf merupakan perbuatan ekonomi produktif yang sangat 
dihimbau oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Nahdlatul Ulama melalui 
Munas tahun 2002 M salah satu keputusannya adalah tentang bolehnya 
mewakafkan uang, bahkan di Indonesia telah disahkan Undang- 
undang tentang wakaf. Namun masyarakat Indonesia khususnya 
kaum muslimin yang sebenarnya mempunyai potensi wakaf yang 
cukup besar ternyata tidak digarap dan dikelola dengan efektif dan 
baik, maka diusulkan hal-hal seperti berikut: 

a. Peningkatan pemahaman tentang wakaf antara lain dengan 
membentuk institusi wakaf, 

b. Memotifasi masyarakat, khususnya kalangan nahdliyyin untuk 
berwakaf, di antaranya membuat pamflet, brosur dan selebaran 
yang membuat orang tertarik untuk berwakaf dan disosialisasikan 
kepada masyarakat, khususnya kaum nahdliyyin, 

c. Mempertegas status hukum atas aset wakaf milik Nahdlatul Ulama, 

d. Pembebasan pajak dan biaya administrasi terhadap harta wakaf, 

e. Pemanfaatan harta wakaf atas sekalai prioritas, 

f. Pembiayaan organisasi NU melalui hasil pengelolaan harta wakaf. 

20. Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama 

Persoalan pendidikan di Indonesia, khususnya di lingkungan 
Nahdlatul Ulama sangat urgen dan perlu ditingkatkan guna mampu 
mengikuti dan bersaing dengan perkembangan dunia global. Pendidikan 
di kalangan nahdliyyin masih banyak ketinggalan khususnya di bidang 
tekhnologi, manajemen yang masih ala kadarnya, dan sumber daya 
manusia yang relatif rendah, maka karena hal-hal tersebut diusulkan: 

1 . Peningkatan sumber daya manusia di antaranya dengan mengadakan 
pendidikan singkat dan kaderisasi melalui delegasi belajar ke 
perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, 

2. Menyehatkan manajemen dan administrasi pengelolaan pendidikan 
di kalangan nahdliyyin, 

3. Mengakrabkan dengan perkembangan tekhnologi dan informasi 
dalam pendidikan di kalangan nahdliyyin, 

4. Memperjelas arah pendidikan di lingkungan pesantren, umum 
dan/atau diniyah. Berkaitan dengan point 4 ini ada gagasan bahwa 
madrasah yang berada di lingkungan pesantren dan siswanya 
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mondok di pesantren tersebut, maka kurikulum madrasah (umum) 
tersebut tanpa menyertakan pendidikan agama. Sedangkan pelajaran 
agama terintegrasi di dalam sistem pondok, 

5. Mempertahankan pesantren sebagai lembaga tafaqquh fi al-din 
dengan tetap mengupayakan pengembangan tekhnologi dan lainnya, 

6. Nahdlatul Ulama perlu membuka jaringan dana pendidikan 
Internasional mengingat APBN sangat terbatas, 

7. Menyusun kurikulum ahlussunnah wal jatna'ah (aswaja) untuk 
sekolah-sekolah di lingkungan nahdliyyin, 

8. Menentukan sistem pendidikan di kalangan nahdliyyin, sehingga 
ada kesepakatan tentang model pendidikan di kalangan nahdliyyin, 

9. Perlu ada upaya penggalangan dana melalui swadaya warga NU. 

Ditetapkan di : Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah 

Pada tanggal : 16 Syawal 1425H / 1 Desember 2004 M 

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG KOMISI 

ttd ttd 

K.H. Svafruddin H. M. Cholil Nafis, Lc, M.A 

Ketua Sekretaris 

Tim Perumus Akhir 

Ketua, merangkap Anggota 

Prof. Dr. M uh. Masyhuri Na'im, MA. (PBNU) 

Wk. Ketua, merangkap Anggota 

Drs. H. Masrur Ainun Najih (PBNU) 

Sekretaris, merangkap Anggota 

H. M. Cholil Nafis, Lc, M.A (PBNU) 
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KEPUTUSAN KOMISI BAHTSUL 
MASAIL AL-DINIYYAH AL- MAUDHUTYYAH 
MUNAS ALIM ULAMA & KONBES NU 
Di Asrama Haji Sukolilo Surabaya 
Tanggal 27 - 30 Juli 2006 

21. Fikrah al-Nahdliyyah 

22. Globalisasi, Universalisme dan HAM 
dalam Perspektif Nahdlatul Ulama 

23. Talfiq Antara Pendapat Empat Mazhab Fiqih Islam 

24. Implementasi Sistem Pengambilan 
Keputusan Hukum Islam 

25. Al-Kutub al-Mu'tabarah 
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KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 

NOMOR: 02/MUNAS/VII/2006 

TENTANG BAHTSUL MASA'IL Al-DINIYYAH A1-MAUDHU1YYAH 

MUSYAWARAH NASIONAL 
ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA 

Menimbang : a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi 

tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk 
membahas masalah-masalah yang berkembang 
di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam 
yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah 
menurut salah satu madzhab empat agar dapat 
menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan 
masyarakat yang demokratis dan berkeadilan 
demi kesejahteraan umat; 

b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau 
Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak 
di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, 
pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang 
yang mengarah kepada terbentuknya khaira 
ummah, perlu secara terus menerus melakukan 
perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 
lchidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam 
yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah 
menurut salah satu madzhab empat; 

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada 
huruf a dan b tersebut di atas. Musyawarah 
Nasional perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail 
Diniyyah Maudhu'iyyah; 

Mengingat : a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama 

Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas 
Alim Ulama Nomor n/MAUNU/1401 /4/1983 
tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926; 

b. Keputusan Musyawarah Nasional Nahdlatul 
Ulama Nomor: 137a/A.II.3/7/2006 tentang 
Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Musyawarah 
Nasional Pasal 8 dan pasal 5 Anggaran Dasar 
Nahdlatul Ulama. 
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Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah 
Nasional Alim Ulama tanggal tanggal 3 Rajab 
1427 H/28 Juli 2006 M; 

b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi 
Maudlu'iyyah yang disampaikan pada Sidang Pleno 
Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 
pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H/ 27-30 Juli 2006 M; 

c. Ittifak Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim 
Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 
1427 H/27-30 Juli 2006 M; 

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridla Allah Swt.: 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM 
ULAMA NAHDLATUL ULAMA TENTANG 
BAHTSUL MASAIL DINIYYAH MAUDHUTYYAH; 

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh 
keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-Hasil Bahtsul 
Masail Diniyyah Maudhu'iyyah sebagai pedoman 
dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam 
yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah 
menurut salah satu madzhab empat, dan mewujudkan 
tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan 
demi kesejahteraan umat; 

Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul 
Ulama untuk mentaati segala Hasil-Hasil Bahtsul 
Masail Diniyyah Maudlu'iyyah ini; 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

: Surabaya 

: 5 Rajab 1427H/30 Juli 2006 M 

MUSYAWARAH NASIONAL 
ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA 

PIMPINAN SIDANG PLENO 

ttd ttd 

Drs. KH. A. Hafizh Utsman Drs. H. Masrur Ainun Naiih 
Ketua Sekretaris 


Menetapkan : 

Pasal 1 

Pasal 2 

Pasal 3 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


855 



21. Fikrah Nahdliyyah 


A. Mukaddimah 


Pembentukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dilatarbelakangi oleh dua 
faktor dominan. Pertama, adanya kekhawatiran dari sebagian umat 
Islam yang berbasis pesantren terhadap gerakan kaum modernis yang 
meminggirkan mereka. Kedua, sebagai respons ulama-ulama berbasis 
pesantren terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam 
pasca penghapusan kekhilafahan Turki, munculnya gagasan Pan- 
Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani dan gerakan 
kaum Wahabi di Hijaz. Gerakan kaum reformis yang mengusung isu- 
isu pembaruan dan purifikasi membuat ulama-ulama yang berbasis 
pesantren melakukan konsolidasi untuk melindungi dan memelihara 
nilai-nilai tradisional yang telah menjadi karakteristik kehidupan mereka. 

Gerakan ulama berbasis pesantren semakin kental dan nyata terlihat 
mulai terbentuknya organisasi pendidikan dan dakwah, seperti Nahdlatul 
Wathan dan Tashzvirul Afkar. Puncaknya adalah munculnya Komite 
Hijaz. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1926 M (16 Rajab 1344 H.) 
para ulama yang berbasis pesantren memutuskan untuk membentuk 
organisasi kemasyarakatan Islam 'ala Ahlussunnah wal Jama'ah yang 
bernama Nahdlotoel Oelama yang bertujuan untuk mengimbangi 
gerakan kaum reformis yang seringkali tidak memperhatikan tradisi- 
tradisi yang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. 


Perjalanan waktu membawa Nahdlatul Ulama berinteraksi dengan 
organisasi-organiasai lain yang memiliki karakter dan cara berpikir 
berbeda. Akibatnya, warga NU sendiri banyak yang kehilangan identitas 
ke-NU-annya. Banyak orang yang secara formal masih mengatasnamakan 
warga Nahdliyyin, tetapi cara berpikirnya tidak lagi mencerminkan 
karakteristik Nahdlatul 'Ulama. Hal ini salah satunya disebabkan 
oleh belum adanya Fikrah Nahdliyyah yang seharusnya menjadi 
landasan bagi setiap nahdliyyin di dalam bersikap dan bertindak. 

Oleh karena itu, untuk menjaga nilai-nilai historis dan tetap 
meneguhkan Nahdlatul Ulama pada garis-garis perjuangannya (khittah), 
serta menjaga konsistensi warga nahdliyin berada pada koridor yang 
telah ditetapkan, Nahdlatul Ulama perlu membuat Fikrah Nahdliyyah. 


B. Definisi 

Nahdlatul 'Ulama memiliki metode berpikir sebagai berikut: 

Yang dimaksud dengan Fikrah Nahdliyyah adalah kerangka berpikir 
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yang didasarkan pada ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, yang dijadikan 

landasan berpikir Nahdlatul Ulama (khittah nahdliyah) untuk menentukan 

arah perjuangan dalam rangka islah al-ummah (perbaikan umat). 

C. Manhaj Fikrah Nahdliyyah (Metode berpikir ke-NU-an) 
Dalam merespon persoalan, baik yang berkenaan dengan persoalan 

keagamaan maupun kemasyarakatan, Nahdlatul 'Ulama memiliki manhaj 

Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai berikut: 

1 . Dalam bidang aqidah/ teologi, Nahdlatul Ulama mengikuti manhaj 
dan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. 

2. Dalam bidang fiqh/hukum Islam, Nahdlatul Ulama bermazhab secara 
qauli dan manhaji kepada salah satu al-Madzahib al-'Arba'ah (Hanafi, 
Maliki, Syafi'i dan Hanbali). 

3. Dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam al-Junaid 
al-Baghdadi (w. 297 H) dan Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H/1058- 
1111 M). 

D. Khashaish (Ciri-ciri) Fikrah Nahdliyyah 

1 . Fikrah tazvassuthiyah (pola pikir moderat), artinya Nahdlatul Ulama 
senantiasa bersikap tawazun (seimbang) dan i'tidal (moderat) dalam 
menyikapi berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak tafrith 
(gegabah) atau ifrath (ekstrim). 

2. Bersikap tawazun (seimbang) dan i'tidal (moderat) dalam menyikapi 
berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak tafrith (gegabah) dan 
ifrath (ekstrim). 

3. Fikrah tasamuhiyyah (pola pikir toleran), artinya Nahdlatul Ulama 
dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun 
aqidah, cara pikir, dan budayanya berbeda. 

4. Fikrah Ishlahiyyah (pola pikir reformatif), artinya Nahdlatul Ulama 
senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih 
baik (al-ishlah ila ma huiva al-ashlah). 

5. Fikrah Tathowwuriyah (pola pikir dinamis), artinya Nahdlatul Ulama 
senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai 
persoalan. 

6. Fikrah Manhajiyah (pola pikir metodologis), artinya Nahdlatul Ulama 
senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada 
manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. 
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22. Globalisasi, Universalisme dan HAM 
dalam Perspektif Nahdlatul Ulama 

A. Mukaddimah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan dunia 
ini bagai negeri tanpa batas. Apa yang terjadi di belahan dunia bagian 
barat dapat disaksikan langsung dari dunia bagian timur. Apa yang 
menjadi trend di suatu tempat akan cepat merambat ke tempat lain. 
Inilah yang disebut globalisasi. 

Globalisasi di samping membawa dampak positif juga bisa 
menimbulkan dampak negatif bagi umat Islam. Dampak positifnya 
umat Islam dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta membangun netzvorking yang positif dengan umat Islam sendiri 
atau dengan umat lainnya. Sedangkan dampak negatifnya, globalisasi 
melahirkan universalisasi nilai-nilai budaya dan moral dari Barat, 
seperti liberalisme dan isu Hak Asasi Manusia. 

Bagi umat Islam, dampak negatif ini memunculkan berbagai masalah 
keagamaan, sebab globalisasi dan universalisme nilai yang diusung oleh 
Barat tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran moral dan nilai yang 
ada dalam prinsip-prinsip Islam. 

Karena itu. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 
perlu merumuskan bagaimana Nahdlatul Ulama merespons globalisasi. 
Universalisme dan HAM, serta memberikan batasan antara nilai- 
nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dan yang tidak sesuai. 

B. Sikap Nahdlatul Ulama 

Dalam menghadapi globalisasi dan isu-isu Hak Asasi Manusia, 
Nahdlatul Ulama bersikap: 

1. Tidak menafikan globalisasi, dalam arti cepatnya arus informasi 
sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga 
negara-negara di dunia seakan tidak ada batas-batasnya ( boundless 
world). Karena, hal ini merupakan kenyataan yang harus dialami 
oleh manusia di muka bumi ini. Sehubungan dengan ini, Nahdlatul 
Ulama tidak akan mengasingkan diri dari derasnya arus informasi. 
Justru sebaliknya, Nahdlatul Ulama akan proaktif dalam mencari 
informasi untuk ditelaah, dipelajari, dipilah dan dipilih mana yang 
bermanfaat bagi kemajuan umat dan mana yang menjerumuskan 
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umat ke dalam kesesatan. 

2. Nahdlatul Ulama menyadari bahwa globalisasi, di samping membawa 
pengaruh positif juga membawa pengaruh negatif sebagai akibat 
dari derasnya arus informasi, terutama yang datang dari Barat Karena 
itu, Nahdlatul Ulama perlu meningkatkan gerakan dakwah agar 
umat tidak terjebak oleh informasi negatif dan menyesatkan. 

3. Untuk menyaring budaya yang datang dari luar Islam, Nahdlatul 
Ulama menggunakan prinsip " Al-Muhajazhah ‘ala al-Qadim al-Shalih 
zva al-Akhdz bi al-Jadid al-Ashlah" (Melestarikan warisan budaya yang 
baik dan mengambil pembaruan yang lebih baik) dan prinsip "Khudz 
Ma Shafa wa da' Ma Kadar" (Ambillah hal baik dan tinggalkanlah 
hal buruk). 

4. Nahdlatul Ulama bersifat selektif dan kritis terhadap universalisasi 
nilai-nilai yang dilakukan oleh Barat. Sebab, Islam memiliki konsep 
universalitas tersendiri yang benar-benar mengacu kepada kemaslahatan 
umat sebagaimana firman Allah Swt.: 
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" Dan tiadalah Kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam." (QS. al-Anbiya':107) 

5. Nahdlatul Ulama memandang bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) 
adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang telah diberikan oleh 
Allah Swt. dan tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk 
melanggar HAM seseorang. Namun demikian, dalam pandangan 
Nahdlatul Ulama, manusia dalam menggunakan hak dasarnya 
dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah di dalam 
al-Qur'an dan al-Sunnah. 


6. Nahdlatul Ulama menolak upaya-upaya penta'wilan kembali nash* 
nash syar'i yang sudah cjattii al-dilalah walaupun atas nama globalisasi. 
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Universalisme. 


23. Talfiq Antara Pendapat Empat Mazhab Fiqih Islam 

A. Mukaddimah 

Perkembangan zaman dan tersebarnya Islam ke berbagai daerah 
memunculkan persoalan-persoalan keagamaan membutuhkan jawaban 
yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Sementara itu, teks- 
teks ( nushus ) syar'i terbatas, pendapat-pendapat ulama yang integrated 
dalam suatu persoalan pun terbatas. Sedangkan persoalan-persoalan 
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keagamaan selalu muncul tidak ada batasnya. Terkadang, talfiq 
menjadi langkah yang sulit dihindari demi tercapainya kemaslahatan 
dan kesesuaian hukum dengan situasi dan kondisi. 

Namun demikian, sampai saat ini sungguh pun talfkj telah dipraktikkan 
dalam sistem bermazhab yang dianut oleh NU, tetapi belum ada 
ketentuan-ketentuan yang lebih rinci mengenai apa sebenarnya talfiq, 
batasan-batasan dibolehkannya dan dasar hukumnya. Oleh karena itu. 
Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama perlu merumuskan 
persoalan tersebut untuk menghilangkan keragu-raguan dalam 
menggunakan talfiq dan menghindari penyalahgunaan talfiq yang 
menyesatkan. 

B. Definisi 

Talfiq adalah menggabungkan dua pendapat atau lebih dalam 
satu qadhiyah (satu rangkaian masalah) sehingga melahirkan pendapat 
baru yang tidak ada seorang Imam pun berpendapat seperti itu. Contoh, 
seseorang bert aqlid kepada mazhab Syafii dalam keabsahan wudhu 
dengan hanya mengusap sebagian kepala. Kemudian bertaqlid pada 
mazhab Hanafi dalam hal ketidakbatalannya karena menyentuh 
kulit perempuan yang bukan mahram. 

C. Ketentuan Hukum 

Talfiq pada dasarnya dilarang. Talfiq dibolehkan jika ada masyaqqah 
(kesulitan) dan tidak dalam rangka tattabbu' al-rukhash (semata-mata 
mencari keringanan). 

24. IMPLEMENTASI SISTEM PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN HUKUM ISLAM 

A. Mukaddimah 

Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1412 H./1992 M 
di Bandar Lampung tentang "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum 
Islam dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama" yang 
kemudian disempurnakan dan menjadi keputusan Muktamar XXXI 
NU tahun 1425 H. /2004 M di Boyolali, Jawa Tengah, merupakan 
lompatan maju fiqh Nahdlatul Ulama dalam rangka menjawab 
persoalan keagamaan yang terus berkembang, sementara teks rujukan 
{maraji') tidak sepenuhnya dapat menjawab, sehingga banyak permasalahan 
yang belum terjawab karena terbatasnya qaul ulama. 

Penggunaan taqrir jatm'i, tlhaq al-masail bi nazhctiriha dan istmbath jamu' i 
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yang ada dalam keputusan tersebut adalah upaya untuk menghindari 
adanya masalah yang tidak terjawab ( maucfuj ). Sayangnya, keputusan 
tentang sistem tacpir jama'i, Uhacf al-masail bi nazhairiha dan istinbath jama 'i 
belum ada petunjuk operasionalnya dalam mengimplementasikan 
metode penetapan hukum Islam dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. 
Oleh karena itu. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 
perlu merumuskan petunjuk teknisnya agar keputusan tersebut dapat 
dioperasionalkan. 

B. Taqrir Jama'i 

1. Definisi 

Taqrir Jama'i adalah upaya kolektif untuk menetapkan pilihan 
terhadap satu di antara beberapa pendapat. 

2. Prosedur 

a. Mengidentifikasi pendapat-pendapat ulama tentang suatu masalah 
yang dibahas. 

b. Memilih pendapat yang unggul dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Pendapat yang paling kuat dalilnya. 

2) Pendapat yang paling mashlahat ( ashlah ). 

3) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama (jumhur ). 

4) Pendapat ulama yang paling alim. 

5) Pendapat ulama yang paling wara'. 

c. Memperhatikan ketentuan dari masing-masing mazhab atas 
pendapat yang diunggulkan di kalangan mereka dengan uraian 
seperti berikut: 

1) Mazhab Hanafi. 

2) Mazhab Maliki. 

3) Mazhab Syafi'i. 

a) Pendapat Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i) menjadi suatu 
keniscayaan yang harus diambil jika sesuai dengan konteks 
permasalahannya. Tetapi jika tidak sesuai dengan konteksnya, 
maka dapat dipakai ulama lain dalam lingkup mazhab Syafi'i 
yang lebih sesuai, 

b) Untuk mengukur kepandaian seorang ulama selain 
Syaikhani, bisa dilakukan dengan menggunakan persaksian 
ulama-ulama yang hidup semasa atau sesudahnya (murid- 
muridnya), dan atau bisa juga dilakukan dengan melihat 
karya-karyanya dilihat dari segi metodologi dan pemikiran 
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yang tertuang di dalamnya. 

4) Mazhab Hanbali. 

C. Ilhaq 

1. Definisi 

Hhaq adalah menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus yang 
telah ada jawabannya dalam kitab (menyamakan suatu kasus dengan 
kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam kitab). 

2. Prosedur 

a. Memahami secara benar tentang suatu kasus ( tashawwur al- 
masalah) yang akan ddmulhaqkan ( mulhaq ). 

b. Mencari padanannya yang ada di dalam kitab yang akan diilhaqi 
(mulhaq bih ) atas dasar persamaan di antara keduanya (wajh al- 

ilhaq). 

c. Menetapkan hukum mulhaq seperti hukum mulhaq bih. 

D. Istinbath Jama'i 

1. Definisi 

Yang dimaksud istinbath jama'i adalah upaya secara kolektif untuk 
mengeluarkan hukum syara ' dari dalilnya dengan menggunakan 
qawa'id ushuliyah. 

2. Prosedur 

a. Memahami secara benar tentang suatu kasus ( tashawwur al- 
masalah ) yang akan ditetapkan hukumnya. 

b. Mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetapan hukum (istidlal). 

c. Menerapkan dalil terhadap masalah dengan kaifiyah al-istidlal 
(metode pengambilan hukum). 

d. Menetap kan hukum atas masalah yang dibahas. 

25. AL-KUTUB AL-MU'TABARAH 

A. Mukaddimah 

Sejak bahtsul masail tahun 1984 di Situbondo, kriteria al-kutub al- 
mu'tabarah dipermasalahkan dan dibahas. Kemudian dimandatkan 
kepada PBNU untuk ditetapkan kriterianya, sehingga kitab-kitab 
yang menjadi rujukan bagi NU menjadi jelas. Pada Muktamar NU ke- 
31 di Boyolali, hal yang sama juga dimandatkan kembali pada PBNU. 
Oleh karena itu. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 
2006 memandang perlu untuk membahas dan menetapkan kriteria 
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al-Kutubu al-Mu'tabarah. 

B. Definisi 

Yang dimaksud dengan al-kutub al-mu'tabarah adalah kitab-kitab 
dari al-madzhab al-arba’ah (Hanafi, Maliki, syafi'i dan Hanbali), dan 
kitab-kitab lain yang memenuhi kriteria fikrah nahdliyah. 

C. Kriteria 

Kemu'tabaran suatu kitab didasarkan atas: 

1. Penulis (muallif) nya yang antara lain memiliki sifat-sifat sebagai 
berikut: 

a. Sunni, 

b. Wara', 

c. 'Alim. 

2. Isi kitab, baik pendapa%a«/)nya sendiri maupun kutipan (manqulat); 

a. Jika pendapatnya sendiri tolok ukurnya adalah argumentasi 
dan manhaj yang digunakan. 

b. Jika berupa kutipan maka tolok ukurnya adalah shihhah al-naql 
(validitas kutipanjnya. 

3. Pengakuan dari komunitas madzhabnya. 

D. Kitab Standar (Ummahat al-Kutub) dalam Masing-masing 
Madzhab Empat Adalah Sebagai Berikut: 

I. Madzhab Hanafi 

Para ulama madzhab Hanafi pada era-era awalnya menjelaskan 
peringkat kitab-kitab Hanafiyah yang dianggap mu'tamad menjadi 
tiga thabaqat sebagai berikut: 

Pertama, masail ushul atau masaU zhahir d- riwayah. Yaitu semua masalah 
yang diriwayatkan dari para arsitek madzhab (Abu Hanifah, Abu 
Yusuf dan Muhammad bin Hasan), yang terdapat dalam enam kitab 
yang masyhur karya Imam Muhammad bin Hasan. Yaitu al-Jami' al- 
Shaghir, al-Jami' al-Kabir, al-Siyar al-Shaghir, al-Siyar al-Kabir, al-Mabsuth, 
dan al-Ziyadat. 

Kedua, Masail d-Nawadir. Yaitu masalah-masalah yang diriwayatkan 
dari tiga ulama madzhab tersebut, tetapi tidak terdapat dalam enam 
kitab yang telah disebutkan. Namun justru terdapat dalam kitab 
Muhammad yang lainnya, seperti al-Kaisaniyyat, al-Haruniyyat, al- 
Jurjaniyyat, al-Raqiyyat dan lain-lain. Atau terdapat dalam kitab karya 
selain Muhammad bin Hasan, seperti kitab al-Mujarrat karya Imam 
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al-Hasan bin Ziyad, al- Amali karya Abu Yusuf, atau riwayat-riwayat 
mufradat mutafarriqah, yang dalam kajian hadits sama dengan hadits 
ahad. Seperti riwayat Ibn Samma'ah, al-Mualla Ibn Mansyur, Nazoadir Ibn 
Hisyam dan Nawadir Ibn Rustum. Kitab-kitab ini disebut Nazoadir, 
artinya kitab ini ghair zhahir al-riwayah. Disebut demikian karena 
kredibitilas dan akurasi riwayat dari Muhammad bin Hasan dalam 
kitab-kitab tersebut tidak selevel dengan kitab yang disebut pertama. 

Ketiga, Masail al-Waqi'at atau Masail al-Fatazva. Yaitu masalah-masalah 
yang merupakan hasil istinbath ulama-ulama muta'akhirin, yang tidak 
terdapat riwayatnya. Mereka itu adalah para murid Abu Yusuf, dan 
atau murid Imam Muhammad, atau murid dari murid keduanya. 

Pada perkembangan selanjutnya, kitab-kitab yang dianggap mu'tamad 
adalah kitab yang tidak keluar dari ketentuan kitab zhahir al-riwayah 
yang enam. Baik berupa ringkasan (mukhtashar), rnatn atau syarh Sehingga 
urutan kitab-kitab mu'tamadah dalam fiqh Hanafi sebagai berikut: 

a. Kitab-kitab zhahir al-riwayah. Yaitu karya Imam Muhammad bin 
Hasan yang meliputi al-Jami' al-Shaghir, al-Jami' al-Kabir, al-Siyar 
al-Shaghir, al-Siyar al-Kabir, al-Mabsuth, dan al-Ziyadat. 

b. Kitab-kitab mukhtashar atau matn. Di antaranya adalah: 

1) Mukhtashar al-Thahawi, karya Abu Ja'far al-Thahawi (w. 321 H). 

2) Al-Kafi, karya al-Hakim Muhammad bin Muhammad (w. 334 H). 

3) Al-Muntaqa, juga karya al-Hakim Muhammad bin Muhammad. 

4) Mukhtashar al-Karkhi, karya Abu Husain al-Karkhi (w. 340 H). 

5) Mukhtashar al-Qaduri, karya Imam Ahmad al-Qaduri (w. 428H). 
Kitab inilah yang dimaksud dengan ungkapan al-Kitab dalam 
redaksi kitab-kitab fiqh madzhab Hanafi. 

6) Mandzumah al-Nasafi fi al-Khilaf, kaiya Najmuddin al-Nasafi (w. 537 H). 

7) Tuhfah al-Fuqaha', karya 'Alauddin al-Samarqandi (w. 552 H). 

8) Bidayah al-Mubtadi, karya al-Marghinani al-Farghani (w. 593 H). 

9) Al-Mukhtar, karya Abu al-Fadhl al-Mushili (w.683 H). 

10) Majma' al-Bahraini wa Multaq al-Nahraini, karya al-Sa'ati (w. 694 H). 

11) Al-Wafi, karya Abu al-Barakat Hafiduddin al-Nashafi (w. 710 H). 

12) Kanz al-Daqa'iq (ringkasan al-Wafi), karya al-Nashafi pula. 

13) Al-Wiqayah, karya Taj al-Syari'ah al-Mahbubi. 

14) Al-Niqayah (Mukhtashar al-Niqayah), karya Shadr al-Syari'ah al- 
Mahbubi (w. 747 H). 

c. Kitab-kitab syarh. Di antaranya adalah: 
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1) Al-Mabsuth, karya Syams al-Aimmah al-Sarkhasi (w. 490 H). Syarh 
kitab al-Kafi. 

2) Badai' al-Shanai', karya Ala'uddin al-Kasani (w. 587 H). Syarh 
kitab Tuhfah al-Fuqaha'. 

3) Al-Hidayah, karya al-Marghinani, Syarh kitab Bidayah al-Mubtadi. 

4) M-Jkhtiyar li al-Ta'lil al-Mukhtar, karya Abu Fadhl al-Mushili. 
Syarh kitab al-Mukhtar. 

5) Syarh al-Wiqayah, karya UbaidUlahbin Mas'udbin Taj al-Syari'ah. 

6) Tabyin al-Haqa'iq, Syarh Kanz al-Daqa'iq / kaiya al-Zaila'i (w. 743 H). 

7) Fath al-Qadir, karya lbn al-Humam (w. 861 H). 

8) Al-Tarjih xva al-Tashih, Syarh Mukhtashar al-Qaduri, karya Qasim 
lbn Qathlubugha (w. 879 H). 

9) Al-Bahr al-Ra'iq, Syarh Kanz al-Daqa'iq, karya lbn Nujaim (w. 969 H). 

d. Al-Fatazva dan al-Waqi'at. Yaitu karya hasil istinbath para mujtahid 

madzhab muta’ akhir atas masalah-masalah yang tidak ada jawabannya 

dalam zhahir al-riwayah. 1 Antara lain: 

1) An-Naivazil fi al-Furu', karya Abu al-Laits al-Samarqandi (w. 372 H). 

2) Fatawa Syams al-Aimmah al-Khulwani, karya Abdul Aziz al-Khulwani 
(w. 448 H /449 H). 

3) Fatawa Khawahir Zadah, karya Abu Bakar Muhammad bin Husain 
al-Bukhari, yang lebih dikenal dengan Khawahir Zadah (w. 483 H). 

4) Hawi al-Husyairi, karya Muhammad Ibrahim bin Anusy al- 
Husyairi (w. 505 H). 

5) Al-Fatawa al-Kubra, karya al-Shadr al-Syahid (w. 536 H). 

6) Al-Fatawa al-Nasafiyah, karya Najmudin al-Nasafi (w. 537 H). 

7) Al-Fatawa al-Walwalijiyyah, karya Abdurrasyid bin Abu Hanifah 
bin Abdurrazak al-Walwalijiyyah (w. 540 H). 

8) Khulashah al-Fatazva, karya Thahir bin Ahmad bin Abdurrasyid 
al-Bukhari (w. 542 H). 

9) Al-Fatawa al-Sirajiyyah, karya Sirajuddin al-Ausyi al-Farghani 
(w. 575 H). 

10) Al-Fatawa al-Khaniyyah, karya Fakhruddin Hasan bin Mansyur al- 
Usjandi yang terkenal dengan sebutan Qadhi Khan (w. 592 H). 

11) Al-Hawi al-Qudsi, karya Jamaluddin Al-Qabisi (w. 593 H). 

12) Al-Muhith al-Burhani, karya Tajuddin lbn Mazah al-Bukhari (w. 
616 H). 


1 Pada prinsipnya, kitab-kitab fatowa ini tidak dianggap mu'taTnad, kecuali jika merupakan 
kumpulan dari pendapat a'immah al-madzhab dan bukan pendapat pribadi. 
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13) Al-Dakhirah atau Dakhirat al-Fatawa atau al-Dakhirah al-Burhaniyah, 
itkhtishar kitab al-Muhith d-Burhani dengan pengarang yang sama. 

14) Al-Fatawa d-Zhdnriyah, karya Zhahiruddin Muhammad bin Ahmad 
bin Umar (w. 619 H). 

15) Al-Fatawa al-Hindiyyah atau Fatawa Alim Kir (Sultan India), karya 
lima Ulama yang dipimpin Syaikh Nidzamuddin al-Burhan Buri. 

II. Madzhab Maliki 

Landasan utama bagi madzhab Maliki adalah kitab d-Muwaththa' 
karya Imam Malik bin Anas, dan pendapat-pendapat yang disebut 
"samma'at" atau "riwayat" dari Imam Malik yang diriwayatkan oleh 
murid-muridnya. Seperti Samma'at Ibn Qasim (w. 191 H), Samma'at 
Ibn Wahb (w. 197 H), Samma'at Ashab (w. 204 H), Samma'at Ibn Majisyun 
(w. 212 H) dan Samma'at Ibn Abdil Ahkam (w. 214 H). 

Kemudian berkembang karya-karya yang menjadi panutan ulama 
Malikiyah. Antara lain al-Mudawwanah 2 karya Sahnun (w. 240 H), al- 
Wadihat karya Abdul Malik bin Habib (w. 238 H), al-'Utbiyyah karya 
Muhammad bin Ahmad al-Utbi (w. 255 H), al-Maivwaziyah karya Ibn 
Mawwaz (w. 269 H), al-Mukhtalathah karya Sahnun, al-Majmu'ah 
karya Ibn 'Abdus (w. 260 H), dan al-Mabsuth, karya Qadhi Abu Ishaq 
(w.282 H). Kitab-kitab tersebut -disamping kitab-kitab di atas- disebut 
ummahat al-madzhab. 

Sampai di sini, ketentuan kitab-kitab mu'tamadah pada era-era awal 
adalah sebagai berikut : 

1. Pendapat Imam Malik dalam al-Muwaththa' . 

2. Pendapat Imam Malik di al-Mudawanah. 

3. Pendapat Ibn Qasim di al-Mudawanah. 

4. Pendapat Ibn Qasim di selain al-Mudawwanah. 

5. Pendapat selain Ibn Qasim di al-Mudawanah. 3 


2 Kitab ini adalah kitab yang diriwayatkan dari Ibn Qasim. 

3 Ketentuan ini direvisi oleh generasi-generasi berikutnya, sebagaimana disampaikan 
oleh Abu al-Hasan al-Thanji, dengan urutan sebagai berikut: 

1. Pendapat Imam Malik di al-Muwaththa' \ 

2. Pendapat Imam Malik di al-Mudawanah. 

3. Pendapat Ibn Qasim di Al-Mudawanah. 

4. Pendapat selain Ibn Qasim di al-Mudawanah. 

Perbedaannya terdapat pada pendapat Ibn Qasim di luar al-Mudcnvanah dan pendapat 
selain Ibn Qasim yang ada di al-Mudawanah. Menurut versi pertama, pendapat Ibn Qasim 
lebih diprioritaskan walaupun tidak terdapat di al-Mudawanah. Sementara menurut 
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6. Pendapat selain Ibn Qasim dari ulama madzhab yang terangkum 
di dalam kitab-kitab al-Umrmhat wa al-Dazuawin, selain yang terdapat 
di al-Mudawanah, yang terbagi menjadi dua kelompok: 4 

Pertama, kitab mu'tamad dalam fiqh nazhari, seperti: 

a. Kitab-kitab Abu Bakar al-Abhuri (w. 375 H), yaitu Syarh Mukhtashar 
Ibn Abdil Hakam al-Kabir dan Syarh Mukhtashar Ibn Abdil Hakam al- 

Shaghir, 

b. Al-Tafri', karya Ibn Jallab (w. 378 H), 

c. Kitab-kitab Ibn Abi Zaid al-Qairawani (w.386 H), yaitu al-Risalah, 
al-Nawadir wa al-Ziyadat dan Mukhtashar al-Mudawanah, 

d. ' Uyun al-Adillah, karya Ibn Qashshar (w.397 H), 

e. Kitab-kitab Qadhi Abdul Wahab bin Nashr (w .422 H), 

f. Al-Tahdzib, karya Baradza'i (w.438 H), 

g. Al-Jami', karya Ibn Yunus (w. 451 H), 

h. Al-Muntaqa, karya Abu al-Walid al-Baji (w.474 H), 

i. Al-Tabsirah, karya al-Lakhmi (w.478 H), 

j. Kitab-kitab karya Ibn Rusyd (w. 595 H), seperti al-Bayan wa al- 
Tahshil, al-Muqaddimat, al-Mumahhadat, Fatawa Ibn Rusyd, 

k. Kitab-kitab karya al-Maziri, yaitu al-Ta'liqat 'ala al-Mudawanah, 
Syarh al-Talqin dan Fatawa, 

L Al-Tanbihat, karya al-Qadhi 'Iyadh, 

m. 'Akd al-Jawahir al-Tsaminah, karya Ibn Syas (w.616 H), 

n. Al-Jami' baina al-Ummahat, karya Ibn al-Hajib Utsman bin Umar 
bin Abu Bakr (w. 646 H) yang dikenal dengan sebutan Mukhtashar 
Ibn al-Hajib, dan syarh-syarhnya, seperti: 

1) Al-Shihob al-Tsakib bi Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, kaiya Muhammad 
bin Abdullah bin Rasyid al-Qafsyi (w. 736 H), 

2) Tanbih al-Thalib bi Fahm Kalam Ibn Hajib, karya Muhammad bin 
Abdussalam al-Hawari, 

3) Al-Tanbih, karya Salil bin Ishaq al-Jundi ( w. 776 H), 

o. Mukhtashar Syaikh Khalil bin Ishaq, kitab ini adalah mukhtashar dari 
al-Jami' baina al-Ummahat), dan kitab-kitab syarhnya, seperti: 

versi kedua, yang penting pendapat tersebut terdapat dalam kitab al-Mudmwruth, meskipun 
bukan pendapat Ibn Qasim. 

4 Pada era-era ini kitab-kitab madzhab Maliki terbagi menjadi dua kelompok. Kutub 
al-Fiqh al-Nazhari (kajian-kajian fiqh secara menyeluruh baik berbicara tentang fiqh 
madzhab maupun madzhab muqarin), dan Kutub al-Fiqh at-Tathbiqi (kajian seputar 
masalah-masalah qadha', masalah-masalah wasa'iq/ perjanjian dan syurut). 
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1) Al-Munazza' al-Nabil fi Syarh Mukhtashar Khalil, karya Muhammad 
bin Ahmad bin Muhammad bin Marzuk (w. 843 H), 

2) Syarh Mukhtashar Khalil, karya Muhammad bin Muhammad bin 
Syirath al-Ghamati (w. 848 H), 

3) Syarh al-Mukhtashar, karya Ibrahim bin Faidah al-Zawawi (w. 857 H), 

4) Syarh Bahran 'ala Khalil, karya Imam Bahran Ibn Abdillah al- 
Dumairi (w. 805 H), 

p. Al-Mukhtashar al-Fiqh Ibn 'Arafah, 

q. Kitab-kitab Ibn Naji Qasim Ibn Ishaq (w. 838 H). Antara lain Syarh 
al-Mudawanah karya Imam Sahnun, 

r. Tahrir al-Maqala fi Syarh al-Risalah Ibn Abi Zaid al-Qairawani, karya 
Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad aI-Qalsani ( w. 863 H), 

s. Syarh-syarh al-hAawwaq ‘ala Mukhtashar Khalil, karya Muhammad 
bin Yusuf al-Abdari al-Ghamati al-Syahil al-Mawwaq (w. 897 H), 

t Syarh al-Mukhtashar SyaMi Hahdu Ahmad bin Abdurrahman (w. 898 H), 

u. Syarh al-Risalah karya Ahmad bin Ahmad bin Muhammad ( w. 899 H), 

v. Syifa' al-Ghalil fi Hill al-Muqaff al-Khalil kaiya Muhammad bin Ahmad 
al-Utsmani (w. 919 H), 

w. Hasyiyah al-Thukhaikhi 'ala al-Mukhtashar, karya Musa al-Thukhaikhi 
(w. 945 H), 

x. Mawahib al-Jalilfi Syarh Mukhtashar Khalil, kaiya al-Haththab (w. 953 H), 

y. Bamamaj Syawarid Li istikhraj Masa'il al-Syamil, karya al-Qasim bin 
Muhammad, yang terkenal dengan Adzum (w. 1009 H), 

z. Taysir al-Malak al-Jalil li Jam’i al-Syuruh wa Hawasyi Khalil, karya 
Salim bin Muhammad asy-Syanhuri (w. 1015 H), 

aa. Hasyiyah Syekh Ahmad Babaa 'ala al-Mukhtashor (w. 1032 H), 
bb. Mursyid al-Mu'in 'ala Dharuri min Ulum al-Din, karya Abdul Wahib 
bin Ahmad bin Asyir (w. 1040 H). 

Kedua, kitab-kitab mu'tamad dalam fiqh Tathbiqi: 

a. Al-Watsa'iq, karya Ibn Aththar, 

b. al-Watsa'iq wa al-Syuru', karya Ibn al-Hindi, 

c. Al-Muqni' fi Ushul al-Ahkam, karya Sulaiman al-Bathlayusi, 

d. Al-I’lam bi Nawazil al-Hukam, terkenal dengan Nawazil Ibn Sahi, 

e. Al-Mutaithiyah, terkenal dengan al-Nihayah wa al-Tamam fi Ma'rifah 
al-Watsa'iq wa al-Ahkam, karya Abu al-Hasan Ali al-Mutaithi, 

f. Tharar Ibn 'Ad (w.609 H). 

Di samping penjelasan tentang kitab mu'tamad, ternyata ulama 
Malikiyah menyebut pula beberapa kitab yang tidak mu'tamad dan 
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tidak boleh dijadikan pedoman, yaitu dengan kriteria: 

1 . Hasyiyah. Kitab jenis ini haram hukumnya untuk dipakai berfatwa, 
sebab tidak ada jaminan keabsahan dalam penukilannya dari ulama 
madzhab. Tentu hal ini tidak berlaku secara mutlak. Namun hanya 
berlaku apabila hasyiyah itu tidak ada jelas niujulnya. Seandainya jelas 
tersebut di kitab al-Ummahat, atau memang terdapat kejelasan riwayat 
yang shahih, maka bisa diterima. 

2. Al-Tharar, atau al-Thaqayid, atau al-Tacjyidad. Secara umum kitab 
jenis ini bisa dipakai sebagai petunjuk, tetapi tidak dianggap sebagai 
kitab yang mu'tamad (tuhda wa la tu'tamad). Karena biasanya, kitab- 
kitab ini berasal dari catatan para pelajar ketika mereka mengaji 
kepada gurunya. 

Di antara kitab-kitab al-Tacfyidad yang bisa dipakai petunjuk tapi 
tidak bisa dijadikan pedoman adalah: 

1. Al-Tacjyid, dinisbatkan kepada Abdurrahman al-Jazuli, merupakan 
penjalasan Matn al-Risalah. 

2. Al-Tacfyiid, dinisbatkan pada Yusuf bin Umar al-Anfashi al-Fashi, 
juga merupakan penjelasan Matn ar-Risalah. 

3. Ma infaradat bih min al-ahkam (pendapat yang menyendiri dan berbeda 
dengan pendapat lain), di antaranya adalah: 

a) Syarh Mukhtashar Khalil, karya Syaikh 'Ali al-Ajhuri. 

b) Syarh Mukhtashar Khalil, karya murid-murid al-Ajhuri, seperti 
Syaikh Abdul Baqi al-Zarqani, Syaikh Ibrahim Al-Syabarkhithi, 
dan Muhammad al-Khurasyi. Inilah kitab-kitab yang tidak boleh 
dijadikan pegangan ketika pendapatnya menyendiri. 

III. Madzhab Syafi'i 

Ulama sepakat, bahwa pendapat yang mu'tamad adalah pendapat 
yang disepakati Syaikhani (al-Rafi'i dan al-Nawawi). Bila pendapat 
keduanya berbeda, maka pendapat Imam al-Nawawi yang harus 
didahulukan, baru kemudian pendapatnya Imam al-Rafi'i. 5 Bahkan 


5 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh d~Minhaj, (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 
tth.). Juz I, h. 39, Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatmva al-Fiqhh/ah d~Kubra, (Beirut al-Maktabah 
al-Islamiyah, t. th.), Juz IV, h. 324, Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, d-Fawaid al- 
Madanh/ah, h. 34, Muhammad Syaththa al-Dimyati, lemah al-Thalibin, (Beirut Dar al- 
Fikr, tth) Juz I, h. 19, Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah d-Musytarsyidin, 
(Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 274, Alawi al-Saqqaf, Tarsyih d-Mustafidin, (Indonesia: 
al-Haramain, t. th.), h. 5. 
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kesepakatan al-Nawawi dan al-Rafi'i lebih didahulukan dari pendapat 
Imam Syafi'i sendiri, padahal pendapat Imam Syafi'i bagi ulama 
madzhab ibaratnya seperti nash al-Qur'an atau tiash al-Hadits. 6 Hal ini 
bisa diterima, mengingat ulama yang mengerti dan mendalami 
madzhab, tingkatannya adalah Mujtahid Muqayyad. Orang yang sampai 
pada level tersebut, selalu membandingkan pendapat Imamnya dengan 
qaidah dan dasar-dasar yang sudah diletakannya. Sehingga tidak jarang 
-di saat terjadi benturan antara cfM dan qcddah- dia lebih memprioritaskan 
keharusan qaidah, dan meninggalkan Cfaid tersebut dengan menta'zw7nya. 
Dalam kondisi seperti itu, sangat tidak tepat mengatakan: "Mujtahid 
muqayyad tidak tahu dan tidak mengerti pendapat imamnya." Yang 
benar mujtahid mucpyyad tersebut sangat tahu, bahkan mengkaji pendapat 
imamnya. Namun kemudian membelokkan dari arti zhahimya dengan 
dalil-dalil. Yang demikian ini tidak bisa dikatakan: "Dia sudah keluar 
dari madzhab imamnya." 7 

Kedudukan kitab-kitab al-Nawawi dan al-Rafi'i, menurut mayoritas 
ulama adalah kitab mu'tamad. Bahkan ulama generasi akhir (al- 
Muta'akhkhirun) melarang merujuk dan berpegangan pada kitab- 
kitab sebelum Imam al-Rafi'i dan al-Nawawi, kecuali setelah dengan 
cermat meneliti bahwa itu adalah pendapat madzhab. 8 

Kemudian, tidak jarang pendapat Imam al-Nawawi dalam satu 
kitab berbeda dengan pendapatnya di kitabnya yang lain, untuk itu 
ulama membuat satu ketentuan dalam menetapkan peringkat kitab- 
kitab Imam al-Nawawi dan mentarjihnya sebagai berikut: 9 

1. Al-Tahqiq. Kitab yang paling shahih menurut ulama muta'akhirin, 

2. Al-Majmu', 

3. Al-Tanqih, 

4. Al-Raudhah dan Minhaj al-Thalibin, 

5. Al-Fatazva, 

6. Syarh Shahih Muslim, 


6 Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, d-Fawaid d-Madaniyah, h. 20-21, menukil pendapat Ibn Hajar. 

7 Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, d-Fawaid d-Madaniyah, h. 22, menukil pendapat al-Ramli 

8 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah d-Muhtaj fi Syarh d-Minhaj, (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 
tth.). Juz 1, h. 39, Ibn Hajar al-Haitami, d-Fatawa al-Fiqhiyah d-Kubra, (Beirut al-Maktabah al- 
Islamiyah, t. th.). Juz IV, h. 324 dan Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t th.), h. 5. 

9 Ketentuan tersebut adalah ketentuan umum, sebab kadang-kadang dalam suatu 
masalah ketentuan tersebut tidak berbeda. 
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7. Tashih Al-Tanbih wa Nukkatihi. 10 

Ketentuan tersebut berlaku bagi mereka yang kurang mendalami 
persoalan madzhab. Sedangkan bagi orang yang mengerti dan mendalami 
madzhab, maka cara mentarjih di antara pendapat Imam al-Nawawi 
dalam kitab-kitabnya adalah mendahulukan dan mengambil pendapat 
al-Nawawi yang sesuai dengan pemikirannya sendiri berdasarkan dalil- 
dalil yang diketahuinya. Tetapi harus tidak keluar dari qaidah yang 
sudah disepakati ulama. Yaitu harus masih berada dalam ruang lingkup 
ikhtiar al-Nawawi dan al-Rafi'i', artinya hak memilih bagi orang 
tersebut adalah memilih di antara pendapat-pendapat hasil ijtihad al- 
Nawawi, tanpa melihat mana yang terdahulu dan mana yang kemudian. 1 1 

Masa terus berjalan, sementara itu pendapat dan kitab-kitab Symkhani 
(al-Nawawi dan al-Rafi'i) terus membayang-bayangi ijtihad generasi 
berikutnya di dalam menentukan pendapat madzhab. Sampai akhirnya 
lahirlah ulama-ulama yang sangat teliti dan hati-hati di dalam 
menganalisa pendapat madzhab. Seperti Zakaria al-Anshari (w. 926 
H), Syihab al-Ramli (w. 973 H), al-Khatib al-Syirbini (w. 977 H), 
Syamsuddin al-Ramli (w. 1004 H), Ibn Hajar al-Haitami (w. 973 H), 
dan lain-lainnya. Mereka sangat perhatian terhadap kitab-kitab Imam 
al-Nawawi dan Imam al-Rafi'i, terutama kitab al-Minhaj Imam al- 
Nawawi. 

Syaikh Zakaria al-Anshari meringkas (ikhtisar) kitab tersebut 
dalam karyanya, Manhaj al-Tullab. Sedangkan Ibn Hajar, al-Khatib al- 
Syirbini dan Samsuddin al-Ramli menganalisa atau mensyarahi kitab 
al-Minhaj dan menamakannya Tuhfah al-Muhtaj, Mubghni al-Muhtaj 
dan Nihayah al-Muhtaj. Kadang-kadang ijtihad ketiga orang tersebut 
berbeda dengan pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi'i, tetapi 
tidak bisa dikatakan bahwa mereka keluar dari madzhab Syafi'i - 
seperti sudah dijelaskan di depan-. 

Di depan sudah dijelaskan, bahwa bagi ulama dipersilahkan memilih 
antara pendapat-pendapat Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i) tanpa 
harus terikat dengan pendapat Ibn Hajar dan al-Ramli atau yang lainnya. 


10 Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 
tth.). Juz I, h. 39, Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fujhiyah al-Kubra, (Barut al-Maktabah al- 
Islamiyah, t. th.). Juz IV, h. 324, Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, al-Fawaid al- 
Madantyah, h. 16,17,33,34 dan 39 dan Muhammad Syaihtha al-Dimyati, Tanah al-Thalitnn, 
(Beirut Dar al-Fikr, t.th) Juz IV, h. 234. 

11 Muhammad Ibrahim, al-Madzhab 'Inda al-Syafi’i, h. 40. 
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Ulama hanya membatasi pilihan pada pendapat-pendapat Imam 
al-Rafi'i dan al-Nawawi, mengingat mayoritas ulama tidak mengizinkan 
keluar dan berpaling dari pendapat dua tokoh tersebut. 12 

Adapun yang masih belum sampai pada tingkatan ulama dengan 
kriteria tersebut di depan -seperti umumnya orang-orang di zaman 
sekarang- mereka bebas memilih pendapat Ibn Hajar atau al-Ramli. 
Manakala pendapat keduanya berbeda, mana yang dianggap pendapat 
madzhab dan harus didahulukan? Menurut ulama Hadramaut, Syam, 
Akrad (Kurdi), Daghistan dan mayoritas ulama Yaman, adalah pendapat 
Ibn Hajar dalam al-Tuhfah yang dianggap mu'tamad dan harus 
didahulukan. 13 Sedang mayoritas ulama Mesir mengatakan, bahwa 
pendapat al-Ramli yang paling mu'tamad, bahkan mereka berikrar 
tidak berfatwa kecuali dengan pendapatnya Imam al-Ramli. 14 Sementara 
para ulama Haramain (Makkah dan Madinah), pada awalnya selalu 
berpegangan pada pendapat Ibn Hajar. Kemudian ketika banyak 
ulama Mesir yang datang, menetap, belajar dan mengajar di Haramain, 
mulailah tersebar pendapat Imam al-Ramli, dan keduanya menjadi 
kitab pedoman bagi mereka. Bahkan para ulama yang perhatian dengan 
pendapat keduanya langsung mengambilnya tanpa pakai filter. 15 

Dalam perkembangannya, Syaikh Muhammad Sa'id Sumbul al- 
Makki (w. 1175 H) dan ulama yang segaris dengannya menetapkan: 
"Tidak diperkenankan bagi Mufti berfatwa dengan hukum yang berbeda 
dengan pendapat Ibn Hajar dan al-Ramli dalam al-Tuhfah dan al-Nihayah." 

Tetapi Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi (w. 1194 H) 
membolehkan berpaling dari al-Tuhfah dan al-Nihayah, dan berpegangan 
pada kitab-kitab Ibn Hajar dan al-Ramli selain al-Tuhfah dan al-Nihayah. 16 
Sedangkan urutan kitab-kitab Ibn Hajar adalah sebagai berikut: 

1. Al-Tuhfah, 

2. Fath al-Jawad, 


12 Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, al-Fawaid al-Madaniyah, h. 16,17dan 220. 

13 Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, al-Fawaid al-Madaniyah , h. 37, Abdurrahman bin 
Muhammad Ba'lawi, Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, 
(Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 274, Muhammad Syaththa al-Dimyati, l'anah al- 
Thalibin, (Beirut Dar al-Fikr, t.th) Juz I, h.19 dan Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, 
(Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 5. 

14 Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, al-Fawaid al-Madaniyah , h. 41 dan Muhammad 
Syaththa al-Dimyati, l'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Juz I, h.19. 

15 Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin , (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 5. 

16 Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin , (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 5. 
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3. Al-Imdad, 

4. Al-Fataiva dan Syarh al-'Ubab. 17 

Manakala Ibn Hajar dan al-Ramli tidak berpendapat dalam suatu 
masalah, maka generasi akhir (al-Muta 'akhkhiruri) membuat urutan 
pendapat yang bisa dianggap mu'tamad dalam madzhab Syafi'i sebagai 
berikut: 

1. Syaikh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya al-Bahjah Al-Shaghir, lalu 
al-Manhaj dan Syarhnya, 18 

2. Syaikh al-Khatib As-Syirbini, 

3. Berikutnya pendapat Ashhab al-Hawasyi (pengarang hasyiyah). Ini 
pun dengan syarat tidak bertolak belakang dengan dasar-dasar dan 
qaidah madzhab, dan umumnya pendapat mereka sejalan dengan 
pendapat Imam al-Ramli. 19 

Adapun Ashhab al-Hawasyi , urutannya sebagai berikut : 

1. Ali Al-Zayyadi (w. 1024H), pengarang Hasyiyah 'ala Syarh al-Manhaj, 

2. Ahmad bin Qasim Al-'Ubbadi (w. 994 H), pengarang Hasyiyah 
'ala Syarh Manhaj dan Hasyiyah 'ala al-Thuhfah, 

3. Ahmad Syihabuddin Amirah. Pengarang Hasyiyah 'ala Kanz al-Raghibin, 

4. Ali Sibramalisi bin Ali (w. 1087 H), pengarang Hasyiyah ala Syarh 
al-Minhaj, 

5. Ali Al-Halabi (w. 1044 H), 

6. As-Syuwairi, 

7. Al-'Inani, 

IV. Madzhab Hanbali 

Kitab-kitab mu'tamad dalam madzhab Hanbali sebagaimana berikut: 

1 . Mukhtashar al-Khiraqi, dan syarh-syarhnya. Seperti Syarh al-Khiraqi', karya 
Qadhi Abu Ya'la Ibn al- Fana', al-Mughni karangan Ibn Qudamah, 
Abdullah bin Muhammad, 

2. Ru'us al-Masa'il, karya Abdul Khaliq bin Isa al-Hasyimi, 

3. Al-Hidayah, karya Abu al-Khattab al-Kalwadzani, 

4. Al-Tadzkirah, karya Abu al-Wafa' bin Aqil, 

5. Al-Muharrar, karya Ibn Taimiyah, Majd al-Din Abu al-Barakat, 

6. Al-Syafi, karya Ibn Qudamah, Abdurrahman bin Muhammad, 

7. Al-Furu', karya Ibn Muflih, 


17 Syarh Muhtasar Ba Fadlal lebih mu'tamad dibanding al-Fatawa dan al-'Ubab. 

18 Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, d-Fawaid d-Madaniyah, h. 222. 

19 Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al~Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 5. 
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8. Syarh Muntaha al-Iradat, karya Manshur bin Yunus al-Bahuti, 

9. Kasysyafal-Qim' 'an Matn al-Icjna', karya Manshur bin Yunus al-Bahuti, 

10. Al-Raudh al-Murbi', karya Manshur ibn Yunus al-Bahuti. 

Tiga kitab terakhir karangan al-Bahuti adalah kitab yang paling 
mu'tamad bagi ulama Hanabilah kontemporer (al-Muta'akhkhirin 
min al-Hanabilah). 

PIMPINAN SIDANG PLENO 

KOMISI BAHTSUL MASAIL DINIYYAH MAUDLUIYYAH 

Ketua Wakil Ketua Sekretaris 

ttd ttd ttd 

KH. Ma'ruf Amin Prof. Dr. Mu'iz Kabri HM. Cholil Nafis, MA. 
Tim Perumus 

Ketua : KH. Ma'ruf Amin 

Wakil Ketua : Prof. Dr. Mu'iz Kabri 
Sekretaris : HM. Cholil Nafis, MA 

Anggota : KH. Afifuddin Muhajir, MA 

KH. Imam Ghazali Said, MA 
KH. Syafrudin 
Ust. Abdul Mannan 
Abdul Jalil,M.E.I. 
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KEPUTUSAN KOMISI BAHTSUL 
MASAIL AD-DINIYYAH AL- MAUDHU'IYYAH 
MUKTAMAR KE-32 NAHDLATUL ULAMA 
Di Asrama Haji Sudiang Makassar 
Tanggal 06-13 Rabiul Akhir 1431 H/ 

22-29 Maret 2010 

26. Format Penetapan Bahtsul Masail 

27. Dhawabith (Ketentuan) Masjid 

28. Dhawabith Ittihad al-Majlis 
(Ketentuan Satu Majlis) 

29. Dhawabith (Ketentuan) al-Kufr 

30. Relevansi Qanun Wadh'i (Hukum Positif) 
dan Hukum Syar'i 

31. Khitan Perempuan 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA 
NOMOR : IV/MNU-32/III/2010 
TENTANG 

BAHTSUL MASA'IL DINIYYAH MAUDLUTYYAH 
NAHDLATUL ULAMA 

^ ri 

MUKTAMAR KE-32 NAHDLATUL ULAMA 

Menimbang : a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi 
tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk 
membahas masalah-masalah yang berkembang di 
masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang 
menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut 
salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman 
dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang 
demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat; 

b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau 
Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang 
agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan 
ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah 
kepada terbentuknya Khaira Ummah, perlu secara 
terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan 
kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan 
ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah 
wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat; 

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf 
a dan b tersebut di atas Muktamar Ke- 32 perlu 
menetapkan hasil bahtsul masail Diniyyah Maudhu'iyyah; 

Mengingat : a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 
002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim 
Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang 
Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926; 

b. Keputusan Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama Nomor 
I/MNU-32/ III/ 2010 tentang Jadwal Acara dan 
Peraturan Tata Tertib Muktamar Ke-32 Pasal 13 ayat 
(3) dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama; 

Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar 
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Ke-32 Nahdlatul Ulama tanggal tanggal 7 R. 
Akhir 1431 H/23 Maret 2010 M; 

b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi 
Maudlui'yyah yang disampaikan pada Sidang 
Pleno VII Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama 
pada tanggal 11 R Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M; 

c. Ittifak Sidang Pleno VII Muktamar Ke-32 
Nahdlatul Ulama pada tanggal 11 R. Akhir 1431 
H/27 Maret 2010 M; 

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT : 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXH NAHDLATUL 

ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL 
DINIYYAH MAUDHU'IYYAH; 

Pasal 1 Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud 

oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil- 
hasil bahtsul masail Diniyyah Maudhu'iyyah 
sebagai pedoman dalam memperjuangkan 
berlakunya ajaran Islam yang menganut faham 
Ahlussunnah wal jamaah menurut salah satu 
madzhab empat dan mewujudkan tatanan 
masyarakat yang demokratis dan berkeadilan 
demi kesejahteraan umat; 

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga 

Nahdlatul Ulama untuk menaati segala hasil- 
hasil bahtsul masail Diniyyah Maudhu'iyyah ini; 

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan; 

Ditetapkan di : Asrama Haji Sudiang Makssar 

Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1431 H/27 Maret 2010 M. 

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG PLENO VII 

ttd ttd 

Drs. KH. Hafizh Utsman Drs. H. Taufik R. Abdullah 
Ketua Sekretaris 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


877 



26 . Format Penetapan Bahtsul Masail 

A. Deskripsi Masalah 

Itsbat al-ahkam dalam NU selama ini tidak dimaksudkan sebagai 
aktifitas menetapkan hukum yang secara langsung bersumber dari 
al-Qur'an dan.al-Hadits, karena yang bisa melakukan hal ini adalah 
ulama yang masuk kategori mujtahid. Itsbat al-ahkam dalam konteks 
ini dimaksudkan sebagai penetapan hukum dengan cara mentathbiq- 
kan (mencocokkan /menerapkan) secara tepat dan dinamis dari qaul 
dan 'ibarah terutama dalam kutub mu’tamadah di lingkungan madzhab 
Imam Syafi'i. 

Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, Ulama NU 
merumuskan perkembangan penting dari sistem itsbat al-ahkam. Ketika 
itu mulai diintrodusir ijtihad manhaji meskipun belum sepenuhnya mampu 
diaplikasikan dalam bahtsul masail. Dalam Munas tersebut dirumuskan 
prosedur dan langkah-langkah penetapan hukum. 

Dalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan Solo ada perkembangan 
baru, yaitu sejumlah ayat al-Quran dan al-Hadits dicantumkan dalam 
setiap jawaban persoalan hasil bahtsul masail. Tradisi demikian, nyaris 
tidak pernah dilakukan dalam bahtsul masail NU sebelumnya. Di samping 
itu, dalam Munas Alim Ulama di Surabaya tahun 2006, Ulama NU 
membuat pengelompokan kutub mu'tamadah di semua madzhab 
empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). 

B. Pertanyaan 

1. Apakah perlu mencantumkan ayat al-Quran, al-Hadits, dan dalil- 
dalil syara' lainnya dalam jawaban bahtsul masail NU? 

2. Jika memang diperlukan mencantumkan ayat al-Quran, al-Hadits 
dan dalil-dalil syara' lainnya, bagaimana formatnya? Apakah 
menggunakan urutan sesuai dengan tingkat kekuataannya, yaitu 
al-Quran, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya kemudian aqwal 
al-ulama, ataukah aqwal al-ulama baru kemudian ayat al-Quran, 
al-Hadits, dan dalil-dalil syara’ lainnya? 

3. Sejauh mana muqaranah al-madzahib diperlukan dalam bahtsul 
masail NU dengan menggunakan kutub mu'tamadah yang telah 
dirumuskan dalam Munas Alim Ulama NU di Surabaya? 

C. Jawaban 

1 . Pencantuman ayat al-Quran, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya 
diperlukan dalam setiap jawaban, karena pada hakikatnya setiap 
hukum pasti berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' 
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lainnya, dengan ketentuan bahwa ayat al-Qur'an, al-Hadits dan 
dalil-dalil syara' lainnya tersebut merupakan bagian dari pendapat 
Ulama yang terdapat dalam kutub mu'tamadah. Hal ini karena 
Ulama NU menyadari, bahwa yang mampu berijtihad langsung 
dari al-Qur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya adalah para 
mujtahid, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab, di antaranya 
Tarsyih al-Mustafidin. 

2. Aqwal al-ulama didahulukan, baru kemudian dilengkapi dengan 
ayat al-Qur'an beserta tafsirnya, al-Hadits beserta syarhnya, dan 
dalil-dalil syara' lainnya. Karena al-Qur'an, al-Hadits dan dalil- 
dalil syara' lainnya dalam pandangan Ulama NU tidak dijadikan 
sebagai dalil yang mandiri, tetapi merupakan bagian dari ijtihad ulama. 

3. Muqaranah al-madzahib dalam madzhab empat diperlukan untuk 

memperoleh pendapat yang ansab (lebih sesuai) dengan tetap 
berpegang pada prinsip (le (tidak ada maksud mencari 

kemudahan) sejalan dengan AD NU tentang prinsip bermadzhab. 

27. Dhawabith (Ketentuan) Masjid 

A. Deskripsi Masalah 

Secara etimologi, masjid berarti tempat sujud. Selain masjid, ada 
istilah lain; mushalla, langgar, surau, dan sebagainya, yang digunakan 
untuk arti yang sama, yakni tempat untuk shalat yang identik dengan 
sujud. Terminologi masjid inipun di daerah tertentu memiliki banyak 
sebutan, misalnya masjid biasa (la tuqamfih al-jumu'ah), masjid jami' 
(tuqamufih al-jumu'ah), masjid raya, masjid agung, dan sebagainya. 

Meningkatnya ghirah umat Islam untuk menjalankan ibadah, 
melahirkan sebuah tempat yang asalnya aula, lapangan, atau tempat 
parkir menjadi tempat untuk shalat -bahkan juga untuk shalat 
jum'at- Belum lagi banyaknya perkantoran, hotel, mall, stasiun, 
terminal yang mendirikan tempat ibadah yang difungsikan sebagai 
masjid, misalnya untuk jum'atan, i'tikaf, dan sebagainya. 

Bahkan sekarang ini, dengan jumlah jama'ah yang makin banyak, 
jarak antara satu masjid dengan masjid lainnya terlalu dekat dan tidak 
memenuhi persyaratan jarak minimal antara dua masjid sebagaimana 
disyaratkan oleh sebagian imam madzhab. 

B. Pertanyaan 

1. Apa kriteria suatu tempat dapat disebut masjid, sehingga tempat 
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itu memiliki kekhususan, misalnya untuk melakukan i'tikaf, 
dianjurkannya tahiyah al-masjid, dan larangan orang berhadats besar 
berdiam di dalamnya? 

2. Apakah shalat tahiyyah al-masjid berlaku bagi musholla, langgar, 
dan surau? 


3. Bagaimana pandangan Islam terhadap persyaratan pendirian 
masjid terkait dengan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri 
No. 9 dan 8, tahun 2006, di mana persyaratan minimal untuk 
mendirikan tempat ibadah harus ada 90 orang jama'ah? 


C. Jawaban 

1. Masjid adalah sebuah tanah dan atau bangunan yang diwakafkan 
sebagai masjid, bukan untuk yang lain seperti madrasah atau ribath 
(pesantren). 

2. Musolla, surau atau langgar yang digunakan untuk shalat lima 
waktu tidak sertamerta disebut sebagai masjid sepanjang tidak 
diwakafkan untuk masjid. Maka konsekwensinya tidak dianjurkan 
shalat tahiyyah al-masjid, i'tikaf, dan tidak haram orang yang junub 
atau haid berdiam di dalamnya. 

3. Peraturan tersebut dapat dibenarkan dan wajib ditaati apabila 
mengandung kemaslahatan, karena pemerintah memiliki kewenangan 
mengatur pembangunan masjid sebagaimana pemerintah juga 
memiliki kewenangan yang sama dalam mengatur pembangunan 
tempat ibadah agama lain. 

D. Dasar Penetapan 

Aqwal al-Ulama 


1. Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib 1 

^ (jU^ IjJb (j\S) J) (^_a) 

Jj (AjUS* jMvail Aiiijy ) 4*3 oj[^z£i\j jjy OL ya 

illj dj \ls^s £i&3 \ Aii 3 

^ J ±S*LZa II ']£■ l\Zi 'JZ (N) & 

(jl (jl » a1x>- Aji Ijyjjvlu» t*JJ Jo 


1 Zakaria al-Anshari, Asm al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, (Kairo: Dar al-Kitab al- 
Islarni, t.th). Jilid II, h. 462-463. 
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(Sub Masalah) Andaikan (seseorang berkata: "Saya jadikan tempat 
ini sebagai masjid, maka tempat tersebut menjadi) dengan ucapannya 
itu (masjid, walaupun ia tidak berkata: "Karena Allah." ) dan ia tidak 
mengucapkan shighat-shighat wakaf yang telah lewat Sebab, ungkapannya 
itu telah menunjukkan tujuan -pewakafan-nya dan telah terkenal dalam 
pewakafan. ("Dan saya wakafkan tempat ini untuk shalat." adalah 
shighat kinayah) dalam pewakafan lahan itu menjadi masjid, maka 
-untuk keabsahannya sebagai wakaf masjid- masih membutuhkan 
niat menjadikan lahan tersebut sebagai masjid. Sementara untuk 
status pewakafannya sebagai tempat shalat, ucapannya tadi merupakan 
shighat sharih yang sudah tidak membutuhkan niat lagi. (Tidak) 
menjadi masjid pula bila ia mendirikan sebuah bangunan, meskipun 
berbentuk bangunan masjid. Andaikan ia berkata: ("Saya izinkan 
shalat di tempat itu." ) maka dengan perkataan tersebut tempat yang 
dimaksudnya itu tidak menjadi masjid, walupun dia shalat di tempat 
itu dan meniatinya menjadikan masjid. Dalam kitab al-Kifayah dengan 
mengikuti al-Mawardi, Ibn Rif'ah berkata: "Kecuali bangunan itu ia 
dirikan di lahan bebas (mawat), maka lahan tersebut akan menjadi 
masjid dengan sebab pembangunan dan niat menjadikannya sebagai 
masjid, tanpa memerlukan ucapan shighat wakaf dalam bangunan di 
lahan bebas tersebut." Al-Subki berkata: "Lahan bebas itu tidak bisa 
dimiliki oleh orang yang membukanya sebagai masjid. Sementara 
ucapan shighat wakaf hanya dibutuhkan untuk mengeluarkan lahan 
dari kepemilikannya, dan lahan bebas itu akan dihukumi menjadi 
masjid karena mengikuti pembangunannya. Al-Isnawi berpendapat: 
"Qiyasnya, ketentuan tersebut juga berlaku dalam pembangunan 
selain masjid, yaitu madrasah, pesantren dan semisalnya. Pendapat 
al-Rafi'i dalam bab Ihya' al-Mawat juga menunjukkan demikian." 
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Demikian pendapat al-Isnawi. Dan yang jelas bila seseorang berkata: 
"Saya izinkan i'tikaf di tempat itu." maka tempat yang dimaksud 
menjadi masjid. Sebab, i'tikaf hanya sah dilakukan di masjid. 


2. Hawasyai al-Syirwani wa al-'Abbadi ‘ala al-Tuhfah 2 

aJULjj jjp j ^ o$\s*iuai jfi- jl i A^j j! (i* Iw a ] fij 

zjl 31 '/i ^ jj t ^ jii _? ^ 

j_y><Ui3l3 A*Iaj !-*>**■««• J^iull <_3 <— ^Sjll <jl aj^4^ 

j S&ji di; 'V-* _? 

yt o^t d, ijj j\ \j^ jfA s.j^ j' jp 

(_slSaC- V y\ jj Jij>-\_1_1)\ iSyfj liUi I \^ASjj A.fe.,. j 


a \ till: 


'J 


(Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: "Membangun papan tempat duduk 
-di tempat yang disewa seseorang-.") maksudnya atau di tempat itu ia 
memaku suatu papan yang ditinggikan dari kayu atau sajadah. Demikian 
ungkapan al-Ramli yang dikutip Ibn Qasim al-'Abbadi dalam Hasyiyah 
' ala Ibn Hajar. Dan begitu pula bila ia memakunya ditempat milikinya. 
Begitu pendapat Ali Syibramalisi. Sementara dalam kitab al-Kurdi 
setelah menyebutkan fatwa-fatwa dari al-Syarih -Ibn Hajar- dan dari 
kitab al-Nihayah, tentang tidak diperbolehkannya mewakafkan benda 
yang bisa dipindah (al-manqul) menjadi masjid terdapat penjelasan 
dengan redaksi: "Qiyas atas memaku papan kayu -dan mewakafkannya 
menjadi masjid- adalah bila seseorang memaku sajadah, maka sah - 
pula- mewakafkannya -menjadi masjid-. Dan hal tersebut telah cukup 
jelas. Kemudian aku melihat al-'Inani dalam Hasyiyyah 'ala Syarh 
al-Tahrir li Syaikh al-Islam berpendapat "Andaikan seseorang memaku 
tikar, atau kulit hewan di suatu tanah, atau di suatu papan dan 
mewakafkannya menjadi masjid, maka hukumnya sah dan hukum- 
hukum masjid berlaku pula untuk keduanya, sah i'tikaf di dalamnya, 
haram bagi orang junub diam di dalamnya dan semisalnya. 

3. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj 3 


2 Al-Syarwani Hasyiyah al-Syanvani ' ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj , (Beirut 
Dar al-Fikr, t. th.). Juz III, h. 464-465. 
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Pendapat yang unggulkan oleh al-Isnawi, yaitu pendapat sebagian 
ulama berupa: "Apabila seseorang membangun papan di lahan yang 
disewanya, dan mewakafkannya sebagai masjid, maka hukum 
wakafnya sah. Seperti sahnya wakaf bangunan di loteng maupun 
dindingnya." itu sudah cukup jelas, meskipun al-Zarkasyi menyatakan 
keabsahannya meskipun tidak membangunnya sebagai masjid. Sebab, 
hakikat masjid adalah bangunan yang ada di lahan tersebut, bukan 
lahannya. Dari sini bisa diketahui (keabsahan mewakafkan lantai atas 
tanpa mengikutkan lantai bawah) sebagai masjid, begitu pula 
sebaliknya dan ketidakabsahan mewakafkan al-tnatujul -benda yang 
bisa dipindahkan- seperti penjelasan dalam bab Wakaf nanti. 

4. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari 4 

(jl jk* ^*S Jk»-\ la*u ^ 





d s^Uji g^ii 1 5>4 6' • > 


tilli (3 Aswllir j o^li- 

Hadits ("Aku diberi lima perkara yang belum pernah diberikan 
kepada salah seorang nabi pun sebelumku, yaitu aku di beri pertolongan 
dengan kegentaran -musuh- dalam jarak sebulan, bumi dijadikan 
masjid dan suci mensucikan bagiku.") 

Sabda Nabi Saw.: "Bumi dijadikan masjid bagiku." maksudnya 
adalah tempat sujud, yang mana sujud tanpa dikhususkan di suatu 
tempat dan bukan yang lainnya. Kata masjid dalam hadits tersebut 


3 Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t. th.). Juz III, h. 216. 

4 Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari , (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1989), Juz I, h. 576. 
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memungkinkan dipahami sebagai majas -kiasan- dari tempat yang 
dibangun untuk shalat, dan termasuk majas tasybih. Sebab, ketika 
suatu tempat boleh digunakan untuk shalat, maka tempat itu seperti 
masjid dalam diperbolehkannya shalat -di semua tempatnya-. 


5. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari 5 

$zi\j jJl ^ ott i&dl i$\j v'? iy) 

(j' pLL.* -Uf- (Jjl (j Jij Jij*" 3^3 

^5j O' jJ-siilllj ^ & jl 4^aau j»4*3 ^5? tii ^ ^ 

(iili i' (£3-^ J? M C^JL> 'J 0' ^4"'^ 

6 ' 4g\5ii uj 3 * 3 ^ 'J <j ^jj' c^-'J 

jjj)3 jli^fsao» cjij 


(Ungkapan al-Bukhari: "Bab Menghukum Rajam di Mushalla), 
maksudnya melaksanakan hukuman rajam di tempat shalat. Yaitu 
tempat pelaksanaan shalad id dan shalat jenazah, yaitu sebagian 
area Baqi' al-Gharqad. Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim disebutkan: "Kami diperintahkan untuk merajam 
seseorang, kemudian kami bawa dia ke baqi' al-gharqad." Sebagian 
ulama, seperti 'Iyadh, memahami ungkapan al-Bukhari "di Mushalla" 
dengan maksud melaksanakan rajam di dalam mushalla, dan ia 
berkata: "Dari teks tersebut bisa dipahami bahwa bagi mushalla 
tidak diberlakukan hukum masjid. Sebab kalau diberlakuan, niscaya 
rajam tidak boleh dilaksanakan di sana karena tidak bisa terhindar 
dari terkotori darah. Hal ini berbeda dengan riwayat al-Darimi yang 
menyatakan bahwa bagi mushalla diberlakukan hukum masjid, 
meskipun mushalla tersebut tidak diwakafkan. 


6. Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain 6 

j\*9 ' JJb Jj <jj ooil J\j jli J~?3 

'J 6V» jp 3 ^ 'J' 'J l 'S'i 'VLi 


5 Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari , (Beirat: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1989), Juz XII, h. 155. 

6 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, 
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), , h. 269. 
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Dan seperti halnya i'fzfo/, shalat tahiyyah al-masjid. Maka bila seseorang 
berkata: "Saya izinkan shalat tahiyyah al-masjid, di tempat ini" maka 
tempat tersebut menjadi masjid. Sebab shalat tahiyyah al-masjid hanya sah 
dilaksanakan di masjid. Bila seseorang mendirikan bangunan model 
masjid, maka pembangunan yang dilakukannya tidak menjadi kinayah 
dalam pewakafan masjid, meskipun ia mengizinkannya untuk digunakan 
shalat, kecuali dalam lahan bebas (mawat). Maka dengan pembangunan 
yang dilakukan dan disertai niat menjadikan masjid akan membuat 
tempat tersebut menjadi masjid. Sebab pengucapan shighat waqaf 
hanya dibutuhkan untuk mengeluarkan sebuah lahan dari kepemilikannya. 
Sementara masjid di lahan bebas ini tidak termasuk kepemilikan orang 
yang membangunnya sebagai masjid tersebut. Maka ia tidak perlu 
mengucapkan shighat zvaqaf dan lahannya akan dihukumi sebagai 
masjid karena mengikutkan pada bangunannya. Hukum seperti itu 
juga berlaku dalam bangunan madrasah, pesantren, penggalian sumur, 
dan pembuatan kuburan di lahan bebas dengan tujuan menyediakannya 
bagi kepentikangan umum. 

7. Syarh Zad al-Mustaqni' 7 


fclc 3*3 (jus 4i>l teUSJ pjl 3*3) JL^\ jis 

l»jjj jUlaJlj 'j£*su> 15-UjC- 4jLa»- iul J 

jAJjo jy* J*jL» Jcyv wl M Ijjfc 

J$\ j &4r & $ Zg\ ch 4S £P+ 'S H ^ j4j >£& 

iSi 3*3 yidi ui u 3^3 

i-i jiis ^ ii > jas is di ^ ji&t 

jJSj ,3&e5U !& A-i 'J j^lli li^S oljUjl 


7 Al-Syanqithi, Sayr/i Za2 al-Mnstaqni' , Juz V, h. 91. 
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Musa bin Ahmad al-Hajawi -rahimahullah- berkata: {"I'tikaf adalah 
menetap di masjid karena taat kepada Allah Ta'ala"). Dhamir hw 
huwa ) kembali kepada kata i'tikaf, seolah ia berkata: "Hakikat i'tikaf 
menurut kita para ahli fiqh dan ulama adalah menetap di masjid. 
Maksud masjid ini adalah kata masjid, mengikuti wazan mafil dari 
mashdar al-sujud, dan makna yang dimaksud adalah masjid pada 
umumnya. Bukan setiap tempat sujud. Sebab Nabi Saw. telah bersabda: 
"Bumi dijadikan masjid dan sud mensudkan bagiku." Maka maksudnya 
adalah masjid yang telah diketahui secara umum, yaitu masjid yang 
telah dikenal, yang ketika dimutlakkan dalam syari'at maka hukum- 
hukum masjid diberikan pada masjid tersebut. Oleh karenanya tidak 
mencakup mushalla, yaitu tempat yang digunakan untuk mendirikan 
sebagian macam shalat dan bukan sebagian yang lainnya. Maka 
musolla tidak bisa digunakan i'tikaf, maksudnya tidak sah digunakan 
sebagai tempat i'tikaf. Dalilnya adalah firman Allah: "Dan kalian 
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beri'tikaf di masjid-masjid." [QS. al-Baqarah: 187]. Maka ayat tersebut 
menunjukkan bahwa i'tikaf itu harus dilakukan di masjid-masjid. 
Berdasarkan hal tersebut para ulama berpendapat: "Andaikan yang 
ditempati i'tikaf itu adalah mushalla, maka tidak sah i'tikaf di sana, 
dan yang sah dii'tikafi hanyalah masjid." Kemudian masjid itu ada 
dua macam, yaitu masjid yujamma' fih dan masjid la yujamma' fih. 
Maksud ungkapan kami yujamma' fih adalah yang digunakan shalat 
jum'at. Maka masjid yang digunakan untuk shalat jum'at secara 
ijma' sah digunakan i'tikaf. Sedangkan masjid yang tidak digunakan 
shalat jum'at, maka -terkait dengan i'tikaf- hukumnya terperinci. 
Bila seseorang telah mewajibkan bagi dirinya untuk beri'tikaf selama 
sepuluh hari terakhir -dari suatu bulan-, maka secara otomatis ia 
harus melaksanakannya di masjid yang digunakan shalat jum'at. 
Sebabnya adalah, ketika ia bemadzar atau mewajibkan bagi dirinya - 
untuk i'tikaf selama sepuluh hari terakhir dari suatu bulan-, maka 
sepuluh hari tersebut pasti terselingi oleh hari jum'at. Oleh sebab itu, 
i'tikafnya harus dilakukan di tempat atau masjid yang digunakan 
shalat jum'at. Dari sini para ulama berpendapat: "Niscaya i'tikaf 
seseorang yang dilakukan selama sepuluh hari -sepuluh malam- 
genap harus dilakukan di masjid yang digunakan shalat jum'at. 
Sebab, bila ia lakukan di masjid yang tidak digunakan shalat jum'at, 
maka ia terpaksa harus keluar darinya untuk shalat jum'at. Maka 
i'tikafnya batal karena keluarnya tadi, bila ia telah bemadzar i'tikaf 
selama sepuluh hari -sepuluh malam- penuh. Sedangkan bila i'tikafnya 
adalah i'tikaf tha’ ah atau qurbah -sunnah-, dan tidak dimaksudkan 
sepuluh hari -sepuluh malam- penuh, maka sah dilakukan di masjid 
yang digunakan shalat jum'at maupun masjid yang tidak digunakan 
shalat jum'at. Namun disyaratkan terdapat jamaah di sana, sebab ia 
terhukumi untuk menghadiri shalat berjamaah. 


8. Al-Asybah wa al-Nazhair 8 

£jyC» (Jllj l^lc- o.ic-U Dl s jjb J i— 

U liUS eJi pjdl 'j* 

il JV5 jlS gj <xj±\ & J\ & j\S a^ 


8 Abdurrahman al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha’ir, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1403 H), h. 121. 
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'T asharuf pemimpin atas rakyatnya terbatas dengan kemaslahatan. 
Kaidah ini telah disebutkan secara jelas oleh al-Syafi'i, ia berkata: 
"Posisi pemimpin atas rakyatnya adalah seperti posisi wali terhadap 
anak yatim. Saya (al-Suyuthi) berkata: "Dasar kaidah ini hadits yang 
diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam kitab Sunannya, ia berkata: 
"Abu al-Ahwash bercerita kepadaku, dari Abu Ishaq, dari al-Barra' 
bin 'Azib, ia berkata: "Umar ra. berkata: "Aku posisikan diriku atas 
harta Allah pada posisi wali anak yatim. Bila aku membutuhkan, 
maka aku gunakan hartanya, ketika aku berkecukupan maka aku 
kembalikan. Bila aku kaya maka aku hindari -mengunakan hartanya-." 

9. Bughyah al-Musytarsyidin 9 


4\ ^ J 3>Jl\ & >3 hij jLc 

oy»\ (J\£ 2 a 1 ^ Ia 3 ^* J 1 

% ^ J*" J* p Jj 4+i SSyj j f ^ A*i 

^13 5^" Oi Uj Jali 

AjI \j*$> o-Ulij Uiait Jali 

A>1 (3 <j* pt> Aji i puu pU 

jt Ip U^Vj Aj ^o| U^i A£*Ui 

uis iii jiUiJii 4!^ A^Juki Ajj 5^ oi 4^ 

^ ^ ^ ^ A ^ 0 j £*'■' ««> 0 s' 9 s’ X i 

oV J- 9 ' cA^-*>N 5' cAil$M c5 ^ <3 0^1 <14i 134=0 

5^' fjA3 sUaill p4* j 13^' <4 $ ^lill t_3i> 

•*' M - ■ *“ ■: ^ o?4^' J4 jJj p sis^. zsH ^%a! 


(Kasus dari al-Kurdi). Wajib mematuhi perintah Imam -kepala 


9 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 91. 
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pemerintahan- dalam setiap hal yang menjadi kewenangannya. Seperti 
penyerahan zakat harta zhahir. Maka bila ia tidak memiliki kewenangan, 
yaitu dalam hak-hak yang bersifat wajib atau sunah, maka boleh 
memasrahkannya kepada Imam atau mengalokasikannya sendiri kepada 
yang berhak. Apabila perintahnya itu mubah, makruh atau haram, maka 
tidak wajib mematuhinya, seperti pendapat al-Ramli. Namun dalam kitab 
cd-Tuhjah Ibn Hajar meragukannya, kemudian ia cenderung mewajibkannya 
dalam setiap perintah Imam meskipun haram, namun secara lahir saja. Dan 
perintah yang selain haram, apabila terdapat kemaslahatan umum, maka 
wajib dipatuhi secara lahir dan batin. Apabila tidak maka wajib dipatuhi 
secara lahir saja pula. Standar wajib dan mubah tersebut berdasarkan pada 
keyakinan pihak yang diperintah. Sedangkan ungkapan ulama: "Secara 
lahir." maksudnya adalah sesorang tidak berdosa bila tidak mematuhinya. 
t)an maksud ulama: "Secara batin" Adalah ia berdosa bila melanggarnya. 
Demikian pendapat Ibn Hajar. Saya sendiri berkata: " Al-Syarqawi berkata: 
•"Kesimpulannya, sungguh wajib mematuhi perintah imam secara lahir dan 
batin, dari setiap perintah yang tidak haram dan makruh. Perkara yang 
wajib -dengan perintahnya- menjadi lebih kuat, yang sunah menjadi wajib. 
Begitu pula perkara mubah bila terdapat kemaslahatan, seperti menghisap 
rokok bila kita memakruhkannya karena mengandung kerendahan bagi 
orang-orang yang berkepribadian luhur. Dan penguasa sudah 
memerintahkan pegawainya untuk mengumumkan ketidakbolehan 
menghisap rokok di pasar-pasar dan kedai-kedai kopi. Kemudian banyak 
orang yang tidak mematuhi dan tetap menghisapnya. Maka mereka 
tergolong orang yang telah melakukan maksiat. Pada zaman sekarang 
hukum menghisap rokok adalah haram karena perintah penguasa. Apabila 
penguasa memerintahkan suatu perkara kemudian ia mencabutnya, 
meskipun belum pernah dilakukan -oleh siapa pun-, maka hukum 
mematuhi perintah tersebut tidak gugur. Demikian pendapat al-Syarqawi. 


28 . Dhawabith Ittihad al-Majlis 
(Ketentuan Satu Majlis) 

A. Deskripsi Masalah 

Secara umum, istilah ittihad al-majlis berarti kesatuan tempat, dan 
besar sekali pengaruhnya terhadap akad /transaksi jual beli dan nikah 
dalam sisi ijab kabul. 

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, konsep ittihad al- 
majlis dalam jual beli mengalami pergeseran. Banyak terjadi akad 
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jual beli tidak dalam satu tempat, seperti jual beli ekspor /impor dengan 
menggunakan media telekomunikasi modem, misalnya, via tdeconference, 
telepon, faksimile, e-mail, layanan pesan singkat (SMS). Begitu juga 
dalam akad munakahah, menggunakan media seperti yang telah disebutkan. 

Pada prinsipnya, setiap akad harus jelas ijab kabulnya, dan 
media komunikasi modem ternyata mampu memberikan jaminan 
kejelasan antara ijab dan qabul. 

B. Pertanyaan 

1 . Bagaimana pandangan Islam tentang akad bai' dan munakahat dengan 
menggunakan media telekomunikasi modem, misalnya, tdeconference, 
telepon, surat elektronik (e-mail), layanan pesan singkat (SMS) 
maupun faksimile? 

2. Apa batasan (dhawabith) ittihad al-majlis, apakah satu tempat, satu 
waktu, atau satu session ? 

3. Kapan muta'aqidain (kedua pihak yang bertransaksi)dikatakan 
berpisah, sehingga menggugurkan hak khiyar al-majlis? 

C. Jawaban 

1 . Akad jual beli dengan cara tersebut di atas dianggap fi hukm ittihad 
al-majlis sehingga akad jual belinya sah karena masing-masing 
muta'aqidain saling mengetahui serta mengetahui obyeknya ( al - 
mabi') sehingga tidak terjadi gharar (ketidakjelasan), dengan begitu 
akan terealisasi ijab dan qabul yang taradhin (suka sama suka). 
Sementara untuk akad munakahat, ketentuan di atas tidak berlaku. 

2. Ittihad al-majlis bisa bermakna ittihad al-zaman (satu waktu), ittihad 
al-makan (satu lokasi), dan ittihad al-haiah (satu posisi). Perbedaan 
tempat yang disatukan dengan media komunikasi modem, membuat 
dua tempat yang berjauhan itu bisa dianggap menyatu (ta'addud 
al-makan fi manzilah ittihad al-makan). 

3. Ittihad al-majlis dianggap berakhir apabila: 

a. Alat komunikasi yang menghubungkan muta’aqidain berakhir. 

b. Berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) akad dianggap berakhir, 
misalnya pembicaraan beralih ke persoalan lain. 

D. Dasar Penetapan 
Aqwal al-Ulama 

1. Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin 10 


10 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: al- 
Maktab al-lslami, 1405 H), Juz VII. h. 381 . 
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Sub Masalah. Yang dimaksud dengan majlis yang disyaratkan 
memberi di dalamnya adalah majlis tawajub (saling menetapkan), 
yaitu majlis yang menghasilkan keterkaitan antara ijab dan qabul. 
Dan tidak ada pertimbangan atas tempat akad. 

2. Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin 11 

6* j i d JS#Xj jfejM 

jJ^S f#jl£ u£L; oj» 

Rukun jual beli yang kelima adalah shighat, dan harus ada. Dan 
antara ijab dan cjabul disyaratkan tidak terpisah pembicaraan lain. 
Maka bila terpisah dengan pembicaraan panjang maka keterkaitan 
antara keduanya batal. Sementara menurut qaul al-Shahih, bila terpisah 
pembicaraan sedikit maka tidak membatalkan keterkaitan keduanya. 

3. Badai' al-Shanai'fi Tartib al-Syarai' u 
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Pasal tentang syarat jual beli yang berkaitan dengan tempat akad. 


11 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa ' Umdah al-Muftin , (Beirut: al- 
Maktab al-Islami, 1405 H), Juz VII, h. 395. 

12 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa ' Umdah al-Muftin , (Beirut: al- 
Maktab al-Islami, 1405 H), Juz V, h. 137. 
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Adapun syarat jual beli yang berkaitan dengan tempat akad adalah 
satu hal, yaitu ittihad al-majlis, yakni ijab dan qabul dilakukan dalam 
satu majlis. Oleh sebab itu, bila dilakukan dalam majlis yang berbeda 
maka akad jual belinya tidak sah. Sehingga andaikan salah satu pihak 
yang bertransaksi menetapkan (ijab) untuk menjual, kemudian calon 
pembeli beranjak dari majlis sebelum menerima(meng^flbw/)nya, atau 
ia sibuk dengan aktifitas lain yang mengakibatkan berbedanya majlis, 
kemudian baru menerimanya, maka akad jual beli tidak sah. Sebab 
qiyas nya adalah, dalam satu majlis salah satu dari ijab dan qabul tidak 
boleh terlambat dari yang lainnya. Sebab ketika yang pertama ada, 
yang kedua belum ada pada saat yang pertama ada. Lalu ketika yang 
kedua ada, yang pertama sudah tidak ada. Maka rukun jual beli tidak 
terpenuhi. Hanya saja bila hal itu dipertimbangkan, maka berkonsekuensi 
mempersempit jual beli. Oleh sebab itu salah satu dari ijab dan qabul 
dalam hukum bergantung pada yang lainnya, dan majlis dijadikan 
titik temu yang mengumpulkan dua hal tersebut besertaan dengan 
keterpisahan keduanya karena darurat (kebutuhan mendesak). Kondisi 
darurat inilah yang menjadi penentu keabsahan jual beli ketika terdapat 
kesatuan majlis. Oleh sebab itu, ketika berbeda tempat maka tidak 
terdapat ketergantungan yang satu dengan yang lainnya. Demikian 
menurut pendapat kami madzhab Hanafiyah. Sementara menurut 
Imam Syafi'i Ra. kesegeraan antara ijab dan qabul, serta kesatuan majlis 
menjadi syarat jual beli yang mana ia tidak akan sah tanpanya. 

4. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 13 


O')! jyf ‘—jLSvJS" L*SC>- j\ UI % lij \SS SJLJto- \j»l ^pJSlI Kal 


lift u->Uai-l C-J#lS 4j£l^S 


Syarat keempat dari ijab qabul akad nikah adalah shighat terdengar 
oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak 
yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. 
Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, 
atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak 
menghadiri masjlis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam 
hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung. 


13 Abdurrahman al-Jazairi, al-Fiqh ' ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1990), Juz IV, h. 16. 
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5. Al-Fiqh al-lslami wa Adillatuh 14 

Oi <3, J>^|3 J_jl5)l JU^aji 
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Pertemuan qabul dan ijab, yaitu qabul dan ijab dilakukan dalam satu 
majlis, bila kedua pihak yang bertransaksi sama-sama hadir dalam majlis 
atau dalam suatu majlis yang diketahui bahwa pihak yang tidak hadir 
telah menyampaikan ijab. Pertemuan qabul dan ijab benar-benar terjadi 
apabila masing-masing pihak mengetahui keputusan pihak lain, yakni 
dengan mendengar ijab dan memahaminya dan dengan mengetahui 
pihak tersebut tidak berpaling dari akad, baik dari pihak yang 
menetapkan (al-mujib) maupun dari pihak yang menerima (al-qabil). 

Dan maksud majlis akad adalah kondisi saat kedua belah pihak 
sedang melakukan transaksi. Dengan ungkapan lain: "Kesepakatan 
kata di tempat akad." 

6. Al-Fiqh al-lslami wa Adillatuh 15 

j, gsasudi vSs \S & J' & yjjdi or &d\ >d\ & i\£\ 
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14 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-lslami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz 
IV, h. 106. 

15 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-lslami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz 
IV, h. 106. 
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Yang dikehendaki dengan satu majlis dalam setiap akad seperti 
yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang 
bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak 
itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. 
Seperti transaksi via telpon, sistem radio atau via surat. Maksud satu 
majlis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah 
pihak melakukan transaksi. Maka majlis akad adalah kondisi yang 
di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini 
para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majlis itu mengumpulkan 
beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majlis 
akad dalam perbincangan via telpon atau sistem radio adalah waktu 
tersambungnya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait 
akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke 
hal lain, maka majlis akad berakhir. 


29. Dhawabith (Ketentuan) al-Kufr 

A. Deskripsi Masalah 

Dewasa ini aksi pengkufuran terhadap kelompok atau golongan 
yang berbeda penafsiran terhadap ajaran agama semakin merebak. 
Padahal sebagaimana kita ketahui, bahwa menuduh kufur orang lain 
berarti konsekuensinya adalah menghalalkan harta benda dan darahnya. 

Oleh karenanya, mengfcu/wrkan pada sesama muslim hanya karena 
faham dan penafsiran terhadap ajaran Islam, apalagi ajaran yang multi 
interpretasi perlu dihindari. 

Berkaitan dengan istilah kufur ini, terdapat juga istilah bid'ah yang 
dianggap sesat dan memiliki konsekuensi seperti kufur, berdasarkan 
hadits: " kuil bid'ah dhalalah zva kuli dhalalahfi al-nar." Hadits ini juga 
dipakai sebagai dasar untuk melegitimasi tindakan orang-orang yang 
mengfcu/urkan atau membid'ahkan siapa saja yang tidak sejalan dengan 
pemahamannya. 

B. Pertanyaan 

1. Bagaimana pengertian kufur dan klasifikasinya? 

2. Apa saja ukuran seseorang dikatakan kafir ? 

3. Apa saja kriteria bid'ah, dan apakah bid'ah identik dengan kufur ? 

C. Jawaban 

1 . Pengertian kufur. Secara etimologi, cd-kufr berarti al-satr wa al-taghthiyah 
(tutup). Malam disebut juga dengan kufr (yang menutupi), karena 
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dengan kegelapannya menutupi segala sesuatu. Sedangkan menurut 
terminologi, kufr berarti mengingkari apa yang sudah pasti dibawa 
Rasulullah Saw. ( inkar ma 'ulim bi al-dharurah maji' al-rasul bih). 
Kemudian para ulama mengklasifikasikan kufr menjadi empat macam: 

a. Kufr inkar, yaitu seseorang mengingkari dan tidak mengakui 
Allah sama sekali, seperti kufmya Fir'aun. 

b. Kufr juhud, yaitu seseorang mengakui Allah dalam hatinya 
hanya saja lisannya tidak pernah menyatakan pengakuannya 
itu, seperti kufmya Iblis. 

c. Kufr ’inad, yaitu seseorang mengakui Allah dalam hatinya dan 
menyatakan pengakuannya tersebut dengan lisannya hanya 
saja tidak mau menjadikannya sebagai suatu keyakinan, seperti 
kufr nya Umayah bin Abi Shalt dan Abu Thalib. 

d. Kufr nifaq, yaitu seseorang mengakui dengan lisannya, hanya 
saja hatinya tidak mau mengakuinya. 

e. Kufrni'mah. 

2. Ukuran seseorang dikatakan kafir adalah ingkar terhadap rukun 
iman, rukun Islam dan sesuatu yang diketahui secara pasti dari 
Rasulullah ( ma ' ulim bi al-dharurah maji' al-rasul bih). 

3. Secara bahasa bid'ah adalah suatu yang baru. Sedangkan secara 
istilah adalah memunculkan sesuatu yang baru sepeninggal Nabi 
Muhammad SAW. dalam masalah agama setelah sempurna. 
Para ulama mengklasifikasikan bid’ah menjadi dua; pertama, mahmudah 
(terpuji) atau hasanah (bagus), kedua, madzmumah (tercela) atau sayymh 
(jelek). Bid'ah mahmudah atau hasanah adalah sesuatu yang baru 
dan sesuai al-Qur'an, al-Sunnah, atsar shahabat, atau ijma' sebagai 
sumber syari'at Islam. Sedangkan bid'ah madzmumah atau sayyi'ah 
adalah sesuatu yang baru dan tidak sesuai dengan syari'at Islam. 
Ditinjau dari sisi hukum, bid'ah ada lima macam; 

a. Wajib, seperti merumuskan dalil-dalil ‘aqli dalam bidang teologi 
untuk menolak pemikiran atheisme (al-mulahadah) dan semacamnya; 

b. Mandub/sunnah, seperti menulis karya ilmiah, membangun gedung- 
gedung sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan sebagainya. 

c. Mubah, seperti mengembangkan resep makanan, mushafahah 
(berjabat tangan) setelah shalat dan sebagainya. 

d. Makruh, seperti shalat memakai pakaian yang dapat mengganggu 
kekhusy u’ an shalat dan sebagainya- 
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e. Haram, seperti mengembangkan dan menyebarkan pemikiran 
yang bertentangan dengan syari'at Islam, seperti pemikiran- 
pemikiran faham qadariyyah, murji'ah, dan sebagainya. 

Dalam kaitannya dengan kekufuran, tidak semua bid'ah identik 
dengan kekufuran. Hanya bid'ah yang bertentangan dengan dalil- 
dalil qath'i saja yang menyebabkan kekufuran. 

D. Dasar Penetapan 
Aqwal al-Ulama 

1. Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil 16 
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Dan asal kata fcw/r dalam bahasa bermakna tutup dan penutup, 
dari makna itu malam hari disebut pula kafir (yang menutupi), karena 
malam menutupi berbagai benda dengan gelapnya. Seorang penyair 


16 Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta’wil fi Ma'ani al-Tanzil, (Beirut Dar al-Fikr, 
1989), Juz I, h. 31-32. 
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berkata: 


"Di suatu malam kegelapannya menutupi bintang." 
Maksudnya menutupinya. Kufr itu ada empat macam: (1) Kufr inkar, 
yaitu tidak mengakui Allah sama sekali, seperti kufurnya Fir'aun. 
Yakni -dalam- ucapannya: "Aku tidak meyakini tuhan kalian selain 
diriku/' (2) Kufrjuhud, yaitu mengakui Allah dalam hati namun tidak 
menyatakannya dengan lisan, seperti kufurnya iblis. (3) Kufr 'inad, 
yaitu mengakui Allah dalam hati dan menyatakannya dengan lisan 
namun tidak menjadikannya sebagai agamanya. Seperti kufurnya 
Umayyah bin Abi Shalt dan Abu Thalib yang berkata dalam syairnya: 
"Aku yakin agama Muhammad merupakan agama terbaik manusia, 
Andaikan tidak ada cercaan dan kehazoatiran dicela, 
anda pasti mendapatiku mau memeluknya secara jelas." 

(4) Kufr nifaq, yaitu menyatakan keyakinan kepada Allah dengan lisan 
dan tidak meyakini keabsahannya di hati. Maka semua macam ini 
adalah kekufuran. Kesimpulannya, niscaya siapa saja yang mengingkari 
Allah, mengingkari keesaanNya, mengingkari ajaran yang diturunkan 
kepada RasulNya, mengingkari kenabian Muhammad Saw. atau 
mengingkari salah seorang para Rasul, maka dirinya menjadi kafir. 
Bila mati dalam keadaan demikian, maka ia akan kekal di neraka dan 
Allah tidak akan mengampuninya. 

Z Al-Siraj al-Munir fi al-l'anah ' ala Ma'nfah Ba'd Kalam Rabbina al-Hakim al- 
Munir 17 


J}\ jfs dj 
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17 Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbinin, Al-Siraj al-Munir fi al-l'anah 'ala 
Marifah Ba'd Kalam Rabbina al-Hakim al - Munir, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. 
th.), Juz I, h. 26-27. 
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Ketika Allah T a ala telah menyebutkan sifat khusus para hambaNya 
dan sifat khusus para kekasihNya dengan sifat yang menjadikan 
mereka memperoleh hidayah dan keberuntungan, maka setelah itu 
Allah menyebutkan orang-orang yang menjadi kebalikan dari mereka, 
orang-orang dungu yang amat durhaka, yaitu orang-orang yang tidak 
bisa menerima hidayah, ayat-ayat dan peringatan. Yakni dengan 
firman Allah Swt.: "Niscaya orang-orang yang mengingkari ..." (QS. al- 
Baqarah: 6) Kata kufr dalam bahasa berarti menutupi nikmat. Asalnya 
adalah al-kafr dengan dibaca fathah huruf kafhya, yang berarti penutup. 
Dari makna itu petani dan malam disebut kafir (yang menutupi) dan 
kelopak buah-buahan disebut kafur (berapa bagian yang menutupi). 
Sementara dalam syari'at kufr berarti mengingkari ajaran yang secara 
luas telah diketahui dibawa para Rasul. Kufr itu terbagi menjadi empat, 
yaitu kufr inkar, kufr juhud, kufr ‘Inad, kufr nifaq. Kufr inkar adalah 
tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mengakuiNya. Kufr juhud 
adalah mengakui Allah di dalam hati dan tidak menyatakannya dengan 
lisan, seperti kufurnya iblis dan kaum Yahudi, Allah berfirman: "Maka 
setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka 
lalu ingkar kepadanya." [Q5. Al-Baqarah: 89]. Kufr ' inad adalah mengakui 
Allah di dalam hati, menyatakannya dengan lisan dan tidak menjadikannya 
sebagai agamanya, seperti kufurnya Abu Thalib dalam ucapannya: 

"Aku yakin agama Muhammad merupakan agama terbaik manusia, 
Andaikan tidak ada cercaan dan kehawatiran dicela, 
anda pasti mendapatiku mau memeluknya secara jelas. " 

Sedangkan kufr nifaq adalah menyatakan keimanan kepada Allah 


898 Ahkam ul Fuqaha 



dengan lisan dan tidak meyakininya dalam hati. Semua macam 
kekufuran ini, siapa saja yang bertemu dengan Allah dengan membawa 
salah satunya, maka tidak akan mendapat ampunanNya. Allah Ta'ala 
berfirman: "Niscaya Allah tidak akan mengampuni dari penyekutuanNya. " 
[QS. Al-Nisa': 48 dan 116]. 


3. Al-lqtishad fi al-I'tiqad 18 
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Dan sikap yang sebaiknya dicenderungi oleh seseorang pencari 
kebenaran adalah menghindarkan diri dari mengkafirkan terhadap 
orang lain selama masih memungkinkan. Sebab, menghalalkan darah 
dan harta benda orang-orang yang mendirikan shalat dengan menghadap 
kiblat, yang jelas-jelas mengucapkan kalimat: "Tiada Tuhan selain Allah, 
Muhammad adalah utusanNya. " merupakan kesalahan. Dan kesalahan 
membiarkan -tidak mengkafirkan- seribu orang kafir itu jauh lebih 
ringan dari pada kesalahan menghalalkan darah seorang muslim. 


4. Fashl al-Tafriqah 19 
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Sedangkan wasiatnya adalah hendaklah jaga lisan anda dari ahli 
kiblat semampunya selama mereka menyatakan» "Tiada Tuhan selain 
Allah, Muhammad adalah utusanNya." tanpa merusaknya. Perusakan 
itu bisa terjadi dengan anggapan mereka boleh melakukan kebohongan 
terhadap Rasulullah Saw. disebabkan udzur maupun tidak. Sebab, 
pengkafiran itu sangat membahayakan. Sedangkan diam -dengan tidak 
mengkafirkan- itu tidak bahaya. 

5. ATIbanah 'an Ushul al-Diyanah 20 


1 8 Abu Hamid al-Ghazali, al4qtishad.fi al-I'tiqad, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008), h. 308. 

19 Abu Hamid al-Ghazali, Faishal al-Tafriqah pada Majmu'ah al-Rasa'il, (Beirut: Dar al- 
Kutub al-'Ilmiyah, 2006), h. 89. 
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Dan kami beragama dengan tidak mengkafirkan ahli kiblat sebab 
• melakukan dosa selama ia tidak menganggapnya halal. Seperti zina, 
mencuri dan meminum arak. Seperti halnya ajaran kaum Khawarij. 
Dan saya kira niscaya mereka termasuk golongan orang kafir. Saya 
berpendapat, sungguh orang yang melakukan dosa besar dari dosa-dosa 
besar ini, seperti zina, mencuri dan semisalnya dengan menghalalkannya 
dan tidak meyakini keharamannya, maka ia termasuk orang kafir. 

6. Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi 21 
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"Amma ba'd. Maka sungguh pembicaraan yang terbaik adalah kitab 
Allah, petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk 
perkara adalah pembaruan-pembaruan, dan setiap pembaruan adalah bid' ah." 
(HR. Muslim) 


20 Abu Hasan al~Asy'ari, al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah, (Damaskus: Dar al-Kutub al- 
'Ilmiyah, 2005), h. 17. 

21 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al~Nawawi, (Beirut: Dar Ihya' 
al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz VI, h. 154-156. 
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Sabda Nabi Saw.: "Dan setiap pembaruan adalah bid'ah." adalah 
dalil umum yang ditahshis -dikhususkan-. Yang dimaksud adalah 
mayoritas bid'ah. Para ahli bahasa menyatakan, bid'ah adalah setiap 
sesuatu yang diamalkan tanpa contoh yang mendahului. Para ulama 
berpendapat "Bid'ah itu ada lima macam, yaitu ivajibah , mandubah, 
muharramah, makruhah dan mubahah. Yang termasuk bid'ah ivajibah adalah 
menyusun berbagai dalil mutakallimin untuk menolak kaum atheis 
(mulahhadah), para ahli bid'ah dan semisalnya. Yang termasuk bid'ah 
mubah adalah memperbanyak aneka makanan dan semisalnya. Sedangkan 
bid'ah yang haram dan makruh sudah cukup jelas. Saya sudah 
menjelaskan masalah ini dengan dalil-dalilnya yang luas dalam kitab 
Tadzhib al-Asma' wa al-Lughat. Bila penjelasan saya telah dipahami, 
maka bisa diketahui, bahwa hadits di atas termasuk dalil umum yang 
ditahshis. Begitu pula hadits-hadits lain yang berasal dari Nabi Saw. - 
terkait hal ini-. Pendapat saya itu diperkuat oleh pernyataan Umar bin 
al-Khaththab Ra. terkait shalat tarawih, yaitu: "Tarawih berjamaah 
ini adalah bid'ah terindah." Sabda Nabi Saw.: "Dan setiap pembaruan.", 
dan sabda Nabi Saw.: "Semua bid'ah" itu tidak mencegah keberadaan 
hadits di atas sebagai dalil umum yang ditahshis. Bahkan tahshis masuk 
dalam dalam hadits itu dengan adanya kalimat tersebut. 

7. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Buidiari 22 
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22 Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
'Ilmiyah, 1989), Juz XIII, h. 314-315. 
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Kata al-Muhdatsat dengan dibaca f athah huruf da/nya adalah jama' 
dari kata muhdatsah. Yang dikehendaki dengannya adalah perkara 
yang diperbarui dan tidak mempunyai dasar dalam syari'at, dan dalam 
'urfsyara disebut bid'ah. Setiap pembaruan yang mempunyai dalil yang 
ditunjukkan syara' maka tidak termasuk bid'ah. Bid'ah dalam 'urf 
syara' adalah tercela, berbeda dengan ' urflughah (bahasa). Maka setiap 
pembaruan tanpa contoh yang mendahuluinya, tefpuji maupun tercela 
-dalam tinjauan bahasa- disebut bid'ah. Begitu pula pembahasan kata 
al-muhdatsah dan pembaruan yang ada dalam hadits Aisyah: "Siapa 
saja yang membuat pembaruan dalam agama kami ini pada perkara yang bukan 
darinya, maka pembaruan itu tertolak." seperti penjelasan hadits tersebut 
dan keterangannya yang baru saja lewat dalam Kitab Hukum-Hukum. 
Dalam hadits Jabir yang telah diisyaratkan terdapat redaksi: "Dan 
setiap bid'ah adalah kesesatan." dalam hadits al-'Irbadh bin Sariyah 
terdapat redaksi: " Dan takutlah kalian pada pembaruan-pembaruan dari 
beberapa perkara, sebab setiap bid'ah adalah kesesatan." Hadits tersebut 
adalah hadits yang awal redaksinya berupa: "Rasulullah Saw. telah memberi 
mauidhah yang sangat penting." Lalu al-'Iibadh menyebut isi mau'idhahnya, 
dan pada hadits tersebut terdapat redaksi itu. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibn Majjah, 
Ibn Hibban dan Hakim. Makna hadits ini sangat dekat dengan hadits 
Aisyah yang menjadi tema universal. Imam Syafi'i berpendapat: 
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“Bid'ah itu ada dua, mahmudah (terpuji) dan madzmumah (tercela). Maka 
bid’ah yang selaras dengan sunnah adalah bid'ah yang terpuji, dan 
bid'ah yang bertentangan dengannya adalah bid'ah yang tercela. Abu 
Nu'aim meriwayatkannya dengan subtansi yang sama dari Ibrahim 
bin al-Junaid, dari Imam Syafi'i. Selain itu ada pula pendapat Imam 
Syafi'i yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam kitab Manaqibnya, ia 
berkata: "Pembaruan-pembaruan itu ada dua macam. Pembaruan yang 
bertentangan dengan al-Our'an, sunnah, atsar atau ijma', maka pembaruan 
ini merupakan bid'ah sesat. Sedangkan kebaikan baru yang tidak 
bertentangan dengan salah satu hal tersebut, maka pembaruan ini 
bukanlah pembaruan yang tercela. Begitu pendapat Imam Syafi'i. 

Sementara sebagian ulama membagi bid'ah menjadi lima macam, 
dan hal ini cukup jelas. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, ia berkata: 
"Kalian telah berada dalam keadaan fithrah, dan kalian akan membuat 
pembaruan dan dibuatkan pembaruan. Oleh sebab itu, ketika kalian melihat 
suatu pembaruan maka berpeganglah pada petunjuk yang pertama." Yang 
termasuk pembaruan adalah kodifikasi hadits, tafsir al-Our'an, 
kodifikasi permasalahan fujhiyah yang mumi muncul dari pendapat 
ulama dan kodifikasi ajaran yang berkaitan dengan gerak-gerik hati. 


8. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari 23 
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23 Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
'Dmiyah, 1989), Juz XIII, h. 316. 
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Sedangkan sabda Nabi Saw. pada hadits al-'Irbadh berupa: " Setiap 
bid'ah adalah kesesatan." merupakan kaidah syari'ah universal secara 
tekstual (manthucj) maupun konotasi(ma/fowm)nya. Adapun manthiujnya, 
maka seolah-olah diucapkan: "Hukum hal ini adalah bid'ah, dan setiap 
bid'ah adalah kesesatan. Maka hal tersebut tidak termasuk dari bagian 


syari'ah. Sebab semua isi syari'ah adalah petunjuk. Ketika sudah tetap 
hukum hal tersebut memang bid'ah, maka kedua premis itu absah 
dan menghasilkan kesimpulan yang benar. Yang dimaksud dari sabda 
Nabi Saw.: "Setiap bid'ah adalah kesesatan." adalah pembaruan tanpa dalil 
syari'ah yang menunjukkan kebenarannya dengan cara khusus maupun 
umum. Sabda Nabi Saw. di akhir hadits Ibn Mas'ud: "Sungguh apa 
yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup 
menolaknya.” (Q5. al-An'am: 134) adalah Nabi Saw. bermaksud mengakhiri 
mau’idhahnya dengan ayat al-Qur'an yang sesuai dengan temanya. 
Pada akhir kitab Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam Ibn Abdissalam 
berkata: "Bid'ah itu ada lima macam. Bid'ah wajib, seperti mempelajari 
ilmu nahwu yang berfungsi untuk memahami firman Allah dan sabda 
RasulNya. Sebab, menjaga syari'ah hukumnya wajib dan hanya bisa 
dilakukan dengan ilmu nahwu. Maka ilmu nahwu merupakan pengantar 
kewajiban menjaga syari'ah. Begitu pula menjelaskan makna-makna 
(al-Qur'an) yang asing, kodifikasi ushul fiqh, mencari jalan dalam 
membedakan perkara yang benar dan salah. Bid'ah haram adalah 
ajaran yang dimunculkan kelompok penentang sunnah, yaitu Qadariyah, 
Murji'ah, Musyabbihah. Bid'ah mandubah (sunnah) adalah setiap kebajikan 
yang hakikatnya belum dikenal pada zaman nabi, seperti jamaah tarawih, 
membangun madrasah, pesantren, mengkaji tashawuf yang terpuji dan 
mengadakan debat ilmiah bila yang dicari adalah ridha Allah. Bid'ah 
mubah seperti salaman setelah shalat Subuh dan Ashar, memperbanyak 
aneka makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal, sebagian 
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hal-hal tersebut ada yang makruh atau khilaf al-aula. Wallahu a'lam. 

9. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari 24 
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24 Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
'Ilmiyah, 1989), Juz V, h. 379-380. 
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" Siapa saja yang membuat pembaruan dalam agama kami ini pada 
perkara yang bukan darinya, maka pembaruan itu tertolak." (HR. Bukhari) 

Hadits ini termasuk pokok ajaran dari pokok-pokok ajaran Islam 
dan satu kaidah dari kaidah-kaidahnya. Karena maknanya adalah 
"Siapa saja yang membuat pembaruan dalam agama pada perkara 
yang tidak dibenarkan oleh suatu dasar dari dasar-dasar agama maka 
tidak dihiraukan." Al-Nawawi berkata: "Hadits ini termasuk hadits 
yang semestinya dihafal, digunakan dalam membatalkan kemungkaran- 
kemungkaran dan telah masyhur dijadikan dalil untuk hal itu. Al-Tharacj 
berkata: "Hadits ini layak disebut sebagai setengah dalil-dalil syara'. Sebab, 
dalil itu terdiri dari dua mucjaddimah (premis). Sedangkan kesimpulan 
yang dicari dengan dalil itu kadang berupa menetapkan hukum atau 
menafikannya, dan hadits ini merupakan premis mayor (muqaddimah 
kubra). Karena manthucf (tekstual)nya berupa premis universal ( mucjaddimah 
kulliyah) bagi setiap dalil yang menafikan hukum. Seperti dalam kasus 
wudhu dengan air najis diungkapkan: "Hal ini bukan perkara syara’ , 
dan setiap hal yang bukan perkara syara' itu tertolak. Maka wudhu 
dengan air najis itu tertolak." Dalam kasus ini premis kedua ditetapkan 
dengan hadits tersebut, dan yang masih diperdebatkan hanya premis 
pertama. Sedangkan 'mafhum (konotasi)nya adalah siapa saja yang 
melakukan amal berdasarkan perkara agama maka amal itu shahih. 
Maka, premis kedua ditetapkan berdasar pada hadits ini dan premis 
pertama masih diperdebatkan. Andaikan kebetulan ditemukan hadits 
mucjaddimah pertama yang menetapkan atau menafikan setiap hukum 
syar’i, niscaya dua hadits tersebut (dua hadits yang membentuk premis 
kedua dan premis pertama) sudah mencukupi dari semua dalil syara’. 
Namun, hadits yang kedua tidak ditemukan. Oleh sebab itu hadits 
bab ini disebut sebagai setengah dalil-dalil syara’. " Wallahu A’lam. 

Sabda Nabi Saw.: "Tertolak." maksudnya ditolak. Sabda tersebut 
termasuk pola menyebut masdar untuk menunjukkan makna ism maful. 
Seperti kata khalq dan -untuk menunjukkan makna- kata makhluq, 
dan kata naskh -salinan- dan -untuk menunjukkan makna- kata mansukh 
-yang disalin-. Seolah-olah Nabi Saw. bersabda: "Maka pembaruan itu 
adalah kebatilan dan tidak dianggap." Sedangkan redaksi hadits kedua 
yaitu: "Siapa saja melakukan amal." itu lebih umum dari hadits pertama, 
yaitu: "Siapa saja yang membuat pembaruan. " Oleh sebab itu, hadits yang 
kedua bisa digunakan sebagai dalil yang membatalkan semua akad 
(transaksi) terlajang dan tidak adanya hasil yang dicapai dari konsekuensi 
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akad tersebut Pada hadits kedua itu ada penolakan terhadap pembaruan- 
pembaruan. Sementara larangan itu memastikan rusaknya hukum. 
Sebab, semua larangan itu bukan perkara agama, maka pasti tertolak. 
Dari sini bisa dipahami, bahwa keputusan hukum seorang hakim itu tidak 
bisa merubah hakikat suatu perkara, karena sabda Nabi Saw.: "Yang agama 
kami tidak mendasarinya." Sedangkan maksud sabda beliau itu adalah 
perkara agama Islam. Dalam hadits kedua tersebut -terdapat pula 
penjelasan- bahwa akad sulhfasid (perdamaian yang rusak) itu batal, 
dan kompensasi yang diambil darinya harus dikembalikan. 


10. Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi 23 
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"Siapa saja yang membuat tradisi baik dalam Islam, maka ia memperoleh 
pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan tradisi baik itu setelahnya 
tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan barang siapa membuat 
tradisi buruk dalam Islam, maka ia memperoleh dosanya dan dosa orang- 
orang yang melakukan tradisi buruk setelahnya tanpa mengurangi sedikit 
pun dosa mereka." (HR. Muslim) 

Sabda Nabi Saw. : "Siapa saja yang membuat tradisi baik dalam Islam 
, dalam hadits tersebut terdapat anjuran membuat pembaruan 
kebaikan, melakukan tradisi baik, peringatan membuat kebatilan dan 


25 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Beirut: Dar Ihya' 
al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz VII, h. 104. 
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kekejian baru. Sebab dari sabda Nabi Saw. pada hadits ini adalah di 
permulaan hadits beliau bersabda: " Kemudian datang seorang laki-laki 
dengan membawa sebuah kantong yang hampir saja tangannya tidak kuat 
membawanya, lalu ia mencari-cari orang." Maka keutamaan besar bagi 
orang yang memulai kebaikan dan pelopor pintu kebajikan. Dalam 
hadits ini terdapat tahshis (pengkhususan) sabda Nabi Saw.: "Setiap 
pembaruan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan." Maksud 
hadits ini adalah pembaruan-pembaruan yang batil dan bid'ah tercela. 
Penjelasan hal ini telah disampaikan dalam Kitab tentang Shalat 
Jum'at. Di sana saya sebutkan, bahwa bid'ah ada lima macam, yaitu 
wajibah, mandubah, muharramah, makruhah dan mubahah. 

10. Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi 26 
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"Siapa saja yang membuat tradisi baik dalam Islam, maka ia memperoleh 
pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan tradisi baik itu setelahnya 
tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan barang siapa membuat 
tradisi buruk dalam Islam, maka ia memperoleh dosanya dan dosa orang- 
orang yang melakukan tradisi buruk setelahnya tanpa mengurangi sedikit 
pun dosa mereka." (HR. Muslim) 


26 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Beirut: Dar Ihya' 
al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz XVI, h. 226-227. 
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Sabda Nabi Saw.: "Siapa saja yang membuat tradisi baik, dan siapa saja 
yang membuat tradisi buruk ..." Dan dalam hadits lain disebutkan: 
"Siapa saja yang mengajak pada petunjuk dan siapa saja yang mengajak 
pada kesesatan. " Kedua hadits ini cukup jelas menganjurkan kesunahan 
mentradisikan hal-hal baik dan keharaman mentradisikan hal-hal 
buruk. Siapa saja yang membuat tradisi baik maka ia memperoleh 
pahala sepadan dengan pahala setiap orang yang mengamalkannya 
sampai hari kiamat, dan siapa saja yang membuat tradisi buruk ia 
mendapat dosa setimpal dengan dosa orang yang mengamalkannya 
sampai hari kiamat. Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk 
maka ia memperoleh pahala setimpal dengan para pengikutnya, atau 
mengajak kesesatan, maka ia mendapat dosa setimpal dengan para 
pengikutnya, baik petunjuk dan kesesatan itu dia yang pertama kali 
melakukan ataupun telah didahului oleh orang lain, baik hal itu 
merupakan pengajaran ilmu, ibadah, etika atau lainnya. Sabda Nabi Saw.: 
"Dan tradisi itu diamalkan setalaknya." maknanya adalah sungguh tradisinya 
itu diamalkan semasa hidup atau pasca kematiannya. Wallahu A’lam. 

11. Kitab al-Kiyat 27 
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Bid'ah adalah melakukan amal tanpa contoh yang mendahuluinya. 
Dalam kitab al-Qamus disebutkan: "(Bid'ah) adalah pembaruan dalam 
agama setelah penyempurnaannya, atau keinginan dan amal yang 
baru dibuat setelah masa Nabi Saw. Dikatakan, bahwa bid'ah yaitu 


27 Ayub bin Musa al-Husaini al-Kafawi, Kitab al-Kiyat, (Beirut: Muassasah al-Risalah 
1998), h. 234. 
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dosa yang lebih kecil dari kekufuran dan lebih besar dari kefasikan. 
Dalam kitab al-Muhith al-Radhazui disebutkan: "Sungguh setiap bid'ah 
yang bertentangan dengan dalil yang menetapkan suatu ilmu dan 
pengamalannya maka bid'ah tersebut adalah kekufuran, dan setiap 
bid'ah yang bertentangan dengan dalil yang secara jelas menetapkan 
suatu amal, maka bid'ah tersebut adalah kesesatan, namun bukan 
merupakan kekufuran. Ahlussunnah wal Jama'ah telah berpedoman 
pada kesimpulan keterangan tersebut, dan pendapat yang dipilih oleh 
mayoritas Ahlussunnah, yakni para ahli fiqh dan ahli kalam adalah 
tidak mengkafirkan para ahli kiblat yang melakukan bid'ah dan para 
ahli ta'wil dalam keadaan bukan darurat, karena ta'zvil merupakan 
perkara yang samar. Sedangkan yang termasuk bid'ah wajibah yaitu 
menyusun dalil-dalil ahli kalam untuk menentang atheisme (mulahadah) 
dan ahli bid'ah. Yang termasuk bid'ah mandubah yaitu menulis ilmu, 
membangun madrasah, pesantren, dan semisalnya. Yang termasuk bid’ah 
mubahah yaitu memperbanyak aneka makanan dan lain sebagainya. 

30. Relevansi Qanun Wadh'i (Hukum Positif) 
dan Hukum Syar'i 
A. Diskripsi Masalah 

Sebagai orang yang beragama, tentunya kita mengakui aturan-aturan 
yang ditetapkan oleh shahib al-syari'ah. Tetapi juga sebagai manusia 
yang berinteraksi dengan sesama, disamping juga sebagai warga negara 
tentunya ada aturan-aturan yang juga mengikat kita. Aturan-aturan 
dibuat oleh manusia itulah yang kemudian dikenal dengan istilah 
hukum positif (al-qanun al-wadh'i). 

Seperti yang terjadi di negara kita, pemerintah telah memberlakukan 
hukum positif (al-qanun al-wadh'i) seperti diberlakukannya Undang- 
Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah 
No. 9 Th.1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Th. 1974, 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan, Hukum 
Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, Undang-Undang No. 41 Th. 2004 
tentang Wakaf, dan Undang-Undang No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan 
Anak, dan undang-undang lainnya. 

Dalam beberapa undang-undang tersebut, terdapat berbagai ketentuan 
yang berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan hukum syar'i. 
Misalnya, dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya 
dianggap sah apabila dicatatkan, talak hanya dinyatakan jatuh bila 
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diikrarkan di depan sidang pengadilan. Demikian pula di dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Kewarisan, terdapat 
ketentuan mengenai anak angkat memperoleh hibah sebesar seperempat 
dari jumlah harta warisan, dan lain-lainnya. 

Menghadapi kenyataan ini, masyarakat Islam berada dalam keraguan 
untuk menerima dan menerapkan berbagai ketentuan dalam qanun 
wadh'i yang berbeda atau bertentangan dengan hukum syar'i. 


B. Pertanyaan 

1. Bagaimanakah hubungan antara hukum syar'i dan qanun wadh'i ? 

2. Ketentuan manakah yang harus diambil ketika terdapat perbedaan 
antara hukum syar'i dan qanun wadh'i ? 

C. Jawaban 

Posisi hukum positif di hadapan hukum syar'i terdapat beberapa 

kemungkinan: 

1. Hukum positif menetapkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk 
nash al-Qur'an secara sharih (eksplisit), bahkan kadang-kadang 
sengaja didiamkan oleh syari', dan itu mengimplisit (menyirat)kan 
kreasi mengatur al-maskut 'anh (perkara yang tidak diatur oleh syara') 
oleh umat Muhammad Saw., maka hukum positif seperti ini bisa 
diterima dan diikuti, sesuai dengan penegasan Usman bin Affan Ra. 

2. Hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan 
hukum syar'i, maka dalam posisi ini harus ditolak. 

3. Apabila hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu 
yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i, atau hukum positif 
menetapkan sesuatu yang ditetapkan hukum syar'i baik dalam 
perkara wajib atau mandub, maka wajib ditaati, sedang bila menetapkan 
sesuatu yang mubah, apabila bermanfaat bagi kepentingan umum 
maka juga wajib ditaati, tetapi kalau tidak bermanfaat untuk umum 
maka tidak wajib ditaati. 

D. Dasar Penetapan 


Aqwal al-Ulama 

1. Syarh Sunan Abi Dawud 28 
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28 Abdul Muhsin ah'Ubbad, Syarh Sunan Abi Dawud , Juz I, h. 2. 
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Amzr al-Mu'minin Utsman bin 'Affan Ra. telah menjelaskan keagungan 
derajat penguasa pemerintah dan kebajikan yang banyak muncul darinya, 
kemaslahatan yang diperoleh dan mafsadah yang terhindarkan -atas 
jasanya-, dalam pemyataannnya: "Sungguh Allah mencegah dengan 
perantara pemerintahan pada larangan yang tidak tercegah al-Our'an." 
Sebab, sebagian orang itu membaca al-Qur / an dan melihat peringatan 
dan larangannya, seraya hal itu tidak bisa menggerakkan hati dan 
mempengaruhinya, akan tetapi ia takut pada kekuasaan, ketegasan 
dan kekuatan pemerintah. 

2. Al-Asybah zva al-Nazha'ir 29 
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Tasharuf pemimpin atas rakyatnya terbatas pada kemaslahatan. 
Kaidah ini telah disebutkan secara jelas oleh al-Syafi'i, dan ia berkata: 
"Posisi pemimpin atas rakyatnya adalah seperti posisi wali terhadap 
anak yatim. Saya (al-Suyuthi) berkata: "Dasar kaidah ini hadits yang 
diriwayatkan Sa'id bin Manshur dalam kitab Sunannya, ia berkata: 
"Abu al-Ahwash bercerita kepadaku, dari Abu Ishaq, dari al-Barra' 
bin 'Azib, ia berkata: "Umar Ra. Berkata: "Aku posisikan diriku atas 
harta Allah pada posisi wali anak yatim. Bila aku membutuhkan, maka 
aku pakai hartanya, bila berkecukupan maka ku kembalikan, lalu 
bila aku kaya, aku hindari -mengunakan hartanya-. 

3. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari 30 
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29 Abdurrahman al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Dmiyah, 
1403 H), h. 121. 

30 Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
'Ilmiyah, 1989), Juz XIII, h. 153-154. 


912 Ahkamul Fugaha 



Jisi) ^A */2A,4m\ 

(£*o m 5*i? p li) £y '»J> j\ CS - ! U-i jS J\ Z\jj £ (JjSj MS) tiy 

5*3 5* gCjd\ gjL J-l U xAL llfc 

'J\ \i£) 4y *£uii As^iii jc ^ il ^ y: u jp 


Jp 1^15 6 ^ 5 ; Jp fj£ j* ilii 44 'i $ (3*U£ £- bU 

joc- j IjA c-j 2h\ ^Li p 'JA ic-U» H x?-\ jAc- 'AjA iSj 
4jb\ AmO*a (3 ifcUs Sl (jjj 13*31 Jj*£- jjjl <jl^-»-p tio J*»- j 

^ £3 jtfht JOP O^UJI g) sSVlc. Coai jj ’cs} t&% 

^ +A ] \j Jj i>3llc- ttoJk>- ( Jp j»^3§3l Ijjb <_j cio^JI ^Jub jJj Jliu 4jjt 

(3 3^3 5i^^i A>*- ^ \jASs> \jji ^1 *}ll ic-UaJI \j 

Jli3 Jp g|y dlii J& ^lla^l pLU» j£ Jo _y.flA=aJU J_)*l> AjI 

• jS\ tik j* Sj*J» & 533 $1 *J& 5*13 533 4»\3li\ Ali 


"Mendengar dan kepatuhan itu wajib bagi seorang muslim dalam hal 
yang ia sukai dan ia benci selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. 
Oleh sebab itu, bila ia diperintah dengan kemaksiatan maka ia tidak boleh 
mendengarkan dan mematuhinya." (Muttafaq 'alaih dari AbduUah ra.) 

Sabda Nabi Saw.: "Selama tidak diperintah dengan kemaksiatan." 
Hadits ini merupakan ketentuan yang membatasi kemutlakan dua 
hadits yang telah lewat tentang perintah mendengar dan mematuhi 
pemimpin meskipun berbangsa Etopia, ketentuan dari sabar atas 
ketidaknyamanan yang muncul dari seorang pimpinan, dan ancaman 
atas pembangkangan dari jama'ah (golongan Islam). 

Sabda Nabi Saw.: "Oleh sebab itu, bila ia diperintah dengan kemaksiatan 
maka ia tidak boleh mendengarkan dan mematuhinya." maksudnya tidak 
diperbolehkan, bahkan haram mendengar dan mematuhinya, bagi 
orang yang mampu menolaknya. Dalam hadits Mu'adz riwayat 
Ahmad terdapat redaksi: " Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak 
taat kepada Allah." Dalam riwayat Ahmad dan al-Bazzar dari hadits 
'Imran bin Hashin dan al-Hakam bin 'Umar al-Ghifari ada redaksi: 


"Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Ta’ ala.", dan sanad hadits 
ini kuat. Dalam hadits 'Ubadah bin al-Shamit yang riwayat Ahmad 
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dan al-Thabrani ada redaksi: "Tidak ada ketaatan kepada orang yang 
bermaksiat kepada Allah Ta'ala. " Pembahasan tema ini sudah disampaikan 
dalam penjelasan hadits 'Ubadah tentang perintah mendengarkan 
dan mematuhi -perintah pimpinan-, " Melainkan kalian lihat kekufuran 
yang nyata." yang tidak perlu ditilang lagi, yaitu yang ada dalam Kitab 
al-Fitan (tentang beberapa fitnah). Kesimpulannya, menurut ijma' 
ulama, pemimpin pemerintah akan terpecat dari jabatannya dengan 
sebab kekufuran. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib mengupayakan 
adanya pemerintahan. Maka orang yang mampu menyelenggarakannya 
akan mendapat pahala, orang menghianati negara akan mendapat dosa, 
dan orang yang lemah wajib hijrah (migrasi) dari daerah tersebut. 

4. Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain 31 
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Ketika seorang pemimpin pemerintahan memerintah perkara wajib, 
maka kewajiban itu makin kuat, bila memerintahkan perkara sunnah 
maka menjadi wajib, dan bila memerintahkan perkara mubah, maka 
bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi. 
Berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau perkara 
mubah yang tidak menngandung kemaslahatan publik, -maka tidak 
wajib dipatuhi-. 

5. Hasyiyah al-Dasncji 'ala al-Syarh al-Kabir 32 
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Ketahuilah, situasi pimpinan bila memerintahkan perkara mubah 
atau sunnah wajib dipatuhi itu bila perintahnya merupakan kemaslahatan 
publik. 


31. Khitan Perempuan 

A. Deskripsi Masalah 

Dalam riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah 


31 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah at-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, (Beirut 
Dar al-Fikr, tth), h. 112. 

32 Muhammad 'Irfah al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuyi 'ala al-Syarh al-Kabir, (Beirut Dar al- 
Fikr, t. th.). Juz I, h. 407. 
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bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Ada lima macam yang termasuk 
fitrah , yaitu khitan, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, 
menggunting kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. " 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang 
komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, 
termasuk hal-hal yang sepele yang menjadi naluri kebiasaan manusia. 

Dalam konteks khitan, ulama sepakat bahwa laki-laki dianjurkan 
untuk berkhitan, karena secara logika bisa dipahami, khitan merupakan 
bagian dari kebersihan ( thaharah ). Tetapi tidak demikian bagi perempuan, 
banyak kalangan terutama tenaga medis yang melarang khitan bagi 
perempuan. Sementara itu sebagian kalangan berpendapat bahwa khitan 
bagi perempuan harus dilakukan. Oleh karenanya, masalah khitan bagi 
perempuan perlu mendapatkan kejelasan secara tuntas dan menyeluruh. 

B. Pertanyaan 

Bagimana penjelasan khitan bagi perempuan dalam sisi: 

1. Dalil-dalil masru'iyahnya. 

2. Hikmahnya. 

3. Hukumnya. 

4. Teknis dan waktu pelaksanaanya. 

C. Jawaban 


1. Dalil-dalil yang menjadi landasan khitan bagi perempuan adalah: 
a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Usamah ra.: 

tu ^ jU-jjj IH ^ck\ jis M «S' 

(g? J «-«j' «Jrf && ij. 


"Sungguh Nabi Saw. pernah bersabda: Khitan itu hukumnya 
sunnah bagi para lelaki dan kemuliaan bagi para perempuan." (HR. 
Ahmad dari Usamah, Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir dari 
Syaddad bin Aus dan Ibn Abbas -radhiyallah ' anhum -) 

Hadits tersebut berkwalitas hasan sebagaimana dinyatakan 
oleh al-Suyuthi dalam al-Jami' al-Shaghir. Sementara al-Baihaqi, 
al-Dzahabi, ibn Hajar dan al- / Iraqi berpendapat dha'if. 
b. Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah pakar hadits di antaranya 
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah 
Ra. dari Rasulullah Saw., beliau bersabda: 


(Liijj lyi J**' j' 
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(irfj iiiuj sjis h\ 4->f) ojiiji 


"Fithrah itu ada lima, atau lima macam yang termasuk fitrah, 
yaitu khitan, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, 
mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis." (HR. 
Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Darimi, Malik dan Ahmad) 


Setiap hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam 
Muslim atau salah satunya dijamin shahih tanpa harus diteliti. 
Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Umu 
' Athiyah al-Anshariyah: 


.«t. 


i m \$ Jus c# 3 

©g J i\jj) jj 4-4 «aS ^ 


"Dari Ummu 'Athiyah al-Anshariyah, sungguh di Madinah ada 
seorang perempuan yang akan berkhitan. Lalu Nabi Saw. bersabda 
kepadanya: "Jangan engkau habiskan dalam memotongnya, sebab sungguh 
hal itu lebih menguntungkan perempuan dan lebih menyenangkan suami." 
(HR. Abu Dawud) 


Al-Khathabi berkata: "Dalam riwayat lain berupa: 

i 

"-Cukuplah- mencium aromanya dan jangan engkau habiskan." 

Menurut satu pendapat, dalam hadits tersebut Nabi Saw. 
mengibaratkan memotong sedikit dengan mencium aroma dan 
memotong habis dengan berlebihan memotong. Artinya, potonglah 
sebagian -kulit- klitoris dan jangan engkau habiskan. 

Sabda Nabi Saw.: "Jangan engkau habiskan." maknanya adalah 
janganlah kamu -wanita- berlebihan dalam berkhitan. Kata al- 
nahk bermakna berlebihan dalam memukul, memotong dan 
mencela. Sedangkan kata al-isymam bermakna memotong sedikit 
dalam khitan perempuan. 

Hadits tersebut dha'if sebagaimana dikatakan Abu Dawud, 
tetapi memiliki dua syahid yaitu hadits Anas dan hadits Ummu 
Aiman yang diriwayatkan Abu al-Syaikh dalam Kitab Aqiqah, 
dan hadits al-Dhahak bin Qais ra. yang diriwayatkan al-Baihaqi 
-sebagaimana dikatakan al-'Adzim Abadi pengarang kitab Aun 
al-Ma'bud-. 
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d. Hadits yang diriwayatkan Thabrani dan Hakim dari al-Dhahak 
bin Qais Ra.: 



"Berkhitanlah kamu perempuan dan jangan engkau potong habis. 
Sebab khitan itu lebih menyegarkan muka dan lebih membuat nikmat 
bagi suami -saat bersetubuh-. (HR. Thabran dan Hakim) 

Hadits tersebut shahih menurut al-Suyuthi dalam kitab al- 
Jami al-Shagir. 


e. Hadits Abu Hurairah Ra.: 


jS\j 4 ->') 


“Rasulullah Saw. bersabda: "Ibrahim As. dikhitan pada saat berusia 
delapan tahun, dengan alat tukang kayu." (HR. Bukhari, Muslim, 
Ahmad dan Hakim) 

Hadits tersebut diriwayatkan Bukhari dan Muslim, sehingga 
dipastikan shahih. 

Begitu pula firman Allah Swt.; 


Cjt 0^ 'p* <3-W» 


" Katakan : “Benarlah AMu" Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, 
dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik" (QS. Ali Imran: 95) 


2 . 


Hikmah anjuran khitan bagi perempuan bisa tertangkap dari 
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu 'Athiyah 
al-Anshariyah: 


'j M c# sfcl ^ 

(S$K i i\jj) S4\ j' 44 eUj S]P 


"Dari Ummu Athiyah al-Anshariyah, sungguh di Madinah ada seorang 
perempuan yang akan khitan. Lalu Nabi Saw. bersabda padanya: “Jangan 
kamu habiskan dalam memotongnya, sebab sungguh itu lebih menguntungkan 
wanita dan lebih menyenangkan suami." (HR. Abu Dawud) 

Hadits tersebut memberikan pengetian dua hal. Pertama, berkhitan 
bagi perempuan dianjurkan, dan ini bagian dari hadits taqriri, 
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mengingat Rasulullah Saw. tidak melarang tradisi orang Madinah, 
bahkan memberikan pengarahan cara melakukan khitan. 

Kedua, Rasulullah Saw. melegitimasi khitan perempuan, padahal 
kekhawatiran beliau akan terjadinya malpraktek, sehingga akan 
menyebabkan frigid tampak jelas dalam hadits tersebut. Hal ini 
mengindikasikan hikmah dan manfaat dalam khitan lebih penting 
dibanding dengan kekhawatiran terjadinya malpraktek. Hanya 
saja, hikmah itu tidak terungkap jelas dalam hadits tersebut. Sebagian 
ulama mencoba mencari hikmah khitan bagi perempuan dengan 
mengatakan bahwa khitan menjadi kendali nafsu dan syahwat 
pereihpuan. Di samping itu, menurut Dr. al-Bar dalam paper yang 
dipresentasikan dalam al-Majma' al~Fiqhi pada Rabithahal-'Alam al- 
Islami disebutkan, hikmah khitan bagi perempuan sebagai berikut: 

a. Mengikuti syari'ah Allah Swt. dan sunnah Nabi Saw. 

b. Thaharah. 

c. Kebersihan yang dapat mencegah infeksi saluran kencing. 

d. Menstabilkan syahwat. 

e. Menetapkan pengganti yang sesuai untuk memerangi adat 
yang tidak sesuai dengan syari'ah dan mendatangkan dharar. 

f. Meninggikan syi'ar ibadah, bukan adat istiadat. 

g. Memelihara aspek sosial dan kejiwaan yang timbul akibat tidak 
melakukan khitan. 

3. Teknis dan waktu pelaksanaan khitan perempuan. 

Khitan perempuan dilakukan dengan cara menghilangkan 
sebagian kecil kulit ari yang menutupi klitoris, bukan membuangnya 
sama sekali. Bahkan Rasulullah Saw. justru mengingatkan agar tidak 
berlebihan dalam memotong, sebagaimana terungkap dalam hadits 
Ummu 'Athiyah al-Anshariyah di atas. 

Adapun waktu khitan bagi perempuan yang paling baik adalah 
hari ketujuh dari kelahirannya. Ulama berbeda pendapat tentang 
penetapan hitungan hari ketujuh. Ada yang berpendapat hari pertama 
kelahiran dihitung satu hari, dan ini pendapat yang kuat, sementara 
itu, ada yang menganggap hari pertama tidak dihitung. 

4. Hukum khitan perempuan. 

Ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan bagi perempuan, 
ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan mubah. 
Sedangkan menurut al-Syafi'i hukumnya wajib, seperti hukum khitan 
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bagi laki-laki sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi. 

Pendapat yang melarang khitan perempuan sebetulnya tidak 
memiliki dalil syar'i, kecuali hanya sekedar melihat bahwa khitan 
perempuan adalah menyakitkan korban (perempuan). Sementara 
hadits yang menjelaskan khitan perempuan (hadits Abu Dawud) 
tidak menunjukkan taklif disamping juga keshahihannya diragukan. 
Padahal ada kaidah ushul yang menyatakan bahwa ‘adam al-dalil lais 
bi dalil (tidak adanya dalil bukan merupakansuatu dalil). 

Adapun pendapat yang mengatakan sunnah, berdasarkan hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: 


hy& jifjja Ei ju m ^ J\ & 


i\jj) 


"Dari Abu al-Malih bin Usamah, dari Ayahnya: "Sungguh Nabi Saw. 
bersabda: "Khitan itu hukumnya sunnah bagi para lelaki dan kemuliaan 
bagi para perempuan." (HR. Ahmad) 

Kata sunnah yang dikehendaki disini bukan berarti lawan kata 
wajib. Sebab kata sunnah apabila dipakai dalam sebuah hadits, maka 
tidak dimaksud sebagai lawan kata wajib. Namun lebih menunjukkan 
persoalan membedakan antara hukum laki-laki dan perempuan. 
Dengan begitu, arti kata sunnah dan kata makrumah dalam hadits 
tersebut maksudnya adalah laki-laki lebih dianjurkan berkhitan 
dibanding perempuan. Sehingga bisa jadi artinya adalah laki-laki 
sunnah berkhitan dan perempuan mubah. Atau wajib bagi laki-laki 
dan sunnah bagi perempuan. Atau laki-laki dianjurkan mengumumkan 
khitannya, baik dalam walimah al-khitan atau undangan, sedangkan 
perempuan justru yang baik dirahasiakan, tidak perlu diekspose atau 
disebarluaskan. 

D. Dasar Penetapan 


Aqwal al-Ulama 

1. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari 33 


jLijbj JaWl Ucjj J&J-l SjlaiJi ly» j' 

(S&i J\ ■&. l\£) yjlijl Jaj jtil&i 


33 Ibn Hajar &1-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar a]-Kutub al- 
Ilmiyah, 1989), Juz X, h. 417-418. 
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j /S)! JiJG jpt £ g>* 1% ^5 0S*r Jfi 

^ sjis J ^3 iiUsili g^ ii* sif i ^5 4-5.^ dUSli 

Sj» ^ i) m $ J& &-A & & 2 ^ ff d-4i. 

g? 3 g? ^3 cJl» Zsjh <oi J\j 3 (iJ3*^ 

l£> 3^ J\i iifr <j~i5 g? .iiUt-iH j£'^^jijLji*}\ J& gjii' <^1 p g4 
jlij gjiuij**'* J^3 U<aj»- j^-*^ 0^*3 t‘4 1 *-* (J^ l ^‘^ c s 3®g^ g-gy 

J>\ j\l gWb gaSiP gaiui-^ !3'^# 4*-“^ 5*^ <a\ 1> y\ 

{gjAyL-\ j\S t^*-*j lijj '« 4^*~3 ^ «■<$>»>• f -^*^!3 Cg^ 6-ulfr 

4 &ji diuii^ijl j, ^ 3 1 S 1 ^ gf 6 >JI (Lc-jjj j\s i^y-l oJiAi .^13 

jii gf ZJ& 3 $ gli &jliJI g? iu£\ ZScL\ Jij g^^U* vLidl 

gyU ^ gU jf sy 4J>3 fcli Jl j\s g* g4-l ^ jp J^A 

J*£- J>\ ^Xjl SV 3 V 3 *Ju*£saS 4 -c* 3 0^ Oi* "jAii^l c->3^ j4^j (J? Wj Aj\£>- 

j Ulj go g3^ j' b y°-£~ g>ia4r (3* jUi«*i)i <3 cJ*is»-l aSI JiouJI (3 g’ aS^ 
g4? l^ilaS Zi^iaW j»j 4 g^ 2 ^: '_gilli £-lg>3 g*w4* <3 

g^ll jp ^'3!3^i V>£-» ^ ^3 gi 6? JlS g*S j \5 g^iJI *l& 0^% 

(jU 5g3 g\si-l yji-j 4 CJ& ^ g33 sijf }\y2\ gi j, j\5 >4 fe' 

iUaf- flijLftJl g? L^J Aj^w?! j_j^^3 (3 \_x£ ' 3u]i 

gc-j 44 ®u3( ^3 irf gp 3 ggip f & p 3 *^ jiit jS Jvs Ji 

" * % 9 " 

g>- (3 ^ (3g aSjt y AJLia AJ-£g g-g #j S^f"3 cJ^ 

do-u JS33? ^3*3 f ulii 

"Fithrah itu ada lima, atau lima macam yang termasuk fitrah, yaitu 
khitan, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, mencabut 
bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. " (HR. Bukhari, dari 
Abu Hurairah) 

Al-Mawardi berkata: "Mengkhitan perempuan yaitu memotong 
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kulit yang ada di bagian atas vagina, yaitu tempat masuknya alat 
kelamin pria yang berbentuk seperti biji atau seperti jengger ayam jantan. 
Bagian yang wajib dipotong adalah kulit yang timbul ke atas, bukan 
memotongnya habis. Abu Dawud telah meriwayatkan hadits Ummu 
'Athiyah: "Sungguh seorang perempuan akan berkhitan di Madinah, 
lalu Nabi Saw. bersabda padanya: " Jangan engkau potong habis, sebab 
hal itu lebih baik bagi seorang perempuan." Lalu Abu Dawud berkata: 
"Hadits itu bukan hadits kuat." Saya (Ibn Hajar al- Asqalani) berpendapat, 
hadits itu punya dua syahid (penguat) dari hadits Anas dan hadits Ummu 
Aiman. Lalu dari hadits Abu al-Syaikh dalam Kitab al-'Aqiqah, hadits 
lain dari al-Dhahak bin Qais dalam riwayat al-Baihaqi. Al-Nawawi • 
berkata: "Khitan laki-laki disebut dengan istilah i'dzar dengan dzal yang 
di titik satu, sementara khitan perempuan disebut khafzh dengan kha' 
dan zha' yang di titik satu. Sedangkan Abu Syamah menyatakan bahwa 
pendapat ahli bahasa memutuskan keduanya disebut i'dzar, dan khafzh 
dikhususkan bagi perempuan. Abu 'Ubaidah berkata: "Perempuan 
dan laki-laki ber i'dzar (berkhitan). Saya meng i'dzar mereka berdua, 
maksudnya khatantuhuma (saya mengkhitan keduanya) dan akhtantuhuma 
(saya mengkhitan keduanya), dalam wazan dan maknanya. Al-Jauhari 
berkata: "Mayoritas diucapkan khafzhat al-jariyah (seorang perempuan 
berkhitan.)" Ia berkata: "Orang Arab menyangka bahwa seorang anak 
laki-laki ketika lahir pada saat muncul bintang qamar, qulfah (kulit 
ujung penis)nya melebar, sehingga seperti sudah dikhitan." Ulama 
Syafi'iyah menghukumi orang yang lahir dalam keadaan sudah terkhitan 
sunnah menjalankan pisau di bagian khitan tanpa memotongnya. 
Abu Syamah berkata: "Mayoritas anak yang lahir dalam keadaan 
begitu, khitannya tidak sempurna, hanya ujung penis yang terlihat. 
Bila begitu, maka ia wajib menyempurnakan khitannya. Dalam kitab 
al-Madkhal Syaikh Abu Abdillah bin al-Hajj menyampaikan, hukum 
khitan perempuan masih diperselisihkan. Apakah mereka semua dikhitan 
atau dibedakan antara perempuan timur dikhitan dan perempuan barat 
tidak, sebab tidak adanya sisa bagian yang disyariatkan dipotong di vagina 
mereka, berbeda dengan wanita timur. Ia berkata: "Ulama yang punya 
pendapat seorang anak laki-laki yang lahir dalam keadaan terkhitan 
sunnah menjalankan pisau di tempat khitannya karena mematuhi 
perintah syari'ah, berpendapat begitu pula bagi seorang anak perempuan. 
Dan ulama yang tidak berpendapat begitu, maka tidak menghukumi 
sunnah menjalankan pisau di tempat khitan seorang perempuan." 
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Al-Syafi'i dan mayoritas Ashhabnya berpendapat atas kewajiban 
khitan, bukan keempat fithrah lainnya yang disebutkan dalam hadits 
bab ini. Dari Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah diriwayatkan 
menghukumi wajib. Dari Abu Hanifah menghukumi wajib namun 
bukan fardhu. Diriwayatkan pula darinya, hukum khitan itu sunnah 
yang berdosa bila ditinggalkan. Pada satu pendapat ashhab Syafi'iyah 
dinyatakan bahwa khitan tidak wajib bagi perempuan. Pendapat ini 
disampaikan -pula- oleh penulis kitab al-Mughni. 

2. Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi 34 

l\jj) cisjj | Lilsj Ojlljl jiaiJ 

(ilc- (se'j 1 S) cf- (4-*^ 

&JU i&ij j* spwii # jid) >^i 4oJ-i jj Ojilll Jaj J*)li 
Jjipj (_pjj ^1^1 J— *Ql jLiJdtj jJlppj 

(JL£ 'rj4\) m d o )jLz d $ *d 

j dl 3 j (rpwil ^ jid) $1^)1 j_ Uf r^ijl 5* JJ> 
olS ;>iil dj fld ^ \y jt Mj\d Zj j£\ 

illii \£\ j» 5 uiii jgf diS q\%L\ 5u1l J js d i* iipii j «J&u 
#>Lj pil olpd $L j* K$\ t&Zj \p &\EL\jI lach ifl 

(_j * <p*> (j,j frLJjJl -uc- Af>- c-dJ o jjb p }q«. 4 p ^jUI d? 

6* # $ uf ojjo & ys S(3 Odkjij 

^ p^ Aii|} v*p3? J$% P»- j} \y\j J*jI bl 

s tiPl^l} cilJU Id llp AJjJl ^llll Id dp_} ($L&) 

J'jii-' y y d jyi pcpp ^|3 jdjii jp 4^13 ^ilii 

Jl <jp (2r? p** ji^Ul <jj y? Ailil ^hau 


34 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Beirut: Dar Ihya' 
al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz III, h. 147-148. 
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" Fitrah itu ada lima macam, yaitu khitan, mencukur rambut yang tumbuh 
di sekitar kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu 
ketiak. " (HR. Muslim, dari Abu Hurairah ra.) 

Sabda Nabi Saw.: " Fitrah itu ada lima macam." kemudian beliau 
menjelaskannya, beliau berkata: "Yaitu khitan, mencukur rambut yang 
tumbuh di sekitar kemaluan, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu 
ketiak, dan mencukur kumis." Dan dalam hadits lain: "Sepuluh perkara 
termasuk fithrah, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, 
menghirup air ke hidung, memotong kuku, membasuh sendi-sendi, mencabut 
rambut ketiak, mencukut rambut sekitar kemaluan, dan memercikkan air 
pada kemaluan untuk menghilangkan was-was." Mash'ab berkata: "Yang 
kesepuluh telah terlupakan kecuali bila maksudnya adalah berkumur." 
Sedangkan sabda Nabi Saw.: "Fitrah itu ada lima macam." maknanya 
adalah lima perkara yang termasuk fitrah, seperti dalam riwayat lain, 
yaitu: "Sepuluh perkara yang termasuk fitrah." Sebenarnya macam fitrah 
itu tidak hanya sepuluh, dan Nabi Saw. telah menyinggungnya dengan 
sabda beliau: ", Sepeluh perkara yang termasuk fithrah." Wallahu a'lam. 

Sementara makna fitrah sendiri diperselisihkan. Abu Sulaiman al- 
Khaththabi berkata: "Mayoritas ulama berpendapat, makna fitrah 
adalah surrnah. Demikian disampaikan oleh sekelompok ulama selain 
al-Khaththabi. Mereka berkata: "Maksudnya, fitrah itu termasuk sunnah 
para nabi -shalawatullah 'alaihim wa al-salam-. Menurut satu pendapat 
fitrah diartikan sebagai ajaran agama. Lalu mayoritas fitrah di atas 
menurut ulama hukumnya tidak wajib. Sebagiannya diperselisihkan 
hukum wajibnya, seperti khitan, berkumur dan menghirup air ke 
hidung. Dan bisa saja perkara wajib disebut bersama dengan perkara 
sunnah, seperti firman Allah Swt.: "Kalian makanlah buahnya ketika berbuah, 
dan berikan haknya saat hari panennya." Memberikan hak (zakat) hukumnya 
wajib, dan hukum memakannya tidak wajib. Wallahu a'lam. 

Adapun perincian hukumnya, maka khitan wajib menurut Imam 
Syafi'i dan ulama banyak. Sunnah menurut Malik dan mayoritas 
ulama. Menurut al-Syafi'i wajib khitan itu bagi semua laki-laki dan 
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perempuan. Kemudian yang wajib bagi laki-laki adalah memotong 
semua kulit yang menutup khasyafah (ujung penis) sehingga terlihat 
semuanya, sementara bagi wanita adalah memotong sebagian kecil 
kulit yang berada di vagina bagian atas. Pendapat al-Shahih dalam 
madzhab kita yang disetujui mayoritas ulama Syafi'iyah menyatakan, 
khitan itu boleh dilakukan semasa kecil, dan tidak wajib. Kita juga 
mempunyai satu pendapat Ashhab yang menyatakan khitan itu wajib 
atas wali, yakni mengkhitan anak kecilnya sebelum mencapai usia 
baligh. Terdapat pula pendapat Ashhab yang mengharamkan khitan 
sebelum mencapai usia 10 tahun. Ketika kita memutuskan dengan 
pendapat al-shahih, maka disunnahkan mengkhitan pada hari ketujuh 
dari kelahiran. Adakah hari kelahiran dihitung menjadi bagian dari 
tujuh hari itu? atau tanpa menghitung hari kelahiran? Dalam masalah 
ini ada dua pendapat Ashhab. Pendapat yang kuat adalah menghitung 
hari kelahiran menjadi bagian tujuh hari tersebut. 


3. Khitan al-Inats 35 

4 j joi 
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35 Abdul Hafidz al-Shawi, Khitan al-Inats, (Mesir: Dar al- Kalimah, 200 7), h. 55. 
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Pada al-Majma' al-Fiqhi dalam forum Rabitah al-Alam al-Islami 
di Makkah al-Mukarramah, Doktor al-Bar menyampaikan makalah 
yang di dalamnya terdapat redaksi: "Sungguh khitan perempuan 
atau khafzhnya yang telah dijelaskan hadits Nabi Saw., mempunyai 
banyak faedah yang pernah disampaikan para pengkaji Konggres 
Medis Islam. -Dari syari'ah dan hasil penelitian kedokteran modem-, 
faedah-faedah khitan perempuan itu bisa disederhanakan sebagai 
berikut: (1) Mengurangi syahwat dan libido. Maksudnya kekuatan, 
ajakan dan gejolak syahwat akan berkurang. Berkurangnya syahwat dan 
libido tersebut akan membuat stabil syahwat laki-laki dan perempuan 
yang berkhitan. (2) Mencegah bau tidak sedap dari tumpukan kotoran di 
balik cjulfah (kulit yang dikelupas saat khitan). (3) Menghambat serangan 
radang saluran kencing. (4) Menghambat serangan radang saluran 
sperma. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa faedah ajaran 
khitan meliputi: (1) Melestarikan syari'ah Allah dan sunnah Nabi 
Muhammad Saw. (2) Kesucian. (3) Kebersihan yang bisa menghambat 
serangan radang saluran kencing dan radang saluran sperma. (4) 
Memperbaiki budi pekerti, sehingga kesantunan fitrah manusia terjaga. 
(5) Menstabilkan syahwat. (6) Melestarikan -ajaran Islam- sebagai 
pengganti dari serangan adat istiadat yang tidak sesuai dengan syari'ah 
dan membahayakan. (7) Meninggikan syi'ar Ibadah, bukan adat. (8) 
Menjaga intregitas masyarakat dan manusia yang muncul dari tidak 
berlakunya khitan secara mutlak. 

4. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 36 


ijj 1) jgL\ £> > /oli js-U S\ jJ&S ;!p\ lif 


36 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut Dar al-Fikr, 
1996), Juz II, h. 149. 
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Sedangkan khitan perempuan, maka ketahuilah, bahwa tempat 
masuknya penis adalah tempat keluarnya haidh, anak dan mani. Di 
atas (bagian vagina) yang menjadi tempat masuknya penis terdapat 
lubang seperti lubang alat kelamin pria yang menjadi saluran kencing 
perempuan. Di antara saluran kencing dan tempat masuknya perus 
tersebut terdapat kulit tipis. Di atas saluran kencing perempuan itu 
terdapat kulit tipis seperti daun yang terletak di antara dua bibir 
vagina. Dua bibir vagina tersebut menutupi semua bagian-bagian 
tersebut. Kulit tipis di atas saluran kencing itulah yang sebagiannya 
dipotong saat khitan. Dan itulah khitan perempuan. 37 
5. Bahr al-Ra’iq Syarh Kanz al-Daqa'iq 38 
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Khitan perempuan yaitu tempat pemotongan kulitnya yang seperti 
jengger ayam jantan di bagian atas vagina. Hal demikian mengingat 
tempat masuknya penis merupakan tempat keluarnya mani, anak 
dan haid. Di atas tempat masuknya penis terdapat saluran kencing 
seperti lubang alat kelamin pria, dan di antara keduanya terdapat 
kulit tipis yang sebagiannya dipotong dalam pengkhitanan. Maka 
dapat di simpulkan bahwa khitan perempuan itu adalah kulit tipis 
bagian bawah yang terletak di bawah saluran kencing. Di bawah 
saluran kencing terdapat tempat masuknya penis. Oleh sebab itu bila 
penis dimasukkan ke vagina, maka khitan laki-laki (ujung penis) 


37 Demikian khitan perempuan menurut Imam al-Nawawi. Berbeda dengan Zain bin 
Ibrahim atau yang terkenal dengan julukan Ibn Najim dari madzhab Hanafiyah. 
Dalam kitab Bahr al-Ra'ic\ beliau menyatakan, khitan perempuan adalah kulit tipis 
yang terdapat di antara saluran kencing dan tempat masuknya penis. (Pen.) 

38 Zain bin Ibrahim, Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.). 
Juz I, h. 61. 
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akan sejajar dengan khitan perempuan. 
6. Syarh Zad al-Mustaqni' 39 
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Maka khitan ini disyar/'a/ikan agar menyucikan laki-laki seperti 
halnya agar meredam syahwat perempuan. Sebab, bila seorang 
perempuan dibiarkan tanpa khitan maka syahwatnya akan bergejolak. 
Oleh sebab itu, sebagaimana diterangkan oleh Syaikh al-Islam Ibn 
Taimiyah -rahmatullah 'alaih-, ia berkata: "Karena syahwat yang besar, 
dari perempuan-perempuan non muslim sering muncul kerusakan 
dan keharaman yang tidak muncul dari perempuan muslimah. Hal 
itu disebabkan tempat khitannya -tidak dipotong-. Dalam khitan, Allah 
telah menciptakan kemaslahatan agama dan dunia. Oleh sebab itu, 
dengan khitan diperoleh 'iffah (mampu menjaga diri dari keharaman) 
bagi seorang perempuan dan seorang laki-laki. Selain diperoleh 'iffah 
bagi seorang perempuan dan diperoleh -pula- kesucian bagi seorang 
laki-laki. Karenanya, bila kulit khitan perempuan ini dipotong habis, 
maka syahwatnya akan sirna seperti pendapat para dokter dan ahli 
hikmah kuno dan modem. Bila dibiarkan tanpa khitan, maka syahwat 
perempuan akan menjadi besar. Karenanya, dalam hadits Ibn ' Athiyah 


39 Al-Syanqithi, Sm/rh Zad al-Mustaqni’ , Juz I, h. 123. 
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seperti yang disinggung oleh Ibn Qayyim dalam kitab al-Tuhfah, ada 
penjelasan: "-Dalam khitan perempuan- cukuplah memotong kulit 
khitannya sedikit dan jangan kamu habiskan." Maksud kata: "Cukuplah 
memotong kulit khitannya sedikit." adalah memotong pada bagian 
atasnya, dan maksud kata jangan kamu habiskan." adalah memotong 
dari pangkalnya. Memang sanad hadits tersebut masih diperbincangan 
(mutakallam fi sanadih), namun keabsahan subtansinya telah diakui 
para ulama, yaitu seorang wanita agar tidak memotong semua kulit 
khitan dan menghabiskannya, sebab bisa membunuh dan menghilangkan 
syahwatnya. Begitu pula jangan sampai alat kelaminnya dibiarkan 
tanpa khitan. Oleh sebab itu, Allah berlakukan khitan bagi perempuan, 
sebab hikmahnya yang dapat menstabilkan syahwat. 

Makassar, 26 Maret 2010 

PIMPINAN SIDANG KOMISI 
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH 
Ketua Ketua 

ttd ttd 

KH. Dr. M. Masyhuri Na'im, M.A. KH. Dr. Maghfur Usman, M.A. 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

KH. Afifuddin Muhajir KH. Arwani Faishal 


Tim Perumus 

Ketua, merangkap Anggota : KH. Dr. M. Masyhuri Na'im, M. A 

Sekretaris, merangkap Anggota : KH. Arwani Faishal 


Anggota 

1. KH. Romadlon Chotib, MA. 

2. KH. Muhibbul Aman Aly 

3. Abdul Jalil,M.E.I 

4. KH. Imam Syuhada' 

5. Muhammad Harfin Zuhdi, MA. 

6. Mahbub Ma'afi Ramdlan 

7. DR. H. Fuad Tohari 

8. KH. Zainuddin Abdullah 

9. DR. H. Rumadi 

10. DR. H. Faizah Ali Sibramalisi 

11. Dra. H. Fauziah Masyhari, M.Pd.I. 


(PBNU) 

(PWNU JATIM) 
(PWNU JATENG) 
(PBNU) 

(PBNU) 

(PBNU) 

(PBNU) 

(PWNU BANTEN) 
(PBNU) 

(PBNU) 

(PP. FATAYAT NU)[] 
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BAHTSUL MASAIL 
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KEPUTUSAN KOMISI BAHTSUL 
M AS AIL AD-DINIYYAH AL- QANUNIYYAH 
MUNAS ALIM ULAMA & KONBES NU 
Di Asrama Haji Sukolilo Surabaya 
Tanggal 27 - 30 Juli 2006 

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN 

2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

3. Ruu Perubahan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika 

4. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 
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KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
NOMOR: 03/MUNAS/VII/2006 

TENTANG BAHTSUL MASA'IL DINIYYAH QANUNIYYAH 

MUSYAWARAH NASIONAL 
ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA 

Menimbang : a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi 
dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah- 
masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang 
ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah 
menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi 
pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang 
demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat; 

b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyyah 
Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang agama, 
pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat 
dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya 
khaira ummah, perlu secara terus menerus melakukan 
perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya 
dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut faham 
Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat; 

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan 
b tersebut di atas, Musyawarah Nasional perlu menetapkan 
Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Qanuniyy ah; 

Mengingat : a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 
002 /MNU-27 / 1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor 
1I/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul 
Ulama 1926; 

b. Keputusan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Nomor. 
137a/A.IL3/7/2006 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata 
Tertib Musyawarah Nasional Pasal 8 dan pasal 5 Anggaran 
Dasar Nahdlatul Ulama. 

Memperhatikan : a. Khutbah If titah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama tanggal 
tanggal 3 Rajab 1427 H/28 Juli 2006 M; 

b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Qanuniyyah 
yang disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional 
Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 1427 
H/ 27-30 Juli 2006 M; 

c. Ittifak Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama 
Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H/27-30 Juli 
2006 M; 
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Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridla Allah Swt.: 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
NAHDLATUL ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL 
DINIYYAH QANUNIYYAH; 

Pasal 1 Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan 

ini terdapat dalam naskah hasil-hasil bahtsul masail diniyah 
qanuniyyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya 
ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah, 
menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan 
masyarakat yang demokratis, dan berkeadilan demi kesejahteraan 
ummat. 

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk 

menindaklanjuti menyampaikan rekomendasi keputusan 
Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama kepada 
DPR c.q Komisi yang membidangi proses legislasi UU dan 
kepada pemerintah (Menteri HUKUM dan HAM) dan pihak- 
pihak yang terkait. 

Ditetapkan di : Surabaya. 

Pada tanggal : 5 Rajab 1427 H/30 Juli 2006 M. 

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA 
NAHDLATUL ULAMA 

PIMPINAN SIDANG PLENO 
ttd ttd 

KH. A. Hafizh Utsman Drs. Masrur Ainun Najih 

Ketua Sekretaris 
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1. Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan 

Latar Belakang 

1. Dasar pertimbangan perubahan Undang-Undang no. 16 Tahun 
2010 tentang Yayasan adalah bahwa Undang-Undang tersebut 
belum menampung sebuah kebutuhan perkembangan hukum 
dalam masyarakat serta masih terdapat beberapa subtansi yang 
dapat menimbulkan berbagai penafsiran. 

2. Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2010 tentang Yayasan 
dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban 
hukum, serta memberikan pemahaman yang baru kepada masyarakat 
mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan 
sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di 
bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. 

Permasalahan 

1. Pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nolhor 16 tahun 2001 tentang 
Yayasan belum menampung beberapa kebutuhan dan perkembangan 
hukum serta kenyataan yang ada dalam masyarakat, antara lain 
ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

a. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan 
lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini 
dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak 
langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, 
atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, 
Pengurus dan Pegawas. 

b. Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat ditentukan dalam anggaran dari yayasan bahwa Pengurus 
menerima gaji, upah atau honorarium dalam hal Pengurus Yayasan: 
i. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, 

Pembina dan Pengawas, dan 

ii Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. 

2 Undang-Undang ini tidak mengatur tentang bagaimana jika lembaga 
pendidikan pesantren yang sudah ada sebelumnya, yang karena 
kebutuhan regulasi mengharuskan pesantren tersebut dalam bentuk 
yayasan, sehingga dibuat (kemudian) Yayasan yang membawahi 
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Pesantren tersebut. 

3. Bagaimana jika pengurus yayasan itu dikelola secara profesional 
oleh orang-orang profesional tetapi orang yang bersangkutan punya 
afiliasi dengan Pendiri atau Dewan Pembina dari Yayasan tersebut? 
Permasalahan ini penting, mengingat Pesantren pada umumnya 
dikelola oleh Yayasan yang pengurusnya ada hubungan afiliasi baik 
perkawinan, atau keturunan, baik secara horisontal maupun vertikal 
dengan para Pendiri Yayasan itu. 

Rekomendasi 

1. Perlu adanya peraturan pelaksanaan undang-undang tentang 
Yayasan yang mengatur secara khusus tentang Badan Hukum 
Pondok Pesantren; 

2. Bagi lembaga pendidikan Pondok Pesantren wakaf, maka bentuk 
badan hukumnya menyesuaikan dengan badan wakaf sesuai dengan 
Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang akan diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 

2. Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
Latar Belakang 

Perubahan penting dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah 
menyangkut kewenangan. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 

a) Perkawinan 

b) Waris 

c) Wasiat 

d) Hibah 

e) Wakaf 

f) Zakat 

g) Infaq 

h) Shadaqah 

i) Ekonomi Syariah 

Ekonomi syari'ah mencakup perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, 
gadai syari'ah, resakdana syari'ah, dana pensiun syari'ah dan dapat 
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berkembang lebih luas sesuai lingkup ekonomi syari'ah. 
Permasalahan 

Dengan adanya perluasan yurisdika Pengadilan Agama dalam Undang- 
Undang ini, sejauh manakah kesiapan dan kemampuan para Hakim 
Pengadilan Agama itu sendiri terhadap tugas baru tersebut, mengingat 
selama ini para Hakim Agama hanya mengadili sengketa yang berkaitan 
dengan hukum perkawinan, waris, wasiat, wakaf, infaq, shadacjah dan 
belum familier dengan ekonomi syariah itu sendiri. 

Rekomendasi 

1. Perlu adanya hukum materiil ekonomi syari'ah melalui kodifikasi 
atau kompilasi hukum Islam, yang antara memuat perihal: 

a. Badan usaha berstandar ekonomi syari'ah harus menjamin sistem 
aqad (transaksi) yang bebas dari profit riba, wnsurgharar (spekulasi), 
insentif jualah (iming-iming hadiah) sebagai selubung kemasan 
gambling (judi) dan menerapkan etika moralitas bisnis Islam; 

b. Sebagai antisipasi terhadap bencana alam, kematian nasabah 
atau musibah krisis ekonomi lokal, perlu diimbangi dengan pengaturan 
shidhu ibra, kafcdah muthawa'ah (sukarela tanpa jaminan sepihak), 
dhaman ijtitna’i (penanggungan beban kolektif); 

c. Menuju pola penyerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah, perlu 
dilakukan studi banding peng^anunan elaborasi hukum ekonomi 
Islam pada negara-negara Islam yang telah berpengalaman 
menerapkan sistem hukum ekonomi syari'ah; 

2. Meningkatkan kualiatas sumber daya manusia (SDM) Hakim 
Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan Undang-Undang 
Peradilan Agama termasuk di dalamnya pendidikan tinggi dengan 
konsentrasi ekonomi syari'ah. 

3. PBNU melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung dalam 
pelatihan Hukum Agama, khusus menyangkut peningkatan 
kemampuan pengetahuan dan ketrampilan dalam memeriksa, 
mengadili dan memutus sengketa /perkara ekonomi syari'ah. 

3. RUU Perubahan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1997 Tentang NARKOTIKA 

Latar Belakang 

1. Kejahatan narkoba telah bersifat transnasional dengan menggunakan 
modus operasi yang tinggi dengan menggunakan teknologi canggih, 
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telah banyak menelan korban di kalangan generasi muda bangsa yang 
sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak 
lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang 
berkembang untuk menaggulangi kejahatan tersebut. 

3. Melindungi jiwa (hifz cd-ruh), akal (Mfz 'aql), keturunan (hifz al-msab), 
harta (hijz cd-mal) merupakan ruh pembinaan hukum dalam ajaran Islam. 

Permasalahan 

Meski narkotika dalam satu sisi merupakan obat atau bahan yang 
sangat bermanfaat di bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan 
dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun pada kenyataannya 
narkotika lebih dikenal sebagai komoditi yang diperdagangkan secara 
gelap, yang menimbulkan korban-korban utamanya generasi muda 
yang menderita ketergantungan. Jika realitas yang ada ini dibiarkan, 
maka akan menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan 
dan nilai-nilai budaya bangsa serta ketahanan nasional. 

Beberapa realitas yang merupakan permasalahan bangsa, yang 
terjadi akibat peredaran gelap narkotika adalah: 

1. Begitu intens dan meluasnya peredaran narkotika, yang secara 
disadari atau tidak dilakukan oleh generasi muda kita, peredaran 
itu sudah memasuki wilayah unit generasi terkecil yaitu usia anak- 
anak di sekolah dasar. 

2. Indonesia yang dulu hanya menjadi wilayah transit dari peredaran 
gelap narkotika, kini selain menjadi daerah tujuan peredaran juga 
telah menjadi produsen narkotika terbesar ketiga dunia. 

3. Kejahatan narkotika ini tidak lagi dilakukan secara perorangan, 
melainkan telah melibatkan banyak orang, bahkan merupakan 
sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja 
secara rapi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. 

Rekomendasi 

Bertitik tolak dari beberapa permasalahan di atas, dalam rangka 
perubahan dan pembaharuan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, 
maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1 . Perlu adanya peningkatan program preventive yang diatur dalam UU 
yang baru, dalam pengertian pengaturan yang lebih ketat dalam hal 
pengadaan, peredaran, penggunaan narkotika untuk kepentingan 
pengobatan dan kesehatan serta kepentingan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
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2. Perlu adanya peningkatan upaya repressive bagi pelaku tindak 
kejahatan dalam produksi, pengolahan, peredaran narkotika, termasuk 
di dalamnya peningkatan ancaman hukuman pidana baik dalam 
bentuk pidana minimal khusus dan maksimal khusus (hukuman 
mati) maupun peningkatan pidana denda; 

3. Perlu adanya pengaturan yang memberi ruang dan apresiasi kepada 
masyarakat yang berpartisipasi dalam rangka mencegah peredaran 
gelap narkotika, dan rehabilitasi korban narkotika; 

4. Dalam rangka koordinasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan 
terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika 
diperlukan; 

a. Badan Narkotika Nasional yang bertanggungjawab langsung 
kepada Presiden. 

b . Badan Narkotika Daerah Propinsi yang bertanggungjawab kepada 
Gubernur. 

c . Badan Narkotika Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab 
kepada Bupati/Walikota. 

5. Perlu adaanya aturan pengawasan terhadap penyitaan dan 
pemusnahan narkoba dalam konteks penegakan hukum. 

6. Pemerintah perlu mendukung upaya pengobatan atau melalui 
rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika melalui 
pendekatan keagamaan dan tradisional yang diselenggarakan 
masyarakat termasuk pesantren. 

4. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1992 Tentang KESEHATAN 

Latar belakang 

1. Pelayanan kesehatan merupakan hak rakyat dan Negara bertanggung- 
jawab menyediakan fasilitas kesehatan. Pemerintah berkewajiban 
untuk memenuhi hak masyarakat tersebut dengan cara ketersediaan, 
keterjangkauan dapat diterima masyarakat dan bermutu bagi 
pelayanan kesehatan masyarakat. 

2. Perkembangan teknologi kedokteran terus berkembang pesat baik 
dari sisi alat maupun teknik intervensi. Berbagai konsep dan metode 
ilmiah modem waktu lalu sudah tidak relevan lagi dan perlu 
disesuaikan. Namun tetap memperhatikan lingkungan sosial, budaya 
dan tidak bertentangan dengan prinsip agama, budaya dan moral 
yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. 
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Permasalahan 

Dalam RUU tentang Kesehatan sebagai pengganti UU No. 23 tahun 

1992 tentang Kesehatan terdapat beberapa hal yang kurang sejalan 

dengan landasan filosofis bangsa yang berketuhanan dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai dan norma agama, antara lain: 

1. Pengguguran kandungan (aborsi) yang diatur terlalu longgar, 

2. Ketentuan Pasal dalam UU No. 23 tahun 1992, yang mengatur secara 
tegas dan sudah sangat sejalan dengan ketentuan agama ( syar'i ) 
tidak dimuat lagi dan tidak diatur seperti mengenai tranfusi darah, 
kehamilan di luar cara alami atau bayi tabung, transplantasi organ 
tubuh manusia (pasal 34), dan bedah mayat (pasal 30). 

Rekomendasi 

1 . Agar subtansi Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan tetap 
berlandaskan kepada landasan filosofi bangsa yang menghormati 
nilai budaya dan agama. 

2. Ketentuan yang ada dalam UU Nomor 23 tahun 1992 yang telah 
mengatur dan telah diterima dan dilaksanakan selama ini menyangkut 
aborsi, transfusi darah, bayi tabung, transplantasi organ tubuh 
manusia dan bedah mayat dimasukkan secara utuh kembali dalam 
materi muatan RUU tentang kesehatan. 

PIMPINAN SIDANG PLENO 

KOMISI BAHTSUL MASAIL AL-DINIYAH AL-QANUNIYYAH 


Ketua 

ttd 

Drs. KH. Hasyim Abbas, M.Hi 

TIM PERUMUS 

1. Drs. KH. Hasyim Abbas, M.Hi 

2. DR. H. Wahidudin Adam, SH 

3. Drs. M. Bashori, M.Si 

4. H. Abdul Fickar Hadjar, SH., MH 

5. H. M. Nadjib Hassan 

6. DR. Miftahul Huda, MA 


Sekretaris 

ttd 

DR. Wahidudin Adam, SH. 

(Ketua) 

(Wakil Ketua) 
(Sekretaris) 

(Anggota) 

(Anggota) 

(Anggota) 
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HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR 
NAHDLATUL ULAMA KE-XXXH 
Di Asrama Haji Sudiang Makassar 
Tanggal 7-11 Rabi'ul Akhir 1431 H/ 

22 - 27 Maret 2010 M 
Tentang: 

MASAIL AL-DINIYYAH AL-QANUNIYYAH 

5. Qawaid al-Taqnin Nahdlatul Ulama 

6. Usulan RUU Perlindungan Kehidupan Beragama 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

9. Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bidang Politik 

11. Perlu Segeranya Peraturan Pemerintah Tentang Pornografi 

12. PP. Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan 

Pendidikan Keagamaan 

13. Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal 

14. Tindak Lanjut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji 
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KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA 
NOMOR: V/MNU-32/III/2010 

TENTANG BAHTSUL MASA'IL DINIYYAH QANUNIYYAH 

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA 
Menimbang : a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi 
tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk 
membahas masalah-masalah yang berkembang di 
masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang 
menganut faham Ahlussurtnah wal Jamaah menurut 
salah satu madzhab empat agar dapat menjadi 
pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat 
yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan 
umat; 

b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau 
Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di 
bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, 
pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang 
yang mengarah kepada terbentuknya Khaira 
Ummah, perlu secara terus menerus melakukan 
perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 
khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang 
menganut faham Ahlussurtnah wal Jamaah menurut 
salah satu madzhab empat; 

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada 
huruf a dan b tersebut di atas Muktamar Ke- 32 perlu 
menetapkan hasil bahtsul masail al-Diniyyah al- 
Qanuniyyah; 

Mengingat : a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama 
Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas 
Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401 /4/1983 
tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926; 

b. Keputusan Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama 
Nomor I/MNU-32/HI/2010 tentang Jadwal Acara 
dan Peraturan Tata Tertib Muktamar Ke-32 Pasal 
17 ayat (a) Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, Pasal 
54 ayat (7), Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul 
Ulama; 
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Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar 
Ke-32 Nahdlatul Ulama tanggal tanggal 7 R. 
Akhir 1431 H/23 Maret 2010 M; 

b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi 
Qanuniyyah yang disampaikan pada Sidang 
Pleno VII Muktamar Ke 32 Nahdlatul Ulama 
pada tanggal 11 R Akhir 1431 H/ 27 Maret 2010 M; 

c. Ittifak Sidang Pleno VII Muktamar Ke 32 
Nahdlatul Ulama pada tanggal 11 R. Akhir 1431 
H/27 Maret 2010 M; 

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridla Allah Swt.: 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXII NAHDLATUL 
ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH 
AL-QANUNIYYAH; 

Pasal 1 Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh 

keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil bahtsul 
masail al-Diniyyah al-Qanuniyyah sebagai pedoman 
dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang 
menganut faham Ahlussunnah wal jamaah menurut 
salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan 
masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi 
kesejahteraan umat; 

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul 

Ulama untuk menaati segala hasil-hasil bahtsul masail 
al-Diniyyah al-Qanuniyyah ini; 

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; 

Ditetapkan di : Asrama Haji Sudiang Makssar 

Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1431 H/27 Maret 2010 M. 

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG PLENO VII 

ttd ttd 

Drs. KH. Hafizh Utsman Drs. H. Taufik R. Abdullah 
Ketua Sekretaris 
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5. QAWAID A1-TAQNIN NAHDLATUL ULAMA 

A. Pendahuluan 

Salah satu pilar tegaknya negara hukum sebagaimana yang 
dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 adalah adanya peraturan perundang-undangan 
yang memenuhi rasa keadilan dan aspirasi masyarakat. 

Peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku secara nasional 
maupun di tingkat daerah adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh 
lembaga atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum terhadap 
pihak yang diatur dalam materi hukum peraturan tersebut. 

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai 
dengan azas keterbukaan, masyarakat berhak untuk berpartisipasi 
mulai dari perencanaan, persiapan, pembahasan, pelaksanaan, 
penyebarluasan, dan pengawasannya. 

Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, pertimbangan 
pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat 
perubahan, penggantian maupun pembuatan peraturan pelaksanaannya 
adalah antara lain untuk: 

1. Mempercepat proses reformasi. 

2. Meningkatkan kualitas demokrasi. 

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan 
masyarakat khususnya otonomi daerah. 

4. Menghormati, memajukan, dan melindungi hak asasi manusia 
termasuk memperhatikan prinsip kesetaraan gender. 

5. Mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi rakyat yang 
berkeadilan dan agamis. 

Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan perundang-undangan 
yang harmonis dan tidak saling bertentangan baik antara jenis, hierarki 
secara vertikal maupun horizontal, yang disusun berdasarkan 
landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. 

Pembuatan peraturan perundang-undangan memuat landasan 
filosofis yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 
yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan 
dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Landasan yuridis adalah mengacu kepada sumber-sumber 
hukum dalam ketatanegaraan yaitu Pancasila dan UUD Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan sosiologis yaitu realitas 
fakta kehidupan dan kondisi kebutuhan masyarakat Indonesia yang 
majemuk dan plural. 

Asas materi hukum yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
pada intinya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan 
baik tingkat pusat maupun tingkat daerah harus memuat upaya 
untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari 
berbagai lapisan guna memenuhi hak-hak asasi seluruh warga 
negara dan memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia di 
dalam kerangka kebhinnekaan yang mencerminkan harkat persamaan 
dan perlakuan yang adil. 

Dasar penetapan, prosedur dan asas di atas secara teoritik dapat 
melahirkan peraturan perundangan yang membawa kemaslahatan 
untuk umat Islam khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada 
umumnya. Akan tetapi dalam faktanya bisa terjadi peraturan 
perundangan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan tersebut baik 
karena kurang adanya ketelitian dari pihak pembuat undang-undang 
sehingga dapat merugikan semua pihak khususnya umat Islam 
sebagai penduduk mayoritas di negeri ini. 

Karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan 
terbesar di Indonesia, dan selalu meneguhkan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, melakukan sikap kritis guna mengidentifikasi 
berbagai undang-undang ataupun rancangan undang-undang yang 
dipandang dapat merugikan kepentingan bangsa sejalan dengan 
tujuan ajaran Islam yaitu untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam 
(Q.S. al-Anbiya': 107). 


Seluruh undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia 
hendaklah membawa kemaslahatan bagi seluruh kepentingan bangsa. 
NU sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah secara proaktif melakukan 
pengkajian yang menyeluruh terhadap undang-undang yang sudah ada 
dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahannya maupun mengusulkan 
pembuatan undang-undang yang baru untuk disampaikan dalam program 
legislasi nasional melalui Badan Legislasi Nasional Dewan Perwakilan 
Rakyat. Kepentingan penelaahan terhadap seluruh peraturan dan 
perundang-perundangan serta pengusulan peraturan dan undang- 
undang yang baru dimaksudkan agar kepentingan warga Nahdlatul 
Ulama dan umat Islam dapat tertampung dalam program penyelenggaraan 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


943 



kehidupan berbangsa. 

Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah (Qawa'id al-Taqnin) menurut 
perspektif NU agar proses perumusan peraturan dan perundang- 
undangan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan kemaslahatan 
umat dan cita-cita mendirikan negara Republik Indonesia yang adil 
makmur sejahtera lahir dan batin yang didasarkan kepada nilai-nilai 
ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. 

B. Maksud dan Tujuan 

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi aspek: 
(1) preventif, yaitu hukum hendaklah tidak mendorong tingkah laku 
yang tidak disetujui oleh warga pendukungnya (2) kuratif yaitu 
setiap undang-undang adalah hukum yang dibentuk yang dalam 
pelaksanaannya dapat memperbaiki ketidakseimbangan (injustice) 
dalam arti mewujudkan kesebandingan (justice) atau menyelesaikan 
sengketa-sengketa yang timbul (3) Jasilitatif yaitu hukum itu hendaklah 
dibentuk yang dapat menciptakan pengakuan, pengaturan dan 
perlindungan terhadap lembaga hukum. 

Dari uraian di atas maka dapatlah dipahami bahwa setiap undang- 
undang hendaklah selalu hidup dan bermanfaat untuk menjawab 
perkembangan tuntutan kehidupan masyarakat. Proses transformasi 
kehidupan masyarakat yang bergerak dari fase agraris menuju kepada 
kehidupan modem, memerlukan komitmen yang kuat terhadap nilai- 
nilai positif dari tradisi yang telah sejak lama berkembang dalam 
masyarakat namun pada saat yang sama juga bersikap responsif 
kepada perkembangan modem (al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih 
wa al-akhdz bi al-ljadid al-ashaah). 

Atas dasar itulah. Muktamar NU ke 32 menyusun Qawaid al-Taqnin 
yang dimaksudkan sebagai pedoman dan standar NU dalam 
mempertahankan, mengkritisi, mengawal, dan mengusulkan peraturan 
perundang-undangan dengan tujuan agar peraturan perundangan di 
Indonesia dapat: 

1. Meningkatkan komitmen seluruh warga NU (Nahdliyyin) terhadap 
keluhuran akhlak yang bersumber dari ajaran Islam Ahlussunnah 
wal Jamaah. 

2. Menjamin kreatifitas, kemandirian dan harkat martabat bangsa. 

3. Menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. 

4. Melindungi akar budaya bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai 
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Islam Ahlussurtnah wal Jamaah. 

5. Memberikan sebesar-besar kemaslahatan kepada bangsa. 

6. Meningkatkan taraf hidup bangsa. 

7. Menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

C. Pendapat NU tentang Penyerapan Hukum Islam dalam Hukum 
Nasional 


NU memandang bahwa penyerapan hukum Islam oleh masyarakat 
Indonesia dan dalam hukum nasional berjalan secara alami karena 
sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. NU memandang 
bahwa penyerapan hukum Islam dalam hukum nasional akan 
membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat 
Islam. Pola penyerapan itu tergantung kepada kemungkinan 
keberlakuannya yang memiliki tiga kemungkinan yaitu formal, 
substansial, dan esensial. 


1. Formal (Rosmiyah) 

Formal artinya penyerapan hukum Islam pada hukum nasional 
secara formal. NU memandang ada bagian-bagian hukum Islam yang 
harus diserap dalam hukum nasional secara formal dan hanya berlaku 
bagi umat Islam sebagai konsekwensi tugas negara yang memberikan 
pelayanan untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk 
menjalankan ajaran Islam seperti zakat, wakaf, peradilan agama, haji, 
hukum waris, wasiat, hibah, dan transaksi perbankan maupun 
ekonomi syari'ah pada umumnya. Dalam hal ini, NU mendorong 
terbitnya peraturan perundang-undangan yang secara formal mengatur 
persoalan tersebut guna kepentingan umat Islam dan hanya berlaku 
bagi umat Islam. Hal ini tidak berdimensi diskriminasi karena tidak 
akan mengurangi hak-hak warga negara lainnya. Penegasan ini 
dimaksudkan sebagai pengejawantahan sila Ketuhanan Yang Maha 
Esa dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. 

2. Substansial (Dzaatiyah) 

NU menyadari bahwa ajaran Islam adalah ajaran universal 
(rahmatan lil 'alamiin), untuk itu NU berupaya agar nilai-nilai ajaran 
Islam dapat dirasakan kemaslahatannya oleh seluruh umat manusia. 
Oleh karena itu, hukum yang diturunkan Allah Swt. adalah bertujuan 
untuk terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Atas 
dasar itu, bagian-bagian dari ajaran Islam yang berkaitan tata 
pergaulan secara universal, maka pada dasarnya ajaran Islam juga 
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bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Namun, oleh karena sistem 
sosial politik bangsa Indonesia belum memungkinkan berlakunya 
ajaran Islam secara formal, maka NU memperjuangkan nilai-nilai 
substansi dalam peraturan perundang-undangan seperti masalah 
larangan pornografi, perjudian, penyalahgunaan narkoba, korupsi, 
perusakan lingkungan, pelacuran dan lain sebagainya. 

3. Esensial (Ruuhiyah/Jauhariyyah) 

Penyerapan dan penerapan hukum Islam dapat juga terjadi secara 
esensial dalam arti terserapnya nilai-nilai hukum Islam dalam sistem 
hukum nasional meskipun tidak dalam bentuk norma maupun sanksi 
yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. 
Hal ini misalnya berkaitan dengan upaya mendekatkan pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan tentang pidana yang lebih mendekati 
nilai ajaran Islam. Sehingga akan semakin menjauhkan pelaku tindak 
pidana dari berbagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan. 


D. Qawaid al-Taqnin NU 

Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa seluruh praktek 
penyelenggaraan negara tidak saja mempunyai dimensi kepentingan 
sesaat akan tetapi hendaklah memiliki pandangan yang jauh ke 
depan. Dalam pandangan NU kepentingan ke depan itu harus 
didasarkan kepada pertimbangan kepentingan pelaksanaan nilai- 
nilai ajaran Islam karena pelaksanaan ajaran Islam pada dasarnya 
tidak hanya penting bagi umat Islam saja akan tetapi bermanfaat 
bagi pembangunan bangsa dan juga untuk seluruh umat manusia. 
NU juga menyadari kebinnekaan bangsa Indonesia dan mendukung 
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu 
dalam penerapan syariah, NU juga menggunakan pendekatan 
pelaksanaan nilai ajaran Islam secara berangsur-angsur ( tadriji ) sejalan 
dengan fikrah nahdliyyah yang mempertimbangkan aspirasi dan 
budaya masyarakat. 

Dari segi muatannya, secara umum pembuatan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepada kaidah: 


J? w 




" Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kepada 
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kemaslahatan." 1 

Secara lebih khusus lagi, sesuai dengan dasar filosofi ajaran Islam 
(maqashid al-syari’ah), maka bagi NU semua peraturan perundang- 
undangan hendaklah dapat memperkuat lima tujuan diturunkannya 
syari'at (al-kulliyat al-khams) yaitu: 

1. Hifzh al-Din 

Setiap kegiatan didasarkan untuk kepentingan pemeliharaan ajaran 
Islam oleh karena kehidupan itu baru bernilai apabila selalu didasarkan 
kepada ajaran Islam. Setiap peraturan perundang-undangan (per- 
UU-an) tidak boleh bertentangan dengan hakikat ajaran Islam, malah 
justru semua UU haruslah bertujuan memperkuat komitmen semua umat 
beragama terhadap ajaran agamanya. Oleh karena itu pertimbangan 

Semua peraturan per-UU-an hendaklah yang dapat memudahkan orang 
beribadah oleh karenanya tidak boleh ada yang bertentangan dengan 
ajaran Islam (Q.S. Ali Imran: 83). Mengingat agama yang dianut oleh 
mayoritas rakyat Indonesia adalah Islam, maka setiap undang-undang 
hendaklah memberi kemudahan bagi umat Islam untuk mengamalkan 
ajaran agamanya, dan pada saat yang sama juga memberikan kemudahan 
bagi umat lainnya dalam mengamalkan ajaran agamanya. Bertolak 
pada pemikiran tersebut setiap undang-undang tidak boleh bertentangan 
dengan semangat spritual yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. 

2. Hifzh al-Nafs 

Setiap pelaksanaan ajaran Islam harus selalu memelihara kelangsungan 
hidup manusia. Oleh karena itu tidak dibenarkan upaya-upaya kehidupan 
yang justru berakibat hilangnya keberadaan manusia. Seluruh peraturan 
perundang-undangan harus dapat menjaga kelangsungan kehidupan 
dan melindungi kehormatan umat manusia. Tidak dibenarkan adanya 
Undang-Undang yang merendahkan martabat manusia karena 
manusia diriptakan Allah dalam bentuk yang sempurna (Q.S. al-Tin: 
4 dan al-Isra': 33). 

3. Hifzh al-'Aql 

Peraturan per-UU-an hendaklah memuliakan manusia sebagai 
makhluk Allah yang mulia yang memiliki akal sehat dengan kemampuan 
berfikir yang baik dan benar, terbebas dari hedonisme dan materialisme, 

1 Abdurrahman al-Suyuthi, Al-Asybah wa cd-Nazha'ir, (Barut Dar al-Kutub al-flmiyah, 
1403 H), h. 121. 



Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 


947 




jauh dari pragmatis serta menjunjung tinggi akhlak mulia, sehingga 
segenap kehidupan manusia menjadi aman dan bahagia. Hal ini 
terwujud manakala akal pikirannya positif, tidak terkotori pengaruh 
narkotika dan obat-obat terlarang dan mampu menyikapi semua hal 
secara dewasa. 

", Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik 
dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah kami ciptakan. " (Q.S. aHsra':70) 

4. Hifzh al-Nasl 

Seluruh per-UU-an harus dapat memelihara kelangsungan berketurunan 
oleh karena itu tidak dibenarkan adanya upaya pembunuhan atau 
pemutusan keturunan atas dasar alasan apapun juga. Serta tidak 
dibenarkan aktifitas perusakan lingkungan hidup karena dapat 
mengancam eksistensi kelangsungan hidup manusia. Seluruh peraturan 
hendaklah bertujuan memuliakan manusia (Q.S. al-Isra': 31). 

5. Hifzh al-Mal 

Seluruh per-UU-an hendaklah dapat memelihara kepemilikan harta 
baik kepemilikan harta yang sempurna (mUk cd-tam) maupun kepemilikan 
tak sempurna (milk al-naqish) dan hak-hak kepemilikan kebendaan 
termasuk hak cipta maupun budaya bangsa, Islam menegaskan adanya 
kepemilikan perorangan dan kepemilikan syirkah namun harta yang 
dimiliki itu memiliki nilai ibadah dan sosial yang ditunaikan melalui 
zakat, infak dan shadaqah (Q.S. al-Hijr: 20). 

Sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, maka sebuah peraturan 
perundangan harus: 

a. Melindungi semua golongan, 

b. Berkeadilan, 

c. Sesuai dengan agama/keyakinan/kepercayaan masyarakat yang 
disahkan keberadaannya di Indonesia, 

d. Sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan budaya masyarakat yang 
tidak bertentangan dengan agama, 

e. Selalu memiliki wawasan ke depan. 

E. Peran NU dalam Proses Pembentukan Hukum di Indonesia 

Legislasi Nasional merupakan agenda penting dalam penyele nggaraan 
negara yang berdampak sangat besar terhadap kehidupan bangsa. 
Legislasi dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan 
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bermartabat, serta rakyatnya makmur sejahtera akan tetapi dapat 
juga sebaliknya. Hal itu semua tergantung bagaimana prinsip-prinsip 
legislasi dilakukan. Karena itu, NU sebagai bagian terbesar bangsa 
yang memiliki misi melakukan rekonstruksi umat ( ishlahiyah al-umrmt ) 
sudah sepatutnya ikut terlibat aktif dalam memantau proses legislasi 
hukum nasional. Setelah itu maka agenda NU adalah memantau sejauh 
mana pelaksanaan hukum itu sejalan dengan aspirasi umat Islam. 

Adapun peran yang dapat dilakukan NU dalam hal ini ada dua, yaitu: 

1. Aktif, Inisiatif dan Kontributif 

NU secara proaktif harus mecermati keperluan pembuatan perundang- 
undangan yang dibutuhkan oleh umat Islam dan bangsa Indonesia 
pada umumnya agar terjamin adanya kepastian hukum dalam kasus 
tertentu dan menghindari penafsiran-penafsiran sepihak yang dapat 
merugikan masyarakat Dalam hal ini NU dapat menempuh mekanisme 
dengan menyusun pokok-pokok pikiran usulan rancangan undang- 
undang yang mendukung terwujudnya tujuan hukum Islam ( rmcjashid 
al-syari'ah ) sebagaimana diuraikan di atas melalui upaya mendorong 
lahirnya regulasi sebagai turunan dari UU berupa Peraturan Pemerintah. 
Selain dari itu, NU juga dapat mengajukan usulan rancangan kepada 
pemerintah DPR tentang perlunya pembuatan undang-undang tertentu 
untuk menjamin kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia secara 
keseluruhan. 

2. Mengawal dan Mengkritisi Undang-undang atau RUU 

NU mengambil inisiatif untuk mengawal dan mengkritisi berbagai 
undang-undang maupun peraturan yang berskala nasional maupun 
daerah guna menjamin terwujudnya tujuan hukum Islam ( maqashid 
al-syari'ah ) yang menimbulkan kontroversi di masyarakat sehingga 
umat Islam memperoleh ketenangan dalam mengamalkan ajaran Islam. 
Oleh karena itu setiap undang-undang dan peraturan yang ada di 
Indonesia hendaklah mendukung realisasi nilai-nilai keberagamaan 
dan menghindari adanya undang-undang maupun peraturan yang 
tidak sejalan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Hal ini dimaksudkan agar seluruh undang-undang dan peraturan 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu 
didasarkan kepada kepentingan umum ( al-mashlahah al-'ammah). 

Untuk pelaksanaan dua peran di atas maka sudah selayaknya di 
kalangan internal NU perlu ada kelompok pemerhati perkembangan 
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program legislasi nasional termasuk segala turunan dari berbagai 
peraturan itu berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan 
Daerah maupun Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota. 


F. Penutup 

Seraya bertawakkal kepada Allah Swt. dan mengharap ma'unah 
dan taucjikNya, Muktamar NU ke-32 di Makassar menyusun Tata 
Aturan Penetapan Perundang-undangan (Qawaid al-Taqnin) Nahdlatul 
Ulama semoga bermanfaat bagi terwujudnya kejayaan Islam dan umat 
Islam Indonesia ('izz al-islam wa al-muslimin) negeri yang adil dan 
makmur sejahtera lahir dan batin di dalam ampunan Allah Swt. ( baldatun 
thayyibatun wa rabbun ghafur). 


6. USULAN RUU 

PERLINDUNGAN KEHIDUPAN BERAGAMA 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan dasar Negara Pancasila dan ditegaskan lagi pada 
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 29 ayat (1) ditetapkan bahwa sila pertama adalah Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Hal ini bertujuan agar setiap warga menjadi manusia yang 
taat terhadap ajaran agamanya dan pada saat yang sama menghargai 
perbedaan dengan antar sesama umat beragama. Kebebasan beragama 
(hurriyah al-tadayyun) sebagaimana disebutkan di atas kemudian dipertegas 
lagi pada Pasal 29 ayat (2) yaitu kebebasan bagi setiap warga negara 
untuk beribadah dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya 
itu. Akan tetapi sayangnya, dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 tidak ditemukan adanya perintah UUD untuk membuat undang- 
undang lanjutan guna merumuskan bentuk kebebasan itu untuk 
mewujudkan manusia Indonesia yang taat dan kepada ajaran agamanya 
sekaligus dapat hidup rukun dengan seluruh komponen bangsa yang 
majemuk dalam semangat toleransi dan kerukunan. Pada aspek pribadi 
setiap manusia memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk 
mengamalkan ajaran agamanya bahkan negara harus memberikan 
pelayanan secara optimal namun negara belum memiliki panduan dalam 
menjabarkan kebebasan beragama itu. Namun apabila kebebasan 
beragama pada tataran individu itu tidak dibatasi dengan rambu- 
rambu maka kebebasan beragama itu dapat menimbulkan anarki dan 
akhirnya akan melahirkan kegaduhan di dalam masyarakat. Oleh karena 
itu diperlukan Undang-Undang Perlindungan Kehidupan Beragama. 
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Dalam ajaran Islam telah ditegaskan beberapa prinsip tentang hubungan 
antara umat Islam dengan lainnya antara lain: 

1. "Sesungguhnya agama (yang benar) di sisi Allah adalah Islam." (Q.S. 
Ali Imran: 19) 

2. " Dan siapa orang yang mencari-cari agama selain Islam maka tidak akan 
diterima amalannya dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi." 
(Q.S. Ali Imran: 85) 

3. "Tidak ada paksaan memasuki agama sesungguhnya telah jelas antara 
yang baik dari yang buruk, maka siapa yang mengingkari thagut dan 
beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali 
yang kokoh yang tidak ada putusnya dan Allah Maha Mendengar dan 
Maha Mengetahui. ” (Q.S. al-Baqarah : 256) 

4. "Allah tidak melarang kamu terhadap orang yang tidak memerangi kamu 
karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu, kamu berbuat 
kebajikan kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka, sesungguhnya 
Allah mencintai orang yang berlaku adil." (Q.S. al-Mumtahanah: 8) 

5. "Bagi kamu agama kamu dan bagi saya agama saya." (Q.S. al-Kafirun: 6). 

Di samping itu, fungsi imamah atau kenegaraan dalam pandangan 
politik Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana dikemukakan al- 
Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah, adalah untuk menjaga 
agama ( harasah al-din) dan mengatur dunia ( siyasah al-dunya ): 




" Imamah (kepemiminan pemerintahan) ditegakkan untuk mengganti 
peran kenabian dalam urusan menjaga agama dan mengatur dunia." 2 

Oleh karena itu, dalam rangka harasah al-din, NU perlu mendorong 
pemerintah untuk membuat regulasi tentang perlindungan kehidupan 
agama di Indonesia. Kepentingan umat Islam terhadap legislasi yang 
berkenaan dengan tuntutan pelaksanaan ajaran Islam berbeda dengan 
pelaksanaan ajaran agama lainnya. Oleh karena itu adalah hal yang 
wajar apabila pemerintah RI memberikan perhatian yang lebih dalam 
pelaksanaan perundangan ajaran Islam dan hal itu tetap sejalan dengan 
amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena negara 
ini didirikan adalah bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan 
lahir dan batin warga negara Republik Indonesia. 


2 Ali bin Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Beirut Dar al-Kutub al- 
'Ilmiyah, t. th.), h. 5. 
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6. Tujuan Pembuatan Undang-Undang 

Pemerintah dipandang perlu untuk membuat undang-undang 
perlindungan kehidupan beragama agar setiap warga negara memiliki 
kebebesan sepenuhnya dalam mengamalkan ajaran agamanya dan 
pada saat yang sama menghormati kebebasan orang lain. Atas dasar 
itu, maka konsep kebebasan hendaklah dibatasi apabila telah berkenaan 
dengan pola hubungan antar sesama WNI. Kebebasan mutlak tidak 
dikenal dalam kebudayaan bangsa Indonesia. 

C. Mekanisme Pengajuan RUU Perlindungan Kehidupan Beragama 

RUU Perlindungan Kehidupan Beragama, selanjutnya disingkat 

RUU PKB, sebaiknya menjadi hak inisiatif DPR dan bukan diajukan 
oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah pada tahun 
2004 telah mencoba mengambil prakarsa terhadap hal ini namun 
berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, pada saat situasi politik pasca 
reformasi di mana peran legislatif lebih dominan maka selayaknya 
inisatif pengajuan RUU tersebut berasal dari Dewan Perwakilan 
Rakyat. Aparat pemerintah tampaknya telah mengalami trauma dengan 
pengalaman tahun 2004 ketika Departemen Agama baru mulai 
melakukan kajian dalam bentuk penyusunan naskah akademis namun 
telah mengalami penentangan dari berbagai pihak karena dipandang 
memiliki motif tertentu. Sadar akan besarnya kemungkinan reaksi 
terhadap RUU PKB ini baik dari kalangan internal umat Islam maupun 
dari umat beragama lainnya, maka NU perlu memprakarsai perbincangan 
tentang perlindungan kebebasan beragama yang kemudian diajukan 
kepada pemerintah dan DPR sebagai bahan penyusunan lebih lanjut. 

D. Muatan RUU PKB 

Adapun muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Undang- 
Undang Perlindungan Kehidupan Beragama adalah sebagai berikut: 
1. Pengertian umum: 

a. Pengertian agama, 

b. Kehidupan beragama, 

c. Pengertian kebebasan beragama, 

- Batasan kebebasan beragama, 

- Hak dan kewajiban umat beragama. 

d. Pengertian kerukunan hidup umat beragama, 

e. Pengertian pemurnian agama, 

f. Pengertian pembaruan agama. 
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g. Pelayanan terhadap masyarakat umat beragama; 

- Formalistik, 

- Substansial, 

- Esensial. 

2. Tujuan kehidupan beragama, 

3. Hubungan agama dengan negara, 

4. Integrasi nilai dan hukum agama kepada hukum negara, 

5. Integrasi nilai kebangsaan dalam keberagamaan, 

6. Peningkatan pemahaman agama, 

7. Peningkatan penghayatan agama, 

8. Peningkatan pelayanan bagi pengamalan ajaran agama, 

9. Peningkatan pengamalan ajaran agama, 

10. Peranan pemerintah dalam pemeliharaan kehidupan beragama, 

11. Peranan umat beragama terhadap negara, 

12. Kewajiban setiap penganut agama terhadap penganut lainnya, 

13. Ketentuan Penetapan Hari-hari Besar Keagamaan, 

14. Kedudukan aliran sempalan agama: 

a. Pengembangan pemikiran, 

b. Gerakan Keagamaan, 

c. Penodaan /penistaan Agama. 

15. Kode Etik Penyiaran Agama /kode etik simbol Agama, 

16. Pendirian rumah ibadat, 

17. Kedudukan organisasi majelis keagamaan, 

18. Ketentuan tentang bantuan luar negeri keagamaan, 

19. Penyumpahan terhadap pejabat pemerintahan, 

20. Tugas dan tanggungjawab lembaga kerukunan dalam pemeliharaan 
keserasian sosial umat beragama, 

21. Tugas dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah dalam pemeliharan 
kehidupan beragama, 

22. Sanksi Administratif, sanksi Perdata dan Sanksi Pidana terhadap 
pelanggaran undang-undang. 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum dengan konsep 
negara kesejahteraan. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya 
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merupakan program Negara yang bertujuan untuk memberi 
kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hal 
ini merupakan konsekuensi dari amanat konstitusi yang menentukan 
bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

Reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia telah dimulai dengan 
pengesahan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tanggal 19 Oktober 2004. Namun 
dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan sejak disahkan, tepatnya 21 
Februari 2005, UU SJSN tersebut mendapatkan uji materi yang putusannya 
dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2005. 
UU SJSN tersebut merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan 
sistem jaminan sosial di Indonesia, tidak secara tegas mengatur eksistensi 
peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan program- 
program jaminan sosial sebelum UU SJSN dan sampai saat ini masih 
terus berlaku. 

Undang undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menentukan 
adanya 5 (lima) jenis program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, 
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan 
Jaminan Kematian. Namun, jaminan kesehatan yang mendapat prioritas 
untuk memenuhi hak konstitusi rakyat Indonesia untuk "memperoleh 
pelayanan kesehatan" dan "jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat", 
belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terkait dengan 
belum dipenuhinya pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) yang menurut UU SJSN harus dibentuk melalui undang- 
undang tersendiri. 

Masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses penyusunan RUU 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini, karena RUU 
tersebut akan mengatur badan yang dipercaya untuk mengumpulkan, 
menghimpun, mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial 
milik seluruh peserta untuk pembayaran manfaat kepada peserta. 
Tugas, hak dan kewajiban BPJS sudah ditentukan dalam UU No. 40 
tahun 2004 tentang SJSN. Menurut Pasal 5 UU SJSN Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-HI/2005, BPJS harus dibentuk 
dengan undang-undang tersendiri, artinya harus dengan persetujuan 
wakil rakyat Sampai saat ini belum ada BPJS yang memenuhi persyaratan 
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yang ditentukan oleh UU SJSN. Untuk mengisi kekosongan hukum, 
maka Persero Jamsostek, Persero Taspen, Persero ASABRI dan Persero 
Askes diberikan hak untuk bertindak sebagai Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial dengan syarat disesuaikan dengan UU SJSN, paling 
lambat pada tanggal 19 Oktober 2009. 

B. Permasalahan 

1. Terdapat perbedaan dasar hukum dalam pelaksanaan UU Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh Badan 
Penyelenggara dengan dasar hukum masing-masing badan 
penyelenggara lainnya, seperti Persero Jamsostek, Persero Taspen, 
Persero ASABRI dan Persero Askes, 

2. Data masyarakat miskin versi BPS beda dengan versi Pemda, 

3. Sistem pensiunan dan asuransi sosial dalam sistem jaminan sosial 
belum jelas, 

4. Belum ada Lembaga Jaminan Sosial Dasar untuk golongan bawah 
dan sektor informal, 

5. Law enforcement peraturan perundangan masih lemah, 

6. Ada perbedaan dengan prinsip nirlaba dalam sistem, 

7. Adanya perbedaan substansi UU No. 40 tahun 2004 dengan 15 undang- 
undang yang terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan 
17 Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang 
yang bersangkutan, 

8. Masih lemahnya koordinasi penanganan Sistem Jaminan Sosial 
Nasional, 

C. Usulan 

1. Perlu menindak lanjuti 26 pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 yang perlu dibuatkan Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden dan perundang-undangan lainnya, 

2. Perlunya kriteria miskin dan yang berhak mendapat Jaminan Sosial 
yang jelas, 

3. Perlunya aturan kerja sama antar instansi terkait data penduduk 
dan tingkat sosialnya, 

4. Perlu koordinasi penanganan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan 
pembentukan Badan Penyelenggara di tingkat daerah, 

5. Perlu Pelaksanaan UU SJSN secara konsisten, harmonisasi seluruh 
peraturan dan perundangan terkait, 

6. Mendorong dibuatnya Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 yo 
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pasal 52 ayat 2 UU SJSN dengan bentuk badan hukum wali amanat 
sesuai amanat UU SJSN, 

7. Perlunya pekerja di sektor informal bisa mendapatkan jaminan sosial, 

8. Perlunya jaminan sosial bagi orang gila/ sakit jiwa yang terlantar. 

8. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN 

A. Pendahuluan 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa kesehatan 
merupakan hak azasi manusia, yang mencakup hak atas informasi, 
hak atas privasi, hak untuk menikmati teknologi kesehatan, hak atas 
pendidikan tentang kesehatan, hak atas ketersediaan makanan dan 
gizi, hak untuk mencapai standar hidup optimal, dan hak atas jaminan 
sosial. Sejalan dengan itu, pembangunan bidang kesehatan di 
Indonesia, sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 pasal 34 ayat (3) mencakup segi kehidupan fisik maupun 
non fisik yang diselenggarakan secara terpadu, mencakup upaya promotif 
preventif, kuratif dan rehabilatif yang menyeluruh dan berkesinambungan, 
seperti yang tertuang dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 
1982. Pembangunan kesehatan ditujukan agar masyarakat mampu 
hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal. Hal 
ini berimplikasi pada perlunya mengikut sertakan masyarakat dalam 
upaya pembangunan kesehatan. 

Indonesia mempunyai permasalahan kesehatan yang kompleks, 
selain beban jumlah penduduk yang besar, luasnya daerah geografis 
dan banyaknya jumlah pulau, beragamnya suku bangsa, serta 
beragamnya tradisi dan adat istiadat. Di samping itu, keterbatasan 
sumberdaya, kemiskinan dan masih rendahnya tingkat pendidikan 
perempuan, juga menambah kompleksitas masalah kesehatan. Hal 
ini berakibat pada masih tingginya angka kematian bayi dan angka 
kematian ibu, serta rendahnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia 
( Human Development lndex) yang dapat menggambarkan tingkat kualitas 
SDM rakyat Indonesia. 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, 
diharapkan dapat mendptakan suatu tatanan hukum yang memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pemberi 
pelayanan kesehatan maupun bagi masyarakat penerima pelayanan 
kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, fokus upaya kesehatan 
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masih terkonsentrasi pada upaya pengobatan (kuratif) belum preventif. 
Padahal, paradigma sehat tidak saja meliputi penyembuhan penyakit, 
menurunkan angka kematian, atau memperpanjang umur harapan hidup, 
melainkan lebih luas, yaitu bahwa kesehatan mendorong penyediaan 
sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini sejak sebelum terjadinya 
pembuahan. Pada kenyataannya, kebijakan publik di bidang kesehatan 
belum memandang pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan utama 
dan investasi SDM, hal ini tampak dari kecilnya anggaran belanja 
bidang kesehatan yang kurang dari 5% APBN. Bandingkan dengan 
anggaran bidang pendidikan yang telah mencapai 20% APBN. 

B. Rekomendasi 

Perkembangan keadaan saat ini menuntut diberikannya perhatian 
terhadap UU nomor 36 tahun 2009 dalam hal: 

1 . Perlunya kepastian alokasi anggaran kesehatan Pemerintah minimal 
sebesar 5% dari APBN dan alokasi anggaran Pemerintah daerah 
Propinsi, Kabupaten/Kota minimal 10% dari APBD, 

2. Perlunya penyusunan dan realisasi Peraturan Pemerintah terkait 
Program jaminan kesehatan nasional terutama bagi kelompok 
masyarakat miskin, hampir miskin, kelompok lanjut usia, kelompok 
ibu, bayi, anak dan remaja serta kelompok penyandang cacat, 

3. Perlunya kepastian dan jaminan hukum mengenai penghentian 
kehamilan (untuk janin kurang dari 6 minggu) yang bermutu, aman, 
bertanggungjawab yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atas indikasi 
kegawatan medis dan akibat perkosaan serta pengawasan atas 
penyalahgunaan indikasi tersebut, 

4. Perlunya menciptakan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan 
harga obat esential oleh masyarakat, 

5. Perlunya jaminan pelaksanaan transplantasi organ, impian obat, 
bedah plastik, penggunaan sel punca yang tidak bertentangan 
dengan norma agama dan telah terbukti keamanan dan manfaatnya 
serta tidak mempunyai unsur komersialisasi, 

6. Perlunya jaminan penggunaan bahan zat adiktif seperti tembakau, 
agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, 
keluarga, masyarakat dan lingkungan dan perlunya ketegasan terhadap 
sangsi pelanggaran Kawasan tanpa rokok, 

7. Perlunya mendorong terbentuknya Undang-Undang Pengendalian 
Tembakau. 
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9. UNDANG-UNDANG (UU) TENTANG 
PENGELOLAAN ZAKAT 

A. Pendahuluan 

Salah satu kewajiban umat Islam yang menjadi salah satu rukun 
Islam dan mencerminkan wujud pertanggungjawaban sosial individu 
umat Islam adalah membayar zakat. Karena posisi yang demikian 
itu, maka keberhasilan pengelolaan zakat menjadi faktor dominan 
dalam menentukan kesejahteraan hidup umat Islam, dan akan 
menentukan perkembangan sektor-sektor strategis lain yang bagi 
umat Islam, seperti pendidikan. Pengalaman pengelolaan zakat di 
Indonesia selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum 
dilakukan sebagai suatu sistem yang baik dan efektif, serta sesuai 
dengan tmyashid al-syari'ah. Upaya melembagakan pengelolaan zakat 
sebagai suatu sistem yang baik bukannya tidak pernah dilakukan, 
antara lain dengan dibentuknya lembaga Bazis secara struktural- 
nasional dan diterapkannya model-model pengelolaan zakat oleh 
kelompok masyarakat tertentu. Tetapi sampai saat ini hasilnya belum 
sesuai dengan yang diharapkan. Pengalaman tentang keberhasilan 
pengelolaan zakat lebih bersifat kasuistik dan baru berjalan secara 
parsial dan belum menjadi sistem nasional. 

Pelaksanaan zakat bagi umat Islam bisa dikategorikan sebagai 
salah satu bagian dari hukum (syari'at) Islam yang bisa diserap secara 
formal dalam sistem hukum nasional berupa UU yang diperuntukkan 
bagi khusus umat Islam Dalam konteks ini maka kehadiran UU tentang 
Pengelolaan Zakat yang baik bisa dipahami dan menjadi kebutuhan 
mendesak umat Islam. UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
dan peraturan pelaksanaannya yang selama ini menjadi landasan yuridis 
dalam pengelolaan zakat di Indonesia belum mampu menciptakan 
sistem pengelolaan zakat yang pensyariatannya bertujuan untuk 
menciptakan keadilan dan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat 
sebagaimana firman Allah: "Kay la yakuna duulatan bainal aghniyaa'i 
minkum." -Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya 
saja di antara kamu- (QS. al-Hasyr: 7). Dalam kaitan ini maka program 
legislasi untuk melakukan perubahan terhadap UU tentang Pengelolaan 
Zakat yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR 
merupakan langkah strategis dan harus mendapat dukungan. 

B. Usulan 

Substansi yang perlu menjadi materi pengaturan dalam RUU 
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tentang Pengelolaan Zakat antara lain sebagai berikut: 

1. Paradigma dan Asas Pengelolaan Zakat 

Sesuai dengan arah pembentukan peraturan perundang-undangan, 
maka paradigma dan asas pengelolaan zakat yang diserap secara formal 
dalam hukum nasional melalui UU ini, maka harus ada jaminan bahwa 
melalui UU ini harus tercipta proses penyadaran di kalangan umat Islam 
untuk menunaikan kewajiban membayar zakat. Membayar zakat selain 
dipahami sebagai kewajiban yang bersifat syar'i disadari juga merupakan 
kewajiban sebagai warga Negara. 

2. Kelembagaan Pengelolaan Zakat 

Yang harus diperhatikan dalam kelembagaan pengelolaan zakat 
ini, adalah adanya kejelasan tentang status lembaga ini dalam tata 
kelola pemerintahan Negara (apakah lembaga Negara, semi Negara, 
atau lembaga mandiri), tugas dan kewenangannya, integritas sumber 
daya manusia yang akan mengisi lembaga, penerapan manajemen 
yang bersifat transparan dan akuntabel. 

Dalam hal ini, NU mengusulkan lembaga yang berhak mengumpulkan 
zakat adalah lembaga yang dibentuk pemerintah, sedangkan dalam 
pendistribusiannya harus melibatkan organisasi sosial keagamaan 
Islam. 

3. Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan 

Selain faktor kelembagaan, kemampuan manajemen pengelolaan 
zakat dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan 
hasil zakat masih merupakan titik lemah dalam pengelolaan zakat 
selama ini. Kegiatan pengumpulan zakat belum berhasil menjaring 
semua muzakki. Pendistribusian hasil zakat juga sering menimbulkan 
masalah, baik ketidakmerataan, ketidakteraturan dan ketidakterbukaan. 
Lebih-lebih dalam hal pendayagunaan zakat. Hampir sebagian besar 
zakat yang berhasil dihimpun habis didistribusikan untuk hal-hal 
yang bersifat konsumstif. 

4. Pengawasan Melekat 

Beberapa kasus, lembaga berbadan hukum melakukan distribusi harta 
zakat secara tidak benar, seperti digunakan untuk bantuan pendirian 
rumah ibadah non muslim dengan alasan toleransi dan bantuan kelompok 
tertentu. Untuk itu perlunya pengawasan melekat terhadap lembaga- 
lembaga yang diberi hak untuk mengumpulkan atau menyalurkan 
zakat, infak, shadaqah oleh instansi yang diberi wewenang untuk itu. 
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5. Partisipasi Masyarakat 

Sesuai dengan prinsip dan asas pembuatan peraturan perundang- 
undangan, serta berpedoman dengan cpwaid cd-taqnin Nahdlatul Ulama, 
maka setiap norma hukum yang ditetapkan dalam suatu UU, maka 
implementasinya harus memberikan ruang partisipasi yang besar 
bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan adalah 
berkaitan dengan proses pembentukan kelembagaan, rekrutmen 
sumber daya manusia, pemberian akses informasi kepada masyarakat, 
pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan lain-lain. 

6. Ketentuan Tentang Sanksi 

Sebagai salah satu instrumen untuk membentuk dan melakukan 
perubahan sosial di tengah masyarakat, maka UU tentang Pengelolaan 
Zakat harus bisa mendorong para pihak yang keberadaannya ditetapkan 
dalam UU ini untuk menaati segala ketentuan. Karena itu ancaman sanksi 
harus diberikan secara tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran 
baik terhadap muzakki maupun pengelola. 

10. Undang-Undang Bidang Politik 
UU No. 32 tahun 2004 

A. Latar Belakang 

Untuk mengimplementasikan amanah Undang-Undang Dasar 
(UUD) Negara Republik Tahun 1945 hasil amandemen, telah dilakukan 
perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Reformasi digulirkan, terutama reformasi bidang politik. Kekuasaan 
negara dibagi secara tuntas ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu 
kekuasaan pemerintahan, kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman, 
dan hubungan antara ketiga cabang kekuasaan tersebut dibangun 
dengan prinsip check and balances. UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 diamandemen tetapi dengan tetap mempertahankan 
bentuk NKRI, dasar Negara Pancasila dan mempertegas sistem 
presidensial. Lembaga-lembaga negara, baik yang lama maupun yang 
baru dan dibentuk berdasarkan ketentuan Konstitusi, dirumuskan 
eksistensinya sedemikian rupa sehingga dapat mendorong terwujudnya 
tujuan Konstitusi. Proses dan kegiatan demokrasi diperbarui, pemilihan 
umum diselenggarakan secara demokratis dan dibentuk penyelenggara 
pemilu yang lebih mandiri. Pengisian jabatan-jabatan publik secara umum 
dilakukan melalui mekanisme pemilihan. Presiden, anggota DPR, DPD, 
DPRD, dan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sejak 
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reformasi Indonesia telah menyelenggarakan tiga kali pemilu legislatif 
dan dua kali pemilu presiden serta ratusan kali pemilu kepala daerah. 
Nyaris sepanjang tahun rakyat terlibat dalam kegiatan pemilu, yang 
secara tidak langsung mengurangi konsentrasi masyarakat dalam 
melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rakyat memegang penuh kedaulatan 
negara baik secara langsung maupun tidak langsung (vox populi vox 
d«/suara rakyat suara Tuhan). 


Sampai di sini seakan-akan Indonesia telah berubah wajah dari 
negara otoriter menjadi negara tempat bersemayamnya dengan subur 
kehidupan demokrasi. Dunia internasional memberikan apresiasi 
yang besar terhadap perkembangan kehidupan demokrasi. Tetapi 
setelah reformasi berjalan lebih dari 10 tahun dewasa ini rakyat justru 
menghadapi kondisi yang dirasakan tidak wajar dan tidak semestinya. 
Hiruk pikuk kegiatan politik, baik yang berlangsung secara reguler 
seperti pilkada atau pileg/pilpres, maupun kegiatan politik insidensial 
yang lahir dari dinamika politik yang sangat tinggi, belum berbanding 
lurus dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Proses demokrasi yang 
berjalan amat cepat makin meninggalkan masyarakat yang kondisinya 
tertatih-tatih secara ekonomi. Akibatnya, proses demokrasi melahirkan 
sikap aji mumpung, pragmatisme, dan budaya politik uang sehingga 
biaya demokrasi menjadi semakin mahal. Hal lain yang merisaukan, 
adalah berubahnya kesantunan dan etika politik, terganggungnya 
keistiqamahan para tokoh non-politik karena ikut masuk ke dalam 
percaturan politik praktis, dan hilangnya ruh keteladanan dalam 
kehidupan sosial karena faktor kehidupan politik. Banyak orang 
menilai, demokrasi yang berkembang di Indonesia belum sepenuhnya 
efektif untuk mendptakan kesejahateraan rakyat dan tatanan kehidupan 
yang lebih adil bahkan banyak menimbulkan praktik korupsi di mana- 
mana secara berjamaah. 

Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara 
tujuan dan cita-cita demokrasi yang luhur dan realitas sosial politik yang 
dihasilkan? Banyak faktor yang bisa diidentifikasi sebagai penyebabnya. 
Salah satunya adalah berkaitan dengan produk perundang-undangan 
yang menjadi instrumen pembentukan sistem dan tatanan sosial 
masyarakat Ada beberapa materi UU bidang politik yang ikut mendptakan 
carut-marutnya kehidupan politik, atau menyebabkan arah reformasi 
berjalan semakin liar. Karena itu, salah satu ikhtiar strategis yang 
penting untuk dilakukan adalah melakukan kajian dan perbaikan 
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beberapa UU bidang politik. 

B. Materi UU yang Mengandung Problem 

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah juncto UU No.12 
Tahun 2008. Salah satu point penting yang diatur dalam UU ini 
adalah mengenai pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur dan 
wakil gubernur, bupati /walikota dan wakil bupati/wakil walikota, 
secara langsung oleh rakyat. Di dalam pasal 18 ayat (4) UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa gubernur dan 
bupati/ walikota dipilih secara demokratis. Hal ini berbeda dengan 
pemilihan presiden, yang di dalam rumusan pasal 6-A ayat (1) 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan "Presiden 
dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat". Para wakil 
rakyat sesuai dengan kewenangannya, membuat UU 32 tahun 2004 
jo UU No. 12 Tahun 2008 dan menentukan pilihan politik hukum 
mengenai pemilihan kepala daerah, yaitu dipilih secara langsung 
oleh rakyat. Ini merupakan keputusan politik yang berani dana 
lompatan jauh dibanding periode sebelumnya. 

Memang, setelah pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, 
rakyat menikmati hasil proses demokrasi dalam pemilu lokal, yaitu 
hadirnya kepala daerah yang memiliki legitimasi politik yang kuat. 
Tetapi pada sisi lain, muncul dampak negatif sebagaimana diuraikan 
di atas. Memang tidak mungkin untuk mengembalikan sistem kehidupan 
demokrasi ke sistem lama, yaitu kepala daerah tidak dipilih langsung 
oleh rakyat Tetapi yang perlu diperhatikan, sejak digelar pilkada secara 
langsung oleh rakyat tahun 2005 telah muncul budaya pragmatisme 
dan politik uang yang mengakibatnya tersingkirnya orang-orang 
yang memiliki integritas kepemimpinan yang baik, tetapi tidak 
cukup memiliki kapital untuk maju menjadi kepala daerah. 
Hubungan kepala daerah dengan wakilnya yang tidak harmonis 
karena kepentingan politik ke depan (keduanya akan maju dalam 
pilkada berikutnya) akan berdampak negatif dan rakyat menjadi 
korban serta terjadi eksploitasi pegawai negeri sipil (PNS) dan 
pemerintahan tidak efektif. 

Khusus mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung oleh 
rakyat, telah memunculkan persoalan "perebutan legitimasi" antara 
gubernur dan bupati /walikota, dan mengaburkan posisi gubernur 
yang di dalam konstitusi dinyatakan sebagai wakil pemerintah 
pusat. Dalam konteks ini patut dikaji ulang. Apakah level gubernur 
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tetap dipilih langsung oleh rakyat atau sebagai wakil pemerintah 
pusat gubernur cukup diangkat oleh presiden, atau dipilih melalui 
mekanisme perwakilan. 

2. UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. UU 
ini disusun dalam tekanan politik yang tinggi. Hal itu dibuktikan 
dengan banyaknya pasal yang substansinya merupakan kompromi 
dari berbagai kepentingan politik, dan banyaknya pasal yang 
diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi) yang mengalami judical review 
dan sebagian besar dikabulkan oleh MK. Beberapa ketentuan dalam 
UU ini yang menimbulkan implikasi politik yang tidak sederhana, 
antara lain mengenai persyaratan parpol yang relatif ringan untuk 
bisa ikut pemilu sehingga melahirkan banyak partai peserta pemilu, 
ketentuan teknis penghitungan dan penetapan kursi yang tidak 
sederhana. Adapun mengenai sistem pemilunya sendiri sebagaimana 
yang diatur dalam UU ini, yaitu proporsional terbuka dengan 
suara terbanyak, sudah cukup ideal untuk kondisi Indonesia. 

3. Penyelengaraan pemilu yang diikuti oleh banyak partai ternyata 
membengkakkan anggaran pemilu, dan memunculkan kerumitan 
teknis administratif yang luar biasa. Pada kenyataannya, meskipun 
banyak partai yang ikut penyelenggaraan pemilu, hanya ada sembilan 
yang bisa lolos memenuhi ketentuan Parlemen Threshold 2,5% 
dari suara sah secara nasional. Penetapan peroleh kursi dengan 
menggunakan suara terbanyak di tengah sistem multi partai 
melahirkan berbagai problem, seperti rumitnya teknis penghitungan 
suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, persaingan super 
ketat di kalangan calon, baik antar partai maupun di internal partai, dan 
merebaknya politik uang. Karena itu sudah waktunya ada kemauan 
politik yang tegas dengan melakukan perubahan peraturan UU, 
untuk membatasi jumlah partai sampai pada angka yang ideal. 
Ada beberapa penyebab di antaranya adalah pertentangan antara 
amanat konstitusi yang menegaskan sistem pemerintahan presidensiil, 
sedangkan UU politik menghendaki sistem multi partai. Begitu 
juga proses revisi UU Politik yang mendekati pelaksanaan pemilu 
menyebabkan lembaga penyelenggara pemilu kalang kabut dan 
bongkar pasang aturan mainnya, sehingga rakyat pemegang vote 
bingung dengan teknis pemilu. 

C. Usulan 

1. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat 
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perlu diperbaiki sistem dan aturan pelaksanaannya sehingga tidak 
makin mengembangkan perilaku negatif dalam proses demokrasi 
di tengah masyarakat. Perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 32 tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah jo UU No.12 Tahun 2008, atau dibuat 
UU tersendiri tentang pemilu kepala daerah, yang memungkinkan 
lahirnya persaingan yang sehat dalam proses pilkada, dan mencegah 
terjadinya politik uang. Khusus untuk gubernur, mengingat posisinya 
yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dan untuk 
menyederhanakan pilkada tidak perlu lagi dipilih langsung oleh rakyat, 
tetapi cukup dipilih oleh presiden dari nama-nama yang diajukan oleh 
daerah melalui mekanisme pemilihan ( election ) di DPRD. 

2. Pemilihan wakil kepala daerah baik wagub, wabub atau wawali 
dipisahkan/tidak dalam satu paket dengan pemilihan kepala 
daerah. Calon wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dari 2 calon 
yang diajukan oleh kepala daerah terpilih. 

3. Penghentian ( moratotium ) pemekaran wilayah, karena apa yang 
terjadi selama ini justru tidak sejalan dengan tujuan demokratisasi 
karena yang dipertaruhkan adalah terjadinya perebutan jabatan dan 
perselisihan antara daerah induk dengan daerah yang dimekarkan 
akibat perebutan batas wilayah, aset daerah dan lain sebagainya. 

4. Sejak awal dimulai pemerintahan yang baru setiap partai politik telah 
mempersiapkan kadernya yang akan duduk dalam DPR maupun 
di lembaga eksekutif agar sejak awal telah memiliki idealisme untuk 
memperjuangkan kepentingan pembangunan baik yang bersikap nasional 
maupun daerah guna menghindari munculnya kader karbitan yang 
muncul secara tiba-tiba akibat dukungan kekuatan relasi dan finansial. 

5. Untuk menyederhanakan proses demokrasi dan menghindarkan 
berulangkalinya penyelenggaraan pemilu, perlu direncanakan 
penyelenggaraan pemilu dengan memisahkan pelaksanaan pemilu 
nasional dan pemilu lokal. Dengan demikian hanya akan ada dua 
kali pemilu, yaitu pemilu nasional untuk memilih presiden, anggota 
DPR dan DPD, dan pemilu lokal untuk memilih bupati/ walikota 
dan anggota DPRD. 

6. Paket UU bidang politik juga perlu direvisi untuk mewujudkan 
sistem pemilu yang lebih demokratis, efektif dan lebih mudah. 
Pembatasan jumlah partai perlu dilakukan dengan memperketat 
persyaratan untuk bisa ikut pemilu yang bertujuan untuk menghindari 
kebingungan rakyat pemilih dan efisiensi anggaran. 
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11. Perlu Segeranya Peraturan Pemerintah Tentang 

Pornografi 

A. Pendahuluan 

Rancangan Undang-undang Pornografi dan Pomoaksi telah disahkan 
DPR menjadi Undang-undang Pornografi pada tanggal 30 Oktober 
2008. Dengan demikian Indonesia telah memiliki aturan formal mengenai 
pornografi dan pomoaksi. Diharapkan Undang-Undang ini akan dapat 
menyelamatkan bangsa dari kerusakan moral akibat pornografi dan 
pomoaksi yang sekarang ini semakin terbuka dan mudah diakses. 

Namun demikian, keberadaan Undang-undang ini belum memberikan 
dampak positif terhadap maraknya pornografi dan pomoaksi di tengah- 
tengah masyarakat kita, sebab untuk efektifnya pelaksanaan sebuah 
undang-undang diperlukan peraturan pemerintah. Sementara sampai 
saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah akan mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah tentang pornografi dan pomoaksi. 

B. Urgensi PP Pornografi 

PP tentang pornografi sangat dibutuhkan di samping sebagai 
penjabaran yang lebih operasional terhadap isi UU Pornografi, juga 
untuk memperjelas definisi dan batasan pornografi sebagaimana 
yang terkandung dalam UU Pornografi. Sebagaimana diketahui keberatan 
beberapa pihak terhadap UU ini di antaranya adalah definisi pornografi 
yang melahirkan berbagai pemahaman. Di satu sisi UU ini menjamin 
kelestarian budaya bangsa, tetapi jika dilihat dari pasal-pasalnya 
memungkinkan tradisi atau budaya lokal masuk dalam kategori 
pornografi. Bahkan ada tuduhan dari beberapa pihak bahwa UU 
Pornografi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 terkait karena adanya pembatasan terhadap kebebasan 
berekspresi. Atas dasar itu, maka PP tentang Pornografi diharapkan 
mengakhiri seluruh persengketaan yuridis formal dari undang-undang 
tersebut. Karena itu, diterbitkannya peraturan pemerintah diharapkan 
dapat menjembatani perlindungan terhadap moral bangsa dan tradisi 
budaya Indonesia yang berlandaskan bhinneka tunggal ika. 

C. Usulan 

1. Segera diterbitkan PP-nya agar UU Pornografi bisa berjalan efektif 
dan manfaatnya dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia. 

2. Perlunya penegasan kategori dan kriteria pornografi dan pomoaksi 
agar tidak menimbulkan salah tafsir dan salah paham di kalangan 
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masyarakat. 

3. Kriteria pornografi dan pomoaksi: 

a. Terbuka untuk umum tanpa batas usia, 

b. Subyek aktornya bukan anak-anak, 

c. Dominasi daya tarik pornografi dan pomoaksi untuk merangsang 
hasrat seksual (tna tasytahi anfus wa taladz al-a'yun), 

d. Tidak terkait ritual keagamaan atau aksi spiritual keagamaan, 

e. Tidak membawa misi utama pesan moral dan kepentingan 
pendidikan atau eksposisi dan konfigurasi seni berbobot tinggi, 
dengan kejelasan instrument yang dapat dijadikan ukuran tentang 
merangsang syahwat dan nilai seni. 

4. Perlunya ketegasan dalam PP, apakah kasus yang terkait dengan 
pornografi termasuk delik aduan atau delik biasa /pidana. 

5. Sanksi hukum yang jelas, tegas dan dijatuhkan pada subyek aktor 
atau fasilitatornya secara konsisten. 

6. Sosialisasi tentang akibat yang ditimbulkan dan penegasan terhadap 
aparat yang berwenang untuk itu. 

7. Perlunya aturan kendali dalam pengembangan Teknologi Informatika 
terutama hal-hal yang terkait dengan akses internet pomo. 

8. Perlunya penambahan kuantitas unsur ulama dalam LSF (Lembaga 
Sensor Film). 

9. Perlunya instansi khusus yang menangani hal-hal yang terkait 
dengan pornografi dan pomoaksi. 

12. PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan 
Agama dan Pendidikan Keagamaan 

A. Pendahuluan 

Pendidikan diniyah dan pesantren adalah model/sistem pembelajaran 
yang tumbuh dan berkembang berbasis nilai, karakter, dan budaya. 
Di antara keutamaannya adalah transformasi ilmu pengetahuan yang 
bersifat substansif dan egalitarian. Sistem pendidikan di pondok 
pesantren terbukti telah melahirkan format keilmuan yang multi dimensi 
yaitu ilmu pengetahuan agama, membangun kesadaran sosial dan 
karakter manusia sebagai hamba Allah. Atas dasar itu, maka dalam 
pengaturan PP No. 55 Tahun 2007 hendaknya memuat penegasan yang 
lebih kongkrit bukan saja terhadap masa depan pondok pesantren, akan 
tetapi imbalan jasa yang patut diterima oleh pondok pesantren atas 
perannya dalam membina karakter bangsa yang merupakan sinergi 
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antara mujahadah, ijtihad dan jihad. 

Kehadiran PP 55/2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan 
keagamaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan 
agama dan keagamaan. Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan 
yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, 
keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dan 
pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta 
didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan 
mengamalkan agamanya. 

Oleh karena itu, regulasi ini memerlukan berupa Peraturan Menteri 
Agama yang dapat memperjelas maksud PP ini. Regulasi yang akan 
dikeluarkan akan lebih baik apabila tetap memelihara karakter pesantren 
itu sendiri antara lain kemandirian pesantren sehingga regulasi yang 
akan dibuat tetap menjamin otonomi kelembagaan, pengelolaan 
akademik yang terkait dengan sistem pembelajarannya. 

Isu pokok pada PP 55/2007 yang harus ada adalah penegasan 
tentang beberapa hal sebagai berikut: 

1 . Pengertian yang disebut pendidikan keagamaan formal, disebabkan 
kata "formal" menimbulkan masalah karena akan berhadapan dengan 
realitas pesantren yang secara historis memiliki otonomi kelembagaan, 
dan manajemen. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa pondok 
pesantren sama sekali terlepas dari perhatian manajemen pendidikan 
nasional. 

2. Pondok pesantren telah memiliki pendidikan diniyah. Hal ini 
menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah masih perlu 
mendirikan pendidikan diniyah formal atau jalan keluarnya 
dengan adanya program pemerintah mendirikan pendidikan 
diniyah formal yang bersifat program percontohan, akan tetapi 
tidak menyaingi lembaga pendidikan sejenis yang sudah ada. 

3. Peraturan Pemerintah diperlukan tentang peserta didik, ujian, 
kurikulum dan penghargaan terhadap lulusan yang dihasilkan 
dari pondok pesantren. 

B. Isi PP No. 55 Tahun 2005 

1. Pasal 14-20: Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur 
formal, non formal dan informal. Diperlukan penjelasan tentang 
ketiga jalur tersebut, apakah ketiga jalur tersebut harus ada atau 
hanya sekedar tawaran pilihan. 
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2. Pasal 15, 16 

Pendidikan Diniyah Formil. 

Perlu dipertegas posisi pemerintah. 

Seharusnya diniyah formal tidak diperlukan. 

3. Pasal 17, 18 dan 19 

Apakah diperlukan pengaturan yang ketat tentang peserta didik, 
kurikulum dan ujian. 

Kalau terjadi pengaturan dikhawatirkan akan terganggu kemandirian 
dan keberlangsungan Pendidikan Diniyah. 

4. Pasal 14 & 26 tentang Pesantren: 

Kurang jelas pengertian pondok pesantren. 

5. Pasal 26 ayat 2: 

Perlu penegasan dalam Peraturan Menteri Agama tentang hal berikut 
Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara 
terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan 
anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan atau pendidikan 
tinggi, baik formal, non formal atau informal, standarisasi materi 
pokok pesantren, uji keahlian oleh satuan pendidikan yang ditunjuk 
oleh kementerian agama dan ujian nasional bagi yang formal. 

C. Analisis 

1. Dalam PP/2007 tentang Pendidikan agama dan pendidikan 
keagamaan pendidikan diniyah dibagi menjadi pendidikan 
diniyah formal, informal, dan non formal. Pembagian tersebut 
perlu penjelasan karena dipahami bahwa pendidikan diniyah 
adalah pendidikan non formal. 

2. Penggunaan kata" formal", seperti "pendidikan diniyah formal" 
dalam PP tersebut memungkinkan terjadinya formalisasi pendidikan 
keagamaan yang dikhawatirkan pendidikan keagamaan yang 
sudah mapan di lapangan mengalami reduksi atau intervensi. 

3. Pasal (14 dan 26) tentang pesantren perlu penegasan pesantren 
sebagai wadah atau sebagai lembaga pendidikan yang berbasis 
masyarakat, mandiri, mempunyai kekhasan dan keunikan tertentu 
yang menyiapkan ahli-ahli agama. 

4. Regulasi yang akan dibuat tetap mempertahankan kesinambungan 
dan kemandirian pesantren. 

5. Majelis taklim hendaknya berfungsi sebagai satuan pendidikan 
non formal. 
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D. Usulan 

1. Untuk membentuk pemahaman dan penjelasan tentang PP 55/ 
2007 diperlukan Peraturan Menteri Agama (PMA). PMA tersebut 
dapat menjamin asas kepastian hukum, keadilan, keaslian, 
kekhasan, keunikan, kesinambungan dan kemandirian pendidikan 
diniyyah dan pesantren. 

2. PMA dan kebijakan tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 
Keagamaan harus mempertahankan otonomi kelembagaan, 
otonomi pengelola, otonomi akademik yang terkait dengan sistem 
pemberdayaan. 

3. PMA harus memuat: 

a. Definisi pesantren yaitu lembaga pendidikan yang berbasis 
masyarakat, mandiri, mempunyai kekhasan dan keunikan 
tertentu yang menyiapkan peserta didik untuk menjadi ahli-ahli 
agama Islam (mutafaqqih fi al-din) atau menjadi seorang muslim 
yang memiliki keahlian untuk membangun kehidupan yang 
Islami di tengah-tengah masyarakat. 

b. Pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab-kitab, baik 
sorogan ataupun bandungan (pesantren salafiyah), dapat diakui 
sederajat dengan hasil pendidikan keagamaan formal setelah 
lulus uji keahlian keagamaan oleh Kementrian Agama. 

c. Pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu 
agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat 
diakui menjadi pendidik mata pelajaran /kuliah pendidikan 
agama setelah menempuh uji keahlian oleh lembaga pendidikan 
keagamaan yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. 

d. Standarisasi ilrnu-ilmu yang bersumber dari agama Mam harus mengacu 
kepada materi-materi pokok yang menyebar di kebanyakan pesantren, 
seperti fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir, hadits, dan gramatika Arab. 

4. Perlunya sekolah-sekolah formal menganjurkan siswa-siswinya 
mengikuti pendidikan diniyah sebagai solusi keterbatasan jam 
belajar materi agama di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan 
serta akhlak mulia. 

5. Penekanan fungsi pemerintah sebagai institusi yang memberikan 
pengakuan dan fasilitas dengan memberikan porsi pesantren 
sebagai lembaga pendidikan yang memiliki spesifikasi khusus, 
bukan untuk melakukan intervensi dalam pendidikan keagamaan. 
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13. Rancangan Undang-Undang 
Tentang Jaminan Produk Halal 

A. Pendahuluan 

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam Islam 
masalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik 
dan produk rekayasa genetik yang terjamin kehalalannya menurut 
syari'ah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah. 

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada mengenai 
kehalalan produk terutama menyangkut bahan, produk dan proses, 
serta pengawasannya belum diatur secara komprehensip. 

Karena itu, keberadaan undang-undang tentang jaminan Produk 
Halal sangat penting dan akan memberikan ketentraman batin dalam 
mengkonsumsi produk yang sesuai dengan tuntutan Islam. 

B. Usulan 

1. Dalam rangka pelayanan pada masyarakat, pemerintah berkewajiban 
menyelenggarakan produk halal dan bekerja sama dengan komponen 
masyarakat. 

2. Pengawasan kehalalan produk baik produk dalam negeri maupun 
produk impor harus diatur secara tegas, jelas, dan efektif. 

3. Pernyataan kehalalan suatu produk dilakukan oleh Organisasi 
Keagamaan (diusulkan MUI). 

4. Kewajiban produsen untuk menjamin produk halal diatur, 
dilaksanakan, dan diawasi secara efektif dalam berbagai peraturan 
perusahan sebagai tindak lanjut dan norma mandatory dalam undang- 
undang. 

5. Pelanggaran atas ketentuan undang-undang atas jaminan produk 
halal diberi sanksi baik bersifat administratif, ganti rugi dan atau pidana. 

6. Selain tersedianya auditor halal yang akan melakukan audit kehalalan 
suatu produk undang-undang harus juga mengatur adanya Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran pidana dalam Undang-Undang tentang 
Jaminan Produk Halal. 

14. Tindak Lanjut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
A. Pendahuluan 

Ibadah haji r rerupakah salah satu ibadah dalam Islam yang memerlukan 
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pengaturan yang komprehensip, hal ini mengingat pelaksanaan ibadah 
haji berada di luar negeri dan sangat jauh dari Indonesia. Ditambah 
lagi adanya keterkaitan antar lembaga dan kementerian yang memerlukan 
sinkronisasi kebijakan. Untuk memindahkan ratusan ribu jamaah baik 
saat keberangkatan, pelaksanaan dan kepulangan, serta mengatur 
pemondokan dan segala hal yang berkaitan dengan akomodasi bukanlah 
hal yang mudah. Juga berkaitan dengan minat umat Islam yang sangat 
tinggi untuk menunaikan ibadah haji perlu pengaturan yang jelas. Di 
sinilah diperlukannya keterlibatan pemerintah/ negara untuk mengatur 
pelaksanaan ibadah haji. 

Dengan adanya UU No. 13 Tahun 2008 sebagai revisi atas UU No. 
19 Tahun 1999 merupakan sinyal positif dari pemerintah akan perlunya 
keterlibatan pemerintah dalam regulasi penyelenggaraan ibadah haji. 
Namun demikian, keberadaan UU tersebut perlu dilihat lebih jauh 
apakah sudah memenuhi harapan umat Islam untuk terselenggaranya 
ibadah haji yang baik, biaya rasional dan acuntable. 

Karena itu, dalam Muktamar NU ke-32, muktarimin memberikan 
sikap, catatan-catatan, dan usulan sebagai kontribusi pemikiran untuk 
dapat terselenggaranya pelaksanaan ibadah haji dengan baik, dalam 
arti jamaah haji merasa puas terlayani dan mereka dapat beribadah 
dengan khusyu' aman dan tenteram serta keuangan yang transparan 
dan acuntable. 

B. Sikap Muktamirin 

1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah perlu segera 
menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, 
mengingat ketentuan Pasal 66 menyatakan bahwa penyelesaian 
pelaksanaan pasal tersebut paling lambat 6 (enam) bulan terhitung 
sejak diundangkannya undang-undang itu pada tanggal 28 April 2008. 

2. Guna untuk lebih efektifnya pengawasan penyelenggaraan ibadah 
haji sesuai ketetapan undang-undang perlu segera dibentuk Komite 
Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Pemerintah segera mengusulkan 
keanggotaannya untuk diangkat oleh Presiden. 

3. Kebijakan yang perlu diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan UU 
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, antara lain: 
a. Kejelasan tentang kriteria perumahan dan katering jamaah haji 

yang layak. 
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b. Peningkatan Pelayanan Haji secara umum, 

c. Ketentuan kesempatan berhaji, 

d. Inti masalah haji karena tidak terpisahnya pelaksana dan pengawas, 

e. Transparansi dana yang dikelola oleh Departemen Agama dan 
harus ada laporan yang jelas kepada masyarakat. 

f. Dana abadi ummat diupayakan bisa digunakan untuk talangan 
setoran haji oleh jamaah. 

g. Penertiban dan pengawasan kelompok bimbingan haji oleh 
pemerintah. 

h. Dalam kaitan Pasal 11 ayat (2) dan (3) bila petugas Depag tidak ada 
yang memenuhi syarat (kemampuan di bidang manasik haji) maka 
Menteri Agama dapat menunjuk Petugas Haji dari Ormas Islam. 

4. Usulan dalam teknis pelaksanaan Ibadaha Haji: 

a. Sistem transportasi di Arab Saudi tidak menggunakan sistem 
taraddudi, tetapi sistem tartib. 

b. Konsumsi selama pelaksanaan ibadah haji sejak di embarkasi 
sampai debarkasi dikelola oleh pemerintah. 

c. Pemerintah harus memberikan arahan agar keikutsertaan kelompok 
bimbingan ibadah haji lebih fokus pada pembimbingan, kesiapan 
mental dan pemahaman manasik haji untuk tercapainya haji 
mabrur. 

Makassar, 26 Maret 2010 
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